
PRES I DEN
REPUBLIK INOONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPI,'BLIK INDONESTA

NOMOR I34 TAHUN 2022

TENTANG

PEMUTAKHIRAN RENCANA KER.'A PEMERINTAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a, bahwa untuk melalsanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O17 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional, Pemerintah telah menetapkan
Peraturan Presiden Nomor 108 Tafu;u'r* 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;

b. bahwa dalam rangka
perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,
dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan dan
kesatuan ekonomi nasional, telah disusun Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2022 tr'ntang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2023;

c. bahwa berdasarkaa ketentuan Pasal 30 Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi
Prbses Perencanaan dan Penganggararr Pembangunan
Nasional, perlu dilakukan pemutakhiran Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2O23 berdassrkan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggatan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2O23;

d bahwa berdasarkan pertimbangan

Pendapatan dan

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang Pemutakhiran
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
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1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2, Undang-Undang Nomor 28 Tahun2O22 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
208, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6827);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2OL7 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor lO5, Tambahan Irmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

4, Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor l74l;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMUTAKHIRAN RENCANA
KER.IA PEMERINTAH TAHUN 2023.

Pasal 1

Dokumen pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2O23 merupakan bagian dari dokumen sebagaimana diatur
dalam Peraturan Presiden Nomor 1O8 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, yang telah
dimutakhirkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2022 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2O23.

Pasal 2

(1) Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, memuat

a Narasi;
h Matriks Pembangunan yang memuat Prioritas

Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan
Proyek Prioritas dengan penjabaran sasaran,
indikator, target, dan alokasi pendanaannya serta
instansi pelaksana; dan

c Matriks Proyek Prioritas Strategis/ Ma;br Projedyang
memuat Proyek Prioritas Strategis/ Major Project
pada Prioritas Nasional beserta alokasi
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(21 Ketentuan m€ngenai Narasi Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(3) Ketentuan mengenai Matriks Pembangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Presiden ini.

(41 Ketentuan mengenai Matriks Proyek Prioritas
Strategis/Major Projed sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan
Presiden ini.

Pasal 3

(1) Dokumen pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

digunakan oleh:

a. Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, sebaeai instrumen
pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan
nasional;

b, menteri/kepala lembaga, untuk melakukan
perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
Tahun 2O23; dan

c. pemerintah daerah, sebagai pedoman pelaksanaan
dan perubahan dokumen rencana pembangunan
daerah Tahun 2023.

l2l Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Presiden ini
diundangkan.

mulai berlaku pada tanggal
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Agar setiap
pengundangan
penempatannya
Indonesia.

orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Presiden ini dengan
dalam Lcmbaran Negara RePublik

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3l Desember 2022

PRESIDEN REPUBIIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggd 3l Desember 2O22

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESTA,

PRATIKNO

LEMBARAN NEC}ARA REPUBLIK INDONESI,A TAHUN 2022 NOMOR 242

Salinan sesuai dengan aslinya
XEMEMERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REruBLIK INDONESIA
Perundang-undangan dan

strasi Hukum,

ttd

ttd
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PRESIDEN
REPUALIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 134 TAHUN 2022
TENTANG
PEMUTAKHIRAN RENCANA KER.JA PEMERINTAH
TAHUN 2023

NARASI
RENCANA KER.IA PEMERINTAH TAHUN 2023

SK No 117931 A



PRESIDEN
NEPUBL|K INDONESIA

PEMUTAKHIRAN NARASI
RENCANA KER.IA PEMERINTAH TAHUN 2023

No.
Perihat

Perubahan
Pemutakhiran RKP Talun 2O23

1 Perubahan
alinea kedua
dalam halamaa
t.2

Melalui RKP Ta.hun 2023 pemerintah berkomitmen untuk memberikan
arahan pada (1) keb,jakan prioritas nasional yang komprehensif dan
sistematis, (2) kerangka pendanaan, (3) kerangka kelembagaan, (4)
kerangka regulasi, serta (5) kerangka evaluasi dan pengendalian, daLam
meLaksanakan pembangunan nasional. PenJrusunan RKP mengacu pada
regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 25/2OO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan
Pemerintah (PPf No. 17 /2017 tefiang Sinkronisasi Proses Perencanaan da.Il
Penganggaran Pembangunan Naeional. RKP Tahun 2023 telah ditetapksn
meLalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1O8 Tahun 2022 telf,tang
R€ncana Kerja Pemerintah Tahun 2023. Sesuai Pasal 7 pada Perpres
tersebut, dilakukan pemutakhirar RKP Tahun 2023 de,l.gal) berdasarkan
Undarg-UndarE APBN yang telah ditetapkan melalui UU Nomor 28 Tahun
2022 te/lt,J)g Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2023.

2 Perubahan
alinea kedua
dalam halaman
II.3

Dari 14 indikator sasaran PN 1, sebanyak tujuh indikator telah tercapai,
yaitu indikator penjaminan akurasi pendataan stok sumber daya ikan dan
pemanfaatan; nilai devisa pariwisata; kontribusi produk domestik bruto
(PDB) pariwisata; penyediaan lapangan kerja per tahun; pertumbuhan
ekspor industri pengolahan; pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa; serta
rasio perpajakan terhadap PDB. Sementara itu, tujuh indikator lainnya
belum tercapai, yaitu porsi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran
energi nasional; skor pola pangan harapan; rasio kewirausahaan nasional;
pertumbuhan PDB pertanian; pertumbuhan PDB industri pengolahan;
kontribusi PDB industri pengoLahan; dan pertumbuhan investasi (PMTB).

Perubahan
atinea ketiga
dalam halaman
It.3

Perubahan
alinea keempat
dalam halaman
II.3

Dari enam indikator sasaran PN 2, sebanyak satu indikator telah tercapai,
yaitu laju pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) Kawasan
Timur Indonesia (KTI). Sementsra itu, lima indikator lainnya belum
tercapai, namun sebagian besar kine{anya sudah di atas 90 persen. Kelima
indikator tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) KTI;
persentase penduduk miskin KTI; IPM Kawasan Barat Indonesia (KBII; laju
pertumbuhan PDRB KBI; dan persentase penduduk miskin KBl.

Dari 24 indikator sasaran PN 3, 13 indikator telah tercapai, yaitu angka
kelahiran tot,..l (Total Fertilitg Rare/TFR) (per wanita usia subur usia 15-49
tahun); persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kep€ndudukan
(NIK); proporsi penduduk yang tercakup dalam Program Jaminan Sosial;
Angka Kematian lbu (AKU; insidensi tuberkulosis; prevalensi obesitas pada
penduduk umur >18 tahun; persentase merokok penduduk usia 10-18
tahun; rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas; Indeks
Perlindungan Anak (lPA); persentase rumah tangga miskin dan rentan yang
memiliki aset produktif; persentase angkatan kerja berpendidikan
menengah ke atas; jumlah Perguruan Tinggr (PT) yang masuk ke dalam
World. Class Uniuerciu (PT) Top 300; dan jumlah PT yang masuk ke dalam
World. Clo,ss Uniuelsltv e'f) Top 5OO. Sementara itu, tujuh indikator lainnya
belum tercapai, namun sebagian besar kinerjanya sudah di atas 90 persen,
yaitu proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan
sosial pemerintah; prwalensi stunring (pendek dan sangat pendek) pada
balita; harapan lama sekolah; Indeks Pembancunan Gender (IPG); Indeks

4
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PRESIDEN
RTPUBUK INDONESIA

No.
Perihat

Perubahan Pemutakhiran RKP Tahun 2023

Pembalgunan Pemuda (IPP); proporsi pekerja yang bekefa pada bidarg
keahlian menengah dan tinggi; serta peringkat Glabal lwDuation hdex-

.5 Perubahan
alinea pertama
dalam halaman
\.4

Dari tujuh indikator sasaran PN 4, sebanyak empat indikator telah tercapai,
yaitu Indeks Capaian Rwolusi Mental; Indeks Pembangunan Kebudayaan;
Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas); dan nilai budaya fterasi.
Sementara itu, tiga indikator lainnya belum tercapai, namun kinerjanya
sudah di atas 90 persen, yaitu Indeks Kerukunan Umat Beragama; Indeks
Pembangunan Keluarga; dan median usia kawin pertama perempuan.

6 Perubaharr
alinea kedua
dalam halamal
II.4

Dari sepuluh indikator sasaran PN 5, sebanyak empat indikator tel,ah
tercapai, yaitu penurunan rasio fatalitas keceLakaan jalan per 10.0O0
kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010; persentase pemenuhan
kebutuhan air baku; peraentase rute peLayaran yang saling terhubung
[bop] dan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal
perkotaan yang dibangun dan dikembangkan. Sementara itu, enam
indikator lainnya belum tercapai, namun sebagian besar kinerjanJra sudah
di atas 90 persen, yaitu rumah tangga yang menempati hunial layak dan
tedangkau; persentase luas daerah irigasi premium yang dimodemisasi;
wali.tu tempuh pada jaLan linta8 utama pulau; rasio elektrilikasi; rata-rata
pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik; dan persentase popuLasi yang
dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4c).

7 Perubahan
alinea ketiga
daLam haLaman
II.4

Indikator yang telah tercapai yaitu Indeks Kualitas Lingkungaa Hidup
(IKLH). Sementara itu, indikator lainnya yang b€lum tercapai yaitu
penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim
terhadap total PDB.

8 Perubahan
alinea keempat
dalam halaman
fl.4

Dari delapan indikator sasaran PN 7, sebanyak enam indikator telah
tercapai. Keenam indikator tersebut adaLah Indeks Demokrasi Indonesia;
tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait
kebijakan dan program prioritas pemerintah; Indeks Pengaruh dan Peran
Indonesia di Dunia Intemasional; persentase instansi pemerintah dengan
Indeks Reformasi Birokrasi kategori baik ke atas (K/L); persentas€ instansi
pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori baik ke atas
(provinsi); dan pers€ntase ancatnan terhadap keseLamatan segenap bangsa
di seluruh witayah NKRI yarg dapat diatasi. Sementara itu, satu indikator
lainnya belum tercapai yaitu persentase instansi pemerintah dengan Indeks
Reformasi Birokrasi kategori baik ke atas (kabupaten/kota).

9 Perubahan
alinea kedua
daLam haLaman
II.6

Aktivitas perdagangan dunia mengaLami peningkatal tajam pada tahun
2O2L j*a dibandingkan dengan tahun 2O2O, karena didorong oleh
pemulihan permintaan global pada tahun 2O21. Hal ini tecermin dari
peningkatan yang tinggr pda Baltic Dry Index (BDI). Namun, gangguan
rantai pasok yang melanda dunia menyebabkan perlambatal a-Ltivitas
perdagangan dunia yang terjadi sejak Oktober 2021. Aktivitas perdagangan
dunia pada tahlurr 2o22 menunjukkan peningkatal hingga bulan Mei,
sebelum kembali mengalami penurunan akibat masih berlanjutnya konflik
Rusia dan Ukraina. Volume perdagangan dunia pada tahun 2O21
meningkat 9,7 persen, setelah terkontraksi 5,2 persen pada tahun 2O2Or.
Di sisi lain, htrchasing Marwgers'lnder (PMI), baik li,larutfochrbtg maupur:
Seruices mampu bertahan di zona ekspansi di atas level 50 sepanjang tahun
2O2l daJll semester I tah]un 2022, sementara pada semeater ll ta}].w 2022
menunjukkan tanda penurunan.
I Trzde S'tatiatics dnd Ourlook WTO (Oldober 2022)

-t.2-
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Perubahall Pemutakhiran RKP Tahun 2023

10 Perubahan
Gambar 2.3
dalam haLaman
1.7

Gambar 2.3
Bdltic D! Itudex (BDll

Sumbe!: Bloomb€rg, IHS Markit, November 2022.

11 Perubahan
Gambar 2.4
dalam halaman
fl.7

t2 Perubahan
alinea pertama
dalam halamaa
1.7

Vol,atilitas pasar keuangan global pada tahun 2021 menurun dibandingkan
tahun 2020, tecermin dari penurunan Chiugo Board @tian Exchange's
Vohtiliv IndexlCBOE VIX lnde, yang mendekati level prapandemi. Namun,
pada awal ta}:^tn 2022, volatilitas pasar keuangan global kembali
meningkat. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan CBOE VIX Ind.exyang
dipicu oleh meningkatnya ketidakpa.stian global akibat perang Rusia dan
Ukraina. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2020, kondisi pasar
saham global meningkat tajam pada tah^]uJ) 20.21 yang tecermin dari
peningkatan Morgan StanleA Capital l\Emational AU Country WorLd Index
(MSCI ACWI Index). Namun pada tahun 2022, pe.'sar so.haro global kembali
turun, dengan tedadinya p€nurunan MSCI ACWI Index seiring
kekhawatiran investor terhadap perkembangan varian baru COVID- 1 9 serta
kebijakan pengurangan stimulus dan pengetata.n suku bunga oleh berbagai
negara dalam upaya pengendalian inflasi yang semakin meningkat.

13 Perubahan
Gambar 2.5
dalam halaman
1.7

SK No 168004A
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Gambar 2.4 
PMI Global 

Sumber: Bloomberg, IHS Markit, November 2022. 

Gambar 2.5 
CBOE VIX dan MSCI ACWI Index 



EII=FIiibNl
REPUEUK INDONESIA

No.

14

Perihal
Perubaj.an Pemutakhiran RKP Tahun 2023

Perubahan
Gambar 2.6
dalam halaman
1.7

15 Perubahan
alinea kedua
dalam halaman
1.7

Bank sentral utama dunia, seperti The Fed, Bank of Japan, dan European
Central Bank mempertahankan suku bunganya di level rendah pada tahun
2021, sehingga te{adi peningkatan fl@netary base dat likuiditas global.
Namun, hingga akhir Oktober tahtxr 2022, ntonetory base menunjukkan
penurunan, dipicu oleh sikap The Fed yang memutuskan untuk
mengurangi pembelian aset serta menaikkan suku bunga. Keputusan The
Fed disebabkan oleh tekanan inflasi yang semakin tinggi serta pemulihar
pada pasar tenaga kerja Amerika Serikat. Tekanan inflasi yang tinggi juga
mendorong sebagian besar bartk sentral dunia melakukan kebijakan
menaikkan suku bunga.

16 Perubahan
alinea pertama
dalam halaman
II.8

Harga-harga komoditas mengatami peningkatan yang tinggi, seiring dengan
pemulihan ekonomi global pada tahun 2O21. Pemulihan permintaar global
juga disertai dengan bergesernya fokus kebutuhan energi menuju energi
yang lebih ramah lingkungan. Peningkatan harga logam, tidak hanya dipicu
oleh pemulihan ekonomi, tetapi juga dorongan penggun.ran energi bersih
dan hijau secara global yang mendorong tingginya permil)ts;aL Harga Crude
PaIm otl (CPO) mengalami penurunan pada semester II tahun 2022, setelah
meningkat tinggi dipicu oleh terbatasnya jumlah pasokan. Sementara itu,
harga minyak mentah masih tetap tinggi, utamanya disebabkan oleh konflik
Rusia dan Ukraina. Dampa.k konflik tersebut terus meluas dan memicu
sanksi antara Rusia dan negara-negara lain khususnSra Eropa dan Amerika
Serikat.

t7 Perubahan
Gambar 2.7
dalam haliaman
II.8

1a Perubahan
alinea pertama
dalam halaman
II.9

Dari sisi moneter, pada tahun 2O2O dal:. 2021 bank sentral di beberapa
negara menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif melalui penurunan
suku bunga daJ) quantitathn eosing untuk menahan dampak pandemi
COVID-l9. Seiring pemulihan ekonomi yang tetjadi pada tahun 2021 serta
tekanan inflasi yang persisten pada tahun 2022, beberapa. bark sentral
negara mulai melakukan normalisasi suku bunga. Peningkatan inflasi dan

-1.4-
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Gambar 2.6 
Monetary Base (Persen, yoy) 

Gambar 2.7 
Harga Komoditas Internasional 

Sumber: World Bank Commodities Price Data, November 2022. 



PRESIDEN
REPUEUK INDONESIA

No Perihal
Perubahan Pemutakhiran RI(P Tahun 2023

pemulihan pada pasar tenaga kerja mendorong barrk sentral untuk
menaikkan suku bulgta pada tah:un 2022.

19 Perubahan
Tabel 2.2 dalam
halaman II.9

7s.bel2.2
Kebijakan Suku Bunaa Ncgala Dunia

Ncgara Novchbcr 2022 Kcnaikan Suku Bunga SclaEa Parrdcmi
covlD- 19

Rusia 7,50 9 kali

3.25 9 ksli

IngSris 3,00 abli

Amcrika Scril<at (As) 4,00

Filipi"a 5,00 6 kali

5,90 4 kali

MalaFia 2,75

5,25

2.OO 3 kti
6,00 2kli

Cina 2,75 Belum Ada Iftnaikan

J€paru (o,l0t Beluh Ada Kenailan

Suhb.r: CEIC, NMDbcr 2022.

Cat.tarr Angk! d.lsh kurung'{x,xf b.@lai n gatrt

20 Perubahan
Tabel 2.3 dalam
halaman II-11

Tabel2.3
Pertumbuhan PDB S13i Pcrmintasn Tahun 202 l-2O22 lPers€n, logl

202t\ 2022

R@.IisBi Sumb..
P.rtumbuhm P.rtumbuban

outl@k Sumb.r
P..tnmhuhanrr P. umhuhr.rr

3,7 5,rF5,7 5,4 5,4

Ta4ga dm LNPRT 2,O 1,t 4,85,2-5,{

Konsumsi Pcmcnntal 4,2 0,3 (3..1! (0,31.1,5-1,6

InE.tasi {PM'IB) 3,E 1,2 s.a-6,2 t,1 1,3

Ekspor BaEru &n
24,O 4,7 1,7,73,94,2

23,3 (3,.1) +.4--r,6 15,6 3,0

sutd: Il Badd Puur arrddit (BPa), 2022, 2t RPJMN 20rFfo24; de 3) Prdd,5 r(aarEis PPN/B.pp@.

21 Perubahan
alinea pertama
daLam haLaman
u.1 1

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022
diprakirakan meningkat sebesar 5,4 persen, sejalan dengan akselerasi
konsumsi masyarakat dan investasi, di tengah tetap terjaganya belarja
fiskal pemerintah dan tingginya potensi ekspor. Optimisme ekonomi tahun
2022 didorongoleh aktivitas ekonomi yang terus meningkat sejal,an dengan
percepatan vaksinasi, pembukaan ekonomi yang semakin luas, dan
stimulus kebliakan yang berlanjut. Meski demikian, target pemulihan
tersebut masih dihadapkan pada risiko penyebaran varian baru COVID-19,
Dennanent smr vans dialami oleh dunia usaha dan

SK No 168006 A

sosial, normalisasi
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No. 
Perihal 

Perubahan 
Pemutakhiran RKP Tahun 2023 

kebijakan baik fiskal dan moneter, serta gangguan rantai pasok, dan krisis 

energi 

22  Perubahan 
alinea kedua 

dalam halaman 

II.11 

Keberhasilan pengendalian COVID-19 dan kebijakan penanganannya akan 
menjadi kunci peningkatan keyakinan masyarakat serta dunia usaha yang 

kemudian dapat meningkatkan komponen pertumbuhan. Konsumsi 

masyarakat diprakirakan meningkat dengan tumbuh sebesar 4,8 persen, 

ditopang oleh terkendalinya penyebaran COVID-19 seiring dengan 
tercapainya imunitas massal dan berangsur pulihnya mobilitas 

masyarakat. Kinerja ekspor barang dan jasa juga tetap akan menjadi 

sumber pertumbuhan ekonomi dengan masih akan tingginya permintaan 

dan harga komoditas global, dengan pertumbuhan sebesar 17,7 persen. 

Investasi pada tahun 2022 diprakirakan akan meningkat dan tumbuh 
sebesar 4,1 persen, sebagai kunci peningkatan kapasitas produktif 

perekonomian. Konsumsi pemerintah diprakirakan terkontraksi sebesar 3,4 

persen, dipicu oleh mulai berkurangnya program stimulus dan belanja 

penanganan pandemi seiring dengan kondisi pandemi yang mengarah ke 

endemi. 

23  Perubahan 
Tabel 2.4 dalam 

halaman II.12 

 

Tabel 2.4 

Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Tahun 2021–2022 (Persen, yoy) 

Uraian 

20211)  2022 

Realisasi 

Pertumbuhan 

Sumber 

Pertumbuhan 

 
RPJMN2) 

Outlook 

Pertumbuhan3) 

Sumber 

Pertumbuhan3) 

Pertumbuhan PDB 3,7 3,7  5,4–5,7 5,4 5,4 

Pertanian, 

Kehutanan, dan 

Perikanan 

1,8 0,2  
 

3,7–3,8 1,6a) 0,2 

Pertambangan dan 

Penggalian 
4,0 0,3 

 
1,9–1,9 3,5a) 0,3 

Industri Pengolahan 3,4 0,7  5,2–5,5 4,9a) 1,0 

Pengadaan Listrik dan 

Gas 
5,5 0,1 

 
5,2–5,2 7,7a) 0,1 

Pengadaan Air, 

Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur 

Ulang 

5,0 0,0 

 

4,3–4,4 3,8a) 0,0 

Konstruksi 2,8 0,3  5,8–6,1 2,1a) 0,2 

Perdagangan Besar 
dan Eceran, Reparasi 

Mobil dan Sepeda 

Motor 

4,7 0,6 

 

5,6–6,0 5,2a) 0,7 

Transportasi dan 

Pergudangan 
3,2 0,1  

 
7,1–7,4 17,3a) 0,6 

Penyediaan 

Akomodasi dan 

Makan Minum 

3,9 0,1 
 

6,1–6,3 12,0a) 0,3 

Informasi dan 

Komunikasi 
6,8 0,4 

 
7,7–8,8 7,3a) 0,5 

Jasa Keuangan dan 

Asuransi 
1,6 0,1 

 
6,4–6,9 1,6a) 0,1 

Real Estate 2,8 0,1  5,0–5,0 1,9a) 0,1 

Jasa Perusahaan 0,7 0,0  8,4–8,4 7,7a) 0,1 

Administrasi 
Pemerintahan, 

Pertahanan, dan 

Jaminan Sosial Wajib 

(0,3)  (0,0) 

 

4,8–5,1 2,8a) 0,1 
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24  Perubahan 

Tabel 2.4 dalam 

halaman II.13 

 

 

25  Perubahan 

alinea ketiga 

dalam halaman 

II.14 

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tahun 2021 mencatatkan 

surplus tinggi mencapai US$13,5 miliar. Capaian tersebut dikontribusikan 

oleh surplus neraca transaksi berjalan sebesar US$3,5 miliar atau 0,3 

persen dari PDB. Surplus pada neraca transaksi berjalan tersebut menjadi 

capaian yang sangat penting sejak surplus terakhir dicapai pada tahun 
2011. Selain itu, neraca transaksi modal dan finansial juga turut 

berkontribusi mencatat surplus sebesar US$12,4 miliar. 

26  Perubahan 

alinea keempat 

dalam halaman 

II.14 

Selanjutnya, kinerja transaksi berjalan yang mengalami surplus pada tahun 

2021 didorong oleh surplus tinggi pada neraca barang mencapai US$43,8 

miliar, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2020 sebesar US$28,3 

miliar. Kinerja positif neraca barang terakselerasi di tengah fenomena 
commodity supercycle yang mendorong harga komoditas internasional 

meningkat. Lebih lanjut, neraca pendapatan sekunder juga berkontribusi 

positif dengan mencatat surplus sebesar US$6,3 miliar. Adapun kenaikan 

surplus neraca berjalan lebih jauh masih tertahan oleh meningkatnya 

defisit neraca jasa–jasa mencapai US$14,6 miliar, sejalan dengan masih 
tertekannya neraca jasa perjalanan dan kenaikan defisit jasa transportasi. 

Selain itu, neraca pendapatan primer juga masih persisten mengalami 

defisit mencapai US$32,0 miliar, seiring dengan meningkatnya imbal hasil 

investasi yang masuk ke dalam perekonomian domestik. 

27  Perubahan 
alinea pertama 

dalam halaman 

II.15 

Neraca transaksi modal dan finansial juga menunjukkan kinerja positif 
sepanjang tahun 2021. Kinerja positif tersebut didorong oleh surplus yang 

meningkat pada investasi langsung dan investasi portofolio yang masing-

masing mencapai US$17,4 miliar dan US$5,1 miliar yang mana capaian 

keduanya meningkat dibandingkan dengan tahun 2020. Positifnya kinerja 

investasi langsung dan investasi portofolio mencerminkan keyakinan 
investor terhadap prospek pemulihan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 

2021 meskipun masih dalam kondisi tekanan pandemi COVID-19 terutama 

varian Delta pada triwulan III tahun 2021. Perkembangan tersebut 

kemudian mendorong cadangan devisa meningkat mencapai US$144,9 

miliar atau setara dengan pembiayaan 8 (delapan) bulan impor. 

Uraian 

20211)  2022 

Realisasi 

Pertumbuhan 

Sumber 

Pertumbuhan 
 

RPJMN2) 
Outlook 

Pertumbuhan3) 

Sumber 

Pertumbuhan3) 

Jasa Pendidikan 0,1 0,0  5,2–5,2 1,3a) 0,0 

Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial 
10,5 0,1 

 
7,6–8,0 2,0a) 0,0 

Jasa Lainnya 2,1 0,0  9,3–9,5 7,8a) 0,1 

Sumber: 1) BPS, 2022; 2) RPJMN Tahun 2020–2024; 3) Prakiraan Kementerian PPN/Bappenas, November 2022. 

Keterangan: a) Terdapat penyesuaian angka outlook pertumbuhan 2022 dari sasaran pertumbuhan pada Pemutakhiran 

RKP Tahun 2022 berdasarkan perkembangan perekonomian terkini hingga November 2022. 
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2A Perubahan
Tab€l 2.5 dalam
halaman II. 15

Tabel2.5
Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 202 l-2022 (US$ Miliar)

2021t) Outl@k 20'2221

Neh.a P.nbr6En Srr:BE Ke*luruhan 13,5 1r2,2)

N€raca Tranlaksi Bclalan

(% PDB}

3,5

0,3

3,2

0,3

Ncraca Pcrdagansan Barans 43,4 52,r

Ncraca Pcldasansar Jaea (14,6) (18,s)

Ncraca Pcndapatan Primcr (32,O) {36,4)

N.ma P.ndapatan S€kundc! 6,3 6,O

NcEca Modal dm Fimnsirl t2,4 (r3,8)

Invcstasi Lanesuns 17.4 13,7

Inrcstasi Portofirlio 5,1 19,71

( 10,4) (17,8)

Fosi.i Cadan8aD Dcvka

- &l,E bulsn iopor

t44,9

a,o

132,7

5,6

Sumb.r: 1) Bak Indon6B, 202I; 2J Praki@ K.m.nt nan PPN/Bapp.r, Novmbd 2022.

X.tersrau: T.rdapat pmy€suaiar atrgtB @tl@k 2022 dd .@ran pada Pmutakhlfu RKP
Tanun 1022 h.rdaskan Frk hbnam FEkommis t rkhi hh8aa NN.mbcr 2022.

Catatm: Aneka <tal@ kurune "lrJ" b.rnila n.sati

29 Perubahan
alinea kedua
dalam halaman
II.15

Pada tahun 2022, NPI diprakirakan menghadapi tekanan ketidakpastian
dunia terutama dampak dari perang Rusia-Ulaaina yang menjaLar dari isu
geopolitik menjadi krisis ekonomi, pangan, dan sosial. I€bih lanjut,
berbagai sanksi ekonomi dari Blok Barat kepada Rusia membuat
ketidakpastian dunia semakin tinggi, di antaranya menyebabkan rantai
pasok dunia terganggu dan mendorong terjadinya keLangkaan bahan baku
produksi di berbag'i negara produsen industri. Hal tersebut berimplikasi
pada kenaikan harga-harga di dunia yang pada akhirnya meningkatkan
inflasi secara signifrkan. Konsekuensinya, berbagai bank sentral di negara
maju meningkatkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi dan
kebijakan ini berdampak kepada negara-negara berkembang termasuk
Indonesia karena menyebabkan tekanan pada neraca modal dan finansial
rlrelalrti capital oufloru. Meskipun demikian, kinefa perdagangan Indonesia
diprakirakan masih akan kuat sehingga mampu menahan pendalaman
defrsit kinerja NPI secara keseluruhan, tecermin dari tren surplus neraca
transaksi berjalan yang masih berlanjut.

30 Perubahan
alinea pertama
dalam halamaa
II.16

Berdasarkan perkembangan isu strategis di tingkat global dal domestik,
out oorc NPI t,.}fruJ) 2022 relatif masih kuat di tengah situasi ketidakpastian
dunia yartg tinggi. Neraca secara keseluruhan akan defisit pada kisaran
US$12,2 miliar. Kineda tersebut dikontribusikan oleh keberlanjutan
surplus neraca transaksi berjalan sekitar US$3,2 miliar atau setara dengan
0,3 pers€n dari PDB, Perkembangan neraca barang masih akan tinggi
mencapai sebesar US$52,1 miliar, seiring dengan fenomena commaditg
supercgcle yangmasih berLanjut meskipun sedikit mengalami perLambatan.
Neraca jasa-jasa akan mengalami defisit sekitar US$18,5 miliar. Sementara
neraca pendapatan primer masih akan menjadi komponen yang
menyumbangkan defisit paling tinggi pada neraca transaksi berjaLan
mencaDai kisaran US$36.4 miliar. seialan denqan pembavaran imbal hasil

-I.8-
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investasi langsung dan investasi portofolio. Adapun neraca pendapatan
sekunder akan mencapai sekitar US$6,0 miliar.

31 Perubahan
alinea kedua
dalam halaman
II.16

SeLanjutnya, neraca transaksi modal dan hnansial akan mengalami delisit
dengan prakiraan mencapai sekitar US$13,8 miliar. Kondisi tersebut
utamanya diakibatkan oleh fenomena apital outflaut di tengah kenaikan
suku bunga di negara-negara maju sehingga investasi portofolio mengalami
dehsit pada kisaran US$9,7 miliar. Sementara itu, investasi langsung akan
mencapai surplus pada kisaran US$13,7 miliar, sejalan dengan target
investasi Langsung serta berbagai proyek strategis nasional yang ditawarkan
kepada investor dalam rangka mendorong penguatan integrasi ekonomi
domestik dan da5ra saing nasional. Adapun cadangan devisa diprakirakan
mencapai sekitar US$132,7 miliar atau setara dengar pembiayaan impor
selama 5,6 bulan.

32 Perubahan
alinea kedua
dalam halaman

.L7

Pada tahun 2022, fol{r'ts APBN diarahkan untuk mendukung pemulihan
ekonomi dan reformasi struktural. Pendapatan negara dan hibah
diprakirakaa mencapai Rp2.a36,9 triliun. Penerimaan perpajakan pada
tahtrr| 2022 diprakiraLan sebesar Rpl.924,9 triliun atau 10,3 persen PDB.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diprakirakan mencapai Rp510,9
triliun atsu 2,7 persen PDB. Betanja negara diprakirakal mencapai
Rp3.169,1 triliun atau 17,O persen PDB, dengan belanja pemerintah pusat
diprakirakan sebesar Rp2.370,0 triliun atau I2,7 persen PDB serta belalja
TKD diprakirakan mencapai Rp799,1 triliun atau 4,3 persen PDB. Program
PC-PEN tetap ditakukan dan direncanakan dialokasikan sebesar Rp455,6
triliun, yang direncanakan terbagi dalam tiga klaster, yaitu (a) penangaaan
kesehatan sebesar Rp122,5 triliun; (b) perlindungan masyarakat s€besar
Rp154,8 triliun; dan (c) penguatan pemuthan ekonomi sebesar Rp178,3
triliun.

33 Perubahan
alinea ketiga
dalam halaman
fl.17

Dengan pendapatan dar belanja negara tersebut, defisit anggaran pa.da
t,.}j.::rn 2022 ditargetkan mencapai 3,9 persen PDB atau sebesar Rp732,2
triliun. Pembiayaan angg.rran masih didominasi oleh pembiayaan utang
sebesar Rp757,6 triliun, pembiayaan investasi sebesar negatif Rp154,2
triliun dan SAL sekitar Rp127,3 triliun.

-I.9-
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34 Perubahan
Tabel 2.6 dalam
halaman II.17

Tabel2.6
Gambaran APtsN (Persen PDB)

Realisasi

202r

2022
Urairn

Olttl@k

Pendapatan Negara d6n Hibah 11,9 13,0

Pcnerimaan Perpajakar 9,1 r0,3

PI{BP

Belanja Negara

2,7

16,4

2,7

t7,o

Belanja Pemeriotah Pusat 12,7

TKD 4,6

Icseimbsrgan Primer (2,s) (1,8)

Surplus / (Defisit) (4,6) (3,9)

Rasio Utang 40,7 41,3

Sumbcr: (cmdtcr8n li.ues6, 2022 ds Oulborr K.h6t rid (.udgm untuL Tahun 2022
tErd.ekar t-poEn P.h.n sh tstang P.laL@ Angg.fu Pcnd.pata dan B.lanla Ncgda
Sd..t.r P.rt h. oLh Ii.hmtdim X.u !m, dioLh.

Catatan: Aigta dalam turung'(x:j' ti€mild msatf

1l,a

4,3

35 Perubahan
alinea keempat
dalam halaman
II.18

Pada triwuLan II-2O22, inflasi tahunan (yoy) April-Juni tercatat 3,47 persen,
3,55 persen, dan 4,35 persen, mengalami tren peningkatan hingga
melampaui rentang sasaran tah]ux. 2022 pada realisasi bulal Juni.
Peningkat€n inflasi tahunan disebabkan oleh base effed inflasi 2021 yang
rendah, kenaikan harga komoditas pangan dan energi global akibat konflik
geopolitik Rusia dan Ukraina, disertai kenaikan permintaal seiring dengan
periode bulan Ramadan dan HBKN Idul Fitri.

36 Penambahan
alinea setelah
alinea keempat
dalam halaman
II.I8

Sepanjang !(iw')l,.rf lll-2o22, inflasi tahunan (Uogd meLanjutkan tren
peningkatan dan berada di ata8 rentarg sasaran tahun 2022. Pada JDli-
September secara berturut-turut tingkat inflasi mencapai 4,94 persen, 4,69
persen, dan 5,95 persen. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh berlanjutnya
kenaikan harga komoditas pangan dan energi serta konflik Rusia dan
Ukraina yang belum selesai, kebljakan proteksionisme pangan di beberapa
negara, dan kebijakan Zero COVID-19 di Cina yang semakin mendisrupsi
rantai pasok globat. Tekanan inllasi semakin tinggi dengan
diberlakukannya penyesuaian harga BBM bersubsidi pada awal September
2022. Memasuki tri*rrlan IV-2022, inflasi tahunan (goy) pada Oldober
menunjukkan penurunan mencapai 5,71 persen meskipun masih tinggi
berada di luar rentang sasaran 2022, hal ini didukung oleh penurunan
harga sejuml,ah komoditas pangan seiring dengan musim panen serta
largkahJargkah pengendalian harga Jrang ditempuh oleh pemerintah pusat
dan daerah, Bank Indonesia, dan mitra strategis lainnya melalui Tim
Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (lPlD).

37 Perubahan
alinea kelima
dalam halaman
II.18

Inflasi tahun 2022 dihadapkan pada sejumlah risiko kenaikan, di antaranya
(al tren lonjakan inflasi global; (b) kenaikan harga komoditas energi dan
pangaa global; (c) kebijakan Admini.stered Prices: penyesuaian harga BBM
bersubsidi, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Tarif Tenaga Listdk (TTL),
serta kebijakan cukai tembakau; (d) pelemahan nilai tukar Rupiah yang
dapat mendorong kenaikan irported inJlation; (e) faktor cuaca dan
permasalahan struldural inflasi (seperti pola tanam, logistik, pengelolaan
pascapanen, dan lainJainl: serta (I) tren musirEn, kenaikan harm pada
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saat HBKN. Di sisi lain, terdapat potensi penurunan inflasi sejalan dengan 

semakin agresifnya normalisasi kebijakan moneter The Fed dan bank 

sentral di beberapa negara yang kemudian direspon Bank Indonesia dengan 

menaikkan suku bunga acuan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR). 
Mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, pada tahun 2022 inflasi 

diprakirakan sebesar 5,7 persen (yoy), lebih tinggi dari tahun 2021, dan 

melampaui batas atas sasaran inflasi yang ditetapkan yaitu sebesar 2,0-4,0 

persen (yoy).  

38  Penambahan 

alinea setelah 
alinea pertama 

dalam halaman 

II.19 

Presiden RI dalam Rakornas Pengendalian Inflasi tahun 2022, 

menyampaikan arahan kepada K/L/D untuk (a) memperkuat identifikasi 
sumber tekanan inflasi di daerah melalui pemanfaatan data makro dan 

mikro serta data detail; (b) memperluas kerja sama antardaerah (KAD) guna 

mengurangi disparitas pasokan dan harga antarwilayah melalui peran TPIP 

dan TPID dalam mengidentifikasi wilayah surplus dan defisit serta menjadi 

fasilitator untuk mendorong kerja sama antardaerah dalam pengendalian 
inflasi; (c) menurunkan biaya transportasi dengan memanfaatkan fasilitasi 

distribusi perdagangan antardaerah dan termasuk menurunkan harga tiket 

pesawat dengan menambah jumlah pesawat; (d) mengoptimalkan 

penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk mendukung upaya 

pengendalian inflasi daerah; serta (e) mempercepat penyerapan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pertumbuhan 

ekonomi daerah. 

39  Perubahan 

Gambar 2.13 

dalam halaman 

II.19 

 

 

Gambar 2.13 
Perkembangan Inflasi Bulanan 

(Persen, yoy) 

 

 

40  Perubahan 

Gambar 2.14 

dalam halaman 

II.19 

 

Gambar 2.14 
Perkembangan Inflasi Berdasarkan 

Komponen (Persen, yoy)  
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41 Penambahan
alinea seteLah
alinea keempat
daLam halaman
II.19

Tekanan terhadap niLai tukar Rupiah berlanjut pada triwulan III-2O22
sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global
dipengaruhi pengetatar kebijakan moneter yang semakin agresif di berbagai
negara, terutama Amerika Serikat (AS) untuk merespons tekanan inflasi
dan perlambatan ekonomi global. Kondisi ini mendorong aliran modal asing
keluar dan berdampak pada pelemahan Rupiah. Hingga triwulan III-2022,
nilai tukar Rupiah secara rata-rata mencapai Rp14.607 per US$, atau
melemah sebesar 2,09 persen terhadap rata-rata di periode yang sama pada
tahun 2021.

Memasuki t(iti/gr.)lalj^ lV-2O22, pelemahan nilai tukar Rupiah berlanjut
utamanya dipengaruhi oleh pergerakan Fed F'urds Rare (FFRI yang
diprakirakan terus meningkat di tahun 2023. Hal ini berdampak pada
penguatan dolliar AS dan pelemahan mata uang negara-negara berkembang
termasuk Indonesia. Per 24 November nilai tukar Rupiah mencapai
Rp15.687 per US$ atau terdepresiasi sebesar 9,98 persen (ytd).

42 Perubahan
alinea pertama
daLam halaman
1.20

Pada tehun 2022 r:ilai tukar Rupiah diprakirakaa tetap terkendali pada
kisaran Rp14.95O per US$, berada pada rentang Rp14.600-15.0O0 per US$
ditopang oleh kondisi fundamental perekonomian domestik yang terjaga.

43 Perubahan
Gambar 2.15
dal,am halaman
1.20

44 Perubahan
alinea kedua
dalam halaman
\.20

Respons keb[jakan moneter ditempuh Bank Indonesia dengan
meningkatkan suku bunga acuan BITDRR secara bertahap dari semula
dipertahankan pa.da level 3,50 persen hingga Juli 2022, menjadi 3,75
persen, 4,25 persen,4,75 persen, dan 5,25 persen pada periode Agu8tus-
November 2022 sebagaimana hasil Rapat Dewan Gubemur (RDG).
Keputusan menaikkan BITDRR secara bertahap merupakan langkah yang
tepat mempertimbangkan (a) tekanan inflasi global dan domestik yang tinggi
sehingga menyebabkan inflasi jauh berada diatas rentang sasaran inflasi
r:asior:al 2022 yaitu 2,0-4,0 persen (yogl; (b) semakin tingginya
ketidakpastian ekonomi global akibat berlanjutnya perang Rusia-Ukraina,
kebijakan proteksionisme pangan, krisis energi, dan 7*ro COYID-L9 Policg
di Cina yang semakin mendisrupsi rantai pasok global; (c) urgensi untuk
tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik supaya tetap
kuat di tengah perlambatan ekonomi dunia; serta (d) perlunya menjaga
likuiditas perekonomian tetap memadai untuk mendukung pertumbuhan
ekonomi. Bank Indonesia kedepannya dipralirakan akan kembali

bunga acuan secara bertahaD. seirins densan

SK No 168013 A
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pengetatan kebijakan moneter The Fed yang semakin agresif dengan tetap 

memperhatikan kondisi makroekonomi dan keuangan domestik. 

45  Perubahan 
alinea kelima 

dalam halaman 

II.20 

Pada tahun 2021 hingga awal tahun 2022, kondisi pasar modal domestik 
mencatatkan kinerja yang sangat positif, bahkan lebih baik dibanding 

kinerja bursa saham Malaysia, Singapura, dan Filipina. Kinerja positif 

tersebut tecermin dari peningkatan pertumbuhan indeks harga saham 

gabungan yang tinggi, pertumbuhan jumlah investor yang meningkat pesat, 
serta penghimpunan dana yang mencapai rekor tertinggi selama ini. Per 21 

Oktober 2022, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada di level 

7.017,77 atau tumbuh sebesar 5,83 persen (ytd). Sementara itu, 

kapitalisasi pasar saham mencapai Rp9.311,24 triliun atau meningkat 

sebesar 12,83 persen (yoy). Capaian tersebut salah satunya didukung oleh 
adanya peningkatan jumlah investor pasar modal yang signifikan di 

sepanjang tahun 2022. Per 31 Agustus 2022, jumlah investor sebanyak 

9,54 juta atau meningkat sebesar 27,38 persen dibandingkan Desember 

2021 yang tercatat hanya sebesar 7,49 juta. Jika dibandingkan dengan 

jumlah investor tahun 2017, jumlah ini meningkat hampir sembilan kali 
lipat per Agustus 2022, yield obligasi pemerintah dengan tenor 10 tahun 

sempat mengalami perbaikan dan nilainya relatif terus menurun sepanjang 

tahun 2021 dan mulai meningkat kembali pada awal 2022. 

46  Perubahan 

Gambar 2.16 

dalam halaman 

II.21 

Gambar 2.16  
Perkembangan Yield Government Bonds 

 

47  Perubahan 

Gambar 2.17 

dalam halaman 

II.21 

Gambar 2.17 
Perkembangan IHSG 

 

48  Perubahan 

alinea kedua 
dalam halaman 

II.21 

Penyaluran kredit perlahan terus mengalami peningkatan hingga tumbuh 

sebesar 10,71 persen pada triwulan II-2022. Jika ditinjau lebih lanjut 
berdasarkan lapangan usaha penerima kredit, sebagian besar kredit 

disalurkan kepada sektor industri pengolahan (23,4 persen) dan 

perdagangan besar dan eceran (23,0 persen). Selanjutnya, kredit perbankan 

juga disalurkan kepada UMKM, melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang 

telah disalurkan sebesar Rp263,79 triliun (63,45 persen dari target tahun 
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2022 sebesar Rp373,13 triliun) dan diberikan kepada 4,99 juta debitur per 

Agustus 2022. Berbeda dengan kredit non-UMKM, penyaluran KUR 

didominasi oleh sektor perdagangan, yaitu sebesar 43,9 persen per Agustus 

tahun 2022. 

49  Perubahan 
alinea ketiga 

dalam halaman 

II.21 

Sementara itu, dari sisi penghimpunan dana, per Juli 2022, pertumbuhan 
Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sedikit mengalami penurunan dan sudah 

berada di bawah level double digit. Namun demikian, penghimpunan DPK 

mayoritas berada pada Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 4 (KBMI 4) 

yaitu 51,5 persen dari total DPK dan KBMI 3 (24,9 persen dari total DPK). 

Tingginya pertumbuhan DPK masih mencerminkan perilaku berjaga-jaga 
(precautionary) masyarakat dalam menghadapi pandemi. Di sisi lain, dalam 

menghadapi pertumbuhan DPK yang tinggi, perbankan terlihat masih 

meminimalisir risiko. Hal tersebut tecermin dari pergerakan portofolio 

investasi perbankan yang cenderung memilih berinvestasi pada risk-free 

asset seperti obligasi daripada menyalurkan kredit ke sektor riil. 

50  Perubahan 
Gambar 2.18 

dalam halaman 

II.22 

Gambar 2.18  
Pertumbuhan Kredit dan DPK 

 

51  Perubahan 
Gambar 2.19 

dalam halaman 

II.22 

Gambar 2.19  
Rasio Kredit Bermasalah 

 

 

52  Perubahan 

alinea pertama 

dalam halaman 

II.22 

Sejalan dengan itu, kinerja sektor keuangan syariah terjaga positif hingga 

pertengahan 2022. Kondisi tersebut tecermin pada peningkatan total aset 

jasa keuangan syariah (tidak termasuk saham) per Juli 2022 yang mencapai 

angka Rp2.178,07 triliun atau tumbuh 14,19 persen (yoy). Perkembangan 

positif sektor perbankan syariah, pasar modal syariah dan industri 
keuangan non-bank (IKNB) syariah didukung oleh pemulihan ekonomi yang 

berdampak pada peningkatan kualitas fungsi intermediasi perbankan 

termasuk ke sektor UMKM, peningkatan inovasi digital, serta meningkatnya 

literasi masyarakat terkait instrumen investasi termasuk Surat Berharga 

Syariah Negara (SBSN). 
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53 Perubahan
Tabel 2.7 dalam
halaman II.22

TatE'l2.7
Outlook Pencepeisn Sasa.ran da,r Indikator Pembangunan Tahun 2022 (Persen)

Uraian 202ttl Outl,d,k 202221

Saseran PembaaguM

Tinskat Pensanp$ran T.rbuka [IP'D {%) 6,49 5,86r

Ting](at K.miskiraD {%)

Ralio Gini (nila,

9,7 L

o,381

8,5-9,0

0,376-{,378

IPM (nilai) 72,29 72,73!

PenlJnnm Emisi GRX 26,O2 26,47

Indikator Pembanaunan

Nilai Tukar P.tani (NTE to4,@ r03-r05

Nilai Tukr Nclayan INTNI 104,69 l04-105

Sub.i l) C.pad indikator pcmbdgune taiun 2021 mcrupakan pdhituqan BPS, *hcntqa
kh8u. p.nutuen Emi.! GRK turup.len ptrhrtugd (aEnteriAo PPN/ BappcM.; 2l PEldram
K.D.nt de PPN/BaPF@, N@mb.. 2022.

KeteEngs: a) Angka relbqii. b) T.rdapat p.nyesae engka outlook IPM 2022 de lagm IPM
pada P.outakhin. RKP Tahun 2022 h.rdaErkrn rili. b.b@pa data .konmr t rberu hin$.

54 Perubahan
alinea ketiga
dalam halaman
1.23

Memasuki ta}:tun 2022, seiring dengan tren beralihnya status pandemi
menjadi endemi serta keLanjuten proses pemulihan perekonomian, TPf
mengalami penurunan sebesar 0,63 poin pers€ntase menjadi 5,86 persen.
Agar peluang para pencari kerja mendapatkan kembali pekerjaannya dapat
meningkat, Program Kartu Prakefa akan dilanjutkan dengan skema'semi-
bantuan sosial" pada semester I dan dilanjutkan dengan pelaksanaan
sesuai desain awal Kartu Prakeda sebagai sarana peningkatan keahlian dan
produktivitas tenaga keda pada semester IL Selain itu, sebagaimana
diamanatkan dalam UU No. 11/2O2O tentang Cipta Kerja, pada Februari
2022 pemeirrta}. bersama-sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mulai menjaLankan program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan.

55 Perubahan
alinea ketiga
dalam halaman
\.24

Kondisi ketimpangan setelah bulan September 2020 mengalami perbaikan
secara perlahan. Hal ini terjadi karena kondisi perekonomian Indonesia
yang semakin membaik jika dibandingkan pada masa awal pandemi. Pada
bulan Maret 2021, berdasarkan data BPS, rasio gini berada pada level0,384
atau menurun sebanyak 0,001 dari buLan September 2020, Kemudian,
rasio gini berhasil turun di angka 0,381 pada bulan September 2O2l atar.r
turun sebesar 0,003 dibandingkan dengan kondisi 6 bul,an sebelumnya.
Namun demikiaa, kondisi rasio gini pada bulan Maret 2022 mengalami
kenaikan menjadi 0,384. Hal ini karena kecepatan pulih kelompok
masyarakat berpendapatar tinggi lebih cepat dibandingkan dengan
masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

56 Perubahan
alinea kedua
dal,am halaman
1t.25

Pada tahun 2022, aktiyitas perekonomian diprakirakan terus mendekati
kondisi normal seiring dengan dilakukannya upaya penanganan pandemi
COVID-l9 yang semakin kuat dan semakin meluasnya program vaksinasi
kepada masyarakat, dengan outook pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4
persen. Adapun program dan kegiatan pemerintah pada tahun 2022 maaih
terus difokuskan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Sementara itu,
aksi pembangunan rendah karbon juga terus diperkuat agar be{alan
optimal untuk mengurangi trade-off dari aldivitas ekonomi yang semakin
kuat.

- I.15 -

SK No 168016A



EEEIEtrN
K INDONESIA

No.
Perihal

Perubahan Pemutakhiran RKP Tahun 2023

57 Perubahan
gambar 2.2O
dalam halaman
1.25

5A Perubahan
alinea ketiga
daLam halaman
1.25

Proses pemulihan aktivitas ekonomi dan sosial di tahun 2022 diproyeksikan
akan berdampak pada meningkatnya emisi GRK di tahun tersebut. Namun,
dengan semakin luasnya upaya penerapan pembangunan rendah karbon
sebagai tulang punggung ekonomi hijau, maka diproyeksikan penunrnan
emisi GRK akan dapat menguat dari 26,02 persen pada tahun 2021 menjadi
26,87 persen pada tahun 2022. Beberapa penguatan aksi pembangunan
rendah karbon dilakukan melalui upaya aksi restorasi gambut dal
reforestasi, serta perluasan penerapan energi terbarukan.

59 Perubahan
Gambar 2.21
daLam halaman
fi.26

60 Perubahan
alinea kedua
dalam halaman
ln-26

Pada tahun 2022, NTN Januari-Oktober 2022 ,ll:er.capai 106,73 atau
mengalami pertumbuhan sebesar 2,28 persen dibandingkan NTN tahun
2O2l pada periode yang sama, yaitu 104,35. Dengan tren pertumbuhan
tersebut, diharapkan NTN hingga akhir tahun 2022 mampu. mencapai
target yang telah ditetapkan senilai 1O4-106.

61 Perubahan
Gallrbar 2.22
daLam haLaman
fl.26
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Gambar 2.21  
Perkembangan Nilai Tukar Petani 

Sumber: BPS, November 2022 (diolah). 

Gambar 2.22 
Perkembangan Nilai Tukar Nelayan 

Sumber: BPS dan KKP, November 2022 (tahun dasar 2018=100). 

Gambar 2.20  
Proyeksi Potensi Penurunan Emisi GRK (Kumulatif) Gambar 2.20 

Proyeksi Potensi Penurunan Emisi GRK (Kumulatif) 

 

Sumber: Hasil Analisis dan Proyeksi Kementerian PPN/Bappenas, November 2022. 

Keterangan: Tahun 2021 belum termasuk potensi penurunan emisi GRK sektor lahan. 
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62 Perubahan
alinea kedua
dalam halaman

.27

Memasuki tahurr 2022, Wilayah Jawa-Bali dihadapkan pada tantangan
peningkatar kasus COVID-l9 varian Omicron. Namun, dampak ekonomi
akibat peningkatan kasus akibat varian Omicron diprakirakan tidak seberat
dampak dari varian Delta. wil,ayah Jawa-Bati diprakirakan dapat tumbuh
sebesar 5,5 persen, sejalan dengan membailimya ekspor, permintaan
domestik, dan investasi. Peningkatan ekspor diprakirakan sejalan dengan
membaiknya aktivitas perdagangan dunia, sementara peningkatan
permintaan domestik didukung oleh adan5ra peningkatan keyakinan
konsumen, pemulihan aktivitas wisatawan nusantara, meluasnya program
vaksinasi, berlanjutnya program bantua-n sosial, serta pelonggaran
pembatasan kegiatan masyarakat. Peningkatan kineda investasi didorong
oleh berlanjutnya berbagai pembangunan PSN, di antaranya Tol Serang-
Panimbang, Tol Serpong-Balaraja, Tol Jogia-Bawen, Tol Gedebage-
Tasikmalaya-Cilacap, Kawasan Industri Terpadu Batang, dan Pel,abuhan
Patimban. Perbaikan kinerja perekonomian juga diharapkan turut
mendorong penurun.rn tingkat kemiskinan menjadi 8,1-8,7 persen.
Membailoeya kine{a perekonomian Wilayah Jawa-Bali tahun 2022 mampu
menurunkan tingkat pengangguran menjadi 6,6 persen.

63 Perubahan
alinea keempat
dalam halaman

.27

Pada 2022, pertumbuhan Wilayah Sumatera diprakirakan akan didorong
oleh peningkatan permintaan komoditas primer, seiring dengan pemulihan
ekonomi global dan proyeksi harga yang tetap tinggi untuk minyak kelapa
sawit, karet olahaa, minyak mentah, dan batu bara, Berlianjutnya proyek
infrastruktur, seperti pembangunar jalan Tol Trans Sumatera,
pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, serta
realisasi investasi swasta, diprakirakan mampu mendorong pertumbuhan
ekonomi Sumatera sebesar 4,5 persen. Membaiknya kondisi perekonomian
yang diiringi oleh perbaikan akurasi data dan perluasan program-program
perlindungan sosial diharapkan dapat mencapa.i target penurunan
kemiskinan hingga 9,G4,5 persen di Sumatera. Prospek pertumbuhan
ekonomi tersebut dapat menurunkan TPT Wilayal Sumatera menjadi 5,4
persen.

64 Perubahan
alinea kedua
dalam halaman

.28

Wilayah Kalimantan pada tahun 2022 diprakirakan akan tumbuh sebesar
4,6 persen yang didorong oleh beroperasinya PeLabuhan Kijing,
pengembangan kawasan sentra produksi pangan Vood esta,t/-l,
pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), pembangunar kawasan industri
hijau, dan berLanjutnya hilirisasi olahan tambang. Aktivitas ekonomi
tersebut diharapkan berdampak secara inklusif sehingga menyumbang
pada penurunan kemiskinan di Wilayah Kalimantan menjadi 5,2-5,8
persen, Prospek pertumbuhan ekonomi tersebut dapat menurunkan TPI
Wilayah Kalimantan menjadi 5,0 persen.

65 Perubahan
alinea keempat
dalam halaman

.2A

Pada Tahun 2022, Wilayah Nusa Tenggara diprakirakan tumbuh sebesar
5,2 persen yang sejaLan dengan arah pemulihan ekonomi. Ekspor tembaga
dari Nusa Tenggara Barat (NTB) diprakirakan tetap solid seiring dengan
tetap kuatnya permintaan dari Cina sebagai mitra dagang utama.
Pertumbuhan ekonomi tersebut juga sejalan dengan dilaksanakannya
proyek inveatasi pemerintah dan swaata, antara lain proyek jalan tol, hotel
di sejumlah destinasi wisata, revitalisasi Bandara Komodo, serta proyek
hilirisasi pertambangan tembaga. Dampak dari berbagai kebijakan tersebut
diharapkan dapat menlrumbang pada penurunan kemiskinan ke kondisi
awal sebelum pandemi yaitu di kisaran angka 15,0-15,9 persen. Seiring
dengan pemulihan ekonomi di Wilayah Nusa Tenggara, TPT di wilayah
tersebut pun menurun menjadi 3,1 persen.

- t.17 -
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66  Perubahan 

alinea keenam 

dalam halaman 

II.28 

Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua pada tahun 2022 diprakirakan 

tumbuh masing-masing sebesar 6,9; 14,8; dan 7,3 persen. Pertumbuhan 

Sulawesi didorong oleh prospek permintaan negara mitra dagang utama, 

khususnya Cina, yang diprakirakan akan terus meningkat, baik untuk 
tembaga maupun besi baja. Hilirisasi di Morowali yang dapat meningkatkan 

nilai tambah dan produktivitas masih berlanjut seiring dengan konstruksi 

usaha industri logam dasar, serta barang logam bukan mesin dan 

peralatannya. Perbaikan konsumsi, peningkatan kinerja ekspor komoditas 
utama, serta rencana pengembangan lumbung ikan nasional diprakirakan 

mampu mendorong pertumbuhan Wilayah Maluku. Sementara, 

pertumbuhan ekonomi Papua diprakirakan akan didorong oleh perbaikan 

pada sektor pertambangan. Selain kegiatan ekonomi, Sulawesi, Maluku dan 

Papua merupakan wilayah-wilayah dengan tingkat pemutakhiran data yang 
masih rendah. Dengan adanya perbaikan akurasi data penyaluran bantuan 

pemerintah diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan masing-

masing menjadi 9,2–9,8 persen, 12,0–12,5 persen, dan 23,5–24,0 persen. 

Berbagai perbaikan aktivitas ekonomi di Wilayah Sulawesi, Maluku, dan 

Papua mampu menyerap tenaga kerja dan menurunkan TPT di wilayah 
tersebut masing-masing menjadi 4,1 persen, 5,7 persen, dan 3,4 persen. 

Untuk mendukung proses pemulihan ekonomi di berbagai wilayah di 

Indonesia, upaya strategis ketenagakerjaan diarahkan pada program 

peningkatan keahlian tenaga kerja melalui reformasi sistem pendidikan dan 
pelatihan vokasi, penguatan sistem informasi pasar kerja, dan penguatan 

sistem perlindungan sosial pekerja. 

67  Perubahan 

alinea ketiga 

dalam halaman 

II.29 

Proses pemulihan ekonomi di tahun 2022, meskipun diawali dengan 

munculnya varian Omicron COVID-19, TPT menurun menjadi 5,86 persen 

pada tingkat nasional. TPT untuk wilayah Sumatera menurun menjadi 5,4 

persen, Jawa-Bali 6,6 persen, Nusa Tenggara 3,1 persen, Kalimantan 5,0 

persen, Sulawesi 4,1 persen, Maluku 5,7 persen, dan Papua 3,4 persen. 

68  Perubahan 

Tabel 2.8 dalam 

halaman II.29 

 

Tabel 2.8  

Pembangunan Wilayah Tahun 2021–2022 

Wilayah 2021a) Outlook 2022b) 

Sumatera 

Pertumbuhan Ekonomi (%) 3,2 4,5d) 

Tingkat Kemiskinan (%) 9,8c) 9,0–9,5d) 

Tingkat Pengangguran (%) 5,6 5,4a) 

Jawa-Bali 

Pertumbuhan Ekonomi (%) 3,5 5,5d) 

Tingkat Kemiskinan (%) 9,0c) 8,1–8,7d) 

Tingkat Pengangguran (%) 7,4 6,6a) 

Nusa Tenggara 

Pertumbuhan Ekonomi (%) 2,4 5,2d) 

Tingkat Kemiskinan (%) 17,2c) 15,0–15,9d) 

Tingkat Pengangguran (%) 3,4 3,1a) 
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69  Perubahan 

Tabel 2.8 dalam 

halaman II.30 

 

 

 

70  Perubahan 
alinea ketiga 

dalam halaman 

II.31 

Dari sisi moneter-fiskal, normalisasi kebijakan moneter yang semakin 
agresif sebagai respons atas tingginya tekanan inflasi disertai kontraksi 

kebijakan fiskal sebagai upaya menurunkan defisit anggaran telah 

menyebabkan ketatnya likuiditas global. Kondisi tersebut menyebabkan 

aliran modal keluar (capital outflow) dari negara-negara berkembang 
(emerging markets) sehingga berdampak pada pelemahan nilai tukar mata 

uang di beberapa negara. Perkembangan pada akhir 2022, Bank Sentral 

Amerika Serikat telah menaikkan The Fed Fund Rate sebanyak 3,0 persen 

poin dan mengumumkan kemungkinan untuk menaikkan kembali suku 

bunga acuan lebih lanjut di tahun 2023. Sementara itu, Bank Sentral 
Eropa, Korea, Norwegia, Rusia, dan Selandia Baru sudah menaikkan suku 

bunga yang disebabkan oleh tekanan inflasi seiring dengan lonjakan harga 

energi dan pangan global, peningkatan aktivitas ekonomi, serta indikasi 

munculnya risiko stabilitas keuangan. 

71  Perubahan 

alinea kelima 
dalam halaman 

II.31 

Dengan berbagai perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi dunia 

diprakirakan mengalami perlambatan pada tahun 2022, setelah mengalami 
rebound di tahun 2021. International Monetary Fund (IMF, Oktober 2022) 

kembali menurunkan prakiraan pertumbuhan ekonomi global menjadi 

sebesar 3,2 persen dari 2,7 persen pada tahun 2022, dipicu oleh tekanan 

inflasi yang tinggi di berbagai negara, pengetatan kondisi keuangan global, 

serta perang Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan. Lembaga 
internasional lain, World Bank dan Organisation for Economic Co-operation 

and Development (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global 

pada tahun 2022 masing-masing sebesar 2,9 dan 3,0 persen. 

Wilayah 2021a) Outlook 2022b) 

Kalimantan 

Pertumbuhan Ekonomi (%) 3,2 4,6d) 

Tingkat Kemiskinan (%) 5,8c) 5,2–5,8d) 

Tingkat Pengangguran (%) 5,6 5,0a) 

 Sulawesi   

Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,7 6,9d) 

Tingkat Kemiskinan (%) 10,0c) 9,2–9,8d) 

Tingkat Pengangguran (%) 5,0 4,1a) 

Maluku 

Pertumbuhan Ekonomi (%) 9,4 14,8d) 

Tingkat Kemiskinan (%) 12,2c) 12,0–12,5d) 

Tingkat Pengangguran (%) 6,0 5,7a) 

Papua 

Pertumbuhan Ekonomi (%) 10,3 7,3d) 

Tingkat Kemiskinan (%) 26,1c) 23,5–24,0 

Tingkat Pengangguran (%) 3,8 3,4a) 

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian PPN/Bappenas. 

Keterangan: a) Angka realisasi; b) Prakiraan Kementerian PPN/Bappenas, November 2022; 

c) Perhitungan Bappenas berdasarkan Susenas September 2021; dan d) Terdapat 
penyesuaian angka outlook 2022 dari sasaran pada Pemutakhiran RKP Tahun 2022 

berdasarkan perkembangan perekonomian terkini hingga November 2022.  
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72 Perubahan
Gambar 2.23
dalam halaman
II.31

73 Perubahaa
alinea kelima
dalam halaman
1.32

Selain itu, ekspor barang danjasa lndonesia pada tahun 2023 diprakirakan
tumbuh positif, namun tidak sebesar ta.hun 2022. Pertumbuhan ekspor
barang diprakirakal lebih rendah pada tahun 2023 disebabkan oleh (a)
pertumbuhan negara mitra yang diprakirakan positif namun lebih rendah
dibandingkan r.g.h:uJf, 2022; (b) pertumbuhan harga komoditas yang
diprakirakan tidak setinggi di tahun 2O22i dalf, (c) eskalasi politik Eropa
Timur yang dapat mengganggu ketidakstabilan supplV-denand beberapa
komoditas penting seperti minyak bumi dan gandum. Sementara itu, risiko
penyebaran COVID-l9 masih akan memperlambat aktivitas perdagangan
jasa yang sudah muLai pulih seiring pembukaan border di beberapa
destinasi wiaata. Pada tahun 2023, walaupun perekonomial negara mitra
dagang diprakirakan semakin putih seiring dengan tingkat vaksinasi yang
semakin tinggi, besaran dampa.knya terhadap peningkatan ekspor
Indonesia masih dibayang-bayangi oleh proteksionisme yang mungkin akan
tetap tinggi. Beberapa produk komoditas lndonesia diprakirakan masih
akan mengalami hambatan ekspor di beberapa negara akibat isu
tingkungan dan sustairwfilitg yang akan semakin meningkat. Sementara
itu, kinerja ekspor non-komoditas masih terkendala berbagai permasalahan
di dalam negeri, di antaranya terkait dengan isu produktivitas dan daya
saing, akses bahan baku domestik dan impor, kemampuan inovasi, akses
pembiayaan dan investasi, akses paaar dan buqer, serla integrasi program
fasilitasi promosi ekspor antar kementeriar/lembaga.

74 Perubahan
alinea pertama
dalam haLaman
II.33

Upaya peningkatan produktivitas di semua selrtor ekonomi meLalui agenda
transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat
mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3-5,5 persen pada tahun
2023. fingkat pertumbuhaa ekonomi tersebut akan meningkatkan GNI per
kapita (Arlas Methodl menjadi US$4.760-4.77O pada tahun 2023, mampu
mempertahankan pnsisi Indonesia pada kategori upper-middle iname
counlries.
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Sumber: WEO IMF, Oktober 2022. 

 

 

Gambar 2.23 
Pertumbuhan Ekonomi Global (Persen, yoy) 
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75  Perubahan 

Tabel 2.9 dalam 

halaman II.33 

 

 

 

Tabel 2.9 

Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2023 

Uraian 2021 
2022 

Outlook 

2023 

RPJMN Sasaran 

Perkiraan Besaran-Besaran Pokok 

Pertumbuhan PDB (%, yoy) 3,7 5,4 6,0–6,3 5,3–5,5 

Laju inflasi, Indeks Harga 
Konsumen (IHK) (%, yoy): 

Akhir Periode 
1,87 5,7 2,8 2,0–4,0 

Neraca Pembayaran 

Cadangan Devisa (US$ miliar) 144,9 132,7c) 146,8 129,8–134,4 

- dalam bulan impor  8,0 5,6c) 6,8 5,3–5,3  

Defisit Neraca Transaksi 

Berjalan  

(% PDB) 

0,3 0,3c) (1,9) 0,1–(0,0) 

Keuangan Negara 

Penerimaan Perpajakan (% 

PDB) 
9,1 10,3a) 10,5–11,7 9,6b) 

Keseimbangan Primer (% 

PDB) 
(2,5)  (1,8)a) 0,2–0,0 (0,7)b) 

Surplus/Defisit APBN (% 

PDB) 
(4,6)  (3,9)a) (1,6)–(1,7) (2,8)b) 

Stok Utang Pemerintah (% 

PDB) 
40,7 41,3a) 28,9–29,6 40,6b) 

PMTB/Investasi 

Pertumbuhan Investasi 

(PMTB) (%) 
3,8 4,1 7,2–7,8 6,1–6,3 

Nilai Realisasi PMA dan 

PMDN (Rp Triliun) 
901,0 968,4 1294,1 1.200–1.300 

Nilai Realisasi PMA dan 

PMDN Industri Pengolahan 

(Rp Triliun) 

325,4 352,5 573,2 396–420 

 



PTIESIOEN
REPI.IBLIK INDONES'A

-r.22 -

SK No 168023 A

No. 
Perihal 

Perubahan 
Pemutakhiran RKP Tahun 2023 

76  Perubahan 

Tabel 2.9 dalam 

halaman II.34 

 

77  Perubahan 
alinea pertama 

dalam Halaman 

II.34 

Stabilitas makro ekonomi tahun 2023 diupayakan tetap mendukung proses 
pemulihan pascapandemi COVID-19. Tingkat inflasi dijaga stabil pada 

rentang 2,0–4,0 persen (yoy) dan nilai tukar Rupiah diprakirakan berada 

pada rentang Rp14.900,00–Rp15.400 per US$. 

78  Perubahan 

alinea pertama 
dalam halaman 

II.36 

Dari sisi pengeluaran (Tabel 2.10), pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 

diharapkan akan mampu tumbuh 5,3–5,5 persen. Investasi dan ekspor 
diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi tahun 2023 

untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian Indonesia. Tren 

investasi hijau akan semakin menguat pada tahun 2023 seiring dengan 

adanya komitmen global untuk mencapai pembangunan rendah karbon. 

Pemulihan ekonomi hijau pasca COVID-19 mulai menjadi arah kebijakan di 
berbagai negara. Berdasarkan arah kebijakan tersebut, investasi (PMTB) 

diprakirakan tumbuh sebesar 6,1–6,3 persen, dengan target realisasi PMA 

dan PMDN sebesar Rp1.200–1.300 triliun pada tahun 2023. Untuk 

mencapai target tersebut, strategi akan diarahkan melalui (i) peningkatan 

investasi skala besar yang menyerap tenaga kerja banyak; (ii) peningkatan 
investasi pada sektor industri pengolahan; dan (iii) pengintegrasian sistem 

perizinan di tingkat pusat pada sistem Online Single Submission-Risk Based 

Approach (OSS-RBA) dan implementasi sistem perizinan melalui sistem 

Online Single Submission (OSS) di daerah. 

Uraian 2021 
2022 

Outlook 

2023 

RPJMN Sasaran 

Target Pembangunan 

Tingkat Pengangguran 

Terbuka (%) 
6,49 5,86c) 4,0–4,6 5,3–6,0 

Tingkat Kemiskinan (%) 9,71 8,5–9,0 7,0–7,5 7,5–8,5 

Rasio Gini (nilai) 0,381 0,376–0,378 0,374–0,377 0,375–0,378 

Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM)  
72,29 72,73d) 74,77c) 73,31–73,49 

Penurunan Emisi GRK 26,02 26,87 26,80 27,02 

Indikator Pembangunan     

Nilai Tukar Petani (NTP) 104,64 103–105 104 105–107 

Nilai Tukar Nelayan (NTN) 104,69 104–106 106 107–108 

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, November 2022. 

Keterangan: a) Outlook Kementerian Keuangan untuk Tahun 2022 berdasarkan Laporan Pemerintah tentang 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester Pertama oleh Kementerian Keuangan, b) Angka 

Proyeksi Kementerian PPN/Bappenas, c) Angka realisasi 2022, dan d) Terdapat penyesuaian angka outlook 2022 
dari sasaran pada Pemutakhiran RKP Tahun 2022 berdasarkan perkembangan perekonomian terkini hingga 

November 2022. 
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79  Perubahan 

Tabel 2.10 

dalam halaman 

II.36 

 

 

80  Perubahan 

alinea kedua 
dalam halaman 

II.36 

Konsumsi masyarakat juga diprakirakan tumbuh positif mencapai 5,2–5,4 

persen, didorong oleh peningkatan aktivitas masyarakat seiring dengan 
terkendalinya penanganan pandemi COVID-19. Peningkatan aktivitas 

masyarakat tersebut akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat. 

Tingkat inflasi yang tetap terkendali juga mendorong masyarakat untuk 

melakukan aktivitas konsumsi. Selain itu, membaiknya perekonomian juga 

mendorong tumbuh positifnya konsumsi pemerintah. Konsumsi 
pemerintah diprakirakan tumbuh pada kisaran 0,8–1,3 persen, sehingga 

tetap dapat memberi dorongan pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan 

konsumsi pemerintah didukung oleh kebijakan fiskal yang akomodatif, 

meski di saat yang bersamaan defisit fiskal akan kembali dijaga di bawah 3 

persen terhadap PDB. 

 

81  Perubahan 

alinea ketiga 

dalam halaman 

II.36 

Ekspor barang dan jasa diprakirakan akan tetap tumbuh tinggi pada 

kisaran 5,3–6,6 persen. Pemulihan permintaan global serta optimisme 

pemulihan ekonomi yang terus berlanjut menjadi faktor pendorong tetap 

tingginya pertumbuhan ekspor. Sementara itu, impor barang dan jasa 
diprakirakan akan tumbuh 7,1–7,5 persen, mencerminkan aktivitas 

ekonomi domestik yang menguat. Hal ini didorong oleh peningkatan 

kebutuhan bahan baku/penolong untuk industri pengolahan, barang 

modal untuk investasi, serta konsumsi dalam negeri. 

 

Tabel 2.10  

Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran Tahun 2023 (Persen, yoy) 

Uraian RPJMNa) Sasaran 2023b) 
Sumber 

Pertumbuhan 

Pertumbuhan PDB 6,0–6,3 5,3–5,5 5,3–5,5 

Konsumsi Rumah Tangga dan 

LNPRT 
5,7–5,9 5,2–5,4 2,8–2,9  

Konsumsi Pemerintah 4,8–5,1 0,8–1,3 0,1–0,1c) 

Investasi (Pembentukan Modal 

Tetap Bruto/PMTB) 
7,2–7,8 6,1–6,3 1,9–2,0 

Ekspor Barang dan Jasa 5,3–5,6 5,3–6,6 1,4–1,7 

Impor Barang dan Jasa 5,0–5,1 7,1–7,5 1,5–1,6 

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, November 2022. 

Keterangan: a) RPJMN Tahun 2020–2024; b) Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu, 2022, 

c) Perbedaan angka desimal dalam range terjadi pada dua hingga empat angka di belakang koma. 
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a2 Perubahaa
Tabel 2.1 I
dalam halaman
u.37

Tabel2.I r
Sassran P€dumbuhan mB Ski Lapengan Usaha Tshun 2023 lPeE€n, gog)

RPJMN{ Sesgta 2023")

6,0-6,3 5,3-s,5 5,3-5,5

Ferta.ren, li.hutansn, dan PerikaDm 3,q,0 3,2-3,6 0,rt-o,40

ttrternban$n dan hnggarian 2,O-2,1, 3,0-3,2 o,N,24

s,3-5,6 1,1-t,14

Pentadaan Ustril da, Ga, de Air
EbBih 5,5-6,0 5,6-5,9 0,1-o,lo

P€ntadaan Air, Pcngclolad Sanpah,
Lrmba.h da Daur Ulmg 4,74,E 3,8-4,0 0,o-o,0.)

tionstruhi 6,4-5,7 6,6-6,7 0,6-0,60

Ferdaaangan tEsar de .(:ctu, dm
RcpMi Mobil dan S.p.da Motor 6,2-6,7 5,0-5,4 o,74,?.)

Tespona8i dan PeryudsLigen 7,5-7,9 7,4{,0 0,3-o,3.)

Pcny.di@ Akomodasi dan Makan
6,5-6,7 5,5-6,0 o24,24

InfoMi dm Konunika3i 4,9-9,4 7,6-7,9 0,5.{,5c)

7,1-7,7 3,4-3,6 o,l-o,14

5,3-5,3 3,+3,4 o,l-{,lr

4,5-4,7 o,l-{,14

Admrnistra.i F.[lcrintala du
Jmind SGial wqtib 5,2-5,5 2,4-3,0 o,l-o,l,l

5,5-5,6 2,5-2,4 0,1-o,l.r

Jas Kcschatan dan KcSiatan Sodal a,.r-a,s E,7-4,9 o,t-o,Ir

9,64,6 7,6-7.7 o,l-o,1'l

SuEb.r rid6t@ PPl/B.ppm, Nddbd 2022

vcd S{: 4 RPJM T.hU 2020-2024; b} P..h[unge IGE6I@ I,PN/Bappds ds l(d6kd, 2O22i &n
.l Fdt,.d6 sgka d..iDd d.le E^gE 6l.dr pada du htneaa @p.t ard. di b.laloll! toB.

83 Perubahan
alinea pertama
dalam haLaman
II.37 dan alinea
pertama dal,am
halaman II.38

Di sisi lapangan usaha, subsel or industri diprakirakan dapat mengaLami
pemulihan secara bertahap, baik dari sisi rarrtai pasok dan akses pasar
seiring dengan semakin membaiknya kondisi ekonomi global dan domestik.
Pada tahun 2023, sektor industri pengolahan diprakirakan tumbuh sebesar
5,3-5,6 persen. Faktor-faktor pendorong pertumbuhan industri pengolahan
pada tahun 2023 artara lain (i) pemulihan industri makanan dan minuman
seiring dengan peningkatan mobilitas dan pemulihan daya befi masyarakat;
(ii) pemulihan da]'a beli masyarakat terutama untuk produk makanan,
minuman, tekstil dan pakaian jadi, serta produk-produk tahal lama
ldurablel; (iii) peningkatan permintaan terhadap produk industri
pengolahan, baik permintaan dalam negeri maupun luar negeri; (iv)
dukungan belanja pemerintah dan pemerintah daerah untuk produk dalam
negeri, termasuk untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai; (v)
peningkatan utilisasi produksi; (vi) kestabilan rantai pasok untuk menjamin
ketersediaan bahan baku; (vii) operasionalisasi Kawasan Industri (KI) dan
Smelref (viii) peningkatar efisiensi sejalan dengan adopsi teknologi datam
pros€s produksi; (ix) penguatar rantai pasok dan produk industri halal;
serta (x) peningkataa penerapan ekonomi sirkular sebagai bagian dari
transisi penerapan industri hiiau.

SK No 168025 A
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84 Perubahan
alinea kedua
daLam halaman
II.38

Seliitor pertaniar yang mampu bertahan dan tumbuh positif selama
pandemi COVID-19, diprakirakan akan terakselerasi dengan pertumbuhan
pada kisaran 3,2-3,6 persen. Pertumbuhan sektor pertanian didorong oleh
berlanjutnya keb[jakan pengembangan Food. Estate (FE] serta program
Gerakan 3 Kali Ekspor (Gratieks) Pertaniar dalam upaya meningkatkan
investasi dan ekspor produk sektor pertanian. Sementara itu, sektor
konstruksi diprakirakan akan tumbuh tinggi pada kisaran 6,6-6,7 persen,
didukung oleh pembangunan infrastruktur lbu Kota Nusantara pada 2023
dan berlanjutnya pembangunan infrastruktur prioritas lainnya. Sektor
pertambangan akan meningkat pada kisaran 3,G-3,2 persen, seiring dengan
peningkatan produksi pertambalgan non-migas dan operasionalisasi KI
yang memerlukan logam dasar. Sektor perdagaagan akan pulih dan
diprakirakan tumbuh pada kisaran 5,G-5,4 persen, didorong oleh semakin
pulihnya aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat serta semakin
kuatnya peran UMKM. Sementara itu, sektor informasi dan komunikasi
dipraktakan akan tumbuh sebesar 7,6-7,9 persen, didorong oleh tren
digitalisasi, peningkatan konsumsi digital, serta peningletan kebutuhan
SDM Teknologi Informasi darl Komunikasi (TIK).

85 Perubahaa
alinea ketiga
dalam halaman
II.38

Peningkatan produktivitas di sektor pariwisata akan didorong oleh
pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sejalal
dengan pemulihan mobilitas masyarakat. Sektor penyediaan akomodasi
dan makan minum akan meningkat pada kisaran 5,H,0 persen, didukung
oleh peLaksanaan etBnt dalf, Meetirg, Irventiue, Conuentbn, and Exhibition
(MICE) internasional, beserta pelaksanaan festival nasional sebagai
pendorong kunjunSan wisatawan marncanegara dan wisatawan nusantara.
Penambahan jalur dan frekuensi penerbangan, dan perbaikan kebijakan
visa termasuk untuk bisnis/investor dan MICE juga diharapkan dapat
meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara.

86 Perubahan
alinea kedua
dalam halaman
II.39

Peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan dilaksanakan
melalui strategi (i) perluasal penerapan protokol kesehatan dan standar
trayanan yang baik; (ii) pengembangan pola petjatanan yang mudah diakses;
(iii) penguatan rantai pasok dan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
(M peningkatan diversifikasi atraksi di 5 Destinasi Super Prioritas dengan
dukungaa investasi pariwisata, event daIf, MICE; (v) penguatan desa wisata
melalui penguatan narasi, peningkata-n kapasitas sumber daya manusia,
dan diversifikasi produk dan layanan; (vi) percepatan digitalisasi usaha dan
produk kreatif; lvid). scalhg-ttp start-up ekonomi kreatif dan digital yarg
didukung akses pembia5raan berbasis HKI; (viiil L@ski0ing dan reskilling
SDM parit isata serta ekonomi kreatif dan digital; (ix) penguatan ekspor
gastronomi melalui "Indonesi.a Spice Up Tte Worldi el perluasan Gerakan
Bangga Buatan Indonesia; (xi) pengembangan kota/klaster kreatif; kii)
penguatal ekosistem perlilman; serta (xii) pengembangan progran Bangga
Berwisata di Indonesia (BBWI).

a7 Perubahan
alinea ketiga
dalam haLaman
II.39

Pada tahun 2023, ketidakpastian global diprakirakan akan berangsur-
angsur membaik dan kondusif seiring dengaa meredanya ketegangan isu
geopolitik dan progres transisi pandemi COVID-19 menuju fase endemi. Hal
tersebut diharapkan dapat mendorong aktivitas perdagangan intemasional
serta tingkat tikuiditas global yang lebih tinggi. Sektor pariwisata akan
semakin menggeliat didorong pelonggaran Jrang terus dilakukan termasuk
berakhirnya penerapan protokol kesehatan, yang didukung kuat oleh
jumlah penduduk yang divaksinasi lengkap telah mencapai target.
Perkembangan berbagai proyek strategis juga diharapkan memperkuat

nasional terutama daLam mendorons intesrasi
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ekonomi domestjk. Tingkat perdagangan dan investasi juga diprakirakan
akan meningkat seiring dengan kebijakan hilirisasi ekspor yang semakin
meningkat serta kondisi pasar keuangan 5ralg kondusif dan fundamental
ekonomi yang semakin kuat sehingga akan semakin banyak mengundang
investor. L€bih lanjut, reformasi birokrasi dan reformasi kelembagaan yang
terus didorong pemerintah akan semakin memantik perkembangan
investasi yang lebih tinggi di Indonesia.

88 Perubahan
Tabel2-L2
dalam halaman
II.4O

Tabel2.12
Neraca Femba] aran Indoncaia Tshun 2023 (US$ Miliar)

Uraian RPJMN'I

N.raca Pcmbatalan Sccara ricalluruhan 12,e)-r,7

Ncmca Traruak6i Bcrjalan

(% PDB)

(30,0)

lr,9l

1,9-10,2)

o,r-.{o,o)

Barang 7,5 40,4-44,9

14,91 (rs,a-(rs,u

(4O,6) 1s3,4)*(31,7)

Pendapat r Sckundcr a,o 6,t-6,3

Ncraca Tlanlal(si Modal dan Finansial 38,0 (3,3)-3,s

Investasi l,srAsun8 27,4

m,o

14,O-15,O

{6,oF(4,r1

(9,s) I.9,3)-O,41

P6isi cadarAan D.vi6a

- Dalam bulan impor

146,a

6,8

t29,4-t34,4

5,3-5,3

Sumbd: l) RPJMN T.hun m20-202:r: 2l k l.irM K.m.nt6d PPN/Bart6s, No!6h.! 2022,

Cat.r&: Arski dd kurunr'lx.xl'b6 o n.aadi

89 Perubahan
alinea pertama
dalam halaman
I1.40

Dengan kondisi tersebut, Indonesia diprakirakan akan mengalami stabilitas
ekstemal yang relatif tetap kuat pada tahun 2023 di tengah masih tingginya
ketidakpastian dunia. Neraca secara keseluruhan diprakirakan mencapai
US$(2,9F1,7 miliar. Capaian ter8ebut akan ditopang oleh neraca transaksi
beialan yang akan mengalami sedikit penurunan menjadi sekitar US$1,9-
(0,2) miliar atau setara dengan 0,1-(0,0) persen dari PDB. Sementara itu,
tralsaksi modal dan linansial akan mencapai kisaran US$(3,31-3,5 miliar.
Perkembangan tersebut kemudian akan mendorong cadangan devisa
mencapai sekitar US$129,8-134,4 miliar yang cukup untuk membiayai 5,3-
5,3 bulan impor serta berada di atas standar kecukupan intemasional.

90 Perubahan
alinea kedua
dalam halaman
It.40

Postur makro fiskal 2023 diarahkan konsolidatif dengan
mempertimbalgkan defisit kembali pada maksimal 3 peren PDB, namun
pelaksanaarrnya tetap akomodatif mendukung pemartapan reouery darr
transformasi ekonomi. Berdasarkaa arah kebijakan tersebut, kebljakan
hskal tahun 2023 diuraikan sebagai berikut

(i) Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan negara dan hibah ditargetkan mencapai 11,7 persen dari
PDB, yang terdiri dari penerimaan perpajaksn sebesar 9,6 persen dari
PDB dan PNBP sebesar 2,1 persen dari PDB.

91 Perubahan poin
(il alinea ketiga
datram halaman
II.4O
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92 Perubahan poin
(iil alinea kedua
dalam halaman
II.41

(iil BeLanja Negara

Pada tahun 2023, belanja negara ditargetkan mencapai 14,5 persen
PDB, terdiri dari beLanja pemerintah pusat sebesar 1O,7 persen PDB dan
TKD sebesar 3,9 persen PDB. Keblakan belanja negara diarahkan
untuk meningkatkan kuatitas belanja {spenditq betbr) agar lebih efrsien
dan produktit yang dilaksanakan melalui

(1) mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia yang terampil,
produktif, dart berdaya saing, melalui; (a) peningkatan kualitas
pendidikan, (b) transformasi sistem kesehatan, dan (c) akselerasi
reformasi menuju sistem perlindungan sosial sepanjang hayat dan
adaptif;

l2l mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung
transformasi ekonomi;

(3) meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran program bansos
dan subsidi;

(4) meningkatkan efektivitas implementasi reformasi birokrasi;
(5) melanjutkan efisiensi belanja barang yang bersifat nonprioritas;
(6) meningkatkan sinkronisasi dan penajamal belanja bantuan

p€merintah;
(71 mengantisipasi dan memitigasi risiko fiskal dalam pelaksanaarr

APBN, bencana, dan kegiatan mendesak lainnya;
(e) memperkuat keterkaitan antara berbagai program prioritas dalam

RKP dengan kebijakan di belanja pemerintah pusat;
(9) meningkatkan kualitas tayanan publik di daerah dan untuk

mengatasi kesenjangan kemampuaa keuangan antar pemerintah
pusat dan daerah, serta antar daerah dan daerah dalam
melaksanakan pembangunan;

(10) meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui pengurangan
uertiral imbolane serta upaya penanganan ekst€rnalitas negatif
dan perbaikan lingkungan antara lain meLalui penguatan
kebijakan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

93 Perubahan
Tabel 2.13
dalam haLaman

.42

Tabcl 2.l3
Sasaran Fiskal Tahun 2023 (Persen PDBI

RPJMN'

P.nd.pato N.sda dd Hibah t2,8-t4,l I t,7

Penerimean Pe.pqjekan lo,5-l1,7 9,6

PNBP 2,2+,3 2,1

Bclsnja Ncam 14,3-15,4 14,5

B.leja P.mmntsh Pust 9,4-r0,7 ro,7

TKD 3,9

Ke*iEbanAe Ptud 0,2-o.o (0,7)

Surllus/Delisit tr,6){r,71 12,al

Rasio Utans 24,9-29,6 40,6d

Suob.r: K.amtu PPN/BaFFar 2022.

l(d.re!e: .J RPJMN T.hutr 202(} 2o2ai bl Lp.re Pr b Xdra Aema Das, P.nd.pa6,
D.fiai dlr P.ohEl'6 drlu rulaxa P@bicd.6 Tsak t l/Pdrbahas RUU Tmtlrta
ArUaaa P.n.lip.d ds B.ldra N.!er T.hr rrrgE@ 2023 h.crta Not! L.uEllMyq:
.) Ataka Ptol,.ka Lmtffi PPN/B.tFtr*.
c.rad: And...LldLtrru4'8,xJ'b.hnan.sad.

4,9-5,1
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94

95

Perubahan
alinea kedua
dalam halaman
1.42

Perubahan
alinea kedua
dal,am halaman
II.43

Di tengah risiko perlambatan ekonomi dunia akibat tingAinya inflasi,
kebljakan pengendalian inflasi tahun 2023 diarahkan pada up45ra menjaga
4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi,
serta efektivitas komunikasi) yang mendukung upaya peningkatan daya
saing perekonomian pascapandemi COVID-19.

Selanjutnya, untuk mitigasi risiko peningkatan ketidakpastian pasar
keuangan global yang berasal dari normalisasi kebljakan moneter The Fed
dan sejumtah negara Advanced Economies (AEs) pada tahun 2023, maka
kebijakan nilai tukar Rupiah diarahkan pada bauran kebijakan moneter
yang selaras dengan kebijakan hskal, makroprudensial, sektor keuangan,
darr sektor riil (terutama eksporl. Bauran kebijakaa stabilisasi nilai tukar
Rupiah dilakukan dengan cara (i) memperkuat triple interuentbn di pasar
valas; (ii) memperkuat strategi operasi moneter untuk memperkuat
efektivitas stance kebijakan moneter akomodatif; (iii) menjaga inflasi pada
tingkat yang rendah dan stabil; (iv) menetapkan tingkat suku bunga
BITDRR yang optimal untuk menjargkar ekspektasi inflasi dan mendukung
pemulihan ekonomi nasional; (v) mendorong akselerasi transmisi kebijakan
moneter melalui akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas sesuai
BfueprinlPendalaman Pasar Uang (BPPUI 2025; (vil pengembangal ekonomi
keuangan inklusif pada UMKM dan ekonomi keuangan syariah; (vii)
mendorong percepatar digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional; serta
(viii) memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerja sama
cross border pagment @nnediuitg, fasilitasi penyelenggaraaa promosi
investasi dan perdagangan di sektor prioritas. Upaya-upaya tersebut
ditempuh untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan
fundamentalnya dan mekanisme pasar.

96 Perubahan
alinea keenam
dal,am halaman
1.43

Prospck pemulihan ekonomi tahun 2023 yang relatif positif di seluruh
wilayah diprakirakan dapat menurunkan TPT wilayah Sumatera pada
kisaran 4,6-5,1 persen, Jawa-Bali 5,9-6,3 persen, Nusa Tenggara 2,5-2,8
persen, Kalimantan 4,24,4 perse\ SuLawesi 3,7-4,0 persen, Maluku 5,1-
5,3 persen, dan Papua 2,7-3,2 persen.

97 Perubahan
alinea keenam
dalam haliaman
II.44 dan alinea
pertama
halaman II.45

Untuk mengantisipasi dan mendorong upa.5ra pemulihan ekonomi Indonesia
di tengah pandemi COVID-l9, terdapat beberapa strategi yang dilakukan
oleh pemerintah guna optimalisasi pertumbuhan perekonomian yang
berkualitas dan berkesinambungan sehingga diharapkan dapat mendorong
pengurangan angka rasio gini ke depannya sesuai target yang
diproyeksikan. Intervensi kebljakan alirmasi terhadap kelompok
berpenghasilan 40 persen ke bawah diwujudkan melalui (1)
menyempumakan pengembangan registrasi sosial-ekonomi di provinsi
masing-masing; (2) peninSkatan akurasi penargetan bantuan sosial; (3)
integrasi dan penyederhanaan program serta penyaluran bantuan sosial
secara digital, cepat, dan responsif kebencanaan; (4) penguatan
kelembagaan pelatihan vokasi di provinsi disertai pemenuhan kebutuhan
pasar kerja melalui perluasan lapalgan keda; (5) penguatan permodalan
bagi pelaku UMKM sebagai salah satu penggerak utama ekonomi kelompok
menengah; (6) penguatan kebljakan hskal untuk redistribusi yang merata,
yang utamanya ditujukar untuk kelompok berpenghasilan tinggi; (7)
peningkatan daya beli masyarakat terutama kelas menengah ke bawah
melalui reformasi perlindungan sosial; dan (8) reformasi agraria bagi petani
yang tidak memiliki lahan di kabupaten/kota.

- t.28 -
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9a Perubahan
alinea kelima
dalam halaman
1.46

Pada tahun 2023, NTP dijaga pada kisaran 1O5-1O7. Dengan nitrai NIP
tersebut, menunjukkan adanya kestabilan kesejahteraan petani. Kebijakan
untuk menjaga NtP pada nilai 105-107 diarahkan pada kegiatan-kegiatan
produktivitas pangan dan pertanian serta penciptaan nilai tambah
pertanian melalui (1) jaminan ketersediaan sarana produksi peningkatan
Indeks Pertanaman (IP); (2) penguatan peran penyuluh pertaniar dar
modernisasi pertanian (pertanian presisi, pertanian digital); (3)
pembentukan korporasi petani dar n elayan; (41 food. esrare (kawasan sentra
produksi pangan); (5) efisiensi distribusi pangan melalui penguatan
konektivitas produksi (ialan usaha tani) dan sistem logistik pangan; (6)
pertanian regeneratif, rendah karbon, dan berketahanan iklim; (7)
standardisasi proses dan produk pertanian serta penyediaan salarla
produksi karantina; (8) transformasi sistem pangan lokal dan perkotaan
serta pengembargan pertanian keluarga; (9) percepatan transformasi
platlorrn e-comm.eroe pertanian/rantai pa.sok online; (10) pengolahan primer
produksi pangan dan pertanian, dan regenerasi petani; serta (11) revitalisasi
kesehatan Lahan dengan pengembangan teknotogi pemupukan organik
berasal dari bahan nabati, hewani darat dan laut.

99 Perubahan
alinea kedua
dalam halaman

.47

Pada tahun 2023, rat,-rat3 pertumbuhan ekonomi Kawasan Timur
Indonesia (KTI) diprakirakan akan lebih tinggi dibandingkaa dengan
Kawasan Barat Indonesia (KBI). Akselerasi pertumbuhan ekonomi KTI
merupakan kontribusi dari membaiknya kinerja pertambangan, dampak
program hilirisasi pertambangan yang mampu meningkatkan produktivitas
dan nilai tambah, mulai beroperasinya Kawasan Industri (Kl)/Kawasan
Ekonomi Khusus (KEKI baru, operasionalisasi smelter baru, implementasi
program lumbung ikan nasional, serta kinefa /ood esrate. Harga komoditas
internasional, khususnya baja dan besi yang diproyeksikan akan tetap
tingg, berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi KfI.
Pertumbuhan ekonomi di Wilayah KTI diprakirakan sebesar 6,4-6,9 pers€n,
sementara di KBI pertumbuhan diprakirakan sebesar 5,0-5,2 persen.

100 Perubahan
alinea ketiga
dalam halaman
1.47

Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara pada 2023 diprakiralan mencapai
5,8-6,2 persen, didorong oleh peningkatan produksi tembaga, peningkatan
ekspor konsentrat tembaga sebagai hasil program hilirisasi, serta
peningkatan sektor pariwiaata yang didukung oleh beroperasinya KEK
Mandalika, terrntrtal muhipu?ose Iabuan Bajo, serta pembangunan
infrastruktur Bandara Komodo. Sejalan dengan target pertumbuhan
tersebut, tingkat kemiskinan diprakirakan akan menurun hingga 13,8-14,8
persen dan tingkat pengangguran menurun hingga 2,5-2,8 persen.

101 Perubahan
alinea keempat
dalam halaman

.47

Ekonomi Wilayah Kalimantan diprakirakan tumbuh 5,2-5,5 persen.
Pertumbuhan wilayah ini didukung oleh keberlanjutan proyek
pengembangan kawasan sentra produksi paJ)gal) lfood esrare) Kalimartan
Tengah, pengembangan kawasan industri hijau, proyek pembangunan
infrastruktur pendukung IKN, operasionalisasi Pelabuhan Kijing, dan
pengembangan Kawasan lndustri yarlg termasuk dalam Proyek Strategis
Nasional (PSN) di antaranya KI Landak, KI Ketapang, KI Jorong, KI Tanah
Kuning, serta proyek hilirisasi sektor energi termaauk biodiesel.
Peningkatan ekspor minyak kelapa sawit, kayu, dan batu bara seiring
dengan pemulihan ekonomi global diprakirakan juga memberikan
kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Kalimantan. Kegiatan ekonomi ini
diprakirakan dapat juga menyumbang pada penurunan angka kemiskinan
hingga di angka 4,3-5,i persen. Keberlanjutan proyek di Witayah
Kalimantan dioratirakan akan
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baru di witayah tersebut dan mampu menurunkan TPI hingga pada kisaran
4,24,4 perset.

t02 Perubahan
alinea kelima
daLam haLaman
1.47

Pertumbuhan ekonomi di Wilayah Sulawesi pada tahun 2023 diproyeksikar
mencapai 7,H,O persen. Selanjutnya, TPI diproyeksikan menurun pada
kisaran 3,7-4,0 persen. Mulai beroperasin5ra KI Bantaeng, KI Morowali, KI
Konawe, KEK Palu, KEK Likupang, KEK Bitung, operasionalisasi smelter,
dan peningletan harga komoditas baja dan besi serta produk turunannya,
merupakan faktor yang mendukung tingkat pertumbuhan ekonomi dan
penurunan angka pengangguran. SeLain dari aktivitas kegiatan ekonomi,
perbaikan data dan perluasan cakupan registrasi sosial ekonomi untuk
meningkatkan akurasi penargetan program-program perlindungan sosial
diharapkan dapat menurunkaa angka kemiskinan menjadi 8,3{,8 persen.

103 Perubahan
alinea pertama
dalam halamaa
II.48

Implementasi program lumbung ikan nasional, peningkatan produksi
feronikel, dan pembangunan pabrik bahan baku baterai kendaraan listrik
diprakhakan akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku pada
tahun 2023. Pertumbuhart ekonomi diprakirakan mencapai sebesar 10,9-
11,8 persen. Pertumbuhan ekonomi lrang tinggi tersebut ditargetkan dapat
menyumbang pada penurunan aagka kemiskinan menjadi sebesar 10,6-
11,4 persen da-n menurunkan angfta TPT pada kisaran 5,1-5,3 persen.

104 Perubahan
alinea kedua
dalam halaman
II.4A

Pertumbuhan ekonomi Papua tahun 2023 diprakirakan akan mencapai
7,2-7,8 pereeq didorong oleh perbaikan kinerja dar produktivitas
pertambangar tembaga dan emas. Peningkatan investasi seiring dengan
implementasi Proyek Strategis Nasional, di antaranya KEK Sorong, KI Teluk
Bintuni, pembangunal Bardara Siboru Faldak, Bandara Nabire Baru dan
Pelabuhan Internasional Seget di Kabupaten Sorong juga menjadi faktor
pendorong pertumbuhan ekonomi Papua. Sejalan dengan hal tersebut,
perbaikan penyaluran program-program perlindungan sosial yang diiringi
oleh perbaikan infrastruktur dasar diharapkan dapat menurunkan angka
kemiskinan di angka 22,0-23,6 persea. Penguats.n perekonomian di Papua
diprakirakan mampu menurunkan TPT di wilayah tersebut hingga pada
kisaran 2,7-3,2 persen.

105 Perubahan
alinea ketiga
dalam halaman
II.48

Meskipun pertumbuhan KBI diproyeksikan lebih rendah dibandingkan KTI,
pertumbuhan tersebut tetap menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi
karena kontribusinlra yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Pertumbuhan ekonomi Sumatera diprakirakan akan didorong oleh adanya
peningkatan volume ekspor seiring dengan tetap tingginJra harga komoditas
CPO dan batu bara. Hal ini didukung oleh adanya komitmen perjanjian
perdagangan Regional Comprehensirc Ea nomic Portnership (RCEP) yang
berpotensi untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan kerja sama
Indonesia dengan Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Australia.
Beroperasinya beberapa KI/KEK, berlanjutnya pembangunan proyek jalan
Tol Trans Sumatera, dan peningkataa investasi swasta dalam proses
hilirisasi industri, juga akan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi
Sumatera. Pertumbuhan ekonomi diprakirakan tumbuh sebesar 4,5-4,8
persen pada tahun 2023. Aktivitas ekonomi ini diharapkan dapat juga
berdampak secara inklusif untuk seluruh penduduk terutama penduduk
miskin dan rentan s€hingga dapat menyumbang pada penurunan
kemiskinan sebesar 8,2-8,6 persen. TP'I di Wilayah Sumatera pun
diprakirakaa menurun menjadi 4,6-5,1 persen.

SK No 168031A
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106 Perubahan
alinea keempat
dalam halaman
II.48

Sementara itu, ekonomi Wilayah Jawa-Bali pada tahun 2023 diprakirakan
tumbuh 5,2-5,4 persen. Pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa ditopang oleh
beberapa faktor, termasuk dilanjutkannya proyek infrastruktur strategi
yang mendorong peningkatan investasi, seperti operasionalisasi KI Terpadu
Batang, pengembangan KEK Lido, KEK Gresik, dan KEK Singhasari.
Peningkatan efisiensi sistem logistik mendorong meningkatnya permintaan
barang dan jasa di pasar domestik maupun pasar dunia. Perekonomian di
Bali diprakirakar akan mulai pulih perlahan, didorong oleh peningkatan
kunjungan wisatawan nusantara dan relaksasi p€rjalanan internasional
seiring dengan meredanya pandemi COVID-19. Peningkatan aktivitas
ekonomi yang terus didukung oleh perbaikan dan penguatan program-
program afirmasi diharapkan dapat menurunkan kemiskinan di Wilayah
Jawa-Bali menjadi 6,9-7,6 persen. Peningkatan aktivitas ekonomi ini pun
diprakirakan akan mampu menurunkan TPf di Wilayah Jawa-Bali hingga
pada kisaran 5,9-6,3 persen. Untuk mendukung proses pemulihan ekonomi
di berbagai wilayah di Indonesia, upaya strategis ketenagakerjaan
diarahkan pada program peningkatan keahlian tenaga kerja melalui
revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, pembangunan sistem
informasi pasar kerja yang terintegrasi, dan penguatan sistem perlindungan
sosial bagi para pekerja.

- I.3l -
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t07 Perubahan
Tabel 2.14
dalam haLaman
fl.49

Tabel2.14
Saseren Pembangunan wilayah Tahun 2023

wilayah RPJMN'I 2023t

Pertumbuhan Etonomi (o4 6,0 4,54,4

Tirskat KcDisldnan (94 7,76c) E,2-€,6

Tinskat FEnsanssulan {7C

Jasa-Bali

3,6 4,6-5,1

Pcrtumbuhan Ekonomi {'4 5,9 5,2-5,4

Tingkat Kcni6kitle Pq 6,50"1 6,9-7,6

TirELat P.raanssuran l7d 4,1 5,9-6,3

Pcrtuhbuhan Ekorcrd (9q 6,0 5,44,2

Tinskat Kcmisldrl8.It Pq 12,754 13,8-14,8

TinEkat Fcnsanssurar 194 2,1 2,s-2,8

Pcrtumbuhan Ekonomi (o4 6,7 5,2-5,5

Kemhkinan

Tinrkat PcDgalsguran (94

3,724

3,4

4,3-5,1

424,4

PtrtuEbuharl Ekonomi ( 7,6 7,4-a,O

Tuukat Kcmblhan {o/d 8,3-A,a

Tiru)<at Pengaaggmr (94 3,5 3,74,O

Pertumbuhan Ekonomi Pd 7.3 10,9-11,8

TinsLat (cniskinan {9d 9,45"1 10,6-t t,4

Tingkat PenSang8uran (o/C 4,6 5,1-5,3

Pcltumbuhan Ekonomi I 6,6 7,2-7,4

ltn8lat ticEiskinan {94

Tirgkat I'.nEaDstumn (94

1a,67"r 22,0-23,6

2,7-3,22,5

Suhb.r: X.D.nl.riaD PPN/AapF@, Nembcr 2022.

Kctcraned: .) P.rtunbuhe .konod m.rupalon Eta-rata tahun 2020-2024. emcnt ft tinaxat
lcngansgutu m.rupakan tara.t 202+ pada RPJMN Tah6 2020-2O24i b) Pralor@ K.m.nt rian
PPN/Bapp.ru, NoEmb.r 2022; .l Tturirlorv RPJMN Tahun 2020 2024 di tlnun 2023.

Nu8a TcnagaE

SK No 168033 A

- r.32 -



tEtrEIEtrN
REFUELIK INDONESIA

No-
Perihat

Perubahan Pemutakhiran RKP Tahun 2023

108 Perubahan
Gambat 2.24
daLam haLaman
II.50

109 Perubahan
alinea pertama
dalam halaman
II.5O

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2023, dibutuhkan
investasi Rp6.591,6-6.702,9 triliun, yang bersumber dari investasi
pemerintah, BUMN, dan swasta. Dari total kebutuhan investasi, sekitar
87,1-88,3 persen dipenuhi oleh dunia uBaha swasta dan masyarakat.
Sementara itu, investasi pemerintah dan BUMN diprakirakan akan
berkontribusi masing-masing pada kisaran 5,0-5,1 dan 6,7-7,8 persen dari
total investasi yang dibutuhkan.

110 Perubahan
Tabel 2.15
dalam halaman
II.5O

Tab.l2,15
N.butuhan Invdtas Tahun 2023 (P.6.nl

straE (P.rGol Nrlar (tnliqnl

5,0-5,r 329,4-34t,3

6,7-7,4 t4l,t-525,0

aa,3-87,1 5,a2l,l-5,a36,6

Total K.butuhan InctMi 6,59t ,6-6,702.9

suBbE li46r Pm/a+P

1 1 1 Perubaharr
alinea pertama
dalam halaman
II.51

Untuk memenuhi kebutuhan investaai pada tahun 2O23, dibutuhkan
sumber pembiayaan yang dapat diperoleh dari instrumen pembiayaan
investasi seperti kredit perbankan, penerbitan saham, penerbitan obligasi,
dana internal BUMN, serta dana internal masyarakat. Dana internal
masyarakat merupakan penlrumbang terbesar daLam sumber pembiayaan
dal,am negeri, yaitu sebesar 75,7-72,8 persen dari total pembiayaan
investasi.

tt2 Perubahan
Tabel 2.16
dalam halaman
II.51

Tab.l 2.16
3uEb.r P.obiilen Inv.d.a Tahun 2023 (P.t!6)

1,2-1,2

t2,3-13,7

DE.ItrGnal ItIi.r.EL.t

sunbs xmmbh P?x/BrF

SK No 168034 A
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, November 2022. 

Gambar 2.24  
Pertumbuhan Ekonomi Per Provinsi Tahun 2023 
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113 Perubahan
alinea kedua
dalam halaman
1.52

Penjelasan rinci terhadap masing-masing Proyek Investasi BUMN ini
dituangl€n dalam dokumen Rencana Investasi Prioritas BUMN Tahun 2023
yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2023.

1t4 Perubahan
alinea ketiga
dalam halaman
II.52

Tahun 2023 merupakan tahun untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi
dalam mendorong transformasi ekonomi. Akselerasi pertumbuhan ekonomi
salah satunya didorong oleh tumbuhnya investasi untuk meningkatkan
kapasitas produktif perekonomian. Untuk meningkatkan kapasitas
produktif perekonomian, dengan keberlanjutan proyek prioritas BUMN
maupun dengan adanya proyek prioritas BUMN baru, dan juga didorong
oleh kebljakan strategis baik dari sisi pemerintah maupun BUMN,
diharapkan investasi BUMN diproyeksikan dapat berkontribusi lebih tinggi
sebesar Rp44 1,0-Rp525,0 triliun.

115 Perubahan
alinea keempat
dalam halaman
II.52

Saat ini, terdapat 119 proyek investasi BUMN yang mendukung Major
Projed pada RKP Tahun 2023 berasal dari kelanjutan proyek pada RKP
Ta}lun 2022 dan penambahan usuLan proyek dari BUMN dan Kementerisn
BUMN terkait, dengan total jumlah BUMN yang terlibat sebanyak 61 BUMN
dan total nilai investasi sebesar Rp290,51 triliun. Proyek Prioritas BUMN
juga mendukung pencapaian L2 dai 17 Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Sustainable Deuelopnent Coars/SDGs) yaitu: Tanpa
Kemiskinan; Tanpa Kelaparan; Kehidupan Sehat dan Sejahtera; Air Bersih
dan Sanitasi l,ayak; Energi Bersih dan Terjangkau; Pekerjaan layak dan
Pertumbuhan Ekonomi; Industri, Inovasi dan Infrastruktur; Berkurangnya
Kesenjangan; Kota dan Permukiman yang B€rkelanjutan; Konsumsi dan
Produksi yang Bertanggung Jawab; Ekosistem Daratan; serta Kemitraan
untuk Mencapai Tujuan.

116 Perubahan
Gambar 2.25
dal,am halaman
tI.52

- r.34 -
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Gambar 2.25 
Gambaran Umum Proyek Prioritas BUMN 

Sumber: BUMN terkait, proyeksi awal Kementerian PPN/Bappenas. 
Catatan: Data proyek BUMN per tanggal 30 November 2022. 
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1t7 Perubahaa
Gambar 2.26
dalam halaman
II.53

118 Perubahan
a.linea pertama
daLam hal,aman
II.53

Proyek Prioritas BUMN dilakukan secsra merata pada seluruh pulau di
Indonesia. Pada tahun 2023, terdapat 14 Proyek Prioritas BUMN yang
dilaksanakan di Pulau Sumatera dan KepuLauan Riau dengan tota.l investasi
tahun 2023 sekitar Rp77,86 triliun. Di Pulau Jawa, terdapat 51 Proyek
ttioritas BUMN dengan totat investasi sekitar Rp72,5l triliun pada tahun
2023, 18 Proyek Prioritas BUMN di Pulau Kalimantan dengan total investasi
t,.}fruJf 2023 sekitar Rp37,61 triliun. Lima Proyek Prioritas BUMN di Pulau
Sulawesi dan Maluku dengan total investasi tahun 2023 sekitar Rp5,47
triliun, 9 Proyek Prioritas BUMN di Pulau Bali dan Nusa Tenggara dengan
total investasi tahun 2023 sekitar Rp8,36 triliun, dan I ProSrek Prioritas
BUMN di Pulau Papua dengan total investasi tahun 2023 sekitar Rp0,40
triliun. Selain itu, terdapat 21 proyek yang dilaksanakan lintas wilayah di
Indonesia dengan total nilai investasi tahun 2023 sebesar Rp88,64 tritiun.

119 Perubahan
Gambar 2.27
dalam halaman
II.53

SK No 168036A
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Gambar 2.26 
Kontribusi BUMN dalam Prioritas Nasional 

Sumber: BUMN terkait, proyeksi awal Kementerian PPN/Bappenas. 
Catatan: Data proyek BUMN per tanggal 30 November 2022. 

Sumber: BUMN terkait, proyeksi awal Kementerian PPN/Bappenas. 

Catatan: Data proyek BUMN per tanggal 30 November 2022 

Sumber: BUMN terkait, proyeksi awal Kementerian PPN/Bappenas. 

Catatan: Data proyek BUMN per tanggal 30 November 2022. 
 

Gambar 2.27 
Sebaran Proyek Prioritas BUMN di Seluruh Indonesia 
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120 Perubahan
alinea pertama
dalam halamarl
II.54

Prioritas Nasional 1 bertujuan untuk memperkuat ketahanal ekonomi
untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadiLan. Kebijakan
pembangunan pada PN I diarahkan untuk mendukung pemulihan aktMtas
produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas dengan
mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder, dan tersier.
Untuk itu, lerdapat 44 Proyek Prioritas BUMN dengan totat nilai investasi
sebesar Rp63,98 triliun yang mendukung terLaksananya sasaran dan
indikator pembaagunan pada PN 1.

12t Perubahan
alinea kedua
dalam halaman
II.54

Prioritas Nasional 2 bertujuan mengembangkan wilayah untuk mengurangi
kesenjangan dan menjamin pemerataan, Kebijakan pembangunan wilayah
pada PN 2 diarahkan untuk menumbuhkan pusat-pusat p€rtumbuhan
ekonomi baru di luar Jawa, mempercepat pemulihan dampak paldemi
COVID-l9, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan
keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kuattas
hidup antarwilayah. Terdapat 12 Proyek Prioritas BUMN dengan total nilai
investasi sebesar Rp6,86 triliun yang mendukung Major Prokd pada PN 2.

122 Perubahan
alinea ketiga
dalam halaman
II.54

Prioritas Nasional 3 bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia
berkualitas dan berdaya saing. Pembargunan SDM pada tahun 2023 akan
ditekankan pa.da Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem
Perlindungal Sosial, Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Sfunting,
Pembangunarr Scien@ Techtapart (Optimatisasi 'IYiple Hetix di 4 Major
Universitas), serta Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk lndustri 4.0.
Untuk mencapai sasaran dan indikator yang akan diwujudkan dalam
rangka meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing,
terdapat 4 Proyek Prioritas BUMN dengan total nilai investasi sebesar
Rp2,16 triliun yang mendukung Major Prcject pada PN 3.

t23 Perubahan
alinea kelima
daLam haLaman
II.54

Prioritas Nasional 5 bertujuan untuk memperkuat infrastruktur untuk
mendukung pengembangan ekonomi dan peLayanan dasar. Pembangunan
infrastruktur tahun 2023 akan mendukung pemulihan ekonomi dan
reformasi struktural melalui program prioritas pada pengembangan
Infrastruktur PeLayanan Dasar, Infrastruktur Ekonomi, Infrastruktur
Perkotaan, Energi dan Ketenagalistrikan, serta Transformasi Digitat. Untuk
mencapai sasaran dan indikator yang akan diwujudkan dalam rangka
memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan
pelayanan dasar, terdapat 58 Proyek ftioritas BUMN dengan total nilai
investasi sebesar Rp215,95 triliun yang mendulotng Major Project pada PN
5.

SK No 168037A
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t24 Perubahan
"fabel2.l7
dalam halaman
lI.54

Tabtl2.17
Daftar Jumlah Proy€k Investaci BUMN dalam Ma.ior ProJb.t

PN No. Major Pmied Jurnlah Proyek
Investasi BUMN

Nilai Proyck
(Rp Triliunl

I
Aks€lerasi P€nSembangan
Ercrgi Terbarukan da.Il
Kon3€rvasi Enersi

7 pro)"ek o,94

2 D6tinasi Pariwicata Priorita8 13 proFk 24,74

Industri 4.O pada 7 Subs€ktor
Industi Priorita8 10 proy.k 5,09

PN1
Ikwalan Industri Prioritas
dan Smclt€r 7 proy.k 31,64

5
P€nguatan Ja.ainan U3aha
Serta 350 Korporasi Petani
dan N€layan

3 proy€k o,2l

6 Lain lait! di luar Majot Projedt 4 proyck 1,36

7 PcEbansunan Ibu Kota
Nusantara 9 Eoyck 2,51

8
Pemban8unan WilalEh
Batam-Bintan I ployck

I proyck

2,65

o,20

PN2 Prmulihan Pasca Bcncana:
Kota Palu dan Sekitamya,
Pulau Lmbok dan S.kitamya,
serta Kawasan Pesisi! S€lat
Sunda

9

10 tain-lain di luar Major hojdt I pro),€k 1,50

- t.37 -

SK No 168038 A



NEFUBLIK INDONESIA

No.
Perihal

Perubahan Pemutakhiran RKP Tahun 2023

125 Perubahan
Tabel2.17
dalam halamal
II.55

Jumleh Proyek
Invcstaai BUMN

Nilei Ployek
(Rp lYiliunlMajot P,oi 6

PN3 11
Rcformasi Sistem Kesehatan
Naeional 4 proyek 2,t6

PN 4 12 Lain-lain di luar n4dhr hojed.t I !,royck 1,56

13
Aks€s Air Minum @paan
( l0 Juta Sa:abungan Ruaahl 4 plolck 6,27

14
Infrastruktur Jarin8en Gas
Kota untuk 4 Juta
Saabungan Rumah

1 prolEk 1,24

15
Jalan Tol Trans Sumatera
Ac€h Impung 1 pro)'€k 11,29

l6 Jaringan Pclabuhan Utama
Terpadu 5 pro],€k 4,45

t7
KA Kccepaten Tinggi Pulau
Jas,a (Jakrta-S€marang dan
Jsrsrta-Banduns)

I proyek 0,88

l8 Pcmbangunan dan
Peng.mbengEn Kilang Minyek l0 prcyek 79,54

PN5

l9
Penycdiaan Tenaga Listrik:
Pembangkit LbtriL 27.000
MW, Transmisi 19.000 lca
dan Cardu Induk 3a.OOO MVA

Ruaah Susun Pcrkotaan (l
Juta)

13 prolck

4 proyek

41,33

t,2020

21 Trardormasi Digital 4 proyek 9,11

22

Sbtem Angkutan Umum
Massal di 6 wilayah
Metropolitan: Jalarta,
Surabaya, Bandung, Mcdan,
Semarana, dan Makassar

2 pro]'ek 1o,39

24 PanSamanan Pasfuir 5
Ferkotmn PantuE Jem 1 proyek 0,34

25 trin-lein di luar MaJorProjectl 12 proyek 9,47

Totst 119 plo),€k 290,5I

r) Proyrk y6! nddukung PrDnt4 Neotul ndun tdak t6k{r d.ng6 M4ir Pqr.r trcntu.
Catat n: D.t. proy.k BUMN p.r tdeSal30 NM6b.r 2022

126 Penambahan
alinea, Gambar
2.27.A darr
Tabel2.l7.A
setelah Tabel
2.17 dalarrr
halaman II.55

Selain proyek-proyek prioritas BUMN dalam RKP tahun 2023, terdapat
beberapa proyek prioritas BUMN lainnya yang sedang dilaksanakan
ataupun direncanakan untuk beberapa tahun ke depan. Diantaranya yaitu,
PT Dirgantara Indonesia (PT DI) dalam pengembangan pesawat N219 dan
N219 Amphibi (N2I9A) serta PT Kilang Pertamina lnternasional yang
merencanakan proyek Refnery Developnent Master Plan (RDMP) Plaju di
tahun 2026.

PT Dirgantara Indonesia (PT DI) saat ini mengembangkan pesawat N2 1 9 dan
N219 Amphibi (N2l9A) sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan
produksi dalam negeri untuk pesawat komersial. Pemerintah menggunakan
N219 dan N2l9A sebagai sal,ah satu flagship dalam rangka menginisiasi
peLaksanaan Ttansformasi Ekonomi Indonesia, melalui strategi
industrialisasi yang mencakup pembangunan industri dalam negeri yang
memiliki kandungan teknologi tinggi s€kaligus berbasis SDM terampil.
Pengembangan pesawat N219 dan N219A dapat mendukung pelaksanaan

tu menciDtakan SDM vans berdava sains ltermasuk

SK No 168039 A
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pengembangan dan pemanfaatan teknologi) dan stmtegi 2 yaitu
Produli.tivitas Sektor Ekonomi yang berkaitan dengan industrialisasi.
Penggunaan pesawat ini di dalam negeri juga dapat mendukung strategi 5
Integrasi Ekonomi Domestik, khususnya dalam penyediaan moda
transportasi untuk distribusi produk dalam negeri, barang dan jasa, serta
talenta untuk menjangkau daerah terpencil, pulau-pulau kecil, dan daerah
perbatasan,

Dukungan pemerintah untuk pengembangan pesawat N219 dan N219A
diberikan dalam bentuk penlrusunan Peta Jalan Ekosistem Industd
Kedirgantaraan 2022-2045 yang mencakup empat pilar yaitu Industri
Pesawat Terbang, Industri Komponen dan Rantai Pasok, Maintendne,
Repot, Overhanl, dan Purnajual, serta Jasa Penerbargan dan
Kebandarudaraan, serta penyiapan pnyung hukum untuk menggerakkan
ekosistem dalam empat pilar tersebut, Pemerintah juga berencana
menyediakan pendanaan tambahan untuk melengkapi kebutuhan
arggaran untuk mendukung peningkstan kapasitas dan final assembly line.
Alokasi anggaran yang disediakan Pemerintah mencakup Penyertaan Modal
Negara sebesar Rp543 miliar untuk PT Dl, serta melengkapi investasi yang
dibutuhkan proyek N2 I 9A.

Berbagai dukungan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong
komersialisasi dan pengiriman pertama produk N219 kepada konsumen
pada tahun 2024 dan penyelesaian design N219A pada tahun 2024.
Pemerintah juga akan mendukung komersialisasi N2 1 9 dan N2 1 9A melalui
pilot projectyang akan dilaksanakan dalam rangka Transformasi Ekonomi
Kepulauan Riau dimana 2 jenis pesawat tersebut digunakar untuk
menglrubungfun konektivitas antar pulau di provinsi tersebut.

Sebagai salah satu proyek strategis BUMN, RDMP Plaju merupalen proyek
investasi BUMN yang direncanakan akan dilaksanakan bqineerhg
Procurenertt ond Construction (EPC) di tahun 2026 dengan tujuan
meningkatkan elisiensi energi dan meningkatkan produk bensin dengan
kapasitas yang lebih tinggi. Saat ini proyek RDMP Plaju masih dalam
tahapan penyelesaian pre-feasibiliv sdtdy dan ditargetkan selesai di tahun
2028 denga\ nilai investasi keseluruhal sebesar US$2,OO miliar.

Selain investasi yang dilakukan langsung oleh BUMN dalam mendukung
Prioritas Nasional, Pemerintah juga melakukar investasi ke BUMN melalui
Penanaman Modal Negara (PMN). PMN pada tahun 2023 direncanakan
sebesar Rp45,83 triliun. PMN tersebut terdiri dari Rp42,81 triliun secara
tunai dan Rp3,O2 triliun non-tunai.

Ga,JJbar 2.27.4
Pen]rertaan Modal Negara Tahun 2Ol9 - 2023 (Rp Triliun)

- I.39 -
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Sumber: Buku II Nota Keuangan APBN 2023 dan Kementerian BUMN. 

Gambar 2.28 

Penyertaan Modal Negara Tahun 2019 – 2023 (Triliun Rp) 
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Fcnyaluran PMN k€ BUMN di Tahun 2023

No. BUMN
Penggunaan PMN

(Rp Triliun)

PT Hutana Karya {Pcr*rol

McndukunA pcmb€ngunsr
Jalan Tol Tmns Sumatcra
(JTTS) tahap I dan II untuk
ruas Bctung-TempinoJambi
dan Ruar Rengat-P€ksnbalu

24,9

) PT F.rusahaan Ultdk
Mendukuna proyck s.ktor
transimhi dan distribuli
ternrasuk p.laksanaar
prosrEm listrik desa

10,0

3 PI LEN Industii lPcr!.m) 1,75

PI Dirgantara
Indon€sia (PIDII

PcninAkatan kapa8itas
produksi p.sawat CN 235,
N219, dan Fnmajaan
fasilitas pcndukuns pmdukli

0,54

Di lutr PIDI

Mcndukung lcncapaian
tarBet prionta3 pembaruunan
bdang penahanan dan t,2t

Mcnjaas kcbcrlanjutan
perusahaan dalsm m.njarnin
kc$lamatan pcncrbangan
serta kcburuhan unruk
mcnjamm aroribbilily dsn
retidDihty tasilitas naviAasi
penerbangan

0,65

5

Toral PMN Tunei

PT Ssrana Multigrila

Mendukun8 program KEdit
Pcmbiayasn Rurnah (KPRI
Fasilitas Ukuiditas
ltmbByaan Penrmahan
(FLPPI

1,50

42,EI

B

6 PT Rajawali Nusantan

Konve.€i putana dana
invcatasi IRDI), Sublidiary
Iran AgrEement tSLAl, da,
€k-BPPN unruk
mendapatkan alt matit
p.ndaDaan yang lcbih mumh
schinSSa mengurangi
kctciAentunggr impor,
mcnjaaa stabilrtft ha.rga
pangsn, dan rncninSkatean
Produk Domcstik B.uto (PDB)

2,56

7 PT LEN Industn (Ftrs.rol

Konvcrsi piutanA RDI dan SLA

pencapaian target priontas
FmbanAuna. bidanA
pcrtahanan dan kearnanan

0,45

Toral PMN Non,Tunai 3,O2

6.uab.r: Bu*u lt Nd (.u.nld

127 Perubahan
alinea pertama
dalam halaman
II.55

Investasi memiliki peran penting bagi per€konomian Indonesia. Dalam lima
tahun terakhir, kontribusi investasi dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB) terhadap PDB rata-rata mencapai 31,65 persen. Pemulihan ekonomi
Indonesia di tahun 2O2l pun salah satunya didorong oleh investaai.
Pertumbuhan PMTB terus menunjukkan tren yang poaitif sejak triwula! U-
2021 didorong oleh tingkat kepercayaan inveator yang membaik. Sehingga,
sampai dengan triwulan IU-2O22 pertumbuhal PMTB mampu mencapai
4,05 persen dan nilainya sudah lebih tinggi dibandingkan periode yang
sama di tahun 2019. Hal tersebut menandakan kineia investasi mulai
pulih ke level sebelum pandemi.

SK No 168042A

- I.40 -



PRESTDEN
NEPUBUK INDONESIA

No.
Perihal

Perubahan Pemutakhiran RKP Tahun 2O23

t2a Penambahan
alinea setelah
alinea pertama
dalam halaman
II.55

Berdasarkan subkomponennya, realisasi PMTB di Indonesia masih
didominasi oleh subkomponen Bangunan, yang sec.rra kumulatif hingga
triwutan III-2022 mencapai 72,96 persf'n t€rhadap total PMTB. Sementara
itu, subkomponen Mesin dan Peralatan serta subkomponen Kendaraan
menyusul di peringkat kedua dan ketiga dengan proporsi masing-masing
sebesar 12,53 persen dan 5,52 persen. Meskipun demikian, subkomponen
Mesin dan Peralatan hinega triwulan UI-2O22 mampu mencatatkan
pertumbuhan yang tinggi, yakni mencapai 24,04 persen (c-ro-c). Hal ini
menandakan kualitas investasi yang semakin mengarah ke sektor
produl(tifl

t29 Perubahan
Gannbar 2.28
dalam halaman
II.56

130 Perubahan
alinea pertama
dalam halaman
II.56

Berdasarkan sektor institusi, sebagian besar investasi PMTB tahun 2018
dilakukan oleh swasta, baik sektor non-finansial maupun seldor hnansial,
yal<ni sebesar 67,00 persen, dan investasi rumalr tangga sebesar 15,80
persen. Sementara itu, peranan investasi pemerintah dan BUMN terhadap
total investasi PMTB masing-masing hanya pada kisaral 8,56 persen dan
7,O9 persen. Hal ini menunjukkaa bahwa investasi swasta sargat penting
dalam membangun perekonomian yang kokoh.

131 Peruba]:an
alinea
kedua dalam
halaman II.56

Sejalan dengan perkembangan PMTB, realisasi investasi berupa
Penaraman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) pun terus menunjukkan peningkatan. Pada periode Januari-
September 2022, pertumbuhan nilai realisasi PMA dan PMDN tercatat
sebesar 35,34 p€rsen (yoy), atau setara detgan 21,52 persen dari PMTB.
Dalam perkembangannya, kontribusi PMDN terhadap total realisasi PMA
dan PMDN pun semakin meningkat, dari 45,63 persen pada tahun 2018
mel)jadi.46,29 persen pada periode sampai dengan triwulan III-2022.

- I.41 -
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Gambar 2.28 
Perkembangan Realisasi PMTB per Sub Komponen  

Tahun 2018-2022 (Rp Triliun) 

Sumber: BPS, 2022. 
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t32 Perubahan
GaII^bar 2.29
dalam halaman
II.56

133 Perubahan
alinea pertama
daLam halaman
II.57

Dilihat berdasarkan sektomya, pertumbuhan investasi PMA dan PMDN di
sektor sekunder (industri pengolahan) menunjukkan kenaikan cukup tinggi
sampa.i dengan triwulan III-2022, yakni mencapai 54,77 persen (c-ro-c). Hal
ini menandakan kualitas investasi yang semakin baik, karena investasi di
sektor ini diharapkan mampu memberikan dampak lebih besar bagi
perekonomian. Secara lebih khusus, investasi terbesar di sektor sekunder
sampai dengan tdwulan III-2O22 adalah sektor industri logam dasar,
barang logam, bukan mesin dan peraLatannya sebesar Rp135,64 tritiun,
atau tumbuh 62,01 persen /c-to-c); sektor industri makanan sebesar
Rp66,64 tritiun, atau tumbuh 32,49 persen (c-to-d: darf sektor industri
kimia dan farmasi sebesar Rp61,25 triliun, atau tumbuh 94,47 persen (c-to-
c).

134

135

Perubahan
Gambar 2.30
dalam halaman
1.57

Perubahan
alinea kedua
dalam halaman
II.57

Tingginya realisasi investasi pada ta}:^tur: 2O2l dan 2022 turut memberikan
dampak positif bagi penyerapan tenaga keda di Indonesia. Pada tahun
2021, investasi swasta di Indonesia berhasil menciptakan 1 ,2 juta lapangan
pekerjaan, yang terdiri dari 627 ribu l,apangan pekedaan yang dihasilkan
oleh aktivitas PMDN dan 581 ribu lapangan pekerjaaa yarg dihasilkan oleh
aktivitas PMA. Sampai dengan triwulan III-2O22, total penyerapan tenaga
kefa dari total realisasi PMA dan PMDN telah mencapai 965 ribu orang,
lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun 2O21 lraitu sebesar 912
ribu orang,

-t.42 -
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Sumber: Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2022. 

Gambar 2.29 

Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) Indonesia Tahun 2018-2022 
(Rp Triliun) 

Gambar 2.30 
Top 5 Sektor Industri dengan Realisasi Investasi Tertinggi Periode Januari-

September Tahun 2022 (Rp Triliun) 

Sumber: Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2022. 
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136 Perubahan
Gambar 2.31
dalam haLaman
fi.57

t37 Perubahan
alinea pertama
dalam halaman
II.58

Dari aspek spasial, mayoritas proyek investasi PMA darl PMDN sampai
dengan triwulan IU-2022 masih berada di pulau Jawa, yaitu 1 17.289 proyek
dari total 190.837 proyek investasi, dengan total nilai investasi mencapai
Rp426,63 triliun. Sela.njutnya, disusul oleh puLau Sumatera dengaa 31.320
proyek bemilai investasi Rp186,O5 triliun, Lalu Sulawesi dan Maluku
dengan 13.531 proyek bernilai investasi Rp162,87 triliun. Sedalgkan untuk
wilayah dengan realisasi investasi terendah pada tahun 2022 adalah Papua
dengan 1.660 proyek bemilai investasi Rp17,05 triliun.

138 Menghapus
alinea kedua
dalam halaman
II.58

(dihapus)

139 Perubahaa
Gambar 2.32
dalam halaman
II.58

SK No 168045 A

(dihapus)
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l4O Penghapusan
alinea ketiga
daLam halaman
lI.58

Gambar 2.32 
Sebaran Spasial Investasi PMA dan PMDN 

Tahun 2022 

Sumber: Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2022. 

Gambar 2.31 
Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Investasi (PMA dan PMDN)  

2018 – 2022 (Ribu Orang) 

Sumber: Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2022. 
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141 Perubahan
alinea pertama
dalam halaman
II.59

Kinerja investasi diharapkan dapat terus terjaga sepanjang tahun 2022, dan
berlanjut pada tahun 2023. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi
Indonesia ditargetkan mencapai 5,3-5,5 persen dengan salah satu sumber
pertumbuhannya adalah investasi yang ditargetkan tumbuh s€besar 6,1-
6,3 persen. Untuk mencapai angka pertumbuhan tersebut, investasi
swasta/masyarakat. diharapkan dapat berkontribusi sekitsr 87,08-88,3i
persen atau senilai Rp5.821,14-Rp5.836,62 triliun, dari total kebutuhan
investasi tahun 2023 yang mencapai Rp6.591,58-Rp6.702,93 triliun.

t42 Penambahart
alinea, Gambar
2.32.A, Gambar
2.32.B, Tabel
2.17.8, dan
Gambar 2.32.C
setelah alinea
pertama dalam
halaman II.59

Peran penting investasi swasta dalam mendorong p€rtumbuhan ekonomi
diharapkan tercermin dari besaran penanaman modal asing (PMA) maupun
dalam negeri (PMDN). Pada tahun 2023, realisasi PMA dan PMDN
ditargetkan mencapai Rp1.200-Rp1.300 triliun, atau setara dengan 19,42-
20,96 persen PMTB. Porsi realisasi PMA dan PMDN terhadap PMTB di tahun
2023 tersebut lebih tinggi dibandingkan periode 5 (tima) tahun sebelumnlra,
yang memiliki rata-rata sebesar 15,55 persen.

Potensi keterlibatan peran investasi swasta dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi tahun 2023 yalg sedemikian besar tersebut utamanya akan
diarahkan pada percepatsn realisasi proyek-proyek investasi swasta yang
dapat meningkatkan produktivitas perekonomian sekaligus mendorong
inktusivitas, seperti investasi pada sektor industri pengolahan terutama
yang berorientasi ekspor dan/atau mengubah kompleksitas ekspor
nasional, investasi pada sektor digital dan berbasis teknologi, serta investasi
yang memberikan efek pengganda bagi perekonomian.

(3) Data Proyek Investasi Swasta yarrg Terindikasi Mendukung PN dan MP
di Tahun 2023

Dari total target realisasi PMA dan PMDN sebesar Rp1.200-Rp1.300 tduun,
terdapat beberapa proyek investasi swasta yang mendukung Prioritas
Nasional dan Major Prokd, yang seLanjutnya disebut Proyek Prioritas
Investasi Swasta. Proses identifrkasi ini bertujuan agar proyek investasi
swasta tidak hanya berperan dalam mendorong perekonomian nasional,
namun juga selaras dengan arah kebijakan pembangunan yang
direncanakan Pemerintah pada tahun 2023.

Pada tahun 2023, terdapat 89 Proyek Prioritas InvestaBi Swasta yang
mendukung Prioritas Nasional Tahun 2023, terutama Prioritas Nasional I
(PN 1) dar Prioritas Naaional 5 (PN 5). Proyek-proyek tersebut melibatkan
82 badan usaha milik swasta dengan prakiraan total nilai investasi
mencapai RpL.229,44 triliun. Kontribusi Proyek Prioritas Investasi Swasta
diprakirakan sekitar 14,25 persen terhadap PDB.

Catatan: rData Proyck Prioritas Invetaai Swasta pcr l8 Dcacmbcr 2022; *Perhitunaan
Indikatif.

SK No 168046 A
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Gambar 2.32.A 
Gambaran Umum Proyek Prioritas Swasta Teridentifikasi 

Sumber: Hasil identifikasi Kementerian PPN/Bappenas. 
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Pada PN 1 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang
Berkualitas Dan Berkeadilan, terdapat 85 Proyek Prioritas Investasi Swasta
dengan prakiraan total nilai investasi sebesar Rp1.215,41 triliun. Proyek-
proyek pada PN ini akan mendukung percepatan transisi menuju Energi
Baru dan Terbarukan (EBT), percepatan dan optimalisasi Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI) dan smelter, serta
peningkatan produktivitas di sektor industri pengolahan darr pariwisata.
Proyek investasi pada PN 1 juga mencakup proyek hulu minyak dan gas
yang dapat mendukung ketersediaan energi untuk aktivitas sektor ekonomi.
Dari 85 Proyek Prioritas Investasi Swasta, terdapat 39 proyek yang
teridentifrkasi merl$)l<ong Mqjor Prokc, di PN 1 dengan prakiraan totat nilai
investasi sebesar Rpi.044,26 triliun.

Pada PN 5 - Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan
Ekonomi Dan PeLayanan Dasar, terdapat 4 Proyek Prioritas Investasi Swasta
dengan total nil,ai investasi sebesar Rp14,03 triliun. Proyek-proyek pada PN
ini akan mendukung arah kebijakan pembalgunaa konektivitas dalam
mendukung produktivitas untuk transformasi ekonomi serta pembangunan
infraBtruktur TIK sebagai bagian dari transformasi digitat. Dari 4 Proyek
Prioritas lnvestasi Swasta, terdapat 2 proyek yang teridentifrkasi
mendukung Major Prcject di PN 5 dengan prakiraan total nilai investasi
sebesar Rp3,43 triliun.

- r.45 -
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Gambar 2.32.B 

Kontribusi Swasta dalam Prioritas Nasional 

Sumber: Hasil identifikasi Kementerian PPN/Bappenas. 

Catatan: *Data Proyek Prioritas Investasi Swasta per tanggal 18 Desember 2022. 
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2.17.8
Daftar Jumlah Proyek Prioritas Investasi Swasta dalam MoJor.*oJbcf

PN No. Majot Prcjed
Jumlah Proyek

Prioritas Investasi
Swaatar

Nilai PloyEk
(Rp triliun)

Ak8eleraoi ft ngembangan Energi
Terbarukan dan Korucrvasi Encrgi 7 ployek 5,36

2 Destinasi Pariwisata triodtas 4 Foyck o,2l

3
Industri 4.0 pada 7 Subsektor
Indu.tri Priorite. 12 plsyck 12,8PN1

4 Kawa.an Irdu.tri Priorita! dan
Smclter 16 proyek 1.025,80

5 Lain-lain di luar Pro)€k Priorita.
StratrdLil,1p,Jor Prcie(/tt 46 proyck l7l,l5

6 Tran.foraasi DiSital 2 prcyek 3,43
PN5

7 Lain-lsin di luar Prp!€k Prioritas
Strategis (f,r4,or Project) I

Total

2 proy€k 10,60

7.229,44*.89 Foyck

') PEJrk y{ra Dmdukuna Pnonto Nsional trMun ti.Lk rakot dhae Pmy.k Prionls SlE .gl. {rrajrr EoJatl

rtla.il Fm.t.e Proy.k Ihonrd Inr€t n sEt! untuk *t ap Pmy.k Phdit., Sthr.Sr. (lra,/orEDf.rl tEd.pst pad!
Melrik. Pr.9.k Pidite Stdt 9. {lraP Itqie.tl <LlM LmPltr ltr, y&g ffipdcn bagie .idak 6pi&hr6 ddi
Rd.e. lntgdi Swta kiodrs.
r'D.ta ttolrL triorita! Inw.lar S{6ta pc la D..@ha 2022

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi 3rang inklusif dan merata, Proyek
Prioritas Investasi Swasta yang teridentifikasi mendukung Prioritas
Nasional akan dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia. Sebaran spasial
Proyek Prioritas Investasi Swasta tahun 2023 adalah:. (1) 25 proyek yang
dilaksanakan di Pulau Sumatera dengan total nilai investasi sebesar
Rp15,62 triliun; l2l 22 proyek di PuLau Jawa dengan total nilai investasi
sebesar Rp58,47 triliun; (3) 10 proyek di Pulau Kalimantan dengan total
nilai investasi sebesar Rp957,04 triliun; (4) 23 proyek di Pulau Sul,awesi dan
Maluku dengan total nilai investasi sebesar Rp184,56 triliun; (5) 3 proyek
di Pulau Bali dan Nusa Tenggara dengan total nilai investasi sebesar
Rp170,0 mitiar, s€rta (6) 3 proyek yang dilaksanakan tintas wilayah dengan
total nilai investasi sebesar Rp5,34 triliun.

Catatan: Ployek Pliorites InveataBi SuaBta 18 Desetlber 2022.

SK No 168048 A
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Gambar 2.32.C 
Sebaran Proyek Prioritas Investasi Swasta di Seluruh Indonesia 

Sumber: Hasil identifikasi Kementerian PPN/Bappenas.  
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Terdapat beberapa proyek prioritas swasta yang menjadi fokus percepatan.
Di antara proyek-proyek tersebut adalah proyek pembangunan industri
kimia terintegrasi dan proyek pengembangan dan pengelolaan kawasan
industri.

Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri kimia saat ini
sedang mengadakan proyek pembangunan industri petrokimia terintegrasi
sebagai upaya memenuhi kebutuhan plastik nasional yang terus
meningkat. Proyek ini ditargetkan selesai pada tahrulf 2027 dengan total
investasi sebesar Rp65,80 triliun. Produk yang dihasilkan berupa Etilen dan
turunannya dengan estimasi total kapasitas sebesar 5,93 juta ton per
tahun. Pembangunan industri petrokimia terintegrasi turut mendukung
Prioritas Nasional I Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan
Yang Berkualitas Dan Berkeadilan seria Major ProJbct Kawasan Industri
Prioritas dan Smelter. Dengan dukungan ini, diharapkan proyek industri
petrokimia terintegrasi dapat turut mendukung kebijakal dan strategi
pembangunan untuk beberapa tahun ke depan.

Proyek industri petrokimia terintegrasi akart memberikan beberapa dampak
terhadap perekonomian Indonesia, antara lain penghematan devisa negara,
peningkatan PDB, dan penyerapan tenaga kerja. Penghematan devisa
melalui substitusi plastik impor diestimasikan mencapai US$6 miliar per
tahun. Proyek ini juga akan memiliki dampak langsung terhadap PDB
sebesar Rp41 triliun. Selain itu, proyek ini diestimasikan akan menyerap
tenaga kerja sebesar 25.000 pekerja seLama pembalgunan proyek dan 830
pekerja tetap set€lah p€mbangunan selesai.

Proyek prioritas swasta berikutnya adaLah pro5rek pengembangan dan
pengeloLaan kawasan industri yalg akan menampung perusahaan industri
pengolahan togam dan komposit, industri baterai kendaraan listrik, industri
panel surya, dan industri petrokimia dalam lahan seluas 10.000 hektar.
Konstruksi utama kawaaan industri ini ditargetkan selesai pada tahun
2024, dan pengeml:engan kawasan industri ditargetkan selesai pada tahun
2029. ToteJ investasi proyek pengembangan dan pengelolaan kawasan
industri ini diestimasikan s€besar Rp1.953,60 triliun. Dukungaa
pemerintah untuk pengembangan dan pengelolaan kawasan industri ini
diberikal dalam bentuk penetapan proyek dalam Proyek Strategis Nasional
(PSN) berdasarkan Permenko Perekonomtan No.9 /2022-

Pengembangan dan pengelolaan kawasaa industri 1O.OO0 hektar ini turut
mendukung Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk
Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan *rta Major hojed
Kawasar Industri Prioritas dan Smelter. Proyek ini beserta perusahaan di
dalamnJra ditargetkan akan metibatkan sekitar ioo.OOO pekerja seLama
masa konstruksi dan sekitar 6O.000 pekerja pada fase operasi. Selain itu,
proyek ini turut melibatkan beberapa proyek energi hljau seperti PLTA 10
GW dan panel surya 10 GW sebagai sumber energi terbarukan bagi
perusahaan di kawasan industri.

SK No 168049A
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143 Perubahart
Tabel 2.18
dalam halaman
II.63

Tabcl 2.18
Target PengembanAa, Wilayah Sumatera Pcr Provinsi Tahun 2023 (Per!€n)

Tdgct Tahun 2023

Aeh S@ut Sumbd R1d Jdbi Sun*l B.nekuhr L@Flng

3,9- 5,2- 5,O-
4,3 5,4 5,3

4,5-. 4,6- 4,9-
5,O 4,9 5,3

3,0- 3,6- 3,4-
3,5 4,3 4,4

4,9- 5,2- 5,4- 3,9- 3,8-
5,3 5,9 6,0 4,3 3,4

3,2- 4,6-
3,4 4,E 5,5 5,1

Tintkat t3,7r- 7,25-
14,00 7,5o

4,65-
6,OO

6,00-
6,50

6,2s-
6,50

10,a5-
l l,oo

12,95-
13,50

9,64-
to,2o

3,44-
3,50

4,35-
5,00

TiDgkat 4,t- 7,9-
a,2

SMb.r x€etrEl8 Pm/BapFE . 2022,

ret.r6gd; a) T.B.t i.rrn 2023 tutup.rran aarud Ksn ntdie Pm/B.pp.n.. dcngd mdpdrilbarek ,
d.m?skCOvID-19d$&ak Eslisi p6tuhulE.tmmitu.rtrl [I-2022.Ln h)IE a.t tshu 2023 hdpok n
heil prorlka x6.rt ns PPN/Bap!.na er.Lh m@p..nnb.n8l.,n ddrD.r. COvrD-lg din Gs6@tt nlhtr
p..tubuho.l@@r wil.yah.

t44 Perubahan
Tabet 2. 19
daLam halaman
It.65

Tabcl 2. 19
Tsrget Pena€mbaraan Wilayah Jawa-Bali P€r kovin.i Tahun 2023 (Pers€n)

Targ.t Tahun 2023

DKI
Barat Tcngah

D.I, Elantcn Bali

5,2-5,3 5,2-5,3 5,1-5.3 5,3-5,6 5,4-5,5 5,3-5,5 6,3-.6,7

'tintkat 3,00-
3,50

5,6.F
6,25 10,00

10,51-
ll,oo

6,65-
9,50

3,95-
5,00

1,90-
2,O0

Tingkat 3,1- 1,2-
4,77,O-7,O 8,r- 8.2 8,0-4,2 3,5-4.2

SMb.ri l<d.nt.no Fm/E,q.pc,6, 2022.

Iicr.reaa: il Tdgcr r.hun 2023 ncruD.l€n lllaana, l(d.trttu PFN/ B.pF@ dcnge 6dp6t6b.ngk ,
d.npa*COVID'19d.n.lak E.lisr p.rtrbuh{.k6di hr.rtd III-2022 da b)T.q.t t hutr m23 E.ruD.ldD
ha. pr.y.t6 l(d6t.trA PPN/B.pFE *r.lch E@p.niEb.naklr dep.k COvID-rq d.r 6s,mtt ELhir
Fnubuhe.l@r@r EiLrih.

5,3

145 Perubahaa
Tab€l2.2O
dalam halamaa

.67

Tabel2.20
TarSct Pcngembangan Wilayeh NuBa Tengglra Per Provinsi Tahun 2023 (PerBcnl

Target Tahun 2023

Nusa TenaSara Barat NuEs Tcnggs.ra Timur

Pcrtumbuhan Ekonomi4 6,3-6,5 5,2-5,9

Tingkat K€mFkinanbr 11,8+13,00 15,56-r6,50

Tmgkat Pcngmsgum T.rbukahr 2,2-2,6 2,E-3,1

Sulr* K@otdim PPn/B.ernd, 2022.

K.t .Ensm: .l Tarad tahqn 2023 n rupden .!.*rrf' Kddtoe EN/BapFro! d.ng6 drFnrtdlgle
dmp.L COVID- 19 dd dEll E trle F.n@buhe.kan@! ku.nd II-r022 dar b)tea.t trhutr )O23 Ecrup.l@
h..dpr.'y.kr(6.nt !6 PFN/B.!Fi$ *r.lah Edpcniab.nak r dup.& cOvID-lC.Ln 6.sn r,t Ekhn
D.rtutuhe.kdt@i riL!€h,

SK No 168050A
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146 Perubahan
Tabel2.21
dalam halaman
It.69

Tabcl 2.21
Tsrget Pcngcmbangan Wilayah Kalimantan Pcr Provimi Tahun 2023 (Pcrscn)

Tdg.t Tahun 2023

5,2-5,6 5,9-6,3 4,9-5,0 5,2-5,5 5,5-5,8

Tingkat K.milkinanu 5,25-6,@ 3,a5-4,50 3,44-4,OO 4,11-5,30 4,31-6,00

Tingksl Pengangguran 3,6-3,6 3,94,O 5,1-5,7 4,O-4,2

SMb.ri (arcntcri.nPPN/B.ppc@, 2022.

K.e.rnad' al TarA.t t.hun 2qB mcrupalran cB6,Du (.@nt.rid PIN/B.pFm d.rgd ecDpdtmb.neka!
d.mpaL CovlD.19 d.n egka rali.6i pcnuabuho.l@@i Lret l II-2O22 <t!r blT.rsd Lhun 2023 B.rop.ko
hoil pror.ki vl.funt.rie PP /B.PFE..tchh mp.rdmb.nAk n.l,npar covlD-rg d.n 6r6m.trl t E*hn
p.nMhrhE.Ld@i urryd.

t47 Perubahan
Tabel2.22
daLam hal,aman
II.70

T*r€12.22
Tai8et PenaeEbangan Wilsyah Sulawcai P€r Provinsi Tahun 2023 (Pelsen)

Taryct Tahun 2023

PertumbuhaD Ekoaomi.r 5,3-6,0 13,3-14,1 6,0-6,7 6,2-6,6 4,&5,4 3,24,6

TinSkat I<€mi.khanbr 5,43-
6.50

a,a5-
9,50

7,?5-
8,00

9,15-
10,00

t2,47-
14,00

9,51-
10,00

Tingkat Pcngantguran 6,1-
6,2 2,8

:r,1-
2,6

3,0- 2,(>
3,2

SuEb.i Kddtdie PPtt/Bryp66, 2022,

K.rtuse: al Tes.t r.hun 2023 Ealp€l€r asdMr Kdotdiu P? /Bapp.n6 d.nsm E.EpGtiEbarsk ,
d6pak COVID- 19 d.n erlk rdisi Fnrbuhe.k@lmr Lr{t l trI-2022 d.n blT.!a.r hnun 2023Edp.l@
h{dl prorrki Kdatdis PPN/B.PF.a et ,,hmaFnimb..gkan d p.k COvID-rg dar a.l*n.,, t rEldu
Fnubuhu.lqoi wn{rh.

148 Perubahan
Tabel2.23
dalam haLaman
fi.72

TrtEl2.23
Target Penaembanaan Wilryah Maluku Pe! ftovimi Tahun 2023 (Pers€n)

Target Tahun 2023
Indikator

Pcrtumbuhan Ekonomr.l 5,1-5,3 15,6-t7,2

Tinlkat X.mid<inanbl 14,74-15,50 4,64-5,7O

TinAkat PcnAmtgutan T.rbuk.tr 6,1-6,3 3,7-3,9

SEb.r: I(ddrdid Pm/B.pDcnc, 2022.

K.cErss: a)T.Ia t t hu.2023 ncnp.L.r Gra,Er liaatd P?N/B.pp.n- d.,gd r.mpdtnrbdSkin
d@p.k COVID-IS.t n.itka r.disi F tuhuho.r@rmr kuM.l III-2O22 du b)Tdg.t trhu 2023 Ddpakan
hdil protEk! I<dd(dd PPN/BapFnd &t lah mdp.mdb.nlk n deD.k COVID-I9 dan a3a@natt rddin
Ftubuhe.lomi vilaylh.

149 Perubahan
alinea p€rtama
dalam halaman
1.73

Pengembangaa Wilayah Papua difokuskan pada (1) mempercepat
pembangunan kesejahteraan dengan pendekatan berbasis tujuh wilayah
adat yaitu Laa Pago, Saireri, Tabi, Mee Pago, Anim Ha, Bomberay, dan
Domberay melalui penyediaan pelayanan dasar serta perluasan akses di
bidang pendidikan, kesehatan, da.rr peningkatan kes€mpatan keda bagi
Orang Asli Papua; (2) memfasilitasi transformasi ekonomi wilayah
khususnya melalui hilirisasi komoditas unggulan pertanian; (3)
mengoptimalkan pelaksanaan otonomi khusus berlandaskan pendekatan
budaya dan kondisi sosio-ekologis Wilayah Papua; (4) memperkuat kerja
sama dan kemitraan antardaerah melalui pendekatan berbasis wilayah
adau (51 mencoptimalkan sistem nilai darl norma dalam tdlayah adat untuk

- t.49 -
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memfasilitasi aktivitas sosial ekonomi serta pergerakan penduduk dan
barang; serta (6) memperkuat peran distrik sebagai pusat data informasi
dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat
adat, pusat inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya
alam dajl lingkungan, serta pusat pertumbuhan daerah. Untuk itu, strategi
percepatan pertumbuhan dan transformasi Wilayah Papua sebagai berikut

( 1 | melanjutkan pembangunaa jaringan infrastruktur yang terintegrasi
antara pusat-pusat produksi rakyat dengan pusat-pusat pertumbuhan
wilayah, seperti KEK Sorong dan KI Teluk Bintuni, dengan teruB
mendorong percepatan operasionalisasi kawasan, realisasi investasi,
dan keda sama dengan pemerintah daerah;

(2) memp€rcepat pengembangan kawasan perkotaan pada kawasan yang
potensial untuk dikembanglen, termasuk pembangunan Kota Baru
Sorong dan kota sedang Jayapura yang ditujukan sebagai penggerak
ekonomi wilayah serts, pusat pelayanan dasar dan ekonomi dengan
fokus pada pengembangan transportasi publik perkotaan, air minum
dan sanitasi, drainase, serta pengelolaan sampah dan limbah yang
aman:

(3) mempercepat pembangunan dan pengembangan kawasan di Ibu Kota
Provinsi di Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan,
dan Papua Barat Daya 5rang merupakan Daerah Otonom Baru (DOB)
pemekaran Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

(4) mendorong produktivitas komoditas ungguLan pertanian, perkebunan,
peternakan, keLautan dan perikanan seperti sagu, kopi, kakao, pala,
kenaf, sapi, ketapa, perikanan tangkap, dan perikanan budi daya dalam
rangka penyiapaa basis industri manufaltur dan industri jasa, serta
pengembangan sentra produksi pangarJ lf,ood estatQ di Merauke;

(51 mendorong ekonomi kemaritiman di DPP Raja Ampat dan Destinasi
Pariwisata Pengembangan Biak-Tetuk Cendrawasih dengan
mempercepat pengembangan sentra kelautan perikanan terpadu dan
pariwisata bahari;

(6) mempercepat pengembangan kapasitas dan keterampilan hidup
pemuda Papua untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi
lokal melalui peningkatan keterampilan sumber daya manusia,
kewirausahaan, pelatihan vokasi, pengembangan pusat-pusat keahlian
ketenagakerjaan (skill dcuelapment enterl, serta pengembangan
kreativitas dan inovasi pemuda asli Papua;

(7) meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperkuat forum
kerja sama, pengembangan sumber pembiayaan alternatifdan investasi
daerah, serta penataan regulasi daerah dan harmonisasi regulasi
pusat-daerah regional Wilayah Papua;

(8) meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah adat/ulayat serta
peningkatan daya dukung lingkungan dan kawasan konservasi untuk
pembalgunal rendah karbon;

(9) mempercepat proses penyusunan dan penetapan rencsra tata ruarg
baik RTRW maupun RDIR sebagai acuan pemberial kesesuaian
kegiatan pemanfaatan ruang melalui pemberian bimbingan teknis
kepada pemerintah daerah.

150 Perubahan
alinea kedua
dalam halaman
II.73 dan alinea
pertama dalam
halaman 11.74

Selanjutnya, untuk strategi p€merataan intrawilayah Papua sebagai berikut

(1) memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta
membudayakan hidup sehat dart bersih di masyarakat, dalam rangka
menuju Papua Sehat melalui percepatan peningkatan upaya kesehatan
maslrarakat, akses, kualitas, dan tata kelola pelayanan kesehatan;
serta pemenuhan tenaga kesehatan secara merata di wilayah Papua;

(2) memberikan peliayanan pendidikan yang berkualitas untuk
membentuk pribadi uncEul, kreatif. inovatif, berkaralter. dan mampu

SK No 168052A
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bekerja sama, dalam rangka menuju Papua Cerdas melalui percepatan
peningkatan akses dan kualitas peLayanan p€ndidikan serta
pemenuhan tenaga pendidik secara merata di Wilayah Papua;

(3) meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam
pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing, dalam
rangka menuju Papua Produktif melalui peningkatan daya saing tenaga
kerja dan kesempatan kerja; peningkatan daya saing industri,
perdagangan, dan realisasi investasi pada sektor-sektor ungguLaa
daerah; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial untuk kehidupan
yang adil dan merata; serta pengembangan pemerataan kawasan
ekonomi;

(4) memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas penerapan SPM di
bidang sosial, perumahan ralryat, dan trantibumlinmas terutama di
lokasi afrrmatif seperti daerah tertinegal dan kawasan perbatasan
dengan memperluas cakupan dan kualitas pelayanan dasar, serta terus
melakukan kebijakan pengembangan nobiLe health seruices dan
sekolrah alam dengan pendekatan culfr.tre based leaming;

(5) mempercepat pembangunan daerah tertinggal serta kawasan
perbatasan termasuk kampung dengaa pendekatan pembangunan
berbasis wilayah adat dan distrik;

(61 meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan
kampung (aparatur, kelembagaan, dan keuangan) melalui
penyelarasan kualitas dan kuantitas ASN dengan sektor unggulan
kewilayahan Papua serta peningkatan p€ndapatan daerah, kualitas
belanja dan pengeloLaan keualgan daerah yang efisien, produktif, dan
akuntabel;

(7) mengoptimalkan, fungsi dan peran GWPP, dalam memperkuat sinergi
pusat-daerah, peningkatan daya saing dan inovasi daerah;

(8) mengoptimalkan perencanaan dan pengelolaan Dana Otonomi Khusus
Papua melalui koordinasi penJrusunan rencana aksi percepatan
pembangunan Papta 2023 -2024 ;

(9) mewujudkan iklim investasi yang kondusif melalui penguatsn
keamanan dan ketertiban.

151 Perubahan
Tabet 2.24
dalam halaman
\.74

TatEl2.24
Targd Pcngcmbangan Wilayah Papua Pei Prcvin3i Tahun 2023 (Ferscn)

Targ.t Tahun 2023

Pertumbuhm Ekonomi.l 3,1-{,I 4,74,2

Tingkat Kffibkinantr 17,05-19,00 23,45 25,OO

Tingkar Pengangumn Terbukab) 5,1-5,3

subc: Kddt.ta PPN/B.pp.na, 2022.

X.tqda6: a) tqrla tahun 2023 t!.dpat r a$dMt Xad@ PP!{/Bapp.r &Dau EdFrdob.ttak ,
d.mp.k COVID- 19 d.n .ngki ralsi p..tubuhd .r@6r lo&rd III-2022 de bl l.ra.t t.hun m23 EdpaLa!
h.el prordoi x@dtrid PPN/BapF@ Er.llhEdFrrEbaraklr ddp.k covrD-19 d6 dlgna,t rakhir
p.nuDuhe eLdrGi wiLv.h.

t52 Perubahan
alinea keenam
dalam halaman
II.76 dan alinea
pertama dalam
halaman II.77

Kebijakan TKD pada tahun 2023 secara umum diarahkan untuk
(1) meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta

harmonisasi belalja pusat dan daerah;
(2) memperkuat kualitas pengelolaan TKD yang terarah, terukur,

akuntabel, dan transparan;
(3) meningkatkan kemampuan perpajakan daerah (local taxiq pouet)

dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan
kesejahteraan masyarakat;
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(4) mendorong p€manfaatan instrumen pembiayaan untuk mengatasi
keterbatasan kapasitas frskal dan kebutuhan percepatan
pembarrgunan melalui (a) pemanfaatan creatiue fitnrwirg (pinjaman
daerah, penerbitan obligasi daerah, dan/atau KPBU); (b) melakukan
iabgrated- furditrg (kerla sama pembangunan antardaerah, hibah
daerah, sinergi belanja pusat, TKD, dan APBD); dan (c) pengembangan
pembiayaan berkelanjutan.

153 Perubahan
alinea kedua
dalam halaman

-77

Penggunaan TKD diarahkan untuk mendukung sektor-sektor prioritas,
seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, dengan tujuan
pemerataan layanan khususnya p€menuhan SPM, perbaikan infrastruktur
publik, dan pencapaian prioritas nasiona.l. Selain itu, pemerintah akan
mengalihkan alokasi program, kegiatan, dan anggaran kementerian yang
telah menjadi urusan pemerintah daerah, sebagaimana diatur daLam UU
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(HKPD), kepada pemerintah daerah secara bertahap.

154 Perubahan
alinea ketiga
dalam halaman

.77

Dana Bagi Hasil adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan
persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kineda tertentu,
yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tqiuan untuk mengurangi
ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah
nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau
meningfutkan pemerataan dalam aatu wilayah. Arah kebijakan DBH TA
2023 adalah

(a) melanjutkan kebijakaa DBH earmarleed (DBH CHT dan DBH DR)
untuk sektor-sektor prioritas dengan perluasan dan fleksibititas
p€nggunaan sesuai peraturan perundangan;

(b) mendukung upaya pelestarian lingkungan serta penguatan
penerimaan negara melalui kebljakan pengalokasian dan penyaluran
DBH berdasarkan kinerja daerah;

(c) meningkatkan akurasi perencanaan APBD melalui alokasi DBH
berdasarkan realisasi T-1 sesuai ketentuan perundang-undangan;

(d) pengalokasian DBH menerapkan persentase pembagian baru sesuai
UU HKPD serta lebih memperhatikan keadilan distribusi alokasi TKD
untuk daerah penghasil, daerah berbatasan, daerah pengotrah, serta
daerah lainnya dalam 1 wilayah provinsi;

(e) penambahan jenis DBH LainnSra yaitu DBH perkebunan sa\r,it, antara
lain untuk dukungan infrastruktur termasuk jalan dan industri sawit
di daerah;

(0 memperkuat proses transparansi dalam penghitungan DBH.

155 Perubahan
alinea keempat
dalam halaman
IL77 dan alinea
pertama dalam
halaman II-78

Dana Alokasi Umum adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan
tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan la5ranan
publik antardaerah. Arah kebijakan DAU TA 2023 adatah sebagai berikut

(a) penguatan keuangan daerah melalui kebljakan pagu DAU berdasarkan
UU No. l/2022 tentang Hubungan Keuangal Pusat dan Daerah (HKPD);

(b) peningkatan pemerataan keuangan daerah dan mendorong
peningkatan PAD melalui kebijakan formula DAU yang didasarkan pada
satuan biaya, target layanan, potensi pendapatan dan karakteristik
daerah (antara lain populasi, luas wilayah, Indeks Kemahalan
Konstruksi, karakteristik kepulauan, pariwisata, ketahanan pangan,
konservasi hutan) serta mempertimbangkan kebutuhan dasar
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

(c) meningkatkan layanan publik daerah di bidang pendidikan, kesehatan,
serta mendukuns pendalaan kelurahan melalui
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kebiiakan penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya
learm.arkeS;

(d) meningkatkan kualitas belanja daerah melalui asistensi kepada pemda
mengenai pengelotaar DAU sesuai ketentuan perundang-undangan.

156 Penambahan
alinea setelah
alinea pertama
dalam halamal
1t.78

Dana Alokasi Umum didorong untuk meningkatkan kinerja pengeloLaan
belanja APBD di antaranya melalui penyaluran DAU berbasis kinerja
anggaran.

t57 Perubahan
alinea ketiga
dalam halaman
\.74

Dana Alokasi Khusus Fisik digunakan untuk mendukung
pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana trayanan publik daerah.
Arah kebijakan DAK Fisik TA 2023, adalah

(a) mendorong percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar serta
tematik tertentu dengan tujuan:
(i) pencapaian Prioritas Nasional (PN);
(ii) percepatar pembangunan daerah;
(iii) mengurangi kesenjangan layanan publik antardaera]r; dan
(iv) mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

(b) mempertajam implementasi konsep tematik berbasis pendekatan
hotistik, integratif dan spasial daLam rangka pencapaial outcane yang
optimal;

(c) meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaaa
DAK Fisik melalui optimalisasi pemanfaatsn sistem informasi daLam
proses perencanaan, p€nganggaran, penyaluran, pelaporan, serta
pemantauan dan evaluasi DAK Fisik;

(dl meningkatkan akuntabititas pengelolaan DAK Fisik melalui penguatan
alokasi dan penyaluran berbasis kinerja serta penguatan kualitas
pengawasan;

(e) memperkuat sinergi pendalaan DAK Fisik dengan kegiatan yang
didukung oteh APBD, APBN, maupun sumber pendanaan Lainnya;

(f) menentukan kebliakan DAK Fisik yang terintegrasi antara satu bidang
dengan bidang lainnya;

(gl peme rintah dalam pengelolaal DAK Fisik untuk mempercepat
pembangunan daerah, diLaksanal<aa dengal mengimplementasikal
kebijakan afirmatif pada pengalokasian DAK Fisik.

158 Perubahan
alinea ketiga
dalam haLaman
1.79

Dana Alokasi Khusus Nonfisik digunakan untuk mendukung
operasionalisasi layanan publik daerah. Kebijakan DAK Nonfrsik TA 2023
diarahkan untuk
(a) melanjutkan penguatan fokus kegiatan DAK Nonfisik yang berdampak

lalgsung pada pertumbuhan ekonomi;
(b) melanjutkan penguatan bidang pendidikan meLalui (i) penerapan unit

cos, majemuk bagi dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Pendidikan
Kesetaraan; (ii) perluasan sasaran tunjangan guru dengan penambahan
output guru PPPK untuk Dana TPG, Tamsil Guru, dan TKG; dan (iiil
pengalokasian DAK Nonfrsik berbasis kineda untuk Dana BOS Kinerja
dan Dana BOP Kinerja;

(c) penguatan bidang kesehatan mela-lui (i) penyaluran langsung Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas dari RKUN ke Rekening
Puskesmas dan (ii) peningkatan kualitas dal ketepatan data peLayanan
UKM di tingkat puskesmas dengan menanbahkan rincian menu
Insentif Upaya Kesehatar Masvarakat (UKMI;
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(d) Dana Alokasi Khusus Nonfisik bersifat penugasan sesuai prioritas
nasional.

159 Perubahan
alinea keempat
dalam halaman

-79

Penjabaraa arah kebiiakan tersebut dituangl€n daliam kelompok DAK
Nonfisik untuk mendukung operasionalisasi Layanan pendidikan dan
kesehatan, serta kelompok DAK Nonlisik yang mendukung pertumbuhan
ekonomi sesuai dengan prioritas nasional atau arnanat regulasi lainnya.

160 Penambahan
atnea setelah
alinea keempat
dalam halaman
1.79

DAK Nonfisik terdiri dari

(a) Baltuan Operasional Satuan Pendidikan yang terdiri dari (i) Bantuan
Operasional Sekolah (BOS), (ii) Bantuan Operasional Penyelenggaraan
(BOP), dan (iii) BOP Pendidikar Kesetaraan;

(b) Tunjangan curu ASND yang terdiri dari T\rnjangan Profesi Guru (IPG)
dan Tambahan Penghasilan (Iamsil) Guru ASND dan Tunjangan
Khusus Guru (IKG) ASND di Daerah Khusus;

(c) BOP Museum dan Taman Budaya;
(d) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);
(e) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB);
(I) Dala Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK;
(g) Dana Pelayanan Kepariwisataan;
(h) Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah;
(i) Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
[) Dana Fasilitasi Penanaman Modal;
(k) Dana Ketahaaan Pangan dan Pertanian; dan
(l) Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM.

161 Perubahan
alinea kelima
dalam halaman
\-79

Hibah Daerah digunakan untuk mendukung pembangunan frsik dan/atau
layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada petjanjian antara
pemerintah dan pemerintah daerah. Kebiiakan Hibah Daerah TA 2023
diarahkan untuk
(a) mendukung penyediaan layanan dasar umum pada bidang

perhubungan, pembangunan sarala air minum, pengelolaan sanitasi,
irigasi, pertanian, lingkungan hidup, dan jalan daerah;

(b) sint<ronisasi dan sinergi pendanaan untuk mendukung penyediaan
infrastruktur daerah;

(c) menguatkan peran Hibah Daerah dalam mendukung penanganan
kondisi bencana serta sebagai instrumen antisipatif atas perubahan
kondisi perekonomian;

(d) menguatkan pemantauan dan evaluasi pel,aksa-naan Hibah serta
peningkatan koordinasi dengan K/L dan pemda untuk mempercepat
peLaksanaan kegiatan, pen5raluran hibah kepada daerah dan
mengoptimalkar ouuruL

162 Perubahan
alinea kedua
dalam halaman
II.8O

Jenis Hibah Daerah TA 2023 antara lain

(a) Hibah Daerah yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri, yaitu:
(il Integrahd Participatory Deuelapnent and Managenent of Inigatbn

ProJbct (IPDMIP);
(iil Mass Rapid Ttansi, (MRT) Project;
(iii) Rula, Enlpouement and Agrianldral Deuelapnent Scahhg Up

lniriariu€ (READ-SI);
liv) The Development of Inkgrated. Fannirg Sgslf,m at Upland Area.s

PoJecf (UPL,AND);
(v) Hibah Air Minum Berbasis Kinerja/ Natiorwl Urban Water Supplg

eoject (NUWSP).
rrILI{ bersumber dari Hibah Luar Neeeri. vaitu
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(i) Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia;
(ii) Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota

Palembatg/ Palembong CiA Seuelage Project (PCSP);
(iiil Bio Carbon F\.Lnd Initiative for Sustainable Forest Landsepe (Bio CF

ISFL).
(c) Hibah DaLam Negeri yang Dihibahkan, yaitu:

lil Nationwide Water Hibah Program;
(ii) Hibah Sanitasi (Air Limbah Setempat);
(iii) Hibah Jalan Daerah.

163 Perubahan
alinea ketiga
dalam halaman
[.ao

Dana Otonomi Khusus merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan
kepada daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus
sebagaimana ditetapkan daLam undaag-undalg mengenai Otonomi
Khusus. Arah kebijakan Dana Otsus TA 2023 adalah s€bagai berikut

(a) meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Otsus dengan mengacu
kepada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun
2022-2041 dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP)
Tatu)\ 2023-2024 dengan target dan capaian keluaran yang jelas dan
terukur serta disinergikan dengan sumber penerimaan di luar
penerimaan Otsus;

(b) meningkatkan kinerja penggunaan Dana Otsus Aceh melalui perbaikan
pengaturan tata kelol,a,;

(c) Dana Otsus Aceh untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun
kedua puluh dialokasikan setara dengan 1 persen dari Pagu DAU
sebagaimana diatur daLam UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan
Aceh; dan

(d) pembangunan sistem informasi pengelolaan Dana Otsus yang
terintegrasi dengan prinsip interoperabilitas antarsistem elektronik
dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan sistem
pemerintahan berbasis elektronik.

164 Perubahan
alinea ketiga
dalam hal,aman
II.81

Pemanfaatan penerimaan daerah dalam rangka Otsus Papua t€rdiri atas (a)
tambahan DBH sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas
aLam sebesar selisih antara 70 persen (tujuh puluh persen) dengan
persentase DBH sumber daya alam pertambangan min5rak bumi dan gas
alam bagian daerah sesuai UU No. | 12022; (b) Dana Otsus sebesar 2,25
persen (dua koma dua puluh lima persen) dari plafon alokasi DAU Nasional;
dan (c) Dana Tambahan Infrastruldur yang ditujukan untuk pendanaan
pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih,
telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan (besaran DTI ditetapkan antara
Pemerintah Pusat dengan Dewan Perwakilan Ralgrat berdasarkan usulan
provinsi pada Betiap tahun anggaran). Pengalokasian Dana Otsus Papua
dilakukan berdasarkan kewilayahan, kependudukan, kesulitan geografis,
indikator capaian pembangunan, serta kinerja pengelol,aan. Selain
kebijakan pemarfaatan tersebut, arah kebljakan umum Dana Otsus
provinsi di Wilayah Papua dalam meningkatkan penatakelolaan adalah
sebagai berikut

(a) menetapkan pengalokasian Dana Otsus Papua aebesar 2,25 persen dari
pagu DAU Nasional, hal ini sesuai dengan UU No.2l2o2l telf,ta,J.g
Perubahan Kedua Atas UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua;

(b) mengarahkan penggunaan Dana Otsua Papua dalam bentuk I persen
block grant dan 1,25 perser| Wrfoman@ based grant berdasarkan
kinerja penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(c) meningkatkan kualitas perencanaal pembangunan di Wilayah Papua
dengan mengacu pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua
(RIPPH Tahun 2022-2041 dan Rencaaa Aksi
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Papua (RAPPP) "fahrurl 2023-2024 yang dapat menjadi pedoman dalam
penyusunan arah kebijakan belanja pemerintah; menggunakar sistem
informasi pengeloLaan Dana Otsus yang terintegrasi berbasis prinsip
interoperabilitas; serta mempertimbangkan hasil sinkronisasi,
harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan darl
peLaksanaan Otsus di Wilayah Papua oleh Badal Pengarah Percepatan
Pembangunan Otonomi Khusus Papua/ Badan Pengarah Papua; dan

(d) meningkatkan pengawasan pelaksanaan Dana Otsus dengan
melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan masyarakat.

165 Perubahan
alinea kedua
dalam halaman
1.82

Dana Keistimewaan DIY adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk
mendukung urusan keistimewaal DIY sebagaimana ditetapkan dalam
undang-undang mengenai keistimewaan Yosrakarta. Arah kebijakan Dana
Keistimewaan DIY TA 2023 sebagai berikut

(a) metanjutkan peningkatan kualitas perencanaan penggunaan Dana
Keistimewaan yang mengacu kepada Rencana Induk yang selaras
dengan program/kebijakan belanja pemerintah yang relwan;

(bl melanjutkan penguatan sinergi kegiatan antara belanja K/L dengan
belanja Dana Keistimewaan;

(c) melanjutkan peningkatan pemantauan dart evaluasi dalam mendukung
efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Dana Keistimewaan DIY;

(d) membangun sistem informasi tata keloLa Dana Keistimewaan yang
terintegrasi antara SIKD dengan APBD.

166 Penambahan
alinea seGlah
alinea kedua
dalam halaman
r.a2

Arah kebijakan Dana Keistimewaan metiputi peningkatan pemantauan dan
waluasi dalam mendukung efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan
Dala Keistimewaan yang diselaraskan dengan prioritas nasional, prioritas
daerah, dan pencapaian target out@ne pusat-daerah, dengan
mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas pembangunan masing-
masing kabupaten/kota di DIY. Sinergi kegiatan antara belanja K/L dengan
belanja Dana Keistimewaan, dilakukan dengan memperhatikan (1)
penguatan da-n pemberdayaan masyarakat berlandaskan budaya dan adat;
(2) penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan,
akuntabel, dan adil dengan mengutamakan pelayanal prima; serta (3)
pencapaian ketahanan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat untuk
meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan daerah.

t67 Perubahan
alinea ketiga
dalam halaman
11.82 dan atinea
pertama dalam
halaman II.83

Dana Desa (DD) adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa
dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraaa
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan maslrarakat,
dan kemaslrarakatan. Arah kebijakan Dana Desa TA 2O23 adatah sebagai
berikut

(a) penyempurnaan kebijakan penganggaran DD dengan memperhatikan

(i) kebutuhan masing-masing desa sesuai dengan kewenangan desa;
lii) perfomnne based dalan melaksanakan pengelolaan DD dan

dukungan desa dalam menyinergikan penggunaan DD sesuai
kebijakan dan prioritas nasional mel,alui penilaian kinerja desa
dalam penghitungan alokasi kinerja.

(b) pengalokasian DD berdasarkan formula dan pengalokasian sebagian
DD secara terpisah pada tahun anggaran berjalan berdasarkan kriteria
tertentu.

(cl penentuan fokus penggunaan DD yang disinkronisasikan dengal
prioritas nasional, utamanya untuk
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(i) program pemulihan ekonomi, yaitu perlindungan sosial dan
penanganan kemiskinan ekstrem maksimal 25 persen;

(ii) bantuan permodaLan kepada BUMDes untuk menggerakkan
perekonomian desa;

(iii) penggunaan sebagian DD untuk dana operasional pemerintah desa;
(iv) dukungan program sektor prioritas di desa termasuk penanganan

srunting, mendukung ketahanan pangan dan hewani termasuk
pembangunan lumbung pangan desa dan pariwisata skala desa
sesuai dengan potensi dar karalderistik desa.

168 Penambaharr
alinea setelah
alinea pertama
dalam halaman
II.83

Arah kebijakan penggunaan DD juga meliputi arahan pemanfaata-n DD
untuk peningkatan produktivitas melalui diversifrkasi ekonomi desa,
peningkatan produksi pertanian bernilai tinggi dan berkualitas ekspor,
intensilikasi pertaniart, perluasal kesempatan darr lapangan keda yang
layak, serta peningkatan kapasitas masyarakat desa melalui pelatihan
vokasional dan manajerial. Selain itu, penggun.ran DD juga diarahkan
untuk memperkuat dukungan fasilitas ekonomi dan lingkungan perdesaan
terutama bagi desa tertinggal dan berkembang melatui
pembalgunan/rehabititasi pasar desa dan sarana prasarana kelompok
usaha masyarakat desa, pembangunan sistem pembuangan dan daur ulang
sampah, serta penguatan ketahaaan bencana. Terakhir, penggunaan DD
diarahkan untuk meningkatkan akses pela5ranan dasar desa terutama
untuk fasilitas kesehatan dan jaringan air bersih dan sanitasi, serta
elektrifikasi melalui energi baru terbarukan berkelanjutan berskala desa.
Pertimbangan arah kebijakan DD tersebut menyesuaikan dengan tema dan
arah kebijakan RKP 2023 yang telah dibahas melalui hasil forum
multilaleral meeting dana desa. Untuk memperbaiki mekanisme penyaluran
DD dilakukan dengan (i) memisahkan penyaluran DD earm.arked. dat non-
earmarked berdasarkan kinerja peLaksanaan; (ii) melanjutkan pen5raluran
DD secara langsung dari RKUN ke RKD; (iii) melanjutkan pembeIialf reuard
penyaluran DD dalam dua tahap kepada desa berstatus mandiri; dan (M
melanjutkan penerapan sanksi berupa penghentian penyaluran DD jika
terdapat desa bermasalah atau kepala desa menyalahgunakan DD.

169 Penambahan
alinea sebelum
alinea pertama
dalam halamaa
III.16

Lebih lanjut, dal,arn rangka mendukung capaian Prioritas Nasional (PN),
pemerintah menyusun kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 "ta}fruJ) 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek
Strategis Nasional yang terdiri dari 2OO proyek dan 12 program, dengan
rincial PN 1 didukung 26 proyek dan 6 program, PN 2 didukung 7 proyek
dan 2 program, PN 3 didukung 3 proyek, PN 5 didukung 163 proyek dan 4
program, serta PN 7 didukung 1 proyek.

170 Peruba.Lar
Infografis
Sasaran
Pembangunan
dalam halaman
IU.10
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171 Perubahan
lnfografis Tema
RKP Tahun
2023 dalam
halaman IIl.lO

t72 Perubahan
Infografis
Strategi
Pembangunan
Tahun 2023
dalam halaman
III.1 1
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t73 Perubahan
Infografis MoTor
ProjedKawas€n
Industri
Prioritas dan
Smelter dalam
halaman Ill.18

- I.59 -
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174 Perubahan
Infogralis Moyor
Projed
PengeloLaan
Terpadu UMKM
(1 dari 3) dalam
haLaman III.19
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175 Peruba}lan
Infogralis MaJbr
Prokct
PengeloLaan
Terpadu UMKM
(2 dari 3) datam
hatraman III.20
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176 Perubahan
Infografis MoJor
Projed
Pengelolaan
Terpadu UMKM
(3 dari 3) dalam
halaman III.21
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177 Perubahan
lnfografis Major
Projed Food
Estate
(Kawasan
Sentra Produksi
Pangar) (l dari
2) dalam
halaman III.22

- 1.67 -
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t78 Perubahan
Infograhs Ma.lbr
Prokd Food
Estate
(Kawasan
Sentra Muksi
Pangan) (2 dari
2) dalam
halaman III.23
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179 Perubahan
lnfografrs Ma.1br
Prokct
Destinasi
Pariwisata
Prioritas (1 dari
2) dalam
halarnan III.24
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180 Perubahan
lnfografrs Major
Prokct
Destinasi
Pariwisata
t rioritas (2 dari
2) dalam
halaman III.25
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181 Perubahan
lnfografis Major
Ptokct
Akselerasi
Pengembangan
Energi
Terbarukan dal
Konservasi
Energi dalam
halaman III.26

Pemutakhiran RKP Tahun 2023

-1.73 -
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182 Perubahan
Infografrs Mo.7br
ProjedWilaya}:.
Adat Papua:
Wilayah Adat
Laa Pago dan
Wilayah Adat
Domberay
dalam halaman

1.27
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183 Perubahan
lnfografrs Mojor
Project
Pembangunan
Ibu Kota
Nusantara
dal,am halaman
III.28
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184 Perubahan
Infografrs Mcjor
hojed
Reformasi
Sistem
Perlindungan
Sosial dalam
halaman UI.29
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185 Perubahan
Infograhs Mc;ior
Projed
Reformasi
Sistem
Kesehatan
Nasional dalam
halaman III.3O
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186 Perubahan
Infografis Major
Prcjecf
Pendidikar dan
Pelatihan
Vokasi untuk
Industri 4.O
dalam halaman
III.31
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187 Perubahan
lnfografis Major
hojec't
Percepatajr
Penurunan
Kematian Ibu
dan Stunting
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lnfografis Major
Projed Jarirrgan
Pelabuhan
Utama Terpadu
dalam halaman
III.33

SK No 168085A

- r.83 -



ET+{[.TTII
K INDONESIA

No.
Perihal

Perubahan Pemutakhiran RKP Tahun 2023

189 Perubahan
lnfografrs Major
Project
Transformasi
Digital (1 dari 4)
daLam haLaman
III.34
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190 Perubahan
Infografis Major
Prokd
Transformasi
Digital (2 dari 4)
dalam halaman
t[.34
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191 Perubahan
Infografis Major
Prcjed
Transformasi
Digital (3 dari a)
dalam halaman
III.34

Pemutakhiran RKP Tahun 2023

- I.86 -

SK No 168088A



IUK-l

No.
Perihal

Perubahan Pemutakhiran RKP Tahun 2023

L92 Perubahan
Infografrs Majior
hojed
Transformasi
Digital (4 dari 4)
dalam halaman
I .35
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193

L94

Perubahan
Infografrs Major
hojecf
Pembangunal
Fasilitas
PengoLahar
Limbah 83
dalam halaman
III.36

Perubahan
alinea kedua
dalam halaman
IV.3

Untuk mendukung peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan
kelautan, tartangan yang dihadapi pada fokus peningkatan produktivitas
di antaranya (1) masih perlunya penataan Wilayah Pengelolaan Perikanan
[WPP) dari aspek pendataan stok perikanan dan perizinan untuk usaha
perikanan; (2) produktivitas perikaaal, baik perikanan tangkap maupun
budi daya masih belum optimal akibat usaha perikanan yang ada
cenderung tersebar dan berskala kecil, dengan menggunalen Gknolod
tradisional, serta sarana dal prasarana pendukung 5rang ada belum
memadai; (3) kurangnya ketersediaan bahan baku yang berkualitas untuk
industri pengolahan 5rang belum didukung dengan rantai dingin yang
terintegrasi dari hulu ke hilir sehingga distribusi produk perikanan masih
terkendala; serts (4) masih belum optimalnya pemanfaatan jasa keLautan
non perikanan. Sedangkan tantangan pada fokus inklusif meliputi

SK No 168090A
- r.88 -
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kapasitas SDM kelautan dan perikanan yang masih perlu ditingkatkan,
minimnya literasi finansial, akses pendanaan dart perlindungan usaha yang
masih rendah, dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan yang masih
lemah.

195 Perubahan
alinea keempat
dalam halaman
IV.3 dan alinea
pertama dalam
halaman IV.4

Untuk mendukung peningkatan nilai tambah, lapangar kerja, dan investasi
di selrtor riil, dan industrialisasi, beberapa sektor utama yang akarl
didorong adalah industri, pariwisata, dan invests.si. Tantangan yang
dihadapi sektor industri dan pariwisata adalah berbagai risiko baik di
tingkat global maupun dalam negeri di tahrtlf, 2022. Pemulihan industri
pengolahan berLangsung lebih cepat, namun menghadapi tantangan perlu
ditingkatkannya produktivitas, risiko berlanjutnya gangguan rantai pasok
global, peningkatan harga bahan baku sebagai dampak peningkatan harga
komoditas, serta percepatan revitalisasi industri bernilai tsmbah tingAi,
Pada fokus peningkatan nilai tambah yang berkeLanjutan, tantangan di
sektor industri pengolahan adalah percepatan pembangunan ekosistem
untuk produksi dan adopsi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.
Sementara itu pada fokus inklus4 tantangal yang dihadapi oleh sektor
industri pengolahan yaitu masih perlu ditingkatkannya penggunaan
produk-produk industri pengolahan dalam negeri dan aktivitas industri
pengolahan di luar Pulau Jawa. Tantangan terkait pemulihan di sektor
pari\dsata berkaitan dengan prosesnya yang befalan bertahap. Pembukaan
Bali di tahun 2022 menjadi tonggak untuk peningkatan aksesibilitas yang
disertai dengan kesiapan pengelolaan risiko dari pergerakan wisatawan.

Tantangan pemulihan tersebut juga berkaitan dengan perlunya
peningkatan aspek berkelanjutal di sektor pariwisata yang masih
difokuskan pada efektivitas penanganan kasus COVID- 19, serta konsistensi
penerapan stand,at Cleanliness, Health, Safetg and Enuironm.ental
s$tain@bilitg (CHSE) di destinasi dan industri pariwisata. Keberhasilan
pemulihan pariwisata akan berdampak positif bagi peningkatan
produktivitas di sektor-sektor terkait dalam rantai pasoknya, serta
perluasan peluang yang lebih inklusif bagi partisipasi usaha pariwisata
berbasis masyarakat.

Selanjutnya, tantangan yang dihadapi oleh sektor investasi pada fokus
produktivitas di antaranya (l) Proses penyesuaian UU No. ll l2O2O tent,,ng
Cipta Kerja (UUCK) berpotensi berpengaruh pada kepercayaan investor
karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang men5ratakan UUCK
adalah inkonstitusional bersyarat dan diberikan waku 2 tahun untuk
memperbaikinya, (2) tartangan berikutnya soal status lahan dan juga
kemudahan perizinan, serta (3) fasilitas danjuga insentifyang tepat sasaran
dipertukan dalam menarik investor. SeLain itu perlu dilakukar langkah-
langkah yang efektif dalam menarik minat investor dan tidak hanya menjadi
sebatas minat namun dapat menjadi sebuah realisasi investaai. Tr€n
ekonomi dunia yang mengarah pada ekonomi hijau juga menjadi tantalgan
baru untuk menentukan arah kebijakan yang mengadopsi pemahaman
te'f,t,.ng Green E@namg.

196 Perubahan
alinea ketiga
dalam halaman
IV.4

Untuk penguatan pilar pertumbuhan darl daya saing ekonomi, tantangan
yang dihadapi pa.da fokus produktivitas di antaranya (1) normalisasi
kebijakan (pengetatan likuiditas) yang diambil oleh bank sentral khususnya
Federal Reserve berpotensi memengaruhi kondisi likuiditas dan aliran
modal ke Indonesia, (2) risiko kredit yang juga belum sepenuhn5ra pulih
sehingga berpotensi mengurangi penyaluran kredit atau pembiayaan
kepada dunia usaha dan pembiayaan APBN, (3) masih rendahnya rasio
perpajakan terhadap PDB yang disebabkan belum tergalinya potensi pajak
dan kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih serta tingkat
keDatuhan waiib oaiak vane masih belum

SK No 168091 A
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kebijakan alokasi TKD dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, 

(5) terbatasnya kemampuan UMKM untuk mengadopsi teknologi bagi 

pengembangan usahanya, dan (6) keandalan dan pemerataan konektivitas 

untuk mendukung tingginya arus pengiriman barang. Selanjutnya, 
tantangan pada fokus inklusif yaitu (1) transformasi digital pada sektor 

keuangan; (2) ketimpangan antara inklusi dengan literasi keuangan; (3) 

banyaknya kasus penipuan dan pelanggaran perlindungan konsumen; (4) 

kurang efektifnya kinerja logistik yang menyebabkan tingginya variasi harga 

bahan pokok dan barang penting; (5) akselerasi ekonomi digital yang 
ditandai transaksi perdagangan yang minim mobilitas berbasis e-commerce; 

(6) belum termanfaatkannya secara optimal sarana perdagangan yang 

sudah dibangun; serta (7) semakin dinamis dan berkembangnya komoditas 

baru dalam ekonomi digital, seperti adanya crypto currencies dan 

munculnya metaverse. Tantangan yang dihadapi pada fokus berkelanjutan 
di antaranya (1) belum optimalnya pembiayaan hijau dan (2) belum 

optimalnya penerapan pariwisata berkelanjutan. Berbagai upaya dilakukan 

untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan nasional salah satunya 

melalui subsidi, baik energi maupun non-energi. Kebijakan subsidi menjadi 
bagian dari kebijakan belanja negara di tahun 2023 yang diarahkan untuk 

mencapai sasaran pembangunan nasional dan sebagai upaya percepatan 

transformasi ekonomi.  

197  Perubahan  

Tabel 4.1 dalam 

halaman IV.5 

 

Tabel 4.1 
Sasaran, Indikator, dan Target 

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan 

No. Sasaran/Indikator 
Baseline 

2019 

 Realisasi  Target 

 2020 2021  2022 2023 2024 

1. 
Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi 
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan 

1.1 
Porsi EBT dalam bauran 
energi nasional (%) 

9,18 
 

11,20 11,70 
 

15,70 17,90 ~23,00 

1.2 
Skor Pola Pangan 
Harapan (PPH) (nilai) 

87,90 
 

86,30 87,20 
 

92,40 94,00 95,20 

1.3 

Pengelolaan dan 
pemanfaatan Wilayah 
Pengelolaan Perikanan 

(WPP) secara 
berkelanjutan (WPP) 

11 

 

11 11 

 

11 11 11 

2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian 

2.1 
Rasio kewirausahaan 
nasional (%) 

3,27 
 

2,93 2,89 
 

3,18b) 3,21b) 3,23b) 

2.2 
Pertumbuhan PDB 
pertanian (%)f) 

3,61 
 

1,77 1,84 
 3,60–

3,80 
3,2–3,6 

4,00–
4,10 

2.3 
Pertumbuhan PDB 
perikanan (%) 

5,81 
 

0,73 5,45 
 4,00–

6,00 
5,00–
6,00 

8,71 

2.4 
Pertumbuhan PDB 
industri pengolahan 
(9.2.1) (%) 

3,8 
 

-2,93 3,39 
 

5,30–
5,70 

5,30–
5,60 

8,10 

2.5 
Kontribusi PDB 
industri pengolahan 

(9.2.1)a) (%) 

19,70 
 

19,87 19,25 
 

19,90 20,60 21,00 

2.6 
Nilai devisa pariwisata 
(8.9.1)c)a) (miliar US$) 

19,7 
 

3,38 0,52 
 0,86–

1,71 
2,07– 
9,05 

7,38– 
13,08 

 



FRESIDEN
REPUEUK INDONESIA

SK No 168093 A

- I.91 -

No. 
Perihal 

Perubahan 
Pemutakhiran RKP Tahun 2023 

198  Perubahan  

Tabel 4.1 dalam 

halaman IV.6  
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Tabel 4.2 dalam 

halaman IV.7 
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200 Perubahan  

Tabel 4.2 dalam 

halaman IV.8 

No. Sasaran/Indikator 
Baseline 

2019 

Realisasi Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan 

Meningkatnya ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan 

3.1 
Nilai Tukar Petani 
(NTP) 

100,90 101,65 104,64 
103,00–
105,00 

105,00–
107,00 

105,00 

3.2 
Angka Kecukupan 
Energi (AKE) 
(kkal/kapita/hari) 

2.138,00 2.125,00 2.143,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 

3.3 
Angka Kecukupan 
Protein (AKP) 
(gram/kapita/hari) 

62,87 62,05 62,28 57,00 57,00 57,00 

3.4 

Prevalence of 
Undernourishment (PoU) 
(%) 

7,63 8,34 8,49 5,50 5,20 5,00 

3.5 

Food Insecurity 
Experience Scale (FIES) 
(%) 

5,42 5,12 4,79 4,50 4,20 4,00 

PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan 

Meningkatnya pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan 

4.1 
Konservasi kawasan 
kelautan (14.5.1)a) 
(juta ha) 

23,14 24,11 28,41 25,10 29,10 30,00 

4.2 

Proporsi tangkapan 
jenis ikan yang berada 
dalam batasan biologis 
yang aman (14.4.1)a) 
(%) 

52,87 51,78 51,93e) ≤72 ≤76 ≤80 

4.3 
Produksi perikanan 
(juta ton) 

22,76 21,83 21,84e) 29,42 30,58 32,75 

4.4 
Produksi garam (juta 
ton) 

2,85 1,37 1,09 2,60 2,00 3,40 

4.5 Nilai Tukar Nelayan 100,23 100,22 104,69 
104,00–
106,00 

107,00–
108,00 

107,00 

PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi 

Menguatnya kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi 

5.1 
Rasio kredit UMKM 
terhadap total kredit 
perbankan (%)(8.10.1)c) d) 

19,891) 19,67 21,02 20,88 21,44 22,00 
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halaman IV.9 
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Tabel 4.2 dalam 

halaman IV.10 

 

No. Sasaran/Indikator 
Baseline 

2019 

 Realisasi  Target 

 2020 2021  2022 2023 2024 

PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri 
(TKDN) 

Meningkatnya ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri 
(TKDN) 

7.1 
Neraca perdagangan 
barang (miliar US$) 

3,5  28,3 43,8  
31,4–
31,71) 

40,4–
44,9 

15,02) 

7.2 
Pertumbuhan ekspor 
nonmigas (%) 

-4,3  -0,6 41,5  
0,8–
1,21) 

1,2- 
3,7 

9,82) 

7.3 
Jumlah wisatawan 
mancanegara (8.9.1)a) 
(juta kunjungan) 

16,11  4,05 1,56  
1,8– 
3,6 

3,5– 
7,4 

9,5–
14,3 

7.4 
Jumlah kunjungan 
wisatawan nusantara 
(juta perjalanan)i) 

722,16  524,60 603,02  
633–
703 

1.200–
1.400 

1.250–
1.500 

7.5 

Pertumbuhan ekspor 
produk industri 

berteknologi tinggi (%)e) 
-8,2  2,4 37,7  

8,2–
10,11) 

8,5–
10,7 

11,5 

PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi 

Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi 

8.1 
Kontribusi sektor jasa 
keuangan/PDB (%) 

4,24  4,51 4,34  
4,55–
4,56 

4,15–
4,21 

4,57–
4,58 

8.2 
Skor logistic 
performance index 
(skor) 

3,15  3,15 3,15  3,41) 3,42) 3,52) 

8.3 Rasio M2/PDB (%) 44,7  46,4 48,0  
48,3– 
49,4 

48,2–
48,9 

50,7–
51,4 

8.4 
Peringkat travel and 
tourism development 
index (peringkat) 

40  N/Al) 32 
 

 N/Al) 
 

29–34 
 

N/Al) 

8.5 

Pembaruan sistem inti 
administrasi 
perpajakan (core tax 
administration system) 
(%) 

0  1,97 29  66j) 96j) 100 
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Perihal 

Perubahan 
Pemutakhiran RKP Tahun 2023 

203  Perubahan 

Tabel 4.2 dalam 

halaman IV.11 

 

204  Perubahan 

alinea pertama 

dalam  halaman 

IV.11 

(1) pada PP Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan 

Peningkatan EBT, transisi menuju energi rendah karbon yang 

mendukung fokus peningkatan produktivitas dilaksanakan melalui 
berbagai strategi yaitu (a) optimalisasi penambahan kapasitas terpasang 

PLT EBT terutama di daerah defisit listrik melalui mobilisasi berbagai 

skema pendanaan dan insentif fiskal, (b) peningkatan kualitas cadangan 

migas dan potensi EBT secara masif sebagai bentuk dukungan penurunan 

risiko (derisking) dan pemenuhan energi nasional dengan pelibatan 
berbagai pemangku kepentingan, (c) optimalisasi produksi biofuel disertai 

kebijakan demand management dalam negeri, serta (d) pengembangan 

energi baru terutama Dimethyl Ether (DME) dan green hydrogen. 

Sedangkan strategi yang mendukung fokus inklusif dalam transisi energi 

rendah karbon, antara lain (a) penyelesaian segala hambatan dan 
permasalahan pembangunan PLT energi terbarukan (ET) on-grid yang 

sudah termuat dalam RUPTL PLN 2021-2030, serta pembangunan PLT ET 

off-grid untuk daerah 3T, (b) restrukturisasi subsidi energi fosil ke subsidi 

EBT secara bertahap, dan (c) penguatan kewenangan Pemda dalam 

pengelolaan EBT skala kecil. Sementara itu, strategi lain dalam 
pemenuhan kebutuhan energi untuk mendukung fokus pembangunan 

berkelanjutan yang dilakukan adalah (a) fasilitasi dan implementasi 

perjanjian jual beli listrik dengan harga beli EBT yang berkeadilan, (b) 

pengembangan teknologi penyimpanan energi, dan (c) mempercepat 
implementasi penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai 

(KBLBB) termasuk kebijakan pendukungnya. 

205  Perubahan 

alinea kedua 

dalam halaman 

IV.12 

(3) pada PP Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi 

Pangan, strategi yang dilakukan pada fokus peningkatan produktivitas 

yaitu (a) peningkatan ketersediaan pangan dengan mengutamakan dari 

produksi dalam negeri guna mengurangi ketergantungan impor terutama 
kedelai, pengawalan produksi, produksi pangan yang beragam, 

pengembangan kawasan sentra produksi pangan, peningkatan 

produktivitas komoditas pertanian, penyediaan sarana produksi 

peningkatan Indeks Pertanaman (IP), perbaikan kualitas dan penguatan 

sistem perbenihan tanaman, dan Ekosistem pengembangan padi hibrida 
untuk mengatasi stagnasi produktivitas padi; (b) pemanfaatan digital dan 

pertanian presisi dalam sistem pertanian hulu-hilir serta penguatan data 
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206 Perubahan
alinea ketiga
dal;am halaman
tY.t2

petani; dan (c) mendorong terciptanya sumber daya manusia pertanisl
yalg berdaya saing dengan penguatan kelembagaan pertariar (korporasi
petani), peningkatan peran penJruluh pertanian dan modernisasi
pertanian untuk menarik minat petani muda dan efisiensi tenaga kerja
pertaniar. Selanjutnya, strategi yang dilakukan pada fokus inklusif di
antaranJra (a) penguatan tata kelola Bist€m pangan dengan penguatan
sistem logistik pangan nasional dar trarsformasi sistem pangan yang
berkelanjutan; (b) peningkatan kualitas konsumsi pangan dengan
percepatan peningkatan nilai Pola Pangan Harapan (PPHI dan
peningkatan konsumsi sayur dan buah; serta (c) pengembangan
pertanian keluarga. Pada fokus berkelanjutan, strategi yang dilakukan
yaitu menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian dengan upaya
konservasi lahan produldif, budi daya rendah karbon, penerapan
pertanian regeneratil penerapan prinsip ekonomi sirkular, dan
peningkatan layanan dan fungsi karantina nasional yang terintegrasi
daLam kelembagaaan aatu atap dengan berbasiskaa sarana dal
prasarana sistem ketertelusuran,

(4) PP Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan
dilaksanakan meLalui pengeloLaan yang berkelaljutan baik dari aspek
ekonomi, sosial dan lingkungan. Strategi yang dilakukan pada fokus
produktivitas mencakup (a) penguatan kelembagaan pengelola wPP,
penguatan data stok sumber daya ikan, dan penataan perizinan usaha
perikanan; (b) pemberian bantuan sarana dan prasarana produksi kepada
nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar, serta pengembalgar
usaha perikanan berbasis sentra dalam bentuk klaster kawasan tambak
udang dan bandeng, kampung perikanan budidaya, dan kampung
nelayan; (c) penyediaar sarana dan prasarana perikanaa termasuk
pelabuhan perikanan ramah lingkungan dan pasar ikan bertaraf
internasional; (dl penguatan sistem logistik ikan metalui peningkatan
ketelusuran produk, pen5rediaal sarana dan prasarana rantai dingin,
sistem resi gudang untuk produk perikanan, serta penguatan jaminan
mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan sehingga tercipta
rantai pasok produk keliautan dan perikanan bernilai tinggi yang lebih
efisien dan berkelanjutan dari hulu ke hilir; (e) penguatan penerapan
teknologi dan pendataan, s€rta penumbuhan iklim inovasi di sektor
kelautan dan perikanan penguatan kelembagaan usaha; serta (0
pemanfaatan jasa kelautan, termasuk garam, wisata bahari dan
pengelolaan Benda Muatan Kapa.l TenggeLam (BMKT). Adapun strategi
pada fokus inklusif meliputi penguatan kelembagaan usaha kelautan dan
perikanan melalui pengembangan korporasi, perlindungan dan
penlruluhan bagi pelaku usaha kelauter dan perikanan termasuk
digitalisasi usaha kelautan dan perikanan.

207 Perubahan
alinea kedua
dalam halamaa
IV. i3

(6)pada PP Peningkaten Nilai Tambah, Iapangan Kefa, dan Investasi di
Sektor Riil, dan Industrialisasi, strategi yang mendukung fokus
produktivitas mencakup (a) perbaikan rantai pasok dan reskilling dan
upskilfu ter:ag kerja; (b) peningkatan lokalisasi produk dan bahan baku
impor; (c) akselerasi hitirisasi komoditaa mineral dan batu bara melalui
pembangunan smelter dan infrastruktur pendukung; (d) pengembangan
p€rtambangan ralryat yang bernilai tambah; (e) peningkaten kualitas da.l!
inovasi produk yang didukung komersialisasi hasil riset dan penguatan
infrastruktur kualitas; (0 penguatan ekosistem pemampu industri bemiLai
tambah dan berteknologi tinggi, termasuk industri kedirgantaraan; (g)
percepatan pembangunan infrastrulrhrr, amenitas dan atraksi di 5
Destinasi Pariwisata Super Prioritas dengal dukungaa investasi, ee€n,
dan meeting, incentiue, @nference and exlibitbn; (hl sc,li,-gup start-W
ekonomi kreatif dan disital vans didukuns akses pembiavaan berbasis

SK No 168098 A
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HKI dan investasi; (i) akselerasi pengembangan industri perfilman melalui
berbagai skema pendalaan dan insentif fiskal; 0) penguatan ekosistem
industri berbasis konten, terutama frlm; (k) harmonisasi dan simplifikasi
peraturan yang menghambat investasi di level pusat dan daerah sesuai
dengan UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja untuk meningkatkan
kepercayaan investor dan menjamin kepastian usaha; (l) percepatan
penyelesaian isu status lahan, pen5msunan Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR); (m) penguatan peran satgas investasi meLalui pendampingan dart
penyelesaian permasalahan investasi; (n) pengintegrasian sistcm
perizinan di tingkat pusat pada sistem OSS RBA dan implementasi sistem
perizinan melalui sistem OSS di daerah; (o) peningkatan investasi skaLa
besar dan menyerap tenaga kerja, utamanya pada s€ktor industri
pengolahan; (p) penyusunan peta potensi daerah guna efektif mendukung
promosi investasi kepada inveBtor; (qJ peningkatan investasi yang
berbasis ekspor dan seliftor teknologi informasi dan komunikasi; (r)
peningkatan efektivitas dan ketepatan sasaran insentif untuk investor,
serta (s) penguatan hilirisasi komoditas pertanian, didukung dengan
perbaikan kualitas dan kuantitas produksi dan penguatan sistem
perbenihan melalui penyediaal sarana pengujian kemurnian benih dan
pengembangan nursery perkebunan serta penguatan yurisdiksi
berkelanjutan. Selanjutnya strategi yang mendukung fokus inklusif yakni
(a) pengembangan produk dan industri halal sesuai Master Plan Industri
Halal; (b) penguatan desa wisata; (c) fasilitasi peningkatan kualifikasi
produk untuk dapat dicantumkan dalam e-etalague; (d) percepatan
penyiapan dan peningkatan inv€stasi utamanya di kawasan industri di
luar Jawa, dan (e) revitalisasi infrastruktur ekonomi kreatif termasuk
kl,aster/kota kreatif dan regenerasi kota warisan. Selanjutnya strategi
yang mendukung fokus berkelanjutan yal<ni (a) investaai terkait dengarr
pengembangan KBLBB dan ekosistem KBLBB; (b) mendorong industri
dalam ekosistem KBLBB termasuk di dalamnya industri baterai dan
produksi kendaraal bermotor dalam negeri; (cl peningkatan konsistensi
penerapan CHSE di destinasi dan industri pariwisata; dan (d) fasilitasi
kemudahan investasi hijau. Khusus untuk pemulihan pariwisata, strategi
yang akan dilaksanakan yaitu (a) penambahan kemudahan aksesibilitas
melalui penambahan frekuensi penerbangan dan moda transportasi
lainnya; (b) perbaikan kebliakan visa kunjungan termasuk untuk tujuan
bisnis/investasi dan MICE; (c) pengembangan wisata medis; dan (d)
fasilitasi peningkatan wisatawan nusantara melalui penyelenggaraan
eu'enf dan kerja sama insentif.

204 Perubahaa
atinea ketiga
dalam haLaman
IV.13

(7) pada PP Peningletan Ekspor BemiLai Tambah Tinggi dan Penguatan
TKDN, peningkatar produktivitas perekonomian meLalui ekspor barang
dan jasa utamanya dilakukan dengan meningkatlan ekspor produk
manufaktur dan jasa melalui Gerakan "Ayo Ekspo/ serta meningkatkan
partisipasi dalam rantai nilai globat (Global Vafue Cl4inlcvel. DaJarn
rangka mendukung fokus produktivitas, strategi yang dilaksanakan
mencakup (a) promosi perdagangan yang berfokus pada produk olahan
bernilai tambah, (b) penguatan konelrtivitas domestik dan logistik ekspor;
(c) peningkatan ekspor ekonomi kreatif dan digital, (d) penguatan ekspor
gastronomi melalui" Indone^sia Spie Up the WorW, serta (e) pemanfaatan
teknologi digital dan online channel (e-comnerce), Dalam rangka
mendukung fokus inklusif, strategi yang dilaksanakan mencakup (a)
penyiapan ekosistem dan infrastruktur ekspor, (b) penguatan informasi
ekspor melalui integrasi layanan informasi dan inteliien ekspor menuju
one-stap serui@ eryoq (cl fasilitasi UKM produsen untuk berpartisipasi
dalam GVC, (dl diversilikasi pembiayaan ekspor, (e) redesain program
oendidikan dal oelatihan ekspor vans berfokus Dada kebutuhan

SK No 168099A
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eksportir, dan (fl pengembangan program Bangga Berwisata di Indonesia
(BBwD.

209 Perubahan
alinea kedua
dalam halaman
IV.14

(8) pada PP Penguatan Prlar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, strategi
yang mendukung fokus produktivitas meliputi (a) penguatan regulasi
sektor keuangan; (b) peningkatan penyaluran kledit atau pembiayaan
kepada sektor riil (termasuk pada UMKM); (c) perluasan penerapan
industri 4.0 dan digitalisasi; (d) peningkatan efisiensi dan penguatar
ekosistem logistik melalui No,tio7wl Wistic Ec1o,sgstem (NLE) yang
didukung integrasi transportasi dan perdagangan antarpulau
antardaerah; (e) peningkatan perencanaan dan pemanfaatan sarana
prasarana perdagangan dalam negeri; (0 penyiapan ekosistem untuk
perdagangan komoditas baru, seperti c-rgptD dan netauersq, (gl penguatan
kebijakan asgmnetric fisa.l inerrtive dalam rangka peningkatan nilai
tambah ekonomi; (h) penggalian potensi dengan ekstensifikasi dan
intensilikasi untuk penguatan basis pemajakan; (i) reformasi administrasi
perpajakan lcoretoa. systeml; (i) peningkatan kepatuhan wajib pajak; serta
(k) peningkatar kualitas pengelolaan Transfer ke Daerah IKD berbasis
kinerja). Dalam rangka mendukung fokus inklusf strategi yang
dilaksanakan meliputi (a) peningkatan edukasi, literasi, serta digitalisasi
sektor keuangan dengan tetap memerhatikan aspek perlindungan
konsumen; (b) perluasan basis investor ritel; (c) penguatan ketahanan dan
kesehatan industri jasa keuangan; (d) integrasi data pasokan
antarpulau/antardaerah; (el redesain program edukasi perlindungan
konsumen yang lebih bersifat multi-channe[ (fl penguatan teknologi
informasi untuk peningkatan efrsiensi logistik nasional dan dunia usaha;
(g) penerapan pajak layanan digital dalam rangka meningkatkan
penerimaan negara; (h) peningkatan ketersediaan data dan informasi
statistik terkait perkembaagan ekonomi dan sosial; (i) pelaksanaan
aensus pertanian 2023 untuk menyediakan data pokok pertanian
nasional; dan 0l penguatan pembinaan statistik sektoral untuk
mendorong integrasi dan sinkronisasi kegiatan statistik yang sesuai
dengan kaidah Satu Data Indonesia. Dalam rangka mendukung fokus
berkelanjutan, strategi yang dilaksanakan meliputi (a) peningkatan
pembiayaan hijau dan berkelanjutan termasuk percepatan pembiayaan
ekosistem KBLBB serta (b) perluasan penerapan pariwisata
berkelanjutan.

SK No 168l00A
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2to Perubahan
,l]fografis Major
Prokctt
Akselerasi
Pengembangan
Energi
Terbarukan dan
Konservasi
Energi dalam
halaman IV.15

2t1 Perubahan
Infografis MaTor
Project Food
Estate
(Kawasan
Sentra Produksi
Pangan) dalam
halaman IV.15
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212 Perubahan
Infografis Major
ProJect Integrasi
Pelabuhan
Perikanan dan
Fi.sh Market
Bertaraf
Internasional
dalam halaman
rv.16

2t3 Perubahan
Infografrs Mcjor
hojec't
Penguatan
Jaminan Usaha
Serta 350
Korporasi
Petani dan
Netrayan dalarn
halaman IV. I 6

- I.100 -
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2t4 Perubahan
lnfografis Major
Prokct
Revitalisasi
Tambak di
Kawasan Sentra
Produksi Udang
dan Bandeng
dalam halaman
I\t.17

215 Perubahan
Infograhs Majbr
Project
Pengelolaan
Terpadu UMKM
dalam halaman
tv -17

- I.101 -
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2t6 Perubahan
lnfografis Major
Poject Industri
4.O pada 7
Subsektor
Industri
Prioritas dalam
halaman IV.18

217 Perubahan
Infografis Ma;iar
PoJiect Kawasan
Industri
Prioritas dan
Smelter dalam
halaman IV.18

- t.102 -
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214 Perubahan
Infograhs Ma.lbr
Project
Destinasi
Pariwisata
Prioritas dalam
halaman IV.19

2t9 Perubahan
alinea pertama
daLam haLaman
IV.19

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PN
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
dan BerkeadiLan.

(1) Rancargan Undang-Undang tentang Perkoperasian;
(2) Rancangan Peraturan Presiden tentarg Rencana Induk Destinasi

Pariwisata Nasional Raja Ampat;
(3) Rancaagan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi

Pariwisata Nasional Labuan Bajo;
(4) Rancargan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi

Pariwisata Nasional Bromo-Tengger-Semeru;
(5) Rancargan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi

Pariwisata Nasional wakatobi;
(6) Rancaagan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi

Pariwisata Nasional Toba;
(7) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi

Pariwisata Nasional Borobudur-Yoryakarta-Prambanan;
(8) Rancargan Peraturan Presiden tentang Industri Digital;
(9) Peraturan Presiden Tentang Transformasi Ekonomi Bali; dan
(10) Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Perlindungan

Konsumen.

SK No 168105 A
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No. 
Perihal 

Perubahan 
Pemutakhiran RKP Tahun 2023 

220  Perubahan 

Tabel 4.3 dalam 

halaman IV.21 

 

 

Tabel 4.3  

Sasaran, Indikator dan Target 

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk  

Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan 

No. Sasaran/Indikator 
Baseline 

2019 
 

Realisasi  Target 

2020 2021  2022 2023 2024 

1 
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan 

Timur Indonesia (KTI) 

1.1 

Laju pertumbuhan 

Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) 

KTI (%/tahun)a) 

3,86  -0,82 4,86  
5,79–

6,15 
6,4–6,9 7,90 

1.2 
IPM KTI (nilai min–

maks)b) 

60,84–

76,61 
 

60,44–

76,24 

60,62–

76,88 
 

62,06–

78,11 

62,54–

78,18 

63,94–

79,25 

1.3 
Persentase penduduk 

miskin KTI (%) c) 
11,60  11,99 11,62  10,97 9,4–10,2 7,13 

2 
Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat 

Indonesia (KBI) 

2.1 
Laju pertumbuhan 

PDRB KBI (%/tahun)a) 
5,23  -2,30 3,43  

4,99–

5,33 
5,0–5,2 6,30 

2.2 
IPM KBI (nilai min–

maks)b) 

69,57–

80,76 
 

69,69–

80,77 

69,90–

81,11 
 

70,51–

82,99 

70,48–

82,43 

71,90–

84,23 

2.3 
Persentase penduduk 

miskin KBI (%)c) 
8,61  9,74 9,23  8,64 7,3–7,9 6,33 

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022. 

Keterangan: a) Angka tahun 2020 dan 2021 merupakan angka realisasi (BPS, diolah). Angka tahun 2022 merupakan 
angka sasaran dalam dokumen pemutakhiran RKP 2022. Angka tahun 2023 merupakan assessment Kementerian 
PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan angka realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal 
III-2022. Angka tahun 2024 merupakan angka sasaran yang mengacu pada dokumen RPJMN 2020–2024; b) Angka 

tahun 2020 dan 2021 adalah angka realisasi (BPS). Angka tahun 2022 merupakan angka sasaran dalam dokumen 
pemutakhiran RKP 2022. Angka 2023 merupakan assessment Kementerian PPN/Bappenas dengan 
mempertimbangkan dampak COVID-19 dan assessment terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah. Angka tahun 2024 
adalah indikator RPJMN 2020–2024; c) Angka tahun 2020 dan 2021 merupakan angka realisasi pada tahun tersebut 

(BPS, diolah). Angka tahun 2022 merupakan angka sasaran dalam dokumen pemutakhiran RKP 2022. Angka 2023 
merupakan assessment Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan outlook tingkat kemiskinan dengan 
mempertimbangkan dampak COVID-19. Angka tahun 2024 adalah target yang ingin dicapai pada tahun 2024. 
Jumlah digit untuk semua angka menyesuaikan dengan target nasional.  
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No. 
Perihal 

Perubahan 
Pemutakhiran RKP Tahun 2023 

221  Perubahan 

Tabel 4.4 dalam 

halaman IV.22 

  

Tabel 4.4 

Indikator Pembangunan Kewilayahan 

No. Indikator 
Baseline 

2019 

 Realisasi  Target 

 2020 2021  2022 2023 2024 

1 

Rasio pertumbuhan 
investasi kawasan 

(KEK/KI/DPP/KPBPB) 

terhadap pertumbuhan 

investasi wilayah (nilai) 

N/Aa)  -0,29b) -0,34b)  >1 >1 >1 

2 

Jumlah kawasan pusat 

pertumbuhan yang 

difasilitasi dan 

dikembangkan 

        

 
Destinasi Pariwisata 
Prioritas (DPP) (jumlah 

destinasi) 
10c)  10 10  10 10 

10 
(kumu-

latif) 

Destinasi Pariwisata 

Pengembangan dan 

Revitalisasi (jumlah 

destinasi) 

N/Ad)  9 9  9 9 

9  

(kumu-

latif) 

KEK berbasis pariwisata 

dan industri (kawasan) 

15 

(kumu-

latif 

nasional) 

 12 14  

14 

(kumu-

latif) 

18 

(kumu-

latif) 

18 

(kumu-

latif) 

KI Prioritas dan KI 

Pengembangan (jumlah KI) 

8  

(kumu-

latif 

nasional) 

 5 11  

11 

(kumu-

latif) 

15 

(kumu-

latif) 

27 

(kumu-

latif) 

Kawasan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan 

Bebas (jumlah KPBPB) 
2  2 2  2 2 2 

3 
Persentase pengembangan 

sektor unggulan per tahune) 
        

 Kelapa Sawit (%) 9,9  -2,9 2,4  5,9 N/Af) 6,0 
 

Kakao (%) -4,3  -1,9 -2,0  2,5 2,6 2,7 

Kopi (%) -0,5  1,3 1,6  1,5 1,5 1,5 

Kelapa (%) -0,01  -1,2 1,5  0,7 0,9 0,9 

Tebu (%) 2,6  11,0 13,5  6,0 1,5 1,5 

Karet (%) -9,1  -12,6 8,2  0,9 1,9 1,9 

Lada (%) -0,7  0,7 1,0  0,1 0,1 0,4 

Pala (%) -7,7  -0,3 0,5  0,1 0,1 0,1 

Cengkeh (%) 7,5  0,01 0,1  0,1 0,1 0,1 

Perikanan Tangkap (%)g) -0,4  -4,7 3,5**  22,8 1,4 12,2 

Perikanan Budidaya (%)g) -1,6  -3,8 -1,6**  40,6 5,1 4,8 

Garam (%)g) 5,6  -51,9 -20,4**  138,5 -23,1 70,0 



PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA

SK No 168108 A

- I.106 -

No. 
Perihal 

Perubahan 
Pemutakhiran RKP Tahun 2023 

222  Perubahan 

Tabel 4.4 dalam 

halaman IV.23 

 

No. Indikator 
Baseline 

2019 

 Realisasi  Target 

 2020 2021  2022 2023 2024 

4 

Jumlah Wilayah 

Metropolitan (WM) di luar 

Jawa yang direncanakan 

(WM) 

3  3 3  3 3 3 

5 
Jumlah WM di luar Jawa 

yang dikembangkan (WM) 
3  3 6  6 6 6 

6 

Jumlah WM di Jawa yang 

ditingkatkan kualitasnya 

(WM) 

1  2 2  4 4 4 

7 
Luas area pembangunan 

Ibu Kota Nusantara (ha) 
N/Ah)  N/Ah) N/Ah)  6.671i) 6.671i) 6.671i) 

8 

Jumlah Kota Besar, 

Sedang, Kecil yang 

dikembangkan sebagai 

Pusat Kegiatan Nasional 
(PKN)/Pusat Kegiatan 

Wilayah (PKW) (kota) 

20  11 52  52 52 52j) 

9 
Jumlah Kota Baru yang 

dibangun (kota) 
11k)  4 4  4 4 4 

10 

Jumlah Peninjauan 

Kembali Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional 

(RTRWN) yang diselesaikan 
(dokumen Peninjauan 

Kembali)  

0  0 1*  1 0 0 

11 

Jumlah Perpres Rencana 

Tata Ruang 

Pulau/Kepulauan yang 

diselesaikan (revisi) (materi 

teknis dan RPerpres) 

1  1 3  6 3 0 

12 

Jumlah Rencana Detail 

Tata Ruang di Ibu Kota 

Nusantara (IKN) (jumlah 

materi teknis dan 

Rancangan Peraturan)  

0  2 2*  1 5 0 

13 

Jumlah Dokumen 

Harmonisasi RPerpres 
Rencana Tata Ruang (RTR) 

Kawasan Strategis Nasional 

(KSN) Ibu Kota Nusantara 

yang diselesaikan 

(dokumen)  

0  0 0*  1l) 0 0 

14 

Jumlah Dokumen Fasilitasi 

Legislasi Rancangan 

Peraturan Kepala Otorita 

IKN (dokumen harmonisasi 

ranperka badan otorita 

RDTR IKN) 

0  0 1  4 5 0 
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No. Indikator 
Baseline 

2019 

 Realisasi  Target 

 2020 2021  2022 2023 2024 

15 

Rata-rata nilai indeks desa 

untuk mengukur 

perkembangan status desa 

(nilai)  

56,52 

(Mandiri 

1.444; 

Berkem-

bang 

54.291; 

Terting-

gal 

19.152) 

 58,71 60,05  61,00 61,50 

62,05 

(Mandiri 

6.444; 

Berkem-

bang 

59.291; 

Terting-

gal 

9.152) 

16 
Persentase kemiskinan 

perdesaan (%) 
12,60  13,20 12,53  

11,20–

11,70 

10,80– 

11,20 

9,90–

10,40 

17 

Jumlah Badan Usaha Milik 

(BUM) Desa yang 

dikembangkan (BUM Desa) 

1272  245 503  500 3350 6200 

18 

Jumlah Badan Usaha Milik 

(BUM) Desa Bersama yang 

dikembangkan (BUM Desa 

Bersama) 

65  1 8  72 126 180 

19 

Rata-rata nilai indeks 

perkembangan 62 Kawasan 
Perdesaan Prioritas 

Nasional (KPPN) (nilai)  

51,10  61, 32m) 61,32m)  55,66 58,40 58,70 

20 

Rata-Rata Nilai Indeks 

Perkembangan 52 Kawasan 

Transmigrasi yang 

direvitalisasi (nilai)  

46,55  48,74n) 51,85n)  53,12 55,31 57,50 

21 

Jumlah kecamatan lokasi 

prioritas perbatasan negara 

yang ditingkatkan 

kesejahteraan dan tata 

kelolanya (kecamatan) 

187  222o) 56o)  112p) 176p) 222 

22 

Rata-rata nilai Indeks 

Pengelolaan Kawasan 

Perbatasan (IPKP) di 18 
Pusat Kegiatan Strategis 

Nasional (PKSN) (nilai) 

0,42  0,43o) 0,45o)  0,47 0,50 0,52 

23 
Jumlah daerah tertinggal 

(kabupaten) 
62  62 62q)  62q) 62q) 

37 

(teren-

taskan  

25  
kabupa-

ten) 

24 

Persentase penduduk 

miskin di daerah tertinggal 

(%) 

25,85  25,32 25,5  
24,3– 

24,8 

24,0– 

24,5 

23,5–

24,0 
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No. Indikator 
Baseline 

2019 

 Realisasi  Target 

 2020 2021  2022 2023 2024 

25 
Rata-rata IPM di daerah 

tertinggal (nilai) 
58,91  59,02 59,33  

60,7–

61,2 
61,5–62 

62,2–

62,7 

26 

Persentase pelayanan 

publik yang berhasil 

dipulihkan (%) 

N/Ar)  29 42  50 75 100 

27 

Jumlah daerah yang 

memiliki Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP) 

Prima berbasis elektronik 

(kabupaten/kota) 

159  22s) 84t)  74 76 76 

28 

Jumlah daerah dengan 

penerimaan daerah 

meningkat (daerah) 

313  17 257  409 455 542 

29 

Jumlah daerah dengan 

realisasi belanjanya 

berkualitas (daerah) 

102  218 494  318 475 542 

30 
Persentase capaian SPM di 

daerah (%) 
74,24  66,05u) 69,55v)  82,85 90,90 100 

31 

Jumlah luasan data 

geospasial dasar skala 

1:5.000 yang diakuisisi 

(km2) 

49.728 

(nasional) 
 4.903 0  0 366.702w) 

1.120.

802w) 

32 
Cakupan peta RBI skala 

1:5.000 (km2) 

40.216 

(nasional) 
 

17.956,7

9 
13.207  0 1.805w) 

991. 

046w) 

33 

Jumlah kesepakatan teknis 

batas wilayah administrasi 

desa/kelurahan yang 

dihasilkan (kesepakatan) 

0  209 4.339  4.000 4.000 4.000 

34 

Jumlah layanan data center 

jaringan informasi 

geospasial nasional 

beroperasi (layanan)  

1  1 1  1 1 1 

35 

Jumlah daerah yang 

melaksanakan Kesepakatan 

dan Perjanjian Kerja Sama 

Daerah (daerah)  

9  14 34  51 46 86 

36 

Persentase jumlah daerah 

yang memiliki indeks 

inovasi tinggi (%) 

12  34,25x) 65,13  24 30 36 

37 

Jumlah daerah yang 

melakukan deregulasi/ 

harmonisasi dan 

penyesuaian Perda Pajak 
Dan Retribusi Daerah  

(PDRD) dalam rangka 

memberikan kemudahan 

investasi (daerah)  

34  50 192  318 426 542 
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No. Indikator 
Baseline 

2019 

 Realisasi  Target 

 2020 2021  2022 2023 2024 

38 

Luas cakupan bidang tanah 

bersertipikat yang 

terdigitasi dan memiliki 

georeferensi yang baik (ha) 

17.817. 

153,60 

(kumu-

latif) 

 

24.279. 

103,73 

(kumu-

latif) 

2.240. 

576 

(4.481. 

153  

Bidang) 

 

2.443. 

986  

(4.887. 

971  

Bidang) 

2.426. 

354 

(4.852. 

708 

Bidang) 

10.274. 

866 

39 
Luas cakupan peta dasar 

pertanahan (ha) 

33.972. 

698,12 

(kumu-

latif) 

 

35.721. 

146,84 

(kumu-

latif) 

1.532. 

250 
 

2.022. 

250 

2.524. 

043y) 

7.110. 

790 

40 

Jumlah kantor wilayah dan 

kantor pertanahan yang 

menerapkan pelayanan 
pertanahan modern 

berbasis digital (satker) 

0  156 82  90 62 

492 

(kumu-

latif) 

41 

Panjang kawasan hutan 

yang dilakukan perapatan 

batas (km) 
3.179  1.339 2.386,37  2.906,47 519 5.000 

42 

Terbentuk dan operasional 

lembaga Bank Tanah 

(lembaga) 
0  0 0  1 1 1 

43 

Jumlah provinsi yang 

mendapatkan sosialisasi 

untuk penetapan peraturan 

perundangan terkait tanah 

adat/ulayat (provinsi) 

10  3 33  33 10 33 

44 

Jumlah materi teknis yang 

dihasilkan dari bimbingan 

teknis peninjauan kembali/ 
penyusunan Rencana Tata 

Ruang (materi teknis dan 

Raperda RTR)  

59 

(nasional) 
 25 26  51 47 42 

45 

Jumlah materi teknis yang 

dihasilkan dari bantuan 

teknis penyusunan materi 
Teknis RDTR (materi Teknis 

dan Ranperkada RDTR)  

15 

(nasional) 
 9 0*  0 19 5 

46 

Jumlah materi teknis yang 

dihasilkan dari bantuan 

teknis penyusunan RDTR 

Kawasan Tematik Arahan 
Prioritas Nasional 

(KI/KEK/KSPN/KRB/ 

KPPN) (Materi Teknis dan 

Ranperkada RDTR)  

13 

(nasional) 
 5 16*  12 0 10 

47 

Jumlah materi teknis yang 

dihasilkan dari bimbingan 

teknis Penyusunan RDTR 

(materi teknis dan 

Ranperkada RDTR)  

99  25 81  182 96 313 

 



!NDONESIA

SK No 168l12A

-I.ll0-

No. 
Perihal 

Perubahan 
Pemutakhiran RKP Tahun 2023 

226  Perubahan 

Tabel 4.4 dalam 

halaman IV.27 

 

No. Indikator 
Baseline 

2019 

 Realisasi  Target 

 2020 2021  2022 2023 2024 

48 

Jumlah pelaksanaan dan 

pendampingan persetujuan 

substansi teknis RTR 

Provinsi/Kabupaten/Kota 

(Persetujuan Substansi)  

36  40 38  48 54 43 

49 

Jumlah RPerpres RTR KSN 

yang diselesaikan (materi 

teknis dan RPerpres)  

12  0 1  1 6 2 

50 

Jumlah RPerpres RDTR 

Kawasan Perbatasan 

Negara yang diselesaikan 

(materi teknis dan 

RPerpres)  

4 

(nasional) 
 3 2  0 7 2 

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022 

Keterangan: a) Nilai baseline rasio investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) tidak tercantum dalam RPJMN 2020-2024, 
selain itu baselinenya bernilai N/A juga dikarenakan ketidaktersediaan data yang mengakibatkan belum dapat 

dilakukannya perhitungan rasio investasi kawasan; b) Perhitungan realisasi rasio pertumbuhan investasi kawasan 
hanya dilakukan pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 
(KPBPB); c) Jumlah DPP yang difasilitasi; d) Destinasi Pariwisata Pengembangan baru masuk dalam RPJMN 2020-2024, 

sehingga tahun 2019 belum terdapat ditentukan nilai baselinenya; e) Angka sangat sementara. Merupakan perhitungan 
awal yang didapat dari sektor Kementerian PPN/Bappenas untuk dikoordinasikan dan dimutakhirkan kembali bersama 
sektor di Kementerian PPN/Bappenas; f) Intervensi tidak lagi berlanjut di tahun anggaran 2023; g) Angka baseline 2019, 
realisasi 2020, realisasi 2021 untuk perikanan tangkap dan perikanan budidaya mengacu pada pemutakhiran data 
perikanan yang telah divalidasi pada satu data KKP (statistik.kkp.go.id) yang diakses 4 November 2022. Angka baseline 
2019, realisasi 2020, realisasi 2021 untuk garam disesuaikan dengan Laporan Kinerja KKP Tahun 2021 rilis Februari 

2022 dan Kelautan dan Perikanan Dalam Angka 2022, KKP rilis Januari 2022; h) Proses pengkajian, perencanaan, dan 
penyiapan regulasi sehingga belum dilakukan pembangunan; i) Sesuai dengan Tahap I di dalam Lampiran II UU No. 
3/2022 tentang Ibu Kota Negara; j) Sesuai dengan lampiran IV Peraturan Presiden No. 18/2020 tentang RPJMN 2020–
2024; k) Tahap perencanaan (penyusunan Materi Teknis RDTR); l) Angka target 2022 termutakhir dari dokumen perpres 
pemutakhiran RKP Tahun 2022, penentuan target belum selesai di tahun 2021 karena menunggu disahkannya UU IKN, 
kegiatan perlu dilanjutkan ke 2022; m) Jika mengacu pada pemutakhiran keterangan yang termuat adalah Rata-rata 

Pengukuran IPKP Tahun 2020 dari 36 KPPN dari total 62 KPPN; n) Sesuai Surat Kepala Biro Perencanaan dan Kerja 
Sama, Kemendes PDTT No. 132/PRC.04.01/III/ 2022 tanggal 31 Maret 2022; o) Sesuai Surat Kepala Biro Perencanaan 
dan Kerjasama BNPP No. PRC/30.04/2416/XI/2021 tanggal 16 November 2021 dan Surat Kepala Biro Perencanaan 
dan Kerjasama BNPP No. HMS.65/1705/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022; p) Jumlah kecamatan lokasi prioritas (lokpri) 

yang difokuskan pembangunannya berdasarkan Rancangan Perpres Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Batas 
Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWNKP) Tahun 2020–2024. Progres pembangunan berdasarkan laporan 
capaian PBWNKP yang dirilis BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan); q) Sesuai PP No. 78/2014 tentang 
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, evaluasi dan penetapan daerah tertinggal dilakukan setiap lima tahun, 
yaitu pada akhir pelaksanaan RPJMN, sehingga jumlah daerah tertinggal untuk tahun 2021-2023 tidak mengalami 
perubahan atau tetap 62 kabupaten; r) Baseline N/A karena ketika terjadi bencana belum dimungkinkan untuk 

dilakukan pengukuran kerusakan serta kerugian antara kondisi sebelum dan sesudah; s) Setelah adanya pemotongan 
anggaran akibat COVID-19, target diturunkan menjadi level provinsi; t) Rekapitulasi Perkembangan Pelaksanaan 
Prioritas Nasional Triwulan IV TA. 2021 pada lingkup Kemendagri; u) Rekapitulasi capaian penerapan SPM yang 

disampaikan oleh Ditjen Bina Bangda Kemendagri, pada Desember 2021; v) Rekapitulasi capaian penerapan SPM yang 
disampaikan oleh Ditjen Bina Bangda Kemendagri, pada Mei 2022; w) Kegiatan dilaksanakan dengan skema pembiayaan 
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara (KPBUMN). Alokasi anggaran sepenuhnya berasal dari 
investasi BUMN; x) Sesuai SK Menteri Dalam Negeri Nomor 100-4672 Tahun 2020 tentang Indeks Inovasi Daerah 
Provinsi, Kabupaten dan Kota 2020; y) Target ini merupakan target luas Peta Bidang Tanah (PBT) pada pelaksanaan 
PTSL, yang didalamnya mencakup peta dasar pertanahan; *) Hingga TW III; **) Data Sementara.  
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Tabel 4.5  

Sasaran, Indikator dan Target PP pada 

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan 

dan Menjamin Pemerataan 

No. Sasaran/Indikator 
Baseline 

2019 

 Realisasi  Target 

 2020 2021  2022 2023 2024 

PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera 

Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sumatera  

1.1 

Laju pertumbuhan PDRB 

Wilayah Sumatera 

(%/tahun)a) 
4,55  -1,20 3,18  

4,43–

4,74 

4,5–

4,8 
5,60 

1.2 
IPM Provinsi di Wilayah 

Sumatera (nilai min–maks) b) 

69,57– 

75,48 
 

69,69– 

75,59 

69,90–

75,79 
 

70,51–

76,91 

70,48–

77,01 

71,90–

78,19 

1.3 

Persentase penduduk 

miskin Wilayah Sumatera 

(%) c) 

9,82  10,22 9,75  9,13 
8,2–

8,6 
7,06 

PP 2. Pembangunan Wilayah Jawa-Bali 

Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Jawa-Bali 

2.1 

Laju pertumbuhan PDRB 

Wilayah Jawa-Bali 

(%/tahun)a) 

5,47  -2,68 3,52  
5,20–

5,55 

5,2–

5,4 
6,30 
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No. Sasaran/Indikator 
Baseline 

2019 

 Realisasi  Target 

 2020 2021  2022 2023 2024 

2.2 
IPM Provinsi di Wilayah 

Jawa-Bali (nilai min–maks) b) 

71,50– 

80,76 
 

71,71– 

80,77 

72,14–

81,11 
 

73,26–

82,99 

73,05–

82,43 

74,60–

84,23 

2.3 

Persentase penduduk 

miskin Wilayah Jawa-Bali 

(%) c) 
8,16  9,56 9,03  8,45 

6,9–

7,6 
6,05 

PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara 

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Nusa 

Tenggara 

3.1 

Laju pertumbuhan PDRB 

Wilayah Nusa Tenggara 

(%/tahun) a) 

4,47  -0,71 2,39  
5,12–

5,47 

5,8–

6,2 
5,10 

3.2 

IPM Provinsi di Wilayah 

Nusa Tenggara (nilai min–

maks) b) 

65,23– 

68,14 
 

65,19– 

68,25 

65,28–

68,65 
 

66,87–

70,20 

66,63– 

69,59 

68,35–

71,91 

3.3 

Persentase penduduk 

miskin Wilayah Nusa 

Tenggara (%) c) 
17,38  17,81 17,22  16,75 

13,8–

14,8 
10,69 

PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan 

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah 

Kalimantan 

4.1 

Laju pertumbuhan PDRB 

Wilayah Kalimantan 

(%/tahun) a) 
4,96  -2,28 3,18  

5,22–

5,52 

5,2–

5,5 
5,40 

4.2 

IPM Provinsi di Wilayah 

Kalimantan (nilai min–

maks) b) 

67,65– 

76,61 
 

67,66– 

76,24 

67,90–

76,88 
 

69,60–

78,11 

68,91–

78,18 

71,22–

79,25 

4.3 

Persentase penduduk 

miskin Wilayah Kalimantan 

(%) c) 

5,81  6,16 5,84  5,15 
4,3–

5,1 
2,91 

PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi 

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sulawesi 

5.1 
Laju pertumbuhan PDRB 

Wilayah Sulawesi (%/tahun) a) 
6,95  0,23 5,67  

6,58–

7,07 

7,4–

8,0 
6,90 

5.2 
IPM Provinsi di Wilayah 

Sulawesi (nilai min–maks)b) 

65,73– 

72,99 
 

66,11– 

72,93 

66,36–

73,30 
 

67,72–

74,48 

67,73–

74,45 

69,41–

75,83 

5.3 
Persentase penduduk miskin 

Wilayah Sulawesi (%) c) 
10,06  10,41 10,04  9,58 

8,3–

8,8 
6,48 

PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku 

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Maluku 

6.1 
Laju pertumbuhan PDRB 

Wilayah Maluku (%/tahun) a) 
5,79  1,98 9,41  

6,66–

6,99 

10,9–

11,8 
6,00 

6.2 
IPM Provinsi di Wilayah 

Maluku (nilai min–maks)b) 

68,70– 

69,45 
 

68,49– 

69,49 

68,76–

69,71 
 

70,92–

71,08 

70,71–

71,18 

72,25–

72,33 
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230  Perubahan 

alinea ketiga 

dalam halaman 
IV.32 dan 

alinea pertama 

dalam halaman 

IV.33 

Upaya untuk Pembangunan Wilayah Sumatera akan didukung dengan lima 

KP sebagai berikut: 

(1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada KEK Arun 
Lhokseumawe dan KPBPB Sabang yang berlokasi di Provinsi Aceh; 

KI/KEK Sei Mangkei dan DPP Danau Toba dan sekitarnya yang 

berlokasi di Provinsi Sumatera Utara; KI Bintan Aerospace, KI/KEK 

Galang Batang, Destinasi Pariwisata Pengembangan Batam-Bintan, 

KPBPB Batam-Bintan-Karimun, KEK Nongsa, serta KEK Batam Aero 
Technic yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Riau; KI Sadai dan DPP 

Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang yang berlokasi di Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung; KI Tenayan yang berlokasi di Provinsi 

Riau serta Destinasi Pariwisata Pengembangan Padang-Bukittinggi 

yang berlokasi di Provinsi Sumatera Barat; 
(2) Pengembangan Sektor Unggulan akan difokuskan pada peningkatan 

produktivitas kakao, karet, kelapa, kopi, pala, lada, tebu, cengkeh, 

pengembangan perikanan tangkap serta perikanan budidaya. 

Pengembangan sektor unggulan perikanan budi daya dilakukan 
dengan melakukan revitalisasi dan pengembangan tambak udang dan 

bandeng, memberikan calon induk unggul ikan air tawar, ikan air 

payau, udang, serta benih ikan air tawar, udang, ikan air payau, ikan 

air laut serta pemberian sarana produksi usaha yang akan disalurkan 

kepada masyarakat; 
(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan di 2 wilayah 

metropolitan (WM Medan dan WM Palembang), 5 kota besar (Padang, 

Pekanbaru, Batam, Jambi, Bandar Lampung), 12 kota sedang (Banda 

Aceh, Lhokseumawe, Langsa, Pematangsiantar, Gunungsitoli, Dumai, 

Bukittinggi, Tanjungpinang, Bengkulu, Lubuklinggau, Prabumulih, 
Pangkalpinang) dan 3 kota kecil (Sabang, Sibolga, Solok); 

(4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, 

dan Transmigrasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi 

PKSN Sabang, PKSN Bengkalis, dan PKSN Ranai, dengan 
mengutamakan pembangunan infrastruktur pada PKSN Sabang dan 

PKSN Bengkalis; penanganan terhadap 36 kecamatan lokasi prioritas 

No. Sasaran/Indikator 
Baseline 

2019 

 Realisasi  Target 

 2020 2021  2022 2023 2024 

6.2 
IPM Provinsi di Wilayah 

Maluku (nilai min–maks)b) 

68,70– 

69,45  
68,49– 

69,49 

68,76–

69,71 
 

70,92–

71,08 

70,71–

71,18 

72,25–

72,33 

6.3 
Persentase penduduk miskin 

Wilayah Maluku (%) c) 
13,24  13,45 12,20  12,19 

10,6–

11,4 
8,21 

PP 7. Pembangunan Wilayah Papua 

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Papua 

7.1 
Laju pertumbuhan PDRB 

Wilayah Papua (%/tahun) a) 
-10,69  1,40 10,29  

5,92–

6,26 

7,2–

7,8 
6,00 

7.2 
IPM Provinsi di Wilayah 

Papua (nilai min–maks) b) 

60,84– 

64,70 
 

60,44– 

65,09 

60,62–

65,26 
 

62,06–

65,92 

62,54–

66,55 

63,94–

67,24 

7.3 
Persentase penduduk 

miskin Wilayah Papua (%) c) 
25,43  25,65 26,12  23,84 

22,0–

23,6 
16,29 

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022. 

Keterangan: a) Angka tahun 2020 dan 2021 merupakan angka realisasi (BPS, diolah). Angka tahun 2022 merupakan 

angka sasaran dalam dokumen pemutakhiran RKP 2022. Angka 2023 merupakan assessment Kementerian 
PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan angka realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal III-

2022. Angka tahun 2024 merupakan angka sasaran yang mengacu pada dokumen RPJMN 2020–2024; b) Angka tahun 
2020 dan 2021 adalah angka realisasi (BPS). Angka tahun 2022 merupakan angka sasaran dalam dokumen 
pemutakhiran RKP 2022. Angka 2023 merupakan assessment Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan 
dampak COVID-19 dan assessment terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah. Angka tahun 2024 adalah indikator 
RPJMN 2020–2024; c) Angka tahun 2020 dan 2021 merupakan angka realisasi pada tahun tersebut (BPS, diolah). Angka 
tahun 2022 merupakan angka sasaran dalam dokumen pemutakhiran RKP 2022. Angka 2023 merupakan assessment 
Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan outlook tingkat kemiskinan dengan mempertimbangkan dampak COVID-19. 

Angka tahun 2024 adalah target yang ingin dicapai pada tahun 2024. Jumlah digit untuk semua angka menyesuaikan 
dengan target nasional. 
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perbatassn negara di Wilayah Sumatera; revitalisasi 12 kawasar
transmigrasi yang terdiri atas 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Aceh
(Kawasan Transmigrasi Ketapang Nusantara di Kabupaten Aceh
Tengah, Kawasan Transmigrasi Samar KiLang di Kabupaten Bener
Meriah, Kawasan Transmigrasi Selaut di Kabupaten Simeuleu), I
kawasan transmigrasi di Provinsi Sumatera Barat (Kawasan
Transmigrasi Lunang Silaut di Kabupaten Pesisir Selatan), 3 kawasan
transmigrasi di Provinsi Sumatera Selatan (Kawasan Transmigrasi
Parit Rambutan di Kabupaten Ogan Ilir, Kawasan Transmigrasi Telang
di Kabupaten Banyuasin, dan Kawasan Transmigrasi Kikim di
Kabupaten lahatl, 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Jambi
(Kawasan Transmigrasi Bathin III Ulu di Kabupaten Bungo), 1

kawasan transmigrasi di Provinsi Bengkulu (Kawasan Ttansmigrasi
Lagita di Kabupaten Bengkulu Utaral, I kawasan tranBmigrasi di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kawasan Transmigrasi Batu
Betumpang di Kabupaten Bangka Selatanl, dan 2 kawasan
transmigrasi di Provinsi Lampung (Kawasan Transmigrasi Rawa Pitu
di Kabupaten Tulang Bawang dan Kawasan Transmigrasi Mesuji di
Kabupaten Mesqiil; pembangunan 14 Kawasan Perdesaan kioritas
Nasional (KPPN) yang pada tahun 2023 difokuskan pada 4 KPPN yaitu
KPPN Aceh Timur, KPPN Samosir, KPPN Bintan dan KPPN Bangka
Selatan; pengentasan 3.097 desa tertinggal dan peningkatan 1.156
desa berkembang menjadi desa mandiri; serta 7 kabupaten daerah
tertinggal yarrg dipercepat pembangunannya dengan fokus intervensi
pada 5 kabupaten di tahun 2023 seperti pada Tabel 4.6; dan

(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada
peningkatar capaiar rata-rata penerapan SPM daerah (khususn5ra
bidang perumahan raLyat, sosial, dan pekeljaan umum) peningkatan
kualitas dan kompetensi SDM ASN yang selaras dengan sektor
unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Sumatera, p€nguatar
GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah
kabupaten/kota termasuk pengoptimalan pemanfaatan dana otonomi
khusus Aceh untuk mendorong peningkatan kesejahteraan ralryat,
peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja dan pengelolaan
keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, peningkatan
inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah, penataan
dan harmonisasi regulasi, percepatan sertipikasi tanah, penyelesaian
sengketa dan konflik pertanahan, operasionalisasi layanan
pertarahan modem berbasis digital, percepatan penyusunan dan
penetapan RTR KSN, RTRW Provinsi/Nabupaten/Kota, RmR
Kabupaten/Kota dan RDTR Kawasan Perbatasan Negara (KPN), serta
percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

23t Perubahan
alinea ketiga
dalam halaman
IV.34 dan
alinea pertama
dalam halaman
IV.35

Upaya untuk Pembangunan Wilayah Jawa-Bali akan didukung dengan lima
KP sebagai berikut:

(1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada DPP
Borobudur dan sekitarnya yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah dan
Provinsi Daerah Istimewa Yosrakarta (DIY); KEK Kendal dan KI
Terpadu Batang yang berlokssi di Provinsi Jawa Tengah; KEK
Singhasari, KEK Gresik, DPP Bromo-Tengger-S€meru, dan Destinasi
Pariwisata Pengembangan Banyuwangi yang berlokasi di Provinsi
Jawa Timur; KI Pancapuri dan KEK Tanjung L.sung yang berlokasi di
Provinsi Banten; KI Subang dan KEK Lido yang berlokasi di Provinsi
Jawa Barat; Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon-
Halimun-Bandung-Pangandaran yang berlokasi di Provinsi Balten
dan Provinsi Jawa Barat; serta Revitalisasi Destinasi Pariwisata Bali
valg berlokasi di Provinsi Bali;

- I.114 -
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(2) Pengembangan Sektor Unggulan akan difokuskan pada peningkatan
produktivitas, pala, cengkeh, kopi, tebu, keLapa, kakao, garam,
pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
Pengembangan perikanan budidaya dilakukan dengan melakukan
revitalisasi dan pengembangan kluster tambak udang dan bandeng,
memberikan calon induk unggul udang, ikan air tawar, ikan air payau
dan benih udang, ikan air laut, ikan air tawar, ikan air payau, dan
kepiting, serta sarana produksi usaha yang akan disalurkan kepada
masyarakat;

(3) Pengembangan I(awasan Perkotaan yang difokusl€n pada 5 Wilayah
Metropolitan yaitu WM Jakarta, WM Bandung, WM Semarang, WM
Surabaya, WM Denpasar; Kota Baru Maja; 3 kota besar (Serang,
SuralGrta, dan Malang) dan 11 kota sedang (Cilegon, Sukabumi,
Cirebon, Tegal, Pekalongan, Magelang, Yoryakarta, Kediri, Batu,
Pasuruan, dan Probotinggo);

(4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan,
dan Ttansmigrasi yang difokuskan pada 5 KPPN pada tahun 2023
yaitu KPPN Ban5mwangi, KPPN Buleleng, KPPN Magelang, KPPN
Pandeglang, dan KPPN Pamekasan dari total 8 KPPN; percepatan
pembangunan 197 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan
peningkatan 2.893 desa berkembang menjadi desa mandiri; dan

(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada
peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah (khususnya
bidang perumahan rakyat, trantibumlinmas, dan pekerjaan umum),
peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN yang selaras dengal
sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Jawa-Bali,
penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja
pemerintah kabupaten/kota termasuk pengoptimalan peLaksanaan
kebijakan Dana Keistimewaan D.I. Yosrakarta berl,andaskan Graad
Design Dana Keistimewaan D.l. Yosrakarta 20221042, peningkatan
pendapatan daerah, kualitas belanja dan pengelolaan keuangan
daerah yang efrsien, produktif, dan akuntabel, inovasi dan
kemandirial daerah, kerja sama antsrdaerah, penataan dan
harmonisasi regulasi, percepatan sertipikasi tanah, penyelesaian
sengketa dan konflik pertanahan, operasionalisasi Layarlan
pertanahan modem berbasis digital, percepatan penyusunan dan
penetapan RTR KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dan RDTR
Kabupaten/Kota, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

232 Perubahan
alinea pertama
daLam halaman
IV.36 dan
alinea pertama
dalam hal,aman
rv.37

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah
Nusa Tenggara, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat
p€rtumbuhan dan pemerataan Wilayah Nusa Tenggara dapat dilihat pada
Gambar 4.6. Upaya untuk Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara akan
didukung dengan lima KP sebagai berikut:

(1) Pengembalgan Kawasan Strategis yang difokuskan pada DPP Labuan
Bajo yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan DPP Iombok-
Mandalika/KEK Mandalika yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara
Barat;

l2l Pengembalgan Sektor Unggulan difokuskan pada peningkatan
produktivitas kopi, kelapa, kakao, tebu, garam, dan perikanaa
budidaya 5rang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur da.rr Nusa
Tenggara Barat. Pengembangan perikanan budidaya dilakukan
dengan memb€rikan benih ikan air laut dan ikan air tawar, melakukan
revitalisasi dan pengembangan kluster tambak udang dan bandeng,
serta memberikan sarana produksi usaha yang disalurkan kepada

SK No 168117A
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melalui keterlibatan berbagai pihak dan integrasi sumber pendanaan
non-APBN;

(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada Kota Besar
(Mataram) dan Kota Sedang (Kupang);

(4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan,
dari Transmigrasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi
kawasan perbatasan khususnya PKSN Atambua di Kabupaten Belu
dan PKSN Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, termasuk
pembangunan infrastruldurnya; serta penanganan terhadap 24
kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara di Wilayah Nusa
Tenggara; 5 kawasan tranBmigrasi yang direvitalisasi yang terdiri atas
2 kawasan transmigrasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kawasan
Tlansmigrasi Tambora di Kabupaten Bima dan Kawasan Ttaasmigrasi
Labangka di Kabupaten Sumbawa) dan 3 kawasan transmigrasi di
Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kawasan Transmigrasi Kobalima
Timur/Tanyu Manu di Kabupaten Malaka, Kawasan Ttansmigrasi
Ponu di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kawasan Transmigrasi
Melolo di Kabupaten Sumba Timurl; 3 KPPN yang difokuskan untuk
dikembangkan pada tahun 2023 yaitu KPPN Dompu, KPPN Marggarai
Barat, dan KPPN Lombok Utara dari total KPPN sejumlah 7 KPPN;
1.079 desa tertinggal yang dipercepat pembangunannya menjadi desa
berkembang, dan peningkatan 143 desa berkembang menjadi desa
mandiri; serta 14 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat
pembangunannya dengan fokus interv€nsi pada 7 kabupaten di tahun
2023 seperti pada Tabel 4.7; dan

(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada
peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah (khususnya
bidang perumahan ralryat, sosial, pekerjaan umum), peningkatal
kualitas darl kompetensi SDM ASN yang seLaras dengan sektor
unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Nusa Tenggara,
penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja
pemerintah kabupaten/kota, peningkatan pendapatan daerah,
kualitas belanja dan pengeloLaan keuangan daerah yang efisien,
produktif, dan akuntabel, peningkatan inovasi dan kemandirian
daerah, kerja sama antardaerah, penataan dan harmonisasi regulasi,
percepatan sertipikasi tanah, penyelesaian sengketa dart konflik
pertanahan, operasionalisasi layanan pertanahan modem berbasis
digital, p€rcepatan penl usunan dan penetapan RTR KSN, RTRW
Provinsi/Kabupaten/Kota, dan RDTR Kabupatcn/Kota, serta
percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

233 Perubahan
alinea pertama
dalam halaman
IV.38 dan
alinea pertarna
dalam halaman
rv.39

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembaagunan Wilayah
Kalimantan, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat
pertumbuhan dan pemerataan Kawasan Kalimanta-n dapat dilihat pada
Gambar 4.7. Upaya untuk Pembangunan Wilayah Ka-limantan sl<an
didukung dengan lima KP sebaSai berikut:

(1) Pengembargan I(awasan Strategis yang difokuskan pada KEK Maloy
Batuta Trans Kalimantan dan Destinasi Pariwisata Pengembangan
Derawan-Berau yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur; Kl
Ketapang dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Sambas-
Singkawang 5rang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat; KI Tanah
Kuning yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Utara; serta KI Surya
Borneo yang berlokasi di Provinsi lGlimantan Tengah;

(2) Pengembangan Sektor Unggul,an akan difokuskan pada peningkatan
produktivitas karet, kelapa, lada, kopi, serta perikanan budidaya.
Perikanan budidaya dikembalgkal dengan memberikan calon induk
unesul ikan air tawar, benih ikan air tawar dan sarana produksi usaha

- I.ll6 -

SK No 168ll8A



LlK INDONESIA,l

No.
Perihal

Perubahan Pemu takhiran RKP Tahun 2O23

yang disalurkan ke maslrarakat. Pengembangan komoditas kakao juga
akan didorong melalui keerlibatan berbagai pihak dar integrasi
sumber pendanaan non-APBN;

(3) Pengembangan Kawasar Perkotaan dengan fokus pada pembangunan
Ibu Kota Nusartara dan kota besar yang menjadi wilayah mitra
(Balikpapan dan Samarinda), pengembangan WM Banjarmasin,
pembangunan Kota Baru Tanjung Selor, pengembangan kota besar
(Pontianak) dan tiga kota sedang (Singkawang, Palangkaraya,
Tarakan);

(4) Pembangunan Daerah Tertingml, Kawasan Perbatasan, Perdesaan,
dan Transmigrasi yang difokuskan pnda pengembangan ekonomi
kawasan perbatasan negara di 6 PKSN yaitu PKSN Paloh Aruk, PKSN
Jagoi Babang, PKSN Nunukan, PKSN Lng Midang, PKSN Tou Lumbis,
dan PKSN long Nawang, dengan mengutamakan pembangunan
infrastruktur pada PKSN Paloh Aruk, PKSN Lpng Nawang, darl PKSN
Nunukan; serta penanganan terhadap 35 kecamatan lokasi prioritas
perbatasan Wilayah Kalimantan, 9 kawasan transmigrasi yang
direvitalisasi yang terdiri atas 3 kawasan transmigrasi di Provinsi
Kalimantsn Barat (Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya di Kabupaten
Kubu Raya, Kawasan Tlansmigrasi Gerbang Mas Perkasa dan
Kawasan Ttansmigrasi Subah di Kabupaten Sambas), 1 kawasan
transmigrasi di Provinsi Kalimantan Tengah (Kawasan Tlansmigrasi
Belantikan Raya di Kabupaten Lamandau), 1 kawasan transmigrasi di
Provinsi Kalimantan Selatan (Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru di
Kabupaten Barito Kuala), 2 kawasan transmigrasi di Provinsi
Kalimantan Timur (Kawasan Ttansmigrasi Kerang di Kabupaten Paser
dan I(awasan Transmigrasi Maloy Kaliorang di Kabupaten Kutai
Timur), dan 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Utara
(Kawasan Ttansmigrasi Salim Batu di Kabupaten Bulungan dan
Kawasan Transmigrasi Seimenggarb di Kabupaten Nunukan); 1

kawasan transmigrasi yang mendukung pengembangan food estate
yaitu Kawasan Transmigrasi l€.munti Dadahup di Kabupaten Kapuas,
Provinsi Kalimantan Tengah sesuai direktif Presiden dal,am rangka
penguatan ketahanan pangan nasional; pengembangan I I KPPN yang
pada tahun 2023 difokuskan pada 2 KPPN yaitu KPPN Berau dan KPPN
Barito Kuala; 1.460 desa tertinggal yang dipercepat pembangunannya
menjadi desa berkembang dan peningkatan 232 desa berkembang
menjadi desa mandiri; dan

(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yarg difokuskan pada
peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah (khususnlra
bidang perumahan ra-lg.at, trantibumlinmas, dan pekerjaan umum),
peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN yang seLaras dengan
sektor unggulan dan arah pembanguna-n kewilayahan Kalimantan,
penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja
pemerintah kabupaten/kota, peningkatan pendapatan daerah,
kualitas belanja, dan pengelolaan keuangan daerah yarrg efisien,
produktif, dan akuntabel, peningkatan inovasi dan kemaadirial
daerah, kerja sama antardaerah, penataan dan harmonisasi regulasi,
percepatan sertipikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik
pertanahan, operasionalisasi layanan pertanahan modern berbasis
digital, percepatan penl rsunan dan penetapan RTRW
Provinsi/Kabupaten/Kota, RDTR Kabupaten/Kota, dan RDTR Ibu
Kota Nusantara, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.
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234 Perubahan
alinea kedua
dalam halaman
IV.39 dan
alinea pertama
daLam haLaman
IV.40

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Witayah
Sul,awesi, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan
dan pemerataan Wilayah Sulawesi dapat dilihat pada Gambar 4.8. Upaya
untuk Pembangunan Wilayah Sulawesi akan didukung dengan KP sebagai
berikut:

(1) Pengembargan Kawasan Strategis yang difokuskan pada KEK/KI Palu
yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tengah; KEK Bitung sebagai pusat
industrialisasi/hilirisasi komoditas ungguLan wiLayah dan DPP
Manado-Likupang/KEK Likupang yang berlokasi di Provinsi Sulawesi
Utara; KI Takalar dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Torqia-
Makassar-Selayar Srang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan; serta
DPP Wakatobi di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai kawasan
pariwisata unggular;

(2) Pengembangan Sektor Unggulan akan difokuskan pada peningletan
produktivitas lada, pala, cengkeh, kakao, kopi, kelapa, garam, tebu,
dan perikanan budidaya. Perikanan budidaya dikembangkan dengart
meLakukan revitalisasi dan pengembangan kawasan tambak udang
dan bandeng, memberikan calon induk unggut ikan air payau, benih
ikan air tawar, ikan air payau, ikan air laut, udang, dan kepiting, serta
sarana produksi usaha dan perbenihan ikan yang disalurkan kepada
masyarakat;

(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskaa pada
pengembangan wilayah metropolitan (WM Makassar dan WM Marado);
lima kota sedang (Gorontalo, Palu, Parepare, Palopo, dan Kendaril; dan
satu kawasan perkotaan kecil, yaitu Pusat Kegiatan wilayah (PKw)
Mamuju;

(4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan,
dan Transmigrasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi
PKSN Melonguane dan PKSN Tahuna, termasuk pembangunan
infrastruktumya; serta penanganan terhadap 15 kecamatar lokasi
prioritas perbatasan negara di Wilayah Sulawesi; revitalisasi 18
kawasan transmigrasi yang terdiri atas 4 l(awasan transmigrasi di
Provinsi Gorontalo (Kawasan Transmigrasi sumalata di Kabupaten
Gorontalo Utara, Kawasan Transmigrasi Pulubala di Kabupaten
Gorontalo, Kawasan Transmigrasi Paguyuman Pantai dan Kawasan
Transmigrasi Pawonsari di Kabupaten Boalemo), 6 kawasan
transmigrasi di Provinsi Sulawesi Tengah (Kawasan Transmigrasi
Palolo di Kabupaten Sigi, Kawasan Transmigrasi Bungku di Kabupaten
Morowali, Kawasan Transmigrasi Air Terang di Kabupaten Buol,
Kawasan Transmigrasi Tampo Irre di Kabupaten Poso, Kawassn
Transmigrasi Padauloyo di Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kawasan
Transmigrasi Bahari Tomini Raya di Kabupaten Parigi Moutong), 2
kawasan transmigrasi di Provinsi Sulawesi Barat (Kawasan
Transmigrasi Tobadak di Kabupaten Mamuju Tengah dan Kawasan
Tralsmigrasi Sarudu Baras di Kabupaten Pasang Kayu), 3 kawasan
transmigrasi di Provinsi Sulawesi Tenggara (Kawasan Transmigrasi
Tinanggea di Kabupaten Konawe Selatan, I(awasan Tlansmigrasi
Mutiara di Kabupaten Muna, dan Kawasan Transmigrasi Asinua-
Routa di Kabupaten Konawe), dan 3 kawasan transmigrasi di Provinsi
Sulawesi Seliatan (Kawasan Transmigrasi Bekkae/Gilireng di
Kabupaten Wajo, Kawasaa Transmigrasi Masamba di Kabupaten Luwu
Utara, dan Kawasan Transmigrasi Mahalona di Kabupaten Luwu
Timurl; pengembangan 16 KPPN yang pa.da tahun 2023 difokuskan
pada 2 KPPN yaitu KPPN Minahasa Utara dan KPPN Pinrang; 1.043
desa tertinggal yang dipercepat pembangunannya menjadi desa
berkembang da.rr peningkatan 5O7 desa berkembang menjadi desa
mandiri: serta 3 kabuDaten daerah tertinssal vans dioerceDat
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pembangunannya dan menjadi fokus intervensi di tahun 2023 seperti
pada Tabel 4.8; dan

(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada
peningkat€n rata-rata capaian penerapan SPM daerah (khususnya
bidang perumahan rakyat, sosial, dan trantibumlinmas) peningkatan
kualitas dan kompetensi SDM ASN yang seLaras dengan sektor
unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Sulawesi, penguatan
GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kineda pemerintah
kabupaten/kota, Peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja,
dan pengelolaan keuangan daerah yang elisien, produktif, dan
akuntabel, peningkatan inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama
antardaerah, penataan dan harmonisasi reguLasi, percepatan
sertipikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan,
operasionalisasi layanan pertanahan modern berbasis digital,
percepatar penyusunan dan penetapan RTR KSN, RTRW
Provinsi/Kabupaten/Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota, aerta
percepatar penyediaan peta dasar skaLa besar.

235 Perubahan
alinea pertama
dalam halaman
IV.41 dan
alinea pertama
daLam hal,aman
I\t.42

Dal,am rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayalr
Maluku, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan
dan pemerataan \trilayah Maluku dapat dilihat pada Gambar 4.9. Upaya
untuk Pembangunan Wilayah Maluku akan didukung dengan Iima KP
sebagai berikut:

(1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada KI Teluk
Weda dan DPP Morotai/ KEK Morotai yang berlokasi di Provinsi Maluku
Utara;

(2) Pengembangan Sektor Unggulan akar difokuskan pada peningkatan
produktivitas cengkeh, pala, kelapa, pengembangan perikanan
tangkap, dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap dikembangkan
melalui pemberian bantuar sarana pengembangaa usaha nelayan dan
perikanan budidaya dikembangkan melalui pemberial benih ikan air
laut serta sarana produksi usaha dan perbenihan ikan yang akan
disalurkan ke masyarakat;

(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada
pembangunan pusat pertumbuhan baru dilakukal melalui
pembangunan satu kota baru (Solifi), dan pengembangan dua kota
sedang (Iemate dan Ambon), serta satu kota kecil Fual);

(4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan,
dan Ttansmigrasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi
kawasan perbatasan negara di 2 PKSN yaitu PKSN Daruba dan PKSN
Saumlaki, dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur pada
PKSN Daruba; pemenuhan peLayartarr dasar, infrastruktur dasar,
konektivitas wilayah, dan tata kelola di 29 kecamatan lokasi prioritas
perbatasan negara di Wilayah Maluku; revitalisasi 3 kawasar
transmigrasi yang terdiri atas 1 kawasan transmigrasi di Provinsi
Maluku (Kawasan Transmigrasi Kobisonta di Kabupaten Maluku
Tengah) da.rr 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Maluku Utara
(Kawasar Transmigrasi Mangole di KabupaGn Kepulauan Sula &n
Kawasan Ttansmigrasi Pulau Morotai di Kabupaten Putau Morotai),
pengembangan 2 KPPN yang pada tahun 2023 difokuskan pada 1

KPPN yaitu KPPN Morotai; 675 desa tertinggal lrang dipercepat
pembangunannya menjadi desa berkembang dan peningkatan 39 desa
berkembang menjadi desa mandiri; serta 8 kabupaten daerah
tertinggal yang dipercepat pembangunann5ra dengan fokus intervensi
pada 6 kabupaten di tahun 2023 seperti pada Tabel 4.9; dan

(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada
peninskatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah (khususnya

- Ll19 -
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bidang sosial, perumahan ralgrat, dan trantibumlinmas), peningkatan
kualitas dan kompetensi SDM ASN ya.rlg selaras dengan sektor
unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Maluku, penguatan
GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja p€merintah
kabupaten/kota, peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja,
dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan
akuntabel, peningkatan inovasi daerah dan kemaadirian daerah, kerja
sama antardaerah, penataan dan harmonisasi regulasi, percepatan
sertipikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan,
operasionalisasi Layanan pertanahan modern berbasis digital,
percepatan penyusunan dan penets,pan RTR Kepulauan, RTR KSN,
RTRW Provinsi/Ikbupaten/Kota, RDTR Kabupaten/Kota, dan RDTR
KPN, serta percepat€n penyediaar peta dasar skala besar.

236 Perubahaa
alinea p€rtama
datam halaman
IV.43 dan
alinea pertama
dalam halaman
[v.44

Datram rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wil,ayah
Papua, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan
pemerataan Wilayah Papua dapat dilihat pada Gambar 4.10 dan Upaya
Pembangunan Witayah Papua akan didukung dengan lima KP sebagai
berikut:

(1) Pengembangan Kawasan Strategis melalui fasilitasi investasi
pengembangan KI Teluk Bintuni, fasilitasi penyelesaian masal,ah
strategis KEK Sorong, dan pengembangan DPP Raja Ampat yang
berlokasi di Provinsi Papua Barat; serta pengembangan Destinasi
Pariwisata Pengembangan Biak-Tetuk Cendrawasih yang berlokasi di
Provinsi Papua;

l2l Pengembalgan Sektor Unggulan akan difokuskan pada peningkatan
produktivitas sagu, kopi, kakao, pala, dan perikanan budidaya melalui
pemberian sarana produksi usaha yang disalurkan kepada
maslrarakat. Pengembangan komoditas perikanan tangkap, sapi dan
kenaf juga akart didorong melalui keterlibatar berbagai pihak dan
integrasi sumber pendanaan non-APBN;

(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada
pembangunan satu kota bam (Sorong) dan satu kota sedang
(Jayapura);

(41 Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan,
dan Transmigrasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi
kawasan perbatasan negara di 3 PKSN yaitu PKSN Jayapura, PKSN
Tanah Merah, darl PKSN Merauke; pembangunan infrastruktur dasar,
konektivitas wilayah, dan tata kelota di 27 kecamatan lokasi prioritas
perbatasan negara di Wilayah Papua; revitelisasi 5 kawasan
transmigrasi yang terdiri atas 2 kawasan transmigrasi di Proyinsi
Papua Barat (Kawasan Transmigrasi Werialggi Werabur di Kabupaten
Teluk Wondama dart Kawasan Transmigrasi Bomberay-Tomage di
Kabupaten Fak-Fak), I kawasan transmigrasi di Provinsi Papua
(Kawasan Transmigrasi Senggi di Kabupaten Keeroml, dan 2 kawasan
tralsmigrasi di Provinsi Papua Selatan (Kawasan Transmigrasi Salor
dan Kawasan Transmigrasi Muting/Jagebob di Kabupaten Merauke);
pengembangan 4 KPPN yang pada tahun 2023 difokuskan pada 2
KPPN yaitu KPPN Kota Jayapura dan KPPN Raja Ampat; percepatan
pembangunan 2.449 kalJf,prull.g tertinggal menjadi kampung
berkembang, dan peningkatan 30 kampung berkembang menjadi
kampung mandiri; serta 30 kabupaten daerah tertinggal yang
dipercepat pembangunannya dengan fokus intervensi pada 23
kabupaten di tahun 2023 seperti pada Tabel 4.1O; dan

(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada
peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah (khususn5ra
bidang sosial, trantibumlinmas, dan perumahan rakyat), peninskatan
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kualitas dan kompetensi SDM ASN yang selaras dengan seLtor
unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Papua, penguata-n
GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah
kabupaten/kota termasuk pengoptimalan pengelolaan Dana Otonomi
Khusus Papua bagi pelayanan publik dan pengembangal ekonomi,
peningkatan pendapatan daerah, kualitas belalja, dan pengeloLaan
keuangan daerah yang efrsien, produktif, dan akuntabel, peningkatan
inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah, p€nataan
dan harmonisasi regulasi), percepatan sertipikasi tanah, penyelesaian
sengketa dan konflik pertanahan, operasionalisasi layanan
pertanahan modem berbasis digital, percepatan pen5msunan dan
penetapan RTR Pulau, RTR KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota,
RDTR Kabupaten/Kota, dan RDTR KPN, serta percepatan penyediaan
peta dasar skala besar,

237 Perubahan
Gambar 4.10
dal,am halaman
1v.44

238 Perubahan
lnfografis Major
Project
Pembangunan
Wilayah Batam-
Bints.n dalam
halaman IV.45

- r.121 -
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239 Perubahan
Infografis Major
Project
Pengembangan
Witayah
Metropolitan
(wM):
Palembang,
Denpasar,
Banjarmasin,
Makassar
dalam halaman
IV.45

240 Perubahan
Infografis Ma;ior
Project
Pembangunan
lbu Kota
Nusantara
dalam halaman
tv.46
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241 Perubahan
lnfogra.fis McTor
Project
Pembangunan
Kota Baru:
Maja, Tanjung
Selor, SofiIi dan
Sorong dalam
halaman IV.46

242 Perubahan
Infografrs MaJbr
hojedWilayal]
Adat Papua:
Wilayah Adat
Laa Pago dan
Wilayah Adat
Domberay
dalam halaman
rv.47
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243 Perubahan
Infografis Mqlor
Prokct
Pemulihal
Pascabencana:
Kota Palu dan
Sekitarnya,
Pulau Lombok
dan Sekitarnya,
serta Kawasan
Pesisir SeLat
Sunda dalam
halaman IV.47

244 Perubahan
Infografis MaJior
ProJbc, PKSN
Kawasan
Perbatasan
Negara daLam
halaman Iv.48
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245 Perubahan
Infografis Major
Projed
Manajemen
Aset Lahan
dalam
Pemberdayaan
Masyalakat
(Reforma
Agraria) datam
halaman IV.48

246 Perubahan
alinea pertama
datam halaman
IV.49

Kerangka regulasi yarrg dibutuhkan untuk mendukung PN 2
Mengembangkan wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan darl Menjamin
Pemerataan adalah:

(11 Rancangan Undang-Undang tentang Perkotaan;
(21 Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Provinsi Daerah

Khusus Jakarta Perubahan Undang-Undang No. 29 tahun 2007
tentang Pemerintahan Provinsi Da€rah Khusus Ibu Kota Jakarta
sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

(3) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;

(4) Revisi Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Kawasan Perkotaan Denpaaar, Badung, Gianyar, dan Tabanan
(Sarbagita);

(5) Revisi Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2014 tentang Kawasan
Borobudur dan Sekitamya;

(6) Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembagian Wilayah Ibu Kota
Nusantara;

(7) Rancangan Peraturan Presiden tentartg Pemindahan lembaga Negara,
Aparatur Sipil Negara, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakil,an
Organisasi/kmbaga Intemasional;

(8) Rancargan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana
Tata Ruang Kawasan Subak-Bali la

(9) Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana
Tata Ruang Kawasan Ekosistem l€user;

(1O) Revisi Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2Ol2 tefi3.rl:g Rencana Tata
Ruang Puliau Kalimantan;

(11) Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP IKN Selatan;

(12) Rarcangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP IKN Utara;

(13) Rancangan Peraturan Kepala Otorita lbu Kota Nusantara tentang
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP IKN Simpang Samboja;

(14) Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang
Rencana Detail Tata Ruans (RDTR) WP IKN Kuala Samboia;

SK No 168127A
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(15) Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP IKN Muara Jawa.

247 Perubahan
alinea keempat
dalam halaman
Iv.51

(2) Reformasi sistem perlindungan sosial, yang difokuskan pada
penyempumaan penyelenggaraan program bantuan dan jaminan sosial
yang lebih akurat, terintegrasi, dan adaptif dengan strategi yang terdiri
dari

(a) perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial akan difokuskan
kepada sektor informal dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
melalui mekanisme kolaboratif dan pemberian subsidi iuran (PBI)
bagi peke{a miskin dan tidak mampu;

(b) perluasan akses pelayanan dan penguatan tata kelola kelembagaan
antarpenyelenggara jaminan sosial dan pemangku kepentingan
terkait;

(c) peningkatan keterlibatan aktif serta kapasitas pemerintah daerah
dalam meLakukan pemutakhiran, perluasan, dan transformasi data
penduduk miskin dan rentan menjadi registrasi sosial-ekonomi
melalui monograli desa/kelurahan digital secara berkala untuk
meningkatkan ketepatsn sasaran program, termasuk daLam
penghapusan kemiskinan ekstrem;

(d) penguatan integrasi dan digitalisasi penyaluran program bantuan
sosial;

(e) pengembangan mekanisme graduasi terintegrasi program-program
bantuan sosial;

(fl perluasan asesmen dan penjangkauan rehabilitasi sosial yang
terintegrasi terhadap kelompok rentan, seperti anak, Laljut usia,
penlrandang disabilitas, peke{a sektor informal, korban bencana,
penduduk terdampak pandemi COVID-l9, korban perdagangan
manusia, korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohot,
Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), penderita HIV/AIDS,
dan kelompok rentan Lainnya;

(g) pengembargan perlindungan sosial yang adaptif terhadap
bencana, termasuk bencana pandemi;

(h) transformasi subsidi energi (LPG 3 kg dan tistrik) menjadi bantuan
sosial agar program lebih efektif, tepat sasaran, dan adaptif; dan

(i) integrasi dan peningkatan kesinambungan data, pemantauan dan
evaluasi, serta pengembangan skema pembiayaan program
perlindungan sosial yang berkesinambungan.

244 Perubahan
alinea kelima
dalam halaman
IV.s1 dan
alinea pertama
dalam halaman
IV.52

(3) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan
semeBta, dengan fokus pada

(a) peningkatan kesehatan ibu dan anak, KB dan kesehatan
reproduksi, serta peLayanan kesehatan usia lanjut melalui
penguatan sistem rujukan maternal, pendampingan ibu hamil
dengan risiko tinggi, penguatan kapasitas pelayanan antenatal,
neonatal, persalinan, pascapersalinan dan kegawatdaruratan
maternal dan neonatal, revitalisasi pelayanan KB dan kesehatan
reproduksi melalui pengembangan akses ke poskesdes dal
Pelayanan KB di RS (PKBRS), perluasan jangkauan di wilayah
khusus dan sasaran khusus s€rta Komunikasi, Informasi, dan
Edukasi (KIE), pendampingan kesehatan reproduksi berdasarkan
siklus hidup untuk mengurangi risiko '4 terlalu" serta penggunaan
KB pasca persalinan;

(b) percepatan penurunan stuntiq de.If, urasfihg melalui peningkatan
kualitas dan cakupan intervensi spesifrk antara Lain perbaikan gizi
remaia Dutri. ibu hamil. dan balita.

SK No 168128 A
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daerah dan keluarga melalui satgas sfrtntirlg daIJ tim pendamping
keluarga, peningkatan kualitas pelayanan posyandu, penyediaan
data intervensi, serta penajaman sasaral intervensi sensitif dengan
fokus pada daerah d-ngan jumtah dai prevalensi balita sfintittg
tinggi;

(c) pengendalian pen5rakit melalui pencegahan dan penemuan kasus
pen5rakit menular s€perti TB, HIV/AIDS, kusta, malaria dan
penyakit tropis terabaikan, skrining atau deteksi dini faktor risiko
dan pen5rakit tidak menular dan pembudayaan Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat, serta tata laksana kasus secara komprehensif;

(d) pencegahan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit melalui penguatan
dan perluasan cakupan imunisasi dasar lengkap, penambahal
antigen baru, register imunisasi, peningkatan kapasitas
taboratorium dal,am deteksi dini dan respons KLB, serta pemenuhan
sarana prasarana terutama rantai dingin dan tenaga imunisasi;

(e) pemantapan reformasi sistem keBehatan nasional meLalui
penguatan ketahanan kesehatan, inovasi pendidikan tenaga
kesehat€n meLalui peningkatan kuota mahasiswa dan academic
health system untuk percepatan produksi tenaga kesehatan, serta
inovasi pendayagunaannya melalui salah satunya beasiswa wajib
penempatan, perluasan kuota AsN tenaga kesehatan dar
redistribusi tenaga kesehatan, inovasi pemerataar fasilitas
pelayanan kesehatan berkualitas melalui penyediaan puskesmas di
setiap kecamatan, pembangunan Rumah Sakit (RS) Pratama
terutama di daerah sulit akses serta pengembangan RS Rujukan
Nasional dan RS dengan Layanan ungguLan secara merata dan
digitalisasi pelayanan keBehatan serta percepatan akreditasi dengan
pelibatan pemerintah daerah, peningkatan kemandirian farmasi dan
alat kes€hatan, serta penguatan pengawasan obat dan makanan;
dan

(fl peningkatan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.

249 Perubahan
alinea keempat
dalam halaman
IV.53 dan
alinea pertama
dalam haliaman
rv.54

(61 Mengentaskan kemiskinan. Penguatan akses penduduk miskin dan
rentan terhadap aset produktif, pemberdayaan usaha, dan akses
pembiayaan untuk mendukung akselerasi peningkatan ekonomi bagi
penduduk miskin dan rentan, serta menghapus kemiskinan ekstrem,
melalui

(a) p€ningkatan keperantaraan akses pasar bagi peLaku usaha miskin
dan rentan melalui pendampingan inkubasi bisnis dan akses
permodalan;

(b) peningkatan akses penduduk miskin dan rentan pada aset
produktit termasuk lahan, pendampingan pada reforma agraria
dan perhutanan sosial;

(c) peningkatan dukungan yang inklusif bagi kelompok penduduk
mkkin dan rentan, termasuk anak, penyaadang disabititas, lansia,
korban perdagangan manusia, korban penyalaltgunaan NAPZA,
penderita HIV/AIDS, korban bencana termasuk penduduk
terdampak pandemi CovlD- 19 dan kelompok rentan lainnya untuk
memperoleh akses pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan
pendapatan; dan

(d) pengurangan kemiskinan ekstrem secara khusus didorong melalui
perencanaan dan pemberdayaan kolaboratif di tingkat
desa/kelurahan melalui Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan
dan Registrasi Sosial-Ekonomi. Menindaklanjuti arahan Bapa.k
Presiden dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2022,
oelaksanaan taan awal
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tah:ur: 2022 di seluruh wilayah kabupaten/kota dar hasil
pendataan akan disampa.ikan kepada Bappenas tahun 2023.

250 Perubahan
alinea kedua
dalam halaman
IV.54

(7) Meningkatkan produktivitas dan daya saing, meLalui

(a) reformasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sesuai
kebutuhan pasar kerja melalui reorientasi. dari. supplydriven
menjadi dem.ond-driuen (link and matd! dengan strategi dan
pendekatan yang komprehensif, terintegrasi, serta terkoordinasi
s€bagaimana diatur dalam Perpres No. 6812022 tent€,,rg
Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi agar kualitas
lulusan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi memiliki tingkat
produktivitas, keterampilan, dan daya saing yang tinggi dalam
memasuki dunia kerja;

(b) pengembangan sistem informasi pasar keda yang kredibel dan
berkelas dunia;

(c) peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi melalui
pengembangan prodi yang adaptif dan transformasi kurikulum dan
pembelajaran yang berorientasi kompetensi dan mampu menjawab
kebutuhan masa depan;

(d) penguatan pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi
swasta dalam rangka peningkatan kualitas darl daya saing
pendidikan tinggi;

(e) penguatan kapabilitas riset dan inovasi melalui dukungan sarana
dan prasarana strategis, peningkatan kompetensi dan kualifikasi
SDM iptek (dosen, peneliti, dan perekayasa), serta penguatar
ekosistem riset dan inovasi khususnya jaringaa dengan industri di
antaranya melialui keda sama inovasi TYiple-Helixdi *ience Tedtta
Parrc (STP);

(f) pemfokusan kegiatar penelitian dan pengembartgan untuk
pencapaian tatget Jlagship Prioritas Riset Nasional 2020-2024
serta mendukung penanganan pandemi COVID- 19 dar pemulihan
ekonomi; dan

(g) perbaikan pembinaan olahraga di antaranya melalui penguatan
pembinaan adet elite jangka panjang melalui penyelenggaraan
ttainirtg @ntte, mendorong penyusunan regul,asi desain olahraga di
daerah, penyelenggaraan euent ola}:raga internasional, mendorong
penataan dan pengembangan wadah s€rta peningkatan kualitas
pembinaan atlet usia muda melalui satuan pendidikan di daerah
serta memfokuskan pembinaaa oLahraga prestasi dan olahraga
pendidikan sesuai dengan Desain Besar Olahraga Nasional,

SK No l68l30A
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No. Sasaran/Indikator 
Baseline 

2019 

 Realisasi  Target 

 2020 2021  2022 2023 2024 
 

6.2.1 Top 200 016)  016) 016)  0 0 1 

6.2.2 Top 300 116)  116) 1 16)  1 1 2 

6.2.3 Top 500 216)  2 16) 2 16)  2 2 3 

6.3 

Proporsi pekerja yang 

bekerja pada bidang 
keahlian menengah dan 
tinggi (%) 

40,6015) 

 

40,0215) 40,3915) 

 

41,92 43,00 43,10 

6.4 
Peringkat Global Innovation 
Index 

8517) 
 

8517) 8717) 
 

80–85 75–80 75–80 

Sumber: 1) Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), 2015; 2) Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017;  

3) Pendataan Keluarga (PK), 2021; 4) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2019, 2020, 2021; 5) Sistem 
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), 2020; 6) Dewan Jaminan Sosial Nasional, 2019, 2020; 7) Studi 
Status Gizi Indonesia (SSGI), 2019 & 2021; 8) Global Tuberculosis Report, 2020-2022; 9) Kemenkes, 2018, 2019, 

2020, TW IV 2021; 10) Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), 2018; 11) Programme for International Student 
Assessment (PISA), 2018 dilaksanakan setiap 3 tahun sekali (2015, 2018, dan pelaksanaan tahun 2021 diundur 
ke tahun 2022); 12) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), 2019, 2020, 2021; 
13) BPS, 2019, 2020, 2021; 14) Diolah dari Susenas KOR dan Sakernas, 2021 serta Susenas MSBP, 2021; 15) 

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), 2019, 2020, 2021; 16) QS World University Rankings, 2019–2021; 17) 
INSEAD-WIPO Global Innovation Index Report, 2019-2021. 

Keterangan: a) Merupakan angka target 2020 dalam Perpres Pemutakhiran RKP 2021; b) Merupakan angka target 

2021 dalam Perpres Pemutakhiran RKP 2022. 
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No. Sasaran/Indikator 
Baseline 

2019 

 Realisasi  Target 

 2020 2021  2022 2023 2024 

3.14 
Persentase rumah sakit 
terakreditasi (%) 

7012)  88,0012) 88,4012)  95 95 100 

3.15 

Persentase puskesmas 

dengan jenis tenaga 
kesehatan sesuai standar 
(%) 

2312)  39,6012) 48,8612)  65 71 83 

3.16 

Persentase RSUD kab/kota 
memiliki 4 dokter spesialis 
dasar & 3 dokter spesialis 
lainnya (%) 

61,7012)  69,772) 75,3112)  80 85 90 

3.17 
Persentase obat memenuhi 
syarat (%) 

78,6013)  90,6013) 95,2113)  92,25 96 97 

3.18 
Persentase makanan 
memenuhi syarat (%) 

7613)  79,6813) 85,5913)  83 86 88 

PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas 

Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan berkualitas 

4.1 Rasio Angka Partisipasi 
Kasar (APK) 20 persen 

termiskin dan 20 persen 
terkaya (rasio) 

        

4.1.1 SMA/SMK/MA 

Sederajat 
0,773)  0,773) 0,76  0,81 0,82 0,83 

4.1.2 Pendidikan Tinggi 0,183)  0,283) 0,293)  0,30 0,31 0,32 

4.2 Proporsi anak di atas batas 
kompetensi minimal dalam 
tes PISA (%) 

        

4.2.1 Membaca 30,1014)  N/A14) N/A14)  33,00 33,00 34,10 

4.2.2 Matematika 28,1014)  N/A14) N/A14)  30,00 30,00 30,90 

4.2.3 Sains 40,0014)  N/A14) N/A14)  42,60 42,60 44,00 

4.3 Proporsi anak di atas batas 
kompetensi minimal dalam 
asesmen kompetensi (%) 

        

4.3.1 Literasi 53,2015)  53,2015) 52,5423)  55,43 58,31 61,20 

4.3.2 Numerasi 22,9015)  22,9015) 32,2923)  35,67 39,41 43,54 
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No. Sasaran/Indikator 
Baseline 

2019 

 Realisasi  Target 

 2020 2021  2022 2023 2024 

4.4 Tingkat penyelesaian 
pendidikan (%) 

        

4.4.1 SD/MI/sederajat 95,4816)  96,0016) 97,37  97,93 98,41 98,94 

4.4.2 SMP/MTs/sederajat 85,2316)  87,8916) 88,88  90,54 91,08 93,33 

4.4.3 SMA/SMK/MA/ 
sederajat 

58,3316)  63,9516) 65,94  69,08 69,68 71,71 

4.5 

Persentase anak kelas 1 
SD/MI/SDLB yang pernah 
mengikuti Pendidikan Anak 
Usia Dini (%) 

63,303)  62,483) 61,93  62,74 63,55 64,38 

4.6 
Angka Partisipasi Kasar 
(APK) Pendidikan Tinggi (PT) 
(%) 

30,283)  30,853) 31,191)  31,52 31,89 32,28 

PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda 

Menguatnya perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan, pemberdayaan perempuan di ekonomi, 
politik, dan ketenagakerjaan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, 
organisasi, berwirausaha, dan pencegahan perilaku berisiko 

5.1 
Persentase perempuan umur 
20–24 tahun yang menikah 
sebelum 18 tahun (%) 

10,823)  10,353) 9,233)  9,44 9,08 8,74 

5.2 

Prevalensi anak usia 13–17 
tahun yang pernah 
mengalami kekerasan 
sepanjang hidupnya (%) 

Laki-laki 
61,70 

Perem-
puan 

62,0017) 

 
Menu-
rund) 

Laki-laki 
34,00 

Perem-
puan 
41,05f) 

 
menu-

run 
menu-

run 
menu-

run 

5.3 
Indeks Pemberdayaan  
Gender (IDG) 

75,2418)  75,5718) 76,2618)  
75,57–
76,73 

75,60–
77,18 

79,16–
81,21 

5.4 
Tingkat Partisipasi Angkatan 
Kerja (TPAK) Perempuan (%) 

51,8919)  53,1319) 53,3419)  53,76 54,38 55,00 

5.5 

Prevalensi kekerasan 
terhadap perempuan usia 
15–64 tahun di 12 bulan 
terakhir (%) 

9,4020)  
menu-
rund) 

8,7020)  
menu-

run 
menu-

run 
menu-

run 

5.6 

Persentase pemuda (16–30 
tahun) yang mengikuti 
kegiatan sosial 
kemasyarakatan dalam tiga 
bulan terakhir (%) 

81,3621)  81,36g) 70,4921)  
mening-

kat 
mening-

kat 
82,58b) 
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No. Sasaran/Indikator 
Baseline 

2019 

 Realisasi  Target 

 2020 2021  2022 2023 2024 

5.7 

Persentase pemuda berumur 
16–30 tahun yang mengikuti 
kegiatan organisasi dalam 
tiga bulan terakhir (%) 

6,3621)  6,36g) 4,8421)  
mening-

kat 
mening-

kat 
6,72 

5.8 

Persentase pemuda (16–30 
tahun) yang bekerja dengan 
status berusaha sendiri dan 
dibantu buruh (tetap dan 
tidak tetap) dalam jenis 
jabatan white collar (%) 

0,4719)  0,4419) 0,4119)  0,45 0,50 0,55 

5.9 

Proporsi pemuda usia 16–30 

tahun yang mengalami 
masalah kesehatan sehingga 
mengganggu 
kegiatan/aktivitas sehari-
hari selama satu bulan 
terakhir dalam kelompok 
usia 16–30 tahun (%) 

8,783)  8,58 10,23  N/A* 7,05 6,87 

PP 6. Pengentasan Kemiskinan 

Memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan 

6.1 

Persentase rumah tangga 
miskin dan rentan yang 
mengakses pendanaan 
usaha (%) 

233)  21,603) 20,553)  40 45 50 

6.2 

Jumlah rumah tangga yang 
memperoleh akses 
kepemilikan tanah (rumah 
tangga) 

668. 

04022) 
 

290. 

902 

444. 

147 
 

419. 

935 

261. 

136 

201. 

890 

PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing 

Meningkatnya produktivitas dan daya saing 

7.1 
Jumlah lulusan pelatihan 
vokasi (juta orang) 

0,7824a)  5,9424b) 6,4524c)  3,3024d) 2,60 2,80 

7.2 

Persentase lulusan 
pendidikan vokasi yang 
mendapatkan pekerjaan 
dalam 1 tahun setelah 
kelulusan (%) 

42,7619)  40,4619) 34,3419)  35,30 36,29 37,31 

7.3 

Persentase lulusan PT yang 
langsung bekerja dalam 
jangka waktu 1 tahun 
setelah kelulusan (%) 

44,0219)  58,2119) 58,3919)  59,71 60,71 61,71 

7.4 
Jumlah prototipe dari 
perguruan tinggi (prototipe) 

9425)  22 13  219 231 243 

7.5 

Jumlah produk inovasi dari 
tenant Perusahaan Pemula 
Berbasis Teknologi (PPBT) 
yang dibina (produk) 

14325)  15825) 13926)  400 550 600 
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No. Salaran/Indikator
2019

R.aliesi

2020 2021

TarE t

2022 2023 2024

7.15 Perinskat pada Alim Gm6 45 N/Asr N/Ae N/A5r 12 N/Asr

7 16 P.liDakat pada Aiian Pala N/A$r N/A*) N/Ae) a N/A$r

SuEh.r:I)lGrE.,2Or9,2O2O,202li2lti.tuilPPN/BaF!..,2O1t,2020,2O21i3lSurm.,2019,
2020, 2o2!, 2022; 41 si..o lrfoMi Ad@ieu &Fnduduk r (sIAx) x.E ndaari, 2020; s) Dffi JUIIB
3.!.1 N.srd lDrsN), 2019, 2020, 2021i 6l BRIS X.t.n grlrEj.m, 2019, 20m; 1 sD(l, 2or7r al P.rhihDsd
BXIiBN, 2O2Oi 9l P.rd.M lGlu.raa {PK), 2021i lol Rirk..ds, 20lA; 1 1l Studr St.tqr C4:i Ind@@ {gSGIl, 2021i
121 lio.de., 2018. 2019, 20m, Tw N 2o2I; 13, BPoM, 2019-2021; rll PmgnM J tumotiMd, s!.t it
Issm.d (PISA, 2014 ddd€rko tup 3 bhun &k'h (201s, 2014, du FLtaM r.hutr 2021 diundu t .
tahun 2o22)i ls) A!.en x.6Ft n.i srea Indom l^Knl, 2016; 16) Su@ 2019 ds 2020 bcrd.E&b
trbd. Dshiu'lE UxEsco 1tutnur.r- sbznstus 17) sum N.lmrr P.ra.r.Dd Hdup ]rnak ds R.mj.
(SNPHAR), 2ore (6af,!4 dd 2021; 1al BPS, 2019. 2020, 2021; 191 sdrru, 2019.2o2o. 2o2ri 2ol suni
P.q.LEu hdup P.mpue Nri.rd (sPxPN), 2016 {tae&rA d.r 202 I: 21) Suro, Irdodul Soi.l Budlya da
P.trdirlikd, 2014, 2O2I; 22) Xdrnt liu ATR/BPN, 2019i 231 Aed N.mn l2021, I(.66end EDddik n,
IGbudarie, Rid. dlr T.kDolori 24.lTap. Xrtu h.lcrj.; 24b) R.disi FlrL@ Flauhd Ekaa pada 13
xaoEis/lab.ta l60.a7o .rinAl .l!n (rrnu E rrlrra 15,5 jut omd; 24.1F€.lis- FLLI,r.a Fhi,lE
vokui p.d. tl x@mt ns/r.ah.sa {sls.442 d.nd .t , xltu Pr.LdJ. ts,ql jub d6!)i 24d) R.vis r,lrd
d.nrd ritua 2,? ju!. p.Im l6rtu PmLD. Cr@. 'm'butw odd', 1OO nbu F*riB. K.tu Pt.rcrra
*.ua Fnhgk tu k abliD, dd soo ribq in-Errtdr X66t lrE/L.Ehq.r 251 l(@@iltakdiLi/BRlN.
2017-n)1a; 261 BRIN,2022; 2?, X.erLuHAM, 2013;23t Diq.n x.k5,.m Int Lktuar, I<.6.nhe Hutud dd
HAM| 29) lcMi.t kditri, uPI. BPP'r,2013i 3r)) yf6.rd1kbu&iek da BRrN,2022;31) riNAPP. 20ta;32t
P.rhrtun8d l(.ndtlu PPN/Bap!6e; 33) yffiLt ldrlrti de LPNX IPIEX, 2Ol9; 341 I,PNX IPTEK, 2O2q 35)
Atie G.m, 2016; 361 Tid.k diFrtedinC@ p..U. Lhun drE l6ud; 371 A'iu P{. c.E6, 2013,

K.t Enrs: .l pdubr.hife ld.E rari.&t; b, Fiur.l<hr.m rrs.r: .t FEurithru d.d. Frltrtrnad daas
daE Fmbirnaru6rlh p.*rb F.Llrla lbB.l da DfdE.l dr BR s K.Gua.lGrjas.t r .laE p.nFbut juBr.h
p.trdudut 6.k d. -D.*. b.d.E16 rao.nd PPU, PBPU, d& Je yor.trukii dt hflp.k& r.rs.t 20m
d.LE P.rpt!. hautatlnM RKP 2o2r: O mp.ra Ed.r 2o2l dds P.rFft. F.outa*hitu RKP 2022; ll
SNPHAR 2021; s) ,@err. Hai SuxlE MSEP, mra {&E t rrd6 !!1 6hu!&); N/4. In li}6to. buk6
E@plkE rdit t r Drogru pd.nEr p.dr RKP T.hun 2022i N/Ai. Dab ri':Lk Fr.dr klED indikatc bdu
dEpri.ridr.t le RPJMN TO2O-2O2.+ dr Btu 2O)0.
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Prcjed
Reformasi
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halamar IV.67

262 Perubahan
Infografrs Major
Prcject
Reformasi
Sistem
Kesehatan
Nasional dalam
haLaman IV.68

263 Perubahan
alinea pertama
dalam halaman
tv.68

Keralgka kelembagaan yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan
PN Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dal Berdaya Saing.

(1) Pembentukan Gugtrs Tugas Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek);
(2) Pembentukan Tim Koordinasi Nasional Revitalkasi Pendidikan Vokasi

dan Pelatihan Vokasi (IKNV); dan
(3) Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi

dan Pelatihan Vokasi (TI(DV).

SK No 168140A
- r.137 -
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264 Perubahan
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dalam halaman
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Kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan PN
Meningkatkaa Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

(1) Rancangan Peraturan Menteri PPN tentang Pembentukan Gugus Tugas
Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek); dan

(2) Rancangan PP tentang Pengamanan Sediaan Farmasi darl Atat
Kesehatan.

265 Perubahaa
alinea pertama
dalam halaman
IV.69

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan pada RKP "la}frun 2023
difokuskan pada penguatan modal sosial dan buda5ra dalam rangka
mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang
inklusif dan berkelaljutan. Modal sosial dan budaya mampu membaagun
relasi sosial yang harmonis, serta memperkuat solidaritas dan daya rekat
masyarakat untuk saling tolong-menolong, kerja sama, gotong royong, dan
kolaborasi antarwarga dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi
pascapandemi COVID-19. Pada masa pandemi, ketahanan sosial buda5ra
masyarakat Indonesia mengalami peningkatan. Berdasarkan Indeks
Pembangunan Kebudayaan (IPK), Dimensi Ketahanan Sosial Budaya
meningkat dari 73,55 pada tahun 2019 menjadi 74,0i pada tahun 2020.
Hal ini menandakan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kemampua-n
yang baik dalam mengembangkan dan memanfaatkan nilai, pengetahuan,
dan praktik buda)"a dalam menghadapi pandemi COVID-l9. Apabila dilihat
dari kondisi keluarga Indonesia, saat ini berada pada kategori keluarga
berkembang. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian Indeks Pembaagunan
Keluarga (I Bangga) yang berada pa.da re ar.g 4o-7o, tepatnya pada tahun
2021 sebesar 54,01 atau meningkat dibanding tahun 2O2O yang capaiannya
sebesar 53,94. Indeks Pembangunan Keluarga merupakan ukuran program
pembangunan keluarga yang ditunjukkar melalui dimensi ketenteraman,
kemandirian dan kebahagiaan keluafga, serta menggambarkan peran dan
fungsi keluarga.

266 Perubahan
alinea kedua
dalam halaman
IV.69

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan pada tahun 2023 masih
menghadapi sejumLah tantangan. Dalam upaJra penguatan gerakan revolusi
mental dan pembinaan ideologi Palcasila, menghadapi tantangan arrtara
lain ( 1 ) belum optimalnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara; (2) penyetenggaraan tata kelola
pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayali,
dan responsiue belum optimal; (3) proses intemalisasi niLai-nilai esensial
revolusi mental meLalui pendidikan agama dan pendidikan karakter kurang
optimal; (4) belum optimalnya peran keluarga daLam pengasuhan berbasis
hak anak, penyiapaa kehidupan berkeluarga bagi remaja, pendewasaan
usia perkawinan untuk mencegah perkawinan anak, layanan konseling
keluarga, serta penguatan perawatan jangka panjang bagi lalsia untuk
memperkuat sistem sosial keluarga dan masyarakat; (5) ma8ih terbatasnya
pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) di
K/L, dan kabupaten/kota serta pelaksanaan lima program GNRM di tingkat
daerah; s€rta (6) kurangnya daya tarik koperasi sebagai pondasi ekonomi
kerakyatan yarlg belum adaptif dengan perkembangan zaman, sehingga
diperlukan modernisasi koperasi untuk meningfutkan citra koperasi
sebagai lembaga ekonomi yang dikelola secara profesional dalam
mewujudkan kemandirian ekonomi.

- I.138 -
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267 Perubahan
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daLam halaman
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Untuk itu, pada tahun 2023 revolusi mental dan pembargunal
kebudayaan diarahkan sebagai berikut

(1) Memperkuat pelaksanaan gerakan nasional revolusi mental dan
pembinaan ideologi Pancasila metalui

(a) penguatan pendidikan karakter yarg mendorong tumbuhnya nilai
integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti, serta jiwa
nasionalisme dan patriotisme peserta didik dengan upaya (i)
perluasal pengajaran dan pembelajaran dengan penguatan
pendidikan karakter, dan peningkatan pemahaman terkait cinta
lingkungan, dan pembangunan berkeLanjutan; (ii) peningkatan
kualitas p€ndidikan agarna, pendidikan moral, dan budi pekerti;
serta (iii) pengembangan integrasi nilai-nitai karakter unggul dalam
kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler di satuan pendidikan;

(bl penguatan pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan dan bela
negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme;

(c) peningkatan budaya ketja pela5ranan publik yang ramah, cepat,
efektif, efisien, dan terpercaya melalui penerapan penguatan
budaya ke{a ASN;

(d) penerapan disiplin, reward, dan punishmcrt dalam birokrasi
melalui upaya penegakan disiplin dan penerapan kebljakan
manajemen penghargaan ASN berbasis kineda;

(el peningkatan kualitas keluarga dalam rangka pembentukan
karakter melalui (il Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
pembangunan keluarga; (ii) pengasuhan berbasis hak anak dan
perlindungan anal< dari tindak kekerasan; (iii) peningkatan kualitas
remaja, promosi pendewasaan usia perkawinan, dan penyiapan
kehidupan berkeluarga bagi remaja, serta edukasi kepada keluarga
yang memiliki remaja, termasuk remaja dengan kebutuhan khusus;
(iv) penyediaan Layanan konseling keluarga; dan (v) peningkatan
kapa.sitas keluarga Lansia dalam pendampingan pelayalan ramah
lansia s€bagai upaya penguatar fungsi dan niLai keluarga;

(f) penguatar peran gugus tugas serta pusat-pusat perubahan
revolusi mental di K/L dal daerah untuk menginternalisasikan
niLai esensial revolusi mental beserta kelima program GNRM di
masyarakat dan memperkuat jejaring pelaksanaar GNRM dalam
melaksanakan kegiatan yang sesuai dengaa nilai-nilai esensial
revolusi mental; serta

(g) penguatan gerakan ekonomi keralgratan melalui perluasan Program
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Gerakan
Bangga Buatan Indonesia, s€rta modernisasi koperasi yang
meliputi (i) penguatan kelembagaan koperasi; (ii) pengadopsian
teknologi; (iii) peningkatan kapasitas SDM perkoperasian melalui
pendidikan dan pelatihan; (M fasilitasi akses pembiayaan,
kemitraan dan pemasaran; serta (vl penciptaan wirausaha baru
yang inovatif dan berdaya saing.

264 Perubahan
poin (2) alinea
keempat dalam
halaman IV.7O
dan alinea
pertama dalam
halaman IV.71

(2) Memperkuat pemajuan kebudayaan untuk mengembangkan nil,ai luhur
budaya bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui (a)
pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan warisan budaya tak
benda dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas untuk
transformasi ekonomi yang inldusif dan berkeLanjutan berbasis
kebudayaan; (b) pengembangan ekosistem budaya rempah dari hulu ke
hilir untuk memperkuat diplomasi dan meneguhkan Indonesia sebagai
poros maritim dunia; (c) pengembangan sarana prasarana kebudayaan,
meliputi revitalisasi museum, taman budaya, sanggar, dan kelompok
seni budava. serta
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sebagai pusat kegiatan seni budaya; (d) pengembangan manajemen
talenta nasional seni budaya; (e) penguatan peran pemerintah daerah
dalam pengembangan ekosistem seni dan budaya lokal, termasuk
fasilitasi pelaku seni budaya di daerah; (f) pengembangan media baru
berbasis Teknologi Informasi (TI) untuk memperluas wahana ekspresi
budaya, termasuk penyediaan platform pendukung proses berkarya
bagi para seniman, pelaku budaya, dan pekerja kreatif; dan (g)

penataan dan digitalisasi arsip persiapan pemindahan IKN di K/L
untuk menjaga kelestarian arsip dan dapat menjadi sumber
pembelajaran di masa depan.

269 Perubahan
tabel 4.13
dalam halaman
tv.72

No. Sasaran/ lndikator
Realisasi TargetBaseltne

20 19 2020 202r 2022 2023 2024

2
Meningkatnya pemajum kebudayaan utuk meningkatkm perm kebudaymn dalam
pembangunm

2.1
Indeks Pembangumn
Kebudayaan (nilai) 55,91 54,65 51,90 59,7 | 6 r,20 62,70

3 Meningkatnya kualitas kehidupan masytrakat dm daya rekat sosial

Indeks Pembmgunil
Masyuakat (nilai)

0,61
3.1 0,62.1 O,63al 0,64 0,65 0,65(2O18)

4
Menguatnya modemsi beragma
harmoni sosial ddm kehidupm

untuk memjudkm kerukunil mat dm membangun
masy{akat

4.1
Indeks Kerukunm Umat
Beragma (nilai) 73,83 67,46 72,39 74,70 75,00 75,80

5 Meningkatnya ketahmm keluarga untuk memperkukuh krakter bmgsa

5.1
Indeks Pembangunan
Keluarga (nilai)

53,57
(2018) 53,94 54,01 57,00 59,00 61,00

s.2 Median Usia Kawin Pertama
Perempuan (tahun)

21,80
l2o17l

20,70 20,70 22,OO 22,tO 22,10

6
Meningkatnya budaya literasi untuk memjudkil masyilakat berpeng€tahun, inovatif, dan
kreatif

6.I Nilai Budaya Lit€rasi (nilai) 59,1I 61,63 54,29 65,70 68,37 71,04

Sumber: Kementerian PPN/Bappcnas, Kemenko PMK, Kemcndikbudristek, Kemenag, BKKBN, BPS, BP[P,2019-
2022.

Kcterilgan: a) Berdaiarkm mgka prcycksi.
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270 Perubahan
tabel 4.14
dalam halaman
tv.74

No. Sastrm/Indikator Baseline
2019

Realisasi Ttrget

2020 2021 2022 2023 2024

Meningkatnya peran dan ketahanan keluarga dalam rangka pembentukan karakter

1.rl Indeks Kerentmm
Keluuga (nilai) t2,29 t1,92 10,95 l r,00 10,50 10,00

,.,z !"9.I" Kcakter Remaja
Inlra,

N/A 79,60 72,97 64,92 69,42 69,92

PP 2. MeningkatlGn Pemajuan dan Pelestarim Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan
Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkm Kesejahteran Rakyat, dm Memengaruhi Arah
Perkembangan Peradabm Dunia

Terbangunnya ekosistem kebudaym untuk mendukung pemajum kebudayam

Nilai Dimensi Warism
Budaya (nilai)

2.2 Nilai Dimensi Ekspresi
Budaya (nilai)

2.1 43,89 41,00 46,63 52,11 54,85 57,60

37,14 35,82 27,13 38,19 38,60 39,01

2.3
Nilai Dimensi Ekonomi

33,79Budaya (nilai)

PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkm Tolermsi, Kerukunm, dm Hamoni
Sosial

Menguatnya pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agma yang tolerm, inklusif, dm moderat
di kalmgm umat beragama

26,96 20,69 43,52 46,76 50,00

3.1
lndeks
Ibadah

Kepuasm Laymm a< o r
Haji (nilai) N/Abr N/Abr 85,97 85,99 86,00

3.2
lndeks Kepuasm Laymm
KUA (nilai) 77,28 78,00cr 78,90 82,00 83,00 84,00

3.3 Nilai Dimensi Tolerssi
(nitai) 72,37 64,15 6a,72 72,29 72,59 73,39

3.4
Nilai Dimensi Kesetarm
(nilai) 73,72 69,54 75,03 76,23 76,53 77,33

3.5 Nilai Dimensi Kerja Sma
(nilai) 7s,40 68,68 73,41 75,86 76,16 76,96

PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dm Kreativitas Bagi Terwujudnya Masytrakat
Berpengetahuan dan Berkarakter

Meningkatnya akses dm kual.itas infrastruktur literasi untuk merujudkm masytrakat
berpengetahuan, inovatif, dan kreatif

Sumb.r: Kemcnteriil PPN/Bappcnas, Kemenko PMK, Kemendikbudristck, Kemcnag, Pcrpusnas, BKrBN, BPS,
BPIP,20t9-2022.

Kcterilgan: a) Berdasdkm ugka prcy.kri, b) Tahun 2020 du 2021, tbadah
pandemi COVID-Ig, dil c) Suruei huya dilakukil di Pulau Jawa akibat pildmi

27r Penghapusan
subbab 4.L.4.5
dalam halaman
IV.75

(dihapus)

272 Perubahan
alinea kedua
dalam halaman
[v.77

Selain itu, dalam upaya penyelenggaraan keselamatan transportasi,
tantangan yang dihadapi pada moda jalan adalah terbatasnya ketersediaan
data terpadu sebagai basis perencanaan keselamatan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (LLAJ), tingginya rasio fatalitas kecelakaan di jalan raya,
serta kejadian kecelakaan akibat pelanggaran lalu lintas khususnya Ouer
Dmension Ouer Load. (ODOL), masih banyaknya daerah rawan kecelakaan
(blackspotl yang belum tertangani secara baik, terpadu, dan komprehensif,
serta lambatnya penanganan bagi korban kecelakaan. Pada moda
transportasi perkeretaapian masih terdapat isu terbatasnya kemampuan
penanganan kebutuhan pemeliharaan, perawatan, dan pengoperasian

keselamatan perialanan DerkeretaaDian. Pada moda
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transportasi laut dan penyeberangan, masih kerap terjadi kecelakaan kapal
pada jalur utama manprun feeder pelayarar akibat keterbatasan spesifikasi
kapal, sarana navigasi, fasilitas keselamatan pelayaran, dan rendahnya
kepatuhan terhadap standar keselamatan dan kelaikan pelayaran.
Demikian puLa dengaa moda transportasi udara yang masih terkendaLa
dalam keterbatasan sistem navigasi. Penyelenggaraan pencarian dan
pertolongan pada peristiwa kecelakaan dan bencana dihadapkan pada
kendala terbatasnya jumlah dan kualitas sarala, prasarana dan SDM
pencarian dan pertolongan.

273 Perubahan
alinea kedua
dalam halaman
tv.79

Arah kebljakan untuk penyelenggaraan kesel,amatan dan keamanan
transportasi serta pencarian dan pertolongan, yaitu (1) Mendorong
pelaksanaan Peraturan Prcsiden (Perpres) No. l/2O22 tentang Rencana
Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK
LLA.r), yang di dalamnya termasuk penetapan Rencana Aksi Keselamatan
(RAK) LLiC", oleh Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah,
pelaksanaan integrasi data dan sistem informasi Keselamatal LLA.I,
penanganan daerah rawan kecelakaan lblackspot secara terpadu melalui
penanganan infrastruktur jalan dan penyediaan perlengkapan fasilitas
keseLamatar jalan, serta penetapan waktu respons penarnganan
kegawatdaruratan sejak terjadinya kecelakaan; (2) Meningkatkan
ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan
transportasi antara lain pemenuhan kebutuhan Infro,structure M@intenonce
and Operation (IMO) prasarana perkeretaapian, penyediaan sarana bantu
navigasi pela5raran, penyediaan dan modernisasi sistem monitoring fasilitas
Surueillane dal) navigasi penerbangan terintegrasi; serta (3) meningkatkan
kuantitas dan kompetensi SDM serta pemenuhan ketersediaan dan
kelayakan sarana dan prasarana di bidang pencarian dan pertolongan.

274 Perubahan
alinea ketiga
dalam halaman
rv.79

Arah kebljakaa pembangunan konektivitas dalam mendukung
produktivitas untuk transformasi ekonomi antara lain (1) metanjutkan
pembangunan jalan tol, jalan baru da.tt pembaagunan jalur kereta api
ganda maupun jalur baru pada koridor utama angkutan penumpang dan
logistik, termasuk kereta api cepat untuk penumpang antar kota-kota besar
di PuLau Jawa, serta pembangunan akses jalan dan kereta api ke simpul
transportasi (pelabuhan, bandara, terminal) dengan memperhatikan aspek
kemanfaatan; (2) menyediakan konektivitas multimoda mendukung
kawasan prioritas (/ood esrate, industri dan pariwisata); (3) melakukan
standardisasi petabuhan utama meliputi infrastrukur, fasilitas dan kinerja
pelabuhan utama simpul angkutan domestik, integrasi pelabuhan dan
kawasan industri serta reformasi tarif jasa pelabuhan; (4) melanjutkan
pembangunan bandara baru, p€ningkatan kapasitas bandara primer dan
ja;i:agfa:n luh and. spoke penerbangan, serta pembangunan bandara
peraiiran lwaterbose airportl untuk mendukung destinasi pariwisata
kepulauan; (5) melaksanakan pembangunan pelabuhan penyeberangan
baru maupun lanjutan serta peningkatan kapasitas peLabuhan
penyeberangan; (6) menyediakan infrastruktur dan Layanan transportasi
Layanar transportasi di wilayah 3T, termasuk keperintisan meliputi darat,
kereta api, Laut, dan udara, serta program tol laut bersubsidi dan jembatan
udara; (7) meningl€tkan infrastruktur konektivitas milik daerah dalam
mendukung prioritas nasional, melalui optimalisasi perar APBD,
pemanfaatar skema DAK dan program hibah untuk penanganan jalan
daerah, rehabilitasi prasarana pelabuhan yang melayani angkutan
penumpang dan barang; serta (8) melakukan optimalisasi pemanfaatan
infrastruktur yang sudah terbargun dan sinkronisasi antar infrastruktur
lainnya.
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27s

276

Perubahan
alinea keempat
dalam halaman
IV.79 darl
alinea pertama
dalam haLaman
IV.8O

Perubahan
alinea kedua
dalam halaman
w.ao

Arah kebljakan p€mbangunan infrastruktur perkotaal difokuskan pada
pengembangan sistem angkutan umum massal di wilayah metropolitan,
terutama dalam penataan beberapa aspek yang selaras dengan prinsip
pembangunan mobilitas perkotaan, yaitu (1) datam aspek kelembagaan,
pemerintah daerah di Buatu wilayah metropolita-n didorong untuk
mengembangkan kelembagaan pengelola transportasi perkotaan yang
memiliki kewenangan perencanaan, pengelolaan, dan pengoperasian
angkutan umum lintas wilayah administrasi; (2) dalam aspek perencanaan,
pemerintah daerah di wilayah metropolitan didorong agar menl.usun
Rencana Mobilitas Perkotaan (RMP) terpadu sebagai dasar pembangunan
argkutan massal perkota.an yang berbasis wilayah fungsional dengan
berfokus pada aksesibititas pusat kegiatan sosial dan ekonomi; (3) dalam
aspek pendanaan, dikembangkaa skema pendanaan pembangunan sistem
angkutan umum massal perkotaan yang memastikan tanggung jawab
kepada pemerintah daerah, mengoptimalkan partisipasi badan usaha, serta
memberil€n ruang bagi dukungal pendanaal pemerintah pusat dengan
tetap menjamin kepemilikan (orunershiq) serta kebertranjutan pengelolaan
dan pengoperasian oleh pemerintah daerah; (4) mengembangkan angkutal
komuter meliputi. Mass Ropid ftallsi, (MRT), LAht Rapid ftansit (LRT),
Kereta Rel Listrik (KRL), dan layanan Bus Ropid T}ans (BRT) di wilayah
perkotaan; (5) melaksanakan program dukunga-n penyelenggaraal
angkutan umum massal melalui skema Bug the *rui& (BTS) dan .fubric
*ruice Obtigation (PSO); serta (6) mendorong penguatan infrastruktur TIK
dengan teknologi terbaru dan mekanisme pemakaian bersama infrastruktur
pasif dalam mendukung pengembangan kota cerdas lsnart cit4l.

Arah kebijakan pembangunan energi dan ketenagalistrikan daLam
mendukung transisi energi untuk menuju sistem energi rendah karbon
mencakup (l) mengembargkan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan
termasuk pemanfaatan energi terbarukan dan pengembangan konservasi
energi untuk mencapai akses universal dan mendukung pertumbuhan
ekonomi hijau; (2) menyediakan subsidi, stimulus tarif listdk, dan bantuan
penyediaan akses listrik untuk meringankan beban kelompok maayarakat
tidak mampu dan/atau berada di daerah 3T, serta mengembangkan
kebijakan tarif yang berkelanjutan; (3) memperluas pemanfaatan tenaga
listrrk (electrifietrbn) untuk sektor transportasi (e-uehicle dan charging
sratricn), rumah tangga, dan industri; (4) mendorong implementasi kebijakan
harga beli listrik dari energi terbarukal dan mengoptimalkan insentif fiskal
dan non fiskal yang ada termasuk dana transfer daerah dan penerapan
perdagarrgan karbon (mrbon trade); (5) melakukan percepatar
pembangunan infrastrukhrr minyak dan gas bumi seperti ruas pipa
transmisi dan distribusi gas bumi serta pengembangan dan pembangunan
kilang minyak; (6) optimalisasi pemerataan akses BBM dan gas bumi
melalui pelaksanaan BBM satu harga; dan (7) menginGgrasikan
pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di antara para
pelaku (pemerintah pusat, daerah, serta badan usaha) maupun antar selrtor
(seperti industri dan teknologi), termasuk meLalui dana transfer daerah.

- r.t43 -
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277  Perubahan 

Tabel 4.15 

dalam halaman 

IV.81 

 

Tabel 4.15  

Sasaran, Indikator, dan Target 

PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk 

Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 

No. Sasaran/Indikator 
Baseline 

2019 

 Realisasi  Target 

 2020 2021  2022 2023 2024 

1 Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar 

1.1 Rumah tangga yang 
menempati hunian layak 

dan terjangkau (%) 

56,51  59,54 60,90  65,10 67,88 701) 

1.2 Penurunan rasio fatalitas 
kecelakaan jalan per 10.000 
kendaraan terhadap angka 
dasar tahun 2010 (%) 

53  59 60  62 63 65 

1.3 Persentase luas daerah 
irigasi yang dimodernisasi 
(kumulatif, %) 

0  0 0  0,06 0,50 0,80 

1.4 Persentase pemenuhan 
kebutuhan air baku 
(kumulatif, %) 

64,52  65,34 66,81  67,67 68,50 69,50 

2 Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan 
dasar 

2.1 Waktu tempuh pada jalan 
lintas utama pulau (jam/100 
km) 

2,30  2,16 2,22  2,09 2,08 1,90 

2.2 Persentase rute pelayaran 
yang saling terhubung (loop) 
(%) 

23  24 25  26 26 27 

2.3 Kondisi jalur KA sesuai 
standar Track Quality Index 
(TQI) kategori 1 dan 2 (%) 

81,50  82,83 90,36  91 91,16 94 

2.4 Persentase capaian On Time 
Performance (OTP) 
transportasi udara (%) 

85,73  86 87  88 89 90 

3 Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan 

3.1 Jumlah kota metropolitan 
dengan sistem angkutan 
umum massal perkotaan 
yang dibangun dan 
dikembangkan (kota) 

1  

6 

(berlan-
jut) 

6 

(berlan-
jut) 

 

6 

(berlan-
jut) 

6 

(berlan-
jut) 

6 

3.2 Persentase rumah tangga 
yang menempati hunian 
layak dan terjangkau di 
perkotaan (%) 

61,09  64,64 64,64  68,20 70,77 73 
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Tabel 4.16 

dalam halaman 

IV.84 

 

No. Sasaran/ Indikator 
Baseline 

2019 

 Realisasi  Target 

 2020 2021  2022 2023 2024 

1.10 

Persentase rumah tangga 
yang menempati hunian 
dengan akses sanitasi (air 
limbah domestik) layak dan 
aman (%) 

77,4 
 layak 
terma-

suk 7,49  
aman 

 

79,53 
layak, 
terma-

suk 
7,64 
aman 

80,29 
layak, 
terma-

suk 
7,25 
aman 

 

82,07 
layak, 
terma-

suk 
11,5 
aman 

86,03 
layak, 
terma-
suk 13 
aman 

90 
 layak, 
terma-
suk 15  
aman 

1.11 

Persentase rumah tangga 

yang masih mempraktikkan 
buang air besar 
sembarangan (BABS) di 
tempat terbuka (%) 

7,61  6,19 5,69  2,98 1,49 0 

1.12 

Persentase rumah tangga 
yang menempati hunian 
dengan akses sampah yang 
terkelola dengan baik di 
perkotaan (%) 

59,08 
penang-

anan dan 
1,55 

pengura-
ngan 
(2016) 

 

54,85 
penang-

anan 
dan 
0,88 

pengu-
rangan 
(2019) 

54,85 
penang-

anan 
dan 
0,88 

pengu-
rangan 
(2019) 

 

75,28 
penang-

anan 
dan  
9,13 

pengu-
rangan 

77,64 
penang-

anan 
dan 

14,57 
pengu-
rangan 

80 
penang-

anan 
dan  
20 

pengu-
rangan 

Meningkatnya layanan keselamatan dan keamanan transportasi 

1.13 
Rata-rata waktu tanggap 
pencarian dan pertolongan 
(menit) 

28  27,50 27  26 25,50 25 

Meningkatnya layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan 

1.14 

Jumlah kabupaten/kota 
yang terpenuhi kebutuhan 
air bakunya secara 
berkelanjutan (kab/kota) 

88  91 94  95 96 97 

Meningkatnya optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi 

1.15 
Volume tampungan air per 
kapita (m3/kapita)  

57,21  56,52 58,11  58,34 61,98 66,34 

1.16 
Persentase luas sawah 
beririgasi (%) 

41,70  41,85 42,31  43,48 43,57 44,04 

1.17 
Luas daerah irigasi yang 
dimodernisasi (hektar) 

0  0 0  1.462 11.956 11.956 

PP 2. Infrastruktur Ekonomi 

Meningkatnya konektivitas wilayah 

2.1 
Persentase kondisi mantap 
jalan nasional/provinsi/ 

kabupaten/kota (%) 

92/68/ 

57 
 

90/68/

57 

92/71/

67 
 

91/72/

62 

93/73/

63 

97/75/

65 
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No. 
Perihal 

Perubahan 
Pemutakhiran RKP Tahun 2023 

279  Perubahan 

Tabel 4.16 

dalam halaman 

IV.85 

 

No. Sasaran/ Indikator 
Baseline 

2019 

 Realisasi  Target 

 2020 2021  2022 2023 2024 

2.2 
Panjang jalan tol baru yang 
terbangun dan/ atau 
beroperasi (km) 

1.461a)  246 339,80  327,70 415 2.500b) 

2.3 
Panjang jalan baru yang 
terbangun (km) 

3.387a)  255,50 811,62  503 490 3.000b) 

2.4 
Panjang jaringan KA yang 
terbangun (kumulatif) (km) 

6.164  6.325 6.466  6.565 6.724 7.451 

2.5 

Jumlah pelabuhan utama 
yang memenuhi standar 
(lokasi) 

1  

1 
(berlan-

jut) 

2  
(berlan-

jut) 
 

3  
(berlan-

jut) 

4 
(berlan-

jut) 
7 

2.6 
Jumlah rute subsidi tol laut 
(rute) 

14  21 32  35 35 25 

2.7 

Jumlah pelabuhan 
penyeberangan baru yang 
dibangun (lokasi) 

24  
(22 selesai, 
2 berlanjut) 

a) 

 
9 

(berlan- 
jut) 

13 (3 
selesai, 

10 
berlan-

jut) 

 

8 (4 
selesai,  

4 berlan-
jut) 

4 
(berlan-

jut) 
36b) 

2.8 

Jumlah bandara baru yang 
dibangun (kumulatif) 
(lokasi) 

15a)  

7 
(berlan-

jut) 

10 
(berlan-

jut) 
 

10 
(berlan-

jut) 

12 
(berlan-

jut) 
21b) 

2.9 
Jumlah rute jembatan 
udara (rute) 

35  28 39  42 41 43 

PP 3. Infrastruktur Perkotaan 

Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan 

3.1 

Jumlah kota yang dibangun 
perlintasan tidak sebidang 
kereta api/flyover/un-
derpass (kota) 

3  0 
5 

(berlan-
jut) 

 
5 

(berlan-
jut) 

5 
(berlan-

jut) 
6 

3.2 

Jumlah sistem angkutan 
umum massal di perkotaan 
besar lainnya yang 
dikembangkan (kota) 

1  

1 
(berlan-

jut) 
1  

6 
(berlan-

jut) 

6 
(berlan-

jut) 
6 

3.3 

Jumlah kawasan di 
permukiman kumuh 
perkotaan yang ditangani 
melalui peremajaan kota 
(kawasan) 

0  0 0  5 6 10 

PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan 

Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien 

4.1 
Jumlah produksi tenaga 
listrik (GWh) 

275. 
900,00 

 
272. 

420,00 
210. 

601,00c) 
 

382. 
696,10 

406. 
325 

431. 
281,20 
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Perihal 
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280  Perubahan 

Tabel 4.16 

dalam halaman 

IV.86 

 

281  Perubahan 

Infografis Major 

Project Rumah 
Susun 

Perkotaan (1 

Juta) dalam 

halaman IV.87 

 

No. Sasaran/ Indikator 
Baseline 

2019 

 Realisasi  Target 

 2020 2021  2022 2023 2024 

4.2 
Penurunan emisi CO2 
pembangkit (juta ton) 

3,88  8,78 10,37  5,36 5,91 6,07 

4.3 
Jumlah pengguna listrik 
(ribu rumah tangga-

kumulatif) 

75.705  78.663 81.530  81.217 83.219 85.216 

4.4 

Jumlah sambungan rumah 
jaringan gas kota 

(kumulatif, sambungan 
rumah) 

537.936a)  673.222 848.097  
1.288.8

70 

1.688.

874 

4.010. 

445 

4.5 
Jumlah kapasitas kilang 
minyak-kumulatif (Barrel 
per Calendar Day/BPCD) 

1.151. 
000 

 
1.151.
000 

1.151.
000 

 
1.176.
000 

1.176.
000 

1.276.
000 

PP 5. Transformasi Digital 

Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi 
dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi 

5.1 
Persentase rata-rata 
pertumbuhan sektor TIK (%) 

9,42  10,58 6,83  
9,80–
10,00 

8,80 8,80 

5.2 
Persentase pengguna 
internet (%) 

64,80  73,70 73,70  79,20 80,70 82,30 

5.3 
Proporsi individu yang 
menguasai/memiliki telepon 
genggam (%) 

63,53  62,84 57,48  73 74 75,70 

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas 2022, 1) Susenas 2019; 2) RPJMN 2020–2024. 

Keterangan: a) kumulatif 2015–2019; b) kumulatif 2020–2024; c) Realisasi TW III 2021. 
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No-
Perihal

Perubahan
Pemutakhiran RKP Tahun 2023

282 Perubahan
Infografis Major
Pro.lecl Akses
Air Minum
Perpipaan (10
Juta
Sambungan
Rumah) dalam
haLaman IV.88

283 Perubahan
lnfografis Major
ProTbct Akses
Sanitasi (Air
Limbah
Domestik)
Layak dan
Aman (9O%
Rumah Tangga)
dalam halaman
IV.88
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Perihal

Perubahan
Pemutakhiran RKP Tahun 2O23

28.4 Perubahan
Infografis McTbr
Project
Pemulihan 4
DAS Ikitis
daLam halaman
IV.89

285 Perubahan
Infografis MaTor
hojed l8
Waduk
Multiguna
dalam halamal
TV.89
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No.
Perihal

Perubahan Pemutakhiran RKP Tahun 2023

246 Perubahan
Infografis MaJor
Prokd
Pengamanan
Pesisir 5
Perkotaan
Pantura Jawa
dalam halaman
IV.90

2A7 Perubahan
Infografis McJbr
Prokd Jarirl'gaJ)
PeLabuhan
Utama Terpadu
dalam halamaa
w.90

SK No 168153 A
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No. Perihal
Perubahaa Pemutakhiran RKP Tahun 2023

2AA Perubahan
Infografis Major
Prokd lkreta
Api Makassar-
Pare Pare dalam
halaman Iv.91

249 Perubahan
lnfografrs lvlajor
Projed KA
Kecepatan
Tinggi Pulau
Jawa (Jakarta -
Semarang dan
Jakarta -
Bandung)
dalam halaman
w.9r

SK No 168l54A
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No.
Perihal

Perubahan
Pemutakhiran RKP Tahun 2O23

290 Perubahan
kfiograf:s Major
Prokct Jala'J.
Tol Trans
Sumatera Aceh-
Lampung dalam
halaman IV.92

291 Perubahan
Infografis Ma.yor
Projed JaJan
Trans Pada 18
Pulau
Tertinggal,
Terluar, dan
Terdepan dalam
halaman IV.92
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Perihal
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292 Perubahan
Infografrs Major
Project Jalan
Ttans Papua
Merauke -
Sorong dalam
halaman IV.93

Pemutakhiran RKP Tahun 2023

293 Perubahan
Infografis Major
Projed
Jembatan
Udara 37 Rute
di Papua dalam
halaman IV.93

SK No 168156A
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No.
Perihal

Perrbahan Pemutakhiran RKP Tahun 2023

294 Perubahan
lnfografis Major
Projec, Sistem
Angkutan
Umum Massal
Perkotaan di 6
Wilayah
Metropolitan:
Jakarta,
Surabaya,
Bandung,
Medan,
Semarang dan
Makassar
dalam halaman
IV.94

295 Perubahan
Infografis Major
Ptokct
Penyediaan
Tenaga Listrik:
Pembangkit
Listrik 27.OOO
MW, Transmisi
19.000 kms
dan Gardu
lnduk 38.000
MVA datam
halaman IV.94
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296 Perubahan
lr:fogra.fis Major
Prokct
Infrastruktur
Jaringaa Gas
Kota untuk 4
Juta
Sambungan
Rumah dal,am
halaman Iv.95

297 Perubahan
Infografrs Mojor
hoject
Pembangunan
dan
Pengembangan
Kitang Minyak
dalam halamal
IV.96

SK No 168158 A
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No.
Perihal

Perubshan Pemutakhiran RKP Tahun 2023

298 Perubahan
lnfografis Major
Projed
Transformasi
Digital dalam
halaman IV.96

299 Perubahan
alinea pertama
daLam haLaman
I\t.97

Kerangka regulasi yang diperlukan dan direncanakan dilaksanakan di
tahun 2023 untuk mendukung PN 5 Memperkuat lnfrastruktur Untuk
Mendukung Pengembangaa Ekonomi dan Pelayanan Dasar antara lain:

(1) Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Rencana
Aksi KeseLamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

(2) Revisi Peraturan Pemerintah No. 3a/2006 tentang Jalan;
(3) Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan

Angkutan Umum Massal Perkotaan.

300 Perubahan
alinea kedua
dalam halaman
t\|-97

Skategi peningkatan kualitas lingkungan hidup akan berfokus pada upaya
penanganan beban pencemaran untuk meningkatkan daya dukung dan
daya tampung lingkungan hidup, meliputi (l) upaya peningkatan kualitas
udara, air, air laut, dan tutupan l,a,han sebagai penyangga sistem kehidupan
masyarakat; (2) penanganan limbah 83 dan sampah spesilik; serta (3)
optimalisasi pengelolaan keanekaragaman hayati metralui pengurangan
ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan peningkatan pemanfaatan
keanekaragaman ha5rati secara berkeLarjutan di tingkat ekosistem, spesies,
dan genetik yang dicakup dalam Dokumen Strategi dan Rencana Aksi
Pengelol,aan Keaaekaragaman Hayati Indonesia Pasca 2020 (Indonesia
Biodiversity Stratery and Action Plan Post 2O2O/IBSAP Post 2O2O).

- I.156 -
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Pemutakhiran RKP Tahun 2023 

301  Perubahan 

Tabel 4.17 

dalam halaman 

IV.98 

 

Tabel 4.17  

Sasaran, Indikator, dan Target 
PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, 

dan Perubahan Iklim 

No. Sasaran/Indikator 
Baseline 

2019 

 Realisasi  Target 

 2020 2021  2022 2023 2024 

1 Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 

1.1 
Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup (IKLH) 
(nilai) 

66,55  70,27 71,45  69,22 69,48 69,74 

2 Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim 

2.1 

Penurunan potensi 
kehilangan PDB akibat 
dampak bencana dan iklim 
terhadap total PDB (%) 

N/Aa)  0,37 0,43b)  0,91 1,10 1,25 

3 
Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 
terhadap baseline 

3.1 
Persentase penurunan 

emisi GRK (%) 
        

 a. Kumulatif 24,92  26,44 26,02b)  26,87 27,02 27,27 

 b. Tahunan 11,01  39,55 22,51b)  26,70 26,80 27,30 

3.2 
Persentase penurunan 
intensitas emisi GRK (%) 

20,75  38,01 20,71b)  28,49 29,70 31,64 

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022. 

Keterangan: a) belum dilakukan penghitungan; b) angka sementara, November 2022 



FNESTDEN
REPUEUK INDONESIA

- I.158 -

SK No 168161A

No. 
Perihal 

Perubahan 
Pemutakhiran RKP Tahun 2023 

302  Perubahan 

Tabel 4.18 

dalam halaman 

IV.100 

 

Tabel 4.18  

Sasaran, Indikator, dan Target PP dari 
PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, 

dan Perubahan Iklim 

No. Sasaran/Indikator 
Baseline 

2019 

 Realisasi  Target 

 2020 2021  2022 2023 2024 

PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 

Meningkatnya kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, serta kualitas tutupan lahan dan 
ekosistem gambut 

1.1 
Indeks Kualitas Air (IKA) 
(nilai) 

52,65  53,53 52,82  55,30 55,40 55,50 

1.2 
Indeks Kualitas Air Laut 
(IKAL) (nilai) 

N/Aa)  68,94 81,04  59,50 60,00 60,50 

1.3 
Indeks Kualitas Udara (IKU) 
(nilai) 

86,57  87,21 87,36  84,30 84,40 84,50 

1.4 
Indeks Kualitas Tutupan 
Lahan dan Ekosistem 

Gambut (IKL) (nilai) 

62,00  59,54 60,72  63,50 64,50 65,50 

PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim 

Berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta 
meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat 

2.1 
Persentase penurunan 
potensi kehilangan PDB 
akibat dampak bencana (%) 

N/Aa)  0,08b) 0,09b)  0,10 0,10 0,10 

2.2 
Penurunan potensi 
kehilangan PDB sektor 
terdampak bahaya iklim (%) 

N/Aa)  0,29b) 0,34b)  0,81 1,00 1,15 

2.3 

Kecepatan penyampaian 
informasi peringatan dini 
bencana kepada masyarakat 
(menit) 

>5,00  5,00 4,5  4,00 3,50 3,00 

PP 3. Pembangunan Rendah Karbon 

Meningkatnya capaian penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi, lahan, limbah, 
IPPU, serta pesisir dan kelautan (%) 

3.1 Penurunan emisi GRK 
terhadap baseline pada 

sektor energi (%) 
        

a. Kumulatif 4,29  4,87  5,35b)  9,70 9,99 10,15 

b. Tahunan 9,31  9,39 10,88b)  13,2 12,8 11,8 
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Perihal 

Perubahan 
Pemutakhiran RKP Tahun 2023 

303  Perubahan 

Tabel 4.18 

dalam halaman 

IV.101 

 

304  Perubahan 

Infografis Major 

Project 

Penguatan 

Sistem 
Peringatan Dini 

Bencana dalam 

halaman IV.102 

 

 

No. Sasaran/Indikator 
Baseline 

2019 

 Realisasi  Target 

 2020 2021  2022 2023 2024 

3.2 Penurunan emisi GRK 
terhadap baseline pada 
sektor lahan (%) 

        

a. Kumulatif 47,00  50,02 33,25c)  34,77 36,36 37,79 

b. Tahunan 13,39  78,80 50,71c)  53,1 58,3 57,2 

3.3 Penurunan emisi GRK 
terhadap baseline pada 
sektor limbah (%) 

        

a. Kumulatif 4,03  4,35 5,03b)  6,53 6,78 6,99 

b. Tahunan 6,90  7,15 8,93b)  9,3 9,4 9,4 

3.4 Penurunan emisi GRK 
terhadap baseline pada 
sektor IPPU (%) 

        

a. Kumulatif 5,44  6,03 6,49b)  5,24 4,97 4,77 

b. Tahunan 11,35  10,66 0,16c)  2,59 2,45 2,87 

3.5 Penurunan emisi GRK 
terhadap baseline pada 

sektor pesisir dan kelautan 
(%) 

        

a. Kumulatif N/Aa)  11,10c) 10,80c)  6,60 6,80 6,90 

b. Tahunan 6,30  11,10c) 10,50c)  6,80 7,04 7,30 

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022. 

Keterangan: a) belum dilakukan penghitungan; b) angka sementara, November 2022; c) angka target 2021  
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Pemutalhiran RKP Tahun 2O23

305 Perubahan
Infografis Mo.lbr
Projed
Pembangunan
Fasilitas
Pengolahan
Limbah 83
dalam halaman
IV. 103

306 Penambahan
subbab 4.1.6.5
Kerangka
Regulasi setelah
infografis Major
hojed
Pembangunan
Fasilitas
Pengolaharr
Limbah 83
dalam halaman
IV.103

4. 1.6.5 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PN
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan
Perubahan lklim pada tahun 2023 adalah

(11 Rancargan Peraturan Presiden tentang Stntegi dan Rencana Aksi
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indonesia Pasca 2O20 (Indonesia
Biodiversity Strates/ and Action Plan Post 2020IIBSAP Post 2020).

307 Perubahan
alinea kedua
dalam halaman
IV. 104

Untuk menjawab tantangan bidang politik dan komunikasi tersebut, arah
kebijakan yang ditetapkan adalah mewujudkan demokrasi Srang
terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan sipil, menguatnya kapasitas
lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara
secara optimal yang dapat diwujudkal melalui

(1) penguatan kapasitas lembaga demokrasi dengaa strategi (a) penguatan
penyelenggaraan pemilu sebagai persiapan tahapan pemilu serentak
ta}r']uJl 2024; (b) penguatan peraturan perundangan bidang politik;
(c) bantuan keuangan kepada partai po[tik; (d) penguatan demokrasi
intemal, transparansi, dan akuntabilitas partai politik; serta
(e) penguatan demokrasi secara umum yang dapat direfleksikan dengan
angka Indeks Demokrasi lndonesia (IDI) setiap tahunnya;

(2) peningkatan keaetaraan dan kebebasan dengan strategi (a) pendidikan
politik dan pendidikan pemilih, khususnya kelompok pemilih pemula;
(b) peningkatan kualitas prenyelenggaraan kepemiluan; dan
(c) peningkatan kualitas dan kapasitas OMS; dan

(3) peningkatan kualitas komunikasi publik dengan strategi
(a) pengintegrasian tata kelola informasi dan komunikasi publik di
kementerian/lembaga/daerah; (b) penyediaan konten dan akses
informasi publik secara merata dan berkeadilan, terutama di wilayah
terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T); (cl peningkatan kualitaa sumber
daya manusia (SDM) bidang komunikasi dan informatika;

SK No 168163 A
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n

u

No.
Perihal

Perubahan
Pemutakhiran RKP Tahun 2023

(d) peningkatan literasi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (flK)
masjrarakat; (e) peningkatan peran lembaga pers dan jumalis; serta
(0 peningkatan kualitas lembaga penyiaran.

308 Perubahan
alinea kedua
daLam halaman
Iv.l05

Guna pelaksanaaa kebljakan luar negeri yang optimal, arah kebijakan dajl
strategi di tahun 2023 akan difokuskan pada (11 peningkatan peran
kepemimpinan Indonesia di tingkat forum regional dan global;
(2) pemutakhiran data WNI (termasuk pemutakhiran data pemilih di luar
negeri) dan penguatan Portal Peduli WNI; (3) percepatan penyelesaian
perundingan penetapan batas maritim; (4) peningkatan citra positif
Indonesia; dan (51 dalam konteks keda sama pembangunan internasional,
pemerintah terus mendorong partisipasi swasta daLam KSST untuk
mendukung pembangunan di sektor green economA, blue economg, itdrtstti
halal, pertanian, dan kesehatan; serta (6) terus berkontribusi terhadap
solidaritas, perdamaian, dan pembentukan tata kelola global, baik melalui
forum/Ol maupun pemberian hibah.

309 Penambahan
alinea setelah
alinea keempat
dalam halaman
Iv.105

Dalam rangfu meningkatkan kuatitas pelayaaan publik, telah dilakukan
berbagai upaya diantaranya pengembangan pelayanan publik digital,
penguatal pengawasan masyarakat atas kineda pela5ranan pubtik melalui
Sist€m Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - layanan
Aspirasi dan Pengaduan Online Ralg.at (SP4N-LAPOR!), penguatan
pelayanaa publik terpadu melalui pembangunan Mal PeLayanan Publik
(MPP), serta pembinaan inovasi pelayanan publik. Upaya tersebut
berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan pubtik, hal ini
ditunjukkan dengan nilai Indeks Pelayanan PubUk oPP) Nasional yang
mengalami peningkatan dari 3,38 pada tahun 2018 menjadi 3,79 pada
tahun 2021. Di samping itu, dalam hal kepatuhan penyelenggaraan
pelayanan publik t€rhadap sts.ndar pelayanan publik (atas dasar UU Nomor
25 tahun 2OO9 Tentang PeLayanan Publik) juga menunjukkan perbaikan.
Tahun 2021, sebanyak 142 insta-nsi pemerintah memperoleh tingkat
kepatuhan pelayanan publik kategori baik.

310 Perubahan
alinea kelima
dalam halaman
IV.l05 dan
alinea pertama
dalam halaman
IV.106

Pada bidang aparatur negara, beberapa iBu strategis terkait transformasi
birokrasi adalah peLaksanaan manajemen ASN yang meliputi sistem
informasi manajemen AsN yang belum terintegrasi, belum
diimplementasikannya Manajemen Talenta ASN di seluruh instansi
pemerintah, perbaikan sistem rekrutmen ASN, penerapan pemberian
penghargaan berbasis kinerja, dan pel,anggaran netralitas/disiplin ASN.
Pada aspek pelayanaa publik, yaitu belum terintegrasinya layanan publik
prioritas pada portal pelayanal publik nasional, pemanflaataa Jaringan
Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) sebagai sumber pengetahuan inovasi
pelayanan publik dan optimalisasi penyelesaian laporal pengaduan
peLayanan publik. Pada aspek kelembagaan dan proses bisnis, tantangan
yang dihadapi adalah percepatan pelaksanaan SPBE, penata,an proses
bisnis berdasarkan isu/tematik dan lintas sektor, serta percepatan
implementasi SRIKANDI di seluruh KlLlD. Pada aspek pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (RB), tantangan yang dihadapi adatrah masih rendahnya
kualitas pelaksanaan RB di daerah, Daliam mengatasi isu/tantangan
tersebut, arah kebijakan yang dilakukan tahun 2023 di antaranya (l)
transformasi manajemen SDM aparatur; (2) transformasi peLayanan publik;
(3) penataan kelembagaan darr proses bisnis yang efektif, dan (4) penguatan
petraksanaan RB dan akuntabilitas kinerja pembangunan.
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311  Perubahan 

Tabel 4.19 

dalam halaman 

IV.106  

 

312  Perubahan 

Tabel 4.19 

dalam halaman 

IV.107 

 

Tabel 4.19 

Sasaran, Indikator, dan Target 

PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam 

dan Transformasi Pelayanan Publik 

No. Sasaran/Indikator 
Baseline 

2019 

 Realisasi  Target 

 2020 2021  2022 2023 2024 

1 
Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya 
Kapasitas Lembaga-lembaga Demokrasi, dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara secara 
Optimal 

1.1 
Indeks Demokrasi Indonesiaa) 
(nilai) 

74,92  73,66 78,12  78,92 79,25 79,58 

1.2 

Tingkat Kepercayaan 
Masyarakat terhadap Konten 
dan Akses Informasi Publik 

terkait Kebijakan dan 
Program Prioritas 
Pemerintah2) (%) 

69,43  70,4 77,23  75 78 79 

2 Optimalnya Kebijakan Luar Negeri 

2.1 
Indeks Pengaruh dan Peran 
Indonesia di Dunia 
Internasional3) (nilai) 

95,20  96,58 112,06  4,85b) 4,88b) 4,88b) 

3 Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap 

3.1 
Indeks Pembangunan Hukum 
(nilai) 

0,62  0,54c) 0,55d)  0,56e) 0,57e) 0,58e) 

4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 

4.1 
Indeks Pelayanan Publik 
Nasional (nilai) 4) 

3,63  3,84 3,79  3,80f) 3,90f) 4,00f) 

5 Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

5.1 

Persentase Luas Wilayah 

NKRI yang Dapat Dijaga 
Keutuhannya (%)5) 

100  100 100  100 100 100 

Sumber: 1) BPS; 2) Kemenkominfo; 3) Kemenlu; 4) KemenPAN-RB; 5) Kemenhan. 

Keterangan: a) penyesuaian dengan hasil penghitungan IDI menggunakan metode baru per Juni 2022; b) Indeks 

Peran dan Pengaruh Indonesia tahun 2022-2024 mengalami penyempurnaan formulasi penghitungan dengan 

konversi indeks berdasarkan skala guna mencerminkan tingkatan peran dan pengaruh dalam indeks; c) 

penghitungan IPH pada tahun 2020 dan tahun-tahun berikutnya dilakukan dengan menggunakan metode 

pengumpulan data dan penghitungan, kerangka berpikir melalui pilar, variabel dan indikator yang baru dan 

berbeda dengan IPH pada tahun 2015-2019 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan nilai capaian IPH 2019; d) 

penghitungan nilai Indeks Pembangunan Hukum (IPH) 2021 dilakukan pada tahun 2022; e) penghitungan nilai 

IPH dilakukan pada T+1, sehingga penghitungan nilai IPH 2022 akan dilakukan pada tahun 2023, penghitungan 

nilai IPH 2023 akan dilakukan pada tahun 2024, dan penghitungan nilai IPH 2024 akan dilakukan pada tahun 

2025; dan f) akan dikonfirmasi lebih lanjut dengan KemenPAN-RB. 

No. Sasaran/Indikator 
Baseline 

2019 

 Realisasi  Target 

 2020 2021  2022 2023 2024 

4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 

4.1 
Indeks Pelayanan Publik 
Nasional (nilai) 4) 

3,63  3,84 3,79  3,80f) 3,90f) 4,00f) 

5 Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

5.1 
Persentase Luas Wilayah 
NKRI yang Dapat Dijaga 
Keutuhannya (%)5) 

100  100 100  100 100 100 

Sumber: 1) BPS; 2) Kemenkominfo; 3) Kemenlu; 4) KemenPAN-RB; 5) Kemenhan. 

Keterangan: a) penyesuaian dengan hasil penghitungan IDI menggunakan metode baru per Juni 2022; b) Indeks 

Peran dan Pengaruh Indonesia tahun 2022-2024 mengalami penyempurnaan formulasi penghitungan dengan 
konversi indeks berdasarkan skala guna mencerminkan tingkatan peran dan pengaruh dalam indeks; c) 

penghitungan IPH pada tahun 2020 dan tahun-tahun berikutnya dilakukan dengan menggunakan metode 
pengumpulan data dan penghitungan, kerangka berpikir melalui pilar, variabel dan indikator yang baru dan berbeda 

dengan IPH pada tahun 2015-2019 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan nilai capaian IPH 2019; d) 
penghitungan nilai Indeks Pembangunan Hukum (IPH) 2021 dilakukan pada tahun 2022; e) penghitungan nilai IPH 

dilakukan pada T+1, sehingga penghitungan nilai IPH 2022 akan dilakukan pada tahun 2023, penghitungan nilai 
IPH 2023 akan dilakukan pada tahun 2024, dan penghitungan nilai IPH 2024 akan dilakukan pada tahun 2025; 

dan f) akan dikonfirmasi lebih lanjut dengan KemenPAN-RB. 
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Tabel 4.20 

Sasaran, Indikator, dan Target PP dari 

PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam 

dan Transformasi Pelayanan Publik 

No. Sasaran/Indikator 
Baseline 

2019 

 Realisasi  Target 

 2020 2021  2022 2023 2024 

PP 1. Konsolidasi Demokrasi 

Terwujudnya Stabilitas Politik yang Kondusif serta Komunikasi Publik yang Efektif, Integratif, dan 

Partisipatif 

1.1 
IDI Aspek Kapasitas Lembaga 

Demokrasia) (nilai) 
78,73  75,66 75,67  79,31 81,51 83,71 

1.2 IDI Aspek Kebebasana) (nilai) 77,20  79,40 79,72  75,90 74,21 72,53 

1.3 IDI Aspek Kesetaraana) (nilai) 70,71  67,85 78,86  81,08 81,51 81,94 

1.4 

Jumlah Regulasi/Kebijakan 
Tata Kelola Informasi dan 
Komunikasi Publik di Pusat 
dan Daerah yang Terintegrasi 
Sesuai Asas-asas 
Keterbukaan Informasi 
Publik (dokumen) 

3  6 2  3 5 2 

PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri 

Meningkatnya Efektivitas Diplomasi dan Pemanfaatan Kerja Sama Pembangunan Internasional 

2.1 

Jumlah Forum yang 
Dipimpin oleh Indonesia pada 
Tingkat Regional dan 
Multilateral (forum) 

8  20 48  13 14 16 

2.2 
Indeks Citra Indonesia di 
Dunia Internasional (nilai) 

3,78  3,82 3,98  3,90 3,95 4,00 

2.3 
Indeks Pelayanan dan 
Pelindungan WNI di Luar 
Negeri (nilai) 

89,91b)  88,35 92,61  90,00 91,00 92,00 

PP 3. Penegakan Hukum Nasional 

Meningkatnya Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Akses terhadap Keadilan 

3.1 
Indeks Perilaku Anti Korupsi 
(nilai) 

3,70  3,84 3,88  4,06 4,09 4,14 
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314  Perubahan 

Tabel 4.20 

dalam halaman 

IV.109 

 

315  Perubahan 

alinea kedua 

dalam halaman 

IV.110 

Selain itu, kerja sama pembangunan internasional akan terus diperkuat 

untuk mendorong transformasi ekonomi melalui (1) penguatan pemberian 

hibah yang efektif; (2) peningkatan partisipasi aktor nonpemerintah dalam 

kerja sama pembangunan internasional termasuk KSST untuk mendorong 
sektor ekonomi yang produktif, mitigasi krisis iklim, dan penguatan 

arsitektur kesehatan global melalui pendekatan kemitraan multi pihak 

(KMP); (3) penguatan sinergi diplomasi publik untuk diplomasi komoditas 

berkelanjutan mendukung pemulihan pariwisata dan meningkatkan citra 

sebagai stabilisator di kawasan; serta (4) penguatan kepemimpinan 
Indonesia melalui (a) keanggotaan di berbagai forum/organisasi 

internasional antara lain, (i) Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan 

Australia (MIKTA); (ii) United Nation Social Economic and Social Council 

(ECOSOC); (iii) pencalonan di Executive Board UNESCO (2023-2027); (b) 

peningkatan peran dalam mendorong pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM), 
serta perdamaian dan stabilitas keamanan global, seperti melalui Misi 

Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (MPP PBB) dan 

penyampaian compliance terhadap pemenuhan HAM; dan (c) pengukuran 

pemanfaatan partisipasi Indonesia dalam forum/OI. 

316  Perubahan 

alinea keempat 

dalam IV.110 

Kegiatan-kegiatan penting pada bidang aparatur negara dan transformasi 

birokrasi, antara lain (1) penerapan platform tunggal digital ekosistem 
manajemen ASN, (2) integrasi portal pembelajaran dan pelatihan ASN, (3) 

koordinasi percepatan penerapan manajemen talenta ASN, (4) revitalisasi 

sistem rekrutmen ASN, (5) penerapan kebijakan manajemen penghargaan 

ASN berbasis kinerja, (6) penegakan disiplin dan pengawasan atas netralitas 
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ASN, (7) integrasi layanan pada portal pelayanan publik (e-seruices), (8)
Jaringan Inovasi Pel,ayanan Publik Nasional, (91 pengaduart peLa5ranan
publik yang diselesaikan, (10) koordinasi p€rcepatan implementasi
kebijakan SPBE, (11) koordinasi percepatan reformasi birokrasi dan
akuntabilitas kinerja pembangunan nasional (12) pemetaan proses bisnis
dan penataan kelembagaan tematik, (131 koordinasi percepatan dan
penerapan Sietem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di
instansi pusat dan daerah.

3t7 Perubahan
Infografis MaTor
Projed
Penguatan
NSOC-SOC dan
Pembentukan
121 CSIRT
dalam halamaa
Iv.111

31a Perubahart
Infografis Ma.lor
Prokd
Penguatan
Keamalar Laut
di Natuna
dalam halamaa
ru.111

319 Perubahan
alinea ketiga
dalam halaman
IV.1 12

Kebutuhan regulasi pada PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan Publik pada tahun 2023 sebagai upaya
mendukung penataan regulasi nasional diarahkan untuk mendukung
peLaksanaan kerangka regulasi dalam RPJMN 2020-2024, yang metiputi

(l) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No. 37l2OO4
tentanc KeDailitan dan Penundaan

SK No 168168A
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(2) Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak; 

(3) Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha; 

(4) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata; 

(5) Revisi UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum; 
(6) Revisi UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM); 

(7) Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi; 

(8) Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana; dan 

(9) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Pemerintah No. 5/2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada 

Partai Politik. 

 

320  Perubahan 

alinea pertama 

dalam halaman 

IV.113 

Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 mengacu 

pada pencapaian target RPJMN 2020–2024 dengan ketersediaan anggaran 

belanja K/L yang diperkirakan lebih ketat dari tahun sebelumnya. Hal ini 
membuat pemilihan kegiatan/proyek harus lebih selektif dengan 

mempertimbangkan kesiapan dan penuntasannya. Meskipun pada tahun 

2023 masih dibayangi dengan kondisi pandemi dan upaya recovery, 

penekanan pendanaan juga akan diarahkan pada kebijakan untuk 

penyelesaian pembangunan infrastruktur, percepatan penghapusan 
kemiskinan ekstrem, penanggulangan pengangguran disertai dengan 

peningkatan decent job, peningkatan kualitas sumber daya manusia 

(kesehatan dan pendidikan), pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri, 

pembangunan rendah karbon, dan  program-program pembangunan yang 

terkait langsung dengan peningkatan produktivitas termasuk 

pembangunan Ibu Kota Nusantara. 

 

321  Perubahan 

Tabel 4.21 

dalam halaman 

IV.113 

 

 

 

 

Tabel 4.21  

Alokasi pada Prioritas Nasional Tahun 2023 

No. Prioritas Nasional 
Alokasi  

(Rp. Triliun) 

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan 

54,7 

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan 

124,9 

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing 

255,5 

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 6,1 

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar 

108,0 

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan 
Bencana, dan Perubahan Iklim 

8,9 

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan 

Publik 
57,6 

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022 

Catatan: a) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional; 
b) Alokasi Prioritas Nasional mencakup rincian belanja K/L, Dana Transfer Khusus Fisik dan KPBU. Belum 
memperhitungkan Investasi Badan Usaha (BUMN/Swasta). 
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322 Perubahan
alinea kedua
dalam halaman
IV.1 13 dan
alinea pertama
dalam halaman
IV.1 14

Dalam mendorong peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi
yang inklusif dan berkelanjutan dilakukan beberapa. langkah strategis,
yaitu percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas
SDM, penanggulangan penganggurar disertai peningkatan deent job,
mendorong pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri darr penguatan
riset terapan, pembaagunan rendah karbon dan transmisi energi dan
respon terhadap perubahan iklim, dart percepatan pembangunan
infrastruktur dasar,

323 Perubahan
alinea kedua
dalam halaman
IV.1 14

Dalam pelaksanaannya, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
dilakukan mel,alui sistem jaminan sosial, modernisasi pertanian, dan
pemerataan pembangunan, Untuk penanggulangan pengangguran disertai
peningkatan deent job dilakukan meLalui penyediaal Lapangan usaha.
Sedangkan untuk meningkatkan kualitas SDM dilakukan melalui
Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (Penerima Bantuan Iuran dalam
Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat) dan perkuatan sistem
pendidikan (Program Indonesia Pintar/Ikrtu Indonesia Pintar).

324 Penambahan
alinea setelah
alinea kedua
dalam halaman
IV.1 14

Selanjutnya, untuk mendorong pemulihan dunia usaha dilekukan melalui
revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM. Untuk percepatan
pembalgunal infrastruktur dasar diLakukan meLalui penyediaan air bersih
dan sanitasi, infrastruktur digital dan infrastruktur konektivitas. Dalam
konteks pembangunan infrastruktur ini, dilakukan juga pengembangan
fasilitas dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN), antara lain pembangunan
gedung dan penataan kawasan IKN, p€mbangunan jaringan interkoneksi
(tistrik), pembaagunan jaringan telekomunikasi serta pembangunan
infrastruktur ICT.

325 Penambahan
alinea setelah
alinea ketiga
dalam halaman
IV.114

Selain penekanan pada 14 Major Project tersebut, RKP 2023 juga
mendukung persiapan Pemilihan Umum Presiden dan Pemilihan Kepala
Daerah serentak yang akan diselenggarakan pada t,.l)ruJl 2024.

326 Perubahan
alinea keempat
dalam halaman
rv_ 1 14

Kondisi keters€diaan anggaran yang terbatas mendorong pemerintah untuk
lebih selektif dalam menentukan kegiatan ataupun proyek yang akan
dilaksanakan. SeLain mempertimbalgkan kesiapan dan penuntasa-nnya,
integrasi kebijakan merupakan salah satu pilihan strategi yang akan
dilaksanakan. Sebagai contoh Major Prokdyang bersifat lintas seldor atau
kewilayahan seperti Destinasi Pariwisata Prioritas dan Food Estate.

327 Perubahan
alinea kelima
dalam haLaman
IV.I 14

Selain integrasi kebijakan, dilakukan juga penguatan integrasi sumber
pendanaan, baik dari APBN seperti melalui b€lanja K/L, belanja r.otuKlL
(subsidi/ft,.blic *ruice Obliqationf , dan Transfer ke Daerah (DAK, Hibah
Daerah), maupun dari non-APBN seperti swasta dan BUMN. Dengan kondisi
APBN yang terbatas, keterlibatan BUMN dan swasta sangat penting untuk
didorong agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih optimal.

32A Perubahan
alinea pertama
dalam halaman
v-2

Untuk mendukung pencapaian prioritas nasional, diperlukan kerangka
kelembagaan sebagai berikut:

Prioritas Nasional 3 "Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan
Berdaya Saing"

(1) Pembentukan Gugus Tugas Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)

Usulan KK pada Prioritas Nasional 3 ini sesuai dengan amanat RKP
2023, yaltr:^i Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, yang

- r.167 -

SK No l68l70A
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didukung dengan UU No. 6/2014 tentang Desa, serta UU No. 13/2011
tentang Fakir Miskin. Reformasi sistem perlindungan sosial khususnya
di masa pascapandemi COVID-l9 difokuskan pada penyempurnaan
penyelenggaraan program bantuan dan jaminan sosial yang lebih
akurat, terintegrasi, darl adaptif. Salah satunya melalui peningkat€n
keterlibatan aktif serta kapasitas pemerintah pusat darl daerah dalam
mel,akukan pemutakhiran, perluasan, dan transformasi data penduduk
miskin dan rentan menjadi registrasi sosial-ekonomi melalui monografi
desa/keturahan digital secara berkala.

Terkait hal tersebut, pembentukan Gugus T\rgas Registrasi Sosial
Ekonomi (Regsosek) dilakukan untuk menguatkan dan
mengintegrasikan kelembagaan yang sudah ada terutama daLam
p€mutakhiran Dats Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), perencanaan
dan penganggaran berbasis data, serta penyelenggaraan layartart sosial
dan rujukan bagi kelompok miskin dan rentan. Pemutakhiran DTKS
langsung oleh desa/kelurahan menggunakan sistem digitalisasi
monografi desa/kelurahan berperan penting untuk membantu
ketepatan sasaran program dan memotong rantai birokrasi
pemutakhiran data ya-ng berlapis, yang bermuara pada pengalokasia-n
APBN untuk perlindungan sosial yang berdayaguna lebih tinggi untuk
mengentaskan kemiskinan.

(2) Pembentukar Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi
dan Pelatihan Vokasi (IKN9

Usulan pembentukan Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan
Vokasi dan Pelatihan Vokasi (IKllv) dan Tim Koordinasi Daerah
Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan vokasi [tKDv) pada
Prioritas Nasional 3 telah diamanatkan dalam RPJMN 2o2O-2O24
sebagai salah satu prioritas penataan kelembagaan dalam rangka
mendukung kebijalan peningkatan akses, mutu, dal relevansi
penyelenggaraaa pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Dengan
pembentukan TKNV dan TKDV, diharapkan dapa.t terpenuhi kebutuhan
pasar kerja daIl terjadi penguatan sinergi antara pemerintah pusat,
pemerintah daerah, dunia usaha, dunia industri, swasta, dan pemangku
kepentingal Lainnya.

Pembentukan TKIW dan TKDV ini telah diamanatkan dalam Peraturan
Presiden Nomor 68 Tahun 2022 mengenai Revitalisasi Pendidikan Vokasi
dan Pelatihan Vokasi dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan KebudaJraan Nomor 5 Tahun 2022 ter,tall.g
Organisasi dan Tata Kefa Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi
Pendidikan vokasi dan Pelatihan Vokasi.

Pembentukan Tim Koordinasi ini bertujuan untuk a) mengoordinasikan,
mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan revitalisasi
pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi secara efektif, menyeluruh, dan
terintegrasi dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait di tingkat
pusat dan daerah; dan b) menl'usun strategi nasional pendidikaa vokasi
dan pelatihan vokasi Bebagai pedoman revitatisasi pendidikan vokasi dan
pelatihan vokasi.

Selarjutnya, melalui revitalisasi lembaga pendidikan dan pelatihan
vokasi diharapkan akan mengurangi tingkat pengangguran terbuka,
khususnya SDM yang berlatar belakang pendidikan vokasi.

(3) Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan vokasi dan
Pelatihan Vokasi (IKD9

Dalam rangka mendukung proses pemulihan ekonomi di berbagai
wilavah Indonesia. salah satu uDava stratesis diarahkan oada oroenam

- I.168 -
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peningkatan keahlian tenaga kerja melalui rwitalisasi pendidikan vokasi
dan pelatihan vokasi. Hal ini diwujudkan dengan penguatan
kelembagaal pelatihan vokasi di seluruh Indonesia untuk menjamin
keerpaduart berbagai program pelatihan vokasi yang dilakukan baik
oleh pemerintah pusat, daerah, lembaga swasta maupun instansi
vertikal lainn5ra. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan upaSra
peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan
melalui Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan
Pelatihan Vokasi (IKDV) untuk memenuhi kebutuhan kerja maaa depan.

Secara umum pembentukan TKDV bertujuan mewadahi koordinasi dan
kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar perencanaan dart
pelaksanaan kebiiakan, strategi, dan program vokasi nasional dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien baik di tingkat pusat maupun
daerah, serta sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan industri.
TKDV diharapkan menjadi semacam forum besar yang mema5mngi
berbagai bentuk forum lain yang lebih spesifft dan tematik. Guna
mempercepat terbentuknya TKDV, pemargku kepentingan di daerah
diharapkan dapat memanfaatkan modalitas dan jejaring yang sudah
dimiliki, antara lain Pusat Pembangunan Keahlian (Skill DeuelopnEnt
Centet) yang dapat ditransformasi menjadi TKDV.

329 Penghapusan
alinea pertama
dalam halaman
v.3

(dihapus)

330 Penambahan
alinea sebelum
alinea pertama
dalam halaman
v.7

Kerangka regulasi yang bersifat lintas prioritas nasional adalah sebagai
berikut:

(1) Revisi UndangUndang tentsng Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;

(2) Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangfu
Panjang Nasional 2025 - 2045.

331 Perubahan
alinea pertama
daLam halaman
V.7 sampai
alinea pertara
daLam haLaman
v.8

Kerangka regulasi yang mendukung pencapaian prioritas nasional yang
memuat analiais urgensi dan target pelaksanaan pada RKP Tahnrl 2023,
disampaikan sebagai berikut

Prioritas Nasional 1 'Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan
yang Berkualitas dan Berkeadilan'

A. Kebutuhan Kerangka Regulasi yang telah masuk ke dalam Prolegnas
dan Progsun sebagai berikut

( 1 ) Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian

Keralgka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penguatan
Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan
Koperasi, serta KP Peningkatan Kapasitas, Jangkauan, dan Inovasi
Koperasi. Kerangka regulasi ini akan menghapus UU No. 25/ L992
tentang Perkoperasian dimana UU ini tidak dapat mengakomodir
permasatrahan koperasi yang tedadi saat ini. Dengan adanya RUU
ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk
melakukan investasi/simpanan di koperasi. Selain itu, keraagka
regulasi ini turut mendukung pencapaian beberapa MP Pengelolaan
Terpadu UMKM.

(2) Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional
Perlindungan Konsumen
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Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan
Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan
Industrialisasi, serta KP Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan
Investssi, termasuk Reformasi Ketenagakedaan. Kerangka Regulasi
ini bertujuan sebagai penyesuaiar atas kerangka pengaturan
pertndungan konsumen di lndonesia sebelumnya yang diatur pada
UU No. 8 Tahun 1999. Mempertimbangkan sektor perdagangan
yang berkembalg cepat seiring kemajuan teloologi informasi.
Salah satunya ditandai dengan pertumbuhan e-@mner@ yallg
s€demikian pesat, maka dipertukan substa-nsi pengaturan yang
komprehensif dan akomodatif bagi konsumen maupun penyedia
barang dan jasa sebagai bagian dari pelaksanaan kepa8tian
hukum.

(3) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk
Pengembangan Industri Digital Indonesia Tahun 2o23 - 2045

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan
Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan lnvestasi di Sektor Rill, dan
Industrialisasi dan PP Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya
Saing Ekonomi serta KP Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing
Produk dan Usaha lkeatif dan Digital dan KP Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industri 4.0. Kerangka regulasi
ini bertujuan untuk mempermudah pelalsalaan kegiatan
pemangku kepentingan terkait yang mendukung pengembangan
industri digital nasional. Selain itu, kerangka regulasi ini turut
mendukung pencapaian MP Industri 4.0 di Subsektor Prioritas.

B. Kebutuhan Kerangka Regulasi yang belum masuk ke dalam Prolegnas
dan Progsun sebagai berikut

(1) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi
Pariwisata Nasional Raja Ampat

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan
Nitai Tambah, Iapangan Kerja dan Investasi di Sektor Rill, darr
Industrialisasi serta KP Peningkatan Daya Saing Destinasi dan
Industri Pengolahan Pariwisata, termasuk wisata alam, yang
didukung penguatan rantai pasok. Kerangka regulasi ini
merupakan arahan dari Peraturan Presiden No. 14/2018
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No, 6412014 lentang
Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan
Kepariwisataan, dan mendukung pelaksanaan hioritas Nasional
Sektor Pariwisata pada Peraturan Presiden No.18/2020 tentarg
RPJMN 2O2O-2O24. Setain itu, kerangka regulasi ini turut
mendukung pencapaian beb€rapa MP Destinasi Pariwisata
Prioritas.

(2) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi
Pariwisata Nasional l,abuan Bajo

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatal
Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Rill, dan
Industrialisasi serta KP Peningkatan Daya Saing Destinasi dan
Industri Pengolahan Pariwisata, termasuk wisata alam, yang
didukung p€nguatan rantai pasok. Kerangka regulasi ini
merupakan arahan dari Peraturan Presiden No. 14/2018
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 6412014 ter,t,.If,A
Koordinasi Strategis Lintes Sektor Penyelenggaraan
Kepariwisataan, dan mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional
Sektor Pariwisata pada Peraturan Presiden No.18/2020 tentang
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RPJMN 2020-2024. Selain itu, kerangka regulasi ini turut
mendukung pencapaian beberapa MP Destinasi Pariwisata
Prioritas.

(3) Rarcangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi
Pariwisata Nasional Bromo-Tengger-Semeru

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan
Nilai Tambah, Lapangan Kefa dart Investasi di Sektor Rill, dan
Industrialisasi serta KP Peningkatan Daya Saing Destinasi dan
Industri PengoLahan Pariwisata, termasuk wisata aLam, yang
didukung penguatan rantai pasok. Kerangka regulasi ini
merupakan arahan dari Peraturan Presiden No. 14/2018
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 6412014 trer,la,)g
Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan
Kepariwisataan, dan mendukung pel,aksanaan Prioritas Nasional
Seliitor Pariwisata pada Peraturan Presiden No.l8/2020 tentang
RPJMN 2020-2024. Selain itu, kerangka regulasi ini turut
mendukung pencapaian beberapa MP Destinasi Pariwisata
Prioritas.

(4) Rancangan Peraturar Presiden tentang Rencana Induk Destinasi
Pariwisata Nasional Wakatobi

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan
Nilai Tambah, Lapangan Kefa dart Investasi di Sektor Rill, dan
Industrialisasi serta KP Peningkatan Da)"a Saing Destinasi dan
Industri Pengolahan Pariwisata, termasuk wisata alam, lrang
didukung penguatar rartai pasok. Kerangka regulasi ini
merupakan arahan dari Peraturan Presiden No. 14/2018
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 6412014 ltr'')tsJl.g
Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraaa
Kepariwisataan, dan mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional
Sektor Pariwisata pada Peraturan Presiden No.18/2O20 tentang
RPJMN 2O2O-2O24. Selain itu, kerangka regulasi ini turut
mendukung pencapaian b€berapa MP Destinasi Pariwisata
Prioritas-

(5) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi
Pariwisata Nasional Toba

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan
Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Rill, dan
Industrialisasi serta KP Peningkatan Daya Saing Destinasi dan
Industri Pengolalnn Pariwisata, termasuk wisata alam, yang
didukung penguatan rantai pasok. Kerangka regulasi ini
merupakan arahan dari Peraturar Presiden No. 14/2018
Perubahan Kedua atss Peraturan Presiden No. 6412014 tefi,.rlg
Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraal
Kepariwisataan, dan mendukung pelaksanaal Prioritas Nasional
Sekor Pariwisata pada Peraturan Presiden No.18/2020 tentang
RPJMN 2020-2024. Selain itu, kerangka regulasi ini turut
mendukung pencapaian beberapa MP Destinasi Pariwisata
Prioritas.

(6) Rarcangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi
Pariwisata Nasional Borobudur-Yoryakarta-Prambanan

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan
Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Rill, dan
lndustrialisasi serta KP Peningkatan Daya Saing Destinasi dan
Industri Pengolahan Pariwisata. termasuk wisata alam, vanq
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didukung penguatan rantai pasok. Kerangka regulasi ini
merupakan arahan dari Peraturan Presiden No. 14/2018
Perubalrarr Kedua atas Peratural Presiden No. 6412014 tent3.rlg
Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan
Kepariwisataan, dan mendukung pelaksanaan kioritas Nasional
Sektor Pariwisata pada Peraturan Presiden No.18/2020 tentang
RPJMN 2020-2024. Selain itu, kerangka regulasi ini turut
mendukung pencapaian beberapa MP Destinasi Pariwisata
Prioritas.

(71 Rancangan Peraturan Presiden tentang Transformasi Ekonomi Bali

Kerangka regul,asi dibutuhkan untuk mendukung KP
Pengembangan Kawasan Strategis; KP Pengembangan Kawasan
Perkotaa-n; KP Perluasan Akses, serta Penyediaan Prasarana dan
Sarana Pelayanan Dasar, Ekonomi, dan Konektivitas; serta KP
Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Pemerintahan B€rbasis
Elektronik. Kerangka regulasi ini bertu.juan sebagai kerangka
pengaturan yang mendorong pengembangan sumber- sumber
ekonomi baru dal diversihkasi ekonomi bagi Bali, pertumbuhan
penyerapan tenaga keda, peningkatan aksesibilitas, serta
transformasi digital. Selain itu, kerangka regulasi ini turut
mendukung pencapaian beberapa MP seperti MP Pengelolaan
Terpadu UMKM, MP Industd 4.0 pada 7 (tujuh) Subsektor Industri
Prioritas, MP Destinasi Pariwisata Nasional. Dalam kaitannya
dengan PN lain, KR juga dibutuhkan untuk mendukung
pencapaian PN 2 Mengemba-ngkan Wilayah untuk Mengurangi
Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; PN 3 Meningkatkan
Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; serta
PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi
Pelayanan Publik.

332 Perubahan
alinea kedua
dalam hal,aman
V.8 sampai
alinea ketiga
dalam halaman
v.11

Prioritas Nasional 2 'Mengembangkan Wil,ayah untuk Mengurangi
Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan"

A. Kebutuhan Kerangka Regulasi yang telah masuk ke dalam Prolegnas
dan Progsun sebagai berikut

(1) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2022 te,ftall'glb]u Kota Negara

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP
Pembangunan Wilayah Kalimantan serta KP Pengembangan
Kawasar Perkotaan. Kerangka reguLasi ini diperlukaa untuk
perubahan-perubahan pada Undang-Undang No. 3/2022 tentang
Ibu Kota Negara. Kerangka regulasi ini diperlukan dalam rangka
pembangunal dan pemindahan Ibu Kota Negara. Selain itu,
kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian MP
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

(2) Revisi Peraturan Presiden tentang Nomor 58 Tahun 2014 tentang
Kawasan Borobudur dan Sekitarnya

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP
Pengembangan Wilayah Jawa-Bali serta KP Pengembangan
Kawasan Strategis. Kerangka regulasi ini telah masuk dalam waktu
revisi serta muatan perlu disesuaikan dengan muatan UU No.
lLl2O2O ter,taJ)e Cipta Kerja dan PP No. L2l2O2l ter,laI]g
Penyelenggaraan Penataan Ruang. Kerangka regulasi ini juga
dilakukan untuk mengakomodasi dinamika pembangunan yang
ditetapkan berbacai peraturan perundanc-undangan lainnva
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seperti Perpres No. 18/2020 tentang RPJMN 2O2O-2O24, Perpres
No. 79 / 2OL9 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan
Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, I(awasan Purworejo-
Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-
Pemalang serta Rencana Induk Destinasi Pariwisata Super Prioritas
(DPSP) Borobudur dan sekitamya. Selain itu, kerangka reguLasi ini
turut mendukung pencapaian MP Pembangunan Destinasi
Pariwisata Prioritas Borobudur dart Sekitarnya.

(3) Revisi Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2O11 tentang Rencana
Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan
Tabanan (sarbagita)

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP
Pengembangan Wilayah Jawa-Bali serta KP Pengembangan
Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini telah masuk dalam
waktu revisi serta muatan perlu dis€suaikan dengan muatan UU
No. Ll l2O2O tentang Cipta Kerja dimana terdapat sinkronisasi
reguLasi pengaturan pemanfaatan ruang tingkat nasional yang
mencakup matra darat dan matra laut. Revisi RTRWN juga
dilakukan untuk mengakomodasi dinamika pembangunan yang
ditetapkan berba8ai peraturan perundang-undangan lainnya
seperti: Perpres No. 18/2020 tentang RPJMN 2O2O-2O24 dat
Perpres No. lO9l2O2O tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional (PSN). Selain itu, kerangka reguLasi ini turut
mendukung pencapaian MP Pengembangan Wilayah Metropolitan
Denpasar (Sarbagita).

(4) Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Tata
Ruang Kawasar Subak-Bali rondscape

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP
Pengembangan Wilayah Jawa - Bali serta KP Pengembangan
Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini merujuk pada Pasal 6
UU No. 11/2O2O tentang Cipta Keia terkait peningletan ekosistem
investasi yang dilakukan melalui penyederhanaan persyaratan
dasar perizinan berusaha melalui pemberian Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatar Ruang (KKPR) yang didasarkan pada RDTR. Kerangka
regutasi ini bertujuan untuk melestarikan I(awasan Subak-Bali
Land,scape x,bagai warisan budaya dunia melalui perwujudan tata
ruang Kawasan Subak-Bali Landsupe yang berkualitas sebagai
daerah irigasi tradisional, kawasan pertanian pangan tradisional,
dan kawasan kegiatan adat yang ditetapkan sebagai warisan
budaya dunia, aerta mengembangkan ekonomi lokal masyarakat
dengan mendorong komoditas pertanian dan pariwisata yang
berdaya saing serta berbasis pada adat budaya dan kearifan loka.l
maayarakat sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan.

(5) Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Tata
Ruang Kawasan Ekosistem l€user

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP
Pengembangan Wilayah Sumatera serta KP Pengembangan
Kawasan P€rkotaan. Keralgka regulasi ini merupakan salah satu
kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional
Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
dalam PP No. L3|2OL7 tentsng Perubahan Atas PP No. 26120O8
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Penyusunan
Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN)
dilakukan untuk mengembargkar, melestarikan, melindungi
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kawasan yang bemilai strategis nasional datam mendukung
penataar ruang wilayah nasional sesuai dengan a.tnarat PP No.
2l I 2021 tf,,ntang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

(6) Revisi Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentan8 Rencana
Tata Ruang RTR Pulau Kalimantan

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP
Pembangunan Wilayah Kalimantan serta KP Pengembangan
Kawasan Perkotaar. Kerangka regulasi ini merupakan rencana
rinci tata ruang sebagai penjabaran Rencana Tata Ruang (RTR)
Pulau Kalimantan yang bertujuan sebagai acuan bagi pen5msunan
rencana teknis sektor dan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan
ruang serta dalam penyusunan Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan (RTBL) di wilayah Kalimantan dan witayah
pemerintahan IKN. Selain itu, keralgka regulasi ini turut
mendukung pencapa.ian MP Pembangunan Ibu Kots. Nusantsra
OKN).

(7) Rancangan Peraturan Kepala Otorita lbu Kota Nusantara tentang
Rencala Detail Tata Ruang (RDTR) WP IKN Selatan

Kerangka reguLasi dibutuhkan untuk mendukung PP
Pembangunan Wilayah Kalimantan serta KP Pengembangan
Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini mengacu pada UU No.
312022 !€Iftall'g Ibu Kota Negara, Peraturan Presiden tentang
Perincian Rencana Induk, secara umum penyelenggaraan penataan
ruang memiliki tujuan untuk menyeimbangkan aspek ekonomi,
sosial, dan lingkungan sehingga mampu mengembalgkan ruang
yang terbatas secara produktif dan berkelanjutan. Berdasarkan
tujuan tersebut, kepentingan sosial dan masyarakat tentunya
menjadi aspek penting dalam pen]'usunan Peraturan Kepala Badan
Otorita tentang RDIR WP IKN Selatan. Selain itu, kerangka regulasi
ini turut mendukung pencapaian MP Pembangunan lbu Kota
Nusantara (lKN).

(8) Peraturan KepaLa Otorita tentang Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR) WP IKN Simpang Samboja

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP
Pembangunan Wilayah Kalimantan aerta KP Pengembangan
Kawasan Perkotaan, Kerangka regulasi ini mengacu pada UU No.
312022 refi,I^g Ibu Kote Negara, Peraturan Presiden tentang
Perincian Rencana Induk, secara umum penyelenggaraar penataar
ruang memiliki tujuan untuk menyeimbangkan aspek ekonomi,
sosial, dan lingkungan sehingga mampu mengembangkan ruang
yarg terbatas secara produktif dan berkelanjutan. Berdasarkan
tqjuan terBebut, kepentingan sosial dan masyarakat tentunya
menjadi aspek penting dalam penyusunan Peraturan Kepal,a Badan
Otorita tents.ng RmR WP IKN Simpang Samboja. Selain itu,
kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian MP
Pembangunan lbu Kota Nusantara (IKN).

(9) Peraturan Kepala Otorita tentang Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR) rtrP IKN Utara

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP
Pembangunan Wilayah Kalimantan serta KP Pengembangan
Kswasan Perkotaan. Kerangka reguLasi ini mengacu pada UU No,
312022 tefia,rg Ibu Kota Negara, Peraturan Presiden tentang
Perincian Rencana Indul! secara umum penyelenggaraan p€nataan

memiliki tuiuan untuk menveimbanekan asDek ekonomi.
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sosial, dan lingkungan sehingga mampu mengembanglen ruang
yarrg terbatas secara produldif dan berkelanjutan. Berdasarkan
tujuan tersebut, kepentingan sosial dan masyarakat tentunya
menjadi aspek penting dalam pen5msunan Peraturan Kepala Badan
Otorita tentang RmR WP IKN Utara. SeLain itu, kerangka regulasi
ini turut mendukung pencapaian MP Pembangunan Ibu Kota
Nusartara (IKN).

(1O) Peraturan Kepala Otorita tentang Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR) WP IKN Kuala Samboja

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP
Pembangunan Wilayah Kalimantan serta KP Pengembangan
Kawaaan Perkotaan. Kerangka regulasi ini mengacu pada UU No.
312022 tel]ta/l.g Ibu Kota Negara, Peraturan Presiden tentang
Perincial Rencana Induk, seca-ra umum penyelenggaraan penataan
ruang memiliki tujuan untuk menyeimbangkan aspek ekonomi,
sosial, dan lingkungan sehingga mampu mengembangkan ruang
yang terbatas secara produktif dan berkelanjutan. Berdasarkan
tqjuan ters€but, kepentingan sosial dan masyarakat tentunya
menjadi aspek penting dalam pen5msunan Peraturan Kepala Badan
Otorita tents.ng RDTR WP IKN Kual,a Samboja. Selain itu, kerangka
regulasi ini turut mendukung pencapaian MP Pembangunar Ibu
Kota Nusantara (IKN).

(11) Peraturan KepaLa Otorita tentang Rencana Detail Tata Ruang
(RmR) WP IKN Muara Jawa

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP
Pembangunan Witayah Katimantan serta KP Pengembangan
Kawasan Perkots,an. Kerangka regulasi ini mengacu pada UU No.
3 /2022 tentaJJg Ibu Kota Negara, Peraturan Presiden tentang
Perincian Rencana Induk, secara umum penyelenggaraan penataan
ruang memiliki tujuan untuk menyeimbangkan aspek ekonomi,
sosial, dan lingkungan sehingga mampu mengembangkan ruang
yang terbatas secara produktif dan berkelanjutan. Berdasarkan
tujuan tersebut, kepentingan sosial dar masyarakat tentunya
menjadi aspek penting dalam penyusunan Peraturan I(epala Badan
Otorita tentang RDTR WP IKN Muara Jawa. Sel,ain itu, kerangka
regulasi ini turut mendukung pencapaian MP Pembangunan Ibu
Kota Nusantara (IKN).

B, Kebutuhan Kerangka Regulasi yang belum masuk ke dalam Prolegnas
dan Progsun sebagai berikut

(1) Rancangan Undang-Undang tentang Perkotaan

Keralgka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP
Pembangunan Wilayah Sumatera, Jawa-Bali, Nusa Tenggara,
Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta KP
Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini
bertujuan sebagai kerangka pengaturan dalam mengatasi berbagai
permasalahan dan tantangan perkotaan yang semakin kompleks,
serta untuk mewujudkan pembangunan dan pengelolaan
perkotaan lndonesia di masa depan yang berkeLanjutal secara
lingkungan, sosial, dan ekonomi. Selain itu, kerangka regulasi ini
turut mendukung pencapaian beberapa MP seperti MP
Pengembangan Witayah Metropolitan (WM): Palembang, Denpasar,
Banjarmasin, Makassar; MP Pembangunan Kota Baru: Maja,
Tanjung Selor, Sofrli, dan Sorong; dan MP Pembangunan lbu Kota
Nesara (IKN). Dalam kaitannya denmn PN lain, KR ium dibutuhkan
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untuk mendukung pencapaian PN 5 Memperkuat Infrastrukhrr
untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,
khususnya terkait pengaturan pembangunan fisik dan
infrastruktur perkotaan.

(21 Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus Jakarta, Perubahan Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2OO7 tentang Pemerintahar Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kerangka reguLasi dibutuhkan untuk mendukung PP
Pembangunan Wilayah Jawa-Bali serta KP Pengembangan Kawasar
Perkotaan dar KP 5 Kelembagaan dan Keuangan Daerah. Kerangka
regulasi ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UU No.3l2O22 tenlang
Ibu Kota Negara bahwa diperlukan penyesuaian substansi bersifat
khusus (pengaturar sistem dan kewenaagan khusus bagi Jakarta
dalam beberapa urusan pemerintahan), serta dalam rangka
penanarnan modal menjadi salah satu kewenangaa khusus yang
akan diberikan kepada Jakarta tujuannya untuk kemudahan
investasi, akan didiskusikan dengan K/L terkait. Selain itu,
kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian MP
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

(3) Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembagian Wilayah lbu
Kota Nusantara

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP
Pembangunan Witayah Kalimantan serta KP Pengembangan
Kawasan Perkotaar. Keralgka regulasi ini mengacu pada UU No.
312022 tfrlta'lg Ibu Kota Negara yang membagr wilayah daratan
seluas kurang lebih 256.142 ha, terdiri atas 51 wilayah
administratif setingkat desa atau kelurahan; dan wil,ayah perairan
laut s€luas kurang lebih 68.189 ha. Kerangka regulasi ini mengatur
pembagian wilayah menjadi acual untuk penlrusunar rencana tata
ruang dan rencana detail ts'ts ruang yang akan diatur oleh
peraturan setingl€t Perpres, bukan peraturan dibawahnya. Selain
itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaiar MP
Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

(4) Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemindalaa kmbaga
Negara, Aparatur Sipil Negara, PerwakiLan Negara Asing, dan
Perwakilan Organisasi/kmbaga Internasional

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP
Pembangunan Wilayah Kalimantan serta KP Pengembangan
Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini mengacu pada UU No.
312022 tefi,.Ilg lbu Kota Negara yang mengatur mengenai skema
pemindahan Aparatur Sipil Negara dan Unit Organisasi
Kementerian/I.€mbaga ke Ibu Kota Nusantara. Skema pemindahan
lembaga Negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), Perwakilar Negara
Asing, dan Perwakil,an Orgaaisasi/kmbaga Internasional diperinci
dalam peraturan turunan melalui Perpres tentang Pemindahan
Lembaga Negara, Aparatur Sipil Negara, Perwakilan Negara Asing,
dan Perwakilan Organisasi/Iembaga Intemasional ini. Selain itu,
keranglG regulasi ini turut mendukung pencapaian MP
Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

-1.t76 -
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333 Perubahan
alinea keempat
dalam halaman
V.I 1 sampai
alinea ketiga
dal,am halaman
v.t2

Prioritas Nasional 3 "Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan
Berdaya Saing'

A. Kebutuhan Kerangka Regulasi yalg telah masuk ke dalam Prolegnas
dan Progsun sebagai berikut

(1) Rancangan Peraturan Menteri PPN tentang Pembentukan Gugus
Tugas Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosekl

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penguatan
Pelaksanaan Perlindungan Sosial, serta KP Bantuan Sosial dan
Subsidi Tepat Sasaran. Kerangka Regulasi ini bertujuan untuk
mendorong pembentukan Sekretariat Nasional Registrasi Sosial
Ekonomi guna mengatur penyelenggaraaa tata kelola data
Registrasi Sosial Ekonomi antar instansi pusat dan instansi daerah
untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan
pengendalian pembangunan. Keraagka Regulasi ini dibutuhkarr
juga untuk mendukung MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.

B. Kebutuhan Kerangka Regulasi yang belum masuk ke dalam Prolegnas
dan Progsun sebagai berikut

(1) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengams,nan Sediaan
Farmasi dan Alat Kesehatan

Kerangka regulasi ini dibutuhkan untuk mendukung PP
Peningkatan Akses dan Mutu PeLayanan Kesehatan, serta KP
Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan.
Kerangka reguLasi ini bertujuan untuk menyesuaikan sediaan
farmasi dan aliat kesehatan dengan perkembalgan hukum dalam
rangka mendukung kebljakan pemerintah dalam memberikan
kemudahan berusaha. Kerangka reguLasi ini dibutuhkan juga
untuk mendukung MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional.

334 Perubahan
alinea keempat
dalam halaman
V. 12 sampai
alinea pertama
dalam halaman
v.13

Prioritas Nasional 5 "Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung
Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar"

A. Kebutuhan Kerangka Regulasi yang telah masuk ke daLam Prolegnas
dan Progsun sebagai berikut

(1) Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang
Rencana Aksi Keselamatan l,alu Lintas dan Angkutan Jalan

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Infraatrulifirr
Pelayanan Dasar, serta KP Keselamatan dan Keamanan
Trarsportasi. Kerangka regulasi ini bertujuan untuk menjadi acuan
dalam penyusunan rencana aksi keselamatan lalu lintas dan
angkutan jalan. Selain itu, Kerangka regulasi ini turut mendukung
ProP Pemenuhan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan
Transportasi dan SAR, ProP Pembinaan dan Pendidikan SDM
Keselamatan dan Keamanan Tfansportasi, Pencarian dan
Pertolongan.

B. Kebutuhan Kerangka ReguLasi yang belum masuk kedalam Prolegnas
dan Progsun sebagai berikut

(11 Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP InfrastrukbJr
Ekonomi, serta KP Konektivitas Jalan. Kerangka regulasi ini
merupakan revisi dari PP No. 34/2006 tentang jalan. Selain itu,
Kerangka regulasi ini juga turut mendukung pencapaian MP Jalan
Tol Tfans Sumatera Aceh-la.mpuns. JaLan Trans
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Tertingga.l, Terluar, daIr Terdepan dan Jalan Trans Papua Merauke
Sorong.

(2) Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan
Angkutan Umum Massal Perkotaan

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP lnfrastruktur
Ekonomi, serta KP Konektivitss Jalan. Kerangka regulasi ini
merupakaa pendelegasian UU No. 2212OO9lel)tal)gl,all') Lintas dan
Angkutan Jalan. Selain itu, Kerangka regulasi ini diharapkan
menjadi dukungan Pemerintah dalam pembangunan angkutan
umum massal perkotaan dengan tujuan mendorong peningkatar
daya saing kawasan perkotaan dan pembangunan yang
berkelanjutan, dan mempercepat penyelenggaraan angkutan
umum massal di kawasan perkotaan yang telah mengembangkan
atau memiliki kebijakan mobilitas kawasan perkotaan.

335 Penambahan
alinea setelah
alinea pertama
dalam halaman
v.13

Prioritas Nasional 6 "Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan
Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim"

Kebutuhan Kerangka Regulasi yang belum masuk kedalam Prolegnas darl
Progsun sebagai berikut

(1) Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi dan R€ncana Aksi
PengeloLaan Keanekaragaman HaJrati Indonesia Pasca 2O2O (Indonesia
Biodiversity Strategr and Action Plan Post 2o2O/IBSAP Post 2o2o)

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan
Kualitas Lingkungan Hidup serta KP Pencegahan Pencemaran dan
Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, termasuk
aspek pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan
pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berlanjutan. Kerangka
regulasi ini merupakan arahan dari UU No. 5/1994 tentang
Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity
(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman
Hayati) serta mandat dari UU No. 17/2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang telah
menetapkan kelestarian keanekaragaman hayati sebagai salah satu
pilar pembangunan. Dengan adanya keraagka regulasi ini, diharapkan
dapat menjadi landasan hukum yang operasional bagi pelaksanaan
strategi dan rencana aksi pengelolaan keanekaragaman hayati di
berbagai sektor p€mbangunan. Selain itu, kerangka regulasi ini turut
mendukung pencapa.ian beberapa PN dan MP dalam RPJMN 2O2O-
2024 ya']g lerk,.it dengan kealekaragaman ha5rati.

336 Perubahan
alinea kedua
dalam halaman
V.13 sampai
alinea p€rtama
dalam halaman
v.15

Prioritas Nasional 7 "Memperkuat Stabilitas Polhukleankam dan
Transformasi Pelayanan Publilf
A. Kebutuhan Kerangka Regulasi yang telah masuk kedalam Prolegnas

dan Progsun sebagei berikut

(1) Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana

Kerangka reguLasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penegakar
Hukum Nasional s€rta KP Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan
Perdata. Kerangka regulasi ini dilatarbelakangi karena adanya
kebutuhaa suatu mekanisme baru terl@it penyitaan atau
perampasan aset hasil tindak pidana yang dapat dilakukan tanpa
harus dikaitkan dengan penghukuman terhadap tersangka atau
terdakwa. Mekanisme tersebut dikenal dengan sistem perampasan
aset meLalui proaedur gugatan perdata terhadap bendanya (in rem
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forfeiar), sehingga pemulihan atau pengambiLan aset hasil tindak
pidana dapat dilaksanakan tanpa menunggu putusan pengadilan
dalam perkara pidana Non Conuiction Based (NCB) o.sset forfeiture.
RUU ini diharapkan dapat mendorong pengelolaan aset yang
profesional, transparan, akuntabel, dar tedaga nilai ekonomisnya,

B. Kebutuhan Kerangka Regulasi yang belum masuk kedalam Prolegnas
dan Progsun sebagai berikut

(l) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No. 37
Tahun 2OO4 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penegakan
Hukum Nasional serta KP Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan
Perdata. Kerangka regulasi ini merupakan bentuk respons
pemerintah terhadap perkembangan dalam bidang perekonomian
dan perdagangan, serta kebutuhan masyarakat terhadap perangkat
hukum dalam pembiayaan usaha khususnya penyelesaian utang
piutang yang ddak efisien dan berbiaya tinggi. Penyelesaian
berbagai permasataha-n dalam praktik penyelenggaraan kepailitan
dan PKPU dapat menjamin kepastian hukum dan perlindungan
yang adil bagi pelaku usaha sehingga diharapkaa dapat mendorong
iklim investasi yang kompetitif.

(2) Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penegalan
Hukum Nasional serta KP Perbaikan Sistem Hukum Pidana dart
Perdata. Kerangka Regulasi ini dilatarbelakangi adaaya kebutuhan
perubahan pengaturan mengenai ruang lingkup objek jaminarr
benda bergerak, termasuk gadai dan jaminan resi gudang yang
masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangal.
PenJrusunan RUU ini juga dibutuhkan untuk mengatur lebih lanjut
k€tentuan terkait dengan gadai dan jaminan atas kapal dan
pesawat (hipotek) yang masih merujuk pada Kitab Undang-undang
Hukum Perdata, serta pengaturan Lain yang masih tersebar di
masing-masing undang-undang. Unifikasi pengaturan mengenai
jaminan kebendaan sejalan dengan kebutuhan sistem jaminan
kebendaan yang terintegrasi dengan sistem informasi keuangan
dan pembiayaan. Kerangka regulasi ini juga dimaksudkan untuk
menyambut perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan
mereapons dunia usaha agar proses pembiayaan dapat
dilaksanakan secara cepat, mudah, aman, dan memberikan
kepastian hukum.

(3) Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penegakan
Hukum Nasional serta KP Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan
Perdata. Kerangka regulasi ini dibutuhkar untuk memperbaharui
berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah
berlaku lebih dari 10 tahun. Pembaruan substansi pengaturan
badan usaha melalui pen5msunan RUU ini diharapkan dapat
mengakomodir pengaturan mengenai Persekutual Perdata,
Persekutuan Komanditer Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUH Perdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
RUU Badan Usaha mengupqyakan adanya unilikasi ke dalam satu
undang-undang. Kerangka regulasi ini bertujuan untuk
menciptakan dasar hukum yang mendukung kemudahan
berinvestasi dan memperbaiki iktim berusaha di Indonesia.
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(4) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penegakan
Hukum Nasional serta KP Penguatan Tata Kelola dan Pembentukan
l,embaga Pengelola Regulasi. Peraturan perundalg-undangan
terkait hukum acara perdata yang berlaku saat ini, tersebai dalam
berbagai peraturan perundang-undangan. Kerangka regulasi ini
diharapkan dapat menyeleeaikan permasalahan pengaturan
hukum acara perdata terkait substansi yang menimbulkan
multitafsir, materi muatan yang tidak relevan dengan
perkembangan zaman dan tidak optimal dalam mendukung
penyelesaian sengketa di bidang perdata.

(5) Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum
Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penegakan
Hukum Nasional serta KP Peningkatan Akses Terhadap Keadilan.
Kerangka regulasi ini diharapkan agar adanya perluasan kategori
penerima bantuan hukum, sehingga tidak hanya menitikberatkan
pada orang atau kelompok orang miskin saja, tetapi termasuk
kelompok rentan lain, misate5ra anak yang berhadapan dengan
hukum, perempuan yatrg berhadapan dengan hukum, atau
lainnya. Fokus perluasan penerima bantuan hukum daLam revisi
UU Bantuan Hukum bukan hanya kepada miskin secara ekonomi,
namun termasuk tidak mampu dalam hal minim pengetahuan dan
akses terhadap keadilan.

(6) Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (HAM)

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penegakan
Hukum Nasional serta KP Peningkatan Akses Terhadap Keadilan.
Dalam perkembangannya sepanjang tahun 1999 sampai dengan
pertengahan r.a}f,rux. 2022, terjadi perkembangan hukum yang
cukup signifrkan. Poin utama perubahan dikarenakan- dalam dua
dekade implementasi UU HAM setelah reformasi, diperlukan
evaluasi kembali implementasi UU HAM, termasuk menyesuaikan
dengan perkembangan dinamika nasional dart global, serta sinergi
antar l€mbaga-l€mbaga pelaksana HAM.

(7) Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penegakan
Hukum Nasional serta KP Penguatan Tata Kelola dan Pembentukan
Lembaga Pengelola Regulasi. Kerangka regulasi ini merupakan
tindak lanjut dari amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
OO6IPI',]U llV 12006 yang membatalkan secara keseluruhan UU No.
27 l2OO4 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Sejak tahun
2006 hingga saat ini, belum ada UU baru yang khusus mengatur
mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai upaya proses
pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi, pemberian kompensasi,
restituei dan/atau rehabititasi kepada korban atau keluarga korban
yang merupakan ahli warisnya.

(8) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangar Kepada Partai Politik

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Konsotidasi
Demokrasi serta KP Penguata-n Kapasitas Lembaga Demokrasi.
Kerangka regulasi ini dimaksudkan untuk mempertajam materi
muatan tentang Denggunaan dan Dertanssunsiawaban bantuan
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keualgan kepada partai politik. Hal ini merupakan salah Eatu
upaSra untuk mewujudkan demokrasi yarg lebih berintegritas.

337 Penghapusan
sub bab 5.2.2
Hasil
Penajaman
Kerangka
Regulasi dalam
halaman V.15
sampai
halaman V.16

(dihapus)

338 Perubahan
alinea kelima
dal,am haLaman
v.t7

(4) Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan RKP

Mekanisme evaluasi petraksanaal RKP Tahun 2023 terdiri dari dua
tahap, yaitu:

(a) Evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2023 Tahap I, adalah evaluasi
kinerja pembangunan tahun 2O23 yang dilaksanakan berdasarkan
data capaian pelaksanaan pembangunan hingga triwulan IIL Alur
Evaluasi RKP Tahun 2023 Tahap I sebagaimana dapat dilihat pada
Gambar 5.7 terdiri dari (i) penyusunan kertas kerja evaluasi dan
konfirmasi data e-Monev; (ii) identifikasi data capaian
pembangunan melalui Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengendalian
(Evadal) per Bidang Kementerian Koordinator (Kemenko) serta
Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) bersama penanggungjawab (PJ)

PN, PP, KP, ProP, dan MP Kementerian PPN/Bappenas dengan
seluruh K/L PeLaksana; (iii) pengumpulan data dan informasi
pencapaian PN, PP, KP, ProP, MP, dan RO K/L; (M pengolahan dan
analisis data; serta (v) perumusan altematif usulan tema dan
sasaran pembangunan tahun 2025. Hasil evaluasi ini sebagai
masukan daLam persiapan pen) tsunan tema dan sasaran
pembangunan dalam RKP Tahun 2025.

339 Perubahan
alinea pertama
daLam halaman
v.la

(b) Evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2023 Tahap II, adalah evaluasi
kinerja pembangunan tahun 2023 yang dilaksanakan berdasarkal
pemutakltiran data capaian pelaksanaan pembangunan hingga
triwulan IV. Alur Evaluasi RKP Tahun 2023 Tahap II sebagaimana
dapat dilihat pada Gambar 5.8 terdiri dari (i) pemutakhiran data
pada kertas kerja evaluasi pelaksanaan RKP oleh para PJ PN, PP,
KP, ProP, MP di Kementerian PPN/Bappenas maupun K/L
p€laksana; (ii) pertemuan untuk melakukan konfrrmasi/Iinalisasi
data dengan para PJ PN, PP, KP, ProP, MP di Kementerian
PPN/Bappenas dan KIL pelaksana; (iii) pengolahan data dan
penulisan laporan evaluasi RKP Tahun 2023; serta (iv) hasil
pemutakhiran yang akan digunakan daLam penyrsunan naskah
RKP Tahun 2025, yaitu pada Subbab Evaluasi RKP.

340 Perubahan
alinea kedua
da.lam hatraman
v.l8

(5) Metode Evaluasi Pelaksaaaan RKP

Metode yang digunakan untuk menganalisis kinefa pencapaian
pembangunan pada evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2023 yaitu (a)

evaluasi kinerja efektivitas dengan menggunakan metode analisis gap
dan rata-rata tertimban$ serta (bl waluasi kinerja optimalisasi dengan
menggunakan metode indeks optimalisasi. Lebih rinci, metodologi
evaluasi petraksaaaan RKP untuk mengukur kinerja pencapaian
pembangunan dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut.
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341  Perubahan 

Tabel 5.2 dalam 

halaman V.20 

 

 

342  Perubahan 

alinea kedua 

dalam halaman 

V.21 

(2) Ruang Lingkup Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 

Ruang lingkup pengendalian pelaksanaan RKP Tahun 2023 berupa 

rekomendasi tindakan korektif atas pelaksanaan PN/PP/KP/ProP/MP 
(terpilih). Dalam pengendalian pelaksanaan pembangunan pada RKP 

Tahun 2023, rekomendasi tindakan korektif terhadap 

PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih) hanya mencakup tindakan konstruktif 

yaitu refocusing atau penajaman/pemfokusan kembali langkah 

percepatan pencapaian target PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih). 
Berdasarkan ruang lingkup pengendalian pelaksanaan pembangunan 

sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 5.9, pelaksanaan 

pengendalian RKP Tahun 2023 dilakukan pada semester kedua tahun 

2023. 

343  Perubahan 

alinea keempat 
dalam halaman 

V.21 

(4) Mekanisme Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 

Pengendalian dilakukan melalui penilaian (assessment) atas 
PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih) berdasarkan tiga aspek utama yaitu 

perencanaan strategis, manajemen pelaksanaan, dan kinerja 

pembangunan. Proses pengendalian pelaksanaan PN/PP/KP/ProP/MP 

(terpilih) dilakukan melalui empat tahap, yaitu: (a) penentuan fokus 
pengendalian; (b) assessment berupa pengisian instrumen 

pengendalian dan crosscheck lapangan konfirmasi atas pelaksanaan 

pembangunan; (c) perumusan tindakan konstruktif; serta (d) 

pengendalian pelaksanaan tindakan konstruktif. Adapun mekanisme 

pengendalian RKP secara rinci dapat dilihat pada Gambar 5.10. 

344  Penghapusan 
alinea kelima 

dalam halaman 

V.21 

(dihapus) 

 

 

 

Aspek Uraian 

(a) Kinerja optimalisasi 
PN 

Penghitungan dilakukan dengan merata-ratakan angka capaian 
sasaran PN dan rata-rata kinerja optimalisasi seluruh PP pada PN 

(b) Kinerja optimalisasi 
PP 

Penghitungan dilakukan dengan merata-ratakan angka capaian 
sasaran PP dan rata-rata kinerja optimalisasi seluruh KP pada PP 

(c) Kinerja optimalisasi 
KP 

Penghitungan dilakukan dengan merata-ratakan angka capaian 
sasaran KP dan rata-rata kinerja optimalisasi seluruh ProP pada KP 

(d) Kinerja optimalisasi 
ProP  

Penghitungan dilakukan dengan menggunakan bobot tertentu pada 
kinerja dukungan output (RO) K/L, penyerapan anggaran, dan 

capaian sasaran ProP 

(e) Kinerja optimalisasi 
MP 

Penghitungan dilakukan dengan menggunakan bobot tertentu pada 
kinerja dukungan output (RO) K/L, penyerapan anggaran, dan 
capaian sasaran MP 

(1) Kategori Kinerja Kategori kinerja terdiri atas 

1. baik, notifikasi hijau, capaian >90 persen. 

2. cukup, notifikasi kuning, capaian 60–90 persen. 

3. kurang, notifikasi merah, capaian <60 persen. 

4. N/A, notifikasi putih, tidak memiliki nilai capaian. 

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022. 
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No.
Perihal

Perlbahart
Pemutakhiran RKP Tahun 2023

345 Perubahan
alinea pertama
dalam halarnan
v.22

(5) Inetmmen Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

Instnrmen pengendalian pelaksanaan PN/PPlKFlH.oPlMP (terpilih)
dalam RI(P Tahun 2023 meliputi (a) deskripsi dan logiul frameutork
PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih); (b) sell assessrnent atas perencanaan
strategis, manajemen pelaksanaan, dan kinerja pembangunan
PNlPPll<PlProP/MP (terpilihl; serta (c) early utamitg mitigasi terhadap
pelaksanaan PN/PP/KPIProP/MP (terpilihl, utamanya pada ProP
terpilih sebagaimana pada Tabel 5.3.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESI.A

Pemndang-undangan dan
Hukum,

Djaman

SK No 117930 A
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PRESIOEN
ELIK INDONESIA

MATRIKS PEMBANGUNAN RKPTAHUN 2023

PRIORITAS NASIONAL 1 : MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADIT.AN

PN/ PP/ KP/ ProP

ol
PN: M.mpcrkuat Kctahanan
Ekonomi untuk Pcrtumbuhan
]an8 Berkualita8 dar!
B.rkcadilan

Sasslan

0l - Meniflgkatnya daya dukunS
dan kualitas sumbcr daya
ckonomi sbasai modalitas basi
pctnbengunan ekonomi ya[g
bcrkclanjutan

Indikator

Dukuntan
Tcrhadap
Arahan
Pr.sid.n

Tsrget Rp. Juta

t7,90vo 54.659.691,3

Inltan3i Pelaksana

0l - Pofti EBT dal,a.t! bauran energi
nasional

02 - Skor Pola Palrgan Harapan
(PPH)

94,OO

03 - Pengctrolaan dan Fmanfaatan
Wilayah Pengeloleen Perilcnan
(wPB s€cara b€rkelanjutan

II WPP

02 - Meninskatnya nilai tambah,
lapengan kerja, invcstsi,
ckspor, dan dala !ain8
pcrEkonomian

Ol - Rasio kewinusahaan nasiorEl 3,21vo

3,2---3,6 Eo02 - Pertumbuhan PDB perta.dan

03 - Pcrtumbuhan PDB pcrikanan 5,00--6,00 %

(N - Pertumbuhan PDB irdulEi
pcrraolahan

5,30-s,60 %

05 - lbntribu8i PDB industri
pcnsolahan

20,60 vo

06 - Nilai devisa pariwilata 2,O7--4,O5 miliar US$

- 4.t.1 -

SK No 093002 C

07 - Kontribusi PDB pariwhata 4,to vo



PRESIDEN
EEPIJBUK TNDONESIA

PN/PP/ KP/ProP Sararan Indikator

Dukungan
Terhadap
Arehan Rp. JutaTarget Instangi Pelakaana

08 - P.ny€diaan lapsn8an kerja per 2,7-4,r juta orang

09 - Fertumbuhan investasi (PMTB) 6,1--4,3 vo

l0 - Fertumbuhen eklpor industri
pcngolahan

rr,18%

I I - Pcrtumbuhan ck8por dil barang
dan jasa

5,3--4,6

12 - Ra.io perpajakan tcrhadap PDB 9,60 Vo

0r.01
PPI Pcmcnuhan Kcbutuhan
Encrgi dengan Mcngutamakan
PeninSketan Encr8i Beru
Terbarukan (EBTI

0l - Mcningkatnya pcm.nuhan
kcbutuhan €ncrai dcngsn
merguta.Eaksn peninSkatan
Energi Baru Terbarukan (EBTI

0l - tGpasitas tcrpasang
pcmbangkit EBT (Kumulatil)

2,5 14,31 gigewett 3.980.528.2

02 - Pcmanfaatan hblu€l untuk
dom.atik

2,5 10,65 jute kilo litcr

01.01.01
KP: Akelera.i Pcng.mbangsn
P.mbangkit Encrgi T.rbarukan

0I - McninskatnJra ak!.lcrasi
pcngcmbantan pembanSkit
encrSi tcrbarukan

0t - lkpasitas tcrpasang tambahan
pcmbangkit EBT

2,s 1.857,7 mcSawatt 177.742,3

01.01.01.01
PRO-P: P.rcepatan
FambanSunan Pernbangkit
Energi Terba.rukan

0l - Fcnambahan kapasita!
terpa8ans tambahan PLT Air

0l - Tcrlaksananya pqrcpata!
pcmbangunan pcmbangkit
enerEi terba.rukan

2,5 409,3 lEcgawatt 177.742,3 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL, KEMENIERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERUNDUNCAN ANAI(.
KEMENIERIAN PEMUDA DAN OI,AHRAGA,
DAI(

02 - Pcnambahan kapa.itag
terpalana taEbahs.Il PLT Para!
Bumi

2,5 20 mcSawatt

2,5

SK No 093003 C

03 - Pcnambahan kapa.itag
tcrpasanS tambahan PLT Biocncrgi

87 mcSawatt

- A.t.2 -



FRESIDEN
FEPUBLIK INDONESIA

PN/ PP/ KP/ ProP Saaaran lndikator

DukunSan
Terhadap
Arahan TarSet Rp. Juta In.tsr.i Febkoana

04 - Fenambahan kap.aitag
terpelang tatnbahan PLTS

2,5

2,5

I .308 m.gawatt

33 megawatt05 - Kapesita! tcrpasanS tambahan
PLT Beyu

01.01.02
KP: PcninSkatan Paloken Bahan
Bakar Nabati

0l - Meningkatnya pa.okan
bahen b6kar nabati

0l - Jumlah pcmanfaatan hbJfuel
untuk domcatik

5 lo,6s juta kilo litcr 3.744.3t7,7

01.01.02.01
PRO-P: Ak!€leraBi
P.nscmbansan BBN

01 - Tcrlaksananya aksclerasi
p€ngcmbangan BBN

0l Percentase mandatod
p.ncampunn BBN ke dalam bahan
bakar fo3il

3.784.317,7 XEMENTEzuAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL, KEMENTERIAN KEUANGAN,
KEMEI{TERIAN PERTANIAN

5 30

0l.01.03
KPi Pcningkatan Pelekaanaafl
Koncrva.i dan Efilicn3i Enerai

0l - McninSkatnya pclakanaan
kon&rva6i dan cfisicnai encrEl

Ol - Intensitas energi prim.r 2 135,2 SBM/miliar rupieh 13.559,9

02 - Pcnurunan intcn.ita6 enerAi
final

0,8 SBM/miliar rupiah2

01.01.03.01
PRO-P: Pcrluasan Pcncrapan
Efilienli EnerSi

0l - Tertrelcananya pcrlua€an
pcncrapan ef i.ienri encrSi

0l - Pcls€ntas€ penyele.aia.n
pcnyusunan Standar Kincrja Encrgi
Minimum (SKEM)

02 - Jufllah kendaEan dinas liatrik
berbasis batcrai

2 too E" 13.559,9 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

5 1.602 Unit

01.01.04
KP: Pcningkatan Pcmenuhan
Encrai Dom*tik

01 - Meningkatnya pcEcnuhan
en€ryi domeatik

0l - Alokasi batu bera untuk
IGpentingen dalam Ncg.ri (DMO)
yanS dircncansl€n

2,5

2,5

184 juta ton 3.945,5

SK No 093004 C

02 - Pcrscnta8c pcmanfaatar 8as
bumi doEe3trk

67 V.

- 4.r.3 -



FRESIDEN
NEPIJELIK INDONESlA

PN/ PPl KP/ koP Sasaran Indikator

Dukungan
Tcrhadap
Alahan
Presiden

Ter8ct Rp. Juta liritenai tblaksana

01.01.04.01
PRO-P P.mcnuhan En€rai yang
fioEFtitif baAi Indu8tri

0l - Tcrlaksarrenye peDrcnuhan
cncrai ysns koEp€titif

0l - Jumlah lapoEn pemcnuhan
cncrgi yang komp.titif bagi induetri

2 I laporan 3.945,5 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

02 ' Jumlah ptoduki gas bumi 2,5 1.199 ribu BOPD

01.01.05
KP: PengeEbangan Industri
F.ndukuna EBT

01 - Meningkatnya
pcnScmbangan indu.tri
pendukung EBT

01 - TKDN !€ldor peEbangkit EET 2 44,6 90 962,7

01.01.05.o1
PRO-P: Pcng.mbangan Industri
EBT

01 - T.rlakananya
Fnscmban8an indu!tri EBT

01 - TKDN Sekor EBT dalaa rangka
mcndukung kcmandirian eneryi

2 55,45 skab r0O 962,7 KEMEI{TERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

01.02
PP: Pcningkatan
Kuantitft/ K€t llanan Air untuk
MendukunS Pcrtumbuhan
Ekonolri

01 - Mcningkatnya
kuantitas/ kctahanan air untuk
mendukunA pertumbuhan

0l - Produldvitas air (urat?r
pto&lctiui.v)

2 3,63 kslE 16.901.731,9

01.02.0r
KP: Penartapa, Kawasn
Bcrfunasi LindunS (Kumulato

0l - Mcningkatnya
kawasan berfungsi
(kumulato

pemsntapan
lirdung

0l - Lua. rEinimal kawasan
berfung6i lindunS (kumulati0

5 65 juta ha 277.517,3

01.02.01.01
PRO-P: Inventsrkasi Jase
Lingkunain Thgai

0l - Terl,a}.analya invcntartuaai
issa tin8kungan tinggi

ol - Lua! area dengan Indek6 Jasa
Lingkungan Tin88i

5 7 ekor€gion 31.018,0 KEMENTERIAN UNGKUNGAN HIDUP DAN
KEHT]TANAN

0r.02.0r.o2
PRO-P: FerlindunSan dan
Pcngamanan Kawasan Lindung
Nasional secara Part8ipatif

0l - Tcrlaksananya
pc indungan de, pengemanan
kawa€an lindunS naaional
s€cara partLipatif

0l - Desa dalam dan sckitar
kawa.6n kon!.rvasi

5 3.5OO des 246.499,4 KEMENTERIAN UNGXUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

- 4.t.4 -
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REPIJELIK INOONESIA

PN/ PPl KPlPfoP Indikstor

Dukungan
Terhad6p
Arahan
Pr€sidcn

Target Rp. Juta Ifttansi Pclakana

ot.o2.o2
KP: Pcn8elolaan Hutan
Bcrkclanjutan

0l - Medngkatn)a pengclolaan
hutan bcrkclanjutan

ol - Luas ka$asan hutan produkri 2 34,5 juta ha 3s7.066,8

or.02.02.01
PRO-P: Optimali€asi Halil Hutan
dsn Jala Liflgkunaan

01 - Terlaklananya optrmalisaai
halil hutan dan jasa lingkungsn

0l - Jumleh unit u.aha
pemanfaatan ha.il hutan dan jala
lintkunaafl

5 30 juta mr 15.567,6 KEMENTERIAN UNGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

or.o2.o2.o2
PRO-P: Peflguaran Kaatusn
Pengclolaan Hutan

0l - Terlaklanan)a pcnguatan
K$atuan P.ngclolaan Hulan
(KPH)

o I - Jumbh KPH yana difasilitasi
p.nSuatrnnya

5 80 KPI{ 321.499,2 KEMENTERIAN UNGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

01.02.03
KP: Pcnyediaan Air untuk

0l - Meningkatnya pcnycdiaan
air untuk pertenian

Ol - Luas l6hen b$higasi untuk
komoditas padi dan nonpadi

2 6.900 ha 1.433.548,4

ot.o2.o3.0l
PRO-P: Pcmbangunan dan
Rchabilitasi Je.rilraan lriaasi

0l - TcrlakEananya
pcmbaruunan dan Ehabilite.i
jaringan irigaai

or - Luasjariryan iriga6i teknio
yana dibar4un

I,A33.548,4 (EMENTERIAN PEKER^IAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAI(YAT
fTerintcgasi dcngsn PSN)

5 6.900 ha

02 - Luas jaringan dacrah irigasi
teldris yang dirrhabilita.i

5 Sa.7OO he

01.02.04
KP: Penyediaan Air Baku untuk
Kawasen Prioritaa

01 - McninalGtnya pcny.diaan
air baku untuk kawaaan
prioritaa

0l - Jumlah debit eir baku untuk
kebutuhan dom.stik, indu8tri, dan
kewaaen unggutran

2 2,60 lr'ldctik 1.547.141,5

01.02.(x,0r
PRO-P: Fcnyediaan dan
Pergamansn Air Baku dan Air
Tanah

0l - Tcrlak anan]ts penyediaan
dan pcngamanan eir baku dan
air tanah

0l - Tambahan pcny.disrn air beku 2,60 m!/detik 1.547.141,5 KEMEMERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN
ENERCI DAN SUMBER DAYA MINERAL
fkdntegrari dcnean PSN)

5

SK No 093006 C
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REPIJELIK INDONESIA

PN/ PP/ KP/ ProP Sasarsn IndiLator

Dukungan
Tcrhadap
Arahan
Pre6iden

Rp. JutaTargct Instansi PalaksarE

or.02.05
KP: Feaeliheraan, PeEulihan,
den KonaervaBi Sumber Deye Air
dan Ek$iltcmnya tcrmasuk
Rcvitalhssi Danau dan
Infra.txuLtur H{au

01 - Merdnglstnya
pcmeliharaa[, pcmulihan, dan
koa6erva6i suDbcr daya air dar
ckGbtcmnya termasuk
rcvitslilasi dsnau dan
infrastruktur hijau

0l - P.ninAkatan tutupan hutan 2 45O.0OO ha 87s.908,6

01.02.05.0r
PRO-P: Rchabilitasi Hutan dan
Lahan

01 - Tcrlak€ananya rchabilitasi
hutan dan lahan

01 - Luas hutan dan lahan yang
terchabilitasi sccara naaional

5 475.fiD ha 875.908,6 KEMENTERIAN UNCKUNGAN HIDUP DAN
KEHLNANAN

0r,02.06
KP: Pengembanaan Waduk
Multiguna

OI - BcrkcmbanAnya
pcmanlaatan waduk multiguna

01 - Jumlah volume tampungsn
baru u[tuk memetruhi kebutuhan
air (kumulatif)

17,45 miliar m' 12.030.549,42

0r.02.06.0r
PRO-P: Pembanaunan dan
Rchabilitasi Bcndungan

0t - Tcrlak ananya
pcmbsnaunan dan rchabilitasi
bcndungan

01 - Jumlah bcndungan multiguna
yang acLsai

12.030,549,4 KEMENTERIAN PEKER.,IAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
(TcrintcArasi dcnSan PIiN)

5 13 unit

01.02.06.02
PRO-P: Optimalisasi darl
Pemanlaatan Tampun8a[

0l - Terlak6ananya optimalhaai
dan pemanfaetan t mpungan

0l - Jumlah bcndunSan yanS
dimanfaatkan s$uai dcnSan fungsi
rcncananya

O.O(.I KEMENTERIAN PEKER.,AAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
[Tcrintcsrasi dcnaan PSNI

5 16 unit

02 - Jumlah tampun8an alaEi yanS
direvitalfu asi dan dik.mbangkan
Inan{aatnya

5

o1.03
PP: Fcningkatan IGtcEcdiaan,
Akscs, dan Kualitas Konsumsi
PanSan

0I - McninSkatnya kcrcracdiaan,
akscs, dan kualitas konsumsi
pangan

0l - Nilai Tukar Pctani (NIE 5 105,00-107,00 t3.377.664,1

02 - Angka Kccukupan EncrSr (AKE) 5 2. lOO,00 kkal/kapita/hari

03 - Aagka lGcukupan Protcin (AKP)

SK No 093007 C

- 4.I.6 -

5 57,00 grarn/ kapita/hari



FRESIDEN
REFUBLIK TNOONESIA

PN/ PPlXP/ ProP Saaaran Indiketor

DukunEan
Tcrhadap
Arahan
Pr8id.n

Rp. JutaTargct Inatanai Pelel<eE

04 - P,?uaierlr,c ol Undsnourigtmcnt
(PoU)

5 5,20

OS - Food hl,e.it/itg Eqeriencc S.ale
(FrES)

5 4,20v"

01.03.01
KP: Pcningkatan Kualitaa
Ibnlumsi, Kca.Eanan,
Fortifi kasi dan Biofortifikasi
Pangan

0l - MeninAkatnya kualita!
kon8umsi, keamanan, fortilikasi
dan biofortiikasi pangan

0l - Kon8umsi ds8ins 5 r4,4 kg/kapita/ tahun 599.267,9

02 - tbn.umsi plotcin asal tcmak 5

5

12,7 gla,rlkapit,.lh,tri

30 r ,3 gram/kapita/hari03 - Konaumai ra]'ur dan buah

04 - Ibnsumsi ikan 5 61,02 kglkapita/tahun

05 - PcEcnfasc pangan &8ar yaflg
mcmcnuhi syarat kea$anan pengan

5 90-s5 9/"

06 - Luas lahan produki bere8
biofortifikali

5 lSO.OOO ha

07 - Akscs t rhadap bcras
biofortiEkasi dan fortifikasi baSi
keluarya yBnt kurang mampu dan
kurana sizi

5 80 % penerima BPNT

08 - Pcrscntasc pangsa pangan
ofganik

5 l5 9,!'

SK No 093008 C

01 'Me ingkatnya kualitas
konsumli pansEn

02 - Pcningkatan konsumsi protcin
aaal tcmak

- 4.1.7 -

5 o,9 vo

9.798,I KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN, BADAN PANGAN
NASIONAL

01.03.01.01
PRO-P: PcninSkatan Divgsifikasi
Konsumai Pangan

01 - PcninSkatan konrumsi daaing 5 2,1



FRESIOEN
FEPIJELIK INDONESTA

PN/ PP/ KP/ ProP

Dukungarl
Tclhadap
AIahan
Prcgidcn

Instansi Pelak8anaSa.aran Indikrtor Tergct Rp, Juta

03 - PcninSkatan konau6li sa].ur
den burh

5,0 gram/kapita/ hari5

04 Ko aumai kec€n8 kec$rgan 5 29,2 gian lk^pit^l bati

01.03.01.02
PRO-P: Pcningkatan Kcamanan
Pangan

0l - Mcningkatnya kcamanan
pancan

0r - Rasio tinda-k lanjut tcrhadap
temuen OPTK dan HPHK pada
koEodita3 pertanien melalui m€dia
pembawa di tcmpat pcmasukan atau
penaeluaJan yang ditetapkan

5 94V" 353.969,8 KEMENTERIANPERTANIAN,BADAN
PANGAN NASIONAL

02 - Pcrscntasc pangan hqraai yanS
memenuhi syarat ka€manan panSan

5 aa

01.o3.01.03
PRO-P: Pcngcmbangan
Fortifikasi &n Biofortifika.i
Pangan

0l - T6lak ananya
Fnsembansar fortifikali dan
biofortifikasi psn8an

0l - Penelitien dan pcn8lmbanAan
biofonifkasi pansan

5 I VUB 235.500,0 KEMENTERIANPERTANIAN

02 - Produksi padi biofortifikasi 5 a4O ribu ton GKG

01.o3.02
KP: P.ningkatan ketcr€Gdiran
pangan hasil pcrtanian dan
pangan hasil laut s€cara
bcrkclanjutan untuk rdenjega
stabiliteB p&okan den harga
kcbutuhan pokok

0l - Meningkatnya kctef!€diian
pan8en haBil pertanirn den
pangan hasil leut 8€ca.ra
berkcla.njutan untul mcnjaga
stabilitas pa.okar dan harga
kebutuha.n pokok

0l - PenSgunaa, bcnih b€ft€rtilikat 5 75,OV. 3,979.274,9

02 - lbt re.disan b.ras 5 45,4 juta ton

03 ' I(etere€diean protein hewani 5 2,78juta ton

04 - Produksi jagunS 5 34,l2 juta ton

05 - Pmduhi daginS 5 4,6 juta ton

06 - Produk.i uEbi-umbid 5 25,2 jute ton

07 - Prcduksi saJruran 5 ls,sojuta ton

SK No 093009 C

08 - PrDduksi buah-buahan

- 4.I.8 -

5 29,29 juta ton



FRESIDEN
ELIK INDONESIA

PN/ PP/KP/ ProP

Dukungsn
T€rhadap
Arahar!
Pre.iden

Instansi Pelak6aneSasaran Indikator Tarcet Rp. Juta

o1.03.02.01
PRO-P: Pcningl.atan Produhi
P6di

0l - Mcningkstnya ptDduksi
padi

Ol - Fertutrbuha, produliiivitag
pddi

02 - F. ingketan Ilrdeko
PertarBmen (lPl

5 3,00 % 749.010,8 KEMENTERIAN PERTANIAN, BADAN
PANGAN NASIONAL
tlcrintesrasi dcnsar PSNI

5 s,00 %

or.m.02.02
PRO-P: Peningkatan Produkli
Jaauna

0l - Meningkatnya Foduksi
iaauns

0l - Pcrtumbuhar produldivitas
jagung

5 1,20 %, 312.858,3 KEMENTERIAN PERTANIAN

01.03.02.03
PRO-P: Pcningkatan Produki
Kedelai

01 - Mcningkatnya produksi
kcd.lai

0l - Pertumbuhan produktivitaa
kedelei

5 t,to 5.188,6 KEMENTERIAN PERIANIAN

01.03.02.04
PRO-P: Peningkatan Produlci
DaAnS

01 - MeninSkatnya produksi
daginS

0l - P.ninEkatan produhi daaing 5 2,0jutaton 2.440.532,4 KEMENTERIANPERTANIAN

01.03.02.05
PRO-P: Peningkatan Produki
Hortikultura

0l - MeninSkatnya prcduki
hortikultura

01 - Pertumbuhen produktivite6
sAyUran

02 - Pcningkatan produktivitas
buah-buahan

5

5

5,34 yo 448,216,5 KEMENTERIAN PERTANIAN

2,20

01.03.02.06
PRO-P: Pedntketan Produki
Umbi-Umbian

0l - Mcningkatnla prcduksi
umbi-umbian

0l - Pcrtumbuhen produl(ivita8 ubi
kayu

02 - Pcrtumbuhan Eoduldivitas ubi
jalar

5 I,50.6 23.468,0 KEMENTERIANPERIANIAN

5

SK No 093010 C

- A.I.9 -

3,65 V.



FRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

PN/ PPl KP/ProP Indikator

DukunSan
Tcrhadap
Arahan
kcsidcn

Rp. JutaTargat InstanBi Felak rna

o1.03.03
KP: ttningkatan ltodukivitas,
Kc.ejahtcraan Sumbcr Daya
Manusia (SDM) Pertanian,
F.rikanan dan Kepastian Pasar

0l - MeninSkatnya
produktivitas, kcrcjahtcraan
Sumb.r Daya Manusia (SDMI
pcrtanian, dan kepaltiah pasar

0l - TcknoloSi yanS ditlrapkan olch
pctani

5 8(H0% 7.@1.922,1

02 - Nilei tambdh per tenaga kcrja
pertanian

57,0 juta rupiah/tcnaga
kerja/tahun

5

o1.03.03.0r
PRO-P: Asuransi Pertanian

0l - Tedaksananya aluransi
pcrtanian

0l - Luas ar€a yans difalilita8i
asurami ulaha tani padi

5 1.000.000 he 145.590,9 KEMEI{TERIANPERTANIAN

02 - Jumlah ternak yaIlg difaBilitasi
asuransi usaha pctcfirak
sepi/kerbau

5 2oo.oo0 ekor

0r.03.03.03
PRO-P: Peryuluhan dan
Pendampinaan Sekolah kpans

0l - Terlaksananya peryuluhan
dan p€ndampingan s€kolah
lapana

Ol - Pcrscntase SDM pfltanian yan8
Dcningkat kapasitalnya

02 - Pcrs.nta.e kclcmbagsan Ftani
ysns Ecninskat kapasitasnya

too 15.927,I KEMENTERIANPERTAN]AN

5 2t v"

o1.03.03.04
PRO-P: Ibrporasi Petard

0l - Be*embangnya korporasi
pcta.ni

Ol - Ju!:ilah korporasi p.tani yang
dikcmbengkan

5 150 unit 6.890.404, I KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN, DAI(

o1.03.04
KP: P.nin8katan Kcbcrlanjutan
koduktivitas Sumbcr Daya
Pertardan, dan Digitalise.i
Fertanian

0l - Pcr8entase lahan baku sswah
yanS ditctaplcn lebagai Lahan
kanian Pangan Berkclanjuten
(LP2B)

0l - Mcningkatnya
produldivita., keb€rlanjutar
sumber daya p€rtahien, den
digitali€asi p€rtanian

5 90 946.249,9

02 - Jur ah Yarirta8 unggul
tanaman dan hcwan untuk pangan
yang dilcpag

30 dan 8 varictar unSgul
b6ru dan galur

5

SK No 09301I C

0l - Terkelolanya auaber dala
air pertanian

0l - Lud.an lehabilita6i jaringan
iriga8i

- A.I.l0 -

269-AA4 ha 500.228,9 KEMENIERIANPERTANIAN0r.m.04.01
PRO'P: Fengelotraan Sumher
Daya Air Pertanian

5



FRESIDEN
BLIK INOONESIA

PN/ PPlxP/ ProP Indikator

DukunSen
Tcrhadap
Arahan
Prcsidcn

TarSet Rp. Juta Insten3i PelBl<sna

o1.03.04.02
PRO-E Pengelolean Sumbcr
Daya Lahan Pcrtanian

0l - Terkelolalya aumbcr daya
lehan paltanian

0l - Ixas lahan saf,,ah yana
dit tapkan LP2B tiap tahunnya

485.77I,0 KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN
AGRARIA DAN TATA RUANG/BPI{
Clcrirtcgrali dcnAad PSNI

5 6.7 t7 .553,2 ha

o1.03.04.03
PRO-P: Pcningkatan varicta.
unggul tanaman dan hcwan
untuk pangan yang dilcpas

0l - JuElah verirtea unggul
t nama[ dan hcwan untuk pangan
yan8 dilepes

45 varictas ungSul baru dan
aalur

0l - Mcningletnya varietas
ung8ul tanaman dan hewen
untuk pangan yanS dilepas

5 250,0 KEMENTERIAN PER'TAMAN

o1.03.05
KP: Peningkatan Tata Kclola
Siatc!, Pangan Nasional

0l - M.ningkatnya tata kclola
shtcm panaar nalional

Ol - GIotut J@d s€tnita index 5 64,4 720.953,3

o1.03.05.02
PRO-P: P.nanganan Rawan
Pengan

0l - Mcnurunnys dacrah rawan
Pancan

0l - Pcr!€nta& daerah rEntan rawan
panSan

5 12 0A 3.4OO,O BADAN PANGAN NASIONAL

01.03.05.03
PRO-P: PenSuatrn Cadangan
Pantan Nesional

0l - Mcnguatnya cadangan
pangan nasional

0l - CadenSan bera6 5 6-10 juta ton 717.553,3 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERNNGCAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN,
DAK
[T.rintcgrasi dengan PSN)

01.04
PP: Fedngkatan Fcngclolaan
I(cma.ritiman, Ferikenan dan

0t - McninSkatnya pcngelolaan
kcmaritiman, pcrikanan, dan
kcliutal!

Ol - Kor*rvari kavalarr kclautrn 5 29,10 jute ha 2.771.454,4

02 - Proponi tangkapanjenis ikan
yaru bcrada dalal1r batasan biologis
yanS arnan

5 176

03 ' Produkai p€rikanan 5 3o,s8 juta ton

5

SK No 093012 C

04 - Produk i garam

- A.I.11 -

2,00juta ton



FRESIOEN
REPLIBLIK INDONESIA

PN/ PP/ KPlProP Sa8aran Indikator

Dukungan
Terhadap

PrBidcn

Rp. JutaTargct Instanai Pclakcana

05 - Nilai tukar n.trayan 5 r 07,q)- r 08,00

01.04.01
KP: Peninakatan Pengelolaf,n
wilayah Fena€lolsan Ferikanan
(WPq den Pcnataan Ruang laut
ilan Rencana Zonasl Pcs8ir
lcrta Pcngelolaan Ruang laut

Ol - Meningkatnya pengclolean
wilayah Fengelolaan F.rikanan
(WPD dan pcnataan ruang laut
dan rcncana zonasi pe8isir s€rta
p€ngclolaan ruang laut

Ol - Pengclola WPP 5 11 unit 74.86s,0

02 - Akurasi Fndataar srocr! dan
pcmanfaatan WPP

4 II WPP

03 - PenFleraian panataan ruang
Iaut dan ronasi Fsiri!

4 30 RZ

01.04.01.0I
PRO'P: Pengclolaan Wilayah
Pcngclolaan PErikanen (WPP)

0l - Terlak€ananya penSclolaan
wilayah Pengclol,aan Perikanan
NPN

0l - Jumlah modcl pcrcontohan
wPP yana melaksarrakan
Pcnangkapan tcrukur

9 WPP 16. I8O,O KEMENTERIAN XEI,IILITAN DAN PERIKANAN

01.04.01.02
PRO-P: Penataan RuanS Laut
dan Rcncana Zonasi P$isir

0l - TErhksananya penatrart
ruant leut den rrncana zonasl
pesbir

Ol - Jumleh KSN dan KSNT yang
mcEiliki lcncana ,onasi KSN dan
rcncana zonasi KSNT dsn
antar{lil,ayah laut

5 23ru 37.310,O KEMENTERIAN KEI,/IUTAN DAN
PERIKANAN, KEMENTERIAN DAIAM
NEGERI. BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
(BIG)

01.04.01.03
PRO-P: Pcnacndalia
Pemanfaatan Ruang taut

0l - TcrlalGenenya
pengcndalian pcmanfaatan
ruang laut

ol - Ju6lah lokasi r'ang dilakukan
Fngendalian pcmanfaatan ruana
laut di pulet dan dacrah

5 34 lokali 2I.375,0 KEMENTERIAN KEL,/II]TAN DAN PERIKANAN

oI.04.02
KP: Pcningkatan Ekosistcm
Kelautan &n Pcmanfaatan Jasa
I(.lautan

0l - Meningkatnya ckosfutcm
kclautan dan Fmanfeeten je3a
kelautan

0r - JuElah kawasan kons€rvs3i
,ang dimerfaatken secara
berkelanjutan

5 r5.aOO.OOO he 12.465,O

SK No 093013 C

- A.t.t2 -

r0 ka*a€an 9.750,0 KEMENTER]AN KELAUTAN DAN PERIKANAN
(Icdnt grasi d.n8an PSN)

01.o4.o2.0r
PRO-P: Plngelrbengan Wfuara
Bahari dan Jala Ma.ritim

01 - Terlekaanan)a
pengeEbangan $isata bahsri
dan jasa maritia

0l - JuElah ka{rasan wbata bahari
dan BMKT yang tclk lola

5



PRESIDEN
REFL'BLIK INOONESIA

PN/ PPl KP/ ProP Salaran Indikator

Dukungan
Terhadap
Aralan
kcsiden

TarSct Rp. Juta tnlt nli P.lakana

01.(N.02.02
PRO-P: Pcngcmbangan rvarin€
Btoproduca dan Biotclorologi

0l - Tcrlakananya
p€ngeEbaruan ,naflne
DioprDduc! dan biotcknoloai

0l Jumlah biotcknologi dan
biofermekologi yanS dil(ellbangkarl

5 2 pakct 2.715,0 I{EMENTERIAN I(EI,,1II.ITAN DAN PERIKANAN

0l.(x.03
KP: P.ningkatan Produksi,
koduktivitas, standsrdisasi
Mutu dan Nilai Tambah Produk
Kclautan dan PDrikanan

Ol - McninAkatnya produki,
produktivitas, ltandardbaar
mutu dan nilai tambah produk
kelautan dan perikanan

Or - Produlci iker 5 l8,48jutaton 2.2a2.O9O,O

02 - Produksi rumput laut 5 12,l0juta ton

03 - Produhi Gaiam 5 2,00juta ton

01.04.03.01
PRO-P: Pcningkatar Produki

0r - Meningkatnya produki
Frikanan

0l - ItDduksi iken tangkap

02 - Produk i ikan budidaya

KEMENTERIAN KETAUTAN DAN
PERIKANAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN
PEKER^'AAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT, DAK, KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
(Icrintcga.i dengan PSN)

5

5

9,0O juta ton 2.t44.865,O

9,48 juta ton

o1.04.03,02
PRO-P: Pcningkatan Produksi
Rumput Laut

01 - Meningkatdya produksi
rumput laut

Ol - Jumlah produksi rumput laut 5 12,lOjuta ton O,OId KEMENTERIAN IGUTUTAN DAN PERIKANAN

0r.04.03.03
PRO-P: Pcningkatan PIoduki
Garam

0l - Mcningkatnya produksi
garam

Ol - Jumlah produkai gararn 5 2,OO juta ton 62.700,0 KEMENTERIAN KEIAUTAN DAN PERIKANAN

0r.04,03.04
PRO-P: Karantina lkan d^n
Jaminan Mutu

0l - Terlaklananya karanlna
ikan den jeminan mutu

0l - Rasio pengDndalian eklpor,
impor, dan antar area j€Irb ika.n
yaru dilarang, dilindungi, dan
dibata.i di exileat !, poia,

5 roo vo 74.525,0 KEMENTERIAN TELAUTAN DAN PERIKANAN

SK No093014C

- A.I.13 -



FRESIDEN
REPUEUK INDONESIA

PN/ PPl XP/ ProP Irdiketor
Dukungan
Tcrhadap
Arahan
PreBide

Target Rp. Juta Instansi Pelak ana

0t.04.(x
KP: Fcrdngkatan Falilitssi
U.6ha, F.mbiayarn, dan Akscg
Pcrlindungan Uoaha lclautan
&n Pcrikanan Skala Kccil scrta
Ak!€s terhadap Pengclolaan
Sumbcr Daya

01 - Mcningkatnya fa6ilita6i
usaha, pcmbiayaan, dan akscs
pcrlindungan u3aha k lautan
dan pcrikanan akala kecil 6erte
ahca tdhadap pdrgelolean
rumbcr daya

0 I - Juahh pcndenarn pcleku
ulaha kclautan dan padkanan skale
kecil

5 9,91 triliur rupiah 167.365,4

02 - Nilai Tukar Pembudidaya Ikan
(NTPi)

5 l04

o1,04.04.0r
PRO-P: Feningkatan
PedindunSan Nelayan dan
Peabudidaya lkan

0l - Mcningkatnya p.rlhduntan
nelayan dan pembudidaya ikan

01 - Jumlal relayan dan
pembudidaya ikan )€ng terlindungi

5 155.000 orang 6.500,0 XEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

01.(N.(x.o2
PRO-P Perdngkatan Aklcg
P€Ebiayaan U331ra PErikanan

0l - Tcrlak€ananya pcningkatan
aklcs pcmbiajraan usaha
pcrikanan

01 - Sertilikaai tanah neleyan dan
lahan budidaya

15,000 bidang r38.643,6 IGMEMERIAN (ELAUTAN DAN
PERIKANAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN
TATA RUANG/BPN
(Icrintcgrasi dcngan PSNI

5

01.04.04.03
PRO-P: Penatrarr Pcrizinan
Kelautan dan Periklnan

01 - Tcdaksananya pcnataan
pc rinan kclautan dan
p6ikanan

Ol - Intcgraai siBtca peririnan
puaet-deerah

4 34 provinsi 22.22I,8 KEMENTERIAN KEI.,IIUTAN DAN PERIKANAN

01.04.05
KP: Itningkatan SDM dan Ri.et
IGmeritiEAn dan Kelautan Serta
Database Kaleuten dan
Fcrikanan

0l - Meningkatnye SDM dan
inovasi teknoiogi kemaritime
dan l(clautan €crta dataDase
kelautan

Or - Jumlah model/ tebrclogi
keleuten den pcrikenan ya-na layak
edopsi

5 5 produk 235.069,0

SK No 093015 C

0l - Terlakananya pcningkatan
SDM kelautan dan pcrikanan

Ol - Jumlah masyarakat ,lang
disuluh

- 4.t.14 -

44.000 orang I19.I73,7 KEMENTERIAN KEIAUTAN DAN PERIKANAN01.04.05.01
PRO-P: Fctringkatan SDM
Kcleutrn dan Perik'En

I



PRESIDEN
REPIJBLIK INDONESIA

PN/ PPl KP/ProP Saleren Indikator

Dukungan
Tefiadap
Arehan Rp. JutaTar8ct Instanai Pclaksana

o1.04.05.02
PRO-P: PDnauatan InovEsi
Tetsrclogi dan Rilct Kelautan

0 I - Ircva.i teknologi KP ysng
diadop3i

0l - Tcrlakunanya peiguatan
inovasi tcknologi dan ri.ct
kalautan dan parikanan

5 5 Pakct II5.495,3 KEMEMERIAN KEI,AUTAN DAN PERIKANAN

ot.o5
PP: Penguatan Ke*,iraulahaan,
Usaha Mikro, K.cil MerEngah
(UMKM), dan Koperasi

01 - Mcnguatnya
kewirausahean, usaha mikro,
kccil aenengah (UMKM), dsn
kopcrasi

0l - Ra6io kr€dit UMKM tcrhadep
tot .l kredit perbankEn

5 21,44 96 2,447.9fi,5

02 - Pertumbuhan wirsusaha I 2,74

03 - Kontribusi kopcrasi tcrhadap
PDB

1,5 5,40

01.05.01
fP: Peningkatan l(emitraen
Usaha antar:a U.aha MiLio K.cil
dan Usaha Mencn8ah B€3ar

0l - MerinEkatnya kemitraan
u.eha entara usaha milso kccil
&n u6eha aenengah bcaar

0f - Propo8i IMK (lndu.tri Mikro
Kccil) ,laru menjalin kemitra n

1,5 r0,00 % 603.511,8

02 - INM yang melakuken kemitraan
dengan industri bcsar rcdang dan
rcktor €cktor ckonomi lainnya

5 160 IKM (kuEulatio

or.05.01.01
PRO-P: Pcngcmbangan
tkpasitas Usaha &n Kualitag
Produk

0l - Terlaksananya
pangaEban8an kaparita! usaha
dan kualitas produk

0 I - Jumlah UMKM yana
dikcmbangkan kafrasitas usahanya

KEMENTERIAN KOPERAITI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN
PARIWTSATA DAN EKONOMT
KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF, BADAN STANDARISASI
NASTONAL (BSN), IGMENTERIAN
PERDAGANGAN, KEMEMERIAN
PERINDUSTRIAN. KEMENTERIAN AGAMA,
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,
I(EMEIiITERIAN UNCKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN, KEMET{TERIAN PEKER.JAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
(Ierintegasi den8an PSN)

1,5 lo.ooo uM(M 452.641,4

- 4.I.15 -

SK No 093016 C



PRESIDEN
!IELIK INDONESIA

PN/ PP/ I(P/ ProP Saaaran IndiLator

Dukungan
Terhadap
AIahan
Pr$idcn

Rp. JutaTarget In3tenai Pehklana

01.o5.01.02
PRO-P: PerluaEen Kemitraarl
U€aha

01 - Terlakrananya pcrluasan
kcrditraan uraha

0 I - Jumlah UMKM yang diperluag
cakupan kemiraaDnya

1,5 35O UMKM 34.147,4 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
KFTIL DAN MENENGAH, KEMEMERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN, KOMISI
PENGAWAS PERSNNGAN USAHA (KPPU),
KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL

01.05.01.03
PRO-P: Pcnguatan Ikpasitas
Kelembagaan untuk Bermitra

01 - Tcrl,aksananya penAuatan
kapeaitaB kelembagaan untuk

0 I - Jumlah UMKM yang
ditinSkatkan l(apasitas
kelcmbaSesnnla

l,5 8.500 UMKM 116.642,6 I(EMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN, IGMENTERIAN
KEUANGAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN

01.05.02
KP: Peningkatan Ikpasita.
Usaha dan Aksea Fembiayaan
Bagi wirausella

01 - MeninSketdya kapaaitas
usaha dan akacs pcmbrayaan
b6gi wirau8aha

0l - PropoEi UMKM yang
mergakE€s ld€dit lembaga kcuangan

1,5 29,27 Vo 126.014,8

02 - Proporsi IKM denAan
pinjaman/Hit

5 4,to

03 - Proporri pcnyaluran Krcdit
U.ehe Rat(yat (KUR) !.ktor produksi

5 ?5,OO yo

o1.05.02,0r
PRO-P: Dukuntan Pemberian
Modal Awal Usaha

01 - Terleksananya dukunSan
pemberian modal awal usaha

0l - Jumlah wiraulehe p€Drula yang
mendapat modal usaha

5 3.0OO orans 1o7.662,5 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN
PARIWISATA DAN EKONOMI
TGEATIF/BADAN PARJWISATA DAN
EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI

SK No 093017 C

- 4.I.16 -

A.5OO UMKM 16.226,5 KEMEMERIAN KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH

0r.05.02.02
PRO-P: Pendampingan UMI(M
untuk Mcngaksca Krcdit

0l - T.dak ananya
pcndampingan UMKM untuk
Ererxakscs Mit

01 - Jumleh UMKM yang didampingi
mengak€s kedit/pembiayaan

5



PRESIDEN
BLIK INDONESIA

PN/PPlKP/ ProP Sasaran Indikator

Dukungan
Tcrhadap

Prcsiden

Rp. JutaTergct Inrta$i Felaksana

01.o5,02.03
PRO-P: Penaembangan Skeaa
Pcmbiayaar bagi Wirausaha dan
UMKM

01 - Jumlah UMKM yang
dikcmbansksn skena
pcmbiayaannya

2.125,8 KEMENTERIAN KOPERAI;I DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH

0l - Tcrl,aklananya
Fn8lmbanssn lkcma
pcmbiayaan baEi wirauEaha dan
UMKM

5 T50 UMKM

oI-o5-03
KP: Peningkatan tapasita.,
Jangkauan, dan Inovaai
lbpere.i

0l - Mcningkatnya kapasita.,
janglquan, dan inovasi kopera.i

0l - Jumlah koperasi modcrn yang
dik mbangkan

5 340 unit (kumulati0 68.494,5

01.05.03.o1
PRO-P: Pcningkatan Lapalitag
PenSurus dan Manajer Koperasi

0l TerlalGenanyepeningketan
kapasita! baai koperasi

0l - Jumleh pdrguru. dan penSelola
kopcla8i yaDg ditingkatkan
kapa!itasnya

1,5 s.000 orans 2I.550,O KEMENTERIAN ROPERAI}I DAN USAHA
KFCIL DAN MENENGAH

o1.05.03.02
PRO-P: FendempinSen lclompok
uttuk Menrbentuk Kop€raai

0l - Tdl,eksananya
pendaapingar kepada
masyarakat untuk mcmbantuk
kopcraai

Or - Jumlah orans/masyamkat yans
didampinai mcmbcntuk koperasi

l,5 1.600 kelompok
masyBrakat/kopcrasi

8.5OO,O KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
KF'IL DAN MENENGAH

or.0s.03.03
PRO-P: Fengeabangan
JanalGuar dan Cakupar Ulaha

0r - Tcrlsksamnya
FnEembangen janSkaued dan
cEkupan usaha kepada koFra.i

ol - Jumlah kopcrasi yara
dikembangken jangkauan dan
cakupan ulahanya

5 430 kopcra8i 2a.ot4,7 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
KF'IL DAN MENENCAH

or.05.03.(x
PRO-P: PEnaembansan Inovasi
Kopcrasi

01 - T"rlakrananya
pcngDmbanEan inovasi kcpada
kopcrasi

Ol - Jumlah kopcrasi
dik mbangkan untuk

yanS 5 210 koperasi 10.429,8 KEMENTERIAN KOPERAIII DAN USAHA
KF'IL DAN MENENGAH

o1.05.04
KP: Fcdngkatan Fc cipteen
Sr4rt-Up dan Peluang U.ahe

01 - Meningketnya p€irciptaen
srarr-up dan paluang ulaha

Ol Propor.i nilei tarnbeh IKM
tcrhadap total nilai tambah industri

5 19,6 E 2.027.775,4

02 - PenuBbuhan ston-up 5

5

2.am s&n{rp (kuEulati0

SK No 093018 C

03 - Jumlah wirauraha baru
induatri lccil ]ang tuDrbuh

- A.I.17 -

12.o00 wuB



FRESIDEN
REPUELIK TNDONESIA

PN/ PP/XP/ PloP

Dukungan
Tcrhadap
AIahan
Prcsldcn

Inst nsi PclaksarESaaaran IndiLator Ta.rtet Rp. Juta

01.05.04,01
PRO-P: Pclatihan

0l - Tcrlak€ananya pelatihan
kepada s,irauEalE atau calon
wilau.aha

0 r - Jumlah wiraulaha yang dilatih XEMEI{TERIAN KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA, T{EMENTERIAN
XEI,AUTAN DAN PERIKANAN, BADAN
PEUNDUNGAN PEKER.'A MIGRAN
INDONESIA (BP2MI), KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOI,OGI, KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERUNDUNGAN ANA(, KEMENTERIAN
AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN,
KEMENTERIAN KETENAGAKER.JAAN
(Tcrintegr$i denSan PSN)

1,5 65.000 orang 1.o27.479,5

o1.05.04.02
PRO-P: Inkubasi Usaha

0l - Tcrlaksananya inkubasi
kcpada wirausaha

o I - Jumlah wirausaha yang
diinkubasi

1,5 4.900 wirausaha/start-
uplUMKM

KEMET{TERIAN KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH, KEMEMERIAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

35.700,0

o1.05.04.03
PRO-P: Pcnguatan thpa.itas
tayanan Usaha

01 - T.rlak ananya layanan
Fn8embangan Ulaha kepada
UMKM

0I - Jumlah UMKM yang merdapat
layanan usaha

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
KE'IL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK

B T.OOO UMKM 505.638,r

o1.05.04.(x
PRO-P: Fengembongan Sentra
Industri lGcil dan Menengeh

01 - Tcrlaksananya
Fngcmbangan €cntIa indu8tri
kecil dan acncngah

0l - Jumlah .crrtla industd kccil
dan mcncngah (IKM) di lu8r Jawa
yang bcroparasi

38 B€ntra IKM (kumuletj4 452.224,9 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,
KEMENTERIAN KEI,AUTAN DAN
PERIKANAN, DAK
tTeri tegra8i dengan PSN)

5

SK No 093019 C

0l - Meningketnya juDrlah
wirausaha mapan

- 4.I.18 -

15O olans 6.724,90 I - Jumlah wirausaha mapan yang 1,5



I'RESIOEN
RAFUBLIK TNDONESIA

PN/PPl KP/ ProP Indikator

Dukungan
Tcrhadap
Ara}lan
Pr€sidcn

Taraet Rp. Juta Instansi Pelaklane

o1.05.04.o5
PRO-P: Pembinaan wifaussha
Mapan

02 - Mcninakatnya jumleh
wirausaha mapan yang
memperoleh dukunSan aklcg
pa€ar

0l - Jumlah wiBusaha mapan yenS
mcndapatken dukull8a.n aksc!
paaar

1,5 3OO UMKM KEMENTERIAN KOPERAT}I DAN USAHA
KECTL DAN MENENGAH, KEMENIERIAN
PERDAGANGAN

0r.05.os
KP: Peningkatan Nilai TaEbah
Usaha SGiaI

01 M€flinSkatnya nilai tarnbah
u8eha soaial

01 - Konr busi useha soaial 5 2,3 vo 22.160,0

o1.05.05.01
PRO-P: Pcmbinaan wirawaha
Sosial

0l TertralcenaJryapcmbinaan
v.irausaha !o$al

0l - Jumlah lembeSa yang mcmbina 5 40 lembasa 16.700,0 KEMENTERIAN I(OPERASI DAN USAHA
KF'IL DAN MENENGAH

0r.0s.05.02
PRO-P: Panbinaan Usaha
Berdampak S6ial dan
LinEkungan

Ol - Mcningkatnya jumlah
usaha yang memiliki daEpak
.o6iel ateu dampak lingl.unSan

0 I - Jumlah useha yang dibina I 1.000 orang/wirausaha KEMENTERIAN KOPERAT}I DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN
UNGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAI(

1,5 5.460,0

01.06
PP: Peningketan Nilai Tambah,
Lepangan Kcrja, dan Inve8tasi di
Sektor Riil, dan lndu3Eiali€eri

01 M€lriagkatnya nilai tambah,
lapanSan kcrja, dan investasi di
lektor riil, ala,l rndusdalfuasi

0l - Pertumbuhan PDB industri
Pcngolahan no miga.

5,50-s,90% 7.624.623,25

02 - Kont busi PDB industri
pcngolqhan nonmiSa!

5 18,80 %

03 - Nilai ramb6l .konomi krcatif 5 r.279,0 triliun rupieh

(}4 - Jumlah tcnaga kcda indultri
pengolahan

5 2 I ,70 juta oreng

5

SK No 093020 C

05 - Kotrtribusi tcnaga kcrja di
.cktor indwtri t rhadap total
pckeia

- A.I.19 -

15,50 %



FRES!DEN
REPUELIK INOONESIA

PN/ PPl KPl ProP Sasaran Indikator

Dukungan
Tcrhadap
Aruhan
Prc3id.n

Rp. JutaTargct INtansi Pclaksana

06 - Jumlah tcrraga kerja pariwi.ate

07 - Jumlah tenega kcrja ckonomi
I(r.atif

5

5

2 I ,93 juta orang

22,59 juta orana

Oa - Nilei rEalis3i PMA daD PMDN 5 1.200-1.300 triliun rupieh

(x) - Nilai rcalilasi PMA ded PMDN
induatri p.ngolahan

5 396-420 triliun rupjah

lO - Pcrtumbuhan PDB pcrtanian,
petemalan, perburuan dan jasa

5 3,60-3,8O 9/6

01.06.01
KP: Ferdngk6ten lfldustri
Fangolahan Bcrbasis Pcnanian,
IGbaritiman, dan Non Aaro
yang Tcrint grasi Hulu-Hilir

Ol - Mcningkatnya indultri
pcngolahan berbasis pcrtanian,
kcEaritiIn n, den nonagro yang
tcrintcgrasi hulu-hilir

0l - Fettumbuhen PDB perkebunan 5 5,OO 1.331.957,2

02 - Fertumbuhan PDB hortikultura 5 5,9

03 - Pcrtumbuhan PDB subgektor
indusrri makanan dan minunan

5 s,50-5.70 %

04 - PertuEbuhan PDB industri alat
angkutan

5 a,o-4,4%

01.06.01.01
PRO-P: Fcnger:rbengan Indurtri
B€rbaaia Perkebuian

0l - Terlaksananya
p€ngembangan industi b€rbasis
perkebunan

KEMENTERIAN DAJ.AM NEGERI,
XEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
(TerinteSrari dengan PSN)

0t - Pcningkatan produkai kakeo 5 2,6 yo 423.364,2

02 - Peningkatan produksi kopi 5

5

1,50 %

6,OO03 - Pcningkatan produk.i kclapa

04 - PenirSkatan produk3i kclapa 5 o,9 Eo

5
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05 - PenirBkatan produksi kaEt

- 4.t.20 -

t,9 vo



PRESIDEN
IJEUK TNDONESIA

PN/ PP/ KPlProP Indikator

DukunSan
TcIhadap

Prcsidcn

Target Rp. Juta IEtsnsi Pebl.era

06 - Pcninskatan prcduki saau 5 4,9

07 - Peningkatan prDdukri tebu 5 1,5

08 - PeninSkaten produk.i lada 5 o,l

09 - Pcninglqtan prcduksi pala 5 o,t vo

l0 - Peninakaten produk.i cengkch 5 o,t %

0r.06.01.02
PRO-P: PengeEbdngan Industn
Bcrba3is Pertanian Pangan

01 - Terlaksananya
pcnEcmbangan indu.tri berbasis
Frtanian panSar

0l - PenirSkatan produksi re}.ula, 5 3,O ok 696.305,9 KEMENTERIANPERTANIAN
(Ielintcgrasi dcngan PflN)

02 - Pcningkatan prcduki buah-
buahan

5 5,2 E

03 ' Peningkatan produki
florikultura

5 5,4 %,

01.06.0r.03
PRO-P: Penaembanaan InduBtri
Bcrba.is Kehutanan

0l - Terlaksananya
pengcEbangan industd b€rbasis

01 - Petumbuhan PDB indu.tri
furnitur

5 6,0H,90 % 35.900,4 KEMENTERIANPERINDUSTRIAN,
KEMENIERIAN UNGKUNCAN HIDUP DAN
l<EHUTANAN

01.06.01.04
PRO-P: Pcngcmbangan lndustri
I(ernaritiman

0l - Terlsk€arranya
penSeobanSan industri

01 - Mumbuhan PDB pcrilanan 5 5,00-5,00 % 157.632,8 KEMETVTERIAN KELAUTAN DAN PERTKANAN

0r.06,0r.05
PRO-P: PenAembantefl Indu8tri
Kimia, FarEali, dan lrgam

0l - Tcrlaksananya
pcngcmbanSan industri kimia,
farmasi, dan logaE

0l - PertuEbuhan indu8tri kioda,
farmasi, dan obat tradiaion l

5 4,80-s,00 % I5.5OO.O XEMENTERIAN PERINDUS'IRIAN
fTeri tearari dcnaan PSN)

SK No 093022 C

01 - Terlaksananya
pcngcmbanSan industri elat
tranaportasi

- 4.t.21 -

14.(x)O unit 3.250,0 KEMENTERIAN PERINDUS'IRIANo1.06.01.06
PRO-P: PenA€Ebangin Industri
Alat Transporta3i

0l - Produksi Kendaraan Beflaotor
Listrik Berba.fu Baterai Roda Empat

5



FRES!DEN
REPUBLIK INDONESI 

PN/ PPl KPl PrDP

Dukungan
T.rhadap
AIahan
Prc.idcn

Target Rp. Juta In3tErsi Felek.ena

02 - Produkai Kendanen Bermotor
Lfutrik Berbask Baterai Roda Dua
atau Tiga

5 1.000.000 unit

0r.06.02
KP: Peningkatan Industrialiss.si
Berbasb Hilnisasi sumbcr Daya
Alam, Termaauk Metra.lui
Pcng"mbanSan Smcltcr dan
Ka{lasan Indusui Terutama di

0l - Mcningkatnya
industrialkasi bcrbastu hilirbasi
sumber daya alam, termasuk
Eelalui pengeabangan B!rclter
dan kawa€sn indurtri tcrutama
di luar Jawa

0l - Jumlah Ihwasan Industri (Kl
yana difa.ilitasi

16 KI-KEK industri5 127.442,3

01.06.02.01
PRO-P: PenBeabangan Ihwaran
Induatri dan Smcltcr sccara
Tcrintcgrasi

0l - Terlaksarranya
petrScmbangan kawaran
industri dan smcltcr sccara
tcrintcarasi

0l - Pertumbuhen PDB indulEi
losam dasar

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL
(Ierintcsrasi densan PSN)

5 12,40-14,60 v. 1o7.274,2

01.06.02.02
PRO-P: Pcmarfaatan Min.ral
dan Batu Bara u[tuk
Pcni gkaten Nilai Tambeh

0l - Tedaklanan,a pemanfeatan
mincral dan batu bara untuk
p€ninSketan nilai tambah

0l - Ilrdek8 paaokan Bineral utrtuk
Fningkatan nilai tambah dalam
negeri

02 - Rasio peEanfaatan batu bara
untuk pcni[gkatan nilai tambah
batu bara

20.568,2 KEMENTERIANPERINDUSTRIAN,
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

5 74,6 V.

5 50 0/"

01.06.03
KP: P.ningkatan Daya Saing
Destina.i &n Industri
Pcngolahan Pariwisata,
Terma.uk Wisata Alam, yana
Didukuna PenAuatan Rantai
Pasok

0l - McninSkatnya daya saing
dcstinasi dan industri
pariwiaata, tcrmaauk wiaata
alam, ysng didukung pcnguatan
rantai palok

0l - Dcrtinaai pariwfuata prioritaa
yen8 dipercepat p€ngembangannya

10 d.atinasi 3.635.867,05

02 ' Rlvitalisali destinasi Bali 5 I d$tinaEi

03 - Dcstinasi n i€ata alam
berkelanjutsn berbasbkan kawasan
hutan priorita3

5

SK No 093023 C

- A.t.22 -

25 unit



FRESIDEN
REPIJELIK TNDONESIA

PN/ PP/ xP/ ProP Sasaran Indikator

Dukungan
Terhadap
Arahan
Prcsidcn

Tar8et Rp. Juta In3tan3i PelaksffE

04 - Dcstinasi u.i.ata bcrbaai,B
gcopa*

5 16 deatine.i

OS - Dcstinasi wisara bahari 5 6 destinesi

01.06.03.0t
PRO-P: Pcngcmbangan 25
Kaqrasan Hutan ultuk
Mendukung f, lcltinaai Pariwisata
kioritas

0l - Terlakrenanya
FnSembangan 25 kawasan
hutan untuk mendukung
destinasi pariwhata pdo tag

0l - Jumlah dertine8i wilata ala.E
prioritag

5 25 d..tiraei 65.757,0 KEMENTERIAN UNGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN
(Icrintlgrasi dcngan PS}N)

01.06.03.02
PRO-P: Feningkatan
AkaeBibilitaa, Amenita., dan
Atrakai, rcrta Daya Dukung
Deatinaai Pariwfuata

Ol - Terlalcananya peninakatan
ekacaibilitas, amenita!, den
atrak.i a€rta daya dukun8
destina8i pariwiEata

Ol - Jumlah destina.i parivisata
ysnt ditingkatksn ak€sibilitasrya,
amenita!, aEa.kci, lerta days
dukunsnya

5 lO d*tinesi 3.244.971,4 KEMENTERIAN DAI.IIM NEGERI.
KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAI(YAT, KEMENTERIAN
PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI (REANF, KEMENTERIAN
PENDIDIIGN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEXI'IOLOGI, KEPOUSLAN NEGARA
REPT,IBUK INDONESIA, KEMENTERIAN
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,
KEMENTERIAN KOMUNIKAI}I DAN
]NFORMATIKA, DAK
fTcriotcgrasi dengan PSN)

ot.06.03.03
PRO-I,: Fenguatan Rantai Pa8ok
Indu.tri dan Kaperitaa
Maayankat, tcrmasuk Mclalui

0l - Terlakananya penguatan
rantai pa.ok ittdu6tri dan
keparitaa tnaayerakat, tereasuk
Belalui de3a whata

Ol - Jumlsh pcnguatan rantai pasok
indu8tri dan kapalita. masysrakat,
tcrmasuk melalui desa nrhata

13 de.tin$i/provinsi 22.64s,4 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI

5
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- 4.L23 -



PRES'DEN
REFTJBLIK INDONESTA

PN/ PPlKP/ ProP Indikator

Dukungan
Tcrhadap
AIahan
Pr.sid.n

Rp. JutaTargct lnstansi Pclaksana

01.06.03.04
PRO-P: Pengclolaan dan Standar
Lsyanan Dcstinari Pariwi6ata

0l - Tcrlaklananya p€ngelolea,
dan atandar layanan d$tinasi
pariwhata

0l - Juml,ah pcngclolaan dan
atandai lalanan dcstinasi pariwi.ata

189.9(5,4 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF, DAI{

5 3 destinasi

0r.06.03.05
PRO-P: PlnSembangan 16
D*tinali PEriwisata c€cpark

Ol - Tcrlakananya
pelBembengan 16 g€opark
untuk mendukung dBtinasi
pariwfuata Fiorits3

0l - Juml,ah koordinasi
pcngcmbangan g€opart

1 kegiatan 64.586,4 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MTNERAL, BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS,
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OI^AHRAGA,
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISE'T, DAN
TEKNOLOGI, KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN

5

01.06.04
KP: PeniDAkatan Nilai Tambah
dan Daya Saing Produk dan
U.aha Kr€atif dan Digital

0l - Meningkatnya nilai tambah
dan dala sairu prDduk dan
u8alta kreatif drn diaital

0l - P.ltumbuhan PDB ekonoEi
kr.atif

5 5,,1---5,9 % 170.t23,9

02 - Pcrtumbuhan mB infomaii
dan komunikasi

5 7 avo

01.06.04.o1
PRO-P: Fcny€diean Ins€rtif
lnovali den FenSerbsnSan
Brand

0l - Terleksananya penycdiaan
insentif inov..i dan
pcngcmbanSan Draad

Ol - Jumlah .kcma in!€ntif inovasi
dan pengembanSan bmnd

4 2 skema 59.446,4 KEMEI{TERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF

01.06.04.02
PRO-P: Penycdiaan ltr8entif
Pencrapan dan Komcr.iali€a.i
HKI

0l - Tcrlaksananya
inrcntif penerapan
komcEialilali HKI

pcnycdiaan
dan

0l - Jutnlah penyediaan inlentif
pcnereperr dan komcrsiali.asi HXI

5.OOO,O KEMENTERIAN PARIWISATA DAN ETONOMI
KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF

5 1.500 kedatan

SK No 093025 C
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PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

PN/ PPl KPl ProP Indikator

Dukungen
Tdhadap
Arahan
Prcaidan

Targct Lp. Juta lnstansi Pelekaana

0r.()6.04.03
PRO-P: Fasilitasi Rantai Palok
dan ,scure-up Karya dan Platfom
Ifteatif Unggulan

0l - T€rlakoaranya fa8ilitasi
rantai parok dan saare-i,{p karya
dan platfofla krcatif unggulan

ol - Jumlah fe.ilitasi runtai pasok
darr s.ute-up karya dan platfom
kr€atif ung8ulan

6.000,0 XEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF

5 200 kcrja ssma

o1.06.(x.04
PRO-P: Pcnin8katan lGrja Sama
Feng.mbangan Kota lccatif

01 - TerlakBnanya pcningkatan
kerja sama pengcmbangan kota
kratif

0l - Jumlah kcrja sama
pen8cmbangan kota krcatif

5 5 kaweaan 40.250,0 KEMENTERIAN PARMISATA DAN EI(ONOMI
KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF
tT.rintcgrE.i dcn8an PSN)

01.06.04.05
PRO-P: Pen8eEbangan'Sfart-Up
turks' da,l Center of Erceuence

0l - Tcrlakananlra
pengembangan'Sran-Up Farks'
da,r CenEt ol Ercc ence

0r - Jumlah ,staa-Up ltrts'dan
CenEt of E cclbn@ yang
dikcmbanskan

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREA'IIF/ BADAN PARIII'ISATA DAN
EKONOMI (REATIF, KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN

5 I kerja lama 5.409,0

01.06.04.06
PRO-P: Pengembangan
Pcndampingan dar lnkubaai di
Ruang Krcatif

0l - Tcrlak$nanya
pcn8embanSan p.ndampinSan
dan inkubasi di ruang laeatif

0l - Jumlah penaemberBan
p€nda.apingan dan inkubasi di
ruang krcstif

27.T21,7 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
(XEATIF/BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF

5 184 kegiatan

01.06.(x.07
PRO-P: Pengembangan l(awasan
Bc Oeatiw Dsttict @CDl

01 - T.dak€ananya
pcng.mbangan kawasan B€
Cr€aiir,E Drbtric{ (BCD}

0l - Jumlah kawasan B€ Creotire
District (BCDI yans dikembanskan

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN
EI(ONOMI KREATIF, KEMENTERIAN
INVESTASI/BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL

5 I keaietan 26.896,8

01.06.05
I(P: Pelbaikar Ildim Usaha dsn
Penintkatan Invcstasi, tcrmaBuk
Reforeasi lGtcnagakcrjaan

Ol - Terlakananya pcrbaikan
iklim u.aha dan pcninakatan
inv.sta.i, tcrmssuk rcformasi
kct nagak rjaan

Ol - Kontribusi PMDN tcrhadap total
r€ali6a8i PMA dart PMDN

s0,3---50,5 70 1,141.200,85

5
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02 - Konts'ibu3i reelisari invcstasi
luar Jawa

- A.r.25 -

4A,7-49,6



PRESIOEN
NEPIJELIK INOONESIA

PN/ PPl KPl ProP Sasaran Indikator

Dukungan
Tcrhadap
Arahan Rp. JutaTaract Inatdsi Peleklena

01.06.05.01
PRO-P: Kcpastian Hukum
Bcrusaha dan Inv.staai

0l - Terlakananya kepastisn
hukum terulaha dan inveatasi

Ol - Jumlah wulan pcrubahan
lcgulasi/p.raturan yang
mcryhembat inve.tasi

5 1 usulan rakomcndasi KEMENTERIAN IWESTASI/BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL,
KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KOMISI
PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPUI

69.237,9

01.06.05.02
PRO-P: Fasilitasi Kemudahan
Usha daD IDvestesi

0l - Terlak8ananya faailitaei
k.mudahan uaaha dan invc8tE8i

0l - JurtrlEll p€ru8ahaen yenS
difasilitasi pcnyclcsaian masalah
penanaman modsl di wilayah I,II,I[,
IV, dan V

I 15 pcrusahaan 388.r33,7 KEMENTERIAN II'{VESTASI/ BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL,
KEMENTERIAN DAIAM NEGERI,
XEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,
KEMENTERIAN XEI.IIUTAN DAN
PER,IIGNAN, XEMEI.ITERIAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF/BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF,
KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KOMISI
PENGAWAS PERSAINCAN USAIIA (KPPU)

5

01.06.0s.03
PRO-P: Perd4katen IkIirE
IGtenagalcrjaan dan Hubungan
IndusEial

Or - M€ningkatnya jaminan
p€rlindungen hek-hak pckerja
dan dialos sosi8l pada
PGrUsahaan

0l - Jumlah pckcrja pada
Perulahaan yana menerapkan
pe indungan hak-hak pekEja dan
dialog sosial

7.056.010 orans 643.429,2 BADAN PEUNDUNGAN PEKER.'A MIGRAN
INDONESIA (BP2MI), KEMENTERIAN
KETENAGATER.'AAN, XEMENTERIAN
DAIAM NEGERI, KEMENTERIAN
KOORDINAMR BIDANG PEREKONOMIAN

5

0r.06.06
KP: Pcnaembangan Industri
Halal

0l - Tcrlak.ananya
panScmbangan induatfi helel

0l - Jumlah sektor induatri halal
yena difelilita8i

5 3 lcktor indwtri r.221.632,O

01.06.06.01
PRO-P: Pcnguata.n ReSulagi dan
Fasilitasi Ulaha bagi Indwtri
Halal

Ol - Tcr5€dianya Penturan yanS
drpat mcndukung peninglGtan
industt_i halal di Indone.ia

0l - Jumlah PcratuEn/ KcbUakan
terkait pcngcmbangan industri halal

5 15 pcraturan 687,4 KEMENTERIANPERINDUSTRIAN

01 - Terbcntuknya Ivalrbrul Halal
ftrnd yang dinyablan dalam suatu
paraturan/pcdoman

5
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02 - Meningkatnya dukungan
lEyenan keuengan ryarieh bagi
pelaku Industri halal

I unit

- 4.1.26 -



FRESIDEN
EUK TNDONESIA

PN/ PP/ KP/ ProP

Dukungan
TcIhadap
Arahan
Pr6idcn

Instansi PelaklanaSaaaran Teract Rp. Juta

03 - TcrE€dianya rc8ulasi yan8
mcndukung pcnguatan intagra3i
hulu-hilir industri halal di
Indon sia

0l Jumlah p$aturan terkait
pcnguatan nntai Pasok industri
halal

5 I rckomcndasi kcbijaLan

o1.06.06.02
PRO-P: Penguatan Pelaku
Indu.tri Halal

Ol - Tcrdepatnya Scntra I/UKM
Pangan halal di scluruh
Indon sia

0l - Jumlah Scntra U/IXM Pangan
Jrang ditetapkan sebagai Sents
U/IKM halal

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN, (EMENTERIAN XEI.AUTAN
DAN PERIKANAN

5 8 s€ntra 0,0t ,

02 - Mcninglatny. kcmampuan
Unit Usaha dslam
mcngcmbangkan kcgiatan usaha

0l - Jcnis fasilitasi yang dilakukan
bagi pclaku ussha Indu3td halal

5 6jenis be uk trayanan

03 - Pola kcmitraan antar pclaku
usaha di bcrbaSai jcnh .kala
industri halal

0l - Proporsi IMK dan UMK yang
m.njalin kcmitraan

5 l5%

01.0,6.06.03
PRO-P: PenSembangan
Infrastnrktur lDdustri Halsl

Ol - Tcrsedisnya infrastrulrtur
tcknologi informasi

0l - Terbcntuknya la)anan
scrtifikasi halal dan si.tcm
,mc€a,rlfi ty bEbasis digitaltuasi

5 I unit r.]99.449,2 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,
KEMENTERIAN DESA, PEMBANCUNAN
DAERAH TERNNGGAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMENTERIAN PERDAGANGAN,
KEMENTERIAN KEIAI,}TAN DAN
PERIKANAN, KEMENTERIAN PERTANIAN,
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

02 - B.lopcrasinya kawasan
industri tcmatik halal

o 1 - Jumla} kawasan indwtri
teEatik halal yang beropera.i

5 4 lokad

03 - Ten€ditnye infra8truldur
pendukung indust i produk
helel

01 - Jumlah labontorium pcnSuji
halal di tndon*ia

5 30 unit laboratorium

SK No 093028 C

0r - Dikcnalnya Indorcaia di
dunie internaaional a€bagai
negara pusat prodw€n helel

0l - Jumlah pam.ran dalam/luar
ncgeri

- A.t.27 -

30 kegiatan 2 1 .095,3 KEMENTERIAN PARMISATA DAN EKONOMI
KREATIF/

0l.06.06,04
PRO-P: Kcrjasama Intcmasional
Indu.tri Halal

5



FRESIDEN
REFIJBLIK INDONESIA

PN/ PP/ KP/ProP Indikator

Dukungan
Terhadap
Arahan Rp. JutaSalslan Tar8et Instansi Pal,aksara

02 - Dtu€pakatinya tr8nlak8i
pcrdagangan regular antaB
pclaku industri dan UMK
produk halal

01 - Jumlah negars yang mcmiliki
pcrjanjian pcrdagaagan indurtri
halal Indon6ie

5 16 negara BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF, KEME}ITERIAN PERINDUSTRIAN

01.06.06.05
PRO-P: Fengemb€rgan
Pariwhete HalEl

0l - Terbentuknya utrit khuau8
]'an8 mcnangani pcnS.mbangan
wisata ramah mualim

Ol - Jumlah Sttuldur/Irmbaaa
PenSembangan Whata ranrah
Muslim

Ol - Tarccdianya rencana 6t ategiB
Fnaembangan ni€ata ramah
muslim

0l - JurDlah peratura,
penScmbangan q,isata ramah
mualiD yan8 terinteSraai

5 I Lmbaaa O,Ot' KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF

02 - TErsedianya rcncana
.lreteah penaembangan n'isata
Iamsh muslim

5 I dokumcn

03 - Ttracdianya p.raturan
Fngembangan wisata lamah
mu8lim yang tcrintcgrasi

5 I p€raturan

01.06.06.06
PRO-P: Penauatan Halal Yatue
crain

01 - Fetrguaten L{asterbasi dan
indu3triali.asi produk halal
dalaja proles hiliri.asi

0l - Terdapstnya kawasan industri
hatrel yang menerapkan sistem
rartai pesok terintearasi

O,O(N KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF

5 I proyek

o1.07
PP: Pcningkatan Ekpor B.milai
Tambah Ting8i &n Penguatan
Tingkat Xandungan Dalam
Ncgcri (IKDN)

01 - Mcningkatnya ckspor
bcmilai tefirbeh tinggi den
pcnguatan Tingkat l(ardunga,r
Delam Ne8eri rIKDNI

Ol - Ncraca pcrdagangan barang 40,s4,9 miliar Us$ 2.947.704,3B

02 - Pcrtutrbuhan ck por nonDigas 5 1,2--3,7

03 - Juelah wilatewan
mancanegara

5 3,5-7,4 juta kunjungan

04 - Jumlal kunjurEan wisatawan
nutanttara

1.200-1.400 juta
p.rjalanan

5

5

SK No 093029 C

05 - Pertumbuhan ckpor produk
indwtri bcrtcknologi tingai

4,5-10,7 vo

- 4.I.28 -



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KPl ProP Sa.6ran

Dukungan
T.rhadap
Arahan
Pleaiden

Rp. JuteTarg.t Instsnsi Felaksna

01.07.or
KP: P.ningkatan Diver8ifikasi,
Nilai Tambah, dan Daya Saing
Prcduk Ekspor dan Jasa

0l - McninSkatnya divcrsifikasi,
nilei tembah, de,!l deye saing
Eoduk ckpor dsn jasa

Ol - Nilai ekapor industri
pcngol,ahan

170,9 miliar US$ 2.245.113,65

02 - Kontribu8i ekspor indulEi
pengolahan

5 75

03 - Kontribui ekpor pEduk
industri berteknologi tingai
(komputcr, instrumcn ilrniah, mc3in
lfutrik, dirgantara)

5 12,5

04 - Ekpor hesil p€rtanian lfob) 5 4,7 miliar US$

05 - F.rtumbuhan ckapor pcrtanian 5 9,0-10,0 %

06 - Nilai ekrpor produk induBt i 5 10,00 miliar US$

07 - Rasio ckporjasa t rhadap PDB 5

5

t,7

08 - Nitrai ek8po! produk relnpa]l-
rErnpah

r .785,84 juta US$

5 7,66 mitiar US$09 - Nilsi Ekpor Hasil Pcrikanan

0I.o7.ol.0t
PRO-P: Peningkatan Div€Ei6kasi
Prcduk Ekspor dan Jasa

0l - Tcrlakananya pcningkatan
divcBifikasi produk ekspor dan
jaaa

0l - Jumlah peru8ahaan ]ang
difa8ilitaBi bentuen p€rmcainan

5 60 pcrusahaan 3.927,3 KEMET.ITERIANPERINDUSTRIAN,
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

SK No 093030 C

01 - Jumleh produk elGpor yana
dibcrikan fa.ilitasi p.ngcmbanSen
produk

- 4.t.29 -

293 produk 9s.930,1 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,
KEMENTERIAN PERDAGANGAN,
KEMENTERIAN KEI.ALTTAN DAN PERIKANAN

01.07.o1.02
PRO-P: Peningkatan Nilai
TaEbah Produk EksfDr dan

0l - Tcrlaksananya pcningkatan
nilai tambah prcduk ck por &n
jasa

5



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/ KPl ProP Sasarsn Indikator

Dukungan
Tcrhadap

PrE8idcn

Targ.t Rp. Juta InataD.i F.leksm

0r.07.0r.03
PRO-P: Pcrluasan Ekpor
GasrEnoEi Indon$ia splbe Up
ThE world

0l - Terls.kananya p€ninSketen
nilai tambah prcduk ckspor dan
jara

0l - Jurrlah rcrtoran Indoncaia di
Luar Ncgcri

5 3.000 unit 2.r4s.2#,2 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/ BADAN PARJWISATA DAN
EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH'IERTINGGAL DAN
TRANSMTGRASI, KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENCAH,
KEMENTERJAN PERTANIAN, KEMEI{TERIAN
PERINDUSTRIAN, BADAN PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN, KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOI.(XiI, KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN, KEMENIERIAN KEUIUTAN
DAN PERIKANAN
(Icrintlgrasi dcngan PSN)

ot.o7.o2
KP: Peningkatan Aksca dan
Fendatra.dan Paaar Ekapor

0l-Me inSkatnya akae3 dan
pendalaman pasar cksDor

0l - JutDlah ncSara tujuan ckapor 5 222 rlesara 182.430,1

02 - PanEEa pasar ekspor ptoduk
Indone.ia di kewaran Afiika,
Amerika Scleten, dan Eropa Timur

5 2,30 y.

03 - Pangsa pasar ckspor produk
Indon6ia di pasar tradisiorral

5 3,90 %

01.07.02.01
PRO-P: Pcningkatan Parrasa
PEsar Produk Indonesia

Ol - Terlakananya peningkatan
pan8.a pasar produk Indonclia

01 Jurnlah kegiatrn promGi,
pcncitaan dan Eisi daser[

(EMEI{TERIAN PERINDUSTRIAN,
(EMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
KDCIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN
PERDAGANGAN, KEMEI{TERIAN
I{OORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

5 26 kcaiatan r32.063,r

SK No093031C

- A.I.30 -



FRESIDEN
REPIIELIK INOONESIA

PN/ PP/KP/ ProP Irdikator
Dukungan
Terhedap
Arahen Rp. JutaSasaran Targct In.ten3i Peleksm

ot-o7.o2.o2
PRO-P: Fa.ilitfti Ekpor

0l - Tertreklenanya Iaailite3i
ckapor

0l - Jumlah pelaku usaha yallg
mendapatkan fa.ilita3i ckapor
(pclayanan ckapor-impor mclalui
INATRADE, pelayanan st(A, dan
fasilitasi Fmbiayaan pcrdagangan)

KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN
PER]NDUSTRIAN, KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANC PEREKONOMIAN

5 1.OO9.2OO badan usaha 15.672,O

01.07.02.03
PRO-P: PcninSkatan Daya SainS
Irdustri Guna McndoronS
PcninSkatan Ekspor

01 - Te sksananya penin8katan
daya Eaitrg industri guna
mendorolrt peningketen ekspor

0I - Nilai ckspor produk industri
scktor ILMATE

02 - Nilai ckspor produk indu8tri
scktor agro

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/ BADAN PARMISATA DAN
EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,
BADAN STAJ{DARISASI NASIONAL (BSN)

5 46,81 miliar US$ 34.69s,0

5 62,61 Diliar US$

03 - Nilai ekpor Foduk indu.tri
IKFT

5 38,8s Eiliar US$

04 ' Nilai ekspor produk industri 5 12,36 miliar US$

01.07.03
KP: PensElolaan Impor

Ol - Mcninakatnya pengclolaan
i-pot

0r - TinSkat lkndungan Ddam
Ncgcri ITKDN) (Rcrata Tcrtimbangl

5 52,O 30.6t4,7

0r.07.03.01
PRO-P: Pensuatan l(ebiiakan
Perlindungan Aksc8 Paaar
Dalam Ncgcri

Ol - Terlekenanya penSlratan
lcbijakan perlindungan akrcs
peae.t delem negeri

Ol - Jumlah pcngawe.etr posi
border

5 3.162 produk 30.6I4,7 XEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

01.07.04
KP P€flingkatar Ihndungan
dan Pcnggunaan Prcduk Dalam
Ncgcri tcmasuk Mclalui
Penaadaan P.merintah yang
Ef.ktif

Ol - McninAkatrya kandungan
dan p€nggunaar produk dalam
nageri tcrmaruk malalui
pcngadaan pcmcrintah yang
cfektif

Ol - hoduk tcEcrtifikasi TKDN >

2 yang masih bcrlaku
5 7.640 produk (kumulati0 57.911,9

5

SK No 093032 C

02 - Capaian TKDN Indu.tri
KcndaEan Bcrmotor Listrik
Bcrbasfu Bat rai

- A.I.31 -

a0 pcrlen (kumulatio



PFES'DEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/ PP/ KP/ProP Slasaran Indikator

Dukungan
Tcrhadap
AIahan
Pr$idcn

Terget Rp. Juta In8tansi Pelal(8ana

01.07.04.01
PRO-P: PenacEbanaan Siltcm
Katalog

0l - Tcrlaksarunya
pcngcmbanSan sistem karalog

0l - Jumlah KonEak lGtaloa
Lkal/S€ktonl

KEME}.ITERIAN PERINDUSTRIAN,
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL, LEMBAGA KEBIJAXAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
(LKPPI

5 50 katalog 57.911,9

02 - Jumlah hoduk yana Masuk
ddl^fi E-I<dalog

5 2.000.000 produk

03 - Sistem DA.Ehasiry
Tcrintagraai

4,5 I aiatem informaai

01.07.0s
l(P: Pcningkatar Pertbipasi
dala.:! Jaringrn Produk6i Global

01 ' Meningkatnya partkipa.i
dalam jeringar produk.i alobal

0 I - Jumlah kcscpakatan industri
dalam jarinSan produksi global

5 2 k€s€pakaten 143.000,0

01.07.05.0r
PRO-P: Perdngkatar Inv€stasi
(labound & ol/tbornd) Industri
GPN Bcrbastu Hilirisasi SDA,
Tcknologi TingSi

01 - Terlaklenenya peningkaten
invcsta.i (inDo nd dan ourDon4
industri GPN bcrbasis hilidsssi
SDA tcknologi tinggi

0l - Jumlah perusahaaD yang
difasilitasi kcmiEaan dalam alobal

5 2s tedan uehe I43.OOO,O KEMENTERIANPERINDUS'IRIAN

01.07.06
KP: Peniqkatan Citra dsn
DiveBifftali Pcmasaran
D.stinasi Pariqd€ata Prioritas
dan Dc.tina8i Bmndr':ng, dan
Produk l&eatif

01 - Meningkatnya citre dan
diveraifi kali pcmalaran,
d*tinasi periwbata priorita8
dan d.stinasi Drundii€r, dan
produk kreatif

Ol - J\mlah brunding wordetful 10 deltinasi brvadrhg 143.680,35

02 - Nilsi ekpor ekonoEi kreatif s 26,46 miliar US$

0r.07.06.02
PRO-P: Pendslaman Pasar
Tradi.ionel dan DiveBifike.i
Pcmalaran ke Pasar Baru

0l - Terlaksnanya pendalamsn
palar tredbional dan
diveraifika8i pcmasaran kc pasar
baru

Ol - Jumtrah pendalaman pa8ar
tradisional dan div.Bifikasi
pemarahan kc paaar baru

5 48 rtsional p€malarun 139.680,3 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/BADAN PARIIT'ISATA DAN
EKONOMI KREATIF, XEMENTERIAN
PEMUDA DAN OI,AHRAGA

SK No 093033 C

- 4J.32 -



FRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

PN/ PPl KPl ProP Sas8ran Indikator

Dukunaan
Tcrhadep
Aiahan
PrBiden

Rp. JutaTargct Instansi lblaklana

01.07.06.04
PRO-P: Pcrluasan Diklat
Manajcmcn Ulaha dan

Ol - Terlak8ana.nya pcrluaoan
diklat manajcmcn usaha dan
pcma€aran

01 Jumlah diklat rDanajemen
ulaha dan pema6aran

4.OOO,O XEMENTERIAN PARMISATA DAN EKONOMI
XREATIF/BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREI\TII'

I,5 7.000 orans

ot.o7.o7
KP: PeninSkatan Efcktivitas
Prclre tial Tnde AsEenEnt
lPffrll Free 1:rade Agreemefi
lEt A) I c onprclvrcirc Eclnonic
&,ml"'ship Agrcenwn ICEP
dan Diplomasi Ekonomi

0l - Mcningkatnya .fcktivitas
PrcJercntial Trude Agreenwt
lgfLl/ Frce Trzde Agrcement
lEtr) I conptetensiw Florumic
Pafi,Er€hip Agrcenai lCEPI,l
dan diplomaai ckonomi

01 - TirBkat Ef.hivitaa Diplomaai
ELonomi di Scktor Pcrdagangan

8,90 144.953,75

02 - Tingkat Efektivitea Diplomari
Ekonomi di Sekto! Pariv.ilata

5 79,34

03 - Julrleh ratifika.i perjanjian
kcrja eema ckonomi internarional

5 4 ratifikasi

(N JuElah proEosi fourisn, Trude,
oad rarest r€nt (TTl) terintegrasi

5 4 promoei tcrintcgrasi

05 - PTA/FTA/CEPA yang discpakati 35 (kumulatifl kelepakatan5

01.07.07.0I
PRO-P: Peningkatan Kapesitas
dan Kuslitas Sumbcr Daya
Manuiia (Ncgoaiator) darl
KclcmbaSaan Pclwaldlan RI di
Luar Nc8cri t rmasuk FTA

0l - Terlaklananya Fningkatan
kapaBitas dan kualitas SDM
(n€golietor) dar kelembagaan
pcm,akilan RI di luar ncgcri,
termaiuk FTA Center

01 - JuElah kcgiatsn pcningkatan
kapasltas ncSosiator

5 180 orang 1.995,4 KEMENTERTANPERDAGANGAN

ot.o7.o7.o2
PRO-P: Peni"Akatan Jumlah
K$epekatan den Pcnycl*aien
Prolrs Ratifikasi Kcrja Sama
Ekonorni Intemrsionel

0l - Tcrlaksananya pcningkatan
keaepakatan dan p€nyelesaian
proscr ratilikasi kcrja sama
ekorlomi intcmaaional

0l - Jumlah kcscpakatan dan
pcrjanjian pcrdagangan yang diikuti

107 dokumen
kcrcpakatan/p.rundingan

II3.94I,O KEMENTERIAN PERDAGANGAN5

SK No 093034 C

- A.I.33 -



FRESIOEN
REPIJELIK INDONESIA

PN/ PPl KPl ProP Sasaran Indikator

Dukungan
Terhadap
AIahan
Prcsidcn

TarSet Rp. Juta Instansi Pelaklana

0l.07.07.03
PRO-P: Promori Terintega8i

0l Terlaksananya plomosi
terirrtetlasi

0l - Jumlal promosi t6int grasi 5 4 pamaran 29.O17,3 KEMENTERIAN PERDAGANGAN,
KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN
KOORDINA:II PENANAMAN MODAL

01.o8
PP: Penguatan Pilsr
Pcrtumbuhan dsn Daya Saing
Ekonomi

0l - MenguatDya pil,ar
pcrtumbuhan daD daya saing
ekonorui

0l - Kontriburi sektorjasa
keuaryan/PDB

5 4,15-4,21o/. 4.203.624,4

02 - Sk,t losistb peionance index 5 3,4 skor

03 - Rasio M2IPDB 5 44,2-44,9

04 - Petindk^t talel and touism
deuclopncnt inde,

05 - Pcmbaruan li3tem inti
adrrliniatrasi perpajakan (core,ax
ddminisffiion systeni

5

5

5

29-34 pcringkat

96

06 - Imbal hasil (gi"l4 surat
bcrhergi negare

07 - Rasio TKDD yanE bcrbasis
kincrja tdhadap TKDD meningkat

08 - Penyedieen Data Ekonomi den
So.iel yang Berkuelitea

5

5

3r,94 y.

A d'tabase

01.08.o1
KP: P.ningkatan P.ndalaman
Sektor Kcuangan

0l - Meningkatn,a pendalaman
.€ktor keuanaan

Ol - Rasio Lrcdit/PDB

02 - Jumleh mcrin ATM p€r 100.000
p€nduduk dewara

5

5

33,3---34,0 %

57,1 unit

1.308,1

5

SK No 093035 C

03 - Jumlah kantor layanan bank
pcr 100.000 pcnduduk dcY,a€a

- A.I.34 -

15,3 unit



FRESIOEN
REPUELIK INDONESIA

PN/ PP/ KPl ProP

Dukungan
Terht&p In3trDai Pelek.deIndikator TArSct Rp. Juta

04 - Skcma pcmbiayaan bcrbasis
HXI

5

01.08.01.o1
PRO-P: Pcningkatan Inklusi
Kcuangan, Inovasi Sektor
Kcuangan, dengan Menjaga
Stabilitas dan lntegritas Sfutetn
Kcuanaan

Ol - T.rlaksananya p.ningkatan
inklusi keuangan, inovasi €€ldor
keuarrEan, dengen menjaga
stabilitas dan integritas Bist€lo
keuangan

01 - Indcks inklusi kcuangan KEMENTERIAN KEUANGAN, (EMENTERIAN
PARMISATA DAN EKONOMI
KREATIF/BADAN PARIWISATA DAJ{
EKONOMI KREATIF

5 aa% 408,1

0r.08.01.o2
PRO-P: PeninAkatan
PelgembanSan dan Pandalama.n
Pasar Keuangan Pemerintah

Or - Terlakananya peningketan
pdrget[banga, dan peldalaDan
pasar keualgan pcmcdntah

Ol - Ttrmo!,er rasio SBN 5 5,tt o/o 9OO,O KEMENTERIAN DAIAM NEGERI

0t.oa.02
KP: Optimalhaai Pcmanfaatan
Teknologi Digital da, lndust i
4.O

0l - Meningkatnya optiaali.asi
pcmanfaatan tlknologi diSital
&n indu3tri 4.0

0l - Kontribusi ckonomi digital 5 6,OO Yo r20.740,3

02 - Nilai transalGi €-com,nerc€ 5 843,4 triliun rupiah

01.04.02.or
PRO-P: F.nguatan Induatri
Fhtcct\ e<,oit icrce, AtDefidnd
*ruice, delr htemet Of Things

0r - Jumlah fasilitator edukasi
pcrdaganaan melalui Bi6tem
clcktronik yang mcndapat
Flatihan (fasilitetor)

0l - JuElah lasilitator edukasi
perdagangan melalui ahtem
clcktronik yanS mendapat pclatihan
(fasilitator)

01.04.02.02
PRO-P: Modemfuasi Industri
HingSa 4.0 Scsuai Karaktcristik
Indu.tri

0I - Jumlah pcrusahaan dengan
nilai Indonc.ia /ndustry 4.0
Reodthess ,nder (INDI 4.0) > 3.O

5 200 orang

52 p€ru.ahaan

6.943,2 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,
KEMENTERIAN KEI,AUTAN DAN
PERIKANAN, KEMENTERIAN
PERDAGANGAN, KEMENTERIAN KEUANGAN

01 - Tcrlaksananya modcrnisasi
indu8tri hingga 4.o s6uai
karakt ristik industd

5 33.797,I KEMENTERIANPERINDUSTRIAN,
KEMENTERIAN KEUANGAN

SK No 093036 C

01 - Meringkatn,a si3t m
loEhtik dan Btebilitas haraa

02 - Tingket inlla.i 2,O-4,O

251.845,70r.08.03
KP: PeninSkatan Sirtcm lrgi3tik
darr Stabilita8 Har8a

Or - Sh,l' bdistb peionur6e ind"r 5

5

3,4

- A.r.35 -



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA

PN/PPl KP/ koP Sasaran Indikator

Dukungan
Tcrhadap
AIahan
Pr.sid.n

Rp. JutaTErEct Inltanai l,elr}lana

0l.08.03.o1
PRO-P: Pcmbangunan Sarana
dan kasarana Fendukung
Eliciemi Sistem LSistik

0l - Juml,ah sarana prasarana
pcndukunB efiliensi distribusi yang
dibansur

0l Terlaklenanya
pcmbangunan aarana dan
prasarana pcndukunS cfi aicnsi
si.tcm logistik

5 87 udt 233.845,7 KEMENTERIANPERINDUSTRIAN,
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

01.08.03.02
PRO-P: P.nScndalian tnfl asi

0l - Terjaganya inflari panSan
belSejolak

01 ' Tinskat inflasi panssn
b€r8ejolak

5 5,9 Vo 18.OOO,O KEMENTERIANPERDAGANGAN

0r.08.04
KP: Peningkaran Fencrapan
Praktik Bcrkclanjutan di
Industri Peagolahan dan

01 - Efilicnsi peru8ahaan industri
yang mcncrapkan Prin.ip industri
hijau

0l - Meningkatnya p€nerepen
praktik bcrLclanjutan di industri
pengolahan dan pariwisata

5 6V" 69.198,8

02 - Jumlah lokasi pencrapan
slJ,stairla,bte tourism deuelopDEnt

5 l l lokaii

ot.oa.04.0l
PRO-P: Pctlelapan Standar
Ilariwhata Berkelanjuten

01 - Jumlah d$tinasi dcngan
Penerepan staJdar pariwisata
b€rkclenjuten (destinasil

0l - Jumlah dcstinasi derSa.n
pcnerapan standar Pariwisata
bcrkelanjutan (de3tinasi)

KEMEMERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAX

5 ll 59.986,0

01.04.04.02
PRO-P: P€nenpan Industri Hijau

Ol - P.rusahaan industri
rnenenSah beEer yang
tcrgcrtilikasi Standar Induatri
Hijau (SIH) bcrdasarkan SIH
yang ditetapken

Ol - Ferulahaan indu.tri EenerSah
belar yang tcrsertifikasi Standar
Indu3tri Hiiau (SIH) berdasarkan
SIH yang ditctapkan

5 6 I pcru.ahaan 9.2I2,8 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

ol.oa.os
KP: Reformasi Fiskal

0l - TcrlaksananJra rcforEaai
fi.kal

Ol - Feraetrtase reali3e3i penerimaan
nagara

5 too o/" 562.895,8

SK No 093037 C
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FRESIDEN
ELIK TNDONESIA

PN/PP/ KPl ProP Saaaran Indikrtor
Dukunaan
Terhadap
Amhan

Prelidcar

TarSet Rp. Juta Instensi Felak3ea

ot.oa.05.01
PRO-P: Pcmbaruan Sktem
IDlormasi AdminhEa.i
Pcrpajakan yang Afldal dan
Tcriategraai

0l - Tcrlaksananya pembaruan
sisteh informaoi adminfu traar
perpajakan yang andal dan
tedntegraai

0l - Jumlah Proscs Bisrft Core lar
Syst€m

3 kcgiatan (?bsd Data
Wratim" da,n l^itial Deplog

Prffc. Btunis

5 545.956,8 KEMENTERIANKEUANGAN

01.08.05.03
PRO-P: PeruEu.an Kebijakan
Tcrkait ltmbiayaan

0l - Terlaksananya rckomcndasi
p€ngembangan pcmbiayaan

Ol - PeE€nteae terlakranan]a
Ekomcndasi p.ngcmbangsn
pcmbiayaan

5 100 % 16.605.5 (EMENTERIANI(EUANGAN

01.08.05.05
PRO-P: Pcmbangunan den
Peng.mban8an Data Analyft

Ol - Terlakananya
pembangunan dan
pcngcmbsngan da,a onalYt?

Ol - Per€€ntalc pembengunan dan
pe[Sembangan dala analytrt

5 r00 % 333.5 KEMENTERIANKEUANGAN

0r.08.06
KP: Pcningkatan KeteE€diaefl
dan Kualita! Deta dan InforEaar
Pfikembangan Ekonorni,
TcrutaIaa Pan8an, IGrnaritiman,
Pariwkata, Ekonomi Krcatif, dan
Ekonomi Digital

0l - M€ningkatnya ketfiscdiaan
dan kualitas data dan inforaasi
pcrlcmbanaan ekonomi,
tarutama Pangan, keEaritimen,
psriwkata, ekodomi knatif, dan
ckonomi digital

0l - KcteEcdiaan data statiltik
pariwisata dan ekorlomi laeatif

4 da,o,base 3.197.636,25

02 - lGtcr.cdiaan data dan informasi
atatistik e-comm€E€

5

03 - Pclaklaneen aenaua pertanran
2023 dan perbaikan data pangan

5

04 - IGtcrscdiaan data statistik
disagrcga8i PMTts

5 I da,ta,ba.se

01.04.06.01
PRO-P: Fengcmbangan Stathtik
PEriviaata dan Ekonomi Krcatif

0l - Tcrlaksananya
p.ngcmbangan statbtik
pariwisata dan ckonomi krcatif

0l - Jumlah publikari/ laporan
stati,Btik pariwisata dan ckonomi
kratif yans dikembanEkan

BADAN PUSAT STATISTIK, KEMENTERIAN
PARIWISATA DAN EKONOMI
XREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF

5 4 databa.se 170.815,5

SK No 093038 C

0l - Jumlah publikali/lapolar
statiatik e-commerEe yanS
dikemban8kan

10,970,4 BADAN PUSAT STATISTIK01.08.06.02
PRO-P: Pcngembanaan Statiltik

0l - Terlekanakannya
pcnScmbangan statistik e-

5

- A.I.37 -



PRESIOEN
REFUELIK INDONESIA

PN/ PPl KP/ koP Sasaran Indikator

Dukungan
T.rhadap
Arahan
Pr$id.n

Rp. JutaTqrgct Insransi Pekk€ana

01.08.06.03
PRO-P: Pclakanaan Scnsus
kanian 2023 dan Pcrbaikan
Stathtik Pancan

0l - Juml,ah publikali/laporan
sensus pertanian 2023 dan
pcrbaikan statistik pangan

Ol - Terlaklenenya EenBus
p€rtanian 2023 dan pcrbaikan
stat$tlk pangan

5 3 dfrta,bo.se 2.91'0.747,6 BADAN PUSAT STATISTIK

01.08.06.tx
PRO-P: Penyediaan Data
Dhagregasi PMTB

0l - Tcrlak.ananya pcny.diaan
data disagrcgasi PMTB

Ol - Jumlah publika.i/ laporan
disagrcgasi PMTts

5 25.062,7 BADAN PUSAT STATISTIK

CATATANI
(1) Sesuai dengan pendekatan THIS, aebual pro}'ek dapat mendukung lcbih dari I (satu) Prioritas Nasional;
(2) Prioritas Na.ional mcncakup rirrcian Bclanja K/L, Dana Tranrfcr Khusus, dan KPBU, b.lum mcncalup dukunSafl Baden Usaha (BUMN/Swarte);
(3) Alokasi DAx merupaksn pasu alokasi per subbidars Fr tematik per daeEh berdalarkan Fcrprcs Rincian A.PBN TA 2023;

KETERANGAN:

lal iultiugginq.

SK No 093039 C

- A.I.3a -



FRES'DEN
REF[JBLIK INDONESIA

PRIORITAS NASIONAL 2 : MENGEMBANGKAN WII,AYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN

PN/ PP/KPl ProP Sasaran Indikator

Dukungan
Terhadap
AIahan
Pr€iid.n

Inltansi PelaklanaTargct Rp. Juta

02
PN: MengemborBkan Wilayah
untuk Mcngurangi Kcscnjangan
dan Menjamin Femerataan

0l - MeninAkatnya
pcltumbuhan ekonomi dan
tingkat k*cjahtcraan
ma€yarakat di l(awalan Timur
Indoncaia (KTI)

0l - lrju pertumbuhan Produk
Dotlestik Resional Bruto (PDRB) KTI

6,,H,9 96 per tahun 124.914.845,1

02 - IPM KTI 62,54-7a,ta n ai
minil:Iut:1-nilai

makaimutE

03 - PErscntasc penduduk miskin KTI 9,4-rO,2 vo

02 - Tcrjaga.nya pertumbuhan
ekonomi dan tingkat
k$cjahteraan maayarakat di
Kawasan Barat Indoncaia (KBI)

01 - Laju pcrtumbuhan PDRB KBI 5,0-5,2 9/o pcr tahun

02 . IPM KBI 70,48--42,43 nilai
miniaum-nilei

Eakimum

03 - Fer8€nta8e penduduk rDhkin NBI 7,3-7,9

02.0r
PP: PeEbangu[an Wilayah
Sumatcra

0l - Terjeganya pertuEbuhan
ckonomi dan tingkat
ke!€jahteraan maB,€rakat di
Wilayah Sumatera

0l - Irju peltumbuhan PDRB
Wileyah SuEatera

5 4,5-4,8 96 pe, tahun 42.215.093,5

02 - IPM Provilr3i di Wilayah
Sumat ra

70,48-77,01 nilai
minimum-nilai

makaimum

SK No093040 C

03 - PcBenta.e penduduk mkkin
Wilayah SuDratera

- A.II.1 -

4,2--4,6 Vo



PRESIOEN
REPUELIK INDONESIA

PN/ PP/ KPl ProP Sasaran Indikator

Dukuntan
Tcrhadap

Pr6rdcn

Taraet Rp. Juta Instansi Pelaksana

02.01,0r
KP: PenSembangan Kawasan
Stlsteais

0l - Bcrkembananya kawasan
stratcSis

0l - Rasio pcrtumbuhan invcatasi
kawssan (KEK/Kll DPP/ KPtsPB)
t rhadap wilaysh

02 - Jumlah kawassn pusat
Frtumbuhan yang difarilitasi dan
dikembsnskan

o:l - D.stinasi Pariwisata Prioritaa
(DPB

5 4.400.706,4

5 17 kawaoan

5 2 jualah destinasi

04 - Destinasi pa wisata
pcng.mbangan dan levitalisasi

5 2 jur: ah d@tinari

05 - KEK b€rbarfu pariwisata dan
industri

5 6 kewa6a,

06 - KI pdoritas dan KI
pcngembangan

5 5 jumlah XJ

07 - KaweEen Ferdagargan B€baa
dan Felabuhan B€bas ((PtsPB)

5 2 jumlah kaEalen

02.0r.0r.01
PRO-P: Percepatan P.ningkaran
Inve.te.i KEK Arun
Lhok*umawe

0l - Terlaklane[ya p€rEepatan
peningketen inv*tari KEK Arun
Lhoks€uaewe

0l - Rasio pertumbuhan invcstasi
kawalan (KEK/KIIDPP/KPtsPB)
terhadap p€rtuEbuhan invcstasi
Provimi Aceh

5 >1 50.237,6 I{EMENTERIAN PERHUBUNGAN,
KEMEMERIAN INVESTASI/BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL

SK No 093041 C

0l - Terlakananya lasilitasi
reeliEesi invcata8i dan
pembangunen KI/KEK Sci
Mangkei

0l - Rasio pcrtumbuhan invcsta8i
kswasan (xEK/ xI/ DPP/ KPBPts)
tcrhadap plrtumbuhan inve.ta8i
Pr@insi SuheteE Utera

2.554.499,4 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERHIJBUNGAN,
KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

02.01.or,02
PRO-P: Fasilitasi Rcalisasi
Invcatasi den Pembangunan
KI/KEK S€i Mangkci

5

- 4.1.2 -



FRESIOEN
EEPUELIK TNDONESIA

PN/PPlKP/ ProP Sasaran Indikator

Dukungan
Tcrhadap
Arahan
PrEidcn

Rp. JutaTarget ln3tanri Pelakrana

KEMENTERIAN PEKER,JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

02.01.01.03
PRO-P: Pcrbaikan Akscsibilitas,
Atraki dan Amcnitas Dcatinasi
Pariwisata Priodtaa Danau Toba
dan sckitarnlB

01 - Terlahananya pcrbaikan
akEibilitas, aEsksi dsn
arncnita. d*tina.i periwileta
priorita3 Danau Toba dal!
s€kitarnya

Ol - Ra.io pertumbuhaD invBtasi
kawasan (KEK/Kll DPP/ KPtsPts)
tcrhadap pcrtumbuhan inveata8i
Provin8i Sumatera Utara

KEMENTERIAN PEKER,JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RA(YAT, I{EMENTERIAN
PARMISATA DAN EKONOMI (REATIF/BADAN
PARJWISATA DAN EKONOMI (REATIF,
KEMENTERIAN DAIAM NEGERI,
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERNNGGAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMENTERIAN KOMUNTKAI}I DAN
INFORMATIKA
(Ierintcsrasi densan PSNI

5 >l 1.060.279,1

02.01.01.(x
PRO-P: Pcmbangunan DcstirBsi
Pariwilata Pengembngan
Padang-Bukittinggi

Ol - Terlahananys
peEbar8unan d$tina3i
pariwisata pcngcmbangan
Peda.nA-Bukittinsgi

Ol - Rasio petumbuharr inve.tasi
kewa.an (rEK/KI / DPP/ t(PtsPB)
tcrhadap pertumbuhan invcatasi
Provin3i Sumatara Barat

5 >l 0,0(.1 KEMENTERIAN PARMISATA DAN EKONOMI
KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREANF, KEMEI{TERIAN DAJJW NEGERI

02.01.01.05
PRO-P: Pcrbaikan Aksdibilitas,
Atrak8i dan Arncnitas Dcatrnasr
Pariwtuata hioritas Bangka
B.litung/ KEK Tanjuna Kelayana

0l - Te a.k!8nanya psbaikan
akseaibiliter, etraksi dan
amenitas de8tinesi periwi.ate
prioritar Bengka B€litung/KEK
Tenjung Keleyeng

0l - Ra6io pertumbuhan inveataai
kawasan (KEK/KI / DPP/ XPBPts)
terhadap petumbuhan ilveala8i
Provinli Kepuleuan BenElG B€litung

KEMEI,ITERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF, KEMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN
DA].ITM NF6ERI, KEMENTERIAN DESA,
PEMBANCUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASII, KEMEMERIAN KOMUNIKA:}I
DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN
INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL

5 >l 2.000,0

SK No 093042 C

0l - Terlaksananya pcrrepatan
Fningkatan invc8ta8i KPtsPts
Batam, Bintan, dan lhrimun

- A.tI.3 -

704.294,3 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PETABUHAN
BEBAS BATAM (BPKPB BATAl,l)

02.0r.01.06
PRO-P: Percepatan PedinglGtan
Inv*tasi KPtsPB Bataa, Bintan,

01 - Ra3io pcrtumbuhan invcstasi
kawasan (KEK/ xll DPP/ KPBPB)
terhadap pcrtumbuhan inveate3i
Provinai xepulauan Fjau

5



FRESIDEN
REFIJELIK INDONESIA

PN/ PPl KPl koP Indikator

Dukungan
Tcrhadap
AIahan
Presidcn

Rp. JutaTaraet Instan3i Felek.ena

02.ot.ot.o7
PRO-P: Fasilitasi R.alisasi
Invcaiasi dan PEmbansunan
KIIXEK Galana Batana

Ol - Tedaklananya ,aailita8i
Ealiaasi invcstaai dan
Fmbaryutran KI/KEK Galsns
Batsng

0l - Rasio pcrtumbuhan invcataai
l(awa88n (KEK/KII DPP/ KPtsPB)
terhadap pertumbuhen investasi
Provin8i Kepulaua, Riau

5 >l 2.619,2 (EMENTERIAN PERINDUSTRIAN,
KEMEI,ITERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, KEMENTERIAN
INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAUAN
MODAL

02.0r.0r.08
PRO-P: Pembengunan Deltineoi
Pariwfu ata Pcngembangan
Betrm Bintan

0l - Terkklananya
pembangunan dcstinasi
pairrhata penseEban8an
Bairlr Bintan

01 - Re.io pertuabuhan inveBtali
kawasan (KEX/KI / DPP/ KPtsPts)
terhadap pcrtumbuhn investa.i
Provinsi lGpulauan Riau

KEMEI{TERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
XREATIF/BADAN PARMISATA DAN EXONOMI
KREATIF, KEMENTERIAN DAJIM NEGERI,
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGOAL DAN TRANSMIGRASI

5 >1 1o.100,0

02.o1.01.10
PRO-P: Fasilitasi Rcalisasi
Invcstasi dan Pcmbangunan KI
Bintan Aerospa.€

01 - Tcrlak8ananya p.rc.patan
pcninSkatan invcstasi KI Bintan

0l - Raaio pcrtumbuhan invcstasi
kawasan (KEK/ KI / DPP/ KPBPts)
terhadap pertumbuhen inveata.i
Provinsi r.epulau8n Riau

IGMENIERIAN PERINDUSTRIAN,
XEMEI{TERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL, KEMEIYTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

5 >l 0,ot.l

02.0r.0r.1r
PRO-P: F$ilita6i Realbasi
Invcataai dan Pcmbangunan KI
Sadai

01 - Terlakananya pqcepetan
peningketan inveBta.i l(I Sadai

0l - Rasio pcrtumbuhan invcstasi
kawasan (KEK/ KI / DPP/ KPBPBI
tcrhadap pcrtumbuhan inveatasi
Plovinsi Kepulaua.i Bangka Bclitung

5 >1 0,(x.r XEMEMERIAN PERINDUSTRIAN,
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL, KEMET{TERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

02.01.o1.12
PRO-P: Fercepeten Feningketen
Invcstasi (PtsPB Sabang

0l - Terlakaananla Frcepatan
pcningkatan invcrtasi KPtsPts
Sabans

Ol - Raaio p.rtumbuhan invcstasi
kawa.an (KEx/ xll DPP/ KPtsPtsl
trlhadap pcrtumbuhan invcstaai

5 >t 12.676,9 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PEIABUHAN
BEBAS SABANG (BPKPB SABANG)

SK No 093043 C

0l - Rasio pertumbuhan investasi
kawasan (KEK/(I/ DPP/ KPBPB)
tcrhadep pcrtumbuhan irNertaai
Provinsi Riau

- A.II.4 -

0,0{. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,
IGMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

02.01.01.13
PRO-P: Fasilita.i Realilasi
Investasi dan Pcmbangunan Kl
Tcnqyan

0l - Tcrlakananya Fasilitasi
Realila3i InvEltali dan
Fembangunan KI Ttsnayan

5



PRESIDEN
NEPUBLIK ]NDONESIA

PN/PPlXP/ProP Sla6aian

Dukungan
Terhadap
Arahen Rp. JutaTEIaet Instansi P€lrl<lena

02.01-01.14
PRO-P: Percepatan
Op€raaionalilasi KEK Batam

01 - T.rlaksananya FerEcpatan
OFrasionalilasi KEK Bata.E
Aem Teclatic

0l - Rasio pertuabuhan invcataai
kawalan (KEX/I(I/ DPP/ KPtsPB)
t rhadap pertumbuhan inv$tasi
kovinsi Kcpulauan Riau

5 >1 O,ObI KEMENTERIANINVESTASI/BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL

02.0r.01.1s
PRO-P: Percepatan
Operasionalfuasi KEx Nongsa

0l - Tcrlakananya Percepaten
Opcrasionalkasi KEK NorBsa

Ol - Rasio pc(umbuhan investasi
kawasan (KEK/ KI / DPP/ KPBPB)
terhadap pertumbuhan inwstaal
Provinsi Kcpulauan Riau

O,OhI KEMEMERIAN II{VESTASI/BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL

5

02.o1.o2
KP: Pcngcmbangan Sckor
Unggulan

0l - Berk€rnbangnya r€ktor
unggulan

0I - Fcr8cntas€ Fningkatan produki
komoditas unggulan per tahun -

5 3-sEo 107.485,O

02 - FcEcntasc peningkatan Ploduki
komoditas unggulan Fr tahun - kopi

03 - Perscntese p.ningkatan produksi
komoditas ungulan pcr tahun -
kelepa

5

5

2-4

1-2 Vo

()4 - P.rscntas€ FniDAl(atan produksi
koEodita. ungtulao pcr tahun -

5 2---3

05 - Perscnta.c pcningkatan prcduki
komoditaa unggulan per tehun
perikanan tarSkap

5 HVo

06 - Feftenta8c pcningkatan Foduki
komodita. unggulan per tahun -
perikanan budidaya

5

SK No 093044 C
- A.II.5 -
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PRESIOEN
RE,PUBLIK INDONESIA

PN/ PP/ KP/ ProP Saaaran Indikator

DukunSan
Terhadap
Arahan
Prcsiden

TarSct Rp. Jute In.tami Pelaksana

07 - Pcrrcntasc pcninakstar podukai
komodita. un8gulan pcr tahun - lada

5 t-2

08 - Pcrrcntasc pcningkstan produhi
komodita. unggulan pcr tahun - pala

09 - Ferscntasc pcninSkatan produki
komoditaa unggulan per tahun -
kclapa sarrit

5

5

2-4

4-4 v"

l0 - Pcncntasc p.ninglatan prcduk.i
komodita3 unggulan pcr lahun - tebu

1l - Pers€ntese p€rdngkatan prlduksi
komodita8 ung8ulan pcr tahun -
ga.ram

5

5

2-4qo

+--s

02.01.02.(x
PRO-P: PcnSembengan
Komoditss Unggulan lada, Pala,
CcnSkch di Provinsi Aceh

Ol - TalskEenanya
peruemborgan komoditas
unggula[ leda, pala, ccngkch

Ol - PerEntaE€ p€ninAkatan produksi
komoditas unSgulan pcr tahun
Provinri Aceh - pala

5 3--5 % 2.008,6 KEMENTERIANPERTANIAN

02.ot.o2.o7
PRO-P: P.qcmbangsn
Ifu moditas Unggulsn Pedkanan
Budidaye di Proeinsi Acch

0l - Tcrlakananya
penseEbanta, komoditas
ungulan perikanan budidaya

01 - Pcrscntasc Fninalqtan produhi
komoditas ungaulen p€r tahun pcr
Provinsi Acch - pcrikanan budidala

12.745,0 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN5 5-7

02.01.02.10
PRO-P: PcnS"mbanaan
Komoditar Unggulan tkrEt di
Prwirai Sumatcra Utsla

0l - T"rlak ananya
pcngcmbangsn komoditer
unSSulan karct

0l - P.rrcntarc p.ninglqtan prEdukai
komoditas ung8ulan per tahu[
Provin.i Sumatcra Utala - kaEt

5 2---3 V" 2.165,0 KEMENTERIAN PERTANIAN

SK No 093045 C
- A.tL6 -



FRESIDEN
PEPUELIK INOONESIA

PN/ PPl KPl ProP Sa.aren Indikator

Dukungan
Terhadap
Arahan
Preridcn

lnsrsn.i PclaklanaTarSet Rp. Juta

02.01.02.1I
PRO-P: Penaehbangan
Kohoditas Unggulan Kopi di
kdinai Sumatcra Utara

0l - Terlak.enanya
penScmbanSan komoditas
ung8ulan kopi

01 - PeE€nte.€ peningkatan produksi
komoditar unggulan pcl tahun
Provinsi Suaatcra Utara - kopi

5 2-4'% 17.II5,5 (EMENTERIAN PERIANIAN

02.oI.02.15
PRO-P: Pengcmbangan
Ibmoditas Unggulan Perikanatt
Budrdaya di Prcvinai Sumetera
Utara

01 - Terlaksananya
pcngcmbangan komoditas
utrggulan pedkanan budidaJra

0l - Per&ntasc pcninslctan prcduhi
komoditas unggulan per tahun
kovinsi Surhatda Utara - pcrikanan
budrdaya

5 2t-25 2.025,0 KEMENTERIAN KEL.AUTAN DAN PERIKANAN

02.o1.o2.22
PRO-P: PDnAembengan
Komoditas Un8aulen Perikanan
Budidaya di Provin8i Sumatcra
Barat

0l - TcrlslGa anya
pcnaembangan komoditas
unggulan perikenan budidaya

Of - Pcrscntas€ peninSkatan produksi
koEodites ungSulan pcr tahun
Provin.i Sumatcra Balat - pcnkanan
budidaya

5 t-2 2,322,5 KEMENTERIAN KEIAT.ITAI DAN PERIKANAN

02.ot.o2.24
PRO-P: Pengembergan
Komoditas Unggulan Katet di
Provinsi Riau

0l - Terlakananya
pengerrbangan komoditas
unggulan karet

01 - Pers€ntee pcningkatan prcduksi
komodite. unggulan pcl tahun
Provin.i Riau - karct

5 2--3 2.891,5 I(EMENTERIAN PERTANIAN

02.ot.o2.25
PRO-P: PcngcmbanSan
IbDoditas Unggulen Kelapa di
PrwinBi Riau

01 - Tdl,akananya
PcnSlmbanSan komoditaa
unggulan kelapa

0l - Perlcnta.c pcnintkatan produhi
l@modita! unggulatr pcl tahun
Provin8i Riau - kelapa

5 2--4 3.866,0 KEMENTERIANPERTANIAN

02-o1.o2.27
PRO-P: Pengembangan
Komoditas Unggulan P€rikana[
Budidaya di Provimi Riau

0l - Terlakananya
Fng.mbangan komoditas
unggulan pcrikanan budidaya

01 - Perseflta& pcningkatan prcduksi
koaoditas unggulan per tahun
Provinsi Riau - pcrikanan budidaya

5 5-7 2.022,5 KEMENTERIAN KEHUTAN DAN PERIKANAN

SK No 093046 C
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FRESIDEN
NEPUBLIK TNOONESIA

PN/PPl KP/ProP Salaran Irdikator
Dukungan
Terhadap
Arahen Rp. JutaTarget Instansi Pelakana

02.o7.02.37
PRO-P: Pengembangan
Komoditas Unggulan t(allt di
Provinsi Jambi

0l - Tcrlaksananya
pcngcmbsngan komoditar
unggulan karct

Ol - Penenta!€ pcningkatan produki
komoditas unggulan p.r tahun
ProviGi Jambi - karct

5 2---3 0/" 2.420,0 KEMETYIERIANPERTANIAN

02.01.02.35
PRO-P: PcngcmbanSan
Komoditas UngSulen Pcrikanan
Budidaya di Provinsi Jambi

0l - Pcr&ntarc peninSkatan prcdukBi
komoditas unggulen p€r tehun
Provinli Ja.Ebi - pcrikEne[ budidaya

01 - TerlaksananF
pengeldbangan komoditas
unggulan pcrikanan budidaya

5 t---j vn 2.465,3 KEMENTERIAN (EIAT,ITAN DAN PERIKANAN

02.ot.o2.37
PRO-P: Pcngembangan
Konoditas Ultggulan Kalct di
Provinsi Sumatera Selatan

0l - TerlrkEananya
pcngqnbangan komoditas
unggulan karct

0l - Pcrlcntas! peningkatan produk.i
konoditeB ungSula.n per tahun
Prwin.i Sumatera S.Iatan - kar.t

5 4--4vo 8.752,5 KEMENTERIANPERTANIAN

02.01.02.38
PRO-P: PenAembansan
tbmoditas Unagutran Tebu di
Provinsi Sumaten Seletan

01 - PeE€ntas€ Fningkatan produki
komoditas ungSulan pcr tahun
Provinsi Sumatera S€leta, - tebu

0l - Tertrak8ananya
pcngcmbangan komoditas
unSgulan tcbu

5 5-7 V" 3.0I7,7 KEMEMERIAN PERAANIAN

02.o1.o2.42
PRO-P: F.ngcmbangan
ltumodiras Unaaulan Perikanan
BudidaJ,s di Provifti Suaatcra
s.latan

Ol - TErlak&nanya
penSembengen komoditaa
una$lan p.rikanan budidaya

01 - Fcrrcntase pcningkatan ploduki
komoditaa unggulan p€r tahun
Provir.i Sumatcra Sclatan -
pe l(anan budidaye

5 44% 2.022,5 KEMENTERIAN KEL.AUTAN DAN PER-IXANAN

02.01.02.50
PRO-P: PengcmbanSan
Ko6oditas UngSulan t(arct di
Provin8i Lampung

0l - TcrlakarEnya
p.nSembenSan komoditas
unggulan karct

0l - Pcrentasc pcningkstan ploduksi
kornoditas un8gulan p€r te]tun
Provinsi laopung - karct

5 5-7 3.113,4 KEMENTERIAN PERTANIAN

SK No 093047 C
- A.tI.8 -



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

PNlwlKP/ProP Slararan

Dukungan
Terhadap InBtansi PelalcanaTargat Rp. Juta

02.01.02.53
PRO-P: Pengeabargan
Kor:noditas Unggulan Tebu di
Provinsi tampung

01 - Tcrlakananya
pcnEembanaan komodites
unggulan tebu

01 - Pelsentaae peflinSkatan produki
komoditas unggulan p.r tahun
Provinsi tampunS - tcbu

5 2--5 0/a 3.016,5 KEMENTERIANPERTANIAN

02.ot.o2.v
PRO-P: PcnScmbangsn
Komoditas UnSgulsn Perikanan
Tangkap di Provinei Lampuna

Ol - Terlaksnanya
Fngeabangan komodita3
unggulen pedkanan tangkap

0l - P.Ecntasc p.rdngLatan Ploduki
komoditas unggulan Fr tallun
Provi[6i Lampu[g - perikanan
tanskap

5 t-2 vo 2.fi)O,O KEMENTERIAN KEI,AUTAN DAN PERIKANAN

02.o1.02.55
PRO-P: Pcngcmbanaan
Komoditas Ungaulan Perikanan
Budidaya di Prcvimi lampunA

0l - Terlaksanenya
p.ngdabangan komoditas
ungSulan p.rikanan budidaya

0l - Pementa.c peningkatan produki
komodita! ungtulan p€r tehun
Provinsi Lampung - pcrikanan
budidaya

5 3-7 14.073,6 KEMEI{TERIAN KEUIUTAN DAN PERIKANA].I

02.0r.02,56
PRO-P: Pengembangan
Komoditas Unagulan Leda, Pala,
C.cngkeh di Provinsi lGpulauan
Bangka Bclitun8

0l T€rlak6ananya
pcnScmbangan komoditas
unggulad lada, pala, ccngkch

Ol - Pcr!€ntas€ FninAkatar Foduksi
koruoditaa uflggulan pcr tahun
Provin.i l(epulauan BatSka Belitung
- lEda

1.360,2 KEMET{TERIAN PERTANIAN5 2--3

02.ot.o2.62
PRO-P: Penaembangan
Komoditaa UnSgulsn Perikeran
Tangkap di Provin.i Kepulauan
Riau

0l - Pcrscnta€e pcninSkatan prcduki
komoditas unBulan per tahun
Provin8i lGpulauan Riau - perikanan
tanckap

01 - Terle.l(.ananya
pcng.mbangan komodita!
un*ulan pcdkanan tangkap

5 t-2 v. I.I85,O KEMEMERIAN KEIAUTAN DAN PEzuKANAN

02.01.02.63
PRO-P: FcnScmbangan
(omoditas Unggulan Kopi di
PrDvin.i Riau

0l - Tedaksananya
PengembanEan komoditas
ungaulan kopi

01 - P.G.ntarc pcningkatan produksi
komoditaa unggulan pcr tahun
Provin.i Riau - kopi

5 MOA 3.O3O,O KEMENTERIANPERIANIAN

SK No 093048 C
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PRESIDEN
NEPUBLIK TNDONESIA

PN/ PP/ KPlkoP
Dukungan
Tcrhadap

Rp. JutaTergct Instansi P.lakana

02.01.02.65
PRO-P: PenAerlbengan
KoIaoditas Unggulan Kclapa di

01 - Terlahane[ya
pcngembangan komoditag
unSSulan kelapa

Ol - Peraenta6e peningkatan produkai
komoditas unggulan pcr tahun
Provinsi Acch - kclapa

5 t-2 355,0 KEMENTERIANPERTANIAN

02.o1.o2.66
PRO-P: PcngcmbanSan
I(omoditas Unggulan lGlapa di
Provinai Sumatcra Utara

01 - Tcrlakrananya
pcngcmbangan komoditag
unggulan kclapa

0 f - Pcrscnta.c Fningkatan prcduksi
komoditas unggulan per tahun
Provinsi Sumatcra Utara - kelapa

4.35I,8 KEMENTERIAN PEETANIAN5 2---3qo

02.o1.o2.70
PRO-P: PengembsnSan
IbEoditas UngSulen Lada, Pala,
Cengkch di Provin3i SuEetera
BaEt

o I - Pcrscntas€ pcningkatan poduki
koEoditaa ulr8gulin D€r tahun
Provinsi gumetcra Beret - pala

01 - TcrlaLsananya
pcngcmbansan komoditas
unssulan la&, psla, censk€h

5 2--3v" 250,5 KEMENTERIANPERTANIAN

02,o1.o2.7 |
PRO-P: PengeEb8naan
IbEodita. Ung8ulen Leda, Pa.la,
Ccngkch di kovinsi lampung

01 - Tcrlakananya
p€ngeEbengan komodita3
unggulan lada, pa.la, cengkeh

0l - Perlenta8€ peninalsten ltloduki
koaoditaa utrggulal per tahun
Provin.i LempunS - pala

5 3-5 240,7 KEMENTERIANPERTANIAN

02.ot-o2.72
PRO-P: Pcngembsngan
Komoditas Unggulan Periksnan
Budidaya di Provin.i Kcpulauan
Riau

01 - Tcrlaksananya
Fngembangan komodita.
unggulan Frikanan budidsya

0l - Pcrscntas€ FninglGtan produksi
komoditas urggulen per tahun
Provinsi Kepulauen Riau - pcrikanan
budidaye

5 s-7 v" 5.968,3 KEMEMERIAN KEI,AI'TAN DAN PERIKANAN

02.ot.o2.73
PRO-P: PettgetnbanSan
Komoditas Unggulan Pcriksnan
Budidaya di Provinsi Kcpulauan
Bangka Bclitung

0l - Terlaklananya
pcnge6bangan komoditas
unggulan pcrikanan budidaya

Ol - Pcrscntalc pcningkatan prDduki
komoditas unSgulan pcr tahun
Provinli IGpulauan Bangka Belitung
- pcrikanan budidaya

5 IVo 2.022,5 KEMEMERIAN KEI,AUTAN DAN PERIKANAN

SK No 093049 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA

PN/ PPl KPl PloP Indikator

Dukunaan
Tcrhadap
AIaban
Pr.sid.n

Rp. JutaTarget Instansi Pclaksana

02.o1.o2.75
PRO-P: FcnScmbangan
Komoditas Unagulan ktlapa di
Provinsi Jsmbi

0l - Tcrlalsananya
penaembanaan komoditag
unaAulan kclapa

0l - PeE€ntase peninakatan produksi
kottroditar unggulen pe! tahun
Provinoi JaEbi - kelapa

5 2---3 V" 678,0 KEMEI{TERIANPERTANIAN

02.o1.o2.77
PRO-P: Penaemban8an
Komodita3 Unggula[ Xakao di
Provinsi SumsteE Utara

0l - Tedaksananya
Pengehbentan Komoditaa
UngSulan Kalco

0l - Pergenta!€ p€ningkata! pIodukai
komoditas unggulan pcr tahun
Provinsi Sumatcra Utara - kakao

5 t-2 %, O,O.I KEMEMERIANPERTANIAN

02,0t.o3
KP: PengEmbanaan lhwa.an

0l B€rk€mbanFyal(awaoan
perkotean

0l - Skor Indcks Kota
Bcrkclanjutan/ IXB Kota Banda Aceh
(angka pcrhitungan semcntara)

5 44,57 2.64L212,3

02 - Skor Indcka Kota
Bcrkclanjutan/ IKB Kota Sabang
(anaka perhitunAan semcntara)

5 44,88

03 - Skor Indek6 Kota
Bclkelanjutan/lKB Kota
Lhokleumaw€ (engka pcrhitungan
semetrta.ra)

5 40,82

04 - Skor Indck Kota
B€rkelenjutan/lKB Kota langsa
(angka perhitungan !€mentara)

5 40,87

05 - Skor Indcks Kota
Bqkelanjutan/IKB WM Medan
(angka Frhitungan rcmentara)

5 58,45

06 - Skor lndcks Kota
Bdkclanjutan/IlG Kota Sibolga
(angka pcrhitungen !amant6.ra)

5

SK No 093050 C
- A.tI.11 -

61,58



FRESIDEN
R,EPIJBLIK INOONESIA

PN/ PP/rc/ ProP Saaaran Indikator

Dukurgan
TcIhadap
Arahan
Prcsidcn

Taryet Rp. Juta Instanii P.laksana

07 - Skor Irdek Kota
Berkclanjutan/lKB Kota
Pcmatang3iantar (angka pcrhitungsn
acmcntara)

5 56,66

08 - Skor Indcka Kota
Bcrk lanjutan/ IKB Kota Gunungsitoli
(an8ka perhitunaan semcntara)

5 38,76

09 - Skor Indcks lbta
B€rkclanjutsn/ II(B Kota Padanr
(angka pcrhitunaan Bemcntara)

5 44,54

l0 - Skor lDdcks l(ota
Bc*.lanjutan/ IKB Kota Solok (sngka
perhitungan acmanlam)

5

5

43,31

49,54I I - Skor Indek. Ibta
Berkelaljutan/lKB Kota BukittingSi
(anaka perhitungan aamcntara)

12 - Skor Ind.ks Kota
Bcrkclanjutan/IKB Kota Dumai
(anglG p€rhitungen .€menterel

5 59,78

13 - Skor Ind.ks Kota
BcrLclanjutan/IKB Kota Pekanbaru
(engka perhitungan &m.ntara)

5 63,08

5

SK No 093051 C

14 - Skor Indek8 Kola
Bcrkclanjutan/IxB Kota Jambi
(angka perhitungan s€aentara)

- A.II.12 -
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FRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA

PN/PPl XPl PIoP Sasaran lndikator

Dukungan
Tcrhadep
AIahan

Inatansi PelskanaTaraet Rp. Juta

15 - Skor Indcks Kota
Bcrkelanjutan/IKB WM Palmbang
(angka p.rhiturgan lementara)

16 - Skor Irdeka Kota
Berkelenjut n/IKB Kota PBbumulih
(angka perhitunga, E€mcntafa)

5

5

49,79

50,33

17 - Skor Indch Kota
Be*elanjutar/ IKB Kota
Lubuklinggau (sngka Frhitungan
s€ments.ra)

5 56,8 r

l8 - Skor Indek! Ibta
B€*elanjutan/I(B Kota Bengkulu
langka perhitungen a€mcntaml

5 46,76

19 - Skor Indek Kota
Bcrkclanjutan/IKB Nota Bao&r
LampunB (6n8ka pcrhitungan
acmantara)

5 46,70

20 - Skor Indck Kota
Berkclsnjutsn/ IKB Kota Pangkal
Pinan8 (an8ka Frhitungan
samc-ntara)

5

5

47,60

44,422l - Skor Indek Ifuta
Berkclanjutan/IxB Kota
TanjungpinanS (angka perhitungan
lemcntara)

SK No 093052 C
- A.II.13 -



PRESIDEN
REPIJELIK INDONESIA

PN/ PP/ KP/ProP Sa!aran Indikator

Dukungan
Tcrhadap

hcaidcn

Rp. JutaTaraet Instansi Felakana

22 - Skor Indek Kota
Bcrk lanjutan/IKB Kota Batam
(anAka Frhitungan scmentara)

5 52,50

02 - Bcrkembangnya kota bc€ar,
kota eda.!rg, kota kecil Eebegai
PKN/PKW

ol - Jumlah kota bcsar, scdang, kccil
yang dikeirbangken 3ehg.i
PKN/PKW

5 20 kota

03 - T.rlak ananya pcnycbsaian
RTR untuk WM di lusr Jawa

Ol - Jumlah WM di luar Jawa yang
dirEncanakrn

5 twM

04 - Bcrkembangnya wilayah
meEopolitrn di luar Jaq,a

Ol - Jumlah WM di luar Jawa yang
dilcmbangkan

5 2WM

02.01.03.01
PRO-P: Pcngcmbangan Kota
Bcsar, Ibta Scdang, Kota Kccil
di kovinsi Acch

01 - B€rkcabangnya kota beoa.r,
kota scdang, kota k.cil scbagai
PKN/PKW

0l - B€rkelrbarF,a lota beEar, kota
€€denB, kota kecil !€b€sai PKN/PKW

23.063,2 KEMENTERIAN PEKER,JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

5 4 kota

02.01.03.03
PRO-P: PenSembengan Kote
Bcsar, Kota St dang, Kota Kccil
di Provinsi Jambi

01 - B€rkeebengnya kota besar,
kota !€dan8, kota kecil a€bagai
PI<N/PKW

0l - Jumlah kota be3sr, E€dans, kecil
yanS dikembengkan sebagai
PKN/PKW

5 I kots IOI.032,9 KEMEI{TERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Fcrintrgrasi d.ngan PltN)

02.01.03.04
PRO-P: Pen8cmban8an Ituta
Baar, lbta S€den8, Kota Kecil
di ProvinBi tGpulaEn BaDaka
B€litung

01 - Bcrl(embangnya kota bc.ar,
kota sdang, kota kecil s€ba8ai
PKN/PKW

0l - Jumlah kota bcsar, srdang, kccil
yans dikcmbsnskan sebasai
PKN/PKW

5 I kota 5O.OOO,O XEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RA(YAT

SK No 093053 C

01 - Bcrlcmbangnya kota bcrar,
kota Edant, kotd kecil s€ba8ai
PKN/PKW

- A.II.14 -

2 kota 68.450,2 KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

02.0r.03.05
PRO-P: Penacmbangan l(ota
B6ar, Kota S€dan8, Kota Kecil
di Provinsi IGpulauan Riau

Ol - Jumlah kota bcsar, srdang, kccil
yans dikembanslGn sebaaai
PKN/PKW

5



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

PN/ PP/ KP/ PrcP Sasaran

Dukungan
TcIhadap
Arahan
Prc8idcn

Taract Rp. Juta In.tdsi P.lslem

02.01.03.06
PRO-P: PenaeEbantan Ibta
Bc8ar, Kota S.dan8, Kota Kccil
di Provin.i lrmpung

0l - Bcrkenbangnya kota beEar,
kota acdang, kota kccil sebaSai
Prx/PKW

0l - Jumla} kote b$er, .edan& kecil
yang dikcmbangkan scbqgai
PKN/PKW

5 1 kota 3O.(XN,O XEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAI{YAT

02.0r.03.07
PRO-P: Pen8cDbangan Kota
B6ar, Kota Scdang, Kota Kccil
di Provinsi Riau

0l - Bcrkcmbangnya kota bclar,
kota scdang, kota kccil sebaSai
PKN/PKW

Ol - Juml,ah kota bcsar, scdang, kccil
yang dikcmbanslGn s€ba8ai
PKN/PKW

KEMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT (KPBU), KEMENTERIAN
PEKEzuAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT

5 2 kota 175,0

02.01.03.08
PRO-P: Pcngcmbangan Kota
Besar, Kora Sedana, Kota Kecil
di Provinsi Sumatcra Barat

0t - BcrLcmbangnya kota bcsar,
kota lcdang, kota kccil sebaSai
PXX/PKW

Ol - Jumlah kota bcaar, scdang, kccil
yang dikembaDEkan s€batai
PKN/PKW

IA5.IO2,9 (EMENTERIAN PERHUBUNGAN,
KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
PERUMATIAN RAKYAT

5 3 kota

02.o1.03.09
PRO-P: Pcngcmbangsn Kota
B$ar, Ibta Sedan8, t(ota lccil
di Provinsi Sumatcra Selatan

0l - Ol - BcrLcmbangnya kota
b$er, kota ledarla, kota kecil
scbagai PKN/PKW

ol - Jumlah kota bcaar, scdang, kecil
yerA dikcmbanSkan sebagai
PKN/PKW

9.I75,I KEMENTERIAN PEKER,JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RA(YAT

5 I kota

02.01.03.11
PRO-P: PenSembangan Wilalah
Mctmpolitan di Provimi
Sumat ra Utara

0l - Bcrkcmbangnya wilayah
metropolitan di luer Jawa

Ol - Jumlah WM di luar Jawa yang
dikcmbangkan

5 lwM I.531.489,2 I(XMENTERIAN PEKER^IAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN
(Icrinte8rasi dengan PSN)

02.0r.03.12
PRO-P: Pengembangan Wileyah
Mctropoliten di Provinoi
Sumatcra Sctatan

KEMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAI(AT, KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN, KEMENIERIAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREAfiF/ BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN
PEXER.JAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAI(AT (KPBU)

0l - Tcrla-kEenanya Fnyebsaian
RTR untuk WM di lu8r Jawa

0l - JuDdah WM di luar Jawa yang
direacenekan

5 1WM 642.723,9

0 I - Jumlah WM di luar Jawa yanS
dikcmbansLan

5

SK No 093054 C

02 - B.rkcmbangnya wilayah
mctropolitan di luar Jawa

- A.II.15 -
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FRESIDEN
FEFUBUK INOONESIA

PN/ PP/ KP/ ProP Sasaran Indikator

Dukungan
Tcrhedap
Arehan Insransi P.laklanaTargat Rp. Juta

o2.01.04
KP: Penacmbangan Daerah
Tartintgal, Kawaaan Pcrbatasan,
Peld*aar, dan TransErigraar

Ol - TerbanEunnya dcsa
terpadu, kavaEan perdesaan,
den kawasan tran8migra3i

OI - Rata-Iata Indeh Dcsa Pulau
Sumatera

l,5 6I,30 34.A52.329,5

02 - Rata-Bra nilai Indcks
PerkembengE.tr Kawasan Perdelaan
Prioritar Narioial

l,5 61,45

03 - Retr-Bta nilai Ind.k.
Perkembanga.n Kewe€an
Transmigra8i yang Dilwitalfuasi di
Pulau Sumat ra

5 61,4I

04 - Per!€ntase penduduk Eiskin
p€rd€ssan Wilayah Sumaten

02 - Bcrkcmbangnya Pu8at
Kc8iatan Strategb Nasional
(PKSN), lokaBi priorita8
perbatalan, dan daerah
tertinggal

01 - Jumlah da.rah tcrtineaal 5 7 kabupat n

02 - Jumlih k.camater loke.i 5
prioritas parbatasan negara yang
ditingkatkan kcsejaht raan dan tata
kelolanya

03 - Rata-Iata nilai Indck!
Pengelolsan I(awasan Perbatasan

5 o,52

9,4-10,1 %

02.ot.o4.o7
PRO-P: Pcmbangunan Dcaa
Terpadu di Provinsi Aceh

0t - Terlaksananya
pcmbangunan dc.a tcrpadu
Provirrai Acch

0l - Rata-rata Indcks Dcsa Provinsi 60,45 5.449.71O,7 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGCAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMENTERIAN DAIAM NEGERI,
KEMENTERIAN KEI,AI,'TAN DAN PERIKANAN,
BADAN NASIONAL PENANGGUI,IINGAN
BENCANA (BNPts), KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN A].IA(, KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOIOGI,

1,5

SK No 093055 C - A.II.16 -



FRESIDEN
LIBLIK INDONES

PN/ PPl KP/ PIoP Sa.ar-an lndikator

Dukungan
Terhadap
Alallan
PrBiden

Rp. JutaTargct Instarr3i Pelakana

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BKKBN),
XEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

02.01.04.08
PRO-P: Pcmban8unan Kawasan
Pcrdesaan kioritas Nasional
Aceh Timur

01 - Terleksananya
pcmbangunan l(awasan
Pedesaan kioritas Nasional

0l - Indcks Pcrlcmbangan Kawasan
Pcrdcsaan thb. Acch Timur

(EMEIVIERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

1,5 67,69 34.679,4

02.0I.04.(x)
PRO-P: Revitalila.i IGwa.an
Transmigrasi I(etapanA
Nurantere, Sataar Kilang, dan
S€laut

Ol - Te akananya Revitalisali
Kawaaan TranamiSraai Ketapaag
Nuaentara, Samar Kilang, dan
S€leut

01 - Rete-rata Nilei Indckg
PcrkcmbanSan l(awasan
Trammigrasi yang dirwitali.asi di
Provinsi Ac.h

KEMET{TERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

5 59,79 2.999,7

02.ol.o4.lo
PRO-P Peningketrr
Kes€jahteraan dan Tata Kelola di
(ecaEatan Lokaai Prioritaa di

0I - Meningkatnya
kesejahteraan dan tata kelola di
kecaDmten lokasi prioritas di
Provinai Aceh

01 - Jualah kccamatan loka.1
prioritas pcrbatasan n.gan yan8
ditinSkatkan kcsejahtqaan dan tata
kclolanya di Provinsi Acch

5 3 kecamalan O,Oh' KEMENTERIANDESA,PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRAST

02.01.04.1I
PRO-P: Pulat Kcgiatan StratcAig
Nasional (PKSN) Sabang

0l - Bcrkanbangnya Pusat
Kegiatan StretegiB Na8ional
(PIGNI Sabans

0l - Rata-Bts nilai Irdekg
Pangclolaa.tl Kawasan Pcrbata€an
(lPKn PKSN Sebans

2OO,O XEMENTERIAN KEUTUTAN DAN PERIKANAN5 0,50

02.ot.o4.t2
PRO-P: Fmbangunan Dc8a
T.rpadu di Provinsi SumateB

Ol - Tedalcananya
p.mbangunan dc3a tcrpadu
hovin8i Sumatcra Utara

0l - PcninSkatan rata-raE Indeks
Dcsa PIovinsi Sumatcrs Utara

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMENTERIAN DAIAM NEGERI, BADAN
NASIONAL PENANGGUL,IWCAN BENCANA
(BNPBI, XEMEMERIAN KELA1'rTAN DAN
PERIKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERUNDUNGAN ANAX,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOIOGI,

1,5 55,72 26.490,5

- A.II.17 -SK No 093056 C



PRESIDEN
REPIJBLIK INOONESIA

PN/ PPl KP/ PloP Indikator

DukurBan
Tcrhadap

Prcgrdcn

In3tr'lsi P.lak anaTargct Rp. Juta

BADAN KEPENDUDUI(AN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BKI(BN),
KEMENTERIAN KOMUNIKAI'I DAN
INFORMATIKA

02.01.04.13
PRO-P: Pcmbangunan Kawasan
Ferde3aan Prioritas Nasional
Toba Sdo.ir dan Samosir

0l - Tcrlak3ananya
pcmbangunsn Kawa8an
Perderean Plioritas Naalonal
Tobe Saaosir dan Samoair

0l - Indck Perkcmbangan Kawaaan
Fedesasr Kab. Toba Samoair dan
Samosir

l,5 67,72 75.963,3 XEMEI{TERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, DAK

02.ot.04.14
PRO-P: Penfurglatan
K€s€jahteraan dan Tata Kcl,ola di
Kecamatan t kasi kioritea di
Prdirsi Sumatera Ut ra

0l - Me ngkatnya
kescjahtcraan dan tata kelola di
k€caraatan lokasi prioritas di
Provinii Sumatcra Utala

0l ' Jumleh kcc€matan lokasi
prioritas pcrbata3an ncgaB yarrg
ditingkatlan Lcejahtclaan dan teta
kelolanya di Provinsi Sunatera Utara

5 O,OI., KEMENTERIANDESA,PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

02.o1.04.15
PRO-P: Fcrccpatan
PerlbanSunan Dacrah Tertinggal
di Provin6i Sumatcra Utara

01 - Meningkatnya
kcrcjahteraan masyarakat pada
dacrah tcrtingSal di PrDvinsi
Sumatcra Utara

0l - Pcrscntarc pcnduduk mkkin di
dacrah tcrtinggal di PrDvinsi
Sumet ra Utara

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGCAL DAN TRANSMICRASI,
(IMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN
PERIANIAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,
DAK

18,1-14,6 70 94.890,4

02 - Rata-nta IPM di daerah
tcrtinggal di Provin8i Sumatere Utara

I 64,t--44,6

02.01.04.16
PRO-P: P.mbangunan Dcra
Tcrpedu di Provinsi Sumatere
Baret

0l - Tcrlaksananya
pcmbanSunar de3a terpadu
Provilt6i Sumatcra Barat

Ol - Pcningkatan lata-rata lrdek.
D.€a Provin8i Sumatera Barat

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERNNGGAL DAN TRAXSMIGRASI,
KEMENTERIAN DAIAM NEGERI, BADAN
NASIONAL PENANGGUI,ANGAN BENCANA
(BNPts), KEMENTERIAN KEI.,/IUTAN DAN
PERIKANAN, IGMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAX,
NEMENIERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYMN,
RISET, DAN TEKNOI,OGI, BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA

1,5 69,87 5.615,6

SK No 093057 C - A.II.18 -

BERENCANA IBKKBNI



PRESIDEN
BLIK TNDONESIA

PN/ PP/ KPl ProP SaEaran Indikator

Dukulrgan
Tcrhadap Rp. JutaTargct In.tsn6i Felakoana

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

02.ot.o4.t7
PRO-P: PeEbangunen Kawasan
Perdcsaan Prioritas Nasional
Agsm

01 - Terleksenanya
pcmbangunan Kawasan
Perd$aan Prioritas Nasional
Agam

0f - Indeks PerkeEbantan Kawaaan
FDrdesaar tkb. Asam

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERNNGGAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, DAK

1,5 57,55 38,102,0

02.or.04.18
PRO-P: Rcvitalioasi l(awasan
Trahsmigrari l,rrnang Silaut

01 - Tcrlaksananya Revitalfussi
Kawasan Tran dgraBi Lunang
Silaut

0l - Rate-rata Nilai Indckg
Pdkcmbangan Ikwasan
Transmigrasi ysng dir€vitalilasi di
Provinsi SumateB Barat

KEMENIERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
XEMEMERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

5 72,O8 992,2

02.o1.04.19
PRO-P: Percepatan
Pembangunan Dacrah Tcrtingaal
di Plovinsi Sumatcra Barat

0l - Mcningkatnys
kesejahteraa.tr masyeralGt peda
deemh tertin8gal di Provinsi

0l - Perscnrasc p.nduduk mbkin di
dacrah tcrtinEgal di Prcvimi
Sumatcra Barat

(EMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMENTERIAN SOSIAI4 (XMENTERIAN
KEUIUTAN DAN PERIKANAN, DIX

I 11,3-l1,8 956,5

02 - Rata-rara IPM di dacrah
tertingAel di Provinsi Sumatcna Barat

1 62.3--42.4

02.ot.o4-20
PRO-P: Pcmbangunan De€a
Terpadu di kovin.i Riau

0l - Te a.ksenanya
p€Dbangunan dela tcrpadu
Prcvinsi Riau

01 - Peningkatan rata-rata lnd€ks
D.!a Provinsi Riau

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMENTERIAN DAI.JIM NEGERI, BADAN
NAS}IONAL PENANCGULANGAN BENCANA
(BNPts), KEMENTERIAN KELJII,}TAN DAN
PERIXANAN, KEMEMERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERL,INDUNGAN ANAK,
XEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BKKBN),
KEMENTERIAN KOMUNIKAIII DAN
INFORMATIKA

1,5 64,65 6.538,1

SK No 093058 C
- A.II.19 -



PFESIDEN
REPUEUK INDONESIA

PN/PP/ KP/ ProP Sa!aran Indikator

Dukungen
Tcrhadap
Arahan
Pr6idcn

Taiaet Rp. Juta Inatansi PclakEana

02.0r.o4.21
PRO-P: PeninSkatan
lG€cjahtcraan dan Tata lGtrola di
Kccamatan Lokasi Prioritas di
Provirsi Riau

0l - Mcningkatnya
kesejahtcraan dan tata kclola di
kecerieten loka6i prioritas di
Provin8i Riau

0l - Jumlah kccamatan lokasi
prioritas pcrbatasan ncgara yang
ditinakatkan kesejehteftan dan tata
kclolanya di Provifti Rieu

9.315,0 KEMEI{TERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
DAK

5 7 kccamatan

02.or.o4.23
PRO-P: Pcmbangunan Desa
T.rpadu di Provinsi Jambi

Ol - Terlrlcananya
p.mbangunan dc.a terladu

01 - Rata'rata lndekr De6a Provinsi KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINCGAL DAN TMNSMIGRASI,
KEMENTERIAN DAJ.IIM NEGERI, BADAN
NASIONAL PENANCGUIINGAN BENCANA
(BNPts), KEMENTERIAN KEI,AUTAN DAN
PERIKANAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISBT, DAN TEKNOI'GI,
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BKKBN),
KEMENTERIAN KOMUNIKAS}I DAN
INFORMATIKA

1,5 64,00 4.t78,9

02.o1.o4.24
PRO-P: Pembantunen Kawaran
Pcrdeaaan kioritas Nesional
Muaro Jambi

01 - Tcrlak ananya
pcmbangunan Kawasan
P.rd..aan Prioritas Naaional
Muarc Jambi

Ol - Ifldckr Pcrkcmbangan Kawasan
Perd6aan (ab. Muarc Jambi

NEMEMERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
XEMENTERJAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, KEMENTERIAN KEI,AUTAN DAN

1,5 59,20 63.69s.3

DAK

02.01.04.25
PRO-P: RcvitaliEali IGwasan
Transmigrasi Bathin III Ulu

0l - Tcdaksananya Rcvitalkasi
t(awasan TBnsmigrasi Bsthin III
Ulu

0l - Rata-rata nilai lnd.kg
Pcrkcmbangan Kawasan
Tranunigrasi yang dircvitalisasi di
Provin.i Jambi

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

5 25,65 31,9

SK No 093059 C

0r - Te s.klananya
pcmbangunan dc€a tcrpadu
Provinsi Sumatara Salatan

63,45 5.425,7 KEMEMERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMICRASI,
XEMEI'ITERIAN DAIAII,I NECERI, BADAN
NASIONAL PENANGCUL.ANGAN BENCANA
(BNPB), KEMEMERIAN XEUTUTAN DAN
PERIKANAN, (EMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERUNDUNGAN ANAK.

02.o1.o4.26
PRO-P: Pembangunan De3a
Terpadu di Provinsi Suaatera
Srrlatan

01 - Rata-rata Indeks De3a Provin.i
Sumatcra Selatan

1,5

- A.tI.20 -



PRESIDEN
REPI,JBLIK TNDONESIA

PN/PPlrPl ProP Indikator

Dukungan
Talhadap
AralEn
Pr*idcn

Insten.i PclaksanaTargct Rp. Juta

XEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN
XEPENDUDUXAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BKKBI$,
KEMENTERIAN KOMUNIKAI;I DAN

02.ot.o4.27
PRO-P: Pcmbangunan Kawasan
Fcrdcsaan Prioritas Nasional
Banyuasin

01 - Terlslcenanya
pembangunan Kawasan
Perdesaan Prioritaa Naaional
Banyuasin

0l - Indeks Perkembangan Kawalan
Perd$aan Kab. Balyuaain

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, DAK

1,5 63.69 6t.152,7

02.ot.o4.2a
PRO-P: Rcvitalilasi tkwasan
Tran$niABsi Pa.rit Rambutan,
Telang, dan Kikim

01 - Terlaksananya Rcvitalbasi
Ka$asan Transmigrasi Parit
Rambutan, Tclang, dan Kikim

Ol - Rata-rata nilai Indcks
Fcrkcmbangan Kawasan
ftansmiarasi yana direvitalfuasi di
Provinsi Sumatcrs Selatan

5 62,34 2.834,5 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRAS}I,
KEMEMERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

02.o1.o4.29
PRO-P: Pcrccpatan
PcEbangunan Daereh Tertinggal
di Provinsi Sumatcra Selatan

0l - M€ningkatnya
ke!€jahtcraan masyarakat pade
dacrah tcrtinggal di Provimi
Sumtera S.latan

01 - Persentasc pcnduduk miskin di
daerah tcrtinggal di Provinsi
Sumatcra S.lafan

r7,a-18,3 % 28.820.871,5 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERNNGGAL DAN TRANSMIGMSI,
XEMENTERIAN DAJ.IIM NEGERI,
KEMENTERIAN SOSIAL, BADAN NAS}IONAL
PENANGGUUINGAN BENCANA (BNPts),
KEMENTERIAN PERTANIAN, DAK

02 - Rata-Iara IPM di daereh
tertinggal di Provinai SumaEra
Seleten

66,H7,4

02.0r.04.30
PRO-P: Pembangur8n De8a
Terpadu di Provinsi B€nakulu

01 - Tcrlaksananya
pcmbangunan de3a tcrpadu
Provinri Bcngkulu

0l - Rata-rata Indeks Desa Prcvinri
Bcngkulu

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMEI{TERIAN DAIAII,I NEGERI, BADAN
NASIONAL PENANGCUI.,ANGAN BENCANA
(BNPB), KEMENTERIAN XELAUTAN DAN
PERII(ANAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEXNOI'GI,
BADAN KEPENDUDUKAN DAN (ELUARGA

l,5 59,85 L470,7

SK No 093060 C - A.II.21 -

BERENCANA NASIONAL IBKXBNI.



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

PN/ PPl KP/ ProP Saleren lndikator

Dukuntan
Tcrha&p

hcgrdcn

Taraet Rp. Juta Instansi Pclakrana

KEMENTERIAN I(OMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

02.01.04.31
PRO-P: Pcmbangunan Kawasan
Perdcsaan kioritas Nasional
Bcngkulu Tcngah

0l - Tcrla}sananya
pembangunan Kawasan
Mesean Priorites Ne.ional
Bcnakulu Tengah

0l - Indcks P.rkcBbangan Kawaran
M.€aan Xab. Bcngkulu Tcngah

KEMENTERTAN DESA. PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
XEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, KEMENIERIAN KEI,AI,]TAN DAN

1,5 56,84 24.730,s

02.or.o4.32
PRO-P: Revitalfua8i lhwa.an
TramEdarfti LeAita

0l - Terlet8enanya RevitalisaEi
Kawe8an Tren.migrasi kgita

0 I , Reta-rate Nilai Indck!
P.rk mbangan Ibwasan
Transrdgrasi yang DiEvitali.asi di
ProviNi Bcngkulu

XXMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
IGMENTERIAN ACRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

5 74,O9 2-328,7

02.0r.(N.33
PRO-P: Fcmbangunan DcBa
Terpedu di Provinsi lrmpuflg

Ol - Terla.ksananya
pambanSunan dcsa tcrpadu
PlovirBi larDputrS

0l - Rata-rata Indck8 De3a Provinei
L€mpung

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERNNGGAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMENTERIAN DAI,AM NEGERI, BADAN
NASIONAL PENANGGUUTNGAN BENCANA
(BNPB), KEMENTERIAN KEI,AUTAN DAN
PERIKANAN, XEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERUNDUNGAN ANAK,
KEMENTERIAN PENDIDII(AN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BKXBN),
KEMENTERIAN KOMUMKASI DAN
INFORMATIKA

1,5 6s,8s 5.069,7

02.01.04.34
PRO-P: Fcrtbangunan Xawasan
Meaaan Priorites Naaional
M*uji dan Tulang Bawang

0l - Tcrlak.ananya
pcmbangunan Kawasan
Pcrdcsaan Prioritas Nasional
Mcsuji dan Tulang Bawang

Ol - Indcks Pcrkcmbangan Kawasan
Fcrde3aan Kab. M6uji dan T\rlang
Bawang

KEMEI{TERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERNNGGAL DAN TRANSMTGRAIII,
KEMEI{TERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, DAK

1,5 62,30 28.618.8

SK No 093061 C

01 - Terlek.anenye RevitalfuaBi
Kawasan Tranamigrasi Rawa
Pitu dan M*uji

- A.|.22 -

57,40 242,4 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRA:II,
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

02.0r.04.3s
PRO-P: Rcvitalire.i l(ewe6en
Tfarumigrasi Rawa Pitu dan
Mesuji

0l - Reta-rata nilai Indekr
P"rkcmbangan Xawasan
Trarumiar$i yang Dilitalirasi di
Provinsi lampuru

5



PRESIDEN
FEPIJBLIK INDONESIA

PN/PPl KP/ ProP Sasaran lndikator

Duku4gar
Tcrhadap

Prcsidcn

Rp. JutaTargDt In.tanai Felak.ana

02.o1.(x.36
PRO-P: Fcrccpatan
Pcmbangunan Daeruh Tcrtinggal
di kovin.i Iampung

01 - Menin8katnya
k*cjahtcreen meryarekat pada
dacrah tcrtinggal di Provifti
Iampung

Ol - Pcrsentasc pcnduduk miskht di
daeral tertin8Sal di kovinsi
lrmpung

I 13,6-14,1% 2.300,4 KEMENIERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMENTERIAN SOSIAL, XEMENTERIAN
DAIAM NEGERI, I(EMENTERIAN AGAMA,
KEMENIERIAN PERTANIAN02 Rata-rata IPM di dacrah

tertinggal di Plovinsi kmpunS
I 6,1--46,6

02.o1.04.37
PRO-P: Fcmban8unan Dc8a
Terladu di Provinai Kcpulauan
Bsngka Bclitung

01 - Terlakananya
pcmbangunan deaa terpedu
Provinsi Kcpulauan Bangka
B.litung

Ol - Pcningkatan rata-rata Indcks
De8a Provinsi tGpulauan Bangka
BclitunE

l,5 73,0s 3.304,r KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERNNGGAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMENTERIAN DAIAM NEGERI, BADAN
NASIONAL PENANGCUIANGAN BENCANA
(BNPts), KEMENTERIAN KEI,IIUTAN DAN
PERIKANAN, KEMEI'NERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERUNDUNGAN ANAK,
I(EMENTERIAN PENDIDIXAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOI'CI. BADAN
XEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BKKBN),
(EMENTERIAN KOMUNIKATII DAN
INFORMATIKA

02.0r.04.38
PRO-P: Pcmban8unan tkwasan
Perdcaaan Prioritas Nasioral
Bclitung, B€litung Tirnur, dan
Ban8ka Selatan

0l - Ind.k8 PcrkcmbanSen KeuaEen
M.saan Kab. B.litung, Bclitung
Ti6ur, dan Bangka S€latan

Ol - Tcrlaksananya
pcmbangunan Kawasan
Pcrdcsaan Priodtas Naaional
Bclitung, BelitunS Timu!, dan
Bangka Sclatan

1,5 55,72 14.279,4 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINCGAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, DAK

02.o1.(x.39
PRO-P: Rcvitalisasi l(awasan
TransmiSrasi Batu BctumpanS

Ol - Terlek.enanya Revitsliaali
Kawaaan Ttansmigrali Batu
B.tumparS

0l - Rata-Iata nilai Indekg
PcrkcmbanSen Kewasan
Transmigrasi yang Dtevitalisari di
Provinli Baiaka Bclituna

KEMEMERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERNNGGAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

5 73,46 32,4

SK No 093062 C
- A.II.23 -



PRESIDEN
FEPUELIK INOONESIA

PN/ PP/ KP/ hoP Saaaran Indikator

DukunSan
Terhadap
Arehan
PrBid€n

TarSet Rp. Juta Instansi Pelaklana

02.01.04.40
PRO-P: PembangunaD Dela
Terpadu di Provirui Kepulauan
Riau

Ol - Tcdak€ananya
peEbaraunar de3a terpedu
Provinai Kepulauan Fiau

01 - Rata-rata Indcks Dcsa Provinsi
Kcpulauan Riau

l,5 64,80 2-394,1 KEMENTERIAN DESA, PEMBANCUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMENTERIAN DAII.TI{ NEGER], BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
(BNPts), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN, XXMENTERIAN PENDIDIXAN,
KEBUDAYAAN, RISE"I, DAN TEKNOI'GI,
BADAN KEPENDUDUKAN DAN XELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BKKBN),
KEMENTERIAN KOMUNIKAI}I DAN
INFORMATIKA

02.01.04.41
PRO-P: Pembanaunan l(awaren
PDrdclaan kioritas Ne.ioial
Bintan den Kelimun

Ol - Tcrbtsarlanya
p€rrbenSuned Kawarafl
Meaaan Prioritas NaaiorDl
BintEn &n lGrirnun

01 - Irldek Perkcmbansan l(awasan
P.rdesn Keb- Bintan dan r(eriDun

KEMENTERIAN DESA, PEMBANCUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMENTERJAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, DAK

1,5 59,65 37.450,0

02.ot.o4-42
PRO-P: PcninEkaran
Kc.cjahtcraan dan Tata Kelola di
Kccamatan Lokali kiotitea di
Provinai K"pulauan Pjau

0l - Meningkatrya
keejahteraerr drn tata kelola di
k€camatan lokasi priorita. di
Provirsi Kcpulauan Riau

01 - Jumlsh kecamatan lokasi
prioritas p€rbetasan negera ,€rg
ditinEkatlGn kelejahterarn dar tata
kelolanya di kovinsi Kcpulauan Riau

I1.476.6 KEMENTERIANDESA.PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
DAK

5 24 kccamatan

02.o1.(x.43
PRO-P: Pusat Kcgiatan Strateai!
Ne.ionat (PKSNI Ranai

0l - Bcrkcmbangnya Pusat
K€datan Strategb Nalionel
(PKSN) Ranai

Ol - Rata-rata nilai Indcks
PenSelolaan I(awalan Perbatalan
(IPKn PKSN Ranai

KEMENTERIAN (ELAUTAN DAN PERIKANAN,
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERNNGGAL DAN TRANSMIGRASI,
DAK

5 0,50 8.74:|,3

02.01.0s
KP: Kelehbegeen da, KcuanSan
Daerah

0l - Meningkatnya Nilai
Evalua8i PcnyatctrgSaraan
Pcmcrintahan Daerah (EPPD)

0l - Nilai Evelueai FcnyetrlnSge.raan
PemerintalEn Daerah (EPPD)

4 3,23 r73.360,3

02 - MeniDgketnye p€r!€ntase
daarah dengan indcks inovasl
tinsci

0l - Pcrcente!€ daereh yent
meDnpunyai nilei indeks inovali tinggi

4
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50,30 %
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PFESIDEN
IJELIK INDONESIA

PN/ PPl KP/ ProP Saaaran lndikator

Dukunaan
T"rhadap
Amhan
PrcBidcn

Rp. JutaTarcet In.tensi Feleksra

03 - Meningkatnya daerah
dmgan pe erimeen daereh
aeninSket

Or - Jumlah daerah densan
pcnerimsan dacrah meninskat

4 135 daerah

04 - Menir8katnya daerah
dcngan rcatsasi b.lanjanya
berkualites

Ol - Jumlah daerah dengan realiraai
belafljanya bcrkualitaa

4 130 daerah

05 - MeningLatnya reformasi
Flayanarr perizirlan

Ol - Jumlah pcrizinan yana
kcwcnangannya sudah didclcga8ikan
kc PTSP Prima bcrbasiB .Lkuonik

4 16.123 dokumen

06 - MeninalGtnya daerah ya4
,,temiliki PTSP Prinra berba8i8
elelrtronik

Ol - Ju&lah daerah yang memiliki
PTSP PriDa berbe.i. elektrcnik

4 22 daefi}l

07 - Menir8katnya tata kelola
keuargafi daerah yang efektif
dsn cfi.icn

01 JuEleh daereh yana
mclaksanakan tata kctrolia kcuangan
yans efcldifdan etuicn

4 130 daeral

08 - Mcningkatnya Kcscpakatan
dan Pcrjanjian Keia Sama
Da.rah

0l - Jumlah dacrah yanS
menSimplcmentasiksn Ke!€pakatan
dan Pcrjanjian Kcda Sama Dacrah

4 9 dadah

09 - McninSkatnya perscntas€
cspaian SPM di dacrEh

0l Pcr!€ntaoc cepeian SPM di
daerah

4 9L5A vo

l0 - Mcningkatnya dacrah
dcnsan indek kinerja CWPP
katcSori baik

01 - Jumlah daerah dengan indeks
kincda GWPP kategori baik

4 34 dacrah

- A.II.25 -SK No 093064 C



PRESIDEN
REFIJBLIK INDONESIA

PN/PPl KPl ProP Indikator

Dukungan
Tcrhadap Instan.i P.laksanaTargct Rp. Juta

I I - Meningkatnya pcnSclolaan

Frtanahan dan
ter!€lergaralGnnya penataan
ruanc

01 - Luas cakupan bidang tanah
b.rsEtipikat ysng tcrdiaitasi dsn
memiliki Eeorcfercnsi ysng bsik

02 - Luas cakupan peta dasar
pcrtanahan

5

5

4.293.338 ha

2.804.853 ha

03 - Jumlah matcri tcknfu dan
rsncsngan Fraturan daerah RDTR
Kab/Kota

24 matcri tckni. &n
Ranperkada RDTR

04 - Jumlah pcr€etujuan sub8tansi
RDTR Kab/lbta

30 pcEctujuan substarui
RDTR

05 - Jumlah Inateli teknfu dan
rancangan paraturan dacfah RTRW
Prov/l(ab/Kota

12 materi telcrb dan
Ranperda RTRW

06 - Jumlah PerE€tujuar Sub.t rai
RrRw PrEv/ Kab/Kota

15 peretujuan aub3tarlri
RTRW

07 - Nilai lGpastian dan
Parlindungan Hak ataa Tanah

08 - Jumlah Materi Teknb RTR
Nasional (Pulau/Kep dan I(sN)

2 matcri telmi6 den
RaperEes RTR

09 - Jumlah PcnanSanan Pcrkara
Hasil Pcnldikan Fclanggaran
Pcmanfratan Ruang

23 pdkara

5

5

55

5

5

12 - Te ek8anenye Peningketan
Penyeleaggaraan lDtorBasi
Geospa!ial

0l - Jumleh k6ep6katan tckni.
batas \r,ilayah adminbtrasi
dela/keluralEn yang diharilken

2

SK No 093065 C
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FRESIDEN
REPUEUK INDONESIA

PN/ PPl KP/ ProP Saaaran Indikator

Dukunaan
Terhadap
Amhan
Preaidcn

Rp. JutaTargct Instansi Palakaana

02.01.05.04
PRO-P: PcninSkatan tkpasitas
Pemelintala, Daefih dan
Hubungan Pusat-Dacrah di
Prowinsi Aceh

0l - Mcmpcrcepat kemudahan
beruEeha di deerah terme.uk
reformasi Flayanan parizinan
yan8 bcrbasie sbtcm informasi
disirar (e-so4

0 I - Jumlah peririnan yang
kewenangennya audeh dideleaasikan
ke PTSP Prima berba.ir eleldronik

4 1.a24 dokumcn 18.127,4 KEMEI{TERIAN DAIAM NEGERI

02 - Mcningkatnya kerja sama
dacrah

01 - Jumlah dacrah yang
mengimplementasikan kcs.paLatan
dan pcrjanjian keda sama

4 I deerah

03 - Meniltgkatnya peBentaae
cepaia, SPM di dacrah

01 - PcGcntasc capaian SPM di
dacrah

4 92,39 Vo

04 - Meningkatnya p.r.cntaa€
dacrah dcngan nilai indckg
inovasi tinggi

01 - Pc$cntasc dacrah yang
meaputryai trilai indeks inovasi tinggi

4 30,00 %

05 - Mcningkstnya daenh
derua, pefledmean daere]
m€nirykat

0 I - Jumlsl daenh ysns penerimaan
daeEhnya meningkat

4 20 daerah

06 - Meningkatnla daerah
dcnsan rca.li.asi b.lanjanya
bcrkualitas

01 - Jumlah dacrah yang r.alisasi
bclanjanya bqkualitaa

4

4

19 daemh

19 deemh07 - Meningkatnya teta kelole
kcuangan cliacrah yang cf.ktif
dan etuien

0l - Jumlah dacrah ,ang
mclakaanakan tata kclola kauangan
daerah yeng efektif den €fi3ien

4

SK No 093066 C

0a - Peningkatan penataan
hubunsan pusat daerah

0l Jumlah tugaa da, wewenang
yang dilaksanakan olch Gubcmur
lebagai Wakil Pcmcrintah Pu.at
dengen kincrja b6ik

22 rckomcndasi

- A.\.27 -



FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

PN/ PPl l(P/ ProP Saaaran Indikator

Dukungan
Terhadep
Arehel!
Pre3iden

Rp. JutaTarget Ilrstanai Pelaksana

09 - McninSl€tnya kualitag
p€lek3afl aan kebijeken otonomi
(rcgulaeil pada dacrah otonotni
khusus, daerah tutimcwq, dan
daerah khusus ibukota ncgara

Ol - Jumlah pclakanaan kcbijakan
otonomi (rcBularil peda daerah
otonomi khuaua, dacrah iatiaen a,
dan dacrah khu8us ibukota ncgara

4 1 rEkom.ndasi

02.0r.05.05
PRO-P: Pengclolaan dan
Pclayanan Pertanahan di
Provin.i Aceh

0l - Tcrlaksananya parccpatan
!.rtifikasi tanah

0l - Jumlah S.rtipikat Hak Atag
Tanah

5 127 .294 bi,lalrr 5.906,6 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

02 - Tcrlaksananya pcrccpatan
peta bidanS tarEh dan ruan8

0l - Jumlah bidang tanah 5 al.A15 ha

02.01.0s.06
PRO-P: Peryclenaaaraen
Penataan Ruang di Provinsi Aceh

0l Ter.edierrya Encana rata
ruans yans berkualitas

0 I - JuElah mat€ri telsrb dan
nncangan pcraturan daerah RDTR
Kab/fota

5 7 rEkomendasi kebijaksn I.413,5 XXMEMERIAN AGRARJA DAN TATA
RUANG/BPN

02 - Jumlah per!€tujuan suhtansi
RDTR Kab/Kota

03 - Jumlah materi teknia dan
rancanSan pcraturan alacrah RTRW
Plov/ I(ab/ Kota

5 5 rekomendasi kcbijakan

2 rekomenda8i kebijakan5

04 - Juirleh pd!€tqiuan aub.tanBi
RTRW kov/IGb/ Kota

5 4 rrkomendasi kebijakan

02.o1.05.07
PRO-P: PcninSkatan Kapasitag
Pcmerintahan Dacrah dan
Hubungan Pusat-Daerah di
Provinsi Sumatcra UtaB

0l - Mcmpdccpat kcmuclahan
bqusaha di daerah t rmasuk
reformasi pelayanan pcrizinan
yang berbariB sistem informasi
digital (egD4

0l - Jumlah pcririnan yanS
kc*enangannya auilah didclega.ikan
kc PTSP Prima bcrba.i8 clckrcnik

4 2.44O dokumen O,OI.I KEMENTERIANDAI./IMNEGERI

- A.II.28 -SK No 093067 C



PRESIDEN
REPIJELIK INDONESIA

P![/ PPl KP/ ProP Salarun Indikator

Dukunsan
Tcrhadap

Pr.sidcfl

Target Rp. Juta Irutansi Pclaksana

02 - MelrinSkatnya kcrja sama
dacrah

0 I - JuElah daeBh yans
InengitDplemerltaaikan k*cpakatan
dan D€rja.njian kerja sama

4 I da.rah

03 - Meningkatnya pers€ntas€
capaian SPM di daeEh

0l - Fer.cntalc capaian SPM di
deerah

4 91,45 i6

04 - Mcningkatnya pcrrcntase
da6ah dcnaan nilai indek.
inovasi tinggi

0l - Per€€ntas€ daemn yang
mcmpunyai nilai hdeks inov$i tingAi

4 39

05 - Mcningkatnya dacrah
dengan p€nerinaen decrah
mcningkat

0l - Jualah daerah yang pen.rimaan
daerahnya Ercninakat

4 28 da.rah

06 - Meningketnya dacrah
dcngan rcalisasi bclanjanys
lr.rkualiras

Ol - Jumlah dacrah yang rcalisasi
bclanjanya bcrkualitag

4 26 daerah

07 - Mcninal€tnya teta kclola
keuanaan daerah yang efcktif
dan efisien

0l - Jumlah dacrah yang
mclaksanakan tata kctrola keuangan
dacrah yang cfckif dan cfiBren

4 26 daerah

08 - Pcnin8katsn penataan
hubungan purat alaclah

0l - Juml,ah tuger dan wcwcnanS
yeng dil,ak€aDakan olch Gubcrnur
oebagei Waldl Pcm.rintah Pusat
dengan kkrerja baik

4
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02 - TtrlakarBnya perEepata.n
pcta bidang tanah dan ruang

0l - Jumlah bidang tanah

- A.II.29 -

113.9(X bidang

18.(N3,7 T(XM ENTERIAN ACRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, KEMEI{TERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINC,CAL DAN
TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOPER.AI}I
DAN USAHA KFTIL DAN MENENGAH

02.01.05.08
PRO-P: PenSetrolaar dan
Pelayenan Pcrtanahan di
Provimi SuEatera Utara

01 - Terleksananya pcrccpatan
sertifikaai tanah

0 I - Jumlah Sdtipikat Hak Ata!
Tanah

5 165.714,0 bidang

5



FRESIOEN
REPUELIK INDONESIA

PN/PPlXP/PloP Slaaaran Indikator

Dukungan
T.rhadap
Arahan

PrEsid.n

Rp. JutaTargct ln.t n6i Pelaklena

02.or.05.09
PRO-P: Penyelenagaraan
Pcnataan Ruang di Provilrd
Sumat ra Utara

0l - TcEcdianya rcncana tata
ruang yang bcrkualitas

Ol - Juml,ah matcri tcla s dan
nncanSan peraturan da6ah RmR
I(ab/Kota

8 rEkomendasi kebijakan 3.993,8 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

s

02 - Jumlah pcructujuan substansi
RDTR Kab/Kota

5 2 rckomcndasi kebijskan

03 - Jumlah matcri t.kni8 dan
rancangan pcrsturan dacrah RTTIW
Prcv/ r\abl Kota

5 4 rekoEcndasi kebijakan

04 - Jumlah pcEctujuan substaisi
RTRW Prov/ t(ab/ Xota

5 I rckomcndasi kcbijakan

05 - Jumlah matcri tekni8 RIR
Naoional (Puleu/Kep da,tl I(sN)

5 I rckomcnda.i k btakan

02.01.0s.10
PRO-P: Pcningketen lhp$itar
Feacrintahan Daerah dan
Hubungan Pusat-Daereh di
Provinai Suaatera Berat

0 I - Jumlah pcrizinan yang
kewe[engannya .udah didelegasikan
ke PTSP Prima bcrbasis clcktronik

0l MeEperccpatkcmudahan
beruoaha di daarah termaauk
lrformasi palalranan peririnan
yang barbaais sistct r infon:ragi
digital (e{orl

4 2.O16 dokumen 216,9 KEMEMERIAN DAJ.AM NEGERI

02 - Mednskatnya kcrja sama
dacrah

0l - Jumlah dacrah yang
Eengimplementasikan kcspakatan
dan pcrjanjian kcrja €ama

4 I deereh

03 - Mcningkatnya pcr8cntasc
capaian SPM di daclah

0l - Fcracntase capaian SPM di
daenh

a?

0l - Fen€ntas€ daeBh yang
dempunyai nilai indck inovasi tinggi

SK No 093069 C

(X - Meningkatnye p€rlcrta.€
dacrah dcngan nilei indck8
inovasi tinSgi

- A.tI.30 -
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FRESIDEN
FEPIJELIK INDONESTA

PN/ PP/ KPl ProP Sa€aran Indikator

DukunSan
Teftadep
Arahan
PrBiden

Rp. JutaTaryct Inrtansi Fal,aksana

05 - Mcningkatnya dacrah
dengsn penerimaan daerah
mcnirgkat

0l - Jumlah da6ah yang lEncrimaan
dadahnya mcningkat

4 l5 dacrah

06 - MeninSkatnya daerah
dengan rcalilari bclenja.nya
bc*ualitaE

0l - JuElah daerah yans realisasi
belanjanya berkualita!

4 16 dacrah

07 - Mdringkatnya tata kclola
keuanaan da€reh yera efektif
dan eli.ien

0 I - Jumlah dacrah yan8
,ncleksanalon tata kelol,a keuengan
deereh ya[g cfeldi, dan eri3iel!

4 16 da.rah

08 - Pcningkatan pcnataan
hubungan pusat da6ah

0l - Jumlah tugas dan rvcwenang
yang dilakoeneken oleh Gubernur
!€bagai Wakil Pcmerintah Pusat
densan kinerja baik

4 22 rckomendasi

02.01.05.1I
PRO-P: Fcngclolaan dan
Pclayanan Pcrtanahan di
Provin.i Sumatcra Baret

0l - Tdlaksananya pcrccpatan
..rtifikasi tanah

Ol - Jumlah Sertipikat Hak Atas
Tanah

5 117.792 bidan' 7.689,6 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

02 - Tcrtraksananya perccpatan
peta bidang tanah daIr ruan8

Ol - Jumlah bidana tanah 5 l16.34a bidan8

02.01.05.12
PRO-P: Pcnyclcngsaraan
P.nataan Ruang di Provinsi
Sumatcra Barat

0l - TcEediarya r€ncslla tata
ruang yang bcrkualitas

0l - Jumlah Eateri tekni! dan
reflceDgen pereturen deereh RDTR
t(ab/Kota

7 rEkoEendasi k€biiakan I,123,5 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

5

02 - Jumlah pcr€.tujuan substansi
RDTR Kab/Kota

5 3 rrkoriendmi kcbijakan

03 - Jumlrh Drateri telstiB dall
rancangan Pcraturan daarah RTRW
ProvlI(ab/ Kota

5
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2 rekoDrendsi kebijaken
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FRESIDEN
FEPUEUK INDONESIA

PN/ PPl KP/ ProP

Dukungan
T.rhadap
Arahan
Prcgidcn

Tarset Rp. Juta ln.t nii Felek ana

04 - Jumlah pergetujua, lubatanai
RTRW Prov/Ihb/ Kote

5 I lckomendasi kebijakan

02.0r.0s. r3
PRO-P: Peninaketan l(apa8itag
Pcmcrintahan Dacrah dan
Hubungan Pusat-Dacrah di
Provinsi Riau

Ol - Mempercepat kernudehen
b€ruraba di dacrah tcrmasuk
Eformasi Flayanan perizinan
yans bcrb$is shtem infomssi
didtal (e{o4

01 - Jumleh perizinan yang
karcnangannya sudah didclcgaeikan
k. PI'slP Prima bcrba.is cbkEonik

O,O(.I KEMENTERIAN DAIAM NEGERI4 I .777 dokumen

02 - McningkatnJra kcrja sama
dacrah

0 I - Jumlah daenh yang
menaimplemcntasikan kclcpekatan
dan pcrjanjian ket]a sama

4 I dsersh

03 - Mcnirukatnya pcrccntasc
capaian SPM di dacrah

01 - PcEcntase capaian SPM di
dacrah

4 9t,97 vo

(X - Meningkatnla peraenta8€
dacrah dcngan nilai indcka
inova.i tin8gi

0l - Peftcntalc dacrah ,rang
m€Epunyai nilai indcka inova.i tin:gi

4 45 vo

05 - McniDAkstnya daerah
dcr8an Frrerimasn daerah
m.ningkat

0 I - Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya mcningl(at

4 9 dacrah

06 - McninSkatnya da"rah
dcngan Eat€asi bclanjanya
bcrkualiras

0l - Jumlah dacrah yang rc€lisari
belanjanya berkualitar

4 I I da.rah

0l - Juml8}l daerah yanr
mclaksrakan tata kalola kcuangan
dacrah yang crcktifdan .fiaicn

4
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07 - Mcningkatnya tata kclola
keuarEan dacmh yang .fckd

- A.II.32 -
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FRESIDEN
RE,PIJELIK INDONESIA

PN/ PPl KP/ ProP Saaaran

Dukunaan
Tarhadap
Arahan
PI!sid.n

Rp. JutaTa4et Iratanri F.lakana

08 - Peningkatan pcnataan
hubungan pusat dacrah

0l - JuElah tugaE dell w€wenang
yanS dilaksanakan olch Gubcmur
acbagai Wakil Pcmcrintah Pu8at
dcngan kinaja baik

4

5

22 rckoraenda8i

r4O.010 bidang02.0r.0s.14
PRO-P: Fenselolaan dan
Pclayanan Pcrtanahan di
Provin3i Riau

0l - Te sk8enanya perEcpaten
sertifikaEi tarah

0l - Jumlah Scrtipikat Hak Atag
Tanah

4I.423,9 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPI{

02 - Ttrlaksananya percepatan
peta bidang tanah den rueng

0l - Jumlah bidant tenah 5 129.536 bidanS

02,01.05.r5
PRO-P: Penyelenagaree,
Pcnataan Ruang di PrcviNi Riau

02.01.05.16
PRO-P PeninSkatan Kap6aita8
Femerinteher Decrah dan
Hubungan Puaat-Daerah di
Provimi Kepulauan Riau

0l - Ters€dianya rEncana tata
ruang yara bcrkualites

0l - Mcmpcrc.pat kcmudahan
b.rusaha di dacrah temasuk
rcformasi p.layanan pcririnan
yang bcrbastu sistem informasi
digital (e{o.,

0l - Jumlah matcri tcknfu dan
rancangan pcraturan da6ah RDTR
Kab/Kote

5 4 rckomendaBi kebiiakan I.737,8 (EMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

02 - Jumlah pcEctujuan substansi
RTRW Ibb/Kota

Ol - Jumlah pcrizinan yang
kewenanSannya sudah did€l€gssikan
ke PTSP Prima b.rbasio .lcktronik

5 2 rckomendasi kebiiakan

644 dokumen O,OhI KEMENTERIAN DAJAM NEGER]4

03 - Meningkatnye p.E€ntele
capaian SPM di daerah

0l - Prr!€nta8e cepeiafl SPM di
daerah

4 9t,47 V.

(X - Mcningkatnys pcrccntase
dacrsh dcngan nilai indek.
inovasi tinggi

0l - P.r!€ntas€ dacrah yana
mcmpunyai nilai indek inovasi tinssi

4 44

05 - Mcningkatnya da.rah
dcngan pancrimaan dacrah
maningkat

0 I - Jumlah da.rah yanS pmcrimaan
daerahnya mcningkat

SK No 093072 C
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PRESIDEN
FEFUBLIK INDONESIA

PN/ PPl KPl koP Saaaran Indikator

Dukuryan
Tcrhadap
Arahan
Prcsidcn

Taract Rp. Juta In.tansi Pehksana

()6 - Mcningkatnya dacrah
dcnSan rcsltuasi belanjanya
bcrkualitag

0 I - Jumlah daenh yanS reeltuasi
belanjanya berkualitas

4 7 dacrah

07 - Meningkatnya tata kelola
keuanEan daerah yang cfcktif
dan etuicn

Ol - Jumlah daerah yang
mclaksanakan tata kelola keuangEn
dderah yang efeldif darl clhi.n

4 7 da6ah

08 - Fcningkatan penataan
hubungan pusat &crah

Ol - Jumlsh tuaas dan wew€nang
yanS dilak€anakan olch Gubernur
scbagai wakil Pcme ntah Pusat
dcnaal kincrja baik

4 22 rckomcndasi

02.01.05.17
PRO-P: Pcngclolaan dan
Pelayanan Pcrtanahan di
Plovinsi Kcpulauan Riau

01 - Tcrlakananya percepatan
lcrtifikrsi tanah

0l - Jumlah Scrtipikat Hak Atas
Tanah

5 14.036 bidang 3.4OO,I KEMENIERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

02 - Tcrlaksananya pcrcepatan
peta bidanS tanah dan ruang

0l - Jumlah bideng tanah 5 34.524 ha

02.01.05.18
PRO-P: Pcnyclcnggaraan
Pcnataan Ruan8 di Provinsi
Kepulauan Fjau

0l - Tcncdianye rencana tata
ruang yan8 berkualitag

01 - Jumlah pcrsctujuan substansi
RDTR Kab/Kota

5 r rckoEenda8i kebijaken KEMEI{TERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

1.174,3

02.o1.0s.19
PRO-P: Fenirukatan Ikpasitag
Pemerintahan Da6ah dan
Hubut ga, Pusat-Dadah di
Provinai Ja6bi

0l - Mcmpqccpat kcmudahan
bcrusaha di daenh teraeauk
rcfomasi petayanan p.ririnan
Jrang berbasiB Bbtem inforlnasi
disital (e{Dq

01 - JuElah perizinan yang
kewenangarnya .udah didclegasikan
ke PTSP Prima b.rbasis .lcktrcnik

4 t .2O4 dokumcn 0,0r.r KEMENTERIAN DAIAM NEGERI

0l - Jumlah daerah yang
mengimpleEentaslkan kc&pakalan
den pcrjanjian kcda aama

4

SK No 093073 C

02 - Mcningkatnya kerjs saEa
da.rah

- A.II.34 -
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FRESIDEN
TEFUEUK INOONESIA

PN/PPl I(P/ ProP Saaaran Indikato,

Dukungan
Tcrhadap
Arahan
Prcsidcn

Rp. JutaTerget Instansi Pclaksana

03 - Menin8katnya peEcntasc
capaian SPM di daeBh

0l - Pcrrcntasc capaian SPM di
dacrah

4 91,33 %

04 - McninSkatnya pers€ntasc
daenh dengan nilei indekg
inovasi tinsd

0l - PaGcntasc dacrah yang
mcmpunyai nilai indcks inovasi ting:i

4 72

05 - Mcningkatnya dacrah
dengan penerimean daerah
meninskat

0l - Jumlah dacrab yanS pcncrimaan
da.rahnya mcninSkat

4 l2 daerah

06 - M.ningkatnya dacrah
dengan realfuasi belanjanya

Ol - Jumlah daeEh yana rEdisasi
bclanjanya bcrkualita8

4 l0 deerah

07 - Mcningkatnya tata kelola
keuangan dserah yang efeldif
dan e6sien

Ol - Jumlah daereh yang
mclaksanakan tata kclola keuangan
dacrah yang cfckif dan .fisien

4 l0 daersh

08 - Peningkatan penataan
hubungan pusat daereh

Ol - Jumlah tutaa den wcwenang
yang dileksanakan olch Gubcmur
scbaSai wakil Fcm.rintah Pusat
densan kinerja baik

4 22 rEkomendaEi

02.o1.05.20
PRO-P: Pengelolaan den
Pclayanan Pcrtanahan di
Proviflai Jambi

01 - Tcrlaksananya FrEcpatan
scnif (asi tanah

0l - Jumlah Scrtipikat Hak Atag
Tanah

KEMENTERIAN ACRARIA DAN TATA
RUANC/BPN, XEMENTERIAN KEL,AI,}TAN DAN
PERIKANAN, KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERNNGGAL DAN
TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH,
KEMENTERIAN PERTANIAN

5 r22.520 bidang 36.O54,7

02 - Tcrlak8ananya pcrccpatan
pcta bidang tanah dan ruang

0l - JuElah bidana tanah 5 17s.66O bidsnE

SK No 093074 C
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FRESIDEN
REFIJELIK INDONESIA

PN/ PP/KPl ProP Saaaran Indikator

Dukungan
Tcrhadap
AIahan
Pr€siden

Rp. JutaTarget Inatanri Palakaana

02,01.05.21
PRO-P: PDnyclcnggarasn
Pe et an Ruana di Provinli
Jambi

Ol - Taraadianya Encana tata
ruanS yang bcrkualitaa

0l - Jumlah mat ri tcknis dan
rancsn8an peraturan daerah RmR
Kab/Kota

2 rckomcndasi kcbijakan r.676,4 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

5

02 - Jumlah p€E€tujuan substanai
RDTR Kab/Kota

5 3 rckomcndasi kcbUakan

03 - Jumlah matcri tckni. dan
rsncanSan p€latumn daerah RTRW
Plov/Kabl Kota

5 I rckoacndasi kcbUakan

04 - Jumlah penctujuqn .ubstanai
RTRW Prov/ tGb/ Kota

5 2 rekolrenda6i kebijakan

02.o1.o5.22
PRO-P: FeninSkatan Kapasitag
Fcmcrintahan Dacrah dan
Hubungan Pusat-Dacrah di
Provin.i Sumatera S€latan

0l - Mcmperccpat kemudaha
bqu€aha di dacrah terEasuk
r€formasi pclayanan pcririnan
yanr berba.is sistem inforEasi
disital (e{orl

01 - Jumlah tugas dan wewcnanS
yang dilaksanakan olch Gubcmur
scbagai Wakil Pcm6inrah Pusat
dcngan kincrja baik

8OO.O KEMENTERIAN DAIAM NEOERI4 2.227 dok|-r,rc

02 - McninSkatnya kerja aella
daerah

0l - Jumlah da.ta}l yang
mcngiopLEcntasikan kcepakatan
dan pedanjian keda sama

03 - Mcningkatnya pcBentasc
capaian SPM di dacrah

0l - Per€€ntas€ capaian SPM di
da.rah

92,37 96

()4 - Mcningkatnya pfi!.ntalc
dacrah dcngan nilai ind.ks
inovasi tinggi

0l - Pcrscntarc dacrah yanS
aeapunyai nilai indeks inova.i tinSgi

52

0 I - Jurdeh da€rah yana pen€rimaan
daeralmya Dcninakat

SK No 093075 C

05 - MeninglGtnya daerah
dcngan pettedmaan deerah
mcninSket

ls daerah

- A.II.36 -



FRESIDEN
NEPUBLI( INDONESIA

PN/ PPl KPl ProP Seaaran Indikator

DukunSan
Terhadap
Arehan
Preaiden

Rp. JutaTarget Inst rli P.lakoana

06 - Meningkatnya dacrah
d.ngan rcalisasi bclanjanya
bcrkualitag

0l - Jumlah dacrah yanS rcalisasi
bcl,anjanya bcrkualitag

4 13 daerai

07 - Mcningkatnya tata kclola
keuansan da€rah ya,a eGldf
dan cfisicn

0l - Jumlah dacrah yanr
melaklenalan tata kctrola kcuangan
daerah yans efcldifdan etuien

4 13 daerai

08 - Pcningkatan pcnatarn
hubungan pusat dacrah

0l - Jumlah tugaa dan wEwcnang
yan8 dil,al(ganaken obh Gubcmur
sebagai Wakil P.mcrintah Pusat
d€ntan kinerja beik

4 22 rckomcnda8i

02.or.05.23
PRO-P: PcnSelolaan dan
P.layanan Pcrtanahan di
Provinsi Sumaters Selatan

0l - Tcrlaksananya pcrccpatan
sertifika8i tanah

0l ' JuElah Sertipiket Hak Atar
Tanah

5 250.072 bidara 7.432,6 KEMEN'IERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

02 - Tcrlaksananya pcrccpatan
peta bidanS tanah dan ruanS

0l - Jumlah bidsng ranah 5 152.446 bidanA

02.o1.o5.24
PRO-P: Pcnyclenggaraan
Fenataan Ruang di Provinsi
Sumata6 Sclatan

0l - Terlcdianya rcncarra tats
ruang yan8 bcrkualitas

01 - Jumlah aateri telmiB dan
rancangan pcriaturan dacrah RDTR
Kab/Kota

4 rckomcndasi Lcb{akan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

5 1374,3

02 - Jumla} peftctujuan sublt n.i
RDTR lhb/Kota

5 T rekomenda3i kebijakan

03 - Jumlah matcri tclitb dan
rancangan Pcraturan dacrah RTRW
Prov/ Kab/ Kota

5 4 rckomcndasi kcbijakan

- A.II.37 -SK No 093076 C



FNESIDEN
REPTIELIK INDONESIA

PN/PP/ KP/ ProP Sa!aran Indikator

Dukungan
Tcrhadap

Prcsidcn

Rp. JutaTerget Inrtanal Pclalcana

02.01.0s.25
PRO-P: Peningkatan lhpasita8
Pcmcrintahan Dacrah dan
Hubungan Pusat-DaeBh di
Provinsi tampuna

0l - Mempcrcepet ketnudalan
beru€aha di dacrah tamasuk
rcformasr pclayanan pcrizinan
,ent bcrbasfu siBter! informari
digitel (e-gor,,

0 I - Jumlah perizinan yang
Lcwcnangannya sudah didclc8asikan
k PTSP Prima b.rbasb clcktmflik

4

4

969 dokum.n

I dscrah

O,O(.I KEMENTERIAN DAIAM NEGERI

02 - Meningkatnya kcrF ssma 0 I - Jumlah daerah yans
mcngimplcmcntarikan kcepakatan
dan peianjian keda sama

03 - Mcningkatnya pcrscntase
capaian SPM di daerah

Or - Pelsentas€ capaian SPM di 4 91,29 q.

04 - Mcningkatnya pcrscntasc
daersh dcnsan lai indeks
inovasi tinggi

0l - Per.entas€ dscrsh yang
mcmpunyai nilai indeks inova.i tinggi

4 43 Vo

05 - Meningkat[ye daerah
dcnSan pancrimaan daarah
meningkat

Ol - JuBrlah daerah yang pcncrimaan
dacrahnya mcningkat

4 l2 da.rah

06 - McninSkatnya dacrah
dcnsan realiEaai bebnjanya
berku6litaa

0l - Jumlah daenh ysn8 r€alkasi
bclanjanya bc*ualitas

4 12 daerah

07 - Mcningkatnya tata kclola
kcuangan daerah yang cfcldif
dan .fiii.n

0l - Jumlah daerah yang
melsksanakan tata kelola keuangan
dacrah yarg cfcLtif dan crisicn

4 12 daerah

01 - Jumlah tu8aa dan wd*rnang
yanA dilaksan kan oleh Gubcrnur
scbagai Wskil Pcmcrinrah Pusat
dcngan kinerjs baik

4

SK No 093077 C

08 - F.ningkatan Fnataan
hubunSan purat daerah

- A.II.38 -

22 r.komcndari



FRESIDEN
UELIK INDONESII

PN/ PPlKPlProP Sasaran Indikator

Dukuntan
TcIhadap

Pr$rdcn

Targct Rp. Juta ln.tsnsi Pelak6aru

02.01.05.26
PRO-P: FcnAclolaan dan
tbla]'anan tbrtenehan di
Provinsi Lampung

Ol - Tcrlaklananya pcrccpatan
&rtifikali teneh

0l - Jumlah Scrtipika! Hak Atas
Tanah

02 - Terlaklanaaye pcrccpatan
pcta bidaru tanah da, ruang

5 70.555 bidang

104.488 bidang

5.9rO,8 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

0t - Jumlah bidans tanah 5

02.o1.os.2?
PRO-P: PcnyclcngSaraan
Pcnataan Ruang di Provinsi
Lampung

0l - Tcrscdianj,a r€ncara tata
ruang yang berkualitas

01 - Jur:rlah matcri tcknis dan
rancangan pcratursn daerah RDTR
Kab/Kota

2 rckomendasi kcbijakan KEMENTERIAN ACRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

5 r.386,0

02 - Jumlah pcrsctujuan aub8tanai
RDTR lhb/Kota

5 2 rckomcndasi kcbijakan

03 - Jumleh penangaran perkara
he6il pelyidikan Flan8garan
p€Eenfaatar! ruang

5 l0 p€rkara

02.or.05.28
PRO-P: Peningkaten lhpasitas
Pemerintahan Dacrah dan
Hubungan Pulat- Daetah di
kovin3i Benskulu

0f - Jumlsh p€ririnan yang
kewenangennya rudah didclcgasikan
ke PI:IP Prima berbasi8 clektronik

02 - Mcningkatnya kcrja sama
daereh

0l - Jumlah dacrah yang
mengiEplcmente3ikan kcepakatan
dan pcrjanjian l(crja sama

03 - Mcningkatnya pe$enta..
capaian SPM di daerah

0l - Pdrcntasc capaian SPM di
daera}r

01 - PerE€nta8€ deemh yang
meEpunyei nilai indcks inovari tinggi

0l - Mcmp.lccpat kcmudahan
b.lusaha di daerah termasuk
rcformasi Flaysnan peririnan
yanS bcrbash si3tcm inforEasi
digital (e{o4

4 2.377 dokuDd O.O(.I XEMENTERIAN DAIAM NEGERI

4

4 4936

04 - Mcningkatnya pcru€nta3€
dacrah dengan nilai indekr
inovasi tingai

4

SK No 093078 C
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PRESIDEN
BLIK TNDONESIA

PN/ PPl KP/ ProP Sasaran Indikator

Dukuntan
T.rhadap
Arahan

Prcsidcn

Targct Rp, Juta Instansi Palak8ana

05 - Meningkatnya daerah
deruan penerimaan dacrah
mcningket

0l - Jumlah dacrah yang p€nerimaan
dacrahnya mcningkat

4 9 dscrah

06 - Meningkatnya da.rah
dcn8an rcalisa.i b€lanjanya

01 - Jumlal daerah yang realfua3i
bclanianya bcrkualite3

4

07 - Meningkatnya tete kelola
kcuangan dacrah yang cfektif
dan .fisicn

01 - Jumlah daerah JranS
meleklenakan tata kclola kcuangan
daeBh yang efcktif dan cfisicn

4

08 - Penhgketar p.nataan
hubunSen puaat daerah

0l - Jumlah tu8a. dan wewenenS
yant dilslcenakan olch Gubcmur
EebaSai Wakil Pcmcrintah Pusat
denssn kineda baik

4

02.01.05.29
PRO-P: Pengclolaan dan
Pclayanan Pertanahsn di
Provinsi B€ngkulu

0l - Te akanen,a perccpatan
sertifikgsi tanah

Ol - Jumlah Scrtipikat Hal Atas
Tanah

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, KEMEI{TERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERIINGGAL DAN
TRANSMIGRASI, KEMET{TERIAN PERTANIAN

5 26.338 bidans a.2aa,7

02 - Tcrlaksananya percepatan
p.ra bidang tanah dan ruana

Ol - Jumlah bidanS tenah 5 30.757 ha

02.01.05.30
PRO-P: Pcnyelcnggaraan
Penataan Ruarg di Provinsi
Bengkulu

0l - Tcr!€dianya rcncana tata
ruang yanS b€rkualitaa

01 - Jumlah hateri tekniB dan
rancengan P€feturan dacrah RDTR
Ihb/Kota

I.26I,0 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

5 2 rckomendasi kebijeken

02 - Jumlah pcretujuan substansi
RDTR Kab/Kota

5 I rekomendaBi kebijakan

03 - JuElah tnateri telmir dan
rancangan pcraturan da6ah RTRW
kov/ l(ab/ Kota

5

SK No 093079 C
- A.II.40 -
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PRE9IDEN
REPI,JELIK INDONESIA

PN/ PPl KP/ProP Saaaran Irdikator
Dukungan
Terhedap
Arehen Rp. JutaTa4el Irutansi Pclaksana

04 - Jumlah p.r8ctujuan aubatanai
RTRW Prov/ Ihb/Kota

5 3 rekomendasi kebijaksn

02.01.0s.31
PRO-P: Pcningkatan I(apasitas
P.mcrintahan Daerah darr
Hubungan Pusat-Dacrah di
Provinsi Kepulauan Bangka
Bclituna

0l - Mempcrccpat kemudahan
berusahe di daerah temasuk
rcformali pclayanaD pcririnan
yanS bcrbas8 sistcm infomaai
digital (ego4

0 I - Jumlah pcririnan yang
lcwcnangannya sudah didclegasikan
k PISP Prima bcrbs.is eleldronik

4 645 dokuhen

I dacrah

0,0hr KEMENIERIAN DAL/LtlI NEGERI

02 - Mcningkatnlr kcrja sama
daerah

0l - JuElah daemh yana
hcngimplcmcntaaikan Kcepakatan
dan PErjanjian Kede SaEa

4

03 - Meningkatnya pcrccntasc
€apaia, SPM di daerah

0l - Pers€nta!€ capaian SPM di
dacrah

4 93,36

04 - McninSkatnya peIs€nte3e
daerah dengan nilai indck
inovasi tinggi

01 - Pcrucntasc &.rah yang
mcmpunyai nilai ind.ks inovasi tinggi

4 43

05 - Mcningkatnya dacrah
dcngaD pcncrimaan dacEh
[reningkat

01 - Jumleh daem}t yanS penerimaan
daerahnya meniqkat

4 8 dacrah

06 - Meningkatrrya daereh
dengan rr€li.asi belenjanya

0l - Jumlah da.rah yang rcalfuaai
belanjanya bcrkualitas

7 daerah

07 - Mcningkatn)ra tata kelola
kcuangan daerah yanS cfektif
dan cfEien

Ol - Jumtr }l daerah )ang
mcl,aksanakan tata kclola kcuangan
dacrah yang cfcktifdan cfisicn

4

SK No 093080 C - A.tI.41 -
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FREgIDEN
FEPUBLIK INDONESIA

PN/ PPl KPl ProP Sasaran Indikator

Dukunaan
Tcrhadap
Alahan
Prcsid.n

TarS.t Rp. Jute Instansi Pclaksana

08 - Pcningkatan
hubungan purat

penataan
dacrsh

0 I - Jumlah tuga. dan w€wenenA
yanS dilak3anakan obh Cubcmur
.cbagai Wakil Fcm.rintah Purat
dcd8an kincrja baik

4 22 nkomcndali

02.01.05.32
PRO-P: Pcngclolsan dan
Pelayanan Pertenahan di
Provinsi Kepuleuen Bangka
Belitutlg

Ol - TertrakEarEnya Frcepeten 0 I - Jumlah S€rtipikat Hak Ata3
Tanrh

5 16.534 bidana 2.t74,8 KEMEI{TERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

02 - Tdlakananya per€cpatan
pcta bidana tarEh dan ruedg

0 I - JuElah bidsns tanah 5 $.26a,5 ha

02.01.05.33
PRO-P: P.nyclcnggaraan
Pcnataan Ruang di Provinsi
IGpulauan Bangka Bclitung

0l - Ttrscdianya Icncsna tate
ruang yana berkuslitas

Ol - Jurdeh materi teldris dan
rancangan lrraturan dacrah RD'I'R
Kab/Kote

5 3 rekoaenda.i kebijakan KEMEITTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

t.2t2,o

02 - Jumlah pcrrctuju,m subatanai
RmR lkb/Ibta

5 3 rGkomendasi kebijaken

03 - Jumlah pcrrctujuan subatami
RTRW Prov/Kab/ Kota

5 f rckom.ndasi Lcbijakan

02.or.0s.3s
PRO-P: PcnyelenSgaraan
Inforraeri cco6pasial di Provinsi
Surnatera Berat

0l - Tcrcapainya jumlah
kc.cpa.tGtan tcknis batas
wilayah admini.tra.i
dc€a/kclurahan yang diha.ilkan

0l - Jumlah kespakatan tekni.
bataa wilaydh adDrinialrari
dcaa/kelurahan yans dihelilkan

I.533,8 BADAN INFORMASI CEOSPASIAL (BIG)2 35O dc8a

02.0r.05.36
PRO-P: Pcnyclcngaaraen
Informali Georpe6ial di Provin8i
Sumatcra Selatan

0I - Jumlah kcrcpakatan tcknis
batas wilaysh administrasi
dc.a/kclurahan yang dihasilkan

Ol - Tercepainya jumlah
kc!.pakatan tlknis batas
wilayah administrasi
dcsa/k lurahan yang dihasilkan

2 250 dcle 0,0r.r BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIGI

SK No 093081 C
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FRESIDEN
NEPUELIK TNOONESIA

PN/PPlKPl ProP Indikator

Dukungan
Terhadap

k€siden
Taryct Rp. Juta Instansi Pelaksana

02.01.05,37
PRO-P: PenyclenSaaraan
Informa.i Ceolpa6ial di Provinsi
LeErpung

0l - TerEapainya jumlah
kcs.pakatan tcknb batas
wilayah adminiBtrasi
dBa/kcluahan yant dihasilkan

Ol - Jumlah kclepakatan tekni.
batas wilayah adainbtrari
dcsa/ keluralan yena diharilkan

2 300 desa 0,0(.' BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

02.01.05.43
PR]O-P: PetlyelenSgaraan
lnformasi ccospa.bl di Provinsi
Rieu

0l - Tcrcapainya jumlah
kespskatan teknis betaB
wilayah adminiltra8i
dcss/ kclurahan yana dihe.ilkan

01 - Jurr eh kesepakatan tcknis
batas \rrilayah adminbtrasi
desa/k lurahan yang dihasilkan

2 IOO dela O,OId BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

02.o2
PP: Pcmbangunan wilayah
Jawa-Bali

0l - Tcrjsganya pertumbuhen
ekonolri da.tr tingkat
kcejahtcraan masyarakat di
wilayah Jawa-Bali

01 - Laju pcrtumbuhan PDRB
Wilayah Ja$,a-Bali

02 - IPM Provinsi di Wilayah Jawa-
Beli

73,0H2,43 nilai
minimum-nilai

Eskiinum

5 5,2-5,4 96 p.r tahun 47.9o7.025,1

03 - PcEcntaE€ Fnduduk rrdakitr
wilayah Jawa-Bali

l,5 6,9-7,6 Vo

02.o2.ot
KP: Pengembangan Kawasan
StratcEis

0l - B.rkembanaflya kawaran
stratcgrg

0l - Rasio pcnumbuhan investa8i
kawasan (KEK/KI/ DPP/ KPBPts)
terhadap wilayah

5

02 - Jumla} keBa.en pu.at
pertumbuhen yang difasilitasi dan
dikenbanAkan

5

03 - Dcstinasi Parinrisata kiorita.
(DPP)

5 2 jumlah d6tina8i

5

>l 499.163,4

SK No 093082 C

04 - Dcgtinasi pariwi.ata
p€nacmberuan dan rrvitalisasi

- A.II.43 -
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FFESIDEN
REFIJELIK INDONESIA

PN/ PP/ KP/ PmP Sasaran Indikator

DukunSan
TcIhadap
Arahan
Prusid.n

Rp. JutaTargDt Instanai Falakrarra

05 - KEK berbasis pariwilata dan
indu3tri

06 - KI Fioritas dan Xl
PcnseEb8nsan

5

5 2 jumleh KI

02.02.01.o1
PRO-P: Pcmbangunan Dc.tinasi
Pariwilata Persembaryan UjunA
Kulon-Haliaun-Bendung-
Pangandaran di Prcvinsi Jawa
Barat

0l - T.rlakrananya
pcmbangunan D6tinasi
Pariwilata Pen8€Dbangarr Ujunt
Kulon-Halimur-Bandung-
Pangandaran

0l - Rasio pcrtumbuhan invc.tasi
kawalan (KEK/ Kll DPP/ KPBPts)
terhedap pcrtumbuhan invcataai
Provin6i Jawa Barat

KEMENTERIAN PARIWTSATA DAN EKONOMI
KREATIF/BADAN PTRIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF, KEMENTERIAN DAI,IIM NEGER],
KEMENTERIAN DESA. PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRAf}I

5 >l 6.300,0

02.o2.ot.o2
PRO-P: Ferccpatan Pcningkatan
InvEtasi KEK tGndal

0l - Terlaksananya percepata.i
pcninSkatan invc.tasi KEK
lGndal

01 - Rasio pdtumbuhan invcstasi
kawasan (KEKIKI/ DPP/ KPtsPts)
Grhadap pdtumbuhan invcstaai
Provin.i Jawa Tenaah

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN
KOORDINASI PENANAi,IAN MODAL,
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

5 >1 1.488,4

02.02.0r.03
PRO-P: Ferbaikan Akle.ibiliteg,
AEaksi, dan AEenitas De3tine8i
Pariwiraate Prioritea Borobudu!
dan S.kitarnya di Provinsi Jawa
T.ngah

01 - Terlakle enya perbeiken
ak&sibilitaa, atrakai, dan
amcnitas DcatiDari Pariwhata
Horitas Borobudur dan
aakitamya

01 - Reaio pdtumbuhan inv.atari
kawasan (KEK/ XI/ DPP/ KPBPB)
terhadap pcrtumbuhan invcstaai
Provinai Jewe Tcn8ah

5 >1 32.413,0 KEMENTERIAN PEKER^IAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF,
KEMENTERIAN DAI.AI,I NEGERI, XEPOUSIAN
NEGARA REPUBUK INDONESIA,
KEMENIERIAN PERHUBUNCAN,
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH'IER'TINGGAL DAN TRANSMIGRASTI,
KEMENIERIAN KOMUNIKASII DAN
INFORMATIKA
0crintcgrasi dcngan PSN)

SK No 093083 C
- A.\.44 -



FRESIOEN
REPUBLIK INOONESIA

PN/ PPl KPlProP SeEereI! Indikator

Dukungan
Terhadap
Arahan
Pre6iden

Instansi PclaksanaTarBet Rp. Juta

02.o2.ot.o4
PRO-P: Terlaklananya Perbaikan
Akscaibilitas, Atrakai, dan
Amcnitss D€stinasi Pariwisata
Prioritas BorEbudur dan
Sekitarnya di Provinli DI
YoB/elorta

0l - Terleksananya pcrbaikan
akscsibilitas, atraksi, dan
amenitas Dcltira.i Pariwi.ate
kiorita. Borobudur dan
sckitamya

0l - Rasio pertumbuhan invcatasi
ka*Blar (KEK/ xI/ DPP/kawesan
yeng ditetapkan) tcrhadap
pdtumbuhan investasi Provinsi DI
Yog/akarta

5 315.497,9 KEMENTERIAN PEKER,JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RATYAT, KEMENTERIAN
PARIWTSATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI (REATIF,
I(EMEI{TERIAN DAJ.IIM NEGERI,
IGMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERIINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMEMERIAN KOMUNIKAS}I DAN
INFORMATIKA

02.02.01.05
PRO-P: Pcrbaikan Akrcsibilita!,
Atraksi, dan Amenita! Deltinasi
Pariwisata kiorita. Brcmo-
TenSgcr-Scmeru

0r - Peftaikan aks$ibilitas,
arakli, da.!r amedtaa Deatiaaai
Pariwisata Prioritaa Bromo-
T€n8ger-SeEeru

Ol - Rario pcrtumbuhan inv.3ta8i
ka$,a.an (KEK/ IC/ DPP/ KPBPB)
tcrhadap p.rtumbuhan inve8tasi
P&vinai Jawa Timur

5 >l 45.413,5 IGMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
PERUMAIIAN RAKYAT, KEMENTERIAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF,
KEMENTERIAN DAJ.IIM NEGERI,
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERNNGGAL DAN TMNSMIGRASI,
KEMENTERIAN KOMUNIKATII DAN
INFORMATTKA
tTerkrtcsrasi deagan PSN)

02.02.or.06
PRO-P: Pembangunan Dertine.i
Pariwisata Pcngcmbangan
BsnyuwanBi

01 Tertrelcananya
pembangunan Dcstinasi
Pariwisata Pengembangan
BanyuwanSi

0l - Rasio pcrtumbuhan investasi
kavrassn (KEK/KI/ DPP/ KPBPB)
t€rhadap pcrtumbuhan invcatasi
PrDvinsi Jawa Timur

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF, XEMENTERIAN DAJ,,IIM NEGERI,
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERNNGGAL DAN TRANSMIGRASI

5 >l 1.200,0

02.o2.or.o7
PRO-P: Perr€patan Peninakatar
lnvclta.i KEK Tanjury L.sunA

0l - Terlaklananya perEcpatan
peninSketan invcstasi NEK
Tafljung l.rung

01 - Rasio pcrtumbuhan invcsta3i
kawalan (I(EKIKI / DPP/ KPtsPts)
terhadap pertumbuhan invc.ta.i
Prcvinsi Banten

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,
KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL,
KEMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

5 >l 94.950,5

- A.II.45 -SK No 093084 C



FRESIDEN
REFIJBLIK TNDONESIA

PN/ PPl KP/ ProP Sa!aran Indikator

Dukungan
Terhadep
Arahan Instansi PclakanaTargat Rp. Juta

02.o2.or.8
PRO-P: PeninAkatan
kcbcrlanjuten DPP Revitalilaoi
Bali

0l - Tcrlak ananya pcningkatan
kebcrlanjutan DPP Revitalhasi
Bali

Ol - Rasio pertumbuhan invatasi
kawe.an (KEK/K/ DPP/ KPtsPts)
tcrhadap pcrtumbuhen invcateai
Provimi Bali

KEMENTERIAN PA.RIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMT
(REATIF, XEMENIERIAN DAI,AM NEGERI,
I(EMENTERIAN DFSA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

5 r.200,o

02.o2.ot.@
PRO-P: Pcmbangunan DcstiDasi
Pariwisata Pcngcmban8an Ujung
Kulon" Halihun-BandunS-
PangandaBn di Provinsi Banten

0l - Tcrlaksarun,a
pcmbangunan Dcstina8i
Pari$i.ata Pcngcmbangan Ujung
Kulon-Helimun'Bandung-
PEn8andaran

0l - Raaio p.rtumbuhan invc8teai
kawasan (KEK/ xIl DPP/ xPBPtsl
tcrhadap pertumbuhan invcatasi

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI
XREATIF, (EMET(IERIAN DAI.AM NECERI,
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

5 >l 700,o

02.02.01.1I
PRO-P: Fa.ilitasi Realisasi
InvBtali dan Pcmbargunan I(l
Subanc

0l - Tcrlaksananla pcrccpatan
Fningkatan inveata8i KI Subang

0l - Rasio pcrtumbuhan inv*tasi
kawasan (KEK/ KIl DPP/ xPtsPts)
terhedep pertumbuhen inveltaai
Pr@in.i Jewa Barat

5 >l 0,oFt KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN
(Ieri egraBi dengan PSN)

02-o2.ot.t2
PRO-P: Fasilitasi Rcalisasi
InvEltasi dan PembanAunan KI
Batang

0l - Rasio pcrtumbuhan invcstasi
kawasar (KEK/KII DPP/ kawasan
yanS ditetepken) t€rhadap
p€rtumbuhan investasi Provirui Jawa
Teagah

0l - Tcrlak ananya pcrccpatan
FninSkatan investasi XI Batana

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN
(Ierintegra6i dengan PSN)

5 >l 0,01.1

02.02.01.13
PRO-P: FaBilita8i Realirari
Invc.ta3i dan Pe6bengun6n KI
Pancapu!i

0l - TerlakEenenya Ferilitesi
Rc€Ifuali Invl6tasi dan
Fcmbengunen KI Pancapud

Ol - Rario pcrturbuhen inve.te.i
kawa€an (KE(/XI/ DPP/ kawasan
yang dit tapka.n) tcrhadap
pcrtumbuhan invc3tasi Provinsi
Bant n

5 >l o,0E XEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL, KEMENIERIAN PERINDUSTRIAN,
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

SK No 093085 C

0l - Tcrlak.ananya Pdrcpatan
Opera8ionalbasi KEK Lido

- A.tI.46 -

>l O,Oh, XEMENTERIANINVESTASI/BADAX
KOORDINASI PENANAMAN MODAL

02.02.o1.14
PRO-P: Pcrccpatan
Operasionalbasi KEK Udo

0l - Rasio pcrtumbuhan inv*tasi
kawalar (KEK/KI/ DPP/kawasan
]en8 ditetepken) terhedap
pertumbuhan iav€ltasi Provimi Jawa
Barat

5



PRES!DEN
REFUELIK INDONESIA

PN/PPl xPl PrcP Sasaran

Dukunaan
Tcrhadap
Arahan
Prcficn

Rp. JutaTargct Instanci Pela.ksana

02.02.01.15
PRO-P: Perccpatan
Opcrasionalba.i KEK Gr6ik

0l - Terls.l ananye Percepatan
Opcrasionalfuasi I(EK Glesik

01 - Rasio pertumbuhen invlstasi
kawasan (KEK/ KI/ DPP/kawa.an
yang ditetapkan) terhadap
pertumbuhen inveateai Provinsi Jawa
Timur

KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN
KOORDINASI PENANAI,IAN MODAL,
KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

5 >1 0,ot.l

02.o2.o1.16
PRO-P: Perccpatan
Opcra.iona.li.asi KEK Sin:hasari

0l TerlaklananydPercepatan
Operasioneli.a.i (EK Singhe6ari

01 - Ra8io p€rtumbuhan invBtasi
kawasan (KEK/ XI / DPP/kas,a.an
yans ditetapkan) terhadap
pcrtumbuhen inveateai Provinsi Jawa
Timur

O,O(n KEMENTERIANINVESTASI/BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL

5 >1

02.o2-o2
KP: Pcngcmbangan Sektor
Unagulan

0l - BcrkcmbanSnya €cktor
urrasulan

0l - PeEcntasc peningkatan produksi
komoditas ungaulan Fr tahun -
kakao

5 3-4V6

3--5 96

t-2

140.412,9

02 - PcEcntalc pcningkatan produkoi
komoditas unggulan pcr tahun - kopi

5

503 - PeFente.€ p€rdDgketan produk3i
komodita! unggulan pcr tahun -
kclapa

04 - Per€entalc peningkatan ploduki
komoditas unggulan pcr tahun - tebu

5 L4

05 - F.rrcntasc pcningLatan produksi
komoditas unggulan Fr tahun -
ccnskeh

5 L4V"

06 - P.r3cnta8c peningkatan produksi
komodita8 unggulsn per tahun -
p.rikaDan tangkap

5

SK No 093086 C
- A. .47 -

2-4q"



FRESIDEN
ELIK INDONESIA

PN/PPl KP/ ProP SaEeran Indikator

Dukuntan
Tcrhadap
Arahan
Prceidcn

Target Rp. Juta Instansi Pelakrena

07 - Pcr€cntalc pcninalGtan ploduki
komoditas unggulen pcr tahun -
pcrikanan budidaya

5 4--4V"

08 - Pcrlcntasc FninSkatan produki
komoditas ungEulan per tahun -

saram

5 8-10 %

09 - PerEnte8e peninSkata.n plodukai
komoditas unSgulan Fr tahun - pala

lO - Pcrrcntase pcninakatsn Eoduksi
komoditas unSgulan p€r tahun - lada

5

5

1-2 qo

t-2 v.

02.o2.o2.ot
PRO-P: Feng.mbangan
Komoditas Unggulan lada, Pala,
dan Ccngkch di Provinsi Jawa
Barat

0l - Tcrlakananya
pengembangan komodita3
unggulan lada, pala, dan
censkEh

Ol - Per.entare peninSkatan ploduLsi
komoditas ulSgulan pcl tahun
Provinli Jaqla Barat - Iada

5 7-2 E" 5.733,5 KEMENIERIANPERTANIAN

02 Persente!€petringkatanproduki
komoditar unSgulan pcr tahun
Provin3i Jawa Berat pela

5 t-2 vo

03 - Pergcntasc pcningkatan prcduki
komoditas unggulan Der tahun
Provin.i Jawa Barat - cenakeh

5 3---5 %

02.o2.o2.o2
PRO-P: Pengcmbangan
Komoditas UngSulan Kopi di
Prcvinsi Jawa Berat

0l - Tcrlakrananya
penSerbsngan komodita8
unggulan kopi

0l - tbft€ntesc pcningkatan prcduksi
komoditas unggulan Fr tahun
Provitr6i Je$,a Balat - kopi

5 5--4 14.596,5 XEMENTERIAN PERTANIAN

SK No 093087 C
- A.II.4a -

2--j 979,4 KEMENTERIANPERTANIAN02.o2.o2.o3
PRO-P: Pengembengan
Kododitas UngSulan Kclapa di
Provinsi Jawa Baret

0l - P.rs€ntas€ peninAkatan produk3i
kohoditea unggulan pcr tahun
Provinsi Jaxa Barat - k lapa

Ol - Tcrtrakrananya
pcngcmbangan koEodita8
unggulan kclapa

5



FRES!OEN
REPIJELIK INDONESIA

PN/ PPl KP/ ProP Indikator

Dukun8an
Tcrhadap
Amhan
PrEiiden

Rp. JuteTarBet Inrtanai Pelaksana

02.o2.o2.o4
PRO-P: Pen8e6bengan
Komodita8 Unggulan Tcbu di
Provingi Jawa Barat

01 Terlak.ananya
pcngcmbangan komoditas
ungulan tabu

0l - PeEcntasc pcningl€tan ploduki
komodita. unggulan Fr tahun
kNinsi Jawa Barat - tebu

5 4--4 V" 4.634,6 KEMEMERIANPERTANIAN

02.o2.o2.06
PRO-P: PcngcmbanSan
Xomoditas UnAgulsn GaraE di
Provilai Jawa Barat

01 - Per!€rtale peningkate, produhi
komoditaa unggula, par tahun
PrDvittsi Jawa Barat - Saram

01 - Tcrlaksananya
pcngEmbangan komodite.
ungSulan Saram

5 to-12 %" 4.358,7 KEMENIERIAN KEI,AI,}TAN DAN PERIKANAN

02.o2.o2.o7
PRO-P: Pcningkatan Komoditas
Unggulan Tebu di Provin.i Jewe
Tengah

0l - Tcrlaksnanya
penaembanSan komoditas
ungaulan tebu

01 - Itr!€_ntesc peningkatan Foduk i
komoditas unggulan per tahun
Provinsi Jawa Tcngah - tcbu

5 2--3 5.7T2,4 KEMENTERIAN PERTANIAN

02.o2.o2.oa
PRO-P: Fengembangan
Komoditas Unagulan Kopi di
Provinsi Jawa Ttnaah

0l - Tcrlakananya
pengcmbangan komoditaa
unggulan kopi

0l - Feft€ntasc peningkatan pmduk i
komoditas unggulan per tshun
Plovinri Jawa T.lrgah - kopi

5 a-9 9,r, 15.489,8 KEMENTERIAN PERTANIAN

02.o2.o2.o9
PRO-P: Feflgcmbangan
Komoditas Unggulrn Garam di
Provinsi Jawa Tcngah

0l - Perscntas€ peniflgketan produk.i
komoditaB unggulan par tahun
Provin.i Jawa Tengah - garam

Ol - T.daksananya
pcnEcmbangan komoditas
unggulan aaram

5 to-12 %, 13.948,5 KEMEMERIAN XEUIUTAN DAN PERI(ANAN

02.o2.o2.to
PRO-P: PcnAembengar
Komoditas UnSgulan Tcbu di
Provinsi DI Yos/akarta

Ol - Pcrscntale pcninSkatan prcduki
koEoditas unagulan per tehun
Prcvinsi DI YoE/akarta - tebu

0l - Tertralcananya
penSembangan komoditas
ungSul,an tcbu

5 +-4 351,0 I(EMENTERIANPERIANIAN

SK No 093088 C

01 - Terlak.ananya
pcngcmbsnSan komoditag
unggutran tebu

- A.tI.49 -

2--38" II.581,5 XJMENTERIAN PERTANIAN02.o2.o2.tr
PRO-P: PeninSkatan lbmoditas
Unggulan Tebu di Provinsi Ja$ra
Timur

0r - Pelsenta€€ Fnin8lGtan ptoduk8i
komoditaa utrgSulen pe! tahun
Provinsi Ja\*a Timur - tebu

5



FRESIDEN
REFIIELIK INDONESIA

PN/ PPl KPl ProP Saaaran Indikator

Dukunaan
Tcrhadap
Amhan
Preiidcn

TaBet Rp. Juta Installai Fclaksana

02.o2.o2.12
PRO-P: Fengcmbangan
Komoditas Unggulan Kopi di
Provimi Jawa Timur

01 - Terlaksanan,€
pcng.{Dbangan komodita!
unggulan kopi

01 - PcrscDtasc pcninglBtan podukai
komoditas unggulan per tahun
ProvirEi Jawa Timur " kopi

5 t-2 2.610,0 KEMENTERIAN PERTANIAN

02.o2.o2-14
PRO-P: PDngembangan
Komoditas Unggulan Garam di
Provinsi Jawa Timur

0t - Tcrlak ananya
pengenbantar komoditag
unggulan tara.rr

0l - Perlcntale pelingkata, ploduk6i
komoditas unggulan pcr tahun
Provhri Jawa Timur - garam

5 to-t2 96 15.323,8 XEMENTERIAN XELr'{UTAN DAN PERIKANAN

02.o2.o2.17
PRO-P: Pcnaembangan
koEodita8 ungSulan kopi di
kovinsi Bali

0l - TerlslsaEnya
p€ngembarEan komoditaa
unggulafl kopi

0l - Fer.cntae pcningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun
Provinsi Bali - kopi

5 3-4q" 6.270,5 (EMENTERIANPERTANIAN

02.o2.o2,18
PRO-P: Pengembaflgar
Ibmoditas Unggul,an (elapa di
kdin3i Beli

0l - TerlalEananya
pcngembangan komoditas
ungSular kelapa

0l - Persenta.e pcninSletan produki
komodita8 ungaulan per tahun
Plovinsi Bali - kclapa

5 2--jq" 1.694,4 (EMENTERIANPERTANIAN

02.o2-o2.t9
PRO-P: Pcngcmbangan
Komoditas UnSaulan Kakao di
Prm,insi B.li

0l - Tcrlakananya
penS.mbanSan koDoditas
unasulan kakao

0l - Peftente8c p€flingkatan produki
koDroditar ungSulan pcr tahun
Provinai Brli - kakao

5 t-2 96 O,0r.r KEMENTERIANPERTANIAN

02.o2.o2.22
PRO-P: Pengcmbangan
Komoditas UngSulan Perikanan
Tangkap Provin8i Jawa Barat

Ol - Tcrlaksananya
pcnS.mbanSan komoditas
unggulan pcrikanan tangkap

Of - Perrentalc pcninglGtan Eoduk.i
komoditag ungtulen per tahun
Provinsi Jawa Barat - pcrikanan
tanCkaP

5 t-2 vo 2.370,0 KEMEI{TERIAN XEI,IIUTAN DAN PERIXANAN

SK No 093089 C
- A.tI.50 -

3---5 %, 9.188,2 KEMEI{TERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN02.o2.o2.23
PRO-P: Fcng.mbangan
KoEoditas Uru8ulan Pcrikanan
Budidaya di Plovinsi Jawa Barat

0l - Tcrlaksananya
pcngembsngan komodite.
unSgulan pcril€nan budidaya

0l - Per€€ntase peniD8lGtan produki
komoditea unggulan per tahun
Provin8i Jalla Beret - pcrikanan
budidaya

5



PRESIDEN
ELIK INDONESIA

PN/PPlKP/ProP SasaIan Indikator

Dukungan
Tcrhedap
Arehen Instansi Pcl,akanaTargct Rp. Juta

02.o2.o2-25
PRO-P: PEnSembanaaD
Komoditag Un8gul,.n Pcrikanan
Budidaya di Prcvimi Jawa
Tengah

0l - Tcrlaksananys
pengembanSan komoditaB
unagulan perikanan budideyd

0l - Pcncntasc pcningkatan produksi
komodita! unggulan per tehun
Provinri Jawa Tcngah - pcrikanan
budidaya

5 4-4 %" 1.612,I (XMENTERIAN KEI.AT}TAN DAN PERIKANAN

02.o2.o2.26
PRO-P: Pcngcmbangan
komoditas UngSulan PErikanan
Budideye Provinri di DI
YoAIakarta

0l - Tcrlaksananya
pcnScmbangan komoditag
unggulan pcrikanan budidaya

0l - Fcrlcntasc p.ningkatan produksi
komoditas ungSulan Fr tahun
ProviNi DI Yog/akarta - pcrikanan
budidaya

5 5-7 E" 2.225.0 KEMENTERIAN (ELAUTAN DAN PERIKANAN

02.o2.o2-24
PRO-P: PcngcmbanSan
I(omoditas Unggulan Perikanan
Budidaye di Provinri Jawa
Timur

0l - Tcrlaksananya
pcnaembanaan komoditag
unagulan pcrikanan budidaya

01 - Fcrscntasc pcninglqtan prcduksi
komoditas ungSulan Fr tahun
Provinsi Jawa Timur - pelikenan
budidaya

5 2-4 7.803,6 KEMENTERIAN XET,,IIUTAN DAN PERIXANAN

02,o2.o2.29
PRO-P: PcngcmbanSan
KoEoditas Ungaula.Il P.rikanan
Budidaya di Provinsi Bantcn

0l - Tcrlaksananya
pcraembanSan komoditag
un8gulan pcrikanan budidaya

0l - Pcr8 ntasc pcningkatan produksi
komoditas unggulan Fr tahun
Provinsi Banten - pcritanan budidaya

5 4-4 avo 9.022,5 KEMENTERIAN KEUIUTAN DAN PERIKANAN

02.o2.o2.31
PRO-P: PcngcmbanSan
Komoditas UngSulan Pcrikanan
Budidaya di Provinsi Bali

0l - Tcrlaksananya
pcnEembarEan komoditas
unggulan pcrikanan budidaya

0l - PcEcntasc pcningtatan prcduksi
komoditas unggulan per tahun
Provinsi Bali - perikanan budidaya

5 t-2 vo 4.906,8 (IMENTERIAN KEI,AUTAN DAN PERIKANAN

SK No 093090 C

01 - B€rkcmbengnya kewasan
p€rkotaan

- A.II.51 -

61,29 45.805.617,102.02.03
KP: Fengcmbangan Kawasan

0l - Skor lrdek! Kota
Bcrkelanjutan/IKB WM Jatcrta
(angka perhitun8an acltcnta.tal

5



PRESIDEN
BLIK INDONESIA

PN/ PPl KP/ ProP Indikator

Dukunaan
TcIhadap
Alahan
PrEsid.n

Terget Rp. Juta In.tsnsi Pelakaana

02 - Skor Indeks Kota
Berkelenjutan/ IXB WM Bandun8
{an8ka perhitun8an 6€mcntam)

5 43,03

03 - Skor Indek lbte
B€rk lanjutan/IKB Kota Sukabumi
(angka p€rhitungen Eemcntam)

5 44,40

04 - Skor Indek lbta
B€rkelanjutan/lKB Ibta Circbon
(6Jrgka perhitunSan rcmcntara)

5

5

45,47

45,3705 - Skor Indek Ibte
B€rkelanjutan/lxB WM Se6arang
laraka Derhitungan &mcntam)

0,6 - Skor Indeks Ibta
Berkelenjuten/IxB Kota Magclang
(angLa pEhitungan s€mentara)

5 s0,2s

07 - Skor Indcka Kota
Bcrl(clanjutan/IKB Kota Surakarta
(an8ka perhitungan scmcntara)

5 51,22

08 - Skor Indeks Ibta
Berkelenjute.n/lKB lbta Fckalon8an
(angka perhitun8an srmentaral

09 - Skor Indck Kota
B€rkelanjutan/ IX3 IGte Tcgal (angka
perhitungan s€mentara)

5

5

6,73

SK No 093091 C
- A.tI.52 -

48,40



PRESIDEN
EFUBLIK TNDONESIAr:1

PN/ PP/ xPl ProP Sasaran Indikator

Dukunaan
T6hadap
Arahan
Pmsidcn

Tar8ct Rp. Juta lmtansi P€lalGena

lO - Skor lndek Kota
Bcrkelanjutan/ IKB Kota Yog/alcrta
(angke pcrhitunAan ocmcnta.ra)

s 77,15

ll - Skor Ind.ka Kota
Bcrkclanjutan/ IKB WM Suabaya
(angka perhitungan lcmcntara)

5 44,66

12 - Skor Indek Kota
Bcrkclanjutan/ IKB Kota Icdiri
(angka pcrhitunaan .cmcntaia)

13 - Skor Indck Kota
Berkelanjutan/ IKB Kota Malang
(aDgka pcrhitunSan acmcntara)

5

5

52,51

47,OO

14 - Skor lndekr Kota
Berkclanjutan/IxB Kota Probolinggo
(anaka p€rhitun:an s€hentaral

5 47,88

r5 - Skor Indek lbta
Berkclanjutan/XB Kota Pasuruan
(angka pcrhitungan s.m.ntara)

5 45,97

16 ' Skor Indck Ibte
Bcrkclanjutan/IKB Kota Batu (angka
p€rhitungatt scmcntara)

17 - Skor Indcks Ibta
B€rkelanjutan/ IKB Kota Baru Maja
(angka p6hitungan Betaentara)

5

5

48,95

SK No 093092 C
- A.tI.53 -

32,22



FRESIDEN
REPUBUK INOONESIA

PN/ PPl KP/ PToP Sao 'an Indikator

Dukungan
Tcrha&p
Arahan Rp. JutaTar8et Inata.nai Felaksana

18 - Skor lndek Kota
Berkelanjutan/ IKB Kote Cilegon
(anake pcrhitunAan oementera)

5 64,26

19 - Skor lndekB Kota
BcrLclanjutan/ IKB Kota Scrang
(a aka pcrhitun8an oetnente.la)

5 6,47

20 - Skor lndeh Kota
Bcrkclanjutan/ IKB wM Ddrpasar
(angka pcrhitungan scmcntara)

5 68,85

02 - Mcninakatnya kualitss WM
di Ja*ta

0l - Juml,eh WM di JawB yalrg
dithgkatkan kualit snya

5 4WM

03 - Berker:rbangnya kota b$ar,
kota scdang, kota kccil scbsgsi
PKN/PKW

0l - Jumlah kota bc€ar, scdang, kccil
yans dikembarykar !€ba8ai
PKN/PKW

5 14 kota

04 - Terbengufirya kota ba.ru 0l - Jumlah kota baru yang
dibangu!r

5 1 kota

05 - Bcrkcmbangnya wilayah
mctrcpolitan di luar Jawa

O t - Juml,ah WM di luar Jawa yanA
dikcmbanskan

5 lwM

02.02.03.05
PRO'P: PcninSketan Kualitar
Wilayah Metropolitan Jekarta di
Prwinsi DKI Jakarta

0l - Menin8katnya kualita! wM
Jakarti di Jawa

0t - Jumlah WM di Jax,a yang
ditingkatkan kualitasnya

KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKER^IAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPtsU)

ffcrintcgra3i dcngan PftN)

5 twM 3_s22 159,4

SK No 093093 C - A.II.54 -



FRESIDEN
REPUBLIK INOONESIA

PN /PP/ KP/ProP Sasarsn Indikator

Dukunaan
TeIhadap
Amhan Rp. JutaTarget Instansi Felaksana

02.02.03.06
PRO-P: PcninSkatan Kualita!
Wilayah Metsopolitan Jakarta di
Plwin3i Jewe Bdat

01 - Jumlah wM di Jas,a ,lang
ditinakatkan kualirasnya

0l - Meningkatnya kualitaB WM 5 lwM 2.470.743,3 KEMEITTERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAI(YAT, (EMENTERIAN
PERHUBUNGAN, KEMEI{TERIAN PEKER,JAAN
UMUM DAN PERUMATIAN RAKYAT (KPBU)
(lerintesr$i densan PSN)

02.o2.o3.o7
PRO-P: Pcningkatsn Kualita!
wilayah Metropolitan di PlovirBi
Jaws Barat

OI - Meningkatnya kualita6 WM 0l - Juml,ah wM di Jawa ,lan8
ditingkatkan kualitasnya

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,
XEMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT (KPBU)
(Ierintcarasi dcngan PSNI

5 lwM 8.599.393,4

02.o2.o3.o9
PRO-P: PerdnSkata! Kualita8
wilayah Metropolitan di Provinsi
Jawa Tcnaah

0l - Mcningkatnya kualitas wM
di Ja$a

0 I - Jumlsl wM di Jawe yanS
ditinElstkan kualita8nya

XEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,
1GMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RATYAT (KPBU), XEMENTERIAN
PEKER.'AAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
(Icrintesrasi deryan PSN)

5 lwM 3.446.712,6

02.02.03.10
PRO-P: Pengcmbangsn lbta
Bcsar, Kota Scdang, Kota Kecil
di Provinar Ja*la Tcnsah

Ol B€rkembangnya kota bcrar,
kota sedang, kote kecil scbagai
PKN/PrW

Ol - Jumlah kota besar, s€dana, kecil
yanS dikcmbangkan scbagai
PKN/PKW

1,I KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAIffAT, KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN

5 4 kota l.

02.o2.03.r 1

PRO-P: Fcn8cmbangan Kota
Bcler, Kota Scdang, Kota Kccil
di Provinsi DI Yosakarta

01 - Bcrkembangnya kota belar,
kota scdans, kota kecil

Ol - JuDlah kota bcaar, scdarg, kecil
yang dikcmbangkan sebagai
PKN/PKW

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT (KPBU), KEMENTERIAN
PEKEzuAAN UMUM DAN PERUMA}IAN
RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
fTcrintrgrasi dcnSar PSN)

5 I kora 12.513.15?, r

SK No 093094 C

01 - McninSkatnya kualitas wM
di Jawa

0l - Jumlah WM di Ja{,a yang
ditinakatkan kualita8n)a

- A.II.55 -

lwM 494.75t,402.o2.o3.12
PRO-P: Pcningkatan Kualitag
Wilayah Met opolitan di Provinsi

KEMEMERIAN PERHIJBUNGAN,
KEMENTERIAN PEKER,JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
(IednteFaii dengen PSN)

5



FRESIOEN
BLIK INDONESIA

PN/PPl KP/ProP Sasaran Indikator

Dukungan
Tcrhedap
Arehan Rp, JutaTargct Instansi Pelakana

02.02.03.r3
PRO-P: PEngcmbanaan Kota
Bc8e.r, Kote S€daD& Kota Kccil
di Provinsi Jawa Timur

0l - B.rk mbangnya kota bc.ar,
kota s€dan8, kota kecil E€bagai
PKN/PKW

0l - Jumlah kota b€sar, scdang, kccil
yera dik€robanAkar leba8ai
PKN/PK|V

KEMENIERIAN PERHUBUNGAN (KPtsU),
KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT (KPBU), KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN
(Icrintcgra.i dcngan PtlN)

5 5 kote 6.961.201,3

02.02.03.15
PRO-P: Pcmbangunan Kota Baru
di Provinsi Bantcn

01 - Terbangunnya kota baru 01 - Juml,ah kota baru yang
dibangun

I{EMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAIffAT, KEMENTERIAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN
PARIWSATA DAN EKONOMI KREATIF,
KEMENTERIAN PEI{EzuAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT (KPBU)
(Icrint Crasi d.ngan PSN)

5 I kota 497.576,3

02.02.03.16
PRO-P: FenScmbangan Kota
Bcsar, Kota Slcdan& Kota Kccil
di Provinsi Bant n

0l - Berkeltlban8nya kota b*ar,
kota scdang, kota kccil scbagai
PKN/PKW

Ol - JuDlah kota berar, a€dang, kecil
yang dikcmbangkan scbagai
PKN/PKW

7.864,6 KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
(Lrintcsasi densan PSN)

5 2 kota

02.o2.o3,17
PRO-P: Pcnin8katan Kualitas
Wilayah Mctropolitan Jakarta di
Provinli Banten

0l - Jumleh WM di Jawa yang
ditinSkatkan kualitasnya

0 I - Menirgkatnya kualitas WM
Jakarta di Jswa

I15.437,6 (EMENTERIAN PERHUBUNGAN,
KEMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM DTN
PERUMAHAN RAXYAT

5 lwM

02.02.03.18
PRO-Pi Pcngcmbangar Wilayah
Mctropolitan di Provinsi Bali

0l - BerkeEbansrF wilayah
metropolitan di lusr Jawa

01 Jumleh WM di luer Jewa yang
dikembanskan

5 lwM 5.207.658,6 BADAN PUSAT STATISIIK, KEMENTERIAN
PEKER.'AAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT, KEMENTERIAN PERHI,'BUNGAN,
KEMENTERIAN PEKER^IAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT (KPBU), KEMENTERIAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
flcrintcarasi dcnaan PSN)

SK No 093095 C
- A.II.56 -



FRESIDEN
NEPUEL]K INOONESIA

PN/ PPl KPl ProP Indiketot

Dukungan
Terhadap
Arahan

Prcgidcn

Rp. JutaTars€t ln.rrnsi PelEl<.en,a

02.o2.M
KP: Fcngcmbangan Dacrah
Tdtinggal, I(as,as.n Pcrbatasan,
Pcdesaan, dan Trsnsmiarasi

0l - Terbe[gunnye De3a
Tcrpadu dan Kawasan
Maaaan

Ol - Rata-mta Indcks D€8a Pulau
Jawa-Bali

1,5 70,u 572.055,7

02 - Fata-mta nilei Indek.
Pcrkembangan Kawa3an Pcrdcsaan
kioritas Nasional

1,5 66,06

03 - P.rrcntalc pcnduduk ,airkin
perd*aan Wilayah Jawa-Bali

1,5 10,9-11,3 70

02.o2.M.O4
PRO-P: FembdnSunan Dcra
Terpadu di Provinsi Ja$/a Baiat

0l - T€rlelGarranya
pclEbangunan Dcaa Tclpadu
Provinai Jawa Barat

Ol - Rata-rata Indek. De3a Provinai
Jawa Barat

1,5 73,1O 44.616,4 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMENTERIAN DAIIM NEGERI,
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, KEMENTERIAN KEIAUTAN DAN
PERIKANAN, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
(BIG), BADAN NASIONAL PENANGGUI-ANGAN
BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERUNDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOIOGI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN),
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
(Ierintegrasi dcngan PSiN)

02.02.04.05
PRO-P: Pcmbangunan D.sa
T.rpadu di Provin3i Jawa
T.ngah

0l - Tcrlak.ananya
pcmbangunan Dcsa Tcrpadu
Prowinsi Jasa T.[gah

Ol - Rata-rata Indcks Dc3a hovinsi
Jawa Tcngah

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERA}I TERTINGCAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMENTERIAN DATAM NECERI,
KEMENTERIAN KEUIUTAN DAN PERIKANAN,
BADAN NASIONAL PENANGCUI.ANGAN
BENCANA (BNPtsI, BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL (BIG),

1,5 72,t5 14.562,9

SK No 093096 C
- A.II.57 -



FRESIDEN
NEF!.IBL]K INDONESTA

PN/ PPl KPlProP Sasaran Indikator

DukunSan
Terhadap
Arahen
PrE.idetl

Rp. JutaTargct Instan.i Felek.ana

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMruAN
DAN PERUNDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI. BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN),
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
(Icrintcgrasi dcngan PSN)

02.02.04.06
PRO-P: PcmbanSunan De3a
Tcrpadu di Provinsi DI
Yog/akarta

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERNNGGAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMENTERIAN DAIAM NEGERI, BADAN
NAS}IONAL PENANGGUL.IINGAN BENCANA
(BNPts), BADAN INFORITIASI GEOSPASIAL
(BIG), KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERUNDUNGAN ANAK,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BI{I(BN),
KEMENTERIAN KOMUNIKAST DAN
INFlf, RMATIKA, KEMENTERIAN KEL,AI,}TAN
DAN PERIKANAN
(tcrintcgrsi dcnaan PSN)

0l - Tcrlakananya
pcmbantunan Deaa Terpadu
Provinsi DI Yoa/skarta

OI - Rata-lata Indeks Desa Provirci
DI Yog/akarta

l,5 79,30 t.6?6,1

02.o2.o4.o7
PRO-P: Pembangunan Dcss
Tcrpadu di Provitsi Jawa TiErur

0l - Tcrla.ksenanya
peEbangunan Dcra Tcrpadu
Provinsi Jawa Timur

0l - Rata-rata Indcka Dc8a Provinai KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERNNCIGAL DAN TRANSMIGRAI}I,
KEMENTERIAN DAIAM NEGERI, BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
{BNPts), BADAN INFORMASI GEOSPAS'IAL
(BIO}, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAJ{ PERUNDUNGAN ANAK,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, (EBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOI'GI,

1,5 72,30 25.013,5

- A.rr.58 -SK No 093097 C



FRESIDEN
REPIJBLIK INDONESIA

PN / PPl I(P/ ProP Salaran Indikator

Dukungan
Tcrhadap

Prcsidcn

Rp. JutaTars€t InsteDsi Felakrane

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARCA
BERENCANA NASIONAL (BKKBN),
KEMEMERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA, (EMENTERIAN KEI,AUTAN
DAN PERIKANAN
(Icrintc8rasi dcngan PBN)

02.02.04.08
PRO-P: P.mbanaunan Dcsa
Tcrpadu di Provin3i Bantcn

0l - Tcrlaksananya
pembangunan Desa Tcrpadu
Provinsi Bsntcn

0l - Fata-rata Indcks Dcsa Provrnsi
Bantcn

TSMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
XEMENTERIAN DAI,IIM NEGERI, BADAN
NASIONAL PENANGGUL.IINGAN BENCANA
(BNPtsI, KEMENTERTAN KELIIUTAN DAN
PERIKANAN, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
(BIG), KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERUNDUNGAN ANAK,
KEMENTERJAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN
KEPENDUDU(AN DAN (ELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BXI(BNI,
IGMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIXA
(terintesrasi densan PttNl

1,5 66,00 2.Ot?,3

02.o2.o4.o9
PRO-P: PeEbangunan Dela
Tcrpadu di Provinsi Bali

0l - Terlaksaranya
pambangunan Da€a Tcrpadu
Prtrin.i Bali

01 - Rete-rata Indcka De.e Provinsi
Bali

I{EM ENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMENTERIAN DAI,I\M NEGERI, BADAN
NASIONAL PENANGGUL.IWGAN BENCANA
{BNPB), KEMENTERIAN KELIIUTAN DAN
PERIKANAN, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
(BIG), KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERUNDUNGAN ANAT,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOIOGI, BADAN
(EPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BKI(BN),

l,5 76,45 1.727,9

SK No 093098 C
- A.II.59 -



FRESIOEN
REFUBLIK INOONESI 

PN/ PP/ KP/ PloP Sararan Indikator

Dukungan
Tghadap
Amhan
Pleriden

Rp. JutaTarget ln.ransi F.lak.ana

02.o2-o4.to
PRO-P: PembanSunan Kawaran
Perdelaan kiorita6 Nasional
Sukabumi

Ol - Tcrlak€arEnya
pembangune[ I(awarar!
Heaaan Prioritas Naaional
Sukabumi

0l - Indek! Pe*embenSen Kewaaan
Pelde3aen Keb. Sukabumi

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
(Icrintcsrasi densar PSN)

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, DAK

1,5 56,48 71,265,2

02.o2.o4.tt
PRO-P: Pcmbargunaa Kairasan
Pcrd6aan Prioritaa Naaional
Magelang dan lGnda.l

Ol - Tcrtralffiananya
petnbangunan Kawaaan
Itrdcsaan hioritas Nasional
MaaclanS dan lcndal

0l - Indck. Perkc6bangan Ihwasan
Mc.aan l(ab. Magclang dan lGndal

KEMENTERIAN DESA. PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGCAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, DAI(

1,5 65,45 95.329,4

02.o2.o4.12
PRO-P: Pcmbangunan Kawaaan
Pcrd6aan Priodtas Na8ional
Pam.kasan dan Ban]Lr*rngi

0l - Tertrak€anan}'a
pcDbangunan Kawasan
Mcsaan hioritas Nasional
Pam.ka€an dan Banyuwanai

01 - Indck Perkcmbangan Xawasan
Perdcssan lkb. Pamckasan dan
Banlrux,angi

1,5 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPI{, DAK

83,75 r58.877,7

02.o2.o4.13
PRO-P: Pembangunen Kawalan
Ferdelaan kiorita8 Nasional
PEndcglanE

0l - Terlal(.enanya
pembangunan l(awa€an
Meeeen Prioritaa Naaional
PandeElang

0l - Ildck PclkcEbangan Kawasan
Pcrd6aan l(ab. PandcalanS

KEMENTERIAN DESA. PEMBANGUNAN
DAERAH TERTTNC.GAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, DAl{

l,5 76,08 73.229,7

02.o2.o4.14
PRO-P: Pembangunan lkwasan
Fcrdelaan kioritas Nasional
Bul.lcng dan KlunSkung

Ol - Tcrlaksananya
pembanSu[efl Keweaan
FerdeEeen Prioritaa Nasional
Bulclcng dan Klunakung

0l - Indck. Perkembangfir KewaEan
P€rd$aan Kab. Bulcbng dan
Klungkung

KEMENTERIAN DFSA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERIINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMEMERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, DAK

1,5 70,56 21.175,8

02.o2.o4.15
PRO-P: Pcmulihan Pa.ca
Bcncana Daenh Terdampak di
Kawasan Pcsfui! S.trat Sunda

2

SK No 093099 C

0l - Peleyanan publik yang
berha.il dipulihkan

0l - Pcrrcntasc pclaJanan publik
yang dipulihkan

- A.II.60 -

7s,oo q. 22.563,7 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KF'IL DAN MENENGAH.
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.



PRESIDEN
BLIK INOONESIA

PN / PP/ KP/ ProP Sararan

DukunSan
Tqhadap
AIahan
Prcsiden

TarSct Rp. Juta Insransi P.laksana

KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

02.02.05
KP: KclembaSaan dan Kcuangan
Dacrah

0l - M.ningkatnya Nilai
Evaluasi Penyetrengaaraan
PeEerintahan Daerah {EPPD)

0l - Nilai Evaluasi Feryelentgaraan
PEmerirtahan Daereh (EPPD)

4 3,s2 w.776,1

02 - Mcningkatnya peIa€ntsa€
daerah dengan indek inoraai
tinsd

0l - Pels€ntas€ daerah yanS
meEpunyai nilai indek inovasi tingSi

4 72,9

03 - MeninSkatnya da€rah
dengen peaerimaan daelah
mcninskat

0l - Jumlah dacrah dcngan
peneriaaan daerah metringkat

4 I I I daerah

04 - Meningkatnya dacrah
dengan reeliEeri betranjanla
berkualitaB

01 - JuEleh daerah denSen realfuaii
belanjanya be*ua.litar

4 l0l daerah

05 - Me[ingkatnya reformaal
pelayenen perizinan

01 - Jumlah peririnan Jrang
kewenanEannya sudah dideleSasikn
kc Pl:iP hima berbasis elektronik

4 1O.535 dokum.n

06 - MeninSkatnya daerah yang
mcmiliki PTSP Prima b.rbasis
elelfionik

0l - Jumlah dac6h yang mcmiliki
PTSP Prima b.rbash .l.ktronik

4 23 da.rah

07 - Mcningkatnya tata kelola
kcuangan dacrsh yan8 €fektif
dan .fiai.n

0 I - Jumlah dae8h yant
mclaksenaken teta kclola kcuangan
ysns cfclrtif dan elisicn

4 10I dacrah

08 - Mcningkatnya Kc.cpakatan
dan Pcrjanjian tcrja SEma
Da.rah

0 I - Jumlah daerah yang
hengimplementaaiken Kcepakatan
dan Pcrjanjian Icrja Sama DaeEh

SK No 093100 C

5 da.rah

- A.II.6l -



PRESIDEN
RE,PI.IBUK INOONESIA

PN/ PP/ KPl ProP Sasaran Indil€tor
Dukuraar
Tcrhadap
Arahan
Pr.aidcn

Rp. JutaTarSet Instansi Pclakana

09 - Merdntkatnya persenta86
cepaian SPM di daereh

01 - Fersenta8€ capaiar SPM di
daerah

l0 - Menintkatnya daerah
dcngan indck kin.rja GWPP
katcgori baik

01 - Jumlah daemh deryan irdeks
kinerje GWPP l€teaori baik

4

4

92,96 Eo

34 daerah

ll - Meningkatnya pengclolaen
pcftanahan dan
tcrsclenggarakannya pcnataan
ruanS

Ol - Lua. cakup€n bidang tanall
bcrscrtipikat yang tcrdi8ita.i dan
m.t iliki g€orrfercnai ya.ng baik

5 1.436.s96 ha

02 - Luaa cakupon pcta da6at
partanahan

5 7 13.742 ha

03 - Jumlah matcri tcknis dan
,encen8en Fraturan daerah RDTR
lkb/l(ota

3l matcri teknis dan
Ranpcrkada RDTR

5

04 - Jumlah persctujuan substansi
RDTR Ihb/Kota

30 p.rrctujuan substansi
RDTR

5

05 - Jumlsh mat ri tcknis dan
rancanSa[ peratulan daerah RI'RW
Prov/ Kab/rrota

I I materi telods dan
RanFrda RIRW

5

06 - Jumlah perrctujuan substansi
RIRW Prcv/Ihb/ Kota

5 14 pcrs€tujuan substansi
RIRW

07 - Jumlah mat€ri tekni. RTR
Na8ional (Pulau/Kep dan KSN)

I Eateri tehds dan
Reperprea RTR

5

5

SK No093l0l C

08 - Jumlah penanSanan pcrkara
he8il peryidilGn FlanS8ar8n
pcmanfaatan ruanS

- 4.11.62 -

l0 perlqra



PRESIDEN
RE,FI,JBLIK TNOONESIA

PN/ PP/ KP/ ProP Salaran Indikator

Dukunaan
Tcrhadap
Araha[
Prclidcn

Rp. JutaTargct Inatanii Pela}rene

12 - Tcfliakrananya Pcningkatan
Penyelenggaraan Informa8i
Gcoapa3ial

01 - JuElah layanan data center
jaringan informasi geosparial
naaional baropcr&i

2 I Iayanan

02 - Jumlah tec?akatan tckni8
batgs wilayah adminisEa.i
dcsa/ kclurahan ,lang dihasilkan

2 I.O0O dcsa

02.02.05.05
PRO-P: Feningketen lkpa.ite8
Pcmarintahan Dacrah dan
Hubungan Pusat-Dacrah di
Provinsi DKI Jakarta

01 - Mcmpercepet kemudahan
b€rusaha di dscrsh termasuk
rcfomaai pelayanan perizinan
yang berbeair. sbtem informasi
diSital (ryo4

0l - Jumleh pcririnar ,ana
kctrcnanSannya sudah didclc8asikan
kc PTSP Prima bcrbasis .Lktronik

4 334 dokumcn 5I.566,4 XXMEI\ITERIAN DAIAM NEGERI

02 - McningLatnya pcrscntasc
capaian SPM di dacrah

0l - P.rscntasc capaian SPM di
da.rah

4 84,$ %

03 - Meningkatnya perentaa€
daerah dcngan nilai indckg
inovasi tinggi

0l - Per8ente.e decreh yant
mehpunyai nilai indeks inovasi tinsEi

4 100 %

04 - Menin€katnya daerah
dcngan penelimaan daerah
m.ningket

0l - Jumlah dacrah yang p.ncrimaan
dacrahnya mcninskat

4 I d,acrah

05 - Mcningkatnya dacrah
deryan rcslilali belanjanya
bcrkualitas

0l - Jumlah da.rah yang rcalisari
bclanjanya bcrLualitar

4 I drEEh

06 - Mcningkatnya tata k lola
keusnEan dacrah yang cfcktif
dan .fisicn

0l - Jumlah da.rah yang
mclaksanakan tata kalola kauangan
dacrah yang €fektifden efrsien

4

SK No 093102 C - A.II.63 -

I dacrah



PRESIDEN
I,.IBLIK INDONESIA

PN/ PP/KPl PToP Sasaran Indikator

Dukungan
Terha&p

Rp. JutaTarget Instansi Pelaksana

07 - Fcningkatan penetaen
huburuan pusat deerah

0l - Jumlal tugas dan wea,enang
yang dilak.arukan oleh Gub€rnur
.cbagai Wakil Pcmcrintah Pu8at
dcngan kin rja baik

4 22 rckoEendasi

02.02.05.06
PRO-P: F.ngelola,an dan
Pclayanan Pcrtanahan di
Provin8i DXI Jakarta

Ol - Terlakaananya pcrccpatan
peta daaar pcrlanahan

0l - Luas cakupan p€ta da8a.r
pcrtanahan

46.272,3 KEIAXSAANREPUBUKINDONESIA,
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

5 2.524.O43 ha

02.o2.o5.o7
PRO-P: Pcningkatan Ihpasitar
Pemerintahan Dscrah dan
Hubungan Purat-Dacrah di
kovinsi Jawa Barat

0l - McmFrccpat kcmudahan
bcrulaha di daeral temasuk
rcformasi pclayanan peririna,
yang bcrbasis Bistcm inforl,tesi
diait,J lelo4

0l - Jumlah Frizinan yanS
kcwcrEngannys audah didclcga8ikan
kc PmlP kima berbasis clcktmnik

2.7s1 dokumen 216,9 KEMENTERIAN DAIAM NEGERI

02 - MeninSkatnya k€rja sama 0l - Jumlah daerah yang
mcryimpteEertasikan Kespakatan
dan Pcrjarjian tGrja Sama

4

03 - Mcningkatnya pcrscntasc
capaian SPM di dacrah

0l - Pcrlcntas. capaian SPM di
deereh

4 93,70 V.

(X - Meningkatnya penentale
dacrah dcngan nilai indcka
inovari tinggi

Ol - PErE€ntas€ dacrah yang
mcmpunyai nilai indeks inovasi tinSgi

4 59,OO Vo

05 - Meningkatnya daeEh
dengan percrimaan daerah
mcninikat

0l - Jumlah dacrah yang pcnerimean
dadahnya mcningkat

4 2s dadah

4

SK No 093103 C

06 - Mcningkatnla da.rah
densan rEslhasi belanjanya
b.rkualitas

0l - Jumlah dacrah yang lra.liaeri
bela.nja.nya berkualita.

- A.II.64 -

22 da.ral1



FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

PN/ PPl KPl ProP Saaaran Indikator

DukunEaD
Terhedap
Arahen Rp. JutETargct In.tensi lrehksne

07 - McningkatnJra tata kelola
keuanSan dacrah yang cfcktjf
dan clbicn

0 I - Jurulah daemh yanS
mclaksanakan tata kelola keuargan
dacrah ]rng cfcl(ifdar .riaien

4 22 dacrah

08 - Peningkatan pcnataan
hubungan pusat dacrah

0l - Jumlah tugaa dan wrwenang
yang dilaksnakan olch Gubernur
€ebagai Wakil Pemcrintah Pusat
denssn kineda baik

22 rckomcnda3i

02.02.05.04
PRO-Pi PcnSclolaan dan
PelayarEn Pcrtanahan di
kovinsi Jawa Barat

01 - Terlaksananya perccpatan
s€rtifikasi tanah

0l - Jumlah Scrtipikat Hak Atag
Tanah

5 330.795 bideng 216.O44,6 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENCAH,
KEMEIIIERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERNNCGAL
DAN TRANSMIGRASI

02 - Tcrlaksananya pcrccpatan
pcta bidanS tanah dan luang

0 I - Jumlah bidang tenah 5 169.781 ha

02.02.05.09
PRO-P: PcnyelcngSaraan
Penataan Ruang di Provinsi
Jawa Barat

01 - Teraediarya rencana tata
ruana yan: berkualitas

01 - Jumlsh msteri teknis dan
rancengan p€returan daerah RDTR
Ihb/Kota

5 7 rrkomcndasi k bijakan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANC/BPN

3.469,3

02 - Jumlah pcrsctujuan lubstansi
RDTR Kab/Kota

5 7 reloEendasi kebijakan

03 - Juml,ah Eeteri teknb ds]l
rancangal p€raturen daerah RTRW
Prov/Kab/Kota

5 7 rckomcndasi kcbijakan

04 - Jumlah pcrsctujuan substansi
RTRW Prov/ Xab/ Kota

05 - Jumlah pena.nganan perlcra
hasil pcnldikan p.langgaran
pcmanGatan ruang

5 2 rckoEcnda8i kebijekan

5

SK No093l04C - A.II.65 -

20 pcrkara



FRESIDEN
REFUBLIK INDONESI 

PN/ PP/ KP/ ProP Sa€aran Indikator

Dukungan
Terhedep
Arahan
PrElidcn

Rp. JutaTarSet InatarEi Pel,aksana

02.02.0s.r0
PRO-P: PenyelengSarasn
Informa8i Cco3pa8ia.l di Plovinai
Jawa Barat

0l - Tcrl,aksananya layanan data 0l Jumlal layanan data cer[er
@ er jaringar infomasi gcospasiat

nasional berop€rasi

2 t laJ,anan 85.950,4 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

02.o2.05.1I
PRO-P: Pcningtatan Ihpa8itas
Pemcrintahan Daerah dan
Hubungan Pusat-Daerah di
Provinli Jawa Ten8ah

Ol Mempercepat kemudahan
berusaha di daerah termasuk
Eformasi pclayanan perizinan
ysna bcrbastu sbtcm informasi
digital (e-9o4

0 I ' Jumlsh perizinan yan8
kcwcnangannya audah dideleSasika,
k PTSP Prima b.rba6ia .Lktronik

4 r.766 dokum.n O.Oh, KEMENTERIAN DAJ,IIM NEGERI

02 - Mcningkatnya kcra rama
dacrah

0 I - Jumlah da.rah yan8
mengimplemcnta.ilGn Kespskatan
dan Pcrjanjian IGda Sama

4 I da.rah

03 - Mcningkatnla pemcnta.€
capaian SPM di da.rah

0l - Pcrlcntalr capaian SPM di
dacrah

93,30 V6

04 ' Menintkatnya pers€nta!€
decreh dcnSan nitrai indeka
inovasi tirggi

0l - Perlcnta8e dacrah yana
mempunyai nilai indch inovasi tings

69 V6

05 - Mcningkatnya dacrah
dengan pene Ineen daerah
mcningkat

O I - Jumlah da.rah yang Fncrimaan
dacrahnya mcningl(at

3l dmmh

06 - Meninakatnya daerah
de[gan rc€lfuaci bclanjanya

0l - Jumlah daerah yans reali€asi
belanjanya bcrkualitag

4 27 deetuh

0 I - Jumlah daerah yana
!rclak3a.naken tata kelola keue[gan
deerah yana efektifdan elisi€n

4

SK No 093105 C

07 - Meningkstnya tata ketola
keuengan daerah yan8 efektif

27 de.tuh

- A.II.66 -



FRESIDEN
ELIK INDONESIA

PN/PPlKPl ProP Saaaran Indikator

Dukun8an
Tcrhadep
Arahan Rp. JutaTarget Instansi Pclakrana

Og - Peningkatan penataan
hubungsn pusst dacrah

0l - Jumlah tugas deIr wewenanE
yalrg dilaksanakan olch Gubcrnur
lebagai Wakil Femerintah Pusat
demen kinerja baik

4 22 rckomcndasi

02.o2.o5.t2
PRO-P: Pens€lolaan dan
Pelayanan Peltanahan di
ProvirEi Jawa Tensah

0l - TerlalGananya percepatan
sertilika8i ranah

0 I - Jumlah Scrtipikat Hak Atas
Tanah

5 302.082 bidang 2r6.135,6 KEMENTERIAN ACRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH,
KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENIERIAN
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERNNGGAL
DAN TRANSMIGRASTI

02 - Terlaksananya pcrccpatan
peta bidans tanah dan ruans

0l - Jumlah bidang taneh 5 121.987 ha

02.02.05.13
PRO-P Pcnyelenggaraan
Pcnataan Ruang di Provinsi
Ja*la Tcngah

0l - Julrlah materi t€Icrb dan
nancangan pcraturan dacrah RDTR
Kab/Kota

02 - Jualeh pcr!€tujuan substami
RDTR Kab/Kota

03 - Jumlah aatcri teknfu dan
rancan8an pcraturan dacrah R'I'tlw
Prpv/ l(ab/ Kota

04 - Jumla} pera€tujuan aubBtanai
RTRW Prov/ Keb/rota

05 - Jumlah mat ri tcknb RTR
Nasional (Pulau/K.p dan KSNI

OI - Tcrscdianya rcncana tata
ruang yang bcrkualitag

5 7 rckomcndasi kcbijakan 3.457,4 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

5 I I rckomcndaai
kebijakan

5 3 rekomcndasi kcbijakan

5 3 Ekomcndasi kcbijakan

5 I rckomendasi kebijakan

SK No 093106 C

Ol - Tercapainya jumlah
kcacpakatan tcknh b6tar
wilayah admini.t aai
d*a/kelurahen yeng dihalilkan

0l - Jumlah kc€cpakatan tcknig
batas wiiaysh administasi
dcsa/kclurahan Jrang dihasilkan

- A. .67 -

400 dc3a O,OTI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIC)02.02.05.14
PRO-P: P.nyclcngSaraan
Informa.i GeGpasial di Provinsi
Jawa Tcngah

2



PRESIDEN
IJBLIK INDONESIA

PN/PPl KP/ PloP Sasaran Indikator

Dukungan
Terhadap
Arahan Rp. JutaTaraet lnstansi Pelaksana

02.02,05.r5
PRO-P: PEninAkatan Kapasitag
Pemeri[tahan Daerah da,
Hubung.n Pu€at-Dacrah di
ProvinBi D.l. Yo$/akarta

0l - Mempcrcepat kcmudahan
bcrusaha di dacrah tcrmasuk
refolmasi pclayanan peririnan
ya.ng berbe6h abtcm infommi
digitaf (e9o4

0l - Jumlah peririnrn yans
kqrenangannya sudah didelegaBikan
kc PTSP Prima b€rba.i. elektronik

4 675 dokumen 616,9 KEMENTERIAN DA]AM NEGERI

02 Meningkatnyapencntase
capaian SPM di daerah

0l - Pcrlcntasc capaian SPM di 4 96,74 v"

03 - Mcningkatnya pcrlentase
daerah de gaJt nilei itrdek.
inovasi tinssi

0l - Pcrrcntasc dacrah yang
mcmpunyai nilai indcks rnovasi trnggi

4 80,00 %

04 - Mcningkatnya dqerah
dengan p€nerimaan daerah
mcningkat

0 I - Jumlah dacrah yang p.neriaaan
dacrahnya mcningkat

4

4

6 dacrah

5 dacrah05 - MeninSkatnya daerah
dcngan Ealfuasi bclanjanF
bcrkualitag

0l - Jumlah dacrah yang r€alisasi
b€lanjanya b€rkualitas

06 - Menin8katnya rata kelola
keuanEan daerah yang efcktif
dan cfiaien

0t - Jumlah dacrah yang
Eelaksana.kan tata kelola keuangan
daeah yana efeldifdan efisier

4

4

5 deEeh

07 - Pcningkatan pcnataan
hubungan pusat dacrah

0l - JuElah tugaa dan wcwcnang
yang dilaksanakan olch Gubcrnur
.ebagai Wakil Pcmcrintah Pu€at
dcngan kincrja baik

SK No 093107 C
- A.II.68 -



PRE9IDEN
REFUELIK INOONESIA

PN/ PPlKP/ PToP Indikator

Dukungan
Terhedep
Arahan
PrE.iden

Rp. JutaTarget Inlransi Pelaksana

08 - MeninSkataya kualitag
pclak anaan kebijakan otonomi
(rctulasi) pada daeEh otonomi
khuaur, daerah iatiaEwa, dan
daenh khusus ibukota ne8ara.

0l Jumla} pelaksanaan kebijakan
otonomi (rc8ulasi) pada daerah
otonorri khuaua, dacrah ktimcwa,
dan daeBh khusua ibukota ncgara.

4

02.02.05.r6
PRO-P: Penaelolaan dan
Pelayanan Fertanahan di
PrDvin.i D.I. Yoryakarrs

01 - Te akanarya percepatan
s€rtifikasi tanah

0t - Jumlah Sertipikat Hak Atas
Tanah

5 2.s00 bidanS 2.710,6 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

02 - Te aksananya perccpatan
p€ta bidans tsnsh dan ruans

0l - Jumlah bidang tanah 5 345 he

02.o2.os.t7
PRO-P: Penyelengaaraan
Pcnataan Ruang di Provin8i D.l.
Yos.akarta

0l - Jualah meteli teknir dan
rancangan paraturan dacrah RDTR
Kab/Kota

02 - Jumlah pelE€tujuan 3ubltarEi
RDTR IGb/Kota

0l - Tcracdianya rcncana tata
rusng yang b.rkua.litas

5 4 rckomendasi lcbijakan I.25I,4 KEMENTERIAN ACRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

5 I rekomendasi kcbijakan

03 - Jumlah pcrsctujuan substansi
RTRW Plovl Xab/ Kota

5 2 rekoEendasi kebiiakan

02.02.05.18
PRO-P: PeninEkatan thpasitag
Femerintahan Daerah dan
Hubunaan Pusat-Daerah di
Provinsi Jawa Timur

0l Mernpcrcepat kemudahan
bqusaha di dacrah tcrmasuk
r€formasi pclayanan perizirEn
yanS bcrbasfu sistcm informa8i
disital (€{oL,

Ol JuElah peririnan ysns
kewenaruannya audah dideleSa6iken
ke PTSP Priha b€rbe.i. elektrcnik

4 3.169 dokumen O,OI.I KEMENTERIAN DALAM NEGERI

02 - Meninaketnya kcrja 33ma
daerah

0 I - Jumtah daerah yang
acn8iaplementaaikan l(cepekatan
dan Pedanjia.n IGda Seme

4 I daela}I

4
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03 - Meningkahya p€rscnta€€
capaian SPM di daerah

0l - Per!€ntas€ cspaian SPM di
dacrsh

92,93

- A.II.69 -



FRESIDEN
REPIJBLIK INDONESIA

PN/ PPl KP/ ProP Sa!aran Indikator

Dukungan
Terhadap

Rp. JutaTargct Instanai P.lakaana

04 - Mcningkatnya pcrscntas€
daerai dengan niLi irdeks
inovasi tinssi

OI - PDrlcntasc dacrah yang
mempunyai nilai indeka inovasi tinagi

6%"

Os - MeninSkatnya daerah
dengan penerimaan daerah
Eenirykat

Ol - Jublah daerah yana p€neriEaan
daerahnya herinakat

4 32 da6ah

0,6 - McninskatnJra daerah
dengan realilari b€lanjanya
b.rkualirae

Ol - Jumlah dacrah yanS rcqltuasi
b€lanjanya be*ualitag

4 30 dacrah

07 - Mcningkatnya tata kelola
keuanSen daerah y€ru efeliltif

Ol - Jumlah dscrsh yans
melalcanakan tate kelole keuangan
daerah yang efektif dan efisien

30 ddah

08 - Peningkatsn p€nataan
hubungan pusat alacrah

Ol - Jumlah tutss dan wcwcnana
yang dil,alcenakan oleh Gubemur
!€b€gai Wakil PeEerintah Pusat
dcngan kincrja baik

4

02.02.05.19
PRO-R Peng.lolaan dan
Pelayanan kanahan di
Provinai Jawa Timur

0l - Terlekaarnnya pcrcapatan
rertifika.i tanah

Ol - JuElah Scrtipikat Hak AtaB
Tanah

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOPERAS}I
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH,
KEMENTERIAN XEI.ALTTAN DAN PERIKANAN

5 694.694 bidana 233.O15.7

02 - Terlaklananya percepatan
peta bidan8 tanah dan rusna

Ol - Jumlah bidang tsnah 5 248.957 ha

SK No093109C

0l - Teraediarye renc$ra tata
ruan8 yeng bcrkualita6

- A.II.70 -

13 rcko!rcnda3i
kebijal(an

2.958,3 KEMENTERIAN AGRAR]A DAN TATA
RUANG/BPN

02.o2.os.20
PRO-P: Pcnyclcnggaraan
Penataan Rusng di Provinsi
Jaws Timur

Ol - Jumleh materi telimi3 dan
rancangan pcraturan dacrah RDIR
thb/Kota

14 rckoEendasi
kcbijakan

02 - Ju6lah per.etujuan sub.tenai
RDTR Keb/Kota

5

5



FRESIDEN
BUK INDONESIA

PN/ PPl KP/ProP IndilGtor

Dukungan
Teftadap
Arahan
Presiden

Target Rp. Juta Instanai Felaksana

03 - Jumlah mat€ri tekni. dan
nncangan peraturan daerah FtTFlw
Prov/ Kab/Kota

5 2 rckomcndasi kebijakan

(x - Jumlah pcrsctujuan substansi
RTRW Prov/lhb/ Kota

5 2 rckomendaci kebijakan

02.02.05.21
PRO-P: Fcnyclnggaraan
Informasi ccospasial di Provimi
Jawa Timur

Ol - T€rcapainye jumlah
kelepakatan teknh batag
wilayah administrasi
dc3a/ kclurahan yans dibasilkan

Ol - Jumlah ke!€pakatan tekni3
bata! wileyah adminfu traai
dc!a/ kelurehen yeng diha8ilkan

2 3OO d..a O,O.I BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIC)

02.o2.o5.22
PRO-P: Pcningkatan lGpasita3
Pcmcrintahan Daereh dan
Hubunaan Pwat-Daemh di
Provirui Bsnten

Ol - Memp€rcepat kemudahan
bcrusaha di dacrah temasuk
rcfomssi pelayarBn p€ririnan
yang berbasb siEtcm informasi
didtel (e{ou)

0l - Jumlah p€ririnan yeng
kcwenangannya sudah didcl.gasikan
ke PTSP Prima h.rbaais clckmnik

4 966 dokumcn O,OhI KEMENTERIAN DAIAM NEGERI

02 - Meningkatnya Lcrja sama 0 I - JuEleh decrah )ang
hengimplcmcntasrkan lcacpal(atan
dan Pcrjanjian IGda Sama

4 I dacrah

03 - MeninBkatnya petserttaae
capaian SPM di deereh

0r - Pcrsntas€ capaisn SPM di
dacrah

90,u

(H - Mcningkatnya pcficntale
dacrah d.ngan nilai indeks
inova.i tinggi

0l - Peracntalc dacrah yang
mempunyai nilai indeks inovasi tin88i

4

4

52%"

ol - Jumlah daerah ,ang lrcncrimaan
daenlmya meningkat

SK No093ll0C

05 - Mcningkatnya da.lah
dcngan pcncrimaan daerah
meningkat

- A.tI.71 -

8 daerah



FRESIDEN
REPIJELIK INDONESIA

PN/ PPlKPl ProP Saaaran Indikator

Dukungan
Tcrhadap
Arahan Rp. JutaTargct Irutansi Pclakaana

06 - Meningkatnya dacrah
d.ngan rrelfua.i belanjanya
belkualite.

0l - Jumlah dacrah yang rEa.lbasi
bclanjanya b.rkualita.

4 8 daerah

07 - Mettingkatnya tata kclola
keuangan dacrah yang efcktif
da, eli.ien

Ol - Jumlah dacrah yang
mclak6anekan tata kclol,a kcuangan
da€rsh yang efcktifdan cfisicn

8 dacrah

08 - Peningkatan pcnataan
hubungan pusat dacnh

0 I - Jumlah tugas da,r wewrnsru
yeng dilek5analsn oleh Gubcrnur
lcbaSai Wakil Pemerintah Pu8at
dengan kinerja baik

4 22 rckomcndasi

02.02.05.23
PRO-P: Penselolaan dan
Pelayanan Pertanahan di

0l - Tcrlak8ananya percepatan
sartifrkasi tanah

0l - Jumlah Sertipikat Hak Atag
Tanah

XXMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PERTANIAN

5 125.134 bidan8 8.599,7

02 - Terlaksananya percepatan
peta bidana tsnah dan ruanS

0l - Jumlah bidang tanah 5 49.08r ha

02.o2.os.24
PRO-P: Penyelcnggaraan
Pcnataan Ruang di Provinsi
Banten

Ol - TcE€dianJ.a rencana tata
ruang yaru berkualitas

01 - JuElah matcri tcknis dan
rancanSen Peraturan daerah RDTR
Kab/Kota

I.945,0 KEMEITTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

5 3 r€komendali kebijakan

02 - Jumlah persctujuan substansi
RDTR Kab/Kota

5 2 rckomendasi kcbijsksn

03 - JuElah matcri tckntu dan
rancangan Pcraturan daerah RTRW
Prov/ I(ab/ Kota

5 I rckomcnderi kebijakan

02.o2.os_2s
PRO-P: Fenyelengsaraan
lnlormasi GeGpasial di Provinsi
Banten

0l - Tercapainya jurnlah
ke€epakatan tcknis bataa
wilayah adminbtrari
dc€a/kclurahan yang diharilkan

201 - Juhlah ke!€pakatan t knig
batas wilayah admhistasi
dc!a/ kelurahan yang diha8ilkan

- A.11.72 -
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FRESIOEN
FEPUELIK INOONESIA

PN/ PP/ KP/ ProP Saaalan tndikator

Dukungan
Telhedap
Arelren
Presiden

Rp. JutaTaryct Inatansi Pclak8ana

02.o2.o5,26
PRO-P: PeninAkatan kapasitas
pamerintahan Daelah dan
HubunSan Pu€at-Dacrah di
Provimi Bali

0l - Jumlah pcrizinan yang
kewenantannya Budah didelegasikan
ke PISP Prima berbasis clchonik

0l - Mcmpcrccpat k mudahqn
berusaha di daerah terEasuk
rcforEaai pelayanar! peririnan
yang bcrba.is sistcm informaai
digital (e!D4

4 a74 dokumcn O,OhI KEMENTERIAN DAJAM NEGERI

02 - Meningkatnya kerja sama Ol - Jumlah da6ah ,an8
mcnaimplemcntasikan Kc&pakatan
dan Pcrjanjian Kcrja Sama

4 I daeral

03 - Meningkatnya percentas€
capaien SPM di decrah

Ol - Perccnta!€ capaien SPM di 4 94,41yo

(X - Meningkatnya p€r.enta6€
dacrah dcngan rdlai indek8
inovali tinssi

Ol - Pemcnte!€ daerah yeng
lllempunyai nilei irdek. inovasi tinggi

4 60v"

05 - Mcningkatnya daeEh
dersan penerimaan daerah
mcninglGt

Ol - Jumlah daeBh yang pcncdmaan
dacrahnya mcningkat

4 a deeEh

06 - Meningkatnya daerah
d"ngan Ealisasi bclanjanya
bcrkualitas

Ol - Jumlah daerah )an8 rcaliEasi
belanjanya berkualitaa

4 8 daerah

07 ' Mcninaketrrya teta keloh
kcuangan dacrah yanS cfcttif
dsn efilien

Ol - Jumtrah da€reh ya,lg
mclal<sanakan tata kclotra kcuangan
&€rah yan8 efeldif dan efisicn

4 8 daeralt

4

SK No 093112 C

08 - Peningkatan penataan
hubungan pusat dacnh

0l Jumlal tuSas dan we*rnang
]atrg dilaklan l(an oleh Gubemur
3€bagai Waldl Pemerintal Pu.at
dcnge kiderje beik

22 rcko'ncndssi

- A.II.73 -



FRESIDEN
R,EPI'EUK INOONESIA

PN/PPl KP/ProP Sa.aran Indikator

Dukungan
Terhadap
Arahan
Pr€.iden

Inaranai P.laksanaTargct Rp. Juta

02-o2.o5.27
PRO-P: Pcngclolaan dan
Pelayanan Pertanehan di
Provinsi Bali

0t - Terlaksananya percepatan
s€rtifikasi tanah

01 ' Jumlah Scrtipikat Hak AtaB
Taiah

5 r r .489 bidans 4.454,1 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, KEMEI{TERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH

02 - Tcrlaksananya perEcpatan
p€ta bidana tanah dsn ruars

01 Juhlah bida.ng tanah 5 16-427 ha

02.o2.o5.24
PRO-P: Pcnyclcng8araan
Penataan Ruang di Provinsi Bali

0l - Te$cdianya Encana tata
ruang yang bcrkualitas

O I - Jumlah materi tekni. dan
rancengan peraturan daerah RDTR
Kab/Kota

02 - Jumlah peftetujuan aubatan.i
RDTR Kab/Kote

03 - Jumlah persetujuan aubstansi
RTRW Prov/Ihb/ Kota

9 rckomcndasi kcbijakan

5 rckomcndasi kebijakan

I rekoaenda3i kebiiakan

1.376,7 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

5

5

5

02.02.0s.31
PRO-P: PenycleDgsereen
Penataan Ruang di Provinri Dt(I

0l - Teftedianya ,elrcana tata
ruanS yanS bcrkualitaa

0l - Jumlah materi teknb dan
rancangan penturar &erah RDTR
Xab/Xota

02 - Jumlah p€I5€tujuan sub.ta .i
RTRW kov/ Ikb/ Kota

5 1 rckomendasi kebijalGn 9.735,0 (EMEMERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

5 1 rckom.ndasi kcbijakan

02.03
PP: P.mbsnaunan wilayah NuEe
TenSgara

0l Meningkatnya
pcrtumbuhan ckonomi dan
tingkat kescjahtcraan
maryarakat di Wilayah Nusa
Teng8ara

0l - Leju p€rtumbuhar PDRB
Wilayah Nura Tcnggara

5,8--6,2 96 per tahun 2.245.143,25

02 - IPM Provinsi di wilayah Nu3e
Tenggara

66,63-59,s9 nilai
minimuln-nilai

maksimum

I

SK No 093113 C

03 - PcEcntasc penduduk mhkin
wilalah Nusa Tcn8gara

r3,8-r4,8 %

- A.tr.74 -



PRESIDEN
EEFIIBLIK INDONESIA

PN/PP/ KPl ProP Saaaran Indikator

Dukungan
Tcrhedep

Pr€siden

Rp. JutaTarget In3tarlai Pelal(rana

02.03.01
KP: Pcngcmbangar Kawasan
Stratcgi,B

Ol - B€rkcmbangnya l€wa€an
strateAis

01 - Rasio pcrtumbuhan iflvcstasi
kawasan (KEK/XI / DPP/KPBPB)
terhadap wilayah

5

02 - Jumlah kawssan pusat
perturnbuhen ]'anA difalilitasi dan
dikeEbanEken

5

03 - Deatinasi Pariwisata Prioritas
(DPq

5 2 jumlah dBtinasi

(N - KEK bcrbasis pariwi€ata dan 5

r95.904,0

02.03.o1.01
PRO-P: Fclbaikan Akc8ibilitao,
Ataksi dan Amcnitas Dcstinasi
Pariwi.ata l+ioritas t mbok-
Mandalika/KEK Manddika

0l - Terl,elcananya perbaikan
akscsibilitas, atrakri da.n
amcnitas Destinasi Parh,isata
Prioritas t mbok-Mandalika/
KEK Mandalika

Ol - Rasio pertumbuhan invBtasi
kewasen (KEK/ I(I/ DPP/ KPtsPts)
terhadap pcrlumbuhan inveatasi
Provinli Nula TenEsara Barat

5 >l r9s.904,0 KEMENTERIAN PARMISATA DAN EKONOMI
KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF, KEMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RA(YAT, KEMENTERIAN
DAJJIM NEGERI, KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERNNGGAL DAN
TRANSMIGRAS}I, (EMEIYTERIAN KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA, I(XPOUSIAN NEGARA
REPUBUK INDONESIA, KEMEI{'IERIAN
INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL
Fcrintcgrasi dcngan PSN)

02.03.o1.02
PRO-P: Ferbeil(an Akesibilitft .

Atrekai dan Amenitaa Deatinaai
Pariwisata Prioritas labuar Bajo

0l - Terlaksananya perbaikan
ekacaibiliteB, atrakli dan
amenite3 Destinasi Pariwhata
kiodtas labuan Bajo

0l - Rasio pertumbuhan investasi
l(alla8an ((EK/ KIl DPP/ XPBPB)
tlrhadap pertumbuhan investasi
Provinsi Nuss TenEsara Timur

5 >l 0,0F1 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF, KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN
DAI,,IIM NEGERI, KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI, (EMENTERIAN KOMUMKASI
DAN INFORMATII(A

- A.II.75 -SK No093l14C



PRESIDEN
R,EFUEUK INDONESIA

PN/ PPl KP/ProP Saaaran Indikator

Dukunaan
T.rhadap
Arahan
Prraidcn

Rp. JutaTarget In.rrnai P.Iaklana

02.o3.o2
KP Fengernbangan Selrtor
Unggulan

0l - B€rkcmbangnya sckor
ungaulan

0l - Pers€nta8e p€ningkatan prcduksi
komoditas unssulsn per tahun - kopi

02 - Pa€entas€ Fningkatsn ploduki
komodites ung8ula, per tahu[ -

kelapa

03 - Peft€nts€€ peningkatan produki
komoditas un8gulan pcr tahun ' tebu

04 - Fcrs.ntasc pcningkatan produki
komodita! [Ugulan per tahun -
p€rikanan taJlrkap

05 - Pcrrcntasc pcningLatan ploduk3i
komoditas unggulan per tahun -
pcrikanan budidaya

5 t-2 34.409,8

5 t-2

5 t-2

5 t-2

5 t-2

06 - Pcrlcntasc pcningLatan produksi
komoditas unggulan pcr tahun -
teram

5 10-12

07 - PDrlcntalc peninAkatan pl€duksi
komoditea unggula, per tehun -

5 7-4

08 - Fcrscntasc pcningkatan produki
komodita3 unggulan pcr tahun -

ccngkch

5 4--4

SK No 093115 C

01 - Terlaksena[ye
pcngcmbangan komoditag
unSgulen kelepe

t-2 876,0 KEMENTERIANPERTANIAN02.03.02.01
PRO-P: Pcngcmbanga[
Ibmodita! UnSSulan felapa di
ProvirBi Nusa Tcnggara Barat

0l - Feftentaie penhgkatan produki
komoditas unggulan pcr tahun
PlovLtri NTts - kelapa

5

- 4. .76 -



FRESIDEN
BLIK INDONESIA

PN/ PPlKP/ ProP Sasaran Indikator

Dukungan
Tcrhadap
Arahan
Prcsidcn

Rp. JutaTarget Instansl Pcl,aksana

02.o3.o2.o2
PRO-P: PenSembaflgan
Komoditas UngSulan Kopi di
Provinai Nura Tcnggara Baiat

Ol - Ttrlakananya
penSembangan komoditaa
unggulan kopi

0l - Per.entase peningketan ploduki
komoditaa ungSulan per tahun
Plovin8i NTB - kopi

5 2---3 0/" 2.980,0 KEMENTERIANPERIANIAN

02.03.02.03
PRO-P: Pcngcmbangan
Komoditas Unagulan Tebu di
Provinai Nura TcngSara Barat

01 - Terlaklana[ya
pcngcmbangan komodiras
unggulan tcbu

0l - Pcrscntasc Fningkatan ploduki
komoditas unggulan Fr tahun
Pdinsi NTB - tebu

5 r--3E" I.508,6 KEMENTERIANPERTAIIAN

02.03.02.08
PRO-P: Pcngcmbangan
Komoditas Unagulsn Garam di
Provinai Nura Tcng8ara Barat

01 - Tcrlaksananya
pcngembangan koEoditas
unggulan Saram

0l - Pcr3cntasc pcninSkatan produki
komoditas untaulan Fr telun
Provimi NTB - saram

5 to-12 3.481,5 KEMENTERIAN I(ELAUTAN DAN PERIKANAN

02.03.02.09
PRO-P: Pcngcmbangan
Komoditas Unggulan Kopi di
Provinsi Nu.a Tcng8ara Timur

01 - Tcrlaksananya
pengembangan koaoditas
unggulan kopi

0l - Pcrentasc peninSkatan produki
komoditaa unSSulan pcr tahun
Provimi NTT - kopi

I.169,0 KEMENTERIAN PERTANIAN5 t-2

02.03.02.10
PRO-P: PenSembangan
Komoditas Unggulan lGlapa di
Provinai NuEa TcngSara Ti8ur

01 - Tcrtrak8ananya
p.ngrmbangan komoditas
unggulan kclapa

0l - Pcrucntarc Fningkatan produksi
komoditas ungSulan pcr tahun
Provinsi NTI - kclapa

5 l---3 6/o 3.037,0 KEMEMERIANPERTANIAN
tlerintesrasi densan PSN)

02.03,02.14
PRO-P: PenAembangan
Koaodita6 Unggulan Perikanan
Budidaya di Provinsi Nu8a
TenEara TiEur

0l - Tcrlak.enanye
penSambanSan komodita3
unggulan perikanan budidaya

0l - Per.entaoe peninSkatan produhi
komoditas ungSulan pcr tahun
Plovinsi N'IT - perikanan budidaya

5 t-2 I.822,5 KEMEI{TERIAN XEI,AI,]TAN DAN PERIKANAN

SK No 093116 C - A. .77 -



FRESIDEN
BLIK INOONESIA

PN/PP/ KPlProP Sasaran Indikator

Dukurgan
Tcrhadap
Arahan

Prcsidcn

Rp. JutaTarget Inatanai Pclakoana

02.03.02.16
PRO-P: Fengcmbangan
Komoditas Unggulan lf.rikanan
Budidaya di Provinli Nusa
Ten8aara Barat

0l - Tcrlaksananya
Fngcmbangan komoditas
unsaulan pcrikanan budidaya

0l - PcEcntasc pcningkatan prcduki
komoditas unSgulan pcr tahun
Provinsi NTB - pcrikanan budi&ya

5 t--3 19.535,1 KEMENTERIAN KEI,AUTAN DAN PERIKANAN

02.o3.o2.t7
PRO-P: PenaeEbanaan
Komoditas UngSulan Ihkao di
Provinli Nula Ten8Eara Baret

Ol - Terlalcanenya
pengembontan korrodite8
urggula[ kakao

0l - Perenta.€ peniogkatan produkli
komoditaa unggulan pcr trhun
Provin.i NTB - kakao

5 9-tt O,Oh' KEMENTERIANPERTANIAN

02.03.02.19
PRO-P: PcnS.robangan
Komoditas Unggulan tkkao di
Provinsi Nusa T.nggara Timur

Ol - Terlak€ananya
pcnScmbangan komoditas
utrggulan kakao

02.03.03
KP: Pengemban8an lkwa8an
Perkotaan

Ol - Berkembangnya kawasan
Derkotaan

0l - Pcr.cnla& pcningLatan produksi
komoditas unSgulan pEr tahun
Provinsi N'IT - kakao

5

5

7-4

46,66

o'ot xeuerteruttlPERTANIAN

s3.763,40l - Skor Indeks Kota
Bcrk lanjutan/ IKB Kota Mataram
{Ancka Delhitun{an acmcnta!"al

02 - Skor lndck Kota
Bcrk lanjutan/ IKB Kota Kupang
(Anska pcrhitunqan .ementara)

5 46,23

02 - Bcrkcmbangnya kota b*ar,
kota ledang, kota kccil lcbagai
PKN/PKW

0l - Junlah kota bcsar, .6dang, kccil
yang dikcmbangkan sebagai
PKN/PKW

5 2 kota

02.03.03.02
PRO-P: PcnSembanSan Kota
Bdar, Kota Scdan& Kota Kccil
di Prcvin3i Nusa Tcnrsara Timur

Ol - Bcrkcmbangnya kota besar,
kota €€dang, kota kecil scbagai
PKN/PKW

0l - Jumlah kota besar, scdanS, kecil
yans dikembanakan s€baaai
PKN/PKW

53.763,4 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,
KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

5 I kota

SK No093l17C

Ol - Terbargunnya desa
tcrpadu, kawaaan pcrdcaaan,
dan kawalan tranamigra8i

- A.tI.78 -

54,67

t.943.21a,402.o3.o4
KP: FenAembarrgan Daera}
TertingSal, Kewa8an Ferbatasan,
Pcrdclean, dan Ttanamigrasi

0 I - Rata-rata Indeks l)csa Wilayatr
Nuaa Tcnstara
02 - Rata-nta nilai Indekg
Perkcmbangan Kawa3an Pcrdcaaan
Prioritas Na8ional

1,5 54,58

1,5



FRES!DEN
REFUBUK INDONESIA

PN/PPlKP/ProP Indikator

Dukunaan
T.rhadap
Arahan
Pr!6id.n

Target Rp. Juta In3taDai Peleksne

03 - Ileta-mte nilai Ind.ka
Perkembengan Kawasan
Transmigrasi yang dircvitaliaasi di
Pulau Nusa Tenggara

5 51,28

04 - Pcrsntas€ penduduk Ddrkin
perdc.aan Urilayah Nuaa TenSgara

0 I - Jumlah daeral tertinggal02 - Berkcmbananya Pusat
IGgiatan StnteSis Na3ional
(Pt(sNl, lokasi prioritas
pcrbatala[, ala, dacrah
tcrtinggal

5

19,5-19,8 %

14 kEbupaten

02 - Jumlah kccamatan loka.i
prioritas perbst$an negaB yang
ditingkatl€n kesejalteraan dan tata
kclolanya

5 24 kccamatan

03 - Rata-rata nilai lrdek.
Penaclolaan I(awalen Perbata.an

5 0,s0

02.03.04.02
PRO-P: Feningkatan
Ke6€jahtcraan dan Tata Kelola di
IGcamatan t kasi Prioritas di
Provinsi Nure TenSgara Timur

0l - McninslGtnya
kcscjahtEaan dan tata k lola di
lecamatan lokasi prioritaB di
Provinsi Nusa T€rESara Timur

0 I - Jumlah kecamatan loka8i
prioritds perbatasan nagam yang
ditinAkatkan kc.cjahtcraan dan tsta
kclolanya di Provinsi NuEa Ttngaara
Timur

53.210,3 KEMENTERIAN DFSA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRAS}I,
DAK

5

02.03.04.rr
PRO-P: Fercepetan
FernbanSunan Dacrah TcrtlnSgal
di Plovinsi Nuea Tenagara Batat

Ol - McninSkstnya
kclcjaht€raan ma.]arakat pada
dacrah tcrtingaal di Provin.i
Nusa Tenggera Barat

Ol - Pcrscntae pcnduduk miskin di
dacrah tcrtingSal di Provin.i Nule
Tcnggara Barat

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERNNGGAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMEI,ITERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN
KETENAGA(EzuAAN, KEMENTERIAN
KEUIUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN
PERTANIAN

24,5--25,O 3.

02 - Rata-rata IPM di dacrah
tlrtinggal di Prcvinsi Nusa Tenggata
Barat

64,7--49,2

SK No 093118 C
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PEESlOEN
ELIK INOONESIA

PN/ PP/ KP/ ProP Indikator

Du*un8an
Terhadap
Arahan Instansi PDlaksnaTargct Rp. Juta

02.03.(x.12
PRO-P: Pcrcepatan
Pembangunan Daerah Tertingal
di Provin8i Nula Tengaa.ra Tilrur

Ol - Mcniagkatnya
kescjahlcraan masyarakat psda
daerah tertirygal di PrDvinsi
Nusa TengSara Timur

0l - Pcrrcntae p.nduduk mbkin di
dseEh tcrting8al di Provinli Nusa
T.nssarB Timur

02 - Rata-rata IPM di daeEh
tertinggal di l,lovin3i Nu.a Tenggara

02,03.04,r4
PRO-P: Pusat Kegiatan StreteAis
Nasional (PKSN) Atambua

0l - Bcrkembangnya Pwat
KeSietarr Strateais Nacional
(PI(SN) Atsmbua

0l - Rata-rata nilai Indek8
Fengetrotraen KauaBan Ferbatelen
(IPKD PKSN Atambua

I 24,7-25,2 1.772.O99,4 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERIINCGAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN
PERUMA}IAN RAKYAT, KEMEMERIAN
KEIAUTAN DAN PERIKANAN, KEMEMERIAN
SOSIAL, KEMENTERIAN DAL.AM NEGERI,
KEMENTERIAN PERTAMAN, BADAN
NASIONAL PENANGGUI,,/INCAN BENCANA
(BNPts), BADAN NASIONAL PENGELOLA
PERBATASAN (BNPP), BADAN PEUNDUNGAN
PEKER.IA MIGRAN INDONESIA (BP2MI),
KEMENTERIAN KETENAGAXER^IAAN, BADAN
METEOROLOGI, KUMATOLOGI DAN
GEOFISIKA, I(EMENTERIAN AGAMA,
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, DAX
tTcrintcgrasi dcngan PSNI

O,OIi KEMENTERIANDESA,PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

I 64,4-44,9

o,465

02.03.04.15
PRO-P: Pusat Kegiatsn Strategis
Nasional (PKSN) tGfamcnanu

0l - Bcrkcmbangnya Pu8at
IGgiaran SEatcgi. Nasion.l
(PKSN) Kefamcrunu

0l - Rata-rata nilai Indcks
Pcngelolaan l(awasan Pnbata.an
gPKH PKSN Kefamenanu

267,4 KEMENTERIANPERIANIAN5 0,54

02.03.04.16
PRO-P: Fembangunan Dela
T€rpadu di Provhri Nur6
TeigSara Timur

Ol - Tcrle.lGenanya
pambangunan d.aa tcrpadu
Provinsi Nusa Tenasara Timur

01 - Rata-rata lndcks flc.a Provinai
Nusa Tenggara Timur

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRAISMIGRASII,
KEMENTERIAN DAIAM NEGERI,
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN,
BADAN NASIONAL PENANGGUI,ANGAN
BENCANA (BNPtsI, BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL (BIG), KEMEIYIERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERUNDUNGAN ANAK,

1,5 55,70 4.to2,2

SK No093l19C - A. .80 -



FRESIDEN
FEPUELIK INOONESIA

PN/ PP/ KPl ProP Sssaran Indikator

Dukungan
Terhadap
Alahan

Instansi P.l,akransTarget Rp. Juta

KEMENTERIAN PENDID'KAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN
XEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BKKBN),
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA, BADAN NASIONAL
PENGELOI,II PERBATASAN (BNPP)

02.o3.o4.17
PRO-P: Pcmbangunan Dcsa
Tcrpadu di kovLrsi Nula
Tcnggara Barat

Ol - Tcrlakananya
pembangunan dc8a tclpadu
Provinsi Nusa Tcn8gara Bant

Ol - Rata-rata Indek Dcse Provin3i
Nula Tengaara Barat

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TMNSMIGRASI,
IGMENTERIAN DAI,/IM NEGERI, BADAN
NASIONAL PENANGGUT,ANCAN BENCANA
(BNPts), KEMENTERIAN KEUIUTAN DAN
PERIKANAN, BADAN INFORMASI CEOSPASIAL
(BIG), KEMET{TERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEXIOLOCI, BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARCA
BERENCANA NASIONAL (BKXBN),
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATI(A

1,5 72,25 5.3s0,7

02.03.(x.18
PRO-P: Pembangunan Kawasan
Pcrdcsaan Prioritaa Nesiona.l
Sumbawa, Lmbok Titltur,
IrDbok T.ngah, dan Dompu

0l - Tcrlaksananya
pcmbanEunan Kewar€n
Pcrde€aan hioritas NaBional
Sumbswa, LoEbok Timur,
lrmbok Trngah, dan DoEpu

Ol - Indck P.rkcmbangan l(awasan
Pcrdc€aan Kab. Sumbawa, Lombok
Titnur, lrmbok TenSah, dan Dompu

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRAJTSMIGRASI,
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, DAK

1,5 64,45 62.ss6,0
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52,45 40.223,5 (EMENIERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAJ.I TERTINGGAL DAN TRANSMICRASI,
KEMEMERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, DAX

02.03.04.19
PRO-P: Pcmbangunan lkEasan
Me3aan kioritas Narional
ManSgarai Barat, Ngade, dan
SuEba Timur

0l - Terlaklananya
pembangunan Kawaaan
Pcrd6aan hioritas Na.ional
Manggani Barst, NAada, dan
Sumt a Timur

01 - Indcks PcrkcmbanSan tkwalan
Perdcaaan Keb. ManSgaiai Bant,
Ngada, dar! Sumba fimur

1,5



FRESIDEN
REPUEUK INOONESIA

PN/PP/ KPl PIoP Saaaran Indikato!

Dukungan
Terhadap
Arahan
Pr€siden

Rp. JutaTerSet Instan.i P.laksana

02.03.04.20
PRO-P: Pemulihan Pasca
Bcncana Dacrah Tcrdampak di
Pulau t mbok dan Sckitarnya

0l - Pelayanan publik yang
bcrhasil dipulihkan

0l - Pcrccntasc pelaJ.anan publik
yans dipulihkan

BADAN NASIONAL PENANGCUIINGAN
BENCANA (BNPB), KEMENTERTAN TOPERAIII
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH,
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERNNGGAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMEMERIAN SOSIAL

2 75V" 606,2

02-o3.o4.2r
PRO-P: Revitalilasi lGn'asan
Tranrmigrasi Tambora dan
l"abanska

0l - Tcrlaksananya rcvitalhasi
lkllqsan Transmigrasi Tambora
den kbanska

0l - Rata-rata nilai tndekg
Fclkcmbangan Ibwaran
Trarunigra.i yang dircvitali€a8i di
Provinli Nusa Tenssara Barat

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERNNC,CAL DAN
TRANSMIGRAS}I

5 s9,00 80,o

02.o3.o4.22
PRO-P: Revitalila.i l(awasan
Transinitraai Kobelima Timur,
Ponu, dan Melolo

ol - TcrlaLsananya rcvitalisasi
Ikwasar Transmisrasi l(obelima
TiEur, Ponu, dan Mclolo

Ol - Rata-rata nilai Indek6
FEkembangan thwa€an
Tran€niArasi yang dircvitalhasi di
Provin8i Nusa Tcnggara Timur

KEMET{TERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINCTGAL DAN
TRANSMIGRASI

5 46,t4 947,3

02.03.0s
KP: Kclemb€Eaan den Keuangan
Dacrah

01 - Mcningkatnya nilai Evaluasi
Feflyelengaa.rarn Femerinte]ren
Dacrah (EPPD)

0l - Nilai Evaluasi PcnyclcnSgaraan
Fcmcriatahan Dacrah (EPPDI

4 3,21 t?.44?,7

02 - McninSkatnla pcracntaac
da.rah d.nsan indcks inovasi
tinagi

0l - Pcr€cntasc dacrah yang
hempunliai nilai indeks inovasi tinSgi

4 36,50 %

03 - Mcningkatnya daerah
dellgen pen€riltrden daerah
menirlgkat

Ol - Jumlah dacrah
penerimaan dacrah

dcnSan
mcningkat

4 28 daerah

04 - McninSkatnya daerah
dcnsan r€alisali bclanjanya

Ol - Jumlah dacrah dcnSan rralisasi
bclanjanya bcrkualitag

SK No093l2l C

27 dair*t
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PRESIDEN
RE,FIJELIK TNDONESIA

PN/ PPl KP/PToP Iadikator

Dukuagan
Tcrhadap
Arahan
Pr.lidcn

Rp. JutaT6r:et InatarBi Feliak8ana

05 - Meningkatnya rcforEasi
pclayenen p€ririnan

0l - Jumlah pcrizinan yent
kewenangannya sudah didclcSasikan
ke PTSP Plima bcrbask cLkrmnik

I .497 doku!rctl

06 - McninSkatnya daelah yang
memiliki P/rSP Prima bcrbasig
clcktronik

0l - Jumlah dacrah yanS mcmiliki
PTSTP Prima berbash clcktionik

4 I I daerah

07 - Meninakatnya tata ketrola
kcuangan dacrah yanS cfcktif
dsn cfisicn

0l - Jumlah da6ah yang
m.laklana.kan tata kclola keuangan
yanS efektif dan efisien

4 27 da6ah

08-
dan

Menillgkatnya lG.epakatan
Pcrjanjian Kcrja Sama

Ol - Jumlah da.rah yang
menAiEplementasikan Kcscpakatan
dan Perjanjian r\erja Sama Dacrah

4 2 dacrah

Dacrah

09 - Meningketnya pers€ntasc
capaian SPM di daerah

0l - PeBentarc capaian SPM di
dacrah

4 49,9./o

10 - Mcningkatnya dacrah
dengan indcks kincrja cwPP
katc8ori baik

I 1 - M.ningkahya pengelolaen
pcrtanahan dan
tarrclanggarakannlr penataan
ruang

0 I - Jumleh daerah dcnSan indcks
kinerja GWPP kategori baik

0l - Luas ekupan bidang tanah
benertipiket ]BnA terdigita.i dan
mcmiliki gcoEfcrcn6i l.ang beik

4

5

34 daeEh

1.047.767 ha

02 - txaa cakupan pcta dasar
pcrtanahan

5 79.327 ha

03 - Jualah Eateri tcknis dan
rancangan Pcraturen daerah RDTR
Keb/l(ota

5

SK No 093122 C
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RaJlperkada



FEESIDEN
REFUELIK INOONESIA

PN/ PP/ KP/ ProP Saoaran Indikator

Dukungan
Tcrhadap
Arahan Imtansi PelaklanaTarget Rp. Juta

04 - Jumlah pcrsctujuan substansi
RDTR t(ab/Kota

6 persctujuan suhtarEi
RDTR

05 - Jumlah matcri tcknis dan
rancanaan peraturan daenh RTRW
Itov/ I(ab/ Kota

4 matcri t krlis dan
Rarperda

06 - Jumlah pcEctujuan substansi
RIRW Prov/ Kab/ lbta

3 pcructujuan 3ubltanai
FTRW

07 - Nilai Kcpa8tian dan
Pcrlindungan Hak ata. Tanah

5

5

5

55

08 - Jumlah Penangaran Pcrkara
Haril Fcnyidikan FclanSgaran
Pcmenfeatan Ruang

5 5 pcrkan

12 - TerlslGananya Peningkatan
PenyeletrgSararn tn{o6aai
GeGpa.ial

0l - Jumlah k$€pekatefl teknis
bata. wilayah adminfu traai
d€sa/kelunhen yang dihasilkan

2 600 d.aa

02.o3.05.1I
PRO-P: P.ningkatan Kapa3itag
Pemcrintahan Dacrah dan
HubunSan Pusat-DaeBh di
Provin8i NUla TenSgara Ti6ur

0l - Mcmpcrccpat k Eudahan
bcrusaha di dacrah termasuk
rcformasi Flayanan pcririnan
yan8 berbe.h sistem informa8i
digital (e{orl

0l - Jumlah p.ririnan yang
kct ErBnsannya sudah didclcsasikan
kc PaSP kima berbasis clck[onik

4 774 dokumen O,OIN KEMENTERIAN DAJ./IM NEGERI

02 - M.ninglatnya kcrja Bama
daerah

0l - Jumlah dacrah yanS
mengimplemcntasikan klelepal(atan
dan Pcrjanjian Kcda Sama

4 I dacrah

4

SK No 093123 C

03 - Meningkatnya pcr.entas€
capsian SPM di dserah

0l - FerE6 ta.e capaian SPM di

- A.II.84 -

a7,4196



PRESIDEN
REPIJBLIK INOONES]A

PN/PPl KP/ PloP Saaaran Indikator

Dukungan
Tcrhedap

Prsiden
Rp. JutaTargct Inatanai Felakaena

04 - McninSkatnya pcrsenta8c
daerah densan nilai indeks
inovaai tinssi

0 I - Pcr&ntasc daerah yanS
mcmpunyai nilai indcks inovasi tinagi

4 34 vo

05 - McnirSkatnya da€rah
dcngan penerimaan dacrah
meninsl(at

0l - Jumlah daerah yang pen€ridaan
daerahnya meniqkat

4 la dacrah

06 - Mcningkatnya dacrah
dcngen rcalile.i belarjanya
berkualite6

0l - Jumlah daerah yang r€alilasi
belsnjanya berkualitas

4 la dacrah

07 - Mcningkatnya tata kclola
keuanger daerah yery efektif
dan efrsien

0l - Jumlah daeBh yang
melakaaneken tete kelola keuangan
daerah yarg efeldil dan efisien

18 da6ah

08 - Pcnin8katan penataan
hubungan pusat alacrah

0l - Jumlah tugas dan f,,ewenanA
yana dilak&nakan oleh tub€mur
E€bagai wakil pemcrintah pulat
densan kincrja baik

4

22 rckomendasi

723 dokuEen02.03.05.12
PRO-P: Feningketan lhpa3itag
Pemcrintahan Dscrah dan
Hubulgan Purat-Dadah di
Plovinsi Nura Tcnggara Barat

01 - Mempercepat kemuda}tan
baruaaha di daarah tarmaauk
rEformasi pelayanan Frizillan
yang berbasis sbtcm informasi
diaital (e-so4

0l - Jualah p€ririnan yang
k \r,cnangannya sudah did.lcgasikan
l(e PftiP hima bcrba8b clcktronik

02 Meningketnya kerja rema 0l - Jualah daemh yarS
mcngimplcacntasikan Kcspakatan
dan Fcrja[jian l(eda Sama

O,OhI KEMENTERIAN DAI.AM NEGERI

4 I daerah

4

SK No093l24C

03 Meningkatnyapere€fte.€
capaiar SPM di daerah

Ol - Per.e[tae capeien SPM di 92,44 Eo
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FRESIDEN
NEFUBUK INOONESIA

PN/ PPl t(P/ ProP Sa€alan Indikator

Dukuntan
Tcrhadap

Pr6idcn
Tar8et Rp. Juta Ir!3tan.i Pelaklara

04 - Meninakatnya perscntase
da.rah dengen nilai indeka
inovaai tinggi

Ol - Perrcntasc daerah yanS
mcmpunyai nilai indck8 inolali tingai

4 39 V.

05 - Mcningkatnya daelah
dengan penerimaan dacrah
mcningkat

0 I - Jumlah daenh yang Fnerimaan
da€rahnya mcningkat

4 l0 daerah

06 - Meningkstnya daersh
dcnSan rcalfua.i bclanjanya
bcrkualitac

O I - Jumlah dacrah yang rcalisasi
belanjanya bcrkualitas

4 9 dacrah

07 - Meningketnye tata kelola
kcuanSan daerah yang efektif
&n cli.icn

0 I - Jumlah dacrah yanS
melek.enekan tata kelola keuanSan
daerah yans €feldf dan elhien

4 9 deerah

08 - Ferdngkatar Fnatsan
hubudgan pu8at daerah

0I - Jumlah tugas dan wcwcnan8
yary dilaklanakan olch gubcmur
scbagai wakil pcmerintah pusat
dcngan kincrja baft

4 22 rekoaendasi

02.03.os.13
PRO-P: Pclgelolaan dan
Pelajranan Pcrtanahan di
Provin8i NuEa T€tlagara TiEur

0l - Ttrlaksananya pcrccpatan
lcrtifdesi tanah

01 - Jurnlah S€rtipikat Hak Ata!
Tanah

5 40.099 bidang 7.679,2 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

02 - Terlakseranye perc€paten
p€te bidans tanah dan ruana

Ol - Jumlah bidang tanah 5 92.247 ha

02.03.05.14
PRO-P: Pcngclolaan dan
Pelayanan Pertanahan di
Provinsi Nusa Tcnggara Barat

0l - Te aklananya pcrccpatan
sertifikasi tanah

Ol - Jumlah S.rtipikat Hak Atas
Tenrlr

5 7 l 535 bidang 5.864,5 KEMENTERIAN ACRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

5

SK No 093125 C

02 - Tarlaksananya pcrccpatan
pcta bidang ta.nah dan luang

Ol - Jumleh bidarr8 tarEh

- A.II.86 -
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PRESIDEN
BLIK INDONESTA

PN/ PPl KP/ ProP Sasaran

Dukungan
Terha&p
Arahan
PrE!idcn

Rp. JutaTarget In3ten.i Felek.aM

02.o3.o5.15
PRO-P: Pcnyelenggaraan
Penataan Ruang di kovinai
Nusa Tenaaara Timur

0l - Juml,ah lrateri tek s dan
Bncangan Pcraturan daerah RmR
Kab/Kota

4 matcri tcknis dan
Rarp€rkeda

I.59O,O KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANC/BPN

0l - TeEuaunnJ.a rcncana tata
ruana ysng bcrkualitas

5

02 - Jumlah pcrsctujuan rub.tanBi
RDTR IGb/Kota

3 pcEctujuan Bubstansi
RDlE

5

03 - Jumlah pcrcctqiuan suhtansi
RTRW Prov/lbb/ Kota

I pdaatujuan aubaten3i
RTRW

5

Ol - Tcmuaunnya nncana tata
ruang yang bcrkualitas

02.03.05.16
PRO-P: Fenyelelgteraer
Penataan Ruang di Provinsi
Nusa Tcnggara Berat

0 I - Jumleh materi teknia dan
nancangan pcraturan daerah RDTR
Kab/Kota

8 nrateri tekft dan
Renpffkada

2.714,0 XEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

02 - Jumlah pcr€€tujuan subatansi
RDTR Kab/Kota

3 p€E€tujuan sub€tsNi
RmR kab/kota

03 - Jumlah m.tcri tcknb dan
rancangan pcraturan daerah R'TFIW
PrEv/ thb/ Kota

2 matcri tckni. dan
Ranperda

04 - JuEleh per.€tujuan lubstansi
RTRW Prov/ Kab/Kota

I pcrcctujuan sub3tansi
RTRW prov/kab/kota

5

5

5

5

02.03.05,18
PRO-P: PenJrclcnggaraan
Intorma.i Geospssial di Provinsi
Nuaa Tcnggara Barat

0l - Tcrcapainye jumlah
ka€apakatan taknir batas
wilayah admini.trasi
d$a/kcluralan yang dihasilkan

0l - Juml,ah kecpakatan t knis
bata3 s.ila].ah adminisfa.i
dEa/kelurahan yang dihasilkan

2 25O dcsa O,OF) BADAN INFORMASI OEOSPASIAL (BIG)

SK No 093126 C

0l - Jumlah kdcpakatan tekni.
batas wilaysh admintutrasi
dcaa/ kclurahan yang dihasilkan

350 de8a O,OI4 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)02.03.05.19
PRO-P: PcnyclcnSgararn
I ormasi Geospasial di Provirci
Nu€a TcngSara Timur

Ol - Tercapainya jumlah
kercpdketan tekniB batag
wilayah administra8i
de8e/kelura}lan yarls dihasilkan

2

- A.tI.87 -



FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

PN/ PP/ KPl ProP Saaaran Indikator

Dukunaan
Terhadap
Arehen
PreBiden

Rp. JutaTargct lnstansi Pclaksana

02.M
PP: Fembanturran Wileyah
Kalimentan

0l - Meninakatnya
pertuEbuhen ekonohi dan
tingkat kEcjahtcraan
mssyarakat di Wilayah
Kalimantan

0l - taju pertumbuhan PDRB
Wilaysh Ihlimantan

5 5,2-5,5 9/o p€r tahur 22.322.133,3

02 - IPM PrEvinsi di wilayah
t(alimantan

68,91-78,18 nilai
minimuE-nilai

makaimum

I

03 - Pemcntas Fnduduk miskir
Wilayah IGlimantan

4,3-5,1V.

02.04.01
KP: PengeEbanFn I(awalar
Strate8is

01 - Bcrkcmbangnya l(awasan
Stratcsis

0f - Rasio pcrtumbuhan inv$ta3i
kaEalan (KEK/KIlDPP/KPtsPB)
terhadep wilayah

02 - Jumlah kawasan pusat
pcrtumbuhan yans difasilitasi dan
dikcmbangkan

03 - Dcstinasi Pariwi€ata
Fettgcmbangan dan levitalissi

04 - KEK bcrbasb pa wkata dan

05 - NI Prioritas dan NI
Fcngembangan

5 >l 6.409,0

5 6 kawalan

5 2 jumlah dcatina8i

5 I kawasan

5 3 jumlah XI

02,04,01.01
PRO-P: Fasilirasi Rcslbasi
lnve.tasi dan Pemban$nan Kl
IGtapang

01 - Tcrfasilitasinya rcalisasi
invcstasi dan pembangunan Kl
Ketapang

0l - Rasio pcrtumbuhan investasi
kawasar (KEK/K/DPP/rctsPts)
tcrhadap partumbuhan invcataal
Provinsi Kelimentan Berat

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN
0crintlgrasi d.n8an PSN)

5 >1 0,ohr

- A.II.88 -SK No 093127 C



PRESIDEN
UBLIK TNDONESIA

PN/ PP/ KP/ ProP Sasaran Irdikator
Dukungan
Terhadap
Arahan
Prcsiden

Rp. JutaTarget lrutansi Pelakana

02.o4.ot.o2
PRO-P: Fernbanaunan Dcstinasi
Pariwfuata Pcnge6bangan
Sambas-Singkawang

01 - Rasio pertuabuhan investaei
kawasan (KEx/ KIl DPP/ KPtsPB)
terhedap p€rtumbuh,an inv4tasi
Provinsi KaliEartan Barat

0l - Terls.l(8enanya
pcmbangunan Dcatineri
Pariwisara PcnScmbangan
Ssmbas-SinAkawang

5 >1 4.557,0 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NECERI,
KEMEMERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

02.04,01.03
PRO-P: Fasilitasi Rcalhasi
Inveltasi dan Pembangunan KI
SuIya Borneo

0l - Tcrfasilita.inya rcalisasi
inve3teai dan pembangunan Kl
Surya Bomeo

Ol - Ra8io p€rtumbuhan inve.tasi
kawasan (rEK/ IC/ DPP/ XPtsPts)
tcrhadap pcrtumbuhan investasi
Prcvinsi lhlimantan Tcngah

I(EMENTERIAN PERINDUSTRIAN,
XXMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

5 >l 0,(y.r

02.04.or.04
PRO-P: Fembanaunan Destinasi
Pariwhata Pen8embangan

0l ' T€rla.lcananya
pcEbangunan DeBtina.i
Pariwiuta Peng€EbaDgan
Delawan-Berau

0l - Rasio pertumbuhen inve.tasi
kawasan (KEK/ Id/ DPP/ KPtsPBl
tcrhadap p.rtumbuhan investadi
Provinsi

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/BADAN PARIUSATA DAN EKONOMI
KREATIF, KEMENTERIAN DAIJIM NEGERI,
KEPOUSIAN NEGARA REPIJBUK INDONESIA,
KEMENTERIAN DF,SA, PEMBANGUNAN
DA.ERA}I TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

5 1.852,0

02.04.0r.o5
PRO-P: Perrepatan PcningLatan
lnv*tesi KEK Maloy Batuta
ftans t(alimantan

0l - Tetlaklananya Frccpatan
pcningkata.n iflve8tasi KEK
Meloy Betute Trans Kalimantan

0l - Ralio pcrturrbuhen investasi
kawasan (KEK/ KIl DPP/ KPBPB)
terhadap pertumbuhan invcstasi
Provinri Aceh

KEMEI{TERIAN PEKER,JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN
INVFSTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL

5 >l 0,0F)

02.04.01.06
PRO-P: Fasilitasi Rcalhasi
Invcatasi dan Pembangunan KI
Tanah Kuning

0l - Terlekenanya Fasilitasi
R.alfuaai Inverte.i den
Pembangunan KI Ttnah Kuning

0l - Raaio pertuBbuhan inveatasi
kas,a€an (KEK/ KI/ DPP/ KPBPts)
tcrhadap p.rtumbuhan investesi
Provinsi lhlimantan Utare

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAI, KEMENIERIAN PERINDUSIRIAN,
KEMENTERIAN AGRARTA DAN TATA
RUANG/BPN
fl"rintcgre.i den8an PSN)

5 0,ohr

- A.II.89 -SK No 093128 C



PRESIDEN
ELIK INDONESIA

PN / PPl KP/ PToP Sa6aran Indikator

Dukungar
Tcrhadap
Arahan
Prcsidcn

Rp. JutaTarget Inltansi Pclaksana

02.o4.o2
KP: PengembanSan Seldor
UIltgulan

0l - BcrkcmbanSnya scktor
ungSul,an

0l - Pcftcnte.e peningkatan produki
komoditar unggulr.n pcr tahun - kopi

02 - Peracntaa€ peningkatan produkBi
komoditas unggulan pcr tahun -
karct

5 t-2 v" 27.tt4,6

5 2---1

03 - Pcraenta!€ petrirgkatan produkri
komodita. un8gulan pcr tahun -
pcrikanan tangkap

5 t-2

04 - Pcrccntasc pcningl.atan produksi
komoditas unSgulan Fr tahun -
p.rikanan budidaya

5 #

05 - PeraentaEe p€ningkatan prcduksi
korEoditas unggulan per tahun - lada

06 - Peruerta€€ pcningkatan pmduksi
koiroditaa u[ggulan per tehun '
lclapa sawit

5

5

t-2

4--4 Vo

07 - P.rccntase pcningkatan prcduksi
komoditaa ulgSulan par tahun -
kclapa

5

5

2-4

l-l 9408 - FcEcntasc pcningkatan prcduksi
komoditas unagulan per tahun -

SK No093129C

0l - Te akananya
pcngeDrban8en komoditaa
unSgulen karct

- A.II.90 -

2--3'% 3.OOO,O KEMENTERIANPERTANIAN02.M.O2.Ol
PRO-P: Fcngcmbangan
Itumoditas UnSSulan Karct di
Provinsi Kalimanran Barat

0l - Fcrrcntalc pcningkatan produksi
komoditas unagulan per tahun
Provinri Kalirhanten Batat - karet

5



PRESIDEN
REPT'ELIK INDONESIA

PN/PPlKP/ ProP Sasaran Indikator

Dukunaan
Tcrhadap
Arahan
Pftsidcn

Target Rp. Juta In8tan8i Pclaksana

02.o4.o2.o2
PRO-P. Pengcmbangan
lbEodites UngAulrn lrda, Pala,
dan Cengkch di kovinsi
KaliEantan Barat

0l - Tcrlaksananya
pengembatgen komoditar
ungSulan lada, pala, dan
cengkeh

01 - Fcrscntase pcningkatan produki
komoditas unagulan per tahun
Prwinsi Krlimmtrn BaEt - lada

5 2---3 V" I.016,5 KEMENTERIAN PERIANIAN

02.o4.o2.t5
PRO-P: P.ngcmbangan
Komoditas Un8gulan Ikrct di
Provinsi lhlimanran S.lstan

0l - Tcrlaksananya
pengembangan komoditag
ungSulan karEt

01 - Pers€nta!€ p€nin8katan produkai
komodita6 unggulan p.r tahun
Provinsi tklimantan Sclatan - ksrct

2.234,5 KEMENTERIANPERTANIAN5 4-4 avo

02.o4.o2.25
PRO-P: Pcngcmbangan
Komoditas UnSgulan lada, Pala,
dan CcnEkch di Provinsi
Kalimantan Utara

0l - Tcrlaksananya
pengembanaan komodita.
unggulan lada, pala, dan
cengkch

01 - PcEcntasc pcninSkatan ppduksi
komodita3 unagulan per tahun
kNinsi Kalimmten UtrE - leda

5 2-5 q" I.980,8 KEMENTERIANPERIANIAN

02.o4.o2.24
PRO-P: Pcngcmbangan
IbDoditas Unggulan Pcrikanan
Budidaya di Provinsi Ihlimantan
Tengah

0l - Tcrlaksanarya
Fng.mbanSan komoditas
uag8ulan perikanan budidaya

0l - Percrta!€ peningkaten produki
komoditaa unggulan pcr tahun
Provi ri Kalimantan Tengah -
perikanan budidaya

2.022,5 KEMENTERIAN KEI,,IIUTAN DAN PERIKANAN5 5-7 V"

02.M.O2.30
PRO-P: Pcngcmbangan
Ibmoditas Unggulan Pcrikanan
Budidaya Provinsi tblimantan
S€16tan

Ol - Tcrlakananya
pcnS.mbangar komodites
unggulan pcrikanan budidaya

0l - Perlenta$ peningkatan produkBi
koDroditaa unggulian per tahun
Itovinsi IGlimantan Seletan -
pe l(anarl budidaya

3.497,I KEMENTERIAN KELAI,}TAN DAN PERIKANAN5 5-?
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5-7 %, 2.022,5 KEMENTERIAN KEIAUTAN DAN PERIKANAN02.o4.o2.32
PRO-P: Pengerrlbengal
Komoditas UngSul,an Pcrikanan
Budidaya Provinsi Iklimantan
Timu!

0l - T€rlakananya
pcngcmbangan komoditas
unSgulan pcrikanan budidaya

0l - Pcrlcntasc pcningkatan Foduksi
komoditas unggulsn Fr tahun
Provin.i lhlimantan limur -
perikanan budidaya

5



FRESIDEN
REPIJELIK INDONESIA

PN/ PPl rP/ProP Sasaran Indikator

Dukunaan
Tcrhadap
Arahan
Pr.lid.n

Target Rp. Jula Instansi Pclakana

02.M.O2.34
PRO-P: Pcngcmbangan
t(omoditas UnSaulan Perikanan
Budidaya Provinsi Ihlimantan
Utsrs

01 - Terlakananye
penSembangan komoditas
unsgulan perikanan budrdaya

01 - Perscntalc pcningLatan prcduksi
komodiras uragulan Fr tahur
Provinsi Kalimanten Utaru -
p€rikaran budidaye

5 5-7 V" I.822,5 KEMENTERIAN KEI,AI,'TAN DAN PERIKANAN

02.04.02.3s
PRO'P: Pengcmbangan
Komodita. UngSulan Kopi di
Prdvin.i Kalimantan Bsrat

01 - Tcrlak€ananJra
p€ngembangan komoditar
ungaulan kopi

0l - Peftcntee pcningkatan produksi
komoditas unggulan pcr tahun
ltovinsi Ihlimanten Bamt - kopi

5 l-2 Y. I,575,0 KEMENTERIANPERTANIAN

02.o4.o2.36
PRO-P: Pcngcmbangan
Komodites Unggulan Kakao di
ttovin3i lblimantan Barat

0l - Tcrlaksananya
pengerDbansan komoditas
unggulan kakao

0l - Pcrscnta* pcningkatan produksi
komoditas unggulan pcr tahun
Provinsi Kalimantan Barat - Lakao

5 t-2 O,OFI KEMENTERIANPERTANIAN

02.o4.o2.37
PRO'P: Fengeabangan
lbmoditas Unggulan Kelapa di
Prwinsi KelimEntan Brrat

Ol - Tcrlakananya
FngembanSan kornodit^3
unssulan kelapa

0l - Perucntasc pcninSkatan ploduksi
koEoditas unggulan pcl tahun
Provitrsi lhlimantan Barat - kclapa

5 1-2 I.633,5 KEMENTERIANPERTANIAN

02.o4.o234
PRO-P: PcnEembangan
Ibmoditas Unggulan Kclapa di
PEvinsi Kalinentan TenSah

Ol - Tcrlaksananya
Fngembsntan komodita6
unggulan kclapa

Ol - PerEenta3e peningkatan produki
komoditas ungSulan pcr tahun
ProvinBi lbliaantan Tengah - kclapa

5 t-2 r.$3,2 KEMENTERIANPERTANIAN

02.M.O2.40
PRO-P: Pcrgcmbangan
Komoditas UngSulrn lkrEt di
kovinsi KaliEantan limur

01 - Terlak6ananya
pcngqmbangan komoditas
ungaulan karet

01 - Pcrscntas€ peningkatan produki
komoditaa unggutraa per tahun
Provinsi Ihlimantan Timur - karct

5 4-4 1.4OO,O KEMENTERIANPERTANI.AN

SK No09313l C
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PRESIDET{
EEPUBLIK INDONESI 

PN/ PP/ KP/ ProP Saaaran Indikator

Dukungan
Terhadap
Arahan Rp. JuteTaract Instsrt.i P.Ia-llane

02.o4.o2.41
PRO-P: Fengembangan
Komodita3 Unggulan Kclapa di
Provin i Kalimantan Timur

Ol - Terlaksananya
PenSeEbanSan komoditag
urrasulan kelapa

0l - Pcrrcntar. p.ningkatan produki
komoditas ung8ulan pcr tahun
Provinsi thlimantan Timur - kelapa

5 3-5 Vo 774,4 KEMENTERIANPERTANIAN

02.o4.o2.42
PRO-P: F.ngcmbaflgan
Ibmoditas Unggulan Ibrikanan
Budidaya di Prcvinsi Iklimantan
Barat

Ol - Terlaksananya
pangcloban8an komodita!
unSSulan perikanan budidaya

0l - PeE€ntalc peningkatan prcduki
komoditar unggutrer per tahun
Provin3i lhlimantan Barat -
pcrikarun budidaya

5 44% 1.822,5 KEMENTERIAN XEI.IIUTAN DAN PERIKANAN

02.o4.o2.43
PRO-P: Penaembnsan
KoEoditas Ung8ularr Kelapa di
Provinli Kalimantan Utara

0l - Pcncntae pcningkatan pioduki
komoditas unggulan pcr tahun
Provimi l(alimanta, Utara - kelapa

0l - Tcrlaksananya
penaembanaan komoditas
ung8ulan kclapa

5 5-7 V. 983,6 (EMENTERIAN PER'TANIAN

02.04.03
KP: Pcngembangan tkwasan

0l - Bclkcmbalgnya kawasan
pcrkotaan

01 - Skor Indckr Kota
Berlclanjutan/IKB Kota Pontianak
(angka pcrhitungaD rcmcntara)

5 47,44 21.644.323,4

02 - Skor Indek lbta
Berkelanjuten/lKB Kote SingkawaaS
(engka pcrhitun8an E€mentara)

5 41,86

03 - Skor Indeks Kota
Berkelanjutan/IKB Kota
PalarykarEya (ansks pcrhitunsan
3€mcntars)

5 48,97

04 - Skor Indck3 Kota
B€rkelanjutan/ IKB WM Banjarmasin
(angka pcrhitunaan scmcntaral

5

SK No O93l32C - A.rr.93 -
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FRESIOEN
NEPUBUK INDONESIA

PN/ PPl KP/ ProP Saiaran Indikator

Dukungan
Tcrha&p
AIahan
Pr€sidcn

Rp. JutaTerget Iffiten.i P.lekaana

05 - Skor Indcks Kota
Berkelanjutsn/IKB Ibu Kota
Nulentere (angka pcrhitungan
Sementara)

5 40,86

06 - Skor Indcks Ibta
Berkelanjutan/lKB Kota Balikpapert
(an8ka perhitunga[ r€trentam)

5 53,20

07 - Skor lrdek. I6ta
B.lkclanjutan/l(B Kota Saaarinda
(engke perhitunSan Ecmentera)

5 49,68

08 - Skor Indeks Kota
Berkclarjutan/lKB Kota Baru
Tanjung S€lor (angka perhitungan
aamcntaral

5 39,34

09 - Skor Indek lbta
Berkelanjutan/lKB Kota Tarakan
(angka pcrhitunSan .cmcntara)

5 49,92

02 - B€rkembangnya kota baar,
kota lcdang, kota k€cil lcbaaai
PXX/PKW

Ol - Jumlah kota be.ar, .cdang, kecil
yans dikembanskan sebssai
PKX/PKW

5 6 kota

03 - Tcrlaklanan)€ penyelelaian
RTR untuk WM di luar Jawa

Ol - Jumlah wM di luar Jawa yanS
diI€ncanakan

5 twM

04 - Bcrkembangnya wilayah
Mctropolitan di luar Jawa

O t - Jumlah WM di luar Jaws yana
dikcmbangkan

5 lWM

5

SK No093133 C

05 - Terbe.nSunnya Ibu Kota
Nueentera

0l - Luar arra FmbanSunan Ibu
Kota Nulentare

- A.II.94 -

6.6?1 ha



FRESIOEN
REPUELIK INOONESTA

PN/ PPl KP/ProP Sararan Indikator

Dukungan
Terhadap
Arahan Instansi PelakanaTargct Rp. Juta

06 - Terbangunnya kota baru 0 I - Jumlah kota baru yang
dibangun

5 I kota

02.04.03.03
PRO-P: P.ngembangan Wileyah
Metopolitan di Provinsi
Kalimantar S€latan

0l - Terlaksananya penyclesaian
RTR untuk WM di luar Jaw

0 I - Jumlah WM di luar Jawa yang
dircncanakan

BADAN PUSAT STATTSTIK, KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN, KEMEIMERIAN PEKER.IAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF

5 lwM 28.913,9

02 - BerkcmbanSnya Wilayah
MctropolitaD di luar Jawa

0 I - Jumlah WM di luar Jawa yang
dikcmbangkan

5 lwM

02.04.03.04
PRO-P: Pembangunan Ibu Kota

0l - Tcrbangunnya Ibu lbta
Nuaantara

0l - Luaa erea pembangunan Ibu
Kota Nusantara

5 6.671 ha 20.949.4*,7 KEMENTERIAN LINGKUNCAN HIDUP DAN
KEHLTTANAN, KEPOUSIAN NEGARA REPUBIIK
INDONESh, TEMENTERIAN AGRARIA DAN
TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN
KEUANGAN, BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT, KEMEMERIAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
KEMENTERIAN (ESETIATAN, KEMENTERIAN
KETENAGAXER.JAAN, KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN
INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL, XEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POUI'IK, HUKUM DAN KEAMANAN
tTerintcgrari dengan PSN)

02.04.03.05 Ol ' Berkernbangnya kota belar, 01 - Jumlah kota besar, !€dant, kecil 5 2 kota 161.547,5 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PRO-P: FenSembanSan Kota kota s€dang, kota kccil !€bagai yanS dikenbanEkan sebsgai
B.ur. Kota srrdan& Kota Kccil PKN/PKW PKN/PKW
,li Pr vinri L.lih.nran R.r.r
02.04.03.06 Ol - Bcrkcmbangnya kota b$ar, 0l - Jualeh kota be.er, 3€dan8, kecil 5 I kota 96.928,6 KEMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN
PRO-P: Fcngcmban8an Kota kota oedang, kota kecil lcbegei yenS dikembanSkan lebeSei PERUMAHAN RAKYAT
Besar, Kota Scdan& Kota Kccil PKN/PKW PKN/PKW
di Provinsi Kalimantan Tcnsah

SK No 093134 C
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FRESIDEN
REPUBLIK TNDONESTA

PN/ PP/ KP/ ProP Sasaran Indikator

Dukungan
Tcrhadap
Arahan
hcficn

Target Rp. Juta Instansi Pclaksana

02.o4.o3.o7
PRO-P: PenAeEbangan Kota
Be€ar, Kota Sedan& Kota Kccil
di Provinsi Kalimanran Timur

0l - B€rkembangnya kota b*ar,
kote 8cdan8, kota kccil scbagai
PKN/PKW

0l - Jumlah kota b6ar, scdang, kccil
yang dikcmbangkan scbagai
PKN/PKW

312.I97,I KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAXYAT, KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN

5 2 hnta

02.04.03.08
PRO-P: Pcngcmbangan l(ota
Besar, Ibta Scdan& Kota Kecil
di Provinsi KalitEntan UterE

0l - Bcrkcmbangnya kota bcsar,
kota scdana, kota kecil sebaaai
PKN/PKW

o I - Jumlah kota bBsr, s€dary, kecil
yang dikembangkan .€bagai
PKN/PKW

55.28I,6 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN5 1 kota

02.o4.o4
KP: PengeEbengan Dacrah
TertinSgal, Kawa.an Ferbataran,
Perd*aan, dan Trenrmigrasi

0l - TerbanSunnya Dela
Tcrpadu, Kar?saD Pardcsaan,
dan lkwaaan Tranamigraei

01 Rata'rata lndek. De3a Wilayah
Kalimantan

02 - Rata-rata nilai Indek!
Perkeabangan Kawaran Pardeaan
Priorita. Nalionrl

03 - Rata-rata nilai lndekg
Perkealbanga.n Kaqlasan
Tranmiga.i ,€ng Direvitalilasi di
Pulau Kalimantan

04 - Pcrscntasc p.nduduk miskin
Wilayah lGliaantan

0l - Rata-reta Nilai Indeko
Pengetrolaan Kawasan Perbata3en

02 - Jumlah k ca&atan lokasi
prioritas pcrbatasan ncgara yanE
ditinskatksn kcs€jahteraar dan tata
kelolanya

l,5 57,92 590.259,5

1,5 g,9r

5 fi,70

6,6--4,9 Eo

02 ' BerkcmbanSnla Purat
Kcgiatan Stratcgis Nasional
(PI(SN), lrkasi Prioritas
Ferbata€an, dan Dacrah
Tcrtingaal

5 o,47

5

SK No 093135 C
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56,45 15.933,1 KEMEMERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMENTERIAN DAI,IIM NEGERI, BADAN
INFT}RMASI GEOSPASIAL (BIG),

02.(x.04.06
PRO-P: FembansunaI Dc8a
Terpadu di Provinsi tGlimantan
Barat

0l - Tcrlaksananya
Pcmbangunan Desa Terpadu
Provinsi Kalimantan Barat

0l - Rata-rata Indcks Dffa Provin6i
Iklimantan Barat

l,5



FRESIDEN
REFI.JBLIK INDONESIA

PN/PPlKP/ ProP Sasaran Indikator

Dukungan
Ttrhadap
Arahan
Prcficn

Rp. JutaTarget Inatansi Felak8ana

BADAN NASIONAL PENANGGUIINGAN
BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KEI,,IIUTAN
DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN
PEMBERDAYMN PEREMPUAN DAN
PERUNDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOI'GI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL (B((BN),
KEMENTERIAN KOMUNIKAIII DAN
INFORMATIKA

02.o4.u.o7
PRO-P: Pemban8unan I(a*asan
Ferdesaan kioritas Na.ional
Kubu Reya, Mempdwah,
Bcngke]€ng, den Samba8

0l - TcrlaksananJra
pembangunan t(awBsan
Perd$aan Prioritas Na8ional
Kubu Rala, MeDlpawa}l,
Bengkayang, dan Sallba8

0l - Indcks Pcrkcmbangan Kawassn
Pedelaan lhb. Kubu Raya,
M€mpawah, Bengkeyeng, dan
S6lnba.

1,5 60,o2 60.688,s KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERNNGGAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPI{, DAK

02.04.04.08
PRO-P: Rcvitalisasi (awasan
Tian8migrasi Rasau JaJ.a,
Gcrbans Ma! Perkala, dan
Subah

01 - Terlakaranya Evitalfuasi
Kawasan Transmigrasi Ra€au
Jaya, Geftang Mas Perkasa, dsn
Subah

01 - Rata-rata nilai Indckg
P.rkcmbangan lhwa.an
Trarumisrasi yans direvitalisa8i di
PrDvinBi Kalimanten Baret

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, KEMENTERJAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERNNGGAL DAN
TRANSI,IIGRASI

5 62,42 1. t53,5

02.04.(x.09
PRO-P: Peningkaran
Kc*jahtcraan dan Tata Kclola di
Kec€rnata.n Lokari Prioritar di
Pmvinsi Iklimantan Barat

01 - Meningkatnye
k$€jahteraan dan tata kelola di
kacamatan lokaal prioritaa di
Provin.i Kalimantan Barat

0l JuD eh kecamatan lokaai
prioritas perbatdaan neSa.ra yang
ditingkatkan kcscjahtcraan dan tata
kclolanya di kovinsi Kalimantan
Barat

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERNNGGAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMEI{TERIAN PEKER,JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT, DAK

5 12 kccamatrn 20.668,3

02.04.(x.r0
PRO-P: Pusat Kcgiatan SEatc8is
Nasional (PKSN) Paloh Aruk

0l - Berkcmbangnya Pusat
K.giatan Strat gb Nasional
(PKSN) Paloh Aruk

0l - Rsta-nta nilai Indcks
Pengclolaan Xaf,,asan Perbatassn
(IPKB PKSN Paloh Aruk

BADAN NASIONAL PENGEI,OIA PERBATASAN
(BNPP), KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,
KEMENIERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASII

5 0,50 31.193,5

SK No 093136 C

0,37 8.378,9 KEMEITTERIAN PERTANIAN, KEMENTERJAN
DFSA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGCAL
DAN TRANSMIGRAS],

O2.04.(X.ll 0l - Berkembangnya Pu.at 0l - Rata-rata nilai tndekg
PRO-P: Pusat Kcgiatan StratcSis Kcgiatan Sratcgis Nasional Pcngclolaan xawa8an Pcrbatasan
Narional (PI(sN)Jagoi Babang (PI(s}N)Jagoi Babang (IPKE PKSN JaSoi Babang

- A.II.97 -



FREEIDEN
ELIK INDONESIA

PN/ PPl KP/ProP Sararan Indikator

Dukunaan
Tcrhadap
AIehar!
Prciiden

Rp. JutaTargct Instansi Pclaksana

XEMEMERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT, DAK

02.o4.o4.12
PRO-P: Pcmbangunan Dcsa
Tcrpadu di Provinsi tklimantan
TcnSah

XEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMICRASI,
TEMEMERIAN DAUIM NEGERI, BADAN
INFORMASI GEOSPASIAL (BICI,
KEMENTERIAN KEI,,IIUTAN DAN PERIKANAN,
XEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLtrNDUNGAN ANAK, KEMEI{TERIAN
PENDTDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOI'GT, BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NAS}IONAL (BKKBN),
XEMEI{TERIAN KOMUNIKAIII DAN
INFORMATIKA, BADAN NASIONAL
PENANGGUT,ANGAN BENCANA (BNPB)

Ol - P.ningkatan rata-rata
Indcks Dcsa Prcvinsi
IkliEantan Tensah

Ol - Pcning[atan Rsta-Rara Indekg
Dcsa Prcvinsi Iklimsntan TcnSah

t,5 59,45 2.5{x),5

02.04.04.13
PRO-P: Pemban8unan I(awslan
Pcdesaan Prioritas Nssiona.l
Kotawsrinsin Berat

0l - Tcrlak ananl'a
FmbenAunan lGu,a3an
Perdesaan Priorit$ Neaiorlal
Kotawerinain Ba.lat

0l - Indck PcrkcmbanSan Ikwasar
P€rdeaaan Kab. Kotawaringin Barat

XEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERNNGGAL DAN TRANSMIGRASI,
XEMEIfIERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, DAK

1,5 60,82 s8.342,0

02.04.04.14 0l - TerlekEeflenya Revitali].aai
PRO-P:Revita.lfua.iKewften KewalanTraramigraai
Trammigrasi B€lantikan Raya, B€lentiken Re]a, .erta Kawasan
acrtaKawasanTransmiSrasi TtansmiSraailamuntr-Da&hup
LamurtiDadahup yang yang McndukunS
mcndukungPcngcmbangan Pcns.mbanganFoodEltaG
Food Estate r6ua1 Diilktif scsuai Dirktif Prcsiden dalsm
Pr*idcn dalam ranSka Ran8ka Penguatan KetaharEn
Pcn8uatan Ketahanan Pangan Pangan Na8ional
Nasional

0l - Rate-rata Nihi Indekg
Pcrkcmbangan Kawasan
Ttansmiga.i yang Direvitalfuasi di
PDvinsi Kalimantan Tcngah

11.29I,8 KEMEMERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERNNC,GAL DAN
TRANSMICRASI

5 28,40

02 - Rata-mta Nilai Indek8
FerkeDlbengEn Keweaen
Trano6igrasi yang Mcndukung Food
Estate Provinsi Kalimantan Tensah

5 54,39

SK No 093137 C
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6s,30 t.947,3 KEMETTTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERNNGGAL DAN TRANSMIGRASI,
XEMENIERIAN DALAM NECERI, BADAN
INFORMASI GEOSPASIAL (BIG),

02.04.04.15
PRO-P: P.mbangunan Dc3a
Tcrpadu di Provimi lGlimantan
selatan

0l - T.rlalcananlE
PcmbanSunan Desa Terpsdu
Provinsi Kalimantan S€latan

0l - Rata-rata Indcks Dcsa Prcvin8i
Ihlimantan Sclatan

l,5



FRESIDEN
REFUEL]K INDONESIA

PN/PPl KP/ ProP Sasaran Indikator

Dukungan
Terhedap
Arellen
Pre.iden

Rp. JutaTar8et In.tan.i P.Irksana

BADAN NASIONAL PENANGGULJINGAN
BENCANA (BNPts), KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN, XEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERUNDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOI,OGI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NAT}IONAL (BKKBN),
KEMEMERIAN KOMUNIKASiI DAN
INFORMATI(A

02.o4.o4.16
PRO-P: P.mbangunen I(aweran
Ferdesaan Priorita! NaBional
Barito Kuala dan Banjar

0l - Terla.ksarBnya
pembangurEn Ka{raaan
Ferdc6aan1 Prioritas Nasional
Barito Kuala dan Banjar

0l - Indek P.rk.mbangan Kawa€an
Pcrdeaan lhb. Barito Kuala dan
Banjar

1,5 73,60 58.947,5 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAJ{ TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, DAX

02.o4.u.17
PRO-P: Rditeliu.i KewsD
Tranmigrasi Cahaya Baru

Ol - Terla.ksananya R€vitaliEasi
Kawman Tf anamigraai Cahaya
Baru

01 - Rata-rata nilai Indckg
Pcrkcmbangan Kawasan
TransmiSrasi yang DLrvitalisa8i di
Krlimantan S.Iatan

KEMEI.ITERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINCGAL DAN
TRANSMIGRASI

5 71,54 5.269,6

02.04.04.18
PRO-P: Pcmbangunan Dcla
Tcrpadu di kovinsi lklimartan
Timur

01 - Tcrlaksananya
Pcmbangunan Dcsa Terpadu
Prcvinsi Kslimantan Timur

01 - Rata-rata Indcks l)esa Provinli
Iklimantan Timur

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMENTERIAN DA]AM NEGERI, BADAN
INFORMASI GEOSPASIAL (BtG), BADAN
NASIONAL PENANGGUI,,IINGAN BENCANA
(BNPBI, KEMENTERIAN I(ELAUTAN DAN
PERIKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERUNDUNGAN ANAK,
KEMENTERIAN PENDIDIXAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOI'CI, BADAN
KEPENDUDUIGN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BKKBN),
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

1,5 63,74 3,691,9

- A.II.99 -SK No 093138 C



FRESIDEN
REPIJBLIK INDONESIA

PN/PP/ KP/ ProP Indikator

Dukungan
Terhadap
Arahan
PrEiden

TaraEt Rp. Juta In.tan8i Petrakrana

02.o4.o4.t9
PRO-P: P.mbangunan Kawasan
Pcrdcaaan PrioritaB Neaional
Bcrau dan Kutai Timur

Ol - Te ak5aienya
pernbenSunan Kawasan
Pcrdeaan Prioritas Nalional
Bcrau dan Kutai Timur

0f - Indck! PerkeEbanEen Kawalan
Perde.ee, Keb. Berau dan Kutai

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, DAK

1,5 60,05 t4.498,9

02.o4.o4.20
PRO-P: RevitaliEa.i Ihwasan
Tran.miSrasi KcranS dan Maloy
KalioranE

0l - Tedak.ananya Revitalfuasi
l(a{ta8an Ttansmigrasi IGrahS
dan Maloy Kaliorang

01 ' Rate"rata lrilai Indekg
Pcrkcmbangan Kawasafl
Transmigrasi yang dircvitelhasi di
Pmvinsi Kalimantan Timur

5 57,25 3.179,6 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGCAL DAN
TRANSMIGRASI

02.o4.o4.21
PRO-P: FeEbangunan Dc€a
Terpedu di Provinsi tGlimsntan
Utara

01 - Tcrlak8ananya
Pcmbangunar Dela Telpadu
Provimi Kslimartan Uteta

0l - Rata-rata Indck Dcsa Provinsi
Kalimantan Utara

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGCAL DAN TRANSMIGRAIII,
KEMENIERIAN DAI,,AM NEGERI, BADAN
INFORMASI GEOSPASIAL (BIGI, BADAN
NASIONAL PENANGOULANGAN BENCANA
(BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERUNDUNOAN ANAK.
KEMENTERIAN PENDIDIXAN, XEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOIOGI, BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BKXBN),
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

1,5 53,40 1.750,0

02.o4.o4.22
PRO-P: PeEbangunen Kawa.an
Pcrdcsaan Priorites Nasional
Bulungan dan Nunukan

0l - Tcrlaksanarya
pcmbanaunan lhwasan
Pcrdcsaan kioritas Ne3ional
Bulungan dan Nunukan

0l - Indcks Pcrlcmbangan Kawa.an
Pcrdcsaan lkb. BulunSen dan
Nunuk n

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERNNGGAL DAN TRANSMIGRASII,
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANC/BPN, DAX

1,5 53,87 35.286,8

SK No 093139 C

0l - Tcrlaksananya Rcvitalilasi
Ihwasan Trammian.i SeliE
Batu dan Seimengaaris

- A.II.100 -

53,71 I.928,2 (XMENTERIANDESA,PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGOAL DAN TRANSMIGRASI

02.o4.o4.23
PRO-P: Revitalila.i Kawa.an
TransEigre.i Selim Batu dan
ScimcnSgarig

0l - Rate-mta nilai Ind.ks
P.rkcmbangan l(awaEarl
Trammigrasi yant Dircvitali.asi di
Provinsi Kqlimantan Utara

5



FRESIOEN
REPUELIK INDONESTA

PN / PPl KP/ ProP Salaran Indikator

Dukungan
Terhadap TarSet Rp. Juta InstEn.i P€laksana

02.M.O4.24
PRO-P: Peningkatan
IGsejaht€raen den Tata Kclola di
Kecamatan Lkasi Prioritas di
Pt insi Keli rrrt n Utara

0l - Jumlah k€camatan lokaBi
prioritas perbatalan ncgara )rang
ditingkatkan kdcjahteraan dan tata
kclolanya di Provinsi KalirEentan
Utara

01 - Mcningkatflya
kcscjahtcraan dan tata kclola di
kccamatan lolssi priorita8 di
PrEvinsi lhlimantan Utara

5 750,0 KEMEMERIANDESA,PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

02.o4.o4.25
PRO-P: Pusat Kcgiatan stratcgig
Nasional (PI(SN) Nunukan

01 - Bcrlcmbangnya Pu.at
Keaiatan Strete8is Nasional
(PKSN) Nunuksn

0l - Rata-Iata nilai Indekg
Pcngelolaan t(awasan Ferbata.an
(IPKB PKSN Nunukan

KEMENTERIAN KEIAUTAN DAN PERIKANAN,
XEMENTERTAN DESA PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, DAI(

5 o,42 7s.035,8

02.M.O4.26
PRO-P: Pusat Kcgiatan Sbategis
Na6ional (Pt(sNl lrng Midang

ol - Berkembahgnya Pulat
IGgiatan Srratlgis Nasional
IPIGN) lrns Midana

0l - Rata-rata nilai Irdek!
Pengelolsan Kawaaan Pcrbataaan
(IPKPI PKSN Ln8 Midans

O,OI.I KEMENTERIAN PEKER.,AAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAI(YAT, DAK

5 o,42

02.o4.M.27
PRO-P: Pu€at lGgiatan SEategis
Nasional (PKSN) Tou LuEbis

Ol - Berk€mkngrya Pu.at
Kegiata[ Strategir Nasional
(Pl6N) Tou LuEbis

0l - Rata-rata nilai Indcks
Pengclolsan Newaaen Pcrbataoan
(lPKq PKSN Tou Lumbis

5 o,42 0,0(4 DAK

02.o4-o4.24
PRO-P: Pusat lGgiatan Strategis
Nasional (PKSN) Lng Nawang

Ol - Belke6bangnya Pu3at
Kcgiatan StratcSh Nasional
(PKSN) Irng NawanS

Ol - Rate-rata nilai Indckg
Fengelolaan Kawasan Pclbatasan
(IPKB PKSN Long Nawang

5 o,66 170.370,5 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,
KEMENTERIAN PEKER,JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT, DAK

02.o4.o4.29
PRO-P: Pcningkatan
K.lcjahtcraan dan Tata Kelola di
K.camatan t kasi kioritas di
Provinsi t(alimantan Timur

01 - Meningkatnya
kcscjahtcraan dan tata kclola di
kccaroatan lokasi prioritas di
I,rovin.i lblimantan Timur

0l - Jumlah k€camatan lokaBi 7,444,I KEMENTERIANDESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGCAL DAN TRANSMIGRASI,
DAK

5 3 kecamatan
prioritas perbdtaaen ncgara
ditinakatkan k scjahtcraan

yanS
dan tata

k€lolenye di Prowinsi Ihlimantan

SK No093l40C

01 - MeninSketnya Nilai
Evaluaai PcnyctranSgaraan
Pemerintahan Da6ah (EPPD)

- A.II.lOl -

3,24 v.o22,a02.04.0s
KP: Kclcmbagaan dan lcuangan
Da.ralr

01 - Nilai Evaluali PenyelenAaaraan
Pcmcrintahan Dacrah (EPPD)



PRESIDEN
ELIK TNOONESI 

PN/PP/ KP/ ProP Sasaran lndikator

Dukungan
Tcrhadap
Aralmn
Prraidcn

Rp. JutaTargct Initenai Pelik.ana

02 - McninAkatnye perlcntasc
daerah d.ngan indcks inovasi
tinSEi

01 - Pcrscnta& dacrah yang
mcmpunyai nilai ind.k3 inovasi tinggi

4 36,80 %

03 - Mcningkatnya dacrah
dcnSan pcnedmarn daeEh
mcninSkat

01 - Jumlah dacrah denaan
Fnerimsan dacrah meninsl€t

4 54 daerah

(N - Meninakahya daerah
dcngan rcali€asi bclarrjanya
bcrkualitas

01 - Jumlah dacrah dcnSan rcalirasi
bclanjanya bcrkualitas

4 49 daerah

05 - Meningkatnya Eformasi
pelayanan peririnan

01 - Jumlah pcrizinan yang
kef,,enengannya .udah didelcEmikan
ke PTSP kima berbasis €leLt onik

4 3.964 dokumcn

06 - Merdngkatnya dacrah yang
mcmiliki PTSP Prima bcrbasig

0 I - Jumlah dacrah yang mcmiliki
PTSP Prima bqbasis cLkEonik

4 6 daelalr

07 - Meningkatnjra tata kelola
keuanSan daeral yai8 efeldif
dan cfisicn

0l -JuD eh deerah ya,rg
melaksaaakan tata kclola kcuangan
yanr efcktifdan efisien

4 49 da.rah

08-
dan

Meningketnya k scpakatan
pcrjenjia[ kcrja .ama

dacreh

0l - Jumlah dacrah Jrang
mcrgimplcmcntasikan KeE€pakaten
dan PErjanjian Kcrja sama Daerah

4 5 da€rah

09 - Mcningkatnya peft€ntaa€
cspaian sPM di daerah

Ol - Per.€trtase capaian SPM di
da.rah

4 90,9

l0 - Mcningkatnya dacrah
dcnSan indek kineda GWPP
katcgori baik

01 - Jumlah daeBh densan indekB
kineds GWPP katesori baik

4

SK No093l4l C

34 da.rah
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FFESIDEN
REFUELIK INDONESIA

PN/ PP/KPl koP lndiketd
Dukungan
Tcrhadap
Arahan
Prcsrdcn

Tar8et Rp. Jute Inrtansi P.hksana

11 - MeninSkatnya pengclolaan
pcrtanahan dan
ten€lengAaBkannys pcnataan
ruanE

0l - Luaa cakupan bidanS tanah
bcrscrtipikat yang tcrdtitasi dan
mcmiliki Scorrfdcnai yang baik

5 1.699.873 ha

02 - Luas cakupan pcta dasar
Frtanahan

5 3.030.071 ha

03 - Jumlah aatcri tclc ! dan
rancangan pcraturan dacrah RDTR
Kab/Kota

7 Batcri tcldf8 dan
Rarpelkada RDTR

5

04 - Jumlah pcrcctujuan 8ubstansi
RDTR lhb/Kota

12 pcrsctujuan substansi
RDTR

05 - Jumlah Eateri telo: s dalr
fencengan pcraturan daeral RTRW
Prov/I(ab/ Kote

6 Eateri tekiris den
Ranperda RTRW

06 - Jumlsh p€ructujuan subtansi
RIRW Prov/ Kab/ Kota

8 peE€tujuan substan3i
FTRW

07 Nilai (epaBtien dan
Perlindungan Hak atas Tanah

08 - Jumlah matcri tcknb RDTR
Rcncan. IXN

5

5

5

55

5 5 mstcri tcknis dan
Raperprcg

09 - Jumlah dokuDren hermoniaeai
Rarcangan Paraturan Pcrundangan
RDTR Calon IKN

5 5 Rep€rpu RDTR IKN

12 - T€rlakssnarya p€ninskatar
p€nyelenSgaraan informa3i
groapasial

2

SK No 093142 C

01 - Jumlah k$€pakaten teknirB
bataa wilayah adminhtaai
desa/ kelurahan yans dihasilksn

- A.II.lO3 -
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FRESIDEN
NEFIJBLIK TNOONESIA

PN/PPl KP/ProP Sa!eran I dikator

DukunEan
Tcrhadap

Pr6idcn
Rp. JutaTarget Inltan8i Pelak6ara

02.04,05,04
PRO-P: Pcningkatan lhpasitas
Pemedntahan Daerah dan
Hubungan Pu€at-Dacra} di
Provin8i lGlimantar Barat

01 - M.mpdccpat kcmudahan
bcrusaha di daerah tcrmasuk
reforaa8i pelayanen peririnan
Jrang bcrbalis sistcm informali
dieital {e-gor,

0 I - Jumlah pcrizinan yan8
kewcnan8annya sudah didclegasikan
ke PTSP hima berbasi3 clcktronik

4

4

l.3(x dokumen

I daerah

O,OFJ KEMENTERIAN DALAM NEGERI

02 - Meningkatnya kerja .ama 0I - JuElah daerah yang
mcngimplcmcntaslkan Kcepakatan
dan Perjanjian IGde Saaa

03 Menirykatnyapencntas€
capaiar SPM di daerah

01 - Pcrlentas€ capaian SPM di 4 89,04 %

04 - MenirylGtnya pcrscntase
daeral dengan Nitrai Indek.
Inovasi rinsEi

OI - Per€enta3€ dacrah yana
mempunyai Nilei Indek Inova.i
Tinsgl

4 30vo

05 - Mcningkatnya dacrah
dcngan pcncrimaan dacrah
mcningkat

01 - Jumlah dacrah yang pcncrimaan
daerahnya meningkat

4 14 dacrah

06 - Meninaketnla daelah
dengan realilaai bclanjanya
bcrkualilaa

01 - JuElah daerah yanS realisasi
belanjanya b€rkualitas

4 12 daemh

07 - McninSkatnya tata lclola
keuanaan dacrah yeng eftktif
dan efisicn

0l - Jumlah daerah yan8
melaklanakan tata kelola keuangan
dacrah Jrang cfcLtif dan cfisicn

12 daerah

0 1 - Jumlah tugas dan we*rnang
yans dilahsnalGn oleh Gubemur
lebaSai Wakil Pemerirtah Pulat
dcngan kineda baik

SK No 093143 C

08 - P.ningkatan pcnataan
hubungan pusat da.rah

22 rekomcndasi

- A.tI.l04 -



FRESIOEN
REPUELIK INDONESTA

PN/ PP/ KP/ ProP Salalan Indikator

Dukurgan
Tcrha&p
AIahan
Prc!idcn

Target Rp. Juta Imtansi Pclaksana

02.04.05.05
PRO-P: Pcngclolaan dan
Pelayanan hanaha di
Provinsi Kalirtrantan Baret

0l - Tcrlakananya Frcepatan
scrtifikasi tanah

0 I - Jumlah S€rtipikat Hek Ater
Tanah

B 51.861,0 bidarg 4.036,0 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

02 - Tcrlak€anarya Frccpatan
pcta bidant tanah dan ruant

0 I - Jumla} Bidarg Tanah 5 83.758 bi&n8

02.04.os.06
PRO-P: PcnyclcngSaraan
P.nataan Ruang di kovinsi
Kalimantan Barat

Ol - TeEedianya rcncana tata
ruaru yang bcrkualitaa

0 I - Jumlah matcri teknis dan
rancenta pcretum, daerah RDTR
Kab/Kota

02 - Jumlah p€rlctujuen lubatanai
RDTR lkb/Kota

5 12 rukomendaai
kebijaka,

3.243,1 XTMENTERIAN ACRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

5 3 rrkomcnda8r kcbijakan

03 - Jumlah matcri tcknb dan
rancanSan pcrsturBn daerah [(TRW
Prcv/I(ab/ Kota

r rckomenda.i kcbijakan5

()4 - Jumlah p.retujuan Bubatan.i
RTRW Prov/ Kab/ Kota

5 r rckomendasi kcbijakan

02.04.0s.07
PRO-P PeninSkatan l(apasitas
Pcmcrintahan Da6ah dan
Hubungan Pu8at-DaeBh di
Provinri Kalimantan Tcngah

01 - Mcmpcrccpat Lcmudahan
bcrusaha di dacrah tcrmasuk
rcforma.i pelayanan perizinan
yart bcrbasi. .i.tem irformaai
digitel (€gor,

0l - Jumlah perizinan yarlg
kew€nangennya sudah didclcgasikan
k€ PTSP hima belbasis elektonik

2.554.2 XSMENIERIANDAJ,IIMNEGERI4 1.131 doku:ien

02 - Mcningkatnya k rja .ama
daereh

Ol - Jumlah daerah yang
mengimpleEerrtasikarr IGepakatan
dan Perjanjian Kerja Sana

4 I daerah

4

SK No093144C

03 - MeflinSkatnya pfi!.ntasc
capaien SPM di daeruh

0l - Pcrscntasc capaian SPM di
dacrah

- A.tI.l05 -
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PRESIDEN
IJBLIK INDONES

PN/ PPl KP/ ProP Sacaran Indikator

Dukungan
Tcrhadap In3trnsi P.laksanaTargct Rp. Juta

(N - Meningkatnya p€ra€ntea€
dacrah dcngan Nilai Indcks
Inova.i Tinssi

01 - Fera€nta6€ daereh ,ang
mcmpunyai Nilai Indcks Inovasi
Tincgl

4 37 Vo

05 - Mcningkatnya da.rah
densEn pene maan daenh
meningkat

01 - Jumlah dacrah yang p.ncrimaan
daeBhnya meninskat

4 13 dacrah

06 - MeninSkatnya dacrah
densan realbasi belanjanya

0t - Jumlah dacrah yang rcali.asi
bclanjanya be*ualitas

4 12 dacrah

07 - MeninSkatnya tata kclola
keuangan daerah yana elektif
dan efisien

0l - Jumlah daerah yang
mela-klanakar tata kelola keuanaan
daelal! lreng efektif d6n elhien

4

4

12 daaah

22 rckoncndasi08 - Feningkatan
hubungan pusat

PCnataan
daerah

0l - Jumlah tugaa dan we$lnang
yang dilakanakan oleh Gubernur
lebaaai Wfil PeEerintah Pusat
dengan kinerja baik

02.(x.05.08
PRO-P: Fcngelolaar dan
Pclayarun Pcrtaneha.n di
Provin.i Kalimenten Tengeh

0I - Te aksananya perccpatan
.€rtifika.i tanah

0l - Jumlah scrtipilGt Hak Atag
Tanah

5 13.292 bidans 4.544,5 KEMEI{TERIAN ACRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

02 - Terlakaenenya pe!€epatan
p.ta biclang tanah dan ruanS

0l - JuDrleh bi&n8 teneh 5 56.225 he

02.04.05.09
PRO-P: FenyclcnSSaraan
Pcnataan Ruang di Provinsi
Kalimantan T.ngah

01 - TaEcdianya Encana tata
ruanS yang bcrkualitaa

0l - Ju6lah matcri tcknis dan
rancqngan pcraturan dacrah RDTR
Kab/Kota

5 3 rckomcndasi kcbijakan I.8I8,5 KEMENTERIAN ACRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

02 - JuElah penctujuan sub8tansi
RDTR Kab/ Kota

5 3 rckomendasi lcbtakan

03 - Jumlah matcri tcknis dan
rancangan peraturan daerah RTRW
Prov/ l(ab/ Kota

5

SK No 093145 C
- A.II.l06 -

r rckomendasi lcbijakan



FRESIDEN
REFIJBLIK INDONESTA

PN/ PPl KP/ ProP Sagsran

DukunSan
Terhadap
Arahan
Prcsiden

Tergct Rp. Jute In.trnsi Pclakrana

02.04,05.r0
PRO-P: Peningkatan Ihpasites
Pemerintahan Dacrah dan
Hubungan Pusat-Dacrah di
Provinri Kaliaanta[ Sclatan

Ol - Mempcrtepat keinudahan
berulaha di dacrah tffmaauk
rcformasi pcl,ayanan pc rinan
yang berbastu .i.tem inforEasi
disirsl (€{|ou)

0 I - Julnla.h pcririaan ,ang
kcwcnangannya rudah didclcgasikan
kc PTSP Prima bcrba3b cLktronik

4 l l15 dokumen O,O{.I KEMENTERIAN DAIAM NEGERI

02 - Mcningl€tnya kcrja sama
dacrah

ol - Jumlah dacrah yang
merrgirnplcmcntaiikan k*pakatan
dan Peianiian K€da saEa

4 I daerah

03 - Mcningkatnya pcEcntasc
capaian SPM di dacrah

0l - FDEcntalc capaian SPM di
dacrah

4 91,o4 v6

()4 - Mcnilrgkatnya pcrscntasc
dacrah dcngan Nilai Indeks
Inovari TinSai

0l - Pcraentalc daerah yang
mcmpunlai nilai indcks inovasi tinggi

4

4

30

12 da.rah05 - Meningkatnya da€rah
dengan peneriaaan daerah
meningket

0l - JuDrlah dacrah yang pcnarimaan
dderehnya mettngkat

06 - Mcningkatnya da6ah
dcnsar rcali.asi bclanjanya
bcrkualitas

0l - JuElah dscrah yana rcalhasi
bclanjarya bcrkualitag

4 1l daeEh

07 - Mcningkatnya tata kclola
kcuaDgan dacrah yang cfcktif
den efiBien

Ol - Jumlah dacrah yang
mclaklanakan tata kelola keuanaan
dacrah )lang cfckifdan crisicn

Ol - JurDlah tugaa dan w.wcnanS
yang dilakanakan olch Gubernur
scbagai Wakil Pemcrintah Pusat
dcnaan kincrja baik

4

4

t I dacEh

SK No 093146 C

08 - Peaingkatan penataan
hubun8en pu.at daerah

- A.II.107 -

22 rekomcnalaai



PRESIDEN
REFIJELIK INDONESIA

PN/ PPlKPl ProP Sssaran Indikator

Dukungan
TcIhadap
Arahan
Prc.iden

Target

47.196 bidang

Rp. Juta Inatansi Palaksana

02.04.05.rr
PRO-P: Pen8elolean dan
Pclayanan Partanahan di
Provinsi l(alitaarltan Sclatan

Ol - Terlaklananya perEepaten
5€ftifrl(ali tanah

01 - Jualah Scrtipikat Hak AtaB
Tarah

5 4.576,9 KEMEMERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

02 - Terlaklanarya perEepetan
peta bidana tsnah dan ruang

01 - Jualah bidang tanah 5 30.792 b^

02.o4.o5.t2
PRO-P: Fcnyclcnggaraan
Pcnataan RuanS di Provin8i
Kalimsntan Selatan

Ol - TcEcdianya rcncana tata
ruang yang bcrkualitas

01 - JuElah mate teknb dan
rancengan pcraturan dacrah RDTR
thb/Kota

5 4 rckomendari kebijakar I.2I4,8 KEMEMERIAN AGRARIA DAN TATA
RUTNG/BPN

02 - Jumleh pcnctujuan 6ub6tarEi
RDTR Kab/Kota

5 2 rrkom.ndari kcbUakan

03 - Jumlah materi teknk dan
rancangan peraturan deerah RTR1V
Prov/ I(ab/ Kota

5 s rEkomendasi kebijakan

04 - Jumlah pcrsctuju,m substansi
RTRW kov/ Ihb/ Kota

5 3 rckomendasi kcbijaksn

02.04.05.13
PRO-P: Pcningkatan Kapasita3
PcmcrinrstEn Daerah da,tl
Hubunaan Pulat-Daereh di
Provinsi Kalimantan Timur

0l - Mcmpercepat kcmudahan
bcrusaha di dserah terma8uk
r€forEa.i p€layanan pcrizinan
)ang berbarir ristcm informas,
digital (e{lo4

01 - Jumlah perizinan yang
kewenangenflya aude]r didelcga8ikan
ke PTSP Eitna berba6i. elektrodk

4 89 dokume[ O,OI' XIMEMERIAN DAI,/IM NEGERI

02 - Mcningkatnya kcqb sama
dacrah

0l - Jumlah dacrah yang
mengimpleEentasikan kcs€pafstan
dan perjanjian kcrja sama

4 I daerah

4

SK No 093147 C

03 - Medngkatnya p.ftcntasc
capaian SPM di da.rah

0l - P.rentasc capaian SPM di
dacBh

93,4s 70

- A.II.108 -



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/ PP/ KP/ PloP Sasaran Irdikator

Dukungan
Terhadep
Arehen
Pre6iden

Targct Rp. Juts Inltan.i P.la}lana

(N - Meningkatnya Fr8cntasc
dacrah dcnaan Nilai Indek.
Inovali Tiryri

0l - Perc€Irta!€ daerah yana
aempunyai Nilai Indeka lnovasr
Tinggi

4 57 %,

05 - Meningkatnya daerah
dengen penerimaen dacrah
meningkat

0l - Jualah daerah Jia!8 pencrimaan
dacrahnya mcningkat

4

06 - Meninskatnya da€rah
dengel rcalfuaai belanjanya
bcrkualitao

0l - Jumlah dacmh yanS rcaLsaai
bclanjanya bcrkualitas

4 9 daerah

07 - Medntkatnya tata kelola
kcuangan dacrah yang cfcktrf
dan efiBien

08 - Peningkatsn p€rrataan
hubungan puoat daerah

Ol - Jumlah dacrah yang
mclaklanakan tata kclola keuanta[
dscrsh yans efcldf dsn eli.ien

Ol - Jumlah tugaa dan $rwcnang
yang dilak.anakan oleh Gubernur
scbagai Wakil PeDcrintah Pusat
deryan kircria beik

4

S decreh

22 rckomendasi

02.04.os.14
PRO-P: Pengelolaan dan
Pelayanan PertanalDn di
Provinsi Iklimantan Timur

01 - Tcrtraksananya pcrccpatan
scrtilikari tanah

0l - Jumlah S€rtipikat Hak Ates
Tanah

5 162.054 bidang 29,462,5 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

02 - Tcrlaksananya pcrcepatan
peta bidana tanah dan arl8

0l - Jumtra} bidanS tanah 5 185.2u16 ha

02.04.05.15
PRO-R Peny€lengga.raan
Penataan Ruaa8 di Provimi
I(aliDantan Timur

0l - Tcredianya ,cncana tata
ruang yeng bcrkualitaa

11 pkomcndasi
kebijal(an

I.957,5 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

01 - Juml,ah matcri tcknis dan
rancanSan peraturan daerah RDIiR
Kab/Kota

5

02 - Jumlah pcEetujuan substansi
RTRW Prov/ Ihb/.Kota

5 2 rekomendasi kebijekan

5

SK No 093148 C

03 - Juldeh meteri telcd. RmR
Rencana IKN

I rckomcndasi kcbijatan

- 4.II.109 -



FRESIDEN
F,EPIJBLIK INOONESIA

PN/PP/ KP/ ProP Sasaran Indikator

Dukungan
Tcrhadap
Arahan
Prc.id.n

Rp. JutaTarAct Instansi Pelak.ana

04 ' Jumlah dokuEer harmorisari
Ranca.lrgan Paraturan PcrundanSan
RDTR Calon IKN

5 4 rekomendasi kebijakan

02.04.05.16
PRO-P: Pcningkatan Kapa.itag
Fcmcrintahan Dacrah dan
Hubun8an Pusat-Daerah di
Provinsi Iklimanran Urara

Ol - Mempcrccpat kcmudahan
bcrusaha di dacrah termaauk
rcformasi pclayanan pcrizirEn
yana bcrbash sbtem informa.i
disital (€{o4

01 - Jumlah pcririnan yang
kcwEnanaannys sudah didcteg$ikan
kc PISP kima bcrbasis .lcldronik

4 325 dokum.n O,OI.I KEMEMERIAN DAIAM NEGERI

02 - Mcningkatnya kcrja sama
daerah

0 I - Jumlah dacrah yanS
mengiEpl€mentasikan kesepakatan
dan p€rjanjian keda sama

4 I dacrah

03 - Mcningkatnya pcrccntaac
capaian SPM di daerah

0l - Pcrscntasc capaian SPM di
dacrah

4 90,7 | o/o

04 - MeninSkatdya per8entas€
deereh dcnSan Nilai Indcks
Inov$i nnggi

01 - Peftentag€ daereh yang
m.mpunyai Nilai Indcka Inovasi
TinSgl

4 30E

05 - Mcningkatnya daerah
dcnsan pcnerimaan daerah
mc nskat

01 - Jumlah daerah yanS pcnerimaan
dacrahnya mcninskat

4 6 daerah

06 - Mcningkatnya dacrah
d.ngan rcalisasi bclanjanya

0l - Jumlah dacrah yanS rcalisa.i
bclanjanya b.rkualitag

4 s dacrah

07 Mcningkatnya tata kclola
keuangaD da.rah yang cfcktrf

0l - Jumlah dacrah yang
mclakanakan tata kelola kcuangan
decrah ya.ng cfektif dan cliaicn

4

SK No 093149 C

s daerah

- A.II.1 10 -



FRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

PN/ PPl KP/ ProP Sararan Indikator

Dukungan
Tcrhadap
Arahan Rp. JutaTargct Instansi Pcl,akana

08 - PcninSkatan penataan
hubungan pusat daerah

0l - Jumlah tugas dan s,ewenanS
yang dilaklanakan oleh Gubemur
icbagai Wakil Pcmcrintah Pusat
d6gan kincrja baik

4

02.04.0s.18
PRO-P: Pcnyeleng8araan
F.nataan Ruang di PrEvinsi
Kalimantan Utara

01 - Teraedianya rencena tata
ruang yana berkuelita.

0l - Julnlall aateri telcri3 dan
rancangan Fraturan dacrah RTRW
Prov/ I(ab/Kota

5 I rckoaendasi kebijakan 614,8 IGMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

02 - Jumlah pcractujuan aubstansi
RTRW Prov/ Ibb/ Kola

2 rckoocndasi kcbtakan5

02.04.05.r9
PRO-P: PenyelenSSarae[
lnforma6i Ocosparial di Provinai
tklimantan Barat

0l - Tcrcspainya jumlah
k4epakatan telarirB bata8
wilayah adminfutrasi
d*a/kelwahan yang dih&ilkan

0l - Jumlah kca€pakatan tekrd8
bataa wileyah adminfu traai
deEe/kclurahan yan8 dihaailkan

2 4OO de.a O,OI.I BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

02.04.05.2r
PRO-P: PcnyclengAaraan
Informali Geo.pasiel di Provin8i
Kalimantan Sclatan

0l - Tcrcapainya jumlah
k$€pakatan teknis bete8
wileyah adminfut asi
dcsa/lclurahan yans dihasilkan

0l - Jumlah kcs€pakatan tekrd3
batas wilayah admini.traBi
desa/kelurahar yanr dihasilka,

2 300 dela O,OhI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

02,o4,o5.22
PRO-P: Penyclenggaraar
Informasi ccospasial di Provinsi
Kalimantan Timur

01 - Tcrcapainya juElah
k*epakatan telmiB bata.
wilayah adminbtrasi
dc.a/lclurahan yang dihasilkan

o I - Jumlah kcscpakatan teknis
betas wilayeh edminhtraBi
desa/kclurahan yang dihasilkan

2 3OO d.$ 0,06I BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

02.05
PP: Peirba[gunan Wilayah
Suleve.i

01 - Meningkatnye
pcrluabuhan.konomi dan
ting*at kc.cjahteraan
masyarakat di Wilayah Sulaw€si

0l - Laju pertumbuhan PDRB
Wilayah Sula*€si

7,.H,0 pcr tahun 4.r61.616,95

02 - IPM Provir.i di Wilayah Sulawe6i

SK No 093150 C
- A.tI.1 11 -

67 ,79-74,45 niJ^i
minimum-nilai

makairaum



PRESIDEN
REPUBLIK ]NDONESTA

PN/ PPlXP/ ProP Sasaran Indikator

Dukungan
Terhadap
AIahan
Prcsidcn

Rp. JutaTa!8et Instansi PelBksana

03 - Ferle tas penduduk mirkin
Wileyah Sulaw*i

8,3--€,8 %

02.05.01
KP: P€ngehbangan IGwasan
StrateSi6

0l - Berkembangnya lewaBan
strategis

0l - Rasio pertumbuhan iavcatasi
kawasan (KEK/ KIl DPP/KPtsPts)
tcrhadap filayah

5 60r.606,2

02 - JuDdah kaua8an pulat
pdtumbuhan yang difasilitasi dan
dik mbangkan

5 8 kawasan

03 - Dcstinasi Pariwbata Prioritas
(DPB

5 2 jumlah d6tinasi

04 - Destirlasi Pariwi.ate
Pengembangan daJl Revitalilasi

5 I jumlah dc3tinasi

05 - KEK bcrba8b pariwkata dan
,nduatn

5 3 kalxa8an

02.05.01.01
PRO-P: ttrccpatan ttningkatan
Inv6tasi I(EK BiturE

Ol - TcrlaksananJra pcrcepatan
penirSkatan investa.i KEK
BitunS

0,6 - KI Prioritas dan Kl
FenaEmbanEan

01 - RaEio p€nuEbuhen inveBte.i
l€wa8er (KEK/ KIl DPP/ KPBPB)
tcrha&p pertumbuhen inveBteai
PrwiNi Suleresi UteE

O,OId KEMENTERIANINVESTASI/BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL

5

5

2 jumlah KI

>l

02.05.0r,02
PRO-P: Perc€patarr
Opcrasionalfua8i xxK
Likupang/ Dcstinasi Pariwbata
Prioritas Manado-LikupanS

Ol - Terlaksenenya perrepatan
op.rasionalirasi KEK
LikupsnS/ DBtinasi Pariwisata
Prioritas Manado-Likupang

0l - Ra8io pcrtumbuhan invcstasi
kawaran (KEK/ KI / DPP/ KPtsPtsl
terhedap pertumbuhrn inverta6i
Provimi Sulawesi Utara

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF, KEMENTERIAN PEKER^IAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN
DAI,AM NEGERI,

5 >1 424.669,6

SK No093l5l C
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PRESIOEN
REPUELIK INDONESIA

PN/ PPlKPl ProP Sasara,Ir Indikator

DukuDaan
Telhadap
Arahan
Pleaiden

Instansi FelakanaTar8et Rp. Juta

KEMEMERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMENTERIAN KOMUMKASI DAN
INFORMATIKA, KEMENTERIAN
INVF,STTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL

02.05.01.03
PRO-P: Fasilitasi Rcalisasi
Invcstasi dan P.mbangunan
KIIKEK Palu

0l - Terlaksaralya faailita3i
rcalisasi invc8tali dan
pembangunan KI/KEK Palu

0l - Rasio pcrtumbuhan invBtaai
kswasan (KEK/ KI / DPP/KPtsPts)
tcrhadap pertumbuhan inveltasi
Provinai Sulaweai TenSeh

KEMENIERIAN PERINDUSTRIAN,
KEMEMERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, KEMENTER]AN
INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

5 >1 99.200,O

02,05.01.04
PRO-P: PcmbanSunan Destinasi
Pariwisara Pengembangan
Toraja-Makassar-S€lsyar

0l - Terlaksananya
p€mbangunan destirrasi
pariwfuata pengelabangan
Toraja-Makasssr-S€layar

Ol - Rasio pertumbuhan inv*ta8i
I(awa.an (KEK/ KI / DPP/ KPtsPB)
tcrhadap pcnumbuhan invBtasi
Provinsi Sulaw.ai S.latan

KEMEMERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/ BADAN PARMISATA DAN EKONOMI
KREATIF, XEMEI{TERIAN DAUTM NEGERI

5 0,0h)

02.05.01.05
PRO-P: Pcrbaikan Akscsibilitas,
Atsksi, dan Amcnitas Dcatinasi
Pariwilata PrioritaB Wakatobi

0l - T.daksananya pdbaikan
akesibilitas, ataksi, dan
amenitas Destinasi Pariwilata
tlioritas Wakatobi

Ol - Rasio pcrtumbuhsn invcltasi
kawalan (KEK/ KIl DPP/ KPBPBI
t€rhedap pertumbuhan invcata8i
Provinsi Sulawcsi Tengaara

KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KRF,ATIF,
KEMENTERIAN DAIAM NEGERI, (EPOUSIAN
NECARA REPUBUK INDONESIA,
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,
KEMENTERJAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

5 >l 73.736,6

SK No 093152 C

0l - Terlak ananya Fasilitasi
Rea.lfueri Inv€Bteai da.n
Pembanauran KI TEkeler

>l 0,ocr02,05.0r.06
PRO-P: Fasilitasi R€alisasi
Investari dafi Pebbarguna.n KI
Takalar

01 - Rasio p€rtuEbuhan inv$ta.i
kawasan (KEK/ KIl DPP/ KPtsPts)
terhadap p.rtumbuhan investasi
Provinsi Sulawcsi Selatan

5 KEMENTERTAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPI{
[T.rint grasi dcngan PSN)

- A.II.1 13 -



FRESIOEN
BLIK INDONESIA

PN/ PPl KPl ProP Salaren llldikatot

Dukungan
Tcrhadap
Arahan
Presidcn

Rp. JutaTarSct Instansi Palaksana

Ol - Berkembangrya acl<tor
ungBuIa,

0l - Pcrscntasc pcningkatan pmduki
komoditas unggulan per tahun -

5 l---3 %
02.0s.02
KP: Pengerrbangan Sektor
Uflggulan

I17.608,1

02 - Pera€ntale p€ningketen produki 5 2-4V.
komoditas unaqulan Dar lahun - kopi
03 - Perentee peningkatan produki 5 l-2Yo
komoditas unggulan pcr tahun -
L.l.m

komodita. ungaulan pcr tahun - bda

komodita. ungqulan pcr lahun - pala
06 - Fer*ntar. pcnird<atan produksi 5 4--4o/.
komoditas unggulan pcr tahun -
ccnd<ch

07 - Persentac pcningkatan produhi
komoditas unggulan Fr tahun -
perikanan tanAkap

5 2-4 to

08 - Perrcntale peninakatan produhi
komoditaa unSgulan per tahun -
pcrikanan budidaya

5 t-2

09 - Persentase pcningl.atan produk i
komoditas unggulan Fr tahun -
garam

5 to-t2 %,

l0 - Perscntalc p€ningkatan plodukBi
komoditeB unggulan per tahun -

kelapa ravit

5 Mo/o

ll - Pers€ntalc FninaLatan produki
komoditas unsaulsn pcr tahun - tcbu

5

SK No 093153 C

#
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FNESIDEN
IIEFUELIK INDONESIA

PN/ PP/ KP/ PloP Saoaran Indikator

Dukungan
Terhadap Instan.i Pclak.anaTargct Rp. Juta

02.05.02.01
PRO-P: Pensembansan
Komodita8 UnSSulen Kclapa di
Provin8i Sulaweai Utara

01 - Terlaksananya
penSembanSan komoditag
un8sulan kelapa

01 Terlaklananya
pcnScmbangan ko&oditas
unggulan lada, pala, dan
ccnSkch

01 - P.rscntasc pcningkatan Foduksi
komoditas unggulan per tahun
PrEvinsi Sulaw$i Uiara - kelaps

5

5

4-4yo

H

3.526,0 KEMENTERIAN PERTANIAN

2.557,1 KEMENTERIAN PERTANIAN02.05.02.02
PRO-P: Fengcmbangan
Komoditas UngSulan lada, Pala,
dan Ccngkeh di Provin.i

01 - Pencntalc p€ningkatan produkli
komoditar unSgulan per tahun
ProvinBi Sulawc.i Utara - pala

5 5-702 - Per8entfte peningkaten produkBi
komoditas unggulan pcr tahun
Provin8i Sulaw*i Utera - ce[gkeh

02.05.02.04
PRO-P: Pcngcmban8ar
KotDoditar Unggutran Kakao di
Profinsi Sulaw*i Utara

0l - Terlak3ahenya
Fngcmbanga.n kor[oditaa
urrSSulan ka.kao

01 Peftentale peningketan produkai
komoditaa unggulan par tahun
Provirui Sulawesi Utara - kakso

5 4--4 O,OCI KEMENTERIANPERTANIAN

02.0s.02.0s
PRO-P: PenSembaryar
Kornoditas Ungaubn KalGo di
Provinsi Sulawcsi Tengah

0l - Terlaksananya
penSembanSen koEoditaa
unggulan kakao

0I - PeE€ntale p€ningkatan produki
komoditaB unSgulan per tehua
Provinsi Sulawesi Tcngah - kakao

5 }4 O,O{ KEMENTERIANPERTANIAN

02.05.02.06
PRO-P: Pengcmbangan
I(oElodita! Ungaubn lrda, Pala,
dan C€ngkch di Prcvimi
Sula*,esi Tengah

0l - Tcrlaksananya
pcnSembangan komoditas
unggulen lada, pala, dan
ccnEkch

01 - Pcrrcntasc pcningkatan produki
komoditas ungSulan pcr tahun
Provinsi Sulawcsi Tcngah - cengkch

5 t---3 v" 150,8 KEMENTERIANPERTANIAN

SK No 093154 C
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2--3 I.542,0 KEMENTERIAN PERTANIAN02.05.02.08
PRO-P: P.ngcmbangan
lbraoditas Ungaulan IGlapa di
Provin.i Sulaw.si Tcngah

01 - Tcrlaksananya
pcngcmban8an komoditas
un8gulan kelapa

01 - Pcr€cntasc pcningkatan produkai
komoditas ungaulan pcr tahun
kovin.i Sulawcsi Tcngah - kelapa

5



FRESIDEN
REPIJBLIK INOONESIA

PN / PP/ KP/ ProP Indiketor

Dukungan
Terhadap
Arahen Inltansi PclakenaTaIgct Rp. Juta

02.os.02.09
PRO-P: PenScmbangan
Komoditas UngSulan Kakao di
Provinsi sulqwcsi sclatan

01 - Terlekaranla
pcngcmbangan komodita8
unggulan kakao

0l - Feru.nta8. p.ningkatan produki
komoditas unggulan pcr tahun
Prcvinai Sula*,cai Sclatan - kakao

5 }4 O,OtI KEMENTERIANPERTANIAN

02.05.02.10
PRO-P: P.ngcmbangan
Komoditas UnSgulan Kopi di
hovinsi Sulawcsi Sclatan

01 - TcrlaksananJ.a
pcngembangan komoditas
un8gulan kopi

0l - FcEenta.c pcningkatan prcdukli
komodita. ung8ulen Fr tahur
Provhai Sulelxr8i Sclatan - kopi

5 1-2 Vo 15.321,3 XEMENIERIAN PERIANIAN

02.05.02.r1
PRO-P: Pengcmbanaan
ltumoditas Ungulan lada, Pala,
dan CenSkeh di Provimi
Sulare.i Seleten

Or - Pers€ntas€ pcningkatan ploduk8i
koiroditas ulrggul,an per tahun
kovirrli Sulawc.i Sclatan - lada

02 - PDrsdrtas€ Fningkatan prcduki
komodita! un8gulen per tahun
Provi !i Sulewr6i Sclatan - pela

Of - TerlaLsananya
p€nSembangar komodita!
unSSulan trada, pala, din
ccnskeh

5 2--3 0n 5,691,3 KEMEI{TERIAN PERIANIAN

5 7-2 V"

02.o5.o2.t2
PRO-P: P.ngcmban8an
Komoditer UnSgulan Kelapa di
PrbviYrli Sules€3i Selet n

01 - T.rlaksananya
pcngembangan komoditas
unggulan kelepa

0l - Pcrs€ntase pcningkatan produki
komoditas urragular Fr tahun
Provinli Sulawcsi Sclatan - kclapa

5 t-2 v" 7.799,0 KEMENTERIANPERTANIAN

02.os.02.14
PRO-P: Pengembangen
Komodite. Un8gulan Kakao di
Provimi Sulawcsi Tcnagara

01 - Terlek8enenya
penSeabangan komodita8
unggulan kekao

0l - Pcrscnta.c pcningkatan produksi
koEoditas unSgulan pcr tahun
Provin8i Sulawcli TangSara - kakao

5 2--3% O,ObI KEMENTERIANPERTANIAN

SK No 093155 C
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FRESIDEN
ELIK INDONESI 

PN/PP/ KPl ProP Sas8ran Indiketor

Dukungan
Tefta&p
ArahEn
Prcsidcn

Rp. JutaTarget In8tan3i Fclaksana

02.05.02.15
PRO-P: Pengcmbangan
Komoditas UnSSulan I:da, Pala,
dan Cerykeh di Provimi
Sulawrsi Tengaara

0l - Tcrtreklenenya
pcngcmbangan komoditas
unSgulan lada, pala, dar
cenEkch

0l - PcEcntas. p.ningkatan ploduki
l@roditas unggulan pcr tahun
Provinsi Sula*c.i TcnggaB - lada

5 2--3 I.2O4,I KEMET{TERIANPERTANIAN

02 - Pcrccnrase pcningkatan Eoduksi
koEodite3 untgulan per tehun
ProviNi Sula*r3i Tcngaara - pala

5 t---2

03 - Pcrentas. p.ningkatan produki
komoditas unaSulan p€r tahun
Provinli Sulawcsi Terytara - ccngkeh

5 5-7

02.o5.o2.17
PRO-P: Pcngcmbangan
Komoditas UnSaul,rn lGlapa di
Plovinai Sulaw.8i T.nggara

0l - Tcrla}lananya
pcngcmbangan komoditag
un8gulan kclapa

Ol - Pcrscnta.c pcningkatan Foduksi
komoditas ung8ulan pcr tahun
PEvinsi Sulaw6i Tenggara - kclapa

2.760,8 (EMENTERIANPERTANIAN5 l-2 o/o

02.05.02.19
PRO-P: Pcngembangan
KoEoditas Unggulan Kclapa di
PrNinsi Gmntalo

0l - Tertraklananya
pcnS.mbangan komoditas
unggulan kelapa

Ol - Pcrsentas. p.ningkatan produksi
komoditas unSgulan pcr tahun
Provinsi coontalo - kelapa

5 r-{% 876,0 KEMEMERIANPERIANIAN

02.o5.o2.21
PRO-P: Pen8embangan
KoEoditas Unggulan Lade, Pala
dan C€ngkch di Provinsi

01 Terlaksananya
pcng.mbangan komoditag
unggulan lada, pala, dan
cenSkeh

02 - Percentale p€nilgkatan plodukai
komoditas unSgulan pcr tshun
Provin8i Goronta.lo - ccnakeh

5 4-5q" 204,6 KEMEMERIANPERTANIAN

SK No 093156 C
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g-to E" 3.075,0 KEMENTERIANPERTANIAN02.o5.o2.22
PRO-P: Peng€mbanSan
KomoditeB UnSgulen Kopi di
Provinsi Sulawe6i Barat

0l - Pen€ntas€ penhgl(atsll prcduki
komodita8 unSSulan pcr tahun
Provin8i Sulaweli Ba.rat - kopi

0l - T.rlak8arEnya
p€ngembangan komoditas
unssulan kopi

5



PRE3!DEN
REFUELIK INDONESIA

PN/ PPl KP/ ProP Indikator

Dukungan
Terhedep
Arahan Instansi P.lalGanaTargct Rp. Juta

02.o5.o2.23
PRO-P: PcnScmbangan
Itumoditas Unagulan tkkao di
PlDvirui Sulawesi Barat

0l - Terlaksananla
pcngcmbangan komoditag
unggulan kakao

0l - P.rscntar. p.ningkatan Foduksi
komoditas unagulan pcr tahun
Provinsi Sulawcsi Barst - kakao

5 2--3 %, O,OhI KEMENTERIANPERTANIAN

02.o5.u2.27
PRO-P: Penaembngan
Komoditaa Unggulan Pcril(anan
Budidaya di Provinai Sulawcai
Utara

0l - Tcrlaksananya
pentembangan komodita!
unSgulan pefikeran budideya

Ol - Perucntas€ peninglGtan produkEi
koDnoditaa uflggulen per tehun
kovinsi Sulawc.i Utara - pcrikanan
budidaya

5 1-2 Vo 3.419,6 KEMENTERIAN I(XI,AUTAN DAN PERIKANAN

02.o5.o2.29
PRO-P: Pcngdnbangan
Ibmoditas Unggulan Pcrikanan
Budidaya di Plovinsi Sulawcsi
Tcngah

Ol - Terlaka.nanya
pcnScmbangan komoditas
ungSulan perikarun budidaya

0l - Pcr8cnta€e p.ningkatan plodukai
koDoditas unSgulan pcr tahun
Provinsi sulav,Gsi Tcngah - pcrikanan
budidaya

5 t-2 %, 7.OOO,O KEMENTERIAN KEI,IIUTAN DAN PERIKANAN

02.05.02.31
PRO-P: Fcng.mbangan
IGmoditas UngSulan Gaiam di
Pmvinsi Sulaw.li S.laran

01 - TerlakananJra
pcn8cmbangan komoditag
unggulea garem

0l - Pcrscntasc pcningkatan Ploduki
komoditas unggulan pcr tahun
Provinsi Sulawrsi Sclatan - garam

5 to-r2 14.587,4 KEMENTERIAN XELAUTAN DAN PERIKANAN

02.05.02.32
PRO-P: FenSembarSen
Ibmoditas Unggulan Pcrikanan
Budidaya di Provinsi Sulaw6i
S€liten

01 - Terlaksananya
pcnSambanSan komoditas
unggulen perikar:rn budidaya

01 - Perscntas€ Fningl(atan produksi
komoditas un8gulan pc! tahun
Provinsi Sulawcai Sclatan - perikanan
budidaya

5 4--4 0A 14.758,3 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SK No 093157 C
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t-2 15.822,5 KEMENTERIAN KET.,\UTAN DAN PERIKANAN02.o5.o2.34
PRO-P: Pengembantan
Ibmoditas Unagulen Pcrilehan
Budidaya di Provinsi Sulaw6i
Tenssara

01 - Pers€nta!€ peninSkatan produkli
komoditaa unSgulan pcr tahun
Provin.i Sul,aw.ri TcngSara -
pcrikanan budidaya

01 - TerlaksananJra
pcnseEbantan komoditag
unssulan perikanan budidaya

5



FEESIOEN
REFTJBLIK INDONESTA

PN/ PPlKP/ ProP Sassrsn Indikator

Dukuryan
Tcrhadap
AIahan
Prrficn

Itp. JutaTarg!t Instan.i Pelaksana

02.os.o2.36
PRO-P: Fengembangan
Komodita3 UngSulan Pcrikanan
Budidaya di kovin3i Gomntalo

0l - Tcrlaksananya
pen8efi bangan koEoditaa
unggulen perikanan budldalB

Ol - PerE€ntac penirykatan ploduk8i
komoditaa unSgulan pcr tahun
kovinsi Gorontalo - pcrikanan
budidaya

5 4--4 V" 2.022,5 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIIGNAN

02.05.02.38
PRO-P: P.ngcmbangan
Komodita! Ungaulan Perikanan
Budidaya di Provinsi Sulawesi
BaEt

0l - Terlaksananya
pcngcmbangan komoditas
unggulan pcrikanan budidaya

Ol - Puscntasc pcningkatan Ploduki
komodita! un8gulan pd tahun
Provinai Sulawcai Ba.rat - pcrikanen
budidaya

5 4--4 Vo II.022,5 KEMEN'IERIAN KEI,AUTAN DAN PERIKANAN

02.05.02.39
PRO-P: Pen8embengar!
Komodita! UnSgulan Kclapa di
Prpvin8i Sulaw$i Bsrat

Ol - Per!€rta!€ pcnirykatan Eoduksi
komoditaa unSgulan pc! tahun
Provinsi Sulawe.i Berat - kelapa

Ol - TErlsk€ansnya
pengembangan koDroditaa
ungSulan kclapa

5 t-2 I.622,0 KEMEMERIANPERTANIAN

02.05.02.4r
PRO-P: Penaembanaar
Ibmodit$ UngSulan Tebu di
Provinsi Sulawcsi Sclatan

0l - Tcrlak€ananya
pengembangsn koEoditaB
unggulan tebu

0l - Perscntasc peninslGtan ploduki
komoditea unggulen per tahun
Provinsi Sulewe.i Seleten - tebu

5 5--4 2.645,3 KEMENTERIANPERTANIAN

02.05.03
KP: P"nglmbangan Kawassn
Palkotaan

0l - Bcrkcmbangnya l€wasan
pcrkotaan

0l - Skor Indek Kota
Bcrkelanjutar/IlG wM Manado
(angka Frhitunsan s€mcntara)

5

5

49,55 2.4o4.440,2

48,3102 - Skor Indekr Kota
Bcrkclanjutan/lKB Kota Palu (angka
perhiturgan €cmentara)

03 - Skor Indek6 Kota
Bcrkelanjutan/lKB WM Maka$ar
(angka perhitungan aemetrtaral

5

SK No 093158 C

49,55

- A.II.1 19 -



FRESIOEN
FEFUELIK INDONESIA

PN/PP/ KP/ ProP Sasaran Ilrdikator

Dukungan
Terhadap
Arahan
Prcaiden

TarE t Rp. Juta In.trnai F.lakana

04 - Skor lrdck8 Ibta
Bcrkelanjutan/ IKB Kota Parcparc
(angka pcrhitungan .cmcntara)

5 52,40

05 - Skor Indck Kota
Berkclanjutan/ IKB Kota Palopo
(angka pcrhitungan acmcntara)

5

5

45,88

46,9206 - Skor I dek6 Kota
Bcrkclanjutan/ IKB Kota Kerdad
(anaka perhitunAan s€mentara)

07 - Skor Indcks Kota
Bcrkclanjutan/ IKB Kots Gorontalo
(anAka pdhitunaan €cmentars)

5 43,99

08 - Skor Indck8 Kota
Bc*.lanjutan/IKB Mamuju (angka
perhitunEan Ecmentaral

5 36,20

02 - B.rk mbangnF kota bcsar,
kota .cdan& kota kecil s€bagai
PKN/PKW

Ol - Jumlah kota bcsar, !€dang, kecil
ysna dikembengkan sebagai
PKN/PKW

5 6 kota

03 - Terlakanenye pcnyel*aian
RTR untuk WM di luar Jawa

0l - Jumlah WM di luar Jawa yang 5 lWM

(X - BcrkembanSnya wilayah
Mctropolitan di luar Jawa

0l - Jumlah WM di luer Jawe yeng
dikembanskan

5 2WM

SK No 093159 C
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FRESIDEN
REP!'BLIK TNOONESIA

PN/PPl KP/ PloP Sasaran Indikatot

Dukungan
Terhadap
AIeha.n
Pr$iden

Instansi PelalcanaTaract Rp. Juta

02.05.03.03
PRO-P: Pcngcmbangan Wilayah
Metropolitan di Provinsi
Sulawe3i Utara

0l - Tcrlaksananya p€nyelesaian
RIR untuk WM di luar Jawa

0 I - Jumlah WM di luar Jawa yang
direncanakan

5 twM 1o,762,5 KEMENIERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAI(YAT

02 - B.rkcmbanSnya wilayah
Mctropolitan di luar Jawa

0l - Juml,a} WM di luar Jawa yang
dikembangkan

5 lWM

02.os.03.04
PRO-P: Fengcmbdngan Kota
Bcsar, Kota Scdang, Kota Kecil
di Provinsi Sula$csi Tcngah

0l - Jumlah kota b$ar, sedanS, kccil
yang dikembangkan sebagai
Pl(N/PKW

0l - Belkembangnya kota bcsar,
kota rcdana, kota kecil s€bagai
PKN/PKW

5 1 kota 100.294,7 XEMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN
PERUMAIIAN RAI(AT, XEMENTERIAN
PERHUBUNGAN

02.05.03.05
PRO-P: FengcmbangEn Wilayatr
Mctropolitan di Prcvinsi
Sulawcsi Sclatan

01 - BskembarSnya Wilayah
McEopolitar di luar Jawe

0 I - Jumlah WM di luar Jawa yana
dikcEbangkan

5 1WM 1.518.914,0 BADAN PUSAT STA'IISTIK, KEMENTERIAN
AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN,
(EMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTEEAN
PERHUBUNGAN
tTcrintlgrasi den8an PSN)

02.05.03.06
PRO-P: PcnScmbanSan Kota
Bcsar, Kota Scdang, Kota Kecil
di Profinsi Sulaw.si S.latan

0l - BcrkeEbangnya kota b$ar,
kota sedang, Lota kccil lcbagai
PKN/PKW

Ol - Jumlah kota be€ar, sedang, kecil
yang dikembansksn scbasai
PKN/PKW

5 2 kota 9.081,8 KEMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

02.05.03.07
PRO-P: Pcngc6banSan Kota
Bc.ar, Kota ScdanS, Kota Kccil
di Provinli Sulawe.i Tenggara

0 I - Bcrkcmbangnya kota be.ar,
kota s€dana, kota kccil .cbe8ei
PKN/PKW

0l - Jumlah kota h.sar, scdang, kccil
yang dikcmbanSkan scbagai
PKN/PKW

KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAXYAT, KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN
flcrintearasi dengan PSN)

5 I kota 639.047,4

SK No093160C

t kota 472.457,6 (EMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN
(IcrinteSre.i dengan PSN)

02.05.03.08
PRO-P: PenSembdnSen Kota
Bcsr, Kota Scdang, Kota Kccil
di Prowinsi Goronralo

Ol Berkembangnya kota b.sar,
kota s.dan8, kota kecil s€baaai
PKN/PKW

01 - Jumlah kota bcsar, lcdan8, kecil
yeng dikcmbanSkan ..bagai
PKN/PKW

5
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PRESIDEN
REFIJBLIK INDONESTA

PN/PPlKP/ ProP Sasaralt Indikator

Dukungan
Tclhadap
Arahan
PrE.idcn

Target Rp. Juta In3ten3i Peleksna

02.0s.03.09
PRO-P: Pcngcmbangan lbta
Bcsar, Kota Scdan& Kota lGcil
di Provinsi sulallcsi Barat

0l - JuElah kota belar, !€dang, kecil
yang dike6banAkan scbagai
PKN/PKW

0l - BcrkcmbanSnya kota bcsar,
kota s€dsng, kota kccil s€bagei
PKN/PKW

5 I kota 57.882,2 KEMENTERIANPERHUBUNGAN,
KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

02.05.04
KP: Pcngcmbsngan Dacral
TertirrSgal, I(ewa8an Ferbata.an,
Pcrdcsaan, dan TransmiaraEi

0r - Teftangunnya D€sa
Teryadu, Kawasan Pcrdc€aan,
den Kawasart Tranamigraai

0l - Rata-rata Indek Dc8a lvilayah
Suleve3i

1,5 62,75 446.703,9

02 - Rata-Iata nilai Indeks
P!fl<.tnbangan Xawasan Pcrdcsaan
Prioritaa Nasional

1,5 55,89

03 - Late-rate nilai Indcka
Ferkambal8an Xawasan
Tansmigrasi yang DirEvitslisasi di
Puleu Sulawe6i

5 59,60

04 - Pcrsentas€ Fnduduk miakin
pcrd$aan Wilayah Sulaw$i

02 - Berkcmbangnya Pusat
Kcgiatan Stratcgis Naaional
(PKSN), t ka8i Priodtas
Fcrbatasan, dan DaeBh
TertingSal

0l - Jumlah daerah t rtingSal

02 - Rata-rata nilai IndekB
PEnEelolsan I(as'alan Ferbetalen

5

5

3 lGbupaten

0,48

03 - Jumlah kccamatan lokasi
priorita! perbatalan nega.la yeng
ditingkatLan kc€ejahteraan dan tata
kclolanJra

5

12,6-12,9 96

SK No09316l C
- A. .t22 -



FRESIOEN
FEPUBLIK INOONESTA

PN/PP/ KP/ ProP Sasaran

0l - McninSkatnya
ke!€jahteraan dan tata kclola di
kccamatan lokaai prioritaa di
Provinsi Sulawcsi Utara

Indikator

0l - Jumlah kccamatan loka8i
prioritas pcrbatasan neaaia yang
ditinskatkan kes€jaht€r8sn dan tata
kelolanya di Provinsi Sulawcai Utara

Dukungan
Telhadap
AEhan
PrBidcn

Target

12 kccamairn

Rp. Juta Instansi Fclaksana

02.o5,o4.o2
PRO-P: Peningkatan
K6ejahtcraan dan Tata Kclola di
xccamatan Lkasi Prioritas di
Provinri Sulaw.si Utara

5 I.I25,O KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

02.05.04.08
PRO-P: Pcmbangunan Dcsa
Tcrpadu di Provin.i Sulaw.si

0l - Tcrlaksananya
pembangunan Desa Terpadu
Provinsi Sulawc.i Utsra

0l - Rata-rata lndck Dela Provirsi KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMENTERIAN DAUIM NEGERI, BADAN
NASIONAL PENANGGUI,,ANGAN BENCANA
(BNPts), KEMENTERIAN XEL"qUTAN DAN
PERIKANAN, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
(BIG), BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBNI,
KEMEMERIAN XOMUMKASI DAN
INFORMA?KA

1,5 64,55 15.764,4

02.05.04.09
PRO-P: Pcmbangunan Kawasan
Pcrdc€aan Prioritas Nasional
Mineha8a Utara

Ol - Terlak ananya
pembanAunarr l(awasan
Ferdeaeen Prioritaa Nasional
Minahasa Utara

0l - Indek PerkernbanSdn Kawa8an
Ferdesan Keb- Minehau UtaE

KEMENIERIAN DqSA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGALDAN TRANSMIGRASI,
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

t,5 64,2t r9.593,5

02.05.04.to
PRO-P: Pu8at lftSiaten Stratcgig
Nasionel (PKSN) Tahuna

01 - B€rkembenEnye Pulat
KcSiatan StrateSk Nasional
(PKSNI Tahuna

0l - Rata-Iata nilai Indcks
PenSelolaan Ikwasan Ferbatesan
(IPKP) PKSN Tahuna

722,2 KEMET{TERIANDESA.PEMBANGUNAN
DAERAH TER'I'INCGAL DAN TRANSMIORASI,
DAX

5 o,50

02.05.04.1r
PRO-P: Pu3at Kegiatan Strategig
Nasional (PKSN) Melonguane

Ol - Bcrkcmbangnya Pulat
Kegieten Stretegis Na.ional
(PKSN) Melonguane

0l - Rata-rata nilai Indek8
Pcngalolaan Kawasan Pcrbatalan
gPKP) PKSN Mclonguanc

KEMET{TERIAN KEI,AI]TAN DAN PERIKANAN,
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
DAK

5 0,46 8.409, r

SK No 093162 C
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FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/ KP/ProP Sa!aran Indikator

Dukunaan
Tcrhadap
Arahan
Prciid.n

Inatenri PelakaanaTEraet Rp. Juta

02.05.04.r2
PRO-P: Pcmbangunan Desa
Tcrpadu di kovi[li Sulawesi
Tcngah

0l - Tcrlaksananla
pembanaunsn Dela Terpadu
kovinsi SulawBi Tensah

Ol - Rata-rata Indek Desa Provimi
Sulawcsi Ten8ah

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMENTERIAN DAJ,IIM NEGERI, BADAN
NASIONAL PENANGGUL.IINGAN BENCANA
(BNPts), KEMENTERIAN KEI,,AUTAN DAN
PERIKANAN, BADAN KEPENDUDUKAN DAN
XELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

l,5 63,45 3.867,3

02.05.04.13
PRO-P: Pcmben8unan Kewe.en
Pcrdclaan kio tas Ne6ioaal
Morowali, Buol, dan Po.o

0l - TcrlakananJ,a
PeEbantunan Kawa8an
Perdessad kioritaa Naaional
Morowali, Buol, dan Po6o

Or - Indck! Perkcmban8an Kawasan
F?rdc.aan Kab. Morowali, Buol, daa

l,5 53,85 16.661,6 (TMENTERIAN ACMRIA DAN TATA
RUANG/BPN, KEMEMERIAN DF^SA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERIINGGAL DAN
TRANSMIGRASI

02.05.04.r4
PRO-P: Rcvitalilasi lkwas8n
Transmigrasi Palolo, Bungku,
Air Tcrant, Tempolorr,
Padeuloyo, dan Bahari Tomini
Raya

0l - Rata-rata nilai Indeks
Ferkeabargan Kawaaan
'IYansmiSrasi yang Dircvitalisasi di
Provinsi Sulawrri TcnSah

0l - Tcrlaksananya rcvitali€a3i
Kawasan Transnigrasi Pilolo,
Bu gku, Air Terang, Tampolorc,
Padauloyo, dan Bahari Tomini
Rela

5 57,00 6.746,4 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI

02.05.04.15
PRO-P: Pcrccpatan
P.Ebslrgunan Dacrah TcrtingSal
di Prcvinsi Sula*rsi Tcngah

0l - Peru€ntase penduduk mbkin di
DaeBh Tertingaal di Provinoi
Sulaw€si TenEah

02 - Rata-rata IPM di Dacrah
Tcrtirs8al di Provitrsi Sulaw€si
Tcngah

0l - Mcningkatnya
kes€jahtcraan malyalal(at pada
dacrah tertinggal di ProvirBi
Sulawesi Tcnsah

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN
DAHT' NEGERI, KEMENTERIAN PERTANIAN,
KEMENTERIAN PEKER^IAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN
AGAMA, KEMENTERIAN KETENAGAKER.JAAN,
DAK

I 14,9-15,4 vo 90.099,5

69,0--69,5

SK No 093163 C

Ol - Pelayanan publik yang
berhasil dipulihkan

01 - Pcrrcnta€c pclajanan publit
yang dipulihkan

- A.\.724 -

75'% 164.145,9 BADAN NASIONAL PENANGGUI,,IINGAN
BENCANA (BNPtsI, KEMENTERIAN KOPERAf}I
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH,
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMICRASI,
KEMENTERIAN SOSIAL.

02.05.04.I6
PRO-P: Pemulihen Paaca
Bcncsna Deereh Terdrmpak di
lbta Palu dan S€kita.Etya

2



PR,ESIDEN
REFUBLTK TNDONESIA

PN/ PPlKPl ProP

Dukungan
Tcrhadap
Alahan
Prcuden

Itp. JutaTar8et In.tanii lblak.ana

KEMEI{TERIAN PERHUBUNGAN,
XXMET{TERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAI(YAT
tlcrintesrasi deryan PSN)

02.o5.o4.t7
PRO-P: Pembansunan DcEa
Tcrpadu di Provinsi Sulaweai
Scl,atan

0l - Tcrlaksaranya
Fmbanaunan Dela Terpadu
PrwiDsi Sulawesi Seletan

0l - Rata-rata Indeks Dc.a Provinsi
sul,awcsi sclatan

I 65,60 I l.7l3,l XEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMEMERIAN DAI,AM NEGERI, BADAN
INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), BADAN
NASIONAL PENANGCUI,,IINGAN BENCANA
(BNPts), IGMENTERIAN KELAI,}TAN DAN
PERI(ANAN, TGMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERUNDUNGAN ANAK,
BADAN KEPENDUDUKA.I{ DAN XELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BXKBN)

02.0s.04.r8
PRO-P: Pembanguaan Kawaaan
Fcrdcaarn Priorites Naaional
Barru, Pinrang, Luwu Timur,
dan Bon.

0l - I eks Perkembangan lhwasan
Perdcaaan Kab. Barru, Pinreng, Lu$r
Timur, dan Bone

0l - Terls.ksananya
peDlbangune[ Kawaaan
Meaaall Prioritas Nalional
Barru, PiEang, Luru Timur,
dan Bone

1,5 60,33 40.014,8 XEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

02.05.04.r9
PRO-P Rcvitali6a8i l(awe8an
Trenrmigreai GilirenE,
Me.eEba, dan Mahalona

0l - Rata-rata nilai Indcks
Pelka6ban8a.n Kawaaan
Trar6r[igraBi yang Direvitali!$i di
Provin.i Sulawesi Selatan

0l - Tcrlaksananya rwitalisasi
Ihwasa, Transmigr$i Giliren8,
Ma€amba, dan Mahalona

5 5s,93 12.o72,4 KEMEMERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, KEMENTERIAN DqSA,
PEMBANCUNAN DAERAH TERNNGCAL DAN
TRANSMIGRASI

02,05.04.20
PRO-P: Pcmbangunan Dcra
Terpadu di kovirui Sulawcai
Tenggara

0l - Tcrlalsananya
pcmbanSunan D.ra Terpadu
Provinsi Sula$rsi Tcnggara

0l - Rata-6ta Indcks Dcra Provinsi
Sulawcai Tcnggara

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DA.ERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRAT}I,
KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN
INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), BADAN
NASIONAL PENANGGUI,ANGAN BENCANA
(BNPB), KEMENTERIAN KEIAUTAN DAN
PERIKANAN, KEMEI{TERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERUNDUNGAN ANAK,

l,5 60,25 6.335,7

SK No093164C - A.II.l25 -



FRES'DEN
ELIK TNOONESIA

PN/ PP/ KP/ ProP Sa€aran Indikator

Dukungan
Tcrhadap
Arahan
Prcsidcn

Rp. JutaTArgct Instansi Pelakana

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BK(BN)

02.o5,o4.2r
PRO-P: Pembangunan l(awassn
Perd*aan Priorita8 Na8ional
Konewe Selatan, Wakatobi, dan
Muna

01 - Terlak€ananya
p€mbanSunen Kewasan
Perdesaan Prioritas Nasional
lbnawc Sclatan, wakatobi, dan
Muna

0l - Indek Perkcmbangan Ikwasan
Fcrd@aen Keb. Konawe Selatan,
Wakatobi, dan Muna

1,5 KEMENTERIAN DFSA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERIINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

52,13 20.644,4

02.os.o4.22
PRO-P: Rcvitalisasi l(awasan
Transmigrasi Tinanggea,
Mutiara, dan Asinua/ Routa

01 - Terlaklananya Rcvitalfuaal
I(awasan Tran8miSrasi
Tilan8gca, Mutiara, dan
Asinua/Routa

0l - Rata-rata nilai Indckr
Pcrkcmbangan tGwasan
Trensmigra.i yant Dirwite.ltuaai di
Provinsi SulallEai Tenggaru

5 56,46 20.781,8 KEMEN'IERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINCGAL DAN
TRANSMIGRASI

02.05.04.23
PRO-P: Fembangunan Dcsa
Terpadu di Provin8i Gorontalo

01 - Tcrlaksananya
pembargunan Dcaa Terpadu
Provin.i Gomntalo

Ol - Rata-rata Indcks Desa Provinsi
Gorontalo

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.
KEMENTERIAN DAJ,IIM NEGERI, BADAN
INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), BADAN
NASIONAL PENANCGUL,IWGAN BENCANA
(BNPB), KEMENTERIAN KEI,,IIUTAN DAN
PERIKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERUNDUNGAN ANAK.
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARCA
BERENCANA NASIONAL (BKKBN}

1,5 67,85 1.604,4

02.o5.o4,24
PRO-P: PcmbanSunan l(awalan
Pcrd6aan Prioritas Nasional
Gorontalo, Boalemo, dar
Gorontalo Utara

0l - Terlak.ananye
pembengunan Kawaaan
Melean kioritft Naaional
Golontalo, Boabmo, dan
Gorontelo lrtrra

01 - Indeks Perkembangan Kewe.en
Perdeean Nab, Gorcntalo, Boalemo,
dan Gorontalo Utara

1,5 65,42 15.000,7 IGMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERNNGCAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, DAK

SK No 093165 C
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FRESIDEN
FEFIJBLIK INDONESTA

PN/ PP/ KPl PrcP Sasaran Indikator

Dukuntan
Tcrha&p
AIahan
Prcsidcn

Rp. JutaTarget Instansi Pclaksana

02.0s.04.2s
PRO-P: Revitalila3i Kawasan
Tranardgraai Sumalata,
Paaujraman Pantai, Pawonsari,
dan Pulubala

Ol - Terlaklananya revitaltue.i
Kawasan TtanamiSra8i
Sumalata, PaSuyaman Pantai,
Pawonsari, dan Pulubala

0l - Rata-rata nilai IndekB
FerkdtrbanSan Kawasan
TraNmigrasi yang DiEvitalilasi di
Provinsi Gorontalo

B 63,54 4.441,5 KEMEI{TERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERNNGCAL DAN
TRANSMIGRAST

02,o5.o4.26
PRO-P: PembanAunar Dcsa
Terpadu di kovinsi Sulaw$i
BeEt

0l - Tcrlaksananya
peEbansunan Desa Terpadu
Prcvinsi sula*,Esi Barst

0l - Rata-rata Indek Desa l,rovin3i
sulawcsi Barat

l,5 XEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
XEMENIERIAN DAI,iM NEGERI, BADAN
INFORMASI GEOSPASIAL (BIG),
KEMEMERIAN KEI-ALTTAN DAN PERIKANAN

60,s0 900,0

02.o5.o4.27
PRO-P: Pembanaunan Kewa.an
Meaeen Priorita3 Na8ional
Mamuju delr Mamuju Tengah

0l - Tcrlaksananya
p€Ebangune[ I(ew€reir
Mesaarl Priontas Naslonal
Maauju dan Mamuju Ttngah

0l - Indek P.rkeEbdngan l(awe8an
MeEean Kab. Mamuju clan Mamuju
Teruah

1,5 (EMEMERIAN DESA PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMEMERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

48,63 4.233,3

02.05.04.28
PRO-P: Revitalire.i Kawa.an
TramEigrasi Tobada.k den
Sarudu Baras

0l - Terlalcananya I€vita.li].a.i
Kauesen TfanamiSra8i Tobadak
dan Sarudu Bsras

Ol - Rata-rata flilei Indekr
FerkeabanSan Kawasan
TrenlDigresi yang Dircvitalisasi di
Provin.i SulaEcai Bamt

KEMEIYIERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, KEMENTERIAN DF^SA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERIINGGAL DAN
TRANSMICRASI

8.750,0 (EMEMERIANDESA,PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRATTI,
DAK

5 69,74

3 k€caEatan

7.720,8

02.05.(x,29
PRO-P: PEningkatan
IGsejahteraan darl Tate lclola di
rGcamstan tokasi Prioritas di
Prcvinsi Sulawdi TcnSah

0l - Meningkatnya
kescjahteraan dan tata kclole di
k€calnat n trokaBi prioritas di
kovinli Sulawcsi Tcngah

Ol - Jumlah k€caEatrI loka3i
prioritas p€rbate3en neSera yanS
ditinSkatkan kesejahtelaan dan tata
kclolanya di Prcvirui Sulaf,,esi Tengah

5

SK No 093166 C
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I kecamatan 5.3I1,0 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRAITI,
DAK

02.05.(x.30
PRO-P: Pcnin8katan
Kcrcjahtcraan dan Tata Kelola di
IGcsmatan Lkali kiuitas di
Pmvinsi comntalo

Ol - Mcningkatnya
kcrcjahteEan dan tata kelola di
kccamatar lokasi prioritas di
kovinsi Gorontalo

0l - Jumlah kccamatan lokasi
prioritas p€rbatasan neaara yana
ditinSkatksn kcsejahterarn dar teta
kclolanya di kovin3i Gorontalo

5



FFESIDEN
REPUELIK TNOONESIA

PN/ PPl KP/ ProP

Dukungan
Terhadap
AIahan
Prcsidcn

Target Rp. Juta Imtanai Felaksana

02.05.05
KP: Kelcmbagaan dan Icuangan

01 - Menftrgkahya Nilai
Evaluasi Pcnyclcnggaraan
Pcmcrintahan Dacrah (EPPD)

0l - Nil,ai Evaluaai Fenyclenggaraan
P.mcrintahan Dacrah (EPPDI

4 3,24 146.858,5

02 - Mcningkatnya perlcntasc
daerah densan ind€ks inovasi
tinggi

Ol - PeEcntasc dacrah yang
mcmpunyai nilai indcks inovaoi ting8i

4 37,50 96

03 - Meningkatnya daerah
dcngan Fnerimaan daeBh
meninskat

0l - JuElah daerah
pencrimaan dacrah

dengan
mcninakat

74 daerah

04 - Mcningkatnya dacrah
denaan rcalisasi belanjanya
bcrkualitas

0 I - Jumlah dacrah d.ngan rcalbasi
bclanjanya bcrkualitas

66 dacrah

05 - Mcningkatnya rcformasi
pclayanan parizinan

0l - Jumlah pcririnan yang
kef,,enanSannya rudah didclcSasikan
ke PTSP Prima berbeai8 elekmnik

4 5.887 dokumcn

06 - Meningkatnye daereh yeng
mcmiliki PTSP Prilra berbasio
cleldronik

0l - Jutulah da€rah yenS aemiliki
PTSP Plime berba.k elektronik

4 r0 daerah

07 - Mcni[gkatnya tata kclola
kcuangan dacrah yanS cfcktif
dan cfisicn

0l - Jumlah dacrah yang
mclakrsnakan tata kclola lcuangan
yanS efcktifdan cfisicn

4 66 da.rah

08 - Meningkaurye lGacpeketen
dan Pcrjanjian Kcrja Sama
Dacrah

0 I - Jumleh dacreh yeng
mcngimplcmcntasikan Kcrepakatan
dan Pcrjanjian lGrja Sama Da.rah

4

4

6 daerah

SK No 093167 C

09 - MeninAkatrya Fr!€ntas€
capaian SPM di dacrah

0l - Pcrlentas€ capaian SPM di
deerah

- A.II.128 -
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FRESIOEN
REPIJBLIK INDONESIA

PN/ PPl KP/ProP Indikatd
Dukunaan
Tcrhadap
Arahan
PIlsid.n

Target Rp. Juta Instansi Pelakana

10 - Mcningkatnya dacrah
dcr8an indeks kinerja GWPP
kateaori baik

0l - Jualah daelah dengan indekB
kincrja GWPP katcaori beik

4 34 daerah

It - Mcningkatnya pengclolaan
pertanahan d6n
teft elcnSgaral(efi ya Fnataan
ruang

01 - Luas cakupan bidang tanah
benertipikat yanS terdiSitasi dan
memiliki gcor€fcrENi Jrang baik

5 1.559.602 ha

02 - Luar cakupan peta dasar
pcrtanahan

5 1.000.725 ha

03 - Jumlah matcri tcknis dan
rarrcsnaan Frstursn daerah RmR
Kab/Kota

13 metcri tekniB dan
Ranpe*ada RDTR

(N - Jumbn Frsetujuar suhtansi
RDTR Kab/Kota

12 persctujuan substami
RDTR

05 - Jumlal mat ri tclorh dan
rencengan pcreturan deeral RTRW
Prov/ Ihb/ Kota

5

5

5 7 mat ri tcknis dan
Ranpcrda RIRW

06 - Jumlah pcr.etujuan suhtan.i
RTRW Prov/ Kab/ Kota

7 Fnctujuan .ubstansi
RTRW

5

07 Nilei Kepestien dan
Plrtndunsan Hak atas Tanah

55

08 - Jumlah matcri tckni. RTR
Nalional (Pulau/Kcp dan KSNI

I meteri tcknia den
RapcrprB RTR

5

09 Jumlah pcnanganan plrkara
hasil pcnyidikan Fl,anggaran
pemanfaatan ruang

5

SK No 093168 C
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15 perksra



FRESIDEN
REPIIBUK INDONESTA

PN/ PPl I(P/ koP Indikator

Dukunaan
Terhadap
Araherl
Preaiden

Rp. JutaTargct In6tan8i Pelek.ana

12 TerlekaranyaPeninakatan
Pcnyclcnggaraan Infomaai
GeGpaaral

01 - Jumhh keE€pakatan teknis
bata. wileyah adminiatra8i
dcsa/ kelurahan ,an8 diha8ilka,

2 4OO dc3a

02.05.05.05
PRO-P: PeninSkatan Kapasitas
Pcmerintahan Daerah dan
HubunSar Pu.et-Deeml di
Provinsi Sulaf,,esi Utara

01 - Mcmp.rccpat kemualahan
bcrusaha di daerah trnnasuk
rcforEasi Flayanan pcrizinan
yang b€rba8ia siater:l in{orEasi
didtal (e{o4

0l - Jumlah p.rizinan yang
kcwcnangannya sudah didclcga8ikan
ke PTSP Priaa berbarb elektrjonik

4 l.lO5 dokumen 0,0(.' KEMENIERIAN DALSM NEGERI

02 - Meningkahya kcrja sama
dacrah

0l - Jumlah da.rah yang
men8implem€ntasikan KeEpakatan
dsn Pcrjanjisn Keia sama

4 I daereh

03 - Meningkatnya p.rsentasc
capaian SPM di dacrah

Ol - Per.€ntase capaian SPM di 4 92,63 Vo

04 - Meningkatnya peft€ntas€
daerah dcngan nilai ind.kg
inovasi tinaai

Ol - Perlenta8€ dacmh yana
mempunyai nilai indeks inova8i tinggi

4 36 %,

05 - MeninSkatnya dacrah
dcnran penerimaan daerah
trreningket

Ol - Jumlah dacrah yan8 pcncrimaan
dacrahnya mcninSkat

15 daerah

06 - Meningkatnya dacrah
dcngan rcalbasi bclanjanya
bcrkualitaa

Ol - Jumlah da.rah yanS rralisaai
t lenjanya t rkualitaa

4 12 daerah

0l - Jumlah dacral yarS
mclaksanakan tata kclola kcuangan
deerah yeng efektif den efiaien

SK No 093169 C

07 - Mcningkatnya tata kelola
kcuanSan dacrah yang cGktif
da, eliaien

12 da.rah
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PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

PN/ PPl KP/ PIDP Indiketot

Dukuntan
T.rhadap
Arahan
Prwid"n

Rp. JutaTara.t In3tan.i Pelekena

08 - Peningketan penatarn
hubungen pusat daemh

0l - Juhlah twaa dan wewenang
yang dilak.anakan oLch Gubdnur
.cbaSai Wakil PEmcrintah Pusat
dengan kincrja baik

4 22 rekommdeli

02.05.05.06
PRO-P: Pengclolaan dan
Pelayanan Pertanahan di
Prwin3i Sulewe.i Urare

0l - Tcrlaksananya pcrccpatan
scrtifrkasi tanah

0l - Jumlah scrtipikat Hak Atag
Tanah

02 - Tcrlaksananys pcrtcpstan
peta bidan8 tanah dan ruana

01 - Jumlah bidana tsnah

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPI{, KEMEI{TERIAN DFSA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN (OPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH,
KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN
KEI,AUTAN DAN PERIKANAN

5 54.994 bidang 7.537,O

5 63.655 ha

02.05.05.07
PRO-P: PenyelenggaEsn
P.nataan Ruang di Provinsi

01 - Ttrscdianya rcncana tata
ruang yan8 bcrkualitag

0t - Jumlah matcri teknfu dan
rancsngan Fratursn daerah RDTR
Kab/Kota

5 3 rckorncndasi kcbijakar XEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

1.862,3

02 - Jumlah pcrgetujuan aubstanai
faDTR thb/Kote

5 4 rrkomcnd$i kcbijeke.[

03 - Jumlah materi tekni! dan
rancanSar peraturen deereh RTRW
Prov/ Kab/ Kota

5 3 rckomcndasi kcbijakan

04 - Jumlah pcls tujuan substansi
RTRW Prov/ K.ab/ Kota

5 2 rrkomcndasi kcbijakan

05 - Jumlah materi tekni. RTR
Nasional (Pulau/Kep dan KSN)

5 I rckomendasi kcbijakan

SK No 093170 C
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FRESIDEN
NEFUELIK INDONESIA

PN/ PPlXP/ ProP Sasaran Indikator

Dukungan
Terha&p
AralEn
Prc.idcn

Targct Rp. Juta ln.ran6i lblakana

02.05.05.09
PRO-P: PcninSkatan l(apesitas
Pemerintaie.tr Deerah dan
Hubungan Pusat-Daerah di
Provinsi Sulaw$i Tctgah

0l - Mcmpcrcepat kemudahan
b€ruEaha di daereh termaruk
rcformaal pclayanan pcririnan
yan8 berbasis shtem infomasi
disftar (e-so4

01 - JuDlah pcririnan yan8
k.wcnangannlra sudah didclqgasikan
kc PTSP kima bcrbasis clEktronik

4 I .696 dokuEen 9O.OOO,O KEMENTERIAN DATAM NEGEzu

02 - McninSkatnya kcrja sama
daclah

01 - Jumlah deerah yang
mcngimplcmantaaikan K6cpakatan
dan Perjarjien r€da sama

4 1 daerah

03 - Mcningkatnya pcrscntarc
capaian SPM di da.rah

0l - P.rsenta!€ capaian SPM di
daerah

4 90,17

()4 - Meningkatnya peraentase
dacrah dcngan nilai irdck8
inovasi tinggi

0l - PErsentalc dacrBh yang
mcmpunyai nilai indeks inovasi tinggi

4 3?

05 - Merdngkatnya daenh
dengen peneri&aan dacrah
meninSkat

Ol - Jumlah da.rah yang pcn.rimaan
decrehnya mcningkat

4 rO deeEh

06 - Mcningkatnya dacrah
dcnsan rcslisasi bcbnjanya
bcrkualitas

Or - Jumlah daerah yana rEalilesi
bclanjanya belkualita8

4 I I dacrah

07 - Mcningkatnya tata kclol,a
k uangan da.rah yang efcktif
dan efi.i.n

0l - Jumlah daerah yanS
mels.klanakan tata kelola keuanEan
dad'at yang cfcktifdan cfisicn

I I dae1.a]

01 - Jumlah tu8a. dan wEwcnans
yana dilakssrakan oleh Gubernur
scbaAai Wakil P.m€rintah Pusat
dcngan kinerja baik

408 - Pcningketen penetaan
hubunSan pulat decreh

22 rckomendasi

- A.tI.132 -SK No093l7l C



FRESIDEN
BLIK INDONESIA

PN/PP/ KP/ ProP Sasaran Indikator

Dukungan
Tcrhadap
Arahan
Prciid.n

Rp. JutaTargct Instan8i Felak.ana

02.05.05.r0
PRO-P: Penaelolaan dan
Peleyenen Pertanahan di
Provirsi Sulawe6i Tengah

0l - Tcrlaksananya Frcepstan
lcrtifikasi tanah

0l - Jumlah Scrtipikat Hak Atag
Tanah

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, KEMENTERIAN DES}4,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOPERAf}I
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

5 51.432 bi&ns 9.440,0

02 - Tcrlaksananya pcrcepatsn
pcta bidang tanah dan ruanE

0 I - Jumlah bidana tanah 5 42.437 ha

02.05.05.11
PRO-P: Pcnyclcnggaraan
Penataan Ruang di Provinsi
Sulawcsi Tcngah

01 - Teraedianya rcncana tata
ruang yanS barkualita3

0l - Jumlah matcri tcknb dan
rancanaan p€ratunn daerah RmR
Ikb/Kota

5 3 rckomendasi kcbijakan KEMENTERIAN AORARIA DAN TATA
RUANG/BPN

553,O

02 - Jumlah pen€tujusn sub3fsn3i
RmR Kab/Kota

5 r rekomendasi kebijakan

03 - Jumlah matcri t knia dan
rancanSan peratuBn dacrah RIRW
Prov/ t(ab/ Kota

I rckomcndasi kcbijakan5

()4 - Jumlah pasctujuan .ubatan8i
RTRW Prov/ Kab/ Lota

5 I rckomcndasi kcbijakan

05 - Jumlah penanganan pcrkara
hasil penyidikan pelaryEaran
pcmanfaatan ruana

5 l0 pcrkara

02.0s.0s.12
PRO P: Feningkatan lhpasitas
Pcmcrintahan Daarah dan
Hubungan Pusat-Daerah di
Provin.i Sulaw€.i S.Iatan

01 - Memperc.pat kcmudahan
bcrusaha di dacrah tcrmaauk
rcforma.i pclayaaan peririnan
yang bcrbasis sistcm informasi
di8ital (€{o4

Ol - Ju6lah pcdrnan yang
kcwcnanSannya audah did.lcgasikan
kc PISP Prima bcrbasia cl.ktronik

4 1.324 dokumcn 216,9 KEMENTERIAN DAJ.AM NECERI

01 - Jurnlah daeBh yana
me girnpleaenta.ikan Kc*pakatan
dan Fcrjanjian lcrja Sama

4

SK No 093172 C

02 - Meningketnya k rja sama
deereh

- 4.tI.133 -

I da.rah



FRESIDEN
REPIJEUK INDONESIA

PN/ PP/ KPl hoP Sasarsn Indikator

Dukunsan
Tcrhadap

Prcsid.n

Rp. JutaTaBet lrEtanai Pelal(8ana

03 - Meningkatrya Fr!€ntale
capsian SPM di daerah

Ol - Pcrscntaac capaian SPM di
daerah

4 91,03 %

04 - Meningkatnya FrE€ntale
daerah dcngan nilai indck!
inoia8i tinggi

Ol - Pcrscntasc daerah yang
Ecmpunyai nilai irdek. i ovaoi tingai

4 62

05 - Meningkahya daerah
dengan pencrimarn dacnh
a€ninSkat

0 I - Jumlah dacrah yang pcnerimaan
deerahnya meningket

4 19 da.rah

06 - Meningket ye daereh
dcngan rcalisasi bclanjanlr
be*ualita!

0 I - Jumlah dacrah yang Ealisa8i
beladanya bcrkualitas

4 18 daerah

07 - Mcningkatnya tata kctrola
keuanSan daerah yant efcktif

0 I - Jumlah dacnh yanS
mclakanakan tata kelola keuangan
deerah yant efel(ifded elhien

4 18 daerah

08 - Pcningkatan pcnataan
hubunga, pusat daerah

Ol - Jumtrah tugaa dan wcwcnang
yang dilak.anatan olch Gubcrnur
&bagai Waldl Pcmcrintah Pu€at
dcn8an kin ria baik

4 22 rckomcndssi

02.05.05.13
PRO-P: PenSclolaan dan
Fclelanan Pcrtanahan di
Provimi Sulaw*i Sclata.lr

Ol - Tcrlaksananya pcrccpatan
Ertifika8i tanah

Ol - Jumlah Sdtipikat Hak Atas
Tanah

5 l36.s7s bidans I7.083,8 KEMENTERIAN ACRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

02 - TcrlaksarEnya p€rceparsn
Fta bidanS tanah dan ruang

Ol Jumlah bidans tarBh 5 133.915 ha

SK No 093173 C
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PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

PN/ PP/ KP/ProP Sa!aran Indikator

Dukunaan
T.rhadap
Arahan
Prt.id.n

Rp. JutaTaract Imtansi Pela.lcana

02.05.05.14
PRO-P: F.nyclcngSaraan
Penataan Ruang di Provinsi
Sulawe.i S€letan

0 I - Tcr!€dienya rcncerlA tete
ruan8 yang berkualite3

0l - Jurdah aateri teknis dan
rancangan pcraturan dacrah trtDTR
I(ab/Kota

14 rckomendaBi
kebiiekar

5 3.211,5 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

02 - Jumlah matcri tcknis dan
rancan8ar peraturan daersh RTRW
Prov/ l(ab/ Kota

5 2 rekomende.i kebijaken

03 - JuDrtrah pcr!€tqiuan aub.tensi
RTRW Prov/ Ihb/ Kota

5 2 rekomende.i kebijekan

02.05.05.16
PRO-P: Pcningkatan Kapasita8
Pcm.rintahan Dacrah dan
Hubungan Pusat-Daenh di
Provinli Sulawcsi T.nggara

01 - Mcapercepat kemudahan
bcrusaha di dacrah tcrmaauk
rEformasi pelayanan prizinan
yana b.rbasis sistm informasi
diaital le{oi,)

0l - JuElah pcririnan yanS
kcw.nangannya sudah didclcga8ikan
ke PTSP hima bcrbasir elekttonik

4 748 dokuEen O,OO KEMEMERIAN DAIAM NEGERI

02 - MeninSkatnya kerje Baloa 0l - Jur:rleh daerah yenS
mcngimplcmcntasikan Kcepakatan
dan Ferjanjian lGrja Sama

4 I daemh

03 - Meningkatnya pcrrcntasc
capaisn sPM di dacrah

0l - PcEentalc capaian SPM di 4 90,98 V"

04 - Mcnilrgkatnya peraentaac
dacrah dcngan nilai ind.k
inovasi tinSgj

0l - Feruentase daenh yanS
mempunyai nil,ai indeks inovari tinggi

4 30%

0l - JuElah deereh yang pencrimaan
deerahnye meningket

4

SK No 093174 C

05 - Medngkatnya dacrah
dcngan pcnarimaan dacrah
neningkat

- A.II.l35 -

16 daerah



PRESIDEN
IJELIK TNDONESIA

PN / PPl KP/ ProP

Dukunaan
Terhadap
Arehan
Pleaiden

Rp. JutaTargct InstarEi Felaksana

06 - MeninSkatnla daerah
dcngan rcalisa.i bclanjanya
bcrkualitag

0l - Jumleh deereh yang realila8i
bclenjadya berkualita3

4 13 daerah

07 - Meningkatnya tata kclola
keuansan daemh yans cfeldif
dan efuicn

Ol - Jumlah dacrah yanS
melaksanal@n tata kclola kcuangan
dacrah yaru.f.ktif daD eriaien

4 13 dacrah

08 - Peningkatan penetaan
hubulrgan pusat clacrah

Ol - Jumlah twaa da, wewenang
yang dilaksanakan oleh cubcrnur
E€bagai Wakil Peme ntah Pusat
dcnaan kincrja baik

4

5

22 rckomendasi

62.967 bida,rq02.os.os.r7
PRO P: Fengelolaan dan
Pelayarun PertarEhan di
Provinsi Sutraw*i T€raaaB

01 - Terlaksananya percepatan
scrtifikasi tanah

Ol - Jumlah Scrtipikat Hak Atag
Tanah

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, XEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERNNCGAL DAN
TRANSMIGRASI, XEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

7.383,s

02 - Tedakananya perEepatan
peta bidana tanah dan ruana

Ol - Jumlah bidang tanah 5 s9.O48 ha

02.os.05.18
PRO-P: FenyelenSgarasn
Pcnata n RuanS di Provinai
sulawcsi Tenaaala

Ol - Jumlah matcri tcknfu dan
rancangsn penturan dacrah RDTR
Kab/Kota

02 - Jumlah mat ri tclnis dan
Bncangan pcratuBn dacrah RTRW
Prov/ lhb/(ota

01 - TerscdianJra rcncana tata
ruang yan8 b.rkualitaa

5 5 rckomcndasi kebijakan I,762,0 (EMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

5 I rcko6c[da3i kebijeken

02.05.05.20
PRO-P: PcninSkatan Kap$itar
Pcmcrintahan Dacrah dan
Hubungan Pusat-Daerah di
Provinsi Gorontalo

Ol - Jumlah peririnan yang
ke\icnanSennya 6udeh didclcSmiken
ke PTSP Prime berbaBb elektronik

01 - Memp€rcepat kemudahen
bcruaaha di dacrah tcmaauk
rlforEraai pclayanan pcririnan
yang bcrbaris .i.tcm informa3i
digital (e!'or,

4 474 dokum.n O,OI.I XEMENTERIAN DAIAM NEGERI

SK No 093175 C
- A.II.136 -



FFEgIDEN
FEPI.IELIK INDONESIA

PN/PPl KPlProP Indiketor

DukunSan
Terhadap
Arahen Instanli PclaksanaTa4ct Rp. Juta

02 - Meningkatnya kcrJa sama
da.ralr

0 1 - Jumlah dacrah yang
mengimplcmentasikan Kcr€pakatan
dan Pe{anjisn K.ia Sama

4

4

I dacrah

92,59 %,03 - Mcningkatnya persentasc
capaian SPM di dacrah

0I - Fels€ntalc capaiar SPM di
daerah

04 - Mcningkatnya pc!.cntasc
dacrah dengan nilai indekg
inovasi tinggi

0I - Paracntaac dacrah Jrang
m.mpunyai nilai indcks inovasi tingEi

4 30,%

05 - Mcningkatnya dacrah
dcnsan pene maar da€rah
mcningkat

0I - Jumlah dacrah yang penerimaan
daerahnya mcningkat

4 7 da.rah

06 - M€ninglGtnya deereh
dcngan llAli€asi bclanjanya
bcrkualiras

01 - Jumlah dacrah yana realhasi
bclanjanya berkualitar

4 6 da.rah

07 - MeninSkstnya tata kelola
keuangen daerah yeng efcktif

0 I ' Jumleh da€rah yaDa
melaklanakan tata kelole keuangan
daerah yen8 efcktif dan efi.ien

4 6 daerah

08 - Pcningl€tan
hubungan pusat

Pcnaraan
dacrsh

0l - Jumlah tugas dan *$r,enana
yenS dil,alcanakan olch Gubemur
sebatai Wakil Pemerintah Pusat
dengan kincrja baik

SK No 093176 C

02 - Tcrlak.ananya percepatan
pcta bidang tanah dan rusna

0l - JuElah bidans tanah

- 4.II.137 -

15.698 ha

4.013,2 KEMEMERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANC/BPN

02.05.0s.21
PRO-P: Pcngclolaan dan
PclayarEn Fcrtanahan di
Provinsi Gorontalo

0l - TertrakEenaflya pdcapatarr
sartifika3i tanah

0l - Jumlah Scrtipiket Hak Ata3
Tanah

5 8.097 bidang

5



FRESIOEN
REPI.JELIK INDONESIA

PN/ PP/ KP/ ProP Indikator

Dukungan
T.rhadap Insransi PDlakanaTarSct Rp. Juta

02.o5.o5.22
PRO-P: Penyclcnggaraan
Penataan RuanS di ProvirEi
Gorontalo

0l - Talrcdianya rcncana tata
ruanS yang bcrkualitas

Ol - Jumlah matcli tcknb dan
rancangan Peraturan daeEh RDTR
Kab/Kota

02 - Jumlah Fru€tujuan substansi
RDTR Kab/Kota

5 2 rckom.ndasi kcbtakan

12 rckomendasi
kebihkan

KEMENTERIAN AGRARJA DAN TATA
RUANG/BPN

403,0

5

03 - Juolah pcrlctujuan substansl
Prov/ Kab/ Kota

5 1 rckomendasi kcbtakan

()4 - JUD[lah peru€tujuan aub8tanal
RTRW Prov/ Ikb/ Kota

5 I rckomcnd$i kcbiJ:akan

02.05.05.23
PRO P: Pe ingkatar t(apasitas
Fcmcrintahan Dacrah dafl
Hubungan Purat-Da.rah di
Provinsi Sulawcsi Barat

Ol - JuElah pcririn8n yans
kes€flengann]a rudah didelega8ikart
ke PTSP Prima terba3i! etr ktmnik

02 - Meninskahya k€rja sa.Ea
daerah

01 - Junlah daerah yan8
mengimplementaaiken Kc&pakatan
dan Ferjanii6n lcrja Same

Ol - MeEFrcepat kemudahan
b€ruBaha di daemh termasuk
reformasi pclayanan pcririnan
yang bcrbasis aistcm informasi
digital (e{or)

54O dokumen

I deerah

O,OiN KEMENTERIAN DAIAM NECERI

4

03 - Meningkstrya pers€ntssc
capaian SPM di dacrah

0l - Pcr8cntslc capsian SPM di
dacrah

4 90,4avo

04 - MeninSketlya percentaE€
dae'a} dcngal nilai ind.ka
irloveai tinaai

01 - Per!€ntaac decreh yang
mempunyai nilai indck inovaai tinSgi

4 30 %,

01 - Jumlah dacrah yanS p€nerimaan
daershnya meninSkat

4

SK No 093177 C

05 - Meninakatnya daerah
dengan penerimaan daelah
mcningkat

- 4.II.138 -

7 daerah



PRESIDEN
REPIJELIK INDONESIA

PN/ PPl KP/ ProP

Dukunaan
Tcrhadap
Arahan
Pcsidcn

Rp. JutaTarget lnstirlBi Pelek.ena

06 - Meninakatnya deeleh
dcngan rcalfuaai bclanjanya
bcrkualitaa

01 Jumleh daerah yarS reali.esi
bclanjanye berkualita8

4 6 daerah

07 - Meningtatnya tata kctrola
kcuangan dacrah yan8 cfcktif
dan .fisicn

0l - Jualah da.rah yang
melaksanalan tata kelola keuangan
da.rah yanS cf.ktif dan cfisicn

4 6 daelah

08 - Petingkatan penataan
hubungan puaat dacral

01 - Jui:llah tugar dan wewelleru
yang dilaksanakan oleh Gubcrnur
acbagai Wakil PeEerintan Pusat
dcngan kincrja baik

4 22 r€komendaai

02,05.05.24
PRO-P: PenSelolsan dan
Felayanan Pcrtanahan di
PrNin.i Sulew.i BaBt

Ol - Tcrlaksananya pcrccpatan
scrtifikasi tanah

01 - Jumlah S:crtipikat Hak Atag
Tanah

02 - Tedalcana.nya perEepatan
peta bidana tanah den ruana

0l - Jualah bidang ranah

5 8.311 bidarg 2.058,9 KEMEI'NERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

5 23.873 ha

02,05.o5.25
PRO-P: PcnyelcnSgaraan
Penat an Ruana di ProvLrli
sulawcsi Barat

Ol - Tqsedianya rcncana tata
ruan8 yang bcrkualitas

0l - Jumlah matcri tcknis dan
rancangan peratursn daeIah RDTR
Kab/Kota

5 2 rckomcndasi lcbijakan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

575,0

02 - JuDlah pcrsctujuan sub6tansi
RDTR lhb/Kota

2 rekomcndasi lcbijakan5

0l - T"rcapainya jumlah
kcrcpakatan tcknfu batag
wilayah admintutrasi
dcsa/kclurahan yanS dihasilka[

03 - Jumlah peructujusn sub€tansi
RTRW PIov/ tkb/ Kota

01 - Jumlah k.r.pakatan tcklia
batas s,ilalah adminisEasi
dcsa/ kclurahan yang dihasilkan

5

2

I rckomcndasi kebijakan

02.0s.0s.27
PRO-P: FcnyctrlnSgaraan
Informasi Gcospa3ial di Provinsi
Sulav,rai T.trgeh

SK No 093178 C
- 4.II.139 -

l50 dcra 758,3 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)



FFESIOEN
NEPUELIK INDONESTA

PN/ PPlKP/ ProP Slasaran Indikator

Dukungan
Terhadap
ABhan
Prcsidcn

Targct Rp. Juta Inatanai Pclaksana

02.os.05.28
PRO-P: P.trycLlnSgaraan
Informasi ceospasial di PrDvin8i
SuLwesi SelataD

Ol - Tcrcapainya jumlah
kcscpskatan tekni! batas
wilayeh adminirEasi
dese/kelurahan ya[g dihasilkan

0l - Jumlah kelcpakatan tekniB
batar wilayah adminfutraai
dela/kelumhan yang dihasilkan

2 25O dcaa O,OhI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

02.06
PP: Pembanaunan Wilayah
Maluku

0l - MeninglGtnya
pertumbuhan ekonomi dan
tingkat kcsrjaht raan
ma.yaml(at di Wilayah Maluku

0l - Laju pcrtumbuhan PDRB
Wilalah Maluku

lO,9-11,8 % per tahun 744342,65

02 - IPM Provinsi di Wile]eh Maluku 70,71-7l,lA n ai
miniDura-dlai

maksimum

03 - Per*lta.e penduduk miakin
Wileyeh Maluku

ro,6-11,4

02.06.ol
KP: Fengembengan Kawasan
Stategis

01 - BerkeDbangnya Lall,a8an
atratcgi3

Ol - Rasio pcrtumbuhan investasi
kef,,a6ar (KE(/ KI/ DPP/ rPtsPts)
terhadap wileyeh

5 >1 8.O00,0

02 - Jumlah kawa.an pusat
pcrtumbuhan yang difasilitasi dan
dikcmbangkan

5

03 - Destinasi Parirnsata Prioritas
(DPP'

5 1 jumlah de.tineri

04 - KEK bcrbasis pariwhata dan
indu8tri

5

5

SK No 093179 C

05 - Kl Priorita6 dan XI
p€agembanSan

- A.II.140 -

t juhleh KI



FRESIDEN
IJELIK INDONESIA

PN/ PP/KP/ ProP Indikator

Dukungan
T6hadap
Arahan
Prcsiden

Targct Rp. Juta lnltenBi Pelaklana

02.06.01.01
PRO-P: Pcftaikan Ak€Bibilitas,
Atraksi, dan Amenitea Deatiaari
Pariwiuta Prioritas
Morotai/KEK Morotei

0l - Terlak.arBnla perbaiken
ekscsibilitar, atrakai, dan
am.nitas Dcatrnasi Pariwkata
kioritas Morotai/KEK Morctai

Ol - Rasio pcrtumbuhan investasi
kawasan (KEX/XI / DPP/ KPBPts)
terhadap pcrtumbuhan invdtaal
Provingi Maluku Utaia

5 >1 8.000,0 KEMEMERTAN PARIWISATA DAN EKONOM]
KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF, KEMENIERIAN PEKER.'AAN UMUM
DAN PERUMAHAN MKYAT, KEMENTERIAN
DAI.IIM NEGERI, KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN, (EMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINC,CAL DAN
TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA. KEMENTERIAN
INVESTAST/BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL

02.06.01.02
PRO-P: Fasilitasi Rcalisa8i
Invcata3i dan Pcmbangunan KJ
Teluk Wealia

01 - Te akananya fasilit$i
r€aliBasi idvertaai dan
pcmbangunan KI Ttluk Weda

0l - Rasio pcrtumbuhan inv tasi
kawasan (KEK/ KI/ DPP/KPtsPB)
tcrhadap pertumbuhsn irvBtasi
Provinsi Maluku Utala

(XMENTERIAN PERINDUSTRIAN,
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN
fTerint€grari d6gan PSN)

5 >l 0,ohr

02.06.o2
KP: Pcngcmbangan Scktor
Unggulan

0l - Berkcmbehgnye E€J.to!
ungaulan

0l - Pcrrcntasc peninglstan produksi
komoditas ungSulan p€r t }lun -

kelapa

5 4-4 49.700.8

02 - Perscntas€ pcniryLatan produhi
komoditas unggulen pcr tehun - pala

5 1-2 V"

03 - Perscnta€€ pcninglGtan produkli
komodita. ungSulen pe! tehun -
ccngkch

5 2-4

04 - Perlctrtaac paningkatan prcduki
komoditas unggulan pcr tahun -
pcrikanan tangkap

5

SK No 093180 C - A.II.14l -
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FRESTDEN
REPIJBLIK INOONESIA

PN/ PP/ KP/ ProP Sasaran Indikator

Dukungan
T€rhadap

PrEsidcn

TarSct Rp. Juta In.tansi Fehksra

05 - Pcrscntasc pcniogkatan ploduksi
komoditas unggulan per tahun -
pcrikanan budidalr

5 4--4

02.06.02.o1
PRO-P: FenScmban8an
Xomoditas Unggulan tada, Pal,a,
dan Cengkeh di Provinsi Maluku

0l - T.rlak8ananya
pengembanaan komoditag
unggulan lada, pala, dan
censkeh

Or - Perscntalc peningkatan pIodukli
koDrodita6 unSgul,en per tehun
Provinsi Maluku - pala

02 - P.rscntae pdringkatan produksi
koEodita! ungaulan Fr tahun
Provin.i Ma.luku - cenakeh

5 ,4'% 7.5IO,O XEMEMERIANPERTAMAN

5 4--4

02.06.o2.o2
PRO-P: Fengembangan
Komoditas UngguLan Kclapa di
Provinli Maluku

0f - Pcrrcntalc peninglqtan produksi
koEoditas ungaubn per tahun
Provinsi Maluku - kelapa

0l - T.rlakananya
pcngcmban8an komoditag
unggulan kclapa

5 5--4 3.064,0 I(EMENTERIAN PERTANIAN

02.06.02,03
PRO-P: Pcngemban8an
Komodites UnSgulan lGlapa di
kovinsi Maluku Utara

Ol - Terlakananya
pcngcmbanga[ komoditas
unggulan kelapa

Ol - Pcrscntas. p.ningkatan produksi
komoditas ung8ulan pcr tahun
Provinsi Maluku Utara - kclapa

5 5-7 Vn 3.046,0 KEMEMERIANPERTANIAN

02,06.02.04
PRO-P. PengeEbangan
Komoditas Unagularr lada, Pala,
dan CrnSkeh di Provin.i Maluku
Utara

01 Tcrlaksananya
pcngcmbangan komoditas
unSSule[ leda, pala, dan
cenSkeh

0l - Peraentare p€ningl€tan produksi
komodita8 uns8ulan Fr tahun
Provin6i Maluku Utara - pala

5 to-12 20,172,3 KEMENTERIAN PERTANIAN

02 - Fer!€ntale Fningkatan produksi
komodita! unggular Fr tahun
Prcvimi Maluku UtBra - cer8kch

5 t-2

SK No 093181 C

t-2 v" I.I85,O KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN02.06.02.05
PRO-P: Penaembengan
lbmoditas Unggulan Pcrikanan
Tanskap di PrDvinsi Maluku

0l - Terleklenenya
pcng.mbangan komoditag
unggulan pcrikanan tangkap

0l - Pcrscntasc pcningkatan prcduksi
komoditas unggulan pcr tahun
kovirrsi Maluku - pcrikanan tanskap

5

- 4.il.142 -



FRESIDEN
REFUELIK INOONESIA

PN/ PPl KPl ProP Sasaran Ilrdikator

Dukungan
Terhadep
AIahan
Presider

Rp. JutaTsract In3t n6i Pelaklana

02.06.02.06
PRO-P: Pensetnban8an
Komoditas Unggul,an Pclikanan
Budidaya di Provinsi Maluku

0l - Pcrenta.c pcningkatan prcduk i
komodita. unggulan per tahun
Provin3i Matuku - Derikanan
budidaya

Or - Tcrlal€ananya
perucmb€n8an komoditaa
unSSulan budidalr pcrikanan

5 4--4 8.966,I KEMENTERIAN(ELAI,,]'TAN DAN PERIKANAN

02.06.o2.o7
PRO-P: P.ngcmbangan
Komoditas Unagulrn P.rikanan
Tanckap di Provirui Maluku
Utars

0l - Pcrscntas pcningkatan produki
koEoditas ungSulan per tahua
Provinsi Maluku Utara - Frikanan
tangkap

0l - Terlak8aranya
Fngcmbangan komodita.
unSSulan pcrikanan tanSkap

5 t-2 91, 1 . I85,O KEMENTERIAN KEI,IIUTAN DAN PERIKANAN

02.06.02.08
PRO-P: Pcngcmbanaan
Itumoditas UnSSulan Pe karEn
Budidaya di Provin.i Maluku
Utara

0l - Tcrlr.ksanarya
pcrgembangan komoditas
unggulan budidaF Frikanan

0l - Perccntas pcningkatan produk8i
komoditas unggulan per tahun
Provinsi Maluku Utara - pcrikanan
budidaya

5 5-7'% 4.572,5 KEMENTERIAN XEI,AI, TAN DAN PERIKANAN

02.06.03
KP: Pen8embangan Kawalan
Perkotaan

01 - Bcrkembananya kawaoen
pcrkotaan

01 - Skor Indcks Kota
Bcrkclanjutan/IKB Kota Ambon
(anaka perhitungan Bcmcntara)

5 64,59 227.160,2

02 - Skor Irdek Kota
Bskelanjutan/IlG Kota Tual (angka
perhitungar lementere)

5 46,62

03 - Skor hdcks Kota
Bcrkelanjutan/IlG Kota T€rnate
(angka p.rhitungan scmentala)

5 47,O2

(X - Skor lndeks Kota
Bcrkclanjutan/xB Kota Baru Sofifi
(angka pcrhitungan scmcntara)

5

SK No 093182 C

40,23

- 4.II.143 -



FRESIOEN
EEPIJBLIK INOONESIA

PN/ PPlKP/ ProP SaEaran Indikator

Dukungan
Terhadap
Arahan Rp. JutaTarget Instansi Pelaksana

02 - Bcrkemban8nya kota belar,
kota cdan8, kota kecil a€b68ai
PKN/PKW

03 - Teftansunnya kota baru

01 - Jumlah kota bBar, scdang, kccil
yarg dik€r[bargkel !€ba8ai
PKN/PKW

Ol - JuD eh kote beru yang
dibangun

5

5

3 kota

I kota

02.06.03.or
PRO-P: Ferraembangen Kota
Berar, Kote Sadang, Kota Kccil
di Prbwin.i Meluku

0I - Bcrlcmbangnya kota b€!ar,
kota ledarg, kota kecil a€ba8ai
PKN/PKW

Ol - Jumlah kota besar, scdang, kccil
yang dikcrEbenskefl E€bagai
PKN/PKW

5 2 kota 86.835,I (XMENTERIANPERHUBUNGAN,
KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

02.(}6.03.02
PRO P: FenSemberlgan Kota
Bc.ar, Kota S.dang, Kota Kccil
di kovin3i Maluku Uteta

01 - B€rkembaranya kota beler,
kota !€dang, kota kecil s€ba8ai
PKN/PKW

Ol - Jumlah kota besar, scdang, kecil
yanS dikcmbangkan Eebagai
PKN/PKW

5 I kota 75.325,T XXMEMERIANPERHUBUNGAN

02.06.oi,.o3
PRO-P: Pembangunan Kote Baru
di Prcvinsi Maluku Utara

0l - Terbangunnya kota baru 0l - Jumlah kota baru yanE
dibangun

5 I kota 65.000.0 XEMEMERIANPERHUBUNCAN

02-06.M
KP: Pengembangan Da.rah
TertinSgal, KallaBan Perbate.an,
Perd*aan, dan TranamiSrasi

01 - T6b6ngunnya D.€a
Tcrpadu, Ihwassn Perdcsaan,
dan t(awasan Trsnsmigrali

0l - Rata-rata Indcks Desa Wilayah
Maluku

1,5 54,45 486.r94,9

02 - Rete-Ete nilei ind.k.
pcrkcmbangan KEweEen Perdcaean
PrioritaB Na.ional

1,5 59,57

03 - Rata-rata nilai Indckg
Pcrkembefl8an Ka*asan
Trar8migrari ,ang Dircvita]fuaii di
Puleu Meluku

5

SK No 093183 C
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FRESIDEN
IJELIK INDONESIA

PN/PPl KP/ ProP Sasaran Indikator

Dukungan
Terhedep
Arahen Instansi PclaksanaTaract Rp. Juta

04 - Pcrlcntae pcnduduk mbkin
pcrdesaan Wilayah Maluku

t7 ,2-17 ,4 %,

02 - Bcrkcmbangnya Pusat
K€datan Stratesb Nasional
(PKSN), Irkasi Pliolita3
Pcrbatasan, dan Daera}
TertinSgal

0l - Jumlah da6ah tcrtinggal 5 8 kabupatcn

02 - Rata-rata nilai Indek!
Pcn8clolaan Nawasan Perbatasarl

5 0,52

03 - Jumleh kecamatan lokali
prioritas perbataaan ncSaia yang
ditin8l€tkan kesejahtcraan dan tsta
kclolanya

5 29 kecamatsn

02-06.M.O2
PRO-P: Peningtatan
Kescjahtcraan dan Tata tGlola di
IGcsmstan Lkasi kiofitas di
Prcvin.i Maluku

0l - Me inakatnla
k6ejahteraan da, tata kelola di
kccamatan lokasi priorita. di
Provinsi Maluku

Fioritas pcrbatasan negara yanS
ditingkatkan kclejahtcraan dan tata

22.688.2 (EMENTERIANDESA.PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
DAK

Ol - JumlEh kecEretEn lokE.i

kclolanya di Provinsi Maluku

5

02.06.(X.11
PRO-P: Pcrccpatan
Pembangunan Dacrah TcrtingSal
di Provinoi Meluku

0l - MeflinSketn]e
k6cjahtcraan maayarakat pada
dacrah tlrtinggal di Provinsi
Maluku

0l - Pcr*ntale pcnduduk miBkin di
Daerah TeltinStal di Provirui Maluku

1 21,7-22,2 qo 274.333.5 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMICRAS}I,
KEMENTERIAN KEUIUTAN DAN PERIKANAN,
KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN
PERTANIAN, KEMENTERIAN PERHT'BUNGAN,
BADAN NASIONAL PENANGGULSNGAN
BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN AGAMA,
KEMEMERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
PERUMA1IAN RAKYAT, KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERUNDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN
KETENAGA(ER.'AAN, DAK

02 , Rata-rara IPM di Da6ah
TcrtingSal di Provimi Maluku

65,H6,r

SK No093l84C - 4.tI.145 -



FRESIDEN
REPUEUK INDONESIA

PN / PPl KPl ProP Indiketor

Dukungan
Terhadap
AIahan Rp. JutaTargct Inst nsi P.laklana

02.06.o4.t2
PRO-P: P.rccpatan
Pcmbangunan Dacrah TcningSal
di Provinsi Maluku Utara

01 Mmingkatnya
kcs.jahtcraan masyarakat pada
daeBh tertingaal di Provinsi
Msluku Utara

0 I - Pcr!€nta!€ pcnduduk miakin di
dacrah tcrtinggal di Provinsi Maluku
Utara

02 - Rata-Bta IPM di Dacreh
Tcrtinggal di Provinsi Maluku Utara

I

I

6,7-J,2

63,8--{4,3

49,923,5 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN
DALA-I NECERI, BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB),
KEMENTERIAN KEI,AUTAN DAN PERIKANAN,
KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
PERUMAI'AN RAKYAT, KEMENTERIAN
PERTANIAN, DAK

02.06.04.14
PRO-P: Pusat Kegiatar Stategig
Nasional (PKSN) Saumlaki

01 - Bcrkcmbangnya Plrlat
Icdatan Strategb Ne8ion .l
(PKSN) Saumlaki

0l - Rata-Iata nilai Indeks
P€ngcloleen Kawasan Pcrbatasan
(IPK4 PKSN Saumlaki

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN,
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
DAK

5 0,50 308,4

02.06.04.15
PRO-P: Pusat Kegiatan S&atc8is
Nasional (PKSN) Daruba

0l - Bcrkembangnya Pusat
Kegiatan Strategb Nd6ionat
(PKSN) Dsruba

0l - Rata-rata nilai lndeks
Fetr8elolaa, Kewagan Perbata8an
(lPKq PKSN Daruba

5 0,s3 r.000,0 KEMENTERIAN KEUTUTAN DAN PERIKANAN,
KEMENITRIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

02.06.04.16
PRO-P: P.mbangunan Dcsa
Tcrpadu di Provinsi Maluku

0l - Terlalcananya
pcmbangunan Desa Ttrpadu
Provin8i Meluku

0l - Rata-rata Indeks Dcsa Provinsi
Maluku

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMENTERIAN DAIAM NEGERI, BADAN
NASIONAL PENANGGUI.IINGAN BENCANA
(BNPts), KEMENTERIAN KELEUTAN DAN
PERIKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN
KEPEN DUDUKAI DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (B(KBN),
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATII(A

1,5 55,75 1.513,9
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FRESIDEN
REPUBLIK INOONESTA

PN/ PPl KP/ ProP SaEaran Indikator

Dukungan
Tcrhedap
Arahen
Pre.iden

Rp. JutsTargct In.ten.i Felek.ana

02.06.o4.t7
PRO-P: Pcmbangunan De8a
Tcrpadu di Provinsi Maluku
Utara

01 - Te ek3enanla
pembangunan D.sa Tcrpadu
Provinsi Maluku Utara

0l - Rata-rata Indcka Dcsa Provinsi
Maluku Utala

I(EMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
XXMENTERIAN DAJAM NECERI,
(EMENTERIAN (EL,AUTAN DAN PERIKANAN,
BADAN NASIONAL PENANGGUUWGAN
BENCANA (BNPts), KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERUNDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN
PENDTDIKAN, (EBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOI'GI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN),
KEMENTERIAN KOMUNIXASI DAN
INFORMATIKA

55,85 t.970,7

02.06.04.18
PRO-P: Pembanguna[ Kawasan
Pcrdcgaan Priorita8 Nalional
Maluku TcnSah

01 - Te akoarlanla
pembangunan Kawa€an
Pardcsaan Prioritaa Naaional
Maluku TcnSah

0l - Indck Pcrkcmbangan Kawasan
Perdesaan Kab. Maluku Tcngah

KEMENIERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMEI{TERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, DAX

l,5 55,77 s5.661,7

02.0,6.04.19
PRO-P: PeEbaD8unan lkwasan
Perd*een Prioritaa Narionel

0l - Tcrlslcarrenye
p€Ebensunan Kawaran
Perdcsaan Pdoritas Nasional

Ol - Indeka Perkembal8an Kawasan
Ferdesn l(ab. Momtei

KEMEMERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERNNGGAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMEI{TERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, DAK

t,5 61,25 60.914,1

02.6.O4.20
PRO-P: Revitali.aai Kawasan
Transmigrasi Kobbonta

0l - Tcrlak ananya rcvitalbgai
tbwa.an TransEiarasi
Kobi.onta

0l - Rata-rata Nilai Irrdeks
FErk€mbanae, l(auaBan
Ttanuaigrari yang DiEviralisasi di
Provinli Maluku Utara

KEME}ITERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGCAL DAN
TRANSMIGRASI

5 44,71 35,8

SK No 093186 C

Ol - Tcrlakrananya rEvitalbasi
l(awasan Trarurdgr$i Puleu
Mangoli dan Pulau Momtai

32,58 1.06?,l KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINCTGAL DAN
TRANSMIGRASI

02-06.O4.21
PRO-P: Revitalisa8i lhwa8an
Tran.migrasi Pulau Mangoli dan
Pulau Morctai

Ol - Rata-Iata nilai Indeks
Ferkemba[ga l{awaran
Tren.migrari yanS Direvitalfua8i di
Provinsi Meluku Urare

5

- A.ll.l47 -



FRESIDEN
RE,PUELIK 

'NDONESIA

PN / PPl KPl PrcP Indikator

Dukunaan
Terhadap
Arahan
Prcaidcn

Rp. JutaTargct Irutansi Pclaksana

02.06.o4.22
PRO-P: P.ningkatan
Kclcjahteraan dan Tata Kclola di
Kecamaten lrkasi kiorita! di
Provinsi Maluku Utara

Ol - Meningkatnya
kcscjahtcraan dan tata kclola di
kccsmatan lokasi prioritas di
Provinsi Maluku Utara

0l - Jumlah kecamatan lokasi
prioritar pcrbataran nagara yang
ditingkatkan kc8cjahtcraan dan tata
kelolanya di kovinsi Maluku Utara

16,778,0 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGMSI,
DAK

5 6 kecamatsn

02.06.05
KP: Kelembagaan dan Keuangan

Or - Meningkatnya Nilsi
Evdluaii Fenyelenggaraan
Femcrintahan DaeBh (EPPD)

ol - Nilai Evaluasi FEnyelensgaraan
Pemciintahan Dacrah (EPPD)

02 - Mcninakatnya pcracntasc
daemh deigan indeks inovasi
tiryg

4 3,O2 \3.326,7

0l - Pclscnrasc dacrah yang
mcmpunyai nilai ind.k ino\E i tinSgi

4 30

03 - McninSkatnla dacrah
dengan penerimaar daerah
Eerhrkat

0l - Juml,ah dacrah
pcncriaaan dacral

dcngan
mcninSkat

4 20 daerah

()4 - Mcnin8katnya da.rah
d.ngan realba8i bclanjanya
b€rkualitar

0l - JuElah dacrah d.ngan rcalisasi
bdania.nya bcrkualitas

4 19 daerah

05 Menintkatnyar€formasi
p€layanan pcririnan

0l JuElah pedzinan yang
kcrircnan gannya sudah didclcSa3ikan
ke PXIP kitDe berbasb elektronik

4 1.596 dokumcn

06 - Mcaingkatnya dacrah yang
mcmiliki PTSP Prima bcrba.is
.LkrIonik

0 I - Jumlah da.rah yang m.miliki
PTSP Prima b.rbasis clcktronik

4 2 decrah

07 - Mcningkatnya tata kclola
Lcuangan dacrah yang cGktif
dan cfisi.d

0l - Jutnlah da6ah yanS
mcl,aksanakan tata kclola kcuangan
yang .fcktif dan crisicn

4
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PRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

PN/PPlKPl ProP Sasaran Indikator

Dukungan
Terhadap
Arahan
Pr$iden

Targct Rp. Juta In6tin.i P.lakrana

08-
dan

McninSkatnya Kelcpakatan
Perjanjian lcrja Sema

01 - JuElah da€rel yarE
mangioplaE"ntasrkan Kc&pakatsn
dan F.rjanjian Kcda Sama Dacrah

4 2 dacrah

De.rah

09 - Menintkatnya perlenta8e
capaian SPM di daerah

01 - F"r.cntasc capaian SPM di
daarah

4 90,69

l0 - Mcningkatnya daerah
dengan indeks kinerja CWPP
katcEori baik

0l - Jualeh daerah dengan hd.kg
kincrje GWPP kategori baik

4 34 daeEh

ll - Meningkatnya pengelolad
pertErre}lafl den
terE€lenggaraka.nnya penataan
rua.IlE

0l - Luaa cakupan bidang tanah
bcrscnipikat yang tcrdigitali dan
,:remiliki Seorrf.rcnsi yang baik

5 225.040 ha

02 - Lua. cakupan peta dasar
Frtanahan

5 235.743 ha

03 - Jumlah materi teknis dan
rancangan pcraturan deereh RDTR
l(ab/Kota

4 Eetcri tcknfu dan
Ranperkada RDTR

5

04 - Jumlah perlctujuan .ub6tan.i
RDTR Keb/Kote

5 3 FrEctujuan lub6ts.tlsi
RDTR

05 - Jumlah materi tcldis dan
rencarrta peraturan dacrah RTRW
Prov/I(ab/ Kota

4 matcri tcknis dan
RanFrda RIRW

5

06 - Jumlah p.Getujuan sub6tansi
RTRW Prov/ lhb/ Kota

4 peEctujuan .ubrtar6i
RTRW

5

55
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07 - Nilai Kcpastian dan
Perlindungan Hak atas Tanah

- 4.II.149 -



FRESIDEN
FEPUELIK INDONESIA

PN/PP/KP/ ProP Sararan Indikator

DukunSan
Tcrhedap
Arahan InstaNi PclakcanaTarget Rp. Juta

08 - Jumlah Pcnanaanan Pcrkara
Ha8il Fettyidikan Felaru8ardn
Pemenfaatan Rueng

5 5 pcrkara

02.06.0s.r1
PRO-P: Peningkatan lkpa8ita3
Pemerintahan Dacrah dan
Hubungan Pusat-Dacrah di
Pmvkrii Maluku

Ol - Mempercepat kehudehan
harusaha di daerah tcrmasuk
rcformaai pclayanan paririnan
yang bcrbasis sbtcm inform$i
digital (€{pr,

Ol - Jumtrah peririnan yarS
kqrcnangannya sudah didclcga8ikan
ke PTSP Prima b.rbe.ia elektronik

1.OIA,I KEMENTERIAN DA.IAM NEGERI4

02 - Mcningkatnya kcda sama
daerah

0l - Jumlah da"rah yang
mcngimplcmcnrasil@n Kc&pakatan
dan Pcrjanjian Kcrja Sama

4 I da.rah

03 - Meningkatnya penentar€
capaien SPM di deeuh

Ol - Peftcnte!€ capaian SPM di
deerah

4 9t,ot o/o

04 - Mcningkatnya pels€nra5€
dacrai dengan nilai indek
inovasi tin88i

Ol - Pen€ntasc daerah yang
mcmpunyai nilai indcks inovasi tinSgi

30%

05 - Mcnin8katnya dacrah
dcngan pcncrimaan dacrah
mcninSkat

Ol - Jumlah dacrah yang pcncrimaan
daerahnJ.a meningkat

4 lO da.rah

06 - Meningketnya dacrah
dc-ngal r.eli.ali b.lanjanya
bcrkualitas

Ol - Jumtrah deereh yeng rralhaai
b€lanjanya berkualitaB

4 lO da.rah

Ol - Jumlah daerah yang
malalsanakan tata kelola keuangan
daemh yans e{chif &n etuien

4
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07 - Meninakatnya tata kclola
keuenSen daerah yanS cfcktif
dan cftien
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PRESIDEN
BLIK INDONESTA

PN/ PPl KP/ ProP

Dukungan
TcIhadap
AIahan
Prcsidcn

Target Rp. Juta Instansi Pekkssna

08 - Feningketen penataan
hubuDg.r puEet daerah

0 I - Jumlah tuga3 den wewenang
yang dilak.anakan olch Gubcmur
sebagai Wakil P.merintah Pusst
dcngan kinerja baik

4 22 rckoaenda8i

02.0,6.05.12
PRO-P: Pcningkatan Kapasitas
Pemerintahan Dacrah dan
HuburraEn Pwat-Dserah di
Provin.i Ma]uku Utara

Ol - M.mp.rccpat kemudahan
berusaha di daerah tcmasuk
reforraa8i pela]anan perizinan
yant berba.tu .i.tem inforEasi
digital (ryor')

0 I - Jumlah pcrizinan yang
kewenangannya sudah didelegasikan
ke PNIP kima berbasis elektronik

O,OO KEMENTERIAN DAI.JIM NEGERI4 1.155 dokumcn

02 - Meninskatnya k€rja sama 0 I - Jumlah deereh yang
lcngimplcrncnta3ikan Kc*pakatan
dan Perjanjian Keda $.Ea

4 I daerah

03 - Menin8katnya pcrrcnta8e
capaian SPM di daersh

0l - Pcrscntas capaian SPM di 4 90,36 %

04 - Mcningkabya perselrtaae
dacrah dc{r8an nilai indcks
inovaBi tia8ai

0l - PcBcntasc aliacrah yang
,ncmpunyai nilai indcks inovasi tinggi

4 30v"

05 MenintlGtnya dacrah
d"ngan pcnarimaan dacrah
mcningkat

0l Jumlah daerah yant p€rErimaan
de€rahnya mcningket

4 10 daelah

06 - Mcningkatnya dacrah
dcngan rcalisasi bclanjanya
bcrkualita!

ol - Jumlah dacrah yang Ealisasi
belanjanya bcrkualitag

4 9 dacrah

07 - MedinSkaurya tete kelola
kcuangan dacrah yang cGktif
dan cfioicn

Ol - Jumtrah dacrah yanS
mclaksanakan tata lciola kcuangan
dacrah yang cfckifdan cfisicn

4
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PRESIDEN
REPUELIK TNOONESIA

PN / PP/ KP/ProP IndikEtor

Dukuntan
Tcrhadap

Pr6idcn
Tarset Rp. Juta Imtansi Pclaksna

08 - P.ningkatan
hubungan pusat

pcnataan
dacrah

0 I - Juarlah tugaa dan wewenarg
yanS dilaksanakan oleh Cubernur
€ebaSai Wakil Pemerintah Pusat
densan kinerja baik

4 22 rekomendaai

02.06.os.r3
PRO-P: FenSclolean den
Pclayanan Pdtanahan di
Pmvinai Maluku

0l - Terlaksananya percepatan 0l - Jumlah Sdtipikat Hak Atas
Tanah

5 29,058 bidang 3.IOO,7 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

02 - Tcrlaksananya percepatan
peta bidana tanah dan ruana

0l - Jumlah bidanS tarEh 5 9.476 ba

02.06.os.r4
PRO-P: Fenselolaan dan
Felayarren Pertanallan di
kovin.i Meluku UteB

0l - Tcrlakananya pcrccpatan
sertifikaEi tanah

01 - Jumlah Slcrtipikat Hak Atag
Tanah

5 17.8s6 bidans 3.775,9 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

02 - Terlalcananya percepatan
peta bidarA tarah dan ruang

01 - Jumlah bidang tana}l 5 sl.638 ha

02.06.05.rs
PRO-P: Fenyelenggireen
Pcnataan Ruang di PrDvinai
Maluku

0l - Teruusunnya rencsrra tsta
ruang yanA bcrkudita3

O I - Jumlsh materi tckntu dan
rancanSan pcraturan daerah RDTR
Kab/Kota

7 matcri t knfu dan
Ranparkada

4,047,6 KEMEN'IERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANC/BPN

02 - Jumlah pcruetujuan aubBtanai
RDTR Kab/Kota

3 pergetujuefl aubotenai
RDTR

03 - Jumlah materi tehis dan
rancengan pcreturen daerah [lT[aw
Prov/ Kab/ Kota

I matcri tcknis dan
RanFrda

5

5

5

04 - Jumlah pdrctujuan sub6tansi
RTRW Prov/ lkb/ Kota

5

SK No 093191 C
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2 Fruatujuan aubatan8i
RTRW



PRESIDEN
EEPUELIK TNOONESIA

PN/ PP/ KP/ hoP Indikator

Dukungan
Tcrhadap
AIahan Rp. JutaTargct Imtanai P.lakoana

02,06.05.16
PRO-P: Fenyelcng8araan
Pcnateen Ruang di Provinai
Maluku Utera

Ol - Terauaunnya rencana tata
ruang yang bcrkualitas

0 I - Jumlah matcri tcknh dan
rancangan p€rBturan dacrah RDTR
Kab/Kota

8 matcri tcknis dan
Ranpcrkada RDTR

I.384,5 KEMEMERIAN AGRARJA DAN TATA
RUANG/BPN

02 - JuElah pcructujuan substansi
RmR Kab/Kota

2 pcrs€tujuan sub3tan3i
RDTR

03 - Jumlah matcri tcknia dan
rancsngan p€raturan dacrsh RTRW
Prov/ tkb/ Kota

2 matcri tck ris dan
Ranpcrda

04 - JuElah penctujuan substansi
RTRW kov/ lkb/ lbta

I pclsctujuan aubstanai
RTRW

5

5

5

5

02.o7
PP: P.mbangunan Wilayah
Papua

0l - Meningkatnya
pertumbuhan ckonomi dan
tingkat kGcjahtcraan
ma.yarakat di Wilayah Papua

0l - Laju pertumbuhan PDRB
Wilayah Papua

7,2J,8yopert^hw 5.283.450,55

02 - IPM Provimi di wilayah Papus 62,sH6,sS nilai
mini[ruir-nilai

meksimuh

03 - Pcrscntasc p.nduduk mbkin
Wilayah Papua

22,0-23,6 i6

o2.o7.o1
KP: PenSembanSan lhwaoan
Stratcgis

Ol - B€rkembanSnya Ihwasan
Strategi!

Ol - Re6io pertumbuhen investa.i
kawasan (KEK/ t(I/ DPP/ KPBPBI
tcrhadap wilayah

5 >1 t76.2tA,l

02 - Jumlah kawasan pusat
p€rtumbuhan ya.ng difeBilitaai dan
dikembsnskan

03 - D.atinaai Pa.riwfuate Priorite.
(DPP)

5

5

SK No 093192 C
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FRESIOEN
REPIJELIK INDONESTA

PN/ PPl KP/ PloP Indikator

Dukungan
Terhadap
Arahan Rp. JutaTarget Insransi P.lakaana

04 - D.stinasi Pariri€ata
P.ngcmbanaan dan Rcvitalisasi

5 I juElah d.stinasi

05 - KEK bcrbasfu pari$rirata dan
industri

5

06 - KI Prioriteo den NI
Pcngembenaan

5 I jumlah KI

02.07.01.01
PRO-P: Pcmbsngunan Destinasi
Pariwi€ata Pengcmbangan Biak-
Teluk Ccndcrs$,afi

0l - Rasio pcrtumbuhan invcstasi
kaw$an (KEK/ xIl DPP/KPBPts)
tclhadap pertumbuhan invcsta8i
kovinsi Papua

01 - Tcrlak€ananya
pcmbangunan DBtinasi
Pariwisata Pengcmbangan Biak-
Tcluk ccndcrawasih

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF, KEMEI{TERIAN DAIIM NEGERI,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI, KEPOUSTAN
NECARA REPUBUK INDONESIA,
KEMENTERIAN PERHUBUNCAN

5 >l 8.379,5

02.o7.ot.o2
PRO-P: Pcrbaikan Ak5$ibilitas,
Atraksi, dan Ametfte. DeBtineli
Pari$i€ata Prioritas Raja Ampat

Ol - Tcrlak€ananya pcrbaikan
sksesibilitas, atraksi, dan
aEer ta! D$tinasi Pariwtuata
Prioritas Raja Ampat

0l - Ra.io pcrtumbuhan invcstasi
kawasan (KEK/KIIDPP/KPBPts)
terhadep pertur:rbuhan inv$tasi
Provin8i Papua Barat

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF, I{EMENTERIAN PEKER^IAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAI(YAT, (EMENTERIAN
DAI,AM NF,GERI, (XMENTERIAN
PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGCAL DAN
TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

5 >l 7,993,3

02.07.01.03
PRO-Pi Pcr€epatan Peningkatan
lnvestasi KEK Sorong

0l - Terlak€ananya perccpatan
Fnirrakatan investasi KEK
Sorcnt

0l - Rasio pertumbuhan invcstasi
kawasar (KEK/I(I / DPP/ KPBPts)
tdhadap partumbuhan invc6taoi
Provin.i Papua Barat

5 >l 159.045,3 KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAI(YAT, KEMENTERIAN
INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL. (EMENTERIAN PERHUBUNGAN

SK No 093193 C
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PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA

PN/ PP/ KP/ ProP Saaaran Indikator

Dukuntan
Tcrhadap

Prcsldcn

Tarsd Rp. Jute Iniranai P.lak.ana

o2.o7.ot.o4
PRO-P: Fasilitasi Realhasi
Inve.tali da, PembanSunan Kl
Tcluk Bintuni

0l - Tcrlak ananya pcrccpatan
peningkatan inv$teli KI Teluk
Bintuni

0l - Rasio petumbuhan investa8i
kawaoan (KEK/ KI/ DPP/ KPtsPB)
tcrhadap pcrtumbuhan invc3tasi
Provinsi Papua Barat

5 >t 800,0 XEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,
KEMEMERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN
fferint€arari denaan PSNI

o2.o7.o2
KP: P.ngcmbangan ScLtor
UnSgulaIt

0l - Berkembangnya scktor
ungSulan

0l - Pcrucntasc pcningletan produhi
komoditas urggulan per tahun '
kakao

5 t-2 vo 157.a29,9

02 - FcEcntas. peningkatan produki
komoditas unggulan pcr tahun - kopi

5 L4.%

03 - Pcrscnta& pcningkatan plodukai
komoditas unggulan per tahun -

kelapa

5 t-2 v"

(X - Perlcntase peningkatar podukli
kotaoditaB unSgulen per t hun -
perike.nan terrgkap

5 2-4%,

05 - P.rscntae pcningkatan prcduksi
komodilaa unggul,an pcr tahun - pala

5 t-2

06 ' Peftcnte.c peningketen produk8i
komodita! unggulan par tahun -
pcrikanan budidaya

5 4--4%,

SK No 093194 C
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t-2 O,OI., KEMENTERIANPERTANIAN02.o7.o2.o1
PRO-P: Pcngcmbangan
Komoditas Unagulan Ikkao di
Plovinsi Papua

0l - Tcrlalcananya
pengembangan koEoditas
unggulan kakao

0l - Perrcntarc pcningkatan produki
komoditer un8guler per tahun
Provin.i Papua - kakeo

5



FRESIDEN
IJELIK INOONES

PN/ PPl KP/ PrpP Sasaran Indikrtor
Dukungan
Terhadap
Arahan
PrEsidcn

Taraet Rp. Juta Irlitinai P.lakana

o2,o7.o2.o2
PRO-P: FenteEbenAan
Kotaodiras Unggulan Kopi di
Provinsi Papua

01 - Tcrlaksananya
pengembangan komoditaa
unggutran kopi

0l - Irercentage peninSkatar produki
komoditas ungulan pcl tahun
Provinsi Papua - kopi

5 5-7 vo 2.499,I KEMENTERIANPERTANIAN

o2.o7.o2.06
PRO-P: FcnScmbangan
Komodita! Unggulan kda, Pala,
dan Ccngkch di Provirui Papua
Balat

01 - Tcrlaksananya
pcngcmbangan komoditas
ungaulan hda, pala, dan
ccngkch

0f - Pcncntasc pcningl€tan produki
koEoditas ungaulan per tahun
Provinli Papua Barat - pala

398,7 KEMENTERIAN PERTAJ{IAN5 2-3

02.o7.o2.o7
PRO-P: PenSembanaan
Komoditas Unggulan lGkao di
Provinsi Papua Barat

0l - Tcrlakananya
p€ngembenSan komoditaa
unggulan kakao

0l ' Pem€nte8e peninSkatan produkai
komoditas unggulan pcr tahun
Provin.i Papua Belat - kaloo

5 t-2 vo 54.212,0 KEMENTERIANPERTANIAN

o2.o7.02.12
PRO-P: Ttaruformasi Ekonomi
Berbash wilayah Adet deri Hulu
kc Hilir

Ol - Mcningkatnya
ke€€jahtereen raeByarakat di
wilayah Papua

0l - Tingkat Pcnganguran Terbuka
di wilayah Papua

02 - Tingkat Kcmiskinan di wilayah
Papua

02 - Mcnintkatnya kontribusi
lel(tor ung8ulan di wilayah
Papua

01 - Rata-lata KontribuBi PDRB
Scktor Pcrtanian, ltchutanan, dan
Perikenen di wila].ah Pepua

02 - Rata-rata Kontribusi PDRB
S€kor Industri Pengolahan di
wilayah Papua

03 - Rata-ruta Kontribusi PDRB
Scktor Penycdiasn Akomodgsi dan
Makan Minum di wilayah Papua

5 3,,r-3,8 70 100.720,1 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,
KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN
KEI,,IIUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN
DESA, PEMBANGUNAN DAERA}I TERTINGGAL
DAN TRANSMICRAI}I, KEMENTERIAN
PARIUSATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREA'I'[F,
KEMENTERIAN KOPERAI}I DAN USAHA KDCIL
DAN MENENGAH, KEMENTERIAN
IWESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL
(lerintegr$i dengan PSN)

5 22,0-23,6 vo

5 ro,2-ro,7

5 7,5--8,O

5
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PRESIOEN
REPUELIK TNDONESIA

PN / PPl KPlkoP Salaran Indikator

DukunSan
Terhadep
Arehan
Pre.iden

Instansi Pclak8anaTarget Rp. Juta

02.o7.o2.r3
PRO-P: Fengcmbangan
lbmoditas Unggulan Perikanan
Budidaya di Provin3i Pepua
Barat

0l - Tcdakranany.
pengcmbangEn komodita6
ung8ular perikanan budideye

01 - Persntee peninSkatan produki
komoditaa unggulan pcr tahun
Provinsi Papua BaEt - pedkanan
budidaya

5 4--4 O,O(.I KEMENTER]AN KEUIUTAN DAN PERIKANAN

02.o7 -o2.14
PRO-P: PenaembanSan
Kornodiras Unagulsn Perikenan
Budida]a di Provinsi Papua

0I - Perscntarc peninglstan ploduki
komoditaa unSgulan pcr tahun
kovinai Papua - pcrikanan budidaya

Ol - Terleklenanla
pengembangan komoditag
una8ulan pcrikanan budidaya

5 5-7 O,OGI KEMENTERJAN I(ELIIUTAN DAN PERIKANAN

02.07.03
KP: PenSmbangan Kawasan

Ol - BerkembanSnla kawalsn
perkotaan

0l - Skor Indek! I(ota
Berkelanjutan/IxB Kota Jayapua
(angka p€rhitungan s€Eenteru)

02 - Skor Indck Ibta
B€rkela[jutan/IfB Kota Baru SoronS
(anaka perhitunsan lementem)

5

5

46,#

40,14

123.805,8

02 - Bcrlcmbangnya kota b*er,
kota scdsng, kote kecil srbagai
PKN/PKW

Ol - Jumlah kota b6ar, scdang, kecil
yang dikcmbangkan scbagai
PKN/PXW

5 I kota

03 - Tcrbangunnya kota baru 0l - Jumleh kota baru yang
dibansun

5 1 kota

02.07.03.o1
PRO-P: FcnScmbangan Kota
Bc.ar, Kota Sedang, Kota Kecil
di Provin8i Papua

0l - Bcrkcmbananya kota belar,
kota s€dang, kota kecil a.bagai
PKN/PKW

0l - Jumlah kola bcsar, scdana, kecil
yan8 dikcmbanSkan scbagai
PKN/PKW

24.412,2 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAXYAT

5 1 kota

SK No 093196 C

0l - TcrbanSunnya kota baru 0l - Jumlah kota baru yang
dibangun

I kota 99.393,6 KEMENTERIANPERHUBUNGAN,
KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAI(YAT

o2.o?.o3.o2
PRO-P: Pcmbangunan kota baru
di Provinsi Papua BaIat

5

- A.tI.157 -



PRESIDEN
IJBLIK INDONESIA

PN/ PPl KPl ProP Saaaran Indikator

DukuDaarr
T6hadap

Prceidcn

InstaNi PelaksanaTarget Rp. Juta

02,o7.o4
KP: Pen8embatlgan Daerah
Tertinggal, I(awasan Fcrbatasan,
Fetrdesaan, dan Transmigraai

0l - Terbangunnya Dc3a
Tcrpadu, I(a*€san Pcdesaarr,
dan Kawasan TtansmiSrasi

0 I - Rata-rata Irdek! Dela Wilayah
Papua

1,5 35,30 4.787.501,0

02 - Rata-rata nilai indek!
perkeEbangan Kawaaan Perdcaaa.n
Plidites Ne.ion6l

1,5 43,8r

03 - Rata-rsta nilai Indek!
Perkembangan Ihwasan
ltansmigrasi yang Dircvitali€asi di
Pulau Papua

5 37,94

04 - PeE€nta.c penduduk miakin
p€rdBsan wilayah Pepue

34,6-34,8 0/"

02 - B€rkeEbangnya Pu€at
Kegiatan Stratcgh Nasional
(PKSNI, Lkasi kiEitas
Pcrbatasan, dan Daersl
TeltinSgal

0l - Jumlah Dacrah Tcrtinggal 5 30 kabupeten

02 ' Rete-rata lrilai Indekg
Pcnaelolaan l(awft an Perbata.an

5 0,54

03 - JuEl,ah k.camatan lokasi
prioritas pcrbatasan negara yang
ditintkatlcn kelcjahtcraan dan tata
kclolanya

5

02.o7.u.or
PRO-P: SDM Un8gul, Inovatif,
Berkar.'akt r dan Kontckstual
Papua

0l - Menin8ketnya akr.3 darl
kuelita6 pelayanan kcschatan
dan pcndidikan di wilayah
Papua

0l - Rata-Iata Umur Harapan Hidup
(UHH) di wilayah Papua

KEMENTER]AN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERUNDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN
KESEHATAN, KEMENTERTAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOTOGI,
KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERJAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN
ACAMA. KEMENTERIAN KETENAGAKER,JAAN,
KEMENTERIAN SOSIAL, XEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI.

66,1--66,6 tahun 499.100,8

02 - Rcrata Rate-reta l,ama Sekoleh
(RI:}) di wilayeh Papua

7,2-J,7 tahull

SK No 093197 C

03 - Rata-rata Harspan lama
Sckolah (HIXi) di wilayah Papua

- A.II.158 -
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PRESIDEN
REFIJELIK TNOONESIA

PN/ PPlKP/ ProP Sasaran Indikator

DukunSan
Terhadap
AIahan

Pr€siden

Rp. JutaTargct Instenii Pelek.ana

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF, KEMEMERIAN UNGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN, BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BKI(BN)

02.o7.o4.o2
PRO-P: FeninSketen
Kes€jahteraen dan Tete Kelola di
Kccamatan t ka3i kiodtas di

0l - Jumlah k camatan lokasi
p oritas p€rbatasan negara yang
ditingkatkan kc.ejahtdaan dan rata
kclolanya di Prcvinsi Papua

0l - M.ninSkatnya
kcscjahtcraan dan tata kelola di
kecaEatan lokasi prioritas di
Provin6i Papua

5 24 keceEetan 53.986,2 KEMENIERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMENTERIAN KELAI, TAN DAN PERIKANAN,
DAI(

o2.o7.o4.M
PRO-P: Pcmbangunan Dcsa
Terpadu di Provinsi Papua

0l - Ttdaksananya
Fembanaunan Desa Telpadu
Provirui Papua

0l - Pcningkatan rata-rata IndekB
Dcsa Provinsi Papua-

33,45 2392.4O4,9 KEMEI{IERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERNNGGAL DAN TMNSMIGRASI,
KEMENTERIAN DAI,AM NEGERI, BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
(BNPB), KEMENTERIAN KEUTUTAN DAN
PERIXANAN, KEMEI{TERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERIINDUNGAN ANAX,
KEMEI{TERIAN PENDIDIKAN, TEBUDAYAAN,
RISE'T, DAN TEI(NOI,oGI, BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BKKBN),
XEMENTERIAN KOMUNIKAT'I DAN
INFORMATIKA

1,5

02.o7.M.O7
PRO-P: Infraat uktur Da.a! dan
Ekonomi

0l - Mcninglatnya koncktivita8
di wilayah Papua

0l - PanjanSjalan yanS dibangun
dan ditirukatLan di wilayah Papuq

(EMENTERIAN PERHUBUNGAN,
KEMENTERIAN KOMUNIKAI}I DAN
INFORMATIIG, KEMENTERIAN ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL, (EMENTERIAN
PEKER.IAAN UMUM DAN PERUMATIAN
RAKYAT,

2

2

70 km L660.194,1

SK No 093198 C

02 - JuElah pelabuhen leut yang
dibangun dan dikcmbanekan di
wilayah Papua

2 loka8i

- A.tL 159 -



FRESIDEN
FEPUBLIK INDONESIA

PN/ PP/ KP/ ProP Salaran Indikator

Dukunaan
Telhadap
Arahen
Pleaiden

Instansi P.lakanaTaraet Rp. Juta

03 - Jumlah p.labuhan
pcnlcberangan yan8 dibangun den
dikcmbangkan di wilayah Papua

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERNNGGAL DAN TRANSMIGRASI,
LEMBAGA PENYIARAN ruBUK RADIO
REPUBLIK INDONESIA, DAK

2 2 lokaoi

04 - Jumlah bsndara yanS dibengun
dan dikcmbangkan di wilayah Papua

2 7 lokasi

02 ' Menirykam,a alc€3
infra6truktur da€ar di wilayah
Papua

01 - Rata-rata Pcrrcntas Rumah
TargSa dcnaan Akes Air Midum
layak di vilayah Papua

2 73,O-73,5 vo

02 - Rata-rata PDrs€ntale Rumah
Tangaa terhadep Sartitasi Layak di
*,ilayah Papua

2 52,2---52,7 vo

03 - Rata-nte Fers€ntaae Rumah
Tangga yang Mcmiliki Ak€S
Terhadap Hunian yana lryal( da,
Tedangkau di *,ilayah Papua

2 39,3-39,8 %

(x - Rete-rate Rasio Elcktrifkasi di
wilayah Papue

05 - Pcncntalc D€la ye[8 Meflerima
Sinyal Intcmct Tebpon Sclulcr 4G di
wilayah Papua

2

2

99,7--99,9 q6

40,0---40,5 %

o2.o7.o4.oa
PRO-P: Kualita8 Linikungan
Hidup da, Ketahanan Bcncana

0l - Meningkatnya Kualitas
UrSkungen Hidup di wilalah
Papua

0l - Rata-rata Indcks Kualitaa
LingkunSan Hidup di wilayah Papua

KEMEITTERIAN KEI,AUTAN DAN PERIKANAN,
KEMEMEzuAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT, BADAN NASIONAL
PENANGGUL.IINGAN BENCANA (BNPts),
KEMEMERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
BADAN METEOROIOGI, KUMATOI,OGI DAN
GE{)F'ISIKA.

5 82,8--{3,3 66.813,2

- A.II.160 -SK No 093199 C



FRESIDEN
NEPUELIK INOONESIA

PN/ PP/ KP/ ProP Indikator

Dukungan
Terhadep
AIahan
Pr€siden

Tar8et Rp. Juta In8tansi Pclaksana

KEMENTERIAN UNGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL

02.o7.04.26
PRO-P: Pembangunan Kawaaan
Perdesaan kioritea Naaional
Jayapun dan Mereuke

0l - Tcrlaksananya
pembangunan l(awasan
Perdcsaan kiorita8 Nasional
Jayspura dsn Merauke

0l - lndeka Perkcmbangan Kawasan
Pcrd6aan Kab. Jayapura dan
Merauke

l,5 44,57 60.748.4 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, KEMENTERIAN DF^9A,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTTNGGAL DAN
TRANSMIGRASI, DAK

o2.o7.o4.27
PRO-P: Revitelirasi l(a$,asan
tansmigrasi Sengai, Salor, dan
MutinE

Ol - Tcrl,aksananys Revitalfuasi
Ikwasan Ttan&igra8i S€nggi,
Salor, dan Mutinr

0l - Rata-rata nilai Indckg
Pcrl(cmbangan Ihwasan
TransmiSrasi }?ng Dircvitalfuasi di
Provinsi Papua

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERNNCTGAL DAN
TRANSMIGRASI

5 40,62 4.136,2

o2.o7.o4.29
PRO-P: Pusat Kcgiatan stratcgig
Ne.ional (PKSNI Jayapura

Ol - BerkeEbangn]'a Pu8at
Kegiaten StrateSis Nasional
(PKSN) Jayapura

0l - Rata-Iata nilai Indckg
PengElolaan Kavasan Perbatasen
IIPKB PKSN Jat apura

5 0,43 0,0F) XXMENTERIAN PERTANIAN, XEMENTERIAN
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI

o2.o7,04.30
PRO-P: Pusat Kegietan Strat gig
Nasional (PKSN) Merauke

0l - BcrkcDbangnya Pusat
Icgiatan Stlatcgis Nasional
(PKSN) M.rauke

Ol - Rata-rata nilai tnd.k
F"nSclolaan lhwasan Ferbatasan
oPKq PNSN Mcraukc

5 o,64 0,0(.r KEMENTERIAN KEI,,III,}TAN DAN PERIKANAN,
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERflNGGAL DAN TRANSMIGRASI

02.o7.o4.31
PRO-P: Pusat Kegiatan Stretegis
Nasional (PKSN) Tanah Mclah

0I - B€rkembangnye Purat
N.giata[ Strat gi3 Nasional
(PKtN) Tanah Mcrah

0l - Rata-rata nilai lndeks
Pcndolaan Kawasan Pcrbatasan
oPKB PKSN Tanah Mqah

5 o,56 12,142,7 KEMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAI(AT, KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN, DAK

02.o7.o4.33
PRO-P: FembdnSunan Kawasan
M€raan Prioritaa Naaional
Raja Ampat dan Manokwari

0l - Tcrlakssnanya
peEbangunan lhwaran
Perdesaan kiorite. N$ional
Raja Ampat dan Manoksari

01 - Indck Pcrkcmbsngan Kawa.en
Perdcaaan tkb. Raja Ampat dan

1,5 40,13 31.611,3 XEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, KEMENTERJAN DESA,
PEMBANCUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI. DAK

SK No 093200 C

34,03 4.108,5 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, KEMENTERIAN DES}4,
PEMBANCUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRAS}I

o2.o7 -o4.34
PRO-P: Reviteli.a8i l(a{,asan
TrenrmiSrasi Wffianggi wqabur
dan Bomberay - Tomage

0l - Rata-Iata nilai Indcks
Pdkcmbangan l(rwasan
Trammigrali yang Direvitalhasi di
Provinsi Papua Barat

Ol - Tcrlak ananya Rcvitalisa.i
t(awasan Tranmiarasi
Werienggi Werabur dan
Bombeay - Tomsge

5
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PRESIDEN
BLIK INDONESIA

PN / PPl KP/ ProP Salaran Indikqtor

DukunEan
TerhEdap
Amhan Instansi P.lakranaTarSct Rp. Juta

o2.o7.M.36
PRO-P: Pcmbangunan Dc.a
Terpadu di ProviNi Papua Barat

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINCICAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMENIERIAN DAI,AM NEGERI, BADAN
NASIONAL PENANOGUI.IWGAN BENCANA
(BNPts), KEMET{TERIAN KEI.,IIUTAN DAN
PERII{ANAN, KEMEI{TERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERIJNDUNGAN ANAX,
KEMENIERIAN PENDIDIKAN, (EBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOIOGI, BADAN
KEPENDUDU(AN DAN KELUA.RGA
BERENCANA NASIIONAL (BKKBNI,
KEMEMERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

Ol - Terl,aksananya
PcmbansurEn Desa Terpedu
Provinsi Papua Barat

OI - Rata-rata Indeh Dcsa Provimi
Papua Barat

l,5 40,85 1.197,3

o2.o7.04.37
PRO-P: F.ningl.atan
K.!.jaht raan dan Tata Kelola di
Kecamaran lrkasi Priorite8 di
Plovin8i Papua Barat

0l - Meningkatnla
kecjaht raan dan tata kelole di
kccamatan lok$i prioriter di
Provinsi Papua Barat

0I - Jumlah kecqmatan lokasi
prio tas peftatasarr lreAar8 yeng
ditinakatkan kelejehtereen dan tata
ketrolarye di Provin3i Pepua Barat

O,ON KEMEI{TERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DA.ERAH TERNNGGAL DAN TRANSMIGRASI,
DAK

5

02.07.(x.38
PRO-P: Fcrccpatan
Pehbangunan Dacrah Tdtinggal
di Provinsi Papua Barat

0l - Mcningkatnya
kcscjahtdaan masyarakat pada
dacrah tcrtingaal di kovinsi
Papua Barat

0 I - PcEcntasc pcnduduk mhkin di
daerah tertinggal di Provin.i Papua

KEMEI{TERIAN DESA, PEMBANCUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMEMERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN
PERTANIAN, BADAN NASIONAL
PENANGGUI"ANGAN BENCANA (BNPts),
KEMENTERIAN UNGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN, KEMENTERIAN PERHUBUNCAN,
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,
KEMEIVIERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
PERUMA}IAN RAKYAT, KEMENTERIAN
AGA.TI,A, REMENTERIAN ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL, DAK
(Icrintesrasi dengsn PSN)

26,s-27,O 0,on

02 - Rata-rete IPM di daerah
tertiruael di kovin.i Pepua Barat

62,2--42,7
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FRESIDEN
REFIJELIK TNDONESIA

PN/ PPl KP/ ProP Sa!aran Indikator

Dukungan
Tcrhadap
Arahan
Pr$idcn

Targct Rp. Juta ln.trn.i rtehklena

02.o7.M.39
PRO-P: Percepatan
Perabangunan Da6ah Tcrtinggal
di Provinsi Papua

0l - M.ningkatnya
Lc€ejahtcraan Easlalakat pada
dacrah tertinggal di Provinsi
Papua

01 - Pers€ntase p€nduduk miBkin di
daerah t rtinggal di Provin.i Papua

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAX TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
XEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN
KETENAGAKER.IAAN, KEMENTERIAN
PERTANIAN, KEMEI{TERIAN AGAMA, BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
(BNPts), KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,
XEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
PERUMAHAN RATYAT, KEMEMERIAN
ENERCI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
I,EMBAGA PENYIARAN PUBUK RADIO
REPUBUK INDONESIA, DAK

30,Hr,1% 653,4

02 - Rata-rata IPM di daereh
tertingaal di Provin.i kpua Barat

55,3-55,8

o2.o7.o5
KP: Kelembsgaan den Keuanga,
Dacrah

0l Menirgkatnya Nilai
Evaluasi Pcnyclcnggsraan
Pcmerintahan Dacrah (EPPD)

02 - M€ningkatnya pcrucntasc
daelah dengan indek3 inovasi
tinggi

0l - Nilai Evaluasi FenyclenaSataen
Pemcrintahan Dacrah (EPPD)

Ol - PcEcntaae dacrah ysnS
mcmpunyai nilai indcb inovasi tingi

4

4

2,58

30.1,

38.09s,7

03 - McninSkatnya daeBh
dentan pcncriEaan daerah
mcninSkat

Ol - Jumleh dacrah dmgan
peneriedan daerah meningkat

33 deereh

(X - M.ningkatnya dacrah
dcngan rcalisasi belanjen,a
berkua.litar

01 - Jumlsh daerah dengin rcali€asi
belanjanya bcrkualite!

4 34 dacrah

01 - Jumlah pcrizinan yang
kewenanSannya sudah did€lcgarikan
ke PfitP Prima bcrbasis eleldronik

4

SK No 093202 C

05 - Meningketnye reftrmaai
pclayanan peririnan

- A.tL 163 -

1.227 dokumcn



FNESIDEN
REFUBLIK TNDONESIA

PN/ PPl KP/ hoP Sssaran Indikator

Dukunaan
T6hadap
Arahan
k sid.n

Rp. JutaTargct Instami Pelaklana

06 - Meninakatnya daeral yary
Dcmiliki PTSP Prima bclbaai6
elcktrDnik

0l - Jumlah &erEh yena hemiliki
PIIIP kime bcrbfti! elektsonik

4 2 d*re}l

07 - Mcningkatnya tata kclola
lcuanEan dacrah yang cGktif
dan ctuicn

08 - Menin8katrya k€!€pakatan
dan pcrjanjian kcrja sama
dacrah

Ol - Jumlah da.rah yang
mclaksanakan tata k lola keuangan
yaIS cfcl(ifdan cfisicn

4

4

34 de6eh

2 ds6e}l0l - Jumlah daereh yang
mcnSimplcmcntasikan lcscpakatan
dan Pcrjanjian Icrja Sama Dacrah

09 - Meningkatnya pcftentar€
cepaian SPM di daerah

Ol Perentasc capaia.n Sru di
daereh

4 88,89 %

lO - Mcningkatnya dacrah
d€rr8en indek. ki erja GWPP
kategori beik

or - Jumlah dacrah dersan indcks
kineris GWPP katerori baik

4 34 dacrah

I I - Mcningkatnya pcngclolaan
pcrtanahan dan
tcrE€lenagaralGnnya penataan
ruang

0l - Luas cakupan bidanS tanah
bcEcrtipikat yang tediaitasi dan
m.miliki aeorefcrcn i yang baik

5 465.9)a,60 ha

02 - Luas cakupan pcta dasar
pertanalran

5 674.397 ha

03 - Jumlah matcri tcknis dan
rancanSan Fraturan daerah RDTR
Kab/Kota

5 4 matcri tckni. dan
Ranpcrlqda

04 - Jumlah p.rsctujuan suhtansi
RDTR t(ab/Kota

5

SK No 093203 C - A.II.164 -

3 pcrsctujuan subrtan.i
RDTR



FRESIDEN
REFUELIT INDONESIA

PN/PPl KPl ProP Saaaran Indikator

Dukunaan
Tcrhadap
Aralnn
Prcaidcn

Rp. JutaTaryct InltanEi Peleksane

05 - Jumlah materi tels sdan
rencengan Fratunan daeBh RTRW
I,rov/ Keb/ Kote

3 materi telqtis den
Ranperda

06 - Jumtreh pcretujuan aub.tanri
RTRW Prov/ Ihb/ Kota

3 paftatujuan aub8tansi
RTRW

07 - Nilai tGpastian dan
PerlindunsEn Hsk atas Tanah

08 - Jumlah Msteri Teknis RIR
Nasional (Pulau/Kcp dan I(sN)

I materi tekft &n
RaFrprEs RTR

09 - JuElah PcnanSanan Pcrkan
Hasil Pcnyidikan PclanSgaran
Ibmanfaatan Ruang

5 pcrkara

5

5

55

5

5

02.o7 -o5.o4
PRO-P: Peninglqtan Kapasitas
PEmerintahan Daerah dan
Hubungan Pusat-Daemh di
Provinai Papua Barat

0l - M€mp€rcepet kebudahen
beruEeha di daerah termasuk
rcformasi pclalanan pcrizinan
yang berbasis aiatcm informasl
digital (elprl

0l - Jurrdeh pcririnan yang
k wcDangannya sudah didclcgasikan
ke PTSP Prima bcrbalis .lcktmnik

4 725 dokumcn 3,877,4 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN,
KEMENTERIAN DAI.AM NEGERI

02 - Mcnin8ket ya kcrja .ema
dacrah

Ol - JuEleh dacrah ya.ng
acngimplcmentalikan Keepakatan
dan Pcrjanjian r\eda sama

4 I da.rah

03 - Mcningkatnya pcrscntasc
capeian SPM di dacrah

0l - Pcrscntase capaian SPM di
dacrah

4 89,r5 %

04 - Medngkatnye pcrccntaae
da6ah dcngan Nilai Indck
Inovasi Tin8ai

0l - Pcncntalc daarah yanS
m.mpunyai Nilai Indcka Inovasi
TinEgi

4

SK No 093204 C - 4.tI.165 -

30%



PRESIDEN
NEPUBLIK INDONESIA

PN/ PPl KP/ProP Saaaran Indikator

Dukunaan
Tclhadap
Arahan
Prcaidcn

Rp. JutaTarget In.t nii Febkaani

05 - Mcningkatnya daerah
densar pcnerimaan daerah
mcninSkat

01 - Jumlsh daerah yang penerimaan
daeEhnya meninskat

4 11 daerah

06 - MerinSkatnya daerah
dengan realfuaai bclanjanlr
berkualita!

01 - Jumlah dacrah yang rcaliraai
belanjenya bcrkualitaa

4 11 daerah

07 - Meningkatnya tata kclola
kcuangaIr dacrah ysnS efrktif
dsn eftier

0 I - Jumlah dacrah yang
melal(Eeneken tata kelola kcuengen
ilaeEh y6n8 efcktif dan eliaien

4 1I daerah

08 - Peflingkatan pcflataan
hubungan pusat daeBh

01 - Jumlah tugas dan wcwcnang
yang dilaksaDakan oLh Gub.mur
.cbagai Wakil Pemerintah Pusat
dcngan kincrja baik

4 22 rckomendssi

09 - Meningkatnya kualitas
pclaksanaan kcbijskar otonomi
(rcgulasi) pada da€rah otorbmi
khu.us, &ersh Ltim€wa, dan
alacrah khu.us ibukota ncgara

01 - Jumlsi peleksanaan kebtakan
otonomi (rcsulasi) pada daenh
otonomi khu6us, daereh iatiEewa,
dan dacrah khusu8 ibukota ncgEra

4 2 lekometldaai

02.07.05.o5
PRO-P: Pengelolaan dan
Felayanan Pcrtanahan di
Provin8i Papua BaBt

Ol - Ttrlaklananya Frccpatan
!€rtifika.i tenah

01 - Jumlah Scrtipikat Hak Ata.
Teneh

5 6.512 bidanS 2.496,9 KEMEI{TERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

02 - Tcrlekaenaflya pcrEcpaten
peta bidang tenah den ruang

0l - JuD ah bidang tanah 5 25.4a5 ha

SK No 093205 C - A.II.166 -

22 peEetujuan
Substansi RDTR

4.089,6 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

02.07.05.06
PRO-P: Pcny.Icnggaiaan
Fcnataan Ruang di Provinsi
Papua Ba.::at

0l - Tcrauaunnya rencena tata
rueng yeng berkuelitas

0l - Juldah matcn tcknis dan
rancangan pcraturan daerah RDTR
Kab/Kota

4 mat ri tcknb dan
Ranpcrkada

5

02 - Jumlah peEetqiuan sub3tansi
RDTR lhb/Xota

5



PRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA

PN/ PP/ KPl ProP Sasaran Indikator

DukunSan
Terhadap
Arahan
Pr$iden

TarSet Rp. Juta Instanai lblakana

03 - Jumlah matcri tcknh dan
rancanSan peratura, deerah FITRW
Prcv/ I(ab/ Kota

5 2 matcri tcknia dan
Ranpcrda

04 - Jumlah pcrlctujuan sub.tar.i
RTRW kov/ Kab/ Kota

2 Frrctujuan subgtan.i
FIRW

5

o2.o7.o5.o7
PRO-P: Peningkatan lkpasita8
Pemerintehen Daerah dan
Hubungan Pusat-Dacrah di
Provhsi Papua

0l Memperccpatkcmudahan
berusaha di dscrah tcrmasuk
rcformasi pelayarran peririnarl
yanE b€rba8i6 aairtcm informaai
diaital (e{o4

0l - Jumlah pcrizinan yana
keweranpnnye sudah didclcga8ikan
ke PTSP kime berba.i6 elektlonik

XEMENTERIAN DAI.AM NEGERI,
XEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
POUTIK, HUKUM DAN KEAMANAN

4 502 dokumen 0,ohr

02 - Mcningkatnya kcrja sama
daerah

0l - Jumlah &era} yang
Een8impleEentalikan Kc&pakatan
dan Perjanjian Kerja Sama

03 - Mcningkatnya pcracntaac
cepaian SPM di daelah

Ol - Pcrscntas€ capaian SPM di
dacrah

4 88,63 %

04 - Mcningkatnya per€cnta!€
dacrqh deraan Nilai lrdek.
Inovasi Tinggi

01 - Peraenta!€ daerah ya.!U
mcmpunyai Nilai Indcks Inovaar
TinsCi

4 30

05 - M.ningkatnya dacrah
dcruan pcnerimaan &erah
m.ninSkat

06 - Meringketflya da.rah
dcnSan rcalisasi bclanjanya

0l - Jumlsh dacreh yeng pencrimaan
daerahnya mcnin8kat

01 - Jumlah dacrah yanS rcalfuasi
b.lanjanya bcrkualitas

4

4

22 daerah

SK No 093206 C

23 daffah

- A.u.167 -



FRESIDEN
ELIK INDONESIA

PN/ PPl KP/ ProP Sasaralt Indikator

Dukungan
T€rhadap
Arahan
PrBiden

Targct Rp. Jute Instansi Pel,akana

07 - Meningkatnya tata kclola
keuangan da€rah yeng efeldf

0l - Jumleh dacrah yang
melaksanakan tata kclola kcuangan
dacrah yang cfclcifdan cfisien

4 23 daerah

08 - PeninSkatan penataen
hubunaan pu.at dderah

0l - Jumlah tugas dan wcwenanS
yang dilsksanakan olch Gub€rnur
scba8ai Wfil PeEerintah PuBat
densan kineria baik

4 22 rekoh€ndaBi

09 - Meningkatnya kualitag
pclaksanaan kcbijakan otonomi
(rc8ula8i) pada dacrah otonomi
L{lu8us, &erah btiEewa, dan
daerah khusus ibukota ncgara

Or - Jumlah pclaksaman kebijalsn
otonoEi {re8ula3i) pada daerah
otonoEi khuau!. deereh iatimcwa,
dan daerah khueur ibukota negara

4 2 rckomcndasi

02.07.0s.04
PRO-P: Fengelolaan dan
Feleyanan Fenanahan di
Provinli Papue

0l - Terlakaananya parccpatan
s.rtifikasi tanah

Ol - Jumlah S€rtipil€t Hal( Ates
Tanah

02 - Terlaksanarya pcrcepetan
pela bidang tanah dan ruant

0l - Jumlah bidang tanah

5

5

25.614 bidang 4.414.6 I{EMENTERIAN ACRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

02.07.05.09
PRO-P: Peny.lcngaaraan
Pcnataan Ruang di kovinli
Papua

0 I - Teraulunnya rEncana tata
ruanS yang bcrkualitas

0l - Jumlah materi tekni. dan
rancantan peraturan dacrah RDTR
Kab/Kote

I I matcri tcknb dan
RanFrkada

02 - Jumlah perretuju,m substansi
RDTR lhb/xota

5 2.125,0 KEMEI{.TERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

5 4 pcrsctujuan substanai
RDTR

03 - Jumlah Ineteri tekni. dan
rancangan paraturan dacrah FITF.W
P!ov/ Kab/I(ota

5

SK No 093207 C

I materi tekni! dan
Renpcrda

- A.rI.168 -



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

PN/ PP/KP/ ProP Sasaran Indikator

Dukunaan
Terhadap
Arahan
Prcaidcn

Instansi PelaksanaTaraet Rp. Juta

02.07.05.r0
PRO-P: Tata Kclola
Pen€rintahan dan I(cemenan
denaan Tetap MenShormati HAU

01 - Meninskatnya demolsa.i
dalaa kchidupan bermalyarakat
di wilayah Papua

Ol - Rata-rata nilai Aapck Kcbcbasan
pada Indeks Demolaasi lndon$ia di
wilayah Papua

KEMEIITERIAN KOMUNIKAI}I DAN
TNFORMATI(4. KEMENIERIAN DESA.
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN ACRARIA
DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANC POUTIK, HUKUM
DAN KEAMANAN, KEMENTERIAN DAI,,IIM
NEGERI

4 80,H1,3 21.o92,1

CATATAN:
(r) S6uai dengan p€ndekatan THIS, aebuah proyck dapat m.ndukung lebih dari I (!atu) kiorita. Na.io el;
(2) hioritas Na.ional mencslup rincian B€lanja (/L, Dana Tranrfer Khusus, dan KPBU, bclum mcncakup dukungan Badan UEaha (BUMN/Swasta);
(3) Aloka3i DA( trerupakan pagu alokasi pcr subbidan8 per tematik per daemh berdararka! P.rpres Rincian APtsN TA 2023;

KETERANGAN:

la) in/ltitagging.

- 4.n.169 -SK No 093208 C



FRESIDEN
REPIJBLIK INDONESIA

PRIORITAS NASIONAL 3 : MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

PN/PPl KPl ProP Saaaran Indikator

Dukungan
Terhadap

Prc8idcn

Taryet Rp. Juta InstEirii Pelak.ana

03
PN: Meni[Slstkan Suhber Daya
Manulia Belkualitas dan
Berdaya Sains

01 - Aiaka Kclahiran Totel (Ioral
Ferrirrty RatelTFR)

0l - Terkendalinya pertumbuhan
p.nduduk dan mcnguatnya tata
kelola kcpcndudukan

2,19 pcr wanita usia subur
u.ia 15-49 tahun

255.529.64L7

02 - Fcrrcntarc cakupan kcpcmilikan
Nomor lnduk Kcpcndudukan (NlK)

99,00 %

02 - Mcningkatnya pcrlindungan
sosial bagi lcluruh penduduk

0l - Proporci pcnduduk yanS
tdrakup dalam program jaminan
so&l

91,00 %

02 - Proporai rumeh ten8Sa mi,Bkin
dan rcntan yang mcmpcroleh
bantuan soslal pcmcrintah

7A,OO Vo

03 - Tdpcnuhinya layanan
dasar bidang kcschatan dan
pendidiken

0l - Angka IGnatien Ibu (A(I) 194 pcr 100.000 kelahirar
hidup

02 - Angka Kematiar Bayi (AKB) 17,6 per 1.000 kelaliran
hidup

03 - Prevel€nri stunriag bcndck dan
Bangat pendek) pada balita

t7,50

2l I per 100.000 perduduk04 - lnaid.ngi tubcrkulosig

05 - JuElah kabupeten/kota ye g
mencapai eliminasi Ealaria

SK No 093209 C
. A.III.I -

385 kabupaten/kota



PRESIDEN
REPI,JELIK TNDONESIA

PN/ PPlKPlProP Saaaran tndikator

Dukungan
Terhadap

PrBiden

Targct Rp. Juta Inatanai PelakraDa

06 - JuEla]l kebupeten/kota dcngan
climinasi kusta

482 kabupst€n/kota

07 - Prevalensi ob€aitao pada
penduduk umur > 18 tahun

2r,ao vo

08 - Pcrsenta.e m.rokok Fnduduk
uaia l0-18 tahun

8,80 %

09 - Nilai rata-rata ha.il PISA:
Membaca

394

lO - Nilai rata-rata ha.il PISA:
Matcmatrka

385

I I - Nilai rata'nta haBil PISA: Saing 399

12 - Rata-rata lama lckolah
Fnduduk usia 15 tahun kc atag

9,24 tahun

13 - Harapan tralDa sekol,ah I3,22 tahun

04 - Menintkatnya kualitas
anak, perrmpuen, dan pcmuda

01 - lndckg P.rlindungan Anak (IPA) 7 r,66

02 - Indcks Pembangunan GeDder
(IPG)

91,17-4t,44

03 - Indcks Pcmbangunan Pcmuda
(IPB

s6,65

0l - Fera€ntase rumah tangSa miskin
dan Entan ,rng m.Diliki asct
pIodulaif

SK No093210C

05 - Mcningkatnya as€t
prcdultif baai rumah tsngga
mhkin dan rcntan

- A.III.2 -

38,00 %



PRESIDEN
REFI'ELIK TNDONESIA

PN / PPlKPl ProP SaEaran Indikator

Dukunaan
Tcrhadap
Arahan
Pr.sidcn

Target Rp. Juta Instansi Pela.L.ara

06 - Meningkatnya Foduktivitas
dan dsya saing

Ol - PeEentaE€ anskatgn kerja
berpcndidikan E€nensah ke atas

02 - Jumlah Pr yarlt masuk ke datam
uodd claas unirPrsitl/ Top 2OO

03 - Jumlah PT yang masuk ke dslam
uorld class unft,€Bity Top 300

4A,OO

OPT

IPI

04 - Jumlah PT yang ma3uk kc dalam
uortd class llnirErs'ty Top s00

2Pf

05 - PropoEi pckcrja yang bckcrja
pada bidang keahlian mcncnSah dan
tinsgr

43,@

06 - F.dngkat GIobaI Inil.ov,,tion Indcx 7H0 p€rinSkat

03.01
PP: PenSendalian Pcnduduk dan
knguatan Tata Kclola
Kependudukan

Ol - Mcningkatnya cakupan
FndaftaBn pcnduduk dan
pcncatatan sipil dan
mcnguatnya .iatcm
pcmutakhiEn data
kcpendudukan

Ol - Pcracnta€a daerah yanS
mcnyclengSarakan layanan teryadu
p€nanggulangan kcmi.kinan

89,00 % 6.146.82,4

02 - Fer3entes€
Fovinsi/kabupatcn/kota yang
mcmanfaat&an sistcm pcrcncanaan,
PcnSanSgaran dan monitonhg
cvaluasi unit tcrpadu dalaD prolca
penyusunan proaram-proarsm
p"nanggulangan kcmiskinan

80,00 %

03 - Pcl€cntasc daarah yang aklrf
mclakuksn pcmutakhirsn data
tcrpadu Fnanggulangan kcmiakinan

SK No0932ll C
- A.III.3 -

90,00 %



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/ PP/ KP/ ProP Sasaran Indikator

Dukungan
Tcrhadap

Prcficn
Rp. JutaTara.t lnrtan8i Pclaksana

04 - PcEcnta6c kepcmiliken akta
kelahiffit pada penduduk (F17 tahun

98,00 %

05 - Pclscntase keaenterian/lembaga
yang mengadopGi kualifi kasi standar
nasional pcndamping pcmbangunan

50 vo

03.01.01
XP: Pcrccpatan Cakupan
AdminbEaai Kcp.ndudukan

0l - Meningkatnya pgcepatan
cakupan admini.tra8i
kcFndudukan

0l - Jumlah
pcdoman/kebtakan/SOP
P.n)€lengSaraan Administrssi
KcFndudukan yanS disusun

I 50 pedoman/kebijalon/SoP 6.438,6

03.01.01.o1
PRO-P: Perluasan JanSkauar
layarlan Administrasi
Kcpcndudukan

0l - Tcrlaksananya pcdua€an
jangkauan layanan administrasi
kcpcndudukan

0l - Jumlah inovasi daarah untuk
meninAkatkan kualitas layanan
publik da.tl reformasi birckrasi di
bidan8 admini.trasi kependudukan
dan pencetaten Eipil

2.056 inovasi 4.438,6 MAHKAMAHAGUNG,KEMET{TERIAN
DAI,1IM NEGERI

02 - Perscntaac cakupan akta
kcmatian dari perhtiwa kcmatian
yang dilaporkan

loo %,

03 - Pen€ntas€ cakupan kepemilikan
buku nikah/akta pclkawinan pada
scmua paaanSan yanS
pcrkaqdnannya dilapolkan

roo 96

04 - PeE€ntale cakupan lepcmilikan
ekta p€rceraisn pada s€mua individu
yang perceraiannya dilaporkan

100 %

SK No 093212 C - A.III.4 -



FRESIDEN
REPIJELIK INOONESTA

PN/ PPlKP/ ProP Sa€aran

Dukungan
T€rhadap
Arahan

Instansi Palak8anaTargct Rp. Juta

03.o1.01.02
PRO-P: Pcrccpatan KepcmililGn
Dokumcn Fcn&ftaran
Penduduk dafl Pcncatatan Sipil
basi Kelompok Khu.us

Ol - Tcrlak8ananya Frcepatan
kepemilikan dokumen
pendaftaran Fnduduk dan
pcncatatan sipil bagi kelompok
khuaua

01 - Jumlah deereh di wilayah 3T
,rng mcndapatkan pcnin8katan
lsyanan pcndaftaran pcndudukan
dan p€ncetatan sipil yanS mudah dan

2.OOO,O KEMEI{TERIANDAJ.IIMNEGERIsO daeEh

02 - Perlcntase Fnduduk rEntan
yenS terEeleEeikan pen8uru3an
dokumennya

aav"

03.or.02
KP: Integra3i Si.teE
Adminiltrasi Xep€ndudukan

Ol Menguatnyaintcgrasl
aistcm adminiatrasi
kcpcndudukan

01 - Jumlah Si.tcm Informasi
Admini.traBi Kependuduken (SlAKl
yang dikcmbangkan dan
diirtesraEikan

I stutcm 26.s83,6

03.or.02.01
PRO-P: 9enguatan Intcgraai Data
AdEinistrasi Kependudukan

Ol - Mcnguatnya intcgBsi data
adminiatrasl kcFndudukan

0l - Jumlah lembaga pengguna yanS
menardatangani kcrja sama
p€menfaatsn deta kepcndudukan
nasional urtuk pele]€narr publik

350 lcmbaga pcngguna 4.913,6 KEMENTERIAN DAI.AM NEGERI

02 - Jumlah lcmbaga pcngguna yanA
mcmanfaatkan data lcp€ndudukar
nasional untuk pclaFnan publik

1.250 lembaEa pcng8una

03.01.02.02
PRO-P: P.ngcmbanSan Data dan
lnformasi Kcpcndudukan
(Statbtik Hayati) yan8 Akurat,
L.nakep da.n Tepat Waktu

01 - TcrlakEananya
penSembengan data den
irfomasi kep€rdudukan
(.tati.tik hayati) yang akurat,
lcngkap, dan tepat waldu

Ol - Jumlah datatase kcpcndudukan
yang ulrdate

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BKXBN),
KEMENTERIAN DAUIM NEGERI

I dotdbo"se 2t-670,O

SK No 093213 C

0l - Mcningkatnya kualite.
pendampingan dan liayanan
tcrpadu

- A.III.5 -

a9% 5.965.874,003.01.03
KP: Pcndampingan dan tayanan
Terpedu

Ol - Pcnentaae daarah yang
m.nyclcng8arakan layanan terpadu
perunSgulangan kemiakinan



FRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

PN/ PP/ KP/ ProP Saaaran Indikato,

Dukungan
Terhadap

Pr€lidcn

Rp. JutaTargct In*tansi Felaksm

02 - Pescntasc provinsi/kabupatcn/
kota yang mcmanfaatkan sistem
percncanaan, penganataran, dan
monironlng cvaluasi unit t.rpadu
dal,arD proe8 pcnyuaunan prpgranl-
proSram pcnanSgulangan kcmbkinan

ao76

03 - PeIs€nte8. daerah yang aktif
melakukan p.mutakhiran data
t rpadu pcnanggulangsn kemi.kinan

90

(N - Pcr8cntasc Fngcmbangan
standar na3ional pcndampina
pa,lben8uflan P/o)

95V6

05 - Persentas€ p€nyetaraan jcnjang
kualifikasi pcndamping
pEbangunan yang dikcmbangkan

50.1,

06 - PeEentas€ kementerian/ lembeAa
yanS mengadopri kualilikali atandar
nasional pcndampina pembangunan

50%

03.01.03.0r
PRO-P: Pcnyclcng8araan Sistcm
Layana[ dan Rujukan Terpadu

Ol - Tcrlaksananya dan rujukan
bagi Fnduduk miskin dsn

Ol - Jumlah kabupatcn I ko'a ya g
mcngcmbanAkar SLRT
(kabupat n/kota)

514 kabupatcn/kota 4.OO0.202,2 (EMENTERIAN SOSIAL, KEMEMERIAN
DAI,./IM NEGERI, KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA IGCIL DAN MENENGAH,
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINCCAL DAN
TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN
XOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

02 - Jumlah deEa/kelurellan yeng
melgembangkan Pusat
Kelcjahtcraan SoBial

l 028 dc8a/ kclurahan
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FRESIDEN
REPUEUK TNDONESI 

PN/ PP/ KP/ ProP Indikator

Dukunaan
Tcrhadap
Arahan Target Rp. Juta Instmsi Pelakaana

03,or.03.02
PRO-P: Penguatan
Pendampinaan Malyarakat

01 - Terl,eksaran)a penguetan
kapasitas dan kapabilitas
kelembagaan pcndampina
pcmbangunan

01 - Jumlah SDM k$ejahteraan
€6ial yang menin8kat kapasitar dan

l8.0OO orang 1.965.671,8 KEMENTERIAN SOSIAL, XXMENTERIAN
PERTANIAN, BADAN KEPENDUDUI(AN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
(BKKBN), KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN
DALAM NEGERI

1

02 - JuElah t€mbaga kercjaht raan
sosial yang tet€aldeditesi

6.000lcmbaga

02 - Terlakoananya
pcndampingan mclalui
pcndamping dc3a

Ol - Jumlah pendamping de8a yana
dibcrdayakan

36.(X)O orans

03.o1.04
KP: Femadua, dan Sinkrolri.aai
Kebijakan Fenacndalian
Perduduk

0l - Meniagkatnya p.maduan
dan sinkronisasi kebijaksn
pengmdalian p.nduduk

Of - Indck Kcp€dulian terhadap I.u
tkpcndudukan

53 147.986,2

03.01.04,or
PRO-P: Sinergita! Kebijeken
PenSendalian Pcnduduk dala.e
Mewujudkan Pcnduduk TuEbuh
SeimbanS

0l - Meningkatnya Bin.ryitas
kebijakan pcngcndalian
p€trduduk dalam mcwujudkan
penduduk tumbuh scimbang

0l - PcEentase peE€ri tah decrah
yanS mcmp€rSun kan Grond Design
Pcmbangunan Kependudulcn
(GDPK) !€ba8ai lalah satu da.ar
pcrc{rcanaan pembangunan deerah

75 (prov) & 38 (kab/kota) % I,OOO,O BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

03.01.(X.02
PRO-R Pcnauatan Kapasite3 den
Ihpabilitas Kclembagaan
Kcpcndudukan

0l - Mcnauatnye kepa.iteB dan
kapabilitas kclcmbaSaan
l@pcndudukan

01 - Perscntasc pcmcrintah daelah
yang memiliki kebiiakan
p.mbangunan berwawmen
kcpcndudukan

I,3O7,O BADAN KEPENDUDUKAN DAN XELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BKXBN)

75 V"

03.o1.fi.03
PRO-P: Pcmanfaatan Data dan
Infoma3i Kependudukan

01 - Indek. Kualitas Data dan
Informaai Program Bartg8a Kcncana

Ol - McninSkatnya
data dan informa.i
kepcndudukan

pemsnfastan 4 66,51 t45.679,2 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BKKBNI

SK No 093215 C
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FFESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA

PN/PPl KPl PrcP lndiketor

Dukungan
Tcrhadap

PtEsiden

Irtstansi P.lakanaTargct Rp. Juta

03.o2
PP: Pcnguatar Pelaksanaan
Ferlindunsan S$ial

0l - Menguatnya p€lak3anaa,
pcrlindungan soaral dalam
m.njangkau p.nduduk milkin
dan kclompok rcntan

01 - FeEentaae cakupan kepcaerlaan
Jaminan Keehatan Nasional (JKN)

9r,00% r3s.398.904,2

02 - Tingkat kemigkinan pcnduduk
penyandarlS di.abilitag

r2,oo vo

03 - TinSkat keEbkinan penduduk
lanjut u8ia

04 - Pemerintah da.rah yang
me[elapkan prinsip-prinsip inldusif

r0,00 %

r5,00 %

05 - PDruentalc cakupan kepes€rtaan
Bedan Fenyelenggera Jaminan Soaial
(BPJS) IcteneAakedaa, Pekerja

67,40 i6

06 - PcEcntarc cakupan kepEcrtsan
Badan Pen),€lenagara Jaminen Soaial
(BPJS) IGtenagalcrjaan Fekcrja
Informsl

16,93 Vo

03.02.0r
KP Siste!:r Jaainan Slosial

0l - Terwujudnya sistcm
ja.minan soaial nerional

01 - Jumleh kejien Fnguatan dan
harmonisasi pcEturan perundanSan
tcrkait Jhminan .o6ial

3 dokumcn 46.477.aOO,O

03,02.or.0r
PRO-P: Pcngembangan PrDaraE
Jaminan S$ial

0l - Tcdaksananya Frluasan
p€Eahaman publik ake.n JKN
dan Jeminen Soaial
Ketcnasakcdaan

0l - Jumlal strat gi lo6ielisali,
advokaai, dan edukasi publik t rpadu
aistcm jeminan aoaial neaional

02 - Jumlah penyelenssaraan forum
komunikasi &n kemitraan SJSN

I dokumen 46.471.800,0 KEMET{TERIAN KETENAGAKER.JAAN,
KEMENTERIAN KESEI'ATAN,
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PEruTANAN

SK No093216C - A.III.8 -
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PRESIDEN
REPIJELIK INDONESlA

PN/PP/KP/koP Saaaran Indikator

Dukuntan
Tcrhadap

Prcsrdcn

Rp. JutaTarget Instansi Felaksana

03.02.0I.o2
PRO-P: Ferguatan Kelembetean
Pen)€le[ggare Si8tem Jaminan
Slosial Nasional

Ol - TcrlaksarEnya penguatan
Fnyclengara Eistem jaminan
s6ial nasional b€rbasi. data

OL - J:.lJ,rlah monitoting dan cvaluasi
teryadu jamirEn sosial bidanE
kes€hatan dan bidana
keteneg.kerjear berb$iB digital

02 - Persnta* pcserta BPJS
K@chatan den BP JaEs.tck yanS
terkttcgrasi berba.i. NIK

1 dokuDen/sisteEr 6.000.0 KEMEMERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN
DAIIM NEGERI, KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

too vo

03.02.02
KP: Bantuan SGial dan Sub.idi
Tcpat Sasara,

0l - Merintkatnya kua.lita!
pcnyclcngaraan bantuan sosial
dan 3ubsidi tcpat 3asaEn baSi
masyaralqt miakin dan rcntan

01 - AkuraBi penya.luran bantuan
.o.ial

57 i6 87,90r,690,7

02 - Rumah tangga miskin dan
rentan denaan aklca layarEn
keuanaan

70

03 - PenJraluan bantuan kcluarga
untuk kcschatan &n p.ndidikan

8.000.000 keluarga

(N - Penyeluran bartuan paIrAan
melalui tkrtu Sembako Mulah

15.600.000 keluarya

05 - P.tlyalurun bantuan LPG 3 kg 15.600.000 kelua4a

06 - Fenyaluran bertuan lbtrik daya
450 VA dan 90O VA

15.600.000 lcluarga

03.02,02.0r
PRO-P: Penyclen8garaan
Bantuarr dan Subsidi Tepat
Sasaran

01 - Tarsclcnggaranya bantuan
dan subsrdi tapat aasaian

0l - Jumlah k luarga miskiD dan
rcntan yang mcmpdolch bantuan
sooial tcpat .asaran

8.fiX).000 keluarsa 87.901.690,7 KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOI'GI, KEMENTERIAN AGAMA,

SK No 093217 C - A.III.9 -
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PRESIDEN
ELIK TNDONES

PN/ PPl KP/PrcP Sasaran Indikator

Dukunaan
Tcrbadap

PrEsidcn

Rp. JutaTarget Imtanri Pelakara

02 - JuEleh keluarge miEkin dan
rrntan yang mcmpcrolch hlltuan
psngan mclalui proaram kartu

KEMET{TERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT, KEMEI{TERIAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BADAN
ruSAT STATIS'NX
Fcrint grasi dcngan PSN)

15.600.000 keluaraa

03 - Jumlah kcluarga miskin dan
rcntan yang mcmp.rolch bantuan
.ubsidi listrik

15.600.000 kcluarga

02 - Tcrlcdianya pasokan hilir
migas acsuai kcbutuhan

01 - Jumlah kcluqrga mi.kin dan
rcntan yeng rhehperoleh barrtuan
cncrgi tPG 3 kg

1s.600.0O0 keluarsa

02 - Jumlah volumc clpti 3 k8 yang
tepat sas8ran baAi malyarakat,
usaha mikro, nelayan, dan pcta

2 8.000 ribu ton

03.02.03
KP: Perlindunaan So.ial Maptif

Ol - Mcnfurgkatnya kualitas
,cnyclcnggafaan sist m
Derlindun8an losial yarra adaptif

0 I - Pcnduduk yang mcmp.rolch
bantuan sosial bencana dan layanan
pcnccgahan dan k*iap6iagaan
bancarla

500.000jiwa 18r.263,8

03.02.03.0I
PRO-P: Pelak.anean
F.rlindungan Sosial yan8 Adaptif

Ol Terlaklananya
perlindunSen .o6ial bagi
perduduk korban bencerla

0 I - Jutalah pcnduduk korban
bancana yang mampcrolch bantuan
pedindungan loaial bencana alam

02 - Jumlah pcnduduk korban
bencarra yang EeDFroleh bantuan
pcrlindungan losial bcncana sosial

03 - Jumlah pcnduduk korban
bencarra yanS memFroleh layanan
psikoro6ial

I l00.000jiwa r8r.263,8 KEMENTERIAN SOSIAL, BADAN NAI}IONAL
PENANGCUI,ANGAN BENCANA (BNPts),
KEMEMERIAN UNGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

I rs.000ji*E

SK No 093218 C - A.III.IO -
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FRESIDEN
REPIJELIK INDONESIA

PN/ PPl KP/ PrcP Saaara[ Indikator

Dukungan
T.rhadap
Arahan
Prusid.n

Rp. JutaTarSct Inltanai Pelakrana

03.02.04
XP: K6cjahtcraan SGial

0l - M.ningkatnya kualitas
k$€jahtcraan sosial pcnduduk

01 - Fcrrcntasc tranjut u6ia ya.ng
mcmpcroleh bantuan kescjahtc6an
sosirl

02 - FeEentasc pcnyandang
dtuabilitas yerg memFroleh bantuan
kqejahtcraan sosial

03 - Jumlah kclompok rcnten lain
yana meEperoleh layanan
ke!€jalteraan Eo.ial

24q" 434.t49,6

ta E"

4s.000jiwa

03.02.04.0r
PRO-P: Pe yelenggaraan
Kesejahteraan Sosiral yang
Inklusif

01 - Terlak ananya pcnSuatan
kapasita! dan kelembasaar basi
pcnyandana disabilitas

0l - Jumlah pcnyandang dhabilitaa
yana meEpemleh laysnan
kq€jahtersan lo3ial

294.725,2 KEMENI ERIAN SOSIAL, KEMEI{TERIAN
PENDIDIIGN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI

s0.000jiEa

02 - Jumlah lcmbaga kc..jahtcraan
so3isl pcnyan&n8 di€abilitas yang
mcmpqolch pcnguatan kapesites

150lemba8a

03 - Jumlah SDM pcnyel€nggara
layanan kcsejahtcraan loriel bagi
pcnyenderg di.ebilites yan8
mcmp.mlch pcningkatan kapaaitas

300 jiwa

03.02.04.02
PRO-P: Penguatan Kelcmbdgaan
dan Femb€rdayaan
KelanjutuBiaan (l,ansia Aktif dan
kodukti4

01 - Tcrlaklsnanys pcnauatsn
kclertrbageEn den pcmbcrdeyaarr
kclanjutusiaan

0 I - Jumlah lanjut usia yang
mertrDerolch layanan ke$jahteraan
.o3ial

28.000jiwa 164.656,2 IGMENTERIAN SOSIAL, BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BKI(BN),
I{EMENTERIAN IGSEHATAN

02 - Jumlah lcmbaga kcscjahtcraan
Eosial lanjut usia yans mempcroleh
pcnguatan kapasitas

SK No 093219 C
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PRESIDEN
REFIJBL]K INOONESTA

PN/ PPl KP/ ProP Sasaran Indikator

Dukungan
Tcrhadap
Arallg.tl
Prcsiden

Targct Rp. Juta Instan6i Pelaksana

03 - Jumlah SDM penyelenggara
layanan ke.ejahtcrean lorial bagi
lanjut usia )ang mcmpcrolh
peninSkatan kapasitas

300 jiwa

03.02.04.03
PRO-Pi Pelaksanaan Perawatan
Jangka Panjang Berb66i3
Komunita8 yang Tcrintcgrasi
U.ong-Tem Cardi

02 - Jumlah kabupaten/kota yeng
aenyeletrgSarakan layaDan ao.ial
lanjut uaia t dntcgraai

Ol - Tertreklananya pcawatan
jangka panjang bcrbasig
komunitas yant teri[tegraai
llals 1:erm Carcl

0 I - Jumlah lenaia yang meDpcrolch
laFnan berbasis kolrunitas (iiwa)

I 600 jiwa 24.300,0 KEMENTERIAN SOSIAL, BADAN
KEPENDUDUXAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BKKBNI

lO kab/kota

03.02.04.(x
PRO-P: Pcnguatan Pelayanan
Sosial Kclompok Rcntan lainnya

0l - Terlaklananya penguatan
kelembagaan dan pcmbcrdayaan
bagi korban penyalafuunaan
rrawa

0f - Jumlal koftsn penyetrahgunaan
rrapza yang meEperoleh layanan
k€s€jahterean 6dial

l0.000jiwa 354.468,2 KEMENTERIANSOSIALI

02 - Jumlah irutitwi penerima wajib
lapor yaru liempercleh p.nSuatan
kapa3itas

l5O leabaga

03 - Jumlah SDM pcnyelenggara
layanan l(cejaht raan sdial bagi
korban pcnyaLhgunaan napEa yang
mcmperolch pcningkaten kape.ites

300 jiwa

02 - Terlel ananya pclayanan
kcleiahteraen slial bagi anak

Ol - Juml€h enak tclantar yang
mcmp.rolch layanan kc&jahtcraan

24.000 jif,,a

02 - Jumlah leBbaSa kesejehtcraan
soaial arak yang mcmparolch
pcnguatan kapalita!

SK No 093220 C - A.III.12 -
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PRESIDEN
REPIJBLIK INDONESTA

PN/ PPlXP/ ProP lndikator

Dukungan
Terhedep
Amharl In6telr.i FelakaraTaryet Rp. Juta

03 - Jumlah SDM pcnyctrlngaara
layanan kcsejahteraan loliel en6k
ysnS meEperoleh FninSkatan
kapaBitas

03 - Tcrtraksnanya pcnSuatan
kclcmbagaan dan peEb€rdayasn
baai tuna Boaial dan korban
tindak kekera6an FrdaSangan
olana

0 I - Jumlah tuna losisl den korban
tindak kekcraoen pcrdegangan orang
yang maEparolch layanan
kecjahteraan ro.ial

8.q)O jiwa

02 - Jumlah lembsAi kea€jahtcraan
lorial tuna lolial dan korban trndak
l(ckcrasan Frdagangan orana yana
acEperoleh panguatan kapaaitag

l35 Lmbaga

03 - Jumleh SDM FnyeLnggara
lalrnan kc€cjaht raan sGial tuna
slial dan korban undak kekerasa.n
pcrdagangan olang yeng meEperoleh
penirukatal kapasitas

04 - Ttrlaksananya penguatan
kelmba8 an dan pemberdayatn
baai olang denSan HIV

Ol - Jualeh oreng dcnSan HIV yang
meDrpcroLh layanan kcsajahtcra.n
soaial

2.00O ji*a

05 - Tcrlaksananya penguatan
kcLmbagaan dan pcmbcrdayaan
bagi Komunitar Adat Tcrpcncil

01 - Jumlah warga Itudunita. Adat
Terpcncil yanS mempcroleh
pcmbcrdayaan soaial

2.AOO KK

300 lembeB

20o jis,a

SK No 093221 C
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PRESIDEN
REPUELIK INOONESIA

PN/ PP/KP/ ProP Sa.aran Indikator

Dukunaan
TcIhadap

Prcsidcn

Target Rp. Juta Inatan3i Pclakana

03.03
PP: Peningkatan Ak!c3 dan Mutu
Pelaysnan Kesehatan

01 - McninSkatnya pclayanan
k*€hatan menuju cakupan
kc!€hatan scmesta, Eelalui
peningkatan kapasita8 sistcm
k$€hatan di E€luruh wilayah

Ol - Pemcrta!€ Frsalinan di
fasyankca

93,O V. 31.653.286,8

02 - Angka pEvalcnai kontraEepli
,inod,cr,n I modem ContnG ptitE
Pftualete R6ie lmCPRl

03 - PeEcntaE€ kebutuhar ber-KB
yant tidal terFnuhi (unmctnceq

62,92

7,7O a)to

Oa - Anska kelahiEn rEmaja umur
15-19 tehu /AgE qpeci4c Fert it3,
Rar€ 6SFR l5- 19)

20 kelehimn hidup pcr
1.000 pereDipuan

05 - Pcrscntasc imunbasi dgsar
Lngkap pada anak usra 12-23 bulan

75En

06 - PEvalcn.i urasrrng (kurus dan
.enget kuru.l pada balita

7,30

07 - Faracntasc cakupan penemuan
dan FnSobatan ]'BC ftBC Trcdnent
co$erusd

90 v.

08 - Jumlah kabupatcd/kota dcngan
intensifikari upaya eliminasi Dalaria

I 10 kabupatcn/kota

09 - In.idcn.i HIV O,19 per 1.000 penduduk
yans tidak tcrinftkri HIV

l0 - Pcr.cntasc p.nd.rita kusta yang
mcnyelcsaikan pcngobalan kusta
tcpat waktu

SK No093222C - A.III.14 -
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FRESIDEN
FEPTJBLIK INDONESIA

PN/ PP/ KP/ ProP Sa.aran lndikator

Dukungan
Tcrhadap
Arahen

Prcsidcn

Targct Rp. Juta In.tEnli Pclrklar,a

I I - Jumlah kabupatcn/kota .chat 380 kabupaten/ kota

12 - Jumlah kabupatdr/kota yang
mcn.raplen Kawasan Tanpa Rokok
(I(TR)

474 kabupatcn/kota

13 - Per!€ntai€ fusilitas k*chaten
tingkat pert .me terelaeditaai

90 "/"

14 - Ifcrletrtasa ,umah Bakit I 95%

15 - PErcentas€ puskcsEa! denaan
jeni. tenega k*ahatan aeauai
standar

I 7l

16 - Pcrlcntas€ RSUD kab/kota
mcmiliki 4 dokter 6F.ialiB dfta.r & 3
dokcr .pc.ialis lainnJra

I a5 v"

l7 - Penc[taE€ obat memenuhi
8j'Brat

I 96 95

18 - Pcrscntasc makanan m.menuhi
syarat

I a6 v"

03.03.01
KP: P.ninSkatan lclchatar Ibu,
Anak, K.luarga Baenc.na (XB),
dan Kcschatan R.prDduksi

0r - Mcnirykatnya k€s€hatan
ibu, enek, KeluarSe Berclrcana
(KBl, dan lclchatan rcproduki

0l - Pcrscntasc imunisasi dasar
lengkap pada anak usia 12-23 bulan

I 75V. 4.370.642,2

02 - Pencntalc pcl€Ita KB aktif
Metodc KontralcFi Jengka Panjang
(MKJB

I

SK No 093223 C
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PRESIDEN
REPIJELIK INDONESIA

PN/ PPl KP/ProP hdiketor
Dukunaan
Tcrhadap
AIahan
Prcridcn

Tsrset Rp. Juta Inatensi Pelel<sE

03.03.or.01
PRO-P: Penurunan Kematian Ibu
dan Bayi

Ol - Tcrwujudnya petrurunan
kcnatian ibu dan bayi

0l - Pcrsenta.€ pcr3alinan di fa.ilita8
pclayanan k6chatan

I 93,O Vo 3.365.006,2 KEMENTERIAN KESEHATAN, BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BKKBN),
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
DAK

02 - Jumlah kabupatcn/kota yang
mcncapai 800/6 imunhasi da8ar
lengkap anak usia O-l I bulan

471 kab/kota

03.03.o1.02
PRO-P: Pcningkatan KB dan
Kcachatan Rcproduksi

0l - McninSkatnya KB dan
Kclchaian Rcproduk8i

Ol - Pcrentalc tinSkat putus pakai
pcmakaian konualcpsi (Drop
a!{Dol

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BKKBN),
KEMENTERIAN DAIA.IT,I NEGERI,
KEMENTERIAN KFSEHATAN, DAX

21,59 vo 1.005.636,0

03.03.02
KP: Perccpatan Perbaikan Giri
Masyarakat

0l - Tarlaksananya pcrc.patan
pcrbaftan giri masyarakat

Ol - Pcrscntasc bayi usia kurang dari
6 bulan mcndapat ASI cksklusif

02 - Percnta!€ ibu ha.Eil Kurans
Energi Kroni. (KEK)

55% 2.974.622,9

11,5 %

03.03.02.01
PRO-P: Penurunen Stunlrla!,

0l - Tenvujudnya p€nurunan
sn/nting

Ol - Per.enta!€ kabupaten/kota yang
Itrclaks8nakan surv€ilans sizi

loo 2.974.622,9 KEMENTERIAN DAIIM NECERI,
KEMENTERIAN KESEHATAN.
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN, KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERUNDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN
KOMUNIKAIII DAN INFORMATIKA, BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI, BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
(BKKBN), BADAN TENAGA NUKUR
NASIONAL (BATAN), BADAN NASIONAL
PENGELOIA PERBATASAN (BNPP),
KEMENTERIAN SOSIAL,

SK No 093224 C - A.III.16 -



mFr{l
NEPUELIK INDONEStA

PN/ PP/ KPl ProP SaEaran Indiketor

Dukungan
Tcrhadap

Pr6iden

Rp. JutaTerget lnataJrri Fele.kEane

KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

03.03.03
l(P: Peningkatan Pengcndalian
Peryakit

01 - Meningkatnya peng.ndalian
pen,akit

Ol - Per*nta8c oranS dcnSan HIV-
AIDS yanS mcnjalani teBpi ARV
(ODHA on ART)

55 0/" 5.932.396,1

02 - Pcrlcntarc angka kcbcrhaailan
pcngobatan TBC (ItsC S.c.€ss Rate)

90 %,

03 - Jualah kabupaten/kota yanS
mcncapai climina6i meleria

I 385 kab/kota

(H - Fcrentas. kebupaten/kote yan8
mclakanalGn dctlkai dini Hcpatitis
B darl C peda populasi beriliko

I

05 - Jumlah kabupatcn/kota dcngan
eliminasi kusta

I 482 kab/kota

06 - Jumlah kabupatln/kota
endcmfu filariasis yang mencapai
elimina6i

I

I

150 keb/kota

24 dce07 - Jumlah desa endemi!
achiBtoaomiaaia yen8 Eencapei
elimimsi

08 - Jumlah kabupatln/kota yan8
mclakukan dctek i dini faktor fisiko
Penyakit Tidak Mcnular IPIMI

I

lm%,

SK No 093225 C - A.III.I7 -

360 kab/kota



PRESIDEN
NEPUELIK INDONESIA

PN/ PPl KPl ProP Sataratt Indiketor

DukunSan
Tcrhadap

Prcsidcn

Rp. JutaTarSet Inrrrrt8i PelEk.ane

09 - Jumlah kabupatcn/kota yang
mencrapkan Kawasan Tanpa Rokok
(IffR)

I 474 kablkota

03.03.03.01
PRO-P: Pengendalian Penyakit
Melrular

01 Terkendalinyaperyakit 0l - Pcrscntalc ODHA baru
ditcmukan yen8 memulai p€nSobatarr
ARV

KEMENTERIAN XESEHATAN,
KEMEMERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA RI, KEMENTERIAN PERTANIAN,
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHA.N RAKYAT, KEMENTERI,IN
KETENAGAXER.'AAN, DAK

I 90% 4.018.608,0

02 - Pcrentasc cakupan pcncmuan
dan Fngobatan TBC tTBC Trcarment
CowrugA

I so%

03 - Jumlah kabupatcn/kota yang
mcncapai API <l/r.000 pcnduduk

I 495 keb/kota

(X - Fer!€nta.€ kebupeten/kota yang
mclaksanakan dctckli dini H.patitis
B dan C pada populasi bcrisiko

I IO0

05 - Proporsi kasu! kusta baru tanpa I 90

06 - Jumlah kabupaten/ kota
cndemb filariasis berhasil
mcnurunkan angka mikrof aria <1%

I 22O k^bllKot^

07 - JuEleh de8a cndemi.
schiatosomiaais yang mencapai
eliminasi

24 d.&

SK No 093226 C

Ol - Terkerdalin].a penyekit

- A.III.18 .

411 keb/kota I.913.788,1 KEMENTERTAN KESEHATAN, BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAXANAN, DAK

03.03.03.02
PRO-P: Pengcndalian Pcnyakit
Tidak Menular

Ol - JuElah kabupaten/kota yans
mclakukan pala)€nan tcrpadu
(Pandu) PTM di > 8096 pusk*mas



FRES'DEN
REPIJBLIK TNDONESIA

PNIPPIKPIPToP Sa!aran Indikator

Dukungan
Terhadap
AEhan Rp. JutsTarset lnstansi Pclakaana

02 - Jumlah kabupaEn/kob yang
menerapkan Kawalan Tanpa Rokok
(KTR)

474 k^blkot^

03.03.04
KP: Pcnauatan Gcrakan
MalyaBkat Hidup Schat
(Gcrmasj

Ol - Terlakananya penauatan
Gcrakan Maayarakat Hidup
Sehat (Gcrmas)

0l - Jumlah kabupatcn/kora .chat 3aO kab/kota 462.O44,4

03.03.(x.01
PRO-P: PengeEbangar
Lingkungan Sehat

0l - Terlaklananya
pcngcmbangen lingkungan lrhat

0l - Pcracntaae d*e/keluEhan
dcnSan Stop Buang Air Bc.ar
ScmbaranSan (SBS)

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAXANAN,
XEMEMERIAN KESEHATAN,
KEMEMERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISE"T, DA.I{ TEKNOI'GI

1 70v6 214.3t7,8

02 - Jumlah kabupatcn/kota sehat 380 kab/kota

03.03.04.02
PRO-P: Penguatan ProElo6i
GermeB

0l - Tcrlaksananya pcnguatan
promoai Gcrmas

0l - Pcr*nta8c kebupaten/kote yeDg
mcncrapkan kcbijal€n G€rmag

02 - Per*ntaac kabupeten/ kota
dcnaan ,rdflirtral 80o/o posyandu aldif

I

60v"

45 247.767,0 KEMENTERIANKESEHATAN

03.03.05
(P: PenSuatan Sistem K*ehaten
dan Fcn8awasan Obat dan
Makanan

01 - Menguatnya sistem
k*€hatan dan Fngawasan obat
dan makanan

0l - PcEcntasc puskcsmas tanpa
doktcr

I

02 - Per*nta.c puskeEmas deDgan
janis tcnaSa keachatan s€ruai
slandar

I

03 - Per€€ntasc RSUD kab/kota
memiliki 4 dokcr 6p€siali. das€, & 3
dokter .pesialis lshnya

I aSvo

04 - Pcrrcntase faailitaa kelehatan
tingkat pcrtama tcraknditesi

I

o 17.909.540,8

7l

SK No 093227 C
- A.III.19 -

90



FRESIDEN
REPIJELIK INOONESIA

PN/ PPl KP/ PrcP SasarEn

Dukunaan
Tcrhadap
Arahan
PrBiden

fars€t Rp. Juta Inoransi Pelakssna

05 - Fenentas€ rumeh lakit 95 vo

06 - Fencntes€ pulkc8Ea. derSen
keterEediaerr obat $€naial

07 - Jumlah kabupaten/kota yang
telah melakuken perbeiken tate
kelole p€mbengulren keaehetr.a

94 0/"

55 kab/kota

08 - Penentalc obat Eemenuhi
ryarat

96 Vo

09 - Pcrrcntasc makanan mcmcnuhi
syarat

a6 %,

03.03.0s.01
PRO-P: Penguatan Fclayanan
Ker€heten Deler dan Rujukar

0l - Terlakaananya pcnguatan
pclayanan kc.ehatan dalar dsn
rujuken

0l - ttEcntasc RS milik pcmerintah
daerah yana mcmenuhi Samna
kasarana dan Alat (SPA) 3cauai
atandar

02 - ttr.cnta.c FKTP yang meEetruhi
Serana, Pra.arena dan Alat (SPA)
a€auai at6.nder

95 V" r5.536.778,6

95 vo

KEMENTERIAN KESEHATAN,
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL, KEPOUSIAN NEGARA
REPUBUK INDONFSIA. KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, DAX,
KEMEI{TERIAN PERTAHANAN

03 - Jumlah fasilita! pclayanan
kesehetan tiigkat pertema yang
memenuhi Pcrryaratan Burv€i

6.110 FloP

04 - Jumlah fasilita8 pcbyanan
kes€hatan rujukar yang ,rernenuhi
pclsyaratan surv.i akditaai

SK No 093228 C
- A.III.2O -

1.16S FKRTL



FRESIDEN
REFIJELIK INDONESIA

PN/ PP/ KP/ ProP SaEaran Indikator

Dukuraan
Terhadap
AIahan
Prcsiden

Rp. JutaTaraet InltarBi Felekalla

03.03.05.02
PRO-P: PDmenuhan dan
P.ninSkatan Kompetcrui Tenaga

0l - Tcrlaksnanya pamcnuhan
dan pcningkstar komp€tcmi
tcnaga kcschatan

0l - Per!€ntasc purkcarnaa tanpa
dokter

ov" 653.727,8 KEMENTERIANKESEHATAN

02 - Peftentase purkeamaa dcngan
jcnis tcnaga kcschatan Ecsuai
standar

?1

03 - tler€entaoe RSUD kab/kora
mcmiliki 4 dokt r spc.ialb dasar & 3
doktcr 3p6ialfu lainnya

a5

03.03.05.03
PRO-P: Pem€nuhan dan
Peningkatan Daya Saing Sediaan
Fsrmasi dan Alat Kcsehalsn

Ol - TcrlalcananJra pcmcnuhan
dan pc ngkatan daya saing
s€diaan farmasi dan alat
kc€charan

0l - Parrcntasc puskasmas dcngan
kctcracdiaan obat cscnsial

02 - Peruentasc alat k$ehatan
memenuhi ryarat

94

s4,

377.046,0 KXMENIERIAN(ESEHATAN,
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

03.03.0s.04
PRO-P: Perauatan Tata lGtrols,
Pe6biayaan, Fenelitian, den
Pengemban8an Kcachatan

0l - Ttrlaklananya pcnauatan
tata kclola, pembieyaen,
F[elitiar, dan pcngcmbargan
kEehatan

0l - Jumlah
provimi/ lGbupaten/kota yenr telah
melakuken p€rbeikan teta kelola
ProSram lcschatan

ss lokasi 868.869,8 KEMENTERIAN XESEHATAN, BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)

02 - Juftb,L bahen kebUekan teliiiris
pcngcrabangan pcmbiayaan
kcs€hatan dan jaminan kdEhatan
yanS diiurun

2 dokuDett

03 - Peftentftc rckomcnde6i
k bijakan halil pclrclitian dan
p.nScrabangan ke.chatan,ang
dimsnfaatkan untuk Frbaikan
palaksanaan prioritas nasional

100

SK No 093229 C
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FRESIDEN
ELIK INOONESI 

PN/ PP/ KP/ ProP Sasaran Indikator

Dukungan
Terhadap

Rp. JutaTErAet Instansi Palakaana

03.03.0s.05
PRO-P: Fenin8katan Efcktivitag
Fengawaean Obat dan Makanan

0l - Tcrlakananya peningkatan
efeldivita8 pcngawaaan obat dan

Ol - Persentalc obat mcmenuhi
syarat

96 V. 473.078,6 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAXANAN

02 - PeEentalc makanan mcmcnuhi
syarat

a6 v"

03.04
PP: Peninakatan Pcmcrataan
Layanan P.ndidikan Bcrkualitag

01 - MeninglGtnya pemcrataan
layarran FndidilGn berkualitas

0l - Rasio Angka P&nbip6.i Kasar
(APKI 20 perlcn temiskin dan 20
per6en t rkaye: SMA/SMK/MA
Scderajat

o,a2 69.546.435,2

02 ' Reuio Angka Patisipasi l(assr
(APK) 20 pcren tcrmbkin den 20
p€r8€n terkaya: Pendidikan Tinggi

0,31

03 - Proporai anak di ataa bata!
kompetensi minimal dal'.a tes PISA
eZ): MeEbaca

33,OO Vo

04 - Proporai anak di ataa betar
kompctcn.i milritDal dalam t.3 PISA
(96): Matcmatika

30,00 9ro

05 - Proporui enek di ate8 batas
komp.tcnsi Binilaal dalal! ter PISA
e/o): sains

42,60 V.

06 - Pmporsi anak di atas batas
kompetensi minimal dslam asesmcn
kompctcnsi: Litdari

58,3r %

07 - Plopolri anak di ates bataa
kompctcnsi minimal dalam ascrmcn
kornpctcnai: Nu6crasi

SK No 093230 C
- 4.1\.22 -

39,4r



FRESIOEN
BLIK INDONESIA

PI{/ PP/ KP/ ProP Indikator

Dukurlaan
T.rhadap
AIahan
PIlsidcn

Tar:et Rp. Juta InitarEi Pelakana

08 Tingkatpe[yeleEaianpcndidikan
SD/ MI / aederajat

I 94,41Vo

G) ' Tiirtkat peflyclcEeian pcndidikan
SMP/ MTB/ oederajat

I 91,O8 9/o

r0 - TinSkat p€nyctcsaisn Fndidikan
SMA/ SMK/ MA/ sederajat

69,64 V.

ll - Per.cnte!€ eIre.k kela. I
SD/Ml/SDI,B yang pernah mcngikuti
Fendidiken Anak U.ia Dini

63,ss %

12 - Angka
Pendidikan

Partbipasi l(asar (APK)
Tinss (P])

31,49 %

03.()4.Ol
KP: Pcningkatan Kualitas
Penaaje.ra.n dan Pembclajarar

0l - Mcningkatnya kualita8
pcngajaran dan pmbclajaran

Ol - Pcrscntasc satuan pcndidikan
yang menerapkan kurikuluE yana
bcrl,rku

02 - Pcmcntase satuan p€ndidikan
yanS mengguneken heBil aa€airen
yang tcr.tandar untuk pcrbaikan
p€mbelajeren

03.04.or,0r
PRO-P: Plncrapan Kurikulum
daD Pola Pcmbclajaran Inovatf

Ol - Tcrlaksananya pencrapan
kurikulum dan pola
pcmbclajaran inovatif

0r - Jumlah FranSkat kurikulurE
den pembelejarah yeng bcrmutu
dalah meningkatken kualitar
pembelajaran

2.247 p€renSkat kurikulum
dan pembelajaran

962.T61,9 KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOI,OGI,
KEMENTERIAN AGAMA, DAK

too v" 5.297.t97,l

I tm%,

02 - Pcrscntalc satuan pcndidikan
yang meEanfeatlqn p€ranSkat
Fmbelajarar untuk Frbaikan
kualitas FmbclajaBn

SK No 093231 C
- A.III.23 -

62



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/ PPl KPl ProP Sasaran Indikator

Dukungan
T.rhadap
Arahan
Praidcn

Rp. JutaTar8et I[6terEi Pclal(lana

03.04.01.02
PRO-P: F.ninSkatan Kompctcnsi
Pcndidik

0l - MeninSkahya komp€tearli
perdidik

01 - Jumtrah guru dan tenaga
k pendidikan yanS mcngikuti
peningkatan kompctcnai

15.048 omna 2.265.407,9 KEMENTERIAN PENDIDIXAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,
KEMENTERIAN AGAMA

03.04.01.03
PRO-P: Penauatan Kualitag
Penilaian P.ndidikan

01 - Mcnguatnya kualitag
pcnilaian p.ndidikan

0l - P.rscntasc satuan pcndidikan
yang mclaksanakan As€3men
Nasional

90 696.485,9 XEMENTERIANPENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOIDGI,
XEMENTERIAN AGAMA

03.04.01.04
PRO-P: ILmanfaatan Teknoloai
Informasi dan Ibmunikasi

0l - Terwujudnya pcmenfaaten
tcknolod informali dan
komudke.i di Eatuan
pcndidikan

0l - Peracntae pcmanfaaten (lan
p.mbclajaran bcrbasb TIK

L.EMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO
REPUBUK INDONESIA, TELEVISI REPUBUK
INDONESIA, KEMENIERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOI'GI,
KEMENTERIAN AGAMA

23 7 .123,1

03.04.or.05
PRO-P: Intcgra8i Sorsrofl dalem
PeEb€lajaran

Ol - Terwujudnya intcgrasi
sotrsh:,, dalsm pembelajaEn

Ol - Ikb/kota yanS mcncrapkan
ekrrskurikul€r pada satuan
pcndidiken

587.018,3 KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET. DAN
TEKNOI'CI

5r4 kab/kota

03.04.02
KP: Afirmasi Aksea dan
Pcrcepatan wajib Bclajar t2
Tahun

01 - Angka Partisipasi Kasar (APK)
SD/ MI/ SDLB/ Scd.rajat

02 - Angka Partbip$i t(alar (APK)
SMP/MTs/SMPT B/S€derajat

Ol - Tcrwujudnla pcmcrataan
akc8 &n Wajib Bclajar 12
Tehun

105,98% ,16.955.7I8,5

93,01o/o

03 - AnSka Partisipasi lhsar (APK)
SMA/SMK/MA/SMLB/Scdcrajat

I 85,8 %

(N - Angka Pertiriipari l(esar (APK)
PAUD/RA/BA

36,55 0/

SK No 093232 C

0l - Tcrf,,ujudnya sarana dan
prasarana pcndidikan

Or - Jumlah lembaga/Estuan
pendidikan yanS ditingkatken
kualitas sarana prasarananya

- A.IJ'[.24 -

l7.429lembass 2I.806.260,5 KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN
PEKER.IAAN UMUM DAN PERUMATIAN
RAKYAT, DAK,

03.(N.02.01
PRO-P: Sarana dan kasararla
Pcndidikan



PRESIDEN
REPUBUK INOONESIA

PN/PPl KP/ PloP Sesaran Indikator

Dukungan
Tcrhadap
Amhan
PrEid.n

Rp. JutaTargct Insransi Pelakana

KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DA.I{ TEKNOLOGI

03.04.02,02
PRO-P: Bantuan Pcndidikan ba8i
Anak l(urang Mahpu, Daerah
Afirmasi, dan Berbakat

0l - Tarlaklananya bantuan
pendidiksn bagi anak kurang
maapu, daerah a.6rmasi, dan

0l - F.rEentes€ p€nerima bantuan
pcmbiayaan pcndidikan yang t pat

24.245.174,1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
(EBUDAYAAN, RTSET, DAN TEKNOI'GI,
XXMENTERIAN AGAMA

100 %

03.04.02.03
PRO-P: Fenangenar Anak Tidak
Sekoleh

0I - Te aksansnya IEnanganan
anak tidsk sckolah

0 1 - Jumlah kabupaten/kota d.ngal
APK SD/MI/SDI-B lekurans-
kuranSnya l00P/"

19,920,0 (EMENTERIANPENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,
KEMENTERIAN AGAMA

478 kab/kota

02 - Jumlah kabupaten/kota denga[
APK SMP/ MTs/SMPI-B sckurang-
kurangnlE l00q/o

87 kab/kota

03 - Jumlah kabupaten/kota dcngan
APX SMA/MA/SMLB sekureng-
kurangnya 9596

149 kab/kota

03.04.02.04
PRO-P: Pcnguatan Pclayanan I
Tahun Pra.ekolah

0l - Tcrlaksenanye penSuatan
peleyarBn 1 tehun pra!€kolah

0r - Jumlah kab/kota dcngan
pcrucntaac siswa l(claa I yang rrclalui
TK/RA/BA di atas 5Oq6

844.363,9 KEMENTERIAN AGAMA, KEMET{TERIAN
PENDTDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOI.oGI

363 kab/kots

03.04.03
KP Pcningkatan Fengclolea.n
dan Peneapaten Pendidik dan
Tcnage lcpfldidikan

0l - Meningketnya penSelolaan
dan pcnempatan pendidik dan
tcnaSa kcpcndidikan

0l - P.G.[ta€c da.rah yan8 Dcmiliki
Indaks pcmcrataan guru dan
kctcrucdiaan tcnaga kcpndidikan
baik

02 - Perssrta!€ Suru dan tensAa
kcFndidikan profclional

44,43 vo

34'31t,0 rs,zsr.47r,6

SK No 093233 C

0l - Tcrlakoenanye rEvitalisasi
LPTK

. A.III.25 -

4 lembssa 4O.OOO,O KEMENTERIANPENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RrsE"r, orr iexnoroor

03.04.03.01
PRO-P: Revitaltuasi L.PTK

0l - Jumlah LPTK yana dir€vitalkssi



FNESIDEN
REPUELIK INDONESTA

PN/ PPl KPl hoP Indikator

Dukungan
Terhadap InstarEi PclakanaTargct Rp. Juta

03.04.03.02
PRO'Pi Pendidikan Proferi GuIu
dan ltnin8katan Kualilika.i
Pcndidik

01 - Terlakananya pendidikan
profcai guru dan pcningkatan
kualifika8i pcndidik

01 - Pelsentale guru dan tcnaga
kcpendidikan bcrscrtifikat pcndidik

I.419.583,2 KEMENTERIAN PENDIDTKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOI.OGI,
KEMEI{TERIAN AGAMA

I 91,74

02 - Pencntalc guru dan tcnaga
kcpcndidikan bcrkualfi kasi minimal
sl

9,2r

03.04.03.03
PRO-P: Pemenuhan dan
Distribuli Tcnaga Pcndidik
Berbaafu Kebutuhan

01 - Tcrlaksananya peDenuhan
dan dfutribu.i tcnaga pcndidik
berbasi! kebutuhan

0l - Jumlah kabupatcn/kota ,lan8
m.miliki indcks pcmeBtaan guru
Dikdas baik

02 - Jumlah kabupatcn/kota yang
memiliki indeks p€meratsan suru
PAUD dan DiLma. baik

786.773,9 KEMEMERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYA.AN, RISET, DAN TEKNOI'GI,
KEMENTERIAN AGAMA

45 kab/kota

I

I

45 kab/kota

14 provinsi03 - Jumlah provirui yang memiliki
indeks pcm.rataan guru Dikmcn dan
Dikrua baik

03.04.03.04
PRO-P: Pcningkatan
Kcscjahtcraan ltndidik Bc6asis
Kincrje

0l - T.rlaksananya peningkatan
k$ejahtcraan pendidik berbasis
kirrc.ja

01 - Jumlah guru dan t€naaa
kcpendidiken non-PNS yang
mendapetkan tunjaruan atau inscntif
tcpat waku

I3.5O5.1I4,5 KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,
KEMENTERIAN AGAMA

1 758.119 orang

03.04.(x
KP: Flnjaminen Mutu

0l - Terwujudnye mutu
pendidiken

01 - Pcricntarc satuan pcndidikan
beraklditasi atrimar B BD/MI)

02 - FerEentase satuan pandidikan
bemkrEditaBi Einimal B (SMP/MTS)

4337 1.510.365,1

74,95 0/o

SK No 093234 C

03 - Pcr€€nta$ satuar pendidikar
beralccditasi minimal B (SMA/MA)

A.III.26

76,29 i6



PRESIDEN
BLIK INDONESIA

PN/ PPl(P/ProP Indikator

Dukungan
Terhadap
Areharr Instan.i PeleklenaTarSct Rp. Juta

04 - Pcrguruan Tinggi terakreditasi A
(PTI

130 Pr

05 - Pcrentasc satuan pcndidikan
b.raHitasi minimar B PAUD)

68,03 %

06 - Fen€ntale satuan pendidikan
beratseditasi minimel B (PNF)

59.20Vo

03.04.04.01
PRO-P: Pcnguatan thpasitas dan
Ak.cleraBi Akreditaai

Ol - Tcrlaksananya p€ntuatan
Lapasitas dan akaclcraai

0l - Jumlah satuat pcndidikan yang
diaHitasi s$uai SNP

103.533 Batuan p.ndidikan 38T.996,7 KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOTOGI,
KEMEMERIAN AGAMA

03.04.04.02
PRO-P: Perluasan Budaye Mutu

Ol - Tcrwujudnya pcrluasan
budaya mutu pendidikan

0 I - Jumlah SNP yans dikembanskn
untuk pelyuaunan kebijakan
peningkatan mutu pendidiken

I.128.36A,5 KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI

l0 Ekomcndasi kcbiiakarl

03.04.05
KP: Peningkatan Tata lGlola
Pendidikan

0l - Mcningkatnya tata kclola
pcndidikan

0l - Persentas€ kab/kota memcnuhi
SPM p€ndidikan

loo %, 31.682,9

03.(x.05.01
PRO-P: Pcnguatan Tata Kclola
P.Dtenuhal SPM Pendidikan

Ol - Terleksanan)a penguatan
tata kclola p.mcnuhan SPM
pcndidikan

0l - Jwnlah provinsi meDcnuhi SPM
pendidikan

34 provifti 26,528,0 KEMENTERIAN DAIAM NEGERI,
KEMENTERIAN AGAMA

03.04.0s.02
I,RO-P: Itnguatan StratcSi
PeDrbiayaan den Efelcivita6
Pcmanfaatan An8garan
Pendidikan

0l - Menguatnya Streteai
Pcmbiayaan den Efektivitaa
Fcmanfaate[ Angga.ra.i
FcndidikeD

Ol - Jumlah kab/kota yeng
difasilita.i dana transf.! dacrah
bideng p€ndidikan

514 kab/kota O,OI.) KEMENTERIANPENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN 1EKNOIOGI

SK No 093235 C
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FRESIDEN
REPIIBUK TNDONESIA

PN/ PPl KP/ PloP Sasaran Indikator

Dukungan
Terhadap
Arahan Rp. JutaTarget In8tansi Pllakana

03.04.os.03
PRO-P: Fenirykatan
Sinkronbasi Data Pokok
P.nditikan

Ol - Mcningkatnya .inkronfuari
data pokok Fndidikan

01 ' Per!€ntas pendsyagunaan dan
pclayanan date pokok pendidikan
dan kebudayaan

4.057,9 KEMENTERIANPENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISE"T, DA.I{ TE(NOI.OGI,
KEMENTERIAN AGAMA

I 95,33 %

03.(X.05.()4
PRO-P: Sinkroni€asi
Pclakianaan PAUD-HI

ol - Tcr*Lrjudnya Binkronisa8i
pelaksanaan PAUD-HI

Ol - JuElah kab/kote yang
mcnycdiakan layanen PAUD-HI

I00 kab/kota 1.097,I KEMENTERIANPENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

03.05
PP: Itningkatan Kualitas Anak,
Pcrlmpuan, dan Pcmuda

Ol - MenAuatnya pcrlindunAan
anak dan perempuen dari
kckcraaafl, p€mberdayaEn
pcrcmpuan di .konomi, politik,
dan kctcnagakcrjaan, scrta
parti.ipasi pcmuda dalam
keaiatan sGial kcmasyarakatan,
organis$i, berwirausaha dan
pence8ahan Frilaku bcrbiko

Ol - Peracntaac pcrcmpuan umur 20-
24 tahun yang mcnitah scbclum 18
tahun

02 - PrcvaLrrai anak usia 13-17
tahun yang pernah mcn8alami
kekerasa, r€panjarg hidupnya

9,Oa % 770.502,1

ni:fiIrTarrn

I

03 - Irrdek! Pemberdajraan Gcndcr
(IDG)

75,60-77,14

04 - TinSkat Partbipasi Angkatan
Kcrja EPAK) P.rcmpuan

54,38 %

05 - PEvatr nai kckcraEen terhadap
pcrcmpuan usia 15-64 tahun di 12

06 - Persentasc pemuda (16-30
tahun) yeng rnengikuti keaiatan
sGial kcmalyarakatan dala.E tiaa
bulan teraldir

mcningkat

SK No 093236 C - A.III.28 .



FRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

PN/ PPlxP/ ProP Indikator

DukunEan
Tcrhadap
Arahen
Prc.idcn

Target Rp. Juta Instan.i Pel,aksara

07 - P.Ecnta!€ pemude beru&ur 16-
30 tahun ,ang mengikuti kcgiatan
oryardlasi dala.E tita bul,an tcrakhir

meningkat

08 - Pcrccrlta!€ pcmuda (16-30
tahun) yang bckcrja dcngan statuB
bdusaha scndiri dan dibantu buruh
(tetap daIl tidak t€tap) delam jcnis
jab€talr uhite co at

0,50 %

(x) - Proporsi p.muda u.ia 16-30
tahun yang mengslami nasaleh
kelchatan s€hingga aengSanggu
keaiatan/aktivitas !€heri-heri lclama
latu bulan t.rakhfu dalam Lclompok
u3ia 16-30 tahun

7,O5

03.05.0r
KP: P.menuhan HaI( dan
Pcrlindungan Anak

0l - Terpenuhinya hak &n
perlindungan anak

0l - lndeks Perlindungen Khu6u8
Anak (IPKA)

79,39 s4.931,4

02 - Indckg Pcm.nuhan Hak Anak
(IPHAI

69,44

03.05.01.0r
PRO-P: Penjaminar Femenuhal
Hak Anak sccara Univer.al

0l - Terjaminnlr pcmcnuhan
hak anak s€cara univerral

01 - Pem€nra8€ balite yanS
merrdapatlcn pengasuhan tidak
l"yak

02 - Jumlah provimi/kab/kota Fna
mempeloleh perinSkat KtA

3,51%

3r5 goviEi/kab/kota

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERUNDUNGAN ANAX,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA RI, KEMENTERIAN DAIAM
NEGERI

17.507,9

SK No 093237 C
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FRESIDEN
NEFUBLIK INDONESIA

PN/ PP/ KP/ProP Sa!aran Indikator

Dukunaan
Terhadap
Arehan Instansi PelalmenaTarget Rp. Juta

03.05.01.02
PRO-P: Perlindungan Anal( &ri
Tindak lGkcrasan, Eklploitasi,
P.nclantaran, dan Perlakuan
Salah Lainnya

0l - Tcrlak8ananya
perlindungan aIra.k dari tindak
kekera€ar, eksploitasi,
pcnclantann, dan pedakuan
6ela}l leinnya

0l - Pcr€cntasc anak berusia 10-17
tahun yang bckcrja

KEMEMERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERUNDUNGAN ANAK.
MAHKAMAH AGUNG, KEIAKSAAN
REPUBUK INDONESIA, KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSI.A RI

I 4,St 37.423,4

02 - Pcrccntasc anak korban
kekeBlan yana M€merlukEr
P.rlindungan Khusus (MPK) yang
mendapat layanan komprcherBif

75V.

03.05.02
KP: Peninakatan Ke.ctaraan
Gcndcr, P.mbcrdayaan, dan
Perli[dun8a, Fereapua,

0l - Mcningkatnya kelctaraan
render, peEbedayaan, dan
p€rlinduflgen perempuan

Ol - TinSkal Parti.ipasi Antkatan
Keda (IPAK) Per€hpueh

I 5434 Vo 441.350,8

03.05.02.01
PRO-P: Pcningl€tan Kcrctaruan
Gender dan Peaberdayaan
PerEmpuan

01 ' MeninSketnya ke.etaraan
Scndd dan pcmMa}'aan
p€rcmpuan 02 - Pcrscnta€a anggaran rcsponsif

gcndcr

0l - Indek PUG Nasional 74,20 389.420,6 KEMEIYTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERUNDUNGAN ANAK,
KEMENTERIAN DAI,IIM NEGERI,
KEMENTERIAN KETENAGA(ER.'AAN,
KEMENTERIAN SOSIAL, XEMENTERIAN
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERNNC'GAL DAN TRANSUIGRASI, KOMISI
PEMIUHAN UMUM, KOMISI NASIONAL HAK
ASAIII MANUSIA

I

I 8,76

03.05.02.02
PRO-P: Perlindungan Pcrcmpuan
dari l(ekelalan

0l - Meningkatnya pe indunaan
pcrmpuan dafl kckcrasan

0l - P.ncntase pcrempuan korban
kekerasan dan TPPO yang hendapet
la,'anan kompEh.nsif

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERUNDUNCAN ANAK,
KEMENTERIAN DALSM NECERI,
MAHKAMAH AGUNG, KF.IAKSAAN
REPI.IBUK INDONESIA, KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA, BADAN
PEUNDUNGAN PEKER.JA MIGRAN
INDONESIA (BP2MI)

I so% sr.930,2

SK No 093238 C
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FRESIDEN
REPUBUK TNDONESIA

PN/ PPl KP/ PIDP Indiketd
Dukun8an
Terhadap
Arahsul Inltanai PetralcaruTargct Rp. Juta

03.05.03
KP: Kualitaa Pcmuda

0l - Terwujudnya pemude yang
bcrkarakter dan berdeya Eeing

0l - Per8ente.c pemuda (16-30
tahun) yanS mcngikuti LcSiatan
€o€ial kcmasyaraleten dalam 3 bulan
tcrakhir

02 - Pcrscntasc usia Fmu& 16-30
tahun yang lcdang tidak !€kolah,
bekeda atau menaikuti pelatihan

23,s8 %

mcningkat 274.220,O

03.05.03.01
PRO-P: PenAuatan tkpasitas
IGlembagaan dan }Gordirrasi
Lintas Saktor Layanan
KeperDudaan

Ol - Tenrujudnya pcnguatan
IGpa.itas kelembaraan &n
koodinaBi lhteB !€l(tor layanan
kep€mudean

0l - Pcrucntase prEvirci yang
E€lekuken pcnyu.unen RAI)
kepemudaan

02 - Pcrccntasc tim koordina8i lintag
s€lrtor layarEn kep€mudaan di
tingkat pusat dan provimi yan8

75 V. 2.5OO,O KEMENTERIAN DAIIM NFCERI,
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OIAHRAGA

75

03.05,03.02
PRO-P: PenceSahan Pcrilaku
Bcliaiko

0l - Tcrlindunginya pcmuda dari
psrilaku bcriliko

0l - Pcracntae pcmu& bcrusb 16-
30 tahun yanS pernah mcrokok
dalam scbulan tcrakhir dalam
kclompok usia 16-30 tahun

I{EMENTERIAN KESEHATAN, BADAN
NAR(OTIKA NASIONAL (BNN), BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BKKBN),
I(EMENTERIAN PEMUDA DAN OUIHRACA

24,92 20.750,0

03.05.03.03
PRO-P: Partbipasi Aktif So3ial
dan Pottik Femuda

0l - Meninglratnya parthipa8i
lo6ial den politik p.muda

0l - Pcrscntasc pcmuda (16-30
tahun) yan8 mcngikuti kcgiatan
organfuasi dalaa 3 bula.n terakhir

meninakat 250.970,O KEMENTERIAN PEMUDA DAN OIIIHRAGA,
TGMENTERIAN KESEHATAN,
XEMENTERIAN DA]AM NEGERI, BADAN
PEMBINMN IDEOI'GI PANCASIUI,
KEMENTERIAN KETENAGAKER.JAAN,
KEMENTERIAN PARMISATA DAN EKONOMI
KREATIF/ BADAN PARIUSATA DAN
EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN

SK No 093239 C
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PRE9IOEN
REFUBUK TNOONESIA

PN/ PP/ KP/ ProP Sararan Indiketor

Dukungan
Terhadap
Araha.n
Preaiden

Inatensi PelaksanaTarget Rp. Juta

03.06
PP: Fcngcntalan Kemhkinan

0l - Mcmperluas aksca aset
produktif bagi ruaah tangga
mi.kin dm Enten

01 - Fersenta6e rumah tangga mbkin
dan rratan yang mangakscs
pendanaan uraha

45 495.763,6

02 - Jumlah rumah tangga yang
mempcrolch aksea kep€milikan tanah

I 261.136 rumah tangSa

03.06.01
KP: Ak clcra8i Pcnguatan
Ekonomi Kcluarga

0l - Terakselerasinya p€nSuatan
ckonomi kcluarya mhkin

0l Keluarga mbkL! dan rcntan yang
memperoleh modal usaha ultra mikrc

I o,t5vo 20.877,4

03.06.01.01
PRO-P: Fa8ilitasi Modal Usaha

Or - Tedalilitalinya modal
usaha ba8i kcluarSa Efukin dan

0l - JuDlah kcluarya miskin dan
rcntan yang meEFroleh modal
u6aha ult a Eiloo

I 3.500.000 kcluarga 20.877,4 KEMENTERIANKEUANGAN

03.06.02
XP: IGparantalaan Usaha dan
Dampak SGial

0l - T€rlaksananya
Pcngembangar kep€rsnta.raan
usaha dan pembedayaan sosial

0l - Jumlah trembaSa yang
rncngembangkan kcpcrantaraan
ulella (lembaga)

I 4.200 lembaga u-972,9

02 - Jumlah pcndampinS keloEpok
masyarskat yalrg ditingketkan
kapasitasnya (olang)

2.s00 olans

03.06.02.o1
PRO-P: Fasilitasi Kcpcrantaraan
U8aha Pmduldf

0l - Meningketn)e lembaga yanS
memperoleh {aailitaai
kcpcrantarasn usaha

Ol - Jumlah BUMDes yang
dikembangkan

500 badan u3aha 76.611,4 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERNNGGAL DAN
TMNSMIGRAS}I, XEMENTERIAN
KEUANGAN

SK No 093240 C

0l - Mcnguatnya Fmbedayaan
bcrdampak lo3ial

2OO badrn u.eha 4.422,9 KEMENTERIAN DESA, PEMBANCUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN SOSIAL

03.06.02.02
PRO-P: FcnSuatan
Fembcrdayaan B.rdampak
SoBial

0l - Jumlah kelompok yanS
mempcrcl.h layanan kcscjahtcnan
sosial dari dunia usaha (kclompok)

- A.III.32 -



PRESIDEN
BUK INDONES

PN/ PP/ KP/ ProP Sa!aran lndikator

Dukurgan
Terhadap
AIahan
Pr$idcn

Rp. JutaTarget Inrtan6i Pelak3ana

03.06.02.03
PRO-P: Fenyuluhan dan/atau
Pendampingen bagi Kelompok
Msyarakat LingkunSan Hidup
dan Kchutanan

0l - Tcrlaksananya pcnyuluhan
dan/atau Fndampinsan basi
kelompok masya.lakat
lingkungan hidup dan
kchutanan

02 - Jumlah lcmbaga p.latihan
p€magangan ussha kehutanan
swadsya mqrysrakat/LP2uKs
(pcmb€ntuken wEnewiyete
vidyskarya) (unit)

0l - Jumlah KTH mandiri (unitl 30 kclompok 3.938,6 KEMEI{TERIAN UNGKUNGAN HIDUP DAN
(EHUTANAN

20 k€lompok rEasyaraket

03 - JuElah pcnyuluh dan/atau
penda.hping yanA andal (perhuterEn
8o.ial, RHL, KPH, Sambut, dan
k€mitraan kons€rvasi) (orans)

l 000 orang

03.06.03
KP: Reforma Aam.rie

Ol - Terlakananya r€6rma
aSrarie

01 - Penurunan lndch Gini
Kctimpsngan PeEilikar Tanah

5 o,oo47 285.070,6

02 - Fcningkatan Fndapatan pcr
kapita Easyarakat penerims rcforma
agraria

5 20 %,

03.06.03.o1
PRO-P: Pcnataan Fcnguasaan
dan Pcailikan TORA (tcrmasuk
Pelepaaan Kawa8an Hutanl

Ol - Tadaksananya penetaan
Fnguasaan dan pcEilikan
TORA (termaruk pclcpa6en
kax,a8an hutan)

01 - Lue3 aumber TORA (tcrmaauk
pelepe.en kawa8en hutan) (he)

I8.82T,T KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, KEMENTERIAN UNGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN

5 73s.lOO ha

03.06.03.02
PRO-P: PcninSketan Kualiteg
Data Fertanahan den L€giliaari

Ol - Te akananya lesalisasi
ataa mRA dan meninSketnye
kualitas data pertanahan

01 - JuElah bidang tanah ].ary
dir€dbtribuli dsn dilesslisasi (bidang)

261.136 bidan8 IO9.9I9,T KEME TERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

5

SK No 093241C
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FRESIDEN
REF]JBLIK TNDONESIA

PN/PPl KPl ProP Indikator

Dukungan
Terhedep
Arehan Inatanai FelakaanaTarSet Rp. Juta

03.06.03.03
PRO-P: Pcmbcrdayaan
Maayarakat dalam Pcnggunaan,
Pemanfaatan, dan Produkri ataa
MRA

01 - Tcdakrananya
pcmbcrdayaan masFiakat
dalal,r FngSunasn,
pemanfaatan, dan produkal ataa
MRA

0l - Jumlah masyarakat yang
mcnerima bartuan pcmberdayssn
daram kdanska rcforEa arraria (KK)

5 I 14.900 kepala keluarga KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

156.330,4

03.06.04
KP: Perhutanan SoEial

01 - Terwujudnya kewalan
hutal yang dikclola oLh
masyarakat

0l - Lua6 distribu6i ak!.s kclola dan
manfaat kacrasan hutan yanS
bcrkcadilan dan bcrlclanjutan baSi
malyarakat lhal

1.75O.OOO ha t04.842,7

03.06.04.01
PRO-P: Pcngclolaan Kasraaan
Hutan olch Masyarakat

0l - Terkelolarya kawalan
hutafl olch meryarakat

0 I - Luas kawasan hutan yang
dikctrola olch masyarakat (ha)

1.750.OOO he 104.442,7 KEMENTERIAN UNCKUNGAN HIDUP DAN
KEHI}TANAN

03.07
PP: Penintlctan Produktivitag
&n Daya Saing

01 - Meningkatnye produktivite8
dan daya seing

0l - Jumlah lulusan pelatihan vokasi

02 - Pcrrcntasc lulu8an pcndidikan
vokssi yang mendapatkar pekerjaan
dalam I tahun !€tclah kelulussn

36,29 Vo

03 - Pemcntase lulu.an PT yang
lan$ung bck"rja dalamjangka waktu
I rahun sctclah kelulussn

(N - Jumlah prototip€ drri pcrguruan
tinggi

B

60,7r

23 I prototipc

05 - Jumlah Eoduk inovasi dari
t nant F.rusahaan Pcmula Bcrba.i!
Tcknoloai (PPBTI yanE dibina

5 55O prcduk

06 - Jumlah inovaai yang
dir:ranfaatkan indusrri/ badan usaha

5

2,60jutaoranE 11.517.907,4

SK No 093242C
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FRESIOEN
REFIJBUK TNOONESIA

PN/ PPl KPl PIoP Sasaran Indikator

DukunSan
Terhadep
Arahan Rp. JutaTargct Instansi P.lak.ana

07 - Jumlah pcrmohonan patcn yang
Eemenuhi ayerat adminiatraBi
fomeliraB KI dome.tik

5 2.750 pat n

08 - Jfinlah paten !,ranted (dorrnetik) 5 950 patcn

09 - Pcracntasc suEbcr daya
manusia iptek (do!en, peneliti,
per€kayass) b€lkualifrkasi 53

t7,oo v.

10 - Jumlah Pu3at UngEul,an Iptck
yana ditctapkan

I32 PUI

I I - Jumlah infraotruktur iptck
atrategfu yeng dikeabanSkan

2 13 infraatruktur

12 - Jumlah Scrirnce lech^o Fark
yeng eda yeng dikeEbengkan
berbasiB perguruen tinSgi

5 5 unit

13 - Jumlah scierc€ I€crrno Parrr
yang ada yang dikcmbangkan
bcrb.!i. nonFrguruan tinSgi

2 3 unit

14 - Jumlah produk inovasi dan
produk ri..t Prioritas Ri.ct Nasional
yana dihesillGn

5 l0 produk

15 - Jumlsh p.nerapan tcknoloti
untuk acndukung pcmbangunaa
yanS bcrkclanjutan: Fancrapan
tcknoloSi untuk bcrlclanjutan
peaanfeatan aumbar daya alem

5

SK No 093243 C
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PRESIDEN
REPIJELIK TNDONESTA

PN/PPl KP/ ProP SaEaran

Dukungan
Telhadap
Areharl
PreBiden

In3tanai P.laklanaTarget Rp. Juta

16 - Jumlah penerapan teknologi
untuk mendukung pcmbangunan
yana berkelanjutan: Penerapan
EknoloSi untuk pcncegahar dan
mitiaa.i palcab€ncana

5 35 t lmoloai

17 - Pcringkat pada Asian Cames 12 peringkat

8 pcringkat18 - Fcringkat pada A6ian Para
Gamcg

03.07.ot
KP: Pendidikan dan P.lalihan
Vokasi Berbasb lGrja Sama
Induatri

Ol - Terlekananya pendidikar
dan pclatihan vokasi bcrbasi.
kerja !6me industd

Ol - Lulu8an pcndidikan dan
pelatihan vokasi bcrEcrtifikat
kompctcnsi

l.890.345orang 7.004.947,2

02 - PT Vokasi beBkr€ditasi A 14 PT Vokasi

03 - Jumlsh lulusan lEndidikan
mencngah vokasi

2.082.084 oranS

04 - Jumleh luluEarr pendidikan
tingd voka.i

329.498 oruIrr

05 - Jumlah lulusan p.latihan vokesi 2,6 juta olang

06 - Jumleh pertregangsn dalam
[e8eri

55.000 orang

07 - Jumlah pcmagangan luar nc8eri 3.000 olang

SK No 0932,14 C

0l - Mcningkatnya p€r6n den
kerja lama indutri dalam
pcndidikan d.n pclatihan vokari

200 kes€pakatan 2.144.062,1 KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN, XXMENTERIAN ENERGT
DAN SUMBER DAYA MINERAL,
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

03.07.01.01
PRO-P: Fe ingketan Perar dan
Icrja Saaa lnduBtri dalam
Pcndidikrn dan Pelatiban Vokali

01 - Jumlah k€$pakatan lcrja sarla
antat'a ilrdu8tli/awaata dcngan
latuan pendidikan vokasi

- A.III.36 -



PRESIDEN
REFIJBLIK INDONESIA

PN/ PP/ (P/ProP Saaaran Indikator

Dukungan
Tcrha&p
Arahan

Inltansi PclaksanaTargct Rp. Juta

KEMENTERIAN PENDTDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOI'CI,
KEMENTERIAN XETENAGAKER,JAAN.
KEMEI{TERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREANF/ BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI

03.07.0r.02
PRO-P: Rcformasi
Penyclengaarasn Perdidilon dan
P.latihan Vokasi

0l - Tedaksananya r€formasi
dalaE pcnyelengtareen
p€ndidiksn dan p€latihen voka8i

o I - JuElah SMK yana mendapatkan
p.Ebinaan untuk mcninSlqtkan
kualitas pcmbclajaran

t. tot sMK 3.441.4M,7 KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN
PENDIDI(AN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOI,OGI, KEMENTERIAN
KETENAGAKER.'AAN, KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
KEMENTERIAN KEI,,/IUTAN DAN
PERIKANAN, KEMENTERIAN PARIWISATA
DAN EKONOMI I(REATIF/BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF,
KEMENTERIAN PERDAGANGAN,
KEMENTERIAN KOMUNIXAIII DAN
INFORMATIKA, KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH'IERTINGCAL
DAN TRANSMIGRAT}I, DAJ(

03.07.01.03
PRO-P: Itninikatan Kualitas
Fcndidik Vokasi

0l - Mcningkatnya kualita.
pcndidik vokasi

0l - Jumlah SDM SMK, PT vokasi,
dan kursus/pclatihan yang
mcndspatkan Flatihar bideng
pcndidikan

8.700 orang 346.295,0 KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOI'GI,
KEMEMERIAN KETENACAKER.'AAN,
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMTGRASI

SK No 093245 C

0l - McnSuatnya tata kelole
pcndidikan dan pelatihan voke6i

- A.III.37 -

676 Lmbega 911,454,1 KEMEMERIAN DAUIM NEGERI,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN.
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOT'GI,
KEMENTERIAN KETENAGA(ER,IAAI{

03.07.01.04
PRO-P: Penauatan Tata IGlola
P.ndidikan dan PDlatihar vokasi

0l - Jumtah lmbaga pclatihan kcrja
dan produldivitas yan8 ditirgkatkan
kualita8 mutu dan lcmbaga



FRESIDEN
REPIJELIK INDONESIA

PN/ PP/ KP/ ProP Sararan Indikator

Dukungan
Terhadap
AIahan Instansi PelaklanaTargct Rp. Juta

03.07.0r.0s
PRO-P: Fenguatan SisteE
Sertifikasi Kompctcn.i

0l - Mcnguatnya sistcm
rcrtifikasi kompctcnsi

0f - Jumlah tcnaga k rja yang
mcndapatkan .ertifikat kompctcnsi

I .890.345 orana r6s.731,4 KEMEMERIAN PERTANTAN, KEMENTERIAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
I(EMENTERIAN XETENAGAKER.JAAN,
KEMENTERIAN KOMUNII(ASI DAN
INFORMATIKA, IGMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
,IEKNOIOGI, KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN
KESEHATAN, KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRAIII

o3.o7.o2
KP: Fen8uatan Pendidikan Tinggi
Bcrkualitaa

0l - M.nSuatnya pcndidikan
tinggi bcrkualitas

0l - Jumlah publikasi ilmiah di
jurnal intcmasional

02 - JuElah sitasi di jurnal
internaaional

27.846 anikel 1.214.405,5

55.s26 sitE.i

03.07.02.03
PRO-P: Peningkatan Kualitag
Lulusan PT

0l - Mcningkatnya kualitag
lulusan PT

0l - Jumlah lulusan yang bckcrja
dalamjangka waktu I tahun

266.200 oranS 1.214.40s,5 KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
(EBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOIDGI,
XEMENTERIAN KEUANGAN
frerintesrasi deryan PSN)

03.07.03
KP: Peningkatan lkpabilitas
Ipt k &n Pcnciptaan Inovasi

0l - Mcningkatnya kapabilita3
ipt k dan pcnciptaan inovasi

0 I - Jumlah patcn grunted (domc.tik) 5 95O pat n 1,331.294,4

03.07.03.01
PRO-P: Fcmenfaeten lptck dan
Fcnciptaan Inovaai di BidanS-
BidanS Fokua Rcncana Induk
Ris€t Nasional 20 17-2045 untuk
Pemban8unan yang
Bcrkclanjutan

01 - Tedaksananya pcmanfaatan
iptek dan pcnciptaen inovasi di
bidang-bidang Fokua Rcncana
Induk Ri&t Nasional 20 l7-2O45
untuk pcmbangunan yan8
bcrkclanjutan

0l - Jumleh hasil i ove.i Flag|shi,
PRN

232.132,5 BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKUR
(BAPETEN)

l0 prDduk

SK No 093246 C
- A.III.38 -



FRESlDEN
REFIJELIK INOONESIA

PN/ PPl KPl ProP Sssalan Indikator

DukunSan
Tcrhadap

Prcsidcn

Rp. JutaTarget Irutansi Pelakana

03.07.03.02
PRO-P: F.ngcmbangan .R€search

0l - T€rlaksananya
pcngembanSan Research Four€r-

0 I - Jumleh SDM iptek yenS
ditingkatkan kualif ikesidya

35O orang 240.425,0 BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

03.07.03.03
PRO-P: Penciptaan Ekoai.tem

03.07.04
NP: Pr$ta.i Olahraga

0l MeninAkatnyapr€stasi
olahraga Indoncsia di tingkat
intema.ional

01 - Jumleh pcrolchen medali pada
SEA Gamc8

0l - Terl,akaaranJ.a pcnciptaarr
eko8lstem ilrovaai

01 - Jumlah STP yanS ditingkatkan
kualitaanya

6 lcmbaSa 858.736,9 BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

69 mcdali cmas, 92 mcdali
pcrak, 80 m.dali pcrunagu

r.963.260,3

I

I

02 - Jumlah pcIolebarl m.dafi pada
ASEAN Para Gam.s

03 - Jumlah pcrolehar medali pada
Asian Gamca

126 mcdali cmas 75 mcdali
pcrak 50 mcdali pcrunagu

I

1 a rnedrli cmaa

04 - Jumlah pcrolchan mcdali pada
Asian Para Gamcs

20 medal ema!

05 - Perinskat pada SEA G8I!e! I 4 peringkat

06 - Fcdngkat p6da ASEAN Para
Gamaa

I pcrinSkat

03.07.04.01
PRO-P: Penguatan &n Penataan
Rcgulasi KcolahraSaan

0l - TErlaksananya pcnguatan
dan penataan teaulasi
keolahrasaar

0l - Kebijakan turunan UU
IcolahreSeen, Delein Berer Otrahraga
Naaional dan tcrkait Manajamcn
TeLnta Naaionel yanS Diaurun dan
Dimanfaatkan

6 kebiiakan 16.877,5 (SMENTERIAN PEMUDA DAN OIAHRAGA

SK No 093247 C

0l - Tcrlaklananya
p€ngembangen budala olslrega
di maryarakat

- A.III.39 -

34,46 0/o 55.084,7 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OTAHRAGA03.o7.o4.o2
PRO-P: Pengcmbangan Budaya
Olahraga

0l - Fer!€ntas€ Fnduduk u3ia 10
t6hun kc ater yang berolehraSa
dalam E€minagu tcrakhir



FRESIDEN
REPIJELIK INDONESIA

PN/ PP/ KP/ PIoP Stasaran lndikator

Dukungan
Terhadap
Arahan
Pr$iden

Rp. JutaTarget ItBtanai Fclak€ana

03.07.04.03
PRO-P: Penataan Stutern
Pe6binaan Olahraga BclbasiB
Cabang OlahraSa
Olimpiade/Paralimpiad€ dan
Potensi Dscrah

0l - TcrlaksanaDya pcnataan
li3tem Fmbinean olahla8a
bcrba8b cabang olahraSa
Olimpiadc, Paralimpiadc, dan
potctrai daerah

0l - Par.cntasc olahraSawan andalan
nasiorlal pada cabans olsllrasa
Olimpik yang merupalon alumni
PPLP dan Sckolah
Khusus/ Kcbcrbakatan Olahraga
(sKo)

t5 1.472.9151,9 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OIAHRAGA

02 - Paracntaac olahragawan andalan
nasional pada cabang olahraga
Olimpik yalE merupeken alumni
PPLM

5v"

03 - Paracntasc ol,ahngawan andalan
nalional pada cabang olahragawan
Pa.ra]iEpik yana merupakar slumni
Srlkol,ah Khuaua Otrahraga Dbabilita6
Indoncsia (SKODI)

I 20vo

04 - Pcrscntasc sckolah
khulus/kcberbalatan olahraga yanS
tetrah t€rstande.rdisasi dan foku8
meEbina cabang olahraga prioritas
oe.uei De.ain Be8er Olahrage
Ne.ional

36,U Vo

05 - PeEcnta8c PPLPD di tingkat
kabupatcn/ kota yang telah
teEtandardi€asi dan foku! mcmbina
cabeng olehnaa priorita3 lesuei
De€ain Belar olahraaa Nasional

4,24

06 - Paftantasc olahragawan muda
cabang olahraSa Olimpik pada
olahraSawan andalan naaional

- A.III.4O -SK No 093248 C

30 %,



FRESTDEN
REPIJBLIK INDONESIA

PN/ PPl KPl koP Sasaran Indikator

Dukungan
Terhadap
Arahen

Instanai P.lak.anaTarget Rp. Juta

07 - Paraalta€€ olahrsgewen muda
cabanA olahrega Paralimpik pada
olahra8aw€n endalan naaronal

l5%

08 - Jumleh pusat pelatihan nasional
yenS tclah bcropcrasionql di dacrah
E€auai Desein Be6ar Olahraga

lO provinsi

$) - Jumlah adet elit ne.ional 250 orang

l0 - Jumlah adet elit junior naaional I 500 orang

11 - Jurnb} atl.t t lcnla muda I 2.85O orang

03.07.(x.04
PRO-P: Penataan IcleEbagaan
Olahrsaa

0l - Tcrlaksananya penataan
kelembagaan olahraga

0l - organieasi kcolahragaan
bcrba8h Olimpik yana memenuhi
standar minimal k€olehragaan

I 2l lelnbaga 14.165,I KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLJIHRAGA

03.07.04.05
PRO-P: Pcningkatan
lkters€disan Tenaga
Kcolahragaan BcEtandar

0l - Tcrlaksananya pcningkatan
k tcrscdiaan tenaga
kcolahragasn berEtetdar
internaliortal

0l - Jur ah tcnaga kcolahragaan
Olimpik/Paralimpik yana beE€rtilikat
intemasional

22O orang rO-598,7 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OIAHRAGA

02 - JuDlah tcnaga keolahragaan
Olirnpik/ Paralimpik yanS bcruenifr ket
nasional

75O orang

03 - Jumlah pclatih olehrega yang
bcr&rtifikat intcrnasional

30 orang

04 Jurnlah pclatih olahraga yang
b.rsrtifiket nasional

SK No 093249 C
- A.III.41 -

2OO oranA



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

PN/PPlKP/ ProP Seaaran Indiketd
Dukunaan
TcIhadap
Arahan

Insransi FDlakssnaTarget Rp. Juta

03.07.04.()6
PRO-P: Peningkatan Sarana den
kasarana olah.rage B$.tardar
IntErnasional

Ol - Pcningkatan srana dan
prusarana olahraSa bcBtandar

0 I - Jumleh prfta.rana olahraga
berbasis cabang olahraSa Olimpiade
dan Paralimpiade ramah difabel yant
dibarSur, direhebilitari, dar/atau
dircnovasi

4 unit 390.301,8 NEMENTERIAN PEKER,JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT, KEMENIERIAN
PEMUDA DAN OIAHRAGA

02 - Jumlah fasilitasi sararB olehraga
prcstasi berbaBiB cabalg olahBga
Olimpik

4 lembega

o3.o7.o4.o7
PRO'P: gcngembengan Pcran
Duma Usaha dalam
Fcndampingan dan Pembiayaan
KcolahraSaan

01 - Tcrlaksananya
pengembangan pcran dunia
usaha dalam pcndampinsEn dan
peEbia]€an keotrahragaan

0l - Jumlah pcngclola industri
olahraga yanS terfarilitasi da.la,tl
peletihen SDM indust i dan promod
olahraBa

5O0 omng 3.270,6 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OIAHRAGA

CATATAN:
(l) Sesuai dcngan pcndckatan THIS, s€burh proyck dapat mcndukung lcbih dari I (satul PriotitaB Na8ior8l;
(2) kioritas Nasionel aencakup rincian Belanja K/L, Dana Ttansf.r Khulus, dan KPBU, bclum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta);

(31 Alokaai DAK mcrupakan paSu elokeBi per rubbidang pcr tematik per da€rah berdesa.rkan Fcrptcs Rincian A.PtsN TA 2023;

KETERANGAN:

lel tulhiwging.

SK No 093250 C
- 4.t1t.42 -



PRESIDEN
BLIK TNDONESIA

PRIORITAS NASIONAL 4 : REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

PN/ PP/KP/ ProP Sa€aran Indikator

Dukungan
Tcrhadap

PrBiden

Taraet Rp. Juta Inatansi Pclaksana

04
PN: R.voluai Menbl dan
Pcmbangunan Kcbudayaan

01 - McnSuatnla rcvolu.i mental 01 - Indcks Capaian Rcvolusi Mcntal
dan pcmbinaan ideologi Panca.ila
untuk memantapkan ketahanan 02 - IndekB Aktuelha8i Nilai

Panca6ilabudaya

73,13 6.09r.100,6

?9,O4

02 - Mcnin8lstnya pemqjuan
kebuda}€an untuk
mcningkatLan pdan kcbudayaan
dala.m peEbengunan

01 - Indeh Pembangunen
Kcbudayaan

6t,20

03 - Mcninglqtnya kualitag
kehidupan aEEyarekat dan daya

0t - Indck PcmbanAunan
Maryarakat

0,65

04 - Mcnguatnya modcrasi
bcragama untuk mcwujudkan
kcrukunan umat dan
memban8un harmoni sosial
dalem kehidupen mesyarakat

01 - Ind.ks Kcrukunan Umat
Bcragana

75,00

05 - M.lringlatnya k tahanan
kcluarga untuk mcmpcrkukuh
keralder bangla

0l - Ind.ks Pcmban8unan Kcluarga s9,00

02 - Median U.ia lhwin Perterna 22,10 tehun

06 - Mcnbgkatnya budaya
litcrasi untuk mcwqiudkan
maryaBkat berpengctahuan,
inovatif, dan keatif

SK No093251C

0l - Nilai Budaya Literasi 6437

- A.tv.l -



FRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA

PN/ PPlKPlProP Saaaran

0l - Terwujudnya Indorrc3ia
M€layani, lndonc.ia BeBih,
tndonesia Teltib, Indon*ia
Mandiri, dan Indoneaia B€Eatu

Rp. Juta

79.30 556,399.7

Instansi PclaksanaIndikator

Dukuntan
TcIhadap
&ahan
PI€sidcn

Terget

04.01
PP: Rcvolusi Mcntal dan
Pcmbinaan ldcologi Pancasila
untuk Me6perkukuh lGtahanan
Budaya Bangra dan Mambcntuk
Mcntalitas Bang8a yang Maju,
Modcm, dan Bcrkaraktcr

01 - Nilai Dimensi Gcraksn lndon*ia
Mclayani

02 - Nilai Dimcnai G€rekan Indon*ia
BeBih

72,95

03 - Nilai Dimcmi Gcraksn Indonesia
Tcrtib

7?,AA

04 - Nilai Dim€n8i G€raken Indone.ia
Mandiri

63,16

05 - Nilai Dimcnsi ccrakan Indoncaia
B.ftatu

72,36

02 - Tcrwujudnya aktualisasi
nilai-nilai Pancasila

06 - Nilai Dimen8i Ketuhanan Yant
Maha Eaa

07 - Nilai Dimcnsi lcmanu8laan yanS
Adil dan Bcla&b

08 - Nilai Dimensi Fersatuar
Indonesia

09 - Nilsi Dimersi lcralsatan yans
Dipiapin oleh Hikmat Kebijalcenea,
dalam Pcrmusyawaratan/ Pcrwakilan

l0 - Nilai Di6en3i lftadil,an SGial
Bagi S€luruh Ralqat IndorEsia

85,O4

74,94

90,o2

77,tS

I I - Indek rnercrrtanan lcluarya 10,50

64,19

SK No 093252 C

03 - Meningkatnya pcran dan
ketahenan keluerSe delem
ranaka pcmbentuksn kankter 12 - Indcks lhraktcr Rcmaja

- A.IV.2 -

69,42



FRESIDEN
FEPIJELIK TNDONESIA

PN/ PPl KPl ProP

04.01.or
KP: Revolu8i Mentel delam
Sfutem Pcndidikan untuk
M€mpcrkuat Nilai Intc8ritas, Etos
I(erja, CotonE Royon8, dan Budi

Sa.aran Indikator

Dukunaan
Terhadap
AralEn Targct Rp. Juta

r49.199.0

IrEtansi Pelaklana

0I - M€nEuatnys nilai inteEritas,
eto8 kerja, gotorlg royonS, den
budi pekerti

Ol - Pcrscnra!€ satuan pendidikan
yarg memiliki linSkutrgan kondusif
dalam pembengunan kerelder

I 45 qd

04.o1.01.o1
PRO-P: Fenaembangan Budaya
Bclajar dan LinSkungan Sckolah
yang Menycnangka, dan B.baa
dai Kckera8an (Bz[g[hg F €€
*hool F,'ruito nEntt

Ol - Pcr€cntasc
provirci/kabupatcn/ kota yang
mcngimplcmcntasikan matcri untuk
acnunlaskan parundunSan,
kclcrasan leksual, dan intolcransi
pada .atuan Pcndidikan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOI'GI,
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
(KPK)

01 - Bakcmbangnya budaya
bclajar &n linAkun8an lckolah
yang manycnangkan dan bcb63
deri kckerelan

65% 58.381,3

04.o1.01.02
PRO-P: trer[uaten ltndidilcn
Agama, Nilai Tolcransi Bcragama,
dan Budi Pckcrti dal,am Sbt m
Pcndidikan

01 - Mcnauatnya pcndidikan
egema, nitrai tolerenai b€regerla,
dan budi pel@rti dalam sistcm
pcndidikan

Ol - P.rE€nteE€ guru Frdidikan
egaDa di lckolah keagemaan dan
€ckolah umum yanS dibina dan
ditinakatkan kualitasnya

64vo

3.600 orans

14.222,2 KEMENTERIANAGAI,IA

76.595,604.o1.01.03
PRO-P: Peninakatar lGpeloporan
dan Kcaukarelaua.na.n Pemuda,
lcrta P.ngcmbanSan Pcndidikan
Kcpramukaan

01 - McninalGtnya
kepcmimpinaI, kcp€lopoEn dafl
kcaukarclawanan pamuda dan
bcrkcmbangnya pcndidikan
kapramukaan

Ol - Jumlah penuda lGdcryang
difsilitasi delam pen8cmbanEan
keFEiEpiner den kepelopoBn

KEMENTERIAN PEMUDA DAN
OUIHRAGA, KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOI,OGI

04.or.02
NP: RevoluEi Mental dalam TEta
Kelola Feaerintaher! utrtuk
Fcngueten Budaye Birokra.i
yang B.rsih, Mclayani, dan
Rcapotrrif

0t - McnSuatnys budaya
birolsa8i yeng beEih, melayani,
dan rcspon.if

0f - Skor lata-rata nilai SKM secara
nasional

4 84,00 5.200,0

SK No 093253 C
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FRESIDEN
EEPUBLIK INDONESIA

PN/ PPl KP/ PToP Indikator

Dukuryan
Tcrhadap

hcsidcn
Rp. JutaTqrSct Instan3i P.lekeE

04.01.02.o1
PRO-P: Peningkatan Budaya
Kerja Pelayane[ Publik yana
Ramah, Crpat, Efcktif, Etuicn,
dan Terpcrcaya

0l - Terlaklananya pe in8katan
budaya k6ja pclayanan publik
yant rallAh, cepat, cfckif,
efi.ien, dan terpercaya

I.OOO,O XIMENIERIAN PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI

01 - Jumlah in3tansi dcngan nilai
SKM 'Baik"

4 150 instsNi

04.ot.02.02
PRO-P: Pencrapan Disiplin,
Reuard dan Punisrutl€tt, dalam
BirckEsi

0l - Te aksnanya pcncnpan
dbiplin, rEuard dan punisrhrn,

Ol - Jumlah laporan tindaklanjut
Flm"alalahan kcpcgawaian di bttang
l(ode etik, dtuiplin, Fmbcrhcntian
den penaiun PNS

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIRO(RASI

4 25 laporan 4.200,o

04.o1.03
KP: Revolusi Mental dalam
Sbt€E Sosial untuk Mcmperkuat
Kctahanan, Kualitaa dan Feran
Kcluarga dan Masyara.kat dalam
Pembentukan Kerakter

0l - Mcnguatnye .iBtem sosial
ultuk mcmpcrkuat kctahanan,
kualitas dan pcran keluarga dan
Easyarakat dalam pcmbcntukan
kaiaktcr

0l - Indcks pcngasuhan kcluarga
yana mcmiliki rcmaja

77,22 166.935,7

02 - Indck lGmandirien Ekonomi
Kelualge

35

04.01.m.0r
PRO-P: Fenyiapan Kehidupan
Bcrkeluarga da, Kecekapan
Hidup

0l - Tcrlaklenenye kehidupan
bcrlcluarga darl kcca]apan
hidup

0l - PeE€ntas€ kcluarSa ikut
pembina,en Bina lcluarga Rcmaja
(BKR)

I 35,46 r46.856,6 BADAN KEPENDUDU(AN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
(BKKBN), KEMENTERI,AN AGAMA

(x.0r.03.02
PRO'P: PedrAkatan Kerahanan
tGluarya Bcrdasarkan Siklus
Hidup dengen Menperhatikan
IG8inembunaan Antaracncrasi,
Scbagai Upaye Penguatan Fungsi
dan Nilai Kcluarsa

0l - Tcrlak$nanya peningkata
kctahanan kcluarga bcrdasarkan
siklus hidup dcngan
mempcrhatikan kBinambungan
antarScncrasi, Bcbagai upaJ.a
p.nSuatan fungsi dan nilai
kcluarga

01 - FeE€ntase kcluarga balita dan
anak yang ikut BKB

I4.5{N,O BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
(BI(KBN)

1 60,00 vo

- A.IV.4 -SK No 093254 C



FRESIDEN
REPI.JBUK INDONESIA

PN / PPl KPlProP Saaaran Indikator

Dukuraan
Tcrhadap
Araha,r

Prcaldan

Rp. JutaTarget IDstaDdi Pelekene

04.01.03.03
PRO-P: Pcwujudan Lilgkungan
yang Kondurif melalui Penguatan
Ma.yaral€t, Kclembegeen,
Rctulasi, Penlcdiaan Serane dan
Prasat'ana, a€rta Partisipasi
Dunia Uraha

0l - T€rwujudnys lirakunsan
yanS kondusif ,nelelui pcnSuatan
masyankat, kelembagaan,
legula.i, penycdiaan sarana dan
pralarana, €€rta partisipasi
dunia ulaha

0l - Penentalc Lmbaga Masyarakat
yang bcrpartisipari dalam KG, PHP,
dan PA

5.579,1 XEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERUNDUNGAN
ANAK

70 v.

(x.01.04
KP: Penguatan Pu8at-Pusat
Ferubahan c.rakan Rcvolusi
Mental

0l - Terwujudnya Fnsuatar
pusat-pu3at pdubahan dan
Gugus Tug.s Ccrakan Nasional
Rcvolusi Mcntal

0 I - JuElah pusat Frubahan dan
Gugus T\rgaa Gcrakan Nalional
Rcvolusi Mcntal yang m.mpcrolch
pcnguatan

100 lcmbaa 31.863,0

04.01.(x.01
PRO-P: Pcmantapan Pclaksanaan
Lima Program cerakan Nasional
Revolusi Mental untuk
Mewujudkan Indonclia Meleyani,
Indon€sia BeEih, Indo e.ia
Tcrtib, Indoneaia Mandiri, dan
Indoncsia Berlatu

0l - Terwujudnye pengueran
Gugu8 Tugas GNRM dalam
rangka pcmantapan pclaksaDaan
lima Fogram GNRM unluk
mewujudkan Indone.ia Melayani,
Indon$ia B€Eih, IndonBis
Tertib, Indonesia Mandiri, den
Indonelia BcEatu

0l - Jualah GuSuB htaB Geral(an
Nasional Rcvoluri McDtaI yang
Eernpcroleh pcnguatan

KEMENTERIAN DAI.JIM NEGERI,
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
POUTIK, HUKUM DAN KEAMANAN,
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

73 lembaga 18.957,5

(x.01.(x.02
PRO-P: Pcnguatan Pu8at-Puast
Pelubahan Gcrakan Revolusi
M.ntal di Da6ah

0l - Terleklerranya p€nguatan
pusat-pusat pcrubahan di tingkat
dacrah

0l - Jumlah pu.at Frubahan di
tingLat daerah Jrang m.mpcrolch
pcnSuatan

12.905,5 KEMENTERIANKOORDINATORBIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

27 lembaga

04.01.05
KP: Pcmbdngunan dan
Pcmbudayean Sistem Ekonomi
Keralryatan Berlandaskan
Pancasila

0l - Meningkatnye kualitas
kopcraoi den k€wireuashaan

0l - Jumlah koperari aodem yaru
dikcrnbangkafl

02 - Jumlah wilausaha baru industri
kecil ,ang tumbuh

5 3a0 unit (kuEulato 50.u)o,0

SK No 093255 C
- A.IV.s -
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FRESIDEN
REPIJELIK INDONESIA

PN/ PPl KP/ koP Sasata, Indikator

Dukunaan
Terhadap
Arahan
Prcsiden

Instansi FelaksanaTarset Rp. Juta

04.o1.05.01
PRO-R Membangun Budaya
EkonoEi Narional dengan
Platfolm lbp€rasi dalam Keajatan
Uoaha Produktif

0l - Terlaksananya pambinaan
kepeda kopcrasi

Ol - Jumlah kopcrasi ysng menerima
pcmbinaan

5 300 koperasi 9.000,o KEMENTERIAN KOPERA:II DAN USAHA
KF'IL DAN MENENGAH

04.0r.05,02
PRO-R PEninsLatan Etos IGrja
dan Kewirausahaan
Berlarda.kan Semangat Gotong
Royong

0l - Tcrlakananye
pemasyaralstan kewiraftallaan

0l - Jumlah maryarakat yang
mcnerima amialha.i k wiraurahaan

5 1.200 orsns 18.500,o KEMEMIERIAN KOPERASI DAN USA}IA
KF'IL DAN MENENGAH

04.01.05.03
PRO-P: Penumbuhen Budaye
Konsumen Cerda8 dan Cinta
Produk Delam N4cri

0l - Terlalcaranya eduka8i cinta
Eoduk dale.[l neaeri

0l - Jumlah konsumcn
dicduka.i cinta produk

yanS
dalam ncgpri

5 10.000 orarg 22.500,0 KEMENTERIANPERDAGANGAN

04.01.06
KP: PeEbinaan ldeologi
Pancalila, Pendidikan
I(ewerganegaraan, wawaaan
I(ebanasaar dan Bcla Ncgara
untuk Menumbuhkan Jiwa
NesionelilJnc dan Patrioti.m.

0l - PcEcntase capaian proyek
priorita8 pada kegieten prioritag
pcmbinean ideolo8i Pencasile,
pendidikan kcwErgerEgaraan,
wawasan kebanSaear, dan bela
neSa.re untuk mcnumbuhkan jiwa
nasioneliame den pauiotiame

Ol - Terwujudnya jiwa
nasionalbmc dan patriotbmc
pada lctiap we.rga ncgara

r00 % rs3.20r,9

04.0r.06.01
PRO-P: Perlbinaan Ideologi
Pancasila, Fenguetan Pcndidikafl
IGwergaan, Nilai-Nilai
KebanS€aan dsn B€la Neaara

0l - Mcnguatnya Fmbinaan
ideologi Pancasila, Fndidikan
kcwargaan, nilai-nilai
kebangsaan dan bcla ncgara

0l - PeE€ntalc capaian proyek pada
proyek priorita. pembiDeen id€ologi
Pancasila, p€nguaten pendidikan
kewer8aan, dlai-nitrai kcbang€aan
dan b€la ncsara

KEMENTERIAN DAI.AM NECERI,
KEMENTERIAN AGAMA, LEMBAGA
KETAHANAN NASIONAI4 KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG POUTIK,
HUKUM DAN KEAMANAN, BADAN
PEMBINAAN IDFOIOGI PANCASII,,/I

100 % 73.840,2

SK No 093256 C
- A.IV.6 -



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/ KPl ProP Salaran Indikator

DukunSan
Tclhadap
AIahan
Pr$iden

Rp. JutaTarget Instansi Pclakaana

(x.01.06.02
PRO-P: Peningkatkan Peran dan
Funt.i Badan PeEbiraan
ldcologi Pancarila (BPIP)

0l - Parscntaac capaian proyck pada
proyek prioritas pcningkatan perar
dan fung.i BPIP

Ol - T.r$,ujudnya pcningkatan
peran dan fungsi Badsn
PeEbinasn Ideolod hncasila
(BPIg

too v" 72.007,8 BADAN PEMBINAAN IDFOLOGI
PANCASII,,lI

04.01.06.03
PRO-P: Haraonilaai dan
Evaluaai Pqaturan Pcrundang-
Undangan yang Bcrtcntangan
dengan Ideologi Pancasila.

0l - Tcrwujudnya hamo !a!i
den evaluaai peraturan
p.rundang-undangan yanS
bcrt ntargan dcngan idcologi
Panca.ila

01 - Jumlah rckomendasi rancanaan
produk hukum ]an8 b€rtentangan
dcngan dilai-nilei Panca.itra

3.926,6 BADAN PEMBINAAN IDEOII)GI
PANCASILA

04.o1.06.04
PRO-P: McmbeEihksn Unsur-
Unaur yang Mengancam Idcologi
Ncgara

0l - Tcrtflrjudnya pcErbcrsihan
unaur-unaur yang menSancsm
idcolo8i negara

0l - Jumlah rckomcndasi hasil
cvaluasi pcndidik dan tenaga
kcpcndidikan, pcnyelenggara ncgara
dsn ASN, ormas, orsanisasi asin&
serta aedia yeng terindika8i
menentara id€olosi neaara

3 dokumcn 3.427,3 BADAN PEMBINAAN IDEOIOGI
PANCASII,A

04.o2
PP: Meningkatkan Pcmajuan &n
Pelestarian IGbu&yaan untuk
Mcmpdkuat l(alakter dan
Mcmpcrtcguh Jati Diri Barasa,
Mcningkatken N*ejahteraen
Rakyat, dan M.mcngaruhi Arah
Perk€mbangan Peradaban Dunia

0l - Terbangunnya ckGist m
kebudayaan untuk mcndukung
pcaajuan kcbudayaan

0l - Nilai Dimcnsi Wari€atr Budaya 54,45 r.045.990,5

02 - Nilai Dimcmi EkprEsi Budaya I 38,60

03 - Nilai Dimcmi Ekononi Budaya 46,76

04.02.0r
KP: Revitslilasi dan Aktualisasi
Nilai Budaya dan tGarifan Lkal

0l - Tcr$ujudnya Evitalkasi dan
aktualha.i nilai budaya den
kcarifan lokal

Ol - Perscntasc caSar budaya dan
ll€rilan budaya takbcnda yana
ditctapkan

30%, 253,690,9

- A.tv.7 -SK No 093257 C



FRESIDEN
REI'UBLIK INDONESTA

PN/ PPl KP/ ProP

04.02.01.01
PRO-P: PelirrdunSan,
Pentembangan, dan Pemanfaatan
Nilai Budaya, 'IYadisi, Scjalah
dan Kearifan Lokal

Sasaran Indikator

0l - FerE€nta5€ satuan pendidikan
yanS mcrnpunyai guru yang mcngajar
muatan lokal dan ckstraku kuler
keEenian

Dukun8au
Terhadap
Arahan
Pl€sialen

Target Rp. Juta Instansi Pelakana

0l - Tcrwujudrya pelindunsan,
Pengembengen, den pcmarfaatan
nilai budaya, tradki, scjarah dan
kearifan lokal

34 %, 89.843,2 KEMENTERIANPENDIDII(AN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOI.OGI

04.02.01.02
PRO-P: Pcningkatan Akscs dan
Kualitas Pelayanan Murcum dan
Arsip

0l - Tcrunjudnya pcningkatan
akcs dar kualitas pelayarBn
muscua dan arsip

0l - Jumlah muscum milik
peEerinteh daerah yang ditingkatkan
kualitas prcgram publiloya

I23.254,5 XXMEI{TERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOI'GI

115 unit

04.02.01.03
PRO-P: Pelestarian,
PcngcmbanEan dan Pcmanfaatsn
Msnuslaip dan Arsip Sebagai
Sumber Nilei Budaya, Scjarah,
dan Memori Koleldif Bengae

0l - Tcrwujudnya pclestarian,
pelSemben8an dan pemanfaatan
manuskrip dan aftip Eebegai
.umber nilai budaya, acjarah,
dan hemori kolektif bangsa

0l - Per!€ntas€ peningkatan
pclr3tarian bahan pu8taka dan

40.593,2 PERPUSTAXAAN NASIONAL REPUBIIK
INDONESIA. ARSIP NASIONAL REPUBUK
INDONESIA

I 2UaVo

04.o2.o2
KP: Pengembanaan dan
Pemanfastan Kekayaan Budeye
untuk Mempcrkuat l(Afakter
Bangsa darr KeE€jehteraen
Ralryat

0l - Ter*'ujudnya p€naembangen
dsn peEanfaatan kckeyaan
budaya untuk meapcrkuat
l(a.ralder bangla dan
kclcjahteman Iel(yet

0 I - FeE€ntaEe penduduk yang
mcmiliki lumber p.n8hasilan scbagai
pelaku/p€ndukung kegiatan leni

I 0,50 % 614.105,4

02 - Pcrscntas€ pcnduduk usia l0
tahun ke atea yang meflonton aacara
larrg.ung pertunjukan ker€trian

I 36

04.o2.o2.ol
PRO-P: FengembenSan Produk
Scni, Budaya, dan Filn

01 - T€r! ujudnya pcngcmbangan
produk s€ni, budaya, dan frlm

Ol - Jumlah produksi film, musik
dan mcdia baru

40 produk i 283.504,2 KEMENTERIAN PENDIDIXAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOI'GI

SK No 093258 C

3 .vcnt 158.353,7 KEMENTERIANPENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOI'GI

04.o2.o2.o2
PRO-P: Penyel€n8g6raer Featival
Budaya dan Membenaun Opere
B.rkclas Internasional

Ol - Jumlah euent prioritas bidang
kcbudaFan yana ditralGenakan

01 - Terwujudnya
pcnyelenggaraan fcstival budaya
den membangun opcra bclkalas
intenraaional

- A.tv.8 -



PRESIDEN
NEPUEUK TNDONESIA

PN/PP/ KPl ProP Itrdikator

Dukungan
Tcrhadap
AIahan
PrEsidcn

Rp. JutaTarget Inatinli Pelaklena

04.02.02.03
PRO-P: Pcngclolaan Cagar
Budaya untuk Mcninakatkan
Ke.cjalteraan Ralgat

01 - Terwujudnya pcngclolaan
cagar budaya untuk
meninskatkan kesejahteraan
ralryat

0l - Pcn€nta8e kabupatcn/kota yang
mcmiliki Tim Ahli Cagar Budays dan
Tim Ahli Warisan BudaJra Tskbends

I 65 vo 170.247,6 KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN. RISET. DAN TEKNOLOCI

04.o2.o2.o4
PRO-P: Fcngembanaan Budaya
Balari de, Sumber Daya MaritiEr

Ol - Tenvujudnya p€nSembanSan
budaya beheri dan rumber daya
aDritirE

0 I - Jumlah komunitas maryarakat
hukuE addt, tradiaionel den lokel di
pcsisir dan pulau-pulau k cil yang
tdfasilitasi dalam rangka pcnguatan
dan pcrlindunganDya

I 3 komunita. 2.OOO,O KEMEIYIERIAN XEI,,IIUTAJT DAN
PERIKANAN

04.02.03
KP: Pclindungan Hak
IGbudayaan dan Ekprcsi
Budaya urtuk Mcmpcrkuat
Kcbudayqan Jrang Inklusif

Ol - Tcrri,ujudnya p.tindunSan
hak kcbudayaan dan cklprrsi
budaya untuk m.mFrkuat
kcbudayaan yang inklurif

0l - Fcrlcntare ruaah tanSga yang
menyclcnggaraka, upacara adat

I 22,42 Vo 36.032,8

04.02.03.01
PRO-P: Pcn8cmbangan Wilayah
Adat rcbagai Pusat PcLstarian
Budaya dan Lingkungan Hidup

Ol - T.rwujudnya pcng.mbanSan
wilayah adat sebagai pusa!
Flcatarian budaya dan
lingkungaD hidup

01 - JuDlah wilayah adat yang
dikcmbanSkan menjadi ruang
i[teraksi pe!:rajuan kcbudayaan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISBI, DAN TEKNOI'GI,
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

I l0 \r,ilayah adat 2r.332,4

04.02.o3.02
PRO-P: Fcmberdayaan
Maayarakat Adat alan Komunitas
Buda}e

Or - Teruujudrya pemherdayaan
ttrasyalakat adat dan koaunitas
budaya

0I - JuDlah lcmbaga kep€rcayasn
dan I.EbaSa adat yang difasilitasi
untuk panguatan trrmbaga

I 40 bmbaaa I3.7OO,O KEMEMERIAN PENDIDIKAN,
I{EBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOIDGI

04.02.03.03
PRO-P: Pllindungan tGkayaan
Budaya Komunal dan Hak Cipta

Ol - T.rwujudnya pclindungan
kckaysan budaya komunat dan
hak cipta

0l - Jumlah &ta dan inlormasi KJ
lbmunal yang memiliki nilai ckonomi

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA RI, KEMEMERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI

I l2O data r.000,0

SK No 093259 C
- A.IV.g -



FRESIDEN
REPIJBLIK TNDONESIA

PN/ PP/ KP/ProP Saaaran I dikator

Dukungan
Terhedap
Arahe[ Rp. JutaTarget Instansi Pelaksana

u.o2.M
KP: PEngcmbanaan Diplom$i
Budaya untuk Memperkuat
Fm8aruh Indoncsia dalam
Ferkehbargan Peradaben Dulria

01 - Tcrlaksananya
p€ngembafl8an diploEnsi budaya
untuk mcmp.rkuat Fngaruh
Indon$ia dalam Frkembar4an
peradaban dunia

Ol - Juolah f*tival Bkala
intcrnasional (Itcga E €na, dengan
pengunjung minimal 50.000 orenS
den 15 peracn di antaranya
p.nSunjung intcma3ional yang
dilakanakan

12 fe.tival

50 neaara

t7.947,O

04.o2.o4.o1
PRO-P: Pcigcmbangan Diplomasi
Budaya melalui Peng€mbengen
BalEsa IndorEsia sebasai
Bahala Intcmasional, Muhibah
S€lli Budeya, dan Kulincr
Nuaantera

01 - PcnScmbangan diploma.i
budajra melalui Fna€mbantan
bahasa Indonc.ia rcbagai bahasa
int masional, muhibah scni
budaya, dan kulincr nusantara

Ol - Jumlah tre8ara yang
mengaiarkar behase Indon*ia

17.987,0 XIMENTERIAN PENDIDIKAN,
(EBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOI'GI

04.o2.o4.o2
PRO-P Penguatan Purat Studi
dan Rumah Budaya Indoncsia di
Luar Neseri

0l Meningkatnyapanisipasi
Indoncsia dalaE forum
int masional bidang kcbudayaan

or - Jumlah parthipasi pada misi
dan lGravan budaya tingkat dunia

2 cva,rl: O,OI.I KEMENTERIANPENDIDIXAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOI'GI

04.02.05
KP: Pcngembangan Tata Kclola
Pcmbansunan tGbudayaan

0l - Tcr"'ujudnya pengeEberBan
tata ketrola pembangunan
kebudayaan

01 - Pcrscntasc l.mbaga kcbudayaan
pcmdintah mcmpcrcbh layanan
pcmbinaau mus€um dan taEan
budaya

80% 124.174,4

04.02.05.o1
PRO-P: Fengelolaan Dana
Perwalian Kebudayaan

0l - TerlakEaflen]€ penSelolaen
dana pcrwalian kEbudayaan

0l - Jumtah layanan pcmanlaatan
hasil pcngcmbangan Dana Abadi
l(ebudayaan

l lay8Il8n O,OF' KEMENTERIANPENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOI'GI

SK No 093260 C

01 - T"n,ujudnya pcningkatan
kualitas sumber daya manusia
kcbudayaan

- A.IV.10 -

98O orana 46.337,8 KEMENTERIANPENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOI.OGI

04.o2.o5.o2
PRO-P: Feningkatan Kualitas
Sumbcr Daya Manusia
IGbudayae,

O I - Jumbh terrege kebudayaan ,ang
Erempercleh paninSkatan kapasitas
den E€rtifikaai



PRESIDEN
ELIK INDONESIA

P!{/ PPl KPl ProP hdikator
Dukuntan
Tcrhadap
Arahan
Preidcn

Targct Rp. Juta InstaNi Pcl,akana

fi.02.05.03
PRO-P: Pcningkatan Saiana dan
Pralerara Kebudeyaan

0l - Terlaksenenye p€ningkatan
sarana dan praaarana
kebudal.aan

Ol - Jumlah fasilitari den p€hbinaan
kelompok ma8larakat

150 kelorhpok
Eaayarakat

70.164,3 KEMENTERIAN PENDIDIKA.IT,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

04.02.05.04
PRO-Pi Pcngcmbangan Siltem
P"ndataan lGbudayaan Tcrpadu

01 - T.rlaksanan,'a Ol - Jumlah layanan
p€nFmbangansbtcmp€ndataan statistikkcbudayaan
kcbudayaan tdpadu

data dan I leyenan O,OI., KEMENIERIANPENDIDIKAN,
KEBUDAYMN, RISET, DAN TEKNOI'GI

(x.02.05.05
PRO-P: P.ngcmbangan IGrja
Sama dan KenitrEan delam
Pcmajuan Kcbudayaan

01 - Tcrlak3anenya
pcnScmbanSan Lcrja ssma dan
keEitrean dalaD pcnajuan
kebudayaan

0l - Jumlah layana, umum, kerja
sama dan kehumasan bidang
kebudaysan

I leyanan 7.672,3 KEMENTERIANPENDIDIIGN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOI'CI

(x.03
PP: Mcmpcrkuat Modcrasi
Bcragama untuk Mcngukuhkan
Toleranli, Kerukunan, dan
Hamoni sosial

0l - Mcnguatnya pcmahanan
darl pcnsamalan nilai ajaran
agama yang tolenn, inklus4 dan
modcrat di kelengan umat
bela8ama

0l - Indcks K.puasan Layanan Haji 85,99 3.813.018,3

02 - Indek Kepuassn tayanan KUA 83,OO

03 - Nilai Dimcnsi Tolcransi 72,9

(}4 - Nilai Di!rcn8i lGetaraan 76,s3

05 - Nilai Di!rcn.i lGrje Sa.Ea 76,16

04.03.01
KP: Penguatan CaIa Pandeng,
Sikap, &n Prel(tik B€ragema
&lanr PeEpeldif Jale Tensalt
untuk Memantapkan
Ferleudaraan dan Xebelaamaan
di Kalargan UEat Bcregarna

0l - Mcnguabrya cala pandang,
Bikep, dan praktik berageme
delam per.pcktif jalen tcnSah
untuk mementepken
parraudaraan da.!r kcbcEamaan
di kalsngan umat beraaama

Ol - Tirgkat moderasi bcragama
kelompok aaEeren penyuluhan aaama
(pem€nl

90,80 % r.2s2.oa7,o

SK No 093261C
- A.IV.1l -



PRESIDEN
NEPUBLIK INDONESIA

PN/ PPl KPlProP Indikator

Dukunasn
TcIhadap
AIahan
hcaidcn

Rp. JutaTargct Inatanai Palakrana

(N.03.01.01
PRO-P: Pcngcmbangan Pcnyiann
Agama untuk Fcdamaian &Il
Kemaslahatan Umat

0l - Terwujudnye
pcnyiaran agarna
pcrdamaian dan kcmaslahatan

pengembanSen
untuk

0l - Rasio petryuluh agama denaan
kclompok sa€aran yang mcndapatkal
bimbingan aSaha

I:5 841.640,9 KEMENTERIANAGAMA,TELEVISI
REPUBUK INDONESIA

04.03.01.02
PRO-P: P.nguatan Sistem
Fendidikan yang Belpcrapehif
Moderet Mencalup
Pcnaembangan Kurikulum,
Matcri dan Proscs Fengajaran,
Fendidikan Guru d6n Tcnaga
K€pendidikan, dan Relau@en
Guru

01 - McnSuatnya pcnguatafl
sistem pcndidikan yang
berpercpektif moderat mencakup
pcn8cmbengen kurikulurn,
mateli dan plosca pcngajaran,
pcndidikan Suru dan tcnaga
keperdidikar, &n rEkutmer
EUrU

Ol - PcracDta€c guru pcndidikan
agama yang dibina dalam moderasi
beraaana (pcrscn)

? 1,60 vo 238.389,I (EMEMERIANAGAMAI

04.03.01.03
PRO-P: Penguatan Pelan
Pcaantien delem
Mengembengken Moderasi
BcragaEa mclalui Pcningkatan
Pemahema, dan Pengamalan
Ajaran Agama untuk
tGma.lahatan

01 - McnguatnJra pcnguatan
peran Fsantr€rr dals.E
mengcmbangkar aodcreai
beragaIne iteb.lui peningkatan
pcmahaman dan pcngamalan
ajare[ aSama untuk

Ol - Pcrccntaac pcaantren yan8
bcrvawasan modcrat (pcrrcnl

I 97,OO I3.OOO,O KEMENTERIANAGAMA

04.03,01.04
PRO-P: Pengclolssn Rumsh
Ibeda.h ebegai Pu.et Syhr
Agarna yang Toleran

0l - Tcrwujudnya pcngelolaan
rumah ibadah scba8ai pulat
lyiar agama yanE tolenn

Ol - Pcrscntarc rumah ibadah yang
Iamah (pcrscn)

I 70 146.457.6 KEMENTERIANAGAMA

SK No 093262 C
- A.tv.t2 -



FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

PN/ PP/ KP/ ProP Sa3aran

Dukungan
Terhadap
Arah3.tl

Instansi tLlakanaTargct Rp. Juta

(x.03.O1.05
PRO-P: Pcmanfaatan Ruarg
Publik untuk Fertukaran ldc dan
Gagegan di lhlangan Pclajar,
Mehashwa, dan Pcmuda Lintag
Budaya, Lintas Agama, ddn
Lintas Suku Bsna8a

0l - Terlaksnanya p€eanfeatan
ruant publik untuk p.rtukaran
idc dan gagasan di kalangan
pclajar, mahasiswa, dan pemude
linta8 budaya, lintas a8aEa, den
lintas suku

Ol - Jumlah elftor-ektor kerukuDan
umat beregama (orang)

5.886 orang 12.599,4 KEMENTERIAN AGAMA

04.03.02
KP: PcnSuatan Harmoni dan
I(erukunan Umat Bcraaama

0r - Telwujudnya peryuetan
harmoni dan kcrukunan umat
bcrasama

0l - Pcncntea€ konflik anter umat
beraSama yang dfuclEaikan (FI8Gnl

74 96 353.57r,r

04.03.02.01
PRO-P: PclindunEan Umat
Bcragama untuk Menjahin Hak-
Hak Sipil dan Bersgama

0l - Tcra'ujudnys pelindunSan
umat bera8ama untuk mcnjamin
hak-hak Eipil dan beraaama

0l ' Perslntac kalus konflik in$a
umat beragama yanA dfu€l$eikan

5 66.764,5 KEMENTERIAN ACAMA, KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG POUTIK,
HUKUM DAN KEAMANAN

04.03.02.02
PRO-P: Pcnguatan Peran
L.Ebaga A8ama, Organhaui
So.ial xcasarEan, Tokoh Aga.Ee,
Tokoh Masyarakat, ASN, TNI, ds,l
Polri scbs8ai Pcr€lGt Per.atuan
dan Kcaatuan Bangla

01 - Terx'ujudnya penSuetan
p€mn trembega agama, orSaniaasi
solial kea8amaan, tokoh a8ema,
tokoh ,naayerakat, ASN, TNI, dan
Polri E€bagei perEkat peruatuan
dan kelatuan bangsa

01 - IbEenteae le!:nbaga agama dan
lcmbaga kcagamaan yang difasilitasi
(perE€r!

15% 225.IO8,9 KEMENTERIANAGAMA

04.03.02.03
PRO-P: Pcn8uatan Forum
Kcrukunan Umat BcraSama
(FKUBI untuk MembanAun
Solidarita! sosial, Tolerenai, dan
Gotong Royong

0l - Tcrwujudnya penguaten
Forud Kerukunan Umat
Bcragama (FNUBI untuk
,acmbengun solidaritas aoslal,
toleBnsi, dan gotong ,oyong

0l - Fer.entme Sekb6 FKUB yang
ditingkatkal layanannya mclalui BOP
(per.€n)

100 % 6I.693,7 KEMENTERIAN DAIAM NEGERI,
KEMENTERIAN AGAMA

SK No 093263 C
- A.IV.13 -



FRESTDEN
REFUELIK INDONESIA

PN/ PPl KP/ ProP Sasarsn

Dukungan
Tcrhadap
AIahsn
Pr$idcn

Rp. JutaTaraet tnstansi Pclaksana

04.03.03
KP: Fenyeleresan Relasi Agama
dsn BudaF

0l - Terwujudnya penyelarasan
relasi !a"h' dan budaya

0l - Per.cnta.e ka.ua konflik bu&ya
dan agama yanS diE€leEaiksh (pelsenl

I 96,2s t67.183,?

(N.03.03.01
PRO-P: P.nghargaan atas
Eksprcsi Budaya Bcrbasis Nilai-
Nilai Agama

0l - Tcrwujudnya p.nShargaan
atas ckprcsi budaya b.rba3ig
nilai-nilai aaama

01 - Budaya kcagamaan yang dibina
dan dikembangkan (kcgiatanl

I IOO kedatan 8.720,6 TEMENTERIANAGAMA

(x.03.03.02
PRO-P: Pcngcmbangan Utera6i
KhazaDah Budaya Bcmafas
ACsma

0t - Tefl,ujudnya pengembanEan
literali khsranah bu&ya

Ol - PeEentase litcrasi khazanah
budaya bernefa! agama yarg
dihalilkan defl mudah diakses
(pcr.enl

IO2.186,I KEMEI{TERIANACAMA30

bcrnafas agama

04.03.03.03
PRO-P: Pelcatarian Situa
I(ca8ama,an d,an Pcmanfaatar
Perayaan Kcagamaan dan
Budeya untuk Memperkuat
Tolcran.i

0 I - Jurnlah event kesEamaan dan
buddya yang menumbuh
kcDbangkan sikap tobran yanS
difasilite3i

0l - T.rsujudnya pclc6tarian
situs lcagamaan dan
Pemanfaatan perayee,
keegemaen dan budaya untuk
mcmperkuat tolcrarEi

13l .v.nt 56.277,I KEMENTERIANAGAMA

04.03.04
XP: ttningkatan Kualitas
Pclayanar Kchidupan Bereaama

Ol - Tcrsujudnya Fninekatan
fasilitasi pclayanan kcagamaan

0l - Fersentaoe layanan kcagamaan
yanS rtlcmenuhi standar pelayanan
(per.en)

70,33 V. 1.923.O78,2

04.03.04.0r
PRO-P: Feningkatan Fa3ilitasi
Pdayanan Kea{apsan

0l - Ters.ujudn]e ftlilitasi
pelayanan keasamaan

01 - Jumlah kitab ruci dan Eerelra
pcribadatan yang difaBilita.i (unit)

265.000 unit 750.050,5 KEMENTERIANAGAMA

SK No 093264 C

0l - Tcrq,ujudnya pclayanan
bimbinSan pcrkewinen den
keluarga

1.715.5{x) keluarga 25.507,3 KEMENTERIANAGAMA04.03.04.02
PRO-P: Perdngkatan Fclayanan
BimbinAan Ferkawinan dan
Kcluarga

Ol - JuElah keluarya yan8
mempcrolch bimbingan dan layanen
pusaka
sakineh/ kriltisni/bahaE;^ / stt*i,&W
,E?aya su tftaw (keluarya)

- A.IV.14 -



PRESIDEN
REPI,JELIK INDONESIA

PN/ PP/ KP/ ProP SaEaran Indikqtor

Dukutgan
Tcrhadap

Rp. JutaTarset Iaatanai Felakaana

04.03.04.03
PRO-P: Pcnguatan
Penyclenggaraan Jaminan
Produk Helel

0l Tcrwujudnya p€ 8uatan
pcnyclcnSSaraan jaminan produk
helel

01 - Pers€nta5c produk yang
teE€rtifika.i halr.l (perscn)

6 275.289,8 KEMENTERIANAGAITA

04-03.04.04
PRO P: Feningkatan Kualitag
Penyelensraran Haji dan Umrah

01 - Tda'ujudnya pcningkatan
kualitas penyclenssaran haji dan

0l - Peft€nta6€jemarh heji yang
mcndapatkan pclayanan haji !€suai
standar (p.I3cn)

872.230,5 KEMENTERIANAGAMA, KEMENTERIAN
KESEHATAN

86,50 %

02 - Pctugas haji Eof.siomal (per8en) 47,55 Vo

04.03.05
KP: Pengcmbangan Ekonomi dan
Sumbcr Daya Keagamaan

0l - Tcrwujudnya pengembarga,
ckonomi dan sumbcr daya
keagamaan

01 - Pe$entes€ peryaunarn dana
soaial kcagamaan untuk mcndukunS
lar.anan pcndidikan dan k€aga.:aean
(p.f8enl

54 I17.09a,4

04.03.05.01
PRO-P: Pcmbcrdayaan Dana
Soaiel Keaga.Eaen

01 - Tcrwujudnya pembcrdayaen
dana soaial keegaaarn

Ol - Pencntas€ partbipasi umat
bemgaaa da.lam dana eoaial
keasamaan (pcmcnl

29,73 qo 32.964,2 KEMENTERIANAGAMA

04.03.05.02
PRO-P: Fengembengan
Kclcmbagaan Ekonomi Umat

01 - Temujudnys penSembantan
kclcmbagaan ckonomi umat

Ol - Pcrrcntasc lcmbaga ckonorai
umat bcrbasb zakat dan wakafyang
mendapat peabinaan (pet8en)

55 57.022,4 KEMENTERIANAGAMA

04.03.05.03
PRO-P: Pcngclolaan Dana Haji
s€cara Profesional, Tran3paran,
dan Akuntabcl

0l - Terwujudnya pengclolaan
dana haji sccara profcsional,
tranaparan, dan akuntabcl

Ol - Perlcnte!€ Eali.ali pclaklanaan
dana op€r$ional haji (pcrs€n)

98,60 % 27.111,8 KEMENTERIANAGAMA

SK No 093265 C

01 ^ Meningkatnya ek!€B den
kualitas infrastruktur litcrasi
untuk mcwujudkan masyarakat
b€rpcn8etahuan, inovatif, dsn
klatif

- A.tv.15 -

15,00 675.692,104-M
PP: Peningkatan Budaya Lit rasi,
Inova.i, dan Krcativitas Bagi
Tenvujudnya Malyarakat
Bcrpangetahuan dan Bcrkaraktcr

0l - Indek PembsnSunan Litcrasi
Me.Fra.kat



FRESIDEN
NEPUELIK TNDONESTA

PN/ PPl KPl ProP Saaaran Indikator

Dukungan
Tcrhadap
Arahen Rp. JutaTarset Instan8i Pclakaana

04.04.01
KP: PcninAkatsn Budaya Lit€ra.i

0l - Tcrwujudnya pcningkatan
budaya litcrasi

Ol - Ralio ketercukupan koleksi
perpu6ta.kean dengen pcnduduk

02 - RaBio keteftukupan tcnaSa
lt€rpu6takeen dcngen penduduk

03 - Plrs€nta3€ penin8katan
perpustakaan scauai stanalar

l: l3 36?.437,7

l: l7-OOO

22,39

04.(N.Ol.0l
PRO-P: FcnSembenSan Budaj.a
KcgerBran Mcmbaca

01 - Tcrwujudnya penge!)bangan
budaya Lcgcmaran mcmbaca

0l - JuElah p€s€rta yang menSikuti
pcmbudayaan kcgcmaren mcmbace
den litere.i

60.000 orans 73.728,2 KEMENTERIANDAJAMNEGERI,
PERPUSTAI{AAN NASIONAL REPUBUK
INDONFSIA

04.04.01.02
PRO-P: PengembanSan Sistcm
F.Ibukuen dsn Pcnguatan
Konten Litcrasi

0l - Telwujudnya penalmbangan
sistcnr pcrbukuan den pe guatan
konten litcrasi

0l - Jumlah SDM pcrbukuan yang
terscrtifikasi

112 orsna 155.273,0 PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBUK
INDONESIA, KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOI,OGI

04.04.0r.03
PRO'P: Feningkatan Akr6 dan
Kualitas Perpu8takaan Bcrbasig
lnklusi S6ial

Ol - Tcrwujudnye peninakatan
aksca dan kualitaa pcrpurtalcaJr
b€rba.i. inklu.i.o.ial

01 - Jumlsl p€rpustakaan bcrbasig
inklusi sGial

1 I .837 perpu8takaan 138,436,5 PERPUSTAKAAN NASIONALREPUBUK
INDONESIA, KEMENTERIAN SOSIAL

04.o4.o2
KP: Pcngcmbangan, Fcmbinaan,
dan P.lindun8an Beha8a
Indoncsia, Bahasa dan Akura
Dacrah, lerte Seatra

Ol - Terwujudnya
p.nScmbanger, pcmbinaar, dan
pelindungan b€lasa Indoncsia,
bahasa dan aklera daereh, s€rta

0l - Peracntasc pcnutur bahasa
Indoncsia tcrbina ,ang mcningkat
kualitaa bcrbahaEan]e

1 70vo 125.448,5

02 - Indekr pemenlaatan bahasa
deereh olch Fnutumys

I 19,67

SK No 093266 C

0l - Tcri{rjudnye peninSkatan Ol - Jumlah pcmclajar BIPA
fung.i babasa Indoncsia menjadi
bahaaa intema8iorEl

- A.IV.16 -

166.(XS orans 30.567,6 KEMEMERIANPENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOIOGI

04.o4.o2.ot
PRO-P: Peningkatan Fung.i
Behala Indoncsia mcnjadi
Bahass Intcrnasional

I



PRESIOEN
FEFUEUK INDONESIA

PN/ PPl KP/ ProP

Dukungan
Terhad6p
Areherl
PreBiden

Rp. JutaTa{ct Imtansi Pcl,lksana

04.o4.o2.o2
PRO-P: FengeDbangan
Pcndidikan Saltra di Satuan
Pcndidikal dan Komunita8

01 - Tanlujudnya pcng.mbangan
pcndidikan sastra di latuan
Fndidil€n dan komunitas

01 - Jumlah kGakata b6ha.a la2.506 ko€akata 5I.409,6 KEMENTERIANPENDIDIKAJ{,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOI,OGI

02 - Jumlah oreng malir teruji
kemahinn berbahaaa Indotreaia

6.552 orang

04.04.02.03
PRO-P: Rcvitalisari Bahasa dan
Akara Dacrah s€batai Kharaneh
Budaya BangEa

0l - Terlindunginya bahaEa dan
sastra alacrah yang kriti! dan
tcrancam Punah

01 - Jumlal parthipan Flindungan
b8hee dan sstE daerr}l

15.405 orang 43,47I,3 KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISEI, DAN TEKNOLoCI

(N.04.03
KP: PcnSembargan Budaya lptek,
Inova3i, Kr€ativitas, dan Daya
Cipta

Ol - Tcrwujudnya pengcmbangan
budeye lptek, ilovasi, kr€stivitas,
dan daya cipta

0l - Jumlah Pcscrta Program
Mobilitas Ta|nta Rhct dan Inovaai

I0.500 oranS 145.588,3

(x.04.03.01
PRO-P: Pe inSketar Budaye
Ris€t dan Ekperimentasi Ilmiah
Sejak Usia Dini

ol - Mcningkatnya kuantitas dan
kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM) Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi (IPTEK)

Ol - Jumlah Talenta Muda Ria€t den
Inovagi )ang Dibine

9.070 oranS I 16.884,8 BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

(x.04.03.02
PRO-P: P.rucmbangan Budaya
Produksi darr lkEativita! Berbe.i.
Inovasi

Ol - T€rfasilit*inye halil ris€t
dar inovasi

Ol - Jumlah miEa tcrfasilitasi 3.000 mitra 28.703,5 BADAN RISET DAN INOVAI}I NASIONAL

(x.04.04
KP: FenSueten Inatituai SGi.l
Penggerak Literaai den Inove.i

0l - Tcrwujudnya penSuatan
in.titusi sosial pengtcrak literasi
dan inova.i

Ol - Fcftcntasc pcningkatan
peryustalqan yang tergabung dalam
jcjaring na8ional pcrpustakaan

I 4,5 V. 37.217,6

SK No 093267 C

0l - Tcrwujudnya pcnS.mbangan
lritra pcrpu.takaan (tDrdry
supPoftei

- A.IV.17 -

781 pcrpustakaan I2.217,6 PERPUSTAKAAN NASIONALREPUBIIK
INDONESIA

04.04.04.0r
PRO-P: Pengehbengen Mitra
P.lpu8takaan (liDrary s?porferl

Ol - Jumlah pcrpuatakaan ]aig
tcrgabung dalam jcjaring nasional
perpustakaan

I



FRESIDEN
REPLIBLIK INOONESIA

PN/PPl xP/ ProP Sasararl Indikato!

Dukungan
Terhadap
AralEn Rp. JutaTarSct Irrstansi Pclaksaaa

04.M.O4.O2
PRO-P: PcnscmbenEan Inovasi
Sosial yang Didukung dari
FendarEan Filantropi

0l - Terwujudnya pcng.mbangan
inovasi sosial yana didukung dari
pcndanaan filantropi

Ol - Jumlah Pojok Baca Digitel di 211lokasi 25.OOO,O PERPUSTAXAAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA

CATATAN:
(l) Seluai dcngan lEndekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lcbih dari I (satul Prioritar Nalional;
(2) kioritas Naoionel mencakup dncian Bclanja K/L, Dana Tiansfer Khusus, alan KPBU, beluh mencakup dukungad Badan U€aha (BUMN/Swastal;
(3) Aloka8i DAK merupakan paSu alokasi pcr .ubbidanS pcr tcmatik per daerah berda€arkan Pcrprcs Rirriar APBN TA 2023;

KE"IERANGAN:

lal ruhitagging.

SK No 093268 C
- A.IV.18 -



FRESIDEN
REPLIELIK INOONESIA

PRIORITAS NASIONAL 5 : MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR

PN/ PP/ KP/ ProP Sassran Indikator

Dukungan
TcIhadap Target Rp. Juta In3tansi Pelakaru

05
PN: Mcmpcrkuat lnfraatruktur
untuk McndukunS
Pengembangan Ekonomi dan
Pelayanan Dasar

0l - Meningkatnya pcnyediaan
inirastruldur layanan dasar

0l - Rumah ten88e yerS menempsti
hudan layak dan terjanskau

6?,aayo 108.023.551,5

02 - Pcnurunan rasio fatalitas
kecelalaan jelan pe! 10.000
kendarasn terhadap angka dasr
tahun 2010

63 %,

03 - Fcrlcnta8. lua6 decrah irigasi
yang diEodcrnfu a8i (kumulati0

04 - Per!€nta8€ pemenuhan
kebutuhsn air bsku (kumulatio

0,5 %

68,50 %

02 - Meningkatnya koncktivitas
uttuk merdukung kegiatan
ckonoEri dan aks€s menuju
p€layanan dasar

01 - WaLtu tcmpuh pada j6len linta!
utama pulau

2,08 jam/ 100 km

02 - PeEcntasc rutc pclayaran,arrg
salinS tcrhubung (lood

26 qo

03 - Kondhi jelur KA seauai atandar
T,ukQuolfu Index(tQI) katcgori I
da,r 2

91,16

SK No 093269 C

04 - Pcr.cnteac cepaiarr on I[me
ryornanc. (OTn tramporteai

- 4.V.1 -

I



PRESIDEN
NEPUBUK INDONESIA

PN/PP/ KP/ProP SasaBn Indikator

Dukungan
Terhadap
Arahan
Prcsiden

TarCet Rp. Juta IrBtansi Felaksana

03 - McninSkatnya layanar
infrartrukur perkotaan

0l - Jumlah kota mcEolDlitan
dengan Bi.tem angkutan uEum
ma..el pcrkotaar yant dibantun
dan dikoabangkan

6 (b€ anjut) kota

02 - Pereitar€ rumah tarSga yang
mcncmpati hunian layak dan
t rjangkau di p.rkotaan

70,77

04 - McningkatnJ.a layanan
cncrai dan kctcnagalbtrikan

Ol - Rasio ebktrifka3i

02 Rete-Iata pcmenuhan
kebutuhan (koruum3i) lhtrik

1.336 kwh/kapita

03 - Pcnurunan cmisi GRK sektor
cncrgi

I 16 juta ton

05 - Mcninglratnya laJranan
fufrastruktur'I'IK

0l - Fer6entao€ populasi yan8
dlanSkau oleh jarinSan berSerek
pitalcbar (4G)

99 V.

-lm

05.01
PP: Infrastruktur P.l,ayanan
Daaar

01 - Menilrgkahya akles
masyafakat terhedep
pcrumahan dan pcrEukiman
layak, arnan, da, terjangkau

0l - R6!io drastandhg KPR terhadap
PDB

2 3,60 47.992.501,6

02 - Pcftcntasc ruEeh teruga yanE
mcnampati hunian dcngan
kecukupen lua! lantai per kapita

2 94,63

03 - Fels€ntas€ rumah tangga yang
melrempati hullial! dcnten
k tahanan bangunan (atap, larrtai,
dinding)

2

SK No 093270C
- A.V.2 -
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PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

PN/ PPl KP/ ProP Sasalan lndikator

Dukunaan
Tcrhadap
Arahan
Prcaidcn

Rp. JutaTArgct Instansi Pelalsana

04 - PaEcnta€c rumah tenSga JanB
Eemiliki s€rtifikat hak atas tanah
untuk pcrumahan

2 64,20'%

02 - Menin8katnya ah€g
ma3yaiakat tcrhadap air minum
dan ranltaai yanS layak dan

0l - FeEcntase rumah tangga J.ang
me[empeti hunian dengan akl€s air
minum layak e/.)

02 - Pcracntarc rumah tangge yanS
menehpeti hunian dengan ak€cs air
minuh amar (7o)

2 97,55

2

2

14,22

2A,Ot03 - Pcrrcntasc rumah tangga
denSan ak!€s air minum jaringan
pcrpipaff e/o)

04 - Pcrscntasc rumah tangga
dcngan aklcs air minum bukan
jaringan pcrpipaal e6)

2 69,54

05 - Itr.efltftc PDAM denaan
kinerja Eehat

2 9t,ao

06 - Pcmcntalc rumah tang8a yang
menempati huniar deDgan akleg
lanitasi (air timbah dom.stik) layak

86,03 aks€8 leyak
terEaauk 13 alce3

,re vn

2

07 - Pcrtetrta!€ rumah tangga yanS
masih m.mpraktikkan Buang Air
Besar Sembaran8an (BABS) di
tempat tcftuka

2

SK No 093271 C
- 4.V.3 -

1,49



PRESIDEN
REPIJBLIK INDONESTA

PII/ PPl KPlProP Indikator

Dukungan
Terhadap
Arahan
Pre.iden

Rp, JutaTarSet lnit n.i P.laksm

08 - Ferentfte rumah tangga yang
mencmpati hutrian dcngan aka€s
sa,tnpah yang t rk lola dengan baik
di perkotaan

77 ,64 pcnanzpna'r;
14,57 pcnguraflgen

2

03 - McniDakatnF la]:anan
kc*lamatal dan keemanen
tranrpolta3i

Ol - Rata-Iata waktu tanggap
pcncarian dan peltolongarl

2 25,50 m.nit

04 - Menir8katnya layanan
pcngclolaan air tanah dan air
beku berkel,anjuten

O I - Jumlah kabupatcn/kota yang
tcrpenuhi kebutuhan ail bakunya
€€cara bcrkclanjutan

2 96 kab/kota

05 - MerdnSketnya optimaliEasi
waduk multiguna dan
modemilasi irigasi

0l - volume tampungan air pcr
kapita

2 6r,98 m!/kapita

02 - Pcr8cntas€ luaa saweh b€ririgasi 2 43,57

03 - Luas daenh iriSasi Jrang
dimodcrnbasi

2 I1.956 ha

os.01.ol
KP: Fenyediaan Ak!€.
P.rufiahan dan Pcrmuki,,ten
Layat(, Aran, delr TerjarSkau

0l - Jumlah hunian b8ru layak huni
yang talbangun mclelui pcran
paacrintalr

02 - JrrlnLell rumah tangga yang
mcnclima faailitaa Fmbiayaan
perumehan termasuk SMF dan
TAPERA

01 - Tcrrcdianya aklcg
pcrumahan dan Frmukiman
Iayak, aman, dan tcrjangkau

2 4.944 unit 5.859.s12,8

2 20.000 rumqh tanSga

- 4.V.4 -SK No 093272 C



PRESIDEN
NEPI'EUK INOONES]A

PN/ PP/ xP/ PrcP Sa3aran Indikato,

Dukungan
Terhedap
Arehan

PrEliden

Rp. JuteTerget Instansi Pelakana

03 - Jumlah rumah tangga
berpcndapatan rrndah yang
mcnerima bantuan/.ub.idi
pcmbiayaan pcrumahan bcrupa
bantuan uang muka dan Falilitaa
Likuiditas Pembiayaan Pcrumahan
(FI-PB

2 220.000 ruEah tanssa

04 - Jurnlah pcniflSkatrn kualitaa
hunian mclalui pcran pcmcrintah

2 124.750 unit

05 - Jumleh luas kaw*an
pcrmukiman kumuh yang ditangani

2 275 ha

06 - Jumlah kabupaten/kota yang
mcngcmbangkan iklim kondulif
Frumahan mclalui rdormari
p€rizinan dan adminisEa.i
Pcrtenahan

2 48 kab/kota

07 - Jumlah kabupatcn/kota yang
mengimptemcnta3ikan perrcnuhan
standar kcandalan bangunan

2 48 kab/kota

0s.01.01.0r
PRO-P: Penintketan Fa.ilitesi
F.ny.diaan Hunian Baru

01 - Te akananya perdngkatan
falilita.i penyediean hunien
baru

01 - Jumlah hunian baru layak yang
tethrAun melalui fasilitali
Pcmcrintah

2 4.988 unit 2.Ofi.465,7 KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
PERUMAHAN RA(YAT, DAK

05.01.01.02
PRO-P: Pcninikatan Fasilitasi
PeErbie,aen Perumehan

01 - Tcdakananya p"ningkatan
fasilitasi pcmbiayaan
perumehan

0l - Juolah rumeh tangge
bcrpcndapatan rcndah,,lang
mcn.rima bantuan/3ub3idi
pembiayaan pcrumahan bcrupa
bantuan usng muka dan Fasilitag
Likuidita8 PeEbiayaen Ferueehan
(FI-PB

I2.5OO,O KEMEI{TERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

2 220.000 rumah tanga

- A.V.s -SK No 093273 C



PRESTDEN
EEPIJELIK INDONESIA

PN/ PP/ KP/ ProP Indikator

DukunSan
Tcrhadap
Araha'r Rp. JutaTgrSct Inrtanai Fclakaana

02 - Jumlah ru6ah tangga yang
mendapatkan fasilitas p€Ebia]'aan
dari lcmbaga kcu8ngen

2 20.0OO rumsh tanage

0s.o1.or.03
PRO-P: PcnScmbangan Fasilitasi
Itningkatan Kualitas Rumah

0l - Tcrlak€aDanya
pcngembangan fasilitasi
penhgkatan kualitas rumah

Or - Juml,ah rumsh tangga yant
hendapetkan bantuan penhrgkatan
kualitag

3.IA4.A24,O KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAI(YAT, DAX
(IqinteSrasi dengan PalN)

2 124.750 rumsh tan8ga

05.or.o1.04
PRO-P: Penycdiaan Pralarana,
Sarana, dan Utilita8 Pcrunahan

0l ' Tedalcananya Penyediaan
Pra.arana, Sarana, dan Utilitas
PcrumahaD dan Fermukiman

0t - Jumlah rumah yang dilayani
bantuan PSU peda perumahan
tEme.uk PSU kavalan 6kala bcoar

2 27.42s unit 369.790,0 KEMEMERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

05.01.01.05
PRO-P: Fasililasi Peningkatan
Stendar Keandatran Bangunan
dan Keamanan Bemukim (IMB
den SLF)

0l - T.rlakananya fa8ilitasi
pcninElBtan standar k€anda.len
bangurun dan keamanan
bcrmukim (IMB dar SLF)

0 I - Jumlah kabupatcn/kota yarg
menerbitken Izin Mcndirikan
Bengunan 0MBl dan Senifikat Laik
Fung8i (SLn

5I.431,6 XEMEMERIAN PETER.'AAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAXYAT, KEMENTERIAN
DAII\M NEGERI

2 48 kab/kota

05.0r.01.06
PRO-P: Fasilita.i Perrenganan
Fcrmukiman Kumuh

0l - Tcrlaksananya fasilitasi
pcnanganan pcrmukiman
kumuh

0l - Jumlah lua€an permukiman
kumuh yang ditangani s€cara
tcrpadu

2 275 b^ I84.5OI,5 KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT, DAK
(Icrintegrasi dcngsn PSNI

05.0r.02
KP: Penycdiaan Aks€3 Air Minum
dan Sanitasi layak dan Aman

0l - Ter.cdierye eksa air
Ddtrum dan sanita8i layak dan

0l - Jumlah rumah tangga dcngan
akscs air Einum jarinSan pcrpipaan

l9.185.621sambungan
rumah

2 t1.223.r77 ,O

02 - Jumlah rumah tangaa denga[
aksc. air Einum bukan jaringan
perpip8arr

47.631.849 rumah
tangga

2

2

SK No 093274 C

03 - Jumlah rumah tanSga dengan
akaca air minum aman

- 4.V.6 -

9.740.076 rumah
tanSga



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN / PPl KPl ProP Indikator

Dukungan
Terhadap
Arahan
Prraiden

Rp. JutaSlasar:an Targct Instansi Pelakana

04 - Perscntasc PDAM denaan
kincrja lchst

2

2

9r,8 %

05 - Jumbh ssmbungan rumah
ysna terlayani SPALD-T skala
kota/rcgional (SR)

62.3s2 sambunsan
rumah

06 - Jumlah sambungan rumah
yenS terlayani SPALD-T skela
pgmukiman (SR)

284.145 lambunaan
ruDah

07 - Jumlah ruEah teDg8a yant
t rlaya IPLT (Rt)

1.730.314 rumah
tangga

08 - Jumlah rumah tangga yang
tcrlayani TPA dengEn standar
sorit,,rv latrd'f,IlR\

4.470.423 rumah
tan88a

2

2

2

G) - Jumlah rurrah tangga yang
terlayani Tf,f'3R (f,,Tl

2 376.144 rumah tangEa

l0 - Juml,ah rumah tanSga yang
t rlayani TPST (RI'l

2 473.562 rumah tan8Sa

I I - Jumlah kabupaten/kota yanS
m.miliki sist m pcnaclolaan air
limbah, t rmasuk layanan lumpur
tinje (l(ab/Kota)

2 88 kab/kota

12 - Jurdeh kabupaten/kote yeflg
memiliki.irtem pcngelolaan sampah
dome.tik (Kab/Kota)

SK No 093275 C

2 84 lGb/kota

- A.V.7 -



FFESIDEN
REPIJBLIK INDONESTA

PN/ PP/ KP/ ProP Sasaran Indikator

Dukungan
Tcrhadap
Arahan

Prcsiden

Rp. JutaTargct Inltanai Pelaklsna

13 - Ferrcntasc angka BABS di
tempat tcrbuka (96)

2 t,49 V.

05.01.02.0r
PRO-P: Pengembangan Stut m
PcnyclengSaraan Air Minum dan
Sanitasi l"ayak dsn Aman

0l - Terlaklenarrya 01 - Jumlah pcnS.mbanSan 2 2.030 liter/detik
pcngcmbangan 3futcm kapasita8 SPAM Egional

3anitaar layak dan aman 02 - Jumlah peabarSunen der 2 10.104 litcr/d.tik
pcningkatan kaparitao SPAM

03 - Jumlah .ambungan rumeh
yang mcndapatkan p.rluasan SPAM

ro.971.325,9 (EMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN
PEKER.JAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT (KPtsU}, DAK
Gerintesrasi densan PSN)

2 72 I .779 sambungan
rumah

(N - Pc$cntarc lvon-Reueftue Wdter
(NRw) PDA}'

2 2?

05 - Jumlah kabupat n/kota
aemiliki pertrbangunan baru
perluaEar layaDan SistcE

yaag
dan

P.tBelolean Air Limbah DomeBtik
Tcrpwat (SPALD-T) rkala
kote/regionef (kab/kota)

2 28 kab/kota

06 - Jumlah kabupat n/kota yan8
Eemiliki p€Ebangurran baru dan
pedumen leyanen Siatem
Pengelolean Air Limbah Domestik
T.rpwat (SPALD-'I) Bkela
permukimar (kab/kotal

2 I68 kab/kota

07 - Jumlah kabupatcn/kota yanS
Beltriliki pembengunen baru dan
rrhebilitali I talari Fengolahan
Lumpur Tinje gPLTI (kab/kota)

2

SK No 093276 C - A.V.a -

I 13 kab/kota



FRESIDEN
REFLIELIK TNDONESIA

PN/ PPl KP/koP Indikator

DukunEan
Tcrhadap
Arahan
Pr.sid.n

Rp. JutaSaaaran Tsraet Instansi PElsksana

08 - Jumlah kebupeten/kota yang
mcmiliki pcmbangunan TPA baru
(kab/kota)

2 74 kab/kota

09 - Jumlah kabupatcn/kota yang
mcmitki TPS3R (kab/kotal

2 116 kab/kota

l0 - Jum),ah kebupatet/kota ye[g
memiliki TPST (kab/kote)

2 37 kab/kote

05.0r.02.02
PRO-P: FeEbinaan
Penyclcnggaraan Air Minum dan
Sanitagi LaFk dan Aman

0l - Terlalcenanya pembinaen
pcnyclcnggaraan air minum dan
lanitasl layak dan aman

0l - IbE€nta.c PDAM yana memiliki
,us'hess plon menuju sk€€3 10096
aDan yang bcrlaku hinSga tahun
2024

2 65 2s0.92r,r KEMENTERIAN PEKEzuAAN UMUM DAN
PERUMA}IAN RAIffAT. KEMENTERIAN
DALAII, NEGERI

02 - Perscntasc PDAM dengan tarif
FUU Cost Re@uery

2 aav"

03 - PeEcntalc pcn8elola/operator
air minum be*inerje E€het
(PDAM,UPTD, KP{TPAMS dll)

2 80%

04 - Jumlah plovinsi yang
tcrfarilitasi Fndampingan
implcmcnta8i dokumcn sEatcgi
sanitari kabupetcn/kota

2

2

33 plovin.i

33 provinsi05 - Jumlah provinsi yang
terfasilita8i penguatan kapa8itar
daarah dalam pcnSatrolaan aampah
dan air litDbah doBr.rtik

SK No 093277 C - A.V.9 -



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

P!{/ PPlxP/ ProP Sacaran lndiketor

Dukungen
Tcrhadap
Arahan
Prcsidcn

Rp. JutaTaract Inatanai Pclak8ana

06 - Pcraartala d4a/kclurahan
dcngan Stop Buang Air Bcsar
Sembaransan (SBS)

2 8s%

05.01.02.03
PRO-P: Fcngaturan
Penyclcnggaraan Air Minum dan
Sanitasi layak dan Aman

01 - Terlaklananya penaaturan
pcnyclcnSgaraan ai, ainum &n
.a.nite8i layal dan e.aan

Ol - Jumlah provinsi yang
tcrfasilitaBi petryiepan penSatumn
bidang lanitasi

02 - Jur ah NSP( terkait Banitasi
yanS tcEuaun

2

2

34 provirsi

4 NSPK

680,0 KEMENTERIAN DAIAM NEGERI

03 - Jumlah NSPK t rlqit air minum
yanS tcrauaun

2 3 NSPK

04 - Jurulah kebupaten/kote yang
EeDiliki JekBtrada air miruh

2 lO2 kab/kota

05 - Jumlah kabupatcn/kota yang
MCDiIiKi RISPAM

2 rO2 kab/kota

05.0r.02.04
PRO-P: Pcn8a*Bsan Kualitas Air
Minum da,r sanitasi

Ol - Tarlak€ananya pcngawalan
kualitaa ai! ainua dan sanitaai

0 I - Jumlel kebupatcn/kota dengsn
p.nyelenggara SPAM yang meEiliki
dokumen Rencana Pengsmanan Air
Minuo (RPAM)

2 lO2 kab/kota 250,0 (EMENTERIAN UNGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

02 - JuDrlaI kebupetcn/kota yanS
mclakukan pcngawasan kualita! air
minum

2 514 kab/kota

03 - Jumlah kabupatrn/kota yang
mo:riliki er&rent IPAL, IPLT, dan
l€acftate TPA ,ang memcnuhi Blrarat

2

SK No 093278 C - 4.V.10 -

60 kab/kota



FRESIDEN
N,EFUBLIK INDONESIA

PN/ PPl KP/ ProP Sasaian Indikator

DukunSa[
Tcrhadap
Arahan
Pr.ficn

Rp. JutaTerget Instanai Pclaksana

05.01.03
KP: Pcngclolasn Air Tanah den
Air Baku Bcrkelanjutan

ol - Tcrkclolanya air tanah dar
air baku bcrlclanjutan

0l - Juml,al debit air baku untuk
kcbutuhan domcatik, induatri, dan
kawasan unggulan

2 43,06 m'/dctik 1.531.304,6

o5.01.03.oI
PRO-P: Penyediaan dan
PenSamanen Air Baku dan Air
Tanah

0l - Terleksarenya pcnycdiaan
dan pcngamanan aL baku dan

Ol - Tambelan debit en baku 1.530.604,6 KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
fTcrinteErasi denSar PEIN)

2 2,6 m'/dctik

0s.0r.03.02
PRO-P: Pcnataan Rcgulasi rcrta
Perkuatan Kelembagian SDA

0l - Terlaksananya pcnataan
rcgulasi scrta pcrkuatan
keleabagaan SDA

0 I - Jumlah dokumen kcbijakan
PSDA tcrpadu pada wilayah luntai
kewenangah pulat yang dbusun
dan/atau dipelbakrui

2 36 rekomcndasi
kebijakan

7OO,O KEMENTERIAN DAI.AM NEGERI

02 - Provinsi yang mcngalami
p€nguatan kclcEbaSaan dan
partiaipasi marlarakat dalam
pengelolrsn suEber daya air

2 24 Dacrah

05.o1.04
KP: Xe€alamatsn dan Kesmenan
Transportasi

Ol - Terlaksarranya peEenuhtn
falilitaa kBelamatan dan
keemanan tran.porta8i & SAR

0 I - Rasio kejadian kecelakaan
Deleyeren leut per 10.000 pelayeran

02 - Ra.io kejadian kecclekaen
penerbengerr per I jute p€aerbanSan

2

o,97 3.101.871,5

2,15

03 - Rasio kejadian kccclaloan KA
per I juta kD pcrjalanan IG

2 o,23

2

SK No 093279 C

04 - Ra.io kejadian kecclakaan
tranrportali SDP pcl 10.000
Pelayaran

- A.V.1 I -

0,oa



PRESIDEN
REFUEL]K INDONESIA

PN/ PP/ KP/ koP Sa5aran Indikator

Dukuntan
Terha&p
Arahan
Prrsidcn

Target Rp. Juta Instansi Pclaksana

05.01.04.o1
PRO-P: Pemcnuhan Fasilitag
Kcselamate, da, Kcamanan
Transporta8i dan SAR

0l - Terciptenya kclclamatan
dan keamanan tlansportasi

Ol - Jumlah p€ralatan SAR ,tng
dir.diakan

2.A50.257,9 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, BADAN
SAR NASIONAL
(ft rintegasi dengan PsN,

2 341 unit

02 - Jumlah fasilitas k*elaaatan
jalan yang dibanSun

2 33 Provirui

03 - Jumlah UPPXB yang dibangun
dan ditinSkatkan

2 8 unit

04 - JuElah sarsna dan Praaerana
Fendukung Kcsctsmatan Fclayaran

2 8 udit

05 - Jumlah kapal negars KPLP yeng
dibangun

2 lO unit

06 - Jumlah Sarana, pralsrana dan
sistcm naviaasi pe[dukunS
kesalamatan penerbangan

2 3 Lke.i

Ol - Terlaklanenya pcmbinaan
&n pendidikan SDM
ke3el,al,atan dan keamanan
txansportasi, Fncadan, dan
pertotrongan

Ol - JuD eh SDM pcncarian dan
pertolongan yang berkomp€tcn

02 - Jumlah Lululan Diklat
P.mbcrdayaan Me.yarakat
Keselematan sarerg and secirtity
SDM Tralspoltasi

25I.613,6 KEMENTERIAN DALAM NEGERI,
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, BADAN
SAR NASIONAL

3.(x)O orang
05.01.04.02
PRO-P: Pcmbinaan dan
Pendidikan SDM IG.clamatan
den KaaEansn Transportasi,
Felrcarian, da[ Pertolongan

93.412 orang

02 - Tcrtraksananya Promo.i
Kclela.maran Jalan Nasional

0l - PromGi Kes€lematan Jalan
Nasional

34 proarosi

03 - Terlaklananya pcnyuaunan
Rencana Aksi K6clamatan Lslu
Linta. dan AnSkutan Jalan

Ol - Jumlah dacnh yang menyu8un
Rencana Aksi K6€laEeten hlu
Lintas dan AnSkutan Jalan

SK No 093280 C

8 Daenh
(I,rovl l(eb/ Kota)

- 4.V.12 -



FRESIDEN
EEPIJEUK TNDONESIA

PN/PP/ KP/ ProP Indiketor

Dukungan
Tcrhadap
Arahelr

Pre6iden

Rp. JutaTarg.t Inrtanai FeltLorra

05.o1.05
KP: Ketahanan Kcbcncanaan
Inftaatruktur

0l - Terwujudnya ketaha.na.n
k b€ncaneen infraltruktur

01 - Pe.sentalc PeninEkatan
Pcrlindungen Banjir di WS
Kcwcnangan Pusat

2 6LA5 vo 9.512.606,4

05.o1.05.01
PRO-P: PcngcmbanSan
Icbijakan wilayah untuk
Ketaharran Bencana dan
Penguatar Infr a.trukur Vitel
Tahen B€nca.na

0l - Tcrlaksananya
penscmbarsan kcbiFkan
wilay8h untuk ketahsnan
bGtrcana dan penguatan
infraatrulcur vital tahan
bcncana

0l - JuElah wilayah sungai yang
menctapkan peta risiko dan rcncana
induk pcnin8katsn kctahanan
wileyeh dan infra.trul ur vital
terhedep b€ncana hidromet€orolo8i
dan hidrogcologi

2 8 wilayah sungai I,OOO,O KEMENIERIAN DAJ.AM NEGERI

02 - Provinsi yeng m€laklanakan
pcnguatan kclcmbagaan dan
parti8ipa6i m$yarakat dalam
Fng.lolaan risiko bcncana
hidrometcoroto8i, Scotogi, dsn
lingkungan

2 34 Dacrah

0s.01.0s.02
PRO-P: Perlbangunan dan
Rehabilitasi Infrastruktu,
IGtahanan Bencana

0l - Tcrlekananya
pembangunan dan rchabilita8i
infrarEuktur kctahanan
bcncene

0l - Judlsh wilayah Buntai denaan
pembangunan dan paningkatan
infraltruldur pcnccgahen be jir

KEMENTERIAN PEKER.,IAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAXYAT, KEME}ITERIAN
PEKER.JAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT (I(PtsU)

tlerintesaBi dcngan PSN)

2 I wilayah sungai 9.054.582,9

02 - Jumlrh provinli denaan
pembangunen dan p€ningkaten
infr astruktur pcngandali bcncana
lumpur dan .cdimen

2 3 provin3i

03 - Jumlah kanasen pcsisir dcnSan 2 l7 kewe8en p*isir
pcmbangunan dan Fningkatan
infr eatruktur kctEhanen bemana

SK No 093281 C

wilayah pcsisir

- 4.V.13 -



PRES]DEN
REPI,JBLIK INOONESIA

PN/ PPlrP/ PloP Saaaran

DukunSan
Terhadap
AIahan In8t6[ai Pelak8anaTargct Rp. Juta

05.o1.05.03
PRO-P: Pcnycdiaan Sistcm
Terpadu ltdnaatan Dini dan
Tanggap Darurat B€ncena

0l - Tcrlakananya pcnyediaan
oiatem tcrpedu perinSeten dini
dan tang8ap darurat bencana

01 - Jumlah kabupatcn/kota d.ngan
pcmasanSan alat Pcmantauan
pcnurumn tan ll dar kedatsn
pcmantaua[ p€nurunen tanah

02 - Jumlah cckungan air tanah
dengan pchantauen p€ntaunaen eir
tanah

03 - JuElah wilayah sunsai deDgan
penAembangefl perinSatan dini
bencana banjir

04 - JuElah ke8iatan ranggap
darunt akibat b€ncana

2 s kab/kota 10.207,7 IGMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL

2 15 CAT

2 2 wilayah sungai

2 55 kegiatan

05.01.05.04
PRO-P: R.stora8i dan Konlervesi
lnfnstmktur Ahmi

Ol - Te skEananya rcBtotasi dan
konffi si infE.tr-uktu! alEmi

0l - Jumlah danau/situ yang
dircatorasi dan dikomcn"asi

2 ? unit 446.815,9 KEMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAXYAT

05.0r.06
KP: Waduk Inrltirurpose dan
Mod€rntuasi Irire.i

Ol - T.rbangunnya waduk
nultrlurpos€ &n modcrrdsa.i
iriga3i

Ol - Jumleh voluae tampungan
beru untuk mcm"nuhi kcbutuhan
air

17,45 !triliar m' 16.764.029,22

02 - Jumlah bcndungan d.rgan
pcningkatar kincrja dsn penuiunan
indck ri.iko

2 66 unit

03 " Jumtrah dacrah iriSe.i yanS
melakukan modcmiaaai

2 2 dacrah iriSasi

2

SK No 093282 C

04 - Luas lahar beririEa.i untuk
komoditas padi dan nonpadi

- 4.V.14 -

6.900 ha



FRESIDEN
REPUEUK TNDONESIA

PN/ PPlKP/ ProP Indikator

Dukunaan
Tcrhadap
Arehan
Preaiden

Rp. JutaTargct Instanli Pclsksana

os.01.06.01
PRO-P: Paencanaan
FcnScmbangan B€ndungan
Multiguna dan PemanfaataD
Tampungan Ala.Ei

0l - Terlalcenanya percncanaan
pcDgcmbangan bcndun8an
muttiguna dan p€manfaatan
tampungan alami

0l - Jumlah dokumen percrrcanaan
pcmbangunan bcndungan baru
multiguna dan pcmanfaatan
tampun8an slami

2 4 dokumcn 23.343,3 KEMEMERIAN PEKEzuAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

05.o1.06.02
PRO-P: Fembangurlan dan
Rchabilitasi BendunEan

0l - Terlaksananya
p€mbangunan dan rchabilita.i
berrdunsan

01 - Jumlah b€ndungan 0ultiguna
yang s€lesai dibangun

12.553,482,7 KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
trcrintegrasi dcnsan PIiNI

2 13 unit

05.01.06.03
PRO-P: OptiEeli.mi dan
Pemanfaatan Tempun8an

ol - Terlak€ananJra optimalkasi
dan peDanfaatan tampungan

0l - Jumlah bcndungan yang
diltranfaetke, E€.uai fungsi

I.073.294,3 KEMEMERIAN PEKEzuAAN UMUM DAN
PERUMA}IAN RAIfiAT
(Icrintegra8i den8an PSN)

2 16 unit

02 - Jumlah potcrui tciaga lfutrik
dari infrastruktur sDA

2 43,05 MW

05.01.06.05
PRO-P: PcmbangurDn dan
Rchabilitasi Jaringan lrigasi

0l - Tcrlakrananya
pcmbangunan.dan rchabilitasi
lanngan rngaar

0l - Lua6jaringan irigali teknis yana
dibangun

2 6.900 ha 759.29A,5 KEMEMERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
(Icrint glasi dcngan P{tN)

02 Luas jarina.n daerah irigasi
teknh yans diEhabilitasi

2 9A.7OO he

05.01.()6.06
PRO-P: Pcningkatan PenSclolaan
Alokasi Air dan Ihpasitas
Kclcmbagaan Iriga3i

0l - T.rlak€ananya pcnin8katan
pcn8elolaan alokasi air dan
kapa.itas kclcmbaSaan irigasi

0l - Jumlah dacrah irigasi yang
mcl,rkukan mod.rniea.i

2 2 dokumen 2.354.6T0,4 KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAI(YAT

SK No 093283 C

0l - M€ningketnye konektivita8
wilayah

02 - Panjangjalan tol baru yang
terbangun dan/atau bcropcrasi

- A.V.15 -

415 km

05.02
PP: Inlreatrulcur EkonoDri

0l - Perenta8€ kondi.i mantapjslar
nasional/proviflBi/ kebupaten/kota

2 93173163Vo 37.120.555,4

2



PRESIDEN
REPIJBUK INDONESIA

PN/ PP/ xP/ ProP Indikator

Dukungan
Tcrhadap
Arahan Rp. JutaSa6a.m.n Target Instanai Pelaksana

03 - Panjangjalan baru yang
tcrbangun

(X - Panjang jaritlgan I(A ysng
tcrbanAun (kuEulatio

2

2

490 l@

6.?24 \.n

OS - JuElah pelabuhan utama yang
bcmenuhi standar

2 4 (berlenjut) lokasi

06 - Jumlah rutc .ubsidi tol laut 2 35 rute

07 - Jumlah p.labuhal
pcnychdangan baru yang dibangun

08 - Jumlah bandara baru yang
dibansun (kumulati0

2

2

4 (4 berlanjut) lokasi

12 (berlenjut) lokasi

09 - Jumlah rutc jcmbatan udara 2 4l rutc

05.02.0r
KP: Koncktivit* Jalan

0l - Tcrwujudnya konektivitaa
jalen

0 I - Jumlah lokasi jalan tol baru
yary terbaDAun dsn/atau dtuiapkan

02 - PinjaIrg Jalan kioritas Na8ional
yenA dibangun

03 - Panjang Jalbeten Priorita!
Nasional ya,rg dibo.agutr

2 T loke.i 25.360.537,3

2 4a2,93 km

2 7418,99 tt

SK No 093284 C

0l - Terlaklananya
pembangunen jelen .Eateais

- 4.V.16 -

3.276,45 n

05.02.01.01
PRO-P: Pcmbangunan Jalan
Stratcgis

01 - Panjangjal,an linta. utama
pulau diban8un

2 $4,7s km 4.9OO.927,A KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
(Ierintesr$i dcnAan PftN)

02 - Panjangjcmbatan linta. utema
pulau dibangun

2



PRESIDEN
REFIJBLIK INDONESIA

PN/ PP/xP/ koP Sararan Indikator

Dukun8an
Terhadep
Arahen Rp. JutaTarget Inlrrnsi Pelakane

05.02.01.02
PRO P: PeEbangunan Jalan Tol

01 - Tcrlakananya
pcmbsngunan jalan tol

Ol - Panjangjalan tol yanS ditanSani
dengan APBN

05.02.01.03
PRO-P: Pcmbangunan Jalan
Mendukung Kawasan Prioritag
(Xl, KEK, Food Estare dan KSPN)

01 - Terleksenanya
Fmbangunan jalan mcndukung
kawasan prioriras (KI, KEK, Food
Estare dan I(SPN)

0r ' Panjans jalan dan jcmbstan
Ecndukung kawasan prioritas (KI,
KEK, IGPN dan IKN) ysns ditansani

r.00A.869,I KEMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN
PERUMAIIAN RAKYAT
Fcrintcgrasi dcngan PtlN)

8.365.947,5 KEMENTERIAN PEKER,JAAN UMUM DAN
PERUMATIAN RAKYAT

2

2

6,5 km

84,8 km

05.02.01.04
PRO-P: Pembangunan Jalan
Ak€s Shpul Transportasi
lPelabuhan, Bendara, dan
TerEinal)

0l - Terlak8analya
pcmban8unan jalan akcs
simpul tramporta3i (Flabuhan,
bsndara, dan terEina.l) y3n8
dibangun

0l - Panjaag jalan den jembatan
akscs aimpul Eansportasi
(pclabuhan, bandara, tcrminal) yang
dibangun

2 44,1416 346.920,3 (EMENTERIAN PEKER,JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RA(YAT

o5.02.ot.05
PRO-P Pr€.ervali Jalan
Nerional (termasuk
FeninSkatan/ Pclebaran)

Ol - Tcrlaksananya prclcrvasi
jalan nalional (terEa.uk
pcningl€tan/pclebaran)

O I - Panjang jalan narional yang di
prEs€rvasi (tcrmasuk
pcninikatan/pclcbaran)

2 19.644,26 h 10.737.472,5 (EMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

o5.o2.o2
KP: Konektivita6 Kcreta Api

Ol - T€rwujudnya konektivitaa
kerera api

0l - Penjengjelur ker€ta api yang
dibangun ltcrmaluk jalur Sanda da.n
rc€ldiva6i)

a 50(berlsnjutlkm 4.093.061,0

02 - Psnjansjalur kcllta api yana
ditinEkatkan

2 344 (b"rlanjutl klo

05,02.02.01
PRO-P: Pcmbangunan Jalur
Kcllta Api Antarkota

Ol - Tcrlaksananya
pcmbanSunan jalur kercta api

0l - Jumlah kcgiet n pembengunan
praremne kcrrte epi

2 a bkaii 2.034.794,1 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
(te ntesrasi dcnsan PttN)

SK No 093285 C - 4.V.17 -



PRESIDEN
REFI,IBLIK INDONESIA

PN/ PPl KPl ProP SaEaran Indikator

Dukungan
Terhadep
Arelren Rp. JutaTar8ct InBten.i lblak.ana

o5.o2.o2.o2
PRO-P: FeninSkatan,
Fcmclihaman, Pcrawatan, dan
Pcnaoperasian JarinEan
Prasarana Xcrcta Apr

01 - Tcrlaksnsnya peninglGtan,
pemeliheraan, pelawatan, dan
pcngopcrasian jaringan
prasarana kcrcta api

0l - Jumlah kcgiatan pcmcliharaan,
pcreEate,Il, dan p€nSoFre.hn
jarinsan Ealarana kereta api

2 12lokasi r.813.954,4 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
(Icrintcglasi dcngan PSNI

02 - Feaclihanan, pereweten, dan
Pengop.rasian jaringan pra.anna
Kereta Api {lMO)

2 I pakct

05.02.02.03
PRO-P: FeEbangullan I(A Ak€ca
F.labuhan dan Bandrra

OI - Ttrlakananya penanganan
kcreta api akscg
Pclabuhan/Bandaia

ol - Jumlah FnangEnan kercta api
alGeB simpul tansporta8i

2 2 lok!.i 64.370,4 KEMEI{TERIAN PERHIJBUNGAN

0s.02.02.04
PRO-P: Fenyediaan PI'O datr
Sublidi

01 - Terla.karrenya pedyediaan
PSO dan Sub.idi

01 - JuEla]l layanan subsidi
perkerctaapiar yaDa ter!€dia

02 - Tcr&dianya darra PSO
pcrl@Etaapian

2 7 layanan I75.938,O KEMENTERIANPERHUBUNGAN
Ecrintegrasi dcngan PSN)

2 I pak t (APtsN tton-
Kcmcnhub)

05.02.03
rP: Koi.ktivitas Laut

01 - Tcrwujudnya koncktivita3
laut

0l - Jumlah lokasi
pcn8embangan/p.mbangunan
pclabuhan
laut

pcndukunS konckivitas

2 26 lokasi 2.4.267,0

02 - JumLh leye en aubridi Tol
Laut, pcrintfu anSkutan laut, dar!
angkutan tcrnak yanS tctap dan
teratu,

Tl 158 rute

SK No 093286 C

0l - Jumlah pclabuhan yanS
dibansun dan dilcmbsnskan

- 4.V.18 -

I lokasi I33.O57,7 KEMENTERIANPERHUBUNCAN
fT.rint grasi dcngan PSN)

05.02.03,0r
PRO-P: Fengembengan
Pelabuhan Utama (tftlb)

0l - Tcrlakananya
pehbangunen de.n
pcngcmbangan pclabuhan laut

2



PRESIOEN
FEFUELIK INOONESIA

PN/PP/rP/ ProP Sasaran Indikator

Dukungan
Terhadap
AIahan
PI€sidcn

Rp. JutaTarget In6tenri Pelaksena

05.02.03.02
PRO-P: Pembangunan dan
PcnEembangan Pelabuhan laut

Ol - Terlakenenye
FDbangunan dan
pcngcmbangan palabuhan laut

0l - Jumlah pelabuhan yang
dibangun dan dikembangkan

2 20 loka.i I.150.267,3 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
(Icrintcgrasi dcngan PSN)

os.02-o3.03
PRO-P: Pelabuhan Merdukun8
I(awaean Stretegh kiorita!

Ol - Pclabuhan mcndukung
kawasan strstegb priorita.

Ol - Jumleh Pelabuhan Pendukuna
I(awalan Strategi. kiorira8 Na8ional

2 5 loka.i 258.I9I,4 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
flcrinteslasi dcnsan PSN)

0s.02.03.04
PRO-P: Penyclcnggaraan
Layanan Sub.idi Tol Laut dan
Ferinti6 Angkutan Laut

Ol - Tcrlakssnanya
Fenyelcn8aareerr leyanan
Bubridi Tol Iaut da.tl Frintis
an8kutar laut

0 I - Juml,ah layanan angkutan tol
laut tctap dan tcratur

2 35 rute 1.426.7 fi ,6 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

02 - Jumlah layanan angkutar laut
perintis

2 l17 rute

03 - Jumlah Lyanan angkuran
temak

2

0s.02.04
KP: Konektivitas Udala

0l - Tcn'ujudnya konetdivitag
udara

0l - Jumlah layanan anSkutan
udara dan Angkutan BBM untuk
(argo Perinti6

02 - Jurnlsl bandara ysnE dibangun
den dikembanEl€n

2

2

4l rut

45 lokasi

3.155.573,7

03 - Jumlah layanan angkutan
udara pcrintis

2 22O layanan

SK No 093287 C
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347.540,8 KEMENTERIANPERHUBUNGAN05,02.04,0r
PRO-P: Jcmbatan Udara

0l -Ju0 ah bandara
pendukung j.mbatan udara
yana dikcmbangkan

0 1 - JurDlsh bandara Fndukuna
jcmbeta[ udere yan8 dikembangkan

2 7 lokasi

02 - Jumlah layanan karSo pcrintis
mendukung Jbmbatan udara

2



!,ELIK INDONESIA

PN/ PPl KP/ hoP Indikator

Dukun8arl
Tcrhadap
Arahan
Pr$idcn

Targct Rp. Juta In.tansi PeleksE

05.02.04.02
PRO-P: Fa8bangunan Bandara
Baru

Ol - Terlak8ananya
FDrba,rSunel! bendere barlr

0 I - Jumlal bendera yenS dibengun 2 7 lok$i I.117.332,9 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

05.02.04.03
PRO-P: Fengembangan Bandara

Ol - Tcrlak8ananya
pengembangar bandara rrrb
!'rimcr

o I - Jumlsh bandars lub primer
yang dirchabilitasi/dikcmbangkan

2 3l lok$i I.283.525,8 KEMENTERIANPERHIJBUNGAN
tTcrhtegrasi dcnean PSN)

05.02.04.04
PRO-P: P.mbangunan Bandara
Peraira,I lwate ft o.sed Aitpofl)
untuk Mendukung D€stinasi

0l - Terlakaananya p€nJ.u6unan
kajian pcnyiapan pcmban8unan
rErairat funhftased airyofl
untuk aendukung deBtinaai
pariwisata

0l Juml,ah kajian peayiapon
bandara pcrahan

2 I loke.i 4,950,6 KEMENTERIANPERHUBUNGAN

05.02.04.05
PRO P: layanan Subgidi
Anskutar Udara

0l - Tcrlaksananya layanan
angkutan udara pcrintig

0l - Jumlah layanan angkutan
udara pcrintis

2 220 layanan 402.223,4 NEMENTERIANPERHUBUNGAN

02 - Anikutan BBM angLuten udara
perinti.

q 7.l83leyaflan

0s.02.05
KP: Konckivitas Dalat

0l - Terwujudnya konektivitag
darat

0l - Jumlah pclabuhan
penycberengan, deneu den aungai
yan8 diban$n dan dikeEbanskan

2 23 Lokasi 1.543.116,5

02 - Jumlah t rminal pcnumpang
dan barang antamcgara rcrta
tcrminal tipc A yang dibangun

03 - Jumlah layanar perinti!
engkutan jalan

2

2

14 lokasi

328 layanan

2

SK No 093288 C

04 - Jumlah layanan pcrintig
anSkutan pcny.berangan

- 4.V.20 -

274 layanan



FRESIDEN
REPI,JBUK INDONESIA

PN/PP/ KP/ ProP lndil€tor
Dukungan
Terhadap
Arahan
Pr€sidcn

Rp. JutaTarE!t Insrrnii P.Iaklana

05.02.05.01
PRO-P: Fembangunan
Pclabuhan Penyeberansan Baru

Ol - Terlak.ananya
pembsraunan pelabuhan
p€rrlrcb€ransan baru

01 ' Jumlah p€labuhan
pcnycbcranSan, danau dan rurrgai
pada jalur lo8btik yang dibangun

2 12 (bcrlarjut) Iokeri 271.659,0 KEMENTERIANPERHUBUNGAN

05.02,05.02
PRO-P:
Fembangunan/ P.ngcmbangan
Pelabuhan AnSkutan Sun8ai
Danau

Ol Terlaklananya
F.rDbangunan/ PengeEbangan
P.labuhan Angkuten Sungai
Danau

Ol - Pclabuhan angkutan sungei
danau yang
dibangun/dikcabangkan

2 I I (b.rlanjutl lokaBi 244.271,3 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
oerintegmli denSan PftN)

0s.02.05.03
PRO-P: Pembangunan Tcrminal
P.numpang dan Baran8
Antarn€sars

0l - Tcrlak.anenya
pcmbanSunan tlrminal
p€nuEpang dan barang
antamagara

O I - Jumlah terminal antarncgara
yanS dibangun/ditingkatkan

2 I (b€rlarjut) lot{asi 25.OOO,O KEMENTERIANPERHUBUNGAN

0s.02.05.05
PRO-P: Peryediaan kyanan
Pcri[ti]B Angkutan D.rat untuk
Pcnuapan8 dan Barang

0l - T.dakranan}a p€nyediaan
layanan perintis angkutan damt
untut pcnuepanS dan beran8

0I - Jumlah Eayek perintig
angkutan panycberangah yaDg
dilayad

02 - Jumlah trayck perifltir
a.ngkut n jalen ]arg dileyeni

03 - Jumlah Eayek angkutan
multiEoda yenS dileyard

2 2T4laya'lAlr 8I3.44O,4 KEMENTERIANPERHUBUNGAN

2 328 layanan

2 lO layalan

04 - Jumlah tray.k angkuta, barang
yang dilayani

2 6 layanan

SK No 093289 C

Ol - Tcrlaksananya
pcnirylGtan/rcvitalisasi
tlrminal penumpang Tipc A

13lokasi 184.745,7 KEMENTERIANPERHUBUNGANos.02.0s.06
PRO-P: Feninrkarsn/ Revitali.asi
Terminal Fenumpang Tip€ A

01 - Jumlah tcrminal penumpanS
Tipc A yang
ditingkatkan/dircvitdi.asi

2

- 4.V.21 -



FRESIOEN
REPIJBLIK INDONESIA

PN/PP/ KP/ProP Sasarun Indikator

Dukungan
Terhadap
Arahen Rp. JutaTarSct Instan8i Pelakssna

05.03
PP: Infraitnrktur Pcrkolaan

01 - M.ninSletnya layanan
infrastruktur p.rkotaan

o I - Jumlah kota yang dibangun
perlinte.an tidak !€bidang kercta
apilnww ndery.Ils lkor,)

7 lberlanjut) lokasi 2.617.004,22

02 - Jumlah ahterlr angkutan umuDt
ma83al di Frkotaan bclar lainnya
yena dikcmbarSkan (kotal

2 6 (b€rlarjut) kota

03 - Jumlah kawalan di
pcrmukiDan kumuh pcrkotaan yang
ditangani mclalui pcrcmajaan kota

2

05.03.0r
KP: Transportasi Pcrkotaan

ol - Terwujudrya layanan
angkutan umuta maaaal
perkdtaan

01 - Jumleh anSkuten mftaal
bcrbaair I.l yanS
dibangun/dikcrlbanakan (kota)

2 4 Kota 2.551;.342,4

02 - Jumlah angkutan uEu6
perkotaan berbaah jalan yang
dibangun/dikembanskan 0(ota)

2 10 Kota

05.03.01.01
PRO-P: Pengcmbangal Sist m
Angkutan
P.rkotaan

Umum Mes€al
di 6 wilayah

Metropolitan (Jakarta, Surabaya,
Mcdan, Bandung, MakasEar,
S€maranB)

0l - Tcrwujudnya layanan
angkutan umum massal di 6
(€ne6) kote metropolitan

0l - Jumlah kota yang
dibangun/dikeEbanSkan angkutan
massal bcrbasi! rcl

2 4 kota I.995.A42,6 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
(Icrinte8rqsi denSan PSN)

02 - Jumleh kote yanS
dibangun/dik"mbangkan angkutal
Ina3ael berba8i. jalan

2 2 kota

2

SK No 093290 C

03 - Jumlah pengsdaan dan
pcmasanaan ArcS dan ITS

- 4.V.22 -

63 paket



FRESIDEN
NEPUELIK INOONESIA

PN/ PPl KP/ ProP Indikator

Dukungan
Terhedap
Arahen In8ransi PclaksanaTargct Rp. Juta

05.03.01.03
PRO-P: Pengembangan Sbtcm
Angkutan Umum Ma.sal di
Pcrkotaan Bcsar tainnya

Ol - Terwujudnya layanan
angkutan umum maasal di
pcrkotaan bdar lainnya

0l - Jumlah sfutcm angkutan umum
malsa.l yans dikembansksn di
perkot3an lailnya

2 2 kota II.735,6 KEMEI{TERIAN PERHUBUNGAN

05.03.01.(x
PRO-P: Pcmbangunan
Pcrlintalan Tidak S€bidant
antara Jalan dan XA di
Perkotaen

0l - Tcrlak ananya
pembaD8unan perlirrtasan tidak
scbidang antara jalan dan I(A di
pcrkotaBn

0l - JuElah perlinta.an tida.L
oebidang antara jalan dan KA di
perkotaan yang dibangun

2 3 lokeli O,OhI KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

05.03.01.05
PRO-P: FembenSunan Jalan

01 - Terlak6anatrya
pembenSunefl jala.n pcrkotaan

0r - PanjanSjalan pcrkotaan yang
ditangani (tcrmaruk jalan linakar)

02 - JuElah lok&i
lgoue u deryoss di pcrkot an yans
dibangun

2

2

5,r8 km

I loka.i

O,OI., KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMA}IAN RAKYAT

05.03.o1.06
PRO-P: Fcnycdiaan Subsidi
Angkutan Umum Ma$al

0l - Tcrrelenggaranya
penycdiaan subsidi angkutan
uEum aaasal pclkotaan

0 I - Sublidi anSkutan umum ma$sl
perkotsar

2 l2 l-yaaen 548.764,I KEMENTERIANPERHUBUNGAN

05.03.02
KP: Infra.truktur da, EkGirtem

0l - Tcrbanguanya infraatrultur
den eko3hter:r TIK perkotaan

Ol - Pcr&ntale rumah tangga
trrlayani jaringan internet aksca
t tep pitaleber terhadap totel rumeh
tangSa

2 25,a % Gumulati4 34.573,8

SK No 093291 C

Ol - Tcrlakssnanya
Fnaembanaarr TIK perkotaan

- 4.V.23 -

16.000.000 rumah
tanaga (kumulati0

34.573,8 KEMENTERIANKOMUNIIGf}IDAN
INFORMATIKA

05.03.02.01
PRO-P: Pcngembangan TIK
Pcrkotaan

Ol - Jumlah rumah t rlSga terlaya[i
jaringan intcmct akses tctap
pitalcbar

2



PRESIDEN
REPIJBLIK TNDONESIA

PN/PPlKP/ProP

Dukungan
Terhedap
Aralren
Pre!idcn

Rp. JutaTargct ln.tard Pelaksana

02 - Jumlah lhb/lbta yang
mcndapatLan pcndampingan dalem
penjrusunan mastcrPlan s'naft cita

150 kab/kota
(kumulati0

5

05.03.03
KP Fenycdiaan Ak!€a Air Minum
dan Sanita8i Laya.k dan AIllen di
Perkotaan

0l - Te sksananya pcnyediaan
ekse6 air mhum dan lanirasi
layak dan aman di pcrkotaan

Ol - Jumlah kal*lalan p.rkoteen
p oritas dengan penycdiaan dan
Fnyclen8garaan aklcs air minum
dan air limbah yana aman &n andal

2 7 kab/kota 0,0h1

05.03.03.01
PRO-P: Pcnycdiaan dan
P.nyclcnggaraan Air MinuE alan
Sanitasi yan8 Andal dan
Tcrint grasi

0l - Jumlah PDAM dcngan layanan
Zona Air Minum Prima (ZAIrlP)

02 - JuElah PDAIr{
menerapkan smaft
Manag.n€nt

yang
GrA WaEr

05.03.04
KP: Pcrycdiaan Aklcs
Parumahan dan Pcrmukiman
Iayak, Aman, dan 'Itq-angkau di
Perkotaan

Ol - Terlakaranya Penyediaen
Akscs Pcrumahan dan
PerEukiman Layak, Aman dan
Terjanakau di Fcrkot an

0l - JuElah kawasan di
pcrmukimen kumuh perkotasn ysnE
ditanaani melalui pcrcmajaan

0l - Tetl,al(8enanya penycdiran
dan pcnycl"nggaraan air midum
dan 6anitasi yanS handal dafl
tcrintcgrari

2

2

2

7 BUMD eir Dinum

3 BUMD air minum

O,OI.I KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

26.088,0

05.03.04.o1
PRO-P: Fasilitasi Pcnanganan
Permukiaen Kumuh Perkotaar

Ol - Terlakaranla Fa.ilita8i
PcnanSanan Pcrmukiman
Kumuh Perkotaar

0 I - Jumlah kawasan di
pcrmukiman kumuh pcrkota"an yan8
ditangani melalui pcrcmajaan kota

2 26.088,0 DAK KEMENTERIAN PEKEzuAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

05.04
PP: En.rgi dan Ketenagalirtrikan

Ol - Mcningkatnya ak.ca dan
pasokan cncrgi dan tcnaga
listrik yang merata, andal, dan
elbicn

0l - Jumlah produkai tenaaa listlik 2 406.325 GWh l 410.536,1

02 - Penurunan cmi.i CO2
pcmbanAkit

5,91juta ton2

2

SK No 093292 C

03 - Jumlah pcnSguna lirtrik 83.219 ribu rumah
tanaga-kumulatif

- 4.V.24 -



PRESIDEN
REFTIEUK INDONESIA

PN/ PPl KP/ProP Sa!srsn Indikator

Dukungan
Terhadap
AIahar Rp. JutaTarset Inatar8i Pelal(Eara

04 - Jumlah lambunaan rumah
jarinran 8as kota

1.688.874 kumulat4
€ambunAan ruEah

2

05 - Jumlah kapasitas kilang
minyak-kuEulatif

2 1.176.000 Barlel p.r
colerdar D(IglBrc,D

05.04.01
KP: Kcbcrlanjutan Peny.diaan
Encrai dan K.tcnagalfu trikan

01 - Terlaklananya Ol - Susutjaringan 2 A,7A

^cucrunJ 
ut{n P€nr€uraa

dan kct naSelirtrikan 02 - Forsi kapasitas terpa.anS 2 17 o/o

pcmbanSkit EBT tcrhadap total
IEmbanskit

73.765,6

05.04.o1.01
PRO-P: Fclbaikan Elhicn3i dan
Embi Encrgi dan
KeteDf,sali.trikan

01 - Terlaksananlr pcrbailcn
elhienoi d6n erdsi ener8i dan
kctcnasalistrikan

Ol - t(apasitas tcrpa€ang EBT
tambahan

2 2.099 MW 73.765,6 XEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL

02 ' Jumlah penambshan sistcm
trenai[iai

2 3.519,50/3.9OO
km!/MVA

03 - Jumlah pcnambahan listcm
distibu.i

2 43.065/3.206 kms/MvA

05.o4.o2
KP: Ak€e8 dan lGtcrjanskauan
Energi dan Kctenagalht kan

Ol - Mdritrgkatnya eka€B den
kctcrjangkauan cncrgi dan
kct nagalistrikan

0l - FenaEbahan p€langgan baru 2 2.002 ribu D€lenEan 1.323.206,2

02 - Jumlah pcnycdiaan gas 2O4.6m S.teB BeEl
Minyak (gBM)

2

05.o4,o2.o2
PRO-P: Pe uasan Aklc8 dan
Keterjengl€uar Energi dar
Kctenagalistritan

Ol - Tarlak8ananya perluasel
aksc. dan kctcrjanglauan cn.rgi
dan k t nagalistrikan

0l ' Jumleh penahbahan aistcm
distribusi

2 43,065/3.206 km6/MVA I.323.206,2 KEMENTERIAN ENERCI DAN SUMBER
DAYA MINERAL
(ferint€srasi densan PltNl

02 - Jumlah pdEmbahan pcnyalu,
BBM satu harga

2

SK No 093293 C - 4.V.25 -

89 penyalur



FRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA

PN/PPl KPl ProP Sasaran Indikator

Dukunga,r
Tcrhadap
Arahan
Prcsid.n

Rp. JutaTargct In3tenai Felekem

03 - Tahapan pcmbangunan pipa
trenlEisi gas bumi ruas Circbon -
SemdranS

2 I ruaa

o5.04.03
KP: Kecukupan Penyediasn
Encrgi dan Tcnaga Listrik

Ol - Tenediarye pe8olan energi
dan tenaga lfutrik yang cukup

0l - JuElah cadangan operasional
BBM

02 - SVst m Awrage Interfl?tio,t
Drrdtrbr Indcx (SAIDI)

2 23 hari 13.564,3

2 3 jam/ p€lsngsan/tahun

02 - Terlaklananya
p€mbangunan pipa Eas bumi

0l - PanjanS ruas pip6 trefluriri dan
diltribusi AEs bumi yang difasilitasi
(kumulati0

2 19.800 km

05.04.03.0r
PRO-P: Fcningketen Kealdalan
Ini:astruktur Encrgi dan
Kct!na8alfutriken

0l - Tcrlakananya pcningkatan
kean&lan infrastruktur.n6gi

01 - Jumlah rckomendeli
kcpr$pckan migeg

2 4 Ekomcndasi
kcbijakan

13.217.6 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL

02 - Tcrlakananya peningkataa
kcan&lan infrast uktur
ketcnagali.tril(sn

01 - Jumlah penambahan Lapasitas
pcInbengkit

2 6.2(x) MW

02 - Jumlah pcnaDbahe, .i.teE 2 3.5r9,50/3.900
kms/MVA

05.04.03.02
PRO-P: FcmbalSunan KilanS
Minyat Bumi

0l - T€rlaksananya
pcrabengunen kileng minyak
bultri

01 - Jumlah pcningkatan
infte.truldur kilang minyak bumi
(kuInulati4

2 I . I 76 ribu BOPD 346,7 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL

05.0s
PP: TraEformasi DiAital

0l - Mcninglatnya
pcErbangunan dan pcmanfaatan
infrastnrktur TlK, rcrta
kontdbusi scktor infonna8i dan
komunike.i dalaE pctuEbuhar
ekonomi

01 - Penentas€ lata-rata 1,2, S 8,80 %
pcnumbuhan !€ldor TIK r9.l

02 - P.r.entale Fn8guna intcrnct 2 aO,7O

03 - Proporsi individu yanS
mengualai/ memiliki tcLpon
IenElEm

r8.882.954,3

2

SK No 093294 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA

PN/ PPl KPl ProP Sa6eran Indikator

Dukungan
Tcrhadsp
Aruhan Rp. JutaTarget Instansi P.l,aklana

05.05.01
KP: Penurtaran Infrastrukur
TIX

Ol - Terlaksanan}a patuntasan
infre.truktur TIK

0l - Pcr8cntage de8e bcrp€nduduk
yana mcndapatLan ak3.s jaringan
moHle b,oadband

2 99,5 % (kumulati0 rS.395.lSB,l

02 - Pcraentase keca&aten yeng
terjangkau infrastruktur jaringan

2

5

60 % (kumulati0

avo
acrat
03 - Ferucntasc rasio harga layanan
Ited broadband lf.rb,'dap
Fndapatan pcr kapita (pada
Lcc.patan up to 30 MbpB)

04 - Pels€ntale rs.io harSa layanan
mobile bftadba d terilddap
pcndapatar pcr kepita (dilihat dari
rata-rata kuote I GB)

0,3 %

05 - P.rs.nta€€ populasi yang 2 94y.
tcrlayani pcnyiaran radio publik
06 - PeEentascjanskauan populasi 2,5 75
penyiaran TV diaital

5

05.05.01.01
PRO-P: P.ngcmbangan
Infralrruktur Pitalet sr

0l - Tcrlak€ananya
penAEmbangEn infrastrultur
pitslebar

0 I - Jumlah de5e di wilayah 3T ysn8
mcndapatkan akrcs scluler 4G

6.764 dela (kuDrulati0 12.464.7 ,7 KEMENIERIAN KOMUNIKAI}T DAN
INFORMATIKA, KEMENTERIAN
KOMUNIKAT}I DAN INFORMATIKA (KPBUI,
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
POLINK, HUKUM DAN KEAT,IANAN,
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL

lTcrint elaai dcnean PSINI

2

SK No 093295 C

0l - Te aksananya
pcngcmbangan inhast uktur
panyiamn

0 I - Jumlah intastruktur digital
brcadcasting sysf"ln

- 4.V.27 -

45 unit 1.633.304,8 (EMENTERIAN KOMUNII(ASI DAN
TNFORMATIKA, TELEVISI REPUBUK
TNDONESIA, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA

05,05.0r.02
PRO-P: PenScmbengan
Infrastruktur PenyiaBn

2



FRESIDEN
REPIJBUK TNDONESIA

PN/ PP/ KP/ProP Sa€aran Indikator

Dukungan
Telhadap
Arahan
PreBiden

Rp. JutaTarget Instansi Pclsksana

05.os.01.03
PRO-P: FenaeEbsnsan
Infra6truktur TlI( Pemerintahan

0l - Terlaksananya
peraeEbarraan infrastruktur TIK
Pemerintahar

0l - Pcr3entase K/Lyang
mcDggunakan/tcrhubunS Jaringan
Intra PEmerintah (JIP/ Got,€m,e,,, i
Nerr,ofr

I.29?.116,6 KEMENTERIAN KOMUNIKASTI DAN
INFORMATIKA, KEMENTERIAN KESEHATAN

2 50 v.

05.05.02
l(P: Pemanfaatar InfrasEuktur
TIK

0l - Terwujudrya pemanfaatsn
infnstruktur TIK

Ol - Pcrlcntalc konrribuai lcktor TIK
terhadap PDB

5 4,5-5,7 Vo 1.790.585,0

02 - fbr.erta.€ K/L/D yen8
mcmanfaatkan cloud pamcrintah
(kumulatio

5 35%

05.05.02.01
PRO-P: Feaanfaatan TII(
layanan Peme ntah

Ol - Terla.klananya p€nanfsatan
TIK layanan peme ntah

0I - Jumlah aplika3i gcncdk yang
dikcmbangkan s€cara multi pladorm

5 35 Aplika.i (kumuletio 254.972,s KEMENTERIAN DAIAM NEGERI, ARSIP
NASIONAL REPUBUK INDONESIA,
KEMEMTERIAN KELAI.'TAN DAN
PERIKANAN, KEMENTERIAN SOSIAL,
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMA'IIKA, KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMAST BIROKRASI,
KEMENTERIAN KFSEHATAN, BADAN
PENGI(AJIAN DAN PENERAPAN TEKNOI'GI
(BPPTI, KEMEMERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRAI}I

05.05.02.02
PRO-P: Femanfaatan TIK
kyanan MasyBrakat dan Dunia
Usaha

Ol - Tcrl,aklanaDya pcoanfaatal
1IK layanan ma.yaBkat dan
dunia usaha

XSMENTERIAN ACAMA, KEMENTERIAN
KOMUNIKAIII DAN INFORMATIKA,
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/BADAN PARMISATA DAN
EKONOMI KREATIF, XEMENTERIAN
KEUANGAN, KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN,

0l - Jumlah start-up aktifyang 5 3s sla4p 1.531.612,5

- 4.V.28 -SK No 093296 C



PRESIDEN
REPUBUK TNDONESIA

PN/PP/ KP/ PrpP Saaaran Ilrdikator

Dukungan
Tcrhadap
Arahan
PrBiden

Rp. JutaTarget Instanli Pclskssna

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERNNGGAL DAN
TRANSMIGRASI, XEMENTERIAN
PERDAGANGAN, KEMENTERIAN KOPERAI}I
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,
PERPUSTAIGAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA, KEMENTERIAN KELAT]TAN
DAN PERIXANAN, TEI,,EVISI REPUBLIK
INDONESIA
F.rintcgrasi dcngan PtlN)

05.05.03
KP: Fasilitas P.ndukung
Ttaneforfie3i Diaital

0l - Te$edianye fftilita.
pendukung ransforaaBi diAitel

01 - Jumlah p€lcrta pelatihan di8ital
skill untuk mcnuju ekonomi disital

15,700 pecrta r.697.2tt,2

05.os.03.01
PRO-P: Penselolaan lrformasi
!€cara tunan dan Terintegrasi

0l - Terlaksananya pengclolaan
informali !€cara aman dan
terintegrasi

0l - Jumlah kontcn ncgatifyang
diblokir

1,5 2 10.000 kontcn tregatif BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,
KEMENTERIAN PERTAHANAN,
KEMENTERIAN KOMUNIKAT}I DAN
INFORMATIXA, BADAN INTEUJEN NEGAR{
KEPOUSIAN NEGARA REPUBUK
TNDONESIA

266.4O4,4

os.os.03.02
PRO-P: Pengembaraan Litetasi
dan Kcahlian TIx

0l - Terlak€ananys
pcngeEban8an literasi dan
kcahlian 'I'IK

5.000.000 orang 426.239,2 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
TNFORMATIKA, I{EMENTERIAN PARIWISATA
DAN EKONOMI (REATIF/BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI (REATIF,
XEMENTERIAN KETENAGAJ(ER.'AAN,
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,
KEMENTEzuAN PERDAGANGAN

Ol - Jumlah Easyarakat yang
men&patkan litsasi di bidan8
drsrtal

- 4.V.29 -SK No 093297 C



FRE9IDEN
REPUEUK INDONESIA

PN/ PPl KPl ProP Seaaran Indikator

Dukunga,r
Tcrhadap
Arahan
Pr*idcn

Terset Rp. Juta Instami Felakana

05.05.03.03
PRO-P: PenaeEbengen dan
Fe.ilita.i Industri TIK

01 - T€rlaksananya
pcngcmbangan dan fasilitasi
industri TIK

01 - Pcrenta8€ penaeEbangan
laboratorium BBPPT B.bagai pusat
TIK

6(N.167,7 KEMENTERIANKOMUNIKASIDAN
INFORMATIKA

aovo

CATATAN:
(1) S$uai denSan pendekatan THIS, scbuah proyck dapat mendukuna lebih dari I {!etu) Prioritas Nasional;
(2) kioritas Nasional mcncalrup rincia, Belalja K/L, Dana Transfcr Khu.ua, dan KPBU, belum mencakup dukunge Bedan U.aha (BUMN/Swasta);
(3) Alokali DAK mcrupakan pagu alokasi per subbidalg per tematik pcl daemh b.rda€arkan Pcryrls Rincian APtsN TA 2023;

KETERANGAN:

lal nultitassins.

SK No 093298 C
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FRESIDEN
REPUEUK INOONESTA

PRIORITAS NASIONAL 6 : MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM

PN/ PPl KP/ PrcP Sasaran Indikator

Dukungan
TcIhadap
Arahan
Pr€!idelr

Rp. JutaTargct Iritenai Pelakaana

06
PN: Membangun Lingkungan
Hidup, Meningkatkan Kctehanan
Bencana, dan Perubahan Iklim

01 - Mcninskatnya Indckg
Kualitas Linskunaan Hidup

0l - Indck8 Kualitaa Ungkungan
Hidup GKLH)

69,48 8.886.639,1

02 - Bcrkurangnya kcrugian
fibat dempak belrcena dan
bahaya iklim

0l - P.nurunan potcnai kchilangan
PDB akibat dampak bcncana dan
iEim terhadap total PDB

03 - Mcningkatnya capaian
p€nurunan emisi dan intenlita.
cmbi Gas Rumah I(aca (GRK)
terhadap baseli4e

0l - Pamcntaaa pcnurunan emisi
GRX - kuDuhtif

27,O2

02 - Peraentea€ penurunan emiai
GRK - rahunan

26,4O

03 - PeEcntasc pcnurunan
irten.irei ernisi GRK

29,70 i6

l,l0 %

06.01
PP: Peningkatan Kualita8
Lingkungan Hidup

0l - Mcningkatnya kualitas air,
kualitas air laut, kuslitas udsra,
serta kualitas tutupan lahan dan
ekosistem aambut

01 - tndcks Kualitas Air (Il(A) 5

02 - Indcks Kualitar Air taut oKAL) 5 60

03 - lndcks Kualita8 Udara (IKU) 5

5

9,4

64,504 - lndek (uelitas Tutupan L€Ian
dan Ekosbtcm GarEbut (ll(l.)

55,4 1.934.249,7

SK No 093299 C

0l - Menurunnya potenBi
kejadian pencemaran dan
k flroakan SDA dan LH

- A.VI.1 -

3.375 perusahaan

1.091.241,306.0r.0t
KP: Perce8ahan Penceaaran darl
IGrusal(an Sumber Daya Alam
dan Li[gkungan Hidup

0l - Jumlah lokaai pcmantauan
kualita3 lingkungan

5 l.14l lokasi

02 - JuElah ulalla dan/atau
kegiatan yang terpantau Eemenuhi
baku mutu lingkungan hidup

5



FNESIDEN
ELIK INDONESIA

PN/ PP/ KPl ProP

Dukunaan
T.rhadap
AIahan
PEsid.n

Inaten6i Pelik3araSaEaran Indikator Targct Rp. Juta

03 - Lua6 ar€a dengan nilai
konlclvasi tinggi yang
diprtahankrr lGcara nagional

5 70 juta ha

04 - Parscntasc pcnurunan luas
k bekaran hurrr daYr lahDn di
provinsi rawar kebal(aran hutafl
dan lahan dari baselin€

5 2,OO vo

05 - Luaa ka{lasan konlcrvasi 5 27 juta ha

06 - Luas kawasan kona€wasi
p€rairun

5 29,l0juta ha

07 - Akuraai informa8i met orologi 5 92 Vo

08 - Akursi inlon rasi klimatoloSi 5 a3 96

06.0r.01.01
PRO-P: P.mantauan Kualitas
Udan, Air, dan Afu taut

0l - TcEcdianya deta kualitag
air, air laut, daa udara

0l - Jumlah pcnambahan alat
p€Eantauen kualites air aungai dan
demu ecEE otomati!

BADAN METEOROI'GI, KUMATOIOGI
DAN GEOFISIKA, KEMENTERIAN
UNGKUNGAN HIDUP DAN K.EHUTANAN,
DAK

5 250 unit 451.515,6

02 - Jumlah penambahen alat
pemantauen kuelites udara ambicn

5 30 unit

03 - Jumlah lolqsi pemantauan
kualitas arr laut sccara manual

5 34 plovinsi

06.01.o1.02
PRO-P: Pcmantauan KirErje
PenSclolaan Lingkungen pada
Uleha dan/atau KcEiatan

0l - Pcmantauan kincrja
p"ngclolaan linSkungan pada
usaha dan/atau kcgatan

0l - Jumlsh badan uEeha ya.ng
terpanteu mcmcnuhi baku mutu
emiai

13.700,0 KEMENTERIAN UNGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

5 3.37s t edert usha

02 - Jumbl badan ureha yang
terpenteu rnemcnuhi baku mutu air
limbsh

5

SK No 093300 C
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PRESIDEN
REPIJBLIK TNDONESIA

PN/PP/ KPl ProP Seaerel! Irdikator
Dukuraan
Tcrhadap
Arahan
Prtsid.n

Rp. JutaTarget Insransi Pclakana

03 - Jualah pelabuhan yeda
tarpantau mclaksanakan
p€ngerdalian penccmaran pcaisir

5 3s pelabuhan

04 - Jumlah badan usaha tambang
yant m€ninSkat kinerja pcngelolaan
lingkunsannya

5 100 badan u8eha

05 - Jurlrleh bedan uleha yart
mcmcnuhi pcrayaratan p.aulihan
ekoahtcm gambut

5 450 bsdsn waha

06.01.01.o3
PRO-P: Fcnyediaan lnformasi
Cuaca dan Iklim

0 I - Tcrscdianlr informa8i cuaca
dan iklia

0l - Akurasi informaai Mctcorclogi
Publik

5 a9 89.489,1 BADAN ME"TEOROLOGI, KUMATOLOGI
DAN GEOFISIKA

02 - Akurasi informasi Mctcorclogi
Fenerbangan

5 r00 %

03 - Akurasi informasi Mct olologi
Maritim

5 a7

04 - Akurasi InIorDasi Iklim 5 83%

06.01.01.04
PRO-P: Pencegahan lGbeke.ra.n
Lahan dan Hutar

01 - Menurunnya aryka kejadien
kcbakaran lahan dan hutan

Ol - JuElah desa yang dicegah dari
kebekarqn hutan dan lahan

5

5

1.33O d.!a

2OO KHG

400.603,r KEMENTERIAN UNCKUNGAN HTDUP DAN
I(EHI.ITANAN

02 - Jumlah kawasan hidrotrogi
gambut yang mcmiliki infrartruktur
tata air adaptif kekcrinsan/ ncraca
air yana s€makin membaik dalam
suatu KHG

SK No093301 C
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FRESIDEN
REPIJBLIK INDONESTA

PN/ PPl KPl ProP Saaaran Indikator

Dukunaan
Tcrhadap
Arahan
Prcsid.n

Rp. JutaTargat In.tsnBi PeleksE

06.01.01.05
PRO-P: PeninSkatan Ne8adaran
dan lhpasita3 Pemerilrtah,
Swasta, dan Mae].ankat
r.rhadap Lingkungan Hidup

0l - Meningkatnya l(c.adaIan
dan kape.itea p€merhtah,
.weala, dan rDaayamkat
tcrhadap linSkungan hidup

0l - Jumleh lembaSa/ komunitas
€crta grtr.rasi Fduli dan berbudeya
lingkungan hidup

5.645,0 KEMENTERIAN UNGKUNGAN HIDUP DAN
KEHT}TANAN

300 unit

02 - Jumlah produk ramah
lingkutrgen yena tcr€aister dan
rtreauk dalem penaa&an baran8
dart je.a perrerinteh

5 20 prcduk

06.01.o1.06
PRO-P: Pcncegahan lGhilan8an
Keanekaraga.Een Hayati dan
Kerusakan EkosbtcD

Ol - Terl,alcananya pencegshan
kchilangan kcancl€ragaman
hayati dan kcrwakan .kosist m

0l - Luas hutan dcnSan lndekr Jesa
LingkunSen tinggi

KEMENTERIAN XEI,,1I[.TTAN DAN
PERIKANAN, XEMENTERIAN ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL, XEMENIERIAN
UNGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

5 65 juta ha 87.379.5

02 - Luas kawasan kon!.rvali
p€rainn, pcsisir, dan pulau-pulau
kecil yang operasional

5 15,80 juta ha

03 - Jumlah kcanckara{aaan
hayati p€lairan yang dilindungi,
ditrestarilGn, dan/stau
dimanfaatkan

5 l8 jenis

04 - Jumlah unit pcrlindungan
kehati di lusr kawasan konrcrvasi
yer8 dibentuk dalaE ranaka
pcnceSahan kehilangan kehati dan
k.ru.ekan cko.i.teiE

5 17 unit

05 - Jumlah kcbun raya dacrah
yang dikcmbanakan

5 2 unit

SK No 093302 C
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l0jute he 42.909,O (EMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL, KEMENTERIAN
UNGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
BADAN zuSET DAN INOVASI NASIONAL

06.01.o1.07
PRO-P: Pcnycdiaan Data dan
Informasi Kc€nekeraSaman
Hayati dan Ekosiltcm

0l - T€Gcdianye dete dan
informasi kaanakaragaman
hayati dan ckosiatctn

01 - Luas ka*tssan yang
diiave[tarila.i dan diverifika.i
dcngan nilai kcanckaraSaman
heyeti tingd E€cara pafiilipatif di
luar kawa8an kons.rvasi

5



FRESTDEN
REFIJBLIK INOONESIA

PN/ PPl KPl ProP Sfta.mn Indikator

DukunSan
Terhadap
AIahan
k€sid.n

Rp. JutaTarget Inatenai Felaksana

02 - Jumlah Layanan Balai KlirinS
Icanakaragaman Hayati

5 I layanan

03 - LuaB kaq,asan yang
diinvcntarhasi dan diverifftasi
dentan nitrei keanckeragamen
hayeti ting8i di dal€m kawe6en

5 7,55juta ha

06.ol.02
KP: Felran88ulangan Fenceaaren
dan Keruleken Sumber Daye
Alam dan LingkunSan Hidup

Ol - Meningkatnya rEspon. cepat
dalam Diengurangi intcnaitag
kerwakan SDA dan LH

o I - Jumlah sa.Epeh yara terkelola

02 - Pcracntare pcnurunan sampah
yans tgbuans kc laut dai baselitl€

03 - Jumleh limbah BB yena
terkelola

04 - Feraente!€ p€nurunen beban
pcnccmaran yang dibuang kc b6dan
air pada 15 DAS prioritaa dari
Daseline 4.546.946,30 kg BOD/hari

5 69,20juta ton 434.461,2

5 50 96

5 117,22juta ton

5 o,046 96

0,6.01.02,0r
PRO-P: Pcnanganan Fenccmaran
dan lcrusakaa Lingkulgan

0l -
dan

TcrtanSaninya pcncemaran
kcru.akan lingkungan

0l - Jumlah lokasi Fngendalian
penceEeren FsiEir dan laut dari
tumpahan Einyak dan sumbcr
pencenar lainnya

95.442,3 KEMENTERIANKEI,,IIUTANDAN
PERIKANAN, XTMENTERIAN UNGKUNGAN
HTDUP DAN KEHUTANAN

5 34 lokasi

02 - JuElah fasilitas pcnsolahan air
limbah terbengun

5

SK No 093303 C
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FRESIDEN
BLIK INDONESIA

PN/PPl(P/ ProP Salaran Indikator

Dukun8an
Terhadap
Arahan Rp. JutaTaract INtansi PElaksans

06.0r.02.02
PRO-P: Pengelolaan Sampah
Rumah Tana8a dan Sampah
PIaBtik

0l - Tcrkelolenye timbulan
sampah rumah tan88a dan
sampah plastik mclialui
pcnSurenSan deIr FnanSanan
timbulan laltrpsh

0l - Jumlah pengurangan timbulan
sampall !€cars na.iond

l8,9Ojuta ton 196.606,5 KEMENTERIAN PEKEzuAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT, IGMENTERIAN
UNGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

5

02 - JuElah penanganan timbulan
sampah E€cara nasional

5 50,30 juta ton

06.o1.02.03
PRO-P: Pengurangan dan
Pcnghapusan Mcrkuri

01 - Meningkatnya kualitas
lingkunSan melelui penguranaan
dan pcnghapu€an pcngSunaan
mcrkuri

Ot - PeEentaac pcnghapusan
mcrkuri da.ri Daseliac tahun 2Ol9
scbanyak 50 ton di 180 kab/kote di
30 provinri

3.950,0 XEMENTERIAN UNGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

5 20

02 - Jumlah pembanaunan fasilitas
pcngolahan cma! talpa mcrkuri di
PESK yeru b€ririn

5 ? unit

06.01.02.04
PRO-P: Pembangunan Faailita8
Fe 8olahan Limbsh 83 Medig
dan Limbah 83 Tcrpadu

Ol - Mcningkatnya jumlah
,asilita8 pcngotrahan lirrbeh B3
dan liabah medis

Ol - Jumlah fa.ilitas pcngolahan
limbeh B:l !€cara terpadu yang
terbanSun

02 - Jumlah fasilitas p.nSolahan
limbah 83 dari sumbcr fasilitas
pclayanan kcschatan

5

5

I unit

lO unit

142.462,4 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,
TEMENTERIAN UNGKUNGAN HIDUP DAN
I{EHUTANAN, KEMENTERIAN KFSEHATAN

06.01.03
KP: Pcmulihan PcnccrEaran dan
Karulaka.n Sumber Deya Alam
dan Linakungen Hidup

0l - Mcningkatrya upaya
pemulihan p€ncemarcn dan
kerusakan sumber daya alam
dan lhskunsan hidup

0l - Luaa lahan gambut
terdc8radasi yang dipulihkan dan
difasilitasi Ertoreri gambut

5 33O-fi)O ha 209.192,5

02 - Jumlah lehar terkontaminasi
limbah 83 yanS dipulihkan Eecara

5

SK No 093304 C
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PRESIDEN
REPUELIK INDONES]A

PN/PP/KPl PrcP Sasaran Indikator

DukunSa[
Tcrhadap
Aruhan
PrBiden

Rp. JuteTargd Instansi Pelaksana

03 - Jumlah kawasan pcsbir dan
pulau-pulau kccil ru6ak yenS
dipulihkan

5 40 lokasi

04 - Jumlah
punah yanS
populasinya

ape3ie3 TSL tera[cam
ditinSkatkan

5 25lcnis

06.01.03.01
PRO-P: Rcatonsi dan F.mulihan
k]lan Gambut

Ol-Te aleananJra rcstorasi dan
pemulihan tralan aambut

Ol - Luaa ekodiatem pmbut yang
terkooldina8i dan difasilitasi
re.toraEi Aambut pada 7 Eovinsi
Iawsn kcbaksran hutan

5.5OO,O XEMENTERIAN UNGKUNGAN HIDUP DAN
KEHI,}TANAN

5 300.ooo he

02 - Luas lahan gambut
terdegradssi yana dipulihkan di
arcal pcnggunaan lainnya

5 30.OOO ha

06.or.03.02
PRO-P: Pcmulihan Lahan Bcke!
TaEbang dan lahan
Tcrkonraminaii Limbah 83

0l - Tcrlak8ananya pcmulihan
lahan bekas tambang dan lahan
t rkontaminasi limbsh 83

Ol - Luar lehen beka! tambara
yanS dipulihkan dan direklema.i

5 7.2l1na 34.294,5 KEMENIERIAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL, KEMENTERIAN
UNGKUNGAN HIDUP DAN KEHTITANAN

02 - Jumlah lahan tcrkontaminaai
limbah 83 akibat kegiatan institusi
Yang tcrpulihlcn

5 25{).OOO ton

03 - Jumlah lahan tcrkontaminesi
limbah 83 akibat kcgiaran non-
institusi yanS dipulihkan

5 35.OOO ton

SK No 093305 C

0l - Tcdaksananya pcmulihan
k rwakan lingkungan pe.i.ir

40 lokasi 3.2OO,O KEMENTERIAN KELAT}TAN DAN
PERIKANAN, KEMENTERIAN UNGKUNGAN
HTDUP DAN KEHUTANA],I

0,6.01.03.03
PRO-P: Femulihan Kcru.akan
Lingkungan Pcrisir dan Laut

0l - Jumlah kawa8an pelilir dan
pulau-pulau kccil rusak yang
dipulihkan

5

- A.Vt.7 -



FRESIDEN
REPIJELIK INDONESIA

PN/ PP/ KP/ ProP Indikator

Dukungan
Terhadap

Pre!iden

Rp. JutaTarget Instlnsi P.laksana

06.01.03.04
PRO-P: Femulihar Habitat
Sp$ies Tcrancam Punah

0l - Tcrl,akaanaaya pemulihan
habitat spcai* terancam puneh

0l - Luas konflik tenurial di
kawasan kon3crvasi yana diranaani

5 62O.Om ha 4s.175,0 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN
INDONESIA (UPI), KEMENTERIAN
LING(UNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

02 - Luas Fmulihsn ckosbtcm di
kaf,,a.an komcrvasi

5 45.000 ha

06.0r.m.05
PRO-P: Ibninikatan Populasi
Sp*ier Ttrmbuhan dsn Satwa
Liar TersIlcam Punah

0l - Jumlah luas (awasan
Perlindunsan lGanekaEaaman
Spe.ie! dan Gcnctik TIiL

Ol - Tertral(.ananya peninakatan
populiasi 3pc3i6 tumbuhan dan
satwa liar taranca& punah

5 r4-TOO.OOO he 121.0r9,0 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN
INDONFSIA (UPI), BADAN RISET DAN
INOVASI NASIONAL, KEMENTERIAN
UNGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

06.01.04
KP: P.nSuata KetrembaAssn dan
PcneSakan Hukum di Bidang
SuDbcr Daya Alam da,r
Lingkungan Hidup

0l - T6laksananya pcnguatan
kelembasaa.Il dan penc8alan
hukum di bidanS sumber daya
alam dan linskunsan hidup

0l - Pcrellta6e pcmeaang izin yang
taat tcrhadap pcraturan tcrkait
bidang lingkungan hidup dan
kchutanan

5 6a 195.354,7

02 - Jualeh ka8u. pidana dan
pcrdata lingkungan hidup dan
kehut'Ilan yang ditangani

5 6tO kasua

03 - Jumlah luas hutan yang
die.Esnkan dari gan8guan dsn

5 2.Is0.000 ha

04 - JuDrleh daereh yang mcmiliki
pcrEncanaan, pcrlindutEan, dan
p.ngclolaan lingkunSan hidup

5 7 dacrah

SK No 093306 C

30 kajian 18.779,8 KEMENTERIAN UNGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

06.01.04.01
PRO-P: Pcnguatan Rcgulasi dan
K.tr EbaSaan BidenS Sumber
Daya Alanr d6n Linakungan
Hidup di Puset dan Daerah

0l - Tcrlakrananye panguaten
rcsula.i dan kclmbagaan bidang
3uEber deya alam dan
lirykungar hidup di pusat dan
daelah

0l - Jumlah tkjian Lingkungan
Hidup Strategi,B (KLHS) yant
tcrvalidasi lclayakannya dan
tcrjamin kualitasnya bcrbasis
dokuEcn daya dukunS da].a
tampung

5
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PRESIDEN
REPUSLIK INDONESIA

PN/ PPl KP/ ProP hdikator
Dukuntan
Tcrhadap
Arah,ul
PI€sidcn

Teract Rp. Jute Inatanai Felaksrna

06.01.(H.02
PRO-P: Pcnguatan Sistcm
Pcririnan, F.ngawa.an, dan
Fengamanan PcaSelolean
Sunbcr Daya Alam dan
Lingkungan Hidup

0l - TerlakaaDanya panguatan
sistem pcrizinan, pcngawasan,
dan pcngamansn pcnaelolaan
sumber daya alam dan
linskunsan hidup

01 - Jumlah uEeha den/etau
kcSiatan yang diawasi kctaatannya
terhadap irin linSkungan dan
Fraturan perundarg-undenSan
t€rkait bidanB LHK

02 - Jumlah sbtcm kajian dampak
lingkungan deIr si.tem infofinaai
dokumen lin8kutuan hidup

5 2.000 badan usaha r03.060,0 KEMENTERIAN XEIAUTAN DAN
PERIKANAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN
TATA RUANC/BPN, KEMENTERIAN ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAI4
KEMENTERIAN UNGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

03 - Jumlah oFrasi pcnaamanan
kawalen hutan dan parldaran halil
huter ilcgal

5

5

5

1 aiBtem

85 opcraai

lT0layanan04 - Jumlah Layanan FenEohonan
Fenilaian dan Pcmcrikarn
Dokumen Lingkutrgan

06.01.04.03
PRO-P: FcnSuatar Mckarbmc
Pidana, Pcrdata, &n M.diasi
dalam Prorcs Pmcgakan Hukurr
Bidang Sumbcr Daya Alam dan
Lingkunaan Hidup

01 - Tertra.klanenya penguaten
makaniama pidana, pcrdata, clan
m.dia8i dal,am pro8cs pcncgakan
hukum bi&ng aumbcr daya
alalD dan lingkunSan hidup

Ol - Jumlah kasus pidana LHK yans
tencl*eikan Eempai dcnSan
P2 I / berkea perkara ditryatake,
l€ngkep

5 500 pcrkara 73.514,9 MAHKAMAH AGUNG, KEMENIERIAN
UNGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

I lO perkara02 - Jumlah s.ngkcta lingkungan
hidup yang disclcsaikan mclalui
pcngedilen dan di lua, pengedilan

5

06.o2
PP: FEningkatar Ketahanan
B.ncana dan Iklim

01 - Berkurarranya potcnsi
kchileng.n PDB akibat dempeL
bcncarra dan behaye iklim, E€rta
metingkatnya kcccpatan
pcnyempeian informasi
pcrinSatan dini bencana kepada
meayarakat

01 - Perlcntas€ penururran potensi
kchilengan PDB akibat dampak
bcncarra

0,10% 6.3s9.144,4

I,OO

5

02 - Penurunan potcnsi kchilangarl
mB scktor tcrdampak bahaya iklim

5

03 - K€ccpdtan pcnyampaian
informasi pcringatan dini bencana
kepade ma6yerakat

5

SK No 093307 C
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FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

PN/ PP/ KP/ProP Sasaran Indikator

DukunSan
Terhadap
Arahan InBtanai FelaksanaTarEet Rp. Juta

0,6.o2.01
KP: Pcnanggulangan Bcncana

Ol - McninAkatrya sistem dan
respons p€ringatan dini yana
didukunt oleh upaya
kcsiapriegea n 6sn pcngt...aat
rbiko bencana lcrta pcningkatan
kapasit* den koordinari
kclembagaan dalam
penarrgSuhngan bencana

Ol - Rasio investasi PRB terhadap
APtsN

5

02 - Pers€nta5€ kelengLapan siEtem
peringatan dini bancana
hidrometeorologis dan tel(oni8

2 96

03 - Indeks Ri.iko B€ncarE 5 132,5

1,06 2.895.085,8

0,6.O2.0l.Ol
PRO-P: Fenauatan Data,
Informasi, dan Literasi Benc{na

Ol - Tcrlaksananya pcnguatan
data, informasi, dan literasi

0l - Jumlah layanar data dan
informasi bencana yana akurat

02 - Jumlah forum konsoli&si data,
informasi, dan pcngatahuan

4 5 layanan 254.3?6,O KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL, BADAN METF'ROI'GI,
KUMATOI'GI DAN GF'FISIKA, BADAN
NASIONAL PENANGCUUINGAN BENCANA
(BNPts), BADAN INFORMASI CEOSPASIAL
(BIG)

4 f5 kegiatan

03 - Jumlah sosialisasi
pcngulangan risiko bcncana

1 100 k giatan

06.02.o1.02
PRO-P: FcnSuatan Sistcm,
Rcgulasi, dan Tata Kclola
Bencana

0l - McninSkatnya kualitas
sbtem, rcgula3i, dan tata kclola
hcncana )rang saling bcrsincrgi

0 I - Jumlah p€n).u3unan kajian
untuk rc8ule3i darr tata kelole

4 ra kajian 6.563,9 BADAN NASIONAL PENANGGUI,ANGAN
BENCANA (BNPts), KEMENTERIAN
UNGKUNGAN HIDUP DAN (EHLTTANAN

02 - Jumlah .btem kcbcncanaan
yang dikcmbanSkan

2 3 sist m

06,02.o1.03
PRO-P: PcninSkatan SaEna
Pralarana Ibbencanaan

0l - Menin8katnya kualitas
safana Prasarsna kebcncanaan

0l - JuEleh keb/kota yeng
memiliki rtandar minimal pcralatan
dan logistik kcbencanaan

3 275 kab/kota 1.400.886,6 BADAN NAITIONAL PENANGGUI,ANGAN
BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN
PEKER.IMN UMUM DAN PERUMAHAN
RAXYAT
flcrintcgra8i dcngan Pf tN)2

SK No 093308 C

02 - PErs€ntalc daerah yana
memiliki logiatik dan p.ralatan
penanggulangan betc€na yanS
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FRESIDEN
REFUELIK TNDONESIA

PN/ PP/ KP/ ProP Indikator

Dukungatl
Tcrhadap
Arahan
PlEsidcn

Rp. JutaSa!aran Target In6tan.i ttlakana

06.02.01.o4
PRO-P: Intesrasi lGrja Sama
Icbijs.kan dan Penataan Ruans
Bcrbaai! Rkiko Bencene

0l - Tcrlaklananye inteSrasi
kerja sama kcb{akaa dan
penatssn ruang bcrbasis risiko

Ol - Jumlah pcnyusunan kajian
u[tuk kebijakan dan r€gulasi
FnanEulanaan bncana

s0 kajian 1.500,0 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL, BADAN NASIONAL
PENANGGUI.IINGAN BENCANA (BNPts)

02 - Jun eh dokumen kajian risiko
dan tata ruang di kawasan rawan
bcncana den pe*abencarla

5 5s dokumen

06.02.0r.05
PRO-P: Penauatan Perranaanan
Darurat Bencene

01 - Tcrlalcananya penguetan
pcnanganan daruBt bancana

Ol - Rata-rata korban akibat
bencana di dacrah rawan bcncana
p.r 100.OO0 jiwa

KEMEMERIAN SOSIAL, BADAN NASIONAL
PENANGGULSNGAN BENCANA (BNPts),
XEMENTERIAN KESEHATAN,
KEMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAI(YAT

I o,20 jiwa 479.444,5

02 - PeEenta€c waktu rc8pons
PenanSanan darurat kura')rda,i 24
ja,a

I 100

06.02.o1.06
PRO-P: Pclaksanaan Rehabilita8i
dan R.konsttuksi di Da€rah
Tardampok Bencane

Ol - Terlaksananya Ehabilitaai
dan rekofttrukli di daerah
terdampak bcncana

0l - Pcracnta.c pclayanaD publik
yanS berheBil dipulihtan

XEMENTERIAN DESA, PEMBANCUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI, BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB),
KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
PERUMAHAN RA(YAT

2 90 7.800,o

02 - Kcnaikan kctahanan di daclah
pasabencana

I 5Eo

06.02.or.07
PRO-P: Fcngueten Si.tem
Miti8aoi M ultiencamdn B€ncsna
Terpedu

Ol - Mcnguatola ai.tea mitig&i
multiancaman bcncana tcrpadu

0l - Jumlah Shtem Mitigasi
Multiancaman Bencana (MHEWS)
terpadu

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL, BADAN METFOROLOGI,
KUMATOI'GI DAN GF'FISIKA, BADAN
INFORMASI GEOSPASTAL (BIGI, BADAN
NASIONAL PENANGGUUWGAN BENCANA
(BNPts}, LEMBAGA PEI,IYIARAN PUBUK
RADTO REPUBUK INDONESIA,
KEMENTERIAN DAIA}I NEGERI

2 740.514,a

02 - Jumlah kclompok aasyarakat
tangAuh bcncana

200 Letrohpok

03 - Juml€h daera}l p€bklsna
kcgiatan mitigesi multiancamen

514 kab/kota

04 - Kenaiken Indek. IGsisFiagaan
B.trcana

SK No 093309 C
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FRESIDEN
REPUELIK TNDONESIA

PN/ PPl KPl koP Sasaran Indilqtor
Dukunaan
Tcrhadap
Arahan
Pr!sidcn

Rp. JutaTtsract Instansi ltlekana

06.o2.o2
I(P: Peningkatan Kctabanan
Iktim

06.o2.o2.o1
PRO-P: FerlitrdunSan lGlrntanan
F*isn der Sektor Kelauten

01 - Mcnurunnya poterEi
dampak kcruSian yang
ditimbulkan oLh pcrubahan
iklim pqda acktor-s€ktor priorita.

0l - Meningkehya ketehenen
.cktor kclautan dan pcsisir
tcrhadap dampal yang
ditimbulkan olch pcrubahan
iklim

0l - Pers€ntas€ penurunan pot€nsi
kehilangan PDB akibat bahaya ikli6
di !€l(tor kelautan dan p*i.ir

5 o,650vo 3.464.058,6

02 - Pcrlcntarc Fnurunan potcnai
kehilangan PDB akibat bahaya iklim
di !.ktor air

5

5

0.060 %

o,20703 - FcrsentaE€ penururran potenBi
kehilangan PDB fibat bahaya iklim
di scktor pcrtanian

04 - PcrEntara pcnuunan potcnsi
kchilangan PDB akibat bahaya iklim
di s.ktor kdchatan

0l - JulEleh kawasan pc.i.ir dan
pulau-pulau kccil yanS mcninSkat
katangguhannya tcrhadap bancana
dan dampak pcrubahan iklira

KEMENTERIAN KEUIUTAN DAN
PERIKANAN, BADAN METEOROI.OGI,
(IIMATOI'GI DAN GEOFISIKA,
KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN
PERHUBUNOAN, KEMEMERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHI,'TANAN

5

5

o,o7a

12 kawaaan 691.637,8

02 - Jumlah pelabuhan yang
memp€roleh layanan inforEasi
cuaca aaritim &n prakiraan tingSi
8.loaban8 dcngan akuraai lcbih
deri 80 perlen

5 20 pelabuhan

03 - Panjang tanggul laut dan
banaunan Fnaamarran pantai
lainnya yana dibsngun atau
ditingl€tkan

2 23 km

SK No 093310 C
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PRESIDEN
EUK INDONESIA

PN/PPlxP/ProP Indilator
Dukungan
Terhadap
Araha,r Instansi Pclak€anaSasaran Taryet Rp. Juta

06.o2.o2.o2
PRO-P: Perlindungan lctehanan
Air pada wilayah B€risiko Iklim

Or - Meningkatnya kctahanan
.ektor air terhadap da$pak yarl8
ditihbulken oleh perubahan
ikliE

0l - Tambalan debit air bal0 di
kawasa.Il raw8n air

2 5,18 m!/detik 1.751.474,6 KEMENTERIAN PEKER,JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN
UNGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
F.rintegasi dcngan PtlN)02 - JuEla}l wilayah sunsai yana

DGrEtepkan pcta rkiko dan rcnc€na
induk perinSkatan kctahanan
wilayah dan infrasEuktur vital
terhadap b€rcana hidroEet€orologi
dan hidrogcoloai

2 10 wilayah sur8ai

03 - Luas hutan dan lahan yanS
dirchabilitasi dalam ranska
kon!.rva3i sumbcr daya air

5 25.OOO ha

06.02.02.03
PRO-P PcrlindunSan lGtahanan
Pangan tcrhadap Perubahan
Iklim

Ol - Meningkatnya kctahanan
scktor pcrtanian t rhadap
dampak yan8 ditimbulken oleh
Frubahan iklim

0l - Jumlah unit banSunan
konscrvssi air dan lingkungan
hidup untuk penaDbahan areal
pertanian

BADAN METEOROI'GI, KUMATOIOGI
DAN GF'FISIKA, KEMENTERIAN
PERTANIAN, KEMENTERIAN PEKER.IAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAI(YAT,
XXMENIERIAN UNGXUNGAN HIDUP DAN
KEHI,TANAN
(Iertrtegra6i dengan PSN)

2 2OO unit l.0l1.641,4

02 - Jumlah pcrlruluh pertanian
dan petani yang menin8kat
FEaheman iklim melalui aekolah
lepena iklirtr

5 2.400 oranS

06.o2.o2.o4
PRO-P: PerlindunSan Kc*hatan
Masyerakat dan Lingkungan clari
Dampak Perubalun Iklim

0l - Meningkatnla ketahanan
scktor kcachatan tcrhadap
daapak yang ditimbulkan oleh
perubalE iklim

Ol - JuDrlah kab/kota yan8
difasilitasi dan dibina dalam
Felaklanaan Lingkungarl Sehat

514 daerah (ptrov/ kab/kota) 9.304,8 (EMENTERIANKESEHATANI

SK No 093311 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PPlKP/koP Saoaran tndikator

Dukuntan
Tcrhadap

Prcsrdcn

Targct Rp. Juta In.tansi Felaksana

06.03
PP: P.mbangunan Rcndah
I(erbon

Or - Mcningkatnya capai,an
penuruna, emfui GRK terhadep
baarllhe pada scktor cn"rgi,
lahan, limbah, IPPU, s€rta Fsisir
dan kclautan

Ol - Pcnurunan cmiai GRK terhadap
bascrin€ pada lel or cncr8i -

9,99 593.245,05

02 - Penurunan emisi ORK tqhadap
baaetln€ pade s€ktor eierti

5 12,4

03 - Pcnurunan .misi GRl( tcrhadap
Daaehhe lEda 8.ktor lalan -
kumulatif

5 36,36 V"

04 - Penurunan cmisi GRX tcrhadap
Dasehhe pada lcldor lahan -

5 58,3 %

05 - Penurunan cmisi GRK tcrhadap
baselthe pada scktor limbah -
kumulatif

5 6,74 i6

06 - Penurunar cmisi GRK tcrhadap
Doselin€ pada .cktor limbah -
tahullan

5 9,4

07 ' Penurunan cmisi GRK tcrhadap
Daseliae pada seldor IPPU -
kumulatif

5 4,9?

08 - Pcnurunar cmfui GRK terhadap
Das€lin€ pada lcktor IPPU - tahunan

5 2,45 Vo

09 - Pe[urunan emisi GRK tcrhadap
baseline pada !.ktor pcsirir den
keleutan - kuEulatif

5

SK No 093312 C
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FRESIOEN
REPUELIK TNDONESIA

PN/PP/ KPl ProP Saaar:an Indiketor

DukuItgan
Tcrhadap
Arahan
PrE.iden

Rp, JutaTArgct Inatansi Felaklana

l0 - Pcnurunan cmiai GRK tcrhadap
Daselin€ pada rektor p6bir dan
kclautan - tahunan

0l - MeninSkatnye keb€rlanjutan
pengelolaan enerai

01 - Porei Energi Baru Tcrbarukan
dalam bauran .rrcr8i nasional

5

5

7,O4 qo

17,90 94.470,906,03.01
KP: PcmbanEunan Encrgi
Bcrkelanjutan

02 - Int ruitas elcrgi primer 5 135,2 SBM/miliar lupia}l

03 - Penurunen intensitas cncr8i
,inal

0,8 SBM/miliar rupiah5

06.03.0r.01
PRO-P: Pcngclolaan Energi Baru
Tcrbarukan

01 - Meningkatnla
pcmbangunan p.mbanSkit dan
PcnSgunaan En.lgi Baru
Tcrbarukan

Ol - lhpe.it$ tambahan terpaEans
peDrhngkit EBT

02 - Plmanfastan bioruel untuk
dome3tik

2 2.099 rDcgawatt 73.303,7 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL

5 14,60 juta kilo liter

06.03.0r.02
PRO-P: Efisicrui dan Ibnscrvasi
Eneryi

0l - Mcningkatnya cfiai.nai dan
kotr!€rvfti ettergi

Ol - Pcn€nte.e penyelcsaisn
pcnyusunan Stendar Kitrerja Eneryi
MinimuE (SKEM)

5 100 % 2I.167,2 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL, TEMENTERIAN
PERHUBUNGAN

0,6.03.02
xP: Pemulihan tahan
Bcrkelanjuten

01 - Mcninskatnya kebcrlanjutan
pemulihen lahan

Ol - Luas lahan gambut
tcdcgredasi yeng dipulihkar dan
difalilitasi rcBtorasi 8a8but

5 33O.00O ha 267 324,1

02 - Luas tutupan hutan yanS
ditingkatkan &cara na.ional

5 450.000 ha

03 - Pcr!€ntme lehan baku savEh
yanS ditctapkan sebagai Laha,
Pcrtanian Paruan B€rkeladjutsn
(LP2B)

5

SK No 093313 C
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FRESIDEN
REFTTEUK TNDONESIA

PN/ PP/KPlPrDP Sa€aran Indikator

Dukunaan
T.rhadap

PrErdcn

TarSet Rp. Juta Instansi Pelakana

06.03.02.01
PRO-P: Restorasi alan
Pcngclolaan lahan Gambut

Ol - Meningkatrya upaya
rcatorasi dan pemulihan lehan
garabut

0 I - Luas akosistcm gaDbut yang
terkoordinasi dan difasilita8i
r..torali ga.Ebut pada 7 provinsi
rawan kehrl,6i huten

5 3OO.OOO ha O,(xN KEMENTERIAN UNGKUNGAN HIDUP DAN
I(EHUTANAN

02 - Luas lalEn gambut
tddegradasi yana dipulihkan di
areal pcnSSunaen laitrflya

5 3O.OOO ha

06.03.02.02
PRO-P: Rehabilitaai Huten Lahen

0l - McninSkatnya upaya
rchabilitasi hutaD lahan dan
rcforcatasi

Ol - Luar r€hebilita.i huten dan
trahan 6€cara veSetatif

5 25.OOO ha 23.950,0 KEMENTERIAN UNGKUNCAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

02 - Luaa Pcnanaman pada Hutan
PrEduksi

5 42s.000 ha

06.03.02.03
PRO-P: Pcn8urangan Laju
Dcforcstaai

0t - B€rkurangnya laju 01 - Pcnurunan traju deloreatasi 5 200.000 ha/tahun 8.942,8 KEMENTERIAN UNGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

06.03.02.04
PRO-P: Fcninaketan
Produktivitas den Efi eiensi

0l - Tcrlak8ananya optimali
lahan partanian

0 I - Juml,eh optimasi lahan
Pertanian

5 100.000 ha 234.435,3 KEMET{TERJANPERTANIAN
fTcrintcgrasi dcngan PSN)

06.03.03
KP: Fcngclolaan Liabah

0l - M.ninSkatn]a pengeloleen
limbah

0 I - Jumlah sampah yang tlrkclola
sccara nasional

5 69,20 juta ton 220.4#,6

06.03.03.01
PRO-P: Pcng.lolaan Sampah
Rumah Tengaa

0l - Meningkatnya pcngclolaan
lampah rumah tangga

0l - Jumlah pcngurangan tiEbulan
sampah &ara naaional

220.456,6 (EMENTERIAN PEKER,JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAXYAT
Ferinte:ra8i den8an PSN)

5 l8,90juta to

02 - Jumleh penantarEn tiEbulan
sampeh aec€.re nasionel

5

SK No 093314 C
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FRESIDEN
ELIK INDONESIA

PN/ PP/ KP/ ProP Sasaran lndikator

Dukungan
Terhadap
AIahan
Pr$idcn

Rp. JutaTalgct IrBtansi Pelal6ana

06.03.04
KP: Pen8embangan Industd
Hiiau

0I - MeningLatnJ,a Lcbcrranjutal
itrdu.tri

0l - Perusahaan inalustri m.ncngah
bcsar yeng t€r!€rtifikasi Standar
Indu.tri Hijau (SIH) berdasarkan
SIH yang ditetapkan

5 50 pcrusahaan 8.450,0

06.03.(N.0r
PRO-P: Penerapdn Modmkasi
Pr@cs dan TcknoloSi

01 - M€ninSkatnya penenpan
pro3.a dan teknologi induBEi
yang lcbih bcrkclanjutan

0t - Jualah Rancenaan Standar
Industri Hijau

5 5 NSPK 8.450,0 KEMEI{TERIAN PERINDUSTRIAN

06.03.0s
XP: Rendeh lhrbolr Pe6Lir dan
Igut

0l - Meninakatnya p€mulihsn
ckosbtcm pc.isir dan kclautan

0l - Jumtrah lua6 rehabilitasi hutan 5 6.472 ha 2.539,3

06.03.05.01
PRO-P: Invcntarisasi dan
Rehabilitasi Ekoabtcm Pcsisir
dan IGlautan

0l - Mcningkatnya upaya
irrventsrha8i dan rchabilitasi
ckoai3tem pesisir dan kelautan

0 I - Jumlah lokasi pcmulihan
kerulakan Fsisir, laut, dan pulau-
pulau kecil

KEMENTERIAN KEI,,AUTA.T{ DAN
PERIXANAN, KEMENTERTAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGCAL
DAN TRANSMIGRASI, KEMEMERIAN
UNGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

5 40 lokari 2.539,3

CATATAN:
(l) S*uai dengan pcndckatan THIS, acbuah Foyck depat mendukung lebih dari I (satu) Priolitas Nesional;
(2) Itioritas Nasional mcncakup rincian B€lanja K/L, Dana Transfcr Khusu6, den KPBU, bclum mcncakup dukungan Bed6n Usaha (BUMN/Swasta);
(3) Alokasi DAK Eerupakan pagu alokasi per rubbidang per terhatik per dacrah bcrdasarkan Perprcs Rincian APtsN TA 2023;

KETERANGAN:

le) ,tutllitdgging.
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PRESIDEN
EEPUELIK INDONESIA

PRIORITAS NASIONAL 7 : MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK

PN/ PP/ xP/ ProP Indikator

DukunSan
Terhadap
Arahen
PrEsid.n

Rp. JutaTarget Instansi Pclaksana

07
PN: Memp€rkuat Stabilitag
Polhukhankam dan
Tlen.forEasi Pclayanan Publik

Ol - TerwujudnJ,a dcmolrasi
ya.n8 terkonsolidasi,
tcrpclibaranJra kcb€balen,
mcnguatnya kapalitaB lehbaSa-
l€mbaga demokrasi dan
terjeganl.a keletaraan warga
negire !€cara optimal

0l - Indck lxmol(rasi Indon.sia 79,25 57.624.572,5

02 - nngkat kcpcrcayaen
Easyeralat terhadap kontcn dan
eks€s inforEasi publik t rkait
lcbijakan dan prograjtr priorita!
peaeritrtalr

7A q.

02 - OptiEalnya kcbijakan luar
negeri

0l - hrdek. Pengaruh dan Peran
Indonerie di Dunia lntcrnaaional

4,88

03 - Mcninglctnye percgal(an
hukum nasional yanS mantap

OI - Indek! Pcmbangunal Hukum o,s7

(N - Meningkatnys kualitag
pelayanan publik

01 - Indcks Pelayenan Publik
Naaionel

3,90

05 - Terjaginye keutuhan
qrilayah NeSaia Kcsatuan
Republik Indoncsia

0l - Pclrcntasc Luas WiIaFh N(RI
yang Dapat Dijaga Kcutuhannya

too

07.01
PP: Konsolidasi Dcmokrasi

0l - Terwujudnya srabilitas
politik yang konduaif *rta
komunika3i publik yang efcktif,
intcaratif , den panilipatif

0l - tDI Aspck lhpe.itas LstrbaSa
Dcmok aai

4

02 - IDI AsIEk Kcbcbaran 4 74,21

4

81,51 20.660.449,4

SK No 093316 C

03 - IDI Aspck Kcactaraan
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FRESIDEN
REF!,IBLIK INDONESIA

PN/ PPl KP/ ProP Indikator

Dukungan
Terhadap
AralEn
PrE!iden

Rp. JutaTarget lnatanBi Pelak8ana

04 - Jumlah regulasi/kebiiakan tata
kelola informasi dan kohunikesi
publik di pusat dan clacrah yarg
tcrintcSrasi s€suai alas-asaa
ketrrbukaan infomasi publik
(dokumcn)

3 5 dokum.n

07.0r.0r
KP: Fentuatan Ihpasitas
L.mbaEa Demoktasi

0l - Tcrwujudnya stabilitas
politik yelrg kondwif melalui
pcnguat n kapasita3 lcmbaga

Ol - Kadcrisasi olch partai politik
p.s.rta pcmilu

4 76,1 19.638.391,8

07.or.01.0r
PRO-P: PenAuatan
Fcnyelenggara Pemilu

0r - Terwujudnya pensuatan
Fnyclenggara p€milu

0 I - Jumlah satk r yang difasilita8i
dalam penauatan penyelenaaara
peEilu

(OMISI PEMIUHAN UMUM, BADAN
PENGAWAS PEMIUHAN UMUM,
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
POLITIK, HUKUM DAN I{EAMANAN,
MAHKAMAH KONS]ITUSI RI,
XEMENTERIAN PENDAYAGUNMN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI

4 549 utkcr 19.499.935,3

07.o1.01.02
PRO-P: Panguatan Pcraturen
PcrundanSan Bideng Politik

Ol - MenSuatnya paraturan
pcrundengin bideng politik

0l - Jurnlah rckomendaai pereturan
pclundang-undangan dan pdoman
bidarg politik

3 2 rckomendasi kebijakan I.OOO,O KEMENTERIAN DAIAM NEGERI

07.o1.01.03
PRO-P: Fedngketan Bantuarl
KcuarSan Partai Politik

01 - Mcningkatnya bentuan
kcuangan p6.rtei politik

0 I - Jumhh bantuan keuanSan ysnE
terlelurkan kepade partai politik
yana mcndapatlqn kursi di DPR

I 126-376.414 suara aah 126.376,4 KEMENTERIANDAIAMNEGERI

SK No 093317 C

0l - Mcnguatnya dcmoLra6i
intcrnal, tran.Fransi, dan
akuntabilitas partai politik

400 oranr 5.780,1 KEMENTERIAN DAIAM NEGERI.
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
POUTIK, HUKUM DAN KEAMANAN

07.o1.01.(x
PRO-P: Perguatan Dcmokrasi
Itrtcmel, Ttensperanli, dan
Akuntabilitas Partai Politik

0l - Jumlah pcngurur parpol yang
mcndapatkan pendidikan politik dan
penguatan ideologi pancasila

I

- A.VII.2 -



FRESIDEN
IJELIK INDONESIA

PN/PP/ KPl ProP Sasaran Indikator

Dukungan
Tcrhadap
Arahen
Pre.iden

Rp. JutaTArgct hsten3i FelaksM

07.01.01.05
PRO-P: Pcnguatan Dcmoknsi di
Daerah

0l - Tedaksananya pcnguatan
dcmokraai di dacrah

0l - Jumlah provinsi yang
mcndapatlen pengustan demokrasi

I I s (prov/kab/kota) s.300,0 KEMENTERIAN DAIAI{ NEGERI,
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
POUTIK, HUKUM DAN KEAMANAN

07,01.02
KP: PenAuatan IG€€tarsan dan
Kcb.basan

0r - Telvqjudnya etabilitas
politik yenS kondurif melalui
penguetan k*eteraen den

0l - Tcrbebas dari ancamen
dan/peng8unaan kckcrasan yang
raenghambat kebcba€an
belkeyakinan

4 9s,3s 630.270,7

02 - Kcterwakilan pcrcmpuan di
l€8hletif, ek8ekutif, dan ,udikatif

4 6 r,30

07.01.02.01
PRO-P: Fcndidikan Politik dan
P.ndidikan Pcmilih

0l - Tersclenggaranya
pendidikan politik dan
pendidikan pemilih yanS tepat
sasaran dsn berkelanjutan

0l - Tcrjaminrrya hak Eemilih dan
dipilih &lerD peEilu untuk a.luruh
kelompok ma.yaialot

4 94,80 5.850,0 KEMENTERIAN DA1AM NEGERI,
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERUNDUNGAN ANAK

07.ot.o2.o2
PRO-P: Feningkatan Kualitag
PeayeLnggaraan tcpemiluan

0I - TarrclcngSaranya
Pcnguatan Fngawalan
nctralitas ASN

0l - NcEalita3 p€nyclcnSgara p.milu KB'AKSAAN REPUBUK INDONESIA.
KEMENTERIAN XOORDINATOR BIDANG
POUTIK, HUKUM DAN KEAMANAN,
TELEVISI REPUBUK INDONFSIA,
KEMENTERIAN PERTAHANAN, DEWAN
KETAHANAN NASIONAI4 KEPOLISIAN
NEGARA REPUBUK INDONFSIA

81,55 622.920,7

07.01.02.03
PRO-P: P.ninSkatan l(apasitas
Orgarira8i lGmasyarakatan

01 - M.ningletnya kapasitas
organisasi kcmasyarakatan

Ol - Jumlah pengurus ormas ysng
mcndapat p€rguaten Ideologi
kebengaaan dan {rawaaan
kcbangsaan

1200 olana I.5OO,O KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SK No093318 C

01 - Tcm'ujudnya komunilqsi
publik yant cfeldf, intcsratif,
dan partisipatif

Ol - Pcncntalc kepualen
malyemket terhadap informali
publik terkait kebijalcn dan
program prioritea pcEerintah

79 Eo 39r.786,907.01.03
KP: Feningkatan Kualitas
Komunikaii Publik

- A.VII.3 -



PRESIDEN
REPUELIK TNDONESIA

PN/ PPl KP/ ProP Indikator

Dukungal
Tcrhadap

Prcsid.n

Targct Rp. Juta lnstanai Felaklane

02 - FeEentas€ konten informali
publik yang b€rkualiraB

03 - JuElah SDM bidenS
komunikaai dan informatika yang
kompetcn dan profcsional

90 %,

50.000 orang

07.01.03.01
PRO-P: Fenguata! Tata Kelola
Informasi dan Komunikasi
Publik di Pusat dan Dacrah

0l - Ttrlaksananya pcnSuatan
tata kelola inforEasi dan
komunikeai publik di pu8at dan

0l - Tata kelole informa.i dan
komunikasi publik di pu3at dan
da6ah yang tcrintegrasi lcauai a8as-
a8as kctcrbukaan informasi publik

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA, XEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG POUTIK, HUKUM
DAN KEAMANAN, KEMENTERIAN DALAM
NEGERI

3 5 dokumen 24.604,6

07.01.03.02
PRO-P: Penyediran Korten den
Ak€cs Informa3i Publik !€cara
Merata dan B€rkcadilan
tcrutarDa di Wilayah 3T

0l - Ter.€dianya ko en d6n
aklc8 informaai publik Eccara
merata ala.n berkeadilarr
tcrutama di q.ilayah 3T

0l - Fcrscntasc tingkat lcpuasan
ma.yarakat di wilayah 3T terhadap
inforaasi publik

I 7? 141.502,5 KEMENTERIAN KOMUNIKAI}I DAN
INFORMA1IKA

07.01.03.03
PRO-P: Peningkatan Kualitag
SDM Bidang Xomunil€si dan
Informatika

0l - Tcrlaksananya pcningkatan
kualitas SDM bidans
komunikasi dan informatika

0l - Jumlah SDM bidang
komunikasi dan informatika yang
kor:tpeten dan profcaional

I 50.0d) orans 181.598,3 KEMENTERIAN KOMUNIKA!}I DAN
INFORMATIKA

07.01.03.04
PRO-P Pcningkaran Litdasi TIK
Maryarakat

Of - Terlaksananya peningkatar
litcrasi TIK maayarakat

Ol - Jumlah maayarakat ,arE
mendapat pen8cnalan TIK

I 1.000 olan8 693,1 KEMEIUERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIXA

SK No 093319 C

01 - Te ek8ananya pen8uaten
pcran lcmba8a Fr6 dan jumalig

0l - Indck K.mcrdckaan Pcrs

- A.VII.4 -

77,OO 19.489,6 KEMENTERIANKOMUNIKAIIIDAN
INFORMATIKA

07.01.03.06
PRO-P: Penguatan Peran
Lembaga PeIs dan Junrelia



PRESIOEN
REPLJBLIK INOONESIA

PN/ PP/ KP/ ProP

Dukungan
T6hadap
AIahan
Prcgiden

Inltansi Pclel(8araSa€aran Indiketor Targct Rp. Juta

07.o1.03.07
PRO-P: Peningkatan Kualitas
Lmbaaa Pcnyiaran

0l - TtrlaksarEnya peninakatan
kuslitas lembass pcnyiaran

Ol - Jumhh leabaga penyiara[ ]aDg 59 lcmbaga pcnyiaran 23.894,8 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

o7.o2
PP: Optimalkari KebUakan Luar
Neaeri

0l - MeninSketnya efektivita!
diplomasi dan pcmanfaatan
kcda sama Fmbangunan
intcfna.ional

Ol - Jumlah forum yanS dipimpin
otch Indon$ia psda tingkat rcSionaf
dan multilat ral

5 14 forum 374.179,9

02 - Itrdek Cit a tndoleria di Dunia
Intcmaaional

3,95

03 - Indcks Pclayanan dan
Felindungan WNI di Luar Ncgcli

9r,00

KP:
dan

0l - Mcnguatnya intcgritas NKRI
dan pclindunsan wNl di luar
ncCcri

Ol - Perlenta3e ke3us WNI di luar
neseri yalra diselesaikan

o7.o2.ot
Pcnguatan Intcgritas NKRI
PelindunSan WM di Luar

Ncgcri

ar o/o 266.990,4

02 - Indcks xemqiuan Pcrundingan
Pcny.l.€aian Perbata8an Maritim

2 4?,99

07.02.01.o1
PRO-P: Pcningkatan dan
Intrn8ifi kasi Efcktivitas
Penyel$aian F.rbatalan den
Percepeter Pemetaen Bate6
NcSara

0l - Tcrlaksananya penyclBaien
pcrbarasan dsn percepatan
pcm.taan bata. neaaE

0l - PcEentas€ kernajuan hukum
de.n perjanjian intemasional di
bidan8 pcrundingan p.n aasan

2 too v" 23.766,8 KEMEI{TERIAN IIJAR NEGERI, BADAN
INFORMASI GEOSPASIAL (BIC),
XEMENTERIAN DATAM NEGERI

batas darat, pcningkatan Lcrja sama
pcrbatasan dar pcninakatan kcrja
sama kelautan yang disrlcgaikarl

07.02.01.02
PRO-P: FenSuatan Pelindungan
WNI dan BHI di Tin8kat
BilateBl, Reaiorral, Multilatcral

01 - Terlakananya Fnauatan
pelindungan WNI dan BHI di
tingkat bilateral, r€Eiondl,
multilateral

01 - lndch Pemanfaatan dan
Pcngcmbangan Siat m Infomasi
Pclayanan dan FclindunSan Tcrpadu
bagi WNI di Luar Ncgcri

97,50 243.223,6 KEMENTERIAN UJAR NEGERI,
(EMEMERIAN XETENAGAKER.IAAN,
BADAN PEUNDUNGAN PEKER^'A MIGRAN
INDONESIA (BF'}MI)

SK No 093320 C
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FRESIDEN
REPUBLIK INOONESIA

PN/ PPl KP/ ProP

Dukuntan
T.rhadap
Arahan
Prrgidcn

TarSct Rp. Juta Instan8i Felakara

02 - Itdeks PcnSuatan Sfutem
tclcmbagaan Pelalanan dan
Pelindungan WM di Luar NeScri

97,49

03 - Indek Diplomasi Fclindungan
WNI di Luar Ncgeri

98,00

07.o2,o2
KP: Pensuatan Kcrjasama
Pembangunan Intcrnaaional

0I - Tarlakrananya pcnguatan
kcrja lama p€mbansunan
intcmasional

Ol - Jumlah progrem/kegiatan Kcrja
Sama Salatan-Sclatan Triangular

5 133 prosram/kesiatan 52-t84,3

o7.o2.o2.or
PRO-P: FeninAkaten Pengaunaan
Suaber-Suab€rda MckaIlisEe
Fcndanaan Baru Kelja Sama
Feaban8unan Int€rna8iorEl

0t - Terlaksananya penin8katan
pcnttufleen auEber- sumb€r
dan mekaniEee pendanaar baru
kcrja sama pcmbalSunan
intcrnasional

Ol - Jumlah pcndanaan kcgiatan
kerja sama pcmbanSunan
intcrnasiond t masuk XSST

5 17l,0O Rp miliar 48.884,3 KEMENTERIAN XEI,,ALTTAN DAN
PERIKANAN, SEKRETARIAT NEGARA,
XEMEI{TERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BADAN XEPENDUDUKAN DAN KELUARGi
BERENCANA NASIONAL (BKKBNI

07.02.02,02
PRO-P: Penciptsan Linskunsan
yanS Mendukung (&mblingr
E rrironn€a,) FeninSkatan
tGtcrlibatan Swasta dalam Kcda
Sama Fcmbangunan
Intcmasional

01 - Terciptanya linskun8an
yenS mcndukunS (enabft:ng
a?rulTonmen4 p€nin8ketan
k terlibatan swasta &laltr kerja
sama pcmbangunan

Of - Tingkat partfuipasi aktot
nonFmcriDtah dalam kcgiatan kcrja
sama pcmbangunan intcmasional

3.3OO,O BADANPERENCANAANPEMBANGUNAN
NASIONAL / BAPPENAS

5 2,42-2,96 E

07.02.03
KP: PeniDal€tan Citra PGitif di
Dunie Internasional

0l - Mcningkatnya citra pGitif di
dunia intrnasional

Ol - Fcrlcntasc panbcritaan positif
media ma3!a intcmasional Erhadap
kcbijakan hubunsan luar n scri RI

5 a6q" 1.591,4

SK No 093321 C
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FRESIOEN
REPUELIK INDONESIA

PN/ PPl KP/ PIoP Iirdiketor

Dukungan
Terhadep
Amhan
Pr$idea

Rp. JutaSa!arsn Target Initin.i rbhk.aE

07.02.03.01
PRO-P: Penyugunan Icbijaksn
Diplomasi Publik den
Turunannya

Ol - Tcrauaunnya kcbijakan
diplomasi publik dan
turunannya

Ol - Pcracntala dukungan
konstitucl intlmasional terhadap
prollo8i asct-a.ct diplomasi publik

5 99 %, I.59I,4 LEMBAGA PENYIARAN PUBU( RADIO
REPUBUK INDONESIA

o7.o2.o4
KP: PeninSkatan Pcral
IndorE.ia di Tingkat Rcgional
den Glot al

0l - Meningkatnya peran
Irdoneaia di tinakat rc8ional dan
global

0l - PrElcntasc prakarss dan
rEkomendasi IndonBia yang
diterima da.lam pertemuen tinakat
tinggi dan tingLat mcnt ri
multilatcr.l

02 - PErsentasc rckomendasi dan
praler.e lrdon*ia yanA diterima
delam pertemuan tinSkat tingSi dan
tingkat menteri ASFIAN

5

5

9A %,

9A

57.413,8

03 - Ferrente!€ Kesepakatan
Kcrjasama Bilatcral di Nawasan Asia
Pasifik dan Afrika,rng ditindak
lanjuti oteh Stakeholdcr dalam
Ncgeri

5 9t,tt

(X - FeEcntaac KBcpaletan
IGrjasama Bilatcral di lkwa.an
Amcrike den Erope yeng
Ditindaklenjuti oleh Stakcholder
Dalam Ncacri

5 95Vo

07.o2.o4.or
PRO-R Pcningkatan
Id.iatif/ Polili Indon6ia yang di
tcrima

0 I - Jumleh rckomerdasi dan
praka$a yang di6amp6ikan dalerE
forum kcrje sama multilateral

02 - Jurnlah rekomendali dan
prakafta yang dfuaapaikan delem
pcrt"rnuan ASEAN

01 - Meningkatnya
idliatif/ po.hi lndone.ia yang di
terima

5 290 rckoirende.i/prekaEa 54.730,0 KEMENTERIAN LUAR NEGERI,
KEMENTERIAN (OORDINATOR BIDANG
POLITIK, HUKUM DAN (IAMANAN

5

SK NoO93322C
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FRESIDEN
REFUEUK INOONESIA

PN/ PPlKP/ ProP I[dikator
Dukungan
Terhadap
Arahan
PrBiden

Rp. JutaTarSet In.ransi llllakoarta

07.o2.o4.o2
PRO-P: Optimalisasi Kontribusi
Irdonesia dalam Jajarar to
B€sar Negara Xontributor MPP
PtsB

0l - FerinSket jumlah pa3ukan
pcrdamaian (PKO) J.ang dikirim
Pemerintah Indoneaia

0l - Tcdak.ananya optimaliEasi
koDtribui Indonesia dalam
jajarun l0 be3ar ncssra
kontributor MPP PtsB

5 f0 pcringket 2.683,A KEMEI{TERIAN IIJAR NEGERI

07.03
PP: Fcncgakan Hukum Na6ional

01 - Meningkatnya p€negaksn
dan pclayanan hukub srrta
a.l(3e6 tcrhedap keedilan

0I - lndeks Pe laku Anti Ibrupsi
(nilai)

4 4,O9 499.027,O

07.03.01
XP: Fenatean RegulaBi

0l - Terlaksananya penataan
reguleai

01 - Ibrs€ntalc jldidlal rcuiew yanz
dikabullcn MK &n MA

3 9,15% dan 7,05% 5.765,9

07.03.01.01
PRO-P: P.nguatan Tata lctrola
dan PeEbelrtuke[ Irrabege
Pcngclola R.aula6i

0l - Pcracntasc pcraturan
perundana-undangan yanS
dihafmonisasi

0l TerbentuknyalembaAa
pcraclola resulasi

3 o,20 vo 1.OOO,O KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

07.03.01.02
PRO-P: Pelrbaruan Subtansi
Hukum

0f - Tcrlaksananya pembaruan
suhtan8i hukum

0l - Jumlah pcnSundangan
rancangan undang-undang janSka
mcnenSah

3 1tru 4.765,9 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSLA RI

07.o3.o2
KP: Perbaikan Sbtcm Hukum
Pidana dan Mata

0l - Terlakanalye perbaikefl
shtcm hukum pidana dan
pcrdata

0l - PererrtaEe p€nyelesaian Frkara
Sugatan rcdcrhana scsuai dcngan
pereturan yeng berleku

02 - Pcmanfaatan e-trfins di
IingkunSan Penaadilan Ncgcri

5

5

03 - Pcmanfaatan e-rtring di
lin8kunsan PenSadilan Agama

s 3@/.

5

95V" 159.781,7

94vo

SK No 093323 C

(X - Fcmanfeetan €-litigusi di
lingkunaen Penaadilan Negcri

t3E"
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FRESIDEN
REPIJELIK INOONESIA

PN/ PP/ KPl ProP Saaaran Indikator

Dukunaan
Tcrhadap
Arahan
PrBidcn

Rp. JutaTargct Instansi Palaksana

05 - Femanfaatar €-litigasi di
lingkungan Penaadilan Agama

5 796

06 - FeDanfaatan SIP untuk
penanganan pcrkara kcpaiutan dan
P(PU

07 - Penintkatsn p€rdsftffan
jaminan Fidusia

08 - PcEcnta& pclaku rcsidivir

1G/"

Naik l9l" dari Daselire T- r

7.6

5

5

5

07.03.02.01
PRO-P: Penyempurman Hukum
Ekonomi untuk Mcndukung
Icmudahan Bcrusaha

0l - Terlakananys
pcnyetnpumaan hukuh
ckonomi untuk hendukung
kemudahan berulaha

0l - Peruenta8€ cklcku8i putu€an
Perdata

5 1s% 9.067,4 MAHKAMAH AGUNG, KEMEI{TERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI,
KEIAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

07.o3.o2.o2
PRO-P: Pcnerapan Pcndckatan
Keadilan Reatoratif

01 -Te aksananya pcncraFan
pendckatan kcadilan rc.tontif

0l - Plrs€ntas€ pcngenaan altcmatif
pelaidenear

MAHKAMAH AGUNC, KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI,
KE'AKSAAN REPUBUX INDONESIA,
KOMISI NASIONAL HAI( ASASI MANUSIA,
BADAN NARKOTII(A NASIONAL (BNN),
I{EMENTERIIN SOSIAL, I{EMENTERJAN
KOORDINATOR BIDANG POU'I'IK, HUKUM
DAN KEAMANAN, KEMENTERIAN
I{ESEHATAN

I rs% 90.429,O

07.03.02.03
PRO-P: Dukur8an TI di Bidang
Hukum dan Pcradilan

0l - TerwujudnF dukunSan TI
di bidant hukum dan Fradilan

01 - Jumlah wilayah kcrja inotansi
Fncgak hukum Jrang
mcn8irnplcmcntesiken SPPI TI

212 wilayeh kerja 37.220,8 BADAN NARKONKA NASIONAL (BNN),
MAHKAMAH ACUNG, KE'AKSAAN
REPUBUK INDONESIA KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI,
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
POLIflK, HUKUM DAN KEA"IIANAN, KOMISI
PEMBERANTASAN (ORUPSI TKPK].

5

- A.VII.g -
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FRESIDEN
REPIJELIK INDONESIA

PN/PPl KP/ProP Sasaran Indikator

DukunaaIr
Tcrhadap
Arahan
Prcsidcn

Target Rp. Juta Instansi Pclaksana

KEMENTERIAN KOMUMXAT}I DAN
INFORMATIKA

07.03.02.04
PRO-P: Fcningkatan Int gritas
dan Pcngawasan Hakim

0r - Tcrlaksanan,€ pcningkatan 0l - Indek Integritas Hakim
integritas dan penSawasan

7,64 23.064,6 KOMIS] YUDISIAL REPUBUK INDONESIA

07.03.03
I(P: P.nguatan Sfutcm Anti
Korupai

0l - Ttr$ujudnya pcnguatan
sistcm anti korupai

0l - Suryei penilaian inte8rita8 5 74,OO r48.755,8

07.03.03.01
PRO-P: Pcnguatan Implementasi
Strat gi Na8ional Pcnccgahan
Korupsi

Ol - Ttrlaharranya penguatan
iEplementaai St ategi Narional
Fencegahan Iturupsi

0l - Fcr!€ntasc capaian akli Stranas
PK

5 37,5 V. 43.4s4,1 KOMTST PEMBERANTASAN KORUPSI (rPK),
KE.IAKSAAN REruBLIK INDONESIA

07.03.03.02
PRO-P: Optimalisasi Mclenisrxre
Pcmulihan dan Pcn8clolaan A€et

Ol - Tcrlak€ananya optimaltua.i
meksntume Fmulihan dan
Fnaelol8an aaet

0l JuElah aparat pcn€tak hukum
yang mcngikuti diklat pdnulihan
aaet

XXMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA RI, KOMISI PEMBERAN?ASAN
KORUPSI (KPK), XE'AKSAAN REPUBUK
TNDONESIA, KEMENTERIAN XEUANGAN,
PUSAT PET.APORAN DAN ANALISIS
IRANSAKSI KEUANGAN (PPAfi)

I 160 orang 105.30t,7

07.03.(x
KP: Feningkatan Aksca terhadap
Keadilan

Or - Terla.klananya peninakaten
aks€s terhadap kesdilan

01 - Indck8 Akrc3 Tcrhadap Kcadil,an
(peften)

5 7t--40 %, r84,723,5

07.03.04.0r
PRO-P: PenAuatan Layarlerr
IGadilan

0l - Tedrak8enarrya penguatarl
leyenen kcedilan

0l - Aspck bantuan hukum pada
Indek Ak!€s tcrhadap Keadilan
(pel8en)

MAHKAMAH ACUNG, KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI,
KOMISI NASIONAL HAJ( ASASI MANUSIA,
I,EMBAGA PERUNDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN, KE'A(SAAN REPUBUK
INDONESIA

5 7t--40 E" t67.960,1

SK No 093325 C
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FRESIOEN
REFIJBLIK TNDONESIA

PN/ PP/xP/ PIoP SaEaran Indikator

Dukunaan
Tcrhadap
Arahan
Pr$idcn

Rp. JutaTarget Inst nsi Pelekana

07.03.04.02
PRO-P: Pcmb.rdayaff Hukum
bagi Malyarakat

0l - Tcrlakaananya
pemb.rdayaan hukum bagi

01 - Aspck l(emampuan masyarakat
pada Indek. Ak€s terhadap
rGadilan

5 7 t--40 0/" 16.763,4 KEJAKSAAN REPUBUK INDONESIA

07.o4
PP: Rcformaai Birokrasi dan Tata
Kclola

0I - Meningkatnya Kualitas
Pelayanen Publik Eelalui
perbaikan Tata Kelola dan
Bimkra.i

Ol - Indeka Pelayanan Publik
Kementerien/ Lmbega

02 - Indck Pelayanan Publik
Pemcrintah Provinsi

4 3,90

03 - Indck Pclayanan Publik
Pemcrintah Ibbupatcn/Kota

4

4,to t.465.446,6

3,70

07.04.01
XP:'IYansforma8i Manajcmcn
SDM ApaBtur

Ol - Meninakatnya skor
emplogce engagenan den
enplogce brundirq

Ol - Skor Enplogee Engogcneit 10,5 33.226,5

02 - Skot Ewlowe Brurdins 10,5

07.04.o1,01
PRO-P: PcnEuatan Budaya Kcrja
danEmplogeBru i^g

Ol - Terwuju&rya pelaksanaan
@'E ,afues ASN BeTAKHL,AK

0l - Hasil PcngukuraD Indeks
BcTAXHtAI(

BADAN KEPEGAWAIAI\I NEGARA,
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN
A.PARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI

3094 3.(x)o,0

07.o4.ot.o2
PRO-P: Pcrccpatan PcninSkatan
Ihpa8ite. SDMA

0l - Tcruujudnya pcninSkatan
kapa8ite. ASN Eclslui
pcngSunaan fitur leamr'ng pada
pl4bnn tnnggal

01 - Persenta$ pegawai AsN yana
aktif mcnggunakan Etur leaming
pada plafrhrm tun:gal

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRAST

I 20 Faawai AsN 3.950,0

07.04.0r.03
PRO-P: FeninEkatan Kineda dan
Sisten Pensharyaan

0l - TerlaklananJra pilotina
kcbrjakan manajcmcn
k$€jahtcrsan di tnstansi
Pcmcrintah

0l - Jumlah IP yang dilakukan
pilotins terkait kebijalGn
Eanajcmcn kc!€jahtclsan

4 7 KIL 5.200,o BADAN KEPEGAWAIAN NECARA,
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI

SK No 093326 C
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PRESIDEN
EEPUELIK INDONESIA

PN/ PPlKP/ ProP Sararan Indiketor

Dukungan
Tcrhadep
Arahan
Prcaidan

Rp. JutaTargct Instansi F.laklana

07.04.01.04
PRO-P: P.ngcmbangan TaLnta
dan lbrir

0l - Terwujudnya Danajcmcn
talcnta di Instami Pcmerintah

0 I - Perrcntasc IP yanS teleh
mencrapkan kcbijakan manajcmcn

KEMEMERIAN PENDAYAGUNAAN
APARATUR NF,GARA DAN REFORMASI
BIROKRASI, I,EMBAGA ADMINISTRASI
NEGARA, BADAN KEPMAWAIAN NEGARA

r00 % K/L 11.956,4

07.04.0r.05
PRO-P: Percepatan Tramformasi
Disital Me.tlajem€n ASN

0l - Terwujudnye pletform
tunggal digital ckosistcm
manajcmcn ASN

0l - Pencntalc IP yang
mcnggunaken Platform tunEgal
digital ekGirterh manajeEen ASN

LEMBAGA ADMINISTRAI}I NEOARA, BADAN
KEPEGAWAJAN NEGARA, KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

toov6K/L 6.520,1

07.04.0r.06
PRO-P: Pcrancanten Jabaten,
Fdencanaan darl Fengadaan
SDM Aparatur

01 - Tcrlakananya piloting
kcbijakan pcrancanSan jabatan,
perenc€rEan dan p€raadaan
ASN yang flckib.l

Ol - Jumleh lP yanA dil,akukan
piloting kcbuakan peranceruan
jabatan, pcrcncanaan dan
pcngadaan ASN yanS flekibel

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORIT,IASI
BIROKRASI

7 KIL 2.600,o

07.o4.o2
KP: Tt'an6forma6i Pclayanan
P'rblik

0l - TEwujudnya pelayanan
publik yang bcrkualitas

0 I - Skor Rata-reta Pcnilaian
Kepatuhan K/L t rhadap
Pelaksanaan UU NoEor 25 Tahun
2009 tentana Pclayanan Publik olch
Ombud$aan RI Pusat

82,5 40.623,3

02 - Skor Rata-reta P.nilaian
Kcpatuhan Pemerinteh Daerah
terhadap Pclakanaan UU Nomor 25
Tahun 2009 tcntang Pclayanan
Publik olch OmbudsEan RI
Perwfilrn

4 72,5

4

SK No 093327 C

03 - Skor Survei lGpuasan
Ma.yarakat (SXM) ata. Kineda
Pclayanan Publik

- A.VII.12 .
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FRESIDEN
REFI,JELIK INDONESIA

PN/ PPlKP/ ProP Slaaaran Indikator

Dukungan
Terhadap
Arallan Rp. JutaTargct Instansi F.lakana

o7.o4.o2.ol
PRO-Pi Pclayanan Publik
B€rbash Eleldonik (E-seruices)
y8ng Terirtegrasi

Ol - T.rlak€ananya pclayanan
publik b€rbssis clcktronik (e-
s€nrbes) yang telirtcsra.i

01 - Skor Indeks pa& Domain
Iryanan pada SPtsE

4 3,14 8.020,5 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN
APARATUR NECARA DAN REFORMASI
BIROKRASI, XEMENTERIAN KESEHATAN

07.o4.o2.o2
PRO-P: Penguatan Pengawasan
Maryarakat ata8 Kinerja
Pelayanan Publik

0l - Terlaksananlra pcnauatsn
penga$aaan maayarakat ataB
kincrja p.layanan publik

0l - Jumlah lapomn/ penSaduan
maryarakat l(c Ombudsman RI
pusat ysng diselBaikan

737 orenq 30.602,8 OMBUDSMAN REPUBUK INDONESIA,
KEMEI{TERIAN PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI

02 - Jumlah laporan/pcngaduan
tnaErarakat ke Ombudsman RI
perwskilan yang discLsaikan

4 8.935 orang

07.o4.o2.o3
PRO-P: Fenauatan Ekosbtcm

01 Terlalcerrenye pe tuatan
ekosiatem inovesi

Ol - Pcrsentasc inovasi yang
&emenuhi standar inova.i
pelaJranan publik

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN
APARATUR NFCARA DAN REFORIIIASI
BIROKRASII, I"EMBAGA ADMINISTRAT}I
NEGARA

4 a2 2.000,0

07.04,03
KP: Penataan lclcmbasaan dan
Pro€ca Birrds

0l - Terlalcananya p€Irataarl
kcl€mbegaen den pror€a bfuni3
]€r8 efektif dan berorieatasi
pada pencapaiar tujuarl
pcmbangunan nasional

0l - Skor Pcringkat Komposit
Efcktivitas lGlembagaen

4 56 1.27s.239,5

07.04.03.01
PRO-P: Pcnataan Kclcmbagaan
dan Pro8ea Biddr yarg Efektif

Ol - Te akananya penataan
kclembagaan

0l - Jumlah inrte ri yanS diteta
kalcEbagaann]a

4 2r KIL 2.5OO,O KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN
A.PARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRAST

SK No 093328 C

0l - Meningkatnye nilei hdek3
SPtsE N$ional

01 - Nilai Indcks SPtsE Nasional

- A.VII.13 -

2,40 1.272.739,507.04.03.02
PRO-P: Penerapan SPBE
TerintegraBi

ARSIP NASIONAL REPUBUK INDONESIA,
LEMBAbA KEBUAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH (II(PE,
KEMEIVIERIAN PENDAYAGUNAAN
A.PARATUR NFEARA DAN REFORMASI
BIROKRAIII, BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS.



PRESIDEN
F,EP]JELIK TNDONESIA

PN/PP/(P/koP Sasaran Indikator

Dukungan
Terhadap
Arahan

Pr€sidcn

Rp. JutaTaract lrBtanai Pelaksara

KEMENTERIAN KOMUNIKAT}I DAN
INFORMATIKA, KEMENTERIAN DAI.AM
NEGERI

07.o4.o4
KP: Reforaa8i Sistem
Akuntebilitas Kinerja
Fernbengunan

01 - Terwujudnya birokasi
pcmcrintah yang cfcktif dan
efi3ien

Ol - Nilai Indekr Refonn$i Birclaa.i
Nasionar lKlll

02 - Nilai Indeh Rcformasi Birclo:asi
Nasional (PrDvirrsi)

4

4

7a I17.357,3

70

03 - Nilai tndck Rcformasi Birokrasi
Naoional (IGbupatcn/ Kota)

4 58,1I

07.(x.04.o1
PRO-P: Pcnguatan PcnS.lola,an
Reforina.i BimkEii

0l - Mcningkatnya kualitag
kebijakan Reformasi BiDkrasi
Nasional

01 - FlrE€ntase rckomcndasi RB
na8ional ].ang ditindaldanjuti

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI, KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POUTIK, HUKUM DAN KEAMANAN

4 70 vo 6.351,4

o?.M.o4.o2
PRO-P: Pen8uatan Akuntabilitas
Kine{a Pcmbangunan

Ol - Mcningkatnya rist !l
akuntabilitas kincrja
pambanSunan

0l - Rekomcndasi hasil pcngawasan
manajeh€n risiko atas kualitas
pcnEendalian int m K/L

02 - R.koEenda.i haeil p€ngawasan
marajemcn rkiko atas kualitaa
peraendalian intcm P.mcrintah
dacrsh

BADAN PENGAWASAN (EUANGAN DAN
PEMBANGUNAN (BPK9, LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH (LKPD

4

4

24 laporan

72 laporal

1l1.00s,9

03 - Rekomendasi hasil pcngaw$an
manajcmen riBiko ataa kualitaa
pcngcndalian intcm badan usaha

4

4

78 laporan

04 - Jumlah lapo.an rckomcndasi
hasil pcrgawaean kinerja
pcBbangunan

SK No 093329 C

730 laporan
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FRESIDEN
REFIJBL]K INDONESIA

PN/PP/ KP/ ProP Sa!aran lndikator

Dukungan
Terhadap
Arahan
Plesiden

Rp. JutaTarget In.tansi P.lekem

07.05
PP: Menjaga Stabilite.
KeaDenan Na.ionel

0l - Tdjaganya stabilitas
pertahanan dan kcamanan

Ol - Indck Kckuatan Militcr 2

02 - Indck Tercrbmc Global 5 4,29

o,2l 34.620.469,6

03 - Pcracnta€c orang yang merala
aman bcrjalan sendirian di arca
tcmpet tingAelnla

3 >60 E"

04 - Indek tGamanan dan
Kctcrtiban Maayarekat

3 3,30

07.05.01
KP: Fcruuatan Kcamanan Dala&
Negeri

0l - Menguatnya keamanan
dalsm ncaeri

0l - Indek Rtuiko Telorismc (PDlaku)

02 - Indck Risiko Tcrorislrc (Iarget)

4 37,90 668.470,1

54,16

03 - Angka pelanAgarafl linte. batas
ncEara

4 <200 pelangaaran

04 - turke kejadiar kor lik 40 kcjadian

05 - Angka korban pcngungsi <14.5{X} orang

07.05.0r.01
PRO-P: Peningkstan
Deradikalisasi dan Fenanganan
Tcrcrismc

0l - Mcningkatnya
dcradikalisasi dan pcnanganan

Ot - Creamnce rzte terorime

02 - Jumlah deredikeli3esi tcrhadap
tcrsangka, tcrdakwa, tcrpidana,
nsrapidana tqorbmc, mantan
rrarapidana tcrorismc, rcrta orang
atau ketrompok oranS tlrpspar
paham redikel terorhme

BADAN INTELUEN NEGARA, BADAN
NASIONAL PENANGGUL"ANGAN
TERORISME (BNPN, KEPOUSIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA, KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA

5

5

m

125 orang

t72.157,5

- A.VII.15 -
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FRESIDEN
NEFUBLIK INDONESIA

PN/ PPl KPl ProP Sasaran IndikEtor

Dukunaan
Terhadap
Ara}ra.n
Prraiden

Rp. JutaTarget Insransi Pclakrana

03 - Jumtah k.giatan pencegallan
tindak pidana tcrodamc

m - Jumlah inatanai yang
bcrpsrttuipssi aktif dalam
aitergiriteB penansBulangan

5

5

128 kcgiatan

48 in.titusi

07.05.o1,02
PRO-P: Penaamanan Objck Vital
dan Tar8et Rentan

0l - Terlakananya pengamanan
objek vital dan target rentan

Ol - Jumlah objck vital dan tarSet
rcntan yang Dcndapat pcnSamanan

2.129 objck vital dan targct 23.OOO,O KEPOLISIAN NFAARA REruBUK
INDONESIA

5

07.05.01.03
PRO-P: Penguatsn Pcrtahanan
da, Keala.tren di Perbatasan
dan Pulau Tcrluar

Ol - Tcrlaklanenya pentuatan
pcrtahanan dan kcamanan di
pcrbatasan dan pulau terluar

0l - Jumlah poa pamtas, posal,
pospol subs€ldor, dan PLBN yanS di
banaun

02 - Panjangjalan inspcksi patroli
pdbatasan

2 56 m'z

20o km

453.586,1 KEPOUSIAN NFCARA REruBUK
INDONESTA, KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA RI, BADAN NASIONAL
PENGEI'IA PERBATASAN (BNPP),
(EMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAJ{ RAKYAT, KEMENTERJAN
PERTAHANAN
(terinteErasi dengan PSN)

2

03 - JuElah pettduduk pcrbstasan
yang diberdayalon daLaIn 3i.teE

04 - JuElah Pulau-Pulau lGcil
Terluer (PPKT) yeng ditiD8katkan
sarana pr$arana pertsharEn dan
keamanannya

2

180 orera

49 PPKT

SK No 093331 C

0l - Tertanganinya konflik

- A.VII.16 .

900 orEna

18.565,0 KEMENTERIAN DAIAM NECERI,
KEPOUSIAN NEGARA REPUBUK
INDONESIA, DEWAN KETAHANAN
NASIONAL

07.05.01.04
PRO-P: Pcnanganen Konflik
rccara Humania

0l - Tcrtanggulanginye pote !i
konftk Boaial di tingkat kabupaten

02 - Jumlal angaota satuan yanE
m.ndapatkan pclatihan p€nar[aran
konllik aecara humania

5 2l kaaua



PRESIDEN
REPIJBLIK INDONESIA

PN/ PP/ KP/ProP Indikator

Dukungar
Tcrhadap
Arahan
PI!.iden

Rp. JutaTarget Inrtrnai frchkenE

07.05.01.05
PRO-P: Kcsclamatan dan
Reitttegrasi di wilayah Rawan
dan B.ncane

0l - Tcrwujudnya ke!€lametan
dan lcilrte8ra3i di wilayah rawan

0 I - Juml,ah korban bcncana yang
dis€larstkan

4 120.000 orans I.16I,4 KEPOUSIAN NEGARA REPUBUK
INDONESIA

07.o5.o2
KP: Penguatan Kcmampuan
Fertahanan DibsEnSi
Conldcnee brirding rba. Ps
(cBMl

01 - Tewujudnya kelaalopuan
pertahana[ yang kuat dibaren8i
a^fidencc Bttitding naea&rcs
(cBM)

0l - Femcnuban MEF 4 93 28.085.94r,0

02 - PeEcnta!€ kontribu.i indu.tri
PGrtahanan

5 >50 y"

07.05.02.0r
PRO-P: Pengadaan AluEista

0l - Tcrlak6ananya pentadaan
alutsista

01 - Jcnb alutsista yanE diadakan 4 lSjenb 15.705.132,0 KEMENIERIANPERTAHANAN

07.o5.o2.o2
PRO-P: PeEcliharaan dan
Perawatan Alutsista

0f - Tcrlakananya
pcmcliharaan dan pcrawatan
alutaista

01 JeniB alut3ista yans dihanvat 4 l7jenb 6.446.754,5 KEMENTERIANPERIAHANAN

07.05.02.03
PRO-P: PalbaDgunan Sarana-
halarara Fertehalan

Of - Tcrlak ananya
pembanaumn sararra-prasarsna
peftahanan

0l - Jumlah sarpras pcrtahenan
yang dibangun

2 4 jcnis 252.206,0 TEMENTERIANPERTAHANAN

07.o5.o2.o4
PRO-P: Peningkatan
Profcaronalkma dan
IG.ejahtcraan hajurit

Ol - Tenvujudnya
Fofesionalkne &n
k$cjahtcraan prajurit yarg
Deningkar

Ol - Jumlah sarpras profcsionali&ac
dan kcscJ:ahtqaan prajurit yanS
dibarrgun

2 sjcnk 2.429.151,0 KEMENTERIANPERTAHANAN

07.05.02.05
PRO-P: Pcmbaagunan
Pertahanan Sibcr

0l - T.f,laksananya
peabangunan pertaha.ne[ aibcr

Ol - Jumlah sLtem siber Frtahanan
yan8 dibanaun

4 2 aiatem 62.335,0 KEMENTERIANPERTAHANAN

SK No 093332 C

0l - J.nis alpalhankam indu8tri
pcrtahanan yanS diadakan

Ol - Jcnb elpelhenkem industs_i
pertehenan yen8 diadElGn

I jcntu 3.190.358,4 KEMEMERIAN PERTAHANAN07.05.02.06
PRO-P: Pcmbangunan dan
Pcngcmbangan Industri

5
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PRESIDEN
REPUELIK TNDONESIA

PN/ PP/ KP/ProP Sssalan Indiketor

Dukungan
Terhadap
AIahan
Prefien

Rp. JutaTarget Instansi Pelakana

07.0s.03
KP: PEnguatan Keaaanan laut

0l - Terwujudnya pcnguatan
keamanan leut

0l - Angka pelarEseran hukuE dan
gangguan kc€manan di leut

4 224 i,mta}] 1.538.197,3

07.os.03.02
PRO-P: Pengustan tkpa.itag
Operasi Keamsnan Laut

01 - Tertrak.ananya opcrasi
kcamarrn laut yana kuat

01 - P.Ecnta!. cakupan WPP NRI
yary dipantau dari kcgiatan
Pemenfeaten SuEb€r Daya Xelautan
dan Perikanan

I.537.193,5 KEMENTERIAN KELJ\UTAN DAN
PERIKANAN, KEMENTERIAIiI PERTAHANAN,
BADAN KEAMANAN I"AUT

4 100 %

07.os.03,03
PRO-P: PeninAlGtan
Penyclasaian Kasua Keamanan
l.gut

0l - Tarwujudrya penyclcsaian
kasus keamanan laut yanS
mcnin8kat

Ol - Clearurve ruE tlndak pidana
laut

4 ao E" r.OO3,9 KEPOUSIAN NECARA REPUBUK
INDONESIA

07.05.04
KP: Fcnguata, Keernanan dan
Ketertiban Mssyarakat

Ol - Terwujudnya penguaten
keamanan dan kctertiban
masyarakat

Ol Angka Eevalen.i pcnyalahguna

02 - Ciw rute ll I /1O0.00O pcnduduk

03 - Felayenan publik Polri yang
Prima

9

1,69 V. 4.ts7.s37,4

07.05.04.01
PRO-P: Pcnccgahal dan
Penbetantasan ttEdaran C,clap
Narkotika dan PrEkumor
Nerkotika

001 - MeninglGtnya Fenccgahan
dan Fcmbelante€en Per€daran
Gclap Narkotika dall Prrkursor
Narkotika

0l - Cleamn € rat€ tindak pidana
narkorika

I aa% 63.134,O KEPOLISIAN NEGARA REPUBUK
INDONESIA, BADAN NARKOTIKA NASIONAL
(BNNI, KEMENTERIAN DAI.AM NEOERI

02 " Jumlah kawasan yang pulih
dari tarraEan tcrlarang

5 3 ka*a.an

07.05.04.02
PRO-P: Peningkatan P.nccgahan
Pcnyelahgunaan dan
Rchabilita8i PenyalahSuna
Narkotike

01 - Merfngkatn].a pcnccgahan
pcnyalahSunaan dan rehabilitasi
pcnyalahguna narkotika

0l - lndcks Ketehanen Diri Remaja 53,00 9T.033,5 BADAN NARKOTIIG NASIONAL (BNN),
XXMENTERIAN PEMUDA DAN OIAHRAGA

02 - Perscntas€ perubahan kualitas
hidup
pecandu/pcnyeLhguna/ korban
pcnyalahgunaan narkotika alpek
tuik

SK No 093333 C

7,5 V.
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FRESIOEN
BLIK INDONESIA

PN/ PP/XPl ProP Sassran Indikator

Dukun8arr
Tcrhadap
Arahan
Prcsiden

Taract Rp. Juta lnrtansi Pelaklana

03 - Perlcntas€ pcrubahan kualitas
hidup
Fcandu/pcnyalahguna/korban
pcnyalahgunaan narkotika asp.k
psikologis

7,5

6,5vo04 - Pcrlcntasc pcrubahan kuelitaB
hidup
pccsndu /pcnyslahsuna/korban
pcnyalahSunaan narkotika aapek
hubungan 3oaial

05 - Fcrscntalc perubahan kualitas
hidup
pecandu/penyalahSuna/ korban
FnyalahSunaan narkotika alpck
lumber dala lingLungan

1 5,5 96

06 - Indcks Kcpu$an Iayanan
Rchabilitasi

3,16

07.05.04.03
PRO-P: PenanSanan Kaaua
TPPO, €.rta K.jahatan tcfiadap
Per€mpuan, Anak, dan
Kclompok Rcnten Lainnye

0 I - Teltan8aninya kasus TPPO,
Eerte kejehatsn tcrhadap
P.!!mpuan, ana}, dan kelmpok
rrentan laintrya

0l - Cleamnc€ /are tindak pidana
TPPCI Bcrta kejahatan terhedep
pelEmpuan, anak, dan kclomFok

4 a4 E" 9.??2,3 KEPOUSIAN NECARA REPUBUK
INDONESIA

07.0s.04.04
PRO-P PerinSkatan kyanan
Kcpoli.ian yadg Pr*i.i lebegai
Iklanjuten Promoter

0l - T.rlak€ananya peningkatan
layanan kepolbian yang hcsisi
.cbaSai kclanjutan lromotcr

0l - lndeks Kepuma[ La].anan
I(epoli.ian

8,4 86.824,5 KEPOUSIAN NF'ARA REPUBUK
INDONESIA

02 - Clcodttlz .dte 4

4

66vo

03 - Cleatan c r?.te tindak pidana
kejahatan pcrbankan den TPPU

SK No 093334 C
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FRESIDEN
ELIK INDONESIA

PN/ PP/ KP/ ProP Indikator

Dukungan
Tcrhadap
Arehan Instansi PelakanaTaraet Rp, Juta

07.05.(X.05
PRO-P: Pcngadaan Alnstsur dan
Alpalkfl n Dukun8an Layallan
Kepolhian

02 - Pcrucntasc atnatsus dan
alpalkam kontribwi indu8tri
partahenen

0l - Tcrlakananya pcngadaan
almakus dan alpalkam
dukungan rayanan kepolbian

Ol - Jumlah almatsus dan alpalkam
kepolisian

6 paket 3.308.260,8 KEPOUSIAN NEGARA REPUBUK
INDONESIA

2

5 35 E"

Ol - Meninskatnya
profeaionaliamc dan
k€!€jahtenan arragota Polri

Ol - Jumlah pcrsoncl yang
tcrs€rtiEkasi diklat prEfdional

07.05.04.06
PRO-P: Peninakaten
Prof$ionalbme den
Keciahteraan Anggota Poki

02 - Jumlah unit pcmcnuhan rumah
flegera

4.500 personel 598.512,3 KEPOUSIAN NEGARA REPUBUK
INDONESIA

2 603 unit

03 - Jumlah rumah sakit yang
dibangun/ meninSkat akrcditasinya

2 I unit

04 - Pcracntarc pcnyclGaian
pcnSaduan masyarakat

4 79 Eo

07.05.05
KP: Penguatan Kcamanan dan
Kctahanan Sib€r

01 - Tcrwujudnla kctahanan
da,t kea.:oanan siber rrng kuat

Ol - Skor Global cyb€r securits 1,2 88,54 170.323,8

07.05.05.01
PRO-P: Pembangunan dan
Pen8uatan Tim Ccpat TanSgap
Kcamanan sib€r

01 - TerlaksaDan,'a
pcrabangunan tim ccpat tan8gap
kcamanan sibcl yanE kuat

Or - Skor Pilar I€cnnical pada clobal
Cgbeae&titg bdex logll

2 t?,1 IO.9OI,O BADAN INTET,IJEN NEGARA, BADAN SIBER
DAN SANDI NEGARA

07.05.05.02
PRO-P: Pcnguatan Infrastruktu!,
SDM, dan Rcgulasi lcamaran
Sib.r

0l - Terlakananya
pcmbangunan infrastruktur,
SDM, dsn r€sulasi kcamaran
sibcr yang kuat

0r - Skor Pilar Orgunizat!:ona, pada
Global cgbeEe tity hdex lc'ctl

13,3 123.952,8 KEPOLISIAN NEGARA REPUBUK
INDONESIA, KEJAXSAAN REPUBUK
INDONESIA, BADAN SIBER DAN SANDI
NEGARA, BADAN INTEIIIEN NEGARA

4

02 ' Skor Piler ?e.haicdI pede CloDal
cybe6e.udty tu xlcctl

2 t7,l

03 - Skor Pilsr cqpaciu Devetopment
pada Globol Cgberceaitg Innex
(Gcr)

SK No 093335 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/ PPl KPl ProP Sasaran Indikator

Dukungan
Terhadap
Arahan
Presiden

Target Rp. Juta Instanai Pelaksana

07.0s.05.03
PRO-P: Penyelesaian Kejahatan
Siber

0l - Terlaksananya penyelesaian
kejahatan bidang siber

O I - Cleatance rote tindak pidana
eiber

5 64 o/o I 9 .378,9 KEPOLISIA}.I NEGARA REPUBUK
INDONESIA, KB.'AI(SAAN REPUBUK
INDONESIA

07.05.05.04
PRO-P: Pencegahan Kejahatan
Siber dan Peningkatan Kerja
Sama Internasional Bidang Siber

0l - Tenrrujudnya pencegahan
kejahatan siber melalui
peningkatan kerja sama
internasional bidang siber

0l - Skor Pilar hoperation pada
Global Cyberseanrity Index (GCI)

1,5 13,9 16.091, I BADAN INTELIJEN NEG,TRA, BADAIT SIBER
DAN SANDI NEGARA

tlt s6ui d6aM ,.nd.L.rD THIS. rtq.h F!r!* d.Ft m.!d!ru{ btih rL,i I (-!u) Prbrir.. N&i.rd;
t2) kbrir.. ,{sbnd D.Etup tlaci.n E ,!.j. K/L, Dt lt n k X}uu.. .la PBU. hctu Ed-Iop dutu4rn B.!t n U-!. IBUxN/Swtd;
O Alor..i D * fua!.ron !.!u .IoL.d F ebbntm! F tordt ,.r .l4th tad..!k n EEaE &r@.! ABt 1A 2023;

KETERA}.JGAN

(a) multitagging.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA

INDONESIA
dan

Hukum,

SK No 017434 C
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PRESIDEN
REFUBUK INDONESIA

LAMPIRAN III

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 134 TAHUN 2022

TENTANG

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2023

MATRIKS PROYEK PRTORTTAS STRATEGTS/.rI4AJOR PRo'TECT

SK No 157558 A



PRESTDEN
REPIIBUK INDONESIA

PEMUTAKHIRAN MATRIKS PROYEK PRIORITAS STRATEGIS/ I'C JOR PRo-IECT
RENCANA KER.JA PEMERINTAH TAHUN 2023

Priorita. Nasiona.l/ Malirr &rlE Alokesi
(Rp. Juta) Instansi Pclakana

PN 1: MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK
PERTUMBUHAN YANG BERKUAUTAS DAN
BERKEADII.AN

l) MP: Indu8tri 4.0 pada 7 Subs.ktor Industri

Dukun8an Bclanja K/L 356.415,a

si,tb- Perbaikon Atur Aliton Moterial

Aspek: Fosilitasi Stonda'disosi

Scrtifikat tklayakan P.trgolahan (SKq / S€rtifikat
Cood Matufahning Prur,ices (GMP) yang
diterbitkan

2.OOO,O KEMENTERIAN KEUTUTAN DAN PERIXANAN

Aspck: PenEtaan dan ketercediaon data bala
fuht/penobng

Siltcrrl Telu3ur defl Logi.tik ikan Nalional
(STEUNA) yena diiaplemertasikan 2,OOO,O KEMEMERIAN KEI,AUTAN DAN PERIKANAN

P.rbaikan Re tai Pa.ok di Irdultri MilruEan,
Hasil Tcmbakau dan Bahan Fenyegat 4.5OO,O (EMENTERIANPERINDUSTRIAN

Aspek: Peningkdan Fnoduhai ddt pasokan dalam
negei

Scntra IKM dan UI,T thngan, Fumitur dan Behan
Bargunan Yang Mendapat Fa8ilita8i 3.926,6 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

[rerintegrasi dengan PSN]

Aspk: PeningXdan Std,ndd' dan Kualitas Wtk
Rancangan SNI, ST dan/atau PTC 5.764,4 KEMEI{TERIANPERINDUSTRIAN

S)",b: Pe ingkdon hwestosi dan Prornosi Eksl,r

A,spek: r'e*$ana PedAangan Intenasional

So.ielisa.i Pemanfaatan Hasil Perudingan
Pcrdagangan Intcrnasional 2.497,5 KEMENTERIANPERDACANGAN

Kcrja Sama Akscr Pcrdagangen dar Inve6t6ai
ForuE APEC 1.227,3 KEMENTERIANPERDAGANCAN

Kerja Sama Fasilitaai Pcrdagangan dan Invcstasi
ForuE APEC I.560,0 KEMENTERJANPERDAGANGAN

Kerja Sama Pcrdagangan ASEAN-Canada 1.261,0 KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Kerja Sema Perdagsngan dalam RCEP 1.022,1 KEMENTERIANPERDAGANGAN

Kcrja Sama Fcrdagargen ASEAN dan Mitra
ASEAN Lainnya I.448,3 KEMENTERIANPERDAGANGAN

Aspek: Pendanpingan inuestasi priotitas

Invcstor yan8 &rfasilitasi dalam rangka
Fngembangan Indu8tri Pcrmcsinan dan Alat
Mc.in Pcrtanian

I.5OO,O KEMENTERIANPERINDUSTRIAN

Aspek: Pengembangan don Prcfiosi Ptpdttk Ekspot

PromGi Produk Kcl,autan den Pcrikanan Skala
IntcmaEional 10.750,0 KEMENTERIAN KEI,AUTAN DAN PERIKANAN

Aspk: Peningkdon paftisipoBi indus''i ndsiondl pda
GPN danGvc

Parti.ipa3i Aktif pada Kolrfcrcnsi Tingkat Menteri,
Pcrtcmuan Infomlal Tingkat M.ntcri, Sidaag Isu
Spc.ifik de Sidena Reautrer terkait Organils3i
Perdagengar Dunia

SK No 168222A
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PRESIDEN
REPUEUK INDONESIA

kioritas Nftiorlal/ MaJor PrDJiect
A.lokesi

(Rp. Juta) Instanli Felaksana

AsP€k: P€,tgusu on Fasilitas dan hlse tif Ekspot

Felilitfti FfA Center Jakarta 4.102,8 KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Fa.ilitaai trTA Center BandunS 3.069,3 KEMENTERIANPERDAGANGAN

Falilita3i FIA cenler S.maiang I.94O,O KEMENTERIAN PERDAGANGAN

s!b: Peningk.,,(l,n hu"-st,.si dan Promo^si Ekspor

Aspek knwshan Prcfrl lDestdsi

Inuest ncnt hoFct Readg ro Ofer (IPRO) di bidang
Induatri Marluraktur 1.200,0 KEMENTERIAN INVESTA:}I/ BADAJT

KOORDINASI PENANAMAN MODAL

tub: kmdayao UMKM

AsP€k Ink,tbasi rtbrologi dan usalld

UMKM ]ts.tla Difasilita8i dalam Inkubato! Birni8 3.5OO,O KEMENTERIAN KEI.ITUTAN DAN PERIKANAN

Asph: Shenainae tif unfr]} t arr"sfer ,",knolqi

Produk Parivilata dan Ekonomi Ikeatif Yang
Mcndapat Falilitasi Pcndaftaran lGkayaan
Inteleliual

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
2.OOO,O KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN

EKONOMI KREATIF

Pclaku Pariwisata Dan Ekonomi IfteatifYana
Mendepat Fa.ilite.i Ko .ulta.i Hek Kckalaan
Int trekual

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
3.OOO,O KREA'I'IF/BADAN PARIUSATA DAJ{

EKONOMI KREATIF

A,sp€/E Pembinaan UMKM dan pelaht usdha

SDM Ekonomi Ikeatif yang dife.ilita8i SertifikaBi
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI

3.OOO,O KREATIF/BADANPARIUSATADAN
EKONOMI KREATIF

Wiau.aha Industri Pan8an, Furnitur dan Behfil
Bangurran ya[t Mcndapetken Pcletihan
l(ewiralr3ahaen dan Tckni,. Produhi lcrta
Fasilitasi Mesin/ Pcralatan

168.166,3 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

IKM Pangan, Furnitur dan Bahan BaDaunan ]Bng
MendapatlGn Pendampirgan, PercBpan
S.rti6kasi koduk dan Pcnguatan
MBin/ PeIglatan

6.223,4 KEMENTERIANPERINDUSTRIAN

IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Banaunan yang
MenAikuti Program Restrukturisasi
M6in/ Peral,atan

4.250,0 KEMENTERIANPERINDUSTRJAN

Pemb€rda]€e.n Induatri Kecil dan Mcncn8ah
Dalam Rargl€ Fenerapar rvdting lndon*ie 4.0 5.878,2 KEMENTERIANPERINDUSTRIAN

Aspk: Doangan P3DN Ptoduk UKM

s€rtifika.i Prlduk 4o,fl)O,O KEMENTERIANPERINDUSTRIAN

&tb: Pernberm]J{.on E $slistem Inovasi dan Adopsi
Tebiologi

Asp€k Pennanpinga ind,tstti

P.ndampingan Pen€rapan lndNtri 4.0 di S€ktor
lndustri Mel(anan, Ha6iI Lsut den Pcrikanan

McmfaGilitasi Imptrlmcnta.i Indu.tri 4.O S€ktor
Tchtil den Apparel

2,OOO,O KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

I,58O,O KEMENTERIANPERINDUSTRIAN

Aspk: Pernctaan uLttologi i^&rstri 4.o dal
m.ngidentifikdsi kcho€ongon tebblogi

Layanan Pereacanaan dan Panganggaran I.OOO,O KEMENTERIANPERINDUSTRIAN

g/b: Ha,,,tonis,asi Peraturun dort Kedjakon

Aspek: Penwsunan Kebthkan *ld,oral dan f€knis

Kabijal(arl Fcnurunan Hambatan Akscs Pasar 19.594,3 KEMENTERIANPERDAGANGAN

SK No 168223 A

r.297,3 KEMENTERIANPERDAGANGANIGbija.ken Seldor Ja.a
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PRESIDEN
REPUEUK TNDONESIA

Itioritas Na3ional/ltraJo. IroJbct Alokasi
(Rp. Juta) Instansi Pelaksana

Industrial lrrell&ea.€ dan Pcluang Kcrja Sama
Irdu.tri di Llr8r Negeri 7.OOO,O KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Panclitian Panga$,asan Parsaingan Usaha KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
(KPPU)1.263,9

Dukungan BUMN 5.086.960,0

OptiEalila3i dar Efi.i€nli Pabrik NPK BUMN

Optiaali,.ali dan Elhien3i Pabrik Pulri{IIB BUMN

P.mbangunan Fa6ilitar Produk.i Kimia Daser
Intenediate da,n Ba,lla'n Baku Obat (BBO) BUMN

Pcmbangunan Pabrik Mcthanol Papua Barat BUMN
E rintcgrfti dcnSan PSNI

Pebrik Soda A6h PKG BUMN

Pabrik Soda Ash PKT BUMN

Pcmbangunan Pablik Nitrobenzcnc dan PAP di
Cilacap BUMN

PeEbangunan Pabrik Minyak Gorcng lkpa8itas
2.500-ton CPO/hari di KEK S.i Mangkei BUMN

PerSembarSan Fa.ilitas Pilot scuLe Untuk
Peruembar8an Prat onn Valcin mRNA dan Vird BUMN

Pcidirien Pabrik untuk Peninskatan Fasilitag
Neual btu ?tlat lb.eheten Dom$tik BUMN

Dukungan Swasta 12,889,300,0n

Fc6berSunen Pabrik PcEokimia Swasla

PcmbansuDan Pabrik Pcn8olaha[ IGIapa Sewit

PcBbalgunan Pabrik S.mikonduktor Swasta

Ferabanguaan Pabrik }Gndaraar LiBtI_ik

PeEb8ngunan Pabrik Batrai Kendarsan Lisdk

Swaata

Searta

FcmbanSunan Industri cula Tcrintc8rasi Sweste

Fenerapa, Plo8ram Envioiment, socidl and
Gouemanoe (ESG) Indu.t_i Ko.6ctik Swasta

Pcngcmbangan lrdustri P.ngolahan Daging

2) MP: D€tinari Pe.riwiEete kiorites

Dukungan Bclanja K/ L da, DAK 3.520.144,3

&b: Pembaqanan dalam Wilavah dat Kauasarl

AspeL Peningka/,o,r r,apasitas SDM Porillrisata dart
Ekono,,,i rneatif

Scrtifika.i lbmpcteNi TenaSa K6ja

PBK UPTP

r42.398,I KEMENTERIAN XETENAGAKER.JAAN

319.275,I KEMENTERIAN KETENAGA(ER,JAAN

PBK Provin3i Jawa Tcngah 36.388,8 KEMENTERIAN KETENAGAXER.IAAN

PBK Provin.i Sumat ra Lliria 6.240,0 KEMENTERIAN KETENAGAXER.IAAN

PtsK Provinli Sulaweri Utara 2. 155,4 KEMENTERIAN (ETENAGAI(ER,JAAN

PBK hoviasi Nuea TcngSara Barat 9,680.0 KEMENTERIAN KETENAGAKEzuAAN

PtsK Provinsi Nusa TcngSara Timur 3,600,0 KEMENTERIAN KETENAGAKER.JAAN

SK No 168224A
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KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
rI.3OO,O KEHUTANAN

(Ierintegrasi denaan PSN)

P.n8d[banSen lhpa.itas Kelornpok Ma6yaraket
dalam Rangka Ekowi.ata (Wilata Al,am, SiVE,
dan Bahari)



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

Prioritas Nasional/ Mairr Ptolct Alokasi
(Rp. Juts) Inatanai F.lek.ana

SDM dan Indu3Ei Pariwilata yang Ecmp€roleh
Ia3ilita. Pcngcmbalgan Komlptcn6i dari Badan
Otorita Danau Toba

KEMENTERIAN PARMISATA DAN EKONOMI
1.OOO,O KREATIF/BADAN PARIWISATADAN

EKONOMI KREATIF

SDM dan Industri Paliwisata yang mcmpcloLh
fasilitas P.ngcmbangan Komp.tca8i dari Badan
Otorita Borobudur

KEMENTERIAN PARMISATA DAN EKONOMI
2.250,0 KREATTF/BADAN PARIWISATADAN

EKONOMI XREATIF

SDM dan lndustri Pariwisata J.ang mcmperolch
Falilitas P€n8eEbarlgrn KoEpeterEi dari Badan
Otorita labuan Bajo Flor€g

KEMENTERIAN PARMISATA DAN EKONOMI
r.5OO,O KREA'I'IF/BADANPARJWISATADAN

EXONOMI KREATIF

Standardi.asi Irmbaga Fcnycdia Laliaran
F.ninSkatan Kualita! Anak dalam PHAPL yanS
Remah Anak

336,0 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERUNDUNGAN ANAK

Dacrah yang dibcdkan bimtck dan Gup.rviai
Entang pclak€anaan k bijal€n PKAX

kpek: Pengaatan Kelcmbagaan" Regalasi Inuesta,si

800,0 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERUNDUNGAN ANAX

huesina t Protsct Ready ro Otrer(IPRO)pada
D*tinari Periwi.eta Prioritea - Pu6at

KEMENTERIAN INVESTASI / BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODALr.050,0

PromGi Tarpadu
KEMENTERIAN PARMISATA DAN EKONOMI

1I.OOO,O KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREITTIF

Promosi Terpadu (Pameran, Mbi Penjualan,
Pcq:alanan wisata Pcngcnalan dan Kcrjasama
dcngan Ma.kapai dan wholcsaler)

KEMENTERIAN PARMISATA DAN EKONOMI
18.980,2 KREATIF/BADANPARIWISATADAN

EKONOMI KREATIF

Publikasi
KEMENTERIAN PARMISATA DAN EKONOMI

r34.OOO,O KREATIF/BADAN PARIWISATADAN
EKONOMI KREATIF

Fot neial inve8tor yang difftilitaoi Badan Otorita
Danau Toba

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
2.2OO,O KREATIF/BADAN PARIWISATADAN

EKONOMI (REATIF

Fotcnsial invc.tor yang difasilitasi Badan Otorita
Borobudur

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
5.OOO,O KREATIF/BADANPARMISATADAN

EKONOMI KREATIF

R.ncana Induk Dcatinasi Parinrhata Prioritag
gTMP)

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
6.000,0 KREATIF/BADANPARMISATADAN

ETONOMI KREATIF

Potersial inveltor yanE difasilitali Badan Otorita
tabuan Bajo FloEs

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
5OO,O KREATIF/BADANPARIWISATADAN

E(ONOMI KREATIF

Aspk: kigcmbdngpn Uadla Pariu,isa,ta don Ekonomi
kedil

Usaha Mikro, Kccil dan Menengah (UMKM) -
TeEetik Penguaten De.tineli Perfirdseta Prio tes
(1215 - Ihb. Hu6b6ng Haaunduta!)

7.749,4 DAK

Usaha Miko, Kccil dan Mcncngah (UMKM) -
Tcmatik P.lguatan Dcstinasi Parfu,isata Prioritas
(3374 - Kota Semanng)

8.148,8 DAK

Usaha Mikro, tGcil dan McnerEah (UMKM) -
T€Eatik PenAuaEn Deltina.i Parif,'hata Prioritas
(3576 - Kota Mojokerto)

8.148,8 DAX

U.aha Mikro, Iccil dan Mcncngah (UMKM) -
TcEatik PenAuatan Deltina.i Pariwisata kioritas
(5202 - Ihb. Lombok Tcngah)

7.648,8 DAK

Useha Milao, fiecil dan Mercngah (UMKM) -
Temetik Penguaten Dc.tine.i PeriEigata Prioritag
(5312 - Ihb. Nsada)

8.113,3 DAK

Ulaha Milco, Kccil dan Mcncngah (UMKM) -
Tamatik Pcnguatan Dcstinasi Pariwbata Prioritas
(8272 - Kota Tidolc lGpulauan)

SK No 168225 A
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PRESTDEN
REPUBUK INDONESIA

kiorita8 Ne.iorel/ I{air ProJbct
Alokari

(Rp. Juta) lnstansi FDlaksana

tndustri Kccil dsIl Menengah - Tcmatik Penguatan
De.tinesi Parisbata Priorita. (1205 - Ihb.
Tapenuli Uts.ral

995,4 DAK

Industri l(ccil dan Mcncngah - Tcmatit P.nguatan
Dcstinasi Pariwisata Priorita! {1209 - I(ab.
SiEalungun)

6.249,5 DAt<

Industi Kccil dan Mcncngah - Tcmatik Pcnguatan
Detiiasi Pariwilata kiodtas (12I0 - Kab. Dairi) 4.925,5 DAK

lndustri Kccil dan Mcncngah
D.ltinasi Pariwisata Prioriras

- Tcmatik Pcnguatan
(1211 - I(ab. Ihro) 2.946,2 DAK

Industri Kccfl dan Mcncngeh - Tcmetik Penguatefi
D6tina3i Pariwfuata Priolita. (1215 - Ikb.
HuEbanE Halundutanl

777,7 DAX

Industri t(ccil dan Mcn.nSah - TqDatik Pcnguatan
Dcstinasi Pariwisata hioritas (1216 - Ihb.
Pakpak Bharat)

3.888,6 DAK

Industri Kccil dan Mcncngah - Tcmatik Pcnguatan
Dcatina8i Pariwfuata Priorita6 (1217 - I(eb.
Samosir)

20.739,1 DAK

Itrdurtri Kecil dan Mcnengah - Teaatik Penguetan
D$tinali Pariwtuata hiorita8 (1903 - Kab,
Banska Barat)

9.953,9 DAX

Industri lGcil dan McncnSah - Tcmatik Pcnguatan
Dc.tinali Pariwi.ata kioritas (1905 - Kab.
Bangle Sclatan)

2.020,6 DAK

Indu.tri K€ciI den Mcncflteh - Tematik Pentuatan
Dcatina.i Pa.riwi.6ta Prioritas (1906 - Kab.
B.litung Timur)

500,0 DAK

Induatri Kecil dan Mcncngah - Tcmatik Pcnguatan
DcstirEsi Pariwbata Prioritas (3306 - Kab.
Purta,orejo)

7.465,4 DAI<

Industri K.cil den Men€ngah - TeEatik Feryuatan
De.tina.i Periwi.ata Plioritas (3307 - I(ab.
WonGobo)

4.777,9 Di,K

lndu.tri Iccil dan MerEnSah - Temadk PenSuatan
Dcltinari Periwilata Priorite! (3308 - tkb.
MagclanS)

572,t DAK

Industri K.cil dan M.rungah - Tcmatik Pcnguatan
D*tinali Peri{'iEeta kioritas (3309 t(ab.
Boyolali)

1.990,8 DAK

Induatri lGcil dan MerEngah - Tematik Petrgueteh
Dc3tinasi Perii'ireta Prioritft (3310 - Ihb. Kleten)

1.095,2 DAK

Induatri K.cil dan Mcncngah - Tcmatik Pcrguatan
Deltinari Paris"i.ata Priorita. (3312 - Kab.
wonoslrr)

831,0 DAK

Industri Kccil dan M.nengah - Tcmatik Penguatan
Deltina8i Pariwisata kiorita! (3314 - tkb.
Sraren)

16.0$),9 DAK

Indu8tri lccil dan Metrengah - Temetik Penguatan
Destinasi Pariwisata kiorita! (3322 - Kab.
Sema.lara)

9.456,2 DAK

lndu3tri lccil &n Menengah - Tematik Penguatan
Dertina3i Pariwbete Priorite. (3374 ' Kote
S€marana)

6.619,3 DAI(

Indu8tri Kccil dan Mcncngah - Tcmatik Penguatan
Destirrasi Pariwilata kiorita! (340r - Kab. Kulon
ProSo)

905,8 DAX

Indugtri Kccil dan Mctcngah - Tcmatik Pcnguatan
Dcrtinasi Pariwi.ata Prioritas (3508 - I(ab.
Lumajang)

SK No 168226A

2.364,t DAK
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Prioritas Na8ional/ rtlai,r P'oJd Aloka6i
(Rp. Juta) Imtansi Pelakana

I[du6tri Kccil dan Mcncngah - Tematik Pcnguatan
Dcstina.i Pariwisata kioritas (3514 - tkb.
Paauruan)

500,0 DAK

Industri Kccil dan M.ncngah - Tcmatik Pcnguatan
DeBtirtesi Periwilata kioritas (3575 - Kota
Pasuruarr)

12.691,2 DAK

Industri l(ccil dan Mcn.ngah - TcEatik Pcnguatan
D.ltinasi Parivi.ata Priorita3 (3576 - Kota
Mojok !to)

18.790,4 DAl(

Indu8tri Kccil dan Mcn.ngah - Tcmatrk Pcnguatan
Ddtinasi Pari\..isata kiodtas (5202 - I(ab.
Lnbok Tcngah)

12.243,3 DAK

Industri Kccil dan Mcncngah - Tcmatik Pcnguatan
D€stiflasi Pariwilata kioritas (s208 - Ikb.
Lmbok Utara)

10.639,1 DAK

Industn Kccil dan Mcncngah - Tcmatik P.nguatan
D$tina.i Pariwilata kio tas (527I - Ibta
Mataram)

4.414,9 DAX

lndurtri Kccil dan Mcn.ngah - Tcmatrk P.nguatan
D6tinasi Pa!i*.i.ata Priolitas (5312 - I(ab. Ngada)

2.082,0 DAK

Indultri Kccil dan M€nengah - Tcmatik Pengustan
De6tiaasi Pariwbete Priorite6 (5315 - Ihb.
Mgnggarai Beratl

11.944,7 DAK

Industri Kccil dan Mcn.ngah - Tcmatik P.nguatan
Dcstinasi Pariwisata Prioritas (7105 - I(ab.
MirBhala Selatan)

6.400,4 DAK

Industri Kccil dan McncnSah - Tematik Penguatan
Dcstinasi Pariwhata Prioritas (717I - Kota
Manado)

14.184,3 DAX

Industri Kccil dan Mcn.ngah - Tcmatik Pcnguatan
D6tinasi Pariwkata Prioritas (7407 - Xab.
wakatobi)

5.184,8 DAK

Indu6tri Kecil dan MeneaSah - Tematik PenSueten
D..tinasi Paliwisata Priolitas (7471 - Kota
K.ndari)

8.510,6 DAK

Irdustri Keeil dan Menengah - T€matik Penguatan
De.8tirrasi Pariwilata kiolitaz 17472 - l<ota Ball
Bau)

3.98r,6 DAK

Irdu.tri Kecil drn Menengah - Tematik Pentuatan
Deatinaai Pa.riwhete Priorita! (8207 Keb. Pulau
Morotai)

Irdu.tri Kecil dan MencnSah - Tematik Pcnguatan
D.atinaai Pariwkata Prioritaa (8272 - Kote Tidore
Xcpulauenl

10.369,6 DAK

8.407,6 DAK

Industri K€ci1&n Mencr8ah - Tcmatik Pcnguatan
Dcatinaai Pe.riwi.ete Priorita6 (9f07 - KEb.
Sorong)

Industri IGciI dan M€ncr8ah - Tematik Pcnguatan
D$tinali Pariwi.ata kioritas (9108 - rrab. Raja
Ampat)

9.175,0 DAK

4.977,0 DAK

Idu.tri K€cil dan Mcn€n8ah - Tcmatik Penguatar
D*tinE.i Pe.riwi.ate kioritas (9171 Kote
SoroIrg)

1.393,5 DAK

Pclatihan Pcnguatan lGbmbagaan dan Tata
kelotre Kopera.i Modem 5.586,0 XEMENTERIAN KOPERAITI DAN USAHA

KECIL DAN MENENGAH

Uraha Mikro yan8 difasilitasi PendampinSan
untuk Perdngl€tan Ulaha (KUR, SHAI 4.180,1 KEMENTERIAN KOPERAIII DAN USAHA

KECIL DAN MENENGAH

SK No 168227A

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
840,8 KREAIIF/BADANPARIWISATADAN

EKONOMI KREATIF

Batl8n rumulan skeEa in!€ntif baai indultri
kreetif Kuliner, Ikiya , Delain Interior, AEitekur,
D6ain KoEunikasi Visuel, Desain Produk dan
Fea]€
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PRESIOEN
REFUBUK INDONESIA

Prioritas Nasional/rvaJirr ProJiect
Alokesi

(Rp. Jutal Instansi Pelakrana

Produk k€atif lubslktor Kuliner, IGila, Delairl
Interior, Anitelirtur, De.eifl Komunikasi Vi]Bual,
D€5ain Produk dan Felyen yana Eendapat
pcndampingan dan inkubasi

X}MENTERIAN PARMISATA DAN EKONOMI
18.T3O,O KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN

EKONOMI KREATIF

Produk kEatif cubscktor scni Musik, Film,
Aniroasi, Vidco, Fotografi, Pcriklanan, Penerbitan,
Scrd Fcnunjuka , Scni Rupe yanS m.ndapat
pcndampingan dan inkubasi

I{EMENTERIAN PARMTSATA DAN EKONOMI
5.53I,7 XREATIF/BADAN PARMISATA DAN

EKONOMI KREATIF

koduk Wbata derl IGgiatan (Eren sl di h?wa€en
Badan Otorita Danau Toba ysng di proEosi dan
di publikasikan

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
2.600,0 KREATIF/BADAN PARMISATADAN

EKONOMI KREATIF

Pmduk wtuata dan IGdatan (Eu€ntsl di h?wa5an
Badan Otorita Borobudur yang di promGi dan di
publikasikan

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
3.5OO,O KREATIF/BADAN PARMISATADAN

EKONOMI XREATIF

Prlduk Mata dan IGgiatan (Eren q di Ka*,a.an
Badan Otorita labuan Bajo Flor.r yang dr
Publila.ikan

Aspek: Petwembangan lnfrastruku Wllogah

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
4.389,4 I(REATIF/BADAN PARIWISATADAN

EKONOMI KREATIF

Lingkungan Hidup - Tcmatik Pcnguatan Dcsunasi
Ihriwisata tlioritas (1206 - tkb. Toba) I.856,7 DAK

Lingkungar Hidup - Tematik P.n8uatan Destinasi
Pe.dwilete Prioritas (1210 - I(eb. Dairi) 1.779,0 DAK

Lingkun8ar Hidup - T€matik Pcnguatan Destinali
Pariwi.ata Priolita3 (1217 - Kab. Sarooair)

t.407,7 DAK

LinSkuntan Hidup - Tematik Penguetan DeBtinesi
Pariwi.ate Priorites (1902 - I(eb. Belitung) 2.758,0 DAK

LingkunSan Hidup - Tematik Penguaten De.tinasi
Paliwi.ata Prioritas (1903 - Kab. Bangka Barat) 1.864,9 DAK

Lingkungan Hidup - Temetik Penguaten Deatineai
Pariwissta kioritas (190s - Ikb. Banska S€latan)

4.068,6 DAK

LingkunSan Hidup - Tematik Pcnguatan De6tineai
Periwilata kioritas (3304 - Ikb. Banjarnesaral

Lingkungar Hidup - T€matik Pcnguatan Destinasi
Pariwirara Prioritas (3306 - t(ab. Pur$roEjo)

3.052,3 DAK

1.108,4 DAK

LingkunSar Hidup - Tematik PenSuatar DestirE3i
Periwileta kioritas (3307 - I(ab. Wonolobo) 1.634,7 DA(

Lingkungarr Hidup - Tematik ltn8uatan Destinasi
Pariwilata kiolitas (3309 - I(sb. Boyolali) 4.068.6 DAK

Lingkungar Hidup - Tematik Pen8uatan Destinasi
Pe.dwileta Priorita. (3310 - IGb. natenl 1.108,4 DAK

LingkunSal Hidup - Tematik PenSuatan DeBtineai
Paliwilata Priorita. (3314 - I(ab. Sragcn)

1.634.7 DAK

Lingkungan Hidup - Tcmat-rk Pcnguatan D.sunasr
Pariwisara kioritas (3322 - Ikb. Semarang)

t.927,9 DAK

LingkunSan Hidup - Tcmatik Pcnguatan Dcstinaai
Pariwileta Priorita. (3374 - lbta Semarand t.927,9 DAK

Linglun8an Hidup - Tcmetik Pcn8uatan Dcatinaai
Periwileta Prioritas (3401 - lhb. Kuloa Progol

2.029,4 DAK

Lingkungan Hidup - Tcmatik Pcnguatan Dcatinasi
Parini€ata kioritas (3508 - Kab. LuDajang) 2.128,1 DAK

Lingl.ungan Hidup - Tcmatik Pcnguatan D.atinasi
Pari\r'kata Prioritas (3514 - Kab. Pa3uruanl 4.658,9 DAK

Lingkuryan Hidup - Tematik Pen8uatan Destinali
Ibriwisata kiorits! (3575 - Kota Pasuruan) 1.137,6 DAK

Lingkungan Hidup - Tcmatrk PcnSuatan De.tinasi
Pa.riwireta Priorit& (5208 - lGb. lrmbok Uterel

SK No 168228 A

2.082,8 DAK
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i7rtrEIEtrN
NEPUEUK INDONESTA

I,rioritas Nasional/ Mdrrr l,roJieet
Alokasi

{Rp. Jutal Instansi Pelakana

LinSkungan Hidup - TeEatik Penauatan Dcltinasi
Pariwbata Priorita3 (5271 - Kota Mataraa) 1.108,4 DAK

Lingkungan Hidup - Tcmatik P.nguata, Dcstina.i
Pariwisata Priorita! (5312 - Ikb. Ngada) 2.647,2 DAX

Lingku[gan Hidup - Tcmatik F.nguatar Dcstinasi
Pari\ 'irata kiorite. (53 1 5 - Ikb. Merggarai Barat) 1.766,3 DAK

LinSkungan Hidup - Tcaatik lbn8uataJl De3tinasi
Pariwilata Prioritas (7105 - t(ab. Minahasa
Selatan)

4.594,9 DAI{

LinSkungan Hidup - T.matik Pcnguatan D..tineBi
P.riwilata kioritas (7171 - Kota Manado) r,053,0 DAK

Lingkungen Hidup - Tcmatik Penguatan DBtinasi
Parivilate Priorite3 (7172 - I(ota Bitung) 2.197,1 DAK

Linakungan Hidup - Tcmatik Pcnguatan Dcstinasi
Pariwtuata Priorita6 (7,+07 - IGb. Wakatobi) l.9t4,o DAK

Lingkunga[ Hidup - Tcmatik Pcnguatan Deatinasi
Periwi.ata kiorita3 (7471 - Kota IGndaril 1.634,7 DAK

Lingkungan Hidup - Tcmatik Pcnguatan Destinasi
Pariwfuata hioritas (7472 - Kota Bau Baul 1.766,3 DAK

LingkunSan Hidup - Tcmatik Penguatan Destinasi
Pariwilata Prioritas (9107 - lhb. Sorongl 2.368,2 DAK

Lingkuryar Hidup - Temalik Pcnguatan Dcstirusi
PatiwiEeta kiorita! (9108 - t(ab. Raja Ampat) 3.420,7 DAX

LingkunEan Hidup - Tematik FcnSuatan Dcstinaf,i
Fbriwilata lrrioritas (9109 - Ihb. Tambrauw) 1.355,1 DA(

Lingkuryan Hidup - Teaatik Pengueten Deltinasi
Fbriwisata l,rioritas (8272 - Kota Tidorc
Kcpulauan)

1.789,3 DAK

Pusat Infomasi GeoloSi 7.25t,5 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

Warilan GeoloSi dan Ccopark Nasional yaflg
Dit tapkan 3.000,0 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL

422.320,O
KEMENTERIAN KOMUNIKA!}I DAN
INFORMATIKA

Ihbupaten/ I6ta Ikeatifyang Dik mbangkan
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI

2I.OOO,O KREA'I]F/BADAN PAR]WISATA DAN
EKONOMI KREATIF

Sarana Ruana IGBtif yarg Difa.ilitasi
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI

I7.5OO,O KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF

Ruang lkeatif urtuk Pendukungan
PenScmbengan Deatire.i Psriwfuata Supcr
Priorite3

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREA'T]F/ BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF
(Lrin&grasi denSan RtN)

1.000,0

Am.nita! dan Ak.clibilites yallt dikembsEksn di
I(allalan OtoritatifBadan Otorita Danau Toba

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
2.660,0 KREATIF/BADAN PARIWISATADAN

EKONOMI KREATIF

AEenitas d,an Aksdibilitas ),an8 dikcmbangkan di
Kalllaran Otoritatif Baden Otorita Bmbudur

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
6.351,0 KREATIF/BADAN PARTIJVTSATADAN

EKONOMI KREATIF

Be Cftdite Ds,rid @CD) yang Dikenbangkan
KEMENTERIAN PARMISATA DAN EKONOMI

750,0 KREATIF/BADANPARIWISATADAN
EKONOMI KREATIF

SK No 168229 A

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOM]
r.OOO,O KREATIF/BADAN PARIWISATADAN

EKONOMI KREATIF

Amcnitaa, dan Ak6..ibilita! ]an8 dikeEbangkan
di Ikwasan Otoritatif Badan Otorita Labuan Bajo
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FRESIDEN
NEPUBLIK INDONESIA

Priorita. Na8ional/ Mairr PrDJbct
Alokasi

(Rp. Juta) In3tansi Felaklana

R.habilita3i BanSunan CaSai Budaya del! Istena to3.776,O KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Pcnatran Bangunan Kawaaan Dcstina8i Wilata 100.674,4 KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

PcnetEan BedgunBn l(Ewassr Cagar Budaya dan
Permukiman Tradkional 62.414,4 KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

PcrEtaan Kanasan D€stinaai Wisata Danau Toba 81.287,8 KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Pcnataan Kawasan Daatinaai Wisata Borcbudu! 200,0 KEMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Pcnataan Kaq,alaa Dcltinasi Whata Waketobi 67.49r,7 KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Penetaefl k:awasan Deltinasi Wkata Bromo -
T€rra8e! - SeE€ru

KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMATIAN RAKYAT

44.4t3,5

PEmbangurEn Pokck (PNl 15.814,3 KEPOUSIAN NEGARA REPTJBUK INDONES]A

51l}: Pembdng nan Dcsa.Wisdddan Fo.silitasi
BUMDeS

Aspek: Pengenbongon Desa dan BUMIbs k bo"ris

Saiana kasarana Dcsa Wisata ,1an8 Dibangun
uatuk Mendukuna D€ltinasi Pariwkata 68.914,2

KEMEMERIAN DESA, PEMBANCUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Ferintesra8i dengan PSN)

Mesyarakat Pelaku Wisata yang DitinSkatLan
Kapalitaanys untuk McndukunS Dcsa Wisata

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
flcrinteara3i dcngan PSN)

r.soo,0

Desa Wilata di Dcatina.i Pari$i€ata di Wilayah
D$tina.i I yana dikcmbanakan

XEMEI{TERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF
[rerintegrasi dcngan PtlN)

11.000,0

Dc.a Wisata di Wilayah D*tire.i II ]€ng
Dikembangkan

(EMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
1.IOO,O KREATIF/BADAN PARIWISATADAN

EKONOMI KREAI'IF

Sub: ktintison De-stinosi Pariurisatq

Aspek: kngembargan At akaitAlam,BudaAd, BuidtaJl)

D6titra.i Wi.ata Alam Prioritas j,ang
Dikcmbangkan

KEMENTERIAN UNGKUNGAN HIDUP DAN
I4.3OO,O KEHUTANAN

(Ierint€sn.i den8an PSN)

Destinali Wbata Al,am *iarce, Ac,.demic,
Vohrntary, Mrcdionwng Dik abangkan

KEMENTERIAN UNGKUNGAN HIDUP DAN
33.150,0 KEHUTANAN

FerinteSrari denaan PSN)

D*tina.i Wfueta Ala.E Bahari )lang
Dikcmbangkan

KEMENTERIAN UNGXUNGAN HIDUP DAN
4.307,0 KEHUTANAN

0crintcSrari dengad PSN)

IGjuaraan Multi e,r€|rr ohhraga prr6tari di tingkat
reAional dan ht marional yana tcrfa.ilitesi

warilan Budaya yang Dilindungi

89.000,1 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OTAHRAGA

28.362,1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Pariwilata - Tchatik Pentuatan Destinaai
Pariwtuata kioritas (3320 - I(ab. J.pera) 3.859,I DAK

Pariwi.ata - Tcmetik Penguatan Destinaai
Pariwilata kioritas (3322 - lhb. Selnarang) 2.438,4 DAX

Pariwhata - Tcmatik Pcnguata[ Eli.stitrasi
Pariwhata kiorita! (3374 - Kota Semaiang) 3.698,4 DAK

Pariwhata - Tematik Pcnguatan D*tinasi
Pariwhata kiorita. (3401 - tkb. Kulon ProSo)

SK No 168230A

1.775,6 DAK
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FFITIEN
REPUBLIK INDONESIA

Priorit$ Na.ional/ Major Projec,

Pariwisata - Tcmatik Pcnguatan D.3tinasi
Pariwi.ete kiorita3 (3501 - I(ab. Pacitanj

Aloka8i
(Rp. Juta) Instarui PElaksana

7.379,2 DAX

Pariwhata - Tcmatik Pcnguatar De.tinasi
Padwilata hioritas (3508 - lhb. Lumajang) 1.806,2 DAK

Paiiwisete - Tematik Pcnguatan Ddtinasi
Periwisata kioritas (3513 - lhb. Probolinggol 2.379,7 DAX

Pariwheta - Tematik Plnguatan D.ltinasi
Pariwisata Prioritas (3514 - I(ab. Pesuruan) 13.562,6 DAK

Pariwiaata - Tcmatik Fcnguatan Dertiresi
Parif,,ilata kioritas (3575 - Kota Pasuuen) 5.939,4 DAK

PariEileta - TeEatik FenSuatan D.stinasi
Pariwilats kioritas (3576 - Kota Mojok rto) 18.589,4 DAK

Pariwilata - Tematik Pcnguatan D.stinasi
Pariwilata kioritas (5202 - Kab. Lmbok Tcagah) 5.036,8 DAX

Pariwfuata - Tcmatik P.nguatan Dc6tinari
Pariwi.eta kioritas (5208 - I(ab. t mbok Utara) 15.574,9 DAX

Pariwilata - Tcmatik Penguatan Dcatinasi
Pariwilata Priolitas (5271 - Kote Mat6ram) ro.739,8 DAK

Pariwi.ata - Temetik Penguatan Deltinasi
Paliwirata tliorita8 (5312 - Kab. Ngadal 2.2r8,8 DAK

Pariwisata - Tcmatik Pcnguatan Dcstinasi
Pariwireta kiorita! (5315 - t(ab. Manggarai Barat) 7.590,0 DAK

Pariwisata - Tcmatik PcnSuate De.tinali
Parif,.i.ata Plioritas (7105 - Ihb. MinalE€a
Sclatan)

Pariwi.ata - Terdatik PenSuatan Dcstinasi
PariJisata Priorite6 (7171 - Kota Manado)

8.259,0 DAK

2.545,8 DAI(

Pariwfuata - TcEatik Penguaran Dcstina8i
Pariwisata kioritas (7172 - Kota Bituna) 7.2U,4 DAK

Paliwilata - Tcmetik Perrguatan Dc.tinasi
Pariwtuata Priolitas (7407 - lGb. Wakatobi) 13.900,8 DAK

Pariwisata - Tcmatik P.Dguaten Destinasi
Pa.riwileta kioritas (7471 - Kota Kcndari) 2.246,2 DAK

Pariwilata - Tcmatik Pcnguatan kstinaBi
Pariwilata kioritas (7472 - Kota Bau Bau) 7.235,6 DAK

Pariwhata - Tematik Penguatan D$tirEsi
Pariwi.eta kiorita! (8207 - t(ab. Pulau Mororai) 6.312,5 DAK

Pariwigeta , Tematik PenSuatan Dcstinaai
Pariwtuete Pliorita. (8272 - Kota Tidorr
Kepulauan)

2.591,9 DAK

Periwisate - Te&etik PeDguatan Dcstinasi
Padwi,uate Prioritas (9107 - Kab, Sorong)

Periwi.ata - Tematik Penguatan Dcstinari
Pariwtuata Priolita6 (9108 - Kab. Rsja Ampat)

2.402,2 DAK

4.461,9 DAX

Pariwisata - Tcmatik Pcnguatan Destinasi
Periwirata kioritas (9lG) - Ihb. Tambreuw) 3.449,4 DAK

Pariwileta - T€matik Pcnguatan D.stinasi
Pariwileta Prioritas (9171 - Kota Sorong)

4.787,6 DAK

Pariwisata - Temetik lrenguatan D$tinasi
Pari$i$ta Prioritas (1205 - t(ab. Tbpanuli Utara) 16.998,5 DAK

Pariwisata - Tematik PcnSuatan Dcrtinasi
Pariwisata l,rioritas (1206 - I(ab. Toba) 16.145,r DAK

Perifilata - Tematik P.nguataa De6tineli
Pariwi,Bata Priorita6 (1209 - Ibb. Simalungun)

SK No 168231A

8.089,8 DAX
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PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA

Plioritas Nasional/ Ma.irr ProJieet
Alokasi

{Rp. Juta) In.t n.i Pel6k eE

Pariwisata - TcEatik Fenguetan Destinasi
Ikriwilata kioritas (1210 - Kab. Dairi) 2.360,3 DAK

Pari*,i.ata - T.matik P.nguetsn Destinasi
Pariwisata ltioritas (1211 - Kab. Karo) 7.531,8 DAK

Periwilete - TeEatik Penguatan Dcstinaai
ILriwtuata Flioritas (1215 - Xab. Humbang
Hasunduten)

2.115,5 DAK

Psriwisata - Tcmatik Pcnguatan Dcstirasi
Pariwilata kiolitas (1216 - Kab. Pakpak Bharat) 3.350.4 DAK

Periwireta - Tematik Penguatan Dcstinasi
Pariwilete kiorita3 (12f7 - Kab. Samo.ir) 15.140,8 DAK

Periwisata - Tcmatik Pcnguatan D.stinasi
Periwissta kioritas (1902 - Kab. B.litung) 1.126,3 DAK

Pariwi€ata - Tematik Fcntuatar D$tina.i
ILriwisata hioritas (1903 - Ihb. BanSke Berat) 2.306,0 DAK

Pariwhata - T€Eatik Pen8uatan D6tinasi
Pariwisata Prioritas (1905 - Ihb. Banska S€latanl 15.315,4 DAI(

Pariwisata - T.matik Fcruuatan Destinali
Pariwisata Priorite6 (1906 - lkb. B€litung Timur) 4.781,0 DAK

Pariwfuate - Teltratik lbnSuatan Destinasi
Pariwtuate Priorita. (3304 - I(ab. Banjamcgara) 5.458,7 DAK

Pa'iwfuate - Temetik Pentuatan Destinasi
Pariwhata Priorita6 (3306 - f(ab. Purllorcjo) 5.066,1 DAK

Pariwisata - T.matik P.nguatan Deatiaa.i
Pariwisata kiorita! (3307 - Ihb. Wonoaobo) 9.738,4 DAK

Pariwirata - Tcmetik Pen8uatan Dcatinasi
Pariwtuata Priolitas (3308 - Ihb. Magelan8) I1. t82,9 DAK

Pariwisata - Tcmetik PenSuatan De.tinasi
Pariwirata Prioritar (3310 - Kab. Klaten) 6.027,0 DAK

Pariwilata - Tcmatik PcnSuaten De.tinasi
Ihriwi€ata ltioritas (3312 - I(ab. Wonoairi) 5.110,4 DAK

Pariwisata - Tematik PcnSuatan Dertinesi
Pafiwi.eta Prioritas (3314 - t(ab. Sragcn) 1.097,2 DAK

Sarana praserana Wisata Bahari 7.300,0 KEMENTERJAN KEUIUTAN DAN PERIKANAJ{
flerintegre.i denaan PSN)

Pembangunan Purat Jajanen Kuliner dan
CinderaEats (PJKC) (P3DN) 6.000,0 KEMENTERIANPERDAGANGAN

s}.tb: krnbaqunan Ansnitas Kawaaan Paiutisdtd

Aspeb kWembangan AtE ita.s P,'i'Iisa'ta

Alrcnitaa Wiseta ysng dibangun/dikcmbar8kan 4.557,O KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERNNGGAL DAN TRANSMIGRASI

Atraksi, Ak csibilitas, dan Amcnita. Pe.riwiseta di
Destirrasi Paiwisata kioritas Regional II Jr6n8
DikeEbanEkan

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF
fferintegrasi dcngan PSN)

1.500,0

Atrahi. AkeBibilitas d"an Amcnitas Pariwisata di
Datina8i Pariwhata Prioritas di WilalBh
Dc.tinali I yana DikembangLan

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
2.3OO,O KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN

EKONOMI KREATIF

Stb: kmbangu on Bandara dan Pelahthart

Aspk: Pembangundn Sarprds Kot?€frIriuitas Udara

FcngcmbaltAan Bsrdar Udara Matahora - PN 4.063,6 KEMENTERIANPERHUBUNGAN

Feage bangan Bandar Udara DEO-Sorotg,
Papua Barat 60.000,0 KEMENTERIANPERHUBUNGAN

Pcngcmbangen Bander Udara Mororai - PN

PengeEbanaan Bandar Udara Sibisa - PN

2.OOO,O KEMENTERIANPERHUBUNGAN

SK No 168232A
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PRESIDEN
REPUEUK INDONESIA

Priorit$ Na.iorEl/I'rajior Project Alokasi
(Rp. Jutal Instanri PDlakssna

AsP€|rJ Pembanguna Sa'tpras Konckivitaa Lant

Pcmbangunan P.labuhen PenyeberanAan
Salawati Kab. Raja AEpat Tbhap ll - SBSN

PcmbangunanP.labuhe PenyebdanganBatanta
Kab. Ral:a Aapat Tehep lI - SBSN

PeEbangunan Pcl,abuhel FenyebeBngan Tcluk
Dalam Tahap V

5.493,3 KEMENTERIANPERHUBUNGAN

2.5OO,O KEMENTERIANPERHUBUNGAN

14.948,7 KEMENTERIANPERHUBUNGAN

FeEbansunan Pclabuha, Onen Rurrgu Tahap III -
PlDvinai SuEat ra Utara r7.165,5 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Pembangunan P.labuhan Sipinggan Tahap IV -
Provinsi Sumatera Utaia 22.807,8 KEMEMERIANPERHUBUNGAN

Pemenuhan t(apd P.Eburu Cepat (PN) 23.OOO,O KEPOLISIAN NFEARA REPUBUK INDONESIA

S),],b: kmbanguna Jalan di DPP

A,sp€k: Pembangun@t Sarpras Kot?a,(livita.s Jalan,
fuid, dan KA

Jalan - Tcmatik PcrlSuatalr D€stinasi Pariwisata
t'rioritas (1205 - Ihb. Tapanuli Utaral 1r.055,8 DAK

J.lan - Tematik Pcnguater Destinasi Pariwisata
Plioritas (1206 - Kab. Toba)

Jalan - Tematik Pcnguatan D*tinasi Pariwisata
Prioritas (1210 - (ab. Dairi)

Jalen - Tchatik Penguatan Dcstinasi Perfuisata
Prioritas (l2ll - tkb. t(aro)

10.946,0 DAK

1.819,3 DAK

6.745,0 DAI(

Jalan - Tcmatik Penguatar Detirrasi Pariwisata
Prioritas (1215' Ikb. HumbanS Hasundutar)

Jeler - Tematik PcnSuatan Dcstinasi Pa.riwi.ata
hioritas (1216 - Keb. Palrpak BhaEtl

10.783,9 DAI(

13.452,8 DAK

Jalan - Teraatik Penauatan Dc.tinasi Pariwi.ete
Prioritas (1217 - Keb. Semosir) 11.323,7 DAK

Jalan - Tceatik Penguatan Dc.tinasi Paric.i€ata
Priorita. (1902 - Kab. B.litutrA) 10.576,8 DAK

Jalan - Tcmatik P.ngueten D$tinasi Pariwisata
kioritas (r9m - Kab. Benrka Barat) 10.408,5 DAK

Jalan - Tematik Penguatan Dcstinasi Periwhata
Prioritas (1905 - Ihb. BsnSka Sclatan) 10.521,9 DAK

10.032,7 DAK
Jdan - Teaatik Perauatan Dcstinasi Paiiwiseta
Priodta! (1906 - Ikb. Belitung Tilrurl

Jalan - TeEatik Pcnguaten Dcstinasi Pariwisata
kiorita. (3307 - I(ab. Wono.obo) 10.520,7 DAK

Jalan - T.metik Pcnguatan Dcstinasi Pariwissta
kioritas ($r0 - Kab. Katen) 9.259,7 DAK

Jalar - Tcmatik Pcnguaten Deltinasi Pariwisata
kiorita! (3312 - l(ab. WonoSiri)

Jalan - Tcmatik Pentuatan D$tinasi Pariyi.ata
kbritas (3314 - l(ab. Sragcnl

8.455,2 DAK

12.995,0 DAK

Jalan - Tematjk P.nguatan Destirasi Pariwfuata
Prioritai (3401 - t(ab, Kulon Progo)

t2.o75,7 DAX

Jal,en - TeEatik PcnSuatan Dcstilusi Pariwkata
Prioritas (3501 - Keb. Pacitan)

Jalan - Tcmatik Penguatan D€stinasi Pariwirata
kioritas (3575 - Kota [bsuruan)

Jalefl Tcmatik P.nguatan Dcstinasi Pariwhata
Prioritas (3576 - Kota Mojokcrto)

10.559,6 DAK

7.181,7 DAK

SK No 168233 A
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PRESTDEN
NEPUEUK TNDONESIA

kioritas Nslional/ Ma-ioi ProF€, Alokasi
(Rp. Juta) Instarsi Pelaksana

Jalan - Tcmatik P€nguetan D$tinasi Pariwisata
kioritas (5202 - Kab. Lombok Tengeh) 8.302,r DAl(

Jalefl - T€matik Penguatan Dcstinasi Pariwiseta
Prioritft (5208 - lkb. lrmbok Utara) 8.568,5 DAK

Jelen - Tematik Penguatan D.stinasi Parisrisata
hiodtas (5312 - Kab. Ngade) t2.974,4 DAK

Jalan - Tcmatik P.rlguatafl De.tirrasi Pariwhata
Prioritas (53f5 - Kab. Manggarai Barat) 11.585,1 DAK

Jalan - Tc6atik Pcnguatan Dcstinasi Pariwisata
Priorite. (7105 - Kab. Minaha.a Sclatan) 8.179,6 DAK

Jalan - TeEatik Pcnguatan Destina.i Pariwkata
I,rioritas (7172 - Kota BitunS) 8.792,a DAK

Jalan - Tematik Pcnguatan Dcstinaii Pariq.ilata
Plioritas (7407 - Kab. Wakatobil 12.592,0 DAK

Jalan - Tcmetik Penguatan D6tinasi Pariwisata
Prioritas (7472 - Kota Bau Bau) 14.643,4 DAK

Jalan - Tcmatik Penguatan D6tinasi Pariwisata
Priorita. (8207 - I(eb. Pulau Morotai) 10.409,5 DAK

Jalan - Tcmatik Penguatan Dcrtinaai Pa.riwilata
Priorita. (8272 - Kota Tidorc Kcpulauan) 8.990,0 DAI(

Ja.lan - Tcmatik Pcnguatan Dcrtifle.i Pariwisata
Priorita! (9107 - Kab. Sorory) 15.587,5 DAK

Jalan - Tcmatik Pcnguata, DeBtirrali Pariwkata
kiorira! (9108 - Kab. Raja Ampat) 12.311,7 DAK

Jalan - T.aatik P€ruuatan Destinasi Pariwi€ata
Itioritas {9109 - lhb. Taabreuw) 15.771,9 DAK

Jalan - Tematik Pcnguatan kstinari l,ariwisata
Priorita6 (9171 - I(ota Sorong) 13.490,7 DAK

Jel6n - Tcmatik Pcnguatan Dcstinasi Paiiwi.eta
Prioritas (12 - Provhsi Sumatcra Utaia) 10.932,3 DAK

Jalan - Tcmatik Pcnguatan Dcstinasi Pe.riwisata
kiorita! (19 - kovinsi Kcpul,auan Bengka
B.litunS)

10.017,3 DAK

Jalan - Tcrnatik P.nguatan Dc.tinasi Pariwilata
kioritas (33 - Pruvinsi Jawa Teruah) 9.950,0 DAK

Jalan - T.matik Pcnguatar Dcgtirrali Pariwfuata
Priorite. (34 - kovinsi DI Yo5'akartal 14.655,5 DAK

Jalan - TeEatik Pcnguatan De6tina.i Pariwisata
Prioritas (35 - ProvinBi Jawa Timud 9.744,0 DAK

Jalan - TcEatik Pcnguaten D$tinasi Pariwisata
Priorita. (52 - Provinsi Nu.a Tcnggara Berat) 10.042,1 DAK

Jslan - Tematik Pcnguatan Dcstinasi Parirri6eta
Priorit$ (53 - Provinsi Nusa TcnSgara Timur)

Jalar - Tcmatik Penguatan Dcstinasi Pariwisata
Priorite. (71 - Provhli Sulaa'e8i Utara)

12.987,0 DAK

7.752,5 DAK

Jalar - Tematik Pcnguatan Destinaai Pa.riwi.ata
Priorita. (74 - Provimi Sulalricli Tcnggara) 10.006,0 DAK

Ja1an - Taaatik PenSuatan Dcstinasi Pariwisata
Prioritas (82 - Provin6i Meluku Utara) 12.204,5 DAX

Jelrn - TeEatik Pcnguatan Dcstinasi Pariwi.ete
Prioriras (91 - Provinsi Papua Barat) 13.987,7 DAX

P.ningketan Ja.lur I(A Lintas Kisaran -
Rantauprapat Tahap I Scgmen Kisaran -
Mambangmuda

I7O.103,6 KEMENTERIANPERHUBUNGAN

SK No 168234A
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Itioritas Nasional/ Mairr PrDlrt

PRESIDEN
NEPUEUK INDONESIA

Alokasi
(Rp. Juta)

24.736.grc,3

Instansi Pcla.I(sane

Dukungan BUMN

Pcmbangunan Jalan Tol Solo - Yo8.aksrta -
Kulonprogo

BUMN
(IcrinteArasi dcngan PSN)

Pembangunan Jelen Tol Yoa/slarta -Bawcn
BUMN
(terintegrasi dcngan PSIN)

Mandelika Uftan & Tourism Projcct BUMN

Pcnambahan Lingkup Ja.Ien Tol Ngawi -
K.rtGono - Kediri

BUMN
(Ierintega.i den8an PSN)

Roadmap HIG scsuai denAan 7 pilar strategi
untuk acyrujudkan vici pemb.ntukan holding
hotcl BUMN

BUMN

Kenh sama BOT Hotcl BintanA 3 dengan PI Hot l
Karla Indone.ia BUMN

R€\.italfua.i Kawasan Gmnd Inna Ba.li Beach
lclue. 41.3 Ha meruju KEK Pariwisata lcs€hatan BUMN

Pcmbangunan RS karaf Internasional
bckcrjasame dcngan Ma],o clinic BUMN

P.mbangunan Hotcl Bi teng 4 untuk
Infraltrulcur Dasar dan Fasilitas Pcnunlang
Kawa8an Pariwkata Tane Mori di Iabuan Bajo

BUMN
(Ierintcgrasi dcngan PSN)

KEX Kcschatan GIBB Sanur BUMN
tTerirtegra8i dcngan PttN)

TM Thc UtnnaE ShD',ease of Indonesia BUMN

Zon. 2 DPSP Borobudur - Devclopmcnt BUMN
(IerinteArasi dcngalr PSN)

P.ngcEbanSen Bali ruan'lirn€ Tburrlsm Hub (BMTH) BUMN
frerintegrasi dcngan PgN)

Dukungen Swasta 209.300,0.r

PcngcmbdnSan lkwa.an Pariwfuata Tana Mori Swalta

PcmbanSunan Hotel dan RBort

3) MP: I(ewalalr Indwtri Prioritas dan Smclte!

Dukunaan Bel,enja K/L

stb: Fosilita.ai Kemit aan Usaha dan Pe gediaan SDM

r73.399,3

Aspk: Peryedia@t SDM

Mahasiswa dan Lulusarr Progam DII, DIII dan
DIV RcguLr 76.017,6 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Maheshwe den Lulusan Prograa DI KerjaEsma
Indu.t i 3.486,3 KEMENTERIANPERINDUSTRIAN

Sub- Peniqkatan Inues,as/i dan Pftnosi Ekspr

Aspek: Peningka.ta,r Intesta.si

Hasil Monitoring PchbanSunan Fasilitas
Pcngolaher PeEumian Mincral dalam Ncgcri 2.619,2 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL

Fasilitasi P.nyclcseien Masalah Invcstasi Wilalah
IV - Pusat

KEM EI.ITERIAN INVESTASI/ BADAI
KOORDINASI PENANAMAN MODAL1.873,5

Ekrckusi Rcali.ari Invcstesi Proyek-Proyck
Mentkal( Di Wilayah Timur - Pusat t.000.o KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN

KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Fasilitasi Pcnyele.eiefl Masalah Investasi Wilayah
II - Pu€at 1.879,5 KEMENTERIAN IWESTASI/BADAN

KOORDINASI PENANAMAN MODAL

P.nacmbanSan Sist 6 P.lizinan Berulaha
Terirtegasi S€cara Elckronik (OSS) - Pulat 34.000,0 KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN

KOORDINASI PENANAMAN MODAL

SK No 168235 A
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1.374,3 KEMENTERIAN INVESTASI / BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL
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REPIIEUK INDONESIA

I,rioritas Nasionau MaJirrPrDJisct

Analisb Ncgara Targct dan N.g6ra Pesaing KEMENTERIAN INVFSTASI /BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Alokasi
(Rp. Juta) Inatan8i Pclakera

4.100,0

tayanan Pcndempin8an Keberlanjutan Invcsta8i 3.631,4 KEMENTERIAN INVESTASI / BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Website Pcnanarlan Model 1.500,0 KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL

I(ewe8en lndwtri (XJ) prioritas di luar Jawa ,€ng
beropcrasi dan mcningkatkan invc.tasi

I(awalan Industd (KJ) yang dikcmbangka,

2.300,0 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
(T€rintegrasi dengan PSN)

1.250,0 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
flcrintcgrasi denAan RIN)

Industri logam yang tcde.ilitasi dalam nngka
p€ninakstan dal,a saing dan produlcivitag 1.OOO,O KEMENTERIANPERINDUSTRIAN

AsP€h Pro'ln,asj EksPp,t

Rckomcndasi Kcbijakan terlGit Tindak lanjut
Fclaklanaen Ferundingan 1.989,8 KEMENTERIANPERDAGANGAN

s,]}: kmbangunan /,,,ltasr'l./'klltt KI dan SlElEt

Aspek: Wtastruktur hlan Kauasan

R.habilitasi l(awa.en Irrdultri Palu dan Pimas r4.2OO,O KEMENTERIANPERINDUSTRIAN

s]}: Hamonie.si Regula.si dan lain Wa

k F k Hanunisosi Regulnsi

Draft lcbijata[ Rcncana Produksi dan
Pemerfaatan Batubara Untuk Kebutuhen Dals.E
NeSeri Mineral LSam dan Batubara

1.250,0 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

Tingkat Imple6cntasi P3DN den Fedngkatan
TKDN peda Sublcktor Pcrtambangao Mi[e!a.l 3.451,1 KEMENTERIAN ENERCI DAN SUMBER DAYA

MINERAL

R.koEerde.i Icbijakan Ekspor Produk Industs_i
dan FcrtenbanSan I.15O,O KEMENTERIANPERDAGANGAN

Industri Smcltc! Logem Bukan Bcsi yanS
termonitor dan tcrrvalua6i perkeEbangannya I.5OO,O KEMENTERIANPERINDUSTRIAN

Dukungan BUMN 31.639.690,0

Pekerjaan Infrastruktur Kawasan Industri BatanS BUMN
(Icrintegre.i d€n8an PSNI

Kawaran Indu8tri SubenS/ Rebana l€chnopohs
Subang BUMN

Pembangunan Smclter Gradc Aludina R.fincry
(sGAR) BUMN

PembansunaD Smcltcr Pcnsolehan Tembaga dan
Anodc slime BUMN

Pengeabangar Indultri EV Bottery Terintear$i BUMN
flerintegraoi dengan PSN)

Rlvitalisa8i Tanki LNG Arun BUMN

Pembanaunan Ihwa.an tndu6Ei TakaLar BUMN
(relint€sasi dcnsan PfiN)

Dukungan Swasta

Fengembangan dan P.ng.lolaan KI Tanah Kuning

1.02s.802.080,0 n

Sxlasta
0crintcSrari denaan PftN)

Pcmbarguaen XI Weda Bay

PembanAunan KI K.tapana Swasta
FerinteSra.i d.ngan PtlN)

Pcmbangunan Industri Petlokimia TcrintcSrasi Swasta

Pcmbangunan lnfreltruktur KI Sadai Swalta

SK No 168236 A
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PRESIDEN
REPUEL|K INDONESIA

Itiorita. Nasional/ MaJirr PoJbct Alokasi
(Rp. Juta) Instansi Pclaklana

P.mbangunan SEclter Nikel

P.mbangunan Pabrik Petokimia

Swa.ta

P.mbangunan Pebrik Rotary Kil'r Eledtic l}.t''t.(I.z
(RKEn & High-PTassu'€ Acid Leoch (ttPN-l

Sweata
(telintesa.i den8an PsN)

Pcmbengunan Pabrik Pena&bangan Nikel Sn'alta

Pcmbangunan Pabrik Perakitan Seruet Slr,asla

4) MP: P.nguatan Jaainan Usaha Serta 350
Korpora.i P.tani den Nclayen

Dukungan Bel,enja K/L den DAK 7.518.r r6,3

Aspeb: krquatan lklembagann Petoni dan Ndd$n
K.bmbagaen Usaha Pcmbudidaya Ikan yang
dikembenSkar (MP tbryolasi) 3.OOO,O KEMEN'IERIAN KEI,,IIUTAN DAN PERIKANAN

I(elompok
I(apasita.

Usaha Bcrreba (l(UB) yara Meningkat
IGLmbagaannya (MP lbrporasi) I.25O,O KEMENTERIAN KEI.,AUTAN DAN PERIKANAN

Lmbaga yang tcrcdukasi ak.es Fmbiayaan,
irrve3tasi, jaringan pcma.aran dan ek.por -
Provinsi Jawa Barat

380,0 KEMENTERIANPERTANIAN

Al,at dan Mcsin Pertarian Pra Pancn Sub Scktor
Tamman PanSan 129.896,4 KEMENTERIAN PERTANIAN

L.mbaga yeng ter€dukasi akscs pcmbialran,
inv..ta.i, jaringan peaasaBn dan ckspor -
Provinri Acch

125,0 (EMENTERIANPERIANIAN

L.mbaga }?ng t€r€dukali ak es pcmbiayaar,
inveat$i, jaringan [EmaaaraI dan ckspor -
kovinsi SumateIa Baiat

295,0 KEMEI{TERIANPERTANIAN

t mbaga J,ang trrcdukasi ekles pembiayaan,
irve8tasi, jaringan pcmasa.ran dan eklpor -
Provinsi Sumatera selatan

L€Ebaga yang Errdukasi ak.es pcEbiayean,
inve.taBi, jaringan Fmalaran dan ckqror .

Provin8i Bcngkulu

225,0 KEMENTERIANPERTANIAN

205,0 KEMENTERIANPERTANIAN

L.rabaSe yertg ter€dukasi aksc3 p.tyrbiayaan,
invcsta.i, jaringer pemasaran dan ek.por -
Provhli Lampung

420,0 KEMENTERIANPERTANIAN

L€mbaga yang ter€dukasi aks.s pcmbiayaan,
iav€ta.i, jarlraan p€ma.aran dan ckspor -
Provinsi Jaw6 Tengeh

430,0 KEMENTERIANPERTANIAN

Irmbaga }€ng teredukasi akses p.mbiayaar,
inveataai, jaringan pcmasaran dan akspor
Provinsi Jawe Timur

5OO,O TEMENTERIANPERTANIAN

Lmbaga yang tlrrduka6i ak.* Fmbiayaan,
inv6ta.i, jaringan pcme.eran da.Il ekspor -
hovinsi Nusa Tcnggaia Barat

t mbaSa yang ter€dukasi aksc3 pcmbirayaan,
inir.ta.i, jarinSen pc,,lesalan dan €kspor -
Pr6vinli l(aliment'r TiEur

535,0 KEMENTERIANPERTANIAN

385,0 KEMENTERIANPERTANIAN

Lmbaga yang tet€dukasi sk €3 pcmbiaraan,
inv€ltasi. jarinaan pcmalaran dan ck6por .

Provinsi Sulewcai Tengah
2OO,O KEMENTERIANPERTANIAN

t mbaga yang tercduke.i akles Fmbiayaan,
invcltasi. lbringan p.masaran den eklpor .

Provinai Sulewe.i S€leter
435,0 KEMENTERIANPERTANIAN

Aspek: PetE apan G.ood Agiaitltol Pra,,ices dart
Prcci.sion FanninO/ Agro Mdritim 4.O

IriSa.i ' TeEatik PcnSuatan Kaq,a€an Scntra
Produkri Panaan (Pertanian, Perikanan, dan
Hcwani) (11 - Plovin6i Aceh)

SK No 168237 A
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PRESIDEN
NEPUEUK INDONESIA

Priorita! Nasional/ Ma,irr Proict

Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentla
Produksi Paryan (Pcrtaliar, Perikamq dan
Hcwani) (1104 - Ihb. Aceh TcrSgara)

Alokasi
(Rp. Juta) Instan.i Pclaksana

2.214,4 DAK

Iriga.i - Tcmetik Pcnguatan Kawasan Scntra
Ptoduki Pangen (Pertanian, Perikanan, dan
Hef,,ani) (l I 1l - I(ab. Acch Utera)

6.62r,8 DAK

IriSasi - Tematik PenSuatan Kawa8an Scntra
Produkri Pangan (Pcrtanian. Pcrikanan, dan
Hewani) (1218 - Ihb. Scrdang Bedagei)

10.399,6 DAK

Irigasi - TcBatik Pcnguetan Kawerelr S€ntra
Produki Pan8an (Pertanian, P.rikanan, delt
H.warri) (1220 - Keb. Padang kwa! Utaia)

5.096,3 DAK

Iriga.i - Tceatik Pcnguaten Kawasan Sentla
Produksi Pangan (Pert€nien, Perikaran, dan
Hc*End (1224 - Ihb. Nies Utara)

Irigasi - Tcmatik FenAuatan Kawasan S.ntra
Produksi Pangan (Pcrtanian, Perikanan, dan
Hcwani) (13 - Provinsi SuEatera Barat)

7.404,9 DAK

20,650,I DAK

Irigmi - Tcmatik Pcnguatan Kallasan S€ntra
Produk.i Pangan (Fertanian, Pcrikanan, den
Hcwani) (1302 - Ihb. P€sirir Selatan)

5.994,0 DAK

Irigari - Teaatik Perguatan Kaqiasan Ssrtre
Produkli Pengen (Pertarlian, Perikanan, dan
Hcwani) (1306 - lGb. Padang Pariamal)

Iriga.i - T.matik Fcnguetsn Kawasan SenEa
Produk3i Pan8an (Pertanian, Pcrikanan, dan
Hcwani) (1309 - Ihb. Pesairan)

7.678,6 DAX

7.994,1 DAK

Iriga3i - Tcmetik Fenguatan Kawasan Scntia
Produksi Pangan (Pcrtsnian, Perikanan, dan
Hewanil (r4 - kovinsi Riaul

10.293,2 DAK

lriaali - Tcmatik P.nguaten Kewa.an S€rtra
Produkli Pangan (Pertanian, P.rikanan, dan
Hsrani) (1403 - Kab. Indngiri Hilir)

1.133,7 DAK

Irigasi - Tcraetik Pcnguatan Kawasan Scntra
Produki Pdnaan (Petanian, P.rikanan, dan
H.wani) (1409 - IGb. Rokan Hilir)

2.905,4 DAI{

Iliga3i - TeI,tatik Pcnguatan Kawasan S.ntra
Produlci PanAan (Pertanian, Pcrikaran, dan
Hewani) (15 - Provinsi Jambi)

13.299,2 DAK

Irigasi - TcEetik Penguatan Kawasan S.ntla
Produki PanAan (Pertsnian, Pcrikanan, dan
Hewani) (r5O4 - Kab. BeterAhari)

1.6(x,0 DAI(

lrigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sant .a

Produki PanSer (Pertanian, PDrikanan, dan
H.wani) (1506 - I(eb. Tanjung JabunS Timur)

16.438,1 DAK

Iriga.i - T.aatik Perauaran Kawa€an Scrtra
Produksi Pengan (Pertenian, Perikanan, dan
H.wanil (1609 - lGb. Ogarr Komering Ulu Tiaurl

5.352.9 DAI(

Iriga.i - T.hatik P.nguatur Kawasan Scntra
Produksi Pangan (Pertsnian, Pcrilqnan, dan
Hcwanil (17 - ProvirBi Bengkulu)

9.193,0 DAK

Irigasi - Tcmetik Penguatan Kawasan Scntia
Ploduki Paryan (Pcrtanian, Pcrikenerr, dan
Hcwani) (1704 - IGb. Ihud

4.344,2 DAK

Irigasi - Tematik Penguatsn Kacrasan Scntra
Huksi Pangen (Pertanian, Perikanan, dan
Hewani) (18 - Provinsi talopun:l

18.612,6 DAK

Irigasi - Tematik Pcnguatan Kawa.an S€ntra
Produkli Pangan (Fertanian, P.likanan, dan
He*ani) (1803 - Kab. tampung Sclatan)

SK No 168238A
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Priolita. Ne6iona.l/ Ma,irr Prolef

FRESIDEN
REPIIELIK INDONESIA

Alokesi
(Rp. Juta) Irlstansi Pelaksana

Iriga8i - Tematik PenSuatan Kawasa[ Sentra
Produhi Penten (Pertanian, Pcrikanan, dan
Hcwanil (1805 - thb. larnpung Tcngah)

IrEa.i - Tcmatik F.nguaten Kawalan Sentra
koduksi Pangan fPcrtanian, Ferikalan, dar
Hewani) (1808 - lhb. trlarg Bewang)

4.461,3 DAK

11.69r,9 DAK

Iriga.i - Tematik Penguatan Kawasan Scntra
Produksi Pangen (Fcrtanian, Periksnan, dan
Hcwani) (19 - Provimi Kepulauan Bangka
Bclitung)

22.947,2 DAK

Irigasi - Tcaatik Pcnaustan Kawasan Scntra
Produksi Pangan (Pcrtanien, Perikanan, dan
Hewarli) (I9O5 - Kab. Bangka Sclatan)

6.847,5 DAK

Iriaasi - Tematik Pcnguat ,r Kewesan Sentra
Produhi PanSan (P.rtanian, Pcrikanen, dan
Hewsni) (32 - Provinsi Jawa Barat)

96.028,8 DAK

Irigasi - TeEatik Penguatan Kawasan S.ntra
Produksi Paryan (Pcrt rlian, Pcrikenefl, dan
Hcwani) (3202 - l(ab. Sukabumil

lrigasi - Tcmatik Pcnguatan Kawala.Il Sentra
Plodukai Pangan (Pcrtanian, F.rikanan, dan
Heweni) (3205 - Kab. carutl

22.032,7 DAK

6.987,4 DAK

Irigali - Tematik PcnSuatan Kawasan S€ntra
Produki PanSan (Pertanian, Perikanan, dar
H.wani) (3206 - lGb. Tasikmalaya)

1.917,4 DAK

Iligari - Teaatik [tnguatan Kawasan Sentre
Produk6i Pang6n (Pertanian, Pcrikanan, dan
Hcwani) (3207 - tGb. Ciamisl

1.914,0 DAK

Irigesi - Tematik P€nguatan l(aw6sa, SenEa
Plodukai Pangen (P.rtanian, Pcrikala& dan
Hcwanil {3209 - I(eb. Circbonl

16.292,8 DAK

lriAasi - Tcmatik P.nSuaten Kawasan Scntra
koduksi Pangan (Pcrtanian, Pe kanan, &n
Hewani) (3212 - I(ab. Indraaayul

3.499,6 DAK

Irigali - Tclnetik Pequatan Kawasan Scntra
Mukai Pangan (Pcrtanian, Perikanan, dan
Hewani) (3213 - I(ab. Subangl

8.838,7 DAK

5.062,4 DAX

3.092,4 DAl(

Irigasi - Teeatik Penguaran Kawasan S.ntra
Produhi PanAan (Pertanran, Pcrikanan, dan
Hcwani) (3214 - Ikb. Puruakarta)

Iriga8i - Tematik Penguatan Kawasan Scntra
Produksi Pa.ngen (Fertanian, Perikanan, dan
Hcweni) (3215 - Ihb. I(alawang)

IriSa.i - Tematik P.nSuatan Kawasen S€rtla
Produki Pangan (Pcltanian, PerilGnsn, dan
H.werdl (33 - ProviGi Jas,a TenSah)

14.058,4 DAK

Iliaasi - Tematik Pcnguatan Kellasarl Senta
Produhi PanSan (P.rranian, Perikanan, dan
Hcwanil (3301 - tGb. Cilacspl

11.045,3 DAK

Iritasi - Tcmatik Fcnguatan Kewassn Senra
Ploduki Pangan (Pcrtanian, PerikarEr, dan
Hewenil (3307 - tkb. Wonosobo)

7.361,7 DAK

Irtasi - Tcmatik Pcnguatan Kewa.an S€ntra
koduki Pangan (P.rtanien, Perikanan, dan
Hewari) (33l r - I(ab. Sukoharjo)

1.933.0 DAK

IriSa.i - TeEatik PerSuatan Kawa.an Srratra
Produksi Pan8an (Peltanien, Perikanan, dan
Hewani) (3313 - thb. IGrBnSan]€r)

5.321,O DAK

Irigasi - Tematik Petrguatan Ke*€san SenEa
Produk i Pangan (P.rtardan, Pcrikanan, dan
Hcwani) (3315 - r\ab. crobogan)
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PRESIDEN
NEPUBLIK INDONESIA

kioritas Nasional/ Mairr Prolcl AlokE!i
(Rp. Juta) lnstansi Pela.kana

Irigasi - Tcmatik P.nguatan Kewalan Sentra
Produksi Pangan (Pcrt rlian, Fcrikanar, dan
Hcwani) (3317 - I(eb. Reruban8)

12.721,5 DAX

lrige.i - Tcmatik Penguatan Kawasan Scntre
Pmduksi Pangan (Pcrtanian, Fcrikanan, den
Hewani) (3320 - Kab. Jcpara)

10.296,8 DAK

Iriga8i - Tcmatik Pcnguetan t(awasan S.ntra
Produk.i Pangan (Pertanian, P.rikanan, dan
Hewani) (3322 - Kab. Scmarans)

10.798,4 DAX

Irigasi - TeEatik P.nguatan Kawalan Sartre
PrDdukli Panaan (kanian, P.riLanan, dan
Hcwani) (3323 - Ihb. Temaqguna)

14.544,0 DAX

Irigasi - Teaatik P"ngueten Kewasen Sentra
Produhi Pangan (Pertenian, Pcrikanan, dan
Hcwanil (3324 - Kab. Kcdel)

4.622,9 DAK

Iriaasi - Tcmatik Fmguatan l(ewassn SenEa
Produkli Pangan (Pcrtarlian, PcrikEnerr, dan
Hcwani) (3326 - IAb. Pekelongan)

Irige.i - Tcmetik Penguatsn Kawasan Scntla
Ploduk.i Pantan (Pertanran, Fcrikanan, dan
H.weni) (34 - Provinsi DI Yostakaia)

4.828,7 DAX

8.825,0 DAK

Irigasi - Tematik P.nguata[ Kawaran Sefltra
Produk.i Pantarr (Pertsnian, Pcrikanan, dan
HcwaniJ (3a04 - IGb. SleE,an)

Idgasi - Ternatik Pcnguatan Kaweserr Senta
Produhi Penger (Pertenian, Perikanan, dan
H.tl,lani) (35 - Provin.i Ja*a TiEurj

2.271,7 DAX

82.238,0 DAX

IriSasi - T.Eatik Pcnguata, Kewasan SenEa
Produkli Pangan (Pcrtanian, Pcrikanar, dan
Hcweni) (3510 - tkb. Banyuwangi)

9.668,8 DAX

trig*i - Tematik Pcnguatan Kawa6an Scn!.^a
Produki Pangen (FerteniaIl, PDrikanan, dan
Hcwani) (3518 - Ikb. Nsanjuk)

r.000,0 DAK

Irig*i - Tematik Penguatan Kawasan Scntra
Produkli Pangan (Pertanian, F.rikanan, dan
Hcwani) (3520 - I(eb. Maretan)

1.765,6 DAI(

Irigali - Teaetik Perrguatan Kawasan Sc-ntra
Produksi Pan8an (Pertalian, Perikanan, dan
Hewani) (352 f - Kab. Ngawi)

14.832,3 DAX

Irigari - Tceatik Pcruuatsn Kswalan Scntra
Produkri Pengan (PertaniaIl, Pcrikanan, den
Hcwari) (3523 - tkb. Tuban)

r.502,7 DAK

Iriga.i - Tcmatik P.nguatan Kewesen SenEa
Produhi Pan8an (Plrtsllian, P.rikanan, dan
Hsr,ani) (3524 - Ikb. laEongan)

1.966,9 DAK

Irige.i - Tematik Pcnguatan Kawasan S€ntra
Produki Pangetr (Pertanian, Perikanan, dan
Hcwani) (3526 - Ikb. BenslGlan)

2. 7,7 D?,K

5.449,8 DAK
Irigari - Tcmatik PerSuatan l(aqiasan Scntra
fuuksi PanSan (Pertenian, Perikanan, dan
Hcwani) (3529 - Ihb. Sumenep)

IriSasi - Tematik Pcnguatan Kawa6an Selrtra
ProdukBi Pangan (Pertanian, Pcrikanan, da
Hewani) (36 - Provinsi Bantcn)

2.499,7 DAl<

Irigasi - Teeatik P.nguatan Kawa..rn Scntra
Produk.i PanAan (Pertanian, Pcrikanan, dan
Hewani) (3601 - l(ab. Pardcglang)

IO.39I,I DAK

Irigasi - Tcmatik P.nguatan Kewsssn Sentra
Produki Pangan (Pcrtanian, Pcrikenen, den
Hewani) (3604 - lhb. Scrang

SK No 168240A
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kiorita! Ne.ioilel/ Mairr P/DJbct

REPUEUK INDONESIA

Alokasi
(Rp. Juta)

In3tarlsi P.lakssna

trigasi - Teaatik Pcnguatan l(awa8an S.rtra
Produkri Pangan (Pertaniajl, Perikalan, dan
Hevrani) (sl - Provirci Bali)

2t.2r1,2 DAX

Irigari - Tematik PenSuatan Kawa8an Scntra
hoduk3i Pangan (Pertanian, Ferikanan, alarl
Hewenil (5108 - Ihb. BuLLnd

2.818,1 DAK

Irigasi - Tematik Penguatan Kawaaan Scntra
Produksi Pan8an (Pcnanian, Pcrikanan, dan
Hcwani) (52 - Providli NuEe Tcnggara Barat)

37.001,9 DAK

Irigasi - Tematik Penauatan Keweaan Scntra
Muksi Pangan (PertE ied, Pcrikanan, dan
Hcwani) (5203 - Ikb. t 6bok Tiaur)

21.331,8 DAX

Irigasi - Tematik Fedguete.tr Kawaran Scntra
Produk.i Pangen (kenian, Pcrikanan, dan
H.wanil (5204 - I(ab. Sumbawal

1s.925,7 DAX

Iriga.i - Tcmatik PcnSuatan Kawasan 9enta
Produksi Pangan (Pcrtanian, Perikanan, dan
Hc$,ani) (5206 - I(ab. Bima)

8.532,8 DAK

Irigasi - Tcmatik Pcnguatan Kaweaan S€ntra
Produki Pangan (Pertanian, Perikanan, dan
Hcwanil (5314 - k?b. Rote Ndao)

6.016,2 DAK

Irigasi - Tcmatik Penguatan Kawa.ah Sentra
koduksi Pangan (Fertenian, Ferikaran, dan
Hcs,ani) {61 - kovin.i tklimantan Barat)

20.280,8 DAK

Irigasi - Tcmatik Pcnguatan Kawasan Sentra
Ploduksi Pangan (Pcrtanian, PerikarEr, dan
Hcwani) (6103 - Ikb. Il.Ilda.kl

3,176,6 DAK

lrigasi - Tcmatik P.trguatan Kawasan SenEa
Ploduksi Pengan (Pcrtanian, Pcrikanan, dan
Hcwani) (6r t2 - thb. Kubu Ra]B)

5.925,4 DAK

Iriga.i - Tcaatik FenSuatan Kawasar Sentre
Produksi PanSan (kaniar, Perikanen, defi
Hcwanil (63 - Provinsi Kalimantar S€latanl

Ir&ali - Tematik Fcnguatan Ka*aaan Scnta
Produksi Pantel (hanian, Pclikanan, dan
Hcwenil (6306 - Ihb. Hulu Sungai Selatan)

47.726,6 DAK

9.338,4 DAK

Iriaasi - Tematik PenSuatan Kawa8an Scntra
Prcduk.i Pangan (Pcrtanian, Perikanan, da,
H.wani) (64 - Provin.i lGlimantan Timurl

I.974.8 DAK

lriga.i - Tcmatik Pcnguatan Kawe.an Scntla
Produki Paqan (Pcrtanian, Perikanan, da,
Hcwanil {6403 - I(ab. Kutai lhltancgar.'a)

2.&40,7 DAX

Irigasi - Tcmatik Penguatan Kawa.an Senta
Produkri Pangan (Pcrtanian, Perikaflen, d6.n
Hcwani) (71 - Provinsi Sulaw.si UtaBl

Irigasi - Tematik PenAueten Kawaaan Sentra
koduksi PanSa! (P.rtanian, Perikanan, dall
Hcwsni) (7101 - Keb. Bolaang Mongondow)

13.287,4 DAK

r.809,7 DAX

r.670,2 DAI(
Iriaasi - TcEatik Penauatan Ka*aian Scnira
Muksi Pangan (Pcrtanian, Periksnan, dan
Hcwani) (7106 - I(ab. Minahala Utara)

lrigasi - Tematik Pcnguatan Kawasan Sentia
Produksi Pangan (Pcrl3nisIl, Perikanan, dan
Heweni) (7107 - Kab. Bolsart MonSondoi, Utar4

2.414,3 DAK

Iriaa3i - Temetik P.nguatan Kawalan Sentia
Produksi Pangan (Pcnanian, P.rikerun, dan
Hewanil (72 - kovinsi SulaweBi Tcngah)

33.473,3 DAK

Irigasi - Tcmatik Penguata, Nawasan Senha
Eoduk i Panaan (Pcrtanian, Pcrikanan, deII
Hcwani) (7203 - Ikb. Morowali)
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PRESIDEN
FEPUBLIK INDONESIA

Priorit& Na.ional/ I'dairr ProJd Alokasi
(Rp. Jutal Instansi P.l.LEn,

Irigasi - Tcmatik Pcnguatan Kaq,asan Scntra
Produki Pangan (Pertanian, Perikanan, dan
Hcc,anil (7204 - Ikb. Poso)

8.874,7 DAK

Irigari - T"matik PcnSuatan Kawalan Slcntra
Prcduki Pangan (P.rtanian, Pcrikanan, dan
Hewani) (7205 - I(ab. DongSala)

9.224,2 DAX

Iriga8i - Tcmatik PanSuatan Kavraaan Scntra
Produkli Pansar (Pertanian, Perikanan, dan
Heweni) (7208 - I(ab. Parid Moutons)

2.325,? DAK

Irigasi - Tematik Per8uatan Kawasan S€ntra
Produk.i Pantar (kenian, Perikanan, dan
Heeani) (7209 - lhb. Tojo Une Unal

2.350,5 DAK

Irigasi - Tcaatik Pcnguatan Kawaran Scirtra
Produki Pan8an (Pcnatrian, Perikanan, dan
Hewani) (7210 - Kab. Sigi)

12.975,1 DAK

Iriga8i - Tetuatik Pe Sueten Kawasen Sentra
Produkri Pangan (kanian, Pcrikanan, den
Hewani) (73 - Provin.i Sulaw€.i S€letenl

35.391,5 DAK

Irigasi - TeEatik Pequatsn Ikwasall Senta
Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan
Hcwani) (7302 - IGb. BulukuEba)

29.344,3 DAK

Idgasi - TeEatik Pcnguatan Ka*lasan Sentra
Produksi Penaan (Pertarriar, Perikanan, dar
Hcwad) (7305 - lkb. Takalar)

2.110,2 DAK

Iriga.i - Tematik Pcnguatan Kawasan Scntr:a
Prcduk i Pangan (P.nanian, Pcrikanan, dan
Hcwanil {7306 - t(ab. Gowa)

8.989,2 DAK

Irigasi - Tamatik Fcnguatan Kaweaa.lr Sentra
Produk i Pangan (P.rtanian, Pcrikanan, de
Hcwani) (7307 - tGb. Sinjai)

15.114,3 DAK

Irigasi - Tematik Pcnguatan Kawasan Scntra
Produk i Panaan (Pcrtanian, PerikarBr, dan
Hewanil (7308 - I(ab. Mar6)

1.699,8 DAK

Irigasi - T.matik Pcnguatan Kawasan Scnra
Produbi Pan8en (Penenien, Perikanefl, den
Hcwad) (7309 - I(eb. Pengkejcne defl Kcpuleuad

2.825,3 DAK

Irigaai - Temetik Fenglratan Keweaen SenEa
Plodukri Par8an (Pcrtanian, FcrikaDAn, dan
Hec,enil (7311 - Ikb. Bon€)

13.750,3 DAX

lrige6i - Tcmatik PenSuatan I(awalarl Sentra
Plodukai ParAan (Fertanien, Ferikaran, dan
Hcwani)(7312 - Ihb. Soppcng)

18.097,0 DAK

Iriga.i - Tematik Penguatan Kavrasan Scntra
Produk6i Pangan (Fcrtani6ll, Perikaran, da.tl
H.wani) (7313 - (ab. Wajo)

6.841,3 DAK

Irigasi - Tcmatik P.nguatan l(au,a.an S€Irtra
koduksi Pangan (Pcrtanian, F.rikanan, dan
H.wani) (7316 - IGb. Entlkang)

Irigali - Tematik Pcnguatan Kawasan Scntra
Produkri Pangan (Fertanian, P.rikanan, dan
Hcwani) (7317 - Kab. Luwul

Irigasi - TcEatik PenSuatan Kawasan Scntrs
PrDdukri Pengen (kanian, Perikanar, dan
He$ad Oa - Provinli Sulsweli Tenssara)

7.355,7 DAI(

13.985,9 DAK

8.288,9 DAK

IriSa.i - Teaetik Pcquaten Kewesen Sdttra
Produkri Pange (Pertanien, Perikenen, dan
H.wani) (7403 - Kab. Ibnawc)

11.768,7 DAK

Irigasi - Tematik Perguatan tkllasan S€ntra
Produk.i Pan8an (kanian, PerilGnan, dan
Hecanil 0406 - IGb. Bombarla)
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Irigasi - Tceatik Feryuatan Kal[lasan Sentra
Produk i Pan8an (Pertenian, Pcrikanan, daJl
Hcweni) (7414 - tkb. Buton Tcngah)

7.150,5 DAX

Ir8asi - T.matik F.nguatan Kawasan Scntra
Prcduksi Pangan (Pcrtenien, Perikanan, dan
Hewani) (75 - Provinsi Gorontelo)

23.753,3 DAK

Iriaasi - Tcmarik Pcnguaten Karvasan Scnrra
Ptoduki Pan8an (Pertanian, Pcrikanan, dan
Hcwani) (7503 - I(ab. Ibhuwato)

21.381,3 DAK

Iriaasi - Tematik Pcn8uatan Kawesen Sentra
Produksi PanSan (P.rtanien, Perikenan, dan
Hcweni) (76 - Plovin8i Sulawcsi Barat)

3.274,1 DlrK

Irigasi - Tebatik Penguatan Karpasan Sentra
Produki Paryan (Pcrtanian, Ferikanar, dan
Hewani) (7602 - tkb, Polcwali Mairderl

3.s42,9 DAK

Irigasi - T€matik P€nguatan (awesan S€nEa
Produksi Pargan (Fertanian, Fcrikanan, dan
Hcwani) (7603 - I(ab. Mamasa)

6.933,8 DAK

IriSaBi - Tematik Penguatarl Kag7alan Sqrtra
Produk.i Pangan (F.rtanian, Perikanan, dan
Hcwani) (81 - Provinli Malukul

41.381,9 DAK

Iliga8i - TcEatik Pcnguatan Kawasan Sentra
Produhi Pengen (Pert nian, Pcrikanan, den
Hcwani) (8102 - tkb. Maluku TcnSaara)

4.996,3 DAX

lrigasi - Tcmatik P.nguatan Kawasan Scntla
hoduki Paqan (Pertanian, P.rikanar, den
H.wani) (8103 - I(ab. Maluku Tcngalr)

7.499,1 DAK

Irigari - Tcmetik PcnSuatan Kawasan S.ntra
kodukli PanSe[ (Peltanian, Perikanan, dan
HewEni) (82 - Provinsi Maluku Utara)

32.818,0 DAK

I tasi - Tematik P"nguete.n Kawasan Sentra
Produkli Pangan {Pertanian, Pcrikanan, dan
H.$'ani) (8272 - Kota Tidorc Kcpulauan)

19.600,0 DAK

Irigasi - TeEetik Penguatan Kawassn Sentra
Produksi Pangan (Pcrtanian, Ferikarran, dan
Hqr,ani) (91 - Provinsi Papua Barat)

30.899,5 DAK

IriSe.i - Tematik Penguatan Kawa.an S€ntra
Pmduk.i Pangan (Pertanian, Pcrikanan, &n
Hewan, (9107 - I(ab. SoronS)

5.721,3 DAK

Irigasi - Teruatik PcnSuatan Kawas6n Sentra
Ptoduhi PanAan (Pertanian, P.rikenan, dan
Hcwani) (9108 - Ihb. Raja Ampat)

Ja.lan - TeEatik Pcnguatan KewaEe[ Sentla
koduk.i Pangan (PErtaniran, Pcrikanan, dan
Heflani) (11 - Provimi Acch)

4.284,5 DAK

16.837,5 DAK

Jelen - Tcmatik Pcnguatan Kewasan Sentra
Produkli Pangan (PEtanian, Pedl(enan, dan
Hewanil (I I I r - Ihb. Acch Utara)

2t.736,2 DAK

Jalar - Ttmatik P.nguatan Kawalan Scntra
Produkri Penaan (Pertanian, Pcrikanan, d.ar
H.wanil (12 - Provin.i Sumatcra Utara)

Jalan - Tabatik Pcflguatan Kawa€an S.ntra
Produksi Pangan (Pcrtanian, Ferikenery dan
Hewani) (r2rO - Kab. Scrdang B€daAai)

22.762,3 DAK

27.383,4 DAK

Jalan - Tcmatik Penguatan Kawasan Se[tra
Produki Pangen (Pertanian, Fcrikanan, dan
Hewani) (1224 - Ikb. Nias Utaral

29.664,5 DAX

Jeler - Tcmatik Penguatan Kewe.en Scntra
Produki Pangan {Pcnanien, Perikanan, dan
Heward) (I3 - Provifii Sumetera Baratl
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Jel6n - Tematik Pcnguatan Kawasalr Senta
Produkli Pangan fPcrtanian, Fcrikanen, dsn
Hewanil (1302 - I(ab. Pesi.n S€latan)

26.014,9 DAK

Jahn - Tcmatik Pcnguatan Kawa6an Scntra
Produk.i Pantan (Pertanian, Pcrikanan, dan
H.wani) (1306 - l(ab. Padana Pariaman)

35.013,6 DAK

Jalan - Tcmetik Pentuatan Kawasan Scntra
Produk.i Pan8an (Pertanian, Pcrikanan, dan
Hewani) (1309 - I(ab. Pa.aman)

27.631,8 DAK

Jal,an - TcDatik Pcn8uatall Kawasan S€nEa
Produksi Pangan (P.rtanian, Pcrikanan, dan
He$€Ili) (14 - kovinsi Riau)

23.127,4 DAK

Jalrn - Tematik Pcnguatan Kawarsn Scntle
Produki Pangan (Fcrtanian, Ferikanan, dan
Hewani) (1403 - Ihb. Indragiri Hilir)

23.116,7 DAK

Jalan - Tematik Pcnguatan Kawasen SenEa
Produk.i Pangan (Fertanian, P.rikanan, den
He\r'anil (15 - Provinsi Ja&bi)

20.343,9 DAK

Jalar - Tcmatik Pcnguatan Kawelan Scntra
Produki PanSan (Pcltanian, Perikanan, dan
Hewani) (1504 - I(ab. Batan8heri)

21.929,9 DAK

Jalan - T.matik Penguetar Kawasan Scntra
Produk i Pangan (P.rtanie , Perikanan, dan
Hcwani) (1506 - t(ab. Tanjulrg Jabura Timu4

18.933,8 DAK

Jal,an - Teaatik Pcnguatan Kal*,lasan Scntra
Produksi Pangan (Pcrtanian, Perikanan, dan
Hcweni) (16 - Provinsi Suaatcra S.latan)

21.345,7 DAX

Jalan - Tcmetik Penguatan Kawasan Scntra
Produki Pangen (Fertanian, Pedkanan, dan
Hcf,,anil (1609 - I(ab. Ogan KoEerina Ulu Timur)

rs.692,5 DAK

Jalan - Tcmatik Pcnguaten Kawalan Scntra
PrDduk.i kn8an (Pertanian, Pcrikanan, den
H.ward) (161O - I(ab. Ogan llir)

23.911,6 DAK

Jelen Tematik Peflguatan Kawassn Scntra
Produksi PanSan (Pcnenien, Periksnan, dan
Hewani) (17 - Provirui B.ngkulu)

20.260,6 DAK

Jalan - Tcmatik Pe[Suatan Ka*alan Scntra
Produksi Pangan (Pcrtenien, Plrikanan, dan
Hcwani) (1704 - Ikb. Kau4

25.742,r DAK

Jel6n - Tematik Pcnguatan Kewesan Senra
Produkli Pangan (Pcrtanian, PerilGnan, dan
HcrYani) (18 - Provinsi Iampungl

37.122,2 DAK

Jalar - Tcmatik P.nguatan Kawelan S.nEa
Produk.i Pentan (Peltanian, Pcrikanan. den
Harani) (1803 - Ikb. Lampung Sclatan)

18.420,2 DAK

Jalan - Tcmalik Pcnsuata Kawa.an Scnta
Produksi Panaan (Pertanian, Pcrikanan, dan
Hcwani) (1804 - tkb. kEpung Tiaur)

21.7t2,O DAK

Jalan - TeEatik Pcnauatan Kawa€an Sentra
Produk8i Pan8an (Fertanian, Pcrikanan, dar
Hcwani) (1808 - I(eb. Tulang Bawang)

33.093,6 DAK

Jalan - Tcmatik Pcnguaten Kawalan Sentra
Produkli Pangan (Pcrtanian, Pclikara.n, dan
Hewani) (19 - Provinsi Kcpuleuen Bengka
BclitunS)

19.232,7 DAK

Jalan - Tehatik PenSuatan Kac,asan Scntra
hoduksi Pangar (Pcrtedian, Perikanan, dan
Hswani) (1902 - thb. Bclitung)

19.159,9 DAK

Jalan - Tc{Batik Pcnguatan Kawasan Scntra
Produk i Pangan (Pcrtanien, Perikanan, dan
Hcwani) (1905 - tkb. Bangka Sclatanl
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Jelan - Tematik P€nguatan Kawasan Sentra
Produk.i Panaan (Fetanisn, Perikansn, dan
Hewani) (21 - Provimi r.epulauan Rrau)

25.512,9 DAK

Jalan - Tcmatik Panguaten Kewesan SenEa
Prcduki Pangan (P.rtanian, Fedkenan, den
H.wanil (2105 - Ikb. Kcpulauan Ana6bas)

23.196,8 DAK

Jalan - TcmatiL Pcnguatao l(awaaan Sentra
Produk.i Pan8an (Pelta an, Perikanan, &n
Hewanil P3 - kovirui Jawa Tcn:ah)

Jal,an - Tcmatik Pcnguatan Kaweaan S€ntra
Produki Pangan (Pertanian, Pcrikanan, dan
Hewerd) (3307 - IGb. wonolobo)

17.954,2 DAK

23.365,0 DAK

Jalan - Tcmatik Pcnguatan Kawasan Sanua
Produksi Pangan (Pcrtenie[, Perikenan, der
Hevlani) (3312 - Ihb. WonoSiri)

Jalan - TcEatik Pcnguatan Kawasan Sbntra
Produki PanSan (P.rtanian, P.rikanan, dan
Hcl*lani) (3317 - Ikb. Rcmbang)

30.725,0 DAK

35.367,4 DAK

Jalan - Tcmatik PcnSuatan Kawaran Sentre
Prcduksi Pangan (Pcrtanian, PcrikEnen, dan
Hcwani) (3320 - tkb. Jcpara)

10.700,0 DAK

Jal,an - TcEatik Pcnguatan Kewase Sedtra
Produksi Pan8an (Pcrbnian, Pcrikanan, dan
Hewenil (3323 - tkb. TeEanggung)

17.306,3 DAK

Jalan - Tamatik Pcnguatan Kawasefl Se tra
Plodukai Paflgan (Pertenian, Perikanm, dan
Hcwanil (3324 - Ihb. Xcndal)

15.203,7 DAI(

Jalan - Tcmetik Pengueten Kawalan Sentra
Produkli Paryan (Pertanian, Perikanan, dan
Hewani) (3327 - I(ab. Pemalang)

25.200,0 DAK

Ja.lan - Tcmatik Penguatan Kawalan S€ntra
koduki Pangan (F.rtanian, P.rikanan, dan
Hewani) (35 - Provinsi Jawa Timur)

16.761,O DAK

Jalan - Tcmatik Penguatan Kaurasan Scntla
Produkli Pangan (Pcltanian, Perikenan, dsn
Hewani) (3s1s - I(gb. sidoarF)

Jalan - Tcmatik Panguatan Kaweaen Scntra
Produki Pan8an (Pertanian, Pcrikanan, dan
He"Eni) (3520 - I(ab. Mag.tan)

16.200,0 DAK

2.400,0 DAI(

Jelan - Tematik Perauatan Kaq,a€an S.ntra
Produki Pangan (Pcrtanran, Pcrikanan, dan
Hewani) (3s21 - tkb. Ngawil

18.027,9 DAK

Jalan - T.6atik Pcnguatal Kawelarl S€ntra
Produksi PanAan (Pcrtanian, Pcrikanan, dan
Hewani) (3529 - l(ab, Sumcncp)

25.974,6 DAX

Jalan - Taeatik Penguatan Kawasalt Se tra
koduki Pangan tPcrtanian, Pcrikanan, dan
Heweni) (3601 - Kab. Pandeslans)

Jalan ' Tematik Pcnguatan Kawasan Scntra
Produk.i Pangan (Pertanian, Pcrikanan, dan
Heweni) (52 - Provinsi Nula Tenggars Barau

21.s58.0 DAX

21.448.6 DAK

Jalan - Tamatik Panguatan I(eweae, Se ta
koduki Pangan (Fcrtanian, P.rika.nan, dan
Hcwani) (5204 - Ihb. Sumbawa)

18.980,2 DAK

Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Scntra
Produk.i Pangan (kanian, Pedkanan, &n
H.wani) (5205 - lhb. Dohpu)

18.r50,1 DAK

Jele - T€matik Penguatan Kavrasan Scntra
PtDduk.i Pangan (kenian, Perikansn, dan
Hclrlani) (5206 - Ihb. Bimal
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Jalan - Tcmatik Penguatan l(awasan S€ntra
PIoduksi Pangan (Perta an, Perikanan, dan
Hc*rni) (53 - Provimi Nusa Tenssara Timur)

7.564,3 Dl'J<

J6len - Tematik PenSuatan Kawaran Sentra
Produksi Panaan (Perterden, Perikenan, dan
Heweni) (5314 - Ikb. Rote Ndao)

t6.o47,2 DtJ<

Jala[ - T€matik Pengueten Kawaaan Santra
Produki Pangan (P.rtanian, Perikanan, dan
H.wanil (61 - Proeinsi Kalimantan Barat)

26.44I,5 DAK

Jalan - Tematik Penguatan Xawasan Scntra
Produki Pangan (Pertanian, Perikanan, &n
Hewani)(6112 - I(ab. Kubu Raya)

24.776,8 DAJK

Jalan - Tcmatik Penguatan Kawalan ScnEa
Produki Pangan (P.rtanian, P.likanan, dan
Hcwani) (63 - Provinsi Kalimantan Sclatan)

25.299,1 DAK

Jalan - Tcmatik Pcnguatan Kawaaan Scntra
Prcduksi PanSan (P6tanian, Pcrikanan, dan
Hewani) (6306 - Ihb. HuIu Sunaai Selatanl

2.136,8 DAK

Jalan - Tcmatik Pcnguatan Kawaaan Scntra
Produkri PanSan (kanian, Pclikanan, dan
H.wenil (65 - Provinsi Kalimantan Utaral

27.Ot7,8 DAK

Jelan - Temetik Penguetan l(awaa,rn Sentra
Produki Pangan (Pcrtanian, Perikanan, dan
Hcs,anil (6504 - I(ab. Nunukar)

19.480,3 DAK

Jalan - Tcmetik Pcnguatan Kawaaan Sentra
Produkli Pansan (Fertenisn, Perikanan, &n
Heweni) (71 - Provimi Sulaw*i Utara)

19.632,9 DAK

Jalan - Temetik P€ngueten Kewaaen Sefltra
Muksi Pangan (Perranisn, Perikanan, dsn
Hewani) (7fO1 - Ihb. Bol,eeng MonSondow)

26.553,6 DAK

Jalan - Tamatik Pcnguatan Kawaaan Santra
Prcduksi Pangan fPertanian, Ferikanan, dan
Hcwani) (7106 - l(ab. Minahasa Utara)

23.384,6 DAK

Jalan - Tcmatik Panguatan Xawasan Scntra
Produkai Pargdn (Fertanian, F.rikanan, da,
Hcwani) (7107 - Ikb. Bolaang Mongondow Utara)

16.399,9 DAI(

Je.lrn - TeDrstik P€nguaten Kewaae.n Settre
Produki PerA6n (Fcrtanian, Fcrikanan, dan
Hewani) (72 - Provimi Sulawcai Tcngah)

14.378,0 DAK

Jalan - Tcmatik Pcnguatan Kawasan Scnua
Plodukai Pargan (Fertanian, Pcrikanan, dan
Hcwani) (7205 - I(ab. Donegala)

24.492,5 DAK

Jala, - TeDratik Fetrguatan Ka*aaan Scntra
Prcduksi Pangan (Pcrtanian, Pcrikanan, dan
Hcwani) (7208 - l(ab. Paiigi Moutona)

34.229,3 DAX

Jalan - Tcmatik Pcnguatan Ka*,laaan Scntra
Produkli Paryan (P.rtsniaIl, PerikarEr, dan
H€wani) (7210 - I(eb. Siai)

20.119,4 DAK

Jalan - TeEatik Pcnauatan KawBsan Serua
Produk i Pangan (Pcrtanian, PcrikarEr, dan
Hcwani) (73 - ProvinBi Sulew6i Selatan)

17.012,4 D!$

Jalan - Teaetik Pcnguatan Kaua€an Scntra
Produksi Pangan (Pcrtanian, Pcrikanan, dan
Hcwani) (7302 - Keb. BulukuEba)

21.618,7 DAK

Jalan - Tcmatik PanSuatan Karra€an scntra
Produksi Pangan (Pcrtanian, Pcrikanan, dan
Hcl*lani) (7303 - tkb. Bantacn8)

15.500,0 DAX

Jalan - Tcmatik Pcnguatan Kawasan Scntra
Produhi Pan8an {Pertanian, Perikanen. den
Hewani) (7305 - tkb. Taka.ler)
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Jelen - Tcmatik Penguatan Kawalan SenEa
Prcduk.i Pangan (Pcrtanian, Pcrikana!, dan
Hewanil (7306 - Ikb. Gowal

4?.464,1 DAK

Jalan - Tcmetik Pengueten Kewaaan SenEa
Produk.i Pangen (Fert6nian, Periksnan, dan
He{,eni} (7307 - I(ab. Sinjei)

50.107,8 DAK

Jalen - Tcmetik Penguaten I(awea6n Scntra
Prcduki Pangan (Pcrtanian, Pcrikanan, dan
Hcwani) (7308 - Ikb. Maro8)

48.881,4 DAK

Jalar - Tcmatik Penguatan Kawasan Scntra
Produkri PanSan (Perteni8n, Perikenen, den
Hewani) (7309 - Ihb. Pengkejene dan IGpulauan)

18.455,2 DAK

Jalan - Tcmatik Panguatan Kavrasan Scntra
Produkli PanSan (Pcltanian, P.rikanan, dan
Hewani) (7312 - I(ab. Sopp€ns)

Jelen - Tematik Penguatan Kawasan S€ntra
Produk.i Panrsn (kanian, Perikanan, dan
Hewadl (7313 - I(ab. wajo)

26.575,7 DAl(

25.7I8,8 DAK

Jalan - Tcmatik P€nSueten Kawa.an Scntra
Produk6i Pengert (ke ian, Perikanan, dan
Hcwani) (7316 - Ihb. Ellrekans)

r7.869,0 DAK

Jelen - Tematik Penguetar Kawasan S€ntra
Produki PanSan (kanian, Pcrikanan, dafl
H.watri) (7317 - Ihb. Luwu)

23.648,9 DAK

Jalan - Tcmatik PanSuatan Kanasan Santra
Produksi Pangan (P.rtanian, Pcrikanan, dan
Hcwani) (74 - Provinsi Sulawesi Tcnggara)

18.832,0 DAK

Jal,an - Tcmatik PcnSuatan Kaq,asan Scntra
Produk i Pangan (P.rtanian, Pcrikanan, dan
Hewani) (7403 - tGb. Konas,c)

21.528,4 DAK

Jalan - Tematik PerSuatan tkwasan S€ntra
ProduLri Pengan (Pertenian, Pcrikanan, dall
He"rni) (7414 - tkb. Buton Tengah)

23.825,1 DAX

Jalan - TtEatik P.nSuataD Kaq,a.an Scn$a
Produk i Pangan (Pcnanran, Pcrikanan, dan
He*Eni) (75 - Prcvinsi Goronralo)

25.777,l D^K

Jalan - Taiaatik Pcnguatalr Kewaaen Santra
Produk i Pangan (Pcrtanian, Pcrikanan, dan
Hcwanil (7501 - t(ab. Boalcmol

19.724,6 DrtK

Jabn - TeEatik Peryuatan Ka*Esan SenEa
Produksi Pangan fPcrtanian, Pcrikanan, dan
H€wani) (7sO3 - Ikb. Pohuwato)

18,725,2 Di,K

20.370,6 DAK
Jalan - TeEatik P€nauatan l(a*asan SenEa
Produkli Pangan (Fcrtanien, Pcrikenen, dar
Hewenil (76 - Provifti Sulaw$i Barat)

Jalan - TeEatik PcnAuatsn Kawasan Serta
Produkli Per8an (Perterien, Perikaier, den
Hcwani) (7602 - Ikb. Pole*di Menda4

lz.fiO,7 DrtK

Jalan - Tematik Pcnguatan Ka*tAsan SenEa
Produki Pangan (Pert3nisn, Perikanan, dan
Hcweni) (7603 - Ihb. Mamaaa)

20.465,9 DAK

Jalan - TcEatik Pcnguatan Kawaaan Sentra
Produksi Pangsn (Pcrtanian, Pcrilanan, dan
Hewani) (81 - Provinsi Maluku)

24.637,5 DAK

Jalan - Tcaetik Pcnguatan Kawaran Scntra
Produki Pargan (Pcrtanian, Pcrikanan, dan
Hcwani) (8102 - I(ab. Maluku TcnSgara)

25.701,5 DAK

Jslan - TeEatik P€ryuatan Kawasan Sfirtre
Produhi Pargan fPcrtanirr, PcrikanaD, dan
Hcwanil (8103 - t(ab. Maluku Tcn8ah)
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Jalan - Tcmetik Pcnguatan Kawasan S€nEa
Produki Pangan (Pertanian. Pclikanan, dan
Hcwani) (8105 - I(ab. lGpulauan Aru)

19.312,9 DAK

Jalan - Tcmatrk Pengueten Kawaaan Scntra
Produkli PanAen (Fcrtanian, Fcrikanan, dan
Hcwani) (82 - ProvirEi Maluku Utara)

15.428,3 DAK

Jalan - TeEatik Penguatan Ka*aran ScnEa
Produki Paryan (Pcrtanian, Pcrikanan, dan
Hcwani) (8204 - lkb. HaLnahcra Selatan)

22.4@,2 Di,K

Jalen - Tcmatik PcnSuatan Kawasan S€ntra
Produksi Pan8an (kanian, Perikanan, dan
Hcwani) (8207 - Kab. Puleu Mororail

Jalsn - Temetik PcnSuatan Kawasan ScnEa
Produksi Pangan (Pertanian, Pe LanaIl, den
H.x,anil (8271 - Kota Tcrnatc)

21.274,1 Dt'J<

19.506,9 DAK

Jelan - Tcmatik Panguatan Kawalan Seatta
Produki Pangan (Fertanian, Perikanen, den
Hewani) (8272 - Ituta Tidorc lGpulauan)

22.697,4 DAK

23.247,9 DAK
Jalan - TeEatik Pequatan Ka$raaan Scntra
koduksi Panaan (Fertanian, Fcrikanan, dan
Hcwani) (91 - Provinsi Papua Baiatl

Jalsn - Tetaatik Pcnguatan Ka\r'asan Serta
Plodukli Panaan (Pertanien, Perikanan, dan
Hcwanil (9107 - Kab. Sorong)

26.457,3 DtK

Jalan - Tcmatik PenSuetan Kawaaan Scntra
Produkgi Pengan (Pcltanian, Perikanan, dar
Hewad) (9104 - Ihb. Raja Ampat)

23.674,3 DAK

Jalan - Tcmatik Penguatan Kawasan ScntrB
Produk.i PenSen (kanian, Periksnan, dan
Hewani) (94 - Provimi Papua)

26.368,r DAK

Jalan - Tcmetik Pcnguatan Kawasan SenEa
Produk.i Par4an (Pcrtanian, Pcdkanan, den
Heweni) (9.l{}8 - Ikb. IGpu,auan Yapen)

27.065,6 DAK

Jalan - Tematik Pcnguatan Kawalan Sedtre
Produk.i Pangan fPcrtanian, Perikaran, dan
Hcwani) (9427 - thb. Supiori)

20.861,1 DAK

Kelautan den Ferikanan - Tcmatrk Penguatan
Kawe.an Scntra Muksi Pangan (Pertenien,
PEril(snan, den Hewani) (1309 - Kab. Pasamar{

6.501,8 DAX

K€lautan den Perikanan - T.matik PenSuatan
Kawelan Smtra Produksi Pangan (Pertanian,
Plrikenerl, dan Hcwani) (1609 - thb. Ogan
Kor,lcring Ulu Tiaur)

4.360,9 DAK

Kelautan den Perikanan - Tcaatik Pcnguatan
Kewe.en Srlatra Prcduksi Panaan (Pertanian,
Perikenen, den H.wani) P2 f2 - I(ab. Indreroeyr)

s.701,0 DA(

K.lautan dan Perikenan - Tcmauk Penguatan
Kawa.en S.ntra Produk i Panaan (Pertanian,
Perikanan, dan Hewani) (3301 - Ihb. Cilacap)

3.344,6 DAIi

Iclautan dan Pcrikanan - Tematik Penguatan
Kawaran SenEa Produkri Pangan (Pcrtanian,
Perikanan, dan Hcwani) (5203 ' kb. Irt:lbok
Tifiur)

10.281,1 DAK

lGleuted dan P.rikanan - TeEatik PenSuatan
l(awa.en S.ntra Produksi PaDaan (Pcrtanian,
P.rikanan, derl Hcwani) (8103 - lkb. Meluku
Tengahl

12.773,8 DAK

lGlautan dan Peritanen - Temetik P.nguatan
Kawasan Scntra Produksi Pangal (F.rtanian,
Perikanan, dan Hewani) (8271 - Kota Tcrnatc)

12.748,0 DAK

Pertanian - Tematik PcnSuatan Kawalan S€ntra
Produkli Paryan (Pcrtanian, Pcrikanan, dan
Hewa.nil (11 - Provirui Aceh)

SK No 168248 A

16.213,4 DAK

- 8.27 -



PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA

kioritas NasiorEl/ rvaJb/ Prolct Alokasi
(Rp. Jutal Instansi Pelaksarra

kenian - Tcmatrk Panguatan Karrasan scnEa
Produksi Pangan (Pertarian, Ferikarun, da,
Hcwani) (l104 - Kab. Aceh Teqtare)

6.300,0 DAK

kallian - Tematik Fenguatan Kawaaan Scntra
koduksi Panaan (Pcrtenien, Pcrikanan, dan
Hewanil (l I l0 - Ikb. Birru.n)

6.400,0 DAK

Fcrtanian - Tcmatik Pcnguatan Kawasan Sentla
Produksi PanSan (Pertanian, Pcrika[6n, dan
Hcwari) (111 I - lhb. Acch Utara)

3.281,2 DAK

Pdtanian - Tematik Pengueten Kawaaan Santna
Mukli Pengen (P€rtenian, P.rikanan, dan
Hcc,ani) (1 1 18 - IGb. Pidie Ja]€l

8.800,0 DAK

Pcrtanian - T.matik Pcnguatan Kqwalan Sentra
Produki PanSan (Pertanian, Perikanan, dan
HewBIIi) (1175 - Kota Subulusreleml

7.900,0 DAK

Pcrtanian - TeEatik Penguatan Keweaan Sentra
Muksi Pantsn (Pertenien, P.rikenan, dan
Hewani) (12 - Provin.i Sumetera Utara)

24.492,2 DttK

Prrrtanian - Tamatik Pcnguatan Kawasan Sentra
Produk.i Pange[ (kanian, Pedkanar, dan
Heweni) (1218 - lhb. Scrdang Bcdagai)

22.502,7 DAK

P.rtanian - Tematik PenAuatan Kawasan SenEa
Produkli Pangan lPertanieh, Ferilrnar, dan
Hcwani) (1220 - I(ab. Padars kwa! Utara)

3.143,0 DAK

Pcnanian - Tcmatik Penguatan I(awa8an Se Ea
Produksi Pangan fPertanian, Perikanan, dsn
Hcf,,ani) (1222 - I(ab. Irbuhanbatu Selatan)

1.170,0 DAK

P.rtanian - Tematik Perauatan Kawasa Se Ee
Produksi Pangan fPcrtanian, Perikanan, da.tl
Hcwani) {1224 - I(ab. Nie. Utere)

7.881,6 DAK

Pcnaaian - Ttmatik PerSuatan Ka\raseIr Se tre
Produksi Pangan (Pcrtanian, Perikane , dan
Hcwanil (13 - Provin8i Sumatcra Baratl

14.720,4 DAK

Fcrtanian - Tcmatik PenSuatan Kawa.en Scntre
Prcduk i Paryan (Pcrtanian, Perikanan, den
Hcwani) (1302 - Kab. Pelisir S€latenl

22.258,6 DAK

Fcltanian - Tcmatik Pcnguatan tkwasan Scntra
koduksi PanSsn (Pertanian, Perikenan, dan
Hcwanil (1306 - Kab. Padeng ParieEan)

13.286,5 DAK

PErtada[ - Temat* Fcngueten Kaqlaran Scntra
Produkci PanSan (Pertaniar, Perikanan, dan
Hcw8nil (1307 - Keb. Agam)

3.190,0 DAK

Fertanian - Tcmatik Pcnguatan Kawasan Sentra
Produk6i Pangan (kanian, Pcrikanan, dar
Heweni) (1308 - Kab. Lima Puluh Kota)

1.900,0 DAx

Pdtanian - TcEatik PcnSuaten Kawaaan Scntra
Produk.i Pengan {Pcltanian, Pcrikanan, dan
Hewad) (1309 - I(eb. Pasamar)

7.79t,2 DAX

Ftrtanian - TeEatik ltnguatan Kawaaan Scntra
Prcduk.i Pangen (Pcrtanian, Pcrikanan, &n
Hcwani) (1312 - t(ab. Pa8aman Baret)

3.600,0 DAK

Pertadan - Tcmatik Pcnguatan Xa*lasan Serltla
Produk.i Pangan (Pcrtanian, Plrikarran, dan
Hewani) (1375 - Ibta Bukit Tinggi)

l.l00,o DAK

hanian - Tematik Pengueta, Kerraran Scntra
Ploduki Pangsn (PErtanisn, Ferikenen, dan
Hcwanil (1376 - Kota Payekurnbuh)

Partanian - Tcmatik PenSuaten Kewalan Scntra
PIodukli Pangan (Pertarian, Pcrikanan, dan
Hcwani) (1377 - Kote Pariaman)

5.200,0 DAK
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Fcrtanian - Tcmatik Pcnguatan Kawasan Sentra
Prcduksi Pangan (Pertardar, Perikanan, darr
H.wani) (14 - kovin3i Riau)

15.862,5 DAX

Pcrtani,an - T.matik Pcnguatan Kawasan Sentra
Produkli Pangan (Pertanian, Pelikansn, dan
Hef,'anil (1403 - lhb. Irdre8iri Hilir)

13.298,1 DAr

2.400,0 DAK
Pcrtanian - TeEatik Pentuatan Kewfta.lt Seatr'a
Produk.i Pange[ (Fertani6n, Pcrikanarl, dan
Hcwanil (r4O4 - Kab. Pelalawanl

Pert nian - Tematik Pentuatan Kewa.e, Sentra
Produk i Pangen (Fertanian, Perikanan, dan
Heweni) (1409 - I(ab. Rokan Hitir)

2.943,7 DAK

Pertanian - Teaetik Penguaten Kewasan Scntia
Produkli Pa.trgarr (Pertanian, Pe kanar, dan
Heweni) (15 - Provin8i Ja.abi)

23.564,6 DAK

P.rtanian - Tematik Penguatan Ihwasan Sentra
Produki Pangan (Pertanian, Perikanan, dsn
Hcwani) (lsoa - rrab. Bataqhari)

9.852,8 DAK

Pertanien ' Teaatik Fenguata, Kawasar! Scntra
Produksi Pangsn fPertanisn, Perikanen, dan
Hewanil (1506 - Ihb. TanjunS Jabun8 Timur)

4.331,2 DAK

kenian - Tcmatik FcnSuatan Kawaran Scntra
Ploduksi Pangan (Pcrtanian, PcrikarEr, dan
Hcli/anil (16 - Provinsi Sumatcra Sclatan)

18.975,8 DAK

P.rtanian - Tcmatik Penauat n tkwalarr Serta
Produksi Pangan (P.rtsnian, PcrikarEr, dan
Hcwani) (1609 - Ikb. Ogan KomerinS Ulu TiEurl

20.234,4 DAK

Fartenian - Tcmatik Pcnguatan Kawasafl ScIrtra
Produksi Pangan (P.rtanian, Pcril€nan, dan
Hcwanil (t6t0 - lGb. Osan Ilir)

4.40I,0 DAJ(

Fcrtanian - Tcmatik Pcnguatan Kawalan Scntra
Produki PanSan (Perterden, Perikanan, dan
H.*Eni) (17 - ProviEi Bengkulu)

5.779,0 DAK

Pertanian - Tcmatik PenSuatarr Kawa.en Scntra
Prcduksi PanSan (Pertanian, Pcrikanan, dar
Hcwani) (170r - Kab. Bcngkulu Selater,

6.200,0 DAK

Feltanian - Tcmatik Fcnguatan Kawasan Scnta
Produk i PanSan (Pertanian, Pcrikanan, den
H.IIlani) (1704 - t(ab. tGurl

26.320,7 DAK

Pcrtanian - Tcmatik Pcnguatan Kawasan Sentra
Produksi Pangan (P.rranian, P.rikanan, dan
Hew8lri) (18 - Plovin6i Laepu[g)

13.852,5 DAr

Pcrtanian - Temetik PcnSuetan Kawaaan Sant!'a
Produkli Pan8an (Manian, P.rikanan, dan
Hcwe i) (1803 - Ikb. Lampung Sclatan)

6.799,1 DAK

4.22t,6 DAX
Pcrtanian - TaEatik Panguatan Kawasan sentra
Produkli Pangan (kanian, Pe l(ansll, dan
H.u/ani) (1804 - I(ab. rampung Timurl

ltrtanian - T.aatik Pcnguatan Kawasan scntra
Produkli PanSan (P.rtanian, P.rikanan, dan
H.wani) (1805 - I(ab. lampung Tcngah)

3.234,3 DAK

Pertanian - Teaatik Pcr8uatan Kawaaan Scntra
Produksi Pangan (F.danian, Pcrikanan, &n
Hewani) (1806 - I(ab. lampung Utara)

7.180,0 DAK

2.763,1 DAK
P.rtanian - T.matik Penguatan Kawasan Senra
Produksi Pangan (Pcrtanian, P.rikanan, dan
Hcwani) (1808 - Ihb. Tulang BawanS)

hanian - Tematik Peryuatan Kewaaan Scnt a
Produksi Pargan (Pcrtanian, Pcrikanan, dan
Hewsni) (19 - Provinsi Kcpulauan Bangka
B.litung)
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In.t,ll.i Fel,LEn,

ftrtsnis, - Teaatil Pcnguatan Kawasan senEa
Produksi Pangan fPcrtanian, Perikanan, dan
Hcwsnil (1902 - Ihb. Bclitung)

5.096,7 DAK

kanian - Tcmatrk Penguatan Kawaaart S€ntra
Produksi Pangan (Pcrtsnian, Perikerun, dan
Hcwanil (1905 - Kab. Bengke S.latan)

36.405,I DAK

Perteden - Tcmatik Pcnguatan tGwasan S€ntre
Produkri Pangan (Pcrtanian, Perikanen, den
Hewa i) (21 - Provinsi lGpulauan Riau)

4.a37,3 DAK

P€rtanien - Tcmatik P.nguatan Kavralan Sentra
Produkii Pangan (P.!tanian, Mkanan, dan
Hervadl (2105 - Ihb. Kcpulauan Anambas)

2.165,6 DAK

Pertsnian - TeEatik Panguatan Kawasan SenEa
koduki Pangell (kanian, P.rikanan, dan
Hewani) (32 - Provin3i Jawa Barat)

35.760,4 DAK

hanian - T€matik Pcnguatan Ka{raaan Sentra
Ploduksi Pangaa (Fcrtanian, Pcrikanan, dan
Heweni) (3202 - Ikb. Sukabumi)

18.505,7 DAK

FertEnian - Tcrnatik PcnSuatan lkclE€ar Sertra
Produksi Pen8an (Pcrtanian, Pcrikanan, dan
Hcwanil (3203 - thb. Cianjur)

6.600,0 DAK

kanian - Tcmatik Fenguetart Kawaaan Scntra
Produkri PanSan (P.rtania[, Pcrikanan, dan
H.*ani) 13204 - lGb. Barduna)

33.117,2 DAK

Pcrtanien - T.matik Pcnguatan Kawasan Sentra
Muksi Pengan (Pcltanian, P.rikanan, dan
Hewenil 13205 - Kab. Garutl

2I.186,9 DAX

Partanian - Tematik Penauatan Kawaaar Scntra
Produki Pangan (Pertanian, Perikanan, dan
Hcwanil (3206 - I(ab. TaBihalaya)

rs.926,3 DAK

katrian - Tc1oatjk Penguatan Kawaser S€ntre
Plodukli Pangan fPertanian, Perikane.4 dan
He{,ani) (3207 - lhb. Ciamis}

rr.700,0 DAI(

8.068,2 DAK
Pcrtanian - Tematik FenSuetan Kawaaan ScnEa
PDduksi Parysn (Pcrtenian, Pcrikanan, dan
Hcwani) (3209 - Ikb. Cirrbon)

Pcltaniar - T€matik PcnSuatan Kawasan Scntra
Produk6i Pangan (P.rtanian, Perikanan, den
HewBrd) (3211 - Ihb. Sumcdang)

6.270,0 DAK

Pcrtanian - Tematik P.nguatan Kawasan Sentra
Produksi Panten (P.rtenian, Pcrilenan, dan
H.wani) (3212 - Ikb. Indrs.Eayu)

24.505,5 DAK

hanian - TaEatik Penguatan Kaweaen Sentta
Produki Pangan (Pertanian, Perikanan, dan
H.wani) (3213 - Kab. Subans)

23.858,7 DAK

Pertanian - Tcmatik Penguatan Kawasefl Sefltra
Produksi Pangan fPcrtanian, FerilorEn, da,
Heweni) (3214 - Ihb. Pufflakarta)

8.362.3 DAK

Pertaniar - Tcmatik Fcnguatan Kalllalan Scntra
Produksi Pangan (Pcrtanian, Perikaflan, dan
H6r,anil (3215 - tGb. KarawEngJ

15.983,9 DAK

Plrtanien - Tcmatik Panguatan Kaqrasen Sentra
Prcduksi Pangan (kani6n, P.likanan, dan
H.wani) (3216 - I(ab. Beka.i)

10.400,0 DAK

Partanian - TeEatik Per:guatan Kawasan SenEa
Produkli Pangan (Pertanien, Pclikanan, dan
Hcwani) (3217 - Ihb. Bandung Barat)

10.085,1 DAK

Pertrnirn - Teaatik Pcnguatan Kawasen Scltra
Produki Palgan fPcrtanisn, Perikene[, dan
Hewanil (3273 - Ibta BandunS)
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keniall - Tcmatik Fanguatan Kawaran Sentra
Produksi Pangan (Pcrtanian, Pcrikanan, dan
Hewanil (33 - Provntsi Jewe Te aah)

30,771,7 DAK

kEnian - Tcmatik Fcnguatan Kawararn Scntra
Produksi Pangan fPcrtanian, Pcrikanan, dan
Hcwani) (3301 - IGb. Cilacap)

27.137,3 DAK

kanian - Tcmatik Fcnguatan Kawaaan Scntra
Produksi Pangan (Pcnanian, Pcrikanan, dan
Hcwanil (3302 - Kab. Banyuaas)

Fcrtanien - Tcmetik PcnSuatan Kas,aaan Scntra
Produksi Panga, (P.rtanian, P.rikanan, dan
Hc*ani) {3307 - lhb. Wonolobo)

10.400,0 DAx

16.173,6 DAK

Pcrtanian - Tcmatik Pcnguatan Kawasan Scnta
Produksi Pangan (Pcnanian, Pcrikanan, dan
Hcwani) (3311 - lkb. Sukoharjo)

1.617,1 DAK

Fertanien - Tcfietik Pcngueten Kawalan Scntra
Produhi Pangan (P.rtanian, P.rikanan, dan
Hcl*lani) (3312 - I(ab. Wonoairi)

a.a40,o DAK

Pcrtanian - Tcmatik Pcnguatan Kawasan Scnlla
Produk i PanSan (Pertanian, Pcrikanan, dan
Hewani) (3313 - lkb. IGranranyarl

7.800,0 DAK

Pcrtanian - Tcmatik P.nguatan lhwasan Senta
Produksi Panten (Perteider, Perikanen, derl
He"qni) 1331s - lkb. Grobosan)

18.776,8 DAK

Pcrtanian - Tamatik Pcnguatan Kawaaan Scntha
Produkli Pangan (P.rtanian, P.ril€nan, dan
Hcwani) (3317 - Kab. Rcmbang)

6.932,4 DAX

Pertanian - TeEatik Pentuatdn Kawaaan Sentra
Muk.i Pantan (Perte[ien, Perikanan. dan
Hewanil B319 - Kab. Kudu8)

5.400,0 DAX

Pertanian - Tehatik Penguatan Kaweaen Scntra
PrDdukri Pengan (Pcltanian, P.rikanan, dan
Hcwani) (3320 - tkb. Jcpara)

Pcrtanian - Tcmatik Pcnguatan Kawaaan Santra
Produkli Pengen (Pertedien, Perikenan, den
Heweni) (3321 - lhb. Deftak)

4.401,4 DAK

1.200,0 DAI{

Pertanian - TeEatik Penguatsn Kawa.en Sentra
Produksi PenSen (Petanian, Perikenan, dan
Heward) (3322 - Kab. seEarand

10.603,1 DAK

Pcrtanian - Tamatik Pcnguatan Kawa3an Sentra
Produki PanSan (P.rtanian, Pcrikanan, dan
Hewani) (3323 - Ihb. TcmeruSunA)

13.094,5 DAK

Pcrtanian - TeEatik Penguatan Kawasan SenEa
hodukli Pansar (kanian, Perikanan, dan
Hewani) (3324 - I(ab. lcndal)

5.831,1 DAK

Pertanien - TeEatik PenEuatan Kaweserl Sentra
Produkii Pengen (Pertanian, Pelikanan, dan
Hewanil (3326 - Ihb. Pcke.longar!

5.747,2 DAK

Pcrtanian - Tematik Penguatan Kawals.Il SenEa
Produki Pan8an (Pertanian, Perikanan, dan
Hef,'ani) (3327 - Kab. Pemalans)

11.671,5 DAK

P.rtanian - T.matik Pcnguatan Kawa.an Sentra
Produk.i PenSen (P.rtanian, Pcrikanarl, dan
Hewani) (3374 - Ibta Semarang)

8.924,5 DAK

Pcrtanian - Tcraatik Pcnguatan Kawaaan Scntla
Produk.i PanSe[ (Fertanian, Pcrikanan, dan
Hcwani) (34 - Provinsi DI Yosakarta)

20.048,9 DAK

Pcrtanian - Tedatjk Penguatan Kawasan SentB
koduksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dajl
Hcwani) (3402 - thb. Bantul)
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Partanian - Tamatik Panguatan Ka*,lasall Scltra
kodukli Pangan (Pcrtanian, Fcrikanan, dan
H.wani) (3403 - I(ab. Gunungkidul)

4.200,0 DAK

Penanian - Tcmatik Penguatan Kawaaan Scnta
Prcduki Pangan (Pertanian, Perikanan, dan
Hef,,anil (3404 - Kab. Sleaanl

r1.325,1 DAK

Perterien - Teaetik Penguaten Kawesen SenEa
Produksi PanSan (P6tanian. Pcrikanan, dan
H.wani) (35 - Provin3i Jawe Timur)

29.424,9 DAK

Pertsnian - TeEatik Penguatan KawalsIr Sentn
Produk.i Pengen (kenian, PerilGnan, dan
H.Eani) (3505 - Ihb. Bliter)

9.150,0 DAK

Pcr6ni,an - Tcmatik Pcnguatan (awftan Sentra
Prcduki Pangan (P6tanian, P.rikanan, dan
H.wanil (3506 - Ihb. Icdiril

5.600,0 DAK

Pcrtanian - TeEatik Penguatan Kawesen Sentra
koduki Pangan (Pcrtanian, P.rikanan, dan
Hewani) (3507 - Ihb. Malang)

5.100,0 DA(

Partanian - Tamatik Panguatan Kawasan Scntra
Produksi Pangan (Pcrtanian, Pcrikanan, dan
Hcwerdl P5O8 - IGb. LuEajaIls)

5.970,0 DAI{

Fertanian - Tematik Penguatan I(awalan Sentra
Produkri Pangan (Pcrtarded, Perikanen, dar
H.wani) (3510 - tGb. Banyuwsnail

6.524,8 DAK

Pcrtanian - Tcmatik Pcnguatan Kawasan Scntra
Produksi Pangan (kanian, Pcrikanan, dan
H.wani) (3515 - Ikb. Sidoa4b)

6.55s,3 DAK

Fcrtanien - T.metik PenSuatar Kawd.an Sentra
Produk.i PenSen (P.rterdar, Perikanan, darl
Hclx€dl (3517 - tkb. Jomberra)

r.800,0 DAK

Pcrtanian - Tcmatik Pcn8uatan Kaq,asan Sanlna
koduksi Pangan (Pcrtanian, Pcrikanan, dan
Hewani) (3s20 - r\ab. Masctanl

2.465,0 DAX

Feltartian - Temetik Fengueter Kawaaen S€nta
Produkgi Pan8en (Pertenien, Perikarun, dan
Hcwani) (3521 - Kab. NSawi)

22.686,8 DAK

Fcltanian - Tcmatik Fcnguetan Keuralen Scntre
Produksi Pangan (Pcrtanian, Pcrikanan, dan
Hcwanil (3523 - I(ab. trban)

12.609,0 DAK

kerftn - Tematik Penguaian Kawasan Scntla
Plodukai Parr8en (Pertanian, Plrikanan, dan
Hcwani) (3524 - I(eb. L€monSer)

23.337,5 DAK

hanian - Temalik FenSuatan Kar*.aran Scntra
Produhi PanEa.n (Pertanisn, Plrikanan, dan
Hewanil (3526 - Ikb. B6n8ka.lar{

1.332,2 DAK

Pertanian - Tematik Fenguatan Kawasan Scnta
Produkli Pangan (Perranian, Perikanan, dan
Hewani) (3529 - I(ab. Sumenepl

50.888,5 DAK

P.rranian - Tamatik Panguatan Ka*aaan Scntra
koduki Pangan (Pertanian, F.rikanan, dan
Hewanil (3575 - Ibta Pasuruanl

1.600,0 DAK

Partanian - Tamatik Panguat n Ka{raran Scntra
Produk.i Pantan (Pertanisn, Perikanan, dsn
Hewani) (3601 - I(ab. Pandeslan8)

13.474,6 DAX

Itrtanian - TcEatik lfenguaten KEwa6eJr SenEa
Produki PanSen (Pertanian, Perikanan, dan
Hewanil (3604 - Ikb. Scrang)

7.968,s DAX

Pcrtanian - Tematik Penguatan Kawasan Scntra
Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan
Hewani) (51 - Provinli Bali)

SK No 168253 A

-B.32-

4.302,7 D?,K



NET'UEUK INDONESIA

Priorita. Na.ionel/ Majrr P7D*rct
Alokasi

(Rp. Juta) Instsnsi Pelakana

Pcrtanian - Tcmatik Pcnguatan Kawasan Scntra
Muki Pangan (karian, Perikanan, dan
Hewani) (5108 - t(ab. Butclcng)

t2.248,1 DAK

Pcrtanian - Tamatik Pcnguatan Kawasan Scntra
Ptoduksi PanSan lkania[, Pcrikanan, dan
H.wani) (5171 - lbta Dcnpasar)

400,0 DAI(

Pertenien - Tematik Penguatan Kawa.an Sentra
Produkli Pan8an (Pcrtanian, Pcrikanan, dan
He"lani) (52 - Provirui Nusa T.nggaB Barat)

23.209,6 DAX

Pcrtanian - Tcmatik Pcn8uatan Kawaaan Scntra
Produksi PanSan (P.nanian, Pcrikanan, dan
Hewani) (520r - IGb. tambok Barat)

2.170,0 DAI{

4.251,0 DAX
Pdtanian - Tematik Pcnguatan Kawasan Scntra
Produki PanSan (PertaDraD, Pcri|anan, dan
Hewand (5202 - Kab. Lmbok Tcngah)

Pertanian - Tcmatik Pcnguatan Kawasan Scntra
Produk6i PengeIr (Pertedalr, Perikanan, dar
Hew€Ili) (5203 - Kab. lrmbok Timur)

19.075,0 DAK

Fertanian - Tematik Penguatar l(awalan Senta
Produki Pangan (Pertanian, Pcrikanan, dan
Hcwarfl (5204 - Keb. Suabewa)

21.334,9 DAK

Perteni,ar - Tcmatik Pen8uatan Kawasan Scnta
Produhi Pengan (Pcrt .trie , Pcrike[e[, de
H.wanil (5205 - Ikb. Doapu)

20.693,5 DAr(

Fcrtanian - Tcmatik Pcnguatan Kawasan Scntna
ProdukBi PenSan (Pertanian, Perikenen, darl
Hcwend (5206 - tkb. Bima)

22.908,9 DAK

1.395,0 DAK
Pertanian - Tcmatik Pen8uatan tkwasan S€nta
Produkri Paryan (Pcrtenian, Pcrikanan, dalr
Hcwanil (5271 - Kote MatarEml

Pertarriar - Tcmatik PenSuatan tktrassn Scntra
Produbi PanAan (Pcrtanien, Perikenan, dan
Hcwatril (53 - Provin6i Nu6e Tcnggara Tiaurl

17.015,8 DAK

Fcltartian - Tcmatik Fangueten Kawaaan S€ntld
Produhi Pargan (Pert8nian, PcrikarEr, dan
H.wanil (5309 - Kab. Flor€ Timur)

15.600,0 DAK

Partaniad - Tcmatik FcngueteJr Kewalelr Scntre
Ploduksi Pangan (Pcnanian, Fcrikanan, dan
Hcwani) (5313 " Ikb. Menuarai)

1.400,0 DAK

Pcrtanian - Tcmatik PanSuatan Kawaaan Sc[tra
Produksi Pangan (Pcrtanian, Pcrikanan, dan
H€wani) ($r4 - Ikb. Rote Ndao)

18.330,1 DAK

hadan - Temalik Penguatan Kawaaan Scntla
Pmduki Pan8an (Pcrtanian, Pcrikenen, der
Hcwani) (61 - Provilri Ihliraantan Barat)

3.241.9 DAK

kaniarr - Tematik Penauatm tkxlBssr S.rta
Produkli Paryan (P.rtanian, Ferikaden, dan
Hcwani) (6101 - Ikb. Se.Eba.)

3.600,0 DAX

P.rtanian - Tcmatik Fenauatan Kawasan Scntra
Produksi Pangan fPcrtanian, Pcrikanan, dan
Hcwani) (6103 - I(ab. tandak)

15.800,0 DAK

Pertanian - Tcmatik Fanguatan Kaq,asan Scntra
Produki ParEen (Fertenien, Ferikeien, dan
Hewenil {6106 - Ikb. IGtapans)

3.000,0 DAx

Pertenirn - Tematik Pefiguetan KeweEen SeIrtIa
Produkli Pargen (Fertenian, Perikaran, dan
Hcwani)(6112 - I(ab, Kubu Raya)

2.910,0 DAX

Pertaniran - Tcmatik FenSuatan Kaq,alan ScnEa
Ploduksi ParE n (Pertanian, Perikanen, dan
Hcwani) (6202 - Ihb. Kotawa.ringin Timur)
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Priolita. Na.ional/ Mairr PTolEt Alokasi
(Rp. Juta) Inltansi Pclakana

Pcrtanian - Tamatik Palguatan Kawasan Scntra
Muki Pangan (Pertanian, Perikanan, dan
Hcwenil (6207 - Ikb. Lemaideu)

1.020,0 DAK

Pcrtanian - TcEatik Palguatan Kawa8an Scntra
PrDdukri PanSan (Pctanian, Pcrikanan, dan
H.wani) (63 - Provimi Kalimantan S.latan)

20.417,2 DAK

Pcrtanian - Tcmetik Pcnguaten Kewaaan Sentra
Produksi Pangan (Peltanian, Perikanan, dan
Het.lani) (6306 - Kab. Hulu Sungai Sclatan)

3.197,7 DAX

Fertarfen - TeEetik Pcn8uatan l(awalan Sentra
Produkli Pangan (Pcrtanien, Perikenan. den
Hc\*€ni) (64 - Provinli Kalimantan Timur)

8.037,6 DAK

PcrtaDian - Tcmatik Pcnguatan Kawasan Scntra
Produhi PanSan (Pertenien, Perikenen, der
Hcwani) (6403 - lkb. Kutai KertaneSere)

8.001,3 DAK

Pcrtanian - Tcmatik Pcnguatan Kawasan S.ntra
Produksi PanSan (Pertanian, Pcrikanan, dan
Hewani) (6so4 - Ikb. Nunukan)

4.534,4 DAK

Pertanian - Tcmatik Pln8uatan lkwasan ScnEa
Produksi Paryan (Pcrtanian, Perikanan, dan
Hcwanil (71 - hovinri Sulawe.i Utar:al

23.064,a DAK

Fcrtanian - Tcmetik Fcnguetel Kawalen S€ntra
Produksi Pangan (P.rtanian, Pcrikanan, dan
Hcwani) (7101 - I(ab. BolaanS Mongondowl

8.978,0 DAX

Pertanian - Tcmatik PcnSuatan Karl,asan Srrntra
Produk i Pan8en (Pcrtenien, PerikarEr, dan
Hcwani) (7106 - Ihb. Minaha6a Utera)

r5.169,5 DAK

Pcrtania - Tcmatik PenSueten Kawara[ Serlta
Produksi Pangan (Pcrtsntun, Pcrikaran, dan
Hewani) (7107 - Ikb. BolaanS Mongondow Utara)

r1.894,1 DAK

Pertanian - Tcmatik FcnSuatan Kas,asan Scntra
Produhi Pangen (Pertenisn, Perikaran, dan
Hcwani) (72 - Provinsi Sulew*i Tengeh)

14.547,4 DAK

Partanian - Temetik Penguetan KewaEen Sentra
Ploduk i Par8an (Fertanisll, Perikanan, dan
Hcwanil 0203 - I(ab, Morowali)

11.034,1 DAK

Pcrtanian - Tsaatik Penguata, Kewaaan Sertre
Produki Pangan fPcrtanran, Fcrikanan, dan
Hcwani) (72(}4 - lbb. Poso)

5.000,0 DAK

Pertanian - Teaatik PenAuatan I(awas€n Sentn
Produki PenSerr (F.rtenian, PerilGnan, dan
Hcs,ani) (7205 - lkb. DonSgalal

8.15l,l DAK

ftrtanian - Tcr,letik Itnguatan I(awasaIr Sentra
Produksi Pangan (Pcrtanian, Pcrikanan, dan
Hcwanil (7206 - Ikb. Toli ToU)

3.230,0 DAK

Pcrtanian - Te[atik Pcnguatan Kawasal Scntra
Muki Pangan (Fertanian, Pcrikanan, dan
Hewani) (7204 - Ikb. PariSi Moutong)

30.655,4 DAK

Pcrtani,an - Tamatik Panguatan l(awaaan Santra
Produki PanSan (Pcrtanran, Pclikanan, dan
H.wani) (7209 - Ikb. Tojo Una Una)

9.300,0 DA(

P.rtanian - Tematik Penguatan Kswasan Sentra
Produkri Pengan (Pcltanien, Perikanan, dan
Hewarf) (7210 - l(ab. SiSil

44.658,7 DAK

Pcrtanian - TaEatik Pcnguatan Ka{aaan S"ntia
Produkli PanSan (Pertanian, Pcrikanan, &n
HewBrri) (?3 - Provin.i Sulaweli S€latan)

6.u8,2 DAK

Fertenien - Teaatik Penguatan l(awalan Sentra
Produksi Pangan (Pcrranian, P.rikanan, dan
He"lani) (7302 - tkb. Bulukumba)
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Pcrtanian - Tcmatik Penguatar Kawasan Scntra
Produksi Pangan (Perta ar, Perikanan, dan
Hcwanil (7305 - Kab. Takalar)

r r.872,0 DAK

Pcrtanian - Tematik Pentuatan (awasan Sentra
Produksi Pangan (kanian, Perikanen, dtn
Hcwanil (7306 - Kab. Gol*rl

10.840,1 DAK

P.rtanian - Teaatik Penguatan Kawasan Sentra
Produk.i PenSen (Pcltanian, P.dkanan, dan
Hcwanil (7307 - I(ab. Sinjei)

17.129,0 DAK

Pcrtarlian - Tcmatik Penguatan Kawasan Sentra
Ploduki Pangan (Pertanisn, Perikanan, den
Hcwani) (7308 - Ikb. Mero.)

7.619,2 DAK

Pertanian - Tematik Penguetan Kesaran Scntra
Produksi Pangsn (Fertanien, Perikanan, dan
H€wani) (7309 - IGb. Pangkajcnc dan tGpulauanl

13.102,9 DAX

Feltanian - Tcmatik Pcnguatan t(awasan S€ntra
Produksi Pangan (Pcrtanian, Perikanan, dan
Hewani) (7311 - Kab. Bone)

15.655,8 DAK

Fcrtanian - Tcmatik Pcnguatan Kawasen Sentra
Produksi Pangan (Pcrtanian, Perikanan, darr
H*,ani) f3r2 - lGb. Soppengl

16.385,2 DAK

Plrtenien - Tcmetik Penguatan Kawasan Scntra
Produkli Pengan (P.nanian, Mkanan, dar
Hewani) (7313 - l(ab. wajo)

29.47t,2 DAK

Pcrtanian - TcEatik Pcnguatan Kawalan SenEa
Produk.i Pengan (Pctanian, Pcrikanan, dan
Hcwani) (7316 - t(ab. Enrckana)

21.835,5 DAK

Partadan - Tamatjk Penguatan Kawasan Sentra
Produksi PaIgen (Pcrtanian, Pcrikanan, dan
Hewani) (7317 - I(ab, Luwu)

6.093,6 DAK

kenien - Tcmatik Panguatan Kawasan SenEa
Produksi Pangan (PDrtsnian, Periksnan, dan
Hcwanil (74 - Provin.i Sulaw.si Tengaa.ral

19.175,8 DAK

Pertalrian - Tcmatik PenSuatan Kawasan Sedtre
Produksi Pangan (Pcrtanian, Pcrikanan, dan
Hcwani) (7403 - Kab. Itunaw€)

19.450,1 DAK

Fcltanian - Tcmatik Penguatan Kawalen S€ntre
Produksi Parysn (P€rtanian, Perikenan, dan
Hcwani) (7406 - tGb. BoEbana)

5.190,6 DAK

Fertardan - Tcmatik Pcnguatan Kawasan ScnEa
Produksi PanAan (P.rtanian, P.rikanan, dan
Hcwani) (7414 - I(ab. Buton Tengah)

5.803,6 DAK

Pcrtanien - Tcrnatik Panguatan Kawasan Sentra
Produkli Pangan (Pelta ar, Perikanan, dan
H.wani) (75 - Provirci Gorcntald

9.077,5 DAK

Pcrtanian - Tematik Penguatan Kawasan Scntra
Prcduksi Pangar (kaniaa, Pelikanan, dan
Hewanil (7501 - I(eb. Boa.lcmol

4.198,5 DAK

Pcrtanian - TeEatik Pen8uatan Kawa6an Scnt'a
hlduki Pangar (Fertanien, Perikana.lr, dan
Hcwani) (7503 - I(ab. Pohuwato)

19.584,3 DAK

Pertsnien - Tematik Pcnguatan Ka*lasan scrrEa
Produk.i Pa[gan [Pcrtanian, Perikanan, dan
Hewanil {76 - Provinsi Sulawesi Barat)

12.343,9 DAX

FertEnian - Tcmatik PcnSuatan Kawelen Sentra
ProduLsi Pangan (Pcrtanian, Perikanen, dan
Hcwani) (7602 - Ikb. Potreweli Mandar)

20.117,4 D!'J<

Pcrtanian - Tematik P€n$hten Kawaaan S.ntra
MuL6i Paagan (Pc(anian, Periksnan, dan
Hcwani) {7603 - I(ab. Mamasal
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kioritas Na.iodel/ Mair Prc"ircl
Alokasi

(Rp. Jutel Instansi Pelaksana

Pert nian - TeEatik Pengueta, Ka*aran Scntra
PrEduki Pangan (Fcrtanian, Fcrikanan, da,
Hcf,,ani) (81 - Proviaai Maluku)

7.805,7 DAK

Pcrtanian - Ttmatik PenSuatan Kawasan Se tra
Produksi Pangan (Pcrtanian, PDrikanan, da.tl
Hcwani) (8102 - t(ab, Maluku TenS8ara)

4.187,9 DAK

Pcrtanian - Tcmatik Pcnguatan Xa*€3an SenEa
Produksi Paryan (Fertsnien, Ferikenan, de,
Hcwani) (8103 - l(ab, Maluku TcnSah)

9.577,0 DAK

kenien - Tcmatik FcnSuatan Kawaaan Scntra
Produksi Pangan (Pcrtanian, Pcrikanan, dan
Hcwani) (8105 - IGb. riepulauan Aru)

6.478,4 DtlJ{

Ferterdan - Tcmatik Pcnguatan Kawa8an Scnta
Produki Penga, (Pcrtanian, Pcril€nan, dan
H.wani) (8rO8 - Kab. Maluku Barat Daya)

8OO,O DAK

Pcrtanian - Tematik Pen8uatar Kawe.an Scntra
Produksi ParyaIr (Pertenien, Pcrikenan, dan
Hewani) (82 - Ploviffii Meluku Utera)

15.493,0 DAK

Pcrtenian - Tcmatik Pcnguatan Kawasan Scntra
Produksi Pangan (Pcrtanian, P.rikanan, dan
Hcwani) (8204 - Ihb. Halmahcra Sclatanl

22.657,2 DAK

Pcrtanian - TeEatik Penguetan l(awaaan Scntra
Produkli PenSan (Pcltanian, Pcrikanan, dan
Hewani) (8207 - lhb. Pulau Morotai)

20.992,7 DAX

lttrtanian - T.matik Itlguatan Kawasan Sentra
Produk.i PenSen (Petanian, Pelikanan, dan
Heuanil 6271 - Kota Tcmatcl

1.238,5 DAK

Pertanien - TeEetik Penguatan l(awaaa, Santra
Produki Pangar (Fertanian, Perikenen, dan
H.wani) (8272 - Ibta Tidore Kepuleuan)

13.376,9 DAK

Pcrranian - TeEatik Pentuatan Kewe8a, S.ntia
Muk.i Penge[ (kanian, Pclikanan, dan
Hewanil (91 - Provimi Pepua Ba.rat)

l7.al2,o DAK

Pertanian - Teaatik Pcnguatan Nawaaan Santra
Produki PanSad (F.rtanian. Pcrikanan, dan
H.wan{ (9107 - Kab. Sorongj

513,1 DAK

Pertaniar - Taioatik Panguatan Kawaaan Sentla
Ploduki Pangan (Pertanian, Perikanan, ds.Il
Hcwanil P4 - Provin.i Papua)

7.995,9 DAK

kanisn - Tematik FaDguatan Ka*a€an Scnua
kodukli Pargan (Pertanian, Ferikanan, dan
Heweni) {9408 - Ihb. Kcpulauan Yapcn)

2.689,1 DAK

Perta an - Tematik FenSuete.n Kawaran Scntra
Produkai Pangan (Pcrtanian, Pcrikanan, dan
Hcwani) (9427 - Ikb. Supiori)

Sarana produkri dan usaha di KaDpung
Perikenen Budidaya yanS dik mbanglen (MP
Korporari)

5.314,6 DAK

IO.OOO,O KEMENTERIAN KEI,ALNAN DAN PERIKANAN

Bantuan sarsIla Fngembalrgajl u.aln nelayan
(MP lbrpora.il 5.925,0 KEMENTERIAN KEUIUTAN DAN PERIKANAN

Mod.l P.rtanian Modcrn 3.OOO,O KEMENTERIANPERTANIAN

Ka{laran Kopi

Desa Fcrtanian Organik Bcrbasfu Komodita!
P.rkcbunan

9I.97A,O KEMENTERIAN PERTANIAN

6.059,9 XEMENTERIANPERTAJ{IAN

AEs PenanEanan Dempek Pcrubahan Iklim dan
Pencegehan Kcbal€ran Lahan &n lGbun 6.032,5 KEMENTERIANPERTANIAN

I(af,'alsrl lada

Jaringan ldgali TeBier

8.820,5 KEMENIERIANPERTANIAN

240.975,0 (EMENTERIANPERTANIAN
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NEPUEUK INDONESIA

Priorit& N$ion6l/ MaJbl Prcjsc, AlokaBi
(Rp. Juta) Instansi Pelak€ana

Unit Pcngoleh Pupuk OrSenik (UPPOI 24O.5OO,O KEMENTERIAN PERTANIAN

Aluranai Pcrtanian 158.735,9 KEMENTERIANPERTANIAN

Kas,asan Kakao 54.2I2,0 KEMENTERIANPERTANIAN

Kawalen PeIa 26.202,6 KEMENTERIANPERIANIAN

Optima.i L€han 210.486,6 KEMENTERIAN PERIANIAN

Alet del! Melir PerEnian Pra Pancn Sub Sckor
Hortikultura 20.520,0 KEMENTERIANPERTANIAN

Aauren.i Usalla Tcrnak 26.855,0 KEMENTERJANPERTANIAN

Kewasan Ccngkch 25.440,2 KEMENTERIANPERTANIAN

Alat dan Me.i Pcrtanian Pra Pancn Sub Scktor 4.A5A,O KEMENTERIANPERTANIAN

IkwalaIl Karet 29.005,7 XEMENTERIAN PER-TANIAN

lbwasan T.bu 33.827,0 XXMENTERIANPERIANIAN

Alat dan M..in PcrtediEn Pra Paren Sub Sekor
Peternakan 4.858.0 KEMENTERIANPERTANIAN

Keclalan Kcl,apa 56.435,3 KEMENTERIANPERTANIAN

Kaxasan Vanili 6.275,0 KEMENTERIANPERTANIAN

Pcrb.ngkclan Alsintar I1.130,0 KEMENTERIAN PERTANIAN

Kawaaen Ssgu 5.I5O,O KEMENTERIANPERTANIAN

tk*alan Jambu Metc 12.760,0 KEMENTERIAN PERTANIAN

lGwasen Ubi KaFr 10.84I,5 KEMENTERIAN PERTANIAN

Ka*lA3an ubi Jahr 5.326,5 KEMENTERIANPERTANIAN

tkwa.ar Ancka Umbi tainnya 6.675,0 KEMENTERIANPERTANIAN

Ikwalan Padi 287.5T9,0 KEMEMERIANPER-TANIAN

Kawasan Jagung 91.292,5 KEMENTERIAN PERTANIAN

Ikwa!8n Ka.kao - Kab. Iblaka Ut ra r.335,0 KEMEMERIANPERTANIAN

As IEk: F asiltta.si tutgolalun

Sarana Pasca Pan"n (MP Korporesi)

Mobil r.fiaera8i (MP korporasi)

I.6G),0 I{EMENTERIAN KEI.JIUTAN DAN PERIKANAN

1.742,7 KEMENTERIAN KELJTUTAN DAN PERIKANAN

kalarana Fcngolahal Taraaan Perkebunen -
I(eb. Bandung 34.996,8 KEMENTERIAN PERTANIAN

Dukungan BUMN 213.140,0

Pcngcmbangal Elo6i.terr P€rtanian Berbasis
Diqir^l lAgticultuE kb.systcm 4.Ol BUMN

PtototApc htb$aEd Comnoditg ChrinTclvr BUMN

Pclrbangunan Pabrik Tepuq Sagu/Tapioca di
Kunawc Sclatan, Sulaweri T€r8gara BUMN

5) MP: Ak.€lere.i Fenacmbangan Encrgi T.rbarukan
dan Kon3crvaai EncrSi

Dukungan Bclanja K/L dan DAK 3.976.542,6

Stb: Itonaeruasi Enetgi

AsFk: Sta.nda.t/ rryula.si

Rcduk6i GeB Rumah Kaca (GRK) Scktor ESDM 500,1 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

Stendar Kinerja Eneryi Minimum (SKEM) dan
Iabcl Hcmat En"rgi pada Pcralate[ Pemanfaat
Eneryi
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PRESIDEN
NEPUELIK INDONESIA

kioritas Na.iorEl/I'Iairr Projec, Alol€si
(Rp. Jutal Instansi Pclaksana

P.nurunan Intcnaitaa Encrgi Final 3.466,4 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

KendM U.rrik Ha.il Konv.r6i 9.157,2 KEMET{TERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

Srb: Pernbongunon Po,n,aa B,tmi

Aapek: tuningk,f,an lfudlitas Dda Po as Bumi

R.komcndari Kcprospckan Sumbcr Daya da,
Cadangan Panas Bumi 4.501,1 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL

sub: P.mbarqunon Aneka Ercryi Terbatukon

A.sFk: rungenbangan Riset dorl hto,osi

Pcta Pot n.i EBT dala.m Rangke Pcrcepatan
Invcrtasi PLT Bayu, Hi&o, Biomassa dan Surya 3.532,3 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL

Diklat Ma8larakat Bidang XEBTKE 2.7 t2,9 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

Diklat Industri Bidang KEBTKE 2.452,O
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

Sleltifikaai Kompet€n8i Tenege Teknik Seldor
Kctcnagalhtriken dan EBTKE

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL3.982,8

Aspek Pembangunan PLT SuryR

Infra6truhur EnerEi TerbarulGn - TeEatik
Pcningkatan KoncLtivilas dan Etrekrifikasi di
Da.rah AfirEe.i (53 - Provi !i Nusa Tenggara
Timui

88.000,0 DAK

PLTS Terpadu 5r.961,1 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

PLTS Atap K/L 300,0 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PcbbanSkit Listrik TcnaSa Surra Atap
tkmcntcri,an/ LmbaAa I.OOO,O KEMENTERIAN PEMUDA DAN OI"AHRAGA

AsP€k kmbarqrnan PLT Po,nas Butni

Fcnawaran wilalah Panas Burri 500,0 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

Fenctapan Wilayah Pana! Bumi 1.000,0 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

Aspeh: Pembang.non PLT BaW

Monitoring fiDN PLT Bayu 47,6 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

AsFk: knbangun&t PLT At

PLTMH t7.400,0 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

Sub: Penbarglnot Pano.s Bumi

Aspek: kmbatsuntn PLT Panos Bumi

Motlitorin8 TKDN Bidans Psras BuEi .r{)0,0 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

sub : Pe nbarqunen Bioeneryi

Aspk: kr bangunan PL'I Bioercryi

Modtolin8 TKDN Bidang Bioenergi 32r,1 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

As pe k: k mbansunrn creenfu el
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kiorite. Nasional/ Mairr ProJieEr
Alokasi

(Rp, Juta) Inst llsi Pelakaana

Pcndanaan u[tuk Volutrre Perr}€luraJl Selfuih
Harga Biodie!€l (PN) 3.768.375,3 KEMENTERIANKEUANGAN

Surat Tsnda Daftar Budidaya (SmB) Sawit
RakJet 14.OOO,O KEMENTERIANPERTANIAN

Dukungar BUMN 939.r00,0

Green Di6.l Bio Rcrincry Revampiry RU IV
Ciiacap

BUMN
fTerintegrasi deDgan PSN)

P.ng"mbangan Pabrik lhteli. Mersh Putih PT
IGtali. Sircrsi Indonclia BUMN

Pembenaunan Pembangkit Lfut k Tcrbarukan:
Pcmbangunan PLT Ai! BUMN

P.mbangunan PcmbenSkit Lbtrik Terbarukan:
Pembangunan PLT Surya BUMN

Pcmbanaunan PembanSkit Listrik Tcrbaruken:
Pembangunan PLT Bayu BUMN

Pqnbangunan PeEbenskit Listrik Terbarukan:
PcmbanSunan PLTBm BUMN

Pcmbangunan Pcmbangkit LiBtr'ik Terbarukan:
Fcmbangunan PLT Panas Bumi BUMN

F.obanSunan Pcmbangkit Listrik Terbaruksn:
F{rbanAunan PLT Minihidro BUMN

Pcmbangunan Pabrik Biodielel Kapalitas r .500-
ton RBDPO/hari di KEK S"i Mangkei BUMN

PembanAunan Pabrik BioCNG l(apasita. 210
EaBTU/hari di PKS Mayang PTPN Iv BUMN

Penanaman Biomaslra untuk locndukunS
R.ncana Proyek SEateAi.t New FaEtory da,:
Kontrcr8ialtuasi Pmdu} Bioma.e

Pcmbangunan Pabrik Scrbuk l(eyu (Cofnng,
Jabar

BUMN

BUMN

Pcmbangunan Pabrik Serbuk Ka,.u (Cofrhg,
Jetcng BUMN

Dukunaan Swalta 5.360.230,0r

P.abanSurEr Pcmbangkit Listrik Tcnaga PaIe.
Bumi Swaata

Pemhryunan Pcmbangkit Listrik Tcnage Surya Swasta

PembeDAunan PDmbangkit Listrik Tcna8e Air

Pcmbengunan Fasilitaa Pcnglahan Limbah
mcnJ:adi Bahen Bakar Swasta

6) MP: Rcvitalisasi Tambak di (awalan Sentre
Produki Udang den Bendena

Dukungan BcIa ja K/L darr DAK 396.546,4

A,spctJ Pengudan periziutt dan penosdt@

SHAT Non Sistcmatis lGtcgori 4 - ProvirBi
Lampulrt

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN629,2

PBT Non Sistematir lhtcgori 4 - Provinli
Lampung

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

806,9

PBT Non Shtcmatia KateSori 5 - Provinsi Ja*la
Bsrat

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN2.383,4

SHAT Non Sfutcaatis Ketegori 5 - Provinsi Jas,a
Bar:at

XEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN2.O34,6
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1.083,7 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/ BPN

PBT Non Siltcmath l(ate8ori 5 - Provinai Jawa
Tcltge}l



FRESIDEN
REPUEUK INDONESIA

Priorite! Nasiord/ rtla.irr Pru.iect
Alokasi

(Rp. Jutel Irctan8i Palaksana

SHAT Non Sfut llati3 l(etegori 5 - Prcvinsi Jawa
Tcnrall

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN927,O

PBT Non Sistcmatb Katcgori 5 - Provimi Jaf,,a
Timur

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANC/BPN2.70t,1

SHAT Noa Sist€matb lktegori 5 - Provinsi Jewa
Timur

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

2.31O,4

PtsT Non Si.teEati. I(at gori 5 - Provinsi Bedten KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANC/BPN216,9

SHAT Non Sistcmatis Ihtcgori 5 - Provinli Bant n KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN185,5

Promooi PDduk Kclauten dan Perikanan Skal,a
Internasional rO.75O,O KEMENTERIANKEI,,IIUTANDANPERIKANAN

Aspek: Pengambaryatl benih da in&tk beth.tdit,..s
nnssr

Bcnih Iken Air Payau yanS disalurkan kc
maaj,araLat - (ab. Kar8wana 200,6 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bcnih Udang yang dkalurkan k marya.re.ket -
I(eb. Jcpera 989,9 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bcnih Ikan An Payau yarrg dfua.lu*an ke
Earyarakat - lhb. Jcpara 374,5 KEMENTERIAN KETAUTAN DAN PERIKANAN

Benih Udang yang di€alurkan ke Easyarakat -
I(ab. Situbondo 544,8 KEMENTERIAN KEI,AI,,ITAN DAN PERIKANAN

Benih Ikan Air Payau JranS di.slurkan ke
ma.y€rekat - Kab. Situbondo 194,8 KEMENTERIAN KEI,AI.ITAN DAN PERIKANAN

Benih Udang yanS diselurkan kc maslraral<at -
t(ab. Takalrr 924,8 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAX

Bcdh Ikan Air Payau yang di.alurkar ke
rnaayerekat - Kab. TEkal,ar 476,8 KEMENTERIAN KEI.AUTAN DAN PERIKANAN

Aspek: Penbangunan infrafiltl'l.tr kola'm dan salurun
irigasi tafibak

Kelautan dan Perilanan - Tcmatik Pcnguetan
Kavra8an Scntra Produksi Pan8an (P.rtanian,
Perikanan, dan Hewerd) (1803 - Kab. tampunS
S.l,atan)

4.211,2 DAK

Kcleuten &n Ibrikanan - Tcmatik PcnSuetan
Kawasan Scnrr_a Ploduki Pan8an {Pertanian,
Perikanan, dan Hcwani) (1804 - Kab. kmpung
Tiau4

Kclautan d6n Perikanan - Tcmatik FcnSuetan
Kawa.an Scntra Produk.i Pangan (Pcrtanian,
Ferikanan, &n Hqirani) (3209 - Kab. Circbonl

2.234,6 D!\1<

5.719,6 DAX

Kelauten dalr Pcrikarlan - Tcmatik Penguatan
Kewe.en SGnEa Produksi PanSa[ (Fertanian,
Perikaran, dan Hcwani) (3213 - Kab. Subans)

7.455,5 DAI(

Kelautan &n Pcrikanan - TeEatik Penguatan
Kawaran Slcnta Prcduksi Pangen (Pertanian,
F.rikanan, dan Hcf,,anil (3274 - Kota CLebon)

1.273,2 DAK

Kclautan dan ltrikanan - TeDAtik Pcnguatal
Kawa3an S.nta Produk.i Pangan (Pertanian,
Fcrikanan, dan Hcxrani) (3317 - Kab. ReEbanS)

1.704,5 DA(

Kelauian dan Pcrilanan - Tematik PenSuatan
Ka{raran Sentra Produki Pangan (Pcrtenian,
Perikanan, dan Hcwani) (3320 - Kab. Jcpara)

5.681,7 DAK

Kclautan den Ferikanan - Tcmatik Pcnguaten
Kawa3an Scntra Produk6i Pangan (Pcrtanian,
Perikanan, dan H.weni) (3324 - Kab. Kcndau

2.898,7 DAK

K.lautan dan Ibrikanan - Tcrnatik Pcntuatan
Kawaaan Scntra Produki Pangan (P.rtanian,
Pcrikanan, dan Heweni) (3326 - Kab. Pckalon8an)
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:lLIK [Ntd-rrr+fl]

I,rioritas Nasional/ t aJbr I,rDJird
Alokasi

(Rp. Juta) ln.tanai Pelel.gne

lGlauta[ dan P.likanan - Talratik Penguatan
Ka*laaan Scnta Produksi Pangan (Pcrtanian,
Pcrikanan, dan Hcq,ani) (3327 - Kab. Pctaalangl

6.002,0 DAK

Kclautan dan Pcrikanan - Tcmatik Pcnguatan
Kewa.en S€ntm Produkli PanAan (Pertanian,
Perikanan, dan Hewani) (3375 - Kota Pelelongan)

750,0 DAX

Keleutan dan Perikenan - TeEetiL PenEuetan
Kawalen Sartre PrDdukli Paqan (Pertanian,
Pcrikanan, dan Hcwani) (3523 - Ihb. Tuban)

5.922,6 DAX

Keleutan dan Perikanan - Tematik PDnauatan
I(awaaan Scntra Produk.i PanSen (Pcrt nien,
P.rikanan, dan Hcwani) (3524 - Ihb. Laaon8e[)

6.63I,3 DAK

K.lautan dan Pcrikenan - Temetik Fenguatan
I(awasan Scntra Produk8i PanSen (Pcrtanien,
Ferikanar, den Heweni) (360a - Kab. S€ran8)

6.234,7 DAK

Kelauten den Perikenan - Tcmatik Pensuatan
I(a\l,la.an S.ntra Produkli PanSen (Pcrtenien,
P.rikanan, dan Hcwani) (5202 - Kab. lanbok
Tengah)

1.880,0 DAK

IGleuten dan Perikerra[ - T€matik Feryuatan
Kawasan S.ntra Produkri PanSan (Fert nian,
Ferikanan, dan Hewani) (5203 - Kab. Lombok
rimur)

10.241,1 DAK

Kalautan dan Perikanan - TematiL PenSuaten
Kawaran S.nt a Produk.i Pantan (Pertanian,
Ferikanan, dan Hewanil (5204 - Kab. Sumbawa)

4.719,1 DAK

IGleuran dar F.rikamn - Tematik Penguatan
Kewe.en Scntra Produkii Psngar (Pertsnian,
P.rik6n6n, den Hewani) (5205 - Kab. Dompu)

7.610,7 DAK

K.lautan den Fcrikanen - Tematik Penguatan
I(awasan Scntra Ploduksi Pangan (Fcrtanian.
Pcrikanan, dan Hcwani) (5206 - ,hb. Bima)

14.124,5 DAX

Iclautan dan Periknan - Tematik Penguatan
I(ewalan Scntra Ploduksi Pangan (Pertanian,
Perikenen, den Hewani) (7302 - l(ab. Bulukumba)

8.969,1 DAK

Icleuten dan Ferikenan - Tenatik Penguatan
Ihwa8an S€nt:a Plodukai Pengar! (kenien,
PeriLarran, dar Hewani) (7305 - Kab. Takalar)

9.430,6 DAK

IGlautan dan Perikanan - Tctlatik Penguatan
Xawasan S.ntra Produhi Pengan (kenian,
Perikanen, der Hcweni) (7307 - Kab. Sinjai)

6.256,9 DAK

Iclauten daIl Periknan - Tematik Penguatan
Kawaaan S.ntra Produhi Paryar (kadan,
Pcrikanen, defl Heweni) (7308 - Kab. Maros)

IO.2O9,I DAK

Iclautan dan PeriLanan - Tematik Pcnguatan
Xawalefl S€ntra Produkli Panaan (kaniar,
Pcdkanan, dan Hcwanil (7309 - Ihb. PanSkajene
den lGpuleuan)

9.044,9 DAK

Kclautan dan P.rikanan - T.matik Pcn8uat,Il
Kawasan SenEa Produksi Pangan (Pcnanian,
Pldl(gnan, da.n HcwBni) (7311- tbb. Bonc)

12.039,5 DAK

9.286,6 DAK
Kclautan dan ttrikanan - Tcrrratik PcnsueteJr
Kawasen Sentre Produkli Pangan (Pertanian,
F?rikanan, dan Hcwani) (7313 - Kab. Wajo)

Kclautan dan Pcrikanan - Tcrretik Pcnguaten
Kawa.an S.llua Produk3i Pangan (Pcrtanian,
Pedkanan, dan HcwEni) (7317 - lGb. Luwul

11.068,0 DAI(

4I.OOO,O (EMEI{TERIAN KEI.JIUTAN DAN PERIKANAN
Klustcr kawasan di Lkasi Majot Pmjed
ReviElilasi Tambak Udang &n Bandcng
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60.448,9 XEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERI(ANANInfrastruktur budidaya udan8 b.rkclanjutan yan8
ditingkatkan



PRESIDEN
NEPUELIK INDONESIA

kiorite8 Ne.iodel/ Mairt PrDJiect
Alokari

[Rp. Juta)
In.tan.i F.hksana

Serana Pesaa Panen !:icndukung rcvitalisasi
tembek

I.609,0 KEMENTERIAN KET,AUTAN DAN PERIKANAN

Mobil r€friSerali (b€rp€ndindn) ruerdukung
lcviteli.ari tambak 2.613,6 KEMENTERIAN KEI.AUTAN DAN PERIKANAN

Iritasi p€ril€nsn yaru dikelotre sccat'a patbipatif
(PITAB - Provin8i Lallpung I.2OO,O KEMENTERIAN KELALITAN DAN PERIKANAN

Sarena Kaweran dan KcaclEtan ikan ,€ng
disalurkan kc masyaialet - PIovinsi kmpung 6.200,0 KEMENTERIAN KEI,AUTAN DAN PERIKANAN

Saiana t(awasan dan IGs€hatan lkan yenS
di.alurkan ke ma.yerakat - Provinri Jawa Bat'at 6.200,0 KEMENTERIAN KEIAUTAN DAN PERIKANAN

Idga.i pcrikanan }lang dikclola accara partisipatif
(PITAfl - Provinli Jewe Berat I.2OO,O KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pra8arana ploduki perikansn budidaya di UPT -
I(ab. Ihrawane 2.5OO,O KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

IriSasi pffilanan )€ng dikelola s€care parti.ipatif
(PITAB - Prcvimi Jswa Teqah 1.2OO,O KEMENTERIAN KEI,,IIUTAN DAN PERIKANAN

Sarana Kawasan dan Kesehatar Ikan yara
dbalurkan ke masyarakat - Provinsi Jawe TenSeh

6.200,0 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Iriga8i Frikarun yang dikclola sccara partisipatif
(PITAB - Provin3i Jalla Timur I.2OO,O KEMENTERIAN KELAI, TAN DAN PERIKANAN

Sarana Kewesen den Kcs€hatan Ikan yang
dilalurkan ke Easyaraket - Provinsi Jaora Timur 6.200,0 KEMEI{TERIAN KELAUTAN DAN PERI(ANAN

tritasi pcrikanan yenA dik lola rccara partfuipatif
(PITAB - Provinsi Benten

1.2OO,O XXMENTERIAN KEI,AUTAN DAN PERII(ANAN

Sarena Kawa&n dan Kcsahatan Ikan ]rang
disalurkan ke masyaEkat - kovinEi Banterr 6.200,0 KEMEMERIAN KELAI,,/TAN DAN PERIXANAN

Sarana Ka{,asan dan Kaschatan Ikan J,an8
di.alurkan ke masyars.kat - Provinsi Nuse
Tenggara Baiat

6.150,0 KEMENTERIAN KEI,AI,'TAN DAN PERIKANAN

Irigasi perikanan yanS dikelola s€cara parthipatif
(PrTAB - Plovinli Nuse Tengge.ra Baiat 1.2OO,O KEMENTERIAN (EUIUTAN DAN PERIKANA.T{

I gasi perikanen yeng dikelola r€cata partlarpat
(PITAP) - Provinsi Sulaw$i Selatan I.2OO,O KEMENTERIAN KEI.JIUTAN DAN PERIKANAN

Sarana Ihwasan dan IGs€haten Ike[ ]€r8
disalurkan ke me.yarekat - Provinsi Sulaw.3i
Selatan

6.200,0 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Daerah irigaii Glapan yang dirchabilitasi
KEMENTERIAN PEKER,'AAN UMUM DAN

28.814,0 PERUMAHANRAKYAT
(rerhtcgrasi denSan PtIN)

7l MP: IlrtcSrasi Pelabuhan Pe kansn dan nsh
Markct Banaraf Intcmasronal

Dukungan Bclanja K/L dan DAK ar.oo2,2

Aspk: Penguatan data stok prikanorl

L€mba8a PdBclola Pcrikanan wilayah
Pcng.lolaan Pcrikanan Neaara Republik Indon*ia
(WPPNRI) yara oper$ionel

2,?OO,O KEMENTERIAN XTI,AIJTAN DAN PERIKANAN

AsPEjk: Penguota anvna kapa.l, sidem logiaik derl
infitsni pensolatart

IGlautan dan Pcrikanan - Ttmatik Penauatan
Kawalan Scntra Ploduksi Pangan (Fertanian,
Pcrikanan, &n H€wani) (1409 - Keb. Rokan Hilir)

5.700,6 DAK

K.lautan dan Pcrikanan - Tcmatik PenSuatan
Kawa.an Scntra fuuksi Pangan (Pcrtsnian,
Fcrikanan, dan Hewani) (7106 - Ikb. MLEhasa
Utara)
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PNESIDEN
REruBLlK INDONESIA

Priorita! Nasional/ Mairr PoJieef
Alokasi

(Rp. Juta) Inst3nsi Pelakana

tclautan dan P.rikanan - T.matik Pcnguatan
Kawasan SerEa Produksi Pangan (Pertanian,
Pedkan.n, dan Hc*lani) (8rm - I(ab. Maruku
Te[Bah)

t2.773,4 DAK

Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu
penangkapan ikan bantuan }?ng tclsalurkan -
Pu.at

18.750,0 KEMENTERIAN KEI.AUTAX DAN PERIKANAN

Sarena pcnangkapar iksn yang tcrlalurkan 22.990,0 KEMENTERIANKEL,IIUTANDANPERIKANAN

Aspek Pembansnan pelobulan peikarw dan paso,

Rekomerdasi IGbijakan Fendampin8an rrairr
Piotsel Pelabuhan P.rikenen yeng Terintegra.i
d.ng6n Pa.er lk6r! B.rta.r8j Int€masional

r.OOO,O KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Felabuhan Perikanan yanS
bartaral intcmeaio el yang

t rintcgraai dan
dikeEbanrkan 5.5OO,O KEMENTERIAN KEI,AUTAN DAN PERIKANAN

Aspek: Penhoryanart inftrlai/ho pale.fung &naL
dit, lisnry

Dete Lokali lrdikatif Pengsdaan Tanal - Provinsi
Maluku

Rakomandasi Pangandalian Pembangunan
Jarin8an Tren36i3i da Gardu Induk

KEMENTERIAN ACRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

131,4

1.488,4

8) MP: Food Anal€ (Kawasan Sentra Produksi Pangan)

Dukungan B.lanja K/L &n DAK r.55r.53r,5

S!b: Kolil,t rl,aI Tengah; s,tmotera Utu a; St,,,,lera.
*latan; Nusa Tenggara nmn; Popua

ArEe pengendalirn OPT Hortikultua - Pusat 6.A(x},0 KEMENTERIANPERTAMAN

Kaf,'alan Padi - Pusat 260.902,0 KEMENTERIAN PERTANIAN

Kawasan Jagung - Pusat 9I.292,5 I(EMENTERIAN PERTANI.AN

Ar€al Pcn8endalian OPT Tanaman Pangan TEMENTERIAN PERTANIAN
(ferintegr$i dengen PSN)

168.345,5

B€nih su6b€r pedi yanS diha.ilkan - Provmsr
SuEat€ra S€latar 224,0 KEMENTERIANPERTAIIAN

Benih sumbcr padi yanS dihasilkan - Provinsi
IGliae.Iltan T€ngah 168,0 KEMENTERIANPERTANIAN

Areel Fenanaanan DPI

Benih sumber padi Fry diha8ilkan - Provmsr
Nuaa Tcnggare Timur

3.973,8 KEMENTERIANPERTANIAN

432,5 KEMENTERIAN PERTA.I{IAN

Benih lumber padi yBrra dilEsilkan - Provinsi
Pepua 168,0 KEMENTERIAN PERTA.I{IAN

tahan Fcrtanian Pangan Produktif (Food Eslatel 73.013,4 KEMENTERIAN PERTA.I{IAN

Optimali lshan - l(ab. Humbang Ha.undutan KEMENTERIAN PERTAIIAN
flelintesla.i densan PSN)

580,5

Berih sumber jagun8 Fng dihasilkan - Provrnsi
Nula Tenaaara Timur 318,8 KEMENTERIANPERTANIAN

tkwasan lGlapa - Ibb. Bclu 977,O
KEMENTERIAN PERIANIAN
(Ierintegra.i dengan PSN)

I(al|/a8an Kclapa - lhb. Sumbe Tengeh I.338,0 KEMENTERIANPERTAIIAN

Optimasi lahan - l(ab. Pulang Pisau KEMEMERIAN PERTANIAN
(Ielintcsasi dcn8an PSN)

29L,1

Kawasan Kelepe - I(ab. Mereuke 585,5 KEMENTERIANPERIAIIAN
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t.74t,l KEMENTERIAN PERTANIAN
(Icrintlgrasi dcngan PfiN)Optiaa.i Lahan - tkb. Merauke



rI3 INDONESIAE

kiodtas Nasional/ a-i,r Proi?ct Alokasi
(Rp. Juta) ln.tslsi Pelak.da

Aspch Ofr Fann

Serene Paacepencn Tana.Esn Pangan - Pusat 394.873,2 KEMENTERIANPERTANIAN

ganna PaEcepenen TanaEan Pe*cbunan - t(ab.
Pulana Pi€au 3O,O KEMENTERIANPERTANIAN

kaiarana Paacapancn Ta,rallan Perkcbunan -
I(ab. Pulang Pbau 205,4 KEMENTERIANPERTANIAN

Aspek: eeosp"sial

Irigasi - T.Eatik P.ngcmbangan Food Estore (12 -
Provinsi Sumat ra Utara) 21.929,0 DAK

Irigasi - TeEatik Pengembanaan Food Enar€
(1215 - Ihb. Hurlbena H$urrdutanl 3.678,6 DAX

Irigasi - Tcrrratik Pengembaryar Food Enar€ (16 -
Provin.i Sumatera S€latad

Irigasi - Tcrrratik Pengembanaan Food Enar€
(1607 - Ikb. Banyuasir)

18.880,0 DAK

3.264,5 DAK

Iriga.i - Tcmetik Pengcmbanaan food anat€ (53 -
Provinsi Nu.a Tcn8gara Timurl 4.744,4 DAX,

Irigasi - Tcmatik Pcngcmbangal .Food Arfale
(5306 - Ikb. B€lul 4.516,7 DAK

lri8fti - Tcmetik PenaEEbargan Food Enat€
(5316 - I(eb. Sumba Ten8ah) 5.628,8 DAK

Irigali - Tcmatik Pcngen]h€nga Food Es/ate 162 -
Provinsi lklimantan Tcngah)

18.597,2 DAK

Iritali - Tematik Pengembangan Food Estare
(6203 - Kab. I(apuas) 6.372,3 DAK

Iritali - Tcmatik Pcngelnh€,rtla Food Nde
62rO - Ihb, Pulang Pisau) 10.036,0 DAK

triSe.i - Tematik P€ngeEbangan Food Esrare
(9401 - I(ab. Meraukc) 5.498,3 DAI(

R rtanien - TeEatik PenAembanaan Food Enat€
(1215 - Ihb. Humban: He.undutanl 8.419,2 DAK

Pcrtanian - TcEatik PcnScmbangen Food Eslarte
(1607 - Kab. Baryuasin) 3.833,1 DAI{

Pcrtanian - Tcmatik Pcngcmbargan Food Ertat€
(5306 - Kab. Bclu) 5.24t,7 DtX,

Pertanian - Tcmatik Pcngcmbangan Food Esaate
(5316 - Kab. Suobe Te gahl 2.542,0 DAl<

Pcrtanien - Tcmetik Pcnaemb€ntsn Food Estat€
(62 - Provimi Kslimantan TenSah) t2.227,2 DA](

Pertariar - T€matik Pcngcmbangan Food Esiate
(6203 - t(ab. t(apua.) 17.496,8 DAI(

kanian - Tcmatik PcnSembangan Food Estat€
(6210 - Ihb. Pulang Pi6eu) 15.686,4 DAK

Fertanian - Tcmatik PcnScmbangan Food Iisrcte
(9401 - Ihb. M.raukc) 18.198,0 DAK

K€hutanan - Tematik lbnAeEbanSan Food Estare
(12 - Plovhli SumateB Utara) 3.829,8 DAI(

K.hutenen - Teaetik PenaeEbanaan Food EnaL
(53 - Provingi Nula Tcnggara Timur)

IGhutanan - TeEstik ltnAembanaan Food Eitar€
(62 - Plovin.i Kalirantan Tengahl

17.708,3 DAJ<

2.soo,2 DAK
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1.136,5 DAKIGhutanan - Tematik PenAembanAan Food Astat€
(94 - Plovh.i Papual



Priorite. Nasionel/rvaJbr PrDJird

REPIJSLIK INDONESIA

Alokasi
(Rp. Jutal Instarrli Pelsksarra

Jalan - Tcmatik PengcmbanSan Food Estare (12 -
Provin.i SumateE Utara)

Jalan - Tcmetik Pcngcmbangan Food anat (1215
- Kab. HumbanS Haiundutan)

27.s29,O DAK

16.018,2 DAK

Jalan - T.matik P.ngcmbangan Food Esta! ( 16 -
Provin8i Sumatera Seletan) 25.096,8 DAK

Jalan - Tematik PengcmbanSan Food Estate (1607
- I(ab, Banyrasin) 27.166,9 DAK

Jalan - Tematik Pengcmbangan Food Estare (53 -
Provinsi NuEa Tcna8ara Timurl 24.261,t DtK

Jalan - Tcmatik Pcngrmbangan Food Esrate (5306
- I(ab. BeIu)

Jalan - Tcmetik Pcngcmbangan Food E$ate (5316
- Ihb. Sumba Tenaah)

27.W,7 DAX

24.726,5 DX

Jalan - Tcmatik Pengcmbang n Food Estde 162 -

Itoeinsi Ihlimantan T.ngah) 28.646,8 DAK

Jalan - Tcmatik P€ngcEbangan Food Eslate (6203
- l(ab. IGpuasl 29.470,2 DIX.

Jalan - Tcmatik P€ngembangan Food Esrat€ (6210
- l(ab. Pulang Pkau) 32.206.8 DAK

Jel6n - Tchatik Pcn8emb8Irgan Food Asra& (94 -
Provinli Papua) 13.189,6 DAK

Jalan - Tcmatik Pengcmbangan Food Estate (9401
- lhb. Ma"aukc) 29.168,9 DAK

Pcte Tcmetik Pcrtenalen den RuanS - PuEet KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN15.000.0

PBT Non Sbtcmath Katcgori 3 - Plovinsi
SuEatera Utala

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN1.669,3

SHAT Non Sbtematfu Katcgori 3 - Provinsi
SuEatcra Utara

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN1.231,3

SHAT Non Shtemati! Iktegori I - kovirsi Nu3a
ltns8ara Timur

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN24O,6

PBT Non Sirtcmeti. KatcSori I - Provinai Nure
Te g8are Timur

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN405,5

SHAT Non Si.t irath Katcgori 3 - Provin8i
Kaliaantan TcnSah

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN442,9

PBT Non Siat math Kat gori 3 - Provinsi
lkliEantar Tcr8ah

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN600,5

Jembatan yang dikcmbangkan di l(av,asan
'IYanaeiarali Mcndukura IGtahanan Pentan -
lkb. lkpuas

2.209,7 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRAI}I

Iahan }tang dibuka untuk Pcmbangunan
tkwa.an ftansEigrasi Mendukur8 IGtahanan
P.naan - Ihb. I(apua8

r.083,3 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Jalan Non-Statu! yang Dikcmbangkan di
Ka*rsan Ttarrmigasi Mendukun8 IGtahanan
Pangan - Ikb. t(apua!

2.613.5 KEMENTERIAN DESA, PEMBANCUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Bantuan Catu Pangan udtuk Tlen$,tigrelr delam
MendukunS Ketahera.n PanSa[ (Food Estal4 -
Ikb. tkpua.

638,0
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRAI}I
(r.rintcgasi dcngan PSN)

Bantuan Sarana Produlci Pertanian di satuan
PllEukiEan dan Puset SxP Peda Kasrasatt
Tranurigresi YanS Mcndukung Food Estqte - Ihb.
Kepuaa

KEMEI{TERIAN DFSA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Gerintesra.i dengen PSN)

348,5

SK No 168266A

r.33a,r XEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Jeabaten yerg dibangun di Kawaaan
Tranraigrasi Mcndukutrg Kctahanan Pangan -
Kab. Kapua!
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BLIK INDONESIA

kioritas Nasional/ Mqirr Prolct Alokasi
(Rp. Juta) Inst llsi P.lak.rlla

9l MP: Pen8clolaen Terpadu UMKM

Dukungan Bclanja K/L 1.397 -337,9

S!b: ACEE JannTengah; Nusa Tenggard Tifiir;
I<olinl@,1,an Tirfilr; s},a,,,csi Utam; Stnabru Ut4ru; DI
Yoggokana; Bali; Kdlilmar,Ion *lata,n; sularre-ri
Selaron

Aspe*,. Regulasi dan Penndaatr UMKM

Silt m Informasi Tcrintcgresi Dete Tunggel
UMKM 7.162,9 KEMENTERIAN KOPERAI}I DAN USAHA

KECIL DAN MENENCAH

Itndeteen LnSkap KUMKM 370.034,0 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH

PcnScmbanSan Scktor lrdu.tri Aneka 3.3OO,O KEMENTERIANPERINDUSTRIAN

AspcIIJ P.duasan Aksea Pasa, dan Kemi''?,],soluan

Pmgcmbangan Uraha den Fa.ilitali Aks€g
Pcmalemn (Ak.c. RA Tahun ke 3) - Provinsi Nusa
Tcnggara Timur

KEMENTERIAN ACRARIA DAN TATA
RUANG/BPN1.081,6

Fengcmbangan U.eha dan Fa6ilita.i Aks€s
Fema.aran (Akscs RA Tahun ke 3) - Provin.i
Sulawcai Scleten

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN1.360,8

IGEitraan Usaha Nasional r0.000,0 KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAX
(OORDINASI PENANAMAN MODAL

Mendorcng Irveltasi B€lar BcrmiEa dengan
TruKM 27.@,O KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN

KOORDTNAI}I PENANAMAN MODAL

AdoFi tckrclogi diAital UMKM 21.700,o XEMENTERIAN KOMUMKASI DAN
INFORMATIKA

Dukungan Fasilitaii Factory Srlaring - Provmsr
Acch 833,3 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA

rECIL DAN MENENGAH

Dukungan Fasilitasi Fa.rory Sftarulg - Provin.i
SuEatcra Utara 833,3 KEMENTERIAN KOPERAIII DAN USAHA

KECIL DAN MENENGAH

Usaha Mikro l,ang mcndapat Pembineafl
Provinri Jawa Tcngah

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
KF'IL DAN MENENGAH

2.261,4

Duku gan Fasilitasi Fa.-tory Shanhg - Plovinsi
Jawa lengah

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
KF'IL DAN MENENGAH833,3

DukunS.n Fe.ilitasi Factory Shanhg - Provinsi DI
Yos/akarta

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAI{A
KECIL DAN MENENGAH833,3

DukunSen Feailite3i Fdcrorg Srtating - Kab.
J.mbrana 833,3 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA

KECIL DAN MENENGAH

Uaaha Milco yang mcndapat PeEbinaa, '
Plovinsi Nusa TcnSgara limur 2.261,4 KEMENTERIAN KOPERATTI DAN USAHA

XECIL DAN MENENGAH

DukunSan Fasilitaai Factory Sh4rmg - Provifti
Nula TcrESare Tiaur 833,3 KEMENTERIAN KOPERAI}I DAN USAHA

I(ECIL DAN MENENGAH

DukunSar Fa.ilitaii Fadory Srrari4g - Provrnsr
Kalimantan Salatan 833,3 XEMENTERIAN KOPERAI}I DAN USAHA

XECTL DAN MENENGAH

Dukunaan Fasilirasi Facrory Sftararg - I(ab. Kutai
KananegerE

KEMENTERIAN KOPERAIII DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH

433,3

U3aha Mibo J.an8 mcndapat PeEbinaan -
Proeinsi Sulawc.i Utara

Dukunaen Fasi.litasi Facrorv slr,ring - Ksb.
Mineha.e Seletan

2.261,4 XEMENTERIAN KOPERAT}I DAN USAHA
XECIL DAN MENENGAH

833,3 XEMET{TERIAN KOPERAIII DAN USAHA
I(ECIL DAN MENENGAH

DukunEan Fasilitasi Facrory Sharmg - Provinsi
Sulawcsl Salatan 833,3 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA

KF,CIL DAN MENENGAH

SK No 168267A
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75,0 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH

UKM/Scntra yang difarilita.i Peniagkatan
DiSitali.asi - Kab, PangkaJbnc dan Kcpulauan



FRESIDEN
NEFUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasionel/rvaJbr ProJbcl
Alokeri

(Rp. Jutal Instansi Pclakrana

Jalan SEatcgi. (ProPN) - ANABANUA -
TARUMPAKKA.E 39.7a1,6 KEMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

bqon co@hirq ProsraE. 6.728,9 KEMENTERIANPERDAGANCAN

Falilitasi l(apasita8 Pemasaran Produk 5.OOO,O KEMEI{TERIAN PERDAGANGAN

Fe.ilite.i Pembinarn UMKM Pusat Jajan Kulincr
dan Cindera.Eata (PJKC) 4.4OO,O KEMEI{TERIANPERDAGANGAN

IKM PanSan, Fumitur den Bahan BanSunan yang
Mendapatkan Falilita.i Plomo3i dan Pameran 1.3OO,O KEMENTERIANPERINDUSTRIAN

Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, daD
Icrajinan,lang Mcndapatkan Fasilita.i Promo.i
dsn PeEcrar

4.1OO,O KEMENTERIANPERINDUSTRIAN

Advokasi Kemitraan ke Badd Usha KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
(KPPU)322,1

AsP€k: Pengdiaon Akses kmbiaAaan

Fasilitasi Fengembangar KeleEbagaarr Ekonomi
dan Inv4tasi Dcsa, Dacrah Tcrtirugal da,
TransEigraBi

4.600,0 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DA.ERAH TERTINGGAL DAN TRANSMICRASI

Fa.ilita.i PcnScmbangan BUMDcsa - Provinsi 1.950,0 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERNNGGAL DAN TRANSMIGRASI

Fa.ilita.i Pcngcmbaryan BUMDcsa - Provin.i
Sumat ra Lltara 3.300,0 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN

DAERAH TERNNGGAL DAN TRANSMIGRASI

F$ilite.i PenAembangan BUMD$a - PIovin3i
Jawa Tcngah 7.350,0 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN

DAERAH'IERNNGGAL DAN TRANSMIGRASI

Fasilitasi Pcngcmbangan BUMDcle - Proviil6i DI
Yogakarta 1.125,0 KTMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN

DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Fasilitasi P.ngcmbangen BUMDeEa - Provinsi
Nusa Tenga.ra Timur 1.500,0 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN

DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Fe.ilita.i PcngeEbangan BUMD.sa - Provinsi
Sulau,r6i Utara

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGCAL DAN TRANSMIGRASI1.125,0

Faailitasi P.ngembangan BUMDcsa - Provinsi
SulewEsi Selatan 2.250,O I{EMENTERIAN DFSA, PEMBANGUNAN

DAERAH TERTINCGAL DAN TRANSMIGRASI

Ibperasi Pencrima Dara Bcrgulir dan Fa8ilitali
Inkubator Wirau€aha

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENCAH3.617,4

A,spek: Perycdiaan Aksea Bahan Baht da
Ruang/ Ala, Ptod.ksi Bersala

Lahan Ga.ralrr yenS difacilitasi - I(ab. Pangkajcnc
den lcpulauan 3.111,4 KEMENTERIAN KEUTUTAN DAN PERIKANA.T{

Sarana niaga Garam Rsk :at yang dibangun -
Kab. Pengkejene dsn Kepulquan I T.476,0 KEMENTERIAN XEI..IIUTAN DAN PERIKANAN

UKM/Sentn Yang difa8ilitasi F.ngcmbangan
Faclory Sirring - Kab. Batu Bara 13.446,4 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA

KECIL DAN MENENGAH

UKM/S€nta YanS difasilitasi Pcngcmbangan
Factory Sharing - Ihb. Sl€mar

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAII13.446,4

UKM/Scntra Yang difa.ilitasi Pengembargan
Facloru sftarnu - Keb. JeEbrana

KEMENTERIAN KOPERAI}I DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH

13.446,4

UIOr{/Serta Yana difasilitasi Pengembangan
Factorg Srraring - I(ab. Tanah Iaut 13.446,4 KEMEMERIAN KOPERASI DAN USAHA

KECIL DAN MENENCAH

UKM/ S.ntre Yeng difaBilite.i Pengembangan
Factory Sharing - l<^b. Pengkajene dan Icpulauan t3.446,4 KEMENTERIAN KOPERAI}I DAN USAHA

KECIL DAN MENENGAH

Fasilitesi P.ngembangan Produk Kcmasan 6.000,0 XEMEI{TERIANPERDAGANGAN

Fasilitasi pcndaftaran HKI

S€nta IKM dan UP/f Pan8an, Furnitur dan Bahan
Bargunan Yeng Mendapat Faailitasi

I.OOO,O KEMEI{TERIAN PERDAGANGAN

SK No 168268 A
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3.926,6 XEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
fferintegraoi dentan PSN)



REPUELIK INDONESIA

kioritas Nalional/Ifajior Projec, Alokasi
(Rp. Juta) Inatenai Felrkrana

Smtra IKM dan UPT ltrdu.rri Aneka dan IKM
Kimia, Sandang, dan lGrajinan yanS mcndapat
Faailita.i

2,5(x),0 KEMEI{TERIANPERINDUSTRIAN

IKM Pangan, Fumitur dan Ba}terr Bangunarr yarl8
Mendepetkan Perde.apinaan, Penerapan
Scrtifikasi Produk dan FcnSuatan
Me3in/ Pera.latan

6.223,4 KEMENTERIANPERINDUSTRIAN

IKM Pangan, Fumitur dan Bahan Bangunan yang
M.ngikuti Program Rcatrul(urilesi
M6in/ P.ralatan

4.250,0 KEMET{TERIANPERINDUSTRIAN

tndustri Ancka dan IKM Kimia, Sandang, dan
Icrejinan yang MendapatlGn Pendampingan,
Penerepen S€rtifitasi Ploduk dan Penauatan
M6in/ Pcralatan

7.OOO,O KEMENTERIANPERINDUSTRIAN

Ifldurtri Aneke dan I(M KiEia, Sandang, dan
KErajinan yang MerSikuti Program
Re3trukturi€ali M$in/ Peralatan

2.5OO,O KEMENTERIANPERINDUSTRIAN

Isyaran Hak Kckayaan Intelcktual [HKI) 2.OOO,O KEMENTERIANPERINDUSTRIAN

Le)€nen Dcaain darr t(cmasan 2.OOO,O KEMEIfTERIAN PERINDUSTRIAN

SaEna Pascapancn Tanaaan Parkcbunan - Kab.
JeEbrarra

Sanna Pcngolahan Tanaman Pcrkebunan - Kab.
Jembrana

310,4 KEMENTERIANPERTANIAN

1.419,9 KEMENTERIANPERTANIAN

kaaarana Paacapancn Tanaman Pcrkcbunarl -
tkb. Minahala sclatan 184,4 KEMENTERIANPERTANIAN

Aspk: Pend-npingan SDM UMKM

Uaaha Mikro Saktor Prioritar yang menerirna KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH

10.463,6

Fasilitator )€na dibina untuk melakukan
pendampin8ar kepada UMK Pangan Olahan 3.756,8 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Biabinaan Telmtu PerErapan SNI kepada UMKM 700,0 BADAN Standardisasi NASIONAL (BSN)

Fenataan Keleabageen Fenerime Akses Reforma
Agraria (Ak.ca RA Tahun kc 2) - Provinsi Jawe
T6gah

1.4s5,3 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

Fasiutasi Pcngcmbangan Kcwiraulahaan daae
dan Fcrd.raan, Da.rah TetinS8d dan
Transmigrasi

7s0,0 IGMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Feailitasi derr Fembinaan Maryankat TXM
L€njuten 45.OOO.O (EMENTERIAN TETENAGAIGzuAAN

T.neaa Kerje Merdiri Pemule

Usaha Mik o S.kor kioritas ,an8 Dcnerima
P.latihan - Provinsi Acch

22O.OOO,O KEMENTERIAN KETENAGAXER,JAAN

319,s
(EMENTERIAN KOPERAf'I DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH

Ulalla Miko Sektor Prioritaa yang mcrrcrima
P.latihan - Provin.i Su rten Ut E 319,5 KEMENTERIAN KOPERAT}I DAN USAHA

KECIL DAN MENENGAH

U!31la Miko Sekor Plioritss yang mcncrima
Pelatih.I - Provirui Ja{,a Tcngah 319,5 KEMENTERIAN KOPERATII DAN USAHA

KECIL DAN MENENGAH

Ulalla Miko Sekto! Prioritas yang mcnerima
Pclatihan - Provinli Dl Yog/s.karts

KEM EI{TERIAN KOPERASII DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH319,5

Jumlah Srara-Up yang dik mbangLan - Provimi DI
Yoryakarta 1.700,0 KEMENTERIAN (OPERASI DAN USAHA

KECIL DAN MENENGAH

Useha Miko Sekor Prio ta! yang Eene ma
P.letihe! - kdinli Beli

(EMEMERIAN KOPERASI DAN USA}IA
KECIL DAN MENENGA}I319,5

JuDleh $dn-Up yenS dikemba gkan - Provin.i
Bali r.400,0 KEMENTERIAN (OPERAI}I DAN USAHA

(ECIL DAN MENENGAH

SK No 168269 A
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3r9,5 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH

Usehe Miko S€ktor Priorita! yanS aenerime
Pelatihan - Provin.i Nu.a Tenggere Tiaur
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hioritas Nasional/ MaJb. ProJiec,

Usaha Miko Sckor Prioritas yang mcircrirna
Pclatihan - Provinli IG.limantan Selatan 3r9,5 KEMENTERIAN KOPERAf}I DAN USAHA

KECIL DAN MENENGAH

Alokaai
(Rp. Juta) Insterrli Felaksarra

Usaha Milro Sekor Prioritas yang mcncrima
Pclatihan - Provimi IGlimantan Timur 319,s KEMENTERIAN KOPERA!}I DAN USAHA

KECIL DAN MENENGAH

UKM/ SIan-Up )€nt dilatih PeninSkatan tkpasitas
Bisni! - kovinsi Sulawesi Utaia 1.250.0

(EMEI{TERIAN KOPERATII DAN USAHA
KECIL DAN MENENCAH

U.aha Milao S.ktor Plioritea yenS l,lcfledme
Peletihrn - Prdin.i Sulewe.i Utare

KEMENTERIAN KOPERAITI DAN USAHA
XECIL DAN MENENGAH319,5

Ulaha Mikro se!.tor Prioritas yanS mcn€rima
Pelatihan - Provimi Sulaw6i sclatan

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH3r9,5

Pcr€mpuan Rcrtan yang dilatih tcntana
kewiBulahasn - Provin.i Bsli 456,8 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pcrcmpua[ Rcntan Jaang dilatih t"ntan8
kcwirausahaan - Provinsi Nusa TcnSSara Timur 456,8 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN A]'IAK

Mahasi.wa McnScmbangkan Inovasi Wirausaha KEMENTERIAN PENDIDIKAN. KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

40.000,0

SMK yeig MengeEban8kan Proyek Krcatif dan KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI14.090,0

Anek U.ie S€kolah tidak S€kolah EeEperoleh
Pcndidilan lc.al€pan wirausaha

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KIBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

49.487,2

Farilitari Pcngclotrer.n Keuentan Pel,e.ku Usaha 4.OOO,O KEMENTERIANPERDAGANGAN

IKM PengeIr, Furnitur dajl Bahan Banaunan ]lang
McndapatLan Fasilita.i .-sman lKM r.OOO,O KEMENTERIANPERINDUSTRIAN

Indurtri Ancka dan IKM Kir:da, Sandart& dan
Kcrajinan rang Mcndapatkan Fa.ilitasi e-amart
IKM

1.OOO,O KEMENTERIANPERINDUSTRIAN

Wireweha Indu.Ei )€ng M.ndapatkan Pelatihsn
lcwirau.ahaan Den Tekris Produksi Melalui
Dana Dekona€ntra6i - Provinai Kelimenten
Selatan

I.354,6 KEMENTERIANPERINDUSTRIAN

Aspeh: Kltrasi ddn Stondardisdsi M.!k
Lay8nsn PeEbirrasr kepada UMK Produk
Unggulan Dacrah

PErdampingan Pcmcnuhan dan scrtifika.i sNl
kepada UMK

2.197,0 BADAN StE derdi.a3i NASIONAL (BSN)

2.500,0 BADAN Stendardi.asi NASIONAL (BSN)

Sertifikat Halal Non UMK 5.OOO,O KEMENTERIANAGAMA

Sertifikat Halal UMK 223.OOO,O KEMENTERIANAGAMA

Usaha Mikro rang mendapat Fasilitasi dan
Pembinaan Standardisasi dan S.rtifikasi Produk - KEMENTERIAN KOPERASTI DAN USAHA

KECIL DAN MENENGAH

Ulaha Mikrc yang mendapat Faailitasi dan
PeEbirraan Stan&rdtuasi dan Sertifikasi Produk -
Provirri Sumatere Utire

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH

U.ehe Milco yerg aendapat Fasilitali dan
PeEbinaan Standardilasi da.rl Scrtifikasi Produk -
Provinri Jawa Tcngah

777,7 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH

Uiehe Milso yeng b€ndapat Fasilitali dan
P.mbinaan Standaldhaai dan S€rtifika3i Ploduk -
Provinai DI Yo$/akarta

??7,7 KEMENTERIAN KOPERAT'I DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH

Ulaha Milro yang mcndapat Fasilitasi dan
PeEbirEan Standardisasi dan Scnifikasi Produk -
ProvirEi Beti

KEMENTERIAN (OPERASI DAN USAHA
KF'IL DAN MENENGAH

SK No 168270A

777,7 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH

Ulaha Milro yang mcndapat Fasilitasi dan
P.I:lbklean Sterdardbe.i den S€rtifike.i Produk -
Prcvinsi Nu€a TanSgara Timu!
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Priorite. Na.iorrel/ Majrr P7o*rct Alokasi
(Rp. Juta) tnstansi Pelakana

U.aha Mikro J€ng Eendepet Fa.ilita8i dan
Pcmbinaan Standardilasi dan Scltifikasi Produl( -
Provinri Iklimanran S.latan

KEMENTERIAN KOPERAS}I DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH777,7

Usaha Miko yang mcndapat Fasilitaai dan
Pcmbinaan Standardbasi dall S.rtifftasi Produk -
Provinsi Kalimantan Timur

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH

Usalta Milco ]€ng mcndepet Fmilite6i den
Pembinean Standardile3i den Senifikasi Produk -
Provin.i Sulaw.3i UrAl a

777,7 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH

Usaha Miko yanS mendapat Fasilita.i dan
Pernbinaan Standardi.e.i den Sertifikesi Produk -
Provin.i Sulaw.li S.latan

777,7 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH

Fasilitasi Sertifikali Pr€duk Plimcr I.OOO,O KEMENTERIANPERDAGANGAN

Fasilitasi Setifikasi Produk Manufaktur I.75O,O KEMENTERIANPERDAGANGAN

PN 2: MENGEMBAI'{GKAN WIIAYAH UNTUK
MENGURANCI KESENJANGAN DAN MENJAMIN
PEMERATAAN

l0) MP: Pembargunan Wilayah Batam-Bintan

Dukungen BcIa je K/L 730.544,3

Aspc,{j Kauason Paiuisaa

Fa.ilitasi F.ngcmbangan BUMDcsa Bcrsama KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI10.100,0

J.J:aring Dcstina8i Pariwilata di wilaFh Dcstinasi
I yans dikembsnskar

KEMENTERIAN PARMISATA DAN EKONOMI
3.2OO,O KREATIF/BADAN PARTWISATADAN

EKONOMI KREATIF

SDM Fensclola D$tina.i Pariwilata di wilaysl
D6tinari I yang ditingketka, kapaaita.nya

KEMENTERIAN PARMISATA DAN EKONOMI
3.9OO,O KREATIF/BADAN PARIWISATADAN

EKONOMI KREATIF

Aspek l<auoso Ina,,sti

Kaurasan Indurtri (KI) priorita! di luar J6wa yarg
beropcrasi dan mcningkatkan invcstasi 2.3OO,O KEMENTERIANPERINDUSTRIAN

tk*qran lndustri (KI) yang dikeEbangkan r.25O,O KEMENTERIANPERINDUSTRIAN

Industri Smeltrr logam Bukan Bc.i yang
terEonitor dan televaluali perkembangannlq I.5OO,O KEMENTERIANPERINDUSTRIAN

Aspek: Infru.eruHu S''o,egis

Wdter Tftd,lr,ent Plarn Nll Tq lhpa3ite. 350
litcr/dctik - Kota Batam

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELJIBUHAN
BEBAS BATAM (BPKPB BATAM}

46.294,3

Iblam DermaSa Baru Teminal Curah Cair Kabil -
Kora Baram

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN
BEBAS BATAM (BPKPB BATAM}

88.000,0

As p k: Wasiuh/r Pendubtr.g

Jalen Koridor Ul3me Pclabuhan - Bardala (Rua!
SiDp. Laluan Madani - Bundaran Pulrg8url - I(ot6
Batam

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PET,ABUHAN
BEBAS BATAM (BPKPts BATAM)

286.000,0

Jalan Koridor Utama Pelabuhan - Bandara (Ruas
Bundaran Punggur - SiEp. Bandara) - Kota
Batam

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PEIABUHAN
BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)

70.380,0

Bundaran Punggur - Kota Batam
BADAN PENGUSAHAAN (AWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PET,ABUHAN
BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)

74.470,O

Bundaran Bandara - Kota Batam
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PETIBUHAN
BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)

69.150,0

SK No 168271A

74.OOO,0
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAI} DAN PEIABUHAN
BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)

Jalan Yo3 Suda$o Tahap 3 (RuaB Siapang
B.rEkong - Urderpa.. Pclite) - Kota Batam
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PRESIDEN
NEPUBUK INDONESIA

Prioritas Neaional/ Irairr Prold AIoka!i
(Rp. Juta) Inatansi Pclakaana

Dukungan BUMN 2.647.OOO,O

Peracmbarraan Ban&ra Hang Nadim BUMN

I 1) MP: PengcmbanAan Wilayah Mctropolitan (WM):
P8fcEberg, D€npalar, Barjarma3ir, Maka$ar

Dukungar B€lania K/L dan KPBU 7.442.ttO,4

Aspeki sosial

SDM Feryelola De.tinasi Pariwilsta di wilayah
IX.tina.i I ]€ng ditirykatkan kapasitasrrya -
Pusat

KEMENTERIAN PARMISATA DAN EKONOMI
3.9OO,O KREATIF/BADANPARMISATADAN

EKONOMI KREATF

Bendunaan Sidan l,an8 diban:un - Provinsi Ba.li
KEMENTERIAN PEKER,JAAN UMUM DAN

802.173,4 PERUMAHAN RAKYAT
(Terint€sra3i densan PSN)

Rumah Khuaus - Kab. Banjar 6.O19,4 KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Bendungan PaDukkulu yang dibangun - Provinsi
Sulas,Bi Sclatan

KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
1.228.567,O PERUMAHAN RAKYAT

(lerintcgr&i dengen PSN)

Aspk: Lingbnqart

PcnSendalian banjir Sungai Iambidaro-Sckanak
yanA dibangun - Provinsi Sumatcra Sclatan 50.000,0 KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

Aspek: Ekortomi

Publike.i/Iiporan MeEopolitar Statbticsl Arca -
Pu.at 6.896,0 BADAN PUSAT STATISTIK

Publikasi/Laporen M.ropolitar Statistical &€a -
Provinsi sulawcli sclatan I34,8 BADAN PUSAT STAIISTIK

Publikasi/taporan Mctropolitan Statistical Arca -
Kab. Gowa 1.OT2,O BADAN PUSAT STAI'ISTIK

Matcri Tckntu RTR Nasional (Pulau/Kcp dan KSNI
di Pulau sulaw..i

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN863,8

Pcmbangunan Jalan Strat gis (PrcPN) - BTS. Ituta
Singaraja - McnSwitani

KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

29.325,5

J6len Tol GiliEanuk - Mengwi (Unsolicn€d)
(lbnstruksi - Investasi BUP KPtsU)

KEMENTERJAN PEKER.JAAN UMUM DAN
4.1O4.OOO,O PERUMAHANRAKYAT

Clerirtesra.i densar PSN)

Pr6alva3i Jalart Lintas Timur Prcvhai Sui:retela
Sclatan (KoEtrukri - Inv.sta.i BUP KPtsU)

KEMENTERJAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAIIAN RAKYAT(KPtsU)

49r.000,0

Pcnyclcnggaraan Layarran Pclinti6 [,RT Sumetcra
Selatan - Kota Palembang 76.533,5 KEMENTERIANPERHUBUNGAN

Fcabclian tayanan (Buy ,rle Serunres) AnSkutan
Ma$al Bclba!fu Jalan Di Kota PelembenA
(kioritas Nasional) - kovinsi Sumat ra Sclatan

63.9I2,9 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PeDrbelien Layanan (Buy rlle Sen ic€s) Angkutan
l,Ierrel Berba.i! Jalar Di tkwa€an Pcrkotaan
Denpe.3t (kioritaB Naiion l) - kovirlsi Bdi

9T.469,8 KEMENTERIANPERHUBUNGAN

Pambangunan Dcmaga KcnaviSaaiaa Benoa -
Kote Danpeaer

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
(Terintesrasi deryan PSN)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
fTcrint ara.i dcltgan PSN)

P.mbangunan Sili Darat Dcrmaga Kcnavigaria[
B€noa - Kota Denpaaar

35.421,3

13.o22,6

P.mbengunen Falilite. Pelabuhan Sanur - Ibta
Denpma.r t29.99t,4 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

fTcrinte8rasi denAan PSN)

PengeEbangan An8kutan Ma8sal Bcrbasfu Jalan
di Kawasan Perkotaan denSen Skeme Pembclian
Iayanan BTS (B!ry Ih. Seruice) di Kota
Banjarma.in (hioritas Nasional) - Provinsi
Ka.limentan S€tatall

SK No 168272A
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15,752,4 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



Priorit& Ne.io ell Mairr PrD"i8ct

Er-fd{I-.I{n
TIIITT:TITITSr;Y'i'Sr<TrII

Alokasi
(Rp. Jutal In.ransi P.lakrana

Pcngcmbangan Angkutan Marsal Bcrbaai! Jalan
di lkf,,alan Perkoraan dcngan Skcma Pcmb.lian
lsyanalr BTS (Buy Ih€ Serrrloe) di Kota Maka8sa!
(Priorita. Nasional) - Provinsi Sulaw6i S.latan

18.636,8 KEMENTERIANPERHIJBUNGAN

IGwajiben Palbayeren atai Keter.€diaan
Laya,nan lAuailaHlit! PoJmentt
(DukunSan/P.ndamping KPBU) - Kota Makassar

267.490,0 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
frerintcgrasi dcngan PSN)

12) MP: Fcmbaryunan lbu Kota Nulantara

Dukunaen B.lanja K/L 20.989.454,7

Sub: kgembangian ltal,asan dan SDM

Aspk- SDff

Instansi Pcm.rintah J,ang M.n rima
Perdampingan PcrEtaan Arsip Pcrsiapan
Pemindahan IKN

15.630,0 ARSIP NASIONAL REPUBUK INDONESIA

ftaeteen / Penilaian PoteNi dan IbmpetcNi
ASN 5.5OO,O BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PBK Provinsi l(aliEarrtan TiEur 5.202,T KEMENTERIAN KETENAGATER.'AAN

PBK UPTP - Kota Sa8eri de 1 I.561,3 KEMENTERIAN KETENAGAKER^IAAN

stb: kngioean Regulasi dan. Kebiirkan

Aspck: RegI,,lasi dan l<eHir]f,art

Fesilitasi Lgiglasi Rancangan Peraturan lcpala
Otorits IKN

KEMEMERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

t.t?3,4

Sank.i Adairdrtretif PclengSeralr PcmaDlaatan
Ruang di IKN

KEMEI{TERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN1.200,0

Rckomcndasi P.nataan Ulang Penggunaan BMN
olch K/L (As8ct Rcarangcmcnt) di Jakarta (PN)

196,5 KEMENTERIANKEUANGAN

R.komettda.i Tran.akai PeEanfaatal! Batang
Milik Ncgare Peda Ibu I6ta Negara kEa (PN)

2.363.6 KEMENTERIANKEUANGAN

Rekomendali kebijalGn untuk mcndukung
Fnyelens8araan telckomunikasi di IKN 1.672,6 KEMENTERIAN KOMUNIKAI'I DAN

INFORMATIKA

Rckomcndasi lGbijal(an
Pcngawalan/Pcngcndalian Dcsain Sistcm
Ke€manan lbuKote N€gaB Baru

KEMENTERIAN KOORDTNATOR BIDANG
X)UI'IK, HUKUM DAN KEAMANAN

4.000,0

Rckomcndasi lGbijakan
PerSawalan/ PenScndalian PcEbangunan
InFastruktur Tcknologi, Inforraali dan
Komunikaai di Ibukote Nege.ra Be.ru

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
POUTIK, HUKUM DAN KEA.IIIANAN

7.000,0

Rckomcndasi Kcbijakan
Pm8awalan/Pengendalian Dcsain Shtem
Pdtahanan Ibukota Ncgara Baru

KEMENTERIAN KOORDTNATOR BIDANG
POUTIK, HUKUM DAN KEAT,IANAN

3.000,0

Standar Instrumcn Pangclol,aan Hutan
BcrLclanjutan (IKX)

KEMENTERIAN UNGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

3.440,O

Sub: Peratanaa don knqiapan Lahan

Aspek: Pere cana.a,n Rawasan dan hfru$ubtt

F.nluaunen OBC Rcncene Pcnyelen8taraan KA
Antarkota Ttans Kali6antan Scgmctl Sirapang
FctunS - Balikpapan - Samarinda

4.5OO,O KEMENTERIANPERHUBUNGAN

Studi Dcrain thpal B.rbahan Bakar Ramah
Lin8kungan I.OOO,O KEMENTERIANPERHUBUNGAN

Shtcr:r Tren.porta.i Ibukota Nu.antare - Provirsi
Kalimairtan Tiil1ur

SK No 168273 A
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4.802,9 KEMENTERIANPERHUBUNGAN



FRESIDEN
NEPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional/ Mairr Potbct Alokasi
(Rp. Juta) Instansi Pel,alcana

Promosi K.giatan di Kawa.en Ne.io e.l IKN di
Wilayah Am.rika defl Eropa 3.000,0 KEMENTERIAN INVESTASI/BADAX

KOORDINASI PENANAUAN MODAL

Promoli Kcgiatan di t(as,alan Na.iona.l Ibu Kota
Ncgaia (lKN) di Wilayeh Asia Timur, Asia Selaran,
Timur Tcngah den Alrike

1.000,0 KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Plolno.i lcgieten di t(awssan Nasional Ibu Kota
NeSara gXX) di Wilayah Asia Tcrugara. Au.tmlia,
Sclandia Baru dan Pasifft

KEMEMERIAN INVESTASI/BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL1.000,0

Peta Peluang Invdtaai Proyck Prioribr Stretegi6
yang Siap Ditawerkan di Ibu Kota Negara (IKN)
Bidarg Infrastruktur

16.400,0 KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Pcta PcluarB Invc.taai Proyek kioritas Stratcgis
yang Siap Ditawerke, di lbu Kota Negara (IKN)
Bideng Sumber Daya Alam

16.400,0 KEMENTERIAN INVESTASI / BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Pcte Pelllang InvBta.i Proyck Prioritas St atcgi.
yang Siep Ditawerken di Ibu Ibta Negara 0KN)
Bideng Marufalrtur

20.800,0 KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Pcta FcluanS Inve3tasi koyek Prioritas Stratcgi8
yana Siap Ditawarkan di lbu Kota Negara (IKNI
BidanS Ja.a Kawasan

r6,400,0 KEMENTERIAN INVESTASI/ BADA.N
KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Koordinasi pcnyiapan Analisis darr kon!€p
fasilitas p.layanan K*.hatan di IKN I,OOO,O KEMENTERIANKESEHATAN

1.190,0
Mat"ri Tclndr den Renpeda (PK/Revi3i) RTRW
Prov/thb/t(ota Hasil Bimbirgan Telsris di Pulau
Kalimantan

KEMENTERIAN AGRARIA DA.I{ TATA
RUANG/BPN

Dokumcn P.rcncanaan Tcknis Bidang Sarana dall
Prarerana (Dukuntan IKN) (hioritas Nasional) - 9.774,0 KEMENTERIANPERHUBUNGAN

Studi Pen,€aueian I(A Bandara Sultan Aji
Muhammad Scpinggan Balikpepan - KIPP dengan
Rcrlcsna PenS.mbangan Kawasan St atcSir
Narional IKN

4.804,9 KEMENTERIANPERHUBUNGAN

Pcnluaunan OBC rrncena pearyelenggaraan l(A
Bandara S.pinSgan - KPIP dar FenSembangan t(A
p.rko&,alr Balikpapan - IKN Phas. 2

2.5OO,O KEMENTERIANPERHUBUNGAN

Aspek: Penyiawn. lahan

SHAT PTSL ASN lktegori 3 - Provinsi Kalimartan
Timur

XEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN31.600,5

Arca IXN yeia dilskukan lEmulihan .kosistcm 4.559,0 KEMENTERIAN UNGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

Rchabilitasi Hutan den khan di IKN dan DAS
sckitamya

Luas Kawelan Hutan yang dilcpaskan untuk Il(N

23.950,0
(EMENTERIAN IINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

r.000,0 KEMENTERIAN UNGKUNGAN HIDUP DAN
KEH[]TANAN

I(awa.an Ibu Kote Negara (IKN) dcngan nilai
kcanckaragaaan hayeti tinggi 1.358,0 KEMENTERIAN UNGKUNGAN HIDUP DAN

KEHLITANAN

s}ft: Penge ba gan Kalrasan dan SDM

Aspek: Pengamanan

PenAamarran Ibu Kota Ncgara 0KNl (PN) 9.605,7 KEPOUSIAN NEGARA REPUBUK INDONESTA

Asp€k: Waaluhtt
Dukungan Infre.truktur IKN - Dcrmaga t Sistik
Ibu Kota N.gara 0KN)

r52.103,6 KEMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

SK No 168274A

KEMENTERIAN PEKER^IAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAXYAT

DukunSan Infra.truktur IKN - Jembatan Pulau
Balang Beirteng Pcndek 328.620,O
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s
REPUBUK INDONESIA

Pliorita. NaiionaU a-irr P'olEt Aloka!i
(Rp. Juta) In.tan.i Pelakara

Pcngcndalian FenyclcnSgaraan Pcmbangunan
Inftartruhur Bidant Banaunsn Gedung dsn
Feneteen tkwa.an IKN - Provimi Kalimantan
Timur

20.120,o KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

PcrDbangunan PananSgul,a.lrgan Percetnaran
Tcrainal Marin. Polution - Kota Balikpapal 54.033,6 KEMENTERIANPERHUBUNGAN

Pmgambangan Bandar Udara APT Pranoto
Samainda (Iambahan IKN SBPA) - Kota
samarinda

64.674,0 KEMENTERIANPERHUBUNGAN

Pusat Konrcda.i Plaama Nudah di IKN

Koridor Sat*r dan Pcngcmbangan WRU di IKN

1.800,0 KEMENTERIAN UNGKUNGAN HIDUP DAN
KEHI.ITANAN

10.000,0 KEMENTERIAN UNGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

Fengerdslian Penyelenggaraan PembanSunan
Infrastruktur Bidang Bargunan GedunS dan
P.nataer Ihwaren IKN - Pusat

90.950,0 KEMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Badungen Sepaku S€moi yang dibangun
KEMEI{TERIAN PEKEzuAAN UMUM DAN

202.790,9 PERUMAIIANRAKYAT
(Icrintegraci dcngan PSN)

Hunian Pckerje lfurraEuki (IxN)

RuEeh Tapek Jebetan Menteri (IKN)

200.000,0 KEMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

KEMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT337.110,0

Dukun8an Infraltruktur IKN - Jh. Sockamo-
Hatta (Balikpapa!)

KEMENTERIAN PEKER^IAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT4.880.2r6,0

tayanan Pcnyiapan dan P.ngcndalian
P.laksanaan (IKN) - Provinsi DKI Jakarta 10.820,0 KEMENTERIAN PEKER,JAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

Bangunan
dibangun/

pendukung pengcndali banjir IKN ,ang
ditingkatka11

XEMENTERIAN PEKTR.IAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT279.420,4

Bangunan
dibengun/

pcngcndali banjir IKN yang
ditingketkan 296.330,0 XEMEI{TERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

DukunSan tcknis bidang bcndungan dan danau
yara dilusun gKN) 8.000,0 KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN

PERUMAI{AN RAKYAT

Prasarana ai, baku IKN yarg dibengun r85.500,0 KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAXYAT

Pe$iapan OP Prasdrana Air Baku IKN 2.000,0 KEMENTERIAN PEKER.,IAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Ints.ke dan Jarin8an Pipa Transmhi Sungai
Scpalu Kabupatcn FenaJam Pascr Utara yang
dibangun 0KN)

95.805,3 KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Fcabinean dan Fengawesan Penaembangan
SPAM - Prcvinsi Kdimantan Ttnur

KEMENTERJAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

r.235,0

Dukunaan tnfi'asEuldur IKN - Jalar Bypass
Perer S€peku: PeLet Jalan Shorrcut Pasar Sepaku
(IKN)

3.126.680,0 KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Dukungan Infrastrukur IKN - Provinsi
Kalimantan Timur

KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT127.294,5

Si.t a Pcngclolaan Sanitasi IKN - I,rovinsi
Kalimant n Timur 816.482,8 KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

F.mbangunan SPAU IKN - Provinsi IG.Iimantan
Timur 622.553,0 KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

PeEbanAunan IKN - l(ab. PcnaJam Palcr Utara KEMENTERIAN PEKER^'AAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT1.261.247,O

SK No 168275 A

KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Pcmban8unan Bangunan Hung dan Pcnataan
(awe.an IKN - tkb. Penajam Palcr Utara 7.s59.681,0
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PRESIDEN
NEPUBUK INDONESIA

Prioritag Na.ional/ Idanr ProjEct Aloka3i
(Rp. Juta) Instansi Pclakssna

Pcngcndalian Pcny.lcnggaraan P.mbangunan
lnlrastruktur Bi&rA Bsnguran Huna dan
Peneteen Kewa.an IKN - I(ab. Penajam Pa!€r
Utara

KEMENTERIAN PEXEzuAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT15.400,o

Dukungar BUMN 2.5r7.282,0

Jaringan InErkoncksi BUMN

Jaringan Transmbi Tcgangan Tinggi BUMN

Pcmbanguflan Infiaatruktur ICT di l(ewe.en Ibu
Kota Ncgara

BUMN

Pcmbangunan Jaringan Tclckoraunikasi di Ibu
Kota Ncgara BUMN

Pcndirian BRI KCP S€peku BUMN

Progrem BRI Feduli BUMN

Pcmbangunan (antor Wilayah BUMN

Tol Balikpapan - Samalinda BUMN

Dukungaa kamina Grcup da13m Peryediaan
Infrartrul(ur Gaa Bulri di IKN BUMN

13) MP: Pcmbangunan Kota Baru: Maja, Tanjung
Selor, Soffi, dan Sorons

Dukungan Belenja K/L dan KPBU 1 125.869,9

AspeE So.rnal

Sarana Ruan: Kr.atifj€n: Difesilitasi - Pu.6t
KEMENTERIAN PARMISATA DAN EKONOMI

17.500,0 KREATIF/BADANPARIWISATADAN
EKONOMI (REATIF

SDM Pcn8.lola D8tiaasi Pariwilata di Wilaleh
DBtinali I yang ditingkatkan kape.ita$ya -
Pusat

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
3,9OO,O KREATIF/BADAN PARMISATADAN

EKONOMI KREATIF

KSCS - Pipa Cabang w'IP Rangkas BiturU yan8
dibenrur - Provinli Banten 69.326,3 KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN

PERUMA}IAN RAKYAT

SPAL l(arisn - Serpona (Si3i Hulu) (IrEolicit€d)
(I(orl3tlukli - Invcatasi BUP KPtsU)

KEMEi{TERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
81O.OOO,O PERUMAHANRAKYAT(KPBU)

Fcrintegrasi dcngan PSNI

Aspk: E/fD'iomi

Be Crcdive Disttid @CD) yarS Dikcmbangkan -
Puaat

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
750,0 KRE,ITTIF/BADAN PARIWISATA DAN

EKONOMI KREATIF

P.mbangunan Jalan StratcSi6 (P!oPt0 - Jalan
Lingkar Sorong

KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

40.000,0

Replecement Falilita. Pelabuhan laut Soffi -
Kote lidorE IGpulauan 65.000,0 KEMENTERIANPERHUBUNGAN

A[gkutan Udan Ibrintis - Kota Sorong 4.279,6 KEMENTERIANPERHUBUNGAN

FcnScmbeilgen Bsndar Udara DEO - Sorong,
Pepua Barat - PN - Kota Sorong

60.000,0 KEMENTERIANPERHUBUNGAN

SK No 168276A
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PNESIDEN
REPUEUK INDONESIA

Priorila! Nasionar/ Ma,irr PTolst Alokasi
(Rp. Juta) Inatarai Pelakaena

14) MP: Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat taa Pago
dar wilayah Adat DoEbcray

Dukungan B.lanja K/L dan DAK 3.739.816,3

Aspch- Tenaga Pe didik

t ab6ae Pcndidikan A8ama dan I(eate.Eaan
Ikistelr Yang Ditingkatkan Mutunya - Kab.
Sorong

138,8 KEMENTERIANAGAMA

Guru den tenaEa kep€rdidikar yang mendapat
pctdelopinserr peEbclajaian - Provin.i Papue
Baiat

KEMENTERIAN PENDIDI(AN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

6.9s4,2

Guru dan tcnaga k p.ndidikan yang m.ndapat
pendaEpingan pcmbclajaran - Provinli Papua

KEMENTERIAN PENDIDI(AN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

12.474,O

Aspek: Pendidikott dan Pelotiht t vokasi

Tcnaga Kcrja Bidang Kca.heten yeng
DitinSkatkan lapasitasnla - I(ab. Sorong

KEMENTERIAN DESA. PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI374,7

F.!.rte Pendidilcn volGsi IGlautan dan
Pcrikanan YanS KolrFtatr - Kota Sorong

7.967,3 KEMENTERIAN (ELAUTAN DAN PERIKANAN

Feletihefl PeninsLatan Produktivitas - t(ota
Sorong 338,6 KEMENTERIAN KETENAGAI(EzuAAN

PBK di Btl( lbmunita. - Kota Sorong 2.592,0 KEMENTERIAN KETENAGAKER^IAAN

PBK UPTP - lbta Sorcng 14.462,0 KEMENTERIAN KETENACAKER^IAAN

Scrtilikeri KoDrpctcnai TenaSa Kerje - Ibta Sorona 2, 156,8 KEMEIITERIAN (ETENAGAI(ER,JAAN

PendidilGn TingSi Vokasi Pcrtanian Sarjana
Terapan (DJV) - Ikb. Manokwari 12.189,0 (EMEMERIAN PER-TAMAN

Aspk: Beasiswa ksena Didik

Si3l*,la Fcncrima Alir6aai Pcadidika! Mettengah
( DEM) - Pu3at

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, XEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOI,(XiIr07.50r,9

Mahaaiawa YanS mendapetkan Beaaiawe AfirEesi
Pcndidikan Tinggi (ADIK) - Puset

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOIIX}Ir53.000,0

Slhj lkseMort

Aspk: Tenqa Medis

Panugaran Khurua Tcnaga Kclcheten di Papua
dan Papua Barat (SDM) - Prowinsi Papua

4.793,8 XEMENTERIANKESEHATAN

PcndayaSuraan Dokter Spesielfu di Wileyeh
Papua dan Papua Barat (SDM) - Provin6i Pepue 650,0 KEMENTERIANKESEHATAN

AsP€lc B€osisum

Bantuan pendidikaa Progra.a Pendidiken DolGr
Sp.rielir (PPDS)/ProgreD Pendidiken Dokter GiSi
Sp.sialir (PDGS) Papua dan Pepua Baiat (SDM) -
Purat

7.049,5 KEMENTERIANKESETIATAN

s,lb : Penge nbang@t K.Ir,asan

AsP€h PmdIrkti Ko,,roditas

Sarene Paace Penen l,€ng DiE€dieka, di Daereh
Khu.us dalam ranSke M€ndukurg Green
Economy Gro$th - Kab. SoronS

389, r KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Kas,asa[ Saau - Kab. SoronS Sclatan 833,8 KEMENTERIANPERTANIAN

t(a*rsan Sagu - l(ab. Sorong 833,8 KEMENTERIAN PERTA.T{IAN

tkwa.an tGlapa - Ihb, Tambrauw 642,5 KEMENTERIAN PERTAIIAN
(Ierint gali dcngan PSN)

t(awasan tkkao - I(ab. Manokwari Selatan 6I5,O KEMENTERIANPERTANIAN

SK No 168277A

2.499,I (EMEI{TERIANPERTANIANI(eweren Kopi - tkb. Iarrny Jaya

- 8.56 -



i]]I+{FTilI
K INDONESIA

kioritas Na.ionel/ Mairr PrDlct AIoka.i
(Rp. Juta) Instenai Pclakrana

Aspek: Pariutisda

Sarana Praaarana Dcsa wisata yan8 Dibangun
untuk Mendukung Dcstinasi fbritr'i.ata - Kab.
Peaunungan Arfak

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI400,o

Sarana Praaarana Desa wi€ats yeJrg DibeiSun
untuk Mcndukung Destina.i Pariwfuata - Kab.
Sorong S.laran

KEMEIfTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI400,o

As'?Ek: Kotnpung Terpdt

Kelompok Ma.yaiakat yanS ditingkatkan
kapasitasnya aclalui Trans,formasi Ekoromi
Ka.Epung Tcrpedu (IEKAD) - kovirui Papua
Beret

13.297,1 KEMEI{TERIAN DFSA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Sarana Penaclolean lhwasa, Pe3fui! yang
Dibctrikan K.pada Maslrrakat di DaeEh
Tertinggal - Ihb. Manokwari Sclatan

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASII1.050,0

tclompok Maryere.lot yeng ditingkatkan
kapasiteldle Dclelui Tranarformasi Ekonomi
Kampuns T€rpedu (TEKAD) - Provinsi Papua

19.466,4 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERNNGGAL DAN TRANSMIGRASI

Aspek: InJrustrubtr l<auason

Jalan Non-Status yang Dibangun di l(a{,asan
Tre rigra.i - Ihb. Tcluk wondama

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASII54,5

SaraDa Perumahsn yang dibengun di Kawalan
Tranraigrasi - Ikb. Teluk wondama L7A\9 KEMENTERIAN DESA. PEMBANGUNAN

DAERAH TERTINGGAL DAN TRAI,ISMIGRASI

Sarana dan Prasarana Rumah Mukli Halil
kuLadcs }lang disediakan di Daerah Tertina8el -
I(Eb. Teluk Binturf

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRAT}I1.000,0

Air Baku KEK Sorong )ana dibanAun - Provitrsi
Papua Barat 99.045,3 KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

Aspk: Infr)s'i

Fesilitesi Invcstor Dalam Ran8ka Pcnumbuhan
dan PcnS.mbanSan lndustri PetrokiEia di Tcluk
Bintuni - Pusat

8OO,O KEMENTERIANPERINDUSTRIAN

Wirau.aha Industd yang Mendapatkan Pelatihan
Kewimulahaan Den Tckni. Produk.i Mclalui
Dana Dekon!€nEa.i - kovin.i Papua

I,4I5,5 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Wirausaha Industri Fng Mcndapatkan Pelatihan
Kcwiraulahaan Dan Teknb Muk.i Melelui
Dana D.kon.cntra.i - PIovinli Papua Barat

I.482,3 KEMENTERIANPERINDUSTRIAN

IKM ,€n8 Mcndapatl€n P.ndampiryan,
Pcn rapan s.rtifikasi, dar PcnaembanSan Produk
Metralui Dana Dckorrcntrasi - Prorin.r Papua
Barat

183,6 KEMENTERIANPERINDUSTRIAN

IKM yang Mcndapatkan Penda.apirBan,
Pcrcrapan S€rtifikasi, dan Pcngembangan Produk
Melalui Dana Dckonacntrasl - Pro\fil$ Papua

304.5 KEMEi{TERIAN PERINDUSTRIAN

sub: ,ri?.snlJlfrlt D,.sat

AsPEk: ht aaruhr P€ntlxkima,n

P.nycdiaan Air Baku di Ibbupstcn tirmy Jaya
yang dibengun - IGb. Ilnry Jaye 35.000,0 KEMENTERIAN PEKER^IAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

Stb: htra.st'rtktv, PenAhaA

Aspck: Pendidikan dal Pewilan Vokasi

PtsK lcrjasaroa Dcngan Dunia lndwtri - Kota
Sorong

SK No 168278 A

- 8.57 -

480,0 KEMENTERIANKETENAGAKER.IAAN



i[-l rN
NEPUEUK INDONESIA

Prioritas Nasional/ Mairr ProJbct
Alokasi

(Rp. Jutal Ifttansi Pelakaana

As p k Inlfistruht Peloburu

Pcmbengunan Falabuhan Panycbcran8an Batanta
Kab. Raja Ampat Tahap Il - SBSN - Provirui
Papua Barat

2.5OO,O KEMENTERIANPERHIJBUNGAN

P.mbaDguaan Fclabuhan Penycbcrangan
Seleweti lhb. Reja Ampet Tahap II - SBSN -
Provinai Papua Barat

5.493,3 KEMENTERIANPERHUBUNGAN

Aspek: h$?.arutfij' Jolarl

Transportasi Pcrdcsaan - Tcmatik PeninSkatan
Ibrcldivitas dar Elektrifika.i di Daereh Afirmasi
(9103 - Kab. Teluk Wondama)

12.999,2 DAK

Tlan8porta8i Perdelaan - Tcmatik Peningkalan
Ibncktivilas dan ElcLtrifkasi di Dacrah Afiflnasi
(9106 - Ihb. SoronS Seletan)

6.630,8 DAI(

Tranlporta.i Perd$asn - Tcmatik Peningkatan
I(o ektivite8 de EtrrktriEke6i di Dacr6h Afirma.i
(9107 - Ikb. Sorcns)

9.307,4 DAK

Tianaportaai Mcaaan - Tcmatik Pcningkatan
Ibncktivitas dan ELklrifikesi di Dacrah Afrmasi
(9109 - Kab. Tambrauw)

11.400,0 DAK

Transporta.i P.rdesaan - Tcmarik Peninakaran
Ibfleldivites defl Elehrifika.i di Deereh Afirma.i
(9rr0 - I(ab. MaybIat)

10.316,8 DAK

Tranlportasi Mesaan - Tematik PeninSkatan
Konckivitas dan Etreklrifikasi di Da€rah Afrmasi
(91I I - I(eb. Menokwari Selaten)

12.502,9 DAK

Tranaportaai Mc.aan - Tcmatik PeninSkatan
Koncktivitas dan ELktrifikasi di Dacrah Afirmari
(9r12 - Kab. PegununSan Arfak)

10.946,7 DAK

Tlansportasi Perdcsan - Tematik PeninSkatan
Ibncktivitas dar Eleldrifikali di DaerBh Afirmasi
(94I I - I(ab. Puncak Jaya)

10.983,I DAX

Tlansportasi Fedcaaan - Tematik Penin8katan
Koncktivitas dan Elekdfikasi di Dacrah Afirmasi
(9a33 - Kab. Purcakl

10.261,7 DAK

Transportasi Perde$an - Tcmatik Peninakatan
Koncktivite. defl Ebktrifike.i di Decrah Afirmari
(9105 - Ihb. Manokwari)

7.100,0 DAK

Trarsporta6i Pard6aan - Tcmetik PcninSketan
Koncldivitas dar Elehrifikali di Daerah Afirmasi
(9108 - Ihb. Reja Ampat)

Jalan Thans Papua M.raukc-Sorong (ME -
ELEUM - PASVALEY - BTS. KOTA WAMENA

9.992,7 DAX

t7.797,7 KEMENTERIAN PEIGzuAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Pambengunen Jeorbatan Ttanr Papua Merauke-
Sorong (MPl - JcElbatan Rua3 Elclia - 13.000,0 KEMEMERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAI(YAT

Pambangunan Jcmbatan 'Itans Papua Mcraukc-
sorons (Mn - Mamch - WINDESI (WERABUR)

KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT60.000,0

Jelen Tlans Pepua Merauke-Sorong (MP) -

KUMURKEH - AYAI'ASI - SNOPY
2.232,O KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

FaEbangunan Jalan Ttanr Papua M6aukc-
Sorong (MP) - Jalan Ambuni - Karuan 67.500,0 KEMENTERIAN PEKER,JAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

PcmbsnSunan Jalan Trans Papua Mcrauke-
Sorcng (MB - Jalan Mameh - Karuan

KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT25.750,0

SK No 168279A

- B.58 -

57.984,0 KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

PcmbsnSunan Jalan Trans Papua Mcrauke-
Sorons (Mn - Jalan Sp. Gorc - Kp. Muri (BTS.
Provinri Papua)



Prioritas Nasional/ Major Ptoict

t :l+{I.rI{Il
REPUEUK INDONESIA

Alokari
(Rp. Juta) Instansi Pclakaa[a

PeEbengunan Jalan Tran8 Papua Merauke.
Sorong (MB - Jcmbatan Gunung Peair

KEMENTERIAN PEKER^]AAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT27.OOO,O

Jalan Trars Papua Memukc-Solong (MB - I(ab.
Purcak Jaye

28.150,0 KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

As!€t l,lfrtrst ltl(,,J, Bardo, Udam

PenS.abangan Bandar Udara lla8a - PN - Ihb.
Puncel(

IO.OOO,O KEMENTERIANPERHUBUNGAN

Pcngcmbangsn Bsndar Udara Wamcna Tahap III -
PN - Ikb. Jayawijaya

IO.OOO,O KEMEI{TERIANPERHUBUNGAN

Fcngcmbangan Bander Udera Babo - PN - Kab.
Tcluk Bintuni

7.163,6 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Pcngcmbangan Badar U&ra Rerdeni - PN - Ihb.
Manokwaii

208.170,8 KEMEMERIANPERHUBUNGAN

Pcrae6bengan Bandar Udara Anggi - PN - Ikb.
Pcgunungan Arfak 5.OOO,O KEMENTERIANPERHUBUNGAN

Pcn8.6ban8an Ban&r Udara DEO - Sorong,
Papua Barat - PN - Kote Soro S

60.000,0 KEMENTERIANPERHUBUNGAN

P.ng.rbangar Bandar udere Sobahara - PN -
I(eb. Yahuldmo 5.OOO,O XEMENTERIANPERHUBUNGAN

P€naeEbengen Bandff Udara Okibil - PN - Ikb.
Pegunungen Bintang

5.OOO,O KEMEI{TERIANPERHUBUNGAN

Aspek: Energi dan TIK

Pemasallaan Salrbungan Baru Lfutrik bsai
Rumsh TedgSe Bclum Bcdtutrik yanS Tidak
Mampu atau Berada di Dadah 3T - Provinsi
Papua Barat

2.7sl,5 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

APDAL - Kab. Maybrat 2.401,1 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

P.masanSan Sambungen Ber"u Listrik bagi
Rudah TenSga Bclu.,r Bcrlistrik yan8 Ti&k
Mampu eteu Bcrada di Dacrah 3T - Provinli
Papue

4.254,6 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

APDAL - t(ab. Puncak Jaya 2.277,2 I(EMEI{TERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

APDAL - Ihb. Pegunungan Bintang
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL5.259,3

APDAL - I(ab. Puncak 40.610,3 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

BTfi 4G / ,astrdle Papua den Papua Barat -
PuBat

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA564.573,2

OM BTS 4G /Iastmfl, Papua dan Papua Barat -
1.702.600,O

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

P.ngadaan Ssrene P.ndukung Tcknologi dan
Media Beru Siaran Radio Prioritas Nasion l (PN) -
I(ab. Nduga

600,o LEMBAGA PENYIARAN PUBUK RADIO
REPUBLIK INDONESIA

Aspk: Anghtton Udara Perintis

Angkutan Udara Pcrintis - Kab. Merokllali I8.312,6 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Anakutan Udara lbrintis - Kota Sorong 8.279,6 KEMENTERIANPERHUBUNGAN

Angkutan Udara lbrintiB - Ibb. JayawiJbya 17.136,3 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Angkutan BBM Angkutsn Udara Perintis - Ikb.
Jayas'ijaya

5.203,0 KEMENTERIANPERHUBUNGAN

An8kutan Kargo Fcrintis (MP) - t(ab. Yahukimo 7.456,6 KEMEI{TERIANPERHUBUNGAN

SK No 168280A

- B.59 -

23.257,2 KEMEI{TERIANPERHUBUNGANA[8kut3n Udere Ferintis - Ikb. YahukiEo



REPUEIJK INDONESIA

kioritas Na8ioDal/ Malior ProJirc,
Alokasi

(Rp. Juta) Inatensi Felekaefla

Angkutsn BBM Anakutan Udara Perintis - I(ab.
Yahukimo 2.9T6,1 KEMEI{TERIAN PERHUBUNGAN

Angkutan t(aryo Pcrintis (MP) - thb. Fegunungan
Bintana 27.220,6 KEMENTERIANPERHIJBUNGAN

Arakutan BBM untuk lhrgo Fcrintis (MP) - Ihb.
PcgununSan Bintang 3.843,9 KEMEI{TERIAN PERHIJBUNGAN

An8kutan Udere Ferintfu - IGb. Yalimo 32.337,2 KEMENTERIANPERHUBUNGAN

l5) MP: Pcmulihan Palcab.acana: Kota Palu da,
Sckitamya, Pulau Irmbok dan SckitarnJ,a, s.rta
Ihwa.an P6isir Selat Sunda

Dukunaan Belsnja K/L

AsFk. IVon Flbit

334.486,7

Layanan Falilitasi PeEulihan dan Pcningkatan
SGiel Ekonomi dan SuEber Daya ALm
Palcebcnc€na - lkb. PandcSlang

BADAN NASIONAL PENANGGUIINGAN
BENCANA (BNPB)430,8

Ma.yarakat yaDg ditingkatkan kapasitasnye
dalam pcmulihan akoroEi pasca bencane - Pu.at 2.000,0 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN

DAERAH TERNNCGAL DAN TRANSMIGRASI

Bartuan Permodalan bagi U.aha Milao yeng
Terd,ampak B€ncana - Povitrsi Bantea 306,7 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA

KECIL DAN MENENGAH

Bantuan Pemodelan bagi U8aha Milco yang
Tcrdampak Bencana - kovinsi Nusa Tcnggara
Berat

306,7 KEMENTERIAN KOPERAf}I DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH

Bantuan Permodalan baai Usaha Mikro yang
Terdaape.L Bencana - Provinsi Sulawcsi Tcn8ah 306,7 KEMENTERIAN KOPERAIII DAN USAHA

KF'IL DAN MENENGAH

Korban bctrana alam yang Eerdapatkan
bantuan p.raulihefl .olial dan layarran dukungan
p.ikololial - Pusat

2I.526,7 KEMENTERIANSOSNL

Asp€rc. Flsift

PembanSunan dao Rchabilitasi Beruunan
G€dun8 Pasca Bcncane - Kota Palu 60.570,9 KEMENTERIAN PEKEzuAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

Rchabilitasi dan Rcnovasi S.kolah Da6ar den
Mcncngah - Provinli Sulaw€.i Tcngah 63.s39,6 KEMENTERIAN PEKER,JAAN UMUM DAN

T'ERUMAHAII RAXYAT

Energencg Asaistance Len Fot Rehabititation a d
Rsclr6lruclrbn Pclabuhan Pantoloan, Fclebuhan
DonSgela dan Pelabuhan Wani - Provinsi Sulawe.i
Tcngah

100.000,0 KEMEI{TERIAN PERHUBUNGAN
(fcrintcgr&i dcnSen PSN)

Rckon6truksi dan Rehabilitssi Bandara Bandar
Udara Mutiara SIS Al-Jufrie Palu - Kota Palu 85.OOO,O KEMENTERIANPERHUBUNCAN

DukunSan BUMN

F.abangunen Jelefl Tol Hebage - TasikmalaJ.a
- Cilacep

16) MP: P(SN Kawa.an Perbatalan Neg.[a

205.000,0 BUMN

Dukungan B.lenje K/L dan DAK 112.569,8

AsI€k: Siflpul Utana Tru,lsportasi

Tren.portasi Mclaan - Tcmatik Pcnir8keten
Konektivita8 dan Elcktrifta.i di Daereh AfirEasi
(65(}4 - l(ab. Nurukan)

8.165,3 DAK

Jalan Dc.e SEateai! yan8 Ditingkatkan di
Ka*,asan F.rbeta.an - r(ab. Samtas

Jalan untuk mcndukung Prul€des dan kegiatan
ckonomi,€n8 dibengun - I(ab. Sambas

(EMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTIN(XiAL DAN TRANSMIGRASI

4.154,5

1.000,0 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINCGAL DA.IiI TRANSMIGRASI

SK No 168281A

- 8.60 -

1.OOO,O KEMENTERIAN KEI,,/I[.TTAN DAN PERIKANAN
Pelabuhan f'crikanan di lokasi SKPT yeng diketrola
dan opclasional sasuai standar - Keb. Nunuksn



PRESIDEN
NEPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional/rvaJt r ProJbc.t
Alokasi

(Rp. Jutal Instan.i Felaksana

Pclabuhan p.rikenen di lokasi SKPT,aag dikelola
dan operalional acsuai statdar - Kab. Mcraukc 1.OOO,O KEMENTERIAN KEI,,IIIJTAN DAN PERIKANAN

Peabangunan T.ffirinal BeranE tnternasional
Aruk Iklbar Tahap V ( T"rEasuk Sup€rvisi )

25.OOO,O KEMENTERIANPERHUBUNGAN

F.ngembangan Bandar Udara Nunukan - PN -
Ihb. Nunukan 8.722,1 KEMEI{TERIAN PERHUBUNGAN

PcnseEbangan Pclabuhal Sungai Nyamuk - Kab.
Nunukan 57.148,5 KEMENTERIANPERHUBUNGAN

Astek l\lsd Mtnbulun Ekonon,r

Fa6ilitasi Pclaksanaan dan Koordinasi MP PKSN
Perbeteaal Negara

BADAN NASIONAL PENGELOLA
PERBATASAN (BNPP)

1.000,o

EEbuna ysng Dibangun di l(ewasan Perbata.an -
I(ab. B€lu

I(awas8n IGlapa - thb. Sambe.

3.344,4

330,0 KEMENTERIA]\I PERTANIAN

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAX TERflNGCAL DAN TRANSMIGRASI

17) MP: Manajcmcn Asct Lahen dalam Pembcdayaan
Masyarakat (RcforEa Aararia)

DukunSen Belanja K/L 116.455,6

Aspck Rediaribtsi tanah

SHAT Rcdistribuii Tenah - kovinsi Suaatera
Utara

KEMENTERIAN AGRARJA DAN TATA
RUANG/BPN21o,0

SHAT Redisrribusi Tanah - Provinsi Javra Barat KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN163,1

SHAT Rcdistribusi Tenah - Provinsi Sulawesi
Tcngah

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN140,0

AsP€k knwsunon Ha Mang Tanah

PBT Rcdbtribu6i Tanah tktcgori 3 - Provinsi
Sumatcra Utera

KEMEMERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN

2.277,O

PtsT Rcdtutribusi Tsnah l(atrgoli 5 - Provinli Jawa
Barat

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPI!996,1

PBT Redistribusi TEn6h Katcgori 5 - hovh.i Jawa
Timur

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN513,0

PtsT Rcdi6tribusi Tanah Kat 8ori 2 - Provin.i
Sular,*i Tengah

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPNLA27,O

Aspek: Pe gelesaiot sen9keta dal koniik tanah

Surat Keputu€an Pcnyclcleien Konflik
R rtanahen - Plovinsi Sumatera LIteE

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN164,s

Aspck Pendidikan" Peldiha dat Pendanphgdt
Usala

Maajrarakat K.Iauten dar Pcrikanan yang dilatih 27.989,2 KEMENTERIAN KEI,AUTAN DAN PERIKANAN

Uiana Mikro yang difasilitasi P.ndsmlingan
untuk Pcningkatan Useha (KUR, SHA'II - Plovin.i
Suaetera Utara

KEMEMERIAN KOPERASiI DAN USAHA
(ECIL DAN MENENGAH

250,9

Ulaha Mikro yang difalilitasi Pendamfringan
untuk Pcningketan Usaha {KUR, SHATI - Provinsi
Ja-Elbi

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
KF'IL DAN MENENGAII138,7

Usaha Mikro yerA difasilitasi PcndaapinSan
untuk Pcningkatan Usaha [KUR, StiATl - kovinsi
Jawa Barat

389,6 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH

Usaha Miko yang difa.ilitasi Pcndampingan
untuk Fcningketatr Usaha (KUR, SHATI - kovinsi
Jawa TcnSah

389,6 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH

U.eha Mikro yang difa.ilita.i Pendampingan
untuk PeninSkatan Uleha (KUR, SHAT) - Provimi
Jana Timur

SK No 168282 A
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250,9 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
KF'IL DAN MENENGAH



FEFUBUK INDONESIA

Prioriras Nasional/ Mairr IitolEt Alokasi
(Rp. Juta) In.tansi Pelekena

U.aha Mikro yang difaeilitasi PcndampinSan
untuk Pcningkatan Usaha (KUR, SHATI - ProviEi
Bali

250,9 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH

Usaha Miko yanS difa.ilitasi PerdampinSan
urtuk Ferdnaketer U.aIe (KUR, SHA1I - Provinsi
Sulewe8i Utera

250,9 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH

Ulaila MiLro y€n8 difesilite.i Pcndampingan
untuk Feningkatan Usala (KUR, SHAI - hovinsi
Sulewr6i Teng8era

I{EMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH

250,9

AsFk: Pemasar@t dan irne'|{.on,.k!/i dengal. drnia

Fasilitasi Pcng.rnbangan BUMDe.a - Provin.i
Sumatcla Utala

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGCAL DAN TRANSMIGRASI3.300,0

Falilita3i Pcng.mbangan BUMDesa - kovin.r
J.mbi

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERNNGGAL DAN TRANSMIGRASI

2.250,O

F$ilitali PengeEbangan BUMDesa - kovinsr
B€ngkulu I.125,0 I{EMENTERIAN DESA, PEMBANCUNAN

DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRAI}I

F$ilitali Pengembangan BUMDesa - PlovirEr
Jawa BaBt 8.025,0 XEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN

DAERAH TERNNGCAL DAN TRANSMIGRASI

Fasilita.i PenEcmbangan BUMDe€a - Provirsi
Jawa TcnAah

7.350,0
(EMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Fe.ilitfti Petrganbangan BUMDela - Provinsl
Jalra Timur

7.350,0 XXMET{TERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Fasilitasi PengembanEan BUMD$a - ProvirEi
Bantan 1.125,0 IGMEMERIAN DESA, PEMBANGUNAN

DAERAI TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Fasilitasi Pcngcmbangan BUMD6a - Prcvinsi
Sulaw$i Utara l 125,0

KEMENTERIAN DESA, PEMBANCUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Fesilitasi P.ngcmbangan BUMDcsa - Provinsi
Sdawc.i Tcngah

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI1.500,0

Fasilitali Penaembarraan BUMDe.e - Plovin.l
Sulawc6i TcnSgaj'a

1.500,0 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERI'INGGAL DAN TRANSMIGRASI

Ferlbentuken/ PenSembagan Kopera8i BcrbaBi8
Komoditft di Iklengar KeloEpok Stratcgi8 -
Prcvinsi Sulawesi Tengah

590,9 KEMENTERIAN (OPERAT}I DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH

Aspclf" kntdriadtan dan Penggwlaan As.t

Ak.€. Reforme ASrarie lhtcgori III - Provinsi
Sumetcra Utara

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN1.831,5

Fenataan Kebmbagaan Pmcrima Aksea Rcforma
Agraria (Akcs RA Tahun kc 2) - Provin.i
BcnSkulu

29t,6 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA

BUANG/BPN

Ak.cs R.forma Agraria Katcgori v - Pruvinsi Jawa
Barat

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN4.O29,3

Akrcs R.forma Agraria Ihtcgori V - kovinsi Jawa
Timur

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN2.O32,4

Ak.cs R.forma Agrar'ra Ihtcgori II - Provinsi
Sulawc.r T.ngah

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN2.351,1

,!s{,€k: I<ootdinosi kalenbasaon nzlohti GTRA

Data CTRA Provin.i - ProvirBi Jawa Tengah
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN1.108,6

Date GTRA Provinsi - Provinri Sula$lsi Tcnggara KEMEI{TERIAN AGRARJA DAN TATA
RUANG/BPNl.oas,1

Data GTRA Provimi - Provinsi Jawa Barat KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN1.187,9
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PRESIDEN
NEPUEUK INDONESIA

Prioritas Nasional/ itajor Proi€l Alokasi
(Rp. Juta) Instanei ttlaklana

Date GTRA Provinii - Prowinai Sumat ra Ur,l a KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPNl.I I1,7

Dat' GTRA kdin.i - Prowinsi J6l'lbi KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN968,6

Date GTRA Provin.i - Provirui Sulawcsi Utara KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPNl. t 12,8

Data GTRA Provinsi - Provinsi SulawBi Tengah KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPNr.033,6

Dera GTRA Provin.i - Pmvinii Bali KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN1.O44,9

Data GTRA Provinsi - Provinsi Benskulu KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN1.053,6

Data CTRA Provinsi - ProviNi Banten KEMEI.I.TERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN977,5

AsI€k: Ixthlngan nodal/ keuarqan mikrc,
i^fiostu!^n4 dan EbDlogi Epd guna

sarana p.lbcnihal ikan yang dbalurkan kc
Easyaialat - kovinsi Jawa Timur 2.495,0 KEMENTERIAN KEI,IIUTAN DAN PERIKANAN

Optiaalisali Rcproduksi - Provinsi Jambi 2.707,8 TEMENTERIAN PERTANIAN

Kawa.an Kopi - Kab- ScmaEng 8.830.0 KEMENTERIANPERTANIAN

Praserena Paacapancn Tanaman Pcrkcbunan -
I(Ab. Minahasa Sclatan

PN 3: MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA
BERKUAUTAS DAN BERDAYA SAING

184,4 KXMEI{TERIAN PERTANIAN

18) MP: Percepatan Penurunan Kematian Ibu da,tr
Stunrriag

DukunSan Belanja K/ L dan DAK

Aspek: Pe gadan Kapa.sitos Pelayanan Neselalan

81..+04.313,4

Faskes yana merdapetken Inte .ifikeoi
Fla}lanan KB dalao perccpatan penurunan
Stun iag &n mcndukung penururan AKI

BADAN KEPENDUDU(AN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BKKBN)9.753,8

Provinsi yanS acndapatkan bimbingan tckni.
dalam Pcningkatan pelayanan KB palca
pclsalinan

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BKKBN)1.160,0

PIK RcEaja dan BKR ]rng mcndapat faailita.i
dan pcmbinaan EdulGEi K$pro dan Gizi baai
Ronaja Putri acbaSai Calon Ibu (Pro PN Provinsi
DKI Jakarta)

BADAN (EPENDUDIJXAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BKKBN)r.000,0

PIK Rcmaja dan BKR yang mendapat fa8ilita.i
dan pcmbinaan Edukari K.spro dan Giri bagi
Rcmaja Putri scbagai Calon Ibu

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BKXBN)43.s00,0

Fark r yang Ecndapat pcmcnuhan kcterucdiaan
alokon (DKI Jakana)

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BKKBN)14.439,1

Farkc! yang t.rp"nuhi kctcr3 diran Alat/Obet
Kontrascpsi (Alokod

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KEUJARGA
BERENCANA NASIONAL (BKXBN}507.079,5

Pcm.rintah dacrah Fng mendapatkan fasilitasi
dan pcabinaan pcndamlngan ibu hamil &n lbu
Pa.caPeEalinar

BADAN KEPENDUDUKAN DAN XELUARGA
BERENCANA NASIONAL @KTBN)

9.855,2

P.nguatan Perurunar AnSka freEatian Ibu, Beyi,
dan Intcrvcnsi Slunting (3529 - Ikb. SuEerep) 17.091,8 DAK

P.nguatan Pcnuunan An8ka IGmatian Ibu, Bayi.
dan Intcrvcnsi Sluntrhg (3571 - Kota K€di )

10.397,8 DAX

Penguatar Plrrurunarr An8lG Iceetian lbu, Bayi,
da.tl Intervensi ,slunling (3573 - Kote MalanS)
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lrrf+Ttl{fl
REFUBUK INDONESIA

Itioritas Nasional/rvaJiorProJircl Alol€5i
(Rp. Jutal InsterEi Feleksane

P.nguatan Fcnurunan AnSke lcEatian Ibu, Bayi,
dan Int rvcnli Sarntthg (3574 - t(ota ProbolinAgo) 8.128,5 DAK

Pcnguatan Fcnuru[an Angke lcmetian Ibu, Bayi,
dan Intcrvcn8i Stuntthg (3575 - Kota Pasuruan) 12.445,4 DAK

Pcnguatan Fcdurunan Angka lcmatian lbu, Bayi,
dan Intcrvcnri Stunrrhg (3576 - Kota Mojok€rto) 985,2 DAK

Pcnguatan Fenurunan Angka Kcmatian lbu, Beyi,
&n Intcrvcnri Stl,lring (3577 - Kota Madiun) 1.723,5 DAK

PcnSuatan Penurunan Angka Kcmatian lbu, Beyi,
&n Intcrvcnsi Stun ing (3603 - Keb. Taryerary) 24.tO2,3 DAK

Fenguetan Penulunan Angka Kcmatian lbu, Bayi,
dan I .rv.n i Stunnng (36Oa - Kab. ScranS)

Fenguaten Penurunan Angka t(cmatian lbu, Bal,
dan Int lvcnsi Stu,dmg (5103 - I(ab. BadunS)

15.447,1 DAK

u2,7 DtK

F.nguatan P.nurunan Angka Keaatien Ibu, Bayi,
dan Intewen.i S&fltmg (5171 - Ifuta Dcnpalerl 7.747,3 DAX

P.nSuaten Penurunen Angka Kematian Ibu, Bayi,
dan Int rvensi .sru,rlig (5205 - Ikb. Dompu] 9.109,2 DAK

Penguatan P.nurunan AnSka lGlratian Ibu, Bayi,
dan Intcrvcnsi Srunrirag (5206 - Kab. Bimal 13.199,2 DAK

Pen8uatan Penurunan AnSka l(cEatian tbu, Bayi,
dan lnt rvcnli ,slunthg (5271 - Kota Matala.la) 9.561,7 DAK

Pcnguetan Ferurunan AnSka Icmatian lbu, Bayi,
dan Intcrven.i Stunlizg (5301 - tkb. Sumba
Berat)

14.881.1 DAX

Pcnguatan Felrurunan AnAka lcmatian lbu, Bayi,
den ldtcrven.i Slunting (5306 - Kab. Bclu) 5.168,1 DAK

Fen8uatan PenururEn Angka Kcmatian lbu, Beyi,
dan Intcrvcnsi S-tun ing (5307 - Kab. Alor) 7.983,4 DAX

Petrtuatan fururunan Angka Kcmatien lbu, Bayi,
&rI IntenerBi Stunting (5309 - Ikb. Florcs Timur) 10.207,7 DAK

Fenguatan P.nurunan Angka Kemetian Ibu, Bal,
dan Intclvensi Srl,tnling (5310 - Keb. Sikke) 11.973,0 DAK

Penguatan Pcnurunan Angke KcEetien lbu, Bayi,
d6rl Intervensi Sruntrhg (53 I I - Ihb. Ende) 15.295,5 DAK

P€nguatan Pcnurunan An8ka Keaatien Ibu, Bayi,
daIl Intervensi Sruntrag (5312 - Ihb. Ngeda) 6.056,7 DAK

Pcnguatan Pcnurunan Antka lGEatian Ibu, Bayi,
dan Intcrv.nsi S,znah, (5313 - Kab. MarA8arai)

Per8uatan Fcnurunan Aagka lcEatian Ibu, Bayi,
dan IntrrvcEi Sfirnrtlng (5314 - lhb. Rote Ndao)

14.764,9 DAN

9.155,6 DAK

Pcnguata.n Fenurunen AnSka Icmatian lbu, Bayi,
dan Intcrvcn.i Stunliag (53 f6 - tGb. Sumba
Tcngah)

2.693,0 DAK

Penguatan Penuluna,l Angka Kcmatian lbu, Bayi,
dan Intqvcn.i Srzn ing (5317 - I(eb. Sumba Barat
Daya)

11.042,7 DAK

PdBuaten Pcnurunan Angka KcEatian lbu, Bal,
dan Intqven.i Stl'r,ing (5319 - Ihb. tdens8arai
Timur)

10.779,3 DAK

Pcnguatan Penurunen Angka Kematian Ibu, Bal.
dan Intewcnsi sru'rthg (5320 - l(eb. Sabu Raijual 2.031,8 DAK

P.nSuetar Penurunan Angka K.matian lbu, Bayi,
dan Intcrvcnsi Srunahg (5321 - Ksb. Malaka) 6.422,2 DAK

Pcnguatan Farurunan AnSka IGDatian lbu, Bayi,
dan lntcrvcnsi Srllntrhg (5371 - lbta Kupan8l
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ETt{frI{Il
FEPUBUK INDONESIA

kiodtas Nasional/ airr Pro.Ji€ct
Alokesi

(Rp. Juta) Insts.tlsi Pelaklsna

Penguatafl Fe urunen Angka lcmatian lbu, Bayi,
dan lntcrvcn.i Stunrrhg (6103 - Kab. Landak) 10.760,6 DAK

PenSuatan P.nurunar AnSka IGEatian lbu, Bayi,
dan lntcrvcnsi Srunthg (6 1 04 - Kab. Mcapa$,ah) 4.501,8 DAK

PenSueten Fenuruflen Angka lGldatian tbu, Bayi,
dan Intervensi Sruntr':ag (6 1 I I - Ihb. l(elong
Utara)

5.469,5 DAK

Penguatan Penurunsn Angka I(eEatisll lbu, Bayi,
dan Interven8i Srunfi:4, (6112 - Ihb. Kubu Reya)

8.248,0 DAX

Pcnguatan Pcnurunan Angka Kcmatian lbu, Bayi,
dan Int rvcnsi Sxunthg (617f - Kota Pontianak) 11.919,2 DAI(

P.nguatan Pcnurunan Angka lGmatian lbu, Bayi,
dan Intcrvcnsi Srunthg (6 1 72 - Kota Sinikawang)

2-262,2 DAK

Penguatan Penururran An8ka IGEatian lbu, Bayi,
dan Intervensi Sluztr'ras (6203 - IGb. tGpua.) 9.360,2 DA(

PanSuatan Pcnurunan Angka Kcmatian lbu, Bayi,
dan Int rvcn8i Srznri4g (62()4 - Ihb. Barito
Sclatan)

2.391.5 DAK

P.nguaten PcnuruDan Angka Kematian lbu, Bal,
den Interven.i Srunli4g (6205 - Ihb. Berito Utara) 1.369.7 DAK

Pcnguatan Penurunan Angl€ lGEetien lbu, Bayi,
dan Intewen.i sluntiag (6208 - I(ab. S€ruy8n) 2.256,5 DAK

Pcnguatan P.nurunan Angka Ikmatian Ibu, Bayi,
den Int w.nsi Srunriag (6209 - Ihb. Katingan) 2.918,8 DAK

Penguatan Pcnurunan AnSka Keaatia.lr lbu, Bayi,
dan Intcw.nri S'tlortiag (6210 - Ihb. Pulang
Pi.au)

2.030,1 DAK

Fanguaten Pcnurunan AnSka Ks:ratia.n lbu, Bayi,
den Intervei.i Sru iro (62I I - Ihb. Gunung Me3)

3.502,6 DAK

Pcnguatan Pcnurunan Angka lGmatian Ibu, Bal,
dan Intewensi Slunfihg (6212 - I(ab. Barito Timur) 3.155,8 DAK

P.nguatan Pcnurunan Angka l(errmtian Ibu, Beyi.
dan lnt lvcnsi Srtuntrirg 16271 - Kor^
Palangkaiaya)

1.375,8 DAK

Penguatan Penurunan AnSka Keaatian lbu, Bayi,
der Interven3i Sauntllng (6303 - I(eb. Barljer) 4.469,6 DAJ(

Penguatan Pcnurunan Angka lGrratian lbu, Bayi,
dan Intcrvcnsi Sll.nthg (6304 - I(ab. Barito Kualal 4.136,7 DAK

Penguatan Pcnurunan Angka l(cmatian Ibu, Bayi,
dan lntervensi Sturtiag (6306 - I(ab. Hulu Sungai
Sclatan)

6.519,8 DAK

Pengueten Penurunen AnglG IGEatjsn Ibu, Bal,
dan lntervensi ,stu'rfihg (6309 - I(ab. Tabalong) 6.904,0 DAK

Penguatar Penurunan Angka I(eEatjs.tl Ibu, Bayi,
dan InErv.nsi Slunthg 6310 - Ihb. Tanalr
BuEbu)

6.753,9 DAX

Penguaten Penurufler Angka IcEatian Ibu, Bayi,
da.tl lntervenli srulltrhs (637 I - Kota Banjsrmasin) 9.991,0 DAK

PenSueta[ Pellurunen Angka lGEetian lbu, Bayi,
dan Intcrvcnai Sauntrhg (6372 - Ibta Banftrbaru) 7.020,0 DAK

PcnSuata, Fenurunen AnSke lGInetian lbu, Beyi,
dan Intervcn3i Stunling (6404 - lkb. Kutai Timur) 6.884,5 DAK

PerSuatan Perrurunan Angka frematian Ibu, Bayi,
dan Intcrvcnsi Stunthg (6409 - tkb. Fcrlejeln
Parer Utare)
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BL|K INDONESIA

Itiorita8 Nasional//traJb.ProJtrcl Alokasi
(Rp. Jutd Inltansi Pelahana

Perrgueterr Perurunan Angka KcEatian lbu. Bayi,
dan Intcrvenli ,saunlfug (64 I I - I(ab. Mahakam
Ulu)

5.794,4 DAX

Pcn8uatan Pcnurunan Angka lcInatian Ibu, Bayi,
dan trtcrvcnsi Srrrrring (6472 - Kota Salaa.rilrde) 10.606,0 DAK

Fauuatan Fenuunan Angka IGmatian lbu, Bayi,
dan lltcrve[ri Stuatiag (6474 - Kota Bontang) 883,7 DAK

Pmguatan Pcnurunen Aigka tGmatian lbu, Bayi,
&n Intcw"nsi Strnaing (6503 - Ikb. Tana Tidung) 5.980,6 DAI(

F.nguaten Penulunan Angka Kcmatian lbu, Bal,
daD Int lvcnsi Sluntnig (7101 - Ikb. Bolaang
Mongondow)

7.117,4 DAK

Penguatan Pcnurunan AnSka Kcl:letien lbu, Bayi,
dan Intervensi Srunthg (7102 - Ikb. Minaha.6) 12.787,0 DAK

P.nguetan Pcnurunar AnSka tkmatian lbu, Bayi,
dan Intcrv.n.i S,untr'iag 0 I 03 - Kab. K.pulauan
Sangih.)

11.268,2 DAK

Penguatan Pcnurunan AnSka lGDutieh lbu, Bayi,
dan lntervenli Slunrrhg (7106 - I(ab. Minahala
Utara)

7.992,6 DAX

7.273,6 DAl(
P.nguatan Pcnurunan Angka lGmatian lbu, Bayi,
dan IrtervcNi slunring (7107 - t(ab. Bolaang
Montordow Utala)

Fdrguaten Penurunan Angka Kcmatial lbu, Bal,
dan Int6v.n6i Stunamg (7108 - tbb. IGp. Siau
Tagul"endanS Biaro)

416,9 DAK

P.nguaten Penurunan Angka tGEatian Ibu, Bayi,
dan Int rvclrsi Stuntiag (7109 - Kab. Minahasa
Tcnggaia)

r.004,0 DAK

Pentuatan Pcnurunan Angka Kcaatie, Ibu, Bayi,
dan Int rvcn.i Stunting g I l0 - I(ab. BolaanS
Mongondow S€latan)

405,4 DAK

Pentuatan Pcnurunan Angka lGr:retian lbu, Bayi,
dan lntervcnli Srunthg (7 1 I I - lhb. Bolaeng
Monsondow Timur)

6.796,7 DAK

P.nSuatan Penurunan AnSka Kcmatian lbu, Bayi,
den lrtcrvcnri Stun ing (7171 - Kota Manedo) 3.365,7 DAK

Pmguatan P.nulunan AnAka lGmatian lbu, Bayi,
dar Int6vcn.i Sltrn iag (7172 - Ibta BitunS) 1.548,1 DAK

Pcnguatan P.nurunan Angl€ Kematian Ibu, Bayi,
den Interven.i Sxunliag Ol73 - Ibte Tomohor) r.026,6 DAX

Pentuatan P.nurunan AnSke KeEstisn Ibu, Bai,
dan lnterven.i .stu ting gl74 - Kota KotaaobaSu) 5.441,8 DAK

Pentuatan Pcnurunan AnSka lG,rratiarr lbu, Bayi,
den Intervenli ,srunfihg f2O2 - Kab. Balratai) 6.693,2 DAK

Perrtuatan Pcnurunan Angka lGmatien Ibu, Bayi,
dan Interv€nsi Stunting (7208 - Kab. Parigi
Moutong

7.045,5 DAK

Pcnguatan Penurunan Angka Kcmatian lbu, Bayi,
dan Intcrvcnsi S-tl,nrtag (7271 - Kota Palu) 7.045,5 DAK

Fenguatan P.nurunan Angke Kematian Ibu, Bai,
den Intelven.i Stlntiag (7303 - Ihb. Bantaengl r.686,7 DAI{

Pentuatan Pcnurunan Angka Keaatien Ibu, Bayi,
dan Interven.i ,stunthg (7305 - Kab. Taf€hrl

Penguatan Pcnurunell An8ka IGratian Ibu, Bal,
dan lntcrv.nsi S,untiag 0308 - Kab. Maros)

3.342,2 DrrK
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PRESIDEN
NEPUBUK INDONESIA

kiorita. Nasional/ MaJirr I,roJiect
A.lokasi

(Rp. Jute) Instanai Pcla.I(€ana

P.nguatan Pcnurunan AnglG lGmatiqn lbu, Bayi,
dan Intervcnsi Srrntin, (7310 - I(eb. BarIu) 273,8 DAK

Penguatan Pcnurunan AnSke l(eEatisn Ibu, Bayi,
dan Intervensi Sxurthg F3 I I - Ihb. Bonel 4.710,4 DAK

P.nSueten Pcnururan An8le Keaatian tbu, Bayi,
dan Intcwcnai Santrhg 0312 - lhb. Soppeng)

Pcnguatan Farurunan AnSka IGmatian lbu, Bayi,
dan lntcrven.i Stunting (7313 - tkb. Wajo)

3.434,1 DAK

3.935,4 DAK

Pc[Suatan Penurunan Angka Kcmatian lbu, Beyi,
dan Interversi 'st n ing (7315 - Ikb. Pinren8) 2.908,8 DAK

P€nauatan Penurunan Angka Kcmatian lbu, Bayi,
dan Interv€rBi .stunting (7318 - Ihb. Tana Tomje) 2.062,3 DAK

F.nguatan Penurunan Angka K.matian lbu, Bayi,
dan Int rvcnsi Stuntrng (7326 - Kab. Toraja Utara) 3.120,I DAK

Penguatan Pcnurunan AnSka IcEatisn lbu, Bal,
deIr Intervenli Srurthg (737 I - Ibta Makassar) 12.447,9 DAK

Pcnguatan Pcnurunan AnSka IGEatisn lbu, Bayi,
den Interv.nsi Sruntrhg (7372 - Kota ParE Pare)

6.440,6 DAI(

P.nguatan Pcnurunen AnSka IGmatian lbu, Bayi,
dan lntcrvcn.i Stun ing (7373 - Kota Palopo) 2.848,6 DAK

PcnSuatan Penurunan Angka f\ematian lbu, Bayi,
dan Irtcrvcnsi St.aring (7402 - IGb. Muna) t6.tt2,4 DAX

Pcnguatan P.nurunan Ai8ka Kematian Ibu, Bayi,
dan Intqvcnsi Srunring F403 - Ikb. Konav,c)

Pcnguatan P.nurunan Al|tka Kematian lbu, Bayi.
darr Interv.dsi Sttnriag (7407 - Kab. Wakatobi)

11.192,6 DAX

6.161,1 DAX

P.nguatan Pcnurunen Angka lGrratian lbu, Bayi,
dan Intervensi Srunthg 9408 - Keb. Kolaka
Utere)

5.220,8 DAK

Penguatan Pcnurunan Angka IGmatian Ibu, Bayi,
den Intcrvcnsi Srznth, (7412 - lkb. Konawe
Kcpulauan)

Peruuatan Penuiunan AnAke lcmatiar lbu, Bayi,
dan I terv€rEi Stunting (7414 - Ihb. Buton
Teuah)

3.732,2 DAK

2.766,4 DAK

Pdrguetan Penurunan Angka Kcmatien lbu, Bayi,
dan Intcrv.nsi $untng (7471 - Kota Kcndaril 11.311,4 DAK

Pcnguatan Pcaururan Angka K.6atian lbu, Bayi,
dan Int rven.i .sru,rting f472 - Kota Bau Bau) 17.3ss,9 DAK

Penguatan Pcnurunarr Angka tkmatian Ibu, Bayi,
dall lntcrvcnsi Sruntiiag 0571 - Kota corontalol 7.900,0 DAK

Per8uatan Fmuruna Anska IGmatian lbu, Bayi,
dan tntcrvcrui Stunrhg f7602 - lkb. Polewali
MaIldarJ

11.179,1 DAK

Pm8uatan P.nu'unan AnAka lcmatian lbu, Bayi,
datr Intervensi S&n ing 0603 - IGb. Ma.Easa)

P.nguaten Penurunan Angka Kqmatian lbu, Bayi,
dan lnterven.i Sr ntmg (7606 . I(ab. Mamuju
Tengehl

4.800,1 DAX

57?,9 DAx

Penguatan Pcnuru er An8ka Keaatian [bu, Bayi,
den lnt rvcnsi Srunthg (8106 - Kab. Seram
Ba8ian Barat)

4.794,2 DAK

PenSuatan Penurunan ArEka Kcmatian lbu, Bayi,
dan Interversi Sarn ing (8171 - Kota AEbonl 5.429,1 DAX

Pcnguatan Penurunan Angka Kcmetien lbu, Bayi,
dan I ewensi Sttn ing (8202 - Ikb. Halmah.ra
Tcngah)
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REPUBUK INDONESIA

Itioritas Na.ional/ rvairr PDi?ct Alokaai
(Rp. Juta) Instansi Pelakaana

PcnSuatan Fenurunan Angka lGEetian Ibu, Bayi,
dan Idtervcrsi Stun ing (8208 - IGb. Pulau
Taliebu)

1.201,9 DAK

Pcnguaten Penulunan Angka KcdBtian lbu, Beyi,
dan Intervensi St/ntrng (8271 - Kota Ternete) 2.103,6 DAX

Fenguatan P.nurunan AnSka Kematian Ibu, Bayi,
dan Int rven.i Sluntrng (a272 - Kota Tidorc
Kcpulauan)

3.308,9 DAX

P.nguatan FenuruDan Angka lcmatian lbu, Bayi,
da, Intcrvensi Slunfihg P102 - Kab. Kairhanal

PcnSueta[ Fenurunan AnSka K.matian lbu, Bayi,
dan lntcrvcn.i Stunling (9103 - t(ab. Tcluk
Wondama)

1.406,4 DAK

49I,9 DAK

P€nguatan Penurunan Angka Kematiar lbu, Bayi,
dan I teIvelrsi S'tlnring {9108 - Ikb. Raja Ampat) 5.718,9 DAX

Fcnguatan Pcnurunan Angka tGmatian lbu, Beyi,
dan IntcrvetEi Stunt:ng (9109 - I(ab. Tambreuw) 325,1 DAK

P.nguatan Pcnurunefl AnglG tGmatian Ibu, Bal,
dan Intcrv.nsi S,untriag (91l0 - Kab. Maybrat) 3.368,2 DAK

P.nguatan Fcflururarr Anaka Kcmatian lbu, Bayi,
dan lntcrv.nsi Stunahg (91 I I , Kab. Manokwari
S€latan)

655,8 DAX

Pmguatan Penurunan Angka lGmatian lbu, Bayi,
&n Intcne ri Slunaing Pr 12 - I(ab. PegununSan
Arfak)

Pcnguatan Pcnurunan Alltka tGmatian lbu, Bayi,
dan Intewensi Srunrrrg (9171 - Ibta Sorong)

1.475,6 DAX

7.521,r D?M

Pcnguatan Pcnurudal Angka Kcmatian lbu, Bayi,
dan lntcrv.nsi S,untrhg (9401 - Kab. Mcfaukc) 7.246,A DAK

Pcnguatan Fmurunen An8ka IGmatian lbu, Bayi,
dan Intcrvcn6i Stunling (9402 - Kab. Jayawijaye) 5.491,1 DAK

Pcnguatan P.nurunan Angka K.matian lbu, Bsyi,
dan Intcrven.i Srun ing (9403 - I(ab. Jalapura) 1.761,4 Dltl<

Pcnguatan Pcnurunan Antka Kcmatian Ibu, Beyi,
dan Intcrvcnsi Stunaig (9409 - I(ab. Biak Numfor) 12.66r,2 DAK

Fcnguatan P.nurunan Angks tGmatian Ibu, Beyi,
dan Intervensi Stt/n ring P4f0 - Keb. Paniai) 8.346,8 DAX

P.nSuete[ Pcrurunan Angka lGaetien Ibu, Bayi,
dan Intcrvcnli Stuzting (9414 - Kab. Mappi) 6.444,7 DAX

PcnSuatan Fenurunan Angka lGmetian Ibu, Bayi,
&n Intcrvcnri Snrn iag (9417 - Kab. P.gunungan
Bintans)

11.57r,2 DAK

Fenguatan Perurunan Algka Kernatian Ibu, Bayi,
den Interyensi Stuntng (94 19 - KEb. $rmi) 5.998,0 DAK

Penguatan Pcnurunan Angka K€Eatian Ibu, Bai,
dan Int rven.i Stunting P426 - Ihb. Waropcn)

Penguatan Pcnurunefl AnSka IGmatian lbu, Bayi,
den Intervcnsi Srunthg pa27 - fab. Supiori)

448.3 DAX

5.723,0 DAK

Pcnguetan Penurunan Angka lcmetian Ibu, Bayi,
dan Intcrven.i Stunting (9428 - lhb. Mamb€ramo
Raye)

830,4 DAK

F.tlguatan Penurunan Angka Kemetien Ibu, Bayi,
dan Int rvcnsi Stuntng (9431 - Kab. Mambcremo
Tengah)

634,I DAK

Pcntuatan Pcnurunan An8ka IcEatian Ibu, Bayi,
dan Intervensi Stunthg (9432 - Kab. Ya.limo)
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(Rp. Juta) lrEtansi Pelaksana

Pcnguatan Fetlurunan AngLa Kematian Ibu, Bayi,
dan Int rvcnsi Stunthg (9433 - Keb. Purrcak) 1.690,1 DAI{

PcnSuatan F.nurunan AhAka Icmatian lbu, Bayi,
dan Intsvcnri Stunaiag (943a - Kab. Dogiyai) r.913,3 DAK

Felrguetan Penurunan Angka Kcmatian lbu, Bayi,
&r Intervcnsi St/n iag €435 - Ihb. Intan Jaya) 1.932,s DAK

Penguatan Pcnurunan ArALa lGEatian Ibu, Bayi,
den Intervensi Sruntiag (9436 - Ihb. Deiyai) 1.788,6 DAK

P.nguetan Pcnururan Angka Kcmatian Ibu, Bayi,
dan Int rven.i ,stulrtrhg (947I - Kota Jayapura) 3.490,9 DAK

Penguatan Pcnurunan An8ke lGrnetian Ibu, Bsyi,
dan Intcrvenli Sluntrhg (1102 - Kab. Acch Singkil) 7.044,3 DAK

Pcnguatan Fenurlrnen Anaka Kcmatian lbu, Bayi,
dan Intcrvcrui Stlnting (1105 - IGb. Aceh Timurl 8.052,0 DAK

PenSuatan P.nurunan AnAke lcmatiar Ibu, Bayi,
dan IrtcrvcNi St.flring (l106 - IGb. Aceh Tengah) 9.445,0 DAX

Penguatan P.nulunan Angka Kemetian lbu, Bal,
dan Intcrvcnsi Stunai4g (1107 - Ihb. Aceh Barat) 1r.852,7 DAK

Penguatan P.nurunan AnSka Kematian Ibu, Bayi,
dan Intewensi St,Inling (l I 12 - I(ab. Aceh Barat
Dayal

1t.977,4 DAK

Pcnguatan Pcnurunen Antka Icmatisn lbu, Bayi,
den Intervenai Srunthg (1113 - IGb. Gayo Lucs) 10.120,0 DAK

Pcnguatan Fcnurunen An8ka Kematian [bu, Bayi,
den Int€rvcmi Srunthg (r 1 14 - Kab. Aceh
TaI,Iienal

12.63I,6 DAK

Penguatan Petrurunan A[aka Icmatia[ Ibu, Bayi,
dan Intcrvcrli Srinrrrag (l I 16 - Kab. Aceh Jalla)

Penguatan Penurunan Angka Kematiar Ibu, Bayi,
d"er lntewen.i St/nriag (1117 - I(eb. B€ner
Mcriah)

3.829,1 DAK

5.924,0 DAK

Pcnguatan P.nurunen An*a I(eEatiBn lbu, Bayi,
dan lntcrvcnsi ,stunthg (1 I 18 - Ihb. Pidie Jaya) 2.667,8 DAK

Pcnguetan Pcrurunan Angke IGmetien Ibu, Bayi,
dan Intcrvcn.i Stunling (1171 - Kota Banda Ac€h) 2.174,3 DAX

P.nSuatan Fe[urunan Angka IGmatian lbu, Bayi,
dan Irtcrvcnli S'iun ing (l172 - Kota SabanS) 1.535,a DAK

PcnSuatan Pcnurunen Angka Kcmatian lbu, Beyi,
dan Intcrvc i Stun ing (ff73 - Ibta lang.a) 7.204,4 DAK

Penguatan P.nulunan ArSka Kematian lbu, Bayi,
dar Intewen.i S'tl,tn iag (1174 , Kota
L,lpkscumawc)

2.2fi,5 DAK

Pcnguatafl Penururar Angka K.Eatian lbu, Bayi,
da.tl Intcrv.nsi S,anling (1175 - Kota
Subulu!.alam)

2.256,1 DAX

Pcnguatan Penuiunan Angka lcmatiar Ibu, Bal,
&n Intdvcnsi Stun i4g (1201 - Iqb. Nias) 12.299,4 DAJ<

Fcnguatan Pcnurunsn Angka Kcmatian lbu, Beyi,
dan Intervensi St n iag (1203 - Kab. Tapanuli
Selatanl

15.967,5 DAK

P.nguetan P€nurunan Angka Kel:tatian Ibu, Bayi,
dan Int rv.nsi Sluzting (1204 - Kab. Tapaflu]i
T.ngahl

4.902,9 DAK

P.nguatar! Fenurunan AnSka Kaaatian lbu, Bayi,
dan Int rvcnsi S,anahg (1205 - Kab. Tapanuli
Utaral
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Fenguatan P.nurunan Angka IGD,atisn lbu, Bayi,
dan Intelvenli stu'dins (1206 - r(eb. Tobal 13.554,4 DAX

Penguatan Pcnurunan Angka lGE"atisJl Ibu, Bayi,
dan Intcrvensi ,srurfihg (1207 - Kab.
I.abuhanbatu)

4.658,3 DAK

Pcnguatan F.nuruna, AnSka Icmatian lbu, Bayi,
dan Intcrvcnli St.aring (1208 - Ikb. Alahan) 11.212,8 DAK

PenSuatan P.nuluna, Ai8ka K€matian Ibu, Bayi,
&r Intervenri St/n m9 (1209 - Ikb. Simelungun) 8.317,8 DAK

F.nguatan Penurunan Atrgka Kcmatiar Ibu, Bayi,
dan Intervensi Stun i,.g (1210 - Ikb. Deid 13.927,7 DAK

Fenguatan P.nurunan Angl€ tGmatian Ibu, Bal,
dan Intervcnsi Sruntiag (1211 - Kab. Karo) 6.479,1 DAX

Pcnguete Ferurunan Angka lGmatian lbu, Bayi,
dan Intervenli Sluntrhg (1217 - Ihb. Serrlo3ir) 7.427,3 DX

PcnSuaten Pelurunan Angka Kcmatien lbu, Bayi,
dan Intdvcn.i Stuari,ag (1218 - Kab. Scrdang
B.dagai)

8.001,0 DAK

Fdrguetan Penurunan Angka Kcmatiar Ibu, Bayi,
dan Intervensi Stun ing {1219 - Ikb. Betu Bara) 11.118,5 DAI(

Penguatan P.nurunan AnaLa tcEatian lbu, Bal,
den Intelven.i Stunli4g (f220 - f(ab. Padang
l"sf,,as Utara)

6.879,5 DAX

P.nguatan Fcnururan An8la l(.Eatian tbu, Bayi,
dan lntcrvcnsi Saunling (122f - Kab. Padang
Iawas)

4.549,4 DAK

Pcnguaian Fenurunan AnSke lGmatiar lbu, Bayi,
dan Intcrv€nli Stunting (1222 - Ihb. Labuhanbatu
Scl,atan)

Pcnguatan Pcnulunan Angka Kcmatian lbu, Bayi,
dan Int lvcnsi Stuntnrg (1223 - Ihb. Labuhenbatu
Utara)

9.152,8 DAX

7.790,9 DAK

Penguatan Pcnurunsn Angka Kcmatian lbu, Bayi,
dan Intervensi Stunthg (1224 - Kab. Nias Utala) 419,8 DAK

PenSuatan Pcnurututt An8ka IGmatian lbu, Bayi,
dan Intervensi Stuntthg (1225 - lkb. Nias Barat) 6.370,7 DAK

PcnSuatar Penurunan Angka lGmatien lbu, Bayi,
dan Intervensi Stunting (1271 - Kota Siboka) 8.081,5 DAK

1.989,4 DAK
Pcnguaten Penulunan Angka Kematien Ibu, Bayi,
dan Int rv.nsi StunAng (1272 - Ifuta TanjunS
Balail

P.ngueten Penurunan Angka l(eEetiaIl lbu, Bayi,
dan Intcrven.i ,stunfihg (1274 - Kote Tebing
Tinsg)

8.s2r,3 DAK

PmSuaten Fenurunan Aagka lclaatian Ibu, Bayi,
dan Intcfversi 'stun ing (1275 - Kota MedanJ 18.904,6 DAK

Pcnguatan P.nurunan AnAka Kcmatian Ibu, Bayi,
derl lnterven i Statiag (1276 - I(ots BinJai) 9.739,5 DAX

P.nguatan Penurunan Angka Kerratisn Ibu, Bayi,
dan Intcrvcn.i Sruntrng (130r - Ihb. Icpulauan
Mcntawai)

1.663,4 DAK

Pcnguatan Pcnurunar Angka Kcaatian lbu, Bayi,
dan lnrrvcnsi Srtrnrihg (1305 - Kab. Tanah Detar) 9.342,3 DAr(

FelrSuatan Pcnurunan AnAka Kcmatian lbu, Bayi,
dan Intcrvqrd Stun rng (1306 - I(ab. PedanS
PariaEan)
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Pcnguatan P.nururun Angka tGmatian Ibu, Bayi,
darl Interven8i $unaio (1309 - Ikb. Pe.aman) 2.424,3 Dt\K

Pcnguatan Pcnurunan Angka Kematian Ibu, Bayi,
&n Intcrvcnsi St/nting (r310 - Kab. Solok
Sclatan)

7.2 ,3 DrtX

Fcnguatan Pcnulunan furgka Kcmatian lbu, Bayi,
&n Inteflensi Stun rng (l3I I - Kab.
Dharma€raya)

1.430,9 DAK

Pcnguatan Pcnurunan Angka Kcmatian lbu, Bayi,
dan tntdvcmi St,tn ing (1371 - Kota Padang) 5.589,0 DAX

PcnSuatan Penurunan Angka Kcmatian lbu, Bayi,
dan Irteflellsi Stunaiag (1374 - Kota Padang
Panjeng)

715,4 DAK

Pcnguatan Pcnurunan Angka Kcmatian lbu, Bayi,
dan Intclvclsi Stlnaing (1375 - Kota Bukit TinSgi)

592,7 DAX

Fcnguatan P.nurunan Angka K"matian Ibu, Bal,
dan Intervcmi Stuntrry (1376 - Kota
Payel(umbuh)

7.311,4 DAK

Pcnguatan Penurunan Angka Kcmatian lbu, Bayi,
&n Intervensi St fiag (1377 - tbta Pariaman) 2.062,9 D^i<

Pcnguatan Penurunan Angka Kcmatjan lbu, Bayi,
dan IntcrvcNi Strmting (1401 - tkb, Kuantan
sinsinsi)

7.039,8 DAK

F.rBuaten Penurunan Arl8ka Kematisn Ibu, Bayi,
dan Intownli S-tirnri'lg (1402 - Ihb. Indfigiri
Hulu)

3.580,2 DAK

Panguatan Pcnulunan Angka Kcmatian lbu, Bayi,
dan IntcBcnli S..ltnting (1a03 - Kab, IndraSiri
Hiln)

13.563,6 DAK

Pcnguatan Pcnurunan Aagka Kcmatian lbu, Bayi,
dar Intervemi Sttntrng (1405 - Kab. Sisk) 5.200,4 DAJ(

Pcnguatan Pcnurunan Angka lGmatian Ibu, Bal,
dan Intervensi Stuntmg (1406 - I(ab. I(a.[pai 6.693,2 DAK

Fcnguatan Penurunan Angka Kematian lbu, Beyi,
dan I t€rvenBi Stunthg (1407 - Ihb. Rokan Hulu) 11.682,0 DAX

Penguatan Penulunan Angka Kematian lbu, Bayi,
drn I t€rv€ffii $unaag (1471 - Ituta Pekanbaru) 6.525,9 DAK

Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi,
dan Interveffi Stuntmg (fs0a - Kab. Batanghari) 9.360,4 DAK

Panguatan Panurunan Angka Keaatian Ibu, Bal,
darl Iitclvcn.i S,untrn, (1505 - Ikb. Muaro
Jeabr)

5.460,0 DAX

Pengueten Penurunan AngLa KematiBn Ibu, Bayi,
dan Intcrv.n3i Srunri4g (1507 - I(ab. Tanjung
Jabung Barat)

3.312,5 DAK

Panguatan Pcnurunan Angka Keaatiar Ibu, Bayi,
dan Int rv.nai Sr nling (1509 - l(ab. Buneo) 10.280,7 DAK

Penguatan Pcnururun Angka Kcmatia, Ibu, Bayi,
dan Intcrv.n.i Sruntrhg (1571 - Kota Jarnbi) 11.093,7 DAK

Panguatan Pcnurunan Angka Kceatian lbu, Bayi.
daJl lntervensi Sruntlhg (1572 - Ibta Sungai
Penuh)

10.552,0 DAX

Penguatan PDnurunan Angka Kematian Ibu, Bayi,
dan Intcrvenli Stunling (1602 - l(ab. Ogan
rrodcrin8 Ilir)

10.265,6 DAI(

P.n8ualan Faturunan AnSke lGEatian lbu, Bayi,
dan Intcrvcnsi Stantthg (1603 - t(ab. Muara Enim)
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P.nguaten Penurunsn Angka lGmatian lbu, Bayi,
dan Intedcnsi St/aring (1605 lGb. Musi Rawas)

F.nguaten Penurunan Angka Kaaatian lbu, Bayi,
dan Intclvensi Stuntnlg (1609 - Ikb. Ogan
Ibm.ring Ulu Timur)

10.527,7 DAX

12.300,3 DAK

PcnSuetar Pcnurunan Angka lGEetian tbu, Bai,
dan Intcrvcnsi S,unling (1610 - Kab. Ogan llil) 16.101,4 DAK

PcnSuatan Fe urunan An8lq K.matian lbu, Bayi,
dan Int rvcnsi Stunrrhg (16l I - Kab. Empat
Iswang)

2.047,9 DAK

Pcnguatan P.nurunan turgka Kcmatian lbu, Beyi,
d,ar Intcrv"nsi Sluntmg (1612 - Kab. Penukal
Abab Lmatang lli4

1.348,2 DAK

Fenguatan P.nurunan AnSka Kematian Ibu, Bayi.
dan Intcrvcnsi Saunting (1671 - Kota Palcmbang)

Pcnguatan Pcnurutun Angka lGmatian lbu, Beyi,
den Intcrvcn8i Sfirntrh, (1672 - Kota Prabumulih)

5.851,8 DAX

14.382,6 DAK

PcnSuatan Penurunan Angke lGmatian Ibu, Bayi,
dan Intervcnsi Sti.mrrrg (1673 - Kota Pagar Alam) I1.920,5 DAI<

Penguatan P.nurunan Aigka Kcmatian lbu, Bal,
dan Interve si S'tunting {1674 - Kot6 Lubuk
LinSSeu)

11.427,r DAK

Pentuatan Pcnurunan AnSl€ lGmatian Ibu, Bal,
dan Intcrvcnsi Srurthg (1701 - l(ab. Bengkulu
Scletar{

6.203,2 DAK

PcnSuatan Pcnurunan Angka Kematian lbu, Bayi,
.ten Inrrrvcmi Sruatrhg (1702 - Kab. Rcjang
t bonsl

1.395,1 DAK

Fenguatan Penurunan An8ke Kematian lbu, Bayi,
dan Intervcn.i S'tunting (1704 - Ihb. Kaud 4.949,9 DAK

Penguatan Pcnuru[an Angka lkBatian tbu, Bayi,
dan lntervenli ,s'tunting (1706 - Kab. Mukomuko) 4.825,8 DAK

Pcnguatan Pcnururran AnSka Kcmatian lbu, Bayi,
dan Intcrv.nsi Slunling (1709 - Kab. BcnSkulu
T.n8ah)

3.946,8 DAK

P.nSuatan P.nurunan Anaka lGmatian lbu, Beyi,
&n Int rvcnf,i SnJnaiag (f771 - Kota B.ngkulu) 6.196,5 DAK

Fcnguaten Penurunan Angka Kematien lbu, Bayi,
dan Intcrvcnsi Srunting (1803 - Ihb. La&puna
Selatan)

10.433,3 DAI(

Penguatan Fcnurunan Angka Keaatian lbu, Bayi,
den lntcrvcnsi Srznriag (1805 - Kab. tampung
Tcrgah)

7.353,3 DAK

PcnSuatan Pcnurunsn Angka KcEatian Ibu, Bayi,
dan Intqvcnsi Sruding (1806 - I(ab. Laapuna
Utara)

5.145,3 DAK

Pcnguatan P.nurunan Angka Ikmatian Ibu, Bayi,
dan Intcrv.n.i $unring (1807 - Ihb. Way rianan) 905,4 DAK

P.nguatan Fcnururran Angka Kernati.en Ibu, Bayi,
dan Intcrv.nsi S,unlizg (1808 - Kab. Tula[8
Bawang

10.205,9 DAK

Pcnguatan Penurunan Angke Kematian lbu, Bayi,
dan Itrtervemi Stun ing (1809 - lkb. Pesa*laran)

F.ngueten Penurunan Aagka Kematian lbu, Bayi,
dan Intervcnsi Sauntrng (18f3 - Kab. Pc.isi, Barau

2.sr8,2 DAX

2.637,0 DAX

Penguetan Penurunan Angke IGEatian Ibu, Bayi,
dan tdtcrv€nli 'slunthg (1872 - Kota Metlo)
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P€nguatan P.nurunan Aqka IGEatisIl Ibu, Bayi,
dan Intervensi Srudring (f90f - Keb. Bergka) 8.504,4 DAK

Pcnguatan Fcnurunan Angka lcEatian lbu, Bayi,
dan Intcrvcnsi Sfirnth, (1905 - t{ab. Ba.Irgks
Sclatan)

PcnSuatan Fenurunan AnSka Icmatian lbu, Bayi,
dan tnt rvcn8i Sfirn hg (1971 - Kota PanSkal
PinanC)

6.985,8 DAK

8.328,5 DAK

Pcflguatan Fenurunan Angka lGmatian lbu, Bayi,
dan Intclvcnri Stuntrhg (2105 - tkb. Icpulauan
Anembar)

Pelrtuatan Penurunan Angka Kcmatian lbu, Bayi,
dan Int6vc-n6i Stunang (2171 - Kota Batam)

r.553,5 DAI{

l.144,1 DAK

F.nguatan P.nurunan AngLa lkmatian Ibu, Bayi,
dan Int recnsi Stuntaa9 (31 - Provinsi DKI
Jakarta)

2.993,9 DAK

P.nguatan Pcnuruflefl AnSka IGEatian lbu, Bayi,
dan Intcw.nsi S.unth, P20f - l(ab. Bogor) 4.461,4 DAX

Pcnguatan Pcrurunan An81€ lGmatian lbu, Beyi,
dan Intcrven.i Saunlizg (3202 - t(ab. Sukabumi) 34.086,1 DAK

P"ngueten FenurunaIr Angka lGmatjan lbu, Bayi,
dan InterverEi Slunting (3204 - Kab. Bandurg) 42.585,0 DAK

Peruuatan Penurunan Angka tGmatian lbu, Bsyi,
dan I terversi Stun ing (3207 - Ikb. CiamiB)

Pcrt8ueten Penurunan Angka lGmatian lbu, Bayi,
den Intewensi St n mg (3209 - Keb. CirEbor{

13.145,0 DAK

22.652,7 D^K

Penguatan Pcnurunan Angka KeEatian Ibu, Bai,
dan Intervenoi .stuntrng (32f3 - Ikb. Subang) 20.s59,4 DAK

P.nSueta[ Fenurunan Angka l(.matian Ibu, Beyi,
dan Intrwcn.i Stururhg (32 15 - I(ab. Ihrawargl 6.264,5 DAK

PenSuatan Pc-nurunan Angka IGmatian lbu, Bayi,
dan Intcrven.i Stunting (3217 - thb. BandunS
Barat)

24.118,5 DAK

PmSuatan Pcnurunan An8ka Kematiar Ibu, Bayi,
dan lffervelrsi St nting (3274 - Kota Cirebon) 14.476,5 DAX

Fentuatsn Penururran Ar8ka Kematian Ibu, Bayi,
dan Intervensi St&ting (3275 - Kote B€kesi) r9.9r5,2 DAI(

Fenguatan P.nurunan Antl€ tGmatian Ibu, Bayi.
dan lntervensi ,stunting (3276 - lbte Depok) 11.506,5 DAK

P.nguatan Pcnuruna[ AnSka lGEetian lbu, Bayi,
dan Intcrvcn.i Saunnlag (3278 - Kota Tasikmalayal

Per[uatan Pcnurunan Angke kmatian Ibu, Bayi,
dan Irtcrvcmi Stuaria, (3279 - Kota Banjar)

8.001,1 DAK

5.908,3 DAK

Pm8uatan Pcnurunan AnAka lGmatian lbu, Bayi,
dan I elvensi Stlnring (3304 - Kab.
Benjarnesara)

19.004,9 DAK

P.nguatatr Penurunan Angka K€EatieIr Ibu, Bayi,
dan Interven.i Stur.t 19 (331I - Ihb. Sukoharjo) 20.078.4 DAX

P.nguite[ Penururan Angka Keaatia, Ibu, Bayi,
dan InErv.nai Stultthg ($f5 - I(ab. crohogan) 11.907,9 DAK

Pentuatan Pcnurunan Aryke Kematian Ibu, Bayi,
dan Irr.rvcmi Stun rhg (3320 - Kab. Je!'ara) 13.701,1 DAK

PcnSuatan Pc-nurunan Aryka lcmatian lbu, B6yi,
dan IntcrvsEi Sa.ln ing (3329 - Ihb. BrEb€sl 18.915,0 DAK
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Panguatan Panurunan Angka Kcmatian Ibu, Bayi,
dan Interven.i Stuntrng (3373 - Kota Salatiga)

4.270,7 DAK

Pengueten Pcnurunen Angka Ke6atier Ibu, Bayi,
dan Int rv.n.i Sruntr-:rg P375 - Ibta Pckafongan) 7.837,2 DAK

Pcnguatan Pcnurunan Angka Kcaatial Ibu, Bayi.
den Interverui Sluntrng 6376 - Ibta Tesal)

12.159,9 DAI(

Pcnguatan Pcnurunan Angka Kcaatian Ibu, Bayi,
dan Int rv.n.i Srunthg (3401 - Ihb. Kulon Pro8o)

10,789,7 DAK

P.nguatan Pcnurunan Angka tGmatian Ibu, Bayi,
dan Interv.nsi Srunthg p47f - Kota Yogakarta) 7.458,2 DAK

P.nguatan Pcnurunan Angka Ikmatian Ibu, Bai,
dan Intervemi s&di,rg (3503 - K.ab. TrcrEralek) t4.226,6 DAX

P.nguatan Pcnurunan Angka Kc6atian Ibu, Bayi,
dan Intervcnsi St/nring (3505 - Kab. Blita!) 20.444,8 DAK

F.nguatan Pcnurunan Angka lkmatian Ibu, Bayi,
dan InterveNi StuI.t',lg (3509 - I(ab. Jcmber) 3.704,4 DAX

Panguatan Panurunan Angka Kcmatian Ibu, Bayi,
den Int lvcnai Srudirg (3510 - I(ab. Banwwarai) 30.s19,9 DAK

Pcnguatan Pcnurunan Angla lGDatian Ibu, Bayi,
dan Intcw.nsi St,lding (3515 - Ihb. Sidoaljo) 27.Ot7,7 DAK

Panguatan Pcnurunan AnSka KcEatia, Ibu, Bayi,
dan Intlw.nai s,untihg (3516 - Ihb. Mojokerto) 17.067,1 DAK

P.nguatan Pcnurunan Angka lGEatian lbu, Bayi,
dan Intcrv.n8i Srunthg (3519 - Ikb. Madiun) r2.0r5,3 DAK

P.nSueten Fcnurunen Angke lGaatirn lbu, Bayi,
dan Intcrvcnsi Slunthg (3525 - Kab. Grrsik) 9.720,3 DAK

Panguatan Pcnurunan Angka Kdaatia, Ibu, Bayi.
dan InErvcnai Slunqlng (3526 - Kab. Banglalan) r0.0r0,4 DAK

Kcluarga BcrEcana (l l0l - Ihb. Simculuc) l.tt2,2 DAK

Keluarga Ber€ncana (l103 - Kab. Aceh Selatan) r.53r,9 DAK

IGluarya Bercncana (l104 - lkb. Aceh Tenggaral r.531,9 DAK

Ncluarga B.Gncana (l105 - lhb. Ac.h Tieud 1.531,9 DAK

Kcluarga Bcrcncana (l108 - Kab. Ac.h Bcsar) 1.455,3 DAI(

Kcluarga Bercncana (l f09 - Kab. Pidic) 1.531,9 DAK

Kcluarga Bcrcncana (l I l0 - lhb. Bircu.n) 2.166,8 DAI(

IGluarga Bclcncana (l I 12 - Ihb. Aceh Barat
Daya)

I.625,5 DAK

lcluer8e Berencara (l I 13 - I(ab. Galo Luesl I.53I,9 DAK

Kcluarga B.lrncara (l I 14 - lhb. Acch Ta.6ieng) 1.531,9 DAK

lcluarga Bercncana (l I ls - l(ab. NaSan RaF) 1.048,r DAK

1.625,5 DAKIGluarga Bercncsna (1r 16 - t(gb. Acch Jaya)

IGluarga Bercncana (l I 17 - t(ab. Bencr Mcriah) 1.625,5 DAI(

Kcluarga B.rcncana (1 I 18 - Kab. Pidic Jaya) 1.414,6 DAK

lGluarsa Bercncana (I 172 - Kota Sabans) 1.144,2 DAK

Kcluarga Ber€ncana (1 173 - Kota tangla) 1.531,9 DAK

K.luarga B.rcncana (l175 - Kota Subulusaalaml 1.531,9 DA(

Kcluarga B.r€ncana (1201 - thb. Nias) 1.842,1 DAI(

Keluer8a BerEncana (1202 - tkb. Mendailing
Natal)
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Klluarga Becncana (1203 - Ihb. Taperuli
S€letar, 1.909,8 DAK

IcluarSa B.rcncana (1204 l(eb. Tapanuli
TcnSah) 2.015,6 DAI(

lGluarga Bcrencene (1206 - t(ab. Tobal 1.625,s DAK

KElusrSa B.rcncana (1207 - IGb. Labuhenbatu) 1.209,4 DttK

Icluarga B.rrncana (1208 - Kab. Alahanl 1.030,3 DAK

Kcluarg. Bcruncana (1209 - Ikb. Simalungun) 1.685,1 DAK

Kcluarga B€r€ncene (1210 - Ihb. Dairi) 1.431,1 DAK

Keluarga Bcr"ncana (1212 - I(eb. Deli Serdang) r.091,5 DAX

Keluarga BcErcana {1213 - l(ab. LsnSkatl 1.620,0 DAK

IGluarga Bercncana (1214 - thb. Nie. S€latan) 2.138,8 DAK

Icluarga Be!€ncana (1216 - Ihb. Pakpek Bharat) 2.138,8 DAK

IfuluarSe Bercncana (1218 - Kab. Scdang
Bcdagail t.24t,6 DAK

Kcluarga Bercncana (I219 - t(ab. Batu Bara) I.64I,4 DAK

lcluarga Berrncana (1220 - Ihb. Padang Lawas
Uteral 2.064,0 DAK

Keluarya Bcrcncana (1221 - Ihb. Padang l.awas) L279,4 DAK

K.luarga B.rsrceDa (1224 - Ihb. Nias Utara) r.882,1 DAK

Keluarga Bcr.ncana (1225 - Ihb. Nies Barat) 2.138,8 DAK

IGluarga Bq€ncana {1271 - Kote Siboka) 1.882,1 DAK

Kcluarge B€rencana (1275 - Kota Mcdanl

IGluarSe B€lencana (1276 - Kota Binjai)

1.388,3 DAK

1.526,8 DAK

IGluerga Bcrcncana (1278 - Kota Gununglitoli)

IGluarga B.lrncena (1305 - Kab. Tanah Datad

1.243,3 DAr(

1.007,8 DAK

IGluarSa Berencana (1306 - l(ab. Padang
Pariaman) 1.069,0 DAK

KeluarSa Bcr€ncene (1375 - Kota Bukit Tinggi) 1.431,1 DAI(

Keluarga Bcrencana (1671 - Kota Palembang) 1.364,7 DAX

K.Iuarga B€r€ncana (1771 - Xota Bcngkulul 1.618,4 DAX

IGluerga Bs€ncana (3201 - I(ab. Boaor)

IGluarge B€rencana (3202 - Kab. Sukebumi)

I,685,I DAK

1.436,1 DAK

IGluarSe Berencsna (3203 - Ihb. Cianjurl 1.428,4 DAK

Keluar8a Bercncana (3204 - I(.ab. Bardung) 1.9r4,8 DAK

Kcluarga B.rcncana (3205 IGb. Garut) I.867.0 DAK

Kcluarga Bcr€ncara (3206 - I(ab. Ta6ikmalal,a) 1.685,1 DAK

Kcluarga B.rcncefle (3207 - Xab. Ciamb) 1.914,8 DAI<

K.luerga B€rcncana (3208 - Ihb. Kuninganl

IGluarga Bcrcncane (3209 - Kab. Circbon)

1.914,8 DAK

1.914,8 DAX

IGluarSe Berencana (3210 - Kab. Maja.IenSka) 1.622,4 Drlx

K.luarga B.lencena (32 I I - lGb. Sum.dang) 1.877,5 DAX

Icluarga B.rrncana (3212 - Kab. Indramayul 2.867,5 D?tX

IGluarSa Bercncana (3213 - Ihb. Subans) 1.90s,3 DAI(
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Keluarga Berencana (32 I 7 - Kab. Bandung Barat) 1.148,9 DAK

Keluarga Berencana 13273 - Kota Bandung) 1.914,8 DAK

Keluarga Berencana (3275 - Kota Bekasi) 1.685,r DAK

Keluarga Berencana (3276 - Kota Depok) 1.914,8 DAK

Keluarga Berencana (3278 - Kota Tasikmalaya) 1.9r4,8 DAK

Keluarga Berencana (3279 - Kota Banjar) 2.138,8 DAK

Keluarga Berencana (33Of - Kab. Cilacap) r.627,6 DAK

Keluarga Berencana (3303 - Kab. Purbalingga) 2.015,6 DAK

Keluarga Berencana (33Oa - Kab. Banjarnegara) 1.058,2 DAK

Keluarga Berencana (3305 - Kab. Kebumen) 1.914,8 DAK

Keluarga Berencana (33O6 - Kab. Purworejo) 3.023,4 DAK

Keluarga Berencana (33O7 - Kab. Wonosobo) 1.058,2 DAK

Keluarga Berencana (33O8 - Kab. Magelang) 1.851,6 DAK

Keluarga Berencana (33O9 - Kab. Boyolali) 1.240,2 DAK

Keluarga Berencana (3310 - Kab. Klaten) 1.215,9 DAK

Keluarga Berencana (3311 - Kab. Sukoharjo) 1.582,3 DAK

Keluarga Berencana (3312 - Kab. Wonogiri) 1.874,5 DAK

KeluargaBerencana (3313 - Kab. Karanganyar) 1.935,0 DAK

Keluarga Berencana (3315 - Kab. Grobogan) 1.309,8 DAK

Keluarga Berencana (3316 - Kab. Blora) 1.360,5 DAK

Keluarga Berencana (3317 - Kab. Rembang) 2.015,6 DAK

Keluarga Berencana 13322 - Kab. Semarang) 1.914,8 DAK

Keluarga Berencana (3323 - Kab. Temanggung) 1.511,7 DAK

Keluarga Berencana (3324 - Kab. Kendal) 2.015,6 DAK

Keluarga Berencana (3325 - Kab. Batang) 2.0r5,6 DAK

Keluarga Berencana (3326 - Kab. Pekalongan) 1.914,8 DAK

Keluarga Berencana 13327 - Kab. Pemalang) t.464,9 DAK

Keluarga Berencana (3328 - Kab. Tegal) 1.9r4,8 DAK

Keluarga Berencana (3329 - Kab. Brebes) 1.579,7 DAK

Keluarga Berencana (3371 - Kota Magelang) r.068,3 DAK

Keluarga Berencana (3372 - Kota Surakarta) 1.953,6 DAK

Keluarga Berencana (3373 - Kota Salatiga) 1.662,9 DAK

Keluarga Berencana (3375 - Kota Pekalongan) 1.901,7 DAK

KeluargaBerencana (3501 - Kab. Pacitan) 1.310,2 DAK

Keluarga Berencana (35O2 - Kab. Ponorogo) 1.386,7 DAK

Keluarga Berencana (3505 - Kab. Blitar) 7.647,7 DAK

Keluarga Berencana (3507 - Kab. Malang) 1.672,7 DAK

Keluarga Berencana (3509 - Kab. Jember) 1.914,8 DAK

Keluarga Berencana (35f2 - Kab. Situbondo) 2.015,6 DAK

Keluarga Berencana (3514 - Kab. Pasuruan) 1.503,1 DAK

Keluarga Berencana (35 I 5 - Kab. Sidoarjo) 7.252,r DAK

Keluarga Berencana (3516 - Kab. Mojokerto) 1.436,1 DAK
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Keluarga Berencana (3517 - Kab. Jombang) 7.570,2 DAK

Keluarga Berencana (3518 - Kab. Nganjuk) 2.015,6 DAK

Keluarga Berencana (3519 - Kab. Madiun) 1.360,5 DAK

Keluarga Berencana (352O - Kab. Magetan) 1.995,5 DAK

Keluarga Berencana (3524 - Kab. Lamongan| 1.914,8 DAK

Keluarga Berencana (3525 - Kab. Gresik| 1.327,7 DAK

Keluarga Berencana (3526 - Kab. Bangkalan) 1.914,8 DAK

Keluarga Berencana (3527 - Kab. Sampang) 3.023,4 DAK

Keluarga Berencana (3528 - Kab. Pamekasan) r.390,8 DAK

Keluarga Berencana (3529 - Kab. Sumenep) 1.380,7 DAK

Keluarga Berencana (3571 - Kota Kediri) 2.318,0 DAK

Keluarga Berencana (3576 - Kota Mojokerto) 1.426,t DAK

Keluarga Berencana (3577 - Kota Madiun) 1.159,0 DAK

Keluarga Berencana (3601 - Kab. Pandeglang) 2.015,6 DAK

Keluarga Berencana (3602 - Kab. Lebak) 1.914,8 DAK

Keluarga Berencana (3673 - Kota Serang) 1.148,9 DAK

Keluarga Berencana (3674 - Kota Tangerang
Selatan| 1.531,9 DAK

Keluarga Berencana (5201 - Kab. Lombok Barat) r.955,2 DAK

Keluarga Berencana (5202 - Kab. Lombok Tengah) 2.Ot5,6 DAK

Keluarga Berencana (5203 - Kab. lombok Timur] 1.914,8 DAK

Keluarga Berencana (52O4 - Kab. Sumbawa) 2.015,6 DAK

Keluarga Berencana (5205 - Kab. Dompu) 1.924,9 DAK

Keluarga Berencana (5206 - Kab. Bima) 1.894,7 DAK

Keluarga Berencana (5207 - Kab. Sumbawa
Barat) 3.023,4 DAK

Keluarga Berencana (5208 - Kab. lombok Utara) 1,534,2 DAK

Keluarga Berencana (5271 - Kota Mataram) t.239,6 DAK

Keluarga Berencana (5272 - Kota Bima) 2.138,8 DAK

Keluarga Berencana (5302 - Kab. Sumba Timur) 2.015,6 DAK

Keluarga Berencana (5303 - Kab. Kupang) 2.138,8 DAK

Keluarga Berencana (5304 - Kab. Timor Tengah
Selatan) 2.015,6 DAK

Keluarga Berencana (53O5 - Kab. Timor Tengah
Utara) 2.138,8 DAK

KeluargaBerencana (5306 - Kab. BeIu) 1.689,6 DAK

KeluargaBerencana (5308 - Kab. Lembata) 2.138,8 DAK

KeluargaBerencana (5309 - Kab. Flores Timur) 1.433,0 DAK

Keluarga Berencana (53 fO - Kab. Sikka) 1.264,3 DAK

Keluarga Berencana (5311 - Kab. Ende) t.208,7 DAK

Keluarga Berencana (53f2 - Kab. Ngada) 2.138,8 DAK

Keluarga Berencana (5313 - Kab. Manggarai) 2.058,6 DAK

Keluarga Berencana (5314 - Kab. Rote Ndao) 2.078,3 DAK

Keluarga Berencana (5315 - Kab. Manggarai
Barat) 2.015,6 DAK
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Keluarga Berencana (53 16 - Kab. Sumba Tengah) r.208,4 DAK

Keluarga Berencana (5317 - Kab. Sumba Barat
Daya)

2.015,6 DAK

Keluarga Berencana (5319 - Kab. Manggarai
fimur) 2.138,8 DAK

Keluarga Berencana (532 I - Kab. Malaka) 2.r38,8 DAK

Keluarga Berencana (5371 - Kota Kupang) 1.285,0 DAK

Keluarga Berencana (6 1O I - Kab. Sambas) 2.015,6 DAK

Keluarga Berencana (6102 - Kab. Bengkayang) I.2OO,3 DAK

Keluarga Berencana (6103 - Kab. L^andak) 1.640,9 DAK

Keluarga Berencana (6104 - Kab. Mempawah) t.22t,6 DAK

Keluarga Berencana (6fO7 - Kab. Sintang) 1.005,3 DAK

Keluarga Berencana (6108 - Kab. Kapuas Hulu) 1.160,5 DAK

Keluarga Berencana (6110 - Kab. Melawi) 2.0I5,6 DAK

Keluarga Berencana (61 I I - Kab. Kayong Utara) 2.138,8 DAK

Keluarga Berencana (6171 - Kota Pontianak) 2.489,3 DAK

Keluarga Berencana 16172 - Kota Singkawang) r.585,1 DAK

KeluargaBerencana (6301 - Kab. Tanah Laut) 1.511,7 DAK

Keluarga Berencana (6303 - Kab. Banjar) 2.015,6 DAK

KeluargaBerencana (6304 - Kab. Barito Kuala) 1.537,3 DAK

Keluarga Berencana (6305 - Itab. Tapin) 2.015,6 DAK

Keluarga Berencana (6306 - Kab. Hulu Sungai
Selatan)

t.748,6 DAK

Keluarga Berencana (63O9 - Kab. Tabalong) 2.O15,6 DAK

Keluarga Berencana (6310 - Kab. Tanah Bumbu) r.723,4 DAK

Keluarga Berencana (6372 - Kota Banjarbaru) 2.0r5,6 DAK

Keluarga Berencana (6472 - Kota Samarinda) I.805,4 DAK

Kelualga Berencana (71O4 - Kab. Kepulauan
Talaud)

1.038,0 DAK

Keluarga Bcrencana (7208 - Kab. Parigi Moutong) 2.138,8 DAK

Keluarga Berencana (731 I - Kab. Bone) 1.756,9 DAK

Keluarga Berencana (73 16 - Kab. Enrekang) 1.785,9 DAK

Keluarga Berencana (7402 - Kab. Muna) 2.015,6 DAK

Keluarga Berencana (7403 - Kab. Konawe) 2.015,6 DAK

Keluarga Berencana (7404 - Kab. Kolaka) 2.015,6 DAK

Keluarga Berencana (74O5 - Kab. Konawe Selatan) 2.075,6 DAK

Keluarga Berencana (7406 - Kab. Bombana) r.642,7 DAK

Keluarga Berencana (7407 - Kab. Wakatobi) 3.O2t,4 DAK

Keluarga Berencana (7408 - Kab. Kolaka Utara) 2.138,8 DAK

Keluarga Berencana (74O9 - Kab. Buton Utara) 1.898,2 DAK

Keluarga Berencana (7410 - Kab. Konawe Utara) 2.066,0 DAK

Keluarga Berencana 17412 - Kab. Konawe
Kepulauan) t.o74,7 DAK

Keluarga Berencana (7413 - Kab. Muna Barat) 2.206,2 DAK
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Keluarga Berencana (7415 - Kab. Buton Selatan) 2.054,3 DAK

Keluarga Berencana (747I - Kota Kendari) 1.914,8 DAK

Keluarga Berencana (7504 - Kab. Bone Bolango) 1.951,6 DAK

KeluargaBerencana (7601 - Kab. Majene) 2. 138,8 DAK

Keluarga Berencana (7602 - Kab. Polewali
Mandar)

r.864,4 DAK

Keluarga Berencana (7603 - Kab. Mamasa) 2. 138,8 DAK

Keluarga Berencana (7604 - Kab. Mamuju) 2.015,6 DAK

Keluarga Berencana (7605 - Kab. Pasangkayu) 2.138,8 DAK

Keluarga Berencana (76O6 - Kab. Mamuju
Tengah)

t.390,2 DAK

Keluarga Berencana (8204 - Kab. Halmahera
Selatan)

2.015,6 DAK

Keluarga Berencana (82O6 - Kab. Halmahera
Timur)

r.007,8 DAK

Keluarga Berencana (8271 - KotaTernate) 1.552,0 DAK

Keluarga Berencana (9f O5 - Kab. Manokwari) 1,773,7 DAK

Keluarga Berencana (9I07 - Kab. Sorong) 1.069,4 DAK

Keluarga Berencana (9402 - Kab. Jayawijaya) 1.007,8 DAK

Keludga Berencana (9404 - Kab. Nabire) 1.007,8 DAK

Keluarga Berencana (9408 - Kab. Kepulauan
Yapen)

1.026,6 DAK

Keluarga Berencana [9409 - Kab. Biak Numfor) 1.007,8 DAK

Keluarga Berencana (941O - Kab. Paniai) 2.138,8 DAK

Keluarga Berencana (9415 - Kab. Asmat) r.007,8 DAK

Keluarga Berencana (9416 - Kab. Yahukimo) 2.015,6 DAK

Keluarga Berencana (9418 - Kab. Tolikara) 1.007,8 DAK

Keluarga Berencana (9419 - Kab. Sarmi) r.007,8 DAK

Keluarga Berencana (942O - Kab. Keerom) r.737,7 DAK

Keluarga Berencana (9427 - Kab. Supiori) 1.069,4 DAK

Keluarga Berencana (9432 - Kab. Yalimo) 1.007,8 DAK

Keluarga Berencana (9436 - Kab. Deiyai) 2. 138,8 DAK

Daerah yang mengintegrasikan dan mempunyai
rencana aksi daerah program kesehatan lbu dan
KB berbasis Hak

576,0 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kegiatan Koordinasi/Advokasi Terkait Perbaikan
Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir

4,146,4 KEMENTERIAN KESEHATAN

Buku/Media KIE Terkait Upaya Perbaikan Status
Gizi dan Peningkatan Pelayanan Ibu dan Bayi
Baru lahir

20.063,2 KEMENTERIAN KESEHATAN

Tenaga Kesehatan/ non-kesehatan yang
ditingkatkan kapasitasnya Terkait Upaya
Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir (LP)

11,279,5 KEMEIITERIAN KESEHATAN

Laporan Pemantauan dan Evaluasi Terkait Upaya
Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan Baru Lahir

SK No 168301 A
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FRESIDEN
REFUBUK INDONESIA

Priorita! Nasional/ MaJbr ProJbc!
Alokasi

(Rp. Jutal tir.t nii Pelek@

Provinsi/ t(ab/ lbta yang 6cndap6tka.n
Ia.iliteri/pcmbinasn Terkait Upaya Pcrbaikan
Statu. Ciri den Pcniflakatan Pelayanan
Kc€€hatan Ibu &n Bayi Baru Lahi!

26.876,A KEMENTERIANKESEHATAN

Aliat Non Mcdik {lrDB) - LR 44.991,4 KEMENTERIANKESEHATAN

Tcnaga K.lchatan yang Ditingkatkan lhpasite.
Pelayanan K.lchatan Rcprodukri Catin DaIl KB
(Lq

r.884,9 KEMENTERIANKESEHATAN

Ihb/Ifuta yang Mcla.kreneken Implelle tasi
,sbiairg Lsyak Hamil Bagi PUS di Kab/Kota
Loku. ANl AKB (LH

130,9 KEMEI{TERIANKESEHATAN

Hung P.layanan K6chatan Ibu dan Anak
(IBDB) - LR 892.87I,8 KEMENTERIAN KESEHATAN

Alat Keehaten Pelayenan Ke!€hatan Ibu dan
Anak (lsDB) - LR 205.904,2 KEMEI{TERIANKESEHATAN

Pembinaen RS PONEK !€rta Pelayanan ibu dan
Anak 5OO,O KEMENTERIANKESETIATAN

Tcnaga K6chatan Terlatih Pelayanan Ke!€hatan
Bagi Korban Ktp/A Derr TPPO dan Aborsi Atas
Indikasi (LPl

I.639,4 KEMENTERIANKESEHATAN

Rumah Seldt yant Diberikan Pcmbinaan Dalam
Ilrplemcnra8i Opcrasi Sedio Caesania Darurat
&lam Waktu Kurang Atau Sa.raa Dcnga 30
Menit

5OO,O KEMENTERIANKFSEHATAN

Tenega Kelchatan/ non kechatan yang
ditingkatken kape.iternya terkait Surveilam giri
den KIA

r.46I,9 KEMENTERIAN KESEHATAN

kovi rillhb/Ibte yang mendapatLan
falilitasi/ pcmbinaan Terkait UpaF Pcrbaikan
Statur Ciri delr Pcningkatan Pela,Bnan
Kochatan Ibu dan Beyi Beru Lahir

6.040,6 KEMEMERIANKESEHATAN

Tanaga Kalchatan/ non-kcschaten yeng
ditinSkatken kepaiitesnye Terkait Upaya
Perbaikan Statu. Giri dan Pcningkata, Peleyanan
IG!€hatan Ibu dan Bayi Balu Lahir

12.729,9 KEMENTERIAN KESEHATAN

Tenaga Kclchatan/ non kc!€haten yerU
ditiDgkatkan kapa8ite.dya terLait Surveilan. Siri
dan KIA PP)

3.364,1 KEMENTERIANKESEHATAN

\tr/orkahop Pclaksanaan Pelaya.nan Kea€haten
Rcproduki Cetia dsn (B (LH 12.95I,7 (EMENTERIAN KESEHATAN

Pcnduduk ]ang mendapatLarr Jamp€rsal 67.500,0 KEMENTERIANKESETIATAN

600,0 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dacrah J,an8 Dibcrikan Bimtek dan Supcrvisi
terrang Pclaksanaan lcbijaken FenceSehar
Pcrkawinan Anak

Aspek: PetErulhan btErrr€rEi Spesrtrk Stunting

Pakct Peny€diaan Vaksin Ieurd€asi Rutin Darar
den lrnjutan (LB

Ibu Hamil KEK yang mclrdapat aakaran
tambahan dari BuJfer Stoct

1,252,021,0 KEMENTERIAN KESEHATAN

60.184,9 KEMENTERIANKFSEHATAN

MonitorinS dan Sup€rvisi Imunisasi 8.386,6 KEMENTERIANKESEHATAN

So.ieli!6.i Pelekla[aan Imunfuasi 6.112,8 KEMENTERIAN KF,SEHATAN

K6rdin$i Pelaklanaan Imunisa.i 7.259,9 KEMENTERIANKESEHATAN

Mcdia lfumunike.i, Informa.i, FiuLasi Imuni.asi 19.842.1 KEMENTERIANKESEHATAN

Pc ngkatan lGpasitas Bi&ng Imunisasi 8.286.6 KEMENTERIAN KESEHATAN

Kampanyc P.nc.Sahan Sluaring Mclalui B€lbagai
M€dia (LP)
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REPUEUK TNDONESIA

Priorite. Na.ioiel/ilrairrPlDJbct Aloka.i
(Rp. Juta) lnlransi Pelsksana

IGgiatan Ibordinasi dan Advokasi Tcrkait
Pdbaikan cizi dan Peningkatsn Pelayamr
Kclchatan Bayi dan Bdita

1.157,6 KEMENTERIAN KESETIATAN

Balita Kuru! J,ang Eendapat Eakenan tambehEn
dari Bufrcr stlck

Tcrlaksananya Uji laboratorium MT Bumil KEK
dan Balita Gizi Kurang

26.175,0 KEMENTERIANKESEHATAN

1.360,0 KEMENTERIANKESEHATAN

Buku/ M.dia KE Tcrkait Upaya Pdbaikan Status
Giri dan Peninskatan Pelayanan tG!€hatan Bayi
dan Bslita

IeaaSa IGlchatan/ non-kBchatan yang
ditingketken kepa.itesnye Tcrkait Upaya
Ibrbaikan Status Gizi den Pcningkatan P.layanan
(c.chat6n Bayi delr Balita

7.157,2 KEMENTERIAN KESEHATAN

6.509,1 (EMENTERIAN KESEHATAN

Iaporan Pcmantauan dan Evaluasi Te*ait Upaya
Pcrbaikan Statu8 Giri dan PcninSkatan Pelalanan
K6.hatan Balita

4.926,2 KEMENTERIANKESEHATAN

Prcvin.i/ Ihb/ kota yang mcndapatkan fasilitasi
dan pembinas.tr T€rLait Upaya Perbaikar Statu!
Oizi dan Pedngkatan Fclayanan lcschatan Bayi
dan Balita

I,454,5 KEMENTERIANXESEHATAN

Alat &n Bahan tG.charan Pcndukung lEunisasi 20.512,8 KEMEMERIAN KESEHATAN

Anak balita yang m.ndapat suplcmcntaai ciri
Mikro I3,838,4 KEMENTERIAN KESEHATAN

Buku/Media I(IE T€rkait Upaya Perbaiken Stetu.
Giri den Psubinean Anak Usia Sckolah dan
Rcmaja

I.370,6 KEMENTERIANKESEHATAN

Irporan Pcmentaua[ dan Evaluasi Tclkait Upaya
Ferbailan Statua Giri dan P.mbinaan Anak Usia
Sckolah dan Rcmaja

2.742,I KEMENTERIANKESEHATAN

Bayi beru lehir yenS mcndapat sknhing hipotiroid
kongerdtal (SHK) 1I.161,6 KEMENTERIAN KESEHATAN

ProvirEi/ I(ab/ kota yart dilskukan f&iliteai
Tclkait Upaya Fcrbaikan Status Giri dan
F.Eb"rian TTD Bagi Rcmaja

5.522,4 KEMENTERIANKESEHATAN

Birltek, monev, Pembinean Palaksanaan
Imu.!risari 6.573,0 KEMENTERIANKESEHATAN

Kcaiatan Survcilans Gizi dan XIA 2.257,0 KEMENTERIANKFSEHATAN

TenBaa IG!€hatatr/ non-k*ehatan yeng
ditingkatkan kapasita.nya Terkait Upa,€
Peftaikan Status Giri den Pe ingketen Fcleyanen
Ke€€hatrn Bayi dan Bslita

34.859,6 KEMENTERIANKESEHATAN

Tenaga Keaeheten/ lron-kca€heter ]ang
ditingLatkan kapasita$ya Terkait Upa]€
Perbaiken Statu6 Oiri da, Pcmbcrian TTD Bagi
Rqaaja (l,P)

Alat dan bahan kc.chatan pcnccgaban dan
Fng.nddian pcn,€kit Filsriastu dan Kecacintan
(LD

6.320,I KEMENTERIANKESETIATAN

18.063,3 KEMENTERIANKESEHATAN

Leyanan rurvci fal{tor risiko pcnyakit dia.E [HS] 1.174,4 (EMENTERIAIiI KESEHATAN

Aspeb knenian hEruensi *nsitil Snhting padd

Remaja u.ia 15-19 tahun yang
cdukari giri dan ancmia &lam

mandapatkan
mendukunA

Pcrcepeten Pcnurunan Slfu ntizg

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BI(KBN)t0.ooo,0
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6.6A3,4 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (B(KBNI

Pelatihan dan R.fushin8 dalam rengka
pcrccpatan pcnurunan 'stuntmg



PRESIDEN
NEFUELIK INDONESIA

Prioritas Nasional/ Mairr Pro*r.t Alokasi
(Rp. Juta)

Instslai Pelakoana

KampanyE Percepaten Pcnurunan Slts n ing
tingkat nasionaf

Layanan Pusat Pengendali data S'tunting

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARCA
BERENCANA NASIONAL (BKBBN)

BADAN KEPENDUDUKAN DAN XELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

58.682,8

2.000,0

tGbijakan Ko vcrScnli Pcroepatan Penurunan
Stunting bad Pem.rintah Dacrah Kabupaterr Kote

Sistem InforE$i dan Satana TI Srunting

Rckomcndari kcbijalGn haril Studi Karua
Sauntrhg govirr8i

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BKXBN}

1.000,0

15.000,0

4.800,0

Penyel€ng8aiaan koordirEai sataa! Perccpdtan
Penurunan S,un rng korinsi dan keb/kota

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BKI(BN)76.680,0

IGluarga d.ngan badula yang mendapatkan
fasiuta8i dan pembinasn 1000 HPK

Ikmpenyc Fcrccpatan Pcnurunan Stunting
tinskat Provinsi dan Lab/kota

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

BADAN KEPENDUDU(AN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

4l.596,9

135.000,0

Pelatihen de.n Rcfrclhing dalaltr ranSke
Percqratan Fnurunan Stunling

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BKKBN)220,0r3,3

l.gporan Monitoring darl cvaluaai TPKTPPS
SATGAS p.rccpatan pcnuruEn Stunti4g provin.i
keb/kota

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BKXBN)6.600,0

K.giatan p€nyetrenSgaraan S.lcctariat Percepatan
Panurunan Sauntulg Pusat

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BKKBN)I1.000,0

Layenan Humas Fciccpatarl Penurunan Sfi,Inting
tingkat Pu3at

BADAN KEPENDUDUKAN DAN XELUARCA
BERENCANA NASIONAL (BXXBN)1.000,o

Kegieten pcnycLngSaraan S€lcetariet frcaccpatan
Penurunen Stuti'rg Provinsi

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BKKBN)24.945,4

Lalrnan Huma! Perccpaten Pcnurunan slunting
tirukat Provinsi

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BKKBN)4.200,o

Iiyanan Fangawasan IGSiatarr Pcrccpatan
Penurunan Stunring tk prpvirEi

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BKKBN}2.288,2

Provinsi )€ng m.n&patlan fasilite.i p.ngclolaan
SDM Lini lapangan

BADAN KEPENDUDUKAN DAN XELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BKXBN)r.100,0

Fenl,€le[Bgerean koodinasi intcnlifike6i ratga.
Ferccpatan Pclurunan stua,iag Provinsi dan
kab/kota pada 12 Prcvinsi prioritag

BADAN KEPENDUDUKAN DAN XSLUARGA
BERENCANA NASIONAL (BKKBN)12,200,O

P.nguatan kualitas darr liltei:l data k luarga
!a3e.ran koavcrScnsr percePatan penurunan
S!,,nting

BADAN KEPENDUDUKA]'I DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BKKBN)25.000,0

Pclatihan bagi pclakssna PP(s dalam pcrccpatan
Pc,nurunan Stuntfug

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BKXBN)21.581,9

Pembeldayaan kampung KB dala.e rangka
Pcnurunan Slutrtug

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BK(BN)22.000,0

Vcrifikasi dan valida.i data kcluarga sasaran
konvcrgc.i di 12 provinsr

BADAN KEPENDUDUKAN DAN XELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BK(BN)r6.800,0

PeEcrintah dacrah yang mendapatka! fasilitasi
pentcmbenSan DASHAT di I(ampung KB pada 12
provin.i prioritag

BADAN IGPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BKKBN)6.000,0

Fasilitasi &n koordine.i pcnda&pingsn
pcrgurusn tingai/raahasirwa kepada pcmda
pemprov kab/kota

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BI{XBN)10.200,0

Pelalsanaan pelatihan penetrSgulangan stuntutg
dan Scrakan maayaBkat sehat di kawasan
p€rbetasan

BADAN NASIONAL PENGEIOI.II
PERBATASAN (BNPP)700,0

Laporan Ibordha.i pengawa.an panaan
fortifikasi

SK No 168304A
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PRESIOEN
REI'UEUK INDONESIA

Prioritas Nasional/ MaJin PDisct Alokari
(Rp. Juta)

Instarui PelskEena

KIE Oba! dan MakanaIr AEan otreh UPT I83.88I,5 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dela Pangan Aman 34.330,1 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Sampcl panaan fortilikasi yarg di pcrika oLh
UPT

I.791,3 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Rcko6cnda.i lGbijs.ker Fenetrganan sfi,Inring
B.rdasarkan Hasil A!€.m.n Komposisi Ttrbuh
dcllgrn M€nSSuruIGn Tcknik Perunut Ilotop
Stabil

1.4OO,O BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)

Bantuan P.ng.mbangsn Penintketen Mutu
UKS/ M

6.5{rc,0 XXMENTERIANAGAMA

Deereh yang meningkat kapasitas aperatumya
dalam penilaie.n kincrja pcnanganan stuntlng 8OO.O KEMENTERIAN DA.IAM NEGERI

De.a ,arrg McndapatLan Penantanen
Konv.rgcnsi sxun ing

KEMENTERIAN DESA. PEMBANGUNAN
DAERAH TERNNGGAL DAN TRANSMIGRASI11.344,4

Kampelye G.rakan McEa8yarakatsn Mal(ert Ikan
(Gcmarikan) 33.300,0 KEMENTERIAN KEI,IIUTAN DAN PER]KANAN

Promosi Ploduk lGlaurar dan Perikaneh di
Dalam Ncgcri olch dacrah

3.4OO,O KEMENTERIAN KEI.JILTTAN DAN PERIKANAN

Pclstihan lGEra&pilan dan KoEpetersi lainnye
pada Proyck Penguatan Pelayenan Kelchatan Ibu
dan Anak (IsDBl

4.039,5 KEMENTERIANKESETIATAN

Fssilitasi Pengclolaan Marajcacn Proyek
Pcngueten Pclalaoan lGrchatan Ibu darl Anak
(bDB)

3T.859,0 KEMENTERIAN XESEHATAN

Pel,e.k.enaen F.ndidiLan Formsl T€n aa RS pada
I,royek Pcnguetan P.layanan KcschaEn Ibu den
Anak (I!DB)

4.324,I KEMENTERIANKESEHATAN

Iqmpany. Posyandu AIdf (LP) 17.081,5 KEMENTERIAN KESEHATAN

workrhop Pclayanan IGs.hatan ReFoduksi begi
Korban KIPA/TPPO den Peryandang Dbabilita! 2.189,6 KEMENTERIAN KESETIATAN

Pclatihn St nling (SDM) 5.573,4 XEMEI{TERIANKESEHATAN

Di.€minssi InJorEesi mengcnai Stunthg
KEMENTERIAN KOMUNIKASTI DAN
INFORMATIKA15.700,0

Infrastruktur Air Minum Berb$ia Ma.yarakat
KEMENTERIAN PEKER^IAAN UMUM DAN
PERUMATIAN RAKYAT491.110,0

Daemh ]rang Diberikan Bimt.k dan SuFrvisi
trntang Pclak€ffIlan Kebijaldn PHA ataa
Ke8chatan (stunrinci

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERUNDUNGAN ANAK840,0

Kajian dan Pensembengan Modcl Bidang
Fcndidikan Anak Usia Dini dan PerentinS di
Kawaaan A.ia Tenttan

KEMENTERIAN PENDIDI(AN, XEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOIPGI1.097,1

SMl( ,ang Mcl,.ksanakan hoara.m UKS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEXIOI'GI3.705,8

Satuan PAUD Menyelenggaraka! P.ndckatan
Holi.tik Intearatif

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
zuSET, DAN TEKNOLOGI3r.666,4

Satuan PAUD lana melel(.enakan proaram UKS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI9.080,3

SD yana M.laksanakan Progra.E UKS
KEMENTERIAN PENDTDIKAT, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOI,OGIt4.529,7

SMP yang Mclaksenel(en Program UKS
XEMENTERIAN PENDIDIXAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOI,OGI

4.69r,6

SMA yana mclak.anskar progrem UKS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN. KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI3.705,8
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7.245,0 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

LEbaga Pendidikan Maryarakat den ltndidikan
Khusus yeIrt Mclaksenalran ProSram UKS



iir TTFtrTIf,EEf,trEIn

kioritas Nasional/ Majot Ptoisct Alokasi
Ep. Juta)

In.tanci P.laksans

KPM Yang Mcmpemleh Bantuan Sosial Scmbako 45.T2O.OOO,O KEMENTERIANSOSIAL

tftluarga Yang Mcndapat Bantuan Soaral
Berayaiat

19) MP: Pembdngunan Scicnce Techno Patk
(Optimalirasi Triple Helix di 4 Major UnivcEitas)

28.735.328,0 KEMENTERIANSOSIAL

Dukungan Bcl,anja K/L 456.691,6

Aspk: Penuediaan Sa,rana

sarana PcrSuruan Tinggi Yang Dircvitalfu$i
(SBSN) - Kote Bardung

KEMENTERIAN PENDIDI(AN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI42.246,O

Sarane Pcrguruan Tingai Yang Direvitalhasi
(SBSN) - l(ota D"pok

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISE'T, DAN TEKNOIOGI3I.152,3

serana F.tguruan Tinagi Yarl8 Dircvitalilasi
(PHU{) - Ikb. Strlman

KEMENTERIAN PENDIDIIGN. KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TE(NOI,OGI55.433,5

Aspc k: Petqp mbong@t Prnstdna

PralaraDa P.rguruan TingAi Yang DibanSun
(PHU{) - Pusat

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI100,0

Pralarana Petguruan Tinggi Yang Diberaun
(SBSN) - lbta Bandung

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOI,OGI292.393,O

Pralsrsra Ferguruan TinSgi Yana Dibangun
ISBSNI - Kota Dcpok

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOIOGI31.860.7

kasarane Pcrguruan TingSi Yans DibanSu!
(PHIJ,I) - Kab. Slcman

KEMEMERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOIOGI3.506,r

20) MP: P.ndidiken dan Pclatihan voke.i untuk
Induski 4.O

Dukungin B.lenja K/L 635.688,1

SuDr Reuitalisasi snd(gdng nat&thtw hldn].sti 4.0

Aspk: Revi1nlis,..si s'MX Aang Mendtbrng htd).sl,i 4.O

SMK yena Dik Ebangkan Bcrbali! lndu.tri 4.0
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI72.2t2,5

Sub: sist 
^ Wn@siPas lte*,

Aspet Reunalisa.si sJsreln hthnasi Pa.sa.t ltetia

kyanen Job Matching 9.9OO,O KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

layanan Analbi! Paler lcrja Dalam N.Eeli daJl
Luar Ncgcri

1,583,7 KEMENTERIAN KETENAGAJ(ER,JAAN

P.Ebangunan dar Pentembengan Aplikasi SIAP
IG!ja

15.270,0 KEMENTERIAN KETENAGAKER^IAAN

Layanan Analisis IGbutuhe[ fthtihan Ke{a
Dalam Negcri/Luei Ne8cri

2.OO7,I KEMENTERIAN KETENAGAKER.'AAN

sltb: Trunsfojr"j,.si Baloi Ldiren lk4d (BIX)

Aspk: ReJonnasi l{elen bagaan

Tren.f6rma6i BLK Bsru 83.747,A KEMENTERIAN (ETENAGANXR^IAAN

A.SP€E tuniagtrdan Kuolitas Pelatihorl

t mbaga P.latihar Kerja datr Ploduktivitas ]€n8
Ditingkatkan Kudita. Mutu dan Lcmbaga

28.7II,3 XEMENTERIAN KETENAGAKER,JAAN

Sarana dell Pra.arana Bidana Pelatihan dan
Produldivite.

316.192,2 KEMENTERIAN KETENACAKER.IAAN
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REPUBUK INDONESIA

Priodta! Nesional/ r{aJirt P|o}Et
Alokasi

(Rp. Juta)
Ifttansi Felaksana

stb: Revitalisosi Pendidika Tinsgi vokasi

Aspk: Pentqkdal Ko,,p€ter?s,i dan Ir?at,lian
Llar,4ssi:/0 Pendidikan Thggi Voka,si

Mahalilwe Pcndidil€n Tinggi Vokari Yang
M.ngikuti Uji Kortrpct nsi ProfBi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOI'GI4.743,5

Aspk: Peningtata,r Kapasitas TeMga Midik

SDM Fcndidikan Tirt8i Vokasi yang menaikuti
Fenin8katan KoEp€tcn6i

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI17.420,2

Asp.k: ktguatan Kdembagaan P€ndidikdn Tinggi
Vokasi

Pcndidiken TinSgi vokasr yan8 Ecncrapkan
Pcnguatan Mutu Bcrstandar Industri

XEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TE(NOI'GI83.5{X},0

2 U MP: Reforma3i Sistcm Pcrlindungafl Sosial

Dukungan Belanja K/L l4l.402.613,0

s.rb: Pengenb@gsn Registrasi Sostial E totrot ri

AsFk Shtcrozisasi ddn hlleg,l,.si Do,tauntuh
fuvryeton Min&ngan S$ia.l

Rancara Bengurr Sistcm PB 1.210,0 BADAN NASIONAL PENANGGUUINGAN
BENCANA (BNPBI

Silt€E Ialoraa.i Bidan8 Keb€rrcanaan
BADAN NASIONAL PENANGGUI.IINGAN
BENCANA (BNPB)1.500,0

PcE.nuhan Kcbutuhen Irgistik PB
BADAN NASIONAL PENANGCULANGAN
BENCANA (BNPts)s.000,0

Da6ah yenS Mcncrapkan Sbtem InforEasi
IGuanten Da6ah dalam SIPD Bidang
Palrnc{naaIl Anggaran

I.45O,O KEMENTERIAN DAIAM NEGERI

Data Cenrer Na.ional 1.189.085,O
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

Standar Instrumen Ketahanan Bencana den
P.rubahan Iklim

KEMENTERIAN UNGKUNCAN HIDUP DAN
(EHUTANAN3.500,0

warga malyarakat diloka8i raxlan bcncana }lang
difarilitasi kampunS riaSa bcncana

20.879,2 KEMENTERIANSOSIAL

TaSana yanS ditingketkan kompctenlirrya dan
ditu8a.kan dalam penanganan bcncana

10.255,3 KEMENTERIANSOSIAL

TaSana yang mendspetkan kclcngkaped 3iega 92.606,6 KEMENTERIANSOSIAL

Sirtcm A!€s6en alan layanan SGial Anak yang
Tcrintcgrasi

5,5OO,O KEMENTERIANSOSTAL

Aspeh kflingkatan cdbtpan Data dari
bsa/Kehnara

Publika.i/ t aporan Beirdataan Awal Regiatrasi
sosial Ekorcmi

872.266,5 BADAN PUSAT STATISTIK

P.latihar Aparat Pcmcrintahan De8a dan
PeDgurus Lmbaaa KeEa6yarakatan D€sa
Li gkup Rcgiond

II.558,7 KEMENTERIANDAI.ITMNEGERI

FmdampinEan Dela 1.542.999,0 KEMEMERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRAIII

Si.tcm Informasi Telint €rasi Data Tunggal
UMKM

KEMENTERIAN KOPERAT}I DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH7.162,9

Sistem dan Tcknologi Infome.i l.cscjahteIsar
sosial

SK No 168307 A
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I'NTitrNiiETA

kiorita. Nasional/ Mqirr ProlEl Alokasi
(Rp. Juta)

Irstsnsi Pelakeaia

Aspek Pengelolaon Daa

Provinsi yang Melak.enalon Upara K$ehatan
Produlftif dan laruia (LP)

4.693.5 XEMEI{TERIANXESEHATAN

Ihbupat n/Kota yang meny.bnggarelar la)€ren
p.ngsduar penenSgulangan Lcmiakinelr
tcrintegrali dengan Com6and C€nter

17.487,4 KEMENTERIANSOSIAL

D.sa/ IGlurehan yang m.nyclcrSgereka,
laya;a" pduaddn dr,"rrglut"r'eao L"-i"Lin"tt
terintegresi dcngan CoEmand Centcr

1.268,8 KEMENTERIANSOSIAL

Kebupatcn /Kota yang mengembangkan SLRI 17.487,4 KEMENTERIANSOSIAL

Dc.a/ Kclurahan yarra aenyelengSarakan 1.268,8 XEMENTERIANSOSIAL

PSKS PeromDgan yang Meningket Perun Aktifnya
&lam Pelayanen s@ial

103.964,6 KEMENTERIANSOSIAL

s.tb: Penguarol Banfrton Soaiot

Astr€k: PeftJlasa,t Pilihot KPM don Pengenbargan
skgnl/I Penaah/ru

R.komcnda.i Per&mbetrgan D.sa Digital Eelalui
S,I.oft V agc

KEMENTERIAN DFSA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI43.2r0,0

Implcmentasi Digitalisasi F.nyaluran Bsntuan
SGial (PN)

304,I KEMET{TERIANIGUANGAN

UtcrEsi DiSital 550.000,0 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

Data Telpadu lGsrjaht raan Sosisl

Pcrraa.uhen Alt"matif (adopsi smgle pat€n, dan
I,,tet @vfi

11.547,4 KEMENTERIANSOSIAL

1.7IO,O KEMENTERIAN SOSIAL

Aspk: Pengualan Si.$em Pen&tkng

P.doman terkait Pcninglatan kualitas hidup
lanlia mclalui pcndampingan keluaraa

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BXXBN)200,0

Tcnaga Perdamping Prof6ional (IPP) yang
ditingkatkar lGpeBitetnya

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI52.580,0

Fasilitasi Fengembangan BUMDcla Bcftama
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRAJ{SMIGRASI10.100,0

Fasilitesi Pen8eEbangan BUMDesa
KEMENTERIAN DFSA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGCAL DAN TRANSMIGRASI64.507,5

Pcngc6bangan Pcmberdayaan Masyarakat Dese
DTT

1.277,O KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGCAL DAN'IEANSMIGRASI

K.trompok Maryarctet ,€ng Difa3iUtasi dan
Dibina lGbugsra.Il Jasmani 0,P)

r.683,9 KEMENTERIANKESEHATAN

Tcnaga Kelchaten yang ditingLatkan kap$ita3
Ke!€haterl Lansra Dan lEplementaai Standar
Pclalanefl G.riat i Yana Bcrkua.liter (Ln

I.O17,O KEMENTERIAN KESETIATAN

Solusi Ekosfutem 137.684,O
KEMENTERIAN KOMUM(ATII DAN
INF1f,RMATIKA

Akles Internct 422.320,O KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIIG

Akrc8 Intdnet Pepua dan Papua Barat 137.474,4 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

Ihpasitas Penyuluh dan/atau pcndamping yarS
handal

KEMENTERIAN UNGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN2.538,6

tnrdttif Kincrja Pcnyuluh Pcrtanian 212.363,0 KEMENTERIAN PERTANIAN

P.latihan Pcrtanian begi Non Aparatur 39.461,6 KEMENTERIAN PERTANIAN

SK No 168308 A
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EUK INDONESIA

kioritas Nasional/ aJorProJbct
Aloke3i

(Rp. Juta)
In.ransi F.lakana

P.ndampitrg yang mcddapatkan p€naembaDgan
kapa3ita. (FenyBnfura DiEebilitas)

3.480,0 KEMENTERIANSOSIAL

F.ndaaping yang mcn&patlGn pengcmbangan
kapasirai (Anekl

FcndampinS yant mendepetkan Fngcmbangan
kepa3ita. (l.anjut Usial

2.625,2 KEMEMERIANSOShL

2.630,0 KEMENTERIANSOSIAL

Fetrdaaping yang mendapatkar pcnScmbengan
keparitag

3.2OO,O KEMENTERIANSOSIAL

Anak sckolah ,tana mendapatkan cdukasi
bcncana

Litcrasi Khu.us baai Peryandang Dilabilitas
Netra

PendampinS yang aerdapetkan pcng.mbangan
kepa.itas (KP NAPZA)

1.159,3 KEMENTERIAN SOSIAL

3.642,0 KEMEI{TERIANSOSIAL

3,2OO,O KEMEI{IERIANSOSIAL

Sumber Dala Manusra yanS dikelola I.420.467,0 KEMENTERIAN SOSIAL

F.ndaEpin8 Rchabilitasi Sosial ya4
Mendepetken Honorarium

88.188,0 KEMEMERIAN SOSIAL

Aspek: htegrasi dan ftansloflra.si Ptogflm Bantuan
Sosial

Sant i PPS Ula/ Pakct A/ Hanya Mengaji/
Muadrlel P.n rirna PIP

10.569,2 KEMENTERIANAGAMA

Siswe Madra.ah MI P.ncrima PIP 423.123,2 KEMENTERIAN AGAMA

Si.wa SMTK/SMAK PcneriEa PIP I1. T47,0 KEMENTERIAN AGAMA

Santri PPS Wustl,a/ Paket B/ Hanla MetrgaJ'i/
Muadaleh Terime PIP

69.399,A KEMENTERIANAGAMA

Sfu*r Madre$h MT8 Pcn lima PIP

Si.wa SMPTK P.ncrima PIP

558.814,5 KEMEIITERIANAGAMA

3.736,5 KEMENTERIANAGAMA

Si.q,a Madralah MA Penerima PIP 320.372,0 KEMENTERIANAGAMA

Si.wa SDTK P.n6ima PIP

Sanu-i PPS Lnya/ Pakct C/ Hanya Menaaji/
Muadalah P.nerima PIP

1.087,7 KEMENTER]ANAGAMA

45.571,0 KEMENTERJANAGAMA

Siswa SMAK PcneriEa PIP 2.078,0 KEMENTERIANAGAMA

Penyediaan Elpiji 3 k8 yang tepat las8ran begi
Me.yerekat, U.aha Mikro, Nclayan, dar Petsni
SaEaran

3.O90,1
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

Bentua.n StiDutan Perumahan Swadeya
KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN

3.184.824,0 PERUMAHAN RAIryAT
fl'rintearasi dcngan PtlN)

Sissra SD/Paket A Yana Mendapatkan Program
Indoncsia Prntar

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI2.830.650,0

Siswa SMP/Pakct B YaDA Mendapatkefl ProSra]o
IndonBia Pintar

Si.{,a SMA/ Paket C Yant Merdapatlan Program
Indondia Pintar

Siswa SMK Yana Mendapatkan Program
Indoncaia Pintar

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RJSET, DAN TEKNOLOGI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOI'GI

KEMEI{TERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOI'GI

2.726.502,O

r.183.707,0

1.538.461,0

Werga Masyara|at Rawan B€ncana Soaial yang
Mcndapat Bantuan

19.642,0 KEMENTERIANSOSTAL

Korban bcncana alam yerg mcndapatkan
bantuan troEi.tik tanggap dalurat 128.885,1 KEMENTERIANSOSIAL

SK No 168309A
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FNESIDEN
REPIIEIJK INDONESIA

Priorita. Nasional/ MaJirr ProiEt AlokaGi
(Rp. Juta)

trst nii P.lakaana

P.ryandar8 Di,.abilitas,€ng Mendapatker
Asistcnri Rchabilitasi Sosis.l

171.582,9 IGMENTERIAN SOSIAL

Lmbaaa yeng Mcrdapatkan Pengembangan
lhpasitas (Pcnyandary Di.ebilitas)

6,960,0 KEMENTERIANSOSIAL

Rekomenda.i Pcnangansn Rehabilitasi S6ial
Lanjut Usia

Ianjut Usia
Rehabilirasi

yang Mcndapatkan Alilten6i
so.ial

I.645,0 KEMENTERIANSOSIAL

142.566,0 KEMENTERIANSOSIAL

Irmbaga yang Mendapatkan Pcngcmbantan
Kapalitas (Lenjut U3ia)

5.4OO,O KEMENTERIANSOSIAL

Wer8a NAT YanS Mendapat Pemb.rdaJ,aan Tahur
I 72.270,5 KEMENTERIANSOSIAL

Rekomcndasi Penanganan Rehabilitasi So3ial
tfu rban Pery€lall8urlaan NAPZA

r.9OO,O KEMENTERIANSOSIAL

f\orban Pe yehltgunaan NAPZA yang
M.ndapatkan Asiste si Rchebilitasi So.ial

39.138,3 KEMENTERIANSOSIAL

t €Ebaaa yang M.ndapaikan P€ngeEbarsan
I(apaiita8 (KP NAPZA)

6.320,0 KEMENTERIANSOSIAL

Rekotucndari Pcnanganan
Anak yang Mcmbutuhk n

Rchabilita.i Scial
Pcrlindungan Khusu. 1.929,4 XEMENTERIANSOSIAL

Anak yang M.Ebutuhkan Pcrlindungen Khuau!
]tsnt M.ndepatkan Ali.temi Rehebilitasi Sosial

r09.58O.5 KEME}ITERIANSOSIAL

t mbaga yanS Mendapetkan Pengcmbangan
tGpalitas (Anak)

6.350,0 KEMENTERIANSOSIAL

lsyanan F.nycLnggsraan Protral! I(a tu
Sdnbako

122.063,2 KEMENTERIANSOSIAL

KPM Yarg Mcmpcrclch Bantuar So.ial Scmbako 45.12O.OOO,O XEMEI{TERIANSOSIAL

Sistcm Arseaiacn dan laJ,anan SGiel Penyandarg
Dlsabilitas ]€n8 Tcrintegrasi

Alat Befltu Aklcsibilita. Peryandang Di.abrlita3

5.5OO,O (EMEMERIANSOSIAL

55.600,0 KEMENTERIANSOSIAL

Sirt 6 AslcsDen dan Lsyanen Sosial tanjut Usia
yanS T.rintcarasi

5.5OO,O KEMENTERIANSOSIAL

Korbar bencana alam ya[E mendepatkan
bantuan pcmulihan soaial dan layanan dukunaar
paiko803ial

21.526,7 KEMENTERIAN SOSIAL

Norban Penyeleh8unaan Napra dan Oreng
Denasn HMeng M"ndapatkan Aiirter8i
Rehabilitaii Sdial

24.OOO,O KEMEMERIANSOSIAL

Ana.k Berhedapaa dcnSan Hukum ,€ng
mcndapatlar Asi.tcnri Rchabilirasi So6ie.l

I.621,6 KEMENTERIANSOSIAL

Kcluaraa Yant Msrdapat Bantuan SGial
Berayarat

2A.735.328,0 KEMEIfTERIAN SOSIAL

s}.rb: kngudron htcg@.si Kepeseftaarl dan hthrrnasi
Jaminan S$iaI

AsPf'l- ht,eg,asi l)ata Jamr'nan Sasrial

P.Iayanan koneksitas warchousc bcrba.i! MK
Na.ional

4.913,6 KEMENTERIAN DA]AM NEGERI

Neleyan yarlg diidcntiflka.i identitasnJra dalam
rangka pe irdunSan n.layan

2.OOO.O KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANA.T{

cakupan p.nduduk yeIS Ecnjadi PcneriEa
Bantuan Iuran (Ptsl) daleD JKN/KIS (PK)

46.464.000,0 KEMENTERIAN KESEHATAN

A9IE|E hl,Egruli dan Perfuason Kepesertaan

IIlstansi PcngSuna Pcgawai Non PNS dan
wadah/Iclompok P.kerja Bukan Pcncrima Upah
l,ana MendepatP,an Pcmahaman Plogram
Ja.Einan Sciar T.naga lcrja

SK No 168310A
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iTlrTEtrf,ITEEtrtrEIn

Priorites Nasional/ rvairrProJbc, AloLasi
(Rp. Jutel

Instarui Pelal(sana

I(ajisn dan Tclahaan PcnFlcnggaraan SJSN
XXMENIERIAN KOORDINATOR BTDANG

6.000,0 PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

221 MP: Rcformasi Si.terE K6chatan Nasiorral

Dukungan Belanja K/L dan DA( 23.277,528,4

k@ ktingkatan Kdpositos R:S dan Peldgonort
K"-seharat di DaerahTettinggal, Pertutaso , dart
Kewbr.m

P.nguatan Sistem Ker€hatan (91 - ProvirEi Papua
Baret)

34,05r,8 DAK

Pcnguatan Shtem lGsrhatan (94 - ttovin.i
Pepua)

119.903,2 DAK

Pc[gua6n Sistcm Kes€hatsn (11 - Provinsi Ac€h) 36.301,2 DAX

Penguetan Sist m Ke!€hatan (f2 - Provin.i
Sumatere Utara)

77.228,2 DAK

Pcngueten Sistcm Ke.cheten (120f - Kab. Nia!) 13.341,9 DAK

Ibnguatan Sistem Kelchaten (13 - Prcvhsi
Sumatera Barat)

142.793,0 DAX

Farguatan Sist€6 lks.hatan (1302 - Keb. P6fuir
Sclatan)

8.052,0 DAK

Itntuatan Sistcm KeschataIr (f309 - Kab.
Pasaman)

27.161,7 DAK

Penguatan SistcI,t Kcs.hatan (1311 - I(ab.
DharEa$aye)

19.576,7 DAK

Peiguatan SistcE K.!€haten (1372 - Kota Sotok) 3.231,0 DAK

Perguatan Sistcm Ke.€hatsn (14 - Provinsi Riaul 102.093,4 DAI{

Pcnguatar Sirtcm Kc€charan (1408 - Kab,
Bengkali3)

62.253,5 DAK

Fbnguaten Si.tcm Kcschatar (1473 - Kota Dumai) r7.346,5 DAK

Fenguetan Sistcm Kclehatan (15 - Prcvinsi
Jal!bil 106.685,6 DAK

Pcnguatan SisteD lc..hatan (16 - Provimi
Sumat ra Sclatan)

3.379,2 DtX.

Pcntuetan Sirtcm Keschatan (17 - Ptovin.i
B.ngkulul

112.699,0 DAK

Penguaten Sist m Kcsehatsn (1701 - Ibb.
B€rakulu S.latan)

11.525,1 DAX

Peruuatan Si.t m Kc!€hatan (1704 - t(ab. Ikur) 2.711,0 DAK

Pcnguatan Sistem K..chatan (1706 - Kab.
Mukomuko)

61.488,4 DAX

Pcnguetan Sistm Ke.€hatan (f709 - Kab.
Bcngkulu Tengah)

4.271,0 DAK

Penguatan Sistea K€!€hatan (1810 - tkb.
Pring.cwu)

3.674,1 DAK

FcnguaEn Si6tcm X..chatan (19 - Provinsi
K€pulauaa BangLa B€litung)

23.93r.6 DAK

P.nguatan Sistcm Kcschatar (1902 _ I(ab.
Bclitung)

24.06s,4 DAK

Fbntuaten SistcE Kclehatsn (21 - ProviNi
Kepulauan Riau)

107.990,9 DAK

Pcnguatan Si6tcm Ke.chat n (32 - Provin.i Jawe
Barat)

SK No 1683ll A
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REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional/ iraJor Ptold AlokaBi
EP. Juta)

Ict6rlai P.laksana

Fenguatan SisteE lGs.hatan (3309 - Kab.
Bolols.li)

41.742,6 DAK

Pcnguaran Sistcm Ke3€hats.tr (3323 - Kab.
T.manggung)

Itngueten Sis&m Ke€chatan (3402 - I(ab. Bantul)

5.442,0 DAl(

15.535.5 DAK

Pcnguatan gislem Kcs.hatan (35 - Provh.i Jewa
Timur)

7.593,9 DAX

Ibtrguaten Sist 6 Kcsehatsn (3510 - Ihb.
Banyuwangl)

16.924,3 DAK

PcnSuatan Sistcm Ke!€hatsn (3515 - Kab.
Sidoarjo)

13.335,6 DAl(

Pcnguatan Si.tem Kcschatan (3527 - Kab.
Sampallt)

22.504,6 DAK

Pcnguata[ Si.tcm K.rchatalr (36 - Provirui
Bantcn)

25.092,6 DAK

P.nguatan Siste6 Kclchatan (5f - Provirrsi Bali) 3r.653,1 DAI(

Fenguatan Si.tcE Kcs.hatan (5102 - tkb.
Tebenen)

18.925,1 DAK

PcnSuatsn Sist€m lGg.hatan (5106 - Kab. Banali) 8.886,s DAr

Pcnguatan Siatem lcschatan (52 - Provinsi Nuoe
Tcnggira Barat)

32.808,0 DAK

Itnguetan Sirtcm x.schatan (53 - Provinsi Nu8a
Tcngga.ra Timur)

22.289,6 DX

P.nguatan Sistcm IG!€haten (61 - Provinsr
(alimantan Baratl

70.424,0 DAK

Fenguatan Sistcm tGsehatar (62 - Provi$i
Ihlimantan TenSah)

9r.961,r DAI(

Fctrguatan Sist m Kclehatan (6207 - Kab.
llloardau) 17.284,5 DAX

Perauaten Sbtel, Ics.hatan (63 - Provinsi
I(aliEsntafl Scletenl

51.550,4 DAK

Penguatan Siltcm K.rchatan (65 - Provinai
Kalimanten Uteral

7.551,0 DAK

Pentueten Si.tcm Kcschatan (7f - Plovinsi
Sulawe.i Ute.ra)

a7.u4,7 DAK

Pcnguatan Siltem Ke.eheten (72 - ProviNi
Sulax,esi TenSah)

75.096,5 DAK

Fenguaten Sist e K6.hatan (73 - kovin3i
Sulawc.i Sclatan)

t9.123,5 DAX

PenSuatan Si3t€ra lGs.hatan (74 - Provinsr
Sulawesi Tenagara)

50.978,8 DAK

PcDguatan Siltcm lG.chatar (76 - Provimr
Sulaf,€si B6rat)

90.242,4 DX

PcnSuaten Si.tcm K$chatar (82 - Ptovinar
Maluku Utara)

50.511,2 DAK

Peningketan Pasokan Tenaga Listrik 24 Jam/Hati KEMEMERIAN ENERCI DAN SUMBER DAYA
MINERAL250,0

F.ngcmbangan fasilitas rujuked Kawasan
Indoncsi,a Timur

4OO.OOO,O KEMENIERIAN KESETIATAN

Peningkatar Mutu mclalui ,.rl.Irditasi dan
PcnSukuran Indikator Mutu Pclayanan Kesehatan
di FKRTL (LR)

4.294,9 KEMENTERIANKESEHATAN

SK No 168312A

Kcbijakan Penacmbeqan RS di
(ISDB) - L,R

- B.90 -

6.596,4 KEMENTERIANKESEHATANR.komcndali
Bidang Klinig



\
t

l:-EITf:IIIilTIETSIITA

Priodtas Nasional/ I{ajrrPro"iect Alokaai
(Rp. Jutal lnstansi Pelakgana

Pcnirraketsn Sistcm T.knologi lnforEasi dait
Ibmunikasi Proyck I8DB - LR

3.147,2 KEMENTERIAN KESEHATAN

Feslitari Pcng.lolaan Plol,€k PenSuatan RS
Rujukan Nasional dan UPT Vertikal (I3DB) (LR) 97.280,0 KEMENTERIANKESEHATAN

Rekem Medis ELktronik di Rumah Sekit Rujukan
Nesionel, Provinsi, Rcgional &n RS IGla3 A dan B 3.028,9 KEMENTERIANKESEHATAN

Rekomcnda.i Kcbijakar Fengembangan Rs dalam
meninakatlen 6i.tdtr rujukan (IsDB) - t R

2.4I0,7 KEMENTERIAN KESEHATAN

Fasilitali Pengelolaan Manajcmcn Proyek
Pcnguatan Pu.at Pclayanan Kankcr Terpadu
(I.DB) - LR

26.769,2 KEMENTERIANKESEHATAN

Pembinaan, Pendarnpinaan dan Bimbingan
TebrL PetralGenaetr Pelayanan Kcs€hatan
B€IseIaI (LP)

2.316,3 KEMEI{TERIAN KESEHATAN

Fedomen da.Iala rangka Fmenuhan SP faayenkcs
lainnla I.5OO,O KEMENTERIANKESEHATAN

Alat Ke!€haten Felayanan Kcschatan Ibu dar
Anak (IBDB) - LR

205.9(X,2 KEMENTERIANKESEHATAN

Pclatihan IGtcrampilan dan Kornpctcnai lainnya
pada Proyck Penguetan Pelayanan Kanlcr
Tcrpadu (IBDB) - LR

15.56I,1 KEMENTERIAN KESEHATAN

P.mbartunan den F.ngcabangan RS UPT
v.rtikal Suabaya

815.851,8 KEMENTERIAN KESE}IATAN

P.mbangunan dan PenSeabangan RS UPT
Vcrtikal Makal.8r 909.753,5 XXMENTERIAN I(ESEHATAN

Pelatihen GengSuan Itrdcra dan FunSsional (LD r.645,6 KEMENTERIANXESEHATAN

Dukungan peningketen Mutu, Alscditasi,
Kc&lemetan pali.n di Fasi,itas Pelayanan
Kcschatan (D€konlentra6i) (LR)

4I.236,I KEMENTERIAN KESEHATAN

OM Akl.3 Intcrnct r.8s0.097,0 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

OM Akscs lnt rnct Papua dan Papua Barat 119.045,6 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

Angkuran Udale Ferinti8 38I.352,9 IGMENTERIAN PERHUBUNGAN

PcnhSkatan l(apasitas RS Kcmhen-TNI 920.885,9 I{EMENTERIAN PERTAHANAN

Pcmenuhar Ruma.h Sakit Polri (PN) IOO.OOO,O XEPOUSIAN NEGARA REPUBUK INDONFSIA

Aspk: tuquatarl Keamanan da Ketalun m
Kesehrr,'n

taboratoriuE p€Irgewalan Obat dan Makanar
]€na rc.uai Cood labolatory Practice

74.925,2 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Sekolah denga'r Pangan Jajanan Anak Sekoleh
(PJAS) s.Ean

25.717,7 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Sempcl Makanan }?na DiFriLEe oleh UPT 19.563,2 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Sarana Produk i Obat dan Makanalr yang
Diperik.e otrlh UPT

7.998,8 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Alat Laboratorium pcngawasan Obat &n
Makanan yang sesuai Ciood Lsboratory Practlce

lndultri Pengen Olahan yang Menerapker!
Plogram Manajcmcr Riliko

Ihb/kota yang Eclaksanal(en pcnSa$B3an
ploduksi pangan olahan indu.tri rumah tangga
lcsuai standar

IOO.OOO,O BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAXANAN

5,066,6 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

3.438,0 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
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Itiorita8 Nasiond/ MaJirr Poict Alokasi
(Rp. Jute) IrBtansi Pel,el(.ana

Keputuaan Halil Pcngawaaan Saiarra DirBtribu6i
Obet d6n Ssr8na PelaFran l(.farmasian yang
Dis€le.aik n

8.736,4 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Surat Kctcrangan Ekspor lDpor Obat, Na.rkotike,
Psikotropika, da, Prckur.or yang Dh€leaeikan
Tcpat Waktu

r,063,1 BADAN PENCAWAS OBAT DAN MAKANAN

Ihbupat n/lbte yang Eelaklanal(an p€nga*Esan
post malkct pangan olahan saauei stender 4.074,9 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAXANAN

Fasilitm produk.i produk JKN dan Foduk high
rfuk lainnla rcrte bahefl beku obat ]tsn8 diawBai
€Buai srandar

2.983,9 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAXANAN

JcjarinS hboretorium Fen8ujian Obat dan
liakana, yerg Berpertbipasi Aktif 1.867,5 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Si.tcm leboratorium p€ngawasan Obat dan
Makanan yanS .6uai denaaI: crund D"-sign 5.657,0 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BcrlGs Perkara ysng dirclcsaikan hingga Tahap I 8.089,3 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

RekoEendasi Kebijelan Pcngawasan Obat dan
Malenan r,lang dimanfaetken 15.738,6 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pcngawe3 Obet den Mekaian yana tcrs€ftiEkasi
scsuai standa! 18.470,0 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Si,.taa Inlon rasi Pengewaiar Obat d,an Makanan
yanS Rcal tiEc, dikcmbanSkan den terintegreli 24.991,4 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KIE Obat dan Mak nan Ametr oleh UPr r$.88T,5 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAXANAN

Laboratorium BB/BITOM yary Eerdnakat
kapasitasqra untuk Ecmcnuhi standar Good
Iaboratory kacticcs (GLE

2.666,6 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAI{ANAN

Sarana Distribu.i Obat, Obat Ttadisiond.
Kosmctrk, SuplcEcn Kcscheten dan Ma.ka[an
yenS DiFriksa obh UPT

48.382,5 BADAN PENCAWAS OBAT DAN MAXANAN

Sampcl Obat, Obat Tredi.ionel, Kosmetik dan
Suplcm.n Kcschatan yang Dip€riksa S€.uai
Standa! otrlh UPT

34.319,0 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAXANAN

P.ng.mbangan daD Pcncrapan TeknoloAi BSL3
(B/OSAFSTT LEVEL 3)

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAI
(BRIN}

239,r

P.nguatan Sistcm X.seheten (1403 - Kab.
Indragiri Hitir) 6.469,5 DAK

P.nguatan Sbtcm Xc.eheten (3302 - Kab.
Banyumas) 4.949,5 DAK

Pcnauatsn Si.tcm K$chatan (3305 - Kab.
KcbuDcn) 5.796,3 DAr

Fcnguaten Siatce Keehatan (3310 - tkb. Klatcnl 5.595,7 DAK

Fcnguatan SbtfiE K6.hatan (3319 - Ikb. Kudus) 3.120,2 DAK

Fcnguatan Si.t m Kcochetan (3325 - Kab.
Batang) 6.837,8 DAK

Pcnguatan Stutrm Kc6chatar (3328 - Kab. Tegal) 35.603,0 DAK

Penguatan Sfutcm Ker€hatan (3502 Kab.
Po orcgo) 5.65s,8 DAK

Penpatarr Sbtcm Keschatan {3508 - Kab.
Lumajang) 5.696,6 DAK

Pcngueten Sbtem IG€chatan (3524 - Kab.
lamonaad 5.509,5 DAK

ParSuatan Si6tcm Kca€hatan (3572 - Kota Blitar) 2.376.8 DAK

Pcnguatan Sist"m Kc!€hete, (6208 - Kab.
Seru]€n)
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hioritas Nasional/I{aJirr ProJi€c,
Alol(asi

(Rp. Jutal Instansi Pclakaana

Sorielire.i Pcnccgahen dan Feflgcnda.lian
P.nyakit Pot nrial KLB/Wabah (HS) 7.809,I KEMEI{TERIANKESE}IATAN

NSPK Pcnc.gahan dan Pcngcndalian Pcnlakit
Pot nsial Kt B/Wabah (HS) 1.015,3 KEMET{TERIAN KESE}IATAN

Ifuordinaai Pclakranaan PcnccSahan dan
P.nS.ndalian Fcn)€kit Potcnsiaf KL,B/Wabah (HS) 4.330,6 KEMENTERIANKESEHATAN

Monitoring dan Supcrvisi Survcilan3 dan Rcspon
KLB/Webeh (HS) 5.02T,6 KEMENTERIANKESEHATAN

Koordina6i Peleyanan Kekerentinaan di Pintu
MasuL Ne8ere dan Wilayeh (HSl 17.083,7 KEMENTERIANKESEHATAN

So.ialila.i dan Di!€minasi (HS) I.8I4,A XEMENTERIAN KESEHATAN

PenSadaan
kcachaten

alat dan bahan k.karantinaan
di pintu ae6uk (HS) 56.596,7 I{EMENTERIANKESEHATAN

K.ordinasi pelaklanaan Suweilan. dan
laboratorium Kaaahatan Masyarakat untuk
Pencerahan daIl Pena€ndalian Penrkit (HS)

1.830,6 KEMENTERIANKESEHATAN

Iblibrali al,at laboratoriuE (HS) 3.262,5 KEMENTERIANKESEIIATAN

5.774,2 KEMENTERIANKESEHATANPemerikaan BqmFl penyakit dan linSkungan
(HS)

Pcryadaan alat dan bahan laboratorium (HS) 32.487,8 KEMENTERIANKESETIATAN

P.mcliheraan alat kcr.hetan (HS) 4.954,0 KEMENTERIANKESETTATAN

TcneSa K6chaten yeng diletih terkait Manajemen
laboratorium Kc.chatan Ma6yarakat (LP)

1.498,3 KEMENTERIANKESEHATAN

Tcnaga K4chaten yanS dilatih terkait Manajemen
laboratorium Kc.chatan Maslarakat (LPl 9.599,0 KEMENTERIANKESEHATAN

Pedgadesn Alat dan BalEn IGs€hatan
Kckarantinaen Kc!.hetan (HS) 97.993,3 KEMENTERIANKESEHATAN

Pendidikan dan Pelatihen tGke.rartinaan
Ke!€hete di Pi[tu Masuk (HS)

7.657,4 KEMENTERIANKESEHATAN

Pclatihan Surv.ilans dan R$pon Kl,B/ Wabah 5.911,2 KEMENTERIAN KESEHATAN

Fasitta6i, Mordtoring Surv,eitrera den R.6pon
Kl,B/Wabah 5.349,5 KEMENTERIANKESEHATAN

l,ayenen deteki dini dan r$pon kejadiar
pcn]€kit Dcnular (HS) 32.724,I KEMENTERIANKESEHATAN

Fcrrantauan dan Moncv PcnycLnggaiaa[
laboratorium Ke.€hatan Masyerekat (LP)

I.725,3 KEMENTERIANKESEHATAN

Pen8adaar Aiat dan Bahan Iclehatan
Pcncegahan dan Pcngendalian Pcnyakit Infcksi
Emeryins (HSl

r.769,I KEMENTERIANKESEHATAN

Surv.ilans dan D.tcksi Dini Pcnj,akit Infcksi
Emeldns (Hs) 672,5 KEMENTERIANKESEHATAN

Monitoring dan Supelvisi PenceSahan dan
Fengerdalian Penyekit Infeki EE€r8in8 (HS) I.489,2 KEMENTERIANKESEHATAN

Ikb/kota yang dibina dalam pcmcnuhan kualita!
lcsehatan lingkunaan 8.473,5 KEMENTERIANKFSEHATAN

Rckomendasi lGbijakan Pembaharuan Sistcm
lk.ehatan Nasional (LPl I.124,8 KEMENTERIAN KESEHATAN

Surv€ilan. dan Detek.i Dini Penld.it Potcrr3ial
KLB/Wabah (HSl 2.001,8 KEMENTERIANKESEHATAN

Pcngadaan Alat dan Bahan K4€hatan
PenS.rdelien Veldor (HS) 17.743,0 KEMENTERIANKESEHATAN

Mcdia lb6unikasi, Informasi, Edukasi
Pcngcndalian Vckor dan Binatang Pcmbawa
Penyakir (HS)
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Priorites Nasional/ McJirr I'roJi€Et

P.ngadaan S.rara, kasarara, Alat dan Bahan
Kcsehatan Survcilans Bcrba8k laboratorium (HS)

Alokasi
(Rp. Juta) lnstansi Pelaksana

1.882,8 KXMENTERIAN KESETIATAN

R$pon Kcdaruraan Kclrhata, Masyai'akat (HS) 1,07I,9 (EMENTERIAN KESEHAIAN

Monitorin8 dan Supcwisi Suweilans Bffbasrg
Laboratorium (HS)

2.293,3 KEMENTERIANXXSEHATAN

Rcncana KoltrnJinai dan Simuhsi K€daruratan
lG.eharan Masyarelst (I(I(M) (HS)

4.164,0 KEMENTERIANKESEHATAN

Surv.ilan. dan Pcngcndalian vehor dan BinatenS
Pembava Pcnyakit (HSl 4.607,7 KEMENTERIANKESEHATAN

P.ngamatan dan Identifikasr Penyekit Hewen 7T.620,2 KEMENTERIANPERTANIAN

Fcleyanan K6ahatan Hcwan I.32I.111,0 KEMENTERIAN PERIANIAN

Aspeb kagudan Fasilttas KeseMan Tingh
Peftdr 4 (FKTP)

Peflguaten Si.tcm lGs.hatan (8207 - Kab. Pulau
Morotei)

41.047,4 DAI{

Pcnguatan Sistcm Kes€hatsn (8208 - Ihb. Pulau
Taliabu) 899,6 DAI(

Pcnguatar Si.tem Kelehetan (8271 - Kota
Tcrnate) 2.250,0 DAK

Pcnguatan Shtcm Icschaten (8272 - Kota Tidore
lGpulausn) 4.723,7 DAK

Pcnguatan SLtem Ke.ehatad (9101 - I(ab. Fak
Fak)

53,3r0,3 DAK

Penguatan SisteE Ke.ehatan (9102 - IGb.
KaiEana) 3.284,9 DAK

Pcnguatan SisteE Ke!€hatan (9103 - Ihb. Tcluk
Wondamel 95.214,7 Dti<

Ircnguatan Si.tem lGlehatan (9104 - Kab. Teluk
Bintuni)

77.249,4 DIJ<

Pmauatan SisteE l(eaehaten (9105 - Kab.
Manokwari) 15.845,4 DAI(

Pcnguatan Si.trm lclchatan (9106't(eb. SotorB
Sclatanl 67.975,2 DAK

Pcn8uatan Sistem lc8€heran (9107 - I(ab. Solongl 94.697,6 DAK

P.nguatan Sistrm lG5€haran (9108 - Ihb. Reja
Ampat)

19.713,2 DAI(

Pcntuatarr Siltcm K.lchatan (9109 - Kab.
Tembreuw) 67.745,7 DAK

Pcnguatan Sistcm Kclchatan Pf f0 - IGb.
Maybrat) 95-274,4 DAK

P.nguatan Sbtem IG.€hete (9lll - Kab.
Manok$ari SclatanJ

622,7 DAK

P.nguatan Sbtcm K6chatan (9112 Ikb.
Pe$nuntan Arfakl 16.752,4 DAK

Fenguatan Sistem Ke.€hatan (9171 - Kota Sorong) 2.107,7 DtJ<

Fenguatan SLteE l(e.ehetan (9401 - I(ab.
Mcrauke) 45.837,3 DAr(

Fcnguatan Sist 6 Kcschatan (9402 - t(ab.
Jala$,ijaya) 123.6r5,0 DAK

P"nguatan sistem Kcsehatan (9403 - Kab.
Jayapura)

19.865,1 DAK
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REPUE|JK INOONESIA

I,rioritas Nasional/ MaJirr l,roJbc! Alokesi
(Rp. Jut4 tn.rrlii Pelrksma

Fcnguatan Si.t m Keehatan (9408 - lkb.
Kepuleuan Yapcn)

Penguatan Sistea Kcschatan (9409 - I(6b. Biak
Numfo4

10.540,3 DAK

48.568,6 DAK

F.nguatan Sfut 6 Kc.€hatar (9410 - Ikb. Paniai) 3.565,7 DAr{

Penguatan Sbtcm Kc!.hatan (9411 - Kab. Punca.k
Jaye) 155.163,0 DAK

PcnSuetar Sistem Ke€chataD (94f2 - Kab.
Mieika) 34.788,3 DAK

PcnSueten Sfutrm Nes€hatan {9413 - Kab. Bovcn
Digeel) 7.713,0 DAI(

PenSuerrn Sfutcm Kescharan (9414 - Ihb. Mappi) 10.523,6 DAK

Perraualan Sbt m K..chatan (9415 - I(ab. Aslnat) 49.670,r DAK

Pcruuatan SisteE IG.€hatan (9416 - Kab.
Yahukimo) rc4.469,7 Dttt<

Penguatan Sistcm lGschatan (9417 - Kab.
Pcgunungan Bintangl 8.894,6 DAr

Penguatan Sistem Kcschatan (9418 - Kab.
Tolikera) 126.245,6 DrrK

FEnguatan Sbtcm Kdchatan (9419 - Kab. Sermi)

Fenguatan Sistcm Kechatan (9420 - Ikb.
Ke.rom)

5.851.1 DAK

1.550,5 DAK

Pcnguatan Sfutrm Kcr€hate (9426 - Ikb.
Waropcn) 27.112,5 DtrK

P.nguetan Sirteh Ke!€hstan (9427 - Kab.
Supiori) 5.261,6 DAK

Pcnguelerr Sistem Keschatan (9428 - Ikb.
Mambcraao Reyel

Pcnguatan Si6t 6 lGaehatan (9429 - t(ab. Nduga)

4.491,3 DAK

83.801,3 DAK

PcnSuatan Sistc6 lcs.hatan (9430 - IGb. tinny
Jaya) 130.449,2 DAK

Pentuatan Sistem Kcs.hatan (9431 - lGb.
Maaberamo Tenaahl 3.307,6 DAX

Fenguatan Sistea Kcs.hatan (9432 - Kab. Ye.limo) 3.364,2 DAK

Penguatan Sistcm tG3chatan 19433 - Keb.
Puncakl 109.421.5 DAK

ItaSueten Si8tcm tc€chatan (9434 - Ihb.
Doglyai) 3.1I l, t DAI(

P.nguatan Si.tem Kes€hatan (9435 - Ihb. Intan
Jayal 5.944,8 DAX

Penguatan Sist m Icrchatan (9436 - I(eb. Deiyai) 14.796,2 DAK

Perguatan Sistcm IG.chatan 19471 - Kota
Jayapura) 1.178,6 DAX

Fenguatan SisteE Kc.ehatan (3218 - Kab.
ParrAandaran) 3.782,0 DAI(

P.nguaten Si.tea Ke!€hatan (1101 - Kab.
Simculuc) 9.542,9 DtrK

P.nguatan Si.teE Kelchatan (f 102 - I(ab. Acch
Sinskil) 3.766,5 DAX

Penguaran Sfutlm Kcr€hetan (l103 - Kab. Acch
Sclat ,tr)

134.916,6 DAK

Pcnguetan Sistem Keschatan (l l()4 - lhb. Aceh
TcnSgara)
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Itiorita! Nasiond/ Mairr PTolrt 4okesi
(Rp. Juta) I rrnai PelEk eE

Fdrguaten Sfut€m l(cs€hat3n (I lO5 - I(ab. Acch
Timud 3.721,7 DAK

Fcnguaten SbteD Kcaehatan (1106 - Kab. Acch
TelBeh) 6.885,1 DAK

F.ngueten Si.teE lc!€hatan (1107 - I(ab. Acch
Beraq r.727,5 DAX.

Penguatan Sistem K6chatan (r r08 - I(Ab. Acch
Be3a4 2.778,5 DAK

F.ngueten Si.teE Ke.chatar (1109 - Ikb. Pidi!) 55.098,1 DAK

Pengueten Siltem k?.chatan (f f f0 - Xab.
Birrucn) 13.774,6 DAK

Pcnguatan Si.tem Ke.€hatar (l I t f - I(ab. Acch
Utara) 36.39r,9 DAK

PenSueten Si.tem Kelchatan (f f f2 - Ibb. Acch
Barat Daye) 3.545,5 DAK

Pcnguatan Sbtlra (..chatan (l I 13 - Ihb. Geyo
Luc8) 17.546,4 DAK

P.nguatan Sirtcm Kerehetan (l I 14 - I(ab. Aceh
Tamiang) 1.648,8 DAK

Pcnguata[ Sistcm (.schata! (l I 15 - Ihb. Na8an
Raya) 4.226,6 DAK

PcDSuatan Si.tem Kea€hetan (l I 16 - I(ab. Acch
Jaya) 4.362,1 DAK

PcnSuatan Sist"m Kcr.hatan (l I 17 - Ihb. Bener
Meriah) 3.648,0 DAK

Pcnguatan Siat rl K6.hatan (1118 - tbb. Ptdie
Jaya) 1.453,8 DAX

Fcnguatan Siaterrl Ke.ehatan (1171 - Kota Banda
Acch) 555,7 DAK

Fcnguatan Sfut 6 Kc.ehetafi (1172 ' Kota
Sabang) 2.481,0 DAK

Pcnguatan Si.teE Ke.€hatar (f t73 - tbta
LanSla) 3.972,5 DAK

P.nguaten SilteE IGlchatan (l174 - tfuta
L,lrckl€umawe) 1.538,0 DAI<

P.nSuetEn Si.tem IGlchatan (l175 - Kota
Subulu.8alaml r.126,2 DAK

P.nguatan Sirtcm Ke!€hatan (1203 - Kab.
Tapanuli Seletan) 4.249,7 Dt\K

PcnSuaten Sbtem l(es€hatsn (1204 - Kab.
Tapanuli T.ngah) 18.007,5 DAK

Pcnguetan Sist h lcs€hatan (1205 - Kab.
Tapanuli Ute.re) 5.229,t DAX

Fbnguatan Si.tem Ke€€hatan (1207 - l(ab.
Labuhanbetu) 44.3I0,0 DAK

Penguatan
Alehen)

Sistcm Kcschatan (1208 - Ihb. 5.419,0 DAK

F.nguaten Si.teE Kelehatan (1209 - l(ab.
Simalungun) r.095,9 DAX

P.nguatan Siate6 Ke.€hatan (1210 - t(ab. Dairi) 2.?59,2 DA]K

Pcnguatan
SerdarE)

StuteE Ke.ehatan (1212 - Ksb. Dcli 395,2 DAX

Penguatar Stutcm tGschatan (1213 - Kab.
langkat)
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kioritas Nasional/ Mairr Pro,6 Alokasi
(Rp. Juta) Inrtenri Pelekaena

Fcnguatan SiatcE K6chatan (I214 - Kab. Nias
Selatan) 38.910,2 DAK

Fcnguatan Sfutem K6chatan (1217 - Kab.
saEosil) 2.119,2 DAK

Penguatan Sistem tG8chatan (1218 - Kab.
S.rdang Bcdagai) 3r.577,6 DAK

P.nguatan Sfutlm K6.hatan (1220 - I(ab. Paderg
Lawas Utan) 3.308,1 DAK

Itnguatan Si.t m Kechatan (1221 - I(ab. Padang
LawaB)

6.390,3 DAK

F.ngueten Si.tc6 Ke.chatar (1222 - Ikb.
Lebuhanbetu S€laten) 8.193,6 DAK

F.nguatan Si.tcm K6chatan (1224 - I(ab. Nias
Utara) 78.772,8 DAK

Panguatan
Sibolgal

Sistcm K6chatan (1271 - Kota 527,9 DAK

Penguatan Sistcm Ke€chats,n 11272 - l<ota
Tanjuns Balail 548,1 DAX

Penguatan Si.tcE Ke.€h6te[ (1273 - I(ota
P.matang Siantarl 4.135,3 DAK

Penguatar Sbtcm Ikschatan (f275 - Kota Mcdan) 2.527,7 DAK

Penguaran Sbtcm lGschatan (f276 - Kota Binjai) 3.469,9 DAK

Penguatan Sistcm KcschataD (130f - Ihb.
Kcpulauan Mcnta{rai) 9.88r,9 DAK

P.nguatan Sistcm K.sclratan (1303 - Ihb. Solokl 21.56s,7 DAK

P.nguatan Sistcm l(..chatan (13(X - (ab.
Sijunjunsl 30.151,7 DAK

P.nguatan Si.tcm Ke.chetan (l3OS - Kab. Tenan
Datar) 31.094,9 DAK

PenSuatan Silt m K.rchatan (f306 - Ihb. Padang
Pariaman) 12.017,2 DAK

PcnSuetan Si.tcm l(c!€hatan (1307 - Kab. Agam) 4.846,7 DAK

P.nSuatan Si.tcm K..chatan (1310 - l(ab. Solok
Sclatan) 260,0 DAK

P.nSuatan Si.tcm lGa€hetan (1371 - Ibta
Padang) 3.893,2 DAK

Pcnguatan Sisrcm Kcs.hatan (1373 - I(ota
Slewahluntol 11.600,6 DAK

Pcnguatan SbtcrB K6.hatan (1374 - Kota Padan8
Panjang) 485,6 DAK

Fcnguatan Sktetrr K*ehatan (1375 - Kota Bukit
TinS8l)

P.nguatan Sbtcm Kcaehatan (1376 - Kota
Payakumbuh)

4.003,0 DAK

2.069,2 DA](

Fenguatan Si3teE l(clehatsn (1404 - Kab.
P.lala$anl 21.08 r,8 DAK

Penguatan Sistcm Kcrchatan (1405 - IGb. Sie.k) 6.602,5 DAX

Penguatan Sistem lGs.hatan (1407 - Kab. Rokan
Hulu) 9.11?,7 DAX

P.nguetafl Si.tcm lGlchatan (f4O9 - Xab. RoIGn
Hilir) 2.974,6 Dr\K

Pcnguetan Si.tem Ke!€hatan (f47f - Ibta
Pckanbaru)
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ItaSuetan Siltem Kelchatan (f50f - Kab.
IGrincil 69-4*,6 DAX

Penguatar Sistcm Kcschatan (1502 - Keb.
M€fe4in) 5.644,8 DAK

P.nSuatan Siltcm Kc!.hetan (1503 - Kab.
Sarclangun) 1.956,t DAK

Pcrlguatan Sirtcm l(cs€hatall (1504 - Kab.
BatanShari)

Pcnguatan
Jambi)

Sistcm Kcschatan (1505 - lkb. Muaro

t3.l8a,a DAK

4.054,5 DAK

Penguatan Sist m Kcschatan (1506 - IGb.
Tedjun8 Jabuna TiEur) 68.893,1 DAK

F.nguaten StuteE Kelehatar (1507 - Ikb.
Tanjung JabunS Beratl 13.764,9 DAK

P.nSueten Si.tem Kerchatan (f508 - Ikb. Tcbo) 3.872,0 DAK

P.nguatan Siltem lGschatan (f509 - I(ab. Bungo)

Penguatan Siltcm K.schaten (1571 - Ibta Jambi)

26.071,7 DAK

24.603,7 DAX

Pcn8uetan Silt m IG€€hatan (f572 - Kota Sungai
Penuh) 3.694,1 DAK

P.nguatan Si3tcla K.8€hetan (1601 - IGb. Ogan
KoEerins Utu) s.622,9 DAK

F!ryuatan SisteE Icsehat n (1602 - Ihb. Ogsr
Komering Ilir) 444,1 DAK

Fenguatan Siltem tcs.hatan (1603 - Ihb. Muara
Enim) 8.428,6 DAK

F.nguatan Si.teE Ke!€hatan (f604 - I(ab. Lahat) 2.543,3 DAK

Fenguatan Sistcm Kcs.hated (1605 - Ikb. Musi
Rawa.) 8T8,3 DAK

Penguatan Sbtcm Kcsrhatan (1606 - I(ab. Musi
B6nyuasin) 20.r15,1 DAK

Penguatan Sistcm IGlchatan (1607 - Kab.
Banyua.in) 13.086,6 DAK

P.nSuatan Sistcm l(cr€hets.Il (1608 - Kab. Ogan
Komcring Ulu Sclatan) 5.374,7 DAI(

Fb-nguatan Sbtela lc.ehatan (1609 - t(ab. Ogan
Komcring Ulu Ti6ur) 4.218,9 DAK

Pcntuatan Sistcm Kcschatan (1610 - tkb. Ogan
Ilir) 318,0 DAK

Fenguatan SiaEm K6.hatan (161 1 Ikb. EEpat
lawang) 35.428,3 DAK

Penguatan Sis&E Ke.€hetefi (1612 - Ikb.
P.nukal Abeb l.€Eetara Ili4 10.239,8 DAX

Pentuatan Sbtcm K.r.hatan (1613 - Kab. Mu3i
Rawa3 Utara) 20.852,a DAX

Pmguatan Sbtcm l(eschatan (1671 - Ibta
Palcrabang) 5.739,r DAK

Pcrrguatan Si6t 6 Kca€hatan 11672 - Kot^
Prabumulih) 13.910,8 DAI(

Pmguatan Sbtcm K€.hatan (1673 - Kots Pagar
Alattr) 25.565,7 DAK
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Penguatan SisteE Kcrchatan (1702 - Kab. RcjenA
L.bonS) 364,2 DAI(

Penguaten Siltem Ke..hatan (1705 - IAb.
S.luma) 6,492,3 DAK

Pentuatan Siltem tGschataD (1707 - Kab.
Lborg) 3.211,7 DAK

Penguetar Silt m Kqchatan (f771 - lbta
B€ngkulu) 20.379,9 DAX

Penguatan Silt m Xcschaten (1802 - I(eb.
Tanggaaus) 16.s30.6 DAK

PenSuatan Sbtcm I(elchatan (1803 - Kab.
ktupung Sclatan) 4.819,5 DAK

PenguataJr SiBtem K$€hatan (f806 - Kab.
LampunS Utsra) t6.497 ,2 DAt<

Fenguetan Si.teE lclehatan (1807 - tGb. Way
I(anan) 7.985,6 DAI{

Fenguaten Si.teE lGsehatan (1808 - lkb. Tulang
BaBang) 4,442,4 DttK

Pcnguatan Sfutrm Kc3rhaten (1811 - Ikb. Mesuji) 2.9?1,5 DAK

P.nguaten Si.tcfi Ke.€hatar (f8f2 - Kab. Trrlang
Beu€ng Bsrat) 3.019,5 DAI(

Pentuatan Sbtcm Kechatan (1871 - Kote Berdar
Lsmpung) 32.972,4 DAK

P.rguatan Sist m K.rchatsn (1872 - fota Metro) 1.515,8 DAK

PcnSuaten Sistem Kca€hatan (1901 - Kab.
BanSke) 3.228,8 DAK

Peflguatan Sistem Kc.ehatan (1903 - Kab. Bengka
Barat) 16.535,2 DAK

Fenguatan Sistem tcschatan (1905 - Ihb. Bangka
S.leten) 31.281,6 DAK

Fenguaten SisteE Kcachatan (1906 - Ikb.
BclitunS Timur) 604,6 DAX

Penguatan Sistcm Kcs.hatan (1971 - Ibta
Panghl Pinang) 74.24\2 DAK

Penguatar Sbtcm K.rchaten (2101 - Kab.
Ketiaun) 18.177,2 DAK

Pcn8uela.n Siltem IGs€hatan Pf02 - Ikb. Bintan) 433,8 DAI(

Pcnguatan Si.tcm Kes€hEtsIl (2103 - Kab.
Natuna) 34.883,5 DA(

Penguatan Sist E Kcsehatsn (2I04 - Kab. LinSga) 3.507,6 DAX

Penguatan Sbt E Kcsehatan (2105 - Kab.
tcpulauan Anamba6l 42.924,0 DAX

Pcngueten Siltem tGachatan (2171 - Kota Bataa) 2.702,4 DAK

Penguatan Sfutcm Ke.€h6tan (2172 - Kota
Tanjung Pineng) 610,6 DAK

Pentuatar Sbtcm Kcsrhatan (3201 - Kab. Bosorl 8.030,9 DAK

Penguatan Sirt m K.rchaten (3202 - Kab.
Sukabumil 5.187,1 DAK

Plnauatan Siat ra K*ehatan (3203 - Kab.
Cienjur) 6.367,9 DAt(

Fenguatan Sistem Kcs.hatan 13204 - I(ab.
BandunS) 7.492,7 DAX
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Pen8uaran Siat m Keschatan (320,6 - Kab.
Tasikmalaya) 4.885,1 DAK

ItnSuatan Sist m IG5€hatan (3208 - Kab.
Kuningar) 435.1 DAX

Pcnguatan
Circbon)

Sirt m Kcrchatan (3209 - Kab. 4.197,9 DAK

PcrSuatan Silt m Kclchatan (32f0 - Kab,
Majalcnska) 18.397,7 DAK

Itrguatan Silt m IG.chatan (32f1 - Kab.
SuEcdansl 5.470,1 DAK

P"nguatan Si.t"m K.s.hat n 13212 - K^b.
Indramayul 3.364,8 DA(

PcnSuatan Sistcm K.s.hatan (32f3 - Kab.
Subang 4.962,6 DAX

Pcnguatan Sbt m Kca.hatan (32f4 - Kab
Purflakana) 3.301,2 DAK

Pcr[uaten Sbtem lcsehaten (3215 - Kab.
Karawang)

1.470,5 DAr

Peruuaten Sistem Ke€hatan (3216 - Ihb. Bekasi)

PcnAuatan Sistem Kclehatan (3217 - Kab.
Bandung Barat)

32.t77,3 DAX.

3.714,7 DAK

Pcnauatan Si3teE lGsehatan (3271 - Kota Bogod 37.445,6 DAK

Fenguatan SisteE lGlehsta'r 13272 - Kota
sukabumi) 8.395,8 DAK

F.nguatan Siatea K6ehatan (3273 - Kota
Bandung) 2.466,4 DAK

Fenguaten Si.te6 Ke.€hatan (3274 - Kota
Circbon) 817,5 DAK

Fengueten Si.teE Ke!€hatan (3276 - Kota Dcpok) 9.427,1 DltK

Fenguaten SLteE Kelehatan (3278 - Kots
Ta.ihalayal 5.766,5 DAX

F.nguatan Si8t m Kc3chatan (33 - Provin.i Jewa
Tcngah) 38.961,3 DAK

P.nguatan Si.t m K6chatan (3303 - Ihb.
Purbalingga) 2.004,7 DAK

P.nguatan SirtcE Kcs.haten (3306 - Ihb.
Punr,orcjo) 2,246,4 Dt$

Penguetan Si.tem Ke.€hatar (3307 - Ikb.
wono€obo) 19,070,0 DAK

P.ngueten SirtcE Ker.hete (3311 - Keb.
sukoharjo) 3.596,8 DAK

PenSueten Si.tcm Kelchatan (3312 - Kab.
Wonogiri) 8.883,2 DAK

Pengueta Si.tem Kes€hatan {3314 - Ikb. Sragen) 1.229,4 D?,K

P.nguatan Sbt m tkschatan {33f5 - Kab.
Crobogart) 33.108.8 DAX

Pcnguatai! Siitem K.r€heten (3316 - I(eb. Blora) 14.552,0 DAK

P.nguatan Si3lcm K.lchatan (3318 - Ihb. Pati) 39.124.8 DAK

Pen8uatan Sis&m Ke€chatan (3324 - Kab. Kendal) 36.199,7 DAK

Penguatan Sbtcm IG€chatan (3326 - Kab.
Pel(atonEanl 49.971,1 DAK

Pcnguead Siltcln Ke.chetan (3327 - I(eb.
P.malanS) 20.950,4 DAK
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Pcnguaten Si.tcm Kelchatefl (3329 - Ihb. Brcbcs) 6.853,7 DAK

PcnSuetan Sfutrm K*.hatan (337f - Kota
MeA.lenSl

20.189,5 DAK

Penguatan Si.teo Ke3chatan (3373 - Kota
Ssletiga)

833,5 DAK

Pcnguatan Sist m Kcaehatan (3374 - Kota
Semarena)

17.557,1 DAK

Fcllguatan Si.tcm Kc.€hatan (3375 - Kota
Pckalongan)

23.638,s DAK

PcnSuatan Si.t m Ke.chatan (3376 - Kote Tegel) 653,5 DAK

FcnSuate.n Sistcm K...hatan (3401 - Kab. Kulon
Progo)

3I.780,I DAK

PcnSuaran Sistem Kes€hatan (3403 - (ab.
Gunungkidul) 35.774,0 DAK

Pcnguatan Si.t Ir Kes€hatan (3404 - Kab.
Sleman)

1.338,9 DAK

PcnSuatan Siatrm Kes€hatan (3471 - Ibte
Yosrakarta) 655.2 DAI(

Pcnguetan Sirtcm K.€chatan (3503 - Ihb.
TrcnggaLk)

15.097,5 DAK

Pcnguatan Siltcm K6chatan (3504 - Kab.
Tulungiguna)

22.&4,0 DAl(

P.ngueten Sistce Kcschatan (3507 - tkb.
Malang)

17.920,2 DAK

Pcnguatan Sistem Kcaehatan (3511 l(eb.
Bondowoso)

27.078,9 DAK

Penguaten Si.tet r Kcs.hatan (3512 - t(ab.
Situbondo) 2.502,0 DAK

Penguatan Silted lG.€haten (3518 - Kab.
Nsanjuk) 4.755,0 DAK

Fetrguatan Sistcm lcs.hatan (3519 - tGb.
Madiun)

1.888,2 DAK

PerEuatan Sistem lGa€heta, (3523 - l(ab. Tuban) 17.695,0 DAI(

PcrrauaEn Sist€m lcs€heten (3525 - Kab. Grcsik) 54.232,6 DAI(

Pcnguatan Skt€m Ics€hatan (3526 - Kab.
Banekatan)

1.984,4 DAK

BenSuatan Sist m IG5€hatan (3529 - Kab.
Sumcncp)

2.008,6 DAX

Pcnguatan Sbtcm Ke.€hateJt (3571 - Kota Kcdiri) r.283,4 DAK

Pcnguetan Sfutcm K6.hatan (3573 - Kota
Malang)

333,8 DAK

Pcnguatan Sistem Ke!€hatan (3575 - Kota
Pasuruan) 628,2 DltJ<

Penguatan SiateE Ke.chaten (3576 - Kota
Mojokerto)

7.200,1 DAK

Penguaten sist E Kcsehatan (3601 - Kab.
PardeSIEng)

4.214,1 DAX

F.trguatan Sist m Kcsehatan (3603 - Kab.
TengcranS)

4.265,8 DAI(

2.100,4 DAKF.nguatan Si.t m Ke.ehatan (3604 - lhb. Scrang)

FedSuata.n Sist m IG.chatan (3671 - I(ota
Tanaerang)
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Pcnguatan Sist m Kcschatan (3672 - Kota
cilesor) 17.140,9 DAX

F.nguatan Si.tem Kcsehatan (3673 - t(ota Serang) 10.531,9 DA(

Penauatan Sist€6 lGs€hatan 13674 - Kot^
TengcranS Sclatan)

Fcnguatan Sist 6 lcschatan (stoa - Kab.
Bulclens)

3.966,8 DAK

20.484,8 DAK

Pcnguatan Sistcd Kc.ehatan (5171 - Kota
Dcnpasar)

r.998,2 DAK

Fenguatan SiateE Ke3€hetan (5201 - Kab.
tombok Berat) 11.545,6 DAK

Pcn8uaEn Sistcm I(e8€hatsn (5202 - fab.
Irmbok Tcngah)

45.t44,2 DAX

Pcnguatar Silt€m lcreheten (5203 - Kab.
Irmbok Timur)

P.nguatan Sbtrm lGschatan (5204 - Ikb.
Sumbawa)

46.333,0 DAK

18.450,9 DAK

Pcnguatan Sfut m K6.hatan (5205 - Kab.
DoInpul 25.266,2 DAK

Pcnguatan Stut m lGlchatan (5206 - Kab. BiEa) 44.855,0 DAK

Pcnguatan Si8tem IGschatsn (5207 - Kab.
Sumba*la Barat) 9.556,0 DAI(

Pcnguatan SilteE Keschatan (5208 - Kab.
t Ebok Utara) 2.469,4 DAK

Penguatan Si.tem Ke.ehate[ (5271 - Kota
l(ataram) 34.825,9 DAK

Penguatan Sist m KGchatan (5272 - lbta Bima) 5.641,1 DAX

Penguatan SLteE lc.chaten (5301 - Ihb. Sumba
Barat)

794,I DAK

Fenguatan Sisten lGaehatan (5302 - I(ab. Su6ba
Ti6ur) 10.104,8 DAX

F.n8lreten Sistcm Kcs.hatan (5303 - Kab.
Kupanr) 6.437,7 Dl'J<

F.nguatan Sist m Kc..hatan (5304 - IGb. TiEor
Tengah Seletenl 122.707 ,3 DAX

Ibnguatan Si.tcm lGlehatan (5305 - l(ab. Timor
Tenaah Utaral 8.714,2 DAK

Peryuatan Si.tcm lGr.hetan (5306 - Kab. Bclu) 3.273,6 DAK

Feruuatan Si.tem Kes.hatan (5307 - Ikb. Alo!) 10.097,7 DAK

PcnSuatan Sist m Ke€€hatan (5308 - Kab.
LEbata) 4.869,9 DAK

PcnSuatan Sistcm I(e5€hat n (5309 - Ihb. Florcr
TiEur) 15.079,1 DAK

Pcn8uatair Stutcm Kea€hetan (5310 - (ab. Sikka) 38.7A8,1 DAX

Penguatan Si.tcm Ker.haten (53 I I - lkb. Endc) 4.851,5 DAI(

Pengueten Si.tem Ker.hatan (5312 - Ikb. Nsada) 8.901,8 DAI{

Pcnguetan Si.t m Kcr.hatan (5313 - tGb.
Manggarail

14.995,0 DAK

P.nguatan Sistem Kelehatan (5314 - Ikb. Rot
Ndao)

26.449,7 DAX

Penguatan Si.tea Keschatan (5315 - t(ab.
MangSrrai Barat) 192.019,0 DAK
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Itn8uata Sirtcm Kcschatan (5316 - Ihb. Sumba
Ten:ah)

4.831,7 DAK

Itngueten Sist m Keschatar (5317 - I(ab. Sumba
Berat Daya)

6.713,4 DAK

F.nguatan Si.teE tcs€hatan (5318 - Kab.
Nagckeo)

646,3 DAI(

Perguete.tr Si6tcm Ke.chatslr (53f9 - Kab.
Manggarai Timui 69.719,5 DAK

Penguatan Si.tcm Kcschatan (5320 - Keb. Sabu
Raijual

r1.915,6 DAK

P.nguatan Si.te!, Kcs.hatan (5321 - Keb.
MdaLa)

85.635,5 DAX

Penguatan Siat m Kcschatan (5371 - Kota
Kupang)

r.842,8 DAI(

Pcnguatan
Sambasl

Sist m Kes€hetan (6101 - Kab. 8.202,9 DAK

Pcnguatan Sistcm Ke!€hatan (6f02 - Kab.
B.ngkayang)

94.665,4 DA(

Penguatan Sistcm Kes€hatan (6103 - Ikb.
Landak)

3.299,2 DAK

Fen8uatan Sistem Kcleheten (6104 - Kab.
Mempawah)

2.773,6 DttK

Ibnguatal Sist m Kes€hetat (6105 - Kab.
SanSgau)

t9.212,3 DAX

P.nguatan Sbtem Ke.€hatan (6f06 - Kab.
IGtepanS)

16.979,7 DAX

Pentuatan Sist a Kcschatan (6107 - Ihb.
Sintlna)

8.826,5 DAK

tbnauetan Sistcm KcsehaEn (6108 - l(ab. tqpuag
Hulu)

3.915,4 DAX

Fcnguatan SirEm Kes€hetan (6109 - Kab.
S€kedau)

2.762,1 DAK

P.nguatan Siltem Ke!.hatan (6f f0 - Ikb. Melawil 21.040,5 DAK

Penguatan Si.t Dr lk..hatan (6 1 1 I - Ihb. Ibyong
Utara)

3.371,8 DAK

Fenguatan SistcE K€seheten (6112 - t(ab. Kubu
R6ya)

1.766,7 DAK

Pcnguaran Siltem lGlchatan (6f71 - I(ota
Pontianak)

882,3 DAK

PcnSuatan Si8t m Ke!€h6ten (6172 - Kota
Singkawang)

1.398,4 DAI(

Penguatan SisteE Kelchatan (620f - tGb.
Kotawaringin Berat)

2r.153,3 DAX

Ibnguatan Sbtcm Kc.€hatan (6202 - Kab.
Kotawerin8in Timur)

5.597,2 DAK

PerrSuetan Sist m Kes€hatan (6203 - Kab.
lhpuaB)

75.88r,0 DAX

PenSuaten Sistcm Ke!€haten (6204 - lGb. krito
Sclatanl

19.10s,7 DAN

P.nguatan SLtem lGsrhatan (6205 - I(ab. Barito
Ute.ral

1.664,0 DAK

Fenguatan Si.tcm Kc..hetan (6206 - Kab.
Sukamara)
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P.nguatan Si3teE K€lchatan (6209 - I(ab.
t(atirlaanl

Pcntuaten Sistcm Kcschatan (6210 - thb. PulaiA
Pilau)

72.483,8 DAK

468,0 DAK

PcnSuatan Si.t m Kes€hetsn (62f1 - Kab.
Gunung Maal

952,2 DAX

PcnSuatan Silt m Ker€haten (6212 - Ikb. Barito
Timur)

P.nguatan Sistcm lGlchatan (6213 - I(ab.
Murun: Raya)

krguetan Sistlm Kcschatar (6271 - Kota
Palangkarayal

4.007,3 DAI(

463,3 DAK

7.714,3 DAK

PE$guetan Sist a Kcschatan (6301 - Ihb. Tanah
l.3ut)

Pcnauatan Si3t€6 lkr.haran (6302 - t(sb.
Kotabarul

14.514,5 DAK

8.989,4 DAK

Pcnguatefl Sirtcm Ikschatan (6303 - I(ab. Banjar) 54.375,0 DAI(

P.nguatar
Kuala)

Si.tem Kerchatan (63(x - Ibb. Barito 19.382,2 DAK

Pcnsuatan Si.tem KB.hatan (6305 - Ikb. Tapin) 5.351,7 DAK

F.nguatan SilteE Kc.chaten (6306 - Kab. Hulu
Sunsai S€latanl

17.401,7 DAK

Fcnguatan SisteE Kc!€haten (6307 - Kab. Hulu
Sunaai T.ngah)

Pcruuata, Sistcm Kc.€hatan (6308 - Ihb. Hulu
Sungai Utara)

s.883,7 DAI(

4.194,1 DAK

Pcnguatan Sistem lGE€hatan (63(x) - Kab.
Tabalong)

Itngudten Sistcm Kclchatan (6310 - Keb. Tanah
Buabu)

9.632,7 DAK

14.624,3 DAI(

Fentuatan Si.tcE Kcs.hatan (6311 - Ikb.
Balan:an)

6.309,3 DAK

Pcnguatan SisteE ltuachatan (6371 - Kota
Barjal:Easin)

3.901,6 DAK

Penauatan Si.tsa lG.chatan (6372 - lbra
Benjerbaru)

2.280,s DAK

Ibnguatarr Si.tcm Kcschat n (6401 - thb. Pa!.r) 28.876,8 DAK

Penguetan Sistcm Keschatan (6403 - Ihb. Kutai
IGrtal.garal

40.513,4 DAI(

P.nguaten Si.tem Kcs.hatan (6404 - Ikb. Kutai
Timur)

9.038,7 DAJ(

Penguaten Sist !r Kcschatan (6405 - Ihb. Bcrau) 9.366,3 DAK

Itnguatan Sist a K.!€hatan (6409 - I(ab.
Pcnajam Pa.cr Utara)

33.646,8 DAK

Pcnauataa Sirtcm lc.chatan (6411 - Kab.
Mehekanr Ulu)

2.447,? DAK

PcnSuatan Sfutcm Kes€hate (6471 - Kota
Balikpapan)

3.650,2 DAK

Pcnguatan SisteE Ke.chatan (6472 - Kota
saioarinda)

1.982,2 DAK

SK No 168326A

- 8.104 -

512,2 DAKP.nguatan SisteE Kc.chal,'r (6474 - l<ot^
Bonteng)



J
:1 {

ELIK INDONESIA

Plioritas Nasional/ I{a.ror Pro}Et Aloka.i
(Rp. Jut4 Inaransi Pclakrana

Pcn8uatarr Sbtem l(.lchatan (650f - Kab.
Melineul

12.548,5 DAK

Pcnguatan gi.tem Kcsrhatan (6502 - Kab.
Bulungen)

20.243,7 Dt\K

Penguatan Si.tem Kcschatan (6504 - Ikb.
NunuLan)

41.569,1 DAK

P.nguatan
Tarakan)

SisteE Ke€hatan (6571 - Kota 518,0 DAX

P€r8uaten Si.tcm K.rchatan (7f01 - Kab.
Bolaang Monaondow)

Pcn8uatan Si6tem K.rchatan gfo3 - Kab.
I(.pulauan Sangihc)

16.638,0 DAK

19.138,4 DAK

Penguat€r Sistcm xe€cbatan (7f(X - Keb.
Icpuleuen Taleud)

21.330,6 DA(

Pcnguatan Silteh Ke.€hatan (7105 - I(ab.
Minahaae Scletenl

1.307,1 DAK

F.nguatan SilteE Ke.ehatEn (7106 - I(ab.
Minaha.a Utara)

5r.057,4 DAI(

F.nguatan Sistcm Kcsehatan (7109 - Kab.
Minaha.a TcngSara)

2.038,4 DAK

Fcnguatan Sistcr Kclehatsn 01f 1 - Kab.
Bolaang MoDaondow Timur)

10.674,3 DAK

PenSuetan Sirtcm N..chatan (717I - Kota
Menado)

8.238,4 DAK

Pcnguetan Sirtcm K.srhatan (7f72 - Ibta Bituna) 1.207,8 DAK

Pengueten SisEm K*chatan (7f73 - Ibta
Tomohon)

4.4rc,7 DAJ<

Fenguaten Sistrm Kcschatan (7201 - Kab.
Banaaai lfupulauan)

5.002,9 DAK

Pengueten Si.tcm Kcachatan (7202 - llab.
Ban:gai)

12.694,2 DAK

Penauaten Sirtsn Kc..hatan (7203 - l(eb.
Morowald

1.627,2 DttX

Pe[Suater Sistcm Ift.chatan (7204 - l(eb. Po.o) 3.073,9 DAI{

Pcnguatan Sistem Kes€haten (7205 - Kab.
Donggala)

Pcnguaran Sist m (e6€hatan (7206 - Kab. Toli
Toli)

12.636,2 DAX

34.64t,7 DAK

P.nguatan SilteE Ke.ehatan (7208 - I(ab. Pari8i
Moutong)

36.696,2 DAK

Pengueten Sist E Kcschatan (7209 - Ikb. Tojo
Una Unel

6.366,2 DAK

Itnguatan Sistcm Kc.chatan (72f0 - Kab. Sigi) 1.502,2 DAI(

PenSuatan Sistcdr K..chatan (721I - Kab.
BangSai Laut)

2.903,2 DAK

Ibflguetan Sirtcm Kelchatan (7271 - Kota Palul 15.830,3 DAK

Fentuetad Siltcm Kcschatan (7301 - Ihb.
IGpulauan Sclaya4

Penguaten SisEm Kclchatan (7302 - I(eb.
Bulukumba)

68.474,5 DAr(

16.847,4 DAX
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FRESIDEN
REI'TIBUK INDONESIA

Priorita. Nasionsl/ Ma,irr PTolet Aloka!i
(Rp. Jutal Instansi Pelakana

Pcnguatan Sbtea l(€sehatsn (7304 - Kab.
Jencponto) 222,7 DAK

F.nguatan Si.teE Ke!€hatan (7305 - thb.
TaLalar)

Penguatan Siltcm Ke!€h6tar (7306 - I(ab. cowa)

8.980,9 DAK

34.603,8 DAK

P.nguatatt Si.tem lGschatan (7307 - Kab. Sitrjni) 12.716,4 DAX

PcnSuatan Sirtcm Xea€hetsn (7308 - Ihb. Maros) lI.14l,t DAK

Pcnguatan Sirtcla lcsehatan (7309 - Kab.
Pangkajcn. dan lGpulauan) 13.822,9 DAK

Fdrguatan Si.teE Kclehatan (7310 - Kab. Ba.rru) 11.425,6 DAK

P.nguaten Si.tem Kelehatan (7311 - Kab. Bone) 31.653,2 DAI{

Pengueten Sistcm K6chatan (7312 - Keb.
SoppcnE) 2.661,8 DAK

P.ngueten Si.t m Kechatan (7313 - Keb. Wajo) 287,8 DAX

Pen8uatan Sist m K.{rclutan (7314 - Kab.
SidenEng Rappan8) 4.609,9 DAK

PcnSuatan Sist D K.s€hetsn (7315 - Kab.
Pinrang) 5.723,5 DAK

Fenauatan Sistem lcschatan 17316 ' Kab.
EnrEl(8ns) 43.625,3 DAK

Penguatan Sbtcm KGchata (7317 - Kab. Luwu) r.r16,3 DAK

Penguatan SfutlE Kcr€haten (7318 - Kab. Tana
Toraja) 26.6t7,7 DAX

Penguatan Sfutrm Ke.ehetan (7322 - Ihb, Luwu
Utaral 18.893,4 DAK

P.nguatan Si6tem K$€hatan (7325 - Kab. Luwu
TiI,lur)

Farguatan SiateE lGlehatan (7326 - lhb. Toraja
Utaral

2.501,9 DAK

2.919,3 DAX

Fenguaten Sistem Kcs.hatan (7371 - Kots
Makas6ar) 3.559,0 DAJ(

P.nguatan Si.tem KeEchatan (7372 - Kote Par€
Parc) 9.984,1 DAK

P.nSuatan Sbtem Keschatan (7373 - I6ta Palopo) 9.260,5 DAK

PlnSuatan Sistcm Xcs€hatan (7401 - Kab. Butonl 6.058,1 DAK

Pcnguatan Sbtcrri K*ehatan (7402 - lhb. Mullaj 32.553,4 DAK

P"nguaten SLteE Kcsehatan (7403 - IGb.
Konaf,,e) 21.064,1 DAX

Penguatan Sfutcm Ke!€hatan (7404 - Ikb. Koleke) 25.646,0 DAK

Penguatan Sfutcm Ke!€hetan {7405 - Kab.
Konawc Sclatanl 60.a99,9 DAK

PcnSuataa
B@bsna)

Sbt o lGs€hatan (7406 - Ihb. 9.163,6 DAK

PDnAuatan Siat rtr K*ehatan (7407 - Kab.
wakatobi) 16.444,4 DAK

Pcnguatan Si.teE KBchatan (7408 - Keb. Kolal€
Utara) 12.060,4 DAK

P.nguata[ Sist m Keachatan (7409 - IGb. Buton
Utalal 22.139,9 DAK
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I
REPTIEUK IHDONESIA

kioritas Nssional/ idaJor Ptoject
Alokasi

tRp. Juta) In6tanai Pclakrana

P€nguatan Siltem lGs€hatarl (741r - Ikb. Kolaka
Timur) 2.129,t DAK

P.nguatan Shtcm K6chatan g4f2 - Kab.
Konaf,'e Kepulauan) 15.333,5 DAK

Pcnguatan Sistem Keschatan (7413 - IGb. Muna
Barat) 15.464,7 DAK

Pcnguatan Sist m lG3€hatan (7414 - Ikb. Butor
TcnCah) 5.123,0 DAK

Pcnguatan SisteE Kcsehatan (7415 - tkb. Buton
Sclatan)

14.739,0 DAK

PenAuatan SLteE Kelehatan (7471 - Kota
Keidari) 34.495,4 DAK

Pentuatan SisteE Ke!€hatan (7472 - Kote Bau
Bau)

27.052,4 DtJ<

F.nguatan Si.tra Kcs.hatan (7501 - thb.
BoaleEo)

F.nguatan Siat E K6.hatan (7502 - Kab.
Gorontalol

2.080,0 DAI(

47.589,3 DAK

Fcnguatan Si.t E K6.hatan (7503 - Kab.
Pohuwato)

829,9 DAI{

Fenguatan SistrE Kcschatan (7504 - t(ab. Bone
Bolaryol 3.893,6 DAK

Fenguaten Sbt.,n K*.hatan (7571 - Kota
Golontalo) 25.29t,9 DAK

Pdrauatan SisteE lGs€hata.Il (7601 - Keb.
Mejerc) 27.064,0 DAK

FcnSuaten Sist 6 Kc8€hetart 11602 - ]{aA.
Potewali Mandar) 38.274,0 DAK

PEnauatan Sist€E IGs€hatan (7603 - Kab.
Meaare) 23.089,r DAK

Fcnguatan Si6tcrn Kc..hatan (7604 - Kab.
Memuju) 55.822,5 DAX

Pentuatan SisteE Kcsehatan (7605 - Kab.
Ptuengkeyu) 22.7 t3,9 DAX

Pcntuatan Sistem lksehatan (7606 - Kab.
Mamuju Teryah) 25.I11,2 DAK

Pcnguatan Sistem Kcsehatan (81 - Provinsi
Maluku) 24.O2t,1 DAX

PcnSuatan Sistem lc!€hatan (8101 - Kab.
lcpulauan Teniabar) 6.t47,7 DAX

Pcnguatan Sistcm Kcschata, (8102 - Kab.
Maluku TcngSara)

74.632,6 DtK

Pcnguatan Sistcm Kcsl}hatan (8f03 - Kab.
Maluku T.ngah) 17.964,7 DAK

PenSuatan Sistcm Kc.chatan (8f04 - I(ab. Buru) 14.079,3 DAK

Fcnguatan Sist"E l(cs.hat n (8105 - Kab.
Kcpulauan Arul 7.799,3 DAK

Penguatan Sistem lclehatan (8f06 - I(ab. S€ram
Baaian Bsrat) 4.101,4 DAK

PcnSuatan Si.tcm Kc.chatan (8107 - Kab. Sdam
Bagian Timur)

Penauatan SisteD lGlehatan (8108 - Kab.
Maluku Barat Days)

13.958,7 DAK

17.367,6 DAX
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Itiodtas Nasional/ Malr l,ruibc, Alokasi
(Rp. Juta) In3iansi Felakana

Pc[Suatan Sistem Kq€hatan (8109 - I(ab. Bulu
S.Iatanl

Pcnguatan
Ambon)

Sistcm Kc.chatan (8171 - Kota

2.385,9 DAK

11.658,6 DAK

PcnSuatan Si.ten lc.€hatan (8172 - Kota Tual) 6.844,1 DAK

Perytlatan SLteE lGlehatsn (8201 - Kab.
Halmahcra BaBtl 2.903,3 DAK

Fcnguetan Si.tea K*ehatan (8202 - Kab.
Halmahere Tcngah) 3.300,6 DAI(

Fmguatan Sist m K6.hatan (8203 - Keb.
Kepulauan Sule) 73.530,3 DAX

Penguatan Sistcm lGschatal (8204 - Kab.
Haldshera Selatan) 90.983,6 DAK

Penguatan Sbtcm K.schatan (8205 - Kab.
Halmahcra Utara) 38.713,9 DAI(

Pensuatar Si8t m lGscbatan (8206 - Kab.
Halmahcra TiEud

Rckomcnda.i Kebijakan Penguatan PGyandu
Prima (Ln

52.852,4 DAl(

1.8OO,O IGMENTERIANKESEHATAN

K*cpakatan pcmcnuhan perrirykatar ltlIrdar
SPA Pulk lmar I.T38,2 KEMENTERIAN KESEHATAN

Pukcsmaa prioritaa pa.riwiaete den kecamatsn
tanpa pusk srnas yanS dib.rika, pembinaan d.ar
pcrSaf,,alan dalam ranSka pcmbangunan
infrastrukur prototipc 6odcm PuskesEas

1.495,3 KEMENTERIANKESEHATAN

Koordinali Manajaman Purkcrmes delem
Penauatan lntegrasi tayanan himcr (LE

Fc6anteuen de Monev Pelaklanaal lcgiatan
Intcgrasi tayanan Prime! (Lq

2.390,I KEMENTERIANKESEHATAN

2.012,5 KEMENTERIAN KESEHATAN

Femantauan dan Moncv Pclekaeneen Kegiatan
Int€Elasi la}?nan kimer (LP) I.759,5 KEMENTERIANKESEHATAN

Ttnaga Kcrchatan ,a'rg diorientesi terkeit
Intc8rasi lalrnan kim.! (LP) I2.2I4,7 KEMENTERIAN (ESEHATAN

Tenaga Ke&hatan ,€ng diorilntesi t rkait
IntcSrasi ta]€na,r Priaer (Ln I.755.0 KEMENTERIANKESEHATAN

Fasilitari dan p.Bbineen Dir*e3 l(ab/Ibta terkait
BLUD Pusk smas I3.9I I.5 KEMENTERIAN KESEHATAN

Ald€dite8i Pu.k.smas dan FKIP swasta 2.968,9 KEMENTERIANKESEHATAN

A,spek Pengcnddlian Peflfakil dan Perhlasort
Ifl,,anis,si

Lab.l dan Iklan Produk Tembakau yang Diawasi
yang Meaenuhi Ketentuan I.517,2 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Fclatihen Pencegalan dan PDnsendaliqn Pcnlakit
M.nular 34.499,8 KEMENTERIANKESETIATAN

P.ebuatan 6odel teknologi tepat guna
penccgah8n dan penaendalian pcnyakit (HS) I.419,5 KEMENTERIAN KESEHATAN

P.latihen Komelirg Upaya Belhenti Mcrokok ILE 2.470,0 KEMENTERIANKESEHATAN

In.ralari Fa.rmeai lhb/Kota yang Mencrapkan
Manaj.m"tr PcnSelolaan Obat dan Vaklin Sesuai
Standa! (LE

22.685,I KEMENTERIANKF^SEHATAN

Pcmbinaan Fcm.rintah Deersh dalam Bngka
Semas dibcrbagai tatanan Pn 9,862,3 KEMET{TERIAN KESEHATAN

Pcmeliharaan Sistim Infomasi FenceSehan dan
Fergcnda.lian Penyakit Potcnsid KLB/Wabah (HS)
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Pliolita. NaaioneultaJirrPTotkisl Alokasi
(Rp. Juta) In.telsi Pelel@E

Pclatihan Pcaccg.han dan Pcngcndalian PcnlaLit
Tidak Menular 34.261,3 KEMENTERIAN KESE}IATAN

Fasilitali, monitoring pcnc.gahan dan
perycndalien p.ryakit tide.k menuler 2.666,6 KEMENTERIANKESEHATAN

Alat dan Bahan Kcaehatan Tindak lanjut Lsi
Prakankcr t h.r Rahim (LP)

IO.55O,O KEMENTERIANKESETIATAN

Pclatihan Pcnccgahan dan PcnScrdalian Diabetes
Mclitua dan Gan8guan Mctabolik (LP)

3.546,8 KEMENTERIANKESEHATAN

Moncv Supcrvfui Pcnccgahan dan Pcng.n&liatr
Pcnyakit Diab.t ! Mclitua dan GangSuan
Mctabolik (LE

Sosialisasi Faktor Ftuiko PTM (Lq

1.578,5 XEMENTERIANKESEHATAN

I0.7I5,2 KEMENTERIAN KESETIATAN

Alrt dan Bahen lGschaten Pendukung Imuni.eri 20.5I2,8 KEMENTERIAN KESEHATAN

Rckomcnda3i kcbijakan p.ng"ndalial faLtor
risiko PTM (LB 11.900,0 KEMENTERIANKESEHATAN

Pclatihan Pencegahan dan Pcngcndalian FcnFkit
Jantung dan P.mbuluh Darah (LE 3.298,9 KEMENTERIANKESEHATAN

Pclatihan tmuni€asi 7.465,7 XEMENTERIANKESETIATAN

lalrnan Kon.cling Upaya Bcrhcnti M.rokok (LE 6.085,0 KEMENTERIANKESEHATAN

Fcletikn Pencegalan den Penge delien Kanker
dan K.lainan Darah (LD

Mcdia lbmunikasi, Informasi, Edukasi
Pcnccgahan &n P.ngcndalian Penyakit Iknkcr
&n IGlainan Darah (LB

2.O15,I KEMENTERIAN KESEHATAN

r.4I8,3 KEMENTERIAN KESEHATAN

Moncv Supcrvi.i Perccgahan dan Pengcndalian
PcryaLit tGnker dan Kelainan DaBh (LB 1.337,2 KEMENTERIANKESE}iATAN

Pclaksanaan OpcEsional vakinasi Covid- f9

Detekli Dini PTM Pliorita! (LB

1.590,0 KEMENTERIANKESEHATAN

3.079,3 KEMENTERIANKESEHATAN

Fasilitasi, rvozitoring Pencegahan dan
Pcnacndalian F.nyakit Mcnular 16.288,5 KEMENTERIANKESEHATAN

Moncv Supcrvili ImpLEcntari Kewaaen Tanpa
Rokok (LE 2.II7,3 KEMENTERIAN KESEHATAN

Koordinasi Pctralceneen Idtcgrari Progrem PTM
Prjolitas (LB 2.555,T KEMENTERIAN KESEHATAN

Fclatihan lh.kri Dini PPOK (LP) 2.639,2 KEMENTERIANKESEHATAN

Ruoah Sakit Layanan Pdorita./Unggulan yang
Dilakukan Fcnbinaan (PN)

22.299,I KEMENTERIANKESEHATAN

Alat dan bahsn ke!€hatan pcnccSahan dan
p.ngcndafian aalaria {LP)

28.590,0 KEMENTERIANKESEHATAN

F.letihar SDM Malaria 4.638,2 KEMENTERIANKESEHATAN

Monitoring Evaluasi dan Supcrvisi Pcnccgahan
de Fcqendalier Malaria (LH 1.448,7 KEMENTERIANKESEHATAN

Intcnsifrkasi Fencmuan Kasua Baru dalam
RanglG Eliminali Malaria (LB 2.456,6 KEMENTERIANKESE}IATAN

Pclayan.n kclchatan di
p.labuhan/bandara/Iinta. batas (HS) 25.907,0 KEMENTERIANKESEHATAN

La,€nen p€ngendaliar falrtor rbiko Iingkungan
(Hs) 16.354,I KEMENTERIAN KESEHATAN

treyenen peEeriklaan orarrg, barang, alat angkut
(HS) 34.441,3 KEMENTERIANKESEHATAN

Koordin$i pelsk8artaan p€ncegahan dan
pcngctrdalian penyakit DBD den Arboviro.i.
Iainnya 0,P)
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kioritas Nasional/ rvajrr Prolct Alokasi
(Rp. Juta) In.tansi ttElaksana

Invertigasi Pcningkatan Ka.us den Kejadan Luar
Biasa pcnyakit DBD da, arboviro.is leir (LH 7.854,2 KEMEMERIANKESEHATAN

Alat dan bahan kcrcbatan pencegahan dan
pcflScndelian pcnyakit DBD &n Afboviro.i.
lainnya (LB

46.638,0 KEMENIERIANKESEHATAN

Pcningl.ataD tqpasitas Pctuges defl Fen8elola
ProgI3E DBD dan ArbovirGb lainnya (LP) 9.843,9 KEMENTERIANKESEHATAN

Monitorint Evaluasi &n Supqvisi Sirrl,alans
DBD dan p.nya.kit tubovirosis lainnya (LPl 2.149,I KEMENTERIAN KESEHATAN

Koordina.i pencepeiarr climinasi cradikasi
pcnyakit uopi. tlrabaikan (Ln I.764,2 KEMEMERIANKESEHATAN

sr.rr.ilarls dan dctcksi dini pen]€kit ltopi!
Tcrabaitan En 7.35I,3 (EMENTERIAN KESEHATAN

Pcm.nuhan Rm dan RPR untuk Evaluasi
E[dcDiaita. dan Surveilans Alrtif FBmbusia (LP)

1.228,0 KEMENTERIANKESEHATAN

A$6amcnt Eliminasi Kusla dan Eradikasi
Framburia 5.775,5 KEMENTERIANKESETIATAN

lbordinali Fl,rlsanaan pcnccga}an defl
pc'rScndalian Penyakit onoais dan Pen,€kit
Akibet Cigiten Hewan Berbisa dan Tanamal
Bcrecun (LB

1.025,3 KEMENTERIANKESEHATAN

Survcil,an8 P.lrccgahe, dan PcnSendalian
Zoono.is dan FcnScndaliar Zoonosis dan Pcn,,alit
Akibat Gigitan Hcwan Bcrbira den Tana.Ean
Bcncun (LB

2.472,8 KEMENTERIANKESEHATAN

workshop Penccgahan dan Penge delian Fnyakit
Zoono8tu (LP) 1.825,3 KEMENTERIANKESEHATAN

Moncv den Supelvisi pencegahan dan
pcngcndelian penyakit zoonosfu da.n Petrgendalisn
Zoonorir dan Penyaldt Akibat cigitan Hcwan
Bcrbisa dan Teneltren B€racun (LPl

2.192,8 KEMENTERIAN KESEHATAN

Pemcnuhan AIat, ReeSen untuk Skriaing,
Diagno.tik dan Pemerteuan Pengobatatan HIV
AIDS dan PIMS (Ln

FendeEpinsan/Fasilitatif ProSraE Hlv dan IMS
(LH

2T5.T36,4 KEMENTERIAN KESEHATAN

r.635,4 KEMENTERIANKESEHATAN

Penanganan lk.u. ODHIV (LB 3.39I,8 KEMENTERIAN XESEHATAN

Surveilans Faktor risiko Tcrkait HIV dan IMS (LPl 5.O7O,O KEMENTERIANKESEHATAN

Alat dan Bahan Kcschater Pencegahan dan
Frngcndelian Penyakit IMS (LP) 37.250,0 KEMENTERIANKESEHATAN

Workrhop Ihd€r dalam Pcncmuan Ka6u6 HMan
Pcn&mpinSan F.nAobatar (PL) 4.4I3,7 KEMENTERIAN KF,SEHATAN

Work6hop HoEan IMS kcpada Tenaaa
IG..hatan (LB r.348,3 KEMENTERIANKESEHATAN

Mcdia KIE 12 1tsC (Lg 4.27I,3 KEMENTERIANKESEHATAN

Sarana dan Pra.a.rena P2 TBC (LD 18.087,5 KEMENTERIAN I(ESEHATAN

workrhop Skrining dan Det€ki Dini Pada
lcloEpok Bcrisiko untuk PcnSerdalian TBC
dalam Fclek.enaan SPM TBC (LP)

3.2OO,O KEMENTERIANKESE}IATAN

Koordinasi ProSram Fcnccgahan dan
Pcngrndelien TBC (LP) I.763,0 KEMENTERIANKESEHATAN

Dbtriburi Logi.tik dalaE Pcngcndalian TBC (LB I.2OO,O KEMENTERIANKESEHATAN

SurwiLnr Aktif P2 TtsC (LP) 2.083,9 KEMENTERIANKESEHATAN

P€menuhan alat dan be}lan untuk SLrining,
Diratu.tik P2 Hc!,atiti. (Ln 148.576,3 KEMENTERIAN (ESEHATAN

-B.110-
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Prioritar Nasional/ Mqirr ProlEr

iir-fT{f.ITll
h-Tfl.TFIIiilNEENtrEIA

Alokaci
(Rp. Juta) Insransi Pelakss.na

Pcningkatal l(apasita3 SDM P2 Hcpatittu (LP) 1.366,5 KEMENTERIANKESEHATAN

R€nkon PendeEi Influcnz (LP) 1.463,0 KEMENTERIANKESETIATAN

AIat den ba.han kclchatan untuk Detcki Did
dan Penceaehan Pn.u6onia (LP)

13.470,8 KEMENTERIANKESEHATAN

Pclatihan Survcilan8 Epidiemolog/ (SDM) 12.352,5 KEMENTERIAN KESEHATAN

P.latihan 9 Pcnyakit kiorite. (SDM) 3I.324,7 KEMEMERIAN KESEHATAN

P.latihan Surveilans Epidiemolog/ (SDM) 50.73I,0 KEMENTERIANKESEHATAN

F.latihan 9 Pcnyakit Prioritas (SDM) 24.750,4 KEMENTERIANKESEHATAN

Fesilitasi Pcabinaan Ncgara OQ Dalam Ranaka
Prcduksi Vaksin (RD I.5OO,O KEMENTERIANKESEHATAN

Ikket Penlcdiaen Obat dan Pcrbckalan lcschatan
Fogram Pcnyakit Tropis Tcrabaikan (Lq 65.989,4 KEMENTERIANKESEHATAN

Pal<ct Pcayrdiaan Oba! dan Perbckalar lGaehatan
ProSram Pcnccgahar &n PenAendalian TB (Ln 288.893,1 KEMENTERIAN KESEHATAN

Pakct FenyEdirar Obat dan Perbekelan lftEchatan
prograE Pcngendaliarr Meleria (LPl

23.282,7 KEMENTERIANKESEHATAN

Pakct PErryediaan Obat den Perbekalan Kcschalan
Program P.nc.gahan dan Pengendalbn HIV/AIDS
(LE

370.924,8 KEMENTERIANKESEHATAN

Pakct Pcny€diaan Vakrin kiffr]€ dan Irgbtik
Pcrunjans Vaklinali 0,P)

202.350,1 KEMENTERIANKESEHATAN

Pakct Pcnycdiaan Bufier Obat den Perbekalait
Ke!€hatan (LP)

50.872,7 KEMENTERIANKESEHATAN

Pake! PenycdiaBn Vsl(sin Imunfuari Rutin Dasa!
dan knjuten (LD I,252.O2I,O KEMENTERIAN XESEHATA.N

Pake! Penycdiasn Obet dan Perbekalan lc.chatan
untuk Pclayansn Kes€haten Leinnya (LB 97.153,7 KEMENTERIAN KESEHATAN

Paket Peny€diarn Obat dan Ferb€kkes Haji (LE

Pakct P.nycdiaan Obat Hepatith (Lfl

87.484,5 KEMENTERIANKESEHATAN

I5.OI I.1 KEMENTERIAN KESEHATAN

tayanan pcngcndalian falcor risiko p€nyakit di
Flebuhen pcn]€bcrengan (HS)

3.764,I KEMENTERIANKESEHATAN

Lallanan pcng.ndalian faktor rbiko penyakit di
bandar udara (HSl 4.309,2 KEMENTERIANKESEHATAN

taJranan pengcndslian felcor riiiko pcn,€kit pada
lituasi khu.us (HSl 6.972,7 KEMENTERIANKESEHATAN

Layanan pengcndelian faktor ririko paryakit di
Bandar Udala So.karno Hatta Tcrminal
Int ma8ional (HS))

Leyanan p.ng.ndalian faktor rfuiko penFkit DBD
(Hs)

3.820,6 KEMENTERIANKESEHATAN

3.026,3 KEMENTERIANKESEHATAN

Leyanan lurvci fakto! risiko pcnyakit pea (HS) 8.977,3 KEMENTERIANKESEHATAN

layanan survci faktor rbiko p€nyakit DBD (HS) 2.793,7 KEMENTERIAN I(ESEHATAN

Lsyanan .urvei hl(or risiko pcnl,akit Dalaria (HS) 2.054,4 KEMENTERIAN KESEHATAN

layanan Burvci Gktor risiko penyakit HIV AJDS
(HS)

I.146,4 KEMENTERIAN KESEHATAN

layene .urvei fektor ri6iko p.nyakit Tts (HS) 2.365,4 KEMENTERIANKESEHATAN

layanan pcng"ndalian faktor risiko penyakit di
pclabuhan (HS)

2.462,0 KEMENTERIAN(ESEHATAN

Pcrusahaen yang manarapkan SMK3 3.463,0 KEMENTERIAN KETENAGAKER,JAAN
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Itioritar Nasional/ MaJLrr ltoJtrct

[trryTFtrII]IIiENtrEIN

Alokasi
(Rp. Jura) tnstansi Pclaksana

Aspcb: Pendidikon darl Petemparan Tenago. Keselatart

F.latihan k.s.hatan (HS) 24.446,2 KEMENTERIAN(ESEHATAN

ttlatihan kcschatan (HS) 4.291,7 KEMEMERIANXESEHATAN

PenuSaaen Khusus Tenaga Kcachatan Srec€re Tim
(sDM) 50.288,5 KEMENTERIANXESEHATAN

R.aistrasi Tcnaae lGsehetan (SDM) 16.770,0 KEMENTERIANXESEHATAN

Aks.lcrasi Produksi Dolder dan Dokter Spcsialis
(sDM) 1.354,2 KEMENTERIANKESEHATAN

Prodi da, Lhbaga Pendidikan SDM l(cschatan
Yang Dberuaikan Dengan Kcbutuhan Program
Ferrlbanaunan lG.ehatan (SDM)

2.241,9 KEMENTERIAN KESEHATAN

Bantuan PcndidiLan Progrem Ferrdidikan Dokter
Spcsiali! (PPDS)/ Prograrn Pcndidikan DolGr Oigi
Spc.ialb TPPDGS) ISDM)

186.872.5 KEMENTERIAN KESEHATAN

T.nega IGlehatan Lulusan Poltckk6 K.meake6
Yana DaayaguDa}an di Fa.J.ankes PeEcrintah
(sDM)

I.294,7 KEMENTERIANKESEHATAN

Prodi dar Institusi Poltckkcs Keaenkes YenE
Meningkat Status Akrcditesinle (SDM) 2.234,0 KEMENTERIANKESEHATAN

Bentuan p€ndidikan Prcgram P.ndidikan DoIGr
Sp.riali. (PPDS)/k%ram Pcndidikan Doktcr Gigi
Spcrialis (PDGS) Papua dsn Papua Barat (SDM)

7.049,5 KEMENTERIANKESEHATAN

Fetrutasen
d6n Papua

I(hu.us Tcnaga Kcs.batan di Papua
Barat (SDM) 4.793,8 KEMENTERIANKESE}IATAN

Fenugasarr Khusua TeruSa Kcschatan S€cara
Individu (SDM) 40.427,T KEMENTERIAN(FSEHATAN

Bantuan Fcndidikan SDM lG!€hatan (SDM) 77.125,4 KEMENTERIAN XTSEHATAN

Pendayagunaan Dol(cr Speaialis (SDMI II.033,7 KEMENTERIAN XESEHATAN

Afrmari Bantuan Biaya P.ndidikan Dokter peda
DTPK dan Dacrah Bermalalah Kcschatan (SDM) 86.799,T KEMENTERIAN KESEHATAN

Pclaksanaan P.ndidiken Formal Tcnaga RS pada
Proyck Penguatan Pclayanan l(arrkcf Terpedu
(IsDB)

7.28I,8 XEMENTERIAN KESEHATAN

Protre.E Bantuan Pcndidikan Pertial Funding
PPDS/PPDGS (SDMI 13.093,9 KEMENTERIANKESETIATAN

F.ndayagunaen Dokter Pasca Intcmsip (SDM) 14.202,I KEMENTERIAN KESEHATAN

Pcndeyegunasn TcnaSa Kc!.hatan WNI Lululsn
Luar Ncgcri (SDM) 23.237,A KEMENTERIANKESEHATAN

Bantuan Fcuow.hip ba8i Tena8a Kc.ehatan (SDM) 9.900,9 KEMENTERIANKESEHATAN

P.htihen Sistem lGsehatan Nasional (SDMI 22.84I,2 TEMENTERIAN KESEHATAN

Aspek lbnardnia Fa'7,,l,asi dan Ala, Keaeharan

Kcputusan R.gbtrasi Pangan Olahan yanS
Di!€lelaikan lc.uai srandar

Kepulu.an Rcgiatrari Obet yang Di€elesaikan
Seluai srandar

9.612,0 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

12.501,3 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Kcputu8art Rc8i6re.i Obat Tndisional darl
aupLBrcn ke.€hetan serta notifikasi kosmctike
yang Di.clc.aiken .€.uai ltandar

1 I .904, I BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pcngawasan Produk Alat Ke.chatan dan PXRT
(RF) 8,142,9 KEMENTERIANKESEHATAN

Dinas K.lchete[ lebsgai Pembina Mutu FKTP
dan Wilayah (LP) I.324,3 KEMENTERIANXESEHATAN

RekoEcnda.i Kcbijakan Pcn8embantan Vaksin
Covid-19 (RD
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I,rioritas Ne.iorrel/rvairr PrDi?ct Alokari
(Rp. Juta) Instarsi Pclak€ana

I..abaga yeng dibina dalam pc[gcEbangan BBO
produksi dalaro ncg.ri (RR 20.395,0 XEMENTERIANKESEHATAN

P"ngguneen OHT d,an Fitofarmaka pada faailita.
Fla]€nan k6.haten (RF) 2.732,5 KEMENTERIANKESETIATAN

ItEplcrEentasi per€ncaDaan kabutuha, obat di
rumah lakit (Rn 1.239,0 KEMENTERIANKESEHATAN

ProEo.i Pcmadaatan Alat Kcs.heta, DalaE
Negeri (Rn 14,635,3 KEMENTERIANKESEHATAN

Indu.tri e.lkcr yaIrt didsmpingi dalaE
Flaklanaan rtuct dan uji kliidk (RR I.246,9 KEMENTERIAN(ESEHATAN

Ter.edirnya Indu8tri Alkcs Da.lalo Ncgcri YenE
McEproduki 10 Alke8 Tefti'r8f,i bg Vatucdanl
af^u bV Vofume

2.273,9 KEMENTERIANKESEHATAN

Indu.tri elke! yang didampingi dalem
Flakanaan ri!.t den uji ldinik 1.II4,A KEMENTERIAN KESE}IATAN

Fcabinaan IndusEi Famasi da1alo pcmcnuhefl
ketcr€ediaan 40 obat er€n.ial dalsm JXJ{ 2.062,6 KEMENTERIAN(ESEHATAN

Industri bahatr b6ku obat yang mcmfoduk6i 10
Molekul obat rcsuai kcbutuhan dalam negcri 3.330,9 KEMENTERIANKESEHATAN

Industri ferEasi J'EIrg dibina d,l,n p€rcepetan
pcngeabantan &n produk.i veksin d,l.E neaeri
..rta Pcngualeel telsrologi vakin pladorta baru
(RF)

3.048,6 KEMENTERIANKESEHATAN

Ilrdu.tri
scdieen

yang dibina dala.,! raruka hilirisasi
farmasi (RFl 1.5OO,O I{EMENTERIANKESEHATAN

Plmbinaan Industri vaksir &.ls.E rangka
pcningkatan FEnsgunaan ploduk biologi dalam
rcscri (Rr)

1.5OO,O KEMENTERIANKESEHATAN

LmbaSa yang dibina dele.E pengcmbangan obat
fitoferaaka (RR 3.161,9 KEMENTERIAN KESEHATAN

Lmbaga F.ngcmbengan vaksin PrograD
tmunisasi rutin (14 antigen) dar Vaksin tainaye
produksi &laio N.geri yeng dibina (RF)

7.2I2,4 (EMENTERIAN KESEHATAN

Lrlrbaga yanS dils]ruken pcEbinaan
pcngchbargan inovasi alkcs dalem negeri (RF) 4.536,1 KEMENTERIANKESEHATAN

Pcndaapinger
Industri Kimia

Implemcntasi Indu.tri 4.0 !€ktor
Hilir dar Farma.i 2.7OO,O KEMENTERIAIVPERINDUSTRIAN

Kom.r6ielisasi Bahan Aktif Obat Produksi Dalam
Ncg6i r.3OO,O KEMENTERIANPERINDUSTRIAN

RoedEap Penctapan Ambeng Bata! Nilai fiDN
Produk FerEasi I.4OO,O KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Aspeh: I^orasiR,,rbiaga,o Keael?@rart

Rckoacndasi Kebijaka[ Sincrgismc Kerjasama
Fcmcrintah dan Swasta dalam Mendukung
Fcleyeran dan Pembiayaan lcs€hatan (PK)

650,7 KEMENTERIANKESEHATAN

RekoEenda.i Kebijakan Utilizatior Revicw dalarE
F.ne"nde]ien Kuratif dalam JKN lPKl

700,7 KEMENTERIANKESEHATAN

Rekom.ndasi Kcbijel(all Annual Rcvicw alan
Evalua.i Tarif INA CBc dan lhpita.i pada
Progrem JKN (PKl

137,2 KEMEMERIANKESEHATAN

Aspk: Witolisosi dan PemdaAaa Ma.sVarahat

Fefltadaan kasarana Date Crntcr fIK) 215.009,3 XEMENTERIANKESEHATAN

PmdaEpingan Tata Kclola Pro8ra& Ke.ehatan di
Dinke. Prov/ thb/ Kota - PK 22.3I4,I KEMENTERIAN KESEHATAN

P.ningkatan kualita. data rutin ke.ehatan (IK) 3.123,6 KEMENTERIAN KESEHATAN

Pcngadaan Pemrakat Pcngolah Data den
IbEunikasi EK)
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kiorita. NaBione.l/ Ma"irr ProiEt Alokasi
(Rp. Juta) In.rrn6i Pelak.da

Rckomcndasi kcbijakal dari Evalue.i Dampak
Fa:rbangunen IGsehatan di tingkat Nasiona.I,
kovinsi, dan l(abupatcn/Kota (Ln

34I.097,I KEMENTERIAN KESEHATAN

F.ngadaan FcranAkat Dete Center (TK) ,16.709,7 KEMENTERIANKESEHATAN

Integrasi dan P.ag.mbangan Sistea Dete
IG.chatan (IK) 5.420,5 KEMENTERIAN(ESEHATAN

PemberdaJ,aan tnaryarakat gcrma. di b€rbaFi
tatanar (LE 14.542,3 KEMENTERIANKESEHATAN

Pcmbin&n Pem.rintah Dacrah dalara ra.irSke
Revira.li.asi PGyandu (LP) 15.446,I XEMENTERIANKESETIATAN

lcbijekan Tata tGlola Prcduk Tcknologi
Kelehetan (IK) 2.511,2 KEMENTERIAN KESEHATAN

Pengadaan Sistcm Kcemenan Jaringan alan Data
Ccntcr (IK) 15.231,5 KEMENTERIAN KF^SEHATAN

Pentadaar Pcrangkat Jaringan Ibmunikesi rIKJ 4,692,6 KEMENTERIANKESEHATAN

Intcgra6i dan P€ngembangan Sfutla Aplikasi
IG.€hatan (IK) 16.780,0 (EMENTERIANKESEHATAN

Rcvitele.i Polyandu (LPl 1.317,4 I(EMENTERIAN I{ESETIATAN

Pc4adasn SoJturare Uscn3i P.ngol,ah Data dar
t(omunikasi tIK)

10.682,T KEMENTERIANXESE}IATAN

Penauatan Ekosistcm Digital lGs€hatalr (IK) I5.412,0 KEMENTERIAN KESEHATAN

Work8hop Fcng.Iole Progra.E dalam Pcn8gunaan
Aplikali SIHA 2.0 (L.Pl

2.184,3 KEMENTERIAN KESEHATAN

Dukungad BUMN 2.16r.250,0

Pcng.inbengan Falilitas RnD dan Produk.i Urtuk
Val(ain non-EPI BUMN

P.ningkatan kuelitas pelayanan RS lloldhg
BUMN BUMN

Proyek Pengcmbangan Vekin Covid- 19 BUMN

hte$ded Dig;tal Heahh CatE SuI]€t Apps BUMN

PN 5: MEMPERKUAT INFRASTRUKTI,,R UNTUK
MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN
PEUTYANAN DASAR

231 MP: RuEah Susun tlukotaan (l Juta)

Dukungan Bclanja K/L t.ot2.s28,o

Aspk: knbangunan Rurnah Susun

Ruma} Susun Hunian ASN/TM/ POL.RI 632.610,9 I(EMEI{TERIAN PEKER^IAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAI{{AT

RuEeh Susun Hunian MBR/Pekerja t79.9t?,O KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Hunien Pekerja Konstlukli oKN) 200.000,0 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Dukungan BUMN r.197.030,0

Rcvitalilali Ru.un Kl.nd.r BUMN
F€rintegra.i ddtgan PgN)

Rcvitalilasi Rusun IGrDayoEn BUMN
(Icrinteara.i d.ngan P(IN)
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FRESIDEN
REFUEUK INDONESIA

Prioritas Nasional/ Mqirr Pro.rect
Aloka!i

(Rp. Jutal Inrtanri Pelaksana

Revitali.eri Rusun Xcbon Kacang BUMN
(Ierinte8ra.i densan PSN)

24) MP: Aks.8 Air Minum Pcrpi!'aan (r0 Juta
SambunSan Rumah)

Dukunaan Bclanja K/L, KPBU, dan DAK 7.568.923,0

As,pclE Pe gcnbarqan SPAM Regionol

Fcmbengunen SPAM Rcgionel
KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN

579.573,2 PERUMAHANRAKYAT
(Ierintcsrasi dcnsan PsN)

Pedingkatar SPAM Regional 100.768,0 KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Pcrluaran SPAM Regional
KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN

797.523,3 PERUMAHANRAKYAT
(Ielintcsrali dcnsan PSN)

SPAM Jatiluhur t (UNolicitcd) (Hulu) fKonstruksi
- Invcrta.i BUP KPtsU)

KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
560.000,0 PERUMAHANRAKYAT(KPBU)

(Icrintc$ali dcngan P{tN)

SPAM riariar - S€rpons (Si!i Hulul (Unso,icir€4
(Konst 'ukri - Invcsta.i BUP KPBU)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
8IO.OOO,O PERUMAHAN RAKYAT(KPBU)

(Iclintcarari dcnSan PfrN)

AsP€|E Pe gicmbangai SPAM Kdb/ I{ota

Air MinuE - Tcmatik Pengenta8an FerEukiEen
Kumuh Terpadu (1173 - I(ota Iln8ss) 943,6 DA(

Ai! Miaum - Tcmatik Pcagentasert Per6ukiaa,
Kunuh Terpadu (2l()4 - Keb. Lirt8ga) 6.359,4 DAK

Air Minum - Tcmatik Pcngcnta.an Pcrmukiman
KuEuh Terpadu (3322 - I(ab. S€marang)

472,6 DAX

Air Minum - Temet . PengetrteEen FeEukimart
Kumuh T.rpadu (3327 - Ihb. P.malang) 615,0 DAK

Ai! Minum - Tcmatik Pcngetrtalert Pcnaukimart
Kumuh Tcrpadu (3372 - Kota Surakana) 7.757,9 DAK

Air Minum - Tcmatik Pcng.ntaran PcraukiDan
KuEuh Tcrpadu (3517 - I(ab. Jombang) 11.395,3 DAK

Air Minum - Tcmatik Pangcntaran Pcnaukiaan
Kumuh T.lpadu (6472 - Kota Samarinda) 550,0 DAK

Ai! Minum - Tcmatik Pcng.trtasan Pcrauki6an
Kumuh Tcrpadu (7371 - Kota Maka$ar) 545,0 DAK

Air Minum - Tematik Pengentasan PerEukiEan
KuEuh Terpadu (7372 - I(ota Par€ Par€)

4.067,2 DttK

Air Minuh - Tematik Pengenta5an FerEukiEan
Kumuh Terpadu (7404 - Kab. Kolaka) 2.364,5 DAK

Air Minum - Tcmatik Pcngcntasan Pcrmukiman
Kumuh Telpadu (8271 - Ituta Ternate) 415,0 DAK

Air MinuE (l l0l - Ihb. Siaeulue) 4.003,4 DA(

An Minum (r r02 - Ikb. Acch SinSkil) 3.676,8 DAK

Air Mhrum (1103 - Kab. Acch Sclatan) 9.646,6 Dltx

Air Minuo (l 104 - thb. Acch Tclrggara) 6.7t7,7 DAX

Air Mhum (t ros - lkb. Ac.h Timur) 10.257,3 DAK

Air Mhum (t 106 - I(ab. Acch Tengah) 5.688,4 DAK

6.278,3 DtrKAir Mhum (1 107 - tkb. Aceh Barat)

Air Minum (1 108 - Kab. Acch Bc3arl 9.441,0 DAK

SK No 168337A
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REPUEUK INDONESIA

Priorit$ Na.ional/ Iroirr PtDlct Alokasi
(Rp. Juta) Instsnsi Pel,akana

Air Minum (1110 - lhb. Bircucn) 6.t77,3 DAK

Air Minum (l I I I - I(ab. Acch Utara) 10.127 ,7 Dttl<

Air Minum (1112 - I(ab. Acch Barat DaJra) 6.00I,8 DAK

Ai! Minum (l I 13 - Kab. Gayo Lucs) 6.191,5 DAK

Air Minum (l I 14 - Kab. Acch Taaiang) 5.563,5 DAK

Air Minum (11l5 - Kab. Na8a, Raya) 5.461,3 DAK

An Minum (l I 16 - Kab. Acch Jaya) 6.515,9 DAK

Air Minum (l I 17 - Ihb. B.n r Mcriah) 8.737,0 DAK

Air Minum (l I 18 - I(eb. Pidie Jeye) 8.029,6 DAK

Air Minum (3604 - Kab. S€rary) 14.192,1 DAX

Air Minum (3672 - Ibte CiIcSod) 3.884,2 DAK

Air Minum (3673 - I6ta S€rer8) 15.000,0 DAx

Air Minum (5201 -Kab,t mbok Barat) r1.882,8 DAK

Air Minun (5202 - Ihb. Lombok Ten8ah) 9.41r,6 DAI(

Air Minum (5203 - Ihb. lrmbok Timur) 9.065,5 DAI(

Air MinuE (5204 - Ihb. SuEbewa) 9.417,5 DAK

Air MinuE (52os - Ikb. Dompu) 5.658,1 DAK

Air MinuE (5206 - Ikb. Bima) 9.274,? DAX

Air MinuE (s207 - Ikb. SuEbawa Baiat) 7.489,6 DAI(

Air Minulo (5208 - Ihb. Lombok Utara) 5.73r,4 DAK

Air Miaum (5272 - Kota BiEa) 6.484,4 DAK

Air Minulo (5301 - Ihb. SuEba Barat) 8.582,8 DAK

Air MinuE (5302 - IGb. SuEb6 Tiaur) 10.899,5 DAK

Air Minu6 (5303 - Ihb. Kupang) 11.891,6 DAK

Air Minu:n 15304 - Ihb. Tiao! Tclrgah Sclatan) 1r.339,6 DAK

Air Minum (5306 - Ihb. Bclu) 9.299,1 DAK

Air Minum (s307 - Ikb. AIor) 12.171,7 DAK

At Minum (5308 - l(ab. t mbata) 2.676,5 DAK

Air Minum (5309 - t(ab. FloEa Timur) 8.435,7 DAK

Air Minum (5310 - Ihb. Siliral 5.987,6 DAI(

Air Minum (5311 - Ihb. Erde) 5.566,4 DAK

Air Minum (5312 - t(ab. Ngada) 6.023,9 DAK

Air Minun (5313 - Ihb. MaryEarai) 6.222,3 DAK

Air MinuD (5314 - I(ab. Rotc Ndao) 2.797,7 DltK

Air Mitrua (5315 - IGb. ManAaarai Barat) 6.422,5 DAK

Air Mturum (5316 - l(ab. Sunba Tcngah) 8.188,1 DAK

An Minum (5317 - t(ab. Sumba Barat Daya) 11.806,5 DAK

Air Mi um (5318 - Ibb. Neaekeo) 8.521,6 DAK

Air Mi um (5319 - Ihb. MarBge.rei Timur) 10.939,2 DAK

Air Mktum (5320 - I(ab. Sabu Raijua) 3.701,0 DAI<

Air MLtum (s321 - tkb. Malaka) 8.78I,O DAK

SK No 168338 A

-B.116-

8.I8I,6 DAKAir Minum (6101 - rkb. Sambasl



i?lI*If.I{l
iiTC-JTEtrf,INEENtrEIA

kioritas Nasional/ lrairr Po*.t Aloka!i
(Rp. Juta) Instansi Pelek.ana

Air Minum (6102 - Kab. B.n:kayang) 13.951,1 DAK

AirMi um (6103 - Kab. Landak) 14.143,8 DAI(

Atu Minum (6104 - tkb. Meapawdhl 9.983,7 DAK

AiI Minum (6105 - Ihb. S6r[8eu) 13.312,6 DAK

Air Minum (6106 - t(ab. I(ctap8nal 6.171,6 DAK

12.668,3 DAXAi! Minum (6107 - l(ab. Sintansl

Air Minum (6rO8 - Ibb. Ibpuas Hulul 8.045,8 DAK

Ai! Minum (6r09 - Ibb. Sckadau) 13.041,0 DAK

Air MinuE (6rr0 - Kab. Melewd 10.698,0 DAK

Air Minum (6 r r I - Ikb. Ikyong Ute.la) 9.0s,0 DAK

Air MinuE (6112'lkb. Kubu Ra]al 10.370,I DAK

Air MinuE (6171 - Ibta Pontienek) 3.216,3 DAK

Atu MinuE (6172 - Kota Sin:Lawang) 4.718,6 DAK

Air Minum (63 - Provinsi lG.limanten Selatad) 39.743,1 DAK

Air Minum (6301 - t(ab. Tanah Iaut) 15.000.0 DAK

Air Minun (6302 - Ihb. Kotabaru) 4.556,4 DAK

An Minum (6303 - tkb. Benjar) 14.17I,8 DAK

Air Mi um (6304 - lhb. Barito Kuda) 14.974,2 D^K

Air Minum (6305 - Kab. Tapin) 11.262,9 DAK

AiI Minum (6306 - t(ab. Hulu Sungai Sclatanl 12.948,5 DAK

Air Minum (6308 - t(ab. Hulu SunSei Utara) 7.215,6 DAK

Air Minuh (63(x) ' lhb. Tebelong) 13.080,4 DAK

Air Minum (6310 - Ihb. Tarah Bumbu)

Ai! Minum (63r I - r.ab. BalanSan)

14.097,5 DAK

7.383,1 DAK

Air Minum (6372 - Kota Banjarbaru) 5.009,6 DAK

Air Minu6 (7401 - I(eb. Buton) 9.098,8 DAK

AL Minum (7402 - Kab. Muna)

Air Minurn (7404 - Ihb. Kolakal

9.319,9 DAK

7.070,5 DAK

Air MinuE (7405 - Ikb. Konewc S.latan) 10.671,5 DAK

AiI Minur:r (7406 - I(ab. Boabana) 9.123,8 DAX

Air Minuo (7407 - I(ab. Wakatobi) 4.301,8 DAI(

Air Minum (7409 - I(ab. Buton Utara)

Air MilruD (7410 - l(ab. Konawc Utara)

9.376,6 DAX

9.078,8 DAK

Air Mirun (7411 - Kab. Kolaka Timur)

Air Minum (7412 - IGb. Konawc Kcpulauan)

9.53s,6 DAK

8.452,7 DAK

Air MinuD (7413 - Kab. Muna Balat) 2.471,2 Dtt](

Air Mhum (7414 - l(ab. Buton Tcngah) 9.666,7 DAK

Air Mi um (7415 - Kab. Butod Seletan) 1.206,7 DAK

Air Mhum (7471 - t(ota Kerderi) 3.750,0 DAK

Air Mhum (7472 - Kota Bau Beu) 3.280,0 DAK

Air Minum (7601 - lhb. Malcnc) 6.202.1 DAK

Air Minum (7602 - Kab. Polcwali Manda!) 10.326,6 DAK

- 8.L17 -
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Air Minum (7603 - Kab. Mamasa) 14,570,8 DAI(

Air MinuE (7604 - Kab. Marouju) 9.668,9 DAX

Air Mhum (7605 - t(eb. Pa.en8kayul 7 .376,7 Dl'J<

An Minum (7606 - l(ab. Mamuju Tcngan) 7.964,3 DtJ<

Air Minum (1171 - Kota Banda Acch) 5.189,6 DAK

1.622,1 DAt<Air Minum (l 172 - Kota Sabang)

Air Mhum (l r73 - t(ora tang.a) 5.284,3 DAK

Air Minum (l175 - t(ota Subuluisalam) 8.365,9 DAr

An Minum (12 - Provinsi Sumatera Utara) 54.187,5 DAI{

Air Minum (r20r - l(ab. NiasJ 15.149,7 DAK

An Minum (r2O2 - Ibb. Man&iling Natal) 13.779,5 DAK

Air Minum (1203 - I(ab. Tapanuli Selatan) I1.043,6 DAK

Air Minum (1204 - IGb. Tapanufi Teruah) 12.748,0 DAI(

Air Minum (1205 - Ihb. Tapanuli Utara) 1.450,1 DAK

Air Minu6 (1206 - l(ab. Toba) 3.417,0 DAK

Air Minum (1207 - Kab. I-abuharbatu) 1.493,9 DAK

Ai, Minu6 (1208 - Ihb. tuahan) 4.500,0 DAK

Air Minum (1209 - I(ab. Siaalungun) 4.940,6 DAK

Air MiauE (1210 - Ihb. Dairi) 6.472,4 DAK

Air Minum (1211- Ihb. IGro) 7.755,4 DAI(

Air MinuE (1212 - Ihb. Deli Serdana) 6.379,5 DA(

Air Minum (r2r3 - I(ab. kngkat) 2.223,4 DAK

Air Minum (1214 - Kab. Nia! Sclatar, 14.935,1 DAl(

Air Minum (1215 - Ihb. Humbang Hasundutan) 9.649,9 DAK

Ail MinuE (1216 - Ihb. Peleak Bharatl 4.960,5 DAK

Air MinuE (121? - Ihb. Sello.ir) 7.597,0 DAK

Air Minu6 (1218 - Ihb. ScrdanS Bcdagai) 6.659,7 DAK

Air MinuE (1219 - Ikb. Batu BaIa) 5.716,4 DAK

Air Minua (1220 - Kab. Padan: lawas Utara) 10.605,1 DAK

Air MinuE (1221 - Ihb. Padang Lawac) 9.094,1 DAK

Air MinuE (1222 - Ikb. IrbulErrbatu Seleten) 6.4(N,9 DAK

Air Minum (1223 - Ikb. tabuharbatu Utsra) 6.062,3 DAX

Air Minum (1224 - Ikb. Nias Utara) 13.936,9 DAK

Air Minum (1225 - I(ab. Nias Barat) 10.884,6 DAK

Air MinuE (1272 - Kota Tanjung Balai) 4_325,6 DAK

Air Minua (1274 - Ituta Tcbing Tinggi) 6,194,7 DAK

Air Mitruri (1275 - Ituta Medan) 3.330,4 DAK

Air Minur, (1278 - Kota Gunurgsitoli) 9.354,8 DAI(

An Minum (3201 - thb. Bo8or) 5.205,7 DAK

AiI Minum (3202 - Ikb. SukabuEi) 2.730,8 DAK

Air Minum (3203 - t(ab. cianjur) 7.754,6 D!'J<

12.497,5 DAI(Air Minum (3204 - t(ab. Bandungl

SK No 168340A
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AL Minum (3205 - Ihb. Garut) r0.527,5 DA(

AL Minum (3206 - Ihb. Tasikaalays) tr.732,2 DAX

Air Minum (3207 - Ihb. Ciaai.) 13.02r,3 DAI(

Air Minum (3208 - Ihb. (uninSen) 7.320,1 DAI(

Air Minum (3209 - Ihb. Circbon) r1.392,8 DAK

Air Mhum (3210 - l(ab. MdalcnSkal 10.330,3 DAK

Air Mhum p2 I r - t(ab. Sumcdang) 9.461,4 DAK

Air Mhum (3212 - tkb. Indramayu) 4.111,0 DAK

Air Minum (32 I 3 - I(eb. SubanS) 6.761.1 DAX

Air Minum (3214 - Kab. Punakarra) 9.414,I DAK

Air MinuE (3215 - Ihb. I(ereEsng) 6.362,8 DAK

Air MinuE (3216 - Xab. Bckasi) 5.977,1 DAK

Air Minum (32r8 - Xab. Pangalda.ran) 7.685,6 DAK

Air Minua (3272 - Ibta Sukabumi) 1.600,0 DAK

AL Minum (3275 - Kota Bckasi) 4.967,2 DAK

Air Minum (3278 - Ituta Tasihelaye) 6.225,6 DAX

Air MinuE (3279 - (ota Benjar) 6.137,0 DAK

Air Minum (33 - Provinsi Jawa Tengeh) 56.336,0 DAr

Air Minum (3301 - thb. Cilacap) 4.429,1 DtlJ(

Air Minum (3302 - Kab. Banyr.Eas) 12.545,8 DAK

Air Minum (3303 - Kab. Purbe.liqge) 14.713,0 DAI{

Air Minum (3304 - lhb. Banja.rncgaral 8.669,5 DAK

Air Minum (3305 - l(ab. Kcbum.n) 8.257,0 DAK

Air Minun (3306 - Ikb. Pum,orcJb) 11.000,6 DAx

Air Minur (3307 - Ikb. Wonosolro) rr.096,9 DAK

Air MinuE (3308 - Xab, Magclang) tt.2t7 ,2 DAK

Air MinuE (3309 - Kab. BoFlalil 4.541,5 DAK

Air Minum (331I - t(ab. Sukoharjo) 3.35r,5 DAK

Ai! Minum (3312 - Ihb. Wonogiri) 8.963,4 DAK

Ait Minum (3313 - Ihb. fierairaan)€r) 8.109,5 DAI(

Air Minum (3314 - l(ab. SraScn) 9.362,4 DAK

Air Mhum (3315 - l(ab. GIobogan) 5.9$,r DAK

Air Mhum (3316 - l(ab. Blora) 9.002,3 DAK

Air Mhum (3317 - t(ab. Rcmbang) 8.346,3 DAK

Air Minum (3318 - t(ab. Pati) 4.273,9 DAX

Air Minum (3319 - l(ab. Kudus)

Air Minul! (3320 - Ikb. Jepafa)

5.562,6 DAK

9.419,5 DAK

Atu Minum (3321 - Ihb. Dcmak) 7.994,9 DAK

Air Minua (3322 - Ihb. SeEaran8) 5.367,0 DAI(

Air MinuE (3323 - (ab. TeEah:guna) 9.809,8 D K

Air Minum (3324 - Ihb. Kcndal) 6.037,5 DAK

SK No 168342A
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Air MinuE (3326 - IGb. Pekalongan) 7.566,1 DAt(

Air MinuE (3327 - I(ab. Pemalan8) 4.222,0 DAr<

Air MinuE (3328 - IGb. Tesall 2.045,8 DAK

Air Minum (3329 - I(ab. Brlbcs) 14.192,1 DAK

Air Minum (3373 - Ibta Salatiga) 8.139,7 DAK

8.515,3 DAKAit Minuh (3374 - Ibta SeEsransl

Air Minum (350r - Kab. Pacitan) 14.801,8 DAK

Air Minum (3502 - t(ab. Ponolo8oj 5.227,4 DAX

Air Mi uln (3503 - l(ab. Treqgalekl 6.528,0 DAK

At Minum (3504 - Kab. TulungeSung) 3.846,9 DAK

Air Minum (3505 - t(ab. Blitar) 13.608,r DAK

Air Minum (3506 - t(ab. Kcdiri) 3.2&,2 DAK

At MinuD (3507 - Ihb. Malangl 2.365,4 DAK

Air MiruE (3508 - Ikb. LuEal:sng) t1.2t2,2 DAK

Air MinuE (3509 - Ikb. Jembcr) 2.152.5 DAK

Air Minua (3510 - Ihb. &nyuwangd 2.128,8 DAK

Air Minut! (351 I - Ihb. Bondowolo)

Aft MinuE (3512 - Ihb. Situbondo)

10.963,3 DAK

7.743,5 DAK

Ah MinuE (3513 - Ikb. Probolinggo) 1.442,5 DAI(

Air MinuE {3514 - I(ab. Pasuruan) 24.200,0 DAK

Air Minum (3515 - Ihb. Sidoarjo) 35.000,0 DAK

Air Minum (3516 - Ihb. Mojokcrto) 9.116,1 DAK

Ait Minum (3517 - IGb. JoEbangl 6.906,8 DAK

Air Minum (3518 - I(eb. Nssnjuk) 6.913,2 DAI(

Air Minum (3519 - t(ab. Madiun) 10.720,3 DAK

Ai! Minum (3520 - lhb. MaSeten) 3.585,4 DAI(

Ai! Minum (3521 - t(ab. Nsawi) 7.198,7 DAI(

Ai! Mirum (3522 - t(ab. BojoncSoro) 4.496,1 DAK

Air Minum (3523 - lhb. Tuban) 10.879,6 DAX

Air Minum (3524 - thb. lamonaan) 8.191,7 DAK

At Minum (3525 - Ihb. Grelik) 40.327,8 DAK

Air MinuE (3526 - Ihb. Bengkelan) 7.078.3 DAK

Air MinuE (3527 - Ikb. Sampang) 6.476,6 DAK

Air MinuDr (3528 - Ikb. Pamekasan) 4.603,0 DAK

Air Minua (3529 - I(ab. Sumcn.pl 5.589,2 DAK

Air MinuE (3574 - Ibta Probolinggo) 1.227,7 DAK

Air Minum (3575 - Kota Pa.uruar) 1.169,8 DAK

Air Minum (3601 - Ihb. Pandcglang) 7.910,7 DAK

Air Minum (3602 - I(ab. labak) 13.314,6 DAX

Ai! Minum (3603 - I(ab. Tangcrarg) 1.655,7 DAX

Fcrlbangunan SPAM lGbupat€n/ Kota
KEMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN

408.112,6 PERUMAHAN RAI(YAT
(lcrintcgrasi d.ngan PSIN)

SK No 168343 A
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F.Ebinaan dar Pengawese'r Pcng.mbangan
SPAM

KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT83.573,r

ttnintLatar SPAM Ihbupetcn/ Kota 231.660,6 KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Pcrluacan SPAM Kabupaten/ Kota 358.437,3 XEMENTERIAN PEKER,JAAN UMUM DAN
PERUMAHA.I{ RAKYAT

Infrastruldur Air Minum B.rbasfu Masyarakat
KEMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAXYAT491.110,0

Aspf,k: Pengembongan Air Bolal

Prasarana Aft Baku Pcncpat yana dibangun 20.709,7 KEMENTERIAN PEKER,JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

EEbunE Gu!rclem yanS dibanaun 20.000,0 KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

EEbun: di Kabupaten Cilacap yang di bangun 22.t45,O KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

EEbunt Jero di Kabupatcn Tabalong yana
dibar[un 32.97s,O

KEMENTERIAN PEXER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Air Baku di Kabupaten Banyuaas,lang dibangun 72.OOO,O
KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Air Baku Bcndungan Gona8€ng yang dibangun 64.470,7 KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMATIAN RANYAT

Air Ba.ku B.ndungan Llak yang dibangun s0.000,0 KEMEI{TERIAN PEKER^IAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Air Baku B.ndungan Palelorena yeng dibangun 73.500,0 KEMENTERIAN PEKER^IAAN UMUM DAN
PERUMATTAN RAI(YAT

Air Beku Bcndungan Tukul yang dibanaun 57.t27,6 KEMENTERIAN PEKER,JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Air Baku KEK SorcDg yang dibengun 99.045,3 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Air Baku B.ndungan KuninSan yeng dibangun 97.679,1 KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

AiI Baku BcndunSad Bcndo )ang dibangun
KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT52.805,r

Air Bs.lru B€ndungen Pidckso yang dibangur
(EMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT28.315,3

Jaringan Ttan8mili Air Baku deri B.ndungan
IadonSi Kabupat Koleke Tirrur yang dibangun
tlahap II)

80.000,0 KEMENTERIAN PEKER^IAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Pcnyediasn Air Beku Sidika.lang - Sicmpat Nempu
Hulu yang dibangun

29.000,0 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RA(YAT

Intak dan Jaringan Pipa Tran.miri Penyrdiaan
Air Baku di wonGari BengkalL yeng dibangun 35.000,o KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

Inrrle dan Jsrhtan Pipa Transmtui l(sl]rpun8
Mcrencang Kab. Bcrau yang dibarEun

KEMENTERIAN PEKER,JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT34.999,4

KSCS - Pipa CebanS WTP Rangkas Bitung yeru
dibaruun

(EMENTERIAN PEKEzuAAN UMUM DAN
PERUMAHA.I{ RAI(YAT69.326,3

Siphon Cikarang yang dibanaun 30.000,0 KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

P.ny€diasn Air Beku B$bah Taman tklasen
Pendukulrg KSPN Borobudur yeng dibangun

12.o00,0 KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

SK No 168344A
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Jaringal da,r Rc.crvoir Mendukung EEbung
Konscrrasi Naka$ura Pulau Morotai ,€n8
dibangun

2s.000,0 KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Air Be.ku Sist€m Payaman Tahap 2 di t(ab.
Magel"anS yang dibanSun r6.q)o,0 KEMENTERIAN PEKEzuAAN UMUM DAN

PERUMAHA.T{ RAKYAT

JarinSan Pipa I!"andoisi Penyediaen Air Beku
Tuk Ulcrg Kab. BrEbc. yang dirchabilita8i 34.437,0 IGMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN

PERUMAHAI RAKYAT

PcnFdiaan Air Baku Nu3a P.nida Di Kabupaten
Kluntkung Tahap II yar8 dibanSun 50.000,0 KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN

PERUMAHA}.I RAKYAT

Pcnycdirar Air Baku di lbbupat n lanny Jaya
),eng dibangun 3s.000,0 KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

Dukungen BUMN 6.267.320,O

SPAM Rcaional Jatiluhur I BUMN
(Ielint grasi dcnSan PSN)

SPAM Rcaional Juanda BUMN
fTerintegra.i dengar PSNI

SPAM RcAional l(alian S.rpona BUMN
fTerintegra.i denaan PSN)

Pckanbaru Weter Supply BUMN

25) MP: Ake. S6nita.i (air fimbah dom*tik) layak
dan Arnen (90 peft€n RuEah Tangga)

Dukun8an BclanJa K/L dan DAK 4.103.193,0

A.sP€k SPAIIL'I

Sktcm tt?ng.trolaf,n Ai! Limbdh Doee.tik
T.rpu8at Skala Kota

KEMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN
I.55I.674,3 PERUMAHAN RAKYAT

(I€rintegrasi dengan PSN)

Si.tem lferltelolaan Air Limbah Domestik
Tcrpu.6t Skala FemukiEan 39.200,0 KEMENTERIAN PEKEzuAAN UMUM DAN

PERUMAHA}I RAKYAT

Aspftj SPAIDS

Sanitaai - Tcmatik Pcngcntasan Parmukimen
Kumuh Terpadu (I l7l - Kota Banda Acch)

1.795,5 DAK

Sanita.i - Tcmetik Pcngcntalan Permukiman
Kumuh Tcrpadu 11173 - Ibta t Il8Eal 2.992,5 DtrK

Senita.i - Tcmetik Pengenta.an Pemukiman
Kunuh Terpadu (2104 - Kab. Lin88a) 1.493,3 DAK

Senite.i - Tcmatik PerAentasan Permukiman
KuEuh T.rpadu (3322 - lhb. S€marary) 678,3 DAK

Saniteai - Tcmetik PcrSentalan PerEukiman
Kumuh Tcrpadu {3327 - Ihb. Pcmalary) 818,0 DAK

Sanitasi - T"matik PcnScntasefi PcnEukiman
Kumuh Tcrpadu (3372 - Kota Surakarta)

Sanitari - T.rtletik Fcntelrtasarr PcrEukiEan
Kumuh Tcrpadu (3517 - Ihb. Jo6b6na)

2.023,0 DAX

6.474,9 DAX

Sanitari - Te6atik Penaentasan Pcrmukiman
Kumuh Tcrpedu (3525 - Ikb. Gresik) r.520,0 DAK

Sanirasi - Tcaatik FeaSentalan PerEukiEan
Kumuh T"rpadu (6472 - Kota Semarinda) 1.197.0 DAX

Sanitasi - TcEatik FcngetrtesaJr Fer6ukiEan
Kumuh Tcrpadu (7371 - Kota Meka88€r) 2.005,1 DAX

Senita.i - TeEatik Fenaentasan Fermukiman
Kumuh TeDadu (7372 - Kota Pare Parcl 1.150,0 DAK
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Sanitasi - Tcmatik P.ngeata.an Permukiman
Kuauh Terpadu (8102 - Kab. Maluku Tcn8gara) 1.369,0 DAK

Sanita8i - Tcmatik Penaentasan P.rEukitazrn
KuBuh T.rpadu (8271 - Ibta T.rnatel 1.040,0 DAx

Sanitali (l l0l - IGb. Simculu.) 5.615,6 DAK

Sanita.i (l lO2 - Kab. Acch Singkil)

Senitesi ( I 103 - Ikb. Acch S.Iatan)

4.066,4 DAI(

2.401,1 DAI(

Sanita.i (l104 - lkb. Acch T.ngaara) 6.653,2 DAK

Sanitasi (1105 - lkb. Acch Timur) 9.463,9 DAK

Sanitasi (1106 - thb. Aceh Ten8ah) 6.841,0 DAX

Sanitasi (l107 - Ihb. Aceh Barat) 6.035,7 DAI(

Sanite3i (1108 - Ibb. Acch Bcsar) 6.330,3 DAK

Sanirasi (r r(x) - Ihb. Pidie) 10.695,8 DAK

Sanitali (l I lO - Ihb. Bireucn) 4.902,3 DAK

Sani6si (llll - Ikb. Acch Utara) 12.895,9 DAK

Serdtasi (1112 - I(ab. Acch Beret De]€) 6.695,2 DAK

Sanitasi (11 13 - lkb. GaJo Lucs) 3.651,7 DAK

Sanitasi (1114 - Ihb. Aceh Tamiang) 7.246,4 DtlJ(

Sanitasi (1115 - Ibb. NaSan Raye) 7.1s3,4 DAK

Sanitasi (l I 16 - Xab. Acch Jala) 6.668,9 DAK

Sanirasi (l I 17 - Kab. Bcncr Mcriah) 4.417,8 D?,K

Serdtasi (ll18 - Ihb. Pidie Jeyel 3.90r,8 DAK

Sanita.i (1171 - Kota Benda Aceh) 6.082,9 DAK

Sanitasi (1172 - Kota Saberul I.252,5 DAK

Senitasi (t 173 - Ibte L€n8.a) 8.805,4 DAX

Sanita.i (l174 - Kota Lhokscumawc) 8.686,1 DAK

Sanitali (l175 - I(ota Subulu$alaml 5.639,1 DAK

$nitasi (r20r - Kab. Nias) 8.173,3 DAK

Sanitasi (1202 - IGb. MardailinS Natal) 11.549,5 DAX

Sanitaii (1203 - tGb. Tapanuli Selatan) 7.143,4 DAK

Senitasi (1204 - tkb. Tepandi Tengah) 6.021,3 DAK

Sanitasi (1205 - Ihb. Tapenuli UtaBl 7.003,3 DAr

Sanite.i (12()6 - I(ab. Toba) 4.030,6 DAK

Sanita.i (1207 - Kab. labuhanbetu) 2.451,2 DAK

Sanitari (l2G) - Ihb. SiEalungun) 3.326,6 DAr(

Sanita6i (l2lo - Kab. Dairi) 5.727,3 D?,K

Sanitasi (121I - Kab. Karo) 6.202,9 DAK

Sanita.i (1212 - Itub. Dcli ScdanS) 4.989,9 DAI(

Sanit$i (f213 - Kab. langkat) 3.781,8 DAK

Sanita.i (r2r4 - Ikb. Nia. S€letanl 12.921,8 DAK

Senita.i (12 f5 - Kab. HuEberS Ha.undutan) 7.280,4 DAK

Sanirasi (1216 - Ikb. Pakpak Bharat) 4.933,9 DAX
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Sanite.i (1218 - Kab. Scrdang BedaSai) 6.414,1 DAK

Sanitasi (1219 - Kab. Batu Baral 6.142,9 DttX.

Saniteri (f220 - IGb. Padang kwas UtaEl 6.M7,2 DAK

Sanitali (1221 - I(ab. Ibdang lac,as) 2.45r,2 DAK

Sanitasi (1222 - Kab. tabuhanbatu Selatan) 4.762,3 DAX

Sanitasi (1224 - Kab. Nias Utara) 8.457,0 DAt(

Sanite.i (1225 - IAb. Nia. Berat) 6.2t2,3 DAK

s8nitasi (1271 - Kote Siboka) 2.049,s DAK

Senite.i ( 1272 - Ibta Tanjun8 Balail 4.749,6 DAK

Sardtasi (1273 - Kota Fematsna Siantar) 3.993,8 DAI(

Sanite.i (1274 - Kota T.bing Tinsi) 3.431,6 DAK

Sanita3i (1275 - Kota Mcdan) 2.687,9 DAK

S.nitasi (1276 - Ibte Binjai) 3.501,7 DAK

Sanita.i (1277 - l(ota [bdangsidimpuan) 8.775,1 DAK

Sanitasi (1278 - Kota cununSsitoli) 6.831,6 DAK

Sanita8i (3201 - t(ab. Bogor) 14.066,7 DAK

Sanitasi (3202 - tGb. Sukabumi) 6.120,9 DAK

Sanitali (3203 - lhb. Cienjur) 11.758,8 DAK

Saaita.i (3204 - I(ab. Bandung) A-544,7 DAx

Sanitasi (3205 - K.sb. Garut) 5.417,6 DAK

Senitasi (3206 - Kab. Tesiloe.laya) 13.78l,s DAK

Senitali (3207 - Kab. Ciami.l 7.746,2 DAK

Senitali (3208 - Ihb. (uningan) 9.?47,2 DAK

Sehitali (32Oq - I(ab. Cirebor) 12.945,1 DAK

Sanitali (3210 - I(ab. MajalcnSka) 2.281.1 DAK

Sanitasi (3211 - tkb. Surredang) 8.162,3 DAK

Sanitasi (3212 - Kab. Indremeyu) 5.588,6 DAI(

Sanit&i (3214 - lkb. Pulwal(erta) 10.687,4 DAK

Sanita.i (3215 - Ihb. IkrawanS) 6.938,3 DAK

Sanita.i (3216 - Kab. B.ke.i) 7.886,8 DAK

&nitasi (3218 - tkb. Pangandaran) 7.424,9 DAK

Sanitasi (3271 - Kota Bogorl 10.455,0 DAK

Sanitasi (3272 - Kota Sukabumi) 2.70r,3 DAK

Sanitasi (3273 - Ibte BaidunS) r.710,8 DAK

Sanitasi (3275 - Kota Beka.i) 5.655,2 DAX

Sanita.i (3276 - Kota Dcpok) 2.129,0 DAK

Sanite.i (3277 - Kota Ci,:lehi) 4.192,0 DAK

Sanitesi (3278 - lbta Ta.iL-'l.ya) 11.818,5 DAK

Sanitasi (3301 - lbb. Cilacap) I3.O74,7 DAN

Sanitasi (3302 - Ihb. Benyumas) 14.147,5 DAK

Sanitasi (3303 - tkb. Purbelirs8a) 11.882,4 DAX
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Sanitasi (3305 - Kab. Kcburaen) 9.816,0 DAK

Sanitesi (3306 - lhb. Purworejo) 4.324,5 DAI(

Saniteli (3307 - I(ab. Wonosobo) 14.115,5 DAK

Sanitasi (3308 - Kab. Magcleng) 10.289,6 DAK

Sanita6i (3309 - IGb. Boyol,e.li) 2.234,3 DAK

Sanitasi (3310 - Kab. Klet€n) 4.202,0 DtK
Sanitasi (3312 - Kab. Wonogiril 7.276,4 DAK

Sanite.i (3313 - Kab. IGrenganyar) 3.201,5 DAK

Sanite.i (3314 - Ihb. Sregcn) 4-792,3 DAK

Senitasi (3315 - Kab. Grobogan) 4.316,4 DAK

Sanitasi (3316 - Kab. Blora) 3.564,2 DAK

Sanite.i (3317 - Kab. RcabanS) 1.8r8,9 DAr

Sanita3i (3318 - I(ab. Pati) 2.299,r DAK

Sanitari (3320 - rrab. J"pere) 7.684,4 DAK

Sardtasi (3321 - tkb. Dcmak) 7.704,2 DAK

Sanitasi {3322 - Ihb. Semarang) 3.516,7 DAK

Sanitasi (3323 - I(eb. Temanggungl 10.787,0 DAI(

Sanitari (3324 - Kab. Kcndal) 4.152,0 DAX

Sanitasi (3325 - Kab. Batang 5.548,6 DAK

Sanitasi (3326 - Ikb. Pelqlongar) 8.345,0 DAK

Sanitasi (3327 - IGb. Pceelang) s.940,3 DAr

Sanitali (3328 - Kab. Tcgal) 12.433,8 DAK

Sanita.i (3329 - Ikb. Brrbca) 8.996,0 DAX

Sanitasi (3371 - Kota Maacl,ang) 2.97s,4 DAK

Sanitasi (3372 - Ituta Surakalta) 2.301,7 DAK

Sanitasi (3373 - Ibta Salatiga) 2.201,0 DAK

Senitasi (3374 - Ibra SeEarang) 6.320.s DAK

Sedta.i (3376 - Kota Tegal) 2.751,3 DAK

Sanita3i (3501 - I(ab, Pacitanl 10.632,9 DAI<

Sanitasi (3502 - I(ab. Ponorogo) 9.308,3 DAK

Sanita.i (3503 - Kab. Trenggalek) 9.143,7 DAK

Sardtasi (3504 - Ikb. Tulunga8uiu) 6.629,4 DAK

Senitali (3505 - Ikb. Blitar) 11.282,6 DAK

Senitali (3506 - I(ab. IGdiri) 6.744,2 DAK

Sanita.i (3507 - Ihb. MelanS) 7.413,5 DAK

Ssrdta.i (3508 - tkb. Lulat:ang) 11.237,3 DAK

Senitasi (3509 - IGb. Jemb.d 3.877,8 DAK

Sanita.i (351I - t(ab. Bondof,,o€o) I1.355,4 DAK

Sanitasi (3512 - l(ab. Situbondo) 5.742,7 DAK

Sardtasi (3513 - lkb. Proboling8ol 2.76r,3 DAK

Sanita.i (3514 - Kab. Pasuruan) 3.326,6 DAK
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Sanitasi (3516 - t(ab. Mojokcrto) 5.869,3 DAK

Sdnitesi (3517 - thb. JombarS) 6.711,8 DAK

Sanitasi (3518 - lkb. N8anjuk) 9.307,8 DAK

Sanitasi (3519 - Keb. Madiui!) 8.411.8 DAK

Sanitasi (3520 - IAb. MaAetaa) 13.406,4 DAK

Serdte.i (3521 - Ikb. Nsawil r0.315,6 DAK

Sanita.i (3522 - tkb. Bojotresoro) 4.324,5 DAK

Sanitasi (3523 - Kab, Tuban)

Sanitasi (3524 - lhb. tamongan)

10.062,9 DAK

4.300,8 DAK

Sanitasi (3525 - Ihb, GIlsikJ 3.326,6 DAK

Sanitasi (3526 - lhb, Bangkalad 14.251,1 DAI<

Senitesi (3527 - Ihb. Sampeng) 7.503,6 DAr(

Sanitasi (3528 - Ihb. Pa&ckasan) 10.627,1 DAX

Senitesi (3529 - Ibb. Sumedep) 9.780,0 DAX

Sanitasi (3571 - Kota K.diri| 2.000,9 DAX

Sanitasi (3572 - Kota Blitar) 1.300,6 DAJ{

Sanita.i (3573 - Ibte Maleng) 6.t77,9 DAK

Sanita8i (3575 - Ibta Paluuanl 4.556,0 DAK

Sanita.i (3576 - Ibta Moiokerto) r.I89,1 DAK

Sanitasi (3578 - Ibta Suabaya) 1.601,0 DAK

Sanitasi (3601 - Kab. Pandcglangl 7.003,3 DAr(

Sanitasi (3602 - Kab. Lbak) 6.653,2 DAK

Sanitasi (3603 - Ikb. Tan8crang) 1.520,7 DAK

Sanita8i (3604 - I(ab. Scrang) 6.757,? DAX

&nita.i (3673 - Kota Scrang) 4.937.3 DAK

Sanitasi (5201 - Keb. Lombok Barat) 6.373,0 DAK

Sanita.i (5202 - IGb. t4mbok Tcngah) 10.136,0 DAK

Sanitasi (5203 - Kab. Lmbok Timur) 10.790,9 DAI(

Sanita6i (5204 - lhb. Surrbewe) 14.980,6 DAK

Sanita.i (5205 - tkb. Dompu) 7.250,5 DAK

S6nite.i (5206 - Keb. Bima) 8.654,1 DAK

Sanita.i (5207 - lhb. Sumbawa Barat) 5.077,4 DAK

Sanite.i (5208 - Ihb. Lmbok UtaIa) 8.114,3 DAK

Sanita.i (5271 - Kota Mataram) 6.962,8 DAK

Sanita.i (5272 - Kota Bir:ra) 7.260,3 DAK

Sanitasi (5301 - Ihb. Sumba Barat) 6.828,6 DAK

Sanitari (5302 - tkb. Sumba Timur) 4.051,9 DA(

Sanitasi (5303 - Ihb. Kup6ng) 7.254,2 DAK

Sanitasi (5304 - I(ab. TiEor Tclrgah Sclatan) 10.124,3 DA(

Sanitesi (5305 - Ihb. Timor Tcngeh Utere) 7.406,7 DAK

Sanitasi (5306 - Xab. Bclu) 8.378,9 DAI(
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Sanitasi (5304 - Ihb. l,€mbata) 5-74\7 Di,K

Sardtasi (5309 - Kab. Florcs Timur) 7.535.5 DAK

Ssnitasi (5310 - Kab. Sikl€l 5.70r,7 DAl(

Senit$i (5311 - lkb. Ende) 7.908,3 DAK

Sanite.i (5312 - tkb. Ngada) 5.378,5 DAK

Sanit&i (5313 - tbb. Manggalai) 7.907,0 DAK

Sanitasi (5314 - I(ab. Rote Ndao)

Sanitali (5315 - Kab. MengAarai Barat)

3.453,7 DAK

6.692,6 DAK

Saniteri (5316 - Kab. Sumba Tcngah) 6.429.0 DAX

Sanitali (5317 - Kab. Sumba Barat Daya) 10.952,2 DAX

Sanitari (5318 - IGb. Nagckco) 3.036,3 DAK

Sardtasi (5319 - tkb. Mangr8erai Timur) 8.462,9 DAK

Sanitasi (5320 - Kab. Sabu Raijua) 3.188,1 DAK

Sanitali (5321 - Ihb. Mdal(a) 6.8I0,9 DAK

Senitasi (537r - Kota Kupang) 4.001,9 DAK

Sanite.i (6101 - I(ab. Sambas) 7.147,7 DAK

Sanitasi (6102 - Ihb. Ben8l(ayarg) 7.@7,2 DAK

Sanitasi (6103 - fab. Lardak) 9.558,0 DAI(

Sanitasi (6104 - lkb. MeEpawah) 3.36r,6 DAI(

Senitasi (6105 - l(ab. Sanggau) 4.244,2 DAK

Senite.i (6106 - lGb. IGtapang) ?.7443 DAX

Sanitasi (6107 - Ihb. Sintsng) 8.333,9 DAr

Sanitesi (6108 - Ikb. Ihpuas Hulu) 4.926,7 DA](

Sanitasi (6109 - Ihb. Sckadeu) 6.454,4 DAK

Sanitasi (6 r rO - Kab. Mclawi) 7.755,2 DAK

&nitali (6lll - Ihb. Ihyona UtaBl 13.580,0 DAK

Serdtesi (6112 - IQb. Kubu Reyal r5.o99,4 DAK

Sanitasi (6171 - Kota Pontianak) 2.393,2 DAI(

Senitasi (6172 - Kota Singkawens) 2.101,0 DAr

Sanitasi (6301 - Ikb. Tanah laut) 4.051,9 DAK

Sanitali (6302 - I(ab. Ibtaberu) 5.002,4 DAK

Sanitasi (6303 - Ihb. Banja4

Sanitari (6304 - Kab. Barito Kuala)

8.322.3 DAX

9.234,4 Dr,K

SanitBi (6305 - Kab. Tapin) 5.85r,1 DAK

Sanitasi (6306 - Kab. HuIu Sungai Sclataa) 7.143,7 DAK

Sanitssi (6307 - Kab. Hulu Surgai Tengahl 2.89r,4 DAK

Sanitari (6308 - I(ab. Hulu Sunaai Utafa) s.rs8,5 DAX

Sanita.i (6309 - I(ab. Tabalong) 5.095,9 DAK

Senite.i (63 rO - Kab. Tanah Bumbu)

Sanitari (6311- I(ab. Balangan)

2.984,4 DAI<

6.625,9 DAX

Sarita.i (6371 - Kota Benjarmasin) 2.780,4 DA(
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Sanitasi (7401 - Ihb. Buton) 5.693,0 DAX

Sanita.i (7402 - lhb. Mu e) 5.966,1 DAK

Sanita.i (7403 - I(ab. Konawe) 6.134,9 DAK

Sanitasi (7404 - thb. Kola.ke) 7.049,1 DAK

Sanitali (7405 - I(ab. Konawe Seletar, 12.215,7 DttK

Senitali (7406 - I(ab. Bombana)

Sanitasi (7407 - Ihb. Waketobil

8.924,7 DAX.

5.889,6 DAK

Sanitasi (7408 - Ihb. KoLka Utara) 7.126,6 DAK

Saaita.i (7409 - Ksb. Buton Utaral s.890,5 DAK

Sanitasi (7410 - IGb. Konawc Utara) 1.368,6 DA(

Sanit&i (74 1 1 - t(ab. Kolaka Timurl

Sanita3i (7412 - Kab. Konewe Kcpulauan)

5.42r,9 DAI{

1.626,6 DAX

Sanitasi (7413 - Ihb. Muna Barat) 4,933,9 DAI(

Sanitasi (7414 - lhb. Buton Tcnsah)

$nitali (7415 - Kab. Buton Seletar)

s.850,8 DAK

7.152,7 Di,K

Sanirasi (747r - I(ot lcndsri) 5.987,8 DAK

Sanite.i (7472 - Kota Bau Bau) 6.494,0 DAK

Sanitasi (7601 - lkb. Majene) 7.722,9 DAK

Sanitasi (7602 - Kab. Polewali Mandar) 6.I93,T DAK

Senita.i (7603 - t(ab. Mamasa) 4.274,1 DAt<

Sanita.i (7604 - Kab. Mamuju) 7.479,0 DAK

Sanitari (7605 - Ikb. Palangkayu)

Sanitasi (7606 - Kab. Mamuju Tengah)

r0.198,0 DAK

13.791,4 DAK

Sistcm Pcngclolaan Air Limbah Domestik
Sct mpat Skale Ibta 18.156,4 XEMENTERIAN PEKER^'AAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

SiBtem Pengclolaan Air Liabsh Dom$tik
Setempat Skala Individu

AspcL r\elembagaan

759.722,3 KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

ProvirEi ysllt mengalami p.nguatan kepasitas
deerah dalam Fngclolaan lalritasi (Kab/Kota) I.5OO,O KEMENTERIAN DAIIM NEGERI

Pambinaen dan Pen8awasan PcnSefitbantan
Sanita.i 163.440,0 KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN

PERUMAHAJT RAKYAT

26) MP: PDmulihan 4 DAS Ikitis

Dukungar Belanja K/L 1.239.922,O

ASP€lc kngc doliat Bonit

Pcngcndalian banjt Sungai Ciliwung yang
dibangun 20.000,0 KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN

PERUMATIAN RAKYAT

Sudctan Ciliwung-KBT yang dibaraun 467.157,3 KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

PerSenda.li Banjir Sungai Binadga Siguluan, Ack
Sigumbang, dan Ack Limbong yang dibangun

XXMEMERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAJ{ RAKYAT

55.OOO,0
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Aspek: kt tcE araarl

IGgiatan Citarum HaruE yang dilaksanakan r68.336,2 KEMENTERIAN PEKER^IAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Aspek Banguna Pengenddi Bonjir

Pompa Attcol S.ntiong JEDA dibanSun 14r,928,8 KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Groundcrlt Ci!'amingkis yanS dibsn8un (Iahap II) 367,500,0 KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

27) MP: 18 Waduk Multiauna

Dukungan B.lenie K/L 3.105.s98,0

,sl,€k k acdnaarv Pers,Jrp,t

MatctrgSmg Multipuryosc Dam Dcvclop[ent Sub
Project (ESP KOICA)

KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

23.343,3

Aspclr Pen&tht g

PcndukurS IPDMIP

Pcndukung SIMURP

255,5 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMATIAN RAKYAT

650,0 KEMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN
PERUMAHAJ{ RAKYAT

Aqtek: Konsttuhsi

Bcrdungan Mbay yang dibanaun
KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN

125.450,0 PERUMAHANRAKYAT
(terintegrasi denSan PttN)

Dacrah iriga6i Koderina yang dibanSu! 15.750,0 KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
PERUMA}IAN RAKYAT

Deereh lligasi tbocring yeng direhabilitasi 63.561,4 KEMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RATYAT

J(]It lal^ Darn Co,rst'rldioi PmP.,. yang
dilaklanakan 344.606,2 TEMEMERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN

PERUMAHA.IT RAKYAT

Riam Kiwa lrfultipurpcse Dam Construdion hokct
}lna dilaksana.ken

KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAIOAT

773.727,l

Ptlo.ika ltuhipnrPose Dan Consfildbn hoilcr
,€nA dilaksanakan r.200,0 KEMENTERIAN PEKER]MN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

Aspk: httasfi/,(,I/' higasi

Integrated Paticipetory Devclopmcnt and
Managemcnt of Irigation Plogram 0PDMIP) ]€ng
dibksanakan

KEMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

t74.537,2

Strat gic Irrigetion Modernization and Urgent
Rchabilitetion l,rcjcct (SIMURB yaru
dilakrerEkan

970.436,9 KEMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN
PERUMATIAN RAKYAT

Rentsng lrigation Moderniration Projcct (RIMP)
yana dilak€anaka, LO27. 3,O

KEMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Ib.rcring Irrigation Projcct (KIP) )€r8
dilsl<lanakan 180.717,5

(XMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

28) MP: F.ngaaaaan Pesist 5 F.rkotaan Peltura

Dukungan Bclanja K/L 5.419.025,0

Aspk: kngendalian Barin

Pcngcndalian banjir Ihli Bckasi yang dibangun KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

r23.089,3
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Pcngcndalian banjir mb Sungei lrji Banger ya g
dibangun

KEMEI{TERIAN PEKER,JAAN UMUM DAN
122.778,6 PERUMAHANRAKYAT

(IcrinEgra8i dcngan PSN)

ttninikatan thpasitas Sudctan Floodway
(PranA"lt - Sedayu tawas) ]€ng dibangur (Iahap
[)

87.000,0 I(EMEI{TERIAN PEKER,JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Aspek: Pengaman Pantai

Fcngamanan Pantai EEtan yang dibangun 30.000,0 KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Pentamarran Pantai di JaLarta yang dibangun
(Tahap II)

KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
607.259,2 PERUMAHANRAKYAT

Fcrintcg6si dcngan PSN)

Pentaman Pantai Ihbupatcn Cirrbol yang
dibangun 40.000,0 KEMENTERIAN PEKEzuAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAI(YAT

P.Eban8unen Jdlan Beba! HambataIl - TOL
SEMARANC . DEMAK IA 508.392,9 KEMENTERIAN PE(ER^'AAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

Pembangunan Jalan Bcbas Hambatan - TOL
SEMARANG - DEMAX 1B 673.4O9,2

KEMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Pcmbangunan Jalan &bas HaDbatan - TOL
SEMARANG . DEMAK 1C

Jelan Tol S€marang - Demak fKonstrukai -
Inveltasi BUP KPBU)

307.O16,7
XEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

3.2a4.47 t,O XEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
PERUMAHAX RAKYAT(KPtsU)

AaP€k: Pemartauan Perurrunon MukaTonalt

Jaringan Fcmanteuar Air Tanah Be*asig
C.kunaan Air Tana}I 3.600,0 XEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL

RckoEcnda.i Gcologi Pcnurunan MulG TaIrah di
Ikwa5an Pe3ilir Panrai Utara Pulau Jawa
(PATGTL)

5.976,6 I(EMET{TERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

Rckomcndasi Ccologi Hasil Pcmantauan
Fcnurunan Muka Tanah (BXAT] 631,1 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL

Dukungad BUMN 337.000.0

Jalen Tol Semerant - Demak BUMN
0.rint 8ra3i dcngad PBN)

29) MP: Jaringan PclabulDn Uteme Terpadu

DukunEe, B.lanja K/L 133.107,7

Sub: tulabuhan Pa,imbart

As F k: &andardisasi klabuhan

Pcmbdngunen Pelebuhan Patimban (I) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
fldintcgrasi dclrgan PtlN)

32.957,7

Patirban &rt Deu.ropnent hoin Ph,Ise l-21
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
frerintesrasi dengsn PttNl

100.000,0

Patimban lbr, Deretopneit Ptoid ll KEMENTERIAN PERHIJBUNGAN
G€rintesali dcn8an PSN)

r00,0

Aspek: Konebiuitas b*gftai dengan Hirt,erland

P€6b6ngumn Jalan Beba3 Hambatan - AKSES
T()L PATIMBAN

KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
PERUMAIIAN RAKYAT50,0

Dukunsan BUMN 4.454.000,0

P.mbengunarr Jalsn Ak!.s Timur Pclabuhan
Ihlibetu/New kiok Fastcrn Accc3s (NPEA)

BUMN
(Lrintcgra8i dcaaan PSNI

Pcmbangunan dan Pcngembanasn Pelabuhan
T.rminal Kijilrg

BUMN
tTerintegrasi dcngan PSN)
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P.rg.mbangan Tcrminal Fetikema. Pelabuhan
Tsnjurg Priok BUMN

Jalan Tol Ak.c6 Felebuhan Patimban

30) MP: Kdrta Api Meke.aer-Psr€ Pare

BUMN
Gelinteereli dcn8an PSN)

Dukungan B.lanJa K/L 520.108,9

Aspk: Opetusional da kngtiraran r

Penyalcnggaraan
linta. Maka$ar -

Layanen lcreta Api Perintis
Parcparc

IGf,ijiban P.mbayaran atas Kctcr.cdiean
l.gyanr,'] lAvailabbg Pagncntl
(Dukungan/ Pendemping KPBU)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Ferintegrasi dengan PSN)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
(Terinteara3i dedgan PSIN)

25.927,5

267.490,0

A,spek: Konsnaksi

PeEbsngunan Prasaiana Pcrkeretaapied untuk
Mendukuna FenSopcra.ian Kclrta Api Mekesssr -
Parc Psrc antsra Mandai - Palanro

KEMENTERIAN PERHIJBUNGAN
Clerintcgrasi dcngan PSN)

226.691,4

31) MP: KA lGcepatarr TingSi Pulau Jawa
(Jakarta - S.r[6.rent dar Jal€rta - Bandutu)

Dukunaar BUMN 884.000,0

P.mbenSunan Iribh qp€ed RaihMg J*a,t^ -
Bandung

BUMN
(Terintesrasi denaan PSNI

32) MP: Jelen Tol Ttans Sumatcra Acch-L€mpung

Dukunsan Bclanja K/L 400,0

Aspch: fumbangunat Jalotr

Pcmbangunan Jalan Bcbas Hambatan -
DEVELOPMENT OF NEW TUNNEL PAYATUMBUH
- PANGXAI-AN

100,0
XEMENTERIAN PEKER,JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAXYAT

FrmbanSunan Jalsn Bebas Hambatan - BTS.
KOTA JAMBI - TEMPINO 100,0 KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

P€EbanauDan Jalan Bcbas H6mbets, - mL
BETUNG - JAMBI 200,o KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

Dukungan BUMN 11.294.(x)O,0

Jalan Tol Trans Suhatcra BUMN
Ecrintearasi d.ngan PSN)

33) MP: Jelar lYans pada 18 Puleu Tertingtal,
T.rluar, defl Terdepsn

Dukungan Bclanja K/L 1.527.400,0

Aspcb Prcseruasi Jalon

Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinagal, Terluar,
den Tedepan (MB - Proeinsi Aceh

KEMENTERIAN PEKER,'AAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT4.016,0

Jel6n Traru pada l8 Pulau Tcrtinggal, Terluar,
dan Tcldcpan (MPl - Provin3i Aceh

KEMENTERIAN PEKER,JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

14.474,3

Jele[ Tranr pada l8 Pulau TertingSal, Terluar,
dan Terdcpan (MP) (Padat l(arya) - Plovinsi Ac.h 2.949,1 KEMENTERIAN PE(ER^]AAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Tran! pada 18 Pulau Tertingaal, T61uar,
dan Tcrdepan (Mq - Ikb. Kepulauan Mentawai 28.019,0 NEMEMERIAN PEKER,JAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

Jalan TmnB peda 18 Pulau Tcrtin8gal, Terluar,
dan Tcrdepan (MB - MODANMOHE - NAMROLE

KEMEMERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

4.115,8

SK No 168354A
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KEMENTERJAN PEKER.,IMN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Tran3 pada 18 Pulau Tcrtitrggel, Terluar,
dan T.rdcpe (MB - Eovinsi Nusa TcnSSere
Ttmur

33.915,0
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(Rp. Juta) Inaranai Felrkaana

Jalan Ttans pada l8 Pulau TertinSga.I, Terlua.r,
&n Terdcpan (ME Fadat I(arj,a) - Provinsi Nula
Terutala Timur

5.985,0 XEMENTERIAN PEKEzuAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Traru pada f8 Pulau TcrtingSal, Tcrluar,
dan TerdePan (MB - kovinsi Sulawesi Utara

KEMEN'IERIAN PEKEzuAAN UMUM DAN
PERUMAHA]{ RAKYAT83.995,8

Jalan Trans pada l8 Pulau Tcrtingga.l, Terlua.r,
dan T.rdcpan (MP) - Provitr.i Sulewesi Utara

KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYATt71.325,6

Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggel, Terluar,
dan Tcdcpan (MP) (Padat Karya) - Provin.i
sulawai Utara

4.2tO,O NEMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Jalsn Tran. pada 18 Pulau TcrtirUgal, Tcrluar,
dalr Tedepan (MB - Provinsi Sulawcsi Tcnggara

Jalan Trans pada 18 Pulau Tcrtirugal, Terluer,
dan T"rdcpen (MP) (Pedat y.rrye) - Provirui
Sulaw.ai Tcnggara

38.684,5 KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

r.306,7 KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Trans pada 18 Pulau T.ltinggal, Terluer,
d6n Terdepan (MB fPadat lkryal - Proein.i
Sula{,r.i Tcnagara

Jalan 'Itan8 pa& 18 Pulau Terting8el, Terluar,
dan Tcrd.pan (MP) - Plovinai Maluku

6.442,O KEMENTERIAN PEKEF^'AAN UMUM DAN
PERLIMAHAN RAKYAT

14.76s,0 KEMENTERIAN PE(ER.IAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAIfiAT

Jel6n Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Tcrluar,
dan Terdepen (MP) - Provinsi Mduku 348.58r,4 KEMENTERIAN PEKER^IAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Traft pade 18 Pulau Tertinggal, Tcrluar,
dan Terdcpan (MPl Padat l(arlal - Plovin6i
Maluku

7.240,3 KEMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Jalar Ttars pada lA Pulau Tcrtinggal, Tcrluar,
&rr Tedepan (MB - SALEMAN - BESI (KM. 50)

4.743,O KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Ttanr pede 18 Puleu TertingAal, Terluar,
dan TcTdepen (MB . SP. WAIPIA . SALEMAN

KEMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

2.939,9

Jaten fte r pada fa Puhu Tcrtingaal, Terluar,
&n Tcrd"pan (MPl - BANGGOI - BULA 6.330,s KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Trans pada 18 Pulau Tcrti[ggal, Tcduar,
dar Tcrdcpan IME - IAIMU - WERINAMA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT1.763,9

Aspek: Penbangunat J.mbatan

Fembangunan J.mbatan Trens pade 18 Pulau
T.rtinggal, Tcrluar, dan T.rdepen - BANJAR SARI
- MAI.AKONI - IGYU APUH (P. ENGGANO)

40.919,4 KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

PembaD8unan Jcmbatan Tlans pada 18 Pulau
TertingSel, Te uar, dan Tcrdcpan - Prcvinri
IGpulauan Riau

39.297,s KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

P.mbarBunan J.rnbetEr TrarE pada 18 Pulau
Tenirytal, Te usr, dan Tcd.pan - Provinri
Maluku

KEMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAI(YAT176.519,9

Pcmbangumn Jembatan Trans pada 18 Pulau
TertirEgal, Terluar, dan Terdepan - Provinri
Maluku Utara

1o.o22,4 KEMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

k peli,. Pe mboltgwun Jalarl

FeEbansunan Jal,an Trans pada 18 Pulau
Tcrtinggal, Tcrluar, dan Terdepan (MD - Jalan
TraIr Mentawai Ruas Sigapokna -labuhan Bajau
(Mentawai)

42.642,3 XEMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

PeEbanauran Jalan 'hans pada 18 Pulau
Tertinggal,
KATIET

Tcrluar, dan T.rdcparl (Mn - SIOBAN - 72.297,O KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Pcabenguian Jalan ftaIl8 pada 18 Pulau
Tcrtinggel, Tcrlue.r, den Tcrdcpan (MB - Jalan
trans I'uleu Engaano (BanjaEari - Malakoni -
Ikhyapu)

t9.8t7,7
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F.mbanSuflan Jalan Traft pada 18 Pulau
Tcrtinggal, Tcrluer, d,an Terdcpan (MD - Ja.tan
T.luk Buton - Klerik

100.551,6 KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
PERLIMAHAN RAKYAT

Pcmbengunan Jalan Tlans peda 18 Pulau
Tcrtintgal, Terluar', dalr Tcrdepan (MB - SP
SEKUNYAM - DESA CEMAGA

46.324,O KEMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAI:

P"mbanSunen Js.lan Trans !,ada 18 Puleu
TertingSal, T.rluar, dan Terdepan (MP) -
PEMNNNG - PAYAI^AMAN

KEMENTERIAN PEKER^'AAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

27.OOO,O

P.tnbangurlar Jalan tans pada 18 Pulau
Tertinggal, Tcrluer, dan Terdcpan (Mq - BIAK
JUNC]ION - KOREM

40.000,0 KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
PERUMATTAN RAKYAT

Pembargunan Jalen Trsns pada l8 Pulau
Tertinggal, Teduer, dar Tcrdq'an (MD - Jelen
Elat - Sp. Ngurdu - Fako - Holat - Ohoiraut (P.
K.y BGar)

36.000,0 KEMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN
PERUMAI{AN RAKYAT

PcEban8unan Jslan Ttans pada l8 Puleu
T.!tin8gal, Tcrluar, dan T.rdcpar (MH - Provinsi
Maluku

KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAIOAT88.932,0

34) MP: Jalan TrenB Papua Mcraukc - Sorong

Dukungan Bclanje K/L 2.O34.97s,O

As peh: Pftaetua.si Jc nbatart

Jal,an Ttanr Papua Merauke-Sorong (MP) -
JEMBATAN RUAS YETTI - SENGGI -
MAMBERAMO

185.921,6 KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Trsnr Papua M.rauke-Sorong (ME -
ELEUM - PASVALE|Y - BTS. KOTA WAMENA

KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAI(YAT

t7.797,7

Jalen Tran! Papua M.rauke-Sorona (ME -
SEREDAIJI - DE(AI

KEMENTERIAN PE(ER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

2-@3,9

Jalan Tran. Papue M€rauke.gorong (MP) -
USIUMO - KARUBAGA

KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAIOAT7.101,0

Jdan TtanB Pepua Meraukc-Solon8 (MPl -
TIMIXA - SP. PEITA . POMAKO

KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

15.932,7

Jalan Trans Papue Meraukc-Sorong (MP) -
JEMBATAN INALI KOI'P KERING (JALAN DEKAJ-
SEREDALI|)

28.500,0 KEMENTERIAN PE(ER^IAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Jabn ftans PaF,ua Mcrauke-Sorong (MPl -
ProvLr.i Papua Bar:at 32.Ot2,O

KEMENTERIAN PEKER^JMN UMUM DAN
PERUMA}IAN RAKYAT

Jalan Trans Papua Mcreuk€-Sorong (MP) -
KIJMURKEH - AYAI,IASI - SNOFT 2.232,O KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Tran! Papua M.rauke-Sorong [MP) -
Provinsi Pepua 21.23r,O KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAI(YAT

Jalan Trenr Papua Mcraukc-SoronA (MP) -
MAYON . SIMPANG KAPTRAYA 4.o72,6 KEMENTERIAN PEKEzuAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

Jdan Tlans Papua Mcraulc-Sorong (MP) - I(ab.
Maraukc 1.000,0 KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

Je]an Trans Papua Meraukc-SoronS (MB - IGb.
Boven Diaocl 9.356,1 KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Tranr Papua Mcrauk -Soro[g (MP] - Ikb.
Yelimo 3.184.s KEMENTERIAN PE(ER.JAAN UMUM DAN

PERUMAHAJ{ RAKYAT

Aspck: Prcseruasi Jalart

Jal,an Tlans Papua Meraukc-Sorong (MD -
WANGGAR - KWATISORE (BTS. PROV. PAPUA
BARAI)

1.606,r KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

SK No 168356 A

- 8.133 -

KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAJ{ RAKYAT

Jale[ Tlans Pa!,ue Mcreuke-Sorong (MP) -
Provinli Papua Barat 199.715,s



iTtrEIEtrN
ii:.;l-TTFIf,IilNEENtrEIA

hiorita8 Na.iorEl/ ]vai, Pro.iEc,
Alokasi

(Rp. Juta) In6tarsi Pelslaana

Jalar Tran8 Pa!,ua Mereuke Sorong (MP) -
Provinsi Papua 108.383,O KEMENTERIAN PEKER^IAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Tran6 Papua Mcraukc-Sorong (MPl -
MTNDIPTANA , TANAH MERAH

KEMENTERIA]II PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

t2.203,O

Jalan Trans Pepua Menukc-SoronS (MP) - IGb.
t2.524,O KEMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

Jelen Trans Papua M.rauke-Sorong (MP) - TANAH
MERAH - GENTENNRI 25.185,8 KEMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN

PERUMAHAJT RAKYAT

Jalen Trens Papua Mcrauk -Sorong (MP) -
GENTENNRI . BTS. KAB. MERAUKE / BOVEN
DIGOEL

41.712,8 KEMENIERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Trans Papua Maaukc-Sorong (Mfl -
ELEL,IM . PASVALEY - BTS. K0TA WAMENA 43.991,5 KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAISAT

Jalan Than. Pepua Meraukc-Sorong (MP) -
WAROPKO . MINDIPTANA 26.400,O KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN

PERUMAHAN RA(YAT

Jalan Tren. Papua Mcrauk.-Sorong (MP) -
USIUMO . KARUBAGA

KEMEI{TERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

42.000,0

Jelefl Trans Palua Mcrauke-Sorong (MPl -
KARUBAGA. ILU - MUUA 31.500,0 KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN

PERUMAIIAN RAKYAT

Jelan Tlalrs Papua M.rauke-SoronS (MD - Ikb.
Puncek Jaya 28.150,0 KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Ttans Papua Merauke-Sorong [MP) - I(ab.
Boven Di8ocl 91.204,6 KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN

PERUMATIAN RAKYAT

Jalan Trea. Papua Mcraukc-Sorong (MP) -
Gct ntiri - Btr. Kab. Meraukc/lhb. Boven Di8oel

KEMENTERIAN PEKEzuAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAXYAT57.352,6

J6.bn ftaru Papua Mcreuke-Sorcng {MP) - Kab.
Tolikara 19.970,0 KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN

PERUMAIIAN RAKYAT

Ja.bn Tlans Papua Mdauke-Sorong (ME - Ihb.
Kcerom 3.800,0 KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Tran. Papua M.rauke-SoronS (MP) - Ihb.
NduSa 52.914,0 KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Tran8 Papue Mcrauke-Sorong (MP) - Kab.
Yalimo 135.646,9 I{EMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

A,speb kmbangunan Jembatan

Pembangunan Jcmbetan Trans Pa!,ua Mereuke-
Sorong (MB - Gct ntiri - Bt.. I(ab. Mcraukc/Kab.
Bovcn Digo.l

2t.537,3 KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

PembaDAunan Jcmbatan Trars Papua Mcraukc-
Sorong (MR - JALIW IGMPUNG MURI -
KWATISORE (BATAS PROVINSI PAPUA}

140.000,o KEMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN
PERTIMAHAN RAKYAT

Pmbangunan Jcmbetsn Trans Papua Merauke-
Soront (MB - JEMBATAN RUAS ELEUM -
MAMBERAMO

I(EMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

r3.000,0

PeEbansunan Jcmlrated Tians Papua Mcrauke-
Sorons (MB - JAJ,,AN IWUR , wARoPxO 63.7s8,0 KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN

PERTIMAHAN RAXYAT

Pembalgunan Jcrnbefarr ,I}ans Papua Mcrauke-
SoronS (Mq - MA.lrEH - WINDESI (WERABUR)

KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAXYAT

60.000,0

Pcmbangunen Jcmbatan Trans Pepua Melaukc-
Sorong (Mq - JEMBATAN MAMBERAMO -
ELEUM II

34.974,O XEMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN
PERUMAHA.IT RAKYAT

SK No 168357A
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As p k: Pe mbanglmon Jatan

PeEbsnaunan Jalan Tran3 Papua Merauke-
SorcnA (MB - JAJjN AMBUNI - KARUAN

KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAIIAN RAKYAT67.500,0

P.,ibangulren Jaldn Tteda Papua Merauke-
Sorcng (MP) - JEMBATAN KAMP. MURI -
KWATISORE (BTS. PROVINSI PAPU4 I

60.000,0 KEMENTERIAN PEKER.'MN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Fcabangunan Jalen Trans Papua Mcraukc-
Sorong (MP) - JEMBATAN KAMP. MURI -
KWATISORE (BTS. PROVINSI PAPUA) II

KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAIryAT38.000,0

PcEbangunan Jalan Trans Papua Mcraukc-
Sorons (MP) - JAI"{N MAMEH - (ARUAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT25.750,0

Fcdbangunan Jalan Trans Papua Mcrauke-
Soronr (MB - JA.tlN SP. GORO - KP. MURI (BTS.
PROVINSI PAPUA)

s7.984,0 KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

PeEbanaunar Jalan Trans Papua Merauke-
Sorong (MB - JEMBATAN GUNUNG PASIR 27.OOO,O

KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAI(YAT

F.obangunan Jalan Trqns Papua Merauke-
Sorong (MB - IWUR - WAROPKO II 44.637,2 KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

FEdbengunan Jalar Tran!
Sorong (MP) - KWATISORE
PROVINSI PAPUA BARAT )

Papua Merauke-
- (AMP. MURI (BTS. 97.006,3 KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN

PERUMAIIAN RAKYAT

35) MP: Jcmbaran Udara 37 Rute di Papua

DukunSan B.lanja K/L 335.678,0

As pe h: Peryanbangpn htfistrukut

Fengcmbaigan Benddr Ude.ra Wemena TEhap III -
PN

IO.OOO,O KEMENTERIANPERHUBUNGAN

Fcngcmbangan Badar Udala ll,aga - PN IO.OOO,O KEMENTERIANPERHUBUNGAN

Pengcmbangan Bandar Udara Tanah M.rah - PN I.8O8,O KEMENTERIANPERHUBUNGAN

FenScmbaryan Bandar Udara Mozcs Kilangin-
TtEika, Papua

75.900,0 KEMENTERIANPERHUBUNGAN

FeagemberrEan Bardar Udara Okibil - Pr\ 5.OOO,O KEMENTERIANPERHUBUNGAN

Fang"mbangan Bender Udera Ewer-ABaet, Papua 8O.OOO,O KEMENTERIANPERHUBUNGAN

Pengcmbangan Bandar udara Sobaham - PN 5.OOO,O KEMENTERIANPERHUBUNCAN

Pcngambangan Bandar Udara Mopah-M.raukc,
Papua

66.918,8 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Aspek: IaAo an

Sub.idi Op.rasi An:kutan Udara Kargo (MB 12.115,2 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Angkuten li?rto P€rhti! (MB 63.566,2 KEMENTERIANPERHUBUNGAN

Anikutan BBM untuk f.argo Pcrintis (MB 5.369,9 KEMENTERIANPERHUBUNGAN

36) MP: Sistea Arakutan Umum Ma$al P.rkotaan di
6 Wileyel Metropolitan: Jekarta, SurabalB, Banduria,
Medan, Scaaraaa dan Makaaaar

Dukungan Bclanta K/L 2.222.140,O

Aspck ktq€mbangpn Atqlaltan Un m Ma.$al
Wraan Betua.siE Pel

EnSinc.ring Scrvicc3 Fo, Jakarta Ma.s Rapid
Tranrit Ea.t-Wc.t Lide Project Pta.e I StsAe I

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
tTerinteErasi dengan PSN)

36.996,0

Paket A fPcmbangunan Falilitas P.rk rctaapien
untuk ManSgarai s/d Jatincgara) fTahap II) 226.654,0 KEMENTERIANPERHUBUNGAN
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Fedngkaten Jelur 1(A lintas Medan - Belawar
Tahap t Ecgracn Mcder - Ilblran I12.079,7 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Engheefug *ttices OfJakarta Mass Rqpid
llansi, Eaat - West Lin Prokd Pha.se I S:tage

100,o
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
(Iclintcgrasi dcnSan PSN)

Ste.iun lcrcta Api Jabodctabek 452,0 KEMENTERIANPERHUBUNGAN

PlEbanaunan Jalur Garda KA Kiaracondong -
Cicalcngke Tehep 2 .e8men KiaracondonS -
Gcdcbaga dan scgmcn Haurpugur - CicelengLa

297.539,0 KEMENTERIANPERHUBUNCAN

Stasiun K.rcta Api Jabodctabck (PEN) 14.551,7 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Pembangunan Jalur KA Mcdan - Binjai 517.923,2 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Surebeye Regiorrel Raluau Lilt (Phs.sE l) TOO,O KEMENTERIANPERHUBUNGAN

Pcniirgketen Fa.ilitas Operasi Pe*er€taapian
pada lintas Jatincgara - BoSor da, MengSerei -

Jakarta lbta
2TO.OOO,O KEMENTERIANPERHUBUNGAN

Jabodctabck Railu,ay Cqpa.ita Ftlar@cnEnt
Plaae I 13,476,4 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PaEbengunan Praaerane PerkerEtaapian Pada
Jalur Ganda KA antara Padalarang - Bandung
Lintas Bogor - Yos,aLarta

238.100,s
(XMENTERIAN PERHUBUNGAN
(Icrintcgra.i dcrBatr PtlN)

Pckcrjaen PeningkaEn Shtcm Elektrfikasi
Perker€taapian Jabodetabek 186.530,2 KEMENTERIANPERHUBUNGAN

R.aktivasi AnSkutan Comi tet LineKefratolan-
Tanjung Priuk 67.640,0 TEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Pemb€lbn l,ayeff (Buy TrE Seruiced
Mallal BcrbalL Jalan Di lbra Mcdan
Narional)

Angkutan
fPrioritas 70.365,2 TEMENTERIANPERHUBUNGAN

Aapek Pengembangai Ang/Ena,r Umlm M,.ssal
M.ota,o,n Berb".sis Jola't

Subridi Angkuten PenuEp8ng (Buy IrE seruiE€)
Jabodetabek 48.764,I KEMENTERIANPERHUBUNGAN

AftaTftfrc Corlttol Sysl€n (ArcS) Tcrpadu
Jabod.tab.k 11.660,0 KEMENTERIANPERHUBUNCAN

Aea Tr6c Cdrtrol Sgslern (ArcS) T€rpadu
Jabodctebek (PEN) 12.OOO,O KEMENTERIANPERHUBUNGAN

PaErban8unen Siatem Angkutan Umum Ma$al
(Priorita! Nalional) 5O.OOO,O KEMENTERIANPERHUBUNGAN

Pengenbsngan Angkutan Massal Bcrbasis Jalan
di Kewaaen Perkotaan dengan Sk ma Pembclian
tayanan BTS (Buy Thc S.rvice) di Kota Banduna
(kioritas Nasionrr)

35.182,9 KEMENTERJAN PERHUBUNGAN

PenseEbangan Aagkutan Ma3sd Bcrlrasis Jalan
di Kaw&en Perkotaan dcn8an Skcma Pcmbelian
layanan BTS (Bny Ih. Seruice) di Kota SuEbaya
(Prioritas NasioIl8!

53.348,0 KEMENTERIANPERHUBUNGAN

Pcng.mbangan AnSkutan Marse.I Bcrbe.i. Jalan
di l(awasan P.rkotaan dcngan Skqoa Pcmbelian
La)€ffn BTS (BuJ IrE Senn@ di Kota Maka3sar
(Prioritas Nasional)

18.636,8 KEMENTERIAN PERHI,'BUNGAN

Dukungen BUMN r0.390.000,o

PcrScmbangan &n Pcngadaan Ttansportesi
Ma.lal (Armada Bus) Pcrkotaan di 6 Kota
Mct opolitan

BUMN
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FRESIDEN
REPIIEUK INDONESIA

Prio tas Nasional/ Ma.irr PToJbet
Aloka.i

(Rp. Juta) In.rrnii Pelakaene

37) MP: Pcnyedia,en TenaSa Listrik: Pc bangkit
Ustik 27.000 MW, Transmisi 19.000 l@s deII Gerdu
Indu} 3a.OOO MVA

DukuDaar B€lanja K/L 335.480,0

Aspk: kngauasan dan Peigcn ralian Penbarqrrr&n

R.komcnda3i Pcn gcndalian FembanAunar
P.mbangkit Listrik 1.587,8 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL

Rckomcnderi Fcn8cnda.tian PembanSunan
Jarinaan Ttan3mi,.i dan Gardu Induk 1.488.4 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL

Rckomcnda.i Fcngcnda.Iian PeabansuBn
JarinSan Dirtribu.i den Gedu Distribusi

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL1.017,I

RckoEcn&ai Fcncrapan Kcaclamatan
Kctcnagdi.trikan pada Infrastruktur P.nghian
Lbtrik pade lcndaraan Bermotor Ustrik Bcrlrasis
Batclai

t72,1 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

Aspeh: kmbalg& Listtik

PLTMH 17.400,0 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

PLTS Tcrpadu 51.96 r,1 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

A,sP€k Kebijahan taril harga dan subsidi

R€komc lasi Rcviu darr Evaluasi Subridi LisEik
Tcpat Sasaran 549,3 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL

Aspek Jaringpn la.st nile dan sarnbungan listtik

Pcmalan8an SambunSan Baru LiBtrik baSi
Ruaah Tengge B€luE Bcrlistrik yang Tidak
Mampu eteu Benda di Dacrah 3T

APDAL

Dukungan BUMN

201.646,O XEMENTERIAN ENERCI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

58.092,2 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

81.334.360,0

Advancc Mctering Infraatructurc (AMI) BUMN

Infraltruktur P.ngirie[ Listrik untuk Kcndaraan
Bcrmotor Li.trik BUMN

Maintcnancc Capo., Rutin UIP, den IDC BUMN

Pcmbanaunan Jaringan Di.tribusi dar cardu
DilEibu.i: Fenuntasan dan Pelbaiken Ak.es
TcnaSa Liltrik

BUMN

Pcmbangunan Jaringan Trensmisi dar Gardu
Induk: Backbone Interkonehi KaliEantan

BUMN
fre nt€sra3i dcnsan PgN)

FcEbansunen JerinAan Ttanlmisi dan Cardu
Induk: Backbole Interkonekli Nu.a TcnSgara

BUMN
(Ierintcgrasi dcngan PSN)

PeEbs,txaurlan Jaringan Ti'an3Ei6i dan cardu
Induk: BackborE InErkoncksi Sutre*€.i

BUMN
(Ieriategra.i denaan PSN)

Pambangutren JdrinSan ftanamisi dan Gardu
Induk Beckbone IrterkonckEi sumatlra

BUMN
(Ierintcgrasi d.n8an PtlNl

Pcmbangunan Jadngan TreIrsEili dsn Gardu
Irduk Pcmasaran BUMN

Pcmbangunan Ja.ringan Transmisi dan cadu
Induk Siitem JMB BUMN
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I
REPIIEUK INDONESIA

Prioritas Nasioaal/ Mairr P/DJiect
Alokasi

(Rp. Jutaj Inetarrii lblrklene

FeDibengunan Pembangkit Listrik Non-EBT BUMN

F.t,lbangunan PembarEkit Listrik T.lbarukal BUMN

38) MP: Infra.trukur JarinSen Ge! Kota untuk 4
Juta Sambungan Rumah

Dukungan BUMN 1.240.000,0

Pcmbangunen Jarir8an Gaa Kota:
1. DXI Jakerta
2. Tangarang
3. Bckasi
4. Ikra*€ng
5. Circbon
6. Cilcgon
7. Bogor
8. S€marang
9. Bojonegoro
10. Surabaya
r l. Sidoarjo
12. Paauruan
13. M€dan
14. Dumai
15. Batam
f6. PalcrnbanS
17. taEpung

BUMN
(Lrintcglali dengen PSN)

39) MP: Pipa Ga. Bumi tharrs Kalimentan (2.219 km)
(akan dibiayai

dengar inveatasi BADAN USAHA
badan usaha)

40) MP: FeEbangunan dan FeflgeEbsnaan Kilang
Mhyak

Dukuigan BelenJh K/L 346,7

As p k: Dtbngan F osilitasi

Feiilitali Pcningkatan Infra6trul(ur KilanS
Miflyak Bumi

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL346,7

Dukungan BUMN 79 .577 .460,0

FcEben8unan Gr?s Root RejEnery (GRR) Tuban BUMN
(fclintcgre.i dcngan PSN)

FcEbanaunen lclena Olcfin BUMN

F.ninSkatsn fccdstock kilanS - Per8embaraen
o.plora6i/ploduk.i Mahakam BUMN

Peningkatan fccdstock kilefl8 - Pengembangan
explonri/ produkli Roken BUMN

RDMP Relcalin8 RU V Balikpdpan BUMN
(Terintegrasi dengan PS'N)

RDMP Re.caling RU VI Balongan BUMN
(terintegrasi dengan PSN)

RDMP Cil,acap BUMN
(Ierint grasi den:an PSN)

Pcmbangune lnfrastruktur Suplai cas ke RU V
Balikpapan BUMN

T.rminal R.ga.i6ka3i LNG RU Milacap BUMN

Pe,mcllcmic,.l Cornplcx J e&r BUMN
(Icrintegra.i dcngan PSN)

4l) MP: TtanrforEasi Digital

DukunSan Belanja K/L r9.146.696,0

S!b: SDM Digitol Indoncsia.

Aspck: Voka.si U,tub Indtstri 4.O

Tfenlformasi BLK Baru 83.747,8 KEMENTERIAN KETENACAKER.'AAN
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TflTEtrIilNEEtrtrEIn

Priodta! Nasiond/ rvarrr PrDlct Alokasi
(Rp. Juta) Instansi Fclak6erra

Pclatiher Bidan8 KomunikE.i dan ldormatika 2.320,3 KEMENTERIAN KOMUNIKAITI DAN
INFORMATIKA

Pelatihan Bidang Korlunikasi dan Infometika Di
Wilayah BBPSDMP Makessar

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

5.449,6

Pcletihan Bidang Komunikesi dan Informatika Di
Wileyah BBPSDMP Mcden 5.341,3 KEMENTERIAN KOMUMKAT'I DAN

INFORMATIKA

Felatihan Bidang Ibmu ikasi &n Informatika Di
Wilayah BPSDMP Jekarta 2.304,9 KEMENTERIAN KOMUNIKAI}I DAN

INFORMATIKA

Pelatihan Bidang Komunikasi dan Infonnetika Di
wila,€h BPSDMP Bandung 2.244,4 KEMENTERIAN KOMUNIKAIII DAN

INFORMATIKA

P.latihen Bidang tbEunikaBi dan Informatika Di
Wilayah BPSDMP Yog/akarta 2.276,O KEMENTERIAN KOMUNIKASTI DAN

INFORMATIKA

Felatihan BidanS Ibmunikasi dan Infondatika Di
Wileyah BPSIDMP Surabata 2.321,s KEMENTERIAN KOMUNIKAI}I DAN

INFORMATIKA

Felatihal Bidera fiomunikasi dan InforEatika Di
WiIe,€I BP:IDMP BanjarEasin 2.315,4 KEMENTERIA}I KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

Pclatihan Bi&ng
Wilayah BPSDMP

Komunika8i dan Informatika Di
Manado 2.345,3 KEMENTERIAN KOMUNIKAT}I DAN

INFORMATIKA

Feletihan Bidang lbmurdkasi dan InforEatika
BPPTIK 5.272,4 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

Tenega KeDa Indu8tri 4.0 6.000,0 KEMENTERIANPERINDUSTRIAN

AsP€k: Peningka,ta,r kompetensi SDM pada Ud.ang TN

Digitel Talent Scholarship 57.399,0 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

Bcs.isf,,a S2/S3 Bidang Komunika.i dall
InforEatika s8.r00,o KEMENTERIAN KOMUNIKATII DAN

INFORMATIXA

Digital Telent Scholarship di Pusdildat KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

4.22r,O

Digital TaLnt Schol,aBhip di Wilayah lGrja
BBPSDMP Mcdan

XXMEMERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA4.375,9

Digital Ttslcnt Schohrship di Wilayah Kcrje
BBPSDMP Makas€ar 4.375,9 KEMENTERIAI{ KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

Digital Talent Scholar.hip di Wilalah lGrja
BPSDMP JaK,Na 2.554,4 KEMENTERIAN (OMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

Digital Ta.lent Scholarship di Wilayah K.rja
BPSDMP Banduna 2.554,4 KEMENTERIAN KOMUNINAIiI DAN

INFORMATIKA

Digital 'Iblcnt ScholaEhip di Wilayah Kerja
BPSDMP Yogakarta 2.554,4 KEMENTERIAN KOMUNIKAI}I DAN

INFORMATIKA

Digital Taldtt ScholaEhip di Wilalsh Kerja
BPIIDMP SurabeJ.a 2.554,4 XEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN

INFORMATTKA

Digital Telent Schoiar.hip di Wilayah lftrja
BPSDMP BanJarmasin 2.554,4 KEMENTERIAN KOMUNIKAT'I DAN

INFORMATIKA

DiSital Talcnt Scholarship di Wilayah Kerja
BPSDMP Manado

KEMENTERIAN KOMUNIKAf}I DAN
INFORMATIKA

2.554,4

Digitel Talent Scholar6hip di BPmK 4.896,9 KEMENTERIAN KOMUNIKAIII DAN
INFORMATIKA

Tenata Falilitator Edukasi Pcrdagangan Melalui
Siltc'l Elckronik Yang M.ndapat Fclatihan I.2OO,O KEMENTERIANPERDAGANGAN

,sP€k l<eHjrkoJtr dan Standa,'di.sasi Kompetensi Fda
Bidn qTIK

Scttikasi b€rbasis SKKNI Bidans Kominfo KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

707,O
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riEIiTEtrf,ItrEEtrtrEIn

Priodtas Neriond/ Mairr P|DIE Alokasi
(Rp. Juta) Insterlai Fel,Eklara

Stb: kdagarqan Ped?aarl\ Kolsasidan UMKM

Aspek St,,ft Up DQitol

Start Up MiUcnial I.OOO,O KEMENTERIAI{ KELAUTAN DAN PERIKANAN

Busincsr Matchmaking Stat Up Digital 19.200,O KEMENTERIAN KOMUNII(AIII DAN
INFORMATIKA

Digital TcchrDprcneur 57.470,0 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATI(A

&r't Up Digitd trang dikcmbangkan
KEMENTERIAN PARMISATA DAN EKONOMI

r.960,0 KREANF/ BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI (REATIF

Aspek E-CnmtErce

AdoFi Tcknolo8i DiSital Sektor Strat gis
5.700,0 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

Adop.i Telooloai Digital Scktor Stratcgi6
Periwi.ata 4.000,0 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

Adopsi Tcknologi Digit6.l Sektor SEategis LSistik 3.800,0 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INF'ORMATI(A

layaran Publik Bidang Pos 2.203,2 KEMENTERIAN KOMUNTKASI DAN
INFORMATI(A

R.komcada.i lcbijdl(an untuk Rcvisi PcraturBn
Mcntcri Kominfo Nomor I Tshun 2012 &n
P.raturan Menteri Kominfo Nomor 4 Tahun 2021

s.096,3 KEMENTERIAN I(OMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

PcndukunSen K€giatan PcmasaEn Bagi Felaku
Ekonomi l&eatif

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
I8.OOO,O KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN

EKONOMI KREATIF

Kebijakan terkait Pcrundiqan di Organisaai
Ferdegangan Dunia dalarn S.kor Non Pertenian
dan Fcrdeganpn Digital

650,0 KEMENTERIANPERDAGANGAN

As pek Digita'lisa.si U MXM

Adop.i Teldrotrogi Digital UMKM 2r.700,o KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

UKM/Sentra yang difaailite.i PeninSkatan
Diait6li!aEi 750,0 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA

rECIL DAN MENENGAH

Pclaku PaiiwiEete Dsn Ekonomi KlcatifYang
Mcndapat Fasilita.i Kon.ultasi Hak Kekayaan
Intelektual

(EMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
3.OOO,O KREATIF/BADANPARMISATADAN

EKONOMI KREATIF

Produk Pariwi€ara dan EkoaoDri (reatif Yang
M.ndapet Fasilitasi Fendaftaran lGke)een
Intclcl(tual

I(EMEI{TERIAN PARMISATA DAN EKONOMI
2.OOO,O KREA'TIF/BADAN PARIWISATA DAN

EKONOMI KREATIF

Scntra IXM dan UFT PaIrgsn, Furnitur dan Bahen
Bangunan Yang Mcndapat Fa8ittasi

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Fcrintcgra.i denaan PSN)

3.926,6

Scntla Il(M dan UIT Industri Ancka dan IKM
Kiaia, SandanS, dan lGrajtlar yana mcndapat
Fasiliiasi

2.5OO,O KEMENTERIANPERINDUSTRIAN

S.ntra IKM den UI,T Lgam, M6in, Eleldronika,
dan Alat Angkut yan8 Mendapat Fasilitesi 2.228,9 KEMET{TERIAN PERINDUSTRIAN

Gerintegrasi dengan PSNI

Aspek: D.sa Digitol

RekoEcndari PenseEbangan Dcsa Digital mel,alui
Snl4,ft Wllrge 43.210,O KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN

DAERAH TERTINCCAL DAN TRANSMIGRASI

Deia Digiral yang dikcmbenSkar melalui Platturn
Akad.mi Dcse 4.0 19.9s0,0
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Erfl-*TrdTlt
h-rTITEtrf,INEENtrEm

Priorit* Ne.iorEl/ I'iair Project Alokasi
(Rp. Juta) Instan.i Pclaksana

Swb: Digi',lisasi hntuan *sial

AsP€IrJ Witalisasi da,ninr€grusi Pela*soroan bofinn
sdsiol se,ara bedahap

Data Ttrpadu lG8ejehteEsr SGial I1.547,4 KEMENTERIAN SOSIAL

Sistem dan Tcknologi Informasi lQs.J:ahtclaa[
Sosirl 11.924,I KEMENTERIAN SOSIAL

s,lb: Kesehota,n

Aspek: Sial.m ,,l/o,n,.si Keselutatt

Imptrementasi SisteE Rujukan Tcrintcgrasi
(SISRUTE) (LR) 3.450,0 KEMENTERIANKESEHATAN

Int Elasi dan Pcngembangan Sistca Data
IGa€hatsn EKI

5.420,5 KEMENTERIANKESEHATAN

lntcarari den Pcnac6ban8an SilteE Aplikasr
IGrchatan tTK)

16.780,0 KEMENTERIANKESEHATAN

P.nguatan Eko.i.te6 Digftef Ke!€hatan (IK)

Tramforma6i Digite.l (TK)

I5.4I2,0 KEMENTERIAN KESEHATAN

94.577,4 KEMENTERIAN KESEHATAN

AdoFi Telmologi Digital Scktor SEat Sig
Kcacheten 4.500,0 KEMENTERIAN KOMUNIKA!}I DAN

INFORMATIKA

Sub: Ldga an k',?a'irl,,,,r,art

Asplk: Pusat Dara Na.sionol

Pcnaadaan P.ranakat Data CenlertTK) 46.709,7 KEMENTERIANKESEHATAN

PcnSadaan Prasarana JarinSart Koaunika3i Data
CTK)

36.096,0 KEMENTERIAN KESETIATAN

Pcmclihanan hasaiana Tcknologi InliorEaai den
Komunikasi tIK)

PeEcliharaan Sarana Teknologi Informali dan
Komunikesi FK)

7.4OO,O KEMENTERIANKESEHATAN

16.152,9 KEMENTERIAN KESETIATAN

Data C€at€r Nasional r.189.085,0 KEMENTERIAN KOMUNIKAIII DAN
INFORMATIKA

s,.tb: A*ses d@t h{'usn?I^frr

Asp€k: knyediaan Akses hlEmct Cepd

Rckomerdali Pcnguatan Pcmcnuhan Akscs dan
I(orr3umsi LLtrik pada Masyarakat 615,9 KEMENTER]AN ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL

Layenen Publik Bidang Telekomunikasi 6.244,3 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

Akses Intern.t Tctap Pita L.bar t7.9@,1 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

BT:t 4G / Irstmlle

OM Palapa Rr?rg

349.379,? KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKA!}I DAN
INFORMATIKA

Klrjasama Badsn Usaha

I.953.849,O

121.000,0 IGMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

Palapa Rll4g Integr*i

RckoEcn&.i kcbijalen untuk mcndukung
petrycl€nggaraar telekomunikasi di IKN

KEMENTEruAN TOMUNIKASI DAN
52. T4T,9 INFORMATIKA

(Icrintcgrasi dcD8an PSN)

t.672,6
(EMENTEruAN TOMUNIKAS}I DAN
INFORMATTKA
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KEMENTERIAN KOMUNIIGfII DAN
INFORMATIKA

BTS 4G / ,aslnde Pepud dan Papua Barat 568.573,2



IiTIFEIETN
REPUBUK TNOONESIA

kioritas Na.ional/ Mdi)r PToJkrsl
Alokasi

(Rp. Juta) Instatr.i PelaksaIra

OM Ak €. Intemet r.850.096,8 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

OM BTS 4G /lr.sr'rdle 1.163.037,O KEMENTERIAN KOMUNIKAIII DAN
INFORMATIKA

Pilot Project Pcryrdiaan Fiber Optik di
KabupaEn/ Kote DPSP 2373,A KEMENTERIAN (OMUNIRASI DAN

INFORMATI(A

OM BTS 4G /rasrfile Papua den Papua Barat r.702.600.0 KEMENTERIAN KOMUNIKAS}I DAN
INFORMATIKA

OM Ak!c! Intcmct Papua dan Papua Barat 119.045,6 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

OM Pcnycdiaan Ihperitas Satelit 2.502.762,O KEMENTERIAN KOMUNI(ASI DAN
INF'ORMATIXA

SATRIA 2 2.000.0 KEMENTERIAN (OMUNIKASI DAN
INFORMATTKA

Akscs Intlmct 422,320,O KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATTKA

Ak!€! Intcrnct Papua dan Papua Barat KEMENTERIAN KOMUMNAI}I DAN
INIIORMATIKA137.478,4

Satclit Multitungri (KonsEuksi - Inv.rta.i BUP
KPBU)

KEMENTERIAN KOMUN]KASI DAN
INFORMAllTA(KPtsU)1.605.250,O

Rckomcnd$i (cbijakan Bi&ng TclckoDunikasi
dan Informatike

KEMENTERIAN KOORDINAMR BIDANG
POUTIK, HUKUM DAN KEAMANAN

2.726,O

Aspk: kngenbarqon Penyiardn Digital

Rckoacndasi lcbijakan Tcrkait Fenyisran Di8ital 14.136.6 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INF1SRMATIXA

F.ngembanSan Pu.at Monitorin8 Telekomunikasi.
Pos dar Pcnyiaren 24.942,4 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

OM Pu8et Monitoring Tclckomurdkesi, Po! dan
Penyiaran 90.688,4 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN

INFORMATI(A

Digital Bmadcasting Sgst.,nlDBs) 1.098.r r0,0 KEMENTERIAN KOMUNIKA:II DAN
INFORMATIKA

Ldyerl'n Publik BidanS Pcnyierar 15.729,6 KEMENTERIAN KOMUNIKAS}I DAN
INFORMATIKA

Dukunaan Ekosistcra Siaran Isyanan TV Digital 28.030,9 KEMENTERIAN KOMUNI(ASI DAN
INFORMATIKA

Sistcm lr.fte.truktur Penyiaran Digital 307.940,0 TEI.EVI$REPUBU(INDONESIA

As,€k: Fr?h,€ tsi dan PewBkd TIK

PeneriEaan lerta FEnangenen piutsng dan
akuntebilitas PNBP BHP Frclsed den SOR

KEMEMERIAN KOMUNIKAS}I DAN
INFORMATIKA

2.039,0

FcmbanSunen SLtem Monitoring Frekuensi Radio
(SMFR} 76.729,5 KEMENTERIAN KOMUMKAS}I DAN

INFORMATIKA

Fengembangan lnfreltruktur SIMS 31.175,O KEMENTERIAN KOMUNIKAIII DAN
INFORMATIKA

Rckomcndasi lcbijakan yang Mefldukung
Optimali.ali F.nyediaan Spcktrum Frckucn.i
Radio untuk Brcedba d

21.810.0 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

Rckonrcndasi kcbijakan Srang mcndukung
optimaliraai epcktrum frckuinsi radio u;tuk
digitslilasi pcnyiaran

KEMENTERIAN KOMUNIKAI}I DAN
INFORMATIKA

4.393,9

Koordin$i Nasiond Id.ntifike.i. Implcmerta.i
dan Feraendalian IMEI 2.r24,6 KEMENTERIAN KOMUM(ASI DAN

INFORMATIKA
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KEMENTERIAN KOMUNIKAST DAN
INFORMATIKA

Pengelrbangan laboratorium BBPPT &n Sarana
P.ndukurA 600.000,0



NEFUEL|K INDONESIA

kiorita. Nasional/ rvdjrr Project Aloka.i
(Rp. Jutal Irstan.i Pcl,ak8ana

Sub: Literuai Wital Mdsyarakat

Aspek: P. ingka,a,l Literasi Maggarakd

Uterasi Digital 550.000,0 KEMENTERIAN KOMUMKASI DAN
INFORMATIKA

Slh Kcatnrnan Siber

Aspck: prqaaton htll,sttukritr, SDM, dan Regulasi
Keana an Sibcr

Pcnir8katan Komp.tcnsi SDM Intelijcn Sibcr 2.5OO,O BADAN INTEUJEN NEGARA

/J,,,grusi Cgbet InE ige tAnalgric.s (CIA) 5O.OOO.O BADAN INIEIJJEN NEGARA

PcnSuatan Operali Irt lijcn Sibcr 12.500,0 BADAN INTEIIJEN NEGARA

Pcningkatad Kerjasama Intclijcn Sibcr Antar
Lmbaaa Intelijen Dunia 2.OOO,O BADAN INTELUEN NEGARA

Kede Sa.Ea Rcgional, Bileteml, dsn Multilatcral
Bidana lcamanan Siber (RXP 2023) 1.591,I BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Lulu!8n PenScmbangan SDM di Bidang
Kr€llsnan Sibcr K/L/D (RKP 2023) 2.236,6 BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Peningkatan Kompetenli SDM pcngclola
kc€manan Sfu tcm Puo.rintahan B€rba.is
ElekEonik (SPtsE) !,ada KILID lRxP 201231

I.0,67,8 BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Fengcn&lian Tata Kelole PSIE dan Transak.i PSE t6.523,4 KEMENTERIAN KOMUMKAT}I DAN
INFORMATIKA

F.ngeEbarEan dan P.ncrapan Data Pmtectiotl
onicet 4.503,6 KEMENTERIAN KOMUNIKAST DAN

INFORMAllKA

P.nentanan dan PcnangSulengar Kontcn N.Satit 70-44o,4 KEMENTERIAN KOMUNIKAS}I DAN
INFORMATTKA

Rckodcndasi KcbijaLan Pctralcanaan
Pclindungan Data ltibadi 6.100,0 I{EMENTERIAN KOMUNIKASI DAN

INF1f,RMATIKA

Fcnyclcn8Aaraan Scrtifikari ElekEonik Induk
(PslE lrduk) 16.141,6 KEMENTERIAN KOMUNI(AI}I DAN

INFORMATIKA

P.ningketan Kapasitas SDM Sibe! Eelalui
Scrtifika.i CEH dan CHn PN)

148,5 KEPOUSIAN NEGARA REruBUK INDONESIA

A,sP€k: kngelesai@ Kejahdan Sibet

Pcnengarran Tindak Pidana Siber (PN) I4.83I.7 KEPOUSIAN NEGARA REPUBUK INDONE.SIA

Aspek: Pembangunan kftahonan Sibcr

Siber 54.835,0 KEMENIERIANPERTAHANAN

Aspek: knbarganAn dan Pengualan Tim CeFt
Tonggap Ke,'manan Sher

P.mb.ntuken tim Respon Ancamen Intelijcn Sib"r 3.5OO,O BADAN IIiITEUJEN NEGARA

TiE Tang8ep Imiden Sibc! (CSIRD pada Sckor
PcEcrintah Da€rah J'ang tcrcaist a.i (RKP 2023) 2.506.3 BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

TiE Tsnaaap In.iden Siber (CSIRII pada Scktor
P.Ecrintah yaig tere8istrasi IRKP 2023) 4.494,7 BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

g)b: i^dtlsni 4.o

,sP€k Pengembavan ekosigtem inouas4 hfra*:ukttlt
digital dan irlserllif intesta,si tcblologi

Adopli T.knologi Digital Scktor StrateAis Maritim KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

s.0(x),0

L.mbega/ lbmunitas/Asosiesi yang mcndapet
fasilita.i ddam rangka pengcmbangan ckosisteE
ckonodd diAital

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
1.5OO,O KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN

EKONOMI KREATIF

P.ndampitrgan Pencrapan Indu6tri 4.0 di S.kto!
Irdu.tri Makanan, Ha.il Laut dan Pcrikenan
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2.OOO,O KEMENTERIANPERINDUSTRIAN



ErT]IFtrIilNEENtrEIA

tlioritas Nasionel/ Mai,/ PrDi?ct Alokari
(Rp. Juta) In.tansi Pelalaans

Industri S.ktor Elckuoirike yanA terfa.ilitasi
mcnuju Indu.tri 4.0 m.lalui Fendampingan 2.4OO,O I{EMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Pcadampingen ImptreEentasi Indwrri 4.0 Bckor
Indu.tri Kimia Hilir den Fet,Msi 2.7OO,O KEMET{TERIANPERINDUSTRIAN

Pendampingan ImplcEcnta.i Induatri 4.0 sekor
Industri Scmcn Kcramik dan PcnAolahan Bahan
Gelien NonloSam

Industri S.ktor Otoraotif yan8 terfasilitasi m.nuju
Industri 4.0 mclalui Pende.Epin8an

2.8OO,O KEMENTERIANPERINDUSTRIAN

2.5OO,O KEMENTERIANPERINDUSTRIAN

PcndeEpin8sn Penerapan Industri 4.0 di Sekor
lndu8tri Minumar, Hasil TeEbakau, dan Bahan
Pcnyegar

2.OOO,O (EMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Memfasilitali ImpLrdcnte.i Industri 4.0 Sclcor
T.kstil dan Appor€I I.58O.O (EMENTERIANPERINDUSTRIAN

Induatri Sektor PErmeainan dan Alat M.!in
Fertanien yanS t rfasilitasi Ecnuju Indu.tri 4.O
aclelui PlndaEpingan

3.OOO,O (EMENTERIANPERINDUSTRIAN

P.ndaapiruan IEpleEentasi 4.0 Sekor Indust i
Kimia Hulu 1.OOO,O KEMENTERIANPERINDUSTRIAN

Pcmbddeyae lndustri Kccil dan M.lr ngah
Dalam Rangka Fcnerepsn Matiag Indoncsia 4.0 5.878,2 KEMENTERIANPERINDUSTRIAN

Sub : Lay onnn PetE rintalan

AsP€k: kne zpan SPtsE TeinE$a.si

In6tenai Pemerintah Da.rah Wilajrah Timur J.6n8
mcndapkan Aplikari lcarsipan Bcrbagi Pakai
Berba.i! ElkEonik (Srikandi)

Inatan8i Pu8at yang Ecncrapkan Aplikasi
IGaEipen Bcrbed Pakai Bcrbasis Elktonik
(Srikend,

2. TOO,O ARSIP NASIONAL REPUBUK INDONESIA

1.OOO,O ARSIP NASIONAL REPUBUK INDONE.SIA

Instansi Faacrintah Dacrah Wilayah Barat yaIrg
,trcncrapka Aplika.i KeaEipan B.rbagi Pakei
Bcrbasb Elcktronik (Sril€ndi)

2.345,0 ARSIP NASIONAL REPUBUK INDONESIA

Motipe Cloud. Serui.es SPBE 3.600,0 BADAN PENGKT"'IAN DAN PENERAPAN
TEKXOTOGI (BPPT

PcnycleagSaiaen Aplikasi Gcncrik B.rbasi. Cloud
Sbtcm Femerirtahan Bdbasis Ebktroflik (SPBE)
(baru, peng€mbsngan, opera3ional dan
pcmcliherean)

KEMEI{TERIAN (OMUNII(ASII DAN
INFORMATIKA3r.700,0

PdtlrlenSgerarn Sistem Pcradila, Pidene
Tcrpadu bcrba6i6 Tekrologi Informasi

A,speb klaAanan Puuik Berbasis EleLtto ik. (E-
*irice s ) Aang Tetirl,esr?.si

1.000,0 KEMENTERIAN KOMUNI(AI}I DAN
INFORMATIKA

Silt E infordasi p€mbanSunan da.rah (data
Ftnbangunarl daerah, profd dan aneli.iB daeml,
e-rakort k, Eo cv bentda)Jlang dik mbanSken

I.OOO,O KEMENTERIAN DAIAM NEGERI

Falilitasi Pcmb.ntukal Deta Kelahiran dan
IGmatian yanS Tcrintlgrasi Antar L€mbaga 2.5OO,O KEMENTERIAN DAIAM NEGERI

Daerah yang Mcncmpken Sbtem Informasi
Kcuangan Dacrah dalam SIPD Bidang
P?rcncanean Araaaran

1.450,0 I(EMENTERIANDAI.AM NECERI

Penerapan PTSP hima berbe.i! elcktronik 2.036,I KEMENTERIANDAI,,IIMNFEERI

SilteE p€rizinan pur,at-daerah yanS terirtcSrasi 4.2OO,O KEMENTERIAI{ KEI,,IIUTAN DAN PERIKANAN

P.ngcmbengan rYatbnal Ingistir FasysEm lPNl I.055,4 KEMENTERIANKEUANGAN

CorE ?ox Syslem (PN) 545.255,8 KEMENTERIANKEUANGAN

Mos@tplon Smafi Citg 3r.000,0 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
]NFORMATIKA
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KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN
2.600,0 APARATUR NEGARA DAN REFORMASI

BIROI(RASI
RancanSan Portal PclaJranan Publik



tlioritas Nasioaal/ ilrajrrProJi.rt

lf;FFITi TII
REPUEUK INDONESIA

AJoka3i
(Rp. Juta) lfttansi Pelaksara

Stb: kndidikart

Aspek fufianfadai TIK untuk Peningkatan Xuotita.s
k^gajaran dan Pembelajamn

Plqon Elea,ring Madrasah yang Dikclola 9.250,0 KEMENTERIANAGAMA

AdoFi Tcknologi Digitel Scktor Stareais
Pcndidikan 6.800,0 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

Program Studi dcngan l[ova.i PeEbelajaran
Digital dan Bcrkualita.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

68.863.4

Ptarrorm Digital Pendidikan Mcrdcka Belejer KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TErc{OLOGI601.500,0

EJdumal yanS Dilanggan 40.560,4 PERPUSTAXAAN NASIONAL REPUBUK
INDONESIA

Ibjok Baca Digital di Dacreh 25.000,0 PERPUSTAIGAN NASIONAL REPUBL,IK
INDONESIA

Bahan Ferpu8talGan dan Naakah Kuno yent
Dialih m.diaka, 8.904,3 PERPUSTAXAAN NASTONAL REPUBUK

INDONESIA

Iknal Pcndidikan dan Bu&ya 5,778,5 TELEVISI REPUBUKINDONFSIA

Dukungan BUMN 9.106.r80,0

Pcrcepatan PcnScmbangen DiAital Pllil BUMN

Iavc.te.i Bark Himbara untuk Pcngeabsngan
Digital (ITl BUMN

Dukungan Swaste 3.426.000,0.r

PcEbansuner Data C€ntcr Swe.ta

PN 6 : MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP,
MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN
PERUBAHAN IKUM

421 MP: Pcmbangunan Fa6ilita. Pcngolshan Limbah
B3

Dukungan Belanja K/L t42.462,4

tub: Fasitto,s kngolalun Limbah 83 Terya&!

Aapch knbarqanon Fasilita.s Pengo;lalan Limbah 83
Terydtt

Persiapan Pal:lbangulrarl Fasilitas Patrgclolaan
Limbah B3 dan Sampah SFsifik s.cara Terpedu 2.459,9 KEMENTERIAN UNGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN

Aspet Enohlers

Kcbijakan Pcag.lolaen Limbah Bahan Bcrbehela
B.racun (83) di s€ktor industri 450,0 KEMENTERIANPERINDUSTRIAN

s)]}: Fasiliros, tutgolahan Limbah B:t Medis dad
Fasgar*es

AsIEk: Pembangano,l Foailitas Petvolalan Lirnbdh 83
I dis

P.mbengunan Faliliras PcnSolalun LiEbah 83
dari Fa.yenkeg t22.too,o KEMENTERIAN UNGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN

Aspk: Dl,blerz

Bantuan Plralatan/Sarana Fe[yehatan
Lingkungan (01) 325.0 KEMENTERIANKESE}IATAN

Data daIl Infomasi Publik Penyehatan
LingkunSan (01)
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483,4 KEMENTERIANKESEHATAN



Pliorite. Nasion l/ Ma,rr Ito./d

PRESTDEN
REFUEUK INDONESIA

Alokasi
(Rp. Juta) In.rrn.i Felekcene

Fasilitasi dan P.ebinaan PeE€rintah Daerah
dalam Bngka pcnychatan lingkungad (01) 16.244,I KEMENTERIANKESEHATAN

43) MP: Penguatan Sistcur Pcringaten Dini B€ncsna

Dukungan Belenja K/L den DAK 1.493.404,2

Aspk: ktquatanTara Kelola EWIS kncola
P.Ecliharaen op€rasional Jaringan infomasi dan
komunikeli MKG 139.294,1

BADAN METEOROI,OGI, KLIMATOLOGI DAN
GEOFISIKA

P.ngcrrbangen 8iltem bia data dan HIrC m.lalui
IDRIP 60.636,0 BADAN METEOROI.OGI, XLIMATOT'CI DAN

GEONSIKA

Jarin:an komunikaai den hformasi MKc r.000,0 BADAN MBTEOROT'GI, KUMATOIOGI DAN
GEOFISIKA

Jaringan informali dan komunilesi MKG ltclaui
IDRIP 9.485,4 BADAN METEOROI'GI, KUMATOIOGI DAN

GF'FISIKA

Fcacliharaan op.resionel a.loptama MKG
ditaerah 79.619,7 BADAN METEOROLOGI, KUMATOI'GI DAN

GEOFISIKA

Pra€arene p€ntelolaan databasc dan tcknolo8i
informasi kcbancanean

BADAN NASIONAL PENANGGUI,IINGAN
BENCANA (BNPB)3.000,o

Anafi,.i,. PeryembanSan Strat gi F.nanggulangan
Bencana

BADAN NASIONAL PENANGGUI,IINGAN
BENCANA (BNPB)2.150,0

Rancara Baryun Siltem PB 1.210,0 BADAN NASIONAL PENANGCULANGAN
BENCANA (BNPB}

Pcmbuatan dan P.masaagan Rambu, Papsn
Evakuasi dan Inforaasi Bcncana ([DRI4

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
BENCANA (BNPts)

4.455,0

Fasilitasi Pcnguatan Rcspon Sistem Peringatar
Dini Bcncana

BADAN NASIONAL PENANCIGULANGAN
BENCANA (BNPB)

r.900,0

Fasilirasi PcnSuatan Ketangguhan Ma3yarakat
Berbasis Komunitas darl Kclue.rga

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
BENCANA (BNPBI85.850,5

Gcladi P.nang:ulangan Bencana Internasiona.l BADAN NASIONAL PENANGGUI,IINGAN
BENCANA (BNPB)6.000,0

Pcncrapan Peflaint Arasian dan
pengarusutamaan panSuranaan rfuiko bcncana di
Decrah

r.32O,O KEMENTERIAN DAIAM NEGERI

Prcgram Produk.i Siaien TEn8gap Bcncana
kiorits. Na.ional

LEMBAGA PEIIMARAN ruBUK RADIO
REPUBUK INDONESIA3.919,7

Aspek: ktquaran EWS Ben a a Ling| llgdt

Pemcliharaan p.lalatan operasional infomra.i
iklim tcrepar dan kualitas udara 8.330,0 BADAN METEOROI'CI. KUMATOLOGI DAN

GEOFISIKA

Siltem operasional infofiresi kualitas Udara 24.243,O BADAN MEIEOROIOGI, KUMATOI'GI DAN
GFOFISI(A

LinSkunaan Hidup - Tematlk P.nguatan Deatirrasi
Perfui,.ate kioritas (f 301 - Ikb. Kcpulaual
Mcntawai)

r.64,7 DAK

Lingkungen Hidup - Tcmatik Pcnguatrn D€stinasi
Pariwtuata Prioritas (1605 - Kab. Musi Ra*las) 1.634,7 DAK

Lingkunaar Hidup - Tcmatik PenSuatan D$tina.i
Pariwi&ta Prioritas (1902 - Kab. B.litung) 2.758,0 DAK

LingkunFn Hidup - Tcmatik Pcnguatan Destinasi
Pariwi.ata Prioritas (3304 - Kab. Banlamc8are) 3.052,3 DAK

Lingkungan Hidup - Teaatik PDnguatan Dcstine.i
Parifilata Prioritas (3307 - IGb. Wonosobo) 1.634,7 DAK

Lingkungan Hidup - TeE.atik P.nguatan Destinesi
Ps.riwisata Prioritar (3322 - Ikb. SemaranS) 1.927,9 DAK

LingkunSan Hidup - Tcmatik Pcnguatan De.tinasi
Pariwi.ate kiolitas (3374 - Kota Scmarang)
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NEPUE|jK TNDONESIA

Priorite! Nasional/ I1a,,rP'ojec, Alokasi
(Rp. Juta) Instsnsi tblaklsna

Linskur8an Hidup - TcDatlk Fcnguata[ Dcatirrali
Pariwhata Priorite. (3401 - Kab. Kulon Progo)

2.029,4 DAX

Lingkurgan Hidup - Tematik Fcnguatan Dcstbe.i
Periwisats Prioritas (3508 - lhb. Luaajarg) 2.t2a,t DAK

LinSkungan Hidup - T.Eatik Pen8uetan D€ltinasi
thriwisata Itioritas (3602 - Kab. L€bak) 1.400,0 DAK

LinSkungan Hidup - Tcmatik PenAuatsn Dcltinasi
Pa'iwisata Priorite6 (5105 - Kab. Klungkung) 1.634,7 DAK

Lingkungan Hidup - T.matik Penguaten De.tinasi
Pariwtuata kioritas (5106 - Ikb. Benali) 1.634,7 DAK

Lingkungan Hidup - Tcmetik Penguatan Destinasi
Pariwi.ata Prioritas (6306 - Kab. Hulu Sungai
SGlatan)

4.693,6 DAK

Lingkungan Hidup - Temetik PenSuatan Destinasi
Ibriwi.ata l,rioritac (7302 - Ihb. BulukuEba) 6,963,I DAK

LintkunAan Hidup - Tcmatik PcnSuatan Dcstina.i
Pariwhata l,rioritas (7471 - Kota Kcndari) 1.634,7 DAK

Lingkun8an Hidup - Tematik Penguatan Dcstinaai
Perifireta kioritas (9103 - t(ab. Tcluk Wondema)

2.970,7 DAK

Lingkungan Hidup - Tsaatik Fentuatan Dcstinasi
Parif,dsata Pliorita. (9107 , Ikb. Sorcr8) 2.368,2 DAK

Alat Pcmantauan Kualites Air OtoEatis 274.OOO,O
KEMENTERIAN UNGKUNGAN HIDUP DAN
KEHI}TANAN

Parawatan Alat PeEantauan Kualitas Air
Otomatig 15.000,0 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN

Alat Pemantauan Kuditas Udala OtoaatiB KEMENTERIAN UNGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN53.481,O

Perawatan Alat Pamantauan Kualites Udera
OtoEatis 9.000,0 KEMENTERIAN UNGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN

layanan informasi mct oroloEi publik 50.0(x).0 BADAN MEIEOROLOGI, KUMATOIOGI DAN
GEOFISIKA

laFnan PcrinSatan Dini Cuaca dengan ,Scaling
Up Weort$ Capa.itg ll 38.489,1 BADAN METEOROLOGI, KUMATOTOGI DAN

GFOFISIKA

p€raletan Penguatan Strer.g'lherd4g dtmatg and.
u.athzr se iE capacitA Phase II (SIMM 2)

s0.000,0 BADAN METEOROLOGI, KUMATOI.OGI DAN
GE'FISIKA

Iayanan Inforeasi meteorologi Darititrl
l&tc gtheni^g of Notire lvleteonlog!) 150.000,0 BADAN METEOROLOGI, KUMATOIOGI DAN

GEOFISIKA

Layanan Informe3i iklia terapan mclalui S.kolah
lapang Iklim (SU) 5.991,6 BADAN METEOROLOGI, KLIMATOI'GI DAN

GEOFISIKA

P.ngadaan pelengket Fr8olah data iaformasi
sirtem oFrasional di*minasi infomasi iklim
terapan

P.mbangunan Aldt Pendetek i ccacr AnSin
(I,thndshearJ !rclelui nR

2377,A BADAN METEOROIOGI, KUMATOI'GI DAN
GEOFISIKA

1.000,0 BADAN METEOROI,OGT, KUMATOI'GI DAN
GEOFISII(A

lsyanan Infor6asi Eteteoroloai maritim mclalui
Sekolah lapang Cuace Nelayan (SLN) Wilalrh
Berat

3.453,6 BADAN METEOROLOGI, KUMATOLOGI DAN
GE:OFISIKA

LaJiinaIi InforEasi metaorologi ma.ritirtr lrelalui
S.kolah Lapeng Cuaca NelaFn (Src10 Wilayeh
T.n8eh

1.864,5 BADAN METEOROLOGI, KUMATOI.OGI DAN
GEOFISIKA
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r.003.8 BADAN METEOROIOGI, KLIMATOI'GI DAN
GEOFISIKA

Iayanan
sckolah

Informeli meteorologi maritia mclalui
lapang Cuaca NclaJ,an (SI,CN) Wilayah



EtrIII
NEPUEUK INDONESIA

Priorite. Ne.ional/l'rairr Pro!)ct Alokasi
(Rp. Juta) Inst rlsi P.lak 6na

Asp€k: ktquara EWs Bencar@Geofisik,., Tflnami
dor\Gunt tg Api

Stesiun Ina-CORS yaaS dibangun guna
mendukung SRGI di Pulau Suliretera

Stesiun Ina-CORS yang dibangun aurE
mcndukung SRGI di Pulau Jewa

4.266,8 BADAN INFORMASI GEOSPAT}IAL (BIG)

3.405,2 BADAN INFORUASI GEOSPASIAL (BIG)

Stasiun tna-CORS J,ang diba.rr8un guna
Eendukung SRGI di Pulau Papua 2.007,7 BADAN TNFORMAST cEOSpAStAL (BIc)

Steriun Ina-CORS yang diban8un gune
EetdukunS SRGI di Kcputrauen Maluku r.289,5 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

Stasiur Ina-CORS yan8 dibanSufl auna
ftendukurg IDa-TEUIS di Pulau SulawEsi I.837,7 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG}

Sta.iun Ina-CORS yang dibangua gune
mendukung Ina-TEWS di Pulau Sumatda 1.242,3 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

Staliun Ina-Cor. yeng dibanaun guna
mcndukuna Ina-TEWS di Pulau Jawa 2.264,6 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

Stesiun lna-CORS yang dibanSun gune
D"ndukung Ina-TEItr/S di Pulau Bali 1.275,8 BADAN TNFORMAST GEOSPASIAL (BIC)

Stariun IIIa-CORS ]Bng dibanSun Suna
Eendukung Ina-TEWS di Kepulauan Maluku r.286,3 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

Stasiun Pasena Surut Fermancn Ina-TEWS yanS
dibangun di Pulau Sulewesi

Staaiun PaaenS Surut Pelmancn Ina-Tcr s yen8
dibanaun Kcpulaua, Meluku

10.374,4 BADAN INFORMAST CEOSPASTAL (BIC)

1.820,7 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

Stasiua Pasang Surut Permanen Ina-Tcw8 yang
dibangun di Pulau Nula TcnSgara 2.987,3 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

Staliun IDa-CORS y€Irg dibangun guna
mcndukuna SRGI di Pulau Sulawcsi 2.499,T BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

Sta8iun Palan8 Surut Pcrrrancn ha-Tews Yang
Dibaigun Pulau Jawa 2.094,9 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

Stasrun Ina-CORS yen8 dibanSun cuna
McndukunS SRGI di Pulau Nusa Tcng8ere I.845,7 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL [BIG)

Pcm.lihereen operasional laltanan informasi
aempa bumi dan pcrin8atan dini tlunami yang
bcrkualitas

BADAN MEIEOROI'GI, KUMATOLOGI DAN
GFOFISI(A81.049,6

Feralatan ..i.6ograf untuk Inlormasi gcmpa
buEi &n tsunad 23.026,O BADAN METEOROLOGI, (UMAMLOGI DAN

GEOFISIKA

P.ngadaan peranAl€t pcngolah data informeli
gcofisika potctr6iel 6.960,0 BADAN METEOROLOGI, KUMATOIOGI DAN

GEONSIKA

Iayanan Informe.i G€mpa bumi dan Peringeten
Dini Tsunaai J/ena berkualita. 26.925,5 BADAN MEiIEOROI'GI, KUMATOI'GI DAN

GEOFISIKA

Layarar Informasi leEntanan sebrrdk di kota
1.600,0 BADAN METEOROI'GI, KUMATOIOGI DAN

GF,oNSIKA

Feralatan monitoling darape.k fibat gcmpa burli
dengan pcralatan irt€nlitymetcr dan
accelerograph mclului IDRIP

BADAN METEOROLOGI, KUMATOIOGI DAN
GEOF]SIKA3.rol,5

Perelatar monitoring 8aapa bumi dan tsuna.lai
mclalui ladoncaia Disasfet R"ai ienu Initiatiues
PrD.irct (IDRI9

76-777,r BADAN METEOROI,OGI, KUMATOI'GI DAN
GEOFISIKA

P€r8adaan pcrangket peryolah data informa.i
tanda waktu

BADAN METEOROI,OGI, KUMATOI'GI DAN
GEOFISIKA

t.972,O
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1.337,8 BADAN METEOROIOGI, KUMATOI,OGI DAN
GEOFISIKA

kyanan InforEasi geapa bumi dan tsunami
helalui Sckolah lapang SeEpa bumi (SLCI)
Wilayah Barat
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PNESIDEN
NEPUEL|K INDONESIA

Priorita! Na.ioml/rra)ior PD.iEc, Aloka!i
(Rp. Juta) Instansi Pelakana

Iayenen Informasi Scmpa bumi dan trunami
mclalui Sekolah LapanS gcmpa buai (SLG)
Wilayah Tengah

BADAN METEOROI'GI, KUMATOI'GI DAN
GEOFISIKA

r.966,0

tayanan Informa.i gempa bumi dan Bunami
mclalui S.kolah lapa.ng geEpa bumi (SI,G)
wilayah TiDu!

3.729,O BADAN METEOROIOGI, KUMATOIOGI DAN
GF'FISIKA

F.nguaten ImtruEen Peringatalr Dilli Bcncana
Cunung Api

BADAN NASIONAL PENANGGUI,ANGAN
BENCANA (BNPB}1.890,0

Si.teE MitiSasi Bcncana Ccologi YanA
DikcDbangken

Po. PenaamataIl Gunung api Jiang Dikcmbanakan

KEMENTERIAN ENERGT DAN SUMBER DAYA
MINERAL

57.552,7

27.Ot7,3 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

Peta Kacrasan Rawan Bcncana Geologi 1.2€5,6 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

Pcta Zona Kclrntenen Likuifaksi I.198,5 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

PN 7: MEMPERTUAT STABILITAS POLHUKHANKAM
DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBUK

441 MP: Peryuatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121
CSIRT

Dukungan B.lanja K/L 232.658,8

A,sP€k: k^gel.6,aian Keja.hatan Sbet

Penanganan P.rkara Siber 4.547,2 KEIAKSAANREPUBUKINDONESIA

P.nangeiren TLrdsk Pidana Sib., (PN) I4.83I.7 KEPOUSIAN NEGARA REPIJBU( INDONESIA

Aapek Penguatan Keamanan dan Ketaha an sber

Pcnguaten OFrasi Irrt lijcn Sibcr I2.5OO,O BADAN INTETI-IEN NEGARA

Fenintlctan Kcrjalana Intclij.n Sibcr Antar
tembaga Intclijcn Dunia 2.OOO,O BADAN TNTEUJEN NEGARA

Aspek knguaton Inltu,sttul(I4 SDM, dai Regu/iasi

Peninakatan lbmp.tcnsi SDM Int€lij€n Sibcr 2,5OO,O BADAN INTELUEN NEGARA

hltegl1asi Cgbet hbllBent Andry&s (CIA) 5O.OOO,O BADAN INTELUEN NEGARA

Lulusan Peng.tabangan SDM di Bidang
rreamanan Sib.r K/L/D (RKP 2023) 2.236,6 BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Farguatan Eko.i.tcm Kcamanen Siber di
2.OOO,O BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Peningkatan Komp.EtBi SDM pcngclola
keemenan Sistcm Pcmcrintehan Berbasis
Elrktronik (SPtsE) pada K/L/D {RKP 2023)

r.067,8 BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

PengeEbangan
ScranAan Sibcr

P.ranSket Intelij€n Pemantauan
dan Pusat Data SOC

66.000,0 KE.IAKSAANREPUBUKINDONESIA

Pcningkatan lkpa.itaE SDM Sibcr mclalui
S€rtfikali CEH dafl CHFI (PN) 144,5 KEPOUSIAN NEGARA REPIJBUK INI}ONFSIA

kpeh: tunegplan lte$hdan Siber dai Pentqkatnt
Ketb Sama l^ter'r,.sional Bid.ang s,'bet

K.rja Sa,tla Regional, Bilatcral, da, Multilateral
Bidana tkaDanan Siber (RKP 20231 I.591,I BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

AsFk: P.nba gunan kttuhonan Sib.'

JuElah Pemcliharaan atau PeraqEtan atau
Pcni[SlGtan Pcrtaharan Sib€r TNI AD 7.5OO,O KEMENTERIAN PERTAHANAN

Sibc! 54.835,0 KEMENTERIAN PERTAHANAN
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasiorral I Major Pt:eject
Alokaei

(Rp.Juta) Instanei Pelakeana

Aspelc' fumfungartrrn dan Pangaatan Tim Cepat
Tanggpp Keamanut Siber

Fembentukan tim Respon Ancaman Intelijen Siber 3.5OO,O BADAN IT{TELIJEN NEGARA

Tim Tanggnp Insiden Siber (CSIRT) pada Sektor
Pemerintah Daerah yant teregrstrasi (RKP 20231

2.506,3 BT{DAN SIBER DAI{ SAI.IDI NEGARA

Tirn Tangtap Insiden Siber (CSIRT) pada Sektor
Pemerintah yang teregistrasi (RKP 20231

4,894,7 BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

45) MP: Penguatan Keamaran ta.ut di Natuna

Dukungan Belianja K/ L 179.058,7

Aspek Penguatan Kapasilas Opemsf Keam o,nwt Lmfi

Pembangunan Pangkalan Setokok 155.737,1 BADAN KEAII{ANA}-I LAUT

Aspe lc Pemb anguncn Satuna-Prasa rana Pe rt ahanarr

Sarpras Militer Pulau Strategis 22,321,6 KEMENTERIAN PERTAHANAN

KETERANGAN:
a) Data Proyek Prioritas Investaei Swasta per 24 November 2022

CATATAIT:
l. Scruai dcngan pcndckatan THIS, aebuah proyek dapat mcndukung lebih dari I (satul Major Prcjcct,
2. Tidak rcluruh RO/proyek pendukung Major Proftd ditampilkan;
3. Peda bcbcrapa Ma$r hoid, dilakganakan mchlui dukungan pcndanaan dari BUMN/Swa.ta/Daerah aehlngga belanja K/L

hanya ecbagei fa.i[tetor contoh Pipa Oae Bumi Ttans Kalimantan (2.2f9 km);
4. Mair hofifr ddukung olch pcndanaan dan invc.tasi yant bcrsumbcr dari Bchnja K/ L, Dana Trancfcr Khusur Fisik, KPBU, dan

Badan Uraha (BUMN/Swa8tal;
5. hoyek DAK mcrupatan pagu alokaai DAX Firik pcr subbidang pcr tematik pcr daerah bcrdarartan Pcrprc. Rincian APBN TA

2023t
6. Alokari pcndaneen/inveltasi KPBU bcr.ifet indikatiq
7. Perubahan rincian dan pcndanaan proyek Bclanja K/L, DAJ( Fi8ik, dan KPBU pada tahun pclakunaan dapat dilakukan dcngen

pcnetujuan Mentcri PPN/Kepala Bappcnas dan Menteri Keuangan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
Perundang-undangan dan

Hukum, -

ttd
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Djaman
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